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Anak sebagai mahkluk Tuhan 
Yang Maha Esa memiliki hak asasi 
atau hak dasar sejak dilahirkan, yaitu 
jaminan untuk tumbuh kembang 
secara utuh baik fisik, mental 
maupun sosial, dan berakhlak mulia. 
Oleh karena itu, perlu dilakukan 
upaya perlindungan serta mewujud-
kan kesejahteraannya dengan mem-
berikan jaminan terhadap pemenu-
han hak-haknya sehingga tidak ada 
manusia atau pihak lain yang dapat 
merampas hak-hak anak tersebut.
Di bidang ketenagakerjaan dan 
perlindungan hak anak, Indonesia 
telah rnempunyai seperangkat pera-
turan perundang-undangan untuk 
menjamin hak-hak anak dan mengu-
rangi dampak bekerja bagi anak yang 
antara lain, ratifikasi konvensi ILO 
Nomor 138 menjadi Undang - 
undang Nomor 20 tahun 1999 
tentang Usia Minimum Untuk Diper-
bolehkan Bekerja, ratifikasi konven-
si ILO Nomor 182 menjadi Undang - 
undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang 
Pelanggaran dan Tindakan Segera 
Penghapusan Bentuk-Bentuk Peker-
jaan Terburuk Untuk Anak, Undang 
– undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, Keputu-
san Presiden Nomor 59 Tahun 2002 
tentang Rencana Aksi Nasional 
(RAN) Penghapusan Bentuk-Bentuk 
Terburuk Pekerjaan Bagi Anak dan 
Undang – undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan.
Berdasarkan Satuan Kerja Nasio- 
nal (Sakernas) tahun 2003, persen-
tase anak yang bekerja sekitar 5,6% 
dari jumlah anak usia 10-¬14 tahun 
dan sebagian besar dari mereka 
(73,1%) bekerja lebih dari 35 jam/ 
minggu, dan sebesar 72% bekerja di 
sektor pertanian. Dari segi hak anak, 
yang sangat memprihatinkan adalah 
anak-anak yang bekerja umumnya 
berada dalam posisi rentan untuk 
diperlakukan salah, termasuk dieks- 
ploitasi oleh orang lain khususnya 
oleh orang dewasa atau suatu sistem 
yang memperoleh keuntungan dari 
tenaga anak (Suyanto, 2004 : 9). 
Berbagai studi dan pengamatan 
menunjukkan bahwa pekerja anak 
umumnya sangat rentan terhadap 
eksploitasi ekonomi. Di sektor 
industri formal, mereka umumnya 
berada dalam kondisi jam kerja yang 
panjang, berupah rendah, mengha- 
dapi resiko kecelakaan kerja dan 
gangguan kesehatan, atau menjadi 
sasaran pelecehan dan kesewenang- 
wenangan orang dewasa (Suyanto, 
2004 : 10).
Salah satu bentuk pekerjaan 
terburuk/sektor jermal bagi anak 
adalah menjadi pengemis. Di 
wilayah Madura, khususnya warga 
tiga desa di Kabupaten Pamekasan 
dan warga salah satu desa di Kabu-
paten Sumenep sebagian besar men-
jadi pengemis, sehingga “dijuluki” 
sebagai kampung pengemis. Menjadi 
pengemis bukanlah hanya karena 
alasan ekonomi, melainkan sudah 
dilakukan secara turun temurun. 
Pada hakekatnya anak tidak boleh 
bekerja, karena waktu mereka sela- 
yaknya dimanfaatkan untuk belajar, 
bermain, bergembira, berada dalam 
suasana damai, mendapatkan kesem-
patan dan fasilitas untuk mencapai 
cita-citanya sesuai dengan perkem-
bangan fisik, psikologi, intelektual 
dan sosialnya. Namun pada kenyata-
annya banyak anak-anak di bawah 
usia 18 tahun yang telah terlibat aktif 
dalam kegiatan ekonomi menjadi 
pekerja anak antara lain di sektor 
industri dengan landasan tekanan 
ekonomi yang dialami orang tuanya 
ataupun faktor lainnya (Syamsuddin, 
1997 : 1).
Bekerja bagi anak banyak 
dampak negatifnya dari pada 
dampak positifnya. Dengan mereka 
bekerja maka akan kehilangan 
kesempatan masa kanak-kanak 
mereka untuk bermain dan menuntut 
ilmu. Dampak positif bagi anak yang 
bekerja berarti mereka sejak kecil 
sudah terlatih untuk bertanggung-
jawab melakukan pekerjaan dan bagi 
keluarga dapat membantu menca- 
kupi kebutuhan hidup atau bahkan 
mereka bekerja agar dapat melanjut-
kan sekolahnya.
Dimungkinkannya anak bekerja 
juga diatur dalam Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja RI tanggal 7 Pebruari 
1987 (PER-01/MEN/1987) tentang 
perlindungan bagi anak yang terpak-
sa bekerja dengan alasan sosial 
ekonomi anak yang berumur 
dibawah 14 tahun dapat bekerja 
untuk menambah penghasilan kelu-
arga, penghasilan untuk diri sendiri, 
untuk itu anak harus mendapat ijin 
tertulis dari orang tua asuh. Lama 
kerja maksimal 4 jam sehari, upah 
sama dengan upah orang dewasa, 
disediakan fasilitas pendidikan dan 
pembinaan bagi si anak (Prinst, 1997 
: 87).
Kemudian disusul  dengan 
Undang - undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak 
(untuk selanjutnya disebut dengan 
UUPA), yang mengatur antara lain : 
setiap anak berhak memperoleh 
pelayanan kesehatan dan jaminan 
sosial, setiap anak berhak memper-
oleh pendidikan dan pengajaran, 
setiap anak berhak untuk beristirahat 
dan memanfaatkan waktu luang, 
bergaul dengan anak yang sebaya, 
berkreasi dan berekspresi. Selanjut- 
nya Undang - undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
yang juga memberikan perlindungan 
bagi pekerja anak dalam hal perlin- 
dungan hak-hak anak. Pasal 68 
UUPA menyebutkan bahwa pengu-
saha dilarang pemperkerjakan anak, 
sedangkan Pasal 69 ayat (1) UUPA 
menyebutkan bahwa anak adalah 
seseorang yang berumur antara 13 
(tiga belas) tahun sampai dengan 15 
(lima belas) tahun.
Semua peraturan perundang - 
undangan di atas mengatur tentang 
perlindungan tentang anak yang  
terpaksa bekerja,  sementara kalau 
dilihat kenyataan sehari-hari ternyata 
banyak sekali anak dibawah umur 
yang bekerja anak di sektor informal, 
seperti pembantu rumah tangga, 
tukang semir sepatu, pedagang   
asongan, pengamen jalanan, dan 
lain- lain.
Sampai saat ini belum ada satu 
peraturan yang mengatur tentang 
pekerja  anak di sektor informal 
apalagi perlindungan terhadap 
mereka. Padahal justru seharusnya 
ada peraturan perundang - undangan 
yang memberikan perlindungan bagi 
anak-anak yang berkerja di sektor 
informal dan jermal ini, karena ia 
bekerja sebagai pengemis sehingga 
pengaruh lingkungan sosial yang 
tidak baik akan berpengaruh terha-
dap perkembangan mental, fisik, 
sosial bahkan masa depannya.
Dengan membiarkan anak beker-
ja sebagai pengemis berarti orang tua 
telah mengeksploitasi anak untuk 
mendapat keuntungan secara ekono-
mis serta hilangnya pemenuhan 
hak-hak anak. Perlindungan hukum 
bagi anak telah diatur dalam Undang 
- undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak dan 
Undang - undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan. 
Dalam realitasnya masih banyak 
terdapat pekerja anak pada sektor 
jermal dan sama sekali tidak 
mendapatkan perlindungan hukum. 
Oleh karena itu, diperlukan upaya 
penanganan baik secara hukum 
maupun konteks pemberdayaan bagi 
keluarga untuk memutus mata rantai 
agar anak tidak dipekerjakan sebagai 
pengemis.
Berdasarkan pemaparan tersebut, 
maka dapat dirumuskan permasala- 
han  sebagai berikut: Bagaimanakah 
pencegahan eksploitasi pekerja anak 
dan alternatif perlindungan hukum 
dan pemberdayaan keluarga di 
Madura ?.
Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan peneli-
tian hukum empiris karena hendak  
menganalisis dan mendeskripsikan 
upaya penanganan eksploitasi anak 
pada sektor jermal di wilayah 
Madura. Adapun pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini 
adalah yuridis empiris. Secara 
yuridis yaitu mengkaji peraturan 
perundang-undangan dan ketentuan 
hukum yang terkait perlindungan 
hukum bagi anak. Sedangkan secara 
empiris mengkaji fenomena/fakta 
nyata terkait keberadaan anak yang 
bekerja sebagai pengemis di wilayah 
Kabupaten Pamekasan dan Kabupa- 
ten Sumenep dengan maksud untuk 
menemukan fakta, untuk selanjutnya 
menemukan masalah serta meng- 
identifikasi masalah tersebut sehing-
ga pada akhirnya menuju pada 
penyelesaian masalah.
Lokasi penelitian ini di wilayah 
Kabupaten Pamekasan dan Kabupa- 
ten Sumenep. Di kabupaten Pame-
kasan ada 2 desa yaitu Desa Branta 
dan Desa Panglegur (Kecamatan 
Tlanakan), sedangkan di Kabupaten 
Sumenep yaitu Desa Pragaan Daya 
(Kecamatan Pragaan). Dipilihnya 
lokasi tersebut didasarkan pertim-
bangan realitas desa yang sebagian 
besar penduduknya bekerja sebagai 
pengemis. Pekerjaan sebagai 
pengemis akan diturunkan dari orang 
tua kepada anaknya sebagai suatu 
tradisi. 
Pemilihan informan berfokus 
pada para pekerja anak pada sektor 
jermal dalam hal ini adalah anak 
yang dijadikan pengemis, orang tua 
dan aparat desa dan tokoh ma- 
syarakat. Metode yang dipilih adalah 
model snowball sampling yakni 
menemukan informan dari ketera- 
ngan - keterangan yang diberikan 
oleh informan sebelumnya. 
Data primer  antara lain data 
tentang : (a) Peran para pihak/ 
aparat/stake holder  yang terkait 
dengan keberadaan pekerja anak 
sektor jermal. (b) Upaya penanganan 
eksploitasi anak pada sektor jermal 
yang selama ini dilakukan oleh 
pemerintah. Data Sekunder meliputi: 
(a) Dokumen peraturan perun-
dang-undangan dan peraturan daerah 
terkait ketenagakerjaan dan perlin- 
dungan hukum terhadap anak. (b) 
Dokumen - dokumen program 
perlindungan dan penanganan anak 
yang dimiliki oleh pemerintah 
daerah.
Adapun teknik pengumpulan data 
yang digunakan meliputi : Data 
primer menggunakan teknik pe- 
ngumpulan :wawancara (interview) 
dan dengan pemberian kuesioner 
kepada para pihak yang terkait. Data 
sekunder menggunakan teknik : 
Studi Pustaka Berbagai artikel, 
tulisan dalam majalah atau jurnal, 
hasil penelitian, buku-buku, dan 
situs-situs internet yang relevan akan 
dikaji dipadukan dan dijadikan 
sebagai kerangka teori dari penelitian 
ini. 
Data penelitian hukum empiris 
yang telah terkumpul dianalisis 
secara kualitatif, kemudian dituang-
kan dalam bentuk deskripsi yang 
menggambarkan tentang realisasi 
upaya penanganan eksploitasi anak 
dan pelaksanaan perlindungan 
hukum terhadap eksploitasi anak 
yang bekerja sebagai pengemis. Data  
penelitian hukum normatif  berupa 
bahan hukum yang berkaitan dengan 
pengaturan dan perlindungan pekerja 
anak yang telah disusun secara siste-
matis, kemudian diklasifikasi sesuai 
pokok bahasan. 
Hasil Penelitian dan Pembahsan 
Anak dan Hak-hak Anak
Dalam Pasal 1 ayat (2) UU 
Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia, dinyatakan: ”Kewa-
jiban dasar manusia adalah seperang-
kat  kewajiban yang apabila tidak 
dilaksanakan, tidak memungkinkan 
terlaksananya dan tegaknya Hak 
Asasi Manusia”. Sedangkan dalam 
Pasal 71 UUPA dinyatakan bahwa 
“Pemerintah wajib dan bertanggung 
jawab menghormati, melindungi, 
menegakkan, dan memajukan hak 
asasi manusia yang diatur dalam 
undang-undang ini, peraturan perun-
dang-undangan lain, dan hukum 
intenasional tentang  hak asasi manu-
sia yang diterima oleh pemerintah 
Republik Indonesia”. Dalam rangka 
mengatasi pengangguran yang di 
alami oleh masyarakat Indonesia 
adalah kewajiban dasar Pemerintah 
baik pusat maupun daerah. Pengatur-
an mengenai hak setiap warga negara 
untuk memperoleh pekerjaan  diatur 
sekilas dalam UU Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan, 
khususnya dalam Pasal 5, Pasal 31, 
Pasal 39 dan Pasal 41. Empat Pasal 
inilah yang secara eksplisit  menya-
takan adanya hak dari setiap tenaga 
kerja untuk memperoleh pekerjaan; 
dan kebijakan pemerintah dalam 
memperluas kesempatan kerja, serta 
pengawasan atas pelaksanaan kebija-
kan tersebut. 
Disamping itu kewajiban dan 
tanggung jawab negara dalam 
kaitannya dengan Perlindungan 
hukum terhadap eksploitasi pekerja 
anak jalanan,  tertuang dalam Pasal 
74 UU Nomor 23 Tahun 2002, me- 
nyatakan bahwa negara dan Peme- 
rintah bertanggung jawab menye-
diakan fasilitas dan aksebilitas bagi 
anak, terutama dalam menjamin 
pertumbuhan dan perkembangannya 
secara optimal dan terarah. Dalam 
rangka meningkatkan efektifitas 
penyelenggaraan perlindungan anak, 
maka negara membentuk Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia yang 
independen. Adapun tugas komisi 
perlindungan anak berdasarkan Pasal 
26 UU Nomor 23 Tahun 2002 adalah 
sebagai berikut: (a) Melakukan 
sosialisasi seluruh ketentuan perun-
dang-undangan yang berkaitan 
dengan perlindungan anak, mengum-
pulkan data dan informasi, menerima 
pengaduan anak, mengumpulkan 
data dan informasi, menerima 
pengaduan masyarakat, melakukan 
penelaahan, pemantauan, evaluasi 
dan pengawasan terhadap penye-
lenggaraan perlindungan anak, (b) 
Memberikan laporan, saran, masu-
kan dan pertimbangan kepada Presi-
den dalam rangka perlindungan 
anak. 
Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, yang 
dimaksud anak adalah seseorang 
yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan. Selanjut- 
nya, UU Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, yang 
dimaksud anak adalah seseorang 
yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan. 
Hak-hak anak perlu mendapatkan 
perlindungan agar anak dapat berke-
sempatan seluas-luasnya untuk 
tumbuh dan berkembang  dengan 
wajar baik jasmani, rohani, dan 
sosial  sebagaimana  tertuang dalam 
Undang-undang  Nomor 4 Tahun 
1979 tentang Kesejahteraan Anak 
Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 
sebagai berikut. Anak berhak atas 
kesejahteraan, perawatan, asuhan 
dan bimbingan berdasarkan kasih 
sayang baik dalam keluarganya 
maupun di dalam asuhan  khusus 
untuk tumbuh dan berkembang 
dengan wajar Pasal 2 ayat (1).UUPA 
Anak berhak atas pelayanan untuk 
mengembangkan kemampuan dan 
kehidupan sosialnya, sesuai dengan 
kebudayaan dan kepribadian bangsa, 
untuk menjadi warganegara yang 
baik dan berguna ( Pasal 2 ayat (2) 
anak yang tidak mempunyai orang 
tua berhak  memperoleh asuhan oleh 
negara  atau orang atau badan (Pasal 
4 ayat 1). Anak yang tidak mampu 
berhak untuk memperoleh bantuan 
agar  dalam lingkungan keluarganya 
dapat tumbuh dan berkembang 
dengan wajar ( Pasal 5 ayat 1). Ban-
tuan dan pelayanan, yang bertujuan 
mewujudkan kesejahteraan menjadi 
hak setiap anak tanpa membeda-be-
dakan jenis kelamin, agama, pendi-
rian politik, dan kedudukan sosial 
(Pasal 8).
Berkaitan dengan pekerja anak, 
Konvensi ILO 132 tahun 1989 telah 
menetapkan hak-hak pekerja anak 
sebagai berikut : (a) Mendapatkan 
upah yang sama dengan memperhati-
kan prinsip-prinsip upah untuk 
pekerjaan yang sama nilainya; (b) 
Memberikan pembatasan waktu 
yang ketat dalam melaksanakan 
pekerjaannya di tempat kerja untuk 
paling lama 4 jam kerja sehari, dan 
dilarang untuk melakukan kerja 
lembur; (c) Kepesertaan dalam 
program jaminan sosial dan program 
pemeliharaan kesehatan; (d) Pem-
berlakuan standard keselamatan dan 
kesehatan secara konsisten dan 
wajar.
Perlindungan Hukum Eksploitasi 
Pekerja Anak
Ungkapan pekerja anak menge-
sankan suatu kondisi di mana mereka 
terbelenggu dengan suatu jenis 
pekerjaan dalam kondisi yang sangat 
bervariatif. Pekerjaan itu mereka 
lakukan dalam suatu rangkaian 
panjang. Kegiatan yang berkelanju-
tan dan tidak tahu kapan berakhir- 
nya. Mungkin pada salah satu ujung-
nya pekerjaan itu akan bermanfaat 
dapat meningkatkan atau memperce-
pat perkembangan fisik, jiwa, sosial, 
dan moral mereka sebagai anak. 
Sementara ujungnya yang lainnya 
akan merampas dan merusak 
kehidupan mereka sebagai anak, 
istilahnya “destriktif dan eksploita- 
tif”. Pada kedua kutub inilah bera- 
gam bidang  pekerjaan dengan kegia-
tannya yang luas digeluti oleh peker-
ja anak (Depdiknas, 2001 : 8) . 
Menurut ILO (International 
Labour Organisation) yang dimak-
sud dengan pekerja anak adalah :
“ Children who lost their chid-
hood and future, prematurely 
leading adult lives, working long 
hours for low wages under condi-
tions damaging to their health 
and their physical and mental 
development”. 
Dalam definisi tersebut terkan- 
dung “ kata kunci” anak kehilangan 
masa anak dan masa depan (yang 
menjadi haknya), melakukan peker-
jaan orang dewasa, jam kerja 
panjang, gaji rendah, kondisi kerja 
yang membahayakan kesehatan dan 
perkembangan fisik dan mental. ILO 
membedakan antara pekerjaan 
ringan (light work) dengan pekerjaan 
berbahaya (hazardous work). Anak 
yang bekerja pada pekerjaan ringan 
diperbolehkan sedangkan anak yang 
bekerja yang berbahaya dilarang. 
Di Indonesia dapat diidentifikasi 
empat bentuk pekerjaan yang dilaku-
kan pekerja anak, yaitu : (a) Pekerja 
anak sebagai pembantu rumah 
tangga, (b) Pekerja anak sebagai 
buruh di pasar, (c) Pekerja anak di 
jalanan, anak-anak yang bekerja di 
persimpangan jalan, di atas bis kota, 
dan terminal-terminal dengan me- 
lakukan pekerjaan seperti mengemis, 
mengamen, asongan, penyemir 
sepatu, (d) Pekerja anak di laut, 
anak-anak yang bekerja di berbagai 
tempat penangkapan, penampungan, 
pelelangan dan pengolahan ikan 
(Depdiknas, 2001 : 11-13) .
Hukum pada dasarnya tidak lain 
adalah himpunan peraturan yang 
mengatur keseluruhan kegiatan 
kehidupan manusia yang disertai 
sanksi hukum bagi pelanggarannya 
(Mertokusumo, 2000 : 2) 
.Keberadaan hukum disini diharap-
kan dapat memberikan rasa aman 
dan ketertiban, karena berfungsi 
mengatur dan adanya sangsi yang 
diharapkan mampu memberikan efek 
jera.
Anak memerlukan perlindungan 
(protection), keperluan perlindungan 
bagi anak merupakan hal yang 
obyektif didasarkan pada keadaan 
raga (fisik) dan jiwa psikis). Raga 
atau badan anak kecil dan lemah. 
Jiwa anak rentan terhadap aneka pe- 
ngaruh. Di samping itu ada kenyata-
an bahwa anak sering menjadi 
korban dalam berbagai tindak 
pidana, misalnya penganiayaan, 
pemerkosaan, pembunuhan, dan 
lain-lain. 
Pendapat mengenai pengertian 
perlindungan anak diungkapkan oleh 
J.E Doek dan H.M.A. Drewes. 
Keduanya mengartikan hukum 
perlindungan anak sebagai : “ (1) 
dalam arti luas merupakan segala 
aturan hidup yang memberikan 
perlindungan kepada mereka yang 
belum dewasa dan memberi kemung- 
kinan bagi mereka untuk berkem-
bang, dan (2) dalam arti sempit 
sebagai perlindungan hukum yang 
terdapat dalam ketentuan hukum 
perdata, ketentuan hukum pidana, 
dan ketentuan hukum acara” (Boedi-
ono, 2008 : 32-33).
Berbicara mengenai perlindungan 
anak, setidaknya ada dua aspek yang 
terkait didalamnya. Aspek pertama 
yang berkaitan dengan kebijakan 
peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai perlindungan 
anak. Aspek kedua berkaitan dengan 
pelaksanaan dari kebijakan perun-
dang-undangan tersebut. Mengenai 
aspek pertama, sampai saat ini telah 
cukup perundang-undangan untuk 
mengatur hal-hak berkaitan dengan 
perlindu- ngan anak. Aspek kedua 
adalah apakah dengan telah tersedi-
anya berbagai perangkat perun-
dang-undangan tentang hak-hak 
anak tersebut telah dengan sendiri- 
nya usaha-usaha untuk mewujudkan 
hak-hak anak dan upaya pengha- 
pusan praktek-praktek pelanggaran 
hukum anak dan pengabaian terha-
dap hak anak sebagaimana yang 
dikehendaki dapat diakhiri (Wahyu-
di, 2002 : 1). 
Agar kepentingan manusia terma-
suk anak terlindungi, maka hukum 
harus dilaksanakan. Pelaksanaan 
hukum dapat berlangsung dalam 
keadaan normal dan damai, tetapi 
juga dapat terjadi pelanggaran 
hukum. Melalui penegakan hukum 
inilah hukum menjadi kenyataan, 
selanjutnya dalam penegakan hukum 
ada tiga unsur yang harus diperhati-
kan, yaitu kepastian hukum, keman-
faatan dan keadilan (Mertokusumo, 
2000 : 3). Perlu diakui bahwa efekti-
vitas perundang-undangan tidak 
hanya tergantung pada faktor hukum 
belaka. Faktor manusia yang menjadi 
penegaknya juga memainkan 
peranan yang penting.  Menurut 
Lawrence M Friedmen hukum 
bergantung pada 3 (tiga) hal, antara 
lain (Friedman, 1975 : 14) : (1) 
Sistem hukum (legal system) men-
cakup unsur-unsur materi hukum 
(legal substance), (2) struktur hukum 
beserta kelembagaannya (legal 
structure) dan (3) budaya hukum 
(legal culture).
Kata eksploitasi di dalam konven-
si-konvensi hak anak merupakan 
kata dalam arti negatif. Konvensi 
hak-hak anak melarang anak dieks- 
ploitasi (A Rachmad Boedino, 
2008:56). Pengertian eksploitasi 
menurut UU Nomor 21 tahun 2007 
Pasal 1 angka (7)  
adalah tindakan dengan atau 
persetujuan korban yang meliputi 
tetapi tidak terbatas pada pelacu-
ran, kerja atau pelayanan paksa, 
perbudakan atau praktek serupa 
perbudakan, penindasan, peme- 
rasan, pemanfaatan fisik, seksual, 
organ reproduksi, atau secara 
melawan hukum memindahkan 
atau menstransplantasi organ 
dan/atau jaringan tubuh atau 
memanfaatkan tenaga atau ke- 
mampuan seseorang oleh pihak 
lain untuk mendapatkan keuntu- 
ngan baik materiil maupun imma-
teriil.
Undang - undang Perlindungan 
Anak memberikan pengertian me- 
ngenai eksploitasi. Dalam penjelasan 
Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Un-
dang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak disebutkan : 
perlakuan eksploitasi, misalnya 
tindakan atau perbuatan memperalat, 
memanfaatkan, atau memeras anak 
untuk memperoleh keuntungan pri- 
badi, keluarga, atau golongan.
Pada hakekatnya anak tidak boleh 
bekerja karena waktu mereka sela- 
yaknya dimanfaatkan untuk belajar, 
bermain, bergembira, berada dalam 
mencapai cita-citanya sesuai dengan 
perkembangan fisik, psikologis 
intelektual dan sosialnya. Namun 
pada kenyataannya banyak anak- 
anak di bawah usia 18 tahun yang 
telah terlibat aktif dalam kegiatan 
ekonomi, menjadi pekerja anak 
antara lain di sektor industri dengan 
alasan tekanan ekonomi yang diala-
mi orang tuanya ataupun faktor 
lainnya (Syamsuddin, 1997: 1) 
Kenyataan menunjukkan bahwa 
masih banyak pekerja anak di dunia 
ini, terutama di negara-negara ber- 
kembang, dikarenakan upaya-upaya 
untuk mengatasi masalah pekerja 
anak pada sekitar satu abad terakhir 
ini berjalan sangat lambat dan alot. 
Hal ini tidak terlepas dari skeptisme 
serta beberapa argumentasi yang 
berkembang di masyarakat, antara 
lain ialah : (a). Pendidikan yang ada 
seringkali tidak sesuai dengan kebu-
tuhan anak-anak keluarga miskin dan 
bahkan menjauhkan mereka dari 
lingkungannya. (b). Anak diperlukan 
untuk memberikan kontribusi bagi 
kesejahteraan keluarga, khususnya 
bagi keluarga-keluarga miskin. (c). 
Pekerjaan anak diperlukan agar 
produk-produk industri tertentu 
memiliki daya saing yang lebih 
tinggi. (d) Undang-undang atau pera-
turan mengenai pekerja anak tidak 
mungkin untuk dilaksanakan meng-
ingat begitu banyak perusahaan yang 
memperkerjakan mereka. (e). Ang-
gapan bahwa pemerintah tidak sepa-
tutnya mencampuri keinginan orang 
tua terhadap apa yang dirasakan 
mereka paling bermanfaat bagi 
anak-anak mereka sendiri (Putranto, 
2000: 2).
Fenomena  anak-anak yang be- 
kerja di Indonesia saat ini cen- 
derung meningkat. Berdasarkan 
penelitian yang dilakukan oleh Kus-
nadi Rusmil yang menyinggung 
tentang sebab-sebab timbulnya 
pekerja anak, mengatakan bahwa 
anak-anak yang bekerja  dapat di 
bedakan menjadi 3 kategori (Rusmil, 
2000 : 25), yaitu : Pertama, 
anak-anak  yang bekerja membantu 
pekerjaan orang tua dan keluarganya 
seperti melaksanakan pekerjaan di 
rumah dan membantu bekerja di 
kebun pada musim-musim tertentu, 
kelompok ini disebut Child worker 
dan biasanya masih memberi kesem-
patan kepada anak untuk belajar dan 
bermain meskipun tidak leluasa. 
Kedua, anak-anak yang bekerja di 
pabrik atau perusahaan, perkebunan 
atau tempat lain milik perusahaan 
untuk membantu  membiayai kebutu-
han keluarga  atau bahkan menjadi 
sumber  pendapatan keluarga, anak- 
anak ini disebut Child Labour dan 
kebanyakan sudah tidak memberikan 
waktu untuk bermain bahkan berse-
kolah karena jadwal kerja terlalu 
padat dibawah peraturan perusahaan. 
Ketiga,  anak yang bekerja di jalan- 
jalan menjadi pengemis, pengamen, 
pemulung, pengasong dan lain-lain 
dimana dalam hal ini anak tidak 
berada dalam hubungan formal 
pengusaha – pekerja. Kelompok ini 
secara sosiologis dikenal sebagai 
anak jalanan.
Anak-anak pada kelompok ketiga 
harus mendapat perhatian yang lebih 
khusus lagi karena mereka hidup 
bebas dijalan sehingga pengaruh 
lingkungan sosial yang tidak baik 
akan berpengaruh terhadap perkem-
bangan mental, fisik, sosial bahkan 
masa depan. Anak yang bekerja pada 
sektor jermal yang dalam hal ini 
adalah sebagai pengemis secara 
psikologis mereka mendapatkan 
pendidikan dari orang tua untuk tidak 
perlu bekerja keras dan cukup meng-
harapkan sedekah dari orang lain. 
Disini anak akan mendidik anak 
malas dan cukup mengharap belas 
kasihan orang lain, karena dalam 
konteks masyarakat Pragaan Daya, 
Kecamatan Pragaan, Kabuapaten 
Sumenep  “lebih baik menjadi 
pengemis dari pada menjadi pencu-
ri”. Dalam pemahaman masyarakat 
mencuri itu haram sedangkan 
mengemis halal. Dan karena 
mengemis merupakan tradisi maka 
hal tersebut harus diturunkan pada 
anaknya. Penelitian yang sama 
dilakukan oleh Ali Al Humaidy (Hu-
maidy, 2003 : viii), hasil penelitian 
menunjukkan bahwa asal mula prak-
tek mengemis di Pragaan Daya sudah 
berlangsung sejak pra kemerdekaan 
(1930 – 1940an) hingga sekarang. 
Bertahannya budaya mengemis 
karena praktek ini sudah berlangsung 
sejak lama dari generasi ke gene- 
rasi/turun temurun, yang disosialisa-
ikan melalui kehidupan keluarga dan 
kehidupan masyarakat. Hasil peneli-
tian tersebut juga menggambarkan 
bahwa meski benar kemiskinan 
ekonomilah yang mendorong orang 
terjun ke dunia pengemis, tetapi pada 
akhirnya ekonomi  bukan menjadi 
faktor yang menentukan apakah 
seseorang akan selamanya menekuni 
profesi sebagai pengemis. Lebih 
lanjut ia mengungkapkan, ketika 
para pengemis itu menjadi kaya 
(tidak lagi dalam kesulitan ekonomi), 
para pengemis itu tetap saja menjala-
ni profesinya. Mereka ternyata justru 
menikmati profesi tersebut karena 
dalam banyak hal bisa mendatangkan 
uang yang lebih banyak dibanding-
kan dengan usaha yang sebelum 
mereka tekuni seperti berdagang atau 
mencari kayu bakar. Artinya persoa-
lan mental dan moral yang menentu-
kan apakah sesorang tetap bertahan 
dengan profesi sebagai pengemis 
atau tidak. Data yang didapat dari 
Dinsos Kabupaten Sumenep bahwa 
sebanyak 91 orang warga di 
Peragaan Daya adalah sebagai 
pengemis. Dimana sebagian besar 
mereka mengajak anaknya untuk ikut 
mengemis.
Sementara di Kabupaten Pame-
kasan terdapat tiga desa di Keca-
matan Tlanakan yang warganya 
banyak menjadi pengemis, yaitu di 
Desa Panglegur, Desa Larangan 
Tokol dan desa Brantah Tenggi. 
Secara keseluruhan jumlah pengemis 
di tiga desa desa tersebut adalah 174 
orang. 
Memang data yang didapat dari 
Dinsosnakertrans kabupaten Pame-
kasan tidak terlihat jumlah pekerja 
anak, namun hampir sebagaian besar 
dari para pengemis yang memiliki 
anak akan mengajak anaknya untuk 
melakukan pengemisan pula. Bahkan 
bagi pengemis yang tidak memiliki 
anak,maka mereka akan meminjam 
atau menyewa anak tetangga nya 
untuk ikut mengemis. Mengajak 
anak untuk mengemis dilakukan agar 
masyarakat akan merasa iba dan 
mendorong untuk memberikan uang.
Selama ini anak yang diajak 
mengemis oleh orang tuanya adalah 
anak yang usia balita dan sampai usia 
12 tahun. Saat menginjak usia remaja 
biasanya anak-anak mulai malu dan 
ada beberapa yang kemudian yang 
berhenti mengemis, namun ada pula 
yang masih terus mengemis bahkan 
sampai mereka menikah.
Mengemis dilakukan setiap hari 
oleh anak-anak karenanya sebagian 
besar mereka tidak bersekolah, 
hanya beberapa anak saja yang 
mengikuti kegiatan pendidikan 
agama atau madrasah di sore hari di 
pesantren. Namun kegiatan menge- 
mis ini tidak hanya dilakukan di 
Pamekasan saja, karena ada juga 
yang melakukan kegiatan mengemis 
di daerah lain seperti di Surabaya, 
Jakarta bahkan ke Kalimantan. 
Kegiatan mengemis di luar kota ini 
dilakukan secara terkoordinir. Jika 
melakukan kegiatan mengemis di 
luar Pamekasan, maka dapat dipasti-
kan anak-anak yang ikut mengemis 
tidak akan mendapat pendidikan 
formal maupun pendididkan agama.
Menjadi pengemis bagi warga di 
tiga desa tersebut merupakan peker-
jaan. Ini terjadi karena kondisi 
geografisnya kering dan tandus, 
mereka tidak memiliki tanah gara-
pan, tidak berpendidikan dan tidak 
memiliki keahlian/ketrampilan khu- 
sus. Dari bekerja sebagi pengemis 
penghasilan mereka perharinya 
adalah Rp. 50.000, tetapi pada hari 
jumat mereka akan mendapat lebih 
dari itu. Di karenakan mereka meng-
inginkan mendapat hasil yang lebih 
banyak, maka para orang tua  akan 
mengajak anaknya untuk mendapat-
kan penghasilan yang lebih banyak. 
Selama  ini orang tua maupun anak 
tidak memahami bahwa anak tidak 
boleh diajak bekerja sebagai 
pengemis. Sedangkan alasan orang 
tua mengikutsertakan anak nya untuk 
mengemis juga adalah karena bagi 
orang tua yang penting anak tetap 
dalam  pengawasan nya dan dapat 
menghasilkan uang.
Realitas tersebut diatas tentunya 
sangat bertentangan dengan UU 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, dimana seharus-
nya anak memiliki hak untuk 
bermain, mendapat perlindungan 
dari orang tuanya dan mendapat 
pendidikan. Disini anak banyak yang 
kehilangan masa kanak-kananknya 
dan justru telah dieksploitasi oleh 
orang tuanya atau orang lain untuk 
mendapatkan uang.
Terkait upaya yang telah dilaku-
kan pemerintah daerah yang dalam 
hal ini Dinsosnakertrans adalah telah 
melakukan berbagai kegiatan pem-
berian bantuan berupa hewan ternak 
sembako maupun uang. Namun 
semuanya dianggap tidak berhasil 
karena seperti hewan ternak setelah 
diberikan pada pengemis, maka 
keesokan harinya akan dijual. 
Menurut Budi setiawan (Dinsos-
nakertrans Kabupaten Pamekasan) 
mengemis disini sudah merupakan 
pekerjaan dan mereka sudah memili-
ki mental peminta jadi kegiatan 
apapun yang dilakukan untuk men-
gentaskan mereka sangatlah sulit. 
Saat ini Dinsosnakertrans mencoba 
untuk memutus mata rantai mengem-
is dengan bekerja sama dengan 
kepala desa dan kyai di desa tersebut 
untuk memberikan informasi agar 
anak-anak para pengemis ini tidak 
diajak untuk bekerja sebagai 
pengemis dan mereka dapat dipon-
dokkan di pesantren di dekat desa 
dengan tanpa dipungut biaya. Jadi 
disini Dinsosnakertrans yang akan 
menanggung biaya yang dibutuhkan 
anak pengemis selama berada di 
pondok pesantren. Harapannya 
dengan anak tersebut mendapat 
pendidikan agama yang baik mini-
mal anak akan tahun bahwa dalam 
Islam memberi adalah lebih baik 
daripada meminta. Sehingga anak 
pengemis ini tidak akan meneruskan 
pekerjaan orang tuanya lagi. 
Pelibatan Community Based Orga-
nization (Organisasi Berbasis Mas-
yarakat) Sebagai Implementasi 
Pendekatan Partisipatif
Pemberdayaan masyarakat adalah 
isu sentral dalam pembangunan ma- 
syarakat. Pemberdayaan pada hake- 
katnya mencakup dua aspek, yaitu to 
give or authority to and to give abili-
ty to or anable. Dalam pengertian 
pertama, pemberdayaan memiliki 
makna memberi kekuasaan, menga- 
lihkan kekuatan dan mendelegasikan 
otoritas ke pihak lain. Pengertian 
kedua, pemberdayaan diartikan 
sebagai upaya untuk memberi 
kemampuan atau keberdayaan. 
Dalam literatur bahwa pember-
dayaan memberikan tekanan pada 
otonomi pengambilan keputusan dari 
suatu kelompok masyarakat. Penera-
pan aspek demokrasi dan partisipasi 
dengan titik fokus pada lokalitas 
akan menjadi landasan bagi upaya 
penguatan potensi lokal. Pada titik 
inilah, maka pemberdayaan ma- 
syarakat juga difokuskan pada 
penguatan individu anggota ma- 
syarakat beserta pranata-pranatanya.
Dalam rangka pemberdayaan 
masyarakat, ada beberapa hal yang 
perlu dilakukan: pertama, mening-
katkan kesadaran kritis atas posisi 
masyarakat dalam struktur sosial 
politik. Kedua, kesadaran kritis yang 
muncul diharapkan membuat ma- 
syarakat mampu menyususn argu-
mentasi terhadap berbagai macam 
eksploitasi serta sekaligus membuat 
pemutusan terhadap hal tersebut. 
Ketiga, peningkatan kapasitas ma- 
syarakat. Keempat, pemberdayaan 
juga perlu dikaitkan dengan pemba- 
ngunan sosial budaya masyarakat. 
Nilai-nilai yang ada pada tradisi 
budaya masyarakat lokal seperti 
gotong royong dan arisan dapat 
dipandang sebagai modal sosial 
(Social Capital) dalam mewujudkan 
kemajuan pembangunan masyarakat 
(Suparjan dan Suyatno, 2003: 44). 
Bertitik tolak pada uraian diatas, 
maka konsep pemberdayaan sebe-
narnya merupakan proses belajar 
yang menekankan orientasi pada 
proses pelibatan (partisipasi masya- 
rakat). Dengan partisipasi di harap-
kan kapasitas masyarakat untuk 
mengembangkan diri dapat mening-
kat yakni kemampuan untuk melaku-
kan identifikasi kebutuhan, identifi-
kasi sumber daya, dan kemampuan 
untuk memanfaatkan peluang yang 
ada.
Pelibatan masyarakat dalam pem-
bangunan pada dasarnya harus dimu-
lai dari bawah yaitu melalui forum 
warga baik yang berbasis administra-
tif  seperti forum RT, RW, rembug 
desa maupun forum-forum yang 
berhasil pada kelembagaan dan 
komunitas (Community Based Orga-
nization/CBO) seperti kelompok 
pengajian, kelompok yasinan/tahli- 
lan, kelompok petani, peternak, pe- 
dagangdan sebagainya (Suparjan dan 
Suyatno, 2003:48). Upaya ini dilaku-
kan dengan memanfaatkan forum-fo-
rum tersebut tidak hanya sebagai 
wahana untuk melakukan sosialisasi, 
pengajian ataupun arisan namun juga 
dapat dimanfaatkan untuk membi- 
carakan berbagai macam isu yang 
sedang terjadi dalam kehidupan ma- 
syarakat seperti halnya isu perdaga- 
ngan perempuan dan anak.
Mekanisme seperti tersebut diatas 
pada akhirnya akan membiasakan 
masyarakat untuk selalu membicara-
kan kepentingan bersama. Institusi 
pada level bawah tersebut harus 
ditempatkan sebagai basis perenca-
naan pembangunan dari bawah. 
Melalui forum-forum seperti ini, 
warga masyarakat dapat merumus-
kan aspirasi pembangunan yang 
kemudian dibawa ke Badan Per- 
wakilan Desa sebagai lembaga legis-
latif di tingkat desa lalu ke tingkat 
kecamatan hingga ke Kabupaten 
(Suparjan dan Hendri Suyatno, 2003: 
49). 
Disamping menjadi basis peren-
canaan, forum-forum tersebut dapat 
juga menjadi salah satu dari agent of 
change untuk melakukan perubahan 
dalam masyarakat. Caranya adalah 
dengan membentuk kader-kader 
lokal yang dapat menjadi media 
untuk menyampaikan pesan-pesan 
pembangunan. 
Selanjutnya proses pemberdayaan 
keluarga dilakukan dengan berbasis 
pada partisipasi masyarakat dengan 
melibatkan community based organi-
zation yakni memanfaatkan organi-
sasi berbasis komunitas seperti 
pondok pesantren, forum pengajian, 
karang taruna atau yang lain sesuai 
dengan kondisi di daerah penelitian. 
Untuk konteks sosial budaya 
Madura, pelibatan pondok pesantren 
dan forum pengajian serta forum-fo-
rum lainnya sangat tepat karena ma- 
syarakat Madura memiliki keterika-
tan yang kuat pada kiai dan agama 
Islam sehingga organisasi yang 
sudah mengakar ini diharapkan dapat 
memberikan sosialisasi tentang 
pencegahan ekploitasi anak yang 
dipekerjakan pada sektor jermal.
Konteks pemberdayaan masya- 
rakat disini adalah memberdayakan 
masyarakat secara pemikiran dan 
pemahaman mereka serta memberi-
kan peran aktif pada masyarakat 
untuk bersama-sama dengat pihak 
terkait yakni aparat pemerintah 
melakukan upaya pencegahan 
ekploitasi anak pada sektor jermal di 
Madura.
Dinsosnakertrans kabupaten 
Pamekasan telah memulai dengan 
bekerja sama dengan para kyai dan 
kepala desa agar pengemis mau 
meninggalkan anaknya di pesantren. 
Harapannya dengan tinggal di 
pesantren anak tidak akan diajak 
untuk bekerja sebagai pengemis dan 
mereka akan mendapat pendidikan 
serta lingkungan yang layak. Semen-
tara terkait pemberdayaan keluarga 
pihak Dinsosnakertrans juga melaku-
kan pendidikan ketrampilan dan 
pemberian alat-alat penunjang ke- 
trampilan serta pendampingan yang 
dilakuakn secara lebih efektif oleh 
KTSK yang ada di masing-masing 
kecamatan.
Simpulan
Selama ini anak yang menjadi 
pengemis dikarenakan ajakan orang 
tua. Alasan orang tua untuk menga-
jak anaknya menjadi pengemis 
adalah agar mendapatkan uang lebih 
banyak karena keberadaan anak- 
anak akan menimbulkan rasa iba 
bagi orang yang akan memberi. Data 
yang ada di dua Kabupaten tersebut 
tidak dapat menunjukkan jumlah 
kongkrit anak yang bekerja sebagai 
pengemis. Hal ini terkait dengan 
program yang selama ini diberikan 
oleh pemerintah daerah sasarannya 
adalah pada orang tua. Seperti 
program peningkakan ketrampilan 
dan pemberian bantuan. Untuk anak 
hanya berupa sosialisasi kepada 
orang tua untuk tidak mengajak 
bekerja anak dan meminta anak 
untuk menempuh pendidikan/berse-
kolah.
Perlindungan hukum yang diberi-
kan kepada anak yang bekerja 
sebagai pengemis masih belum opti-
mal karena selama ini program yang 
ada masih berorientasi pada pening-
katan ekonomi orang tua. Namun 
harapan pemerintah daerah dengan 
peningkatan kapasitas ekonomi kelu-
arga akan dapat memutus mata rantai 
pengemisan, yang berarti anak tidak 
akan diajak bekerja oleh orang 
tuanya karena konsep pemberdayaan 
keluarga dilakukan dengan konsep 
community based organization, 
mengikutsertakan peran kyai dan 
pesantren sebagai pihak yang 
berpengaruh di masyarakat.
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Abstract
Restorative justice approach in thr case of children can be achieved 
through the application of diversion.The diversion should be measurably and 
legally implemented by the criminal law enforcement agencies in all stage. 
Factually, the absence of laws that specifically regulate the diversion, the 
shortcomings of the juvenile criminal justice; the incapacity of prisons, pris-
ons for Children, and Social Organization in fostering children in conflict 
with the law during this time; the unsuccesful achievement of the goal diver-
sion in children in some countries become the cause-birth of diversion system 
in the case of children. As the consequences, the parties involved during and 
post-diversion process shall guarantee the best needs for the child and the 
victim. Therefore, educating, coaching, mentoring and supervising of 
children in conflict with the law must be carried out systematically. The juri- 
dical consequences, The Government Regulation (PP) concerning on diver-
sion and other acts, including organic rules that can be used as a guide in 
istitutions and personal involved in the process before, during, and after the 
disversion is needed in order to achieve fairness in legal certainty.
Key word: diversion, restorative justice, children
Abstrak
Pendekatan keadilan restoratif dalam perkara anak dapat dicapai melalui 
penerapan diversi sebagaimana diatur dalam UU Sistem Peradilan Anak. 
Selama ini sudah ada diversi pada perkara anak, namun baru dilaksanakan di 
kepolisian. Padahal, jika ingin melindungi dan me-restorasi anak, korban, dan 
masyarakat, diversi harus dilakukan oleh penegak hukum pidana dalam 
semua tahapan secara terukur dan legal.  Secara faktual, belumadanya hukum 
yang khusus mengatur diversi, kelemahan pelaksanaan peradilan pidana 
anak; kekurangmampuan LAPAS, LAPAS Anak, dan Organisasi Kema- 
syarakatan dalam membina anak yang berkonflik dengan hukum selama ini; 
keberhasilanpencapaian tujuan diversi pada anak di beberapa negara penye-
bab lahirnya sistem diversi dalam perkara anak . Konsekuensinya, para pihak 
yang terlibat dalam proses dan pasca-diversi wajib menjamin kepentingan 
terbaik bagi anak dan korban.  Karena itu, pendidikan, pembinaan, pendam- 
pingan dan pengawasan anak yang berkonflik dengan hukum (baik yang 
diselesaikan dengan diversi maupun yang diadili melalui sistem peradilan 
pidana) wajib dilaksanakan secara sistemik.Konsekuensi yuridisnya, Peratur-
an Pemerintah (PP) tentang diversi dan peraturan perundang-undangan lain, 
termasuk ketentuan organik yang dapat digunakan sebagai panduan di lemba-
Pendahuluan
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum harus didasarkan 
pada kepentingan terbaik bagi anak. 
Pengertian frasa “terbaik bagi anak” 
terkait dengan sifat anak, baik fisik, 
psikis, maupun sosial sehingga 
kepentingan anak satu dengan lain- 
nya tidak harus sama. A definition of 
the child’s best interests cannot 
accommodate the diverse nature of 
the interests appropriate for a partic-
ular child, from a particular back-
ground and at a particular time of 
development. (Sifris at.all 2014). 
Pengutamaan kepentingan terbaik 
bagi anakini juga didasarkan pada 
asas umum perlindungan anak 
sebagaimana diatur dalam konvensi 
anak, bahwa 
The best interests of the child 
shall be a primary consideration 
in all actions affecting children. 
(The 1989 Convention on the 
Rights of the Child).The term 
“best interests” broadly 
describes the well-being of a 
child. Such well-being is deter-
mined by a variety of individual 
circumstances, such as the age, 
the level of maturity of the child, 
the presence or absence of 
parents, the childs environment 
and experiences.(UNHCR Guide-
lines, 2008).
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum tidak harus menggu-
nakan sarana nonpenal (misalnya 
diversi) atau menggunakan hukum 
pidana (sarana penal).  Namun, ke- 
duanya dapat dilakukan secara 
berurutan, yaitu mengutamakan 
diversi (jika memenuhi persyaratan 
diversi), dan jika upaya tersebut 
gagal maka akan diberlakukan 
sistem peradilan pidana bagi 
anak.Hal ini sesuai dengan pendapat 
bahwa the major goal of the first 
juvenile courts, established at the 
turn of the century, was to provide an 
alternative to, and thereby divert 
youth from, the criminal court(Albert 
L. Robert (Edit), 2008 : 184).
Secara umum, pemberlakuan-
sistem peradilan pidana untuk 
penyelesaian perkara pidana dapat 
berdampak buruk bagi anak, teruta-
ma pemberian “stigma jahat” pada 
anak (stigmatisasi atau labelisasi), 
dan terjadinya pembiasaan kebia- 
saan-kebiasan buruk di LAPAS yang 
kemudian dipraktikkan lagi oleh 
anak ke luar LAPAS Anak (prisoni-
sasi), bahkan pengulangan tindak 
pidana yang lebih serius akibatnya. 
Salah satu penyebabnya adalah 
adanya kontak langsung dengan 
penegak hukum yang dapat membuat 
anak frustrasi.  Jika perkaranya 
sudah diputus oleh pengadilanpun, 
mungkin akan menjadi stigma bagi 
anak pelaku tindak pidana.  Karena 
itu, para ahli di bidang psikologi, 
hukum, etimologi kriminal, krimi-
nologi, pendidikan, dan penologi 
selalu mencari jalan terbaik bagi 
anak, korban, dan kepentingan ma- 
syarakat.  Akhirnya, para ahli mewa-
canakan pendekatan keadilan resto- 
ratif sebagai alternatif pemikiran 
untuk mengurangi kelemahan teori 
pemidanaan retributif, teori prevensi 
maupun teori gabungan.
Keadilan restoratif merupakan 
suatu ide dan gerakan yang me- 
ngedepankan keadilan dalam pers-
pektif pelaku dan keluarganya, 
korban dan keluarganya, masyarakat, 
dan pemangku kepentingan dalam 
rangka pemulihan keadaan masing- 
masing.  Karena itu, konsepsi pemi- 
kiran keadilan restoratif (restorative 
justice) menjadi salah satu upaya 
menjauhkan anak dari sistem per- 
adilan pidana yang tidak perlu.  
Pendekatan ini mengutamakan pe- 
nyelesaian tindak pidana di luar 
peradilan pidana.  Pendekatan terse-
but bukan hanya pada anak, melain- 
kan juga pada orang dewasa (misal- 
nya pencurian ringan, penggelapan 
ringan, perbuatan curang (penipuan) 
ringan) maupun anak-anak.  Bahkan 
di beberapa negara maju, korporasi 
yang melakukan tindak pidana dapat 
juga diselesaikan dengan pendekatan 
keadilan restoratif.
Keadilan restoratif adalah cara-
menanggapi perilaku criminal 
dengan cara menyeimbangkan antara 
kebutuhan masyarakat, dengan 
korban danpelaku. Ini merupakan 
konsep yang terus berkembangdan 
dapat menimbulkan interpretasi yang 
berbeda di negara yang berbeda.
Restorative justice is a way of 
responding to criminal behaviour 
by balancing the needs of the 
community, the victims and the 
offenders. It is an evolving 
concept that has given rise to 
different interpretation in differ-
ent countries, one around which 
there is not always a perfect 
consensus.(United Nations, 2006: 
6).
Berkaitan dengan konsep 
keadilan restoratif dalam perkara 
pidana yang dilakukan oleh anak, 
menurut Pasal 1 angka 6 Undang- 
Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 
Sistem Peradilan Pidana  Anak (LN 
Tahun  2012  Nomor  153, TLN 
Nomor  5332), pengertian keadilan 
restoratif adalah penyelesaian perka-
ra tindak pidana dengan melibatkan 
pelaku, korban, keluarga pelaku/kor-
ban, dan pihak lain yang terkait 
untuk bersama-sama mencari 
penyelesaian yang adil dengan 
menekankan pemulihan kembali 
pada keadaan semula, dan bukan 
pembalasan.
Praktik di beberapa negara, 
keadilan restroratif disebut dengan 
berbagai istilah. Ada pihak yang 
menggunakan istilah"keadilan 
komunitarian", "memperbaiki 
kesalahan", "Keadilan positif", 
"keadilan relasional", "keadilan 
reparatif", "keadilan masyarakat" 
untuk menyebut "keadilan restorat-
if". Namun, demikian ada kesamaan 
pemahaman bahwa keadilan 
restoratif dibangun berdasarkan 
konsep penyeimbangan kepentingan 
dan kebutuhan pada tiga pihak, yaitu 
pelaku, korban, dan masyarakat. Hal 
ini terungkap dari penjelasan beri-
kut.
Also, because of the difficulties in 
precisely translating the concept 
into different languages, a variety 
of terminologies are often used. 
There are many terms that are 
used to describe the restorative 
justicemovement. These include 
“communitarian justice”, “ma- 
king amends”,“positive justice”, 
“relational justice”, “reparative 
justice”, “communityjustice” and 
“restorative justice”, among 
others.(United Nations, 2006:6)
Berkaitan dengan keadilan 
restoratif, dalam UU-SPPA diatur 
tentang diversi. Pengertian diversi 
adalah pengalihan penyelesaian 
perkara Anak dari proses peradilan 
pidana ke proses di luar peradilan 
pidana.Jika kedua konsep tersebut 
dihubungkan, maka keadilan 
restoratif adalah tujuan yang ingin 
dicapai, sedangkan diversi adalah 
salah satu proses mencapai keadilan 
tersebut.Keadilan restoratif dapat 
dicapai melalui diversi maupun 
non-diversi, yaitu memproses anak 
pelaku tindak pidana dalam sistem 
peradilan pidana. Dengan demikian, 
melalui sistem peradilan pidanapun 
dapat dicapai keadilan restoratif. 
Misalnya dengan menjatuhkan 
pidana atau tindakan yang sesuai 
dengan kebutuhan pelaku, korban, 
dan masyarakat.Karena itu, dalam 
UU-SPPA disediakan banyak jenis 
sanksi dan tindakan agar hakim 
dapat memilih jenis pidana (straf) 
atau tindakan (maatregel) yang 
sesuai dengan kebutuhan pelaku, 
korban dan masyarakat agar keadilan 
restoratif tercapai.
Sampai saat ini, diversi pada 
perkara anak di tahap penyidikan 
sudah sering dilakukan berdasarkan 
Peraturan internal di Kepolisian 
Negara Republik Indonesia.  Banyak 
pendapat yang setuju dan yang tidak 
setuju atas upaya Polri untuk 
menyelesaikan perkara pidana anak 
di luar hukum pidana.  Namun, saat 
ini sudah terbit Undang-Undang No. 
11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (selanjutnya 
disingkat UU-SPPA), yang sudah 
diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 
2014 sehingga setiap orang wajib 
setuju dan menaatinya.  Jika UU 
tersebut diberlakukan, banyak 
sub-sistem atau sistem yang berubah, 
misalnya sub-sistem: diversi oleh 
polisi, jaksa, dan hakim; pencatatan 
dan pengarsipan pada lembaga 
pelaksana UU-SPPA; sistem pembi-
naan dan pembimbingan anak di 
Lembaga Penempatan Anak Semen-
tara (LPAS), Lembaga Penyelengga-
ra Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA). Selain itu, banyak juga 
sarana dan prasarana yang disiapkan, 
termasuk kaulitas dan kuantitas sum-
berdaya manusia (misalnya polisi, 
jaksa, hakim, pembimbing kema- 
syarakatan, petugas pemasyarakatan, 
relawan sosial).
Jika pemerintah dan para pihak 
terkait serta para pemangku kepen- 
tingan (stakehoders) tidak segera 
melakukan persiapan atas pember-
lakuan UU-SPPA tidak segera 
disiapkan, UU-SPPA akan hanya 
menjadi norma yang bersifat 
“semantik” (indah dalam bahasa) 
dan tidak banyak melakukan peruba-
han substansi sistem peradilan 
pidana anak sehingga tidak ada 
bedanya dengan saat berlakunya UU 
No. 3 Tahun 1997 tentang Penga-
dilan Anak.
Berdasarkan pemikiran tersebut, 
penulis melakukan pengajian terha-
dap 3 (tiga) permasalahan, yaitu 
apakah urgensi diversi dalam pena- 
nganan perkara anak;bagaimana 
kesiapan para pihak yang terlibat 
dalam diversi perkara anak;serta 
bagaimana model pendidikan, pem-
binaan, pendampingan, dan penga-
wasan anak yang di-diversi maupun 
anak yang dijatuhi pidana (straf) atau 
tindakan(maatregel).  Kajian ini 
akan menghasilkan analisis tentang 
substansi keadilan restoratif dalam 
kaitannya dengan diversi, dan anali-
sis kemampuan yang ada di ma- 
sing-masing pemangku kepentingan 
yang berkaitan dengan sistem per- 
adilan pidana. Akhirnya, Hasil kajian 
ini dapat dimanfaatkan oleh pihak- 
pihak terkait untuk menyiapkan sum-
berdaya, sumberdana dan sistem 
kinerja dalam rangka menciptakan 
keadilan restoratif dalam perkara 
anak di Indonesia.  
Urgensi Penerapan  Diversidalam 
Penanganan  Perkara Anak
Secara teoretik, ada keterkaitan 
antara asas atau kebijakan dikresi 
(discretion), diversi (Diversion) dan 
keadilan restoratif (Restorative 
Justice).Saut P.Panjaitan mengemu-
kakan bahwa diskresi (pouvoir 
discretionnaire, bahasa Perancis) 
ataupun Freies Ermessen (bahasa 
Jerman) merupakan suatu bentuk 
penyimpangan terhadap asas legali-
tas dalam pengertian wet matigheid 
van bestuur, jadi merupakan ”keke- 
cualian” dari asas legalitas. Menurut 
Muchsan, dasar pijakan diskresi ada 
2 (dua) yaitu: Dasar Hukum/Yuridis, 
yaitu menyangkut ketentuan formal; 
dan Dasar Kebijakan, yaitu me- 
nyangkut manfaat. (Simamora, 
2014).
Diversi adalah penyelesaian per- 
kara pidana menggunakan jalur di 
luar hukum pidana. Sedangkan 
pengertian keadilan restoratif adalah 
ide keadilan yang didasarkan pada 
kesepakatan antar-para pihak yang 
terkait dengan tindak pidana untuk 
mencari solusi untuk pemulihan 
keadaan sebagaimana belum terjadi 
tindak pidana dan bahkan menja- 
dikan semua pihak lebih baik.  
Keadilan Restoratif didasarkan pada 
5 prinsip dalam pemikiran berikut. 
Five Principles of Restorative 
Justice
a. Focuses on harms and conse-
quent needs (victims', but also 
communities' and offenders').
b. Addresses obligations resulting 
from those harms (offenders' but 
also families', communities' and 
society's).
c. Uses inclusive, collaborative 
processes.
d. Involves those with a legitimate 
stake in the situation (victims, 
offenders, families, community 
members, society).
e. Seeks to put right thewrongs 233 
(Dowd, 2015: 233)
Dengan demikian, dalam konteks 
bahasan ini dapat dipahami bahwa 
diversi dalam perkara anak lahir 
karena adanya asas diskresi yang 
dimiliki oleh pihak yang berwenang 
(Penyidik, Jaksa, dan Hakim) dalam 
rangka mencapai keadilan restoratif.  
Salah satu bentuk diskresi adalah 
memberikan kewenangan kepada 
Penyidik, Jaksa, dan Hakim untuk 
melakukan diversi terhadap anak 
yang berhadapan dengan hukum. 
Pengertian keadilan restoratif 
adalah a form of conflict resolution 
and seeks to make it clear to the 
offender that the behaviour is not 
condoned, at the same time as being 
supportive and respectful of the indi-
vidual.(Morison, 2001: 194). Pihak 
yang diharapkan memperoleh kea- 
dilan restoratif adalah pelaku dan 
korban, serta pihak-pihak yang 
terkait. Dalam konteks pemidanaan, 
pendekatan keadilan restoratif seja- 
lan dnegan model keseimbangan 
Kepentingan (Muladi, 1995:5). Ka- 
rena itu, asas daad-dader-slachtof-
fer-Strafrecht mestinya mulai diim-
plementasikan dalam hukum pidana 
(Arief Amrulah, 2008).
Keadilan restoratif dapat diterap-
kan pada seluruh proses penegakan 
hukum pidana, tidak hanya pada satu 
proses saja, misalnya pada penyi- 
dikan atau penuntutan atau peradilan. 
Hal ini didasarkan pada prinsip 
keadilan restoratif masuk pada suatu 
sistem hukum pidana sehingga 
penerapannya ada pada setiap pro- 
sesnya dan juga tiap penegak hukum 
mempunyai kewenangan untuk me- 
nerapkannya. Keadilan restoratif 
bukan merupakan asas melainkan 
filsafat yaitu filsafat dalam proses 
peradilan dan juga filsafat keadilan. 
Keadilan restoratif dapat dikatakan 
sebagai filsafat peradilan, karena-
merupakan dasar dalam penyusunan 
lembaga peradilan. Dengan demiki-
an, dapat diartikan bahwa keadilan 
restoratif adalah suatu rangkaian 
proses peradilan yang pada dasarnya 
bertujuan untuk me-restore (memu- 
lihkan kembali) kerugian yang dide- 
rita oleh korban kejahatan, (Mudza-
kir, 2008). masyarakat, dan para 
pihak terkait.
Pendekatan keadilan restoratif 
(restorative justice approach) diawa-
li dari praktik di beberapa negara 
misalnya Kanada, Australia, New 
Zealand, dan Inggris. Sejarah per- 
kembangan hukum modern dalam 
penerapan restorative justice diawali 
dari pelaksanaan sebuah program 
penyelesaian di luar pengadilan 
konvensional yang dilakukan oleh 
masyarakat yang disebut dengan 
victim-offender mediation tahun 
1970-an di Kanada (Morris dan 
Maxwelle, 21: 4). Pendekatan 
keadilan restoratif merupakan per- 
kembangan terakhir dari paradigma 
peradilan pidana, yaitu diawali 
dengan retributive justice, dilanjut-
kan dengan rehabilitative justice, 
kemudian ada alternative justice, 
kemudian diperbaiki lagi dengan 
transitional justice, danakhirnya 
digantikan oleh restorative justice.
Berdasarkan sejarah di beberapa 
negara, pelaksanaan Diversi pada 
awalnya gagal di Amerika, tetapi 
berhasil di Belanda, Denmark, Italia, 
Jerman, Perancis, pada tahun 
1969(Marlina, 2010:4) kemudian 
diperbaiki sistemnya yang akhirnya 
sukses di beberapa negara dalam 
penyelesaian tindak pidana tertentu 
dan pelaku-pelaku tertentu.
Meskipun tidak ada kesepakatan 
tentang pengertian keadilan restora- 
tif, namun mayoritas definisi 
berfokus pada proses yang melibat-
kan semua pihak yang berkepenti- 
ngan untuk menyelesaikan pelang-
garan hukum dan bertujuan memper-
baiki kerugian yang disebabkan oleh 
pelanggaran tersebut.  Hal ini 
terungkap dalam pernyataan berikut. 
There is no agreed definition of 
restorative justice processes. A 
number of definitions have been 
suggested, most of which focus on a 
process which involves all those 
affected by an offence and aims to 
repair the harm caused by the 
offending(Widodo 2014). Berdasar-
kan pemikiran tersebut dapat dipaha-
mi bahwa akar filsafat keadilan 
restoratif adalah konsepsi keadilan 
untuk semua (justice for all), yaitu 
pelibatan pelaku, korban, dan ma- 
syarakat berdasarkan musyawarah 
dalam rangka merestorasi keadaan 
secara manusiawi.
Secara teoretis, sistem peradilan 
pidana anak di Indonesia wajib 
mengutamakan kepentingan yang 
terbaik bagi anak dan berupaya me- 
ngurangi penyelesaian perkara anak 
di pengadilan pidana, dan jika 
terpaksa dipidana penjara, maka 
pidana tersebut hanya dilakukan 
sebagai upaya terakhir dan dalam 
waktu yang singkat. Hal ini dapat 
diketahui dari beberapa instrumen 
internasional, antara lain United 
Nations Standard Minimum Rules for 
the Administration of Juvenile 
Justice (Beijing Rules), United 
Nations Standard Minimum Rules for 
Non-Custodial Measures 1990 
(Tokyo Rules), United Nations 
Guidelines for the Prevention of 
Juvenile Delinquency (Riyadh 
Guidelines), dan United Nations 
Rules for the Protection of Juveniles 
Deprived of Their Liberty (1990). 
Menurut Wardaya dan Retnaningrum 
bahwa, kesadaran masyarakat bahwa 
anak-anak pelaku tindak pidana 
perlu diperlakukan khusus tidak 
sebagaimana orang dewasa baru 
disadari sejak penyelenggaraan 
peradilan anak kali pertama di 
Chicago pada 1889 (Wardaya dan 
Retnaningrum, 2011).
Urgensi pelaksaan diversi pada 
perkara anak didasari pada 
pemikiran berikut. Saat ini ada 
pergeseran filsafat pemidanaan dari 
awalnya yang bersifat restitutif 
(pembalasan) kemudian ditandingi 
menjadi teori prevensi (tujuan), 
kemudian muncul teori gabungan, 
(Widodo, 2009 :24) dan akhirnya 
berkembang pemikiran keadilan 
restoratif yang mengutamakan 
pemulihan. Pendekatan restoratif 
merupakan paradigma baru dalam 
pemidanaan yang berbeda dengan 
pendekatan keadilan retributif, baik 
konsep, orientasi, tujuan maupun 
mekanisme pencapaiannya.  Keadi- 
lan retributif lahir sebagai reaksi 
terhadap beberapa kelemahan pen- 
dekatan keadilan retributif. Resto- 
rative justice is different from the 
retributive and rehabilitation 
approaches in that it focuses prima- 
rily on the needs of the victim, not 
just the offender. It’s a powerful tool 
that can have very real, positive 
results(Marshal,2014).Pendekatan 
keadilan restoratif ini sangat positif 
dan berbeda dengan restribusi dan 
rehabilitasi yang hanya terbatas teru-
tama pada perlindungan korban, 
bukan pada pelaku.
Keadilan restoratif merupakan 
reaksi masyarakat global yang dapat 
digunakan sebagai pelengkap dari 
sistem peradilan pidana yang selama 
ini banyak yang menggunakan 
pendekatan keadilan tradisional.Hal 
ini dikemukakan oleh Mark S. Um- 
breit and Marilyn Peterson Armour 
bahwa, restorative justice is viewed 
as complementary to the criminal 
justice system because it attends to 
issues that the traditional system 
neglects. Regardless of the position 
taken, the vision of restorative justice 
is grounded in values that are reso-
nating with an increasingly broad 
range of individuals and communi-
ties throughout the world, presenting 
many opportunities for new and 
widened impact (Umbreit dan 
Armour,2004:82). Diversi adalah 
salah satu bentuk penyelesaian per- 
kara pidana dalam rangka penca- 
paian keadilan restoratif.  Bentuk 
lain- nya, misalnya rekonsiliasi 
antara pelaku dengan korban, konfe- 
rensi keluarga dan masyarakat, 
upaya perdamaian dalam ma- 
syarakat.  Hal ini selaras dengan 
pemikiran Strickland, bahwa
More specific technique associa- 
ted with restorative justice, 
include diversion, victim-offender 
reconciliation, victim impact 
panel, victim-offender statements, 
family or communiuty conferen- 
cing, community peace-making or 
centencing cyrcles, reintegrative 
shamming, and prisoneers assis-
tence program(Stickland, 2004 
:9).
Keadilan restoratif sebenarnya 
bukan merupakan budaya baru bagi 
bangsa Indonesia, namun karena 
dalam masa penjajahan hukum adat 
banyak ditinggalkan dan diganti 
dengan hukum barat, maka keadilan 
restoratif dimarginalkan. Setelah 
ketentuan ketentuan dan sistem 
hukum barat diragukan efektivitas 
dan efisiensinya dalam penyelesaian 
perkara pidana yang adil, banyak 
pihak mengintrodusi dan melak-
sanakan keadilan restoratif.  Dengan 
demikian, konsep keadilan restoratif 
bukan lahir lebih dahulu, tetapi 
sudah ada dan dilaksanakan di ma- 
syarakat kemudian ditinggalkan, dan 
saat ini digunakan lagi.   Buktinya, 
dalam hukum pidana Majapahit 
dikenal istilah “pati bajampi” yaitu 
sebagai uang pengganti obat yang 
diberikan kepada korban, rekonsi- 
lisasi antar-kepala adat yang ditandai 
dengan upaya adat di sejumlah 
wilayah Indonesia.
Pendoronglahirnya diversi pada 
perkara anak di Indonesia antara lain 
dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Terjadi labelisasi pada anak yang 
pernah diproses oleh penegak hu- 
kum berdasarkan hukum pidana 
anak.  Bahkan pada beberapa 
kasus, dalam LAPAS Anak terjadi 
prisonisasi (Widodo, 2012 : 21).
b. Pihak LAPAS Anak, LAPAS dan 
RUTAN Dewasa yang di dalam 
nya ada blok khusus Anak, belum 
semuanya mempunyai kemam-
puan yang memadai untuk pembi-
naan dan pembimbingan anak.Se-
lain itu, anak berisiko terkena 
“prisonisasi” di dalam lembaga 
tersebut.  Karena itu, perlu ada 
langkah meminimalisasi prisoni-
sasi dengan cara menghindarkan 
anak dari institusionalisasidi 
Rutan atau LAPAS.
c. Ada keinginan serius dari para 
pihak untuk mengurangi atau 
bahkan menghilangkan dampak 
negatif dari proses peradilan 
pidana bagi anak. Hal ini didasar-
kan pada data bahwa dalam tahap 
penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di pengadilan, hak- 
hak anak (pelaku) ada yang 
terlanggar, misalnya anak tidak 
dapat sekolah karena ditahan di 
RUTAN dan LAPAS.
d. Selama proses peradilan, pihak 
korban dan masyarakat belum 
mendapatkan restitusi (pemuli-
han) secara memadai sehingga 
putusan pengadilan sering diang-
gap belum mencerminkan keadi- 
lan bagi korban dan masyarakat.  
Hal ini terjadi karena keadilan 
sering ditafsirkan oleh orang 
sebagai keadilan terhadap pelaku 
saja, bukan pada korban dan ma- 
syarakat.
e. Beberapa putusan pengadilan 
kadang belum menunjukkan ke- 
berpihakan negara pada anak, 
anak korban, dan masyarakat.  
Mayoritas putusan pengadilan 
anak adalah penjatuhan pidana, 
dan jenisnya pidana penjara 
(Widodo, 2012:14).
f. Penegak hukum dan para pihak 
yang terkait belum terbiasa me- 
lakukan diversi pada anak yang 
berkonflik dengan hukum secara 
melembaga, bahkan budaya ma- 
syarakat menghendaki agar 
penyelesaian perkara anak lebih 
suka pengunaan jalur litigasi 
dibandingkan dengan jalur litiga- 
si. Beberapa anggota masyarakat 
bahkan sering menganggap diver-
si pada perkara anak yang dilaku-
kan oleh Polri merupakan upaya 
membela pihak tertentu (terutama 
membela pelaku), sehingga perlu 
ada klarifikasi yuridis.
g. Perlunya dasar hukum diversi 
yang jelas dalam peraturan perun-
dang-undangan (lex certa) yang 
dapat digunakan anak oleh polisi, 
jaksa, dan hakim agar tidak terjadi 
salah sangka dalam masyarakat. 
Sebelum ada UU Sistem 
Peradilan Anak, dasar hukum 
diversi di kepolisian adalah pada 
kebijakan diskresi (discretion) 
yang kemudian dituangkan dalam 
dasar hukum dari Kapolri untuk 
lingkungan Polri atau kesepaka-
tan-kesepakatan tertulis lain 
antar-penegak hukum atau antara 
Polri dengan Kementerian lain.  
Menakar Kemampuan Para Pe- 
mangku Kepentingan( Stake Hol- 
ders)dalam Melaksanakan Diversi 
Perkara  Anak Berdasarkan UU- 
SPPA.
Sejak diterbitkan UU-SPPA, pada 
semua tingkatan proses peradilan 
pidana (penyidikan, penuntutan, 
pemeriksanaan di pengadilan), terbu-
ka peluang polisi, jaksa, dan hakim 
untuk melakukan diversi.  Bahkan, 
sebelum ada putusan Mahkamah 
Konstitusi tahun 2013, diversi me- 
rupakan langkah wajib yang 
bersanksi pidana bagi polisi, jaksa, 
hakim sebelum menerapkan ketentu-
an hukum acara pidana.  Saat ini 
meskipun polisi, jaksa, dan hakim 
tidak melakukan diversi tidak dapat 
dipidana. Ketentuan diversi tersebut 
memberi harapan positif  bagi 
pencari keadilan dan penegak hukum 
untuk melaksanakan penyelesaian 
perkara tindak pidana anak sesuai 
dengan karakteristik anak tanpa 
mengabaikan kepentingan korban 
dan masyarakat. 
Dengan demikian, dalam pena- 
nganan anak yang berkonflik dengan 
hukum, diversi dalam perkara anak 
dilakukan oleh Polisi, Jaksa, dan 
Hakim sesuai dengan kewenangan- 
nya dalam acara pidana.  Jika diversi 
gagal maka proses peradilan pidana 
dalam maing-masing tingkatan akan 
diberlakukan dengan puncak proses 
berupa putusan pengadilan. 
Sebelum proses polisi, jaksa, dan 
hakim melakukan diversi, harus 
dipastikan dahulu bahwa persyaratan 
perkara yang dapat didiversi 
memenuhi persyaratan objektif dan 
subjektif sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7 ayat (2).  Persyaratan objek-
tif, yaitu bahwa perkara tindak 
pidana yang akan diproses Diversi 
adalah pelaku tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara di 
bawah 7 (tujuh) tahun.  Persyaratan 
subjektif adalah anak tersebut bukan 
merupakan melakukan pengulangan 
tindak pidana.Dalam UU-SPPA 
tersebut dijalelaskan tentang penger-
tian pengulangan tindak pidana, 
bahwa pengulangan tindak pidana 
dalam ketentuan ini merupakan 
tindak pidana yang dilakukan oleh 
Anak, baik tindak pidana sejenis 
maupun tidak sejenis, termasuk 
tindak pidana yang diselesaikan 
melalui Diversi.
Dalam penjelasan tersebut tidak 
ada jangka waktunya berapa lama 
antara tindak pertama yang pertama 
dengan yang kedua atau selanjutnya. 
Karena itu, UU-SPPA merupakan 
kekhususan dalam hukum pidana 
sehingga dapat menyimpangi keten-
tuan KUHP tentang jangka waktu 
agar dapat dikategorikan melakukan 
pengulangan tindak pidana. Jika 
persyaratan tersebut dipenuhi, maka 
Polisi, Jaksa dan Hakim wajib 
melakukan Diversi. Jika diversi 
sudah dicapai, maka hasil kesepaka-
tan dijadikan dasar Penetapan Ketua 
Pengadilan.
Dalam melaksanakan Diversi, 
penegak hukum wajib menggunakan 
asas sebagaimana diatur dalam Pasal 
2, yaitu pelindungan; keadilan; 
nondiskriminasi; kepentingan ter- 
baik bagi Anak; penghargaan terha-
dap pendapat Anak; kelangsungan 
hidup dan tumbuh kembang Anak; 
pembinaan dan pembimbingan 
Anak; proporsional;  perampasan 
kemerdekaan dan pemidanaan se- 
bagai upaya terakhir; dan penghinda-
ran pembalasan. 
Diversi oleh Hakim Anak di 
Pengadilan Negeri dapat dilakukan 
di ruang mediasi (Pasal 52 ayat (4)).-
Proses Diversi dilakukan dengan 
teknik musyawarah (Pasal 8 ayat 
(1)).Pihak yang wajib dilibatkan 
dalam Diversi adalah Anak dan 
orang tua/walinya, korban dan/atau 
orang tua/Walinya, Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial 
Profesional (Pasal 8 ayat (1)).Selain 
itu dapat pula ditambah dengan 
Tenaga Kesejahteraan Sosial, 
dan/atau masyarakat (ayat (2)). Para 
pihak yang bersengketa dapat 
diwakili oleh kuasanya dengan surat 
kuasa khusus, baik oleh advokat 
maupun orang lain yang dipercaya. 
Pihak ketiga di yang ditentukan oleh 
UU dapat turut serta dan mengga-
bungkan diri dalam proses musya- 
warah, apabila terdapat unsur 
kepentingan yang terkait dan keturut 
sertaannya disepakati oleh pihak 
pelaku dan korban serta disetujui 
oleh Hakim yang memimpin musya- 
warah.
Berdasarkan Pasal 9, ditentukan 
bahwa Penyidik, Penuntut Umum, 
dan Hakim dalam melakukan Diversi 
harus mempertimbangkan: a).kate-
gori tindak pidana; b)  umur Anak; c) 
hasil penelitian kemasyarakatan dari 
Bapas; dan d) dukungan lingkungan 
keluarga dan masyarakat. Kesepaka-
tan Diversi tersebut harus mendapat-
kan persetujuan korban dan/atau 
keluarga Anak Korban serta kese-
diaan Anak dan keluarganya, kecuali 
untuk: a)  tindak pidana yang berupa 
pelanggaran;  b) tindak pidana 
ringan; c) tindak pidana tanpa 
korban; atau d) nilai kerugian korban 
tidak lebih dari nilai upah minimum 
provinsi setempat.
Hasil kesepakatan Diversi dapat 
berbentuk, antara lain: a)  perda-
maian dengan atau tanpa ganti keru-
gian; b)  penyerahan kembali kepada 
orang tua/Wali;  c)  keikutsertaan 
dalam pendidikan atau pelatihan di 
lembaga pendidikan atau LPKS 
paling lama 3 (tiga) bulan; atau d)  
pelayanan masyarakat.  Khusus di- 
versi terhadap pelaku a)  tindak 
pidana yang berupa pelanggaran;  b) 
tindak pidana ringan; c) tindak 
pidana tanpa korban; atau d) nilai 
kerugian korban tidak lebih dari nilai 
upah minimum provinsi setempat-
dapat dilakukan oleh penyidik bersa-
ma pelaku dan/atau keluarganya, 
Pembimbing Kemasyarakatan, serta 
dapat melibatkan tokoh masyarakat.
Diversiyangdilakukan oleh Pe- 
nyidik atas rekomendasi Pembimb-
ing Kemasyarakatan dapat berben-
tuk: a) pengembalian kerugian dalam 
hal ada korban; b) rehabilitasi medis 
dan psikososial; c) penyerahan kem-
bali kepada orang tua/Wali;  d) keikut 
sertaan dalam pendidikan atau pelati-
han di lembaga pendidikan atau 
LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; 
atau e) pelayanan masyarakat paling 
lama 3 (tiga) bulan.
Selama proses Diversi berlang- 
sung sampai dengan kesepakatan 
Diversi dilaksanakan, Pembimbing 
Kemasyarakatan wajib melakukan 
pendampingan, pembimbingan, dan 
pengawasan (Pasal 14 ayat (2)). 
Kesepakatan Diversi wajib dilak-
sanakan paling lama 30 (tiga puluh) 
hari (Pasal 52 ayat (3)).Jika  Diversi 
sudah dilaksanakan dalam jangka 
waktu tersebut maka proses perkara 
tindak pidana tidak dilanjutkan ke 
tahapan persidangan. Pelaku tindak 
pidana dan pihak-pihak terkait akan 
mendapatkan penetapan dari Ketua 
Pengadilan Negeri yang isinya me- 
netapkan bahwa perkara tindak 
pidana anak sudah diselesaikan 
melalui Diversi dan sudah mempu-
nyai kekuatan hukum tetap.Penga-
wasan atas proses Diversi dan pelak-
sanaan kesepakatan yang dihasilkan 
berada pada atasan langsung pejabat 
yang bertanggung jawab di setiap 
tingkat pemeriksaan (Pasal 14 ayat 
(1).
Berdasarkan hasil studi di ma- 
syarakat di Indonesia,  ada beberapa 
hasil penelitian yang dapat dijadikan 
alasan empiris mengapa diversi perlu 
dilakukan, dan prosesnya harus 
cermat agar tercapai keadilan 
restoratif.  
Meskipun banyak kelebihan dan 
manfaatnya bagi anak, pelaksanaan 
diversi ternyata ini banyak mengha-
dapi hambatan. Studi yang pernah 
dilakukan di wilayah Banyumas, 
Purbalingga, Banjarnegara, Kebu-
men, dan Cilacap menunjukkan 
bahwa tidak semua korban atau kelu-
arga korban bersedia menerima cara 
penyelesaian tindak pidana melalui 
diversi. Alasannya: keinginan untuk 
membuat pelaku “kapok” jika dima-
sukkan dalam penjara; kejahatan 
yang dilakukan oleh pelaku adalah 
kejahatan yang diancam dengan 
pidana yang berat; penegak hukum 
kurang mendukung upaya perda-
maian; tidak ada petunjuk pelaksa-
naan maupun petunjuk teknis bagi 
aparat penegak hukum untuk 
mengimplementasi cara penyele- 
saian non-litigasi(Wardaya dan Ret- 
naningrum, 2008 :59). Hasil peneli-
tian ini sama dengan hasil penelitian 
Subekhan, bahwa penyelesaian per- 
kara pidana yang dilakukan oleh 
anak dengan menggunakan pendeka-
tan restorative Justice belum terlak-
sana secara optimal, karena belum 
adanya aturan hukum sebagai 
landasan penyelesaian model ini; 
perubahan masyarakat dari gemein-
schaft ke arah gesselschaft ber- 
dampak pada sulitnya rnengharapkan 
partisipasi masyarakat dalam 
penyelesaian yang bersifat restorasi; 
dan konsep restorative justice yang 
tidak melembagakan proses penyele-
saiannya berdampak pada hasil yang 
dicapai dalam penyelesaian restorasi 
tidak memberikan kepastian hukum 
bagi anak, korban dan masyarakat 
(Subkhan, 2008:i ) Penelitian-peneli-
tian di atas dilakukan atas kebijakan 
Diversi yang dilakukan oleh Polri 
berdasarkan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.
Selama proses peradilan pidana di 
Indonesia, mayoritas anak ditahan di 
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Rumah Tahanan atau Lembaga 
Pemasyarakatan selama 2-3 bulan.  
Jumlah terdakwa yang dijatuhi 
pidana penjara sekitar 90%. Pembi-
naan anak di di LAPAS kurang opti-
mal karena masa pidananya singkat. 
Proses peradilan tersebut tidak mem-
berikan rasa keadilan bagi anak. 
Secara normatif, sistem hukum di 
Indonesia belum ramah anak dan 
sistem kesejahteraan belum terinte-
grasi. Struktur dan aparatur penegak 
hukum juga belum ada persamaan 
persepsi terhadap penanganan anak 
nakal sehingga perlu peningkatan 
kapasitas sumberdaya manusia. 
Begitu juga ketersediaan sarana dan 
prasarana masih harus ditingkatkan.  
Pandangan dan perilaku masyarakat 
ternyata banyak yang masih memak-
nai pidana sebagai tindakan yang 
harus bersifat punitif dan retributif 
(Apong Herlina, 2015).
Selama dalam masa proses 
peradilan pidana, beberapa studi 
menunjukkan bahwa mereka men- 
dapat perlakuan yang buruk bahkan 
kadang-kadang lebih buruk dari 
perlakuan terhadap orang dewasa 
pada suatu situasi yang sama. 
Perlakuan buruk ini tidak hanya 
terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) 
atau Lembaga Pemasyarakatan 
(Lapas) namun tindak kekerasan 
terhadap mereka sering dialami sejak 
berada di kantor polisi yang berupa 
tamparan, tendangan, bahkan 
kadang-kadang pelecehan seksual. 
Penyidikan di kantor polisi ini sebe-
narnya dalam rangkapenyusunan 
Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 
Namun, kekerasan sering menjadi 
bagian dari upaya untuk memperoleh 
pengakuan. Bentuk kekerasan lain 
berupa tindakan memaksa anak 
untuk membersihkan kantor polisi 
dan mobil patroli. Rutan atau Lapas 
juga memberikan pengaruh buruk 
terhadap anak-anak di samping hak 
mendapat pendidikan baginya 
terabaikan (Lily, 2014). Studi pada 
tahun 2006, bahwa 96% kasus anak 
yang diajukan ke pengadilan menga-
kibatkan tindankan pasa berupa 
penahanan, 60% pidana yang 
dijatuhkan lebih dari satu tahun, dan 
hanya sedikit atau bahkan tidak ada 
bantuan hukum (RingkasanKajian, 
Oktober, 2012 http://www.unicef. 
org, 2014).
Berdasarkan Penelitian di Kota 
Makassar, Makmur, Hakim Anak 
Pengadilan Negeri Makassar, perka-
ra anak sebenarnya sangat kental 
nuansa keadilan restoratif.Justru 
keadilan restoratif tersebut lahir dari 
Pembimbing Kemasyaratan, tetapi 
ternyata hampir tidak pernah ada 
petugas BAPAS yang merekomen-
dasikan agar anak tersebut tidak 
dijatuhi pidana. Namun sebaliknya, 
Husni Guna, Kepala Seksi Bimbi- 
ngan Klien Anak Balai Pema- 
syarakatan Kelas I Makassar menya-
takan bahwa BAPAS tidak pernah 
merekomendasikan sanksi pidana 
pada anak, dan pembinaan anak 
dalam LAPAS merupakan upaya 
terakhir jika upaya lainnya gagal 
dilakukan ( Adiguna dkk, 2014). 
Berdasarkan penelitian Hafad, ma- 
yoritas hasil PK di Kota Malang 
menggunakan bahasa “klise” dan 
mayoritas merekomendasikan agar 
anak dijatuhi pidana atau tindakan 
seadil-adilnya.  Kalau tidak dengan 
“bahasa klise” tersebut, banyak hasil 
penelitian kemasyarakatan mere-
komendasikan agar hakim menjatuh-
kan sanksi paling adil (Hafad, 2004 : 
78). Namun demikian, yang 
mengembirakan, di BAPAS Suraba-
ya, Pembimbing Kemasyarakatan 
seringkali merekomendasikan agar 
anak di bina di luar LAPAS disertai 
dengan kesanggupan pihak-pihak 
tertentu yang siap menampung anak 
nakal, dan hakim memenuhi saran 
tersebut (Widodo, 2012 : 25).
Jika anak di masukkan ke LAPAS 
(pada saat berlakunya UU-SPPA 
disebut LPKA), anak-anak di LPKA 
ternyata mayoritas hanya dibina 
secara umum (tidak memperhatikan 
kebutuhan dan kompetensi anak) dan 
proses belum tampak adanya model 
pembinaan yang bersifat individual 
(individual treatment model), maka 
dampaknya akan makin buruk bagi 
anak.  Selama ini anak (apapun 
tindak pidana yang dilakukan) yang 
ada di LAPAS Anak maupun di suatu 
blok (di LAPAS Dewasa) sehingga 
pada siang hari dapat berinteraksi 
dan saling bergaul sehingga memung 
kinkan saling “belajar kejahatan.”  
Akibatnya, dalam LAPAS terjadi 
prisonisasi, meskipun anak tidak 
selalu menjadi residivis (penjahat 
kambuhan).  Jika anak dimasukkan 
ke LPKA atau LPKS yang tidak 
tertata model pembinaannya, 
dampak positif bagi anak dan ma- 
syarakat memang banyak, namun 
dampak negatif bagi anak cukup 
dominan (Widodo, 2012 : 25).
Berkaitan dengan diversi yang 
berjalan selama ini, pandangan nega-
tif masyarakat terhadap penegak 
hukum juga mempunyai pengaruh 
besar terhadap penerapan diversi.Hal 
ini diungkapkan oleh Wahyudi 
(Penyidik Pembantu PPA) bahwa 
ketika pihak-pihak didamaikan, ma- 
syarakat beranggapan bahwa penyi- 
dik membela dan dibayar oleh pihak 
pelaku tindak pidana sehingga 
pelaku tidak diproses secara 
pidana.Padahal Polisi melakukan 
upaya damai (diversi) untuk kepen- 
tingan terbaik bagi anak.Hal serupa 
juga diungkapkan oleh Andi Armasa-
ri (Jaksa Fungsional Kejaksaan 
Negeri Makassar) bahwa penilaian 
negatif dari masyarakat jika mereka 
didamaikan, atau jaksa membuat 
tuntutan ringan anak pelaku tindak 
pidana. Kejaksaan dianggap pihak 
yang tidak bertanggung jawab, 
bahkan dituduh dibayar oleh pelaku, 
atau ada hubungan keluarga antara 
jaksa dengan pelaku.  Menurut Iswa-
hyu Widodo (Hakim Anak di Penga-
dilan Negeri Makassar), umumnya, 
kendala untuk mendamaikan para 
pihak adalah korban sudah menjadi 
korban berkali-kali, meskipun pela- 
kunya bukan orang yang sama (Adi-
guna dkk., 2014).
Berdasarkan hasil penelitian di 
atas dapat dihami beberapa hal beri-
kut.  Dalam perspektif substansi 
hukum, petunjuk teknis pelaksanaan 
diversi belum semuanya lengkap.  
Hal ini dapat diatasi dengan cara 
membuat Peraturan Pemerintah (PP) 
tentang diversi sebagaimana diatur 
dalam Pasal 15. Ketentuan Peraturan 
Pemerintah yang ditindaklanjuti 
dengan peraturan yang lebih rendah 
tingkatannya juga penting mengingat 
ada beberapa norma dalam UU-SP-
PA yang multi tafsir, antara lain:
a. Siapa saja yang wajib hadir dalam 
diversi di setiap tingkatan, dan 
bagimana jika diantara mereka 
tidak hadir, akankah menjadikan 
diversi batal demi hukum atau 
dapat dibatalkan. Dalam UU 
tersebut ada kata “wajib”, sehing-
ga secara terminologis dapat 
ditafsirkan “bisa”, bukan wajib.  
Bagaimana jika para pihak yang 
disebutkan dalam 8 ayat (1) ada 
yang tidak hadir apakah jika ada 
diversi kemudian diversinya 
dianggap batal demi hukum atau 
bagaimana.  Apa sanksi bagi 
pihak yang diundang penegak 
hukum dalam diversi kemudian 
tidak hadir?
b. Tidak ada norma yang mengatur 
cara diversi jika proses mengala-
mi jalan buntu (deadlock) dalam 
musyawarah. Apakah diversi ter- 
sebut langsung dianggap gagal 
atau ada alternatif lain, misalnya 
dengan pungutan suara. Namun 
bagaimana penentuan keberhasi-
lannya, dan bagaimana persentase 
suara dari masing-masing pihak. 
Bagaimana ketentuan musyawa- 
rah yang berhasil dalam diversi, 
apakah semua pihak harus setuju 
dengan kesepakatan, atau jika ada 
yang tidak setuju diversi pihak-pi-
hak tertentu sengaja meng-
gagalkan diversi dengan tujuan 
agar anak dimasukkan ke proses 
peradilan pidana.
c. Tidak ada ketentuan tentang 
pengertian masyarakat (dalam 
ketentuan melibatkan “tokoh 
masyarakat” dalam Pasal 10 ayat 
(1), apakah masyarakat sekitar 
tempat tindak pidana terjadi, atau 
masyarakat tempat pelaku bera- 
sal, atau masyarakat tempat 
korban berasal, atau masyarakat 
merupakan orang-orang yang 
memahami tentang karakteristik 
pelaku (misalnya orang yang 
meneliti tentang tingkah laku 
yang dilakukan pelaku,a atau 
orang yang pernah melakukan 
tingkah laku yang sama dengan 
pelaku) atau korban  (misalnya 
orang yang meneliti tentang 
eksistensi korban atau orang yang 
pernah menjadi korban dalam 
tindak pidana yang sama).
d. Tidak ada ketentuan limitatif 
tentang bentuk hasil kesepakatan. 
Dalam Pasal 11 hanya diatur 
“antara lain”. Apakah boleh ada 
bentuk lain selain yang diatur 
dalam Pasal 11.  
Meskipun ada beberapa kelema- 
han, banyak juga keunggulan norma-
tif dalam UU-SPPA antara lain 
sebagai berikut.
a. Memberikan peluang pada anak, 
korban dan masyarakat untuk 
melakukan diversi dalam rangka 
memulihkan keadaan, tanpa meli-
batkan anak dalam proses per- 
adilan pidana.
b. Menggunakan Paradigma keadi- 
lan restoratif, yang tercermin 
dalam diversi maupun sistem 
peradilan pidana (sampai dengan 
pembimbingan klien oleh 
BAPAS).
c. Memuat banyak jenis pidana dan 
tindakan yang memungkinkan 
hakim menjatuhkan jenis dan 
beratnya sanksi sesuai dengan 
pendekatan keadilan restoratif.
d. Mengatur kerangka penannagan 
anak yang berkonflik dengan 
hukum, mulai dari diversi sampai 
pada pengawasan dan pembim- 
bingan sehingga menjamin kepas-
tian hukum dan dapat digunakan 
sebagai dasar pembuatan peta 
jalan (roadmap) dalam pencipta-
an keadilan restoratif.
e. Pelibatan banyak lembaga peme- 
rintah, lembaga kemasyarakatan, 
ahli, dan individu dalam sistem 
peradilan pidana.
Berkaitan dengan pelaksanaan 
diversi, ada beberapa permasalahan 
yang perlu mendapat pemecahan, 
secara yuridis maupun praktis antara 
lain sebagai berikut.
a. Belum ada Peraturan pemerintah 
tentang Diversi, padahal UU-SP-
PA dilaksanakan tanggal 1 Juli 
2014.  Jika tidak ada PP, maka 
para penegak hukum akan meng-
gunakan peraturan yang ada.  
Apakah peraturan yang ada sudah 
mencerminkan filosofi UU-SP-
PA.
b. Apakah catatan hasil diversi 
bersifat online dan terintegrasi 
antara kepolisian, kejaksaan, dan 
pengadilan? Jika tidak, bagaima-
na jika rekam jejak anak tidak 
terekam maka memungkinkan 
seorang anak di-diversi lebih dari 
1 (satu) kali.
c. Apakah BAPAS mampu melak-
sanakan tugas membuat Peneli-
tian Kemasyarakatan dan menga-
wasan proses pelaksanaan diver-
si.Pasal  28 mengatur bahwa Hasil 
Penelitian Kemasyarakatan wajib 
diserahkan oleh Bapas kepada 
Penyidik dalam waktu paling 
lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh 
empat) jam setelah permintaan 
penyidik diterima.  Padahal, 
jumlah Pembimbing Kema- 
syarakatan sangat sedikit, namun 
wilayah kerjanya antara 5 sampai 
7 kabupaten kota.  Misalnya 
BAPAS Jember (yang wilayahnya 
meliputi Jember, Banyuwangi, 
Bondowoso, Situbondo, dan 
sebagian Lumajang) hanya memi-
liki 11 orang pegawai.  Jumlah 
Pembimbing Kemasyarakatan 
Anak hanya 3 orang. Sarana 
transportasi milik BAPAS ada 
sangat kurang (Widodo, 2012: 
235).
d. Mampukan Bapas melakukan 
pengawasan, pembinaan, pem-
bimbingan secara profesional 
terhadap anak yang didiversi dan 
berada di luar LPKS? Jika tidak 
diawasi, bisa bertambah nakal.  
Jika tidak diawasai, anak tidak 
mendapatkan perlindungan 
hukum agar tidak mengulangi 
tindak pidana, karena tidak ada 
pendampingan atau bimbingan 
yang memadai ke arah tingkah 
laku yang baik. Bukankah anak 
yang didiversi sesungguhnya 
adalah anak yang melakukan 
tindak pidana (hanya saja tidak 
diputus oleh pengadilan, tetapi 
hanya ditetapkan oleh pengadilan 
sebagai pelaku tindak pidana 
pertama).
e. Sudah siapkah semua penegak 
hukum (termasuk advokat) dan 
pihak-pihak terkait melakukan 
musyawarah dalam rangka diver-
si, padahal proses tersebut mem-
butuhkan banyak pengetahuan 
dan keterampilan.
Berkaitan dengan permasalahan 
tersebut, para pihak harus melakukan 
beberapa langkah berikut agar diver-
si dan sistem peradilan pidana dapat 
terlaksana dan dapat mencapai 
tujuan berupa keadilan restoratif. 
a. Dalam Subtansi hukum, pemerin-
tah harus segera menerbitkan 
Peraturan Pemerintah tentang 
diversi sebagaimana diatur dalam 
Pasal 15. Setelah ada PP, maka 
pihak-pihak penegak hukum dan 
pemangku kepentingan lain (mi- 
salnya kementerian terkait) me- 
nerbitkan petunjuk pelaksanaan 
dan petunjuk teknis agar dapat 
digunakan sebagai pemandu 
diversi.  Untuk menguatkan pro- 
ses diversi, maka diperlukan pem-
buatan (atau peninjauan) nota 
kesepahaman “payung” yang 
ditindaklanjuti dengan perjanjian 
kerjasama antar-instansi.
b. Penegak Hukum dan pemangku 
kepentingan wajib melaksanakan 
sejumlah langkah, antara lain 
sebagai berikut.
1) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, advokat agar dapat 
melakukan diversi pada anak, 
karena anak mempunyai 
karakter khusus, begitu pula 
korban dan masyarakat juga 
mempunyai karakter unik. 
2) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, dan advokatagar dapat 
melakukan proses peradilan 
ga dan personil  yang terlibat dalam proses sebelum, saat, dan setelah diversi 
sangat dibutuhkan dalam rangka mencapai keadilan dalam kepastian hukum.
Kata kunci: diversi, keadilan restoratif, anak
pidana pada anak, karena anak 
mempunyai karakter khusus 
yang harus diperhatikan, baik 
anak pelaku, anak korban, 
maupun anak saksi.  
3) Kualitas dan kuantitas Peker-
ja Sosial Profesional dan Te- 
naga Kesejahteraan Sosial 
juga perlu ditingkatkan dalam 
penanganan anak yang ber- 
konflik dengan hukum.
4) Peningkatan kemampuan 
calon petugas LPKS (sebagai 
tempat pembinaaan anak yang 
dijatuhi pidana), LPKA (tem-
pat anak yang di-diversi 
berupa pengikutsertaan dalam 
lembaga), LPAS (sebagai 
tempat penahanan anak 
semesntara), petugas pema- 
syarakatan di Blok Anak pada 
LAPAS Dewasa.
5) Peningkatan kemampuan 
pembimbing kemasyarakatan 
(dari BAPAS) dalam membuat 
Penelitian Kemasyarakatan 
(Litmas) agar lebih cepat, 
akurat, dan berkualitas (me- 
muat analisis yang proporsio- 
nal dari sisi sosiologi, psikolo-
gi, penologi, dan “ilmu ting-
kah laku” lainnya), dan 
melakukan pendampingan, 
pembimbingan, dan penga-
wasan proses diversi, dan 
pelaksanaan diversi (baik di 
dalam LPKS maupun di ma- 
syarakat). BAPAS harus mem-
berikan rekomendasi (Pasal 10 
ayat (2), pendampingan, pem-
bimbingan, dan pengawasan 
terhadap anak selama proses 
dan pelaksanaan diversi (Pasal 
14 ayat (2), laporan kegagalan 
diversi (Pasal 14 ayat (3).  
Waktu pembuatan litmas 
sangat singkat yaitu hanya 3 
hari.**
Para penegak hukum dan 
pemangku kepentingan perlu 
mendapatkan pendidikan dan pelai-
han atau bahkan pendidikan khusus 
secara bertahap dan terus-menerus 
dan masing-masing memperoleh 
sertifikat agar memenuhi standar 
minimal yang dibutuhkan pencapa-
ian keadilan restoratif.  Hal ini sama 
dengan apa yang dikemukakan 
Jonson bahwa ... facilitator style and 
role, certification, training requir-
ment’s, professional standards and 
othe issues will continue to add 
spince to the stew of co-creation ad 
individuality in the field many years 
to come (Daniel van Ness, 2007 
:223).
c. Masyarakat perlu ditingkatkan 
kepeduliannya dalam menyele-
saikan tindak pidana anak.  Pan-
dangan masyarakat terhadap 
keadilan restoratif juga perlu 
diperbaiki agar tidak ada prasang-
ka. Langkah yang dapat dilaku-
kan oleh pemerintah bersama 
pemangku kepentingan antara 
lain sebagai berikut.
1) Sosialisasi UU kepada ma- 
syarakat, terutama masyarakat 
yang rentan sebagai pelaku 
maupun korban tindak pidana 
anak.
2) Membudayakan pemikiran 
“positif” anggota masyarakat 
terhadap proses diversi di 
semua tingkatan pradilan 
pidana.  Memberikan pemaha-
man yang komprehensif terha-
dap keadilan restoratif yang 
dicapai melalui proses 
peradilan pidana.
3) Meningkatkan komitmen 
masyarakat dan pemerhati 
untuk selalu mengutamakan 
penyelesaian tindak pidana 
anak yang sesuai dengan kebu-
tuhan anak.
d. Sarana dan prasarana(termasuk 
kurikulum) sangat perlu diada-
kan, ditambah atau ditata ulang, 
antara lain sebagai berikut. 
1) Penyediaan ruangan khusus 
di Kepolisian, Kejaksaan, dan 
Pengadilan, penganggaran, 
fasilitas pendukung, data 
online yang terintegrasi (agar 
pelaporan, pendataan, pendo-
kumentasian (pengarsipan) 
data diversi mudah, cepat, dan 
murah). Hal inisangat penting 
dalam keadministrasian, 
apalagi di wilayah luar pulau 
Jawa yang geografisnya varia-
tif, dan modal tranportasinya 
terbatas).
2) Pembentukan LPKS, LPAS, 
LPKA.
3) Peninjauaan dan pembentu-
kan model pembinaan di 
LPKS, LPKA berserta kuriku-
lum, termasuk penyediaan 
fasilitas pendukungnya.
Pendidikan, Pembinaan, Pen-
dampingan dan  Pengawasan  Ter-
hadap  Anak yang Di-diversi 
Maupun yang Dijatuhi Pidana 
Atau Tindakan  Oleh Pengadilan
Sampai saat ini di LAPAS Anak 
atau LAPAS Dewasa Indonesia 
belum ada model yang sistemik 
tentang pendidikan, pembinaan, 
pendampingan, dan pengawasan 
khusus terhadap anak yang didasar-
kan pada asas individualisasi pembi-
naan (baik pembimbingan mental 
dan kerohanian maupun pembimbi- 
ngan/latihan kerja), dan asas kepen- 
tingan terbaik bagi anak. Penga-
wasan yang dilakukan oleh BAPAS 
terhadap anak yang dijatuhi pidana 
maupun tindakan juga kurang opti-
mal. Kepedulian masyarakat dan 
organisasi kemasyarakatan terhadap 
anak yang melakukan tindak pidana 
juga belum optimal.  Berdasarkan 
fakta tersebut, maka pola penga-
wasan dapat dilakukan oleh para 
pihak sebagai berikut.
a. Anak yang didiversi sudah me- 
ngalami masalah kelakuan, 
karena itu pembinaannya dapat 
dilakukan oleh bagian Bimbingan 
dan Konseling (jika sekolah), 
pimpinan lembaga pendidikan 
non-formal (jika menempun 
pendidikan non formal), orang tua 
atau wali atau perorangan lain 
(jika dikembalikan ke orang 
tua/wali atau diserahkan kepada 
perorangan), kepala organisasi 
kemasyarakatan (jika diserahkan 
ke organisasi kemasyarakatan), 
kepala desa/lurah (jika tidak ada 
pembina).
b. Anak yang dimasukkan ke LPKS, 
LPKA dibimbing oleh petugas 
khusus yang ada dalam lembaga 
tersebut.
c. Pembimbing Kemasyarakatan di 
BAPAS, sesuai dengan bidang 
tugasnya.
Namun, para pembina dan petu-
gas, pengawas tersebut harus dibuat-
kan pola atau model atau sistem yang 
dapat dipedomani berdasarka Pera-
turan Pememrintah (PP) dan peratu- 
ran menteri atau lembaga pemerintah 
yang terkait dengan penanganan 
anak yang berkonflik dengan hukum 
(pelaku), dan anak yang berhadapan 
dengan hukum (anak saksi dan anak 
korban).  Khusus pada anak pelaku, 
pembentukan model pendidikan, 
pembinaan, pendampingan tersebut 
harus didasarkan ada karakteristik 
unik dari masing-masing anak, 
sehingga harus mengutamakan 
model individualisasi pembinaan dan 
berbasis pada kebutuhan anak. 
Karena itu, pemerintah perlu mem-
buat model khusus tentang penga-
wasan, pembinaan, dan pendampin-
gan anak yang berkonflik dengan 
hukum, baik di-diversi maupun 
dijatuhi pidana (straf)atau tinda-
kan(maatregels).
Simpulan
1. Diversi pada perkara anak perlu 
dilakukan oleh penegak hukum 
secara terukur dan legal berdasar-
kan UU Sistem Peradilan Anak 
dalam rangka melindungi anak, 
anak korban dan kepentingan 
masyarakat secara proporsional.  
2. Kelemahan pelaksanaan peradilan 
pidana anak, kekurangmampuan 
LAPAS, LAPAS Anak, dan 
Organisasi Kemasyarakatan da- 
lam membina anak yang berkon- 
flik dengan hukum selama ini 
memicu lahirnya diversi.  Keber-
hasilan diversi pada anak di 
beberapa negara menjadi sema- 
ngat tersendiri bagi pembuat UU 
untuk membentuk lembaga diver-
si secara legal. 
3. Konsekuensi dari diversi pada 
anak, para pihak yang terlibat 
dalam proses dan pasca-diversi 
wajib menjamin kepentingan 
terbaik bagi anak dan korban.  
Karena itu, pendidikan, pembi-
naan, pendampingan dan penga-
wasan anak yang berkonflik 
dengan hukum (baik yang disele-
saikan dengan diversi maupun 
yang diadili melalui sistem 
peradilan pidana) wajib dilak-
sanakan secara sistemik berdasar-
kan asas kepentingan terbaik bagi 
anak tanpa mengabaikan kepen- 
tingan korban dan masyarakat.
4. Konsekuensi yuridisnya,Peratu- 
ran Pemerintah Republik Indone-
sia  Nomor 65 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pelaksanaan 
Diversi dan Penanganan Anak 
yang Belum Berumur 12 (Dua 
Belas) Tahun perlu ditindaklanjuti 
dengan peraturan internal di 
kalangan Polri, BAPAS, dan 
instansi terkait sebagai standar 
prosedur operasional di lembaga 
yang terlibat dalam proses diver-
si, termasuk lembaga pelaksana 
dan pengawas putusan diversi 
dalam rangka impementasi kebi-
jakan diversi anak di Indonesia.
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Pendahuluan
Anak sebagai mahkluk Tuhan 
Yang Maha Esa memiliki hak asasi 
atau hak dasar sejak dilahirkan, yaitu 
jaminan untuk tumbuh kembang 
secara utuh baik fisik, mental 
maupun sosial, dan berakhlak mulia. 
Oleh karena itu, perlu dilakukan 
upaya perlindungan serta mewujud-
kan kesejahteraannya dengan mem-
berikan jaminan terhadap pemenu-
han hak-haknya sehingga tidak ada 
manusia atau pihak lain yang dapat 
merampas hak-hak anak tersebut.
Di bidang ketenagakerjaan dan 
perlindungan hak anak, Indonesia 
telah rnempunyai seperangkat pera-
turan perundang-undangan untuk 
menjamin hak-hak anak dan mengu-
rangi dampak bekerja bagi anak yang 
antara lain, ratifikasi konvensi ILO 
Nomor 138 menjadi Undang - 
undang Nomor 20 tahun 1999 
tentang Usia Minimum Untuk Diper-
bolehkan Bekerja, ratifikasi konven-
si ILO Nomor 182 menjadi Undang - 
undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang 
Pelanggaran dan Tindakan Segera 
Penghapusan Bentuk-Bentuk Peker-
jaan Terburuk Untuk Anak, Undang 
– undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, Keputu-
san Presiden Nomor 59 Tahun 2002 
tentang Rencana Aksi Nasional 
(RAN) Penghapusan Bentuk-Bentuk 
Terburuk Pekerjaan Bagi Anak dan 
Undang – undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan.
Berdasarkan Satuan Kerja Nasio- 
nal (Sakernas) tahun 2003, persen-
tase anak yang bekerja sekitar 5,6% 
dari jumlah anak usia 10-¬14 tahun 
dan sebagian besar dari mereka 
(73,1%) bekerja lebih dari 35 jam/ 
minggu, dan sebesar 72% bekerja di 
sektor pertanian. Dari segi hak anak, 
yang sangat memprihatinkan adalah 
anak-anak yang bekerja umumnya 
berada dalam posisi rentan untuk 
diperlakukan salah, termasuk dieks- 
ploitasi oleh orang lain khususnya 
oleh orang dewasa atau suatu sistem 
yang memperoleh keuntungan dari 
tenaga anak (Suyanto, 2004 : 9). 
Berbagai studi dan pengamatan 
menunjukkan bahwa pekerja anak 
umumnya sangat rentan terhadap 
eksploitasi ekonomi. Di sektor 
industri formal, mereka umumnya 
berada dalam kondisi jam kerja yang 
panjang, berupah rendah, mengha- 
dapi resiko kecelakaan kerja dan 
gangguan kesehatan, atau menjadi 
sasaran pelecehan dan kesewenang- 
wenangan orang dewasa (Suyanto, 
2004 : 10).
Salah satu bentuk pekerjaan 
terburuk/sektor jermal bagi anak 
adalah menjadi pengemis. Di 
wilayah Madura, khususnya warga 
tiga desa di Kabupaten Pamekasan 
dan warga salah satu desa di Kabu-
paten Sumenep sebagian besar men-
jadi pengemis, sehingga “dijuluki” 
sebagai kampung pengemis. Menjadi 
pengemis bukanlah hanya karena 
alasan ekonomi, melainkan sudah 
dilakukan secara turun temurun. 
Pada hakekatnya anak tidak boleh 
bekerja, karena waktu mereka sela- 
yaknya dimanfaatkan untuk belajar, 
bermain, bergembira, berada dalam 
suasana damai, mendapatkan kesem-
patan dan fasilitas untuk mencapai 
cita-citanya sesuai dengan perkem-
bangan fisik, psikologi, intelektual 
dan sosialnya. Namun pada kenyata-
annya banyak anak-anak di bawah 
usia 18 tahun yang telah terlibat aktif 
dalam kegiatan ekonomi menjadi 
pekerja anak antara lain di sektor 
industri dengan landasan tekanan 
ekonomi yang dialami orang tuanya 
ataupun faktor lainnya (Syamsuddin, 
1997 : 1).
Bekerja bagi anak banyak 
dampak negatifnya dari pada 
dampak positifnya. Dengan mereka 
bekerja maka akan kehilangan 
kesempatan masa kanak-kanak 
mereka untuk bermain dan menuntut 
ilmu. Dampak positif bagi anak yang 
bekerja berarti mereka sejak kecil 
sudah terlatih untuk bertanggung-
jawab melakukan pekerjaan dan bagi 
keluarga dapat membantu menca- 
kupi kebutuhan hidup atau bahkan 
mereka bekerja agar dapat melanjut-
kan sekolahnya.
Dimungkinkannya anak bekerja 
juga diatur dalam Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja RI tanggal 7 Pebruari 
1987 (PER-01/MEN/1987) tentang 
perlindungan bagi anak yang terpak-
sa bekerja dengan alasan sosial 
ekonomi anak yang berumur 
dibawah 14 tahun dapat bekerja 
untuk menambah penghasilan kelu-
arga, penghasilan untuk diri sendiri, 
untuk itu anak harus mendapat ijin 
tertulis dari orang tua asuh. Lama 
kerja maksimal 4 jam sehari, upah 
sama dengan upah orang dewasa, 
disediakan fasilitas pendidikan dan 
pembinaan bagi si anak (Prinst, 1997 
: 87).
Kemudian disusul  dengan 
Undang - undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak 
(untuk selanjutnya disebut dengan 
UUPA), yang mengatur antara lain : 
setiap anak berhak memperoleh 
pelayanan kesehatan dan jaminan 
sosial, setiap anak berhak memper-
oleh pendidikan dan pengajaran, 
setiap anak berhak untuk beristirahat 
dan memanfaatkan waktu luang, 
bergaul dengan anak yang sebaya, 
berkreasi dan berekspresi. Selanjut- 
nya Undang - undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
yang juga memberikan perlindungan 
bagi pekerja anak dalam hal perlin- 
dungan hak-hak anak. Pasal 68 
UUPA menyebutkan bahwa pengu-
saha dilarang pemperkerjakan anak, 
sedangkan Pasal 69 ayat (1) UUPA 
menyebutkan bahwa anak adalah 
seseorang yang berumur antara 13 
(tiga belas) tahun sampai dengan 15 
(lima belas) tahun.
Semua peraturan perundang - 
undangan di atas mengatur tentang 
perlindungan tentang anak yang  
terpaksa bekerja,  sementara kalau 
dilihat kenyataan sehari-hari ternyata 
banyak sekali anak dibawah umur 
yang bekerja anak di sektor informal, 
seperti pembantu rumah tangga, 
tukang semir sepatu, pedagang   
asongan, pengamen jalanan, dan 
lain- lain.
Sampai saat ini belum ada satu 
peraturan yang mengatur tentang 
pekerja  anak di sektor informal 
apalagi perlindungan terhadap 
mereka. Padahal justru seharusnya 
ada peraturan perundang - undangan 
yang memberikan perlindungan bagi 
anak-anak yang berkerja di sektor 
informal dan jermal ini, karena ia 
bekerja sebagai pengemis sehingga 
pengaruh lingkungan sosial yang 
tidak baik akan berpengaruh terha-
dap perkembangan mental, fisik, 
sosial bahkan masa depannya.
Dengan membiarkan anak beker-
ja sebagai pengemis berarti orang tua 
telah mengeksploitasi anak untuk 
mendapat keuntungan secara ekono-
mis serta hilangnya pemenuhan 
hak-hak anak. Perlindungan hukum 
bagi anak telah diatur dalam Undang 
- undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak dan 
Undang - undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan. 
Dalam realitasnya masih banyak 
terdapat pekerja anak pada sektor 
jermal dan sama sekali tidak 
mendapatkan perlindungan hukum. 
Oleh karena itu, diperlukan upaya 
penanganan baik secara hukum 
maupun konteks pemberdayaan bagi 
keluarga untuk memutus mata rantai 
agar anak tidak dipekerjakan sebagai 
pengemis.
Berdasarkan pemaparan tersebut, 
maka dapat dirumuskan permasala- 
han  sebagai berikut: Bagaimanakah 
pencegahan eksploitasi pekerja anak 
dan alternatif perlindungan hukum 
dan pemberdayaan keluarga di 
Madura ?.
Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan peneli-
tian hukum empiris karena hendak  
menganalisis dan mendeskripsikan 
upaya penanganan eksploitasi anak 
pada sektor jermal di wilayah 
Madura. Adapun pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini 
adalah yuridis empiris. Secara 
yuridis yaitu mengkaji peraturan 
perundang-undangan dan ketentuan 
hukum yang terkait perlindungan 
hukum bagi anak. Sedangkan secara 
empiris mengkaji fenomena/fakta 
nyata terkait keberadaan anak yang 
bekerja sebagai pengemis di wilayah 
Kabupaten Pamekasan dan Kabupa- 
ten Sumenep dengan maksud untuk 
menemukan fakta, untuk selanjutnya 
menemukan masalah serta meng- 
identifikasi masalah tersebut sehing-
ga pada akhirnya menuju pada 
penyelesaian masalah.
Lokasi penelitian ini di wilayah 
Kabupaten Pamekasan dan Kabupa- 
ten Sumenep. Di kabupaten Pame-
kasan ada 2 desa yaitu Desa Branta 
dan Desa Panglegur (Kecamatan 
Tlanakan), sedangkan di Kabupaten 
Sumenep yaitu Desa Pragaan Daya 
(Kecamatan Pragaan). Dipilihnya 
lokasi tersebut didasarkan pertim-
bangan realitas desa yang sebagian 
besar penduduknya bekerja sebagai 
pengemis. Pekerjaan sebagai 
pengemis akan diturunkan dari orang 
tua kepada anaknya sebagai suatu 
tradisi. 
Pemilihan informan berfokus 
pada para pekerja anak pada sektor 
jermal dalam hal ini adalah anak 
yang dijadikan pengemis, orang tua 
dan aparat desa dan tokoh ma- 
syarakat. Metode yang dipilih adalah 
model snowball sampling yakni 
menemukan informan dari ketera- 
ngan - keterangan yang diberikan 
oleh informan sebelumnya. 
Data primer  antara lain data 
tentang : (a) Peran para pihak/ 
aparat/stake holder  yang terkait 
dengan keberadaan pekerja anak 
sektor jermal. (b) Upaya penanganan 
eksploitasi anak pada sektor jermal 
yang selama ini dilakukan oleh 
pemerintah. Data Sekunder meliputi: 
(a) Dokumen peraturan perun-
dang-undangan dan peraturan daerah 
terkait ketenagakerjaan dan perlin- 
dungan hukum terhadap anak. (b) 
Dokumen - dokumen program 
perlindungan dan penanganan anak 
yang dimiliki oleh pemerintah 
daerah.
Adapun teknik pengumpulan data 
yang digunakan meliputi : Data 
primer menggunakan teknik pe- 
ngumpulan :wawancara (interview) 
dan dengan pemberian kuesioner 
kepada para pihak yang terkait. Data 
sekunder menggunakan teknik : 
Studi Pustaka Berbagai artikel, 
tulisan dalam majalah atau jurnal, 
hasil penelitian, buku-buku, dan 
situs-situs internet yang relevan akan 
dikaji dipadukan dan dijadikan 
sebagai kerangka teori dari penelitian 
ini. 
Data penelitian hukum empiris 
yang telah terkumpul dianalisis 
secara kualitatif, kemudian dituang-
kan dalam bentuk deskripsi yang 
menggambarkan tentang realisasi 
upaya penanganan eksploitasi anak 
dan pelaksanaan perlindungan 
hukum terhadap eksploitasi anak 
yang bekerja sebagai pengemis. Data  
penelitian hukum normatif  berupa 
bahan hukum yang berkaitan dengan 
pengaturan dan perlindungan pekerja 
anak yang telah disusun secara siste-
matis, kemudian diklasifikasi sesuai 
pokok bahasan. 
Hasil Penelitian dan Pembahsan 
Anak dan Hak-hak Anak
Dalam Pasal 1 ayat (2) UU 
Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia, dinyatakan: ”Kewa-
jiban dasar manusia adalah seperang-
kat  kewajiban yang apabila tidak 
dilaksanakan, tidak memungkinkan 
terlaksananya dan tegaknya Hak 
Asasi Manusia”. Sedangkan dalam 
Pasal 71 UUPA dinyatakan bahwa 
“Pemerintah wajib dan bertanggung 
jawab menghormati, melindungi, 
menegakkan, dan memajukan hak 
asasi manusia yang diatur dalam 
undang-undang ini, peraturan perun-
dang-undangan lain, dan hukum 
intenasional tentang  hak asasi manu-
sia yang diterima oleh pemerintah 
Republik Indonesia”. Dalam rangka 
mengatasi pengangguran yang di 
alami oleh masyarakat Indonesia 
adalah kewajiban dasar Pemerintah 
baik pusat maupun daerah. Pengatur-
an mengenai hak setiap warga negara 
untuk memperoleh pekerjaan  diatur 
sekilas dalam UU Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan, 
khususnya dalam Pasal 5, Pasal 31, 
Pasal 39 dan Pasal 41. Empat Pasal 
inilah yang secara eksplisit  menya-
takan adanya hak dari setiap tenaga 
kerja untuk memperoleh pekerjaan; 
dan kebijakan pemerintah dalam 
memperluas kesempatan kerja, serta 
pengawasan atas pelaksanaan kebija-
kan tersebut. 
Disamping itu kewajiban dan 
tanggung jawab negara dalam 
kaitannya dengan Perlindungan 
hukum terhadap eksploitasi pekerja 
anak jalanan,  tertuang dalam Pasal 
74 UU Nomor 23 Tahun 2002, me- 
nyatakan bahwa negara dan Peme- 
rintah bertanggung jawab menye-
diakan fasilitas dan aksebilitas bagi 
anak, terutama dalam menjamin 
pertumbuhan dan perkembangannya 
secara optimal dan terarah. Dalam 
rangka meningkatkan efektifitas 
penyelenggaraan perlindungan anak, 
maka negara membentuk Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia yang 
independen. Adapun tugas komisi 
perlindungan anak berdasarkan Pasal 
26 UU Nomor 23 Tahun 2002 adalah 
sebagai berikut: (a) Melakukan 
sosialisasi seluruh ketentuan perun-
dang-undangan yang berkaitan 
dengan perlindungan anak, mengum-
pulkan data dan informasi, menerima 
pengaduan anak, mengumpulkan 
data dan informasi, menerima 
pengaduan masyarakat, melakukan 
penelaahan, pemantauan, evaluasi 
dan pengawasan terhadap penye-
lenggaraan perlindungan anak, (b) 
Memberikan laporan, saran, masu-
kan dan pertimbangan kepada Presi-
den dalam rangka perlindungan 
anak. 
Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, yang 
dimaksud anak adalah seseorang 
yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan. Selanjut- 
nya, UU Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, yang 
dimaksud anak adalah seseorang 
yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan. 
Hak-hak anak perlu mendapatkan 
perlindungan agar anak dapat berke-
sempatan seluas-luasnya untuk 
tumbuh dan berkembang  dengan 
wajar baik jasmani, rohani, dan 
sosial  sebagaimana  tertuang dalam 
Undang-undang  Nomor 4 Tahun 
1979 tentang Kesejahteraan Anak 
Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 
sebagai berikut. Anak berhak atas 
kesejahteraan, perawatan, asuhan 
dan bimbingan berdasarkan kasih 
sayang baik dalam keluarganya 
maupun di dalam asuhan  khusus 
untuk tumbuh dan berkembang 
dengan wajar Pasal 2 ayat (1).UUPA 
Anak berhak atas pelayanan untuk 
mengembangkan kemampuan dan 
kehidupan sosialnya, sesuai dengan 
kebudayaan dan kepribadian bangsa, 
untuk menjadi warganegara yang 
baik dan berguna ( Pasal 2 ayat (2) 
anak yang tidak mempunyai orang 
tua berhak  memperoleh asuhan oleh 
negara  atau orang atau badan (Pasal 
4 ayat 1). Anak yang tidak mampu 
berhak untuk memperoleh bantuan 
agar  dalam lingkungan keluarganya 
dapat tumbuh dan berkembang 
dengan wajar ( Pasal 5 ayat 1). Ban-
tuan dan pelayanan, yang bertujuan 
mewujudkan kesejahteraan menjadi 
hak setiap anak tanpa membeda-be-
dakan jenis kelamin, agama, pendi-
rian politik, dan kedudukan sosial 
(Pasal 8).
Berkaitan dengan pekerja anak, 
Konvensi ILO 132 tahun 1989 telah 
menetapkan hak-hak pekerja anak 
sebagai berikut : (a) Mendapatkan 
upah yang sama dengan memperhati-
kan prinsip-prinsip upah untuk 
pekerjaan yang sama nilainya; (b) 
Memberikan pembatasan waktu 
yang ketat dalam melaksanakan 
pekerjaannya di tempat kerja untuk 
paling lama 4 jam kerja sehari, dan 
dilarang untuk melakukan kerja 
lembur; (c) Kepesertaan dalam 
program jaminan sosial dan program 
pemeliharaan kesehatan; (d) Pem-
berlakuan standard keselamatan dan 
kesehatan secara konsisten dan 
wajar.
Perlindungan Hukum Eksploitasi 
Pekerja Anak
Ungkapan pekerja anak menge-
sankan suatu kondisi di mana mereka 
terbelenggu dengan suatu jenis 
pekerjaan dalam kondisi yang sangat 
bervariatif. Pekerjaan itu mereka 
lakukan dalam suatu rangkaian 
panjang. Kegiatan yang berkelanju-
tan dan tidak tahu kapan berakhir- 
nya. Mungkin pada salah satu ujung-
nya pekerjaan itu akan bermanfaat 
dapat meningkatkan atau memperce-
pat perkembangan fisik, jiwa, sosial, 
dan moral mereka sebagai anak. 
Sementara ujungnya yang lainnya 
akan merampas dan merusak 
kehidupan mereka sebagai anak, 
istilahnya “destriktif dan eksploita- 
tif”. Pada kedua kutub inilah bera- 
gam bidang  pekerjaan dengan kegia-
tannya yang luas digeluti oleh peker-
ja anak (Depdiknas, 2001 : 8) . 
Menurut ILO (International 
Labour Organisation) yang dimak-
sud dengan pekerja anak adalah :
“ Children who lost their chid-
hood and future, prematurely 
leading adult lives, working long 
hours for low wages under condi-
tions damaging to their health 
and their physical and mental 
development”. 
Dalam definisi tersebut terkan- 
dung “ kata kunci” anak kehilangan 
masa anak dan masa depan (yang 
menjadi haknya), melakukan peker-
jaan orang dewasa, jam kerja 
panjang, gaji rendah, kondisi kerja 
yang membahayakan kesehatan dan 
perkembangan fisik dan mental. ILO 
membedakan antara pekerjaan 
ringan (light work) dengan pekerjaan 
berbahaya (hazardous work). Anak 
yang bekerja pada pekerjaan ringan 
diperbolehkan sedangkan anak yang 
bekerja yang berbahaya dilarang. 
Di Indonesia dapat diidentifikasi 
empat bentuk pekerjaan yang dilaku-
kan pekerja anak, yaitu : (a) Pekerja 
anak sebagai pembantu rumah 
tangga, (b) Pekerja anak sebagai 
buruh di pasar, (c) Pekerja anak di 
jalanan, anak-anak yang bekerja di 
persimpangan jalan, di atas bis kota, 
dan terminal-terminal dengan me- 
lakukan pekerjaan seperti mengemis, 
mengamen, asongan, penyemir 
sepatu, (d) Pekerja anak di laut, 
anak-anak yang bekerja di berbagai 
tempat penangkapan, penampungan, 
pelelangan dan pengolahan ikan 
(Depdiknas, 2001 : 11-13) .
Hukum pada dasarnya tidak lain 
adalah himpunan peraturan yang 
mengatur keseluruhan kegiatan 
kehidupan manusia yang disertai 
sanksi hukum bagi pelanggarannya 
(Mertokusumo, 2000 : 2) 
.Keberadaan hukum disini diharap-
kan dapat memberikan rasa aman 
dan ketertiban, karena berfungsi 
mengatur dan adanya sangsi yang 
diharapkan mampu memberikan efek 
jera.
Anak memerlukan perlindungan 
(protection), keperluan perlindungan 
bagi anak merupakan hal yang 
obyektif didasarkan pada keadaan 
raga (fisik) dan jiwa psikis). Raga 
atau badan anak kecil dan lemah. 
Jiwa anak rentan terhadap aneka pe- 
ngaruh. Di samping itu ada kenyata-
an bahwa anak sering menjadi 
korban dalam berbagai tindak 
pidana, misalnya penganiayaan, 
pemerkosaan, pembunuhan, dan 
lain-lain. 
Pendapat mengenai pengertian 
perlindungan anak diungkapkan oleh 
J.E Doek dan H.M.A. Drewes. 
Keduanya mengartikan hukum 
perlindungan anak sebagai : “ (1) 
dalam arti luas merupakan segala 
aturan hidup yang memberikan 
perlindungan kepada mereka yang 
belum dewasa dan memberi kemung- 
kinan bagi mereka untuk berkem-
bang, dan (2) dalam arti sempit 
sebagai perlindungan hukum yang 
terdapat dalam ketentuan hukum 
perdata, ketentuan hukum pidana, 
dan ketentuan hukum acara” (Boedi-
ono, 2008 : 32-33).
Berbicara mengenai perlindungan 
anak, setidaknya ada dua aspek yang 
terkait didalamnya. Aspek pertama 
yang berkaitan dengan kebijakan 
peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai perlindungan 
anak. Aspek kedua berkaitan dengan 
pelaksanaan dari kebijakan perun-
dang-undangan tersebut. Mengenai 
aspek pertama, sampai saat ini telah 
cukup perundang-undangan untuk 
mengatur hal-hak berkaitan dengan 
perlindu- ngan anak. Aspek kedua 
adalah apakah dengan telah tersedi-
anya berbagai perangkat perun-
dang-undangan tentang hak-hak 
anak tersebut telah dengan sendiri- 
nya usaha-usaha untuk mewujudkan 
hak-hak anak dan upaya pengha- 
pusan praktek-praktek pelanggaran 
hukum anak dan pengabaian terha-
dap hak anak sebagaimana yang 
dikehendaki dapat diakhiri (Wahyu-
di, 2002 : 1). 
Agar kepentingan manusia terma-
suk anak terlindungi, maka hukum 
harus dilaksanakan. Pelaksanaan 
hukum dapat berlangsung dalam 
keadaan normal dan damai, tetapi 
juga dapat terjadi pelanggaran 
hukum. Melalui penegakan hukum 
inilah hukum menjadi kenyataan, 
selanjutnya dalam penegakan hukum 
ada tiga unsur yang harus diperhati-
kan, yaitu kepastian hukum, keman-
faatan dan keadilan (Mertokusumo, 
2000 : 3). Perlu diakui bahwa efekti-
vitas perundang-undangan tidak 
hanya tergantung pada faktor hukum 
belaka. Faktor manusia yang menjadi 
penegaknya juga memainkan 
peranan yang penting.  Menurut 
Lawrence M Friedmen hukum 
bergantung pada 3 (tiga) hal, antara 
lain (Friedman, 1975 : 14) : (1) 
Sistem hukum (legal system) men-
cakup unsur-unsur materi hukum 
(legal substance), (2) struktur hukum 
beserta kelembagaannya (legal 
structure) dan (3) budaya hukum 
(legal culture).
Kata eksploitasi di dalam konven-
si-konvensi hak anak merupakan 
kata dalam arti negatif. Konvensi 
hak-hak anak melarang anak dieks- 
ploitasi (A Rachmad Boedino, 
2008:56). Pengertian eksploitasi 
menurut UU Nomor 21 tahun 2007 
Pasal 1 angka (7)  
adalah tindakan dengan atau 
persetujuan korban yang meliputi 
tetapi tidak terbatas pada pelacu-
ran, kerja atau pelayanan paksa, 
perbudakan atau praktek serupa 
perbudakan, penindasan, peme- 
rasan, pemanfaatan fisik, seksual, 
organ reproduksi, atau secara 
melawan hukum memindahkan 
atau menstransplantasi organ 
dan/atau jaringan tubuh atau 
memanfaatkan tenaga atau ke- 
mampuan seseorang oleh pihak 
lain untuk mendapatkan keuntu- 
ngan baik materiil maupun imma-
teriil.
Undang - undang Perlindungan 
Anak memberikan pengertian me- 
ngenai eksploitasi. Dalam penjelasan 
Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Un-
dang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak disebutkan : 
perlakuan eksploitasi, misalnya 
tindakan atau perbuatan memperalat, 
memanfaatkan, atau memeras anak 
untuk memperoleh keuntungan pri- 
badi, keluarga, atau golongan.
Pada hakekatnya anak tidak boleh 
bekerja karena waktu mereka sela- 
yaknya dimanfaatkan untuk belajar, 
bermain, bergembira, berada dalam 
mencapai cita-citanya sesuai dengan 
perkembangan fisik, psikologis 
intelektual dan sosialnya. Namun 
pada kenyataannya banyak anak- 
anak di bawah usia 18 tahun yang 
telah terlibat aktif dalam kegiatan 
ekonomi, menjadi pekerja anak 
antara lain di sektor industri dengan 
alasan tekanan ekonomi yang diala-
mi orang tuanya ataupun faktor 
lainnya (Syamsuddin, 1997: 1) 
Kenyataan menunjukkan bahwa 
masih banyak pekerja anak di dunia 
ini, terutama di negara-negara ber- 
kembang, dikarenakan upaya-upaya 
untuk mengatasi masalah pekerja 
anak pada sekitar satu abad terakhir 
ini berjalan sangat lambat dan alot. 
Hal ini tidak terlepas dari skeptisme 
serta beberapa argumentasi yang 
berkembang di masyarakat, antara 
lain ialah : (a). Pendidikan yang ada 
seringkali tidak sesuai dengan kebu-
tuhan anak-anak keluarga miskin dan 
bahkan menjauhkan mereka dari 
lingkungannya. (b). Anak diperlukan 
untuk memberikan kontribusi bagi 
kesejahteraan keluarga, khususnya 
bagi keluarga-keluarga miskin. (c). 
Pekerjaan anak diperlukan agar 
produk-produk industri tertentu 
memiliki daya saing yang lebih 
tinggi. (d) Undang-undang atau pera-
turan mengenai pekerja anak tidak 
mungkin untuk dilaksanakan meng-
ingat begitu banyak perusahaan yang 
memperkerjakan mereka. (e). Ang-
gapan bahwa pemerintah tidak sepa-
tutnya mencampuri keinginan orang 
tua terhadap apa yang dirasakan 
mereka paling bermanfaat bagi 
anak-anak mereka sendiri (Putranto, 
2000: 2).
Fenomena  anak-anak yang be- 
kerja di Indonesia saat ini cen- 
derung meningkat. Berdasarkan 
penelitian yang dilakukan oleh Kus-
nadi Rusmil yang menyinggung 
tentang sebab-sebab timbulnya 
pekerja anak, mengatakan bahwa 
anak-anak yang bekerja  dapat di 
bedakan menjadi 3 kategori (Rusmil, 
2000 : 25), yaitu : Pertama, 
anak-anak  yang bekerja membantu 
pekerjaan orang tua dan keluarganya 
seperti melaksanakan pekerjaan di 
rumah dan membantu bekerja di 
kebun pada musim-musim tertentu, 
kelompok ini disebut Child worker 
dan biasanya masih memberi kesem-
patan kepada anak untuk belajar dan 
bermain meskipun tidak leluasa. 
Kedua, anak-anak yang bekerja di 
pabrik atau perusahaan, perkebunan 
atau tempat lain milik perusahaan 
untuk membantu  membiayai kebutu-
han keluarga  atau bahkan menjadi 
sumber  pendapatan keluarga, anak- 
anak ini disebut Child Labour dan 
kebanyakan sudah tidak memberikan 
waktu untuk bermain bahkan berse-
kolah karena jadwal kerja terlalu 
padat dibawah peraturan perusahaan. 
Ketiga,  anak yang bekerja di jalan- 
jalan menjadi pengemis, pengamen, 
pemulung, pengasong dan lain-lain 
dimana dalam hal ini anak tidak 
berada dalam hubungan formal 
pengusaha – pekerja. Kelompok ini 
secara sosiologis dikenal sebagai 
anak jalanan.
Anak-anak pada kelompok ketiga 
harus mendapat perhatian yang lebih 
khusus lagi karena mereka hidup 
bebas dijalan sehingga pengaruh 
lingkungan sosial yang tidak baik 
akan berpengaruh terhadap perkem-
bangan mental, fisik, sosial bahkan 
masa depan. Anak yang bekerja pada 
sektor jermal yang dalam hal ini 
adalah sebagai pengemis secara 
psikologis mereka mendapatkan 
pendidikan dari orang tua untuk tidak 
perlu bekerja keras dan cukup meng-
harapkan sedekah dari orang lain. 
Disini anak akan mendidik anak 
malas dan cukup mengharap belas 
kasihan orang lain, karena dalam 
konteks masyarakat Pragaan Daya, 
Kecamatan Pragaan, Kabuapaten 
Sumenep  “lebih baik menjadi 
pengemis dari pada menjadi pencu-
ri”. Dalam pemahaman masyarakat 
mencuri itu haram sedangkan 
mengemis halal. Dan karena 
mengemis merupakan tradisi maka 
hal tersebut harus diturunkan pada 
anaknya. Penelitian yang sama 
dilakukan oleh Ali Al Humaidy (Hu-
maidy, 2003 : viii), hasil penelitian 
menunjukkan bahwa asal mula prak-
tek mengemis di Pragaan Daya sudah 
berlangsung sejak pra kemerdekaan 
(1930 – 1940an) hingga sekarang. 
Bertahannya budaya mengemis 
karena praktek ini sudah berlangsung 
sejak lama dari generasi ke gene- 
rasi/turun temurun, yang disosialisa-
ikan melalui kehidupan keluarga dan 
kehidupan masyarakat. Hasil peneli-
tian tersebut juga menggambarkan 
bahwa meski benar kemiskinan 
ekonomilah yang mendorong orang 
terjun ke dunia pengemis, tetapi pada 
akhirnya ekonomi  bukan menjadi 
faktor yang menentukan apakah 
seseorang akan selamanya menekuni 
profesi sebagai pengemis. Lebih 
lanjut ia mengungkapkan, ketika 
para pengemis itu menjadi kaya 
(tidak lagi dalam kesulitan ekonomi), 
para pengemis itu tetap saja menjala-
ni profesinya. Mereka ternyata justru 
menikmati profesi tersebut karena 
dalam banyak hal bisa mendatangkan 
uang yang lebih banyak dibanding-
kan dengan usaha yang sebelum 
mereka tekuni seperti berdagang atau 
mencari kayu bakar. Artinya persoa-
lan mental dan moral yang menentu-
kan apakah sesorang tetap bertahan 
dengan profesi sebagai pengemis 
atau tidak. Data yang didapat dari 
Dinsos Kabupaten Sumenep bahwa 
sebanyak 91 orang warga di 
Peragaan Daya adalah sebagai 
pengemis. Dimana sebagian besar 
mereka mengajak anaknya untuk ikut 
mengemis.
Sementara di Kabupaten Pame-
kasan terdapat tiga desa di Keca-
matan Tlanakan yang warganya 
banyak menjadi pengemis, yaitu di 
Desa Panglegur, Desa Larangan 
Tokol dan desa Brantah Tenggi. 
Secara keseluruhan jumlah pengemis 
di tiga desa desa tersebut adalah 174 
orang. 
Memang data yang didapat dari 
Dinsosnakertrans kabupaten Pame-
kasan tidak terlihat jumlah pekerja 
anak, namun hampir sebagaian besar 
dari para pengemis yang memiliki 
anak akan mengajak anaknya untuk 
melakukan pengemisan pula. Bahkan 
bagi pengemis yang tidak memiliki 
anak,maka mereka akan meminjam 
atau menyewa anak tetangga nya 
untuk ikut mengemis. Mengajak 
anak untuk mengemis dilakukan agar 
masyarakat akan merasa iba dan 
mendorong untuk memberikan uang.
Selama ini anak yang diajak 
mengemis oleh orang tuanya adalah 
anak yang usia balita dan sampai usia 
12 tahun. Saat menginjak usia remaja 
biasanya anak-anak mulai malu dan 
ada beberapa yang kemudian yang 
berhenti mengemis, namun ada pula 
yang masih terus mengemis bahkan 
sampai mereka menikah.
Mengemis dilakukan setiap hari 
oleh anak-anak karenanya sebagian 
besar mereka tidak bersekolah, 
hanya beberapa anak saja yang 
mengikuti kegiatan pendidikan 
agama atau madrasah di sore hari di 
pesantren. Namun kegiatan menge- 
mis ini tidak hanya dilakukan di 
Pamekasan saja, karena ada juga 
yang melakukan kegiatan mengemis 
di daerah lain seperti di Surabaya, 
Jakarta bahkan ke Kalimantan. 
Kegiatan mengemis di luar kota ini 
dilakukan secara terkoordinir. Jika 
melakukan kegiatan mengemis di 
luar Pamekasan, maka dapat dipasti-
kan anak-anak yang ikut mengemis 
tidak akan mendapat pendidikan 
formal maupun pendididkan agama.
Menjadi pengemis bagi warga di 
tiga desa tersebut merupakan peker-
jaan. Ini terjadi karena kondisi 
geografisnya kering dan tandus, 
mereka tidak memiliki tanah gara-
pan, tidak berpendidikan dan tidak 
memiliki keahlian/ketrampilan khu- 
sus. Dari bekerja sebagi pengemis 
penghasilan mereka perharinya 
adalah Rp. 50.000, tetapi pada hari 
jumat mereka akan mendapat lebih 
dari itu. Di karenakan mereka meng-
inginkan mendapat hasil yang lebih 
banyak, maka para orang tua  akan 
mengajak anaknya untuk mendapat-
kan penghasilan yang lebih banyak. 
Selama  ini orang tua maupun anak 
tidak memahami bahwa anak tidak 
boleh diajak bekerja sebagai 
pengemis. Sedangkan alasan orang 
tua mengikutsertakan anak nya untuk 
mengemis juga adalah karena bagi 
orang tua yang penting anak tetap 
dalam  pengawasan nya dan dapat 
menghasilkan uang.
Realitas tersebut diatas tentunya 
sangat bertentangan dengan UU 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, dimana seharus-
nya anak memiliki hak untuk 
bermain, mendapat perlindungan 
dari orang tuanya dan mendapat 
pendidikan. Disini anak banyak yang 
kehilangan masa kanak-kananknya 
dan justru telah dieksploitasi oleh 
orang tuanya atau orang lain untuk 
mendapatkan uang.
Terkait upaya yang telah dilaku-
kan pemerintah daerah yang dalam 
hal ini Dinsosnakertrans adalah telah 
melakukan berbagai kegiatan pem-
berian bantuan berupa hewan ternak 
sembako maupun uang. Namun 
semuanya dianggap tidak berhasil 
karena seperti hewan ternak setelah 
diberikan pada pengemis, maka 
keesokan harinya akan dijual. 
Menurut Budi setiawan (Dinsos-
nakertrans Kabupaten Pamekasan) 
mengemis disini sudah merupakan 
pekerjaan dan mereka sudah memili-
ki mental peminta jadi kegiatan 
apapun yang dilakukan untuk men-
gentaskan mereka sangatlah sulit. 
Saat ini Dinsosnakertrans mencoba 
untuk memutus mata rantai mengem-
is dengan bekerja sama dengan 
kepala desa dan kyai di desa tersebut 
untuk memberikan informasi agar 
anak-anak para pengemis ini tidak 
diajak untuk bekerja sebagai 
pengemis dan mereka dapat dipon-
dokkan di pesantren di dekat desa 
dengan tanpa dipungut biaya. Jadi 
disini Dinsosnakertrans yang akan 
menanggung biaya yang dibutuhkan 
anak pengemis selama berada di 
pondok pesantren. Harapannya 
dengan anak tersebut mendapat 
pendidikan agama yang baik mini-
mal anak akan tahun bahwa dalam 
Islam memberi adalah lebih baik 
daripada meminta. Sehingga anak 
pengemis ini tidak akan meneruskan 
pekerjaan orang tuanya lagi. 
Pelibatan Community Based Orga-
nization (Organisasi Berbasis Mas-
yarakat) Sebagai Implementasi 
Pendekatan Partisipatif
Pemberdayaan masyarakat adalah 
isu sentral dalam pembangunan ma- 
syarakat. Pemberdayaan pada hake- 
katnya mencakup dua aspek, yaitu to 
give or authority to and to give abili-
ty to or anable. Dalam pengertian 
pertama, pemberdayaan memiliki 
makna memberi kekuasaan, menga- 
lihkan kekuatan dan mendelegasikan 
otoritas ke pihak lain. Pengertian 
kedua, pemberdayaan diartikan 
sebagai upaya untuk memberi 
kemampuan atau keberdayaan. 
Dalam literatur bahwa pember-
dayaan memberikan tekanan pada 
otonomi pengambilan keputusan dari 
suatu kelompok masyarakat. Penera-
pan aspek demokrasi dan partisipasi 
dengan titik fokus pada lokalitas 
akan menjadi landasan bagi upaya 
penguatan potensi lokal. Pada titik 
inilah, maka pemberdayaan ma- 
syarakat juga difokuskan pada 
penguatan individu anggota ma- 
syarakat beserta pranata-pranatanya.
Dalam rangka pemberdayaan 
masyarakat, ada beberapa hal yang 
perlu dilakukan: pertama, mening-
katkan kesadaran kritis atas posisi 
masyarakat dalam struktur sosial 
politik. Kedua, kesadaran kritis yang 
muncul diharapkan membuat ma- 
syarakat mampu menyususn argu-
mentasi terhadap berbagai macam 
eksploitasi serta sekaligus membuat 
pemutusan terhadap hal tersebut. 
Ketiga, peningkatan kapasitas ma- 
syarakat. Keempat, pemberdayaan 
juga perlu dikaitkan dengan pemba- 
ngunan sosial budaya masyarakat. 
Nilai-nilai yang ada pada tradisi 
budaya masyarakat lokal seperti 
gotong royong dan arisan dapat 
dipandang sebagai modal sosial 
(Social Capital) dalam mewujudkan 
kemajuan pembangunan masyarakat 
(Suparjan dan Suyatno, 2003: 44). 
Bertitik tolak pada uraian diatas, 
maka konsep pemberdayaan sebe-
narnya merupakan proses belajar 
yang menekankan orientasi pada 
proses pelibatan (partisipasi masya- 
rakat). Dengan partisipasi di harap-
kan kapasitas masyarakat untuk 
mengembangkan diri dapat mening-
kat yakni kemampuan untuk melaku-
kan identifikasi kebutuhan, identifi-
kasi sumber daya, dan kemampuan 
untuk memanfaatkan peluang yang 
ada.
Pelibatan masyarakat dalam pem-
bangunan pada dasarnya harus dimu-
lai dari bawah yaitu melalui forum 
warga baik yang berbasis administra-
tif  seperti forum RT, RW, rembug 
desa maupun forum-forum yang 
berhasil pada kelembagaan dan 
komunitas (Community Based Orga-
nization/CBO) seperti kelompok 
pengajian, kelompok yasinan/tahli- 
lan, kelompok petani, peternak, pe- 
dagangdan sebagainya (Suparjan dan 
Suyatno, 2003:48). Upaya ini dilaku-
kan dengan memanfaatkan forum-fo-
rum tersebut tidak hanya sebagai 
wahana untuk melakukan sosialisasi, 
pengajian ataupun arisan namun juga 
dapat dimanfaatkan untuk membi- 
carakan berbagai macam isu yang 
sedang terjadi dalam kehidupan ma- 
syarakat seperti halnya isu perdaga- 
ngan perempuan dan anak.
Mekanisme seperti tersebut diatas 
pada akhirnya akan membiasakan 
masyarakat untuk selalu membicara-
kan kepentingan bersama. Institusi 
pada level bawah tersebut harus 
ditempatkan sebagai basis perenca-
naan pembangunan dari bawah. 
Melalui forum-forum seperti ini, 
warga masyarakat dapat merumus-
kan aspirasi pembangunan yang 
kemudian dibawa ke Badan Per- 
wakilan Desa sebagai lembaga legis-
latif di tingkat desa lalu ke tingkat 
kecamatan hingga ke Kabupaten 
(Suparjan dan Hendri Suyatno, 2003: 
49). 
Disamping menjadi basis peren-
canaan, forum-forum tersebut dapat 
juga menjadi salah satu dari agent of 
change untuk melakukan perubahan 
dalam masyarakat. Caranya adalah 
dengan membentuk kader-kader 
lokal yang dapat menjadi media 
untuk menyampaikan pesan-pesan 
pembangunan. 
Selanjutnya proses pemberdayaan 
keluarga dilakukan dengan berbasis 
pada partisipasi masyarakat dengan 
melibatkan community based organi-
zation yakni memanfaatkan organi-
sasi berbasis komunitas seperti 
pondok pesantren, forum pengajian, 
karang taruna atau yang lain sesuai 
dengan kondisi di daerah penelitian. 
Untuk konteks sosial budaya 
Madura, pelibatan pondok pesantren 
dan forum pengajian serta forum-fo-
rum lainnya sangat tepat karena ma- 
syarakat Madura memiliki keterika-
tan yang kuat pada kiai dan agama 
Islam sehingga organisasi yang 
sudah mengakar ini diharapkan dapat 
memberikan sosialisasi tentang 
pencegahan ekploitasi anak yang 
dipekerjakan pada sektor jermal.
Konteks pemberdayaan masya- 
rakat disini adalah memberdayakan 
masyarakat secara pemikiran dan 
pemahaman mereka serta memberi-
kan peran aktif pada masyarakat 
untuk bersama-sama dengat pihak 
terkait yakni aparat pemerintah 
melakukan upaya pencegahan 
ekploitasi anak pada sektor jermal di 
Madura.
Dinsosnakertrans kabupaten 
Pamekasan telah memulai dengan 
bekerja sama dengan para kyai dan 
kepala desa agar pengemis mau 
meninggalkan anaknya di pesantren. 
Harapannya dengan tinggal di 
pesantren anak tidak akan diajak 
untuk bekerja sebagai pengemis dan 
mereka akan mendapat pendidikan 
serta lingkungan yang layak. Semen-
tara terkait pemberdayaan keluarga 
pihak Dinsosnakertrans juga melaku-
kan pendidikan ketrampilan dan 
pemberian alat-alat penunjang ke- 
trampilan serta pendampingan yang 
dilakuakn secara lebih efektif oleh 
KTSK yang ada di masing-masing 
kecamatan.
Simpulan
Selama ini anak yang menjadi 
pengemis dikarenakan ajakan orang 
tua. Alasan orang tua untuk menga-
jak anaknya menjadi pengemis 
adalah agar mendapatkan uang lebih 
banyak karena keberadaan anak- 
anak akan menimbulkan rasa iba 
bagi orang yang akan memberi. Data 
yang ada di dua Kabupaten tersebut 
tidak dapat menunjukkan jumlah 
kongkrit anak yang bekerja sebagai 
pengemis. Hal ini terkait dengan 
program yang selama ini diberikan 
oleh pemerintah daerah sasarannya 
adalah pada orang tua. Seperti 
program peningkakan ketrampilan 
dan pemberian bantuan. Untuk anak 
hanya berupa sosialisasi kepada 
orang tua untuk tidak mengajak 
bekerja anak dan meminta anak 
untuk menempuh pendidikan/berse-
kolah.
Perlindungan hukum yang diberi-
kan kepada anak yang bekerja 
sebagai pengemis masih belum opti-
mal karena selama ini program yang 
ada masih berorientasi pada pening-
katan ekonomi orang tua. Namun 
harapan pemerintah daerah dengan 
peningkatan kapasitas ekonomi kelu-
arga akan dapat memutus mata rantai 
pengemisan, yang berarti anak tidak 
akan diajak bekerja oleh orang 
tuanya karena konsep pemberdayaan 
keluarga dilakukan dengan konsep 
community based organization, 
mengikutsertakan peran kyai dan 
pesantren sebagai pihak yang 
berpengaruh di masyarakat.
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Abstract
Restorative justice approach in thr case of children can be achieved 
through the application of diversion.The diversion should be measurably and 
legally implemented by the criminal law enforcement agencies in all stage. 
Factually, the absence of laws that specifically regulate the diversion, the 
shortcomings of the juvenile criminal justice; the incapacity of prisons, pris-
ons for Children, and Social Organization in fostering children in conflict 
with the law during this time; the unsuccesful achievement of the goal diver-
sion in children in some countries become the cause-birth of diversion system 
in the case of children. As the consequences, the parties involved during and 
post-diversion process shall guarantee the best needs for the child and the 
victim. Therefore, educating, coaching, mentoring and supervising of 
children in conflict with the law must be carried out systematically. The juri- 
dical consequences, The Government Regulation (PP) concerning on diver-
sion and other acts, including organic rules that can be used as a guide in 
istitutions and personal involved in the process before, during, and after the 
disversion is needed in order to achieve fairness in legal certainty.
Key word: diversion, restorative justice, children
Abstrak
Pendekatan keadilan restoratif dalam perkara anak dapat dicapai melalui 
penerapan diversi sebagaimana diatur dalam UU Sistem Peradilan Anak. 
Selama ini sudah ada diversi pada perkara anak, namun baru dilaksanakan di 
kepolisian. Padahal, jika ingin melindungi dan me-restorasi anak, korban, dan 
masyarakat, diversi harus dilakukan oleh penegak hukum pidana dalam 
semua tahapan secara terukur dan legal.  Secara faktual, belumadanya hukum 
yang khusus mengatur diversi, kelemahan pelaksanaan peradilan pidana 
anak; kekurangmampuan LAPAS, LAPAS Anak, dan Organisasi Kema- 
syarakatan dalam membina anak yang berkonflik dengan hukum selama ini; 
keberhasilanpencapaian tujuan diversi pada anak di beberapa negara penye-
bab lahirnya sistem diversi dalam perkara anak . Konsekuensinya, para pihak 
yang terlibat dalam proses dan pasca-diversi wajib menjamin kepentingan 
terbaik bagi anak dan korban.  Karena itu, pendidikan, pembinaan, pendam- 
pingan dan pengawasan anak yang berkonflik dengan hukum (baik yang 
diselesaikan dengan diversi maupun yang diadili melalui sistem peradilan 
pidana) wajib dilaksanakan secara sistemik.Konsekuensi yuridisnya, Peratur-
an Pemerintah (PP) tentang diversi dan peraturan perundang-undangan lain, 
termasuk ketentuan organik yang dapat digunakan sebagai panduan di lemba-
Pendahuluan
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum harus didasarkan 
pada kepentingan terbaik bagi anak. 
Pengertian frasa “terbaik bagi anak” 
terkait dengan sifat anak, baik fisik, 
psikis, maupun sosial sehingga 
kepentingan anak satu dengan lain- 
nya tidak harus sama. A definition of 
the child’s best interests cannot 
accommodate the diverse nature of 
the interests appropriate for a partic-
ular child, from a particular back-
ground and at a particular time of 
development. (Sifris at.all 2014). 
Pengutamaan kepentingan terbaik 
bagi anakini juga didasarkan pada 
asas umum perlindungan anak 
sebagaimana diatur dalam konvensi 
anak, bahwa 
The best interests of the child 
shall be a primary consideration 
in all actions affecting children. 
(The 1989 Convention on the 
Rights of the Child).The term 
“best interests” broadly 
describes the well-being of a 
child. Such well-being is deter-
mined by a variety of individual 
circumstances, such as the age, 
the level of maturity of the child, 
the presence or absence of 
parents, the childs environment 
and experiences.(UNHCR Guide-
lines, 2008).
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum tidak harus menggu-
nakan sarana nonpenal (misalnya 
diversi) atau menggunakan hukum 
pidana (sarana penal).  Namun, ke- 
duanya dapat dilakukan secara 
berurutan, yaitu mengutamakan 
diversi (jika memenuhi persyaratan 
diversi), dan jika upaya tersebut 
gagal maka akan diberlakukan 
sistem peradilan pidana bagi 
anak.Hal ini sesuai dengan pendapat 
bahwa the major goal of the first 
juvenile courts, established at the 
turn of the century, was to provide an 
alternative to, and thereby divert 
youth from, the criminal court(Albert 
L. Robert (Edit), 2008 : 184).
Secara umum, pemberlakuan-
sistem peradilan pidana untuk 
penyelesaian perkara pidana dapat 
berdampak buruk bagi anak, teruta-
ma pemberian “stigma jahat” pada 
anak (stigmatisasi atau labelisasi), 
dan terjadinya pembiasaan kebia- 
saan-kebiasan buruk di LAPAS yang 
kemudian dipraktikkan lagi oleh 
anak ke luar LAPAS Anak (prisoni-
sasi), bahkan pengulangan tindak 
pidana yang lebih serius akibatnya. 
Salah satu penyebabnya adalah 
adanya kontak langsung dengan 
penegak hukum yang dapat membuat 
anak frustrasi.  Jika perkaranya 
sudah diputus oleh pengadilanpun, 
mungkin akan menjadi stigma bagi 
anak pelaku tindak pidana.  Karena 
itu, para ahli di bidang psikologi, 
hukum, etimologi kriminal, krimi-
nologi, pendidikan, dan penologi 
selalu mencari jalan terbaik bagi 
anak, korban, dan kepentingan ma- 
syarakat.  Akhirnya, para ahli mewa-
canakan pendekatan keadilan resto- 
ratif sebagai alternatif pemikiran 
untuk mengurangi kelemahan teori 
pemidanaan retributif, teori prevensi 
maupun teori gabungan.
Keadilan restoratif merupakan 
suatu ide dan gerakan yang me- 
ngedepankan keadilan dalam pers-
pektif pelaku dan keluarganya, 
korban dan keluarganya, masyarakat, 
dan pemangku kepentingan dalam 
rangka pemulihan keadaan masing- 
masing.  Karena itu, konsepsi pemi- 
kiran keadilan restoratif (restorative 
justice) menjadi salah satu upaya 
menjauhkan anak dari sistem per- 
adilan pidana yang tidak perlu.  
Pendekatan ini mengutamakan pe- 
nyelesaian tindak pidana di luar 
peradilan pidana.  Pendekatan terse-
but bukan hanya pada anak, melain- 
kan juga pada orang dewasa (misal- 
nya pencurian ringan, penggelapan 
ringan, perbuatan curang (penipuan) 
ringan) maupun anak-anak.  Bahkan 
di beberapa negara maju, korporasi 
yang melakukan tindak pidana dapat 
juga diselesaikan dengan pendekatan 
keadilan restoratif.
Keadilan restoratif adalah cara-
menanggapi perilaku criminal 
dengan cara menyeimbangkan antara 
kebutuhan masyarakat, dengan 
korban danpelaku. Ini merupakan 
konsep yang terus berkembangdan 
dapat menimbulkan interpretasi yang 
berbeda di negara yang berbeda.
Restorative justice is a way of 
responding to criminal behaviour 
by balancing the needs of the 
community, the victims and the 
offenders. It is an evolving 
concept that has given rise to 
different interpretation in differ-
ent countries, one around which 
there is not always a perfect 
consensus.(United Nations, 2006: 
6).
Berkaitan dengan konsep 
keadilan restoratif dalam perkara 
pidana yang dilakukan oleh anak, 
menurut Pasal 1 angka 6 Undang- 
Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 
Sistem Peradilan Pidana  Anak (LN 
Tahun  2012  Nomor  153, TLN 
Nomor  5332), pengertian keadilan 
restoratif adalah penyelesaian perka-
ra tindak pidana dengan melibatkan 
pelaku, korban, keluarga pelaku/kor-
ban, dan pihak lain yang terkait 
untuk bersama-sama mencari 
penyelesaian yang adil dengan 
menekankan pemulihan kembali 
pada keadaan semula, dan bukan 
pembalasan.
Praktik di beberapa negara, 
keadilan restroratif disebut dengan 
berbagai istilah. Ada pihak yang 
menggunakan istilah"keadilan 
komunitarian", "memperbaiki 
kesalahan", "Keadilan positif", 
"keadilan relasional", "keadilan 
reparatif", "keadilan masyarakat" 
untuk menyebut "keadilan restorat-
if". Namun, demikian ada kesamaan 
pemahaman bahwa keadilan 
restoratif dibangun berdasarkan 
konsep penyeimbangan kepentingan 
dan kebutuhan pada tiga pihak, yaitu 
pelaku, korban, dan masyarakat. Hal 
ini terungkap dari penjelasan beri-
kut.
Also, because of the difficulties in 
precisely translating the concept 
into different languages, a variety 
of terminologies are often used. 
There are many terms that are 
used to describe the restorative 
justicemovement. These include 
“communitarian justice”, “ma- 
king amends”,“positive justice”, 
“relational justice”, “reparative 
justice”, “communityjustice” and 
“restorative justice”, among 
others.(United Nations, 2006:6)
Berkaitan dengan keadilan 
restoratif, dalam UU-SPPA diatur 
tentang diversi. Pengertian diversi 
adalah pengalihan penyelesaian 
perkara Anak dari proses peradilan 
pidana ke proses di luar peradilan 
pidana.Jika kedua konsep tersebut 
dihubungkan, maka keadilan 
restoratif adalah tujuan yang ingin 
dicapai, sedangkan diversi adalah 
salah satu proses mencapai keadilan 
tersebut.Keadilan restoratif dapat 
dicapai melalui diversi maupun 
non-diversi, yaitu memproses anak 
pelaku tindak pidana dalam sistem 
peradilan pidana. Dengan demikian, 
melalui sistem peradilan pidanapun 
dapat dicapai keadilan restoratif. 
Misalnya dengan menjatuhkan 
pidana atau tindakan yang sesuai 
dengan kebutuhan pelaku, korban, 
dan masyarakat.Karena itu, dalam 
UU-SPPA disediakan banyak jenis 
sanksi dan tindakan agar hakim 
dapat memilih jenis pidana (straf) 
atau tindakan (maatregel) yang 
sesuai dengan kebutuhan pelaku, 
korban dan masyarakat agar keadilan 
restoratif tercapai.
Sampai saat ini, diversi pada 
perkara anak di tahap penyidikan 
sudah sering dilakukan berdasarkan 
Peraturan internal di Kepolisian 
Negara Republik Indonesia.  Banyak 
pendapat yang setuju dan yang tidak 
setuju atas upaya Polri untuk 
menyelesaikan perkara pidana anak 
di luar hukum pidana.  Namun, saat 
ini sudah terbit Undang-Undang No. 
11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (selanjutnya 
disingkat UU-SPPA), yang sudah 
diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 
2014 sehingga setiap orang wajib 
setuju dan menaatinya.  Jika UU 
tersebut diberlakukan, banyak 
sub-sistem atau sistem yang berubah, 
misalnya sub-sistem: diversi oleh 
polisi, jaksa, dan hakim; pencatatan 
dan pengarsipan pada lembaga 
pelaksana UU-SPPA; sistem pembi-
naan dan pembimbingan anak di 
Lembaga Penempatan Anak Semen-
tara (LPAS), Lembaga Penyelengga-
ra Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA). Selain itu, banyak juga 
sarana dan prasarana yang disiapkan, 
termasuk kaulitas dan kuantitas sum-
berdaya manusia (misalnya polisi, 
jaksa, hakim, pembimbing kema- 
syarakatan, petugas pemasyarakatan, 
relawan sosial).
Jika pemerintah dan para pihak 
terkait serta para pemangku kepen- 
tingan (stakehoders) tidak segera 
melakukan persiapan atas pember-
lakuan UU-SPPA tidak segera 
disiapkan, UU-SPPA akan hanya 
menjadi norma yang bersifat 
“semantik” (indah dalam bahasa) 
dan tidak banyak melakukan peruba-
han substansi sistem peradilan 
pidana anak sehingga tidak ada 
bedanya dengan saat berlakunya UU 
No. 3 Tahun 1997 tentang Penga-
dilan Anak.
Berdasarkan pemikiran tersebut, 
penulis melakukan pengajian terha-
dap 3 (tiga) permasalahan, yaitu 
apakah urgensi diversi dalam pena- 
nganan perkara anak;bagaimana 
kesiapan para pihak yang terlibat 
dalam diversi perkara anak;serta 
bagaimana model pendidikan, pem-
binaan, pendampingan, dan penga-
wasan anak yang di-diversi maupun 
anak yang dijatuhi pidana (straf) atau 
tindakan(maatregel).  Kajian ini 
akan menghasilkan analisis tentang 
substansi keadilan restoratif dalam 
kaitannya dengan diversi, dan anali-
sis kemampuan yang ada di ma- 
sing-masing pemangku kepentingan 
yang berkaitan dengan sistem per- 
adilan pidana. Akhirnya, Hasil kajian 
ini dapat dimanfaatkan oleh pihak- 
pihak terkait untuk menyiapkan sum-
berdaya, sumberdana dan sistem 
kinerja dalam rangka menciptakan 
keadilan restoratif dalam perkara 
anak di Indonesia.  
Urgensi Penerapan  Diversidalam 
Penanganan  Perkara Anak
Secara teoretik, ada keterkaitan 
antara asas atau kebijakan dikresi 
(discretion), diversi (Diversion) dan 
keadilan restoratif (Restorative 
Justice).Saut P.Panjaitan mengemu-
kakan bahwa diskresi (pouvoir 
discretionnaire, bahasa Perancis) 
ataupun Freies Ermessen (bahasa 
Jerman) merupakan suatu bentuk 
penyimpangan terhadap asas legali-
tas dalam pengertian wet matigheid 
van bestuur, jadi merupakan ”keke- 
cualian” dari asas legalitas. Menurut 
Muchsan, dasar pijakan diskresi ada 
2 (dua) yaitu: Dasar Hukum/Yuridis, 
yaitu menyangkut ketentuan formal; 
dan Dasar Kebijakan, yaitu me- 
nyangkut manfaat. (Simamora, 
2014).
Diversi adalah penyelesaian per- 
kara pidana menggunakan jalur di 
luar hukum pidana. Sedangkan 
pengertian keadilan restoratif adalah 
ide keadilan yang didasarkan pada 
kesepakatan antar-para pihak yang 
terkait dengan tindak pidana untuk 
mencari solusi untuk pemulihan 
keadaan sebagaimana belum terjadi 
tindak pidana dan bahkan menja- 
dikan semua pihak lebih baik.  
Keadilan Restoratif didasarkan pada 
5 prinsip dalam pemikiran berikut. 
Five Principles of Restorative 
Justice
a. Focuses on harms and conse-
quent needs (victims', but also 
communities' and offenders').
b. Addresses obligations resulting 
from those harms (offenders' but 
also families', communities' and 
society's).
c. Uses inclusive, collaborative 
processes.
d. Involves those with a legitimate 
stake in the situation (victims, 
offenders, families, community 
members, society).
e. Seeks to put right thewrongs 233 
(Dowd, 2015: 233)
Dengan demikian, dalam konteks 
bahasan ini dapat dipahami bahwa 
diversi dalam perkara anak lahir 
karena adanya asas diskresi yang 
dimiliki oleh pihak yang berwenang 
(Penyidik, Jaksa, dan Hakim) dalam 
rangka mencapai keadilan restoratif.  
Salah satu bentuk diskresi adalah 
memberikan kewenangan kepada 
Penyidik, Jaksa, dan Hakim untuk 
melakukan diversi terhadap anak 
yang berhadapan dengan hukum. 
Pengertian keadilan restoratif 
adalah a form of conflict resolution 
and seeks to make it clear to the 
offender that the behaviour is not 
condoned, at the same time as being 
supportive and respectful of the indi-
vidual.(Morison, 2001: 194). Pihak 
yang diharapkan memperoleh kea- 
dilan restoratif adalah pelaku dan 
korban, serta pihak-pihak yang 
terkait. Dalam konteks pemidanaan, 
pendekatan keadilan restoratif seja- 
lan dnegan model keseimbangan 
Kepentingan (Muladi, 1995:5). Ka- 
rena itu, asas daad-dader-slachtof-
fer-Strafrecht mestinya mulai diim-
plementasikan dalam hukum pidana 
(Arief Amrulah, 2008).
Keadilan restoratif dapat diterap-
kan pada seluruh proses penegakan 
hukum pidana, tidak hanya pada satu 
proses saja, misalnya pada penyi- 
dikan atau penuntutan atau peradilan. 
Hal ini didasarkan pada prinsip 
keadilan restoratif masuk pada suatu 
sistem hukum pidana sehingga 
penerapannya ada pada setiap pro- 
sesnya dan juga tiap penegak hukum 
mempunyai kewenangan untuk me- 
nerapkannya. Keadilan restoratif 
bukan merupakan asas melainkan 
filsafat yaitu filsafat dalam proses 
peradilan dan juga filsafat keadilan. 
Keadilan restoratif dapat dikatakan 
sebagai filsafat peradilan, karena-
merupakan dasar dalam penyusunan 
lembaga peradilan. Dengan demiki-
an, dapat diartikan bahwa keadilan 
restoratif adalah suatu rangkaian 
proses peradilan yang pada dasarnya 
bertujuan untuk me-restore (memu- 
lihkan kembali) kerugian yang dide- 
rita oleh korban kejahatan, (Mudza-
kir, 2008). masyarakat, dan para 
pihak terkait.
Pendekatan keadilan restoratif 
(restorative justice approach) diawa-
li dari praktik di beberapa negara 
misalnya Kanada, Australia, New 
Zealand, dan Inggris. Sejarah per- 
kembangan hukum modern dalam 
penerapan restorative justice diawali 
dari pelaksanaan sebuah program 
penyelesaian di luar pengadilan 
konvensional yang dilakukan oleh 
masyarakat yang disebut dengan 
victim-offender mediation tahun 
1970-an di Kanada (Morris dan 
Maxwelle, 21: 4). Pendekatan 
keadilan restoratif merupakan per- 
kembangan terakhir dari paradigma 
peradilan pidana, yaitu diawali 
dengan retributive justice, dilanjut-
kan dengan rehabilitative justice, 
kemudian ada alternative justice, 
kemudian diperbaiki lagi dengan 
transitional justice, danakhirnya 
digantikan oleh restorative justice.
Berdasarkan sejarah di beberapa 
negara, pelaksanaan Diversi pada 
awalnya gagal di Amerika, tetapi 
berhasil di Belanda, Denmark, Italia, 
Jerman, Perancis, pada tahun 
1969(Marlina, 2010:4) kemudian 
diperbaiki sistemnya yang akhirnya 
sukses di beberapa negara dalam 
penyelesaian tindak pidana tertentu 
dan pelaku-pelaku tertentu.
Meskipun tidak ada kesepakatan 
tentang pengertian keadilan restora- 
tif, namun mayoritas definisi 
berfokus pada proses yang melibat-
kan semua pihak yang berkepenti- 
ngan untuk menyelesaikan pelang-
garan hukum dan bertujuan memper-
baiki kerugian yang disebabkan oleh 
pelanggaran tersebut.  Hal ini 
terungkap dalam pernyataan berikut. 
There is no agreed definition of 
restorative justice processes. A 
number of definitions have been 
suggested, most of which focus on a 
process which involves all those 
affected by an offence and aims to 
repair the harm caused by the 
offending(Widodo 2014). Berdasar-
kan pemikiran tersebut dapat dipaha-
mi bahwa akar filsafat keadilan 
restoratif adalah konsepsi keadilan 
untuk semua (justice for all), yaitu 
pelibatan pelaku, korban, dan ma- 
syarakat berdasarkan musyawarah 
dalam rangka merestorasi keadaan 
secara manusiawi.
Secara teoretis, sistem peradilan 
pidana anak di Indonesia wajib 
mengutamakan kepentingan yang 
terbaik bagi anak dan berupaya me- 
ngurangi penyelesaian perkara anak 
di pengadilan pidana, dan jika 
terpaksa dipidana penjara, maka 
pidana tersebut hanya dilakukan 
sebagai upaya terakhir dan dalam 
waktu yang singkat. Hal ini dapat 
diketahui dari beberapa instrumen 
internasional, antara lain United 
Nations Standard Minimum Rules for 
the Administration of Juvenile 
Justice (Beijing Rules), United 
Nations Standard Minimum Rules for 
Non-Custodial Measures 1990 
(Tokyo Rules), United Nations 
Guidelines for the Prevention of 
Juvenile Delinquency (Riyadh 
Guidelines), dan United Nations 
Rules for the Protection of Juveniles 
Deprived of Their Liberty (1990). 
Menurut Wardaya dan Retnaningrum 
bahwa, kesadaran masyarakat bahwa 
anak-anak pelaku tindak pidana 
perlu diperlakukan khusus tidak 
sebagaimana orang dewasa baru 
disadari sejak penyelenggaraan 
peradilan anak kali pertama di 
Chicago pada 1889 (Wardaya dan 
Retnaningrum, 2011).
Urgensi pelaksaan diversi pada 
perkara anak didasari pada 
pemikiran berikut. Saat ini ada 
pergeseran filsafat pemidanaan dari 
awalnya yang bersifat restitutif 
(pembalasan) kemudian ditandingi 
menjadi teori prevensi (tujuan), 
kemudian muncul teori gabungan, 
(Widodo, 2009 :24) dan akhirnya 
berkembang pemikiran keadilan 
restoratif yang mengutamakan 
pemulihan. Pendekatan restoratif 
merupakan paradigma baru dalam 
pemidanaan yang berbeda dengan 
pendekatan keadilan retributif, baik 
konsep, orientasi, tujuan maupun 
mekanisme pencapaiannya.  Keadi- 
lan retributif lahir sebagai reaksi 
terhadap beberapa kelemahan pen- 
dekatan keadilan retributif. Resto- 
rative justice is different from the 
retributive and rehabilitation 
approaches in that it focuses prima- 
rily on the needs of the victim, not 
just the offender. It’s a powerful tool 
that can have very real, positive 
results(Marshal,2014).Pendekatan 
keadilan restoratif ini sangat positif 
dan berbeda dengan restribusi dan 
rehabilitasi yang hanya terbatas teru-
tama pada perlindungan korban, 
bukan pada pelaku.
Keadilan restoratif merupakan 
reaksi masyarakat global yang dapat 
digunakan sebagai pelengkap dari 
sistem peradilan pidana yang selama 
ini banyak yang menggunakan 
pendekatan keadilan tradisional.Hal 
ini dikemukakan oleh Mark S. Um- 
breit and Marilyn Peterson Armour 
bahwa, restorative justice is viewed 
as complementary to the criminal 
justice system because it attends to 
issues that the traditional system 
neglects. Regardless of the position 
taken, the vision of restorative justice 
is grounded in values that are reso-
nating with an increasingly broad 
range of individuals and communi-
ties throughout the world, presenting 
many opportunities for new and 
widened impact (Umbreit dan 
Armour,2004:82). Diversi adalah 
salah satu bentuk penyelesaian per- 
kara pidana dalam rangka penca- 
paian keadilan restoratif.  Bentuk 
lain- nya, misalnya rekonsiliasi 
antara pelaku dengan korban, konfe- 
rensi keluarga dan masyarakat, 
upaya perdamaian dalam ma- 
syarakat.  Hal ini selaras dengan 
pemikiran Strickland, bahwa
More specific technique associa- 
ted with restorative justice, 
include diversion, victim-offender 
reconciliation, victim impact 
panel, victim-offender statements, 
family or communiuty conferen- 
cing, community peace-making or 
centencing cyrcles, reintegrative 
shamming, and prisoneers assis-
tence program(Stickland, 2004 
:9).
Keadilan restoratif sebenarnya 
bukan merupakan budaya baru bagi 
bangsa Indonesia, namun karena 
dalam masa penjajahan hukum adat 
banyak ditinggalkan dan diganti 
dengan hukum barat, maka keadilan 
restoratif dimarginalkan. Setelah 
ketentuan ketentuan dan sistem 
hukum barat diragukan efektivitas 
dan efisiensinya dalam penyelesaian 
perkara pidana yang adil, banyak 
pihak mengintrodusi dan melak-
sanakan keadilan restoratif.  Dengan 
demikian, konsep keadilan restoratif 
bukan lahir lebih dahulu, tetapi 
sudah ada dan dilaksanakan di ma- 
syarakat kemudian ditinggalkan, dan 
saat ini digunakan lagi.   Buktinya, 
dalam hukum pidana Majapahit 
dikenal istilah “pati bajampi” yaitu 
sebagai uang pengganti obat yang 
diberikan kepada korban, rekonsi- 
lisasi antar-kepala adat yang ditandai 
dengan upaya adat di sejumlah 
wilayah Indonesia.
Pendoronglahirnya diversi pada 
perkara anak di Indonesia antara lain 
dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Terjadi labelisasi pada anak yang 
pernah diproses oleh penegak hu- 
kum berdasarkan hukum pidana 
anak.  Bahkan pada beberapa 
kasus, dalam LAPAS Anak terjadi 
prisonisasi (Widodo, 2012 : 21).
b. Pihak LAPAS Anak, LAPAS dan 
RUTAN Dewasa yang di dalam 
nya ada blok khusus Anak, belum 
semuanya mempunyai kemam-
puan yang memadai untuk pembi-
naan dan pembimbingan anak.Se-
lain itu, anak berisiko terkena 
“prisonisasi” di dalam lembaga 
tersebut.  Karena itu, perlu ada 
langkah meminimalisasi prisoni-
sasi dengan cara menghindarkan 
anak dari institusionalisasidi 
Rutan atau LAPAS.
c. Ada keinginan serius dari para 
pihak untuk mengurangi atau 
bahkan menghilangkan dampak 
negatif dari proses peradilan 
pidana bagi anak. Hal ini didasar-
kan pada data bahwa dalam tahap 
penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di pengadilan, hak- 
hak anak (pelaku) ada yang 
terlanggar, misalnya anak tidak 
dapat sekolah karena ditahan di 
RUTAN dan LAPAS.
d. Selama proses peradilan, pihak 
korban dan masyarakat belum 
mendapatkan restitusi (pemuli-
han) secara memadai sehingga 
putusan pengadilan sering diang-
gap belum mencerminkan keadi- 
lan bagi korban dan masyarakat.  
Hal ini terjadi karena keadilan 
sering ditafsirkan oleh orang 
sebagai keadilan terhadap pelaku 
saja, bukan pada korban dan ma- 
syarakat.
e. Beberapa putusan pengadilan 
kadang belum menunjukkan ke- 
berpihakan negara pada anak, 
anak korban, dan masyarakat.  
Mayoritas putusan pengadilan 
anak adalah penjatuhan pidana, 
dan jenisnya pidana penjara 
(Widodo, 2012:14).
f. Penegak hukum dan para pihak 
yang terkait belum terbiasa me- 
lakukan diversi pada anak yang 
berkonflik dengan hukum secara 
melembaga, bahkan budaya ma- 
syarakat menghendaki agar 
penyelesaian perkara anak lebih 
suka pengunaan jalur litigasi 
dibandingkan dengan jalur litiga- 
si. Beberapa anggota masyarakat 
bahkan sering menganggap diver-
si pada perkara anak yang dilaku-
kan oleh Polri merupakan upaya 
membela pihak tertentu (terutama 
membela pelaku), sehingga perlu 
ada klarifikasi yuridis.
g. Perlunya dasar hukum diversi 
yang jelas dalam peraturan perun-
dang-undangan (lex certa) yang 
dapat digunakan anak oleh polisi, 
jaksa, dan hakim agar tidak terjadi 
salah sangka dalam masyarakat. 
Sebelum ada UU Sistem 
Peradilan Anak, dasar hukum 
diversi di kepolisian adalah pada 
kebijakan diskresi (discretion) 
yang kemudian dituangkan dalam 
dasar hukum dari Kapolri untuk 
lingkungan Polri atau kesepaka-
tan-kesepakatan tertulis lain 
antar-penegak hukum atau antara 
Polri dengan Kementerian lain.  
Menakar Kemampuan Para Pe- 
mangku Kepentingan( Stake Hol- 
ders)dalam Melaksanakan Diversi 
Perkara  Anak Berdasarkan UU- 
SPPA.
Sejak diterbitkan UU-SPPA, pada 
semua tingkatan proses peradilan 
pidana (penyidikan, penuntutan, 
pemeriksanaan di pengadilan), terbu-
ka peluang polisi, jaksa, dan hakim 
untuk melakukan diversi.  Bahkan, 
sebelum ada putusan Mahkamah 
Konstitusi tahun 2013, diversi me- 
rupakan langkah wajib yang 
bersanksi pidana bagi polisi, jaksa, 
hakim sebelum menerapkan ketentu-
an hukum acara pidana.  Saat ini 
meskipun polisi, jaksa, dan hakim 
tidak melakukan diversi tidak dapat 
dipidana. Ketentuan diversi tersebut 
memberi harapan positif  bagi 
pencari keadilan dan penegak hukum 
untuk melaksanakan penyelesaian 
perkara tindak pidana anak sesuai 
dengan karakteristik anak tanpa 
mengabaikan kepentingan korban 
dan masyarakat. 
Dengan demikian, dalam pena- 
nganan anak yang berkonflik dengan 
hukum, diversi dalam perkara anak 
dilakukan oleh Polisi, Jaksa, dan 
Hakim sesuai dengan kewenangan- 
nya dalam acara pidana.  Jika diversi 
gagal maka proses peradilan pidana 
dalam maing-masing tingkatan akan 
diberlakukan dengan puncak proses 
berupa putusan pengadilan. 
Sebelum proses polisi, jaksa, dan 
hakim melakukan diversi, harus 
dipastikan dahulu bahwa persyaratan 
perkara yang dapat didiversi 
memenuhi persyaratan objektif dan 
subjektif sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7 ayat (2).  Persyaratan objek-
tif, yaitu bahwa perkara tindak 
pidana yang akan diproses Diversi 
adalah pelaku tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara di 
bawah 7 (tujuh) tahun.  Persyaratan 
subjektif adalah anak tersebut bukan 
merupakan melakukan pengulangan 
tindak pidana.Dalam UU-SPPA 
tersebut dijalelaskan tentang penger-
tian pengulangan tindak pidana, 
bahwa pengulangan tindak pidana 
dalam ketentuan ini merupakan 
tindak pidana yang dilakukan oleh 
Anak, baik tindak pidana sejenis 
maupun tidak sejenis, termasuk 
tindak pidana yang diselesaikan 
melalui Diversi.
Dalam penjelasan tersebut tidak 
ada jangka waktunya berapa lama 
antara tindak pertama yang pertama 
dengan yang kedua atau selanjutnya. 
Karena itu, UU-SPPA merupakan 
kekhususan dalam hukum pidana 
sehingga dapat menyimpangi keten-
tuan KUHP tentang jangka waktu 
agar dapat dikategorikan melakukan 
pengulangan tindak pidana. Jika 
persyaratan tersebut dipenuhi, maka 
Polisi, Jaksa dan Hakim wajib 
melakukan Diversi. Jika diversi 
sudah dicapai, maka hasil kesepaka-
tan dijadikan dasar Penetapan Ketua 
Pengadilan.
Dalam melaksanakan Diversi, 
penegak hukum wajib menggunakan 
asas sebagaimana diatur dalam Pasal 
2, yaitu pelindungan; keadilan; 
nondiskriminasi; kepentingan ter- 
baik bagi Anak; penghargaan terha-
dap pendapat Anak; kelangsungan 
hidup dan tumbuh kembang Anak; 
pembinaan dan pembimbingan 
Anak; proporsional;  perampasan 
kemerdekaan dan pemidanaan se- 
bagai upaya terakhir; dan penghinda-
ran pembalasan. 
Diversi oleh Hakim Anak di 
Pengadilan Negeri dapat dilakukan 
di ruang mediasi (Pasal 52 ayat (4)).-
Proses Diversi dilakukan dengan 
teknik musyawarah (Pasal 8 ayat 
(1)).Pihak yang wajib dilibatkan 
dalam Diversi adalah Anak dan 
orang tua/walinya, korban dan/atau 
orang tua/Walinya, Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial 
Profesional (Pasal 8 ayat (1)).Selain 
itu dapat pula ditambah dengan 
Tenaga Kesejahteraan Sosial, 
dan/atau masyarakat (ayat (2)). Para 
pihak yang bersengketa dapat 
diwakili oleh kuasanya dengan surat 
kuasa khusus, baik oleh advokat 
maupun orang lain yang dipercaya. 
Pihak ketiga di yang ditentukan oleh 
UU dapat turut serta dan mengga-
bungkan diri dalam proses musya- 
warah, apabila terdapat unsur 
kepentingan yang terkait dan keturut 
sertaannya disepakati oleh pihak 
pelaku dan korban serta disetujui 
oleh Hakim yang memimpin musya- 
warah.
Berdasarkan Pasal 9, ditentukan 
bahwa Penyidik, Penuntut Umum, 
dan Hakim dalam melakukan Diversi 
harus mempertimbangkan: a).kate-
gori tindak pidana; b)  umur Anak; c) 
hasil penelitian kemasyarakatan dari 
Bapas; dan d) dukungan lingkungan 
keluarga dan masyarakat. Kesepaka-
tan Diversi tersebut harus mendapat-
kan persetujuan korban dan/atau 
keluarga Anak Korban serta kese-
diaan Anak dan keluarganya, kecuali 
untuk: a)  tindak pidana yang berupa 
pelanggaran;  b) tindak pidana 
ringan; c) tindak pidana tanpa 
korban; atau d) nilai kerugian korban 
tidak lebih dari nilai upah minimum 
provinsi setempat.
Hasil kesepakatan Diversi dapat 
berbentuk, antara lain: a)  perda-
maian dengan atau tanpa ganti keru-
gian; b)  penyerahan kembali kepada 
orang tua/Wali;  c)  keikutsertaan 
dalam pendidikan atau pelatihan di 
lembaga pendidikan atau LPKS 
paling lama 3 (tiga) bulan; atau d)  
pelayanan masyarakat.  Khusus di- 
versi terhadap pelaku a)  tindak 
pidana yang berupa pelanggaran;  b) 
tindak pidana ringan; c) tindak 
pidana tanpa korban; atau d) nilai 
kerugian korban tidak lebih dari nilai 
upah minimum provinsi setempat-
dapat dilakukan oleh penyidik bersa-
ma pelaku dan/atau keluarganya, 
Pembimbing Kemasyarakatan, serta 
dapat melibatkan tokoh masyarakat.
Diversiyangdilakukan oleh Pe- 
nyidik atas rekomendasi Pembimb-
ing Kemasyarakatan dapat berben-
tuk: a) pengembalian kerugian dalam 
hal ada korban; b) rehabilitasi medis 
dan psikososial; c) penyerahan kem-
bali kepada orang tua/Wali;  d) keikut 
sertaan dalam pendidikan atau pelati-
han di lembaga pendidikan atau 
LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; 
atau e) pelayanan masyarakat paling 
lama 3 (tiga) bulan.
Selama proses Diversi berlang- 
sung sampai dengan kesepakatan 
Diversi dilaksanakan, Pembimbing 
Kemasyarakatan wajib melakukan 
pendampingan, pembimbingan, dan 
pengawasan (Pasal 14 ayat (2)). 
Kesepakatan Diversi wajib dilak-
sanakan paling lama 30 (tiga puluh) 
hari (Pasal 52 ayat (3)).Jika  Diversi 
sudah dilaksanakan dalam jangka 
waktu tersebut maka proses perkara 
tindak pidana tidak dilanjutkan ke 
tahapan persidangan. Pelaku tindak 
pidana dan pihak-pihak terkait akan 
mendapatkan penetapan dari Ketua 
Pengadilan Negeri yang isinya me- 
netapkan bahwa perkara tindak 
pidana anak sudah diselesaikan 
melalui Diversi dan sudah mempu-
nyai kekuatan hukum tetap.Penga-
wasan atas proses Diversi dan pelak-
sanaan kesepakatan yang dihasilkan 
berada pada atasan langsung pejabat 
yang bertanggung jawab di setiap 
tingkat pemeriksaan (Pasal 14 ayat 
(1).
Berdasarkan hasil studi di ma- 
syarakat di Indonesia,  ada beberapa 
hasil penelitian yang dapat dijadikan 
alasan empiris mengapa diversi perlu 
dilakukan, dan prosesnya harus 
cermat agar tercapai keadilan 
restoratif.  
Meskipun banyak kelebihan dan 
manfaatnya bagi anak, pelaksanaan 
diversi ternyata ini banyak mengha-
dapi hambatan. Studi yang pernah 
dilakukan di wilayah Banyumas, 
Purbalingga, Banjarnegara, Kebu-
men, dan Cilacap menunjukkan 
bahwa tidak semua korban atau kelu-
arga korban bersedia menerima cara 
penyelesaian tindak pidana melalui 
diversi. Alasannya: keinginan untuk 
membuat pelaku “kapok” jika dima-
sukkan dalam penjara; kejahatan 
yang dilakukan oleh pelaku adalah 
kejahatan yang diancam dengan 
pidana yang berat; penegak hukum 
kurang mendukung upaya perda-
maian; tidak ada petunjuk pelaksa-
naan maupun petunjuk teknis bagi 
aparat penegak hukum untuk 
mengimplementasi cara penyele- 
saian non-litigasi(Wardaya dan Ret- 
naningrum, 2008 :59). Hasil peneli-
tian ini sama dengan hasil penelitian 
Subekhan, bahwa penyelesaian per- 
kara pidana yang dilakukan oleh 
anak dengan menggunakan pendeka-
tan restorative Justice belum terlak-
sana secara optimal, karena belum 
adanya aturan hukum sebagai 
landasan penyelesaian model ini; 
perubahan masyarakat dari gemein-
schaft ke arah gesselschaft ber- 
dampak pada sulitnya rnengharapkan 
partisipasi masyarakat dalam 
penyelesaian yang bersifat restorasi; 
dan konsep restorative justice yang 
tidak melembagakan proses penyele-
saiannya berdampak pada hasil yang 
dicapai dalam penyelesaian restorasi 
tidak memberikan kepastian hukum 
bagi anak, korban dan masyarakat 
(Subkhan, 2008:i ) Penelitian-peneli-
tian di atas dilakukan atas kebijakan 
Diversi yang dilakukan oleh Polri 
berdasarkan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.
Selama proses peradilan pidana di 
Indonesia, mayoritas anak ditahan di 
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Rumah Tahanan atau Lembaga 
Pemasyarakatan selama 2-3 bulan.  
Jumlah terdakwa yang dijatuhi 
pidana penjara sekitar 90%. Pembi-
naan anak di di LAPAS kurang opti-
mal karena masa pidananya singkat. 
Proses peradilan tersebut tidak mem-
berikan rasa keadilan bagi anak. 
Secara normatif, sistem hukum di 
Indonesia belum ramah anak dan 
sistem kesejahteraan belum terinte-
grasi. Struktur dan aparatur penegak 
hukum juga belum ada persamaan 
persepsi terhadap penanganan anak 
nakal sehingga perlu peningkatan 
kapasitas sumberdaya manusia. 
Begitu juga ketersediaan sarana dan 
prasarana masih harus ditingkatkan.  
Pandangan dan perilaku masyarakat 
ternyata banyak yang masih memak-
nai pidana sebagai tindakan yang 
harus bersifat punitif dan retributif 
(Apong Herlina, 2015).
Selama dalam masa proses 
peradilan pidana, beberapa studi 
menunjukkan bahwa mereka men- 
dapat perlakuan yang buruk bahkan 
kadang-kadang lebih buruk dari 
perlakuan terhadap orang dewasa 
pada suatu situasi yang sama. 
Perlakuan buruk ini tidak hanya 
terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) 
atau Lembaga Pemasyarakatan 
(Lapas) namun tindak kekerasan 
terhadap mereka sering dialami sejak 
berada di kantor polisi yang berupa 
tamparan, tendangan, bahkan 
kadang-kadang pelecehan seksual. 
Penyidikan di kantor polisi ini sebe-
narnya dalam rangkapenyusunan 
Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 
Namun, kekerasan sering menjadi 
bagian dari upaya untuk memperoleh 
pengakuan. Bentuk kekerasan lain 
berupa tindakan memaksa anak 
untuk membersihkan kantor polisi 
dan mobil patroli. Rutan atau Lapas 
juga memberikan pengaruh buruk 
terhadap anak-anak di samping hak 
mendapat pendidikan baginya 
terabaikan (Lily, 2014). Studi pada 
tahun 2006, bahwa 96% kasus anak 
yang diajukan ke pengadilan menga-
kibatkan tindankan pasa berupa 
penahanan, 60% pidana yang 
dijatuhkan lebih dari satu tahun, dan 
hanya sedikit atau bahkan tidak ada 
bantuan hukum (RingkasanKajian, 
Oktober, 2012 http://www.unicef. 
org, 2014).
Berdasarkan Penelitian di Kota 
Makassar, Makmur, Hakim Anak 
Pengadilan Negeri Makassar, perka-
ra anak sebenarnya sangat kental 
nuansa keadilan restoratif.Justru 
keadilan restoratif tersebut lahir dari 
Pembimbing Kemasyaratan, tetapi 
ternyata hampir tidak pernah ada 
petugas BAPAS yang merekomen-
dasikan agar anak tersebut tidak 
dijatuhi pidana. Namun sebaliknya, 
Husni Guna, Kepala Seksi Bimbi- 
ngan Klien Anak Balai Pema- 
syarakatan Kelas I Makassar menya-
takan bahwa BAPAS tidak pernah 
merekomendasikan sanksi pidana 
pada anak, dan pembinaan anak 
dalam LAPAS merupakan upaya 
terakhir jika upaya lainnya gagal 
dilakukan ( Adiguna dkk, 2014). 
Berdasarkan penelitian Hafad, ma- 
yoritas hasil PK di Kota Malang 
menggunakan bahasa “klise” dan 
mayoritas merekomendasikan agar 
anak dijatuhi pidana atau tindakan 
seadil-adilnya.  Kalau tidak dengan 
“bahasa klise” tersebut, banyak hasil 
penelitian kemasyarakatan mere-
komendasikan agar hakim menjatuh-
kan sanksi paling adil (Hafad, 2004 : 
78). Namun demikian, yang 
mengembirakan, di BAPAS Suraba-
ya, Pembimbing Kemasyarakatan 
seringkali merekomendasikan agar 
anak di bina di luar LAPAS disertai 
dengan kesanggupan pihak-pihak 
tertentu yang siap menampung anak 
nakal, dan hakim memenuhi saran 
tersebut (Widodo, 2012 : 25).
Jika anak di masukkan ke LAPAS 
(pada saat berlakunya UU-SPPA 
disebut LPKA), anak-anak di LPKA 
ternyata mayoritas hanya dibina 
secara umum (tidak memperhatikan 
kebutuhan dan kompetensi anak) dan 
proses belum tampak adanya model 
pembinaan yang bersifat individual 
(individual treatment model), maka 
dampaknya akan makin buruk bagi 
anak.  Selama ini anak (apapun 
tindak pidana yang dilakukan) yang 
ada di LAPAS Anak maupun di suatu 
blok (di LAPAS Dewasa) sehingga 
pada siang hari dapat berinteraksi 
dan saling bergaul sehingga memung 
kinkan saling “belajar kejahatan.”  
Akibatnya, dalam LAPAS terjadi 
prisonisasi, meskipun anak tidak 
selalu menjadi residivis (penjahat 
kambuhan).  Jika anak dimasukkan 
ke LPKA atau LPKS yang tidak 
tertata model pembinaannya, 
dampak positif bagi anak dan ma- 
syarakat memang banyak, namun 
dampak negatif bagi anak cukup 
dominan (Widodo, 2012 : 25).
Berkaitan dengan diversi yang 
berjalan selama ini, pandangan nega-
tif masyarakat terhadap penegak 
hukum juga mempunyai pengaruh 
besar terhadap penerapan diversi.Hal 
ini diungkapkan oleh Wahyudi 
(Penyidik Pembantu PPA) bahwa 
ketika pihak-pihak didamaikan, ma- 
syarakat beranggapan bahwa penyi- 
dik membela dan dibayar oleh pihak 
pelaku tindak pidana sehingga 
pelaku tidak diproses secara 
pidana.Padahal Polisi melakukan 
upaya damai (diversi) untuk kepen- 
tingan terbaik bagi anak.Hal serupa 
juga diungkapkan oleh Andi Armasa-
ri (Jaksa Fungsional Kejaksaan 
Negeri Makassar) bahwa penilaian 
negatif dari masyarakat jika mereka 
didamaikan, atau jaksa membuat 
tuntutan ringan anak pelaku tindak 
pidana. Kejaksaan dianggap pihak 
yang tidak bertanggung jawab, 
bahkan dituduh dibayar oleh pelaku, 
atau ada hubungan keluarga antara 
jaksa dengan pelaku.  Menurut Iswa-
hyu Widodo (Hakim Anak di Penga-
dilan Negeri Makassar), umumnya, 
kendala untuk mendamaikan para 
pihak adalah korban sudah menjadi 
korban berkali-kali, meskipun pela- 
kunya bukan orang yang sama (Adi-
guna dkk., 2014).
Berdasarkan hasil penelitian di 
atas dapat dihami beberapa hal beri-
kut.  Dalam perspektif substansi 
hukum, petunjuk teknis pelaksanaan 
diversi belum semuanya lengkap.  
Hal ini dapat diatasi dengan cara 
membuat Peraturan Pemerintah (PP) 
tentang diversi sebagaimana diatur 
dalam Pasal 15. Ketentuan Peraturan 
Pemerintah yang ditindaklanjuti 
dengan peraturan yang lebih rendah 
tingkatannya juga penting mengingat 
ada beberapa norma dalam UU-SP-
PA yang multi tafsir, antara lain:
a. Siapa saja yang wajib hadir dalam 
diversi di setiap tingkatan, dan 
bagimana jika diantara mereka 
tidak hadir, akankah menjadikan 
diversi batal demi hukum atau 
dapat dibatalkan. Dalam UU 
tersebut ada kata “wajib”, sehing-
ga secara terminologis dapat 
ditafsirkan “bisa”, bukan wajib.  
Bagaimana jika para pihak yang 
disebutkan dalam 8 ayat (1) ada 
yang tidak hadir apakah jika ada 
diversi kemudian diversinya 
dianggap batal demi hukum atau 
bagaimana.  Apa sanksi bagi 
pihak yang diundang penegak 
hukum dalam diversi kemudian 
tidak hadir?
b. Tidak ada norma yang mengatur 
cara diversi jika proses mengala-
mi jalan buntu (deadlock) dalam 
musyawarah. Apakah diversi ter- 
sebut langsung dianggap gagal 
atau ada alternatif lain, misalnya 
dengan pungutan suara. Namun 
bagaimana penentuan keberhasi-
lannya, dan bagaimana persentase 
suara dari masing-masing pihak. 
Bagaimana ketentuan musyawa- 
rah yang berhasil dalam diversi, 
apakah semua pihak harus setuju 
dengan kesepakatan, atau jika ada 
yang tidak setuju diversi pihak-pi-
hak tertentu sengaja meng-
gagalkan diversi dengan tujuan 
agar anak dimasukkan ke proses 
peradilan pidana.
c. Tidak ada ketentuan tentang 
pengertian masyarakat (dalam 
ketentuan melibatkan “tokoh 
masyarakat” dalam Pasal 10 ayat 
(1), apakah masyarakat sekitar 
tempat tindak pidana terjadi, atau 
masyarakat tempat pelaku bera- 
sal, atau masyarakat tempat 
korban berasal, atau masyarakat 
merupakan orang-orang yang 
memahami tentang karakteristik 
pelaku (misalnya orang yang 
meneliti tentang tingkah laku 
yang dilakukan pelaku,a atau 
orang yang pernah melakukan 
tingkah laku yang sama dengan 
pelaku) atau korban  (misalnya 
orang yang meneliti tentang 
eksistensi korban atau orang yang 
pernah menjadi korban dalam 
tindak pidana yang sama).
d. Tidak ada ketentuan limitatif 
tentang bentuk hasil kesepakatan. 
Dalam Pasal 11 hanya diatur 
“antara lain”. Apakah boleh ada 
bentuk lain selain yang diatur 
dalam Pasal 11.  
Meskipun ada beberapa kelema- 
han, banyak juga keunggulan norma-
tif dalam UU-SPPA antara lain 
sebagai berikut.
a. Memberikan peluang pada anak, 
korban dan masyarakat untuk 
melakukan diversi dalam rangka 
memulihkan keadaan, tanpa meli-
batkan anak dalam proses per- 
adilan pidana.
b. Menggunakan Paradigma keadi- 
lan restoratif, yang tercermin 
dalam diversi maupun sistem 
peradilan pidana (sampai dengan 
pembimbingan klien oleh 
BAPAS).
c. Memuat banyak jenis pidana dan 
tindakan yang memungkinkan 
hakim menjatuhkan jenis dan 
beratnya sanksi sesuai dengan 
pendekatan keadilan restoratif.
d. Mengatur kerangka penannagan 
anak yang berkonflik dengan 
hukum, mulai dari diversi sampai 
pada pengawasan dan pembim- 
bingan sehingga menjamin kepas-
tian hukum dan dapat digunakan 
sebagai dasar pembuatan peta 
jalan (roadmap) dalam pencipta-
an keadilan restoratif.
e. Pelibatan banyak lembaga peme- 
rintah, lembaga kemasyarakatan, 
ahli, dan individu dalam sistem 
peradilan pidana.
Berkaitan dengan pelaksanaan 
diversi, ada beberapa permasalahan 
yang perlu mendapat pemecahan, 
secara yuridis maupun praktis antara 
lain sebagai berikut.
a. Belum ada Peraturan pemerintah 
tentang Diversi, padahal UU-SP-
PA dilaksanakan tanggal 1 Juli 
2014.  Jika tidak ada PP, maka 
para penegak hukum akan meng-
gunakan peraturan yang ada.  
Apakah peraturan yang ada sudah 
mencerminkan filosofi UU-SP-
PA.
b. Apakah catatan hasil diversi 
bersifat online dan terintegrasi 
antara kepolisian, kejaksaan, dan 
pengadilan? Jika tidak, bagaima-
na jika rekam jejak anak tidak 
terekam maka memungkinkan 
seorang anak di-diversi lebih dari 
1 (satu) kali.
c. Apakah BAPAS mampu melak-
sanakan tugas membuat Peneli-
tian Kemasyarakatan dan menga-
wasan proses pelaksanaan diver-
si.Pasal  28 mengatur bahwa Hasil 
Penelitian Kemasyarakatan wajib 
diserahkan oleh Bapas kepada 
Penyidik dalam waktu paling 
lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh 
empat) jam setelah permintaan 
penyidik diterima.  Padahal, 
jumlah Pembimbing Kema- 
syarakatan sangat sedikit, namun 
wilayah kerjanya antara 5 sampai 
7 kabupaten kota.  Misalnya 
BAPAS Jember (yang wilayahnya 
meliputi Jember, Banyuwangi, 
Bondowoso, Situbondo, dan 
sebagian Lumajang) hanya memi-
liki 11 orang pegawai.  Jumlah 
Pembimbing Kemasyarakatan 
Anak hanya 3 orang. Sarana 
transportasi milik BAPAS ada 
sangat kurang (Widodo, 2012: 
235).
d. Mampukan Bapas melakukan 
pengawasan, pembinaan, pem-
bimbingan secara profesional 
terhadap anak yang didiversi dan 
berada di luar LPKS? Jika tidak 
diawasi, bisa bertambah nakal.  
Jika tidak diawasai, anak tidak 
mendapatkan perlindungan 
hukum agar tidak mengulangi 
tindak pidana, karena tidak ada 
pendampingan atau bimbingan 
yang memadai ke arah tingkah 
laku yang baik. Bukankah anak 
yang didiversi sesungguhnya 
adalah anak yang melakukan 
tindak pidana (hanya saja tidak 
diputus oleh pengadilan, tetapi 
hanya ditetapkan oleh pengadilan 
sebagai pelaku tindak pidana 
pertama).
e. Sudah siapkah semua penegak 
hukum (termasuk advokat) dan 
pihak-pihak terkait melakukan 
musyawarah dalam rangka diver-
si, padahal proses tersebut mem-
butuhkan banyak pengetahuan 
dan keterampilan.
Berkaitan dengan permasalahan 
tersebut, para pihak harus melakukan 
beberapa langkah berikut agar diver-
si dan sistem peradilan pidana dapat 
terlaksana dan dapat mencapai 
tujuan berupa keadilan restoratif. 
a. Dalam Subtansi hukum, pemerin-
tah harus segera menerbitkan 
Peraturan Pemerintah tentang 
diversi sebagaimana diatur dalam 
Pasal 15. Setelah ada PP, maka 
pihak-pihak penegak hukum dan 
pemangku kepentingan lain (mi- 
salnya kementerian terkait) me- 
nerbitkan petunjuk pelaksanaan 
dan petunjuk teknis agar dapat 
digunakan sebagai pemandu 
diversi.  Untuk menguatkan pro- 
ses diversi, maka diperlukan pem-
buatan (atau peninjauan) nota 
kesepahaman “payung” yang 
ditindaklanjuti dengan perjanjian 
kerjasama antar-instansi.
b. Penegak Hukum dan pemangku 
kepentingan wajib melaksanakan 
sejumlah langkah, antara lain 
sebagai berikut.
1) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, advokat agar dapat 
melakukan diversi pada anak, 
karena anak mempunyai 
karakter khusus, begitu pula 
korban dan masyarakat juga 
mempunyai karakter unik. 
2) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, dan advokatagar dapat 
melakukan proses peradilan 
ga dan personil  yang terlibat dalam proses sebelum, saat, dan setelah diversi 
sangat dibutuhkan dalam rangka mencapai keadilan dalam kepastian hukum.
Kata kunci: diversi, keadilan restoratif, anak
pidana pada anak, karena anak 
mempunyai karakter khusus 
yang harus diperhatikan, baik 
anak pelaku, anak korban, 
maupun anak saksi.  
3) Kualitas dan kuantitas Peker-
ja Sosial Profesional dan Te- 
naga Kesejahteraan Sosial 
juga perlu ditingkatkan dalam 
penanganan anak yang ber- 
konflik dengan hukum.
4) Peningkatan kemampuan 
calon petugas LPKS (sebagai 
tempat pembinaaan anak yang 
dijatuhi pidana), LPKA (tem-
pat anak yang di-diversi 
berupa pengikutsertaan dalam 
lembaga), LPAS (sebagai 
tempat penahanan anak 
semesntara), petugas pema- 
syarakatan di Blok Anak pada 
LAPAS Dewasa.
5) Peningkatan kemampuan 
pembimbing kemasyarakatan 
(dari BAPAS) dalam membuat 
Penelitian Kemasyarakatan 
(Litmas) agar lebih cepat, 
akurat, dan berkualitas (me- 
muat analisis yang proporsio- 
nal dari sisi sosiologi, psikolo-
gi, penologi, dan “ilmu ting-
kah laku” lainnya), dan 
melakukan pendampingan, 
pembimbingan, dan penga-
wasan proses diversi, dan 
pelaksanaan diversi (baik di 
dalam LPKS maupun di ma- 
syarakat). BAPAS harus mem-
berikan rekomendasi (Pasal 10 
ayat (2), pendampingan, pem-
bimbingan, dan pengawasan 
terhadap anak selama proses 
dan pelaksanaan diversi (Pasal 
14 ayat (2), laporan kegagalan 
diversi (Pasal 14 ayat (3).  
Waktu pembuatan litmas 
sangat singkat yaitu hanya 3 
hari.**
Para penegak hukum dan 
pemangku kepentingan perlu 
mendapatkan pendidikan dan pelai-
han atau bahkan pendidikan khusus 
secara bertahap dan terus-menerus 
dan masing-masing memperoleh 
sertifikat agar memenuhi standar 
minimal yang dibutuhkan pencapa-
ian keadilan restoratif.  Hal ini sama 
dengan apa yang dikemukakan 
Jonson bahwa ... facilitator style and 
role, certification, training requir-
ment’s, professional standards and 
othe issues will continue to add 
spince to the stew of co-creation ad 
individuality in the field many years 
to come (Daniel van Ness, 2007 
:223).
c. Masyarakat perlu ditingkatkan 
kepeduliannya dalam menyele-
saikan tindak pidana anak.  Pan-
dangan masyarakat terhadap 
keadilan restoratif juga perlu 
diperbaiki agar tidak ada prasang-
ka. Langkah yang dapat dilaku-
kan oleh pemerintah bersama 
pemangku kepentingan antara 
lain sebagai berikut.
1) Sosialisasi UU kepada ma- 
syarakat, terutama masyarakat 
yang rentan sebagai pelaku 
maupun korban tindak pidana 
anak.
2) Membudayakan pemikiran 
“positif” anggota masyarakat 
terhadap proses diversi di 
semua tingkatan pradilan 
pidana.  Memberikan pemaha-
man yang komprehensif terha-
dap keadilan restoratif yang 
dicapai melalui proses 
peradilan pidana.
3) Meningkatkan komitmen 
masyarakat dan pemerhati 
untuk selalu mengutamakan 
penyelesaian tindak pidana 
anak yang sesuai dengan kebu-
tuhan anak.
d. Sarana dan prasarana(termasuk 
kurikulum) sangat perlu diada-
kan, ditambah atau ditata ulang, 
antara lain sebagai berikut. 
1) Penyediaan ruangan khusus 
di Kepolisian, Kejaksaan, dan 
Pengadilan, penganggaran, 
fasilitas pendukung, data 
online yang terintegrasi (agar 
pelaporan, pendataan, pendo-
kumentasian (pengarsipan) 
data diversi mudah, cepat, dan 
murah). Hal inisangat penting 
dalam keadministrasian, 
apalagi di wilayah luar pulau 
Jawa yang geografisnya varia-
tif, dan modal tranportasinya 
terbatas).
2) Pembentukan LPKS, LPAS, 
LPKA.
3) Peninjauaan dan pembentu-
kan model pembinaan di 
LPKS, LPKA berserta kuriku-
lum, termasuk penyediaan 
fasilitas pendukungnya.
Pendidikan, Pembinaan, Pen-
dampingan dan  Pengawasan  Ter-
hadap  Anak yang Di-diversi 
Maupun yang Dijatuhi Pidana 
Atau Tindakan  Oleh Pengadilan
Sampai saat ini di LAPAS Anak 
atau LAPAS Dewasa Indonesia 
belum ada model yang sistemik 
tentang pendidikan, pembinaan, 
pendampingan, dan pengawasan 
khusus terhadap anak yang didasar-
kan pada asas individualisasi pembi-
naan (baik pembimbingan mental 
dan kerohanian maupun pembimbi- 
ngan/latihan kerja), dan asas kepen- 
tingan terbaik bagi anak. Penga-
wasan yang dilakukan oleh BAPAS 
terhadap anak yang dijatuhi pidana 
maupun tindakan juga kurang opti-
mal. Kepedulian masyarakat dan 
organisasi kemasyarakatan terhadap 
anak yang melakukan tindak pidana 
juga belum optimal.  Berdasarkan 
fakta tersebut, maka pola penga-
wasan dapat dilakukan oleh para 
pihak sebagai berikut.
a. Anak yang didiversi sudah me- 
ngalami masalah kelakuan, 
karena itu pembinaannya dapat 
dilakukan oleh bagian Bimbingan 
dan Konseling (jika sekolah), 
pimpinan lembaga pendidikan 
non-formal (jika menempun 
pendidikan non formal), orang tua 
atau wali atau perorangan lain 
(jika dikembalikan ke orang 
tua/wali atau diserahkan kepada 
perorangan), kepala organisasi 
kemasyarakatan (jika diserahkan 
ke organisasi kemasyarakatan), 
kepala desa/lurah (jika tidak ada 
pembina).
b. Anak yang dimasukkan ke LPKS, 
LPKA dibimbing oleh petugas 
khusus yang ada dalam lembaga 
tersebut.
c. Pembimbing Kemasyarakatan di 
BAPAS, sesuai dengan bidang 
tugasnya.
Namun, para pembina dan petu-
gas, pengawas tersebut harus dibuat-
kan pola atau model atau sistem yang 
dapat dipedomani berdasarka Pera-
turan Pememrintah (PP) dan peratu- 
ran menteri atau lembaga pemerintah 
yang terkait dengan penanganan 
anak yang berkonflik dengan hukum 
(pelaku), dan anak yang berhadapan 
dengan hukum (anak saksi dan anak 
korban).  Khusus pada anak pelaku, 
pembentukan model pendidikan, 
pembinaan, pendampingan tersebut 
harus didasarkan ada karakteristik 
unik dari masing-masing anak, 
sehingga harus mengutamakan 
model individualisasi pembinaan dan 
berbasis pada kebutuhan anak. 
Karena itu, pemerintah perlu mem-
buat model khusus tentang penga-
wasan, pembinaan, dan pendampin-
gan anak yang berkonflik dengan 
hukum, baik di-diversi maupun 
dijatuhi pidana (straf)atau tinda-
kan(maatregels).
Simpulan
1. Diversi pada perkara anak perlu 
dilakukan oleh penegak hukum 
secara terukur dan legal berdasar-
kan UU Sistem Peradilan Anak 
dalam rangka melindungi anak, 
anak korban dan kepentingan 
masyarakat secara proporsional.  
2. Kelemahan pelaksanaan peradilan 
pidana anak, kekurangmampuan 
LAPAS, LAPAS Anak, dan 
Organisasi Kemasyarakatan da- 
lam membina anak yang berkon- 
flik dengan hukum selama ini 
memicu lahirnya diversi.  Keber-
hasilan diversi pada anak di 
beberapa negara menjadi sema- 
ngat tersendiri bagi pembuat UU 
untuk membentuk lembaga diver-
si secara legal. 
3. Konsekuensi dari diversi pada 
anak, para pihak yang terlibat 
dalam proses dan pasca-diversi 
wajib menjamin kepentingan 
terbaik bagi anak dan korban.  
Karena itu, pendidikan, pembi-
naan, pendampingan dan penga-
wasan anak yang berkonflik 
dengan hukum (baik yang disele-
saikan dengan diversi maupun 
yang diadili melalui sistem 
peradilan pidana) wajib dilak-
sanakan secara sistemik berdasar-
kan asas kepentingan terbaik bagi 
anak tanpa mengabaikan kepen- 
tingan korban dan masyarakat.
4. Konsekuensi yuridisnya,Peratu- 
ran Pemerintah Republik Indone-
sia  Nomor 65 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pelaksanaan 
Diversi dan Penanganan Anak 
yang Belum Berumur 12 (Dua 
Belas) Tahun perlu ditindaklanjuti 
dengan peraturan internal di 
kalangan Polri, BAPAS, dan 
instansi terkait sebagai standar 
prosedur operasional di lembaga 
yang terlibat dalam proses diver-
si, termasuk lembaga pelaksana 
dan pengawas putusan diversi 
dalam rangka impementasi kebi-
jakan diversi anak di Indonesia.
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Pendahuluan
Anak sebagai mahkluk Tuhan 
Yang Maha Esa memiliki hak asasi 
atau hak dasar sejak dilahirkan, yaitu 
jaminan untuk tumbuh kembang 
secara utuh baik fisik, mental 
maupun sosial, dan berakhlak mulia. 
Oleh karena itu, perlu dilakukan 
upaya perlindungan serta mewujud-
kan kesejahteraannya dengan mem-
berikan jaminan terhadap pemenu-
han hak-haknya sehingga tidak ada 
manusia atau pihak lain yang dapat 
merampas hak-hak anak tersebut.
Di bidang ketenagakerjaan dan 
perlindungan hak anak, Indonesia 
telah rnempunyai seperangkat pera-
turan perundang-undangan untuk 
menjamin hak-hak anak dan mengu-
rangi dampak bekerja bagi anak yang 
antara lain, ratifikasi konvensi ILO 
Nomor 138 menjadi Undang - 
undang Nomor 20 tahun 1999 
tentang Usia Minimum Untuk Diper-
bolehkan Bekerja, ratifikasi konven-
si ILO Nomor 182 menjadi Undang - 
undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang 
Pelanggaran dan Tindakan Segera 
Penghapusan Bentuk-Bentuk Peker-
jaan Terburuk Untuk Anak, Undang 
– undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, Keputu-
san Presiden Nomor 59 Tahun 2002 
tentang Rencana Aksi Nasional 
(RAN) Penghapusan Bentuk-Bentuk 
Terburuk Pekerjaan Bagi Anak dan 
Undang – undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan.
Berdasarkan Satuan Kerja Nasio- 
nal (Sakernas) tahun 2003, persen-
tase anak yang bekerja sekitar 5,6% 
dari jumlah anak usia 10-¬14 tahun 
dan sebagian besar dari mereka 
(73,1%) bekerja lebih dari 35 jam/ 
minggu, dan sebesar 72% bekerja di 
sektor pertanian. Dari segi hak anak, 
yang sangat memprihatinkan adalah 
anak-anak yang bekerja umumnya 
berada dalam posisi rentan untuk 
diperlakukan salah, termasuk dieks- 
ploitasi oleh orang lain khususnya 
oleh orang dewasa atau suatu sistem 
yang memperoleh keuntungan dari 
tenaga anak (Suyanto, 2004 : 9). 
Berbagai studi dan pengamatan 
menunjukkan bahwa pekerja anak 
umumnya sangat rentan terhadap 
eksploitasi ekonomi. Di sektor 
industri formal, mereka umumnya 
berada dalam kondisi jam kerja yang 
panjang, berupah rendah, mengha- 
dapi resiko kecelakaan kerja dan 
gangguan kesehatan, atau menjadi 
sasaran pelecehan dan kesewenang- 
wenangan orang dewasa (Suyanto, 
2004 : 10).
Salah satu bentuk pekerjaan 
terburuk/sektor jermal bagi anak 
adalah menjadi pengemis. Di 
wilayah Madura, khususnya warga 
tiga desa di Kabupaten Pamekasan 
dan warga salah satu desa di Kabu-
paten Sumenep sebagian besar men-
jadi pengemis, sehingga “dijuluki” 
sebagai kampung pengemis. Menjadi 
pengemis bukanlah hanya karena 
alasan ekonomi, melainkan sudah 
dilakukan secara turun temurun. 
Pada hakekatnya anak tidak boleh 
bekerja, karena waktu mereka sela- 
yaknya dimanfaatkan untuk belajar, 
bermain, bergembira, berada dalam 
suasana damai, mendapatkan kesem-
patan dan fasilitas untuk mencapai 
cita-citanya sesuai dengan perkem-
bangan fisik, psikologi, intelektual 
dan sosialnya. Namun pada kenyata-
annya banyak anak-anak di bawah 
usia 18 tahun yang telah terlibat aktif 
dalam kegiatan ekonomi menjadi 
pekerja anak antara lain di sektor 
industri dengan landasan tekanan 
ekonomi yang dialami orang tuanya 
ataupun faktor lainnya (Syamsuddin, 
1997 : 1).
Bekerja bagi anak banyak 
dampak negatifnya dari pada 
dampak positifnya. Dengan mereka 
bekerja maka akan kehilangan 
kesempatan masa kanak-kanak 
mereka untuk bermain dan menuntut 
ilmu. Dampak positif bagi anak yang 
bekerja berarti mereka sejak kecil 
sudah terlatih untuk bertanggung-
jawab melakukan pekerjaan dan bagi 
keluarga dapat membantu menca- 
kupi kebutuhan hidup atau bahkan 
mereka bekerja agar dapat melanjut-
kan sekolahnya.
Dimungkinkannya anak bekerja 
juga diatur dalam Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja RI tanggal 7 Pebruari 
1987 (PER-01/MEN/1987) tentang 
perlindungan bagi anak yang terpak-
sa bekerja dengan alasan sosial 
ekonomi anak yang berumur 
dibawah 14 tahun dapat bekerja 
untuk menambah penghasilan kelu-
arga, penghasilan untuk diri sendiri, 
untuk itu anak harus mendapat ijin 
tertulis dari orang tua asuh. Lama 
kerja maksimal 4 jam sehari, upah 
sama dengan upah orang dewasa, 
disediakan fasilitas pendidikan dan 
pembinaan bagi si anak (Prinst, 1997 
: 87).
Kemudian disusul  dengan 
Undang - undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak 
(untuk selanjutnya disebut dengan 
UUPA), yang mengatur antara lain : 
setiap anak berhak memperoleh 
pelayanan kesehatan dan jaminan 
sosial, setiap anak berhak memper-
oleh pendidikan dan pengajaran, 
setiap anak berhak untuk beristirahat 
dan memanfaatkan waktu luang, 
bergaul dengan anak yang sebaya, 
berkreasi dan berekspresi. Selanjut- 
nya Undang - undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
yang juga memberikan perlindungan 
bagi pekerja anak dalam hal perlin- 
dungan hak-hak anak. Pasal 68 
UUPA menyebutkan bahwa pengu-
saha dilarang pemperkerjakan anak, 
sedangkan Pasal 69 ayat (1) UUPA 
menyebutkan bahwa anak adalah 
seseorang yang berumur antara 13 
(tiga belas) tahun sampai dengan 15 
(lima belas) tahun.
Semua peraturan perundang - 
undangan di atas mengatur tentang 
perlindungan tentang anak yang  
terpaksa bekerja,  sementara kalau 
dilihat kenyataan sehari-hari ternyata 
banyak sekali anak dibawah umur 
yang bekerja anak di sektor informal, 
seperti pembantu rumah tangga, 
tukang semir sepatu, pedagang   
asongan, pengamen jalanan, dan 
lain- lain.
Sampai saat ini belum ada satu 
peraturan yang mengatur tentang 
pekerja  anak di sektor informal 
apalagi perlindungan terhadap 
mereka. Padahal justru seharusnya 
ada peraturan perundang - undangan 
yang memberikan perlindungan bagi 
anak-anak yang berkerja di sektor 
informal dan jermal ini, karena ia 
bekerja sebagai pengemis sehingga 
pengaruh lingkungan sosial yang 
tidak baik akan berpengaruh terha-
dap perkembangan mental, fisik, 
sosial bahkan masa depannya.
Dengan membiarkan anak beker-
ja sebagai pengemis berarti orang tua 
telah mengeksploitasi anak untuk 
mendapat keuntungan secara ekono-
mis serta hilangnya pemenuhan 
hak-hak anak. Perlindungan hukum 
bagi anak telah diatur dalam Undang 
- undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak dan 
Undang - undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan. 
Dalam realitasnya masih banyak 
terdapat pekerja anak pada sektor 
jermal dan sama sekali tidak 
mendapatkan perlindungan hukum. 
Oleh karena itu, diperlukan upaya 
penanganan baik secara hukum 
maupun konteks pemberdayaan bagi 
keluarga untuk memutus mata rantai 
agar anak tidak dipekerjakan sebagai 
pengemis.
Berdasarkan pemaparan tersebut, 
maka dapat dirumuskan permasala- 
han  sebagai berikut: Bagaimanakah 
pencegahan eksploitasi pekerja anak 
dan alternatif perlindungan hukum 
dan pemberdayaan keluarga di 
Madura ?.
Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan peneli-
tian hukum empiris karena hendak  
menganalisis dan mendeskripsikan 
upaya penanganan eksploitasi anak 
pada sektor jermal di wilayah 
Madura. Adapun pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini 
adalah yuridis empiris. Secara 
yuridis yaitu mengkaji peraturan 
perundang-undangan dan ketentuan 
hukum yang terkait perlindungan 
hukum bagi anak. Sedangkan secara 
empiris mengkaji fenomena/fakta 
nyata terkait keberadaan anak yang 
bekerja sebagai pengemis di wilayah 
Kabupaten Pamekasan dan Kabupa- 
ten Sumenep dengan maksud untuk 
menemukan fakta, untuk selanjutnya 
menemukan masalah serta meng- 
identifikasi masalah tersebut sehing-
ga pada akhirnya menuju pada 
penyelesaian masalah.
Lokasi penelitian ini di wilayah 
Kabupaten Pamekasan dan Kabupa- 
ten Sumenep. Di kabupaten Pame-
kasan ada 2 desa yaitu Desa Branta 
dan Desa Panglegur (Kecamatan 
Tlanakan), sedangkan di Kabupaten 
Sumenep yaitu Desa Pragaan Daya 
(Kecamatan Pragaan). Dipilihnya 
lokasi tersebut didasarkan pertim-
bangan realitas desa yang sebagian 
besar penduduknya bekerja sebagai 
pengemis. Pekerjaan sebagai 
pengemis akan diturunkan dari orang 
tua kepada anaknya sebagai suatu 
tradisi. 
Pemilihan informan berfokus 
pada para pekerja anak pada sektor 
jermal dalam hal ini adalah anak 
yang dijadikan pengemis, orang tua 
dan aparat desa dan tokoh ma- 
syarakat. Metode yang dipilih adalah 
model snowball sampling yakni 
menemukan informan dari ketera- 
ngan - keterangan yang diberikan 
oleh informan sebelumnya. 
Data primer  antara lain data 
tentang : (a) Peran para pihak/ 
aparat/stake holder  yang terkait 
dengan keberadaan pekerja anak 
sektor jermal. (b) Upaya penanganan 
eksploitasi anak pada sektor jermal 
yang selama ini dilakukan oleh 
pemerintah. Data Sekunder meliputi: 
(a) Dokumen peraturan perun-
dang-undangan dan peraturan daerah 
terkait ketenagakerjaan dan perlin- 
dungan hukum terhadap anak. (b) 
Dokumen - dokumen program 
perlindungan dan penanganan anak 
yang dimiliki oleh pemerintah 
daerah.
Adapun teknik pengumpulan data 
yang digunakan meliputi : Data 
primer menggunakan teknik pe- 
ngumpulan :wawancara (interview) 
dan dengan pemberian kuesioner 
kepada para pihak yang terkait. Data 
sekunder menggunakan teknik : 
Studi Pustaka Berbagai artikel, 
tulisan dalam majalah atau jurnal, 
hasil penelitian, buku-buku, dan 
situs-situs internet yang relevan akan 
dikaji dipadukan dan dijadikan 
sebagai kerangka teori dari penelitian 
ini. 
Data penelitian hukum empiris 
yang telah terkumpul dianalisis 
secara kualitatif, kemudian dituang-
kan dalam bentuk deskripsi yang 
menggambarkan tentang realisasi 
upaya penanganan eksploitasi anak 
dan pelaksanaan perlindungan 
hukum terhadap eksploitasi anak 
yang bekerja sebagai pengemis. Data  
penelitian hukum normatif  berupa 
bahan hukum yang berkaitan dengan 
pengaturan dan perlindungan pekerja 
anak yang telah disusun secara siste-
matis, kemudian diklasifikasi sesuai 
pokok bahasan. 
Hasil Penelitian dan Pembahsan 
Anak dan Hak-hak Anak
Dalam Pasal 1 ayat (2) UU 
Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia, dinyatakan: ”Kewa-
jiban dasar manusia adalah seperang-
kat  kewajiban yang apabila tidak 
dilaksanakan, tidak memungkinkan 
terlaksananya dan tegaknya Hak 
Asasi Manusia”. Sedangkan dalam 
Pasal 71 UUPA dinyatakan bahwa 
“Pemerintah wajib dan bertanggung 
jawab menghormati, melindungi, 
menegakkan, dan memajukan hak 
asasi manusia yang diatur dalam 
undang-undang ini, peraturan perun-
dang-undangan lain, dan hukum 
intenasional tentang  hak asasi manu-
sia yang diterima oleh pemerintah 
Republik Indonesia”. Dalam rangka 
mengatasi pengangguran yang di 
alami oleh masyarakat Indonesia 
adalah kewajiban dasar Pemerintah 
baik pusat maupun daerah. Pengatur-
an mengenai hak setiap warga negara 
untuk memperoleh pekerjaan  diatur 
sekilas dalam UU Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan, 
khususnya dalam Pasal 5, Pasal 31, 
Pasal 39 dan Pasal 41. Empat Pasal 
inilah yang secara eksplisit  menya-
takan adanya hak dari setiap tenaga 
kerja untuk memperoleh pekerjaan; 
dan kebijakan pemerintah dalam 
memperluas kesempatan kerja, serta 
pengawasan atas pelaksanaan kebija-
kan tersebut. 
Disamping itu kewajiban dan 
tanggung jawab negara dalam 
kaitannya dengan Perlindungan 
hukum terhadap eksploitasi pekerja 
anak jalanan,  tertuang dalam Pasal 
74 UU Nomor 23 Tahun 2002, me- 
nyatakan bahwa negara dan Peme- 
rintah bertanggung jawab menye-
diakan fasilitas dan aksebilitas bagi 
anak, terutama dalam menjamin 
pertumbuhan dan perkembangannya 
secara optimal dan terarah. Dalam 
rangka meningkatkan efektifitas 
penyelenggaraan perlindungan anak, 
maka negara membentuk Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia yang 
independen. Adapun tugas komisi 
perlindungan anak berdasarkan Pasal 
26 UU Nomor 23 Tahun 2002 adalah 
sebagai berikut: (a) Melakukan 
sosialisasi seluruh ketentuan perun-
dang-undangan yang berkaitan 
dengan perlindungan anak, mengum-
pulkan data dan informasi, menerima 
pengaduan anak, mengumpulkan 
data dan informasi, menerima 
pengaduan masyarakat, melakukan 
penelaahan, pemantauan, evaluasi 
dan pengawasan terhadap penye-
lenggaraan perlindungan anak, (b) 
Memberikan laporan, saran, masu-
kan dan pertimbangan kepada Presi-
den dalam rangka perlindungan 
anak. 
Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, yang 
dimaksud anak adalah seseorang 
yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan. Selanjut- 
nya, UU Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, yang 
dimaksud anak adalah seseorang 
yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan. 
Hak-hak anak perlu mendapatkan 
perlindungan agar anak dapat berke-
sempatan seluas-luasnya untuk 
tumbuh dan berkembang  dengan 
wajar baik jasmani, rohani, dan 
sosial  sebagaimana  tertuang dalam 
Undang-undang  Nomor 4 Tahun 
1979 tentang Kesejahteraan Anak 
Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 
sebagai berikut. Anak berhak atas 
kesejahteraan, perawatan, asuhan 
dan bimbingan berdasarkan kasih 
sayang baik dalam keluarganya 
maupun di dalam asuhan  khusus 
untuk tumbuh dan berkembang 
dengan wajar Pasal 2 ayat (1).UUPA 
Anak berhak atas pelayanan untuk 
mengembangkan kemampuan dan 
kehidupan sosialnya, sesuai dengan 
kebudayaan dan kepribadian bangsa, 
untuk menjadi warganegara yang 
baik dan berguna ( Pasal 2 ayat (2) 
anak yang tidak mempunyai orang 
tua berhak  memperoleh asuhan oleh 
negara  atau orang atau badan (Pasal 
4 ayat 1). Anak yang tidak mampu 
berhak untuk memperoleh bantuan 
agar  dalam lingkungan keluarganya 
dapat tumbuh dan berkembang 
dengan wajar ( Pasal 5 ayat 1). Ban-
tuan dan pelayanan, yang bertujuan 
mewujudkan kesejahteraan menjadi 
hak setiap anak tanpa membeda-be-
dakan jenis kelamin, agama, pendi-
rian politik, dan kedudukan sosial 
(Pasal 8).
Berkaitan dengan pekerja anak, 
Konvensi ILO 132 tahun 1989 telah 
menetapkan hak-hak pekerja anak 
sebagai berikut : (a) Mendapatkan 
upah yang sama dengan memperhati-
kan prinsip-prinsip upah untuk 
pekerjaan yang sama nilainya; (b) 
Memberikan pembatasan waktu 
yang ketat dalam melaksanakan 
pekerjaannya di tempat kerja untuk 
paling lama 4 jam kerja sehari, dan 
dilarang untuk melakukan kerja 
lembur; (c) Kepesertaan dalam 
program jaminan sosial dan program 
pemeliharaan kesehatan; (d) Pem-
berlakuan standard keselamatan dan 
kesehatan secara konsisten dan 
wajar.
Perlindungan Hukum Eksploitasi 
Pekerja Anak
Ungkapan pekerja anak menge-
sankan suatu kondisi di mana mereka 
terbelenggu dengan suatu jenis 
pekerjaan dalam kondisi yang sangat 
bervariatif. Pekerjaan itu mereka 
lakukan dalam suatu rangkaian 
panjang. Kegiatan yang berkelanju-
tan dan tidak tahu kapan berakhir- 
nya. Mungkin pada salah satu ujung-
nya pekerjaan itu akan bermanfaat 
dapat meningkatkan atau memperce-
pat perkembangan fisik, jiwa, sosial, 
dan moral mereka sebagai anak. 
Sementara ujungnya yang lainnya 
akan merampas dan merusak 
kehidupan mereka sebagai anak, 
istilahnya “destriktif dan eksploita- 
tif”. Pada kedua kutub inilah bera- 
gam bidang  pekerjaan dengan kegia-
tannya yang luas digeluti oleh peker-
ja anak (Depdiknas, 2001 : 8) . 
Menurut ILO (International 
Labour Organisation) yang dimak-
sud dengan pekerja anak adalah :
“ Children who lost their chid-
hood and future, prematurely 
leading adult lives, working long 
hours for low wages under condi-
tions damaging to their health 
and their physical and mental 
development”. 
Dalam definisi tersebut terkan- 
dung “ kata kunci” anak kehilangan 
masa anak dan masa depan (yang 
menjadi haknya), melakukan peker-
jaan orang dewasa, jam kerja 
panjang, gaji rendah, kondisi kerja 
yang membahayakan kesehatan dan 
perkembangan fisik dan mental. ILO 
membedakan antara pekerjaan 
ringan (light work) dengan pekerjaan 
berbahaya (hazardous work). Anak 
yang bekerja pada pekerjaan ringan 
diperbolehkan sedangkan anak yang 
bekerja yang berbahaya dilarang. 
Di Indonesia dapat diidentifikasi 
empat bentuk pekerjaan yang dilaku-
kan pekerja anak, yaitu : (a) Pekerja 
anak sebagai pembantu rumah 
tangga, (b) Pekerja anak sebagai 
buruh di pasar, (c) Pekerja anak di 
jalanan, anak-anak yang bekerja di 
persimpangan jalan, di atas bis kota, 
dan terminal-terminal dengan me- 
lakukan pekerjaan seperti mengemis, 
mengamen, asongan, penyemir 
sepatu, (d) Pekerja anak di laut, 
anak-anak yang bekerja di berbagai 
tempat penangkapan, penampungan, 
pelelangan dan pengolahan ikan 
(Depdiknas, 2001 : 11-13) .
Hukum pada dasarnya tidak lain 
adalah himpunan peraturan yang 
mengatur keseluruhan kegiatan 
kehidupan manusia yang disertai 
sanksi hukum bagi pelanggarannya 
(Mertokusumo, 2000 : 2) 
.Keberadaan hukum disini diharap-
kan dapat memberikan rasa aman 
dan ketertiban, karena berfungsi 
mengatur dan adanya sangsi yang 
diharapkan mampu memberikan efek 
jera.
Anak memerlukan perlindungan 
(protection), keperluan perlindungan 
bagi anak merupakan hal yang 
obyektif didasarkan pada keadaan 
raga (fisik) dan jiwa psikis). Raga 
atau badan anak kecil dan lemah. 
Jiwa anak rentan terhadap aneka pe- 
ngaruh. Di samping itu ada kenyata-
an bahwa anak sering menjadi 
korban dalam berbagai tindak 
pidana, misalnya penganiayaan, 
pemerkosaan, pembunuhan, dan 
lain-lain. 
Pendapat mengenai pengertian 
perlindungan anak diungkapkan oleh 
J.E Doek dan H.M.A. Drewes. 
Keduanya mengartikan hukum 
perlindungan anak sebagai : “ (1) 
dalam arti luas merupakan segala 
aturan hidup yang memberikan 
perlindungan kepada mereka yang 
belum dewasa dan memberi kemung- 
kinan bagi mereka untuk berkem-
bang, dan (2) dalam arti sempit 
sebagai perlindungan hukum yang 
terdapat dalam ketentuan hukum 
perdata, ketentuan hukum pidana, 
dan ketentuan hukum acara” (Boedi-
ono, 2008 : 32-33).
Berbicara mengenai perlindungan 
anak, setidaknya ada dua aspek yang 
terkait didalamnya. Aspek pertama 
yang berkaitan dengan kebijakan 
peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai perlindungan 
anak. Aspek kedua berkaitan dengan 
pelaksanaan dari kebijakan perun-
dang-undangan tersebut. Mengenai 
aspek pertama, sampai saat ini telah 
cukup perundang-undangan untuk 
mengatur hal-hak berkaitan dengan 
perlindu- ngan anak. Aspek kedua 
adalah apakah dengan telah tersedi-
anya berbagai perangkat perun-
dang-undangan tentang hak-hak 
anak tersebut telah dengan sendiri- 
nya usaha-usaha untuk mewujudkan 
hak-hak anak dan upaya pengha- 
pusan praktek-praktek pelanggaran 
hukum anak dan pengabaian terha-
dap hak anak sebagaimana yang 
dikehendaki dapat diakhiri (Wahyu-
di, 2002 : 1). 
Agar kepentingan manusia terma-
suk anak terlindungi, maka hukum 
harus dilaksanakan. Pelaksanaan 
hukum dapat berlangsung dalam 
keadaan normal dan damai, tetapi 
juga dapat terjadi pelanggaran 
hukum. Melalui penegakan hukum 
inilah hukum menjadi kenyataan, 
selanjutnya dalam penegakan hukum 
ada tiga unsur yang harus diperhati-
kan, yaitu kepastian hukum, keman-
faatan dan keadilan (Mertokusumo, 
2000 : 3). Perlu diakui bahwa efekti-
vitas perundang-undangan tidak 
hanya tergantung pada faktor hukum 
belaka. Faktor manusia yang menjadi 
penegaknya juga memainkan 
peranan yang penting.  Menurut 
Lawrence M Friedmen hukum 
bergantung pada 3 (tiga) hal, antara 
lain (Friedman, 1975 : 14) : (1) 
Sistem hukum (legal system) men-
cakup unsur-unsur materi hukum 
(legal substance), (2) struktur hukum 
beserta kelembagaannya (legal 
structure) dan (3) budaya hukum 
(legal culture).
Kata eksploitasi di dalam konven-
si-konvensi hak anak merupakan 
kata dalam arti negatif. Konvensi 
hak-hak anak melarang anak dieks- 
ploitasi (A Rachmad Boedino, 
2008:56). Pengertian eksploitasi 
menurut UU Nomor 21 tahun 2007 
Pasal 1 angka (7)  
adalah tindakan dengan atau 
persetujuan korban yang meliputi 
tetapi tidak terbatas pada pelacu-
ran, kerja atau pelayanan paksa, 
perbudakan atau praktek serupa 
perbudakan, penindasan, peme- 
rasan, pemanfaatan fisik, seksual, 
organ reproduksi, atau secara 
melawan hukum memindahkan 
atau menstransplantasi organ 
dan/atau jaringan tubuh atau 
memanfaatkan tenaga atau ke- 
mampuan seseorang oleh pihak 
lain untuk mendapatkan keuntu- 
ngan baik materiil maupun imma-
teriil.
Undang - undang Perlindungan 
Anak memberikan pengertian me- 
ngenai eksploitasi. Dalam penjelasan 
Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Un-
dang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak disebutkan : 
perlakuan eksploitasi, misalnya 
tindakan atau perbuatan memperalat, 
memanfaatkan, atau memeras anak 
untuk memperoleh keuntungan pri- 
badi, keluarga, atau golongan.
Pada hakekatnya anak tidak boleh 
bekerja karena waktu mereka sela- 
yaknya dimanfaatkan untuk belajar, 
bermain, bergembira, berada dalam 
mencapai cita-citanya sesuai dengan 
perkembangan fisik, psikologis 
intelektual dan sosialnya. Namun 
pada kenyataannya banyak anak- 
anak di bawah usia 18 tahun yang 
telah terlibat aktif dalam kegiatan 
ekonomi, menjadi pekerja anak 
antara lain di sektor industri dengan 
alasan tekanan ekonomi yang diala-
mi orang tuanya ataupun faktor 
lainnya (Syamsuddin, 1997: 1) 
Kenyataan menunjukkan bahwa 
masih banyak pekerja anak di dunia 
ini, terutama di negara-negara ber- 
kembang, dikarenakan upaya-upaya 
untuk mengatasi masalah pekerja 
anak pada sekitar satu abad terakhir 
ini berjalan sangat lambat dan alot. 
Hal ini tidak terlepas dari skeptisme 
serta beberapa argumentasi yang 
berkembang di masyarakat, antara 
lain ialah : (a). Pendidikan yang ada 
seringkali tidak sesuai dengan kebu-
tuhan anak-anak keluarga miskin dan 
bahkan menjauhkan mereka dari 
lingkungannya. (b). Anak diperlukan 
untuk memberikan kontribusi bagi 
kesejahteraan keluarga, khususnya 
bagi keluarga-keluarga miskin. (c). 
Pekerjaan anak diperlukan agar 
produk-produk industri tertentu 
memiliki daya saing yang lebih 
tinggi. (d) Undang-undang atau pera-
turan mengenai pekerja anak tidak 
mungkin untuk dilaksanakan meng-
ingat begitu banyak perusahaan yang 
memperkerjakan mereka. (e). Ang-
gapan bahwa pemerintah tidak sepa-
tutnya mencampuri keinginan orang 
tua terhadap apa yang dirasakan 
mereka paling bermanfaat bagi 
anak-anak mereka sendiri (Putranto, 
2000: 2).
Fenomena  anak-anak yang be- 
kerja di Indonesia saat ini cen- 
derung meningkat. Berdasarkan 
penelitian yang dilakukan oleh Kus-
nadi Rusmil yang menyinggung 
tentang sebab-sebab timbulnya 
pekerja anak, mengatakan bahwa 
anak-anak yang bekerja  dapat di 
bedakan menjadi 3 kategori (Rusmil, 
2000 : 25), yaitu : Pertama, 
anak-anak  yang bekerja membantu 
pekerjaan orang tua dan keluarganya 
seperti melaksanakan pekerjaan di 
rumah dan membantu bekerja di 
kebun pada musim-musim tertentu, 
kelompok ini disebut Child worker 
dan biasanya masih memberi kesem-
patan kepada anak untuk belajar dan 
bermain meskipun tidak leluasa. 
Kedua, anak-anak yang bekerja di 
pabrik atau perusahaan, perkebunan 
atau tempat lain milik perusahaan 
untuk membantu  membiayai kebutu-
han keluarga  atau bahkan menjadi 
sumber  pendapatan keluarga, anak- 
anak ini disebut Child Labour dan 
kebanyakan sudah tidak memberikan 
waktu untuk bermain bahkan berse-
kolah karena jadwal kerja terlalu 
padat dibawah peraturan perusahaan. 
Ketiga,  anak yang bekerja di jalan- 
jalan menjadi pengemis, pengamen, 
pemulung, pengasong dan lain-lain 
dimana dalam hal ini anak tidak 
berada dalam hubungan formal 
pengusaha – pekerja. Kelompok ini 
secara sosiologis dikenal sebagai 
anak jalanan.
Anak-anak pada kelompok ketiga 
harus mendapat perhatian yang lebih 
khusus lagi karena mereka hidup 
bebas dijalan sehingga pengaruh 
lingkungan sosial yang tidak baik 
akan berpengaruh terhadap perkem-
bangan mental, fisik, sosial bahkan 
masa depan. Anak yang bekerja pada 
sektor jermal yang dalam hal ini 
adalah sebagai pengemis secara 
psikologis mereka mendapatkan 
pendidikan dari orang tua untuk tidak 
perlu bekerja keras dan cukup meng-
harapkan sedekah dari orang lain. 
Disini anak akan mendidik anak 
malas dan cukup mengharap belas 
kasihan orang lain, karena dalam 
konteks masyarakat Pragaan Daya, 
Kecamatan Pragaan, Kabuapaten 
Sumenep  “lebih baik menjadi 
pengemis dari pada menjadi pencu-
ri”. Dalam pemahaman masyarakat 
mencuri itu haram sedangkan 
mengemis halal. Dan karena 
mengemis merupakan tradisi maka 
hal tersebut harus diturunkan pada 
anaknya. Penelitian yang sama 
dilakukan oleh Ali Al Humaidy (Hu-
maidy, 2003 : viii), hasil penelitian 
menunjukkan bahwa asal mula prak-
tek mengemis di Pragaan Daya sudah 
berlangsung sejak pra kemerdekaan 
(1930 – 1940an) hingga sekarang. 
Bertahannya budaya mengemis 
karena praktek ini sudah berlangsung 
sejak lama dari generasi ke gene- 
rasi/turun temurun, yang disosialisa-
ikan melalui kehidupan keluarga dan 
kehidupan masyarakat. Hasil peneli-
tian tersebut juga menggambarkan 
bahwa meski benar kemiskinan 
ekonomilah yang mendorong orang 
terjun ke dunia pengemis, tetapi pada 
akhirnya ekonomi  bukan menjadi 
faktor yang menentukan apakah 
seseorang akan selamanya menekuni 
profesi sebagai pengemis. Lebih 
lanjut ia mengungkapkan, ketika 
para pengemis itu menjadi kaya 
(tidak lagi dalam kesulitan ekonomi), 
para pengemis itu tetap saja menjala-
ni profesinya. Mereka ternyata justru 
menikmati profesi tersebut karena 
dalam banyak hal bisa mendatangkan 
uang yang lebih banyak dibanding-
kan dengan usaha yang sebelum 
mereka tekuni seperti berdagang atau 
mencari kayu bakar. Artinya persoa-
lan mental dan moral yang menentu-
kan apakah sesorang tetap bertahan 
dengan profesi sebagai pengemis 
atau tidak. Data yang didapat dari 
Dinsos Kabupaten Sumenep bahwa 
sebanyak 91 orang warga di 
Peragaan Daya adalah sebagai 
pengemis. Dimana sebagian besar 
mereka mengajak anaknya untuk ikut 
mengemis.
Sementara di Kabupaten Pame-
kasan terdapat tiga desa di Keca-
matan Tlanakan yang warganya 
banyak menjadi pengemis, yaitu di 
Desa Panglegur, Desa Larangan 
Tokol dan desa Brantah Tenggi. 
Secara keseluruhan jumlah pengemis 
di tiga desa desa tersebut adalah 174 
orang. 
Memang data yang didapat dari 
Dinsosnakertrans kabupaten Pame-
kasan tidak terlihat jumlah pekerja 
anak, namun hampir sebagaian besar 
dari para pengemis yang memiliki 
anak akan mengajak anaknya untuk 
melakukan pengemisan pula. Bahkan 
bagi pengemis yang tidak memiliki 
anak,maka mereka akan meminjam 
atau menyewa anak tetangga nya 
untuk ikut mengemis. Mengajak 
anak untuk mengemis dilakukan agar 
masyarakat akan merasa iba dan 
mendorong untuk memberikan uang.
Selama ini anak yang diajak 
mengemis oleh orang tuanya adalah 
anak yang usia balita dan sampai usia 
12 tahun. Saat menginjak usia remaja 
biasanya anak-anak mulai malu dan 
ada beberapa yang kemudian yang 
berhenti mengemis, namun ada pula 
yang masih terus mengemis bahkan 
sampai mereka menikah.
Mengemis dilakukan setiap hari 
oleh anak-anak karenanya sebagian 
besar mereka tidak bersekolah, 
hanya beberapa anak saja yang 
mengikuti kegiatan pendidikan 
agama atau madrasah di sore hari di 
pesantren. Namun kegiatan menge- 
mis ini tidak hanya dilakukan di 
Pamekasan saja, karena ada juga 
yang melakukan kegiatan mengemis 
di daerah lain seperti di Surabaya, 
Jakarta bahkan ke Kalimantan. 
Kegiatan mengemis di luar kota ini 
dilakukan secara terkoordinir. Jika 
melakukan kegiatan mengemis di 
luar Pamekasan, maka dapat dipasti-
kan anak-anak yang ikut mengemis 
tidak akan mendapat pendidikan 
formal maupun pendididkan agama.
Menjadi pengemis bagi warga di 
tiga desa tersebut merupakan peker-
jaan. Ini terjadi karena kondisi 
geografisnya kering dan tandus, 
mereka tidak memiliki tanah gara-
pan, tidak berpendidikan dan tidak 
memiliki keahlian/ketrampilan khu- 
sus. Dari bekerja sebagi pengemis 
penghasilan mereka perharinya 
adalah Rp. 50.000, tetapi pada hari 
jumat mereka akan mendapat lebih 
dari itu. Di karenakan mereka meng-
inginkan mendapat hasil yang lebih 
banyak, maka para orang tua  akan 
mengajak anaknya untuk mendapat-
kan penghasilan yang lebih banyak. 
Selama  ini orang tua maupun anak 
tidak memahami bahwa anak tidak 
boleh diajak bekerja sebagai 
pengemis. Sedangkan alasan orang 
tua mengikutsertakan anak nya untuk 
mengemis juga adalah karena bagi 
orang tua yang penting anak tetap 
dalam  pengawasan nya dan dapat 
menghasilkan uang.
Realitas tersebut diatas tentunya 
sangat bertentangan dengan UU 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, dimana seharus-
nya anak memiliki hak untuk 
bermain, mendapat perlindungan 
dari orang tuanya dan mendapat 
pendidikan. Disini anak banyak yang 
kehilangan masa kanak-kananknya 
dan justru telah dieksploitasi oleh 
orang tuanya atau orang lain untuk 
mendapatkan uang.
Terkait upaya yang telah dilaku-
kan pemerintah daerah yang dalam 
hal ini Dinsosnakertrans adalah telah 
melakukan berbagai kegiatan pem-
berian bantuan berupa hewan ternak 
sembako maupun uang. Namun 
semuanya dianggap tidak berhasil 
karena seperti hewan ternak setelah 
diberikan pada pengemis, maka 
keesokan harinya akan dijual. 
Menurut Budi setiawan (Dinsos-
nakertrans Kabupaten Pamekasan) 
mengemis disini sudah merupakan 
pekerjaan dan mereka sudah memili-
ki mental peminta jadi kegiatan 
apapun yang dilakukan untuk men-
gentaskan mereka sangatlah sulit. 
Saat ini Dinsosnakertrans mencoba 
untuk memutus mata rantai mengem-
is dengan bekerja sama dengan 
kepala desa dan kyai di desa tersebut 
untuk memberikan informasi agar 
anak-anak para pengemis ini tidak 
diajak untuk bekerja sebagai 
pengemis dan mereka dapat dipon-
dokkan di pesantren di dekat desa 
dengan tanpa dipungut biaya. Jadi 
disini Dinsosnakertrans yang akan 
menanggung biaya yang dibutuhkan 
anak pengemis selama berada di 
pondok pesantren. Harapannya 
dengan anak tersebut mendapat 
pendidikan agama yang baik mini-
mal anak akan tahun bahwa dalam 
Islam memberi adalah lebih baik 
daripada meminta. Sehingga anak 
pengemis ini tidak akan meneruskan 
pekerjaan orang tuanya lagi. 
Pelibatan Community Based Orga-
nization (Organisasi Berbasis Mas-
yarakat) Sebagai Implementasi 
Pendekatan Partisipatif
Pemberdayaan masyarakat adalah 
isu sentral dalam pembangunan ma- 
syarakat. Pemberdayaan pada hake- 
katnya mencakup dua aspek, yaitu to 
give or authority to and to give abili-
ty to or anable. Dalam pengertian 
pertama, pemberdayaan memiliki 
makna memberi kekuasaan, menga- 
lihkan kekuatan dan mendelegasikan 
otoritas ke pihak lain. Pengertian 
kedua, pemberdayaan diartikan 
sebagai upaya untuk memberi 
kemampuan atau keberdayaan. 
Dalam literatur bahwa pember-
dayaan memberikan tekanan pada 
otonomi pengambilan keputusan dari 
suatu kelompok masyarakat. Penera-
pan aspek demokrasi dan partisipasi 
dengan titik fokus pada lokalitas 
akan menjadi landasan bagi upaya 
penguatan potensi lokal. Pada titik 
inilah, maka pemberdayaan ma- 
syarakat juga difokuskan pada 
penguatan individu anggota ma- 
syarakat beserta pranata-pranatanya.
Dalam rangka pemberdayaan 
masyarakat, ada beberapa hal yang 
perlu dilakukan: pertama, mening-
katkan kesadaran kritis atas posisi 
masyarakat dalam struktur sosial 
politik. Kedua, kesadaran kritis yang 
muncul diharapkan membuat ma- 
syarakat mampu menyususn argu-
mentasi terhadap berbagai macam 
eksploitasi serta sekaligus membuat 
pemutusan terhadap hal tersebut. 
Ketiga, peningkatan kapasitas ma- 
syarakat. Keempat, pemberdayaan 
juga perlu dikaitkan dengan pemba- 
ngunan sosial budaya masyarakat. 
Nilai-nilai yang ada pada tradisi 
budaya masyarakat lokal seperti 
gotong royong dan arisan dapat 
dipandang sebagai modal sosial 
(Social Capital) dalam mewujudkan 
kemajuan pembangunan masyarakat 
(Suparjan dan Suyatno, 2003: 44). 
Bertitik tolak pada uraian diatas, 
maka konsep pemberdayaan sebe-
narnya merupakan proses belajar 
yang menekankan orientasi pada 
proses pelibatan (partisipasi masya- 
rakat). Dengan partisipasi di harap-
kan kapasitas masyarakat untuk 
mengembangkan diri dapat mening-
kat yakni kemampuan untuk melaku-
kan identifikasi kebutuhan, identifi-
kasi sumber daya, dan kemampuan 
untuk memanfaatkan peluang yang 
ada.
Pelibatan masyarakat dalam pem-
bangunan pada dasarnya harus dimu-
lai dari bawah yaitu melalui forum 
warga baik yang berbasis administra-
tif  seperti forum RT, RW, rembug 
desa maupun forum-forum yang 
berhasil pada kelembagaan dan 
komunitas (Community Based Orga-
nization/CBO) seperti kelompok 
pengajian, kelompok yasinan/tahli- 
lan, kelompok petani, peternak, pe- 
dagangdan sebagainya (Suparjan dan 
Suyatno, 2003:48). Upaya ini dilaku-
kan dengan memanfaatkan forum-fo-
rum tersebut tidak hanya sebagai 
wahana untuk melakukan sosialisasi, 
pengajian ataupun arisan namun juga 
dapat dimanfaatkan untuk membi- 
carakan berbagai macam isu yang 
sedang terjadi dalam kehidupan ma- 
syarakat seperti halnya isu perdaga- 
ngan perempuan dan anak.
Mekanisme seperti tersebut diatas 
pada akhirnya akan membiasakan 
masyarakat untuk selalu membicara-
kan kepentingan bersama. Institusi 
pada level bawah tersebut harus 
ditempatkan sebagai basis perenca-
naan pembangunan dari bawah. 
Melalui forum-forum seperti ini, 
warga masyarakat dapat merumus-
kan aspirasi pembangunan yang 
kemudian dibawa ke Badan Per- 
wakilan Desa sebagai lembaga legis-
latif di tingkat desa lalu ke tingkat 
kecamatan hingga ke Kabupaten 
(Suparjan dan Hendri Suyatno, 2003: 
49). 
Disamping menjadi basis peren-
canaan, forum-forum tersebut dapat 
juga menjadi salah satu dari agent of 
change untuk melakukan perubahan 
dalam masyarakat. Caranya adalah 
dengan membentuk kader-kader 
lokal yang dapat menjadi media 
untuk menyampaikan pesan-pesan 
pembangunan. 
Selanjutnya proses pemberdayaan 
keluarga dilakukan dengan berbasis 
pada partisipasi masyarakat dengan 
melibatkan community based organi-
zation yakni memanfaatkan organi-
sasi berbasis komunitas seperti 
pondok pesantren, forum pengajian, 
karang taruna atau yang lain sesuai 
dengan kondisi di daerah penelitian. 
Untuk konteks sosial budaya 
Madura, pelibatan pondok pesantren 
dan forum pengajian serta forum-fo-
rum lainnya sangat tepat karena ma- 
syarakat Madura memiliki keterika-
tan yang kuat pada kiai dan agama 
Islam sehingga organisasi yang 
sudah mengakar ini diharapkan dapat 
memberikan sosialisasi tentang 
pencegahan ekploitasi anak yang 
dipekerjakan pada sektor jermal.
Konteks pemberdayaan masya- 
rakat disini adalah memberdayakan 
masyarakat secara pemikiran dan 
pemahaman mereka serta memberi-
kan peran aktif pada masyarakat 
untuk bersama-sama dengat pihak 
terkait yakni aparat pemerintah 
melakukan upaya pencegahan 
ekploitasi anak pada sektor jermal di 
Madura.
Dinsosnakertrans kabupaten 
Pamekasan telah memulai dengan 
bekerja sama dengan para kyai dan 
kepala desa agar pengemis mau 
meninggalkan anaknya di pesantren. 
Harapannya dengan tinggal di 
pesantren anak tidak akan diajak 
untuk bekerja sebagai pengemis dan 
mereka akan mendapat pendidikan 
serta lingkungan yang layak. Semen-
tara terkait pemberdayaan keluarga 
pihak Dinsosnakertrans juga melaku-
kan pendidikan ketrampilan dan 
pemberian alat-alat penunjang ke- 
trampilan serta pendampingan yang 
dilakuakn secara lebih efektif oleh 
KTSK yang ada di masing-masing 
kecamatan.
Simpulan
Selama ini anak yang menjadi 
pengemis dikarenakan ajakan orang 
tua. Alasan orang tua untuk menga-
jak anaknya menjadi pengemis 
adalah agar mendapatkan uang lebih 
banyak karena keberadaan anak- 
anak akan menimbulkan rasa iba 
bagi orang yang akan memberi. Data 
yang ada di dua Kabupaten tersebut 
tidak dapat menunjukkan jumlah 
kongkrit anak yang bekerja sebagai 
pengemis. Hal ini terkait dengan 
program yang selama ini diberikan 
oleh pemerintah daerah sasarannya 
adalah pada orang tua. Seperti 
program peningkakan ketrampilan 
dan pemberian bantuan. Untuk anak 
hanya berupa sosialisasi kepada 
orang tua untuk tidak mengajak 
bekerja anak dan meminta anak 
untuk menempuh pendidikan/berse-
kolah.
Perlindungan hukum yang diberi-
kan kepada anak yang bekerja 
sebagai pengemis masih belum opti-
mal karena selama ini program yang 
ada masih berorientasi pada pening-
katan ekonomi orang tua. Namun 
harapan pemerintah daerah dengan 
peningkatan kapasitas ekonomi kelu-
arga akan dapat memutus mata rantai 
pengemisan, yang berarti anak tidak 
akan diajak bekerja oleh orang 
tuanya karena konsep pemberdayaan 
keluarga dilakukan dengan konsep 
community based organization, 
mengikutsertakan peran kyai dan 
pesantren sebagai pihak yang 
berpengaruh di masyarakat.
Daftar Rujukan
Abdul Rachmad Boediono, 2008. 
Hukum Pekerja anak, Malang, 
Universitas Negeri Malang.
Absori, Perlindungan Hukum 
Hak-hak Anak dan Implementa-
sinya di Indonesia pada Era 
Otonomi Daerah, Jurnal Jurispru-
dende, Fakultas Hukum, Univer-
sitas Muhammadiyah Surakarta, 
Vol 2 No 2 Maret 2005
Darwan Prinst, 1997. Hukum Anak 
Indonesia, Bandung, Citra Aditya 
Bakti.
Depdiknas,  2001. Pedoman Tehnis 
Pelayanan Pendidikan  Bagi 
Pekerja  Anak Sektor Informal, 
Jakarta.
Fifik, Pemberdayaan dan Perlindu- 
ngan HukumPekerja Anak di 
Malang, Jurnal Legality, Fakultas 
Hukum Universitas Muhammadi-
yah Malang, Vol 14 No. 2 
September-Februari, 2004.
Uswatun Hasanah, Pekerja Anak 
dalam Perspektif Hukum, Jurnal 
Rechtidee, Fakultas Hukum 
Universitas Trunojoyo,Vol 1 
No.1, Juni 2006.
-------, Persepsi dan Sikap Ma- 
syarakat Terhadap Anak yang 
Melakukan Pekerjaan Terburuk di 
Kabupaten Bangkalan, Jurnal 
Rechidee, Fakultas Hukum 
Universitas Trunojoyo, Vol. 2 No. 
2, Desember 2007.
Irwanto, 1999. Permasalahan yang 
dihadapi pekerja anak, Yogyakar-
Pendahuluan
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum harus didasarkan 
pada kepentingan terbaik bagi anak. 
Pengertian frasa “terbaik bagi anak” 
terkait dengan sifat anak, baik fisik, 
psikis, maupun sosial sehingga 
kepentingan anak satu dengan lain- 
nya tidak harus sama. A definition of 
the child’s best interests cannot 
accommodate the diverse nature of 
the interests appropriate for a partic-
ular child, from a particular back-
ground and at a particular time of 
development. (Sifris at.all 2014). 
Pengutamaan kepentingan terbaik 
bagi anakini juga didasarkan pada 
asas umum perlindungan anak 
sebagaimana diatur dalam konvensi 
anak, bahwa 
The best interests of the child 
shall be a primary consideration 
in all actions affecting children. 
(The 1989 Convention on the 
Rights of the Child).The term 
“best interests” broadly 
describes the well-being of a 
child. Such well-being is deter-
mined by a variety of individual 
circumstances, such as the age, 
the level of maturity of the child, 
the presence or absence of 
parents, the childs environment 
and experiences.(UNHCR Guide-
lines, 2008).
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum tidak harus menggu-
nakan sarana nonpenal (misalnya 
diversi) atau menggunakan hukum 
pidana (sarana penal).  Namun, ke- 
duanya dapat dilakukan secara 
berurutan, yaitu mengutamakan 
diversi (jika memenuhi persyaratan 
diversi), dan jika upaya tersebut 
gagal maka akan diberlakukan 
sistem peradilan pidana bagi 
anak.Hal ini sesuai dengan pendapat 
bahwa the major goal of the first 
juvenile courts, established at the 
turn of the century, was to provide an 
alternative to, and thereby divert 
youth from, the criminal court(Albert 
L. Robert (Edit), 2008 : 184).
Secara umum, pemberlakuan-
sistem peradilan pidana untuk 
penyelesaian perkara pidana dapat 
berdampak buruk bagi anak, teruta-
ma pemberian “stigma jahat” pada 
anak (stigmatisasi atau labelisasi), 
dan terjadinya pembiasaan kebia- 
saan-kebiasan buruk di LAPAS yang 
kemudian dipraktikkan lagi oleh 
anak ke luar LAPAS Anak (prisoni-
sasi), bahkan pengulangan tindak 
pidana yang lebih serius akibatnya. 
Salah satu penyebabnya adalah 
adanya kontak langsung dengan 
penegak hukum yang dapat membuat 
anak frustrasi.  Jika perkaranya 
sudah diputus oleh pengadilanpun, 
mungkin akan menjadi stigma bagi 
anak pelaku tindak pidana.  Karena 
itu, para ahli di bidang psikologi, 
hukum, etimologi kriminal, krimi-
nologi, pendidikan, dan penologi 
selalu mencari jalan terbaik bagi 
anak, korban, dan kepentingan ma- 
syarakat.  Akhirnya, para ahli mewa-
canakan pendekatan keadilan resto- 
ratif sebagai alternatif pemikiran 
untuk mengurangi kelemahan teori 
pemidanaan retributif, teori prevensi 
maupun teori gabungan.
Keadilan restoratif merupakan 
suatu ide dan gerakan yang me- 
ngedepankan keadilan dalam pers-
pektif pelaku dan keluarganya, 
korban dan keluarganya, masyarakat, 
dan pemangku kepentingan dalam 
rangka pemulihan keadaan masing- 
masing.  Karena itu, konsepsi pemi- 
kiran keadilan restoratif (restorative 
justice) menjadi salah satu upaya 
menjauhkan anak dari sistem per- 
adilan pidana yang tidak perlu.  
Pendekatan ini mengutamakan pe- 
nyelesaian tindak pidana di luar 
peradilan pidana.  Pendekatan terse-
but bukan hanya pada anak, melain- 
kan juga pada orang dewasa (misal- 
nya pencurian ringan, penggelapan 
ringan, perbuatan curang (penipuan) 
ringan) maupun anak-anak.  Bahkan 
di beberapa negara maju, korporasi 
yang melakukan tindak pidana dapat 
juga diselesaikan dengan pendekatan 
keadilan restoratif.
Keadilan restoratif adalah cara-
menanggapi perilaku criminal 
dengan cara menyeimbangkan antara 
kebutuhan masyarakat, dengan 
korban danpelaku. Ini merupakan 
konsep yang terus berkembangdan 
dapat menimbulkan interpretasi yang 
berbeda di negara yang berbeda.
Restorative justice is a way of 
responding to criminal behaviour 
by balancing the needs of the 
community, the victims and the 
offenders. It is an evolving 
concept that has given rise to 
different interpretation in differ-
ent countries, one around which 
there is not always a perfect 
consensus.(United Nations, 2006: 
6).
Berkaitan dengan konsep 
keadilan restoratif dalam perkara 
pidana yang dilakukan oleh anak, 
menurut Pasal 1 angka 6 Undang- 
Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 
Sistem Peradilan Pidana  Anak (LN 
Tahun  2012  Nomor  153, TLN 
Nomor  5332), pengertian keadilan 
restoratif adalah penyelesaian perka-
ra tindak pidana dengan melibatkan 
pelaku, korban, keluarga pelaku/kor-
ban, dan pihak lain yang terkait 
untuk bersama-sama mencari 
penyelesaian yang adil dengan 
menekankan pemulihan kembali 
pada keadaan semula, dan bukan 
pembalasan.
Praktik di beberapa negara, 
keadilan restroratif disebut dengan 
berbagai istilah. Ada pihak yang 
menggunakan istilah"keadilan 
komunitarian", "memperbaiki 
kesalahan", "Keadilan positif", 
"keadilan relasional", "keadilan 
reparatif", "keadilan masyarakat" 
untuk menyebut "keadilan restorat-
if". Namun, demikian ada kesamaan 
pemahaman bahwa keadilan 
restoratif dibangun berdasarkan 
konsep penyeimbangan kepentingan 
dan kebutuhan pada tiga pihak, yaitu 
pelaku, korban, dan masyarakat. Hal 
ini terungkap dari penjelasan beri-
kut.
Also, because of the difficulties in 
precisely translating the concept 
into different languages, a variety 
of terminologies are often used. 
There are many terms that are 
used to describe the restorative 
justicemovement. These include 
“communitarian justice”, “ma- 
king amends”,“positive justice”, 
“relational justice”, “reparative 
justice”, “communityjustice” and 
“restorative justice”, among 
others.(United Nations, 2006:6)
Berkaitan dengan keadilan 
restoratif, dalam UU-SPPA diatur 
tentang diversi. Pengertian diversi 
adalah pengalihan penyelesaian 
perkara Anak dari proses peradilan 
pidana ke proses di luar peradilan 
pidana.Jika kedua konsep tersebut 
dihubungkan, maka keadilan 
restoratif adalah tujuan yang ingin 
dicapai, sedangkan diversi adalah 
salah satu proses mencapai keadilan 
tersebut.Keadilan restoratif dapat 
dicapai melalui diversi maupun 
non-diversi, yaitu memproses anak 
pelaku tindak pidana dalam sistem 
peradilan pidana. Dengan demikian, 
melalui sistem peradilan pidanapun 
dapat dicapai keadilan restoratif. 
Misalnya dengan menjatuhkan 
pidana atau tindakan yang sesuai 
dengan kebutuhan pelaku, korban, 
dan masyarakat.Karena itu, dalam 
UU-SPPA disediakan banyak jenis 
sanksi dan tindakan agar hakim 
dapat memilih jenis pidana (straf) 
atau tindakan (maatregel) yang 
sesuai dengan kebutuhan pelaku, 
korban dan masyarakat agar keadilan 
restoratif tercapai.
Sampai saat ini, diversi pada 
perkara anak di tahap penyidikan 
sudah sering dilakukan berdasarkan 
Peraturan internal di Kepolisian 
Negara Republik Indonesia.  Banyak 
pendapat yang setuju dan yang tidak 
setuju atas upaya Polri untuk 
menyelesaikan perkara pidana anak 
di luar hukum pidana.  Namun, saat 
ini sudah terbit Undang-Undang No. 
11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (selanjutnya 
disingkat UU-SPPA), yang sudah 
diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 
2014 sehingga setiap orang wajib 
setuju dan menaatinya.  Jika UU 
tersebut diberlakukan, banyak 
sub-sistem atau sistem yang berubah, 
misalnya sub-sistem: diversi oleh 
polisi, jaksa, dan hakim; pencatatan 
dan pengarsipan pada lembaga 
pelaksana UU-SPPA; sistem pembi-
naan dan pembimbingan anak di 
Lembaga Penempatan Anak Semen-
tara (LPAS), Lembaga Penyelengga-
ra Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA). Selain itu, banyak juga 
sarana dan prasarana yang disiapkan, 
termasuk kaulitas dan kuantitas sum-
berdaya manusia (misalnya polisi, 
jaksa, hakim, pembimbing kema- 
syarakatan, petugas pemasyarakatan, 
relawan sosial).
Jika pemerintah dan para pihak 
terkait serta para pemangku kepen- 
tingan (stakehoders) tidak segera 
melakukan persiapan atas pember-
lakuan UU-SPPA tidak segera 
disiapkan, UU-SPPA akan hanya 
menjadi norma yang bersifat 
“semantik” (indah dalam bahasa) 
dan tidak banyak melakukan peruba-
han substansi sistem peradilan 
pidana anak sehingga tidak ada 
bedanya dengan saat berlakunya UU 
No. 3 Tahun 1997 tentang Penga-
dilan Anak.
Berdasarkan pemikiran tersebut, 
penulis melakukan pengajian terha-
dap 3 (tiga) permasalahan, yaitu 
apakah urgensi diversi dalam pena- 
nganan perkara anak;bagaimana 
kesiapan para pihak yang terlibat 
dalam diversi perkara anak;serta 
bagaimana model pendidikan, pem-
binaan, pendampingan, dan penga-
wasan anak yang di-diversi maupun 
anak yang dijatuhi pidana (straf) atau 
tindakan(maatregel).  Kajian ini 
akan menghasilkan analisis tentang 
substansi keadilan restoratif dalam 
kaitannya dengan diversi, dan anali-
sis kemampuan yang ada di ma- 
sing-masing pemangku kepentingan 
yang berkaitan dengan sistem per- 
adilan pidana. Akhirnya, Hasil kajian 
ini dapat dimanfaatkan oleh pihak- 
pihak terkait untuk menyiapkan sum-
berdaya, sumberdana dan sistem 
kinerja dalam rangka menciptakan 
keadilan restoratif dalam perkara 
anak di Indonesia.  
Urgensi Penerapan  Diversidalam 
Penanganan  Perkara Anak
Secara teoretik, ada keterkaitan 
antara asas atau kebijakan dikresi 
(discretion), diversi (Diversion) dan 
keadilan restoratif (Restorative 
Justice).Saut P.Panjaitan mengemu-
kakan bahwa diskresi (pouvoir 
discretionnaire, bahasa Perancis) 
ataupun Freies Ermessen (bahasa 
Jerman) merupakan suatu bentuk 
penyimpangan terhadap asas legali-
tas dalam pengertian wet matigheid 
van bestuur, jadi merupakan ”keke- 
cualian” dari asas legalitas. Menurut 
Muchsan, dasar pijakan diskresi ada 
2 (dua) yaitu: Dasar Hukum/Yuridis, 
yaitu menyangkut ketentuan formal; 
dan Dasar Kebijakan, yaitu me- 
nyangkut manfaat. (Simamora, 
2014).
Diversi adalah penyelesaian per- 
kara pidana menggunakan jalur di 
luar hukum pidana. Sedangkan 
pengertian keadilan restoratif adalah 
ide keadilan yang didasarkan pada 
kesepakatan antar-para pihak yang 
terkait dengan tindak pidana untuk 
mencari solusi untuk pemulihan 
keadaan sebagaimana belum terjadi 
tindak pidana dan bahkan menja- 
dikan semua pihak lebih baik.  
Keadilan Restoratif didasarkan pada 
5 prinsip dalam pemikiran berikut. 
Five Principles of Restorative 
Justice
a. Focuses on harms and conse-
quent needs (victims', but also 
communities' and offenders').
b. Addresses obligations resulting 
from those harms (offenders' but 
also families', communities' and 
society's).
c. Uses inclusive, collaborative 
processes.
d. Involves those with a legitimate 
stake in the situation (victims, 
offenders, families, community 
members, society).
e. Seeks to put right thewrongs 233 
(Dowd, 2015: 233)
Dengan demikian, dalam konteks 
bahasan ini dapat dipahami bahwa 
diversi dalam perkara anak lahir 
karena adanya asas diskresi yang 
dimiliki oleh pihak yang berwenang 
(Penyidik, Jaksa, dan Hakim) dalam 
rangka mencapai keadilan restoratif.  
Salah satu bentuk diskresi adalah 
memberikan kewenangan kepada 
Penyidik, Jaksa, dan Hakim untuk 
melakukan diversi terhadap anak 
yang berhadapan dengan hukum. 
Pengertian keadilan restoratif 
adalah a form of conflict resolution 
and seeks to make it clear to the 
offender that the behaviour is not 
condoned, at the same time as being 
supportive and respectful of the indi-
vidual.(Morison, 2001: 194). Pihak 
yang diharapkan memperoleh kea- 
dilan restoratif adalah pelaku dan 
korban, serta pihak-pihak yang 
terkait. Dalam konteks pemidanaan, 
pendekatan keadilan restoratif seja- 
lan dnegan model keseimbangan 
Kepentingan (Muladi, 1995:5). Ka- 
rena itu, asas daad-dader-slachtof-
fer-Strafrecht mestinya mulai diim-
plementasikan dalam hukum pidana 
(Arief Amrulah, 2008).
Keadilan restoratif dapat diterap-
kan pada seluruh proses penegakan 
hukum pidana, tidak hanya pada satu 
proses saja, misalnya pada penyi- 
dikan atau penuntutan atau peradilan. 
Hal ini didasarkan pada prinsip 
keadilan restoratif masuk pada suatu 
sistem hukum pidana sehingga 
penerapannya ada pada setiap pro- 
sesnya dan juga tiap penegak hukum 
mempunyai kewenangan untuk me- 
nerapkannya. Keadilan restoratif 
bukan merupakan asas melainkan 
filsafat yaitu filsafat dalam proses 
peradilan dan juga filsafat keadilan. 
Keadilan restoratif dapat dikatakan 
sebagai filsafat peradilan, karena-
merupakan dasar dalam penyusunan 
lembaga peradilan. Dengan demiki-
an, dapat diartikan bahwa keadilan 
restoratif adalah suatu rangkaian 
proses peradilan yang pada dasarnya 
bertujuan untuk me-restore (memu- 
lihkan kembali) kerugian yang dide- 
rita oleh korban kejahatan, (Mudza-
kir, 2008). masyarakat, dan para 
pihak terkait.
Pendekatan keadilan restoratif 
(restorative justice approach) diawa-
li dari praktik di beberapa negara 
misalnya Kanada, Australia, New 
Zealand, dan Inggris. Sejarah per- 
kembangan hukum modern dalam 
penerapan restorative justice diawali 
dari pelaksanaan sebuah program 
penyelesaian di luar pengadilan 
konvensional yang dilakukan oleh 
masyarakat yang disebut dengan 
victim-offender mediation tahun 
1970-an di Kanada (Morris dan 
Maxwelle, 21: 4). Pendekatan 
keadilan restoratif merupakan per- 
kembangan terakhir dari paradigma 
peradilan pidana, yaitu diawali 
dengan retributive justice, dilanjut-
kan dengan rehabilitative justice, 
kemudian ada alternative justice, 
kemudian diperbaiki lagi dengan 
transitional justice, danakhirnya 
digantikan oleh restorative justice.
Berdasarkan sejarah di beberapa 
negara, pelaksanaan Diversi pada 
awalnya gagal di Amerika, tetapi 
berhasil di Belanda, Denmark, Italia, 
Jerman, Perancis, pada tahun 
1969(Marlina, 2010:4) kemudian 
diperbaiki sistemnya yang akhirnya 
sukses di beberapa negara dalam 
penyelesaian tindak pidana tertentu 
dan pelaku-pelaku tertentu.
Meskipun tidak ada kesepakatan 
tentang pengertian keadilan restora- 
tif, namun mayoritas definisi 
berfokus pada proses yang melibat-
kan semua pihak yang berkepenti- 
ngan untuk menyelesaikan pelang-
garan hukum dan bertujuan memper-
baiki kerugian yang disebabkan oleh 
pelanggaran tersebut.  Hal ini 
terungkap dalam pernyataan berikut. 
There is no agreed definition of 
restorative justice processes. A 
number of definitions have been 
suggested, most of which focus on a 
process which involves all those 
affected by an offence and aims to 
repair the harm caused by the 
offending(Widodo 2014). Berdasar-
kan pemikiran tersebut dapat dipaha-
mi bahwa akar filsafat keadilan 
restoratif adalah konsepsi keadilan 
untuk semua (justice for all), yaitu 
pelibatan pelaku, korban, dan ma- 
syarakat berdasarkan musyawarah 
dalam rangka merestorasi keadaan 
secara manusiawi.
Secara teoretis, sistem peradilan 
pidana anak di Indonesia wajib 
mengutamakan kepentingan yang 
terbaik bagi anak dan berupaya me- 
ngurangi penyelesaian perkara anak 
di pengadilan pidana, dan jika 
terpaksa dipidana penjara, maka 
pidana tersebut hanya dilakukan 
sebagai upaya terakhir dan dalam 
waktu yang singkat. Hal ini dapat 
diketahui dari beberapa instrumen 
internasional, antara lain United 
Nations Standard Minimum Rules for 
the Administration of Juvenile 
Justice (Beijing Rules), United 
Nations Standard Minimum Rules for 
Non-Custodial Measures 1990 
(Tokyo Rules), United Nations 
Guidelines for the Prevention of 
Juvenile Delinquency (Riyadh 
Guidelines), dan United Nations 
Rules for the Protection of Juveniles 
Deprived of Their Liberty (1990). 
Menurut Wardaya dan Retnaningrum 
bahwa, kesadaran masyarakat bahwa 
anak-anak pelaku tindak pidana 
perlu diperlakukan khusus tidak 
sebagaimana orang dewasa baru 
disadari sejak penyelenggaraan 
peradilan anak kali pertama di 
Chicago pada 1889 (Wardaya dan 
Retnaningrum, 2011).
Urgensi pelaksaan diversi pada 
perkara anak didasari pada 
pemikiran berikut. Saat ini ada 
pergeseran filsafat pemidanaan dari 
awalnya yang bersifat restitutif 
(pembalasan) kemudian ditandingi 
menjadi teori prevensi (tujuan), 
kemudian muncul teori gabungan, 
(Widodo, 2009 :24) dan akhirnya 
berkembang pemikiran keadilan 
restoratif yang mengutamakan 
pemulihan. Pendekatan restoratif 
merupakan paradigma baru dalam 
pemidanaan yang berbeda dengan 
pendekatan keadilan retributif, baik 
konsep, orientasi, tujuan maupun 
mekanisme pencapaiannya.  Keadi- 
lan retributif lahir sebagai reaksi 
terhadap beberapa kelemahan pen- 
dekatan keadilan retributif. Resto- 
rative justice is different from the 
retributive and rehabilitation 
approaches in that it focuses prima- 
rily on the needs of the victim, not 
just the offender. It’s a powerful tool 
that can have very real, positive 
results(Marshal,2014).Pendekatan 
keadilan restoratif ini sangat positif 
dan berbeda dengan restribusi dan 
rehabilitasi yang hanya terbatas teru-
tama pada perlindungan korban, 
bukan pada pelaku.
Keadilan restoratif merupakan 
reaksi masyarakat global yang dapat 
digunakan sebagai pelengkap dari 
sistem peradilan pidana yang selama 
ini banyak yang menggunakan 
pendekatan keadilan tradisional.Hal 
ini dikemukakan oleh Mark S. Um- 
breit and Marilyn Peterson Armour 
bahwa, restorative justice is viewed 
as complementary to the criminal 
justice system because it attends to 
issues that the traditional system 
neglects. Regardless of the position 
taken, the vision of restorative justice 
is grounded in values that are reso-
nating with an increasingly broad 
range of individuals and communi-
ties throughout the world, presenting 
many opportunities for new and 
widened impact (Umbreit dan 
Armour,2004:82). Diversi adalah 
salah satu bentuk penyelesaian per- 
kara pidana dalam rangka penca- 
paian keadilan restoratif.  Bentuk 
lain- nya, misalnya rekonsiliasi 
antara pelaku dengan korban, konfe- 
rensi keluarga dan masyarakat, 
upaya perdamaian dalam ma- 
syarakat.  Hal ini selaras dengan 
pemikiran Strickland, bahwa
More specific technique associa- 
ted with restorative justice, 
include diversion, victim-offender 
reconciliation, victim impact 
panel, victim-offender statements, 
family or communiuty conferen- 
cing, community peace-making or 
centencing cyrcles, reintegrative 
shamming, and prisoneers assis-
tence program(Stickland, 2004 
:9).
Keadilan restoratif sebenarnya 
bukan merupakan budaya baru bagi 
bangsa Indonesia, namun karena 
dalam masa penjajahan hukum adat 
banyak ditinggalkan dan diganti 
dengan hukum barat, maka keadilan 
restoratif dimarginalkan. Setelah 
ketentuan ketentuan dan sistem 
hukum barat diragukan efektivitas 
dan efisiensinya dalam penyelesaian 
perkara pidana yang adil, banyak 
pihak mengintrodusi dan melak-
sanakan keadilan restoratif.  Dengan 
demikian, konsep keadilan restoratif 
bukan lahir lebih dahulu, tetapi 
sudah ada dan dilaksanakan di ma- 
syarakat kemudian ditinggalkan, dan 
saat ini digunakan lagi.   Buktinya, 
dalam hukum pidana Majapahit 
dikenal istilah “pati bajampi” yaitu 
sebagai uang pengganti obat yang 
diberikan kepada korban, rekonsi- 
lisasi antar-kepala adat yang ditandai 
dengan upaya adat di sejumlah 
wilayah Indonesia.
Pendoronglahirnya diversi pada 
perkara anak di Indonesia antara lain 
dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Terjadi labelisasi pada anak yang 
pernah diproses oleh penegak hu- 
kum berdasarkan hukum pidana 
anak.  Bahkan pada beberapa 
kasus, dalam LAPAS Anak terjadi 
prisonisasi (Widodo, 2012 : 21).
b. Pihak LAPAS Anak, LAPAS dan 
RUTAN Dewasa yang di dalam 
nya ada blok khusus Anak, belum 
semuanya mempunyai kemam-
puan yang memadai untuk pembi-
naan dan pembimbingan anak.Se-
lain itu, anak berisiko terkena 
“prisonisasi” di dalam lembaga 
tersebut.  Karena itu, perlu ada 
langkah meminimalisasi prisoni-
sasi dengan cara menghindarkan 
anak dari institusionalisasidi 
Rutan atau LAPAS.
c. Ada keinginan serius dari para 
pihak untuk mengurangi atau 
bahkan menghilangkan dampak 
negatif dari proses peradilan 
pidana bagi anak. Hal ini didasar-
kan pada data bahwa dalam tahap 
penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di pengadilan, hak- 
hak anak (pelaku) ada yang 
terlanggar, misalnya anak tidak 
dapat sekolah karena ditahan di 
RUTAN dan LAPAS.
d. Selama proses peradilan, pihak 
korban dan masyarakat belum 
mendapatkan restitusi (pemuli-
han) secara memadai sehingga 
putusan pengadilan sering diang-
gap belum mencerminkan keadi- 
lan bagi korban dan masyarakat.  
Hal ini terjadi karena keadilan 
sering ditafsirkan oleh orang 
sebagai keadilan terhadap pelaku 
saja, bukan pada korban dan ma- 
syarakat.
e. Beberapa putusan pengadilan 
kadang belum menunjukkan ke- 
berpihakan negara pada anak, 
anak korban, dan masyarakat.  
Mayoritas putusan pengadilan 
anak adalah penjatuhan pidana, 
dan jenisnya pidana penjara 
(Widodo, 2012:14).
f. Penegak hukum dan para pihak 
yang terkait belum terbiasa me- 
lakukan diversi pada anak yang 
berkonflik dengan hukum secara 
melembaga, bahkan budaya ma- 
syarakat menghendaki agar 
penyelesaian perkara anak lebih 
suka pengunaan jalur litigasi 
dibandingkan dengan jalur litiga- 
si. Beberapa anggota masyarakat 
bahkan sering menganggap diver-
si pada perkara anak yang dilaku-
kan oleh Polri merupakan upaya 
membela pihak tertentu (terutama 
membela pelaku), sehingga perlu 
ada klarifikasi yuridis.
g. Perlunya dasar hukum diversi 
yang jelas dalam peraturan perun-
dang-undangan (lex certa) yang 
dapat digunakan anak oleh polisi, 
jaksa, dan hakim agar tidak terjadi 
salah sangka dalam masyarakat. 
Sebelum ada UU Sistem 
Peradilan Anak, dasar hukum 
diversi di kepolisian adalah pada 
kebijakan diskresi (discretion) 
yang kemudian dituangkan dalam 
dasar hukum dari Kapolri untuk 
lingkungan Polri atau kesepaka-
tan-kesepakatan tertulis lain 
antar-penegak hukum atau antara 
Polri dengan Kementerian lain.  
Menakar Kemampuan Para Pe- 
mangku Kepentingan( Stake Hol- 
ders)dalam Melaksanakan Diversi 
Perkara  Anak Berdasarkan UU- 
SPPA.
Sejak diterbitkan UU-SPPA, pada 
semua tingkatan proses peradilan 
pidana (penyidikan, penuntutan, 
pemeriksanaan di pengadilan), terbu-
ka peluang polisi, jaksa, dan hakim 
untuk melakukan diversi.  Bahkan, 
sebelum ada putusan Mahkamah 
Konstitusi tahun 2013, diversi me- 
rupakan langkah wajib yang 
bersanksi pidana bagi polisi, jaksa, 
hakim sebelum menerapkan ketentu-
an hukum acara pidana.  Saat ini 
meskipun polisi, jaksa, dan hakim 
tidak melakukan diversi tidak dapat 
dipidana. Ketentuan diversi tersebut 
memberi harapan positif  bagi 
pencari keadilan dan penegak hukum 
untuk melaksanakan penyelesaian 
perkara tindak pidana anak sesuai 
dengan karakteristik anak tanpa 
mengabaikan kepentingan korban 
dan masyarakat. 
Dengan demikian, dalam pena- 
nganan anak yang berkonflik dengan 
hukum, diversi dalam perkara anak 
dilakukan oleh Polisi, Jaksa, dan 
Hakim sesuai dengan kewenangan- 
nya dalam acara pidana.  Jika diversi 
gagal maka proses peradilan pidana 
dalam maing-masing tingkatan akan 
diberlakukan dengan puncak proses 
berupa putusan pengadilan. 
Sebelum proses polisi, jaksa, dan 
hakim melakukan diversi, harus 
dipastikan dahulu bahwa persyaratan 
perkara yang dapat didiversi 
memenuhi persyaratan objektif dan 
subjektif sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7 ayat (2).  Persyaratan objek-
tif, yaitu bahwa perkara tindak 
pidana yang akan diproses Diversi 
adalah pelaku tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara di 
bawah 7 (tujuh) tahun.  Persyaratan 
subjektif adalah anak tersebut bukan 
merupakan melakukan pengulangan 
tindak pidana.Dalam UU-SPPA 
tersebut dijalelaskan tentang penger-
tian pengulangan tindak pidana, 
bahwa pengulangan tindak pidana 
dalam ketentuan ini merupakan 
tindak pidana yang dilakukan oleh 
Anak, baik tindak pidana sejenis 
maupun tidak sejenis, termasuk 
tindak pidana yang diselesaikan 
melalui Diversi.
Dalam penjelasan tersebut tidak 
ada jangka waktunya berapa lama 
antara tindak pertama yang pertama 
dengan yang kedua atau selanjutnya. 
Karena itu, UU-SPPA merupakan 
kekhususan dalam hukum pidana 
sehingga dapat menyimpangi keten-
tuan KUHP tentang jangka waktu 
agar dapat dikategorikan melakukan 
pengulangan tindak pidana. Jika 
persyaratan tersebut dipenuhi, maka 
Polisi, Jaksa dan Hakim wajib 
melakukan Diversi. Jika diversi 
sudah dicapai, maka hasil kesepaka-
tan dijadikan dasar Penetapan Ketua 
Pengadilan.
Dalam melaksanakan Diversi, 
penegak hukum wajib menggunakan 
asas sebagaimana diatur dalam Pasal 
2, yaitu pelindungan; keadilan; 
nondiskriminasi; kepentingan ter- 
baik bagi Anak; penghargaan terha-
dap pendapat Anak; kelangsungan 
hidup dan tumbuh kembang Anak; 
pembinaan dan pembimbingan 
Anak; proporsional;  perampasan 
kemerdekaan dan pemidanaan se- 
bagai upaya terakhir; dan penghinda-
ran pembalasan. 
Diversi oleh Hakim Anak di 
Pengadilan Negeri dapat dilakukan 
di ruang mediasi (Pasal 52 ayat (4)).-
Proses Diversi dilakukan dengan 
teknik musyawarah (Pasal 8 ayat 
(1)).Pihak yang wajib dilibatkan 
dalam Diversi adalah Anak dan 
orang tua/walinya, korban dan/atau 
orang tua/Walinya, Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial 
Profesional (Pasal 8 ayat (1)).Selain 
itu dapat pula ditambah dengan 
Tenaga Kesejahteraan Sosial, 
dan/atau masyarakat (ayat (2)). Para 
pihak yang bersengketa dapat 
diwakili oleh kuasanya dengan surat 
kuasa khusus, baik oleh advokat 
maupun orang lain yang dipercaya. 
Pihak ketiga di yang ditentukan oleh 
UU dapat turut serta dan mengga-
bungkan diri dalam proses musya- 
warah, apabila terdapat unsur 
kepentingan yang terkait dan keturut 
sertaannya disepakati oleh pihak 
pelaku dan korban serta disetujui 
oleh Hakim yang memimpin musya- 
warah.
Berdasarkan Pasal 9, ditentukan 
bahwa Penyidik, Penuntut Umum, 
dan Hakim dalam melakukan Diversi 
harus mempertimbangkan: a).kate-
gori tindak pidana; b)  umur Anak; c) 
hasil penelitian kemasyarakatan dari 
Bapas; dan d) dukungan lingkungan 
keluarga dan masyarakat. Kesepaka-
tan Diversi tersebut harus mendapat-
kan persetujuan korban dan/atau 
keluarga Anak Korban serta kese-
diaan Anak dan keluarganya, kecuali 
untuk: a)  tindak pidana yang berupa 
pelanggaran;  b) tindak pidana 
ringan; c) tindak pidana tanpa 
korban; atau d) nilai kerugian korban 
tidak lebih dari nilai upah minimum 
provinsi setempat.
Hasil kesepakatan Diversi dapat 
berbentuk, antara lain: a)  perda-
maian dengan atau tanpa ganti keru-
gian; b)  penyerahan kembali kepada 
orang tua/Wali;  c)  keikutsertaan 
dalam pendidikan atau pelatihan di 
lembaga pendidikan atau LPKS 
paling lama 3 (tiga) bulan; atau d)  
pelayanan masyarakat.  Khusus di- 
versi terhadap pelaku a)  tindak 
pidana yang berupa pelanggaran;  b) 
tindak pidana ringan; c) tindak 
pidana tanpa korban; atau d) nilai 
kerugian korban tidak lebih dari nilai 
upah minimum provinsi setempat-
dapat dilakukan oleh penyidik bersa-
ma pelaku dan/atau keluarganya, 
Pembimbing Kemasyarakatan, serta 
dapat melibatkan tokoh masyarakat.
Diversiyangdilakukan oleh Pe- 
nyidik atas rekomendasi Pembimb-
ing Kemasyarakatan dapat berben-
tuk: a) pengembalian kerugian dalam 
hal ada korban; b) rehabilitasi medis 
dan psikososial; c) penyerahan kem-
bali kepada orang tua/Wali;  d) keikut 
sertaan dalam pendidikan atau pelati-
han di lembaga pendidikan atau 
LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; 
atau e) pelayanan masyarakat paling 
lama 3 (tiga) bulan.
Selama proses Diversi berlang- 
sung sampai dengan kesepakatan 
Diversi dilaksanakan, Pembimbing 
Kemasyarakatan wajib melakukan 
pendampingan, pembimbingan, dan 
pengawasan (Pasal 14 ayat (2)). 
Kesepakatan Diversi wajib dilak-
sanakan paling lama 30 (tiga puluh) 
hari (Pasal 52 ayat (3)).Jika  Diversi 
sudah dilaksanakan dalam jangka 
waktu tersebut maka proses perkara 
tindak pidana tidak dilanjutkan ke 
tahapan persidangan. Pelaku tindak 
pidana dan pihak-pihak terkait akan 
mendapatkan penetapan dari Ketua 
Pengadilan Negeri yang isinya me- 
netapkan bahwa perkara tindak 
pidana anak sudah diselesaikan 
melalui Diversi dan sudah mempu-
nyai kekuatan hukum tetap.Penga-
wasan atas proses Diversi dan pelak-
sanaan kesepakatan yang dihasilkan 
berada pada atasan langsung pejabat 
yang bertanggung jawab di setiap 
tingkat pemeriksaan (Pasal 14 ayat 
(1).
Berdasarkan hasil studi di ma- 
syarakat di Indonesia,  ada beberapa 
hasil penelitian yang dapat dijadikan 
alasan empiris mengapa diversi perlu 
dilakukan, dan prosesnya harus 
cermat agar tercapai keadilan 
restoratif.  
Meskipun banyak kelebihan dan 
manfaatnya bagi anak, pelaksanaan 
diversi ternyata ini banyak mengha-
dapi hambatan. Studi yang pernah 
dilakukan di wilayah Banyumas, 
Purbalingga, Banjarnegara, Kebu-
men, dan Cilacap menunjukkan 
bahwa tidak semua korban atau kelu-
arga korban bersedia menerima cara 
penyelesaian tindak pidana melalui 
diversi. Alasannya: keinginan untuk 
membuat pelaku “kapok” jika dima-
sukkan dalam penjara; kejahatan 
yang dilakukan oleh pelaku adalah 
kejahatan yang diancam dengan 
pidana yang berat; penegak hukum 
kurang mendukung upaya perda-
maian; tidak ada petunjuk pelaksa-
naan maupun petunjuk teknis bagi 
aparat penegak hukum untuk 
mengimplementasi cara penyele- 
saian non-litigasi(Wardaya dan Ret- 
naningrum, 2008 :59). Hasil peneli-
tian ini sama dengan hasil penelitian 
Subekhan, bahwa penyelesaian per- 
kara pidana yang dilakukan oleh 
anak dengan menggunakan pendeka-
tan restorative Justice belum terlak-
sana secara optimal, karena belum 
adanya aturan hukum sebagai 
landasan penyelesaian model ini; 
perubahan masyarakat dari gemein-
schaft ke arah gesselschaft ber- 
dampak pada sulitnya rnengharapkan 
partisipasi masyarakat dalam 
penyelesaian yang bersifat restorasi; 
dan konsep restorative justice yang 
tidak melembagakan proses penyele-
saiannya berdampak pada hasil yang 
dicapai dalam penyelesaian restorasi 
tidak memberikan kepastian hukum 
bagi anak, korban dan masyarakat 
(Subkhan, 2008:i ) Penelitian-peneli-
tian di atas dilakukan atas kebijakan 
Diversi yang dilakukan oleh Polri 
berdasarkan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.
Selama proses peradilan pidana di 
Indonesia, mayoritas anak ditahan di 
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Rumah Tahanan atau Lembaga 
Pemasyarakatan selama 2-3 bulan.  
Jumlah terdakwa yang dijatuhi 
pidana penjara sekitar 90%. Pembi-
naan anak di di LAPAS kurang opti-
mal karena masa pidananya singkat. 
Proses peradilan tersebut tidak mem-
berikan rasa keadilan bagi anak. 
Secara normatif, sistem hukum di 
Indonesia belum ramah anak dan 
sistem kesejahteraan belum terinte-
grasi. Struktur dan aparatur penegak 
hukum juga belum ada persamaan 
persepsi terhadap penanganan anak 
nakal sehingga perlu peningkatan 
kapasitas sumberdaya manusia. 
Begitu juga ketersediaan sarana dan 
prasarana masih harus ditingkatkan.  
Pandangan dan perilaku masyarakat 
ternyata banyak yang masih memak-
nai pidana sebagai tindakan yang 
harus bersifat punitif dan retributif 
(Apong Herlina, 2015).
Selama dalam masa proses 
peradilan pidana, beberapa studi 
menunjukkan bahwa mereka men- 
dapat perlakuan yang buruk bahkan 
kadang-kadang lebih buruk dari 
perlakuan terhadap orang dewasa 
pada suatu situasi yang sama. 
Perlakuan buruk ini tidak hanya 
terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) 
atau Lembaga Pemasyarakatan 
(Lapas) namun tindak kekerasan 
terhadap mereka sering dialami sejak 
berada di kantor polisi yang berupa 
tamparan, tendangan, bahkan 
kadang-kadang pelecehan seksual. 
Penyidikan di kantor polisi ini sebe-
narnya dalam rangkapenyusunan 
Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 
Namun, kekerasan sering menjadi 
bagian dari upaya untuk memperoleh 
pengakuan. Bentuk kekerasan lain 
berupa tindakan memaksa anak 
untuk membersihkan kantor polisi 
dan mobil patroli. Rutan atau Lapas 
juga memberikan pengaruh buruk 
terhadap anak-anak di samping hak 
mendapat pendidikan baginya 
terabaikan (Lily, 2014). Studi pada 
tahun 2006, bahwa 96% kasus anak 
yang diajukan ke pengadilan menga-
kibatkan tindankan pasa berupa 
penahanan, 60% pidana yang 
dijatuhkan lebih dari satu tahun, dan 
hanya sedikit atau bahkan tidak ada 
bantuan hukum (RingkasanKajian, 
Oktober, 2012 http://www.unicef. 
org, 2014).
Berdasarkan Penelitian di Kota 
Makassar, Makmur, Hakim Anak 
Pengadilan Negeri Makassar, perka-
ra anak sebenarnya sangat kental 
nuansa keadilan restoratif.Justru 
keadilan restoratif tersebut lahir dari 
Pembimbing Kemasyaratan, tetapi 
ternyata hampir tidak pernah ada 
petugas BAPAS yang merekomen-
dasikan agar anak tersebut tidak 
dijatuhi pidana. Namun sebaliknya, 
Husni Guna, Kepala Seksi Bimbi- 
ngan Klien Anak Balai Pema- 
syarakatan Kelas I Makassar menya-
takan bahwa BAPAS tidak pernah 
merekomendasikan sanksi pidana 
pada anak, dan pembinaan anak 
dalam LAPAS merupakan upaya 
terakhir jika upaya lainnya gagal 
dilakukan ( Adiguna dkk, 2014). 
Berdasarkan penelitian Hafad, ma- 
yoritas hasil PK di Kota Malang 
menggunakan bahasa “klise” dan 
mayoritas merekomendasikan agar 
anak dijatuhi pidana atau tindakan 
seadil-adilnya.  Kalau tidak dengan 
“bahasa klise” tersebut, banyak hasil 
penelitian kemasyarakatan mere-
komendasikan agar hakim menjatuh-
kan sanksi paling adil (Hafad, 2004 : 
78). Namun demikian, yang 
mengembirakan, di BAPAS Suraba-
ya, Pembimbing Kemasyarakatan 
seringkali merekomendasikan agar 
anak di bina di luar LAPAS disertai 
dengan kesanggupan pihak-pihak 
tertentu yang siap menampung anak 
nakal, dan hakim memenuhi saran 
tersebut (Widodo, 2012 : 25).
Jika anak di masukkan ke LAPAS 
(pada saat berlakunya UU-SPPA 
disebut LPKA), anak-anak di LPKA 
ternyata mayoritas hanya dibina 
secara umum (tidak memperhatikan 
kebutuhan dan kompetensi anak) dan 
proses belum tampak adanya model 
pembinaan yang bersifat individual 
(individual treatment model), maka 
dampaknya akan makin buruk bagi 
anak.  Selama ini anak (apapun 
tindak pidana yang dilakukan) yang 
ada di LAPAS Anak maupun di suatu 
blok (di LAPAS Dewasa) sehingga 
pada siang hari dapat berinteraksi 
dan saling bergaul sehingga memung 
kinkan saling “belajar kejahatan.”  
Akibatnya, dalam LAPAS terjadi 
prisonisasi, meskipun anak tidak 
selalu menjadi residivis (penjahat 
kambuhan).  Jika anak dimasukkan 
ke LPKA atau LPKS yang tidak 
tertata model pembinaannya, 
dampak positif bagi anak dan ma- 
syarakat memang banyak, namun 
dampak negatif bagi anak cukup 
dominan (Widodo, 2012 : 25).
Berkaitan dengan diversi yang 
berjalan selama ini, pandangan nega-
tif masyarakat terhadap penegak 
hukum juga mempunyai pengaruh 
besar terhadap penerapan diversi.Hal 
ini diungkapkan oleh Wahyudi 
(Penyidik Pembantu PPA) bahwa 
ketika pihak-pihak didamaikan, ma- 
syarakat beranggapan bahwa penyi- 
dik membela dan dibayar oleh pihak 
pelaku tindak pidana sehingga 
pelaku tidak diproses secara 
pidana.Padahal Polisi melakukan 
upaya damai (diversi) untuk kepen- 
tingan terbaik bagi anak.Hal serupa 
juga diungkapkan oleh Andi Armasa-
ri (Jaksa Fungsional Kejaksaan 
Negeri Makassar) bahwa penilaian 
negatif dari masyarakat jika mereka 
didamaikan, atau jaksa membuat 
tuntutan ringan anak pelaku tindak 
pidana. Kejaksaan dianggap pihak 
yang tidak bertanggung jawab, 
bahkan dituduh dibayar oleh pelaku, 
atau ada hubungan keluarga antara 
jaksa dengan pelaku.  Menurut Iswa-
hyu Widodo (Hakim Anak di Penga-
dilan Negeri Makassar), umumnya, 
kendala untuk mendamaikan para 
pihak adalah korban sudah menjadi 
korban berkali-kali, meskipun pela- 
kunya bukan orang yang sama (Adi-
guna dkk., 2014).
Berdasarkan hasil penelitian di 
atas dapat dihami beberapa hal beri-
kut.  Dalam perspektif substansi 
hukum, petunjuk teknis pelaksanaan 
diversi belum semuanya lengkap.  
Hal ini dapat diatasi dengan cara 
membuat Peraturan Pemerintah (PP) 
tentang diversi sebagaimana diatur 
dalam Pasal 15. Ketentuan Peraturan 
Pemerintah yang ditindaklanjuti 
dengan peraturan yang lebih rendah 
tingkatannya juga penting mengingat 
ada beberapa norma dalam UU-SP-
PA yang multi tafsir, antara lain:
a. Siapa saja yang wajib hadir dalam 
diversi di setiap tingkatan, dan 
bagimana jika diantara mereka 
tidak hadir, akankah menjadikan 
diversi batal demi hukum atau 
dapat dibatalkan. Dalam UU 
tersebut ada kata “wajib”, sehing-
ga secara terminologis dapat 
ditafsirkan “bisa”, bukan wajib.  
Bagaimana jika para pihak yang 
disebutkan dalam 8 ayat (1) ada 
yang tidak hadir apakah jika ada 
diversi kemudian diversinya 
dianggap batal demi hukum atau 
bagaimana.  Apa sanksi bagi 
pihak yang diundang penegak 
hukum dalam diversi kemudian 
tidak hadir?
b. Tidak ada norma yang mengatur 
cara diversi jika proses mengala-
mi jalan buntu (deadlock) dalam 
musyawarah. Apakah diversi ter- 
sebut langsung dianggap gagal 
atau ada alternatif lain, misalnya 
dengan pungutan suara. Namun 
bagaimana penentuan keberhasi-
lannya, dan bagaimana persentase 
suara dari masing-masing pihak. 
Bagaimana ketentuan musyawa- 
rah yang berhasil dalam diversi, 
apakah semua pihak harus setuju 
dengan kesepakatan, atau jika ada 
yang tidak setuju diversi pihak-pi-
hak tertentu sengaja meng-
gagalkan diversi dengan tujuan 
agar anak dimasukkan ke proses 
peradilan pidana.
c. Tidak ada ketentuan tentang 
pengertian masyarakat (dalam 
ketentuan melibatkan “tokoh 
masyarakat” dalam Pasal 10 ayat 
(1), apakah masyarakat sekitar 
tempat tindak pidana terjadi, atau 
masyarakat tempat pelaku bera- 
sal, atau masyarakat tempat 
korban berasal, atau masyarakat 
merupakan orang-orang yang 
memahami tentang karakteristik 
pelaku (misalnya orang yang 
meneliti tentang tingkah laku 
yang dilakukan pelaku,a atau 
orang yang pernah melakukan 
tingkah laku yang sama dengan 
pelaku) atau korban  (misalnya 
orang yang meneliti tentang 
eksistensi korban atau orang yang 
pernah menjadi korban dalam 
tindak pidana yang sama).
d. Tidak ada ketentuan limitatif 
tentang bentuk hasil kesepakatan. 
Dalam Pasal 11 hanya diatur 
“antara lain”. Apakah boleh ada 
bentuk lain selain yang diatur 
dalam Pasal 11.  
Meskipun ada beberapa kelema- 
han, banyak juga keunggulan norma-
tif dalam UU-SPPA antara lain 
sebagai berikut.
a. Memberikan peluang pada anak, 
korban dan masyarakat untuk 
melakukan diversi dalam rangka 
memulihkan keadaan, tanpa meli-
batkan anak dalam proses per- 
adilan pidana.
b. Menggunakan Paradigma keadi- 
lan restoratif, yang tercermin 
dalam diversi maupun sistem 
peradilan pidana (sampai dengan 
pembimbingan klien oleh 
BAPAS).
c. Memuat banyak jenis pidana dan 
tindakan yang memungkinkan 
hakim menjatuhkan jenis dan 
beratnya sanksi sesuai dengan 
pendekatan keadilan restoratif.
d. Mengatur kerangka penannagan 
anak yang berkonflik dengan 
hukum, mulai dari diversi sampai 
pada pengawasan dan pembim- 
bingan sehingga menjamin kepas-
tian hukum dan dapat digunakan 
sebagai dasar pembuatan peta 
jalan (roadmap) dalam pencipta-
an keadilan restoratif.
e. Pelibatan banyak lembaga peme- 
rintah, lembaga kemasyarakatan, 
ahli, dan individu dalam sistem 
peradilan pidana.
Berkaitan dengan pelaksanaan 
diversi, ada beberapa permasalahan 
yang perlu mendapat pemecahan, 
secara yuridis maupun praktis antara 
lain sebagai berikut.
a. Belum ada Peraturan pemerintah 
tentang Diversi, padahal UU-SP-
PA dilaksanakan tanggal 1 Juli 
2014.  Jika tidak ada PP, maka 
para penegak hukum akan meng-
gunakan peraturan yang ada.  
Apakah peraturan yang ada sudah 
mencerminkan filosofi UU-SP-
PA.
b. Apakah catatan hasil diversi 
bersifat online dan terintegrasi 
antara kepolisian, kejaksaan, dan 
pengadilan? Jika tidak, bagaima-
na jika rekam jejak anak tidak 
terekam maka memungkinkan 
seorang anak di-diversi lebih dari 
1 (satu) kali.
c. Apakah BAPAS mampu melak-
sanakan tugas membuat Peneli-
tian Kemasyarakatan dan menga-
wasan proses pelaksanaan diver-
si.Pasal  28 mengatur bahwa Hasil 
Penelitian Kemasyarakatan wajib 
diserahkan oleh Bapas kepada 
Penyidik dalam waktu paling 
lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh 
empat) jam setelah permintaan 
penyidik diterima.  Padahal, 
jumlah Pembimbing Kema- 
syarakatan sangat sedikit, namun 
wilayah kerjanya antara 5 sampai 
7 kabupaten kota.  Misalnya 
BAPAS Jember (yang wilayahnya 
meliputi Jember, Banyuwangi, 
Bondowoso, Situbondo, dan 
sebagian Lumajang) hanya memi-
liki 11 orang pegawai.  Jumlah 
Pembimbing Kemasyarakatan 
Anak hanya 3 orang. Sarana 
transportasi milik BAPAS ada 
sangat kurang (Widodo, 2012: 
235).
d. Mampukan Bapas melakukan 
pengawasan, pembinaan, pem-
bimbingan secara profesional 
terhadap anak yang didiversi dan 
berada di luar LPKS? Jika tidak 
diawasi, bisa bertambah nakal.  
Jika tidak diawasai, anak tidak 
mendapatkan perlindungan 
hukum agar tidak mengulangi 
tindak pidana, karena tidak ada 
pendampingan atau bimbingan 
yang memadai ke arah tingkah 
laku yang baik. Bukankah anak 
yang didiversi sesungguhnya 
adalah anak yang melakukan 
tindak pidana (hanya saja tidak 
diputus oleh pengadilan, tetapi 
hanya ditetapkan oleh pengadilan 
sebagai pelaku tindak pidana 
pertama).
e. Sudah siapkah semua penegak 
hukum (termasuk advokat) dan 
pihak-pihak terkait melakukan 
musyawarah dalam rangka diver-
si, padahal proses tersebut mem-
butuhkan banyak pengetahuan 
dan keterampilan.
Berkaitan dengan permasalahan 
tersebut, para pihak harus melakukan 
beberapa langkah berikut agar diver-
si dan sistem peradilan pidana dapat 
terlaksana dan dapat mencapai 
tujuan berupa keadilan restoratif. 
a. Dalam Subtansi hukum, pemerin-
tah harus segera menerbitkan 
Peraturan Pemerintah tentang 
diversi sebagaimana diatur dalam 
Pasal 15. Setelah ada PP, maka 
pihak-pihak penegak hukum dan 
pemangku kepentingan lain (mi- 
salnya kementerian terkait) me- 
nerbitkan petunjuk pelaksanaan 
dan petunjuk teknis agar dapat 
digunakan sebagai pemandu 
diversi.  Untuk menguatkan pro- 
ses diversi, maka diperlukan pem-
buatan (atau peninjauan) nota 
kesepahaman “payung” yang 
ditindaklanjuti dengan perjanjian 
kerjasama antar-instansi.
b. Penegak Hukum dan pemangku 
kepentingan wajib melaksanakan 
sejumlah langkah, antara lain 
sebagai berikut.
1) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, advokat agar dapat 
melakukan diversi pada anak, 
karena anak mempunyai 
karakter khusus, begitu pula 
korban dan masyarakat juga 
mempunyai karakter unik. 
2) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, dan advokatagar dapat 
melakukan proses peradilan 
pidana pada anak, karena anak 
mempunyai karakter khusus 
yang harus diperhatikan, baik 
anak pelaku, anak korban, 
maupun anak saksi.  
3) Kualitas dan kuantitas Peker-
ja Sosial Profesional dan Te- 
naga Kesejahteraan Sosial 
juga perlu ditingkatkan dalam 
penanganan anak yang ber- 
konflik dengan hukum.
4) Peningkatan kemampuan 
calon petugas LPKS (sebagai 
tempat pembinaaan anak yang 
dijatuhi pidana), LPKA (tem-
pat anak yang di-diversi 
berupa pengikutsertaan dalam 
lembaga), LPAS (sebagai 
tempat penahanan anak 
semesntara), petugas pema- 
syarakatan di Blok Anak pada 
LAPAS Dewasa.
5) Peningkatan kemampuan 
pembimbing kemasyarakatan 
(dari BAPAS) dalam membuat 
Penelitian Kemasyarakatan 
(Litmas) agar lebih cepat, 
akurat, dan berkualitas (me- 
muat analisis yang proporsio- 
nal dari sisi sosiologi, psikolo-
gi, penologi, dan “ilmu ting-
kah laku” lainnya), dan 
melakukan pendampingan, 
pembimbingan, dan penga-
wasan proses diversi, dan 
pelaksanaan diversi (baik di 
dalam LPKS maupun di ma- 
syarakat). BAPAS harus mem-
berikan rekomendasi (Pasal 10 
ayat (2), pendampingan, pem-
bimbingan, dan pengawasan 
terhadap anak selama proses 
dan pelaksanaan diversi (Pasal 
14 ayat (2), laporan kegagalan 
diversi (Pasal 14 ayat (3).  
Waktu pembuatan litmas 
sangat singkat yaitu hanya 3 
hari.**
Para penegak hukum dan 
pemangku kepentingan perlu 
mendapatkan pendidikan dan pelai-
han atau bahkan pendidikan khusus 
secara bertahap dan terus-menerus 
dan masing-masing memperoleh 
sertifikat agar memenuhi standar 
minimal yang dibutuhkan pencapa-
ian keadilan restoratif.  Hal ini sama 
dengan apa yang dikemukakan 
Jonson bahwa ... facilitator style and 
role, certification, training requir-
ment’s, professional standards and 
othe issues will continue to add 
spince to the stew of co-creation ad 
individuality in the field many years 
to come (Daniel van Ness, 2007 
:223).
c. Masyarakat perlu ditingkatkan 
kepeduliannya dalam menyele-
saikan tindak pidana anak.  Pan-
dangan masyarakat terhadap 
keadilan restoratif juga perlu 
diperbaiki agar tidak ada prasang-
ka. Langkah yang dapat dilaku-
kan oleh pemerintah bersama 
pemangku kepentingan antara 
lain sebagai berikut.
1) Sosialisasi UU kepada ma- 
syarakat, terutama masyarakat 
yang rentan sebagai pelaku 
maupun korban tindak pidana 
anak.
2) Membudayakan pemikiran 
“positif” anggota masyarakat 
terhadap proses diversi di 
semua tingkatan pradilan 
pidana.  Memberikan pemaha-
man yang komprehensif terha-
dap keadilan restoratif yang 
dicapai melalui proses 
peradilan pidana.
3) Meningkatkan komitmen 
masyarakat dan pemerhati 
untuk selalu mengutamakan 
penyelesaian tindak pidana 
anak yang sesuai dengan kebu-
tuhan anak.
d. Sarana dan prasarana(termasuk 
kurikulum) sangat perlu diada-
kan, ditambah atau ditata ulang, 
antara lain sebagai berikut. 
1) Penyediaan ruangan khusus 
di Kepolisian, Kejaksaan, dan 
Pengadilan, penganggaran, 
fasilitas pendukung, data 
online yang terintegrasi (agar 
pelaporan, pendataan, pendo-
kumentasian (pengarsipan) 
data diversi mudah, cepat, dan 
murah). Hal inisangat penting 
dalam keadministrasian, 
apalagi di wilayah luar pulau 
Jawa yang geografisnya varia-
tif, dan modal tranportasinya 
terbatas).
2) Pembentukan LPKS, LPAS, 
LPKA.
3) Peninjauaan dan pembentu-
kan model pembinaan di 
LPKS, LPKA berserta kuriku-
lum, termasuk penyediaan 
fasilitas pendukungnya.
Pendidikan, Pembinaan, Pen-
dampingan dan  Pengawasan  Ter-
hadap  Anak yang Di-diversi 
Maupun yang Dijatuhi Pidana 
Atau Tindakan  Oleh Pengadilan
Sampai saat ini di LAPAS Anak 
atau LAPAS Dewasa Indonesia 
belum ada model yang sistemik 
tentang pendidikan, pembinaan, 
pendampingan, dan pengawasan 
khusus terhadap anak yang didasar-
kan pada asas individualisasi pembi-
naan (baik pembimbingan mental 
dan kerohanian maupun pembimbi- 
ngan/latihan kerja), dan asas kepen- 
tingan terbaik bagi anak. Penga-
wasan yang dilakukan oleh BAPAS 
terhadap anak yang dijatuhi pidana 
maupun tindakan juga kurang opti-
mal. Kepedulian masyarakat dan 
organisasi kemasyarakatan terhadap 
anak yang melakukan tindak pidana 
juga belum optimal.  Berdasarkan 
fakta tersebut, maka pola penga-
wasan dapat dilakukan oleh para 
pihak sebagai berikut.
a. Anak yang didiversi sudah me- 
ngalami masalah kelakuan, 
karena itu pembinaannya dapat 
dilakukan oleh bagian Bimbingan 
dan Konseling (jika sekolah), 
pimpinan lembaga pendidikan 
non-formal (jika menempun 
pendidikan non formal), orang tua 
atau wali atau perorangan lain 
(jika dikembalikan ke orang 
tua/wali atau diserahkan kepada 
perorangan), kepala organisasi 
kemasyarakatan (jika diserahkan 
ke organisasi kemasyarakatan), 
kepala desa/lurah (jika tidak ada 
pembina).
b. Anak yang dimasukkan ke LPKS, 
LPKA dibimbing oleh petugas 
khusus yang ada dalam lembaga 
tersebut.
c. Pembimbing Kemasyarakatan di 
BAPAS, sesuai dengan bidang 
tugasnya.
Namun, para pembina dan petu-
gas, pengawas tersebut harus dibuat-
kan pola atau model atau sistem yang 
dapat dipedomani berdasarka Pera-
turan Pememrintah (PP) dan peratu- 
ran menteri atau lembaga pemerintah 
yang terkait dengan penanganan 
anak yang berkonflik dengan hukum 
(pelaku), dan anak yang berhadapan 
dengan hukum (anak saksi dan anak 
korban).  Khusus pada anak pelaku, 
pembentukan model pendidikan, 
pembinaan, pendampingan tersebut 
harus didasarkan ada karakteristik 
unik dari masing-masing anak, 
sehingga harus mengutamakan 
model individualisasi pembinaan dan 
berbasis pada kebutuhan anak. 
Karena itu, pemerintah perlu mem-
buat model khusus tentang penga-
wasan, pembinaan, dan pendampin-
gan anak yang berkonflik dengan 
hukum, baik di-diversi maupun 
dijatuhi pidana (straf)atau tinda-
kan(maatregels).
Simpulan
1. Diversi pada perkara anak perlu 
dilakukan oleh penegak hukum 
secara terukur dan legal berdasar-
kan UU Sistem Peradilan Anak 
dalam rangka melindungi anak, 
anak korban dan kepentingan 
masyarakat secara proporsional.  
2. Kelemahan pelaksanaan peradilan 
pidana anak, kekurangmampuan 
LAPAS, LAPAS Anak, dan 
Organisasi Kemasyarakatan da- 
lam membina anak yang berkon- 
flik dengan hukum selama ini 
memicu lahirnya diversi.  Keber-
hasilan diversi pada anak di 
beberapa negara menjadi sema- 
ngat tersendiri bagi pembuat UU 
untuk membentuk lembaga diver-
si secara legal. 
3. Konsekuensi dari diversi pada 
anak, para pihak yang terlibat 
dalam proses dan pasca-diversi 
wajib menjamin kepentingan 
terbaik bagi anak dan korban.  
Karena itu, pendidikan, pembi-
naan, pendampingan dan penga-
wasan anak yang berkonflik 
dengan hukum (baik yang disele-
saikan dengan diversi maupun 
yang diadili melalui sistem 
peradilan pidana) wajib dilak-
sanakan secara sistemik berdasar-
kan asas kepentingan terbaik bagi 
anak tanpa mengabaikan kepen- 
tingan korban dan masyarakat.
4. Konsekuensi yuridisnya,Peratu- 
ran Pemerintah Republik Indone-
sia  Nomor 65 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pelaksanaan 
Diversi dan Penanganan Anak 
yang Belum Berumur 12 (Dua 
Belas) Tahun perlu ditindaklanjuti 
dengan peraturan internal di 
kalangan Polri, BAPAS, dan 
instansi terkait sebagai standar 
prosedur operasional di lembaga 
yang terlibat dalam proses diver-
si, termasuk lembaga pelaksana 
dan pengawas putusan diversi 
dalam rangka impementasi kebi-
jakan diversi anak di Indonesia.
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Pendahuluan
Anak sebagai mahkluk Tuhan 
Yang Maha Esa memiliki hak asasi 
atau hak dasar sejak dilahirkan, yaitu 
jaminan untuk tumbuh kembang 
secara utuh baik fisik, mental 
maupun sosial, dan berakhlak mulia. 
Oleh karena itu, perlu dilakukan 
upaya perlindungan serta mewujud-
kan kesejahteraannya dengan mem-
berikan jaminan terhadap pemenu-
han hak-haknya sehingga tidak ada 
manusia atau pihak lain yang dapat 
merampas hak-hak anak tersebut.
Di bidang ketenagakerjaan dan 
perlindungan hak anak, Indonesia 
telah rnempunyai seperangkat pera-
turan perundang-undangan untuk 
menjamin hak-hak anak dan mengu-
rangi dampak bekerja bagi anak yang 
antara lain, ratifikasi konvensi ILO 
Nomor 138 menjadi Undang - 
undang Nomor 20 tahun 1999 
tentang Usia Minimum Untuk Diper-
bolehkan Bekerja, ratifikasi konven-
si ILO Nomor 182 menjadi Undang - 
undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang 
Pelanggaran dan Tindakan Segera 
Penghapusan Bentuk-Bentuk Peker-
jaan Terburuk Untuk Anak, Undang 
– undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, Keputu-
san Presiden Nomor 59 Tahun 2002 
tentang Rencana Aksi Nasional 
(RAN) Penghapusan Bentuk-Bentuk 
Terburuk Pekerjaan Bagi Anak dan 
Undang – undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan.
Berdasarkan Satuan Kerja Nasio- 
nal (Sakernas) tahun 2003, persen-
tase anak yang bekerja sekitar 5,6% 
dari jumlah anak usia 10-¬14 tahun 
dan sebagian besar dari mereka 
(73,1%) bekerja lebih dari 35 jam/ 
minggu, dan sebesar 72% bekerja di 
sektor pertanian. Dari segi hak anak, 
yang sangat memprihatinkan adalah 
anak-anak yang bekerja umumnya 
berada dalam posisi rentan untuk 
diperlakukan salah, termasuk dieks- 
ploitasi oleh orang lain khususnya 
oleh orang dewasa atau suatu sistem 
yang memperoleh keuntungan dari 
tenaga anak (Suyanto, 2004 : 9). 
Berbagai studi dan pengamatan 
menunjukkan bahwa pekerja anak 
umumnya sangat rentan terhadap 
eksploitasi ekonomi. Di sektor 
industri formal, mereka umumnya 
berada dalam kondisi jam kerja yang 
panjang, berupah rendah, mengha- 
dapi resiko kecelakaan kerja dan 
gangguan kesehatan, atau menjadi 
sasaran pelecehan dan kesewenang- 
wenangan orang dewasa (Suyanto, 
2004 : 10).
Salah satu bentuk pekerjaan 
terburuk/sektor jermal bagi anak 
adalah menjadi pengemis. Di 
wilayah Madura, khususnya warga 
tiga desa di Kabupaten Pamekasan 
dan warga salah satu desa di Kabu-
paten Sumenep sebagian besar men-
jadi pengemis, sehingga “dijuluki” 
sebagai kampung pengemis. Menjadi 
pengemis bukanlah hanya karena 
alasan ekonomi, melainkan sudah 
dilakukan secara turun temurun. 
Pada hakekatnya anak tidak boleh 
bekerja, karena waktu mereka sela- 
yaknya dimanfaatkan untuk belajar, 
bermain, bergembira, berada dalam 
suasana damai, mendapatkan kesem-
patan dan fasilitas untuk mencapai 
cita-citanya sesuai dengan perkem-
bangan fisik, psikologi, intelektual 
dan sosialnya. Namun pada kenyata-
annya banyak anak-anak di bawah 
usia 18 tahun yang telah terlibat aktif 
dalam kegiatan ekonomi menjadi 
pekerja anak antara lain di sektor 
industri dengan landasan tekanan 
ekonomi yang dialami orang tuanya 
ataupun faktor lainnya (Syamsuddin, 
1997 : 1).
Bekerja bagi anak banyak 
dampak negatifnya dari pada 
dampak positifnya. Dengan mereka 
bekerja maka akan kehilangan 
kesempatan masa kanak-kanak 
mereka untuk bermain dan menuntut 
ilmu. Dampak positif bagi anak yang 
bekerja berarti mereka sejak kecil 
sudah terlatih untuk bertanggung-
jawab melakukan pekerjaan dan bagi 
keluarga dapat membantu menca- 
kupi kebutuhan hidup atau bahkan 
mereka bekerja agar dapat melanjut-
kan sekolahnya.
Dimungkinkannya anak bekerja 
juga diatur dalam Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja RI tanggal 7 Pebruari 
1987 (PER-01/MEN/1987) tentang 
perlindungan bagi anak yang terpak-
sa bekerja dengan alasan sosial 
ekonomi anak yang berumur 
dibawah 14 tahun dapat bekerja 
untuk menambah penghasilan kelu-
arga, penghasilan untuk diri sendiri, 
untuk itu anak harus mendapat ijin 
tertulis dari orang tua asuh. Lama 
kerja maksimal 4 jam sehari, upah 
sama dengan upah orang dewasa, 
disediakan fasilitas pendidikan dan 
pembinaan bagi si anak (Prinst, 1997 
: 87).
Kemudian disusul  dengan 
Undang - undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak 
(untuk selanjutnya disebut dengan 
UUPA), yang mengatur antara lain : 
setiap anak berhak memperoleh 
pelayanan kesehatan dan jaminan 
sosial, setiap anak berhak memper-
oleh pendidikan dan pengajaran, 
setiap anak berhak untuk beristirahat 
dan memanfaatkan waktu luang, 
bergaul dengan anak yang sebaya, 
berkreasi dan berekspresi. Selanjut- 
nya Undang - undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
yang juga memberikan perlindungan 
bagi pekerja anak dalam hal perlin- 
dungan hak-hak anak. Pasal 68 
UUPA menyebutkan bahwa pengu-
saha dilarang pemperkerjakan anak, 
sedangkan Pasal 69 ayat (1) UUPA 
menyebutkan bahwa anak adalah 
seseorang yang berumur antara 13 
(tiga belas) tahun sampai dengan 15 
(lima belas) tahun.
Semua peraturan perundang - 
undangan di atas mengatur tentang 
perlindungan tentang anak yang  
terpaksa bekerja,  sementara kalau 
dilihat kenyataan sehari-hari ternyata 
banyak sekali anak dibawah umur 
yang bekerja anak di sektor informal, 
seperti pembantu rumah tangga, 
tukang semir sepatu, pedagang   
asongan, pengamen jalanan, dan 
lain- lain.
Sampai saat ini belum ada satu 
peraturan yang mengatur tentang 
pekerja  anak di sektor informal 
apalagi perlindungan terhadap 
mereka. Padahal justru seharusnya 
ada peraturan perundang - undangan 
yang memberikan perlindungan bagi 
anak-anak yang berkerja di sektor 
informal dan jermal ini, karena ia 
bekerja sebagai pengemis sehingga 
pengaruh lingkungan sosial yang 
tidak baik akan berpengaruh terha-
dap perkembangan mental, fisik, 
sosial bahkan masa depannya.
Dengan membiarkan anak beker-
ja sebagai pengemis berarti orang tua 
telah mengeksploitasi anak untuk 
mendapat keuntungan secara ekono-
mis serta hilangnya pemenuhan 
hak-hak anak. Perlindungan hukum 
bagi anak telah diatur dalam Undang 
- undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak dan 
Undang - undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan. 
Dalam realitasnya masih banyak 
terdapat pekerja anak pada sektor 
jermal dan sama sekali tidak 
mendapatkan perlindungan hukum. 
Oleh karena itu, diperlukan upaya 
penanganan baik secara hukum 
maupun konteks pemberdayaan bagi 
keluarga untuk memutus mata rantai 
agar anak tidak dipekerjakan sebagai 
pengemis.
Berdasarkan pemaparan tersebut, 
maka dapat dirumuskan permasala- 
han  sebagai berikut: Bagaimanakah 
pencegahan eksploitasi pekerja anak 
dan alternatif perlindungan hukum 
dan pemberdayaan keluarga di 
Madura ?.
Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan peneli-
tian hukum empiris karena hendak  
menganalisis dan mendeskripsikan 
upaya penanganan eksploitasi anak 
pada sektor jermal di wilayah 
Madura. Adapun pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini 
adalah yuridis empiris. Secara 
yuridis yaitu mengkaji peraturan 
perundang-undangan dan ketentuan 
hukum yang terkait perlindungan 
hukum bagi anak. Sedangkan secara 
empiris mengkaji fenomena/fakta 
nyata terkait keberadaan anak yang 
bekerja sebagai pengemis di wilayah 
Kabupaten Pamekasan dan Kabupa- 
ten Sumenep dengan maksud untuk 
menemukan fakta, untuk selanjutnya 
menemukan masalah serta meng- 
identifikasi masalah tersebut sehing-
ga pada akhirnya menuju pada 
penyelesaian masalah.
Lokasi penelitian ini di wilayah 
Kabupaten Pamekasan dan Kabupa- 
ten Sumenep. Di kabupaten Pame-
kasan ada 2 desa yaitu Desa Branta 
dan Desa Panglegur (Kecamatan 
Tlanakan), sedangkan di Kabupaten 
Sumenep yaitu Desa Pragaan Daya 
(Kecamatan Pragaan). Dipilihnya 
lokasi tersebut didasarkan pertim-
bangan realitas desa yang sebagian 
besar penduduknya bekerja sebagai 
pengemis. Pekerjaan sebagai 
pengemis akan diturunkan dari orang 
tua kepada anaknya sebagai suatu 
tradisi. 
Pemilihan informan berfokus 
pada para pekerja anak pada sektor 
jermal dalam hal ini adalah anak 
yang dijadikan pengemis, orang tua 
dan aparat desa dan tokoh ma- 
syarakat. Metode yang dipilih adalah 
model snowball sampling yakni 
menemukan informan dari ketera- 
ngan - keterangan yang diberikan 
oleh informan sebelumnya. 
Data primer  antara lain data 
tentang : (a) Peran para pihak/ 
aparat/stake holder  yang terkait 
dengan keberadaan pekerja anak 
sektor jermal. (b) Upaya penanganan 
eksploitasi anak pada sektor jermal 
yang selama ini dilakukan oleh 
pemerintah. Data Sekunder meliputi: 
(a) Dokumen peraturan perun-
dang-undangan dan peraturan daerah 
terkait ketenagakerjaan dan perlin- 
dungan hukum terhadap anak. (b) 
Dokumen - dokumen program 
perlindungan dan penanganan anak 
yang dimiliki oleh pemerintah 
daerah.
Adapun teknik pengumpulan data 
yang digunakan meliputi : Data 
primer menggunakan teknik pe- 
ngumpulan :wawancara (interview) 
dan dengan pemberian kuesioner 
kepada para pihak yang terkait. Data 
sekunder menggunakan teknik : 
Studi Pustaka Berbagai artikel, 
tulisan dalam majalah atau jurnal, 
hasil penelitian, buku-buku, dan 
situs-situs internet yang relevan akan 
dikaji dipadukan dan dijadikan 
sebagai kerangka teori dari penelitian 
ini. 
Data penelitian hukum empiris 
yang telah terkumpul dianalisis 
secara kualitatif, kemudian dituang-
kan dalam bentuk deskripsi yang 
menggambarkan tentang realisasi 
upaya penanganan eksploitasi anak 
dan pelaksanaan perlindungan 
hukum terhadap eksploitasi anak 
yang bekerja sebagai pengemis. Data  
penelitian hukum normatif  berupa 
bahan hukum yang berkaitan dengan 
pengaturan dan perlindungan pekerja 
anak yang telah disusun secara siste-
matis, kemudian diklasifikasi sesuai 
pokok bahasan. 
Hasil Penelitian dan Pembahsan 
Anak dan Hak-hak Anak
Dalam Pasal 1 ayat (2) UU 
Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia, dinyatakan: ”Kewa-
jiban dasar manusia adalah seperang-
kat  kewajiban yang apabila tidak 
dilaksanakan, tidak memungkinkan 
terlaksananya dan tegaknya Hak 
Asasi Manusia”. Sedangkan dalam 
Pasal 71 UUPA dinyatakan bahwa 
“Pemerintah wajib dan bertanggung 
jawab menghormati, melindungi, 
menegakkan, dan memajukan hak 
asasi manusia yang diatur dalam 
undang-undang ini, peraturan perun-
dang-undangan lain, dan hukum 
intenasional tentang  hak asasi manu-
sia yang diterima oleh pemerintah 
Republik Indonesia”. Dalam rangka 
mengatasi pengangguran yang di 
alami oleh masyarakat Indonesia 
adalah kewajiban dasar Pemerintah 
baik pusat maupun daerah. Pengatur-
an mengenai hak setiap warga negara 
untuk memperoleh pekerjaan  diatur 
sekilas dalam UU Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan, 
khususnya dalam Pasal 5, Pasal 31, 
Pasal 39 dan Pasal 41. Empat Pasal 
inilah yang secara eksplisit  menya-
takan adanya hak dari setiap tenaga 
kerja untuk memperoleh pekerjaan; 
dan kebijakan pemerintah dalam 
memperluas kesempatan kerja, serta 
pengawasan atas pelaksanaan kebija-
kan tersebut. 
Disamping itu kewajiban dan 
tanggung jawab negara dalam 
kaitannya dengan Perlindungan 
hukum terhadap eksploitasi pekerja 
anak jalanan,  tertuang dalam Pasal 
74 UU Nomor 23 Tahun 2002, me- 
nyatakan bahwa negara dan Peme- 
rintah bertanggung jawab menye-
diakan fasilitas dan aksebilitas bagi 
anak, terutama dalam menjamin 
pertumbuhan dan perkembangannya 
secara optimal dan terarah. Dalam 
rangka meningkatkan efektifitas 
penyelenggaraan perlindungan anak, 
maka negara membentuk Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia yang 
independen. Adapun tugas komisi 
perlindungan anak berdasarkan Pasal 
26 UU Nomor 23 Tahun 2002 adalah 
sebagai berikut: (a) Melakukan 
sosialisasi seluruh ketentuan perun-
dang-undangan yang berkaitan 
dengan perlindungan anak, mengum-
pulkan data dan informasi, menerima 
pengaduan anak, mengumpulkan 
data dan informasi, menerima 
pengaduan masyarakat, melakukan 
penelaahan, pemantauan, evaluasi 
dan pengawasan terhadap penye-
lenggaraan perlindungan anak, (b) 
Memberikan laporan, saran, masu-
kan dan pertimbangan kepada Presi-
den dalam rangka perlindungan 
anak. 
Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, yang 
dimaksud anak adalah seseorang 
yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan. Selanjut- 
nya, UU Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, yang 
dimaksud anak adalah seseorang 
yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan. 
Hak-hak anak perlu mendapatkan 
perlindungan agar anak dapat berke-
sempatan seluas-luasnya untuk 
tumbuh dan berkembang  dengan 
wajar baik jasmani, rohani, dan 
sosial  sebagaimana  tertuang dalam 
Undang-undang  Nomor 4 Tahun 
1979 tentang Kesejahteraan Anak 
Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 
sebagai berikut. Anak berhak atas 
kesejahteraan, perawatan, asuhan 
dan bimbingan berdasarkan kasih 
sayang baik dalam keluarganya 
maupun di dalam asuhan  khusus 
untuk tumbuh dan berkembang 
dengan wajar Pasal 2 ayat (1).UUPA 
Anak berhak atas pelayanan untuk 
mengembangkan kemampuan dan 
kehidupan sosialnya, sesuai dengan 
kebudayaan dan kepribadian bangsa, 
untuk menjadi warganegara yang 
baik dan berguna ( Pasal 2 ayat (2) 
anak yang tidak mempunyai orang 
tua berhak  memperoleh asuhan oleh 
negara  atau orang atau badan (Pasal 
4 ayat 1). Anak yang tidak mampu 
berhak untuk memperoleh bantuan 
agar  dalam lingkungan keluarganya 
dapat tumbuh dan berkembang 
dengan wajar ( Pasal 5 ayat 1). Ban-
tuan dan pelayanan, yang bertujuan 
mewujudkan kesejahteraan menjadi 
hak setiap anak tanpa membeda-be-
dakan jenis kelamin, agama, pendi-
rian politik, dan kedudukan sosial 
(Pasal 8).
Berkaitan dengan pekerja anak, 
Konvensi ILO 132 tahun 1989 telah 
menetapkan hak-hak pekerja anak 
sebagai berikut : (a) Mendapatkan 
upah yang sama dengan memperhati-
kan prinsip-prinsip upah untuk 
pekerjaan yang sama nilainya; (b) 
Memberikan pembatasan waktu 
yang ketat dalam melaksanakan 
pekerjaannya di tempat kerja untuk 
paling lama 4 jam kerja sehari, dan 
dilarang untuk melakukan kerja 
lembur; (c) Kepesertaan dalam 
program jaminan sosial dan program 
pemeliharaan kesehatan; (d) Pem-
berlakuan standard keselamatan dan 
kesehatan secara konsisten dan 
wajar.
Perlindungan Hukum Eksploitasi 
Pekerja Anak
Ungkapan pekerja anak menge-
sankan suatu kondisi di mana mereka 
terbelenggu dengan suatu jenis 
pekerjaan dalam kondisi yang sangat 
bervariatif. Pekerjaan itu mereka 
lakukan dalam suatu rangkaian 
panjang. Kegiatan yang berkelanju-
tan dan tidak tahu kapan berakhir- 
nya. Mungkin pada salah satu ujung-
nya pekerjaan itu akan bermanfaat 
dapat meningkatkan atau memperce-
pat perkembangan fisik, jiwa, sosial, 
dan moral mereka sebagai anak. 
Sementara ujungnya yang lainnya 
akan merampas dan merusak 
kehidupan mereka sebagai anak, 
istilahnya “destriktif dan eksploita- 
tif”. Pada kedua kutub inilah bera- 
gam bidang  pekerjaan dengan kegia-
tannya yang luas digeluti oleh peker-
ja anak (Depdiknas, 2001 : 8) . 
Menurut ILO (International 
Labour Organisation) yang dimak-
sud dengan pekerja anak adalah :
“ Children who lost their chid-
hood and future, prematurely 
leading adult lives, working long 
hours for low wages under condi-
tions damaging to their health 
and their physical and mental 
development”. 
Dalam definisi tersebut terkan- 
dung “ kata kunci” anak kehilangan 
masa anak dan masa depan (yang 
menjadi haknya), melakukan peker-
jaan orang dewasa, jam kerja 
panjang, gaji rendah, kondisi kerja 
yang membahayakan kesehatan dan 
perkembangan fisik dan mental. ILO 
membedakan antara pekerjaan 
ringan (light work) dengan pekerjaan 
berbahaya (hazardous work). Anak 
yang bekerja pada pekerjaan ringan 
diperbolehkan sedangkan anak yang 
bekerja yang berbahaya dilarang. 
Di Indonesia dapat diidentifikasi 
empat bentuk pekerjaan yang dilaku-
kan pekerja anak, yaitu : (a) Pekerja 
anak sebagai pembantu rumah 
tangga, (b) Pekerja anak sebagai 
buruh di pasar, (c) Pekerja anak di 
jalanan, anak-anak yang bekerja di 
persimpangan jalan, di atas bis kota, 
dan terminal-terminal dengan me- 
lakukan pekerjaan seperti mengemis, 
mengamen, asongan, penyemir 
sepatu, (d) Pekerja anak di laut, 
anak-anak yang bekerja di berbagai 
tempat penangkapan, penampungan, 
pelelangan dan pengolahan ikan 
(Depdiknas, 2001 : 11-13) .
Hukum pada dasarnya tidak lain 
adalah himpunan peraturan yang 
mengatur keseluruhan kegiatan 
kehidupan manusia yang disertai 
sanksi hukum bagi pelanggarannya 
(Mertokusumo, 2000 : 2) 
.Keberadaan hukum disini diharap-
kan dapat memberikan rasa aman 
dan ketertiban, karena berfungsi 
mengatur dan adanya sangsi yang 
diharapkan mampu memberikan efek 
jera.
Anak memerlukan perlindungan 
(protection), keperluan perlindungan 
bagi anak merupakan hal yang 
obyektif didasarkan pada keadaan 
raga (fisik) dan jiwa psikis). Raga 
atau badan anak kecil dan lemah. 
Jiwa anak rentan terhadap aneka pe- 
ngaruh. Di samping itu ada kenyata-
an bahwa anak sering menjadi 
korban dalam berbagai tindak 
pidana, misalnya penganiayaan, 
pemerkosaan, pembunuhan, dan 
lain-lain. 
Pendapat mengenai pengertian 
perlindungan anak diungkapkan oleh 
J.E Doek dan H.M.A. Drewes. 
Keduanya mengartikan hukum 
perlindungan anak sebagai : “ (1) 
dalam arti luas merupakan segala 
aturan hidup yang memberikan 
perlindungan kepada mereka yang 
belum dewasa dan memberi kemung- 
kinan bagi mereka untuk berkem-
bang, dan (2) dalam arti sempit 
sebagai perlindungan hukum yang 
terdapat dalam ketentuan hukum 
perdata, ketentuan hukum pidana, 
dan ketentuan hukum acara” (Boedi-
ono, 2008 : 32-33).
Berbicara mengenai perlindungan 
anak, setidaknya ada dua aspek yang 
terkait didalamnya. Aspek pertama 
yang berkaitan dengan kebijakan 
peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai perlindungan 
anak. Aspek kedua berkaitan dengan 
pelaksanaan dari kebijakan perun-
dang-undangan tersebut. Mengenai 
aspek pertama, sampai saat ini telah 
cukup perundang-undangan untuk 
mengatur hal-hak berkaitan dengan 
perlindu- ngan anak. Aspek kedua 
adalah apakah dengan telah tersedi-
anya berbagai perangkat perun-
dang-undangan tentang hak-hak 
anak tersebut telah dengan sendiri- 
nya usaha-usaha untuk mewujudkan 
hak-hak anak dan upaya pengha- 
pusan praktek-praktek pelanggaran 
hukum anak dan pengabaian terha-
dap hak anak sebagaimana yang 
dikehendaki dapat diakhiri (Wahyu-
di, 2002 : 1). 
Agar kepentingan manusia terma-
suk anak terlindungi, maka hukum 
harus dilaksanakan. Pelaksanaan 
hukum dapat berlangsung dalam 
keadaan normal dan damai, tetapi 
juga dapat terjadi pelanggaran 
hukum. Melalui penegakan hukum 
inilah hukum menjadi kenyataan, 
selanjutnya dalam penegakan hukum 
ada tiga unsur yang harus diperhati-
kan, yaitu kepastian hukum, keman-
faatan dan keadilan (Mertokusumo, 
2000 : 3). Perlu diakui bahwa efekti-
vitas perundang-undangan tidak 
hanya tergantung pada faktor hukum 
belaka. Faktor manusia yang menjadi 
penegaknya juga memainkan 
peranan yang penting.  Menurut 
Lawrence M Friedmen hukum 
bergantung pada 3 (tiga) hal, antara 
lain (Friedman, 1975 : 14) : (1) 
Sistem hukum (legal system) men-
cakup unsur-unsur materi hukum 
(legal substance), (2) struktur hukum 
beserta kelembagaannya (legal 
structure) dan (3) budaya hukum 
(legal culture).
Kata eksploitasi di dalam konven-
si-konvensi hak anak merupakan 
kata dalam arti negatif. Konvensi 
hak-hak anak melarang anak dieks- 
ploitasi (A Rachmad Boedino, 
2008:56). Pengertian eksploitasi 
menurut UU Nomor 21 tahun 2007 
Pasal 1 angka (7)  
adalah tindakan dengan atau 
persetujuan korban yang meliputi 
tetapi tidak terbatas pada pelacu-
ran, kerja atau pelayanan paksa, 
perbudakan atau praktek serupa 
perbudakan, penindasan, peme- 
rasan, pemanfaatan fisik, seksual, 
organ reproduksi, atau secara 
melawan hukum memindahkan 
atau menstransplantasi organ 
dan/atau jaringan tubuh atau 
memanfaatkan tenaga atau ke- 
mampuan seseorang oleh pihak 
lain untuk mendapatkan keuntu- 
ngan baik materiil maupun imma-
teriil.
Undang - undang Perlindungan 
Anak memberikan pengertian me- 
ngenai eksploitasi. Dalam penjelasan 
Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Un-
dang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak disebutkan : 
perlakuan eksploitasi, misalnya 
tindakan atau perbuatan memperalat, 
memanfaatkan, atau memeras anak 
untuk memperoleh keuntungan pri- 
badi, keluarga, atau golongan.
Pada hakekatnya anak tidak boleh 
bekerja karena waktu mereka sela- 
yaknya dimanfaatkan untuk belajar, 
bermain, bergembira, berada dalam 
mencapai cita-citanya sesuai dengan 
perkembangan fisik, psikologis 
intelektual dan sosialnya. Namun 
pada kenyataannya banyak anak- 
anak di bawah usia 18 tahun yang 
telah terlibat aktif dalam kegiatan 
ekonomi, menjadi pekerja anak 
antara lain di sektor industri dengan 
alasan tekanan ekonomi yang diala-
mi orang tuanya ataupun faktor 
lainnya (Syamsuddin, 1997: 1) 
Kenyataan menunjukkan bahwa 
masih banyak pekerja anak di dunia 
ini, terutama di negara-negara ber- 
kembang, dikarenakan upaya-upaya 
untuk mengatasi masalah pekerja 
anak pada sekitar satu abad terakhir 
ini berjalan sangat lambat dan alot. 
Hal ini tidak terlepas dari skeptisme 
serta beberapa argumentasi yang 
berkembang di masyarakat, antara 
lain ialah : (a). Pendidikan yang ada 
seringkali tidak sesuai dengan kebu-
tuhan anak-anak keluarga miskin dan 
bahkan menjauhkan mereka dari 
lingkungannya. (b). Anak diperlukan 
untuk memberikan kontribusi bagi 
kesejahteraan keluarga, khususnya 
bagi keluarga-keluarga miskin. (c). 
Pekerjaan anak diperlukan agar 
produk-produk industri tertentu 
memiliki daya saing yang lebih 
tinggi. (d) Undang-undang atau pera-
turan mengenai pekerja anak tidak 
mungkin untuk dilaksanakan meng-
ingat begitu banyak perusahaan yang 
memperkerjakan mereka. (e). Ang-
gapan bahwa pemerintah tidak sepa-
tutnya mencampuri keinginan orang 
tua terhadap apa yang dirasakan 
mereka paling bermanfaat bagi 
anak-anak mereka sendiri (Putranto, 
2000: 2).
Fenomena  anak-anak yang be- 
kerja di Indonesia saat ini cen- 
derung meningkat. Berdasarkan 
penelitian yang dilakukan oleh Kus-
nadi Rusmil yang menyinggung 
tentang sebab-sebab timbulnya 
pekerja anak, mengatakan bahwa 
anak-anak yang bekerja  dapat di 
bedakan menjadi 3 kategori (Rusmil, 
2000 : 25), yaitu : Pertama, 
anak-anak  yang bekerja membantu 
pekerjaan orang tua dan keluarganya 
seperti melaksanakan pekerjaan di 
rumah dan membantu bekerja di 
kebun pada musim-musim tertentu, 
kelompok ini disebut Child worker 
dan biasanya masih memberi kesem-
patan kepada anak untuk belajar dan 
bermain meskipun tidak leluasa. 
Kedua, anak-anak yang bekerja di 
pabrik atau perusahaan, perkebunan 
atau tempat lain milik perusahaan 
untuk membantu  membiayai kebutu-
han keluarga  atau bahkan menjadi 
sumber  pendapatan keluarga, anak- 
anak ini disebut Child Labour dan 
kebanyakan sudah tidak memberikan 
waktu untuk bermain bahkan berse-
kolah karena jadwal kerja terlalu 
padat dibawah peraturan perusahaan. 
Ketiga,  anak yang bekerja di jalan- 
jalan menjadi pengemis, pengamen, 
pemulung, pengasong dan lain-lain 
dimana dalam hal ini anak tidak 
berada dalam hubungan formal 
pengusaha – pekerja. Kelompok ini 
secara sosiologis dikenal sebagai 
anak jalanan.
Anak-anak pada kelompok ketiga 
harus mendapat perhatian yang lebih 
khusus lagi karena mereka hidup 
bebas dijalan sehingga pengaruh 
lingkungan sosial yang tidak baik 
akan berpengaruh terhadap perkem-
bangan mental, fisik, sosial bahkan 
masa depan. Anak yang bekerja pada 
sektor jermal yang dalam hal ini 
adalah sebagai pengemis secara 
psikologis mereka mendapatkan 
pendidikan dari orang tua untuk tidak 
perlu bekerja keras dan cukup meng-
harapkan sedekah dari orang lain. 
Disini anak akan mendidik anak 
malas dan cukup mengharap belas 
kasihan orang lain, karena dalam 
konteks masyarakat Pragaan Daya, 
Kecamatan Pragaan, Kabuapaten 
Sumenep  “lebih baik menjadi 
pengemis dari pada menjadi pencu-
ri”. Dalam pemahaman masyarakat 
mencuri itu haram sedangkan 
mengemis halal. Dan karena 
mengemis merupakan tradisi maka 
hal tersebut harus diturunkan pada 
anaknya. Penelitian yang sama 
dilakukan oleh Ali Al Humaidy (Hu-
maidy, 2003 : viii), hasil penelitian 
menunjukkan bahwa asal mula prak-
tek mengemis di Pragaan Daya sudah 
berlangsung sejak pra kemerdekaan 
(1930 – 1940an) hingga sekarang. 
Bertahannya budaya mengemis 
karena praktek ini sudah berlangsung 
sejak lama dari generasi ke gene- 
rasi/turun temurun, yang disosialisa-
ikan melalui kehidupan keluarga dan 
kehidupan masyarakat. Hasil peneli-
tian tersebut juga menggambarkan 
bahwa meski benar kemiskinan 
ekonomilah yang mendorong orang 
terjun ke dunia pengemis, tetapi pada 
akhirnya ekonomi  bukan menjadi 
faktor yang menentukan apakah 
seseorang akan selamanya menekuni 
profesi sebagai pengemis. Lebih 
lanjut ia mengungkapkan, ketika 
para pengemis itu menjadi kaya 
(tidak lagi dalam kesulitan ekonomi), 
para pengemis itu tetap saja menjala-
ni profesinya. Mereka ternyata justru 
menikmati profesi tersebut karena 
dalam banyak hal bisa mendatangkan 
uang yang lebih banyak dibanding-
kan dengan usaha yang sebelum 
mereka tekuni seperti berdagang atau 
mencari kayu bakar. Artinya persoa-
lan mental dan moral yang menentu-
kan apakah sesorang tetap bertahan 
dengan profesi sebagai pengemis 
atau tidak. Data yang didapat dari 
Dinsos Kabupaten Sumenep bahwa 
sebanyak 91 orang warga di 
Peragaan Daya adalah sebagai 
pengemis. Dimana sebagian besar 
mereka mengajak anaknya untuk ikut 
mengemis.
Sementara di Kabupaten Pame-
kasan terdapat tiga desa di Keca-
matan Tlanakan yang warganya 
banyak menjadi pengemis, yaitu di 
Desa Panglegur, Desa Larangan 
Tokol dan desa Brantah Tenggi. 
Secara keseluruhan jumlah pengemis 
di tiga desa desa tersebut adalah 174 
orang. 
Memang data yang didapat dari 
Dinsosnakertrans kabupaten Pame-
kasan tidak terlihat jumlah pekerja 
anak, namun hampir sebagaian besar 
dari para pengemis yang memiliki 
anak akan mengajak anaknya untuk 
melakukan pengemisan pula. Bahkan 
bagi pengemis yang tidak memiliki 
anak,maka mereka akan meminjam 
atau menyewa anak tetangga nya 
untuk ikut mengemis. Mengajak 
anak untuk mengemis dilakukan agar 
masyarakat akan merasa iba dan 
mendorong untuk memberikan uang.
Selama ini anak yang diajak 
mengemis oleh orang tuanya adalah 
anak yang usia balita dan sampai usia 
12 tahun. Saat menginjak usia remaja 
biasanya anak-anak mulai malu dan 
ada beberapa yang kemudian yang 
berhenti mengemis, namun ada pula 
yang masih terus mengemis bahkan 
sampai mereka menikah.
Mengemis dilakukan setiap hari 
oleh anak-anak karenanya sebagian 
besar mereka tidak bersekolah, 
hanya beberapa anak saja yang 
mengikuti kegiatan pendidikan 
agama atau madrasah di sore hari di 
pesantren. Namun kegiatan menge- 
mis ini tidak hanya dilakukan di 
Pamekasan saja, karena ada juga 
yang melakukan kegiatan mengemis 
di daerah lain seperti di Surabaya, 
Jakarta bahkan ke Kalimantan. 
Kegiatan mengemis di luar kota ini 
dilakukan secara terkoordinir. Jika 
melakukan kegiatan mengemis di 
luar Pamekasan, maka dapat dipasti-
kan anak-anak yang ikut mengemis 
tidak akan mendapat pendidikan 
formal maupun pendididkan agama.
Menjadi pengemis bagi warga di 
tiga desa tersebut merupakan peker-
jaan. Ini terjadi karena kondisi 
geografisnya kering dan tandus, 
mereka tidak memiliki tanah gara-
pan, tidak berpendidikan dan tidak 
memiliki keahlian/ketrampilan khu- 
sus. Dari bekerja sebagi pengemis 
penghasilan mereka perharinya 
adalah Rp. 50.000, tetapi pada hari 
jumat mereka akan mendapat lebih 
dari itu. Di karenakan mereka meng-
inginkan mendapat hasil yang lebih 
banyak, maka para orang tua  akan 
mengajak anaknya untuk mendapat-
kan penghasilan yang lebih banyak. 
Selama  ini orang tua maupun anak 
tidak memahami bahwa anak tidak 
boleh diajak bekerja sebagai 
pengemis. Sedangkan alasan orang 
tua mengikutsertakan anak nya untuk 
mengemis juga adalah karena bagi 
orang tua yang penting anak tetap 
dalam  pengawasan nya dan dapat 
menghasilkan uang.
Realitas tersebut diatas tentunya 
sangat bertentangan dengan UU 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, dimana seharus-
nya anak memiliki hak untuk 
bermain, mendapat perlindungan 
dari orang tuanya dan mendapat 
pendidikan. Disini anak banyak yang 
kehilangan masa kanak-kananknya 
dan justru telah dieksploitasi oleh 
orang tuanya atau orang lain untuk 
mendapatkan uang.
Terkait upaya yang telah dilaku-
kan pemerintah daerah yang dalam 
hal ini Dinsosnakertrans adalah telah 
melakukan berbagai kegiatan pem-
berian bantuan berupa hewan ternak 
sembako maupun uang. Namun 
semuanya dianggap tidak berhasil 
karena seperti hewan ternak setelah 
diberikan pada pengemis, maka 
keesokan harinya akan dijual. 
Menurut Budi setiawan (Dinsos-
nakertrans Kabupaten Pamekasan) 
mengemis disini sudah merupakan 
pekerjaan dan mereka sudah memili-
ki mental peminta jadi kegiatan 
apapun yang dilakukan untuk men-
gentaskan mereka sangatlah sulit. 
Saat ini Dinsosnakertrans mencoba 
untuk memutus mata rantai mengem-
is dengan bekerja sama dengan 
kepala desa dan kyai di desa tersebut 
untuk memberikan informasi agar 
anak-anak para pengemis ini tidak 
diajak untuk bekerja sebagai 
pengemis dan mereka dapat dipon-
dokkan di pesantren di dekat desa 
dengan tanpa dipungut biaya. Jadi 
disini Dinsosnakertrans yang akan 
menanggung biaya yang dibutuhkan 
anak pengemis selama berada di 
pondok pesantren. Harapannya 
dengan anak tersebut mendapat 
pendidikan agama yang baik mini-
mal anak akan tahun bahwa dalam 
Islam memberi adalah lebih baik 
daripada meminta. Sehingga anak 
pengemis ini tidak akan meneruskan 
pekerjaan orang tuanya lagi. 
Pelibatan Community Based Orga-
nization (Organisasi Berbasis Mas-
yarakat) Sebagai Implementasi 
Pendekatan Partisipatif
Pemberdayaan masyarakat adalah 
isu sentral dalam pembangunan ma- 
syarakat. Pemberdayaan pada hake- 
katnya mencakup dua aspek, yaitu to 
give or authority to and to give abili-
ty to or anable. Dalam pengertian 
pertama, pemberdayaan memiliki 
makna memberi kekuasaan, menga- 
lihkan kekuatan dan mendelegasikan 
otoritas ke pihak lain. Pengertian 
kedua, pemberdayaan diartikan 
sebagai upaya untuk memberi 
kemampuan atau keberdayaan. 
Dalam literatur bahwa pember-
dayaan memberikan tekanan pada 
otonomi pengambilan keputusan dari 
suatu kelompok masyarakat. Penera-
pan aspek demokrasi dan partisipasi 
dengan titik fokus pada lokalitas 
akan menjadi landasan bagi upaya 
penguatan potensi lokal. Pada titik 
inilah, maka pemberdayaan ma- 
syarakat juga difokuskan pada 
penguatan individu anggota ma- 
syarakat beserta pranata-pranatanya.
Dalam rangka pemberdayaan 
masyarakat, ada beberapa hal yang 
perlu dilakukan: pertama, mening-
katkan kesadaran kritis atas posisi 
masyarakat dalam struktur sosial 
politik. Kedua, kesadaran kritis yang 
muncul diharapkan membuat ma- 
syarakat mampu menyususn argu-
mentasi terhadap berbagai macam 
eksploitasi serta sekaligus membuat 
pemutusan terhadap hal tersebut. 
Ketiga, peningkatan kapasitas ma- 
syarakat. Keempat, pemberdayaan 
juga perlu dikaitkan dengan pemba- 
ngunan sosial budaya masyarakat. 
Nilai-nilai yang ada pada tradisi 
budaya masyarakat lokal seperti 
gotong royong dan arisan dapat 
dipandang sebagai modal sosial 
(Social Capital) dalam mewujudkan 
kemajuan pembangunan masyarakat 
(Suparjan dan Suyatno, 2003: 44). 
Bertitik tolak pada uraian diatas, 
maka konsep pemberdayaan sebe-
narnya merupakan proses belajar 
yang menekankan orientasi pada 
proses pelibatan (partisipasi masya- 
rakat). Dengan partisipasi di harap-
kan kapasitas masyarakat untuk 
mengembangkan diri dapat mening-
kat yakni kemampuan untuk melaku-
kan identifikasi kebutuhan, identifi-
kasi sumber daya, dan kemampuan 
untuk memanfaatkan peluang yang 
ada.
Pelibatan masyarakat dalam pem-
bangunan pada dasarnya harus dimu-
lai dari bawah yaitu melalui forum 
warga baik yang berbasis administra-
tif  seperti forum RT, RW, rembug 
desa maupun forum-forum yang 
berhasil pada kelembagaan dan 
komunitas (Community Based Orga-
nization/CBO) seperti kelompok 
pengajian, kelompok yasinan/tahli- 
lan, kelompok petani, peternak, pe- 
dagangdan sebagainya (Suparjan dan 
Suyatno, 2003:48). Upaya ini dilaku-
kan dengan memanfaatkan forum-fo-
rum tersebut tidak hanya sebagai 
wahana untuk melakukan sosialisasi, 
pengajian ataupun arisan namun juga 
dapat dimanfaatkan untuk membi- 
carakan berbagai macam isu yang 
sedang terjadi dalam kehidupan ma- 
syarakat seperti halnya isu perdaga- 
ngan perempuan dan anak.
Mekanisme seperti tersebut diatas 
pada akhirnya akan membiasakan 
masyarakat untuk selalu membicara-
kan kepentingan bersama. Institusi 
pada level bawah tersebut harus 
ditempatkan sebagai basis perenca-
naan pembangunan dari bawah. 
Melalui forum-forum seperti ini, 
warga masyarakat dapat merumus-
kan aspirasi pembangunan yang 
kemudian dibawa ke Badan Per- 
wakilan Desa sebagai lembaga legis-
latif di tingkat desa lalu ke tingkat 
kecamatan hingga ke Kabupaten 
(Suparjan dan Hendri Suyatno, 2003: 
49). 
Disamping menjadi basis peren-
canaan, forum-forum tersebut dapat 
juga menjadi salah satu dari agent of 
change untuk melakukan perubahan 
dalam masyarakat. Caranya adalah 
dengan membentuk kader-kader 
lokal yang dapat menjadi media 
untuk menyampaikan pesan-pesan 
pembangunan. 
Selanjutnya proses pemberdayaan 
keluarga dilakukan dengan berbasis 
pada partisipasi masyarakat dengan 
melibatkan community based organi-
zation yakni memanfaatkan organi-
sasi berbasis komunitas seperti 
pondok pesantren, forum pengajian, 
karang taruna atau yang lain sesuai 
dengan kondisi di daerah penelitian. 
Untuk konteks sosial budaya 
Madura, pelibatan pondok pesantren 
dan forum pengajian serta forum-fo-
rum lainnya sangat tepat karena ma- 
syarakat Madura memiliki keterika-
tan yang kuat pada kiai dan agama 
Islam sehingga organisasi yang 
sudah mengakar ini diharapkan dapat 
memberikan sosialisasi tentang 
pencegahan ekploitasi anak yang 
dipekerjakan pada sektor jermal.
Konteks pemberdayaan masya- 
rakat disini adalah memberdayakan 
masyarakat secara pemikiran dan 
pemahaman mereka serta memberi-
kan peran aktif pada masyarakat 
untuk bersama-sama dengat pihak 
terkait yakni aparat pemerintah 
melakukan upaya pencegahan 
ekploitasi anak pada sektor jermal di 
Madura.
Dinsosnakertrans kabupaten 
Pamekasan telah memulai dengan 
bekerja sama dengan para kyai dan 
kepala desa agar pengemis mau 
meninggalkan anaknya di pesantren. 
Harapannya dengan tinggal di 
pesantren anak tidak akan diajak 
untuk bekerja sebagai pengemis dan 
mereka akan mendapat pendidikan 
serta lingkungan yang layak. Semen-
tara terkait pemberdayaan keluarga 
pihak Dinsosnakertrans juga melaku-
kan pendidikan ketrampilan dan 
pemberian alat-alat penunjang ke- 
trampilan serta pendampingan yang 
dilakuakn secara lebih efektif oleh 
KTSK yang ada di masing-masing 
kecamatan.
Simpulan
Selama ini anak yang menjadi 
pengemis dikarenakan ajakan orang 
tua. Alasan orang tua untuk menga-
jak anaknya menjadi pengemis 
adalah agar mendapatkan uang lebih 
banyak karena keberadaan anak- 
anak akan menimbulkan rasa iba 
bagi orang yang akan memberi. Data 
yang ada di dua Kabupaten tersebut 
tidak dapat menunjukkan jumlah 
kongkrit anak yang bekerja sebagai 
pengemis. Hal ini terkait dengan 
program yang selama ini diberikan 
oleh pemerintah daerah sasarannya 
adalah pada orang tua. Seperti 
program peningkakan ketrampilan 
dan pemberian bantuan. Untuk anak 
hanya berupa sosialisasi kepada 
orang tua untuk tidak mengajak 
bekerja anak dan meminta anak 
untuk menempuh pendidikan/berse-
kolah.
Perlindungan hukum yang diberi-
kan kepada anak yang bekerja 
sebagai pengemis masih belum opti-
mal karena selama ini program yang 
ada masih berorientasi pada pening-
katan ekonomi orang tua. Namun 
harapan pemerintah daerah dengan 
peningkatan kapasitas ekonomi kelu-
arga akan dapat memutus mata rantai 
pengemisan, yang berarti anak tidak 
akan diajak bekerja oleh orang 
tuanya karena konsep pemberdayaan 
keluarga dilakukan dengan konsep 
community based organization, 
mengikutsertakan peran kyai dan 
pesantren sebagai pihak yang 
berpengaruh di masyarakat.
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Pendahuluan
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum harus didasarkan 
pada kepentingan terbaik bagi anak. 
Pengertian frasa “terbaik bagi anak” 
terkait dengan sifat anak, baik fisik, 
psikis, maupun sosial sehingga 
kepentingan anak satu dengan lain- 
nya tidak harus sama. A definition of 
the child’s best interests cannot 
accommodate the diverse nature of 
the interests appropriate for a partic-
ular child, from a particular back-
ground and at a particular time of 
development. (Sifris at.all 2014). 
Pengutamaan kepentingan terbaik 
bagi anakini juga didasarkan pada 
asas umum perlindungan anak 
sebagaimana diatur dalam konvensi 
anak, bahwa 
The best interests of the child 
shall be a primary consideration 
in all actions affecting children. 
(The 1989 Convention on the 
Rights of the Child).The term 
“best interests” broadly 
describes the well-being of a 
child. Such well-being is deter-
mined by a variety of individual 
circumstances, such as the age, 
the level of maturity of the child, 
the presence or absence of 
parents, the childs environment 
and experiences.(UNHCR Guide-
lines, 2008).
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum tidak harus menggu-
nakan sarana nonpenal (misalnya 
diversi) atau menggunakan hukum 
pidana (sarana penal).  Namun, ke- 
duanya dapat dilakukan secara 
berurutan, yaitu mengutamakan 
diversi (jika memenuhi persyaratan 
diversi), dan jika upaya tersebut 
gagal maka akan diberlakukan 
sistem peradilan pidana bagi 
anak.Hal ini sesuai dengan pendapat 
bahwa the major goal of the first 
juvenile courts, established at the 
turn of the century, was to provide an 
alternative to, and thereby divert 
youth from, the criminal court(Albert 
L. Robert (Edit), 2008 : 184).
Secara umum, pemberlakuan-
sistem peradilan pidana untuk 
penyelesaian perkara pidana dapat 
berdampak buruk bagi anak, teruta-
ma pemberian “stigma jahat” pada 
anak (stigmatisasi atau labelisasi), 
dan terjadinya pembiasaan kebia- 
saan-kebiasan buruk di LAPAS yang 
kemudian dipraktikkan lagi oleh 
anak ke luar LAPAS Anak (prisoni-
sasi), bahkan pengulangan tindak 
pidana yang lebih serius akibatnya. 
Salah satu penyebabnya adalah 
adanya kontak langsung dengan 
penegak hukum yang dapat membuat 
anak frustrasi.  Jika perkaranya 
sudah diputus oleh pengadilanpun, 
mungkin akan menjadi stigma bagi 
anak pelaku tindak pidana.  Karena 
itu, para ahli di bidang psikologi, 
hukum, etimologi kriminal, krimi-
nologi, pendidikan, dan penologi 
selalu mencari jalan terbaik bagi 
anak, korban, dan kepentingan ma- 
syarakat.  Akhirnya, para ahli mewa-
canakan pendekatan keadilan resto- 
ratif sebagai alternatif pemikiran 
untuk mengurangi kelemahan teori 
pemidanaan retributif, teori prevensi 
maupun teori gabungan.
Keadilan restoratif merupakan 
suatu ide dan gerakan yang me- 
ngedepankan keadilan dalam pers-
pektif pelaku dan keluarganya, 
korban dan keluarganya, masyarakat, 
dan pemangku kepentingan dalam 
rangka pemulihan keadaan masing- 
masing.  Karena itu, konsepsi pemi- 
kiran keadilan restoratif (restorative 
justice) menjadi salah satu upaya 
menjauhkan anak dari sistem per- 
adilan pidana yang tidak perlu.  
Pendekatan ini mengutamakan pe- 
nyelesaian tindak pidana di luar 
peradilan pidana.  Pendekatan terse-
but bukan hanya pada anak, melain- 
kan juga pada orang dewasa (misal- 
nya pencurian ringan, penggelapan 
ringan, perbuatan curang (penipuan) 
ringan) maupun anak-anak.  Bahkan 
di beberapa negara maju, korporasi 
yang melakukan tindak pidana dapat 
juga diselesaikan dengan pendekatan 
keadilan restoratif.
Keadilan restoratif adalah cara-
menanggapi perilaku criminal 
dengan cara menyeimbangkan antara 
kebutuhan masyarakat, dengan 
korban danpelaku. Ini merupakan 
konsep yang terus berkembangdan 
dapat menimbulkan interpretasi yang 
berbeda di negara yang berbeda.
Restorative justice is a way of 
responding to criminal behaviour 
by balancing the needs of the 
community, the victims and the 
offenders. It is an evolving 
concept that has given rise to 
different interpretation in differ-
ent countries, one around which 
there is not always a perfect 
consensus.(United Nations, 2006: 
6).
Berkaitan dengan konsep 
keadilan restoratif dalam perkara 
pidana yang dilakukan oleh anak, 
menurut Pasal 1 angka 6 Undang- 
Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 
Sistem Peradilan Pidana  Anak (LN 
Tahun  2012  Nomor  153, TLN 
Nomor  5332), pengertian keadilan 
restoratif adalah penyelesaian perka-
ra tindak pidana dengan melibatkan 
pelaku, korban, keluarga pelaku/kor-
ban, dan pihak lain yang terkait 
untuk bersama-sama mencari 
penyelesaian yang adil dengan 
menekankan pemulihan kembali 
pada keadaan semula, dan bukan 
pembalasan.
Praktik di beberapa negara, 
keadilan restroratif disebut dengan 
berbagai istilah. Ada pihak yang 
menggunakan istilah"keadilan 
komunitarian", "memperbaiki 
kesalahan", "Keadilan positif", 
"keadilan relasional", "keadilan 
reparatif", "keadilan masyarakat" 
untuk menyebut "keadilan restorat-
if". Namun, demikian ada kesamaan 
pemahaman bahwa keadilan 
restoratif dibangun berdasarkan 
konsep penyeimbangan kepentingan 
dan kebutuhan pada tiga pihak, yaitu 
pelaku, korban, dan masyarakat. Hal 
ini terungkap dari penjelasan beri-
kut.
Also, because of the difficulties in 
precisely translating the concept 
into different languages, a variety 
of terminologies are often used. 
There are many terms that are 
used to describe the restorative 
justicemovement. These include 
“communitarian justice”, “ma- 
king amends”,“positive justice”, 
“relational justice”, “reparative 
justice”, “communityjustice” and 
“restorative justice”, among 
others.(United Nations, 2006:6)
Berkaitan dengan keadilan 
restoratif, dalam UU-SPPA diatur 
tentang diversi. Pengertian diversi 
adalah pengalihan penyelesaian 
perkara Anak dari proses peradilan 
pidana ke proses di luar peradilan 
pidana.Jika kedua konsep tersebut 
dihubungkan, maka keadilan 
restoratif adalah tujuan yang ingin 
dicapai, sedangkan diversi adalah 
salah satu proses mencapai keadilan 
tersebut.Keadilan restoratif dapat 
dicapai melalui diversi maupun 
non-diversi, yaitu memproses anak 
pelaku tindak pidana dalam sistem 
peradilan pidana. Dengan demikian, 
melalui sistem peradilan pidanapun 
dapat dicapai keadilan restoratif. 
Misalnya dengan menjatuhkan 
pidana atau tindakan yang sesuai 
dengan kebutuhan pelaku, korban, 
dan masyarakat.Karena itu, dalam 
UU-SPPA disediakan banyak jenis 
sanksi dan tindakan agar hakim 
dapat memilih jenis pidana (straf) 
atau tindakan (maatregel) yang 
sesuai dengan kebutuhan pelaku, 
korban dan masyarakat agar keadilan 
restoratif tercapai.
Sampai saat ini, diversi pada 
perkara anak di tahap penyidikan 
sudah sering dilakukan berdasarkan 
Peraturan internal di Kepolisian 
Negara Republik Indonesia.  Banyak 
pendapat yang setuju dan yang tidak 
setuju atas upaya Polri untuk 
menyelesaikan perkara pidana anak 
di luar hukum pidana.  Namun, saat 
ini sudah terbit Undang-Undang No. 
11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (selanjutnya 
disingkat UU-SPPA), yang sudah 
diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 
2014 sehingga setiap orang wajib 
setuju dan menaatinya.  Jika UU 
tersebut diberlakukan, banyak 
sub-sistem atau sistem yang berubah, 
misalnya sub-sistem: diversi oleh 
polisi, jaksa, dan hakim; pencatatan 
dan pengarsipan pada lembaga 
pelaksana UU-SPPA; sistem pembi-
naan dan pembimbingan anak di 
Lembaga Penempatan Anak Semen-
tara (LPAS), Lembaga Penyelengga-
ra Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA). Selain itu, banyak juga 
sarana dan prasarana yang disiapkan, 
termasuk kaulitas dan kuantitas sum-
berdaya manusia (misalnya polisi, 
jaksa, hakim, pembimbing kema- 
syarakatan, petugas pemasyarakatan, 
relawan sosial).
Jika pemerintah dan para pihak 
terkait serta para pemangku kepen- 
tingan (stakehoders) tidak segera 
melakukan persiapan atas pember-
lakuan UU-SPPA tidak segera 
disiapkan, UU-SPPA akan hanya 
menjadi norma yang bersifat 
“semantik” (indah dalam bahasa) 
dan tidak banyak melakukan peruba-
han substansi sistem peradilan 
pidana anak sehingga tidak ada 
bedanya dengan saat berlakunya UU 
No. 3 Tahun 1997 tentang Penga-
dilan Anak.
Berdasarkan pemikiran tersebut, 
penulis melakukan pengajian terha-
dap 3 (tiga) permasalahan, yaitu 
apakah urgensi diversi dalam pena- 
nganan perkara anak;bagaimana 
kesiapan para pihak yang terlibat 
dalam diversi perkara anak;serta 
bagaimana model pendidikan, pem-
binaan, pendampingan, dan penga-
wasan anak yang di-diversi maupun 
anak yang dijatuhi pidana (straf) atau 
tindakan(maatregel).  Kajian ini 
akan menghasilkan analisis tentang 
substansi keadilan restoratif dalam 
kaitannya dengan diversi, dan anali-
sis kemampuan yang ada di ma- 
sing-masing pemangku kepentingan 
yang berkaitan dengan sistem per- 
adilan pidana. Akhirnya, Hasil kajian 
ini dapat dimanfaatkan oleh pihak- 
pihak terkait untuk menyiapkan sum-
berdaya, sumberdana dan sistem 
kinerja dalam rangka menciptakan 
keadilan restoratif dalam perkara 
anak di Indonesia.  
Urgensi Penerapan  Diversidalam 
Penanganan  Perkara Anak
Secara teoretik, ada keterkaitan 
antara asas atau kebijakan dikresi 
(discretion), diversi (Diversion) dan 
keadilan restoratif (Restorative 
Justice).Saut P.Panjaitan mengemu-
kakan bahwa diskresi (pouvoir 
discretionnaire, bahasa Perancis) 
ataupun Freies Ermessen (bahasa 
Jerman) merupakan suatu bentuk 
penyimpangan terhadap asas legali-
tas dalam pengertian wet matigheid 
van bestuur, jadi merupakan ”keke- 
cualian” dari asas legalitas. Menurut 
Muchsan, dasar pijakan diskresi ada 
2 (dua) yaitu: Dasar Hukum/Yuridis, 
yaitu menyangkut ketentuan formal; 
dan Dasar Kebijakan, yaitu me- 
nyangkut manfaat. (Simamora, 
2014).
Diversi adalah penyelesaian per- 
kara pidana menggunakan jalur di 
luar hukum pidana. Sedangkan 
pengertian keadilan restoratif adalah 
ide keadilan yang didasarkan pada 
kesepakatan antar-para pihak yang 
terkait dengan tindak pidana untuk 
mencari solusi untuk pemulihan 
keadaan sebagaimana belum terjadi 
tindak pidana dan bahkan menja- 
dikan semua pihak lebih baik.  
Keadilan Restoratif didasarkan pada 
5 prinsip dalam pemikiran berikut. 
Five Principles of Restorative 
Justice
a. Focuses on harms and conse-
quent needs (victims', but also 
communities' and offenders').
b. Addresses obligations resulting 
from those harms (offenders' but 
also families', communities' and 
society's).
c. Uses inclusive, collaborative 
processes.
d. Involves those with a legitimate 
stake in the situation (victims, 
offenders, families, community 
members, society).
e. Seeks to put right thewrongs 233 
(Dowd, 2015: 233)
Dengan demikian, dalam konteks 
bahasan ini dapat dipahami bahwa 
diversi dalam perkara anak lahir 
karena adanya asas diskresi yang 
dimiliki oleh pihak yang berwenang 
(Penyidik, Jaksa, dan Hakim) dalam 
rangka mencapai keadilan restoratif.  
Salah satu bentuk diskresi adalah 
memberikan kewenangan kepada 
Penyidik, Jaksa, dan Hakim untuk 
melakukan diversi terhadap anak 
yang berhadapan dengan hukum. 
Pengertian keadilan restoratif 
adalah a form of conflict resolution 
and seeks to make it clear to the 
offender that the behaviour is not 
condoned, at the same time as being 
supportive and respectful of the indi-
vidual.(Morison, 2001: 194). Pihak 
yang diharapkan memperoleh kea- 
dilan restoratif adalah pelaku dan 
korban, serta pihak-pihak yang 
terkait. Dalam konteks pemidanaan, 
pendekatan keadilan restoratif seja- 
lan dnegan model keseimbangan 
Kepentingan (Muladi, 1995:5). Ka- 
rena itu, asas daad-dader-slachtof-
fer-Strafrecht mestinya mulai diim-
plementasikan dalam hukum pidana 
(Arief Amrulah, 2008).
Keadilan restoratif dapat diterap-
kan pada seluruh proses penegakan 
hukum pidana, tidak hanya pada satu 
proses saja, misalnya pada penyi- 
dikan atau penuntutan atau peradilan. 
Hal ini didasarkan pada prinsip 
keadilan restoratif masuk pada suatu 
sistem hukum pidana sehingga 
penerapannya ada pada setiap pro- 
sesnya dan juga tiap penegak hukum 
mempunyai kewenangan untuk me- 
nerapkannya. Keadilan restoratif 
bukan merupakan asas melainkan 
filsafat yaitu filsafat dalam proses 
peradilan dan juga filsafat keadilan. 
Keadilan restoratif dapat dikatakan 
sebagai filsafat peradilan, karena-
merupakan dasar dalam penyusunan 
lembaga peradilan. Dengan demiki-
an, dapat diartikan bahwa keadilan 
restoratif adalah suatu rangkaian 
proses peradilan yang pada dasarnya 
bertujuan untuk me-restore (memu- 
lihkan kembali) kerugian yang dide- 
rita oleh korban kejahatan, (Mudza-
kir, 2008). masyarakat, dan para 
pihak terkait.
Pendekatan keadilan restoratif 
(restorative justice approach) diawa-
li dari praktik di beberapa negara 
misalnya Kanada, Australia, New 
Zealand, dan Inggris. Sejarah per- 
kembangan hukum modern dalam 
penerapan restorative justice diawali 
dari pelaksanaan sebuah program 
penyelesaian di luar pengadilan 
konvensional yang dilakukan oleh 
masyarakat yang disebut dengan 
victim-offender mediation tahun 
1970-an di Kanada (Morris dan 
Maxwelle, 21: 4). Pendekatan 
keadilan restoratif merupakan per- 
kembangan terakhir dari paradigma 
peradilan pidana, yaitu diawali 
dengan retributive justice, dilanjut-
kan dengan rehabilitative justice, 
kemudian ada alternative justice, 
kemudian diperbaiki lagi dengan 
transitional justice, danakhirnya 
digantikan oleh restorative justice.
Berdasarkan sejarah di beberapa 
negara, pelaksanaan Diversi pada 
awalnya gagal di Amerika, tetapi 
berhasil di Belanda, Denmark, Italia, 
Jerman, Perancis, pada tahun 
1969(Marlina, 2010:4) kemudian 
diperbaiki sistemnya yang akhirnya 
sukses di beberapa negara dalam 
penyelesaian tindak pidana tertentu 
dan pelaku-pelaku tertentu.
Meskipun tidak ada kesepakatan 
tentang pengertian keadilan restora- 
tif, namun mayoritas definisi 
berfokus pada proses yang melibat-
kan semua pihak yang berkepenti- 
ngan untuk menyelesaikan pelang-
garan hukum dan bertujuan memper-
baiki kerugian yang disebabkan oleh 
pelanggaran tersebut.  Hal ini 
terungkap dalam pernyataan berikut. 
There is no agreed definition of 
restorative justice processes. A 
number of definitions have been 
suggested, most of which focus on a 
process which involves all those 
affected by an offence and aims to 
repair the harm caused by the 
offending(Widodo 2014). Berdasar-
kan pemikiran tersebut dapat dipaha-
mi bahwa akar filsafat keadilan 
restoratif adalah konsepsi keadilan 
untuk semua (justice for all), yaitu 
pelibatan pelaku, korban, dan ma- 
syarakat berdasarkan musyawarah 
dalam rangka merestorasi keadaan 
secara manusiawi.
Secara teoretis, sistem peradilan 
pidana anak di Indonesia wajib 
mengutamakan kepentingan yang 
terbaik bagi anak dan berupaya me- 
ngurangi penyelesaian perkara anak 
di pengadilan pidana, dan jika 
terpaksa dipidana penjara, maka 
pidana tersebut hanya dilakukan 
sebagai upaya terakhir dan dalam 
waktu yang singkat. Hal ini dapat 
diketahui dari beberapa instrumen 
internasional, antara lain United 
Nations Standard Minimum Rules for 
the Administration of Juvenile 
Justice (Beijing Rules), United 
Nations Standard Minimum Rules for 
Non-Custodial Measures 1990 
(Tokyo Rules), United Nations 
Guidelines for the Prevention of 
Juvenile Delinquency (Riyadh 
Guidelines), dan United Nations 
Rules for the Protection of Juveniles 
Deprived of Their Liberty (1990). 
Menurut Wardaya dan Retnaningrum 
bahwa, kesadaran masyarakat bahwa 
anak-anak pelaku tindak pidana 
perlu diperlakukan khusus tidak 
sebagaimana orang dewasa baru 
disadari sejak penyelenggaraan 
peradilan anak kali pertama di 
Chicago pada 1889 (Wardaya dan 
Retnaningrum, 2011).
Urgensi pelaksaan diversi pada 
perkara anak didasari pada 
pemikiran berikut. Saat ini ada 
pergeseran filsafat pemidanaan dari 
awalnya yang bersifat restitutif 
(pembalasan) kemudian ditandingi 
menjadi teori prevensi (tujuan), 
kemudian muncul teori gabungan, 
(Widodo, 2009 :24) dan akhirnya 
berkembang pemikiran keadilan 
restoratif yang mengutamakan 
pemulihan. Pendekatan restoratif 
merupakan paradigma baru dalam 
pemidanaan yang berbeda dengan 
pendekatan keadilan retributif, baik 
konsep, orientasi, tujuan maupun 
mekanisme pencapaiannya.  Keadi- 
lan retributif lahir sebagai reaksi 
terhadap beberapa kelemahan pen- 
dekatan keadilan retributif. Resto- 
rative justice is different from the 
retributive and rehabilitation 
approaches in that it focuses prima- 
rily on the needs of the victim, not 
just the offender. It’s a powerful tool 
that can have very real, positive 
results(Marshal,2014).Pendekatan 
keadilan restoratif ini sangat positif 
dan berbeda dengan restribusi dan 
rehabilitasi yang hanya terbatas teru-
tama pada perlindungan korban, 
bukan pada pelaku.
Keadilan restoratif merupakan 
reaksi masyarakat global yang dapat 
digunakan sebagai pelengkap dari 
sistem peradilan pidana yang selama 
ini banyak yang menggunakan 
pendekatan keadilan tradisional.Hal 
ini dikemukakan oleh Mark S. Um- 
breit and Marilyn Peterson Armour 
bahwa, restorative justice is viewed 
as complementary to the criminal 
justice system because it attends to 
issues that the traditional system 
neglects. Regardless of the position 
taken, the vision of restorative justice 
is grounded in values that are reso-
nating with an increasingly broad 
range of individuals and communi-
ties throughout the world, presenting 
many opportunities for new and 
widened impact (Umbreit dan 
Armour,2004:82). Diversi adalah 
salah satu bentuk penyelesaian per- 
kara pidana dalam rangka penca- 
paian keadilan restoratif.  Bentuk 
lain- nya, misalnya rekonsiliasi 
antara pelaku dengan korban, konfe- 
rensi keluarga dan masyarakat, 
upaya perdamaian dalam ma- 
syarakat.  Hal ini selaras dengan 
pemikiran Strickland, bahwa
More specific technique associa- 
ted with restorative justice, 
include diversion, victim-offender 
reconciliation, victim impact 
panel, victim-offender statements, 
family or communiuty conferen- 
cing, community peace-making or 
centencing cyrcles, reintegrative 
shamming, and prisoneers assis-
tence program(Stickland, 2004 
:9).
Keadilan restoratif sebenarnya 
bukan merupakan budaya baru bagi 
bangsa Indonesia, namun karena 
dalam masa penjajahan hukum adat 
banyak ditinggalkan dan diganti 
dengan hukum barat, maka keadilan 
restoratif dimarginalkan. Setelah 
ketentuan ketentuan dan sistem 
hukum barat diragukan efektivitas 
dan efisiensinya dalam penyelesaian 
perkara pidana yang adil, banyak 
pihak mengintrodusi dan melak-
sanakan keadilan restoratif.  Dengan 
demikian, konsep keadilan restoratif 
bukan lahir lebih dahulu, tetapi 
sudah ada dan dilaksanakan di ma- 
syarakat kemudian ditinggalkan, dan 
saat ini digunakan lagi.   Buktinya, 
dalam hukum pidana Majapahit 
dikenal istilah “pati bajampi” yaitu 
sebagai uang pengganti obat yang 
diberikan kepada korban, rekonsi- 
lisasi antar-kepala adat yang ditandai 
dengan upaya adat di sejumlah 
wilayah Indonesia.
Pendoronglahirnya diversi pada 
perkara anak di Indonesia antara lain 
dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Terjadi labelisasi pada anak yang 
pernah diproses oleh penegak hu- 
kum berdasarkan hukum pidana 
anak.  Bahkan pada beberapa 
kasus, dalam LAPAS Anak terjadi 
prisonisasi (Widodo, 2012 : 21).
b. Pihak LAPAS Anak, LAPAS dan 
RUTAN Dewasa yang di dalam 
nya ada blok khusus Anak, belum 
semuanya mempunyai kemam-
puan yang memadai untuk pembi-
naan dan pembimbingan anak.Se-
lain itu, anak berisiko terkena 
“prisonisasi” di dalam lembaga 
tersebut.  Karena itu, perlu ada 
langkah meminimalisasi prisoni-
sasi dengan cara menghindarkan 
anak dari institusionalisasidi 
Rutan atau LAPAS.
c. Ada keinginan serius dari para 
pihak untuk mengurangi atau 
bahkan menghilangkan dampak 
negatif dari proses peradilan 
pidana bagi anak. Hal ini didasar-
kan pada data bahwa dalam tahap 
penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di pengadilan, hak- 
hak anak (pelaku) ada yang 
terlanggar, misalnya anak tidak 
dapat sekolah karena ditahan di 
RUTAN dan LAPAS.
d. Selama proses peradilan, pihak 
korban dan masyarakat belum 
mendapatkan restitusi (pemuli-
han) secara memadai sehingga 
putusan pengadilan sering diang-
gap belum mencerminkan keadi- 
lan bagi korban dan masyarakat.  
Hal ini terjadi karena keadilan 
sering ditafsirkan oleh orang 
sebagai keadilan terhadap pelaku 
saja, bukan pada korban dan ma- 
syarakat.
e. Beberapa putusan pengadilan 
kadang belum menunjukkan ke- 
berpihakan negara pada anak, 
anak korban, dan masyarakat.  
Mayoritas putusan pengadilan 
anak adalah penjatuhan pidana, 
dan jenisnya pidana penjara 
(Widodo, 2012:14).
f. Penegak hukum dan para pihak 
yang terkait belum terbiasa me- 
lakukan diversi pada anak yang 
berkonflik dengan hukum secara 
melembaga, bahkan budaya ma- 
syarakat menghendaki agar 
penyelesaian perkara anak lebih 
suka pengunaan jalur litigasi 
dibandingkan dengan jalur litiga- 
si. Beberapa anggota masyarakat 
bahkan sering menganggap diver-
si pada perkara anak yang dilaku-
kan oleh Polri merupakan upaya 
membela pihak tertentu (terutama 
membela pelaku), sehingga perlu 
ada klarifikasi yuridis.
g. Perlunya dasar hukum diversi 
yang jelas dalam peraturan perun-
dang-undangan (lex certa) yang 
dapat digunakan anak oleh polisi, 
jaksa, dan hakim agar tidak terjadi 
salah sangka dalam masyarakat. 
Sebelum ada UU Sistem 
Peradilan Anak, dasar hukum 
diversi di kepolisian adalah pada 
kebijakan diskresi (discretion) 
yang kemudian dituangkan dalam 
dasar hukum dari Kapolri untuk 
lingkungan Polri atau kesepaka-
tan-kesepakatan tertulis lain 
antar-penegak hukum atau antara 
Polri dengan Kementerian lain.  
Menakar Kemampuan Para Pe- 
mangku Kepentingan( Stake Hol- 
ders)dalam Melaksanakan Diversi 
Perkara  Anak Berdasarkan UU- 
SPPA.
Sejak diterbitkan UU-SPPA, pada 
semua tingkatan proses peradilan 
pidana (penyidikan, penuntutan, 
pemeriksanaan di pengadilan), terbu-
ka peluang polisi, jaksa, dan hakim 
untuk melakukan diversi.  Bahkan, 
sebelum ada putusan Mahkamah 
Konstitusi tahun 2013, diversi me- 
rupakan langkah wajib yang 
bersanksi pidana bagi polisi, jaksa, 
hakim sebelum menerapkan ketentu-
an hukum acara pidana.  Saat ini 
meskipun polisi, jaksa, dan hakim 
tidak melakukan diversi tidak dapat 
dipidana. Ketentuan diversi tersebut 
memberi harapan positif  bagi 
pencari keadilan dan penegak hukum 
untuk melaksanakan penyelesaian 
perkara tindak pidana anak sesuai 
dengan karakteristik anak tanpa 
mengabaikan kepentingan korban 
dan masyarakat. 
Dengan demikian, dalam pena- 
nganan anak yang berkonflik dengan 
hukum, diversi dalam perkara anak 
dilakukan oleh Polisi, Jaksa, dan 
Hakim sesuai dengan kewenangan- 
nya dalam acara pidana.  Jika diversi 
gagal maka proses peradilan pidana 
dalam maing-masing tingkatan akan 
diberlakukan dengan puncak proses 
berupa putusan pengadilan. 
Sebelum proses polisi, jaksa, dan 
hakim melakukan diversi, harus 
dipastikan dahulu bahwa persyaratan 
perkara yang dapat didiversi 
memenuhi persyaratan objektif dan 
subjektif sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7 ayat (2).  Persyaratan objek-
tif, yaitu bahwa perkara tindak 
pidana yang akan diproses Diversi 
adalah pelaku tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara di 
bawah 7 (tujuh) tahun.  Persyaratan 
subjektif adalah anak tersebut bukan 
merupakan melakukan pengulangan 
tindak pidana.Dalam UU-SPPA 
tersebut dijalelaskan tentang penger-
tian pengulangan tindak pidana, 
bahwa pengulangan tindak pidana 
dalam ketentuan ini merupakan 
tindak pidana yang dilakukan oleh 
Anak, baik tindak pidana sejenis 
maupun tidak sejenis, termasuk 
tindak pidana yang diselesaikan 
melalui Diversi.
Dalam penjelasan tersebut tidak 
ada jangka waktunya berapa lama 
antara tindak pertama yang pertama 
dengan yang kedua atau selanjutnya. 
Karena itu, UU-SPPA merupakan 
kekhususan dalam hukum pidana 
sehingga dapat menyimpangi keten-
tuan KUHP tentang jangka waktu 
agar dapat dikategorikan melakukan 
pengulangan tindak pidana. Jika 
persyaratan tersebut dipenuhi, maka 
Polisi, Jaksa dan Hakim wajib 
melakukan Diversi. Jika diversi 
sudah dicapai, maka hasil kesepaka-
tan dijadikan dasar Penetapan Ketua 
Pengadilan.
Dalam melaksanakan Diversi, 
penegak hukum wajib menggunakan 
asas sebagaimana diatur dalam Pasal 
2, yaitu pelindungan; keadilan; 
nondiskriminasi; kepentingan ter- 
baik bagi Anak; penghargaan terha-
dap pendapat Anak; kelangsungan 
hidup dan tumbuh kembang Anak; 
pembinaan dan pembimbingan 
Anak; proporsional;  perampasan 
kemerdekaan dan pemidanaan se- 
bagai upaya terakhir; dan penghinda-
ran pembalasan. 
Diversi oleh Hakim Anak di 
Pengadilan Negeri dapat dilakukan 
di ruang mediasi (Pasal 52 ayat (4)).-
Proses Diversi dilakukan dengan 
teknik musyawarah (Pasal 8 ayat 
(1)).Pihak yang wajib dilibatkan 
dalam Diversi adalah Anak dan 
orang tua/walinya, korban dan/atau 
orang tua/Walinya, Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial 
Profesional (Pasal 8 ayat (1)).Selain 
itu dapat pula ditambah dengan 
Tenaga Kesejahteraan Sosial, 
dan/atau masyarakat (ayat (2)). Para 
pihak yang bersengketa dapat 
diwakili oleh kuasanya dengan surat 
kuasa khusus, baik oleh advokat 
maupun orang lain yang dipercaya. 
Pihak ketiga di yang ditentukan oleh 
UU dapat turut serta dan mengga-
bungkan diri dalam proses musya- 
warah, apabila terdapat unsur 
kepentingan yang terkait dan keturut 
sertaannya disepakati oleh pihak 
pelaku dan korban serta disetujui 
oleh Hakim yang memimpin musya- 
warah.
Berdasarkan Pasal 9, ditentukan 
bahwa Penyidik, Penuntut Umum, 
dan Hakim dalam melakukan Diversi 
harus mempertimbangkan: a).kate-
gori tindak pidana; b)  umur Anak; c) 
hasil penelitian kemasyarakatan dari 
Bapas; dan d) dukungan lingkungan 
keluarga dan masyarakat. Kesepaka-
tan Diversi tersebut harus mendapat-
kan persetujuan korban dan/atau 
keluarga Anak Korban serta kese-
diaan Anak dan keluarganya, kecuali 
untuk: a)  tindak pidana yang berupa 
pelanggaran;  b) tindak pidana 
ringan; c) tindak pidana tanpa 
korban; atau d) nilai kerugian korban 
tidak lebih dari nilai upah minimum 
provinsi setempat.
Hasil kesepakatan Diversi dapat 
berbentuk, antara lain: a)  perda-
maian dengan atau tanpa ganti keru-
gian; b)  penyerahan kembali kepada 
orang tua/Wali;  c)  keikutsertaan 
dalam pendidikan atau pelatihan di 
lembaga pendidikan atau LPKS 
paling lama 3 (tiga) bulan; atau d)  
pelayanan masyarakat.  Khusus di- 
versi terhadap pelaku a)  tindak 
pidana yang berupa pelanggaran;  b) 
tindak pidana ringan; c) tindak 
pidana tanpa korban; atau d) nilai 
kerugian korban tidak lebih dari nilai 
upah minimum provinsi setempat-
dapat dilakukan oleh penyidik bersa-
ma pelaku dan/atau keluarganya, 
Pembimbing Kemasyarakatan, serta 
dapat melibatkan tokoh masyarakat.
Diversiyangdilakukan oleh Pe- 
nyidik atas rekomendasi Pembimb-
ing Kemasyarakatan dapat berben-
tuk: a) pengembalian kerugian dalam 
hal ada korban; b) rehabilitasi medis 
dan psikososial; c) penyerahan kem-
bali kepada orang tua/Wali;  d) keikut 
sertaan dalam pendidikan atau pelati-
han di lembaga pendidikan atau 
LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; 
atau e) pelayanan masyarakat paling 
lama 3 (tiga) bulan.
Selama proses Diversi berlang- 
sung sampai dengan kesepakatan 
Diversi dilaksanakan, Pembimbing 
Kemasyarakatan wajib melakukan 
pendampingan, pembimbingan, dan 
pengawasan (Pasal 14 ayat (2)). 
Kesepakatan Diversi wajib dilak-
sanakan paling lama 30 (tiga puluh) 
hari (Pasal 52 ayat (3)).Jika  Diversi 
sudah dilaksanakan dalam jangka 
waktu tersebut maka proses perkara 
tindak pidana tidak dilanjutkan ke 
tahapan persidangan. Pelaku tindak 
pidana dan pihak-pihak terkait akan 
mendapatkan penetapan dari Ketua 
Pengadilan Negeri yang isinya me- 
netapkan bahwa perkara tindak 
pidana anak sudah diselesaikan 
melalui Diversi dan sudah mempu-
nyai kekuatan hukum tetap.Penga-
wasan atas proses Diversi dan pelak-
sanaan kesepakatan yang dihasilkan 
berada pada atasan langsung pejabat 
yang bertanggung jawab di setiap 
tingkat pemeriksaan (Pasal 14 ayat 
(1).
Berdasarkan hasil studi di ma- 
syarakat di Indonesia,  ada beberapa 
hasil penelitian yang dapat dijadikan 
alasan empiris mengapa diversi perlu 
dilakukan, dan prosesnya harus 
cermat agar tercapai keadilan 
restoratif.  
Meskipun banyak kelebihan dan 
manfaatnya bagi anak, pelaksanaan 
diversi ternyata ini banyak mengha-
dapi hambatan. Studi yang pernah 
dilakukan di wilayah Banyumas, 
Purbalingga, Banjarnegara, Kebu-
men, dan Cilacap menunjukkan 
bahwa tidak semua korban atau kelu-
arga korban bersedia menerima cara 
penyelesaian tindak pidana melalui 
diversi. Alasannya: keinginan untuk 
membuat pelaku “kapok” jika dima-
sukkan dalam penjara; kejahatan 
yang dilakukan oleh pelaku adalah 
kejahatan yang diancam dengan 
pidana yang berat; penegak hukum 
kurang mendukung upaya perda-
maian; tidak ada petunjuk pelaksa-
naan maupun petunjuk teknis bagi 
aparat penegak hukum untuk 
mengimplementasi cara penyele- 
saian non-litigasi(Wardaya dan Ret- 
naningrum, 2008 :59). Hasil peneli-
tian ini sama dengan hasil penelitian 
Subekhan, bahwa penyelesaian per- 
kara pidana yang dilakukan oleh 
anak dengan menggunakan pendeka-
tan restorative Justice belum terlak-
sana secara optimal, karena belum 
adanya aturan hukum sebagai 
landasan penyelesaian model ini; 
perubahan masyarakat dari gemein-
schaft ke arah gesselschaft ber- 
dampak pada sulitnya rnengharapkan 
partisipasi masyarakat dalam 
penyelesaian yang bersifat restorasi; 
dan konsep restorative justice yang 
tidak melembagakan proses penyele-
saiannya berdampak pada hasil yang 
dicapai dalam penyelesaian restorasi 
tidak memberikan kepastian hukum 
bagi anak, korban dan masyarakat 
(Subkhan, 2008:i ) Penelitian-peneli-
tian di atas dilakukan atas kebijakan 
Diversi yang dilakukan oleh Polri 
berdasarkan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.
Selama proses peradilan pidana di 
Indonesia, mayoritas anak ditahan di 
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Rumah Tahanan atau Lembaga 
Pemasyarakatan selama 2-3 bulan.  
Jumlah terdakwa yang dijatuhi 
pidana penjara sekitar 90%. Pembi-
naan anak di di LAPAS kurang opti-
mal karena masa pidananya singkat. 
Proses peradilan tersebut tidak mem-
berikan rasa keadilan bagi anak. 
Secara normatif, sistem hukum di 
Indonesia belum ramah anak dan 
sistem kesejahteraan belum terinte-
grasi. Struktur dan aparatur penegak 
hukum juga belum ada persamaan 
persepsi terhadap penanganan anak 
nakal sehingga perlu peningkatan 
kapasitas sumberdaya manusia. 
Begitu juga ketersediaan sarana dan 
prasarana masih harus ditingkatkan.  
Pandangan dan perilaku masyarakat 
ternyata banyak yang masih memak-
nai pidana sebagai tindakan yang 
harus bersifat punitif dan retributif 
(Apong Herlina, 2015).
Selama dalam masa proses 
peradilan pidana, beberapa studi 
menunjukkan bahwa mereka men- 
dapat perlakuan yang buruk bahkan 
kadang-kadang lebih buruk dari 
perlakuan terhadap orang dewasa 
pada suatu situasi yang sama. 
Perlakuan buruk ini tidak hanya 
terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) 
atau Lembaga Pemasyarakatan 
(Lapas) namun tindak kekerasan 
terhadap mereka sering dialami sejak 
berada di kantor polisi yang berupa 
tamparan, tendangan, bahkan 
kadang-kadang pelecehan seksual. 
Penyidikan di kantor polisi ini sebe-
narnya dalam rangkapenyusunan 
Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 
Namun, kekerasan sering menjadi 
bagian dari upaya untuk memperoleh 
pengakuan. Bentuk kekerasan lain 
berupa tindakan memaksa anak 
untuk membersihkan kantor polisi 
dan mobil patroli. Rutan atau Lapas 
juga memberikan pengaruh buruk 
terhadap anak-anak di samping hak 
mendapat pendidikan baginya 
terabaikan (Lily, 2014). Studi pada 
tahun 2006, bahwa 96% kasus anak 
yang diajukan ke pengadilan menga-
kibatkan tindankan pasa berupa 
penahanan, 60% pidana yang 
dijatuhkan lebih dari satu tahun, dan 
hanya sedikit atau bahkan tidak ada 
bantuan hukum (RingkasanKajian, 
Oktober, 2012 http://www.unicef. 
org, 2014).
Berdasarkan Penelitian di Kota 
Makassar, Makmur, Hakim Anak 
Pengadilan Negeri Makassar, perka-
ra anak sebenarnya sangat kental 
nuansa keadilan restoratif.Justru 
keadilan restoratif tersebut lahir dari 
Pembimbing Kemasyaratan, tetapi 
ternyata hampir tidak pernah ada 
petugas BAPAS yang merekomen-
dasikan agar anak tersebut tidak 
dijatuhi pidana. Namun sebaliknya, 
Husni Guna, Kepala Seksi Bimbi- 
ngan Klien Anak Balai Pema- 
syarakatan Kelas I Makassar menya-
takan bahwa BAPAS tidak pernah 
merekomendasikan sanksi pidana 
pada anak, dan pembinaan anak 
dalam LAPAS merupakan upaya 
terakhir jika upaya lainnya gagal 
dilakukan ( Adiguna dkk, 2014). 
Berdasarkan penelitian Hafad, ma- 
yoritas hasil PK di Kota Malang 
menggunakan bahasa “klise” dan 
mayoritas merekomendasikan agar 
anak dijatuhi pidana atau tindakan 
seadil-adilnya.  Kalau tidak dengan 
“bahasa klise” tersebut, banyak hasil 
penelitian kemasyarakatan mere-
komendasikan agar hakim menjatuh-
kan sanksi paling adil (Hafad, 2004 : 
78). Namun demikian, yang 
mengembirakan, di BAPAS Suraba-
ya, Pembimbing Kemasyarakatan 
seringkali merekomendasikan agar 
anak di bina di luar LAPAS disertai 
dengan kesanggupan pihak-pihak 
tertentu yang siap menampung anak 
nakal, dan hakim memenuhi saran 
tersebut (Widodo, 2012 : 25).
Jika anak di masukkan ke LAPAS 
(pada saat berlakunya UU-SPPA 
disebut LPKA), anak-anak di LPKA 
ternyata mayoritas hanya dibina 
secara umum (tidak memperhatikan 
kebutuhan dan kompetensi anak) dan 
proses belum tampak adanya model 
pembinaan yang bersifat individual 
(individual treatment model), maka 
dampaknya akan makin buruk bagi 
anak.  Selama ini anak (apapun 
tindak pidana yang dilakukan) yang 
ada di LAPAS Anak maupun di suatu 
blok (di LAPAS Dewasa) sehingga 
pada siang hari dapat berinteraksi 
dan saling bergaul sehingga memung 
kinkan saling “belajar kejahatan.”  
Akibatnya, dalam LAPAS terjadi 
prisonisasi, meskipun anak tidak 
selalu menjadi residivis (penjahat 
kambuhan).  Jika anak dimasukkan 
ke LPKA atau LPKS yang tidak 
tertata model pembinaannya, 
dampak positif bagi anak dan ma- 
syarakat memang banyak, namun 
dampak negatif bagi anak cukup 
dominan (Widodo, 2012 : 25).
Berkaitan dengan diversi yang 
berjalan selama ini, pandangan nega-
tif masyarakat terhadap penegak 
hukum juga mempunyai pengaruh 
besar terhadap penerapan diversi.Hal 
ini diungkapkan oleh Wahyudi 
(Penyidik Pembantu PPA) bahwa 
ketika pihak-pihak didamaikan, ma- 
syarakat beranggapan bahwa penyi- 
dik membela dan dibayar oleh pihak 
pelaku tindak pidana sehingga 
pelaku tidak diproses secara 
pidana.Padahal Polisi melakukan 
upaya damai (diversi) untuk kepen- 
tingan terbaik bagi anak.Hal serupa 
juga diungkapkan oleh Andi Armasa-
ri (Jaksa Fungsional Kejaksaan 
Negeri Makassar) bahwa penilaian 
negatif dari masyarakat jika mereka 
didamaikan, atau jaksa membuat 
tuntutan ringan anak pelaku tindak 
pidana. Kejaksaan dianggap pihak 
yang tidak bertanggung jawab, 
bahkan dituduh dibayar oleh pelaku, 
atau ada hubungan keluarga antara 
jaksa dengan pelaku.  Menurut Iswa-
hyu Widodo (Hakim Anak di Penga-
dilan Negeri Makassar), umumnya, 
kendala untuk mendamaikan para 
pihak adalah korban sudah menjadi 
korban berkali-kali, meskipun pela- 
kunya bukan orang yang sama (Adi-
guna dkk., 2014).
Berdasarkan hasil penelitian di 
atas dapat dihami beberapa hal beri-
kut.  Dalam perspektif substansi 
hukum, petunjuk teknis pelaksanaan 
diversi belum semuanya lengkap.  
Hal ini dapat diatasi dengan cara 
membuat Peraturan Pemerintah (PP) 
tentang diversi sebagaimana diatur 
dalam Pasal 15. Ketentuan Peraturan 
Pemerintah yang ditindaklanjuti 
dengan peraturan yang lebih rendah 
tingkatannya juga penting mengingat 
ada beberapa norma dalam UU-SP-
PA yang multi tafsir, antara lain:
a. Siapa saja yang wajib hadir dalam 
diversi di setiap tingkatan, dan 
bagimana jika diantara mereka 
tidak hadir, akankah menjadikan 
diversi batal demi hukum atau 
dapat dibatalkan. Dalam UU 
tersebut ada kata “wajib”, sehing-
ga secara terminologis dapat 
ditafsirkan “bisa”, bukan wajib.  
Bagaimana jika para pihak yang 
disebutkan dalam 8 ayat (1) ada 
yang tidak hadir apakah jika ada 
diversi kemudian diversinya 
dianggap batal demi hukum atau 
bagaimana.  Apa sanksi bagi 
pihak yang diundang penegak 
hukum dalam diversi kemudian 
tidak hadir?
b. Tidak ada norma yang mengatur 
cara diversi jika proses mengala-
mi jalan buntu (deadlock) dalam 
musyawarah. Apakah diversi ter- 
sebut langsung dianggap gagal 
atau ada alternatif lain, misalnya 
dengan pungutan suara. Namun 
bagaimana penentuan keberhasi-
lannya, dan bagaimana persentase 
suara dari masing-masing pihak. 
Bagaimana ketentuan musyawa- 
rah yang berhasil dalam diversi, 
apakah semua pihak harus setuju 
dengan kesepakatan, atau jika ada 
yang tidak setuju diversi pihak-pi-
hak tertentu sengaja meng-
gagalkan diversi dengan tujuan 
agar anak dimasukkan ke proses 
peradilan pidana.
c. Tidak ada ketentuan tentang 
pengertian masyarakat (dalam 
ketentuan melibatkan “tokoh 
masyarakat” dalam Pasal 10 ayat 
(1), apakah masyarakat sekitar 
tempat tindak pidana terjadi, atau 
masyarakat tempat pelaku bera- 
sal, atau masyarakat tempat 
korban berasal, atau masyarakat 
merupakan orang-orang yang 
memahami tentang karakteristik 
pelaku (misalnya orang yang 
meneliti tentang tingkah laku 
yang dilakukan pelaku,a atau 
orang yang pernah melakukan 
tingkah laku yang sama dengan 
pelaku) atau korban  (misalnya 
orang yang meneliti tentang 
eksistensi korban atau orang yang 
pernah menjadi korban dalam 
tindak pidana yang sama).
d. Tidak ada ketentuan limitatif 
tentang bentuk hasil kesepakatan. 
Dalam Pasal 11 hanya diatur 
“antara lain”. Apakah boleh ada 
bentuk lain selain yang diatur 
dalam Pasal 11.  
Meskipun ada beberapa kelema- 
han, banyak juga keunggulan norma-
tif dalam UU-SPPA antara lain 
sebagai berikut.
a. Memberikan peluang pada anak, 
korban dan masyarakat untuk 
melakukan diversi dalam rangka 
memulihkan keadaan, tanpa meli-
batkan anak dalam proses per- 
adilan pidana.
b. Menggunakan Paradigma keadi- 
lan restoratif, yang tercermin 
dalam diversi maupun sistem 
peradilan pidana (sampai dengan 
pembimbingan klien oleh 
BAPAS).
c. Memuat banyak jenis pidana dan 
tindakan yang memungkinkan 
hakim menjatuhkan jenis dan 
beratnya sanksi sesuai dengan 
pendekatan keadilan restoratif.
d. Mengatur kerangka penannagan 
anak yang berkonflik dengan 
hukum, mulai dari diversi sampai 
pada pengawasan dan pembim- 
bingan sehingga menjamin kepas-
tian hukum dan dapat digunakan 
sebagai dasar pembuatan peta 
jalan (roadmap) dalam pencipta-
an keadilan restoratif.
e. Pelibatan banyak lembaga peme- 
rintah, lembaga kemasyarakatan, 
ahli, dan individu dalam sistem 
peradilan pidana.
Berkaitan dengan pelaksanaan 
diversi, ada beberapa permasalahan 
yang perlu mendapat pemecahan, 
secara yuridis maupun praktis antara 
lain sebagai berikut.
a. Belum ada Peraturan pemerintah 
tentang Diversi, padahal UU-SP-
PA dilaksanakan tanggal 1 Juli 
2014.  Jika tidak ada PP, maka 
para penegak hukum akan meng-
gunakan peraturan yang ada.  
Apakah peraturan yang ada sudah 
mencerminkan filosofi UU-SP-
PA.
b. Apakah catatan hasil diversi 
bersifat online dan terintegrasi 
antara kepolisian, kejaksaan, dan 
pengadilan? Jika tidak, bagaima-
na jika rekam jejak anak tidak 
terekam maka memungkinkan 
seorang anak di-diversi lebih dari 
1 (satu) kali.
c. Apakah BAPAS mampu melak-
sanakan tugas membuat Peneli-
tian Kemasyarakatan dan menga-
wasan proses pelaksanaan diver-
si.Pasal  28 mengatur bahwa Hasil 
Penelitian Kemasyarakatan wajib 
diserahkan oleh Bapas kepada 
Penyidik dalam waktu paling 
lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh 
empat) jam setelah permintaan 
penyidik diterima.  Padahal, 
jumlah Pembimbing Kema- 
syarakatan sangat sedikit, namun 
wilayah kerjanya antara 5 sampai 
7 kabupaten kota.  Misalnya 
BAPAS Jember (yang wilayahnya 
meliputi Jember, Banyuwangi, 
Bondowoso, Situbondo, dan 
sebagian Lumajang) hanya memi-
liki 11 orang pegawai.  Jumlah 
Pembimbing Kemasyarakatan 
Anak hanya 3 orang. Sarana 
transportasi milik BAPAS ada 
sangat kurang (Widodo, 2012: 
235).
d. Mampukan Bapas melakukan 
pengawasan, pembinaan, pem-
bimbingan secara profesional 
terhadap anak yang didiversi dan 
berada di luar LPKS? Jika tidak 
diawasi, bisa bertambah nakal.  
Jika tidak diawasai, anak tidak 
mendapatkan perlindungan 
hukum agar tidak mengulangi 
tindak pidana, karena tidak ada 
pendampingan atau bimbingan 
yang memadai ke arah tingkah 
laku yang baik. Bukankah anak 
yang didiversi sesungguhnya 
adalah anak yang melakukan 
tindak pidana (hanya saja tidak 
diputus oleh pengadilan, tetapi 
hanya ditetapkan oleh pengadilan 
sebagai pelaku tindak pidana 
pertama).
e. Sudah siapkah semua penegak 
hukum (termasuk advokat) dan 
pihak-pihak terkait melakukan 
musyawarah dalam rangka diver-
si, padahal proses tersebut mem-
butuhkan banyak pengetahuan 
dan keterampilan.
Berkaitan dengan permasalahan 
tersebut, para pihak harus melakukan 
beberapa langkah berikut agar diver-
si dan sistem peradilan pidana dapat 
terlaksana dan dapat mencapai 
tujuan berupa keadilan restoratif. 
a. Dalam Subtansi hukum, pemerin-
tah harus segera menerbitkan 
Peraturan Pemerintah tentang 
diversi sebagaimana diatur dalam 
Pasal 15. Setelah ada PP, maka 
pihak-pihak penegak hukum dan 
pemangku kepentingan lain (mi- 
salnya kementerian terkait) me- 
nerbitkan petunjuk pelaksanaan 
dan petunjuk teknis agar dapat 
digunakan sebagai pemandu 
diversi.  Untuk menguatkan pro- 
ses diversi, maka diperlukan pem-
buatan (atau peninjauan) nota 
kesepahaman “payung” yang 
ditindaklanjuti dengan perjanjian 
kerjasama antar-instansi.
b. Penegak Hukum dan pemangku 
kepentingan wajib melaksanakan 
sejumlah langkah, antara lain 
sebagai berikut.
1) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, advokat agar dapat 
melakukan diversi pada anak, 
karena anak mempunyai 
karakter khusus, begitu pula 
korban dan masyarakat juga 
mempunyai karakter unik. 
2) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, dan advokatagar dapat 
melakukan proses peradilan 
pidana pada anak, karena anak 
mempunyai karakter khusus 
yang harus diperhatikan, baik 
anak pelaku, anak korban, 
maupun anak saksi.  
3) Kualitas dan kuantitas Peker-
ja Sosial Profesional dan Te- 
naga Kesejahteraan Sosial 
juga perlu ditingkatkan dalam 
penanganan anak yang ber- 
konflik dengan hukum.
4) Peningkatan kemampuan 
calon petugas LPKS (sebagai 
tempat pembinaaan anak yang 
dijatuhi pidana), LPKA (tem-
pat anak yang di-diversi 
berupa pengikutsertaan dalam 
lembaga), LPAS (sebagai 
tempat penahanan anak 
semesntara), petugas pema- 
syarakatan di Blok Anak pada 
LAPAS Dewasa.
5) Peningkatan kemampuan 
pembimbing kemasyarakatan 
(dari BAPAS) dalam membuat 
Penelitian Kemasyarakatan 
(Litmas) agar lebih cepat, 
akurat, dan berkualitas (me- 
muat analisis yang proporsio- 
nal dari sisi sosiologi, psikolo-
gi, penologi, dan “ilmu ting-
kah laku” lainnya), dan 
melakukan pendampingan, 
pembimbingan, dan penga-
wasan proses diversi, dan 
pelaksanaan diversi (baik di 
dalam LPKS maupun di ma- 
syarakat). BAPAS harus mem-
berikan rekomendasi (Pasal 10 
ayat (2), pendampingan, pem-
bimbingan, dan pengawasan 
terhadap anak selama proses 
dan pelaksanaan diversi (Pasal 
14 ayat (2), laporan kegagalan 
diversi (Pasal 14 ayat (3).  
Waktu pembuatan litmas 
sangat singkat yaitu hanya 3 
hari.**
Para penegak hukum dan 
pemangku kepentingan perlu 
mendapatkan pendidikan dan pelai-
han atau bahkan pendidikan khusus 
secara bertahap dan terus-menerus 
dan masing-masing memperoleh 
sertifikat agar memenuhi standar 
minimal yang dibutuhkan pencapa-
ian keadilan restoratif.  Hal ini sama 
dengan apa yang dikemukakan 
Jonson bahwa ... facilitator style and 
role, certification, training requir-
ment’s, professional standards and 
othe issues will continue to add 
spince to the stew of co-creation ad 
individuality in the field many years 
to come (Daniel van Ness, 2007 
:223).
c. Masyarakat perlu ditingkatkan 
kepeduliannya dalam menyele-
saikan tindak pidana anak.  Pan-
dangan masyarakat terhadap 
keadilan restoratif juga perlu 
diperbaiki agar tidak ada prasang-
ka. Langkah yang dapat dilaku-
kan oleh pemerintah bersama 
pemangku kepentingan antara 
lain sebagai berikut.
1) Sosialisasi UU kepada ma- 
syarakat, terutama masyarakat 
yang rentan sebagai pelaku 
maupun korban tindak pidana 
anak.
2) Membudayakan pemikiran 
“positif” anggota masyarakat 
terhadap proses diversi di 
semua tingkatan pradilan 
pidana.  Memberikan pemaha-
man yang komprehensif terha-
dap keadilan restoratif yang 
dicapai melalui proses 
peradilan pidana.
3) Meningkatkan komitmen 
masyarakat dan pemerhati 
untuk selalu mengutamakan 
penyelesaian tindak pidana 
anak yang sesuai dengan kebu-
tuhan anak.
d. Sarana dan prasarana(termasuk 
kurikulum) sangat perlu diada-
kan, ditambah atau ditata ulang, 
antara lain sebagai berikut. 
1) Penyediaan ruangan khusus 
di Kepolisian, Kejaksaan, dan 
Pengadilan, penganggaran, 
fasilitas pendukung, data 
online yang terintegrasi (agar 
pelaporan, pendataan, pendo-
kumentasian (pengarsipan) 
data diversi mudah, cepat, dan 
murah). Hal inisangat penting 
dalam keadministrasian, 
apalagi di wilayah luar pulau 
Jawa yang geografisnya varia-
tif, dan modal tranportasinya 
terbatas).
2) Pembentukan LPKS, LPAS, 
LPKA.
3) Peninjauaan dan pembentu-
kan model pembinaan di 
LPKS, LPKA berserta kuriku-
lum, termasuk penyediaan 
fasilitas pendukungnya.
Pendidikan, Pembinaan, Pen-
dampingan dan  Pengawasan  Ter-
hadap  Anak yang Di-diversi 
Maupun yang Dijatuhi Pidana 
Atau Tindakan  Oleh Pengadilan
Sampai saat ini di LAPAS Anak 
atau LAPAS Dewasa Indonesia 
belum ada model yang sistemik 
tentang pendidikan, pembinaan, 
pendampingan, dan pengawasan 
khusus terhadap anak yang didasar-
kan pada asas individualisasi pembi-
naan (baik pembimbingan mental 
dan kerohanian maupun pembimbi- 
ngan/latihan kerja), dan asas kepen- 
tingan terbaik bagi anak. Penga-
wasan yang dilakukan oleh BAPAS 
terhadap anak yang dijatuhi pidana 
maupun tindakan juga kurang opti-
mal. Kepedulian masyarakat dan 
organisasi kemasyarakatan terhadap 
anak yang melakukan tindak pidana 
juga belum optimal.  Berdasarkan 
fakta tersebut, maka pola penga-
wasan dapat dilakukan oleh para 
pihak sebagai berikut.
a. Anak yang didiversi sudah me- 
ngalami masalah kelakuan, 
karena itu pembinaannya dapat 
dilakukan oleh bagian Bimbingan 
dan Konseling (jika sekolah), 
pimpinan lembaga pendidikan 
non-formal (jika menempun 
pendidikan non formal), orang tua 
atau wali atau perorangan lain 
(jika dikembalikan ke orang 
tua/wali atau diserahkan kepada 
perorangan), kepala organisasi 
kemasyarakatan (jika diserahkan 
ke organisasi kemasyarakatan), 
kepala desa/lurah (jika tidak ada 
pembina).
b. Anak yang dimasukkan ke LPKS, 
LPKA dibimbing oleh petugas 
khusus yang ada dalam lembaga 
tersebut.
c. Pembimbing Kemasyarakatan di 
BAPAS, sesuai dengan bidang 
tugasnya.
Namun, para pembina dan petu-
gas, pengawas tersebut harus dibuat-
kan pola atau model atau sistem yang 
dapat dipedomani berdasarka Pera-
turan Pememrintah (PP) dan peratu- 
ran menteri atau lembaga pemerintah 
yang terkait dengan penanganan 
anak yang berkonflik dengan hukum 
(pelaku), dan anak yang berhadapan 
dengan hukum (anak saksi dan anak 
korban).  Khusus pada anak pelaku, 
pembentukan model pendidikan, 
pembinaan, pendampingan tersebut 
harus didasarkan ada karakteristik 
unik dari masing-masing anak, 
sehingga harus mengutamakan 
model individualisasi pembinaan dan 
berbasis pada kebutuhan anak. 
Karena itu, pemerintah perlu mem-
buat model khusus tentang penga-
wasan, pembinaan, dan pendampin-
gan anak yang berkonflik dengan 
hukum, baik di-diversi maupun 
dijatuhi pidana (straf)atau tinda-
kan(maatregels).
Simpulan
1. Diversi pada perkara anak perlu 
dilakukan oleh penegak hukum 
secara terukur dan legal berdasar-
kan UU Sistem Peradilan Anak 
dalam rangka melindungi anak, 
anak korban dan kepentingan 
masyarakat secara proporsional.  
2. Kelemahan pelaksanaan peradilan 
pidana anak, kekurangmampuan 
LAPAS, LAPAS Anak, dan 
Organisasi Kemasyarakatan da- 
lam membina anak yang berkon- 
flik dengan hukum selama ini 
memicu lahirnya diversi.  Keber-
hasilan diversi pada anak di 
beberapa negara menjadi sema- 
ngat tersendiri bagi pembuat UU 
untuk membentuk lembaga diver-
si secara legal. 
3. Konsekuensi dari diversi pada 
anak, para pihak yang terlibat 
dalam proses dan pasca-diversi 
wajib menjamin kepentingan 
terbaik bagi anak dan korban.  
Karena itu, pendidikan, pembi-
naan, pendampingan dan penga-
wasan anak yang berkonflik 
dengan hukum (baik yang disele-
saikan dengan diversi maupun 
yang diadili melalui sistem 
peradilan pidana) wajib dilak-
sanakan secara sistemik berdasar-
kan asas kepentingan terbaik bagi 
anak tanpa mengabaikan kepen- 
tingan korban dan masyarakat.
4. Konsekuensi yuridisnya,Peratu- 
ran Pemerintah Republik Indone-
sia  Nomor 65 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pelaksanaan 
Diversi dan Penanganan Anak 
yang Belum Berumur 12 (Dua 
Belas) Tahun perlu ditindaklanjuti 
dengan peraturan internal di 
kalangan Polri, BAPAS, dan 
instansi terkait sebagai standar 
prosedur operasional di lembaga 
yang terlibat dalam proses diver-
si, termasuk lembaga pelaksana 
dan pengawas putusan diversi 
dalam rangka impementasi kebi-
jakan diversi anak di Indonesia.
Daftar Rujukan
Buku
Johnson, Daniel van Ness, 2007. 
Handbook of Restorative Justice, 
Willan Publishing, London.
Morris, Allison and Gabrielle Max-
welle, 2001.Restorative Justice 
for Juvenile; Coferencing, Media-
tion&Circle, Hart Publishing, 
Oxford-Portland Oregon USA.
Marlina, 2010.Perngantar  Konsep 
Diversi dan Restorative Justice 
dalam Hukum Pidana, Universi-
tas Sumatera Utara Press, Medan.
Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem 
Peradilan Pidana, Badan Penerbit 
Universitas Diponegoro, Sema-
rang.
Dowd, A. Nancy E.(Edited),2015. A 
New Juvenile Justice System: 
Total Reform for a Broken 
System, New York University 
Press, York.
Stickland, Ruth Ann, 2004. Restrora-
tive Justice. Peter Lang Publi- 
shing, New York.
Widodo, 2012.Prisonisasi Anak: 
Fenomena dan Penanggulangan- 
nya, Aswaja Presindo, Yogyakar-
ta.
United Nations, 2006.Handbook on 
Restorative Justice Programmes. 
Office in Drug and Crime.Crimi-
nal Justice Handbook Series, 
United Nations, New York.
UNHCR Guidelines on Determining 
the Best Interests of the 
Child.United Nations High Com-
missioner for Refugees, Geneva, 
Switzerland, 2008.
Robert, Albert L. (Editor), 2008.Ju-
venile Justice Sourcebook : Past, 
Present, and Future: Past, Present, 
and Future, Oxford University 
Press, New York.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak 
Jurnal Ilmiah
Umbreit, Mark S., and Marilyn 
Peterson Armour, 2004.Resto- 
rative Justice and Dialogue: 
Impact, Opportunities, and Chal-
lenges in the Global Community, 
Washington University Journal of 
Law & Policy, Volume 36 Resto- 
rative Justice.
Hasil Penelitian
Hafad, Makaroda, 2004. Penjatuhan 
Pidana Perampasan Kemerdekaan 
Jangka Pendek Sebagai Upaya 
Penanggulangan Tindak Pidana 
Anak. Pascasarjana Universitas 
Brawijaya, Tesis.
Retnaningrum, Dwi Hapsari dan 
Manunggal K. Wardaya, Perlin- 
dungan Terhadap Anak Yang 
Melakukan Tindak Pidana (Kaji-
an Tentang Penyelesaian Secara 
Non-Litigasi Dalam Perkara 
Tindak Pidana Anak di Kabupa- 
ten Banyumas, Purbalingga, Ban-
jarnegara, Kebumen, dan Cila-
cap), Laporan Penelitian, FH 
UNSOED, 2008, p. 59.
Subekhan, 2008.Penyelesaian Perka-
ra Anak secara Restorasi dalam 
Penerapan Sistem Peradilan 
Pidana Anak, Tesis, Universitas 
Indonesia.
Makalah
Amrullah, M. Arief, Ketentuan dan 
Mekanisme Pertanggungjawaban 
Pidana Korporasi, Makalah 
Disampaikan dalam Seminar 
Nasional tentangTanggung Jawab 
Sosial Perusahaan (Corporate 
Social Responsibility/CSR), 
Diselenggarakan oleh PUSH-
AM-UII Yogyakarta bekerjasama 
dengan Norwegian Centre for 
Human Rights, University of 
Oslo, Norway, di Hotel Yogyakar-
ta Plaza, Yogyakarta, 6-8 Mei 
2008. 
Wardaya, Manunggal K. dan Dwi 
Hapsari Retnaningrum, Diversi 
Sebagai Bentuk Perlindungan 
Hak Asasi Manusia Anak Yang 
Berhadapan Dengan Hukum, 
Makalah disampaikan dalam 
Konferensi Nasional Hak Asasi 
Manusia I Serikat Pengajar Hak 
Asasi Manusia (SEPAHAM), di 
Universitas Surabaya (UBAYA),  
20-22 September 2011
Internet
Adiguna, Imran, Aswanto, Wiwie 
Heryani, Penerapan Diversi terha-
dap Anak yang Berhadapan 
dengan Hukum dalam Sistem 
Peradilan Pidana, Http://Pas-
ca.Unhas.ac.id, diakses tanggal 
17 April 2014.
Herlina, Apong (Komisioner Komisi 
Perlindungan Anak Indoensia), 
Peran Kpai Dalam Melaksanakan 
Monitoring Dan Evaluasi Sistem 
Peradilan Pidana Anak, http:// 
srsg.violenceagainstchildren.org, 
diakses tanggal 19 April 2014.
Mudzakir, Analisis Restorative 
Justice: Sejarah, Ruang Lingkup, 
dan Penerapannya, http://pkbh. 
uii.ac.id, diakses tanggal 26 April 
2014.
Widodo, Restorative Justice in New 
Zealand Best Practice ,http://ww-
w.justice.govt.nz, diakses tanggal 
24 April 2014.
Rilantono, Lily I. (Ketua Umum 
Yayasan Kesejahteraan Anak 
Iindonesia), Anak yang Berkon- 
flik dengan Hukum, Hilangkah 
Hak Asasinya?,http://www.ykai. 
net, diakses tanggal 19 April 
2014.
Ringkasan Kajian, oktober, 2012 
http://www.unicef.org, diakses 
tanggal 19 April 2014.
Sifris, Ms Adiva, Sarah Middleton, 
Ross Hyams and Vicky Kirmos, 
Submission to The Family Law 
Council Regarding The Inquiry 
Into Relocation of Children in 
Family Law. Castan Centre for 
Human Rights Law, Monash 
University Law, http://www. 
law.monash.edu.au, diakses tang-
gal 21 April 2014.
Simamora, Janpatar, Efektivitas 
Penggunaan Diskresi dalam 
Rangka Mewujudkan Pemerin-
tahan yang Baik, www.akade-
mik.nommensen-id.org, diakses 
tanggal  25 April 2014
Rechtldee Jurnal Hukum, Vol. 10. No. 2, Desember 2015
Pendahuluan
Anak sebagai mahkluk Tuhan 
Yang Maha Esa memiliki hak asasi 
atau hak dasar sejak dilahirkan, yaitu 
jaminan untuk tumbuh kembang 
secara utuh baik fisik, mental 
maupun sosial, dan berakhlak mulia. 
Oleh karena itu, perlu dilakukan 
upaya perlindungan serta mewujud-
kan kesejahteraannya dengan mem-
berikan jaminan terhadap pemenu-
han hak-haknya sehingga tidak ada 
manusia atau pihak lain yang dapat 
merampas hak-hak anak tersebut.
Di bidang ketenagakerjaan dan 
perlindungan hak anak, Indonesia 
telah rnempunyai seperangkat pera-
turan perundang-undangan untuk 
menjamin hak-hak anak dan mengu-
rangi dampak bekerja bagi anak yang 
antara lain, ratifikasi konvensi ILO 
Nomor 138 menjadi Undang - 
undang Nomor 20 tahun 1999 
tentang Usia Minimum Untuk Diper-
bolehkan Bekerja, ratifikasi konven-
si ILO Nomor 182 menjadi Undang - 
undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang 
Pelanggaran dan Tindakan Segera 
Penghapusan Bentuk-Bentuk Peker-
jaan Terburuk Untuk Anak, Undang 
– undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, Keputu-
san Presiden Nomor 59 Tahun 2002 
tentang Rencana Aksi Nasional 
(RAN) Penghapusan Bentuk-Bentuk 
Terburuk Pekerjaan Bagi Anak dan 
Undang – undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan.
Berdasarkan Satuan Kerja Nasio- 
nal (Sakernas) tahun 2003, persen-
tase anak yang bekerja sekitar 5,6% 
dari jumlah anak usia 10-¬14 tahun 
dan sebagian besar dari mereka 
(73,1%) bekerja lebih dari 35 jam/ 
minggu, dan sebesar 72% bekerja di 
sektor pertanian. Dari segi hak anak, 
yang sangat memprihatinkan adalah 
anak-anak yang bekerja umumnya 
berada dalam posisi rentan untuk 
diperlakukan salah, termasuk dieks- 
ploitasi oleh orang lain khususnya 
oleh orang dewasa atau suatu sistem 
yang memperoleh keuntungan dari 
tenaga anak (Suyanto, 2004 : 9). 
Berbagai studi dan pengamatan 
menunjukkan bahwa pekerja anak 
umumnya sangat rentan terhadap 
eksploitasi ekonomi. Di sektor 
industri formal, mereka umumnya 
berada dalam kondisi jam kerja yang 
panjang, berupah rendah, mengha- 
dapi resiko kecelakaan kerja dan 
gangguan kesehatan, atau menjadi 
sasaran pelecehan dan kesewenang- 
wenangan orang dewasa (Suyanto, 
2004 : 10).
Salah satu bentuk pekerjaan 
terburuk/sektor jermal bagi anak 
adalah menjadi pengemis. Di 
wilayah Madura, khususnya warga 
tiga desa di Kabupaten Pamekasan 
dan warga salah satu desa di Kabu-
paten Sumenep sebagian besar men-
jadi pengemis, sehingga “dijuluki” 
sebagai kampung pengemis. Menjadi 
pengemis bukanlah hanya karena 
alasan ekonomi, melainkan sudah 
dilakukan secara turun temurun. 
Pada hakekatnya anak tidak boleh 
bekerja, karena waktu mereka sela- 
yaknya dimanfaatkan untuk belajar, 
bermain, bergembira, berada dalam 
suasana damai, mendapatkan kesem-
patan dan fasilitas untuk mencapai 
cita-citanya sesuai dengan perkem-
bangan fisik, psikologi, intelektual 
dan sosialnya. Namun pada kenyata-
annya banyak anak-anak di bawah 
usia 18 tahun yang telah terlibat aktif 
dalam kegiatan ekonomi menjadi 
pekerja anak antara lain di sektor 
industri dengan landasan tekanan 
ekonomi yang dialami orang tuanya 
ataupun faktor lainnya (Syamsuddin, 
1997 : 1).
Bekerja bagi anak banyak 
dampak negatifnya dari pada 
dampak positifnya. Dengan mereka 
bekerja maka akan kehilangan 
kesempatan masa kanak-kanak 
mereka untuk bermain dan menuntut 
ilmu. Dampak positif bagi anak yang 
bekerja berarti mereka sejak kecil 
sudah terlatih untuk bertanggung-
jawab melakukan pekerjaan dan bagi 
keluarga dapat membantu menca- 
kupi kebutuhan hidup atau bahkan 
mereka bekerja agar dapat melanjut-
kan sekolahnya.
Dimungkinkannya anak bekerja 
juga diatur dalam Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja RI tanggal 7 Pebruari 
1987 (PER-01/MEN/1987) tentang 
perlindungan bagi anak yang terpak-
sa bekerja dengan alasan sosial 
ekonomi anak yang berumur 
dibawah 14 tahun dapat bekerja 
untuk menambah penghasilan kelu-
arga, penghasilan untuk diri sendiri, 
untuk itu anak harus mendapat ijin 
tertulis dari orang tua asuh. Lama 
kerja maksimal 4 jam sehari, upah 
sama dengan upah orang dewasa, 
disediakan fasilitas pendidikan dan 
pembinaan bagi si anak (Prinst, 1997 
: 87).
Kemudian disusul  dengan 
Undang - undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak 
(untuk selanjutnya disebut dengan 
UUPA), yang mengatur antara lain : 
setiap anak berhak memperoleh 
pelayanan kesehatan dan jaminan 
sosial, setiap anak berhak memper-
oleh pendidikan dan pengajaran, 
setiap anak berhak untuk beristirahat 
dan memanfaatkan waktu luang, 
bergaul dengan anak yang sebaya, 
berkreasi dan berekspresi. Selanjut- 
nya Undang - undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
yang juga memberikan perlindungan 
bagi pekerja anak dalam hal perlin- 
dungan hak-hak anak. Pasal 68 
UUPA menyebutkan bahwa pengu-
saha dilarang pemperkerjakan anak, 
sedangkan Pasal 69 ayat (1) UUPA 
menyebutkan bahwa anak adalah 
seseorang yang berumur antara 13 
(tiga belas) tahun sampai dengan 15 
(lima belas) tahun.
Semua peraturan perundang - 
undangan di atas mengatur tentang 
perlindungan tentang anak yang  
terpaksa bekerja,  sementara kalau 
dilihat kenyataan sehari-hari ternyata 
banyak sekali anak dibawah umur 
yang bekerja anak di sektor informal, 
seperti pembantu rumah tangga, 
tukang semir sepatu, pedagang   
asongan, pengamen jalanan, dan 
lain- lain.
Sampai saat ini belum ada satu 
peraturan yang mengatur tentang 
pekerja  anak di sektor informal 
apalagi perlindungan terhadap 
mereka. Padahal justru seharusnya 
ada peraturan perundang - undangan 
yang memberikan perlindungan bagi 
anak-anak yang berkerja di sektor 
informal dan jermal ini, karena ia 
bekerja sebagai pengemis sehingga 
pengaruh lingkungan sosial yang 
tidak baik akan berpengaruh terha-
dap perkembangan mental, fisik, 
sosial bahkan masa depannya.
Dengan membiarkan anak beker-
ja sebagai pengemis berarti orang tua 
telah mengeksploitasi anak untuk 
mendapat keuntungan secara ekono-
mis serta hilangnya pemenuhan 
hak-hak anak. Perlindungan hukum 
bagi anak telah diatur dalam Undang 
- undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak dan 
Undang - undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan. 
Dalam realitasnya masih banyak 
terdapat pekerja anak pada sektor 
jermal dan sama sekali tidak 
mendapatkan perlindungan hukum. 
Oleh karena itu, diperlukan upaya 
penanganan baik secara hukum 
maupun konteks pemberdayaan bagi 
keluarga untuk memutus mata rantai 
agar anak tidak dipekerjakan sebagai 
pengemis.
Berdasarkan pemaparan tersebut, 
maka dapat dirumuskan permasala- 
han  sebagai berikut: Bagaimanakah 
pencegahan eksploitasi pekerja anak 
dan alternatif perlindungan hukum 
dan pemberdayaan keluarga di 
Madura ?.
Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan peneli-
tian hukum empiris karena hendak  
menganalisis dan mendeskripsikan 
upaya penanganan eksploitasi anak 
pada sektor jermal di wilayah 
Madura. Adapun pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini 
adalah yuridis empiris. Secara 
yuridis yaitu mengkaji peraturan 
perundang-undangan dan ketentuan 
hukum yang terkait perlindungan 
hukum bagi anak. Sedangkan secara 
empiris mengkaji fenomena/fakta 
nyata terkait keberadaan anak yang 
bekerja sebagai pengemis di wilayah 
Kabupaten Pamekasan dan Kabupa- 
ten Sumenep dengan maksud untuk 
menemukan fakta, untuk selanjutnya 
menemukan masalah serta meng- 
identifikasi masalah tersebut sehing-
ga pada akhirnya menuju pada 
penyelesaian masalah.
Lokasi penelitian ini di wilayah 
Kabupaten Pamekasan dan Kabupa- 
ten Sumenep. Di kabupaten Pame-
kasan ada 2 desa yaitu Desa Branta 
dan Desa Panglegur (Kecamatan 
Tlanakan), sedangkan di Kabupaten 
Sumenep yaitu Desa Pragaan Daya 
(Kecamatan Pragaan). Dipilihnya 
lokasi tersebut didasarkan pertim-
bangan realitas desa yang sebagian 
besar penduduknya bekerja sebagai 
pengemis. Pekerjaan sebagai 
pengemis akan diturunkan dari orang 
tua kepada anaknya sebagai suatu 
tradisi. 
Pemilihan informan berfokus 
pada para pekerja anak pada sektor 
jermal dalam hal ini adalah anak 
yang dijadikan pengemis, orang tua 
dan aparat desa dan tokoh ma- 
syarakat. Metode yang dipilih adalah 
model snowball sampling yakni 
menemukan informan dari ketera- 
ngan - keterangan yang diberikan 
oleh informan sebelumnya. 
Data primer  antara lain data 
tentang : (a) Peran para pihak/ 
aparat/stake holder  yang terkait 
dengan keberadaan pekerja anak 
sektor jermal. (b) Upaya penanganan 
eksploitasi anak pada sektor jermal 
yang selama ini dilakukan oleh 
pemerintah. Data Sekunder meliputi: 
(a) Dokumen peraturan perun-
dang-undangan dan peraturan daerah 
terkait ketenagakerjaan dan perlin- 
dungan hukum terhadap anak. (b) 
Dokumen - dokumen program 
perlindungan dan penanganan anak 
yang dimiliki oleh pemerintah 
daerah.
Adapun teknik pengumpulan data 
yang digunakan meliputi : Data 
primer menggunakan teknik pe- 
ngumpulan :wawancara (interview) 
dan dengan pemberian kuesioner 
kepada para pihak yang terkait. Data 
sekunder menggunakan teknik : 
Studi Pustaka Berbagai artikel, 
tulisan dalam majalah atau jurnal, 
hasil penelitian, buku-buku, dan 
situs-situs internet yang relevan akan 
dikaji dipadukan dan dijadikan 
sebagai kerangka teori dari penelitian 
ini. 
Data penelitian hukum empiris 
yang telah terkumpul dianalisis 
secara kualitatif, kemudian dituang-
kan dalam bentuk deskripsi yang 
menggambarkan tentang realisasi 
upaya penanganan eksploitasi anak 
dan pelaksanaan perlindungan 
hukum terhadap eksploitasi anak 
yang bekerja sebagai pengemis. Data  
penelitian hukum normatif  berupa 
bahan hukum yang berkaitan dengan 
pengaturan dan perlindungan pekerja 
anak yang telah disusun secara siste-
matis, kemudian diklasifikasi sesuai 
pokok bahasan. 
Hasil Penelitian dan Pembahsan 
Anak dan Hak-hak Anak
Dalam Pasal 1 ayat (2) UU 
Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia, dinyatakan: ”Kewa-
jiban dasar manusia adalah seperang-
kat  kewajiban yang apabila tidak 
dilaksanakan, tidak memungkinkan 
terlaksananya dan tegaknya Hak 
Asasi Manusia”. Sedangkan dalam 
Pasal 71 UUPA dinyatakan bahwa 
“Pemerintah wajib dan bertanggung 
jawab menghormati, melindungi, 
menegakkan, dan memajukan hak 
asasi manusia yang diatur dalam 
undang-undang ini, peraturan perun-
dang-undangan lain, dan hukum 
intenasional tentang  hak asasi manu-
sia yang diterima oleh pemerintah 
Republik Indonesia”. Dalam rangka 
mengatasi pengangguran yang di 
alami oleh masyarakat Indonesia 
adalah kewajiban dasar Pemerintah 
baik pusat maupun daerah. Pengatur-
an mengenai hak setiap warga negara 
untuk memperoleh pekerjaan  diatur 
sekilas dalam UU Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan, 
khususnya dalam Pasal 5, Pasal 31, 
Pasal 39 dan Pasal 41. Empat Pasal 
inilah yang secara eksplisit  menya-
takan adanya hak dari setiap tenaga 
kerja untuk memperoleh pekerjaan; 
dan kebijakan pemerintah dalam 
memperluas kesempatan kerja, serta 
pengawasan atas pelaksanaan kebija-
kan tersebut. 
Disamping itu kewajiban dan 
tanggung jawab negara dalam 
kaitannya dengan Perlindungan 
hukum terhadap eksploitasi pekerja 
anak jalanan,  tertuang dalam Pasal 
74 UU Nomor 23 Tahun 2002, me- 
nyatakan bahwa negara dan Peme- 
rintah bertanggung jawab menye-
diakan fasilitas dan aksebilitas bagi 
anak, terutama dalam menjamin 
pertumbuhan dan perkembangannya 
secara optimal dan terarah. Dalam 
rangka meningkatkan efektifitas 
penyelenggaraan perlindungan anak, 
maka negara membentuk Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia yang 
independen. Adapun tugas komisi 
perlindungan anak berdasarkan Pasal 
26 UU Nomor 23 Tahun 2002 adalah 
sebagai berikut: (a) Melakukan 
sosialisasi seluruh ketentuan perun-
dang-undangan yang berkaitan 
dengan perlindungan anak, mengum-
pulkan data dan informasi, menerima 
pengaduan anak, mengumpulkan 
data dan informasi, menerima 
pengaduan masyarakat, melakukan 
penelaahan, pemantauan, evaluasi 
dan pengawasan terhadap penye-
lenggaraan perlindungan anak, (b) 
Memberikan laporan, saran, masu-
kan dan pertimbangan kepada Presi-
den dalam rangka perlindungan 
anak. 
Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, yang 
dimaksud anak adalah seseorang 
yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan. Selanjut- 
nya, UU Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, yang 
dimaksud anak adalah seseorang 
yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan. 
Hak-hak anak perlu mendapatkan 
perlindungan agar anak dapat berke-
sempatan seluas-luasnya untuk 
tumbuh dan berkembang  dengan 
wajar baik jasmani, rohani, dan 
sosial  sebagaimana  tertuang dalam 
Undang-undang  Nomor 4 Tahun 
1979 tentang Kesejahteraan Anak 
Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 
sebagai berikut. Anak berhak atas 
kesejahteraan, perawatan, asuhan 
dan bimbingan berdasarkan kasih 
sayang baik dalam keluarganya 
maupun di dalam asuhan  khusus 
untuk tumbuh dan berkembang 
dengan wajar Pasal 2 ayat (1).UUPA 
Anak berhak atas pelayanan untuk 
mengembangkan kemampuan dan 
kehidupan sosialnya, sesuai dengan 
kebudayaan dan kepribadian bangsa, 
untuk menjadi warganegara yang 
baik dan berguna ( Pasal 2 ayat (2) 
anak yang tidak mempunyai orang 
tua berhak  memperoleh asuhan oleh 
negara  atau orang atau badan (Pasal 
4 ayat 1). Anak yang tidak mampu 
berhak untuk memperoleh bantuan 
agar  dalam lingkungan keluarganya 
dapat tumbuh dan berkembang 
dengan wajar ( Pasal 5 ayat 1). Ban-
tuan dan pelayanan, yang bertujuan 
mewujudkan kesejahteraan menjadi 
hak setiap anak tanpa membeda-be-
dakan jenis kelamin, agama, pendi-
rian politik, dan kedudukan sosial 
(Pasal 8).
Berkaitan dengan pekerja anak, 
Konvensi ILO 132 tahun 1989 telah 
menetapkan hak-hak pekerja anak 
sebagai berikut : (a) Mendapatkan 
upah yang sama dengan memperhati-
kan prinsip-prinsip upah untuk 
pekerjaan yang sama nilainya; (b) 
Memberikan pembatasan waktu 
yang ketat dalam melaksanakan 
pekerjaannya di tempat kerja untuk 
paling lama 4 jam kerja sehari, dan 
dilarang untuk melakukan kerja 
lembur; (c) Kepesertaan dalam 
program jaminan sosial dan program 
pemeliharaan kesehatan; (d) Pem-
berlakuan standard keselamatan dan 
kesehatan secara konsisten dan 
wajar.
Perlindungan Hukum Eksploitasi 
Pekerja Anak
Ungkapan pekerja anak menge-
sankan suatu kondisi di mana mereka 
terbelenggu dengan suatu jenis 
pekerjaan dalam kondisi yang sangat 
bervariatif. Pekerjaan itu mereka 
lakukan dalam suatu rangkaian 
panjang. Kegiatan yang berkelanju-
tan dan tidak tahu kapan berakhir- 
nya. Mungkin pada salah satu ujung-
nya pekerjaan itu akan bermanfaat 
dapat meningkatkan atau memperce-
pat perkembangan fisik, jiwa, sosial, 
dan moral mereka sebagai anak. 
Sementara ujungnya yang lainnya 
akan merampas dan merusak 
kehidupan mereka sebagai anak, 
istilahnya “destriktif dan eksploita- 
tif”. Pada kedua kutub inilah bera- 
gam bidang  pekerjaan dengan kegia-
tannya yang luas digeluti oleh peker-
ja anak (Depdiknas, 2001 : 8) . 
Menurut ILO (International 
Labour Organisation) yang dimak-
sud dengan pekerja anak adalah :
“ Children who lost their chid-
hood and future, prematurely 
leading adult lives, working long 
hours for low wages under condi-
tions damaging to their health 
and their physical and mental 
development”. 
Dalam definisi tersebut terkan- 
dung “ kata kunci” anak kehilangan 
masa anak dan masa depan (yang 
menjadi haknya), melakukan peker-
jaan orang dewasa, jam kerja 
panjang, gaji rendah, kondisi kerja 
yang membahayakan kesehatan dan 
perkembangan fisik dan mental. ILO 
membedakan antara pekerjaan 
ringan (light work) dengan pekerjaan 
berbahaya (hazardous work). Anak 
yang bekerja pada pekerjaan ringan 
diperbolehkan sedangkan anak yang 
bekerja yang berbahaya dilarang. 
Di Indonesia dapat diidentifikasi 
empat bentuk pekerjaan yang dilaku-
kan pekerja anak, yaitu : (a) Pekerja 
anak sebagai pembantu rumah 
tangga, (b) Pekerja anak sebagai 
buruh di pasar, (c) Pekerja anak di 
jalanan, anak-anak yang bekerja di 
persimpangan jalan, di atas bis kota, 
dan terminal-terminal dengan me- 
lakukan pekerjaan seperti mengemis, 
mengamen, asongan, penyemir 
sepatu, (d) Pekerja anak di laut, 
anak-anak yang bekerja di berbagai 
tempat penangkapan, penampungan, 
pelelangan dan pengolahan ikan 
(Depdiknas, 2001 : 11-13) .
Hukum pada dasarnya tidak lain 
adalah himpunan peraturan yang 
mengatur keseluruhan kegiatan 
kehidupan manusia yang disertai 
sanksi hukum bagi pelanggarannya 
(Mertokusumo, 2000 : 2) 
.Keberadaan hukum disini diharap-
kan dapat memberikan rasa aman 
dan ketertiban, karena berfungsi 
mengatur dan adanya sangsi yang 
diharapkan mampu memberikan efek 
jera.
Anak memerlukan perlindungan 
(protection), keperluan perlindungan 
bagi anak merupakan hal yang 
obyektif didasarkan pada keadaan 
raga (fisik) dan jiwa psikis). Raga 
atau badan anak kecil dan lemah. 
Jiwa anak rentan terhadap aneka pe- 
ngaruh. Di samping itu ada kenyata-
an bahwa anak sering menjadi 
korban dalam berbagai tindak 
pidana, misalnya penganiayaan, 
pemerkosaan, pembunuhan, dan 
lain-lain. 
Pendapat mengenai pengertian 
perlindungan anak diungkapkan oleh 
J.E Doek dan H.M.A. Drewes. 
Keduanya mengartikan hukum 
perlindungan anak sebagai : “ (1) 
dalam arti luas merupakan segala 
aturan hidup yang memberikan 
perlindungan kepada mereka yang 
belum dewasa dan memberi kemung- 
kinan bagi mereka untuk berkem-
bang, dan (2) dalam arti sempit 
sebagai perlindungan hukum yang 
terdapat dalam ketentuan hukum 
perdata, ketentuan hukum pidana, 
dan ketentuan hukum acara” (Boedi-
ono, 2008 : 32-33).
Berbicara mengenai perlindungan 
anak, setidaknya ada dua aspek yang 
terkait didalamnya. Aspek pertama 
yang berkaitan dengan kebijakan 
peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai perlindungan 
anak. Aspek kedua berkaitan dengan 
pelaksanaan dari kebijakan perun-
dang-undangan tersebut. Mengenai 
aspek pertama, sampai saat ini telah 
cukup perundang-undangan untuk 
mengatur hal-hak berkaitan dengan 
perlindu- ngan anak. Aspek kedua 
adalah apakah dengan telah tersedi-
anya berbagai perangkat perun-
dang-undangan tentang hak-hak 
anak tersebut telah dengan sendiri- 
nya usaha-usaha untuk mewujudkan 
hak-hak anak dan upaya pengha- 
pusan praktek-praktek pelanggaran 
hukum anak dan pengabaian terha-
dap hak anak sebagaimana yang 
dikehendaki dapat diakhiri (Wahyu-
di, 2002 : 1). 
Agar kepentingan manusia terma-
suk anak terlindungi, maka hukum 
harus dilaksanakan. Pelaksanaan 
hukum dapat berlangsung dalam 
keadaan normal dan damai, tetapi 
juga dapat terjadi pelanggaran 
hukum. Melalui penegakan hukum 
inilah hukum menjadi kenyataan, 
selanjutnya dalam penegakan hukum 
ada tiga unsur yang harus diperhati-
kan, yaitu kepastian hukum, keman-
faatan dan keadilan (Mertokusumo, 
2000 : 3). Perlu diakui bahwa efekti-
vitas perundang-undangan tidak 
hanya tergantung pada faktor hukum 
belaka. Faktor manusia yang menjadi 
penegaknya juga memainkan 
peranan yang penting.  Menurut 
Lawrence M Friedmen hukum 
bergantung pada 3 (tiga) hal, antara 
lain (Friedman, 1975 : 14) : (1) 
Sistem hukum (legal system) men-
cakup unsur-unsur materi hukum 
(legal substance), (2) struktur hukum 
beserta kelembagaannya (legal 
structure) dan (3) budaya hukum 
(legal culture).
Kata eksploitasi di dalam konven-
si-konvensi hak anak merupakan 
kata dalam arti negatif. Konvensi 
hak-hak anak melarang anak dieks- 
ploitasi (A Rachmad Boedino, 
2008:56). Pengertian eksploitasi 
menurut UU Nomor 21 tahun 2007 
Pasal 1 angka (7)  
adalah tindakan dengan atau 
persetujuan korban yang meliputi 
tetapi tidak terbatas pada pelacu-
ran, kerja atau pelayanan paksa, 
perbudakan atau praktek serupa 
perbudakan, penindasan, peme- 
rasan, pemanfaatan fisik, seksual, 
organ reproduksi, atau secara 
melawan hukum memindahkan 
atau menstransplantasi organ 
dan/atau jaringan tubuh atau 
memanfaatkan tenaga atau ke- 
mampuan seseorang oleh pihak 
lain untuk mendapatkan keuntu- 
ngan baik materiil maupun imma-
teriil.
Undang - undang Perlindungan 
Anak memberikan pengertian me- 
ngenai eksploitasi. Dalam penjelasan 
Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Un-
dang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak disebutkan : 
perlakuan eksploitasi, misalnya 
tindakan atau perbuatan memperalat, 
memanfaatkan, atau memeras anak 
untuk memperoleh keuntungan pri- 
badi, keluarga, atau golongan.
Pada hakekatnya anak tidak boleh 
bekerja karena waktu mereka sela- 
yaknya dimanfaatkan untuk belajar, 
bermain, bergembira, berada dalam 
mencapai cita-citanya sesuai dengan 
perkembangan fisik, psikologis 
intelektual dan sosialnya. Namun 
pada kenyataannya banyak anak- 
anak di bawah usia 18 tahun yang 
telah terlibat aktif dalam kegiatan 
ekonomi, menjadi pekerja anak 
antara lain di sektor industri dengan 
alasan tekanan ekonomi yang diala-
mi orang tuanya ataupun faktor 
lainnya (Syamsuddin, 1997: 1) 
Kenyataan menunjukkan bahwa 
masih banyak pekerja anak di dunia 
ini, terutama di negara-negara ber- 
kembang, dikarenakan upaya-upaya 
untuk mengatasi masalah pekerja 
anak pada sekitar satu abad terakhir 
ini berjalan sangat lambat dan alot. 
Hal ini tidak terlepas dari skeptisme 
serta beberapa argumentasi yang 
berkembang di masyarakat, antara 
lain ialah : (a). Pendidikan yang ada 
seringkali tidak sesuai dengan kebu-
tuhan anak-anak keluarga miskin dan 
bahkan menjauhkan mereka dari 
lingkungannya. (b). Anak diperlukan 
untuk memberikan kontribusi bagi 
kesejahteraan keluarga, khususnya 
bagi keluarga-keluarga miskin. (c). 
Pekerjaan anak diperlukan agar 
produk-produk industri tertentu 
memiliki daya saing yang lebih 
tinggi. (d) Undang-undang atau pera-
turan mengenai pekerja anak tidak 
mungkin untuk dilaksanakan meng-
ingat begitu banyak perusahaan yang 
memperkerjakan mereka. (e). Ang-
gapan bahwa pemerintah tidak sepa-
tutnya mencampuri keinginan orang 
tua terhadap apa yang dirasakan 
mereka paling bermanfaat bagi 
anak-anak mereka sendiri (Putranto, 
2000: 2).
Fenomena  anak-anak yang be- 
kerja di Indonesia saat ini cen- 
derung meningkat. Berdasarkan 
penelitian yang dilakukan oleh Kus-
nadi Rusmil yang menyinggung 
tentang sebab-sebab timbulnya 
pekerja anak, mengatakan bahwa 
anak-anak yang bekerja  dapat di 
bedakan menjadi 3 kategori (Rusmil, 
2000 : 25), yaitu : Pertama, 
anak-anak  yang bekerja membantu 
pekerjaan orang tua dan keluarganya 
seperti melaksanakan pekerjaan di 
rumah dan membantu bekerja di 
kebun pada musim-musim tertentu, 
kelompok ini disebut Child worker 
dan biasanya masih memberi kesem-
patan kepada anak untuk belajar dan 
bermain meskipun tidak leluasa. 
Kedua, anak-anak yang bekerja di 
pabrik atau perusahaan, perkebunan 
atau tempat lain milik perusahaan 
untuk membantu  membiayai kebutu-
han keluarga  atau bahkan menjadi 
sumber  pendapatan keluarga, anak- 
anak ini disebut Child Labour dan 
kebanyakan sudah tidak memberikan 
waktu untuk bermain bahkan berse-
kolah karena jadwal kerja terlalu 
padat dibawah peraturan perusahaan. 
Ketiga,  anak yang bekerja di jalan- 
jalan menjadi pengemis, pengamen, 
pemulung, pengasong dan lain-lain 
dimana dalam hal ini anak tidak 
berada dalam hubungan formal 
pengusaha – pekerja. Kelompok ini 
secara sosiologis dikenal sebagai 
anak jalanan.
Anak-anak pada kelompok ketiga 
harus mendapat perhatian yang lebih 
khusus lagi karena mereka hidup 
bebas dijalan sehingga pengaruh 
lingkungan sosial yang tidak baik 
akan berpengaruh terhadap perkem-
bangan mental, fisik, sosial bahkan 
masa depan. Anak yang bekerja pada 
sektor jermal yang dalam hal ini 
adalah sebagai pengemis secara 
psikologis mereka mendapatkan 
pendidikan dari orang tua untuk tidak 
perlu bekerja keras dan cukup meng-
harapkan sedekah dari orang lain. 
Disini anak akan mendidik anak 
malas dan cukup mengharap belas 
kasihan orang lain, karena dalam 
konteks masyarakat Pragaan Daya, 
Kecamatan Pragaan, Kabuapaten 
Sumenep  “lebih baik menjadi 
pengemis dari pada menjadi pencu-
ri”. Dalam pemahaman masyarakat 
mencuri itu haram sedangkan 
mengemis halal. Dan karena 
mengemis merupakan tradisi maka 
hal tersebut harus diturunkan pada 
anaknya. Penelitian yang sama 
dilakukan oleh Ali Al Humaidy (Hu-
maidy, 2003 : viii), hasil penelitian 
menunjukkan bahwa asal mula prak-
tek mengemis di Pragaan Daya sudah 
berlangsung sejak pra kemerdekaan 
(1930 – 1940an) hingga sekarang. 
Bertahannya budaya mengemis 
karena praktek ini sudah berlangsung 
sejak lama dari generasi ke gene- 
rasi/turun temurun, yang disosialisa-
ikan melalui kehidupan keluarga dan 
kehidupan masyarakat. Hasil peneli-
tian tersebut juga menggambarkan 
bahwa meski benar kemiskinan 
ekonomilah yang mendorong orang 
terjun ke dunia pengemis, tetapi pada 
akhirnya ekonomi  bukan menjadi 
faktor yang menentukan apakah 
seseorang akan selamanya menekuni 
profesi sebagai pengemis. Lebih 
lanjut ia mengungkapkan, ketika 
para pengemis itu menjadi kaya 
(tidak lagi dalam kesulitan ekonomi), 
para pengemis itu tetap saja menjala-
ni profesinya. Mereka ternyata justru 
menikmati profesi tersebut karena 
dalam banyak hal bisa mendatangkan 
uang yang lebih banyak dibanding-
kan dengan usaha yang sebelum 
mereka tekuni seperti berdagang atau 
mencari kayu bakar. Artinya persoa-
lan mental dan moral yang menentu-
kan apakah sesorang tetap bertahan 
dengan profesi sebagai pengemis 
atau tidak. Data yang didapat dari 
Dinsos Kabupaten Sumenep bahwa 
sebanyak 91 orang warga di 
Peragaan Daya adalah sebagai 
pengemis. Dimana sebagian besar 
mereka mengajak anaknya untuk ikut 
mengemis.
Sementara di Kabupaten Pame-
kasan terdapat tiga desa di Keca-
matan Tlanakan yang warganya 
banyak menjadi pengemis, yaitu di 
Desa Panglegur, Desa Larangan 
Tokol dan desa Brantah Tenggi. 
Secara keseluruhan jumlah pengemis 
di tiga desa desa tersebut adalah 174 
orang. 
Memang data yang didapat dari 
Dinsosnakertrans kabupaten Pame-
kasan tidak terlihat jumlah pekerja 
anak, namun hampir sebagaian besar 
dari para pengemis yang memiliki 
anak akan mengajak anaknya untuk 
melakukan pengemisan pula. Bahkan 
bagi pengemis yang tidak memiliki 
anak,maka mereka akan meminjam 
atau menyewa anak tetangga nya 
untuk ikut mengemis. Mengajak 
anak untuk mengemis dilakukan agar 
masyarakat akan merasa iba dan 
mendorong untuk memberikan uang.
Selama ini anak yang diajak 
mengemis oleh orang tuanya adalah 
anak yang usia balita dan sampai usia 
12 tahun. Saat menginjak usia remaja 
biasanya anak-anak mulai malu dan 
ada beberapa yang kemudian yang 
berhenti mengemis, namun ada pula 
yang masih terus mengemis bahkan 
sampai mereka menikah.
Mengemis dilakukan setiap hari 
oleh anak-anak karenanya sebagian 
besar mereka tidak bersekolah, 
hanya beberapa anak saja yang 
mengikuti kegiatan pendidikan 
agama atau madrasah di sore hari di 
pesantren. Namun kegiatan menge- 
mis ini tidak hanya dilakukan di 
Pamekasan saja, karena ada juga 
yang melakukan kegiatan mengemis 
di daerah lain seperti di Surabaya, 
Jakarta bahkan ke Kalimantan. 
Kegiatan mengemis di luar kota ini 
dilakukan secara terkoordinir. Jika 
melakukan kegiatan mengemis di 
luar Pamekasan, maka dapat dipasti-
kan anak-anak yang ikut mengemis 
tidak akan mendapat pendidikan 
formal maupun pendididkan agama.
Menjadi pengemis bagi warga di 
tiga desa tersebut merupakan peker-
jaan. Ini terjadi karena kondisi 
geografisnya kering dan tandus, 
mereka tidak memiliki tanah gara-
pan, tidak berpendidikan dan tidak 
memiliki keahlian/ketrampilan khu- 
sus. Dari bekerja sebagi pengemis 
penghasilan mereka perharinya 
adalah Rp. 50.000, tetapi pada hari 
jumat mereka akan mendapat lebih 
dari itu. Di karenakan mereka meng-
inginkan mendapat hasil yang lebih 
banyak, maka para orang tua  akan 
mengajak anaknya untuk mendapat-
kan penghasilan yang lebih banyak. 
Selama  ini orang tua maupun anak 
tidak memahami bahwa anak tidak 
boleh diajak bekerja sebagai 
pengemis. Sedangkan alasan orang 
tua mengikutsertakan anak nya untuk 
mengemis juga adalah karena bagi 
orang tua yang penting anak tetap 
dalam  pengawasan nya dan dapat 
menghasilkan uang.
Realitas tersebut diatas tentunya 
sangat bertentangan dengan UU 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, dimana seharus-
nya anak memiliki hak untuk 
bermain, mendapat perlindungan 
dari orang tuanya dan mendapat 
pendidikan. Disini anak banyak yang 
kehilangan masa kanak-kananknya 
dan justru telah dieksploitasi oleh 
orang tuanya atau orang lain untuk 
mendapatkan uang.
Terkait upaya yang telah dilaku-
kan pemerintah daerah yang dalam 
hal ini Dinsosnakertrans adalah telah 
melakukan berbagai kegiatan pem-
berian bantuan berupa hewan ternak 
sembako maupun uang. Namun 
semuanya dianggap tidak berhasil 
karena seperti hewan ternak setelah 
diberikan pada pengemis, maka 
keesokan harinya akan dijual. 
Menurut Budi setiawan (Dinsos-
nakertrans Kabupaten Pamekasan) 
mengemis disini sudah merupakan 
pekerjaan dan mereka sudah memili-
ki mental peminta jadi kegiatan 
apapun yang dilakukan untuk men-
gentaskan mereka sangatlah sulit. 
Saat ini Dinsosnakertrans mencoba 
untuk memutus mata rantai mengem-
is dengan bekerja sama dengan 
kepala desa dan kyai di desa tersebut 
untuk memberikan informasi agar 
anak-anak para pengemis ini tidak 
diajak untuk bekerja sebagai 
pengemis dan mereka dapat dipon-
dokkan di pesantren di dekat desa 
dengan tanpa dipungut biaya. Jadi 
disini Dinsosnakertrans yang akan 
menanggung biaya yang dibutuhkan 
anak pengemis selama berada di 
pondok pesantren. Harapannya 
dengan anak tersebut mendapat 
pendidikan agama yang baik mini-
mal anak akan tahun bahwa dalam 
Islam memberi adalah lebih baik 
daripada meminta. Sehingga anak 
pengemis ini tidak akan meneruskan 
pekerjaan orang tuanya lagi. 
Pelibatan Community Based Orga-
nization (Organisasi Berbasis Mas-
yarakat) Sebagai Implementasi 
Pendekatan Partisipatif
Pemberdayaan masyarakat adalah 
isu sentral dalam pembangunan ma- 
syarakat. Pemberdayaan pada hake- 
katnya mencakup dua aspek, yaitu to 
give or authority to and to give abili-
ty to or anable. Dalam pengertian 
pertama, pemberdayaan memiliki 
makna memberi kekuasaan, menga- 
lihkan kekuatan dan mendelegasikan 
otoritas ke pihak lain. Pengertian 
kedua, pemberdayaan diartikan 
sebagai upaya untuk memberi 
kemampuan atau keberdayaan. 
Dalam literatur bahwa pember-
dayaan memberikan tekanan pada 
otonomi pengambilan keputusan dari 
suatu kelompok masyarakat. Penera-
pan aspek demokrasi dan partisipasi 
dengan titik fokus pada lokalitas 
akan menjadi landasan bagi upaya 
penguatan potensi lokal. Pada titik 
inilah, maka pemberdayaan ma- 
syarakat juga difokuskan pada 
penguatan individu anggota ma- 
syarakat beserta pranata-pranatanya.
Dalam rangka pemberdayaan 
masyarakat, ada beberapa hal yang 
perlu dilakukan: pertama, mening-
katkan kesadaran kritis atas posisi 
masyarakat dalam struktur sosial 
politik. Kedua, kesadaran kritis yang 
muncul diharapkan membuat ma- 
syarakat mampu menyususn argu-
mentasi terhadap berbagai macam 
eksploitasi serta sekaligus membuat 
pemutusan terhadap hal tersebut. 
Ketiga, peningkatan kapasitas ma- 
syarakat. Keempat, pemberdayaan 
juga perlu dikaitkan dengan pemba- 
ngunan sosial budaya masyarakat. 
Nilai-nilai yang ada pada tradisi 
budaya masyarakat lokal seperti 
gotong royong dan arisan dapat 
dipandang sebagai modal sosial 
(Social Capital) dalam mewujudkan 
kemajuan pembangunan masyarakat 
(Suparjan dan Suyatno, 2003: 44). 
Bertitik tolak pada uraian diatas, 
maka konsep pemberdayaan sebe-
narnya merupakan proses belajar 
yang menekankan orientasi pada 
proses pelibatan (partisipasi masya- 
rakat). Dengan partisipasi di harap-
kan kapasitas masyarakat untuk 
mengembangkan diri dapat mening-
kat yakni kemampuan untuk melaku-
kan identifikasi kebutuhan, identifi-
kasi sumber daya, dan kemampuan 
untuk memanfaatkan peluang yang 
ada.
Pelibatan masyarakat dalam pem-
bangunan pada dasarnya harus dimu-
lai dari bawah yaitu melalui forum 
warga baik yang berbasis administra-
tif  seperti forum RT, RW, rembug 
desa maupun forum-forum yang 
berhasil pada kelembagaan dan 
komunitas (Community Based Orga-
nization/CBO) seperti kelompok 
pengajian, kelompok yasinan/tahli- 
lan, kelompok petani, peternak, pe- 
dagangdan sebagainya (Suparjan dan 
Suyatno, 2003:48). Upaya ini dilaku-
kan dengan memanfaatkan forum-fo-
rum tersebut tidak hanya sebagai 
wahana untuk melakukan sosialisasi, 
pengajian ataupun arisan namun juga 
dapat dimanfaatkan untuk membi- 
carakan berbagai macam isu yang 
sedang terjadi dalam kehidupan ma- 
syarakat seperti halnya isu perdaga- 
ngan perempuan dan anak.
Mekanisme seperti tersebut diatas 
pada akhirnya akan membiasakan 
masyarakat untuk selalu membicara-
kan kepentingan bersama. Institusi 
pada level bawah tersebut harus 
ditempatkan sebagai basis perenca-
naan pembangunan dari bawah. 
Melalui forum-forum seperti ini, 
warga masyarakat dapat merumus-
kan aspirasi pembangunan yang 
kemudian dibawa ke Badan Per- 
wakilan Desa sebagai lembaga legis-
latif di tingkat desa lalu ke tingkat 
kecamatan hingga ke Kabupaten 
(Suparjan dan Hendri Suyatno, 2003: 
49). 
Disamping menjadi basis peren-
canaan, forum-forum tersebut dapat 
juga menjadi salah satu dari agent of 
change untuk melakukan perubahan 
dalam masyarakat. Caranya adalah 
dengan membentuk kader-kader 
lokal yang dapat menjadi media 
untuk menyampaikan pesan-pesan 
pembangunan. 
Selanjutnya proses pemberdayaan 
keluarga dilakukan dengan berbasis 
pada partisipasi masyarakat dengan 
melibatkan community based organi-
zation yakni memanfaatkan organi-
sasi berbasis komunitas seperti 
pondok pesantren, forum pengajian, 
karang taruna atau yang lain sesuai 
dengan kondisi di daerah penelitian. 
Untuk konteks sosial budaya 
Madura, pelibatan pondok pesantren 
dan forum pengajian serta forum-fo-
rum lainnya sangat tepat karena ma- 
syarakat Madura memiliki keterika-
tan yang kuat pada kiai dan agama 
Islam sehingga organisasi yang 
sudah mengakar ini diharapkan dapat 
memberikan sosialisasi tentang 
pencegahan ekploitasi anak yang 
dipekerjakan pada sektor jermal.
Konteks pemberdayaan masya- 
rakat disini adalah memberdayakan 
masyarakat secara pemikiran dan 
pemahaman mereka serta memberi-
kan peran aktif pada masyarakat 
untuk bersama-sama dengat pihak 
terkait yakni aparat pemerintah 
melakukan upaya pencegahan 
ekploitasi anak pada sektor jermal di 
Madura.
Dinsosnakertrans kabupaten 
Pamekasan telah memulai dengan 
bekerja sama dengan para kyai dan 
kepala desa agar pengemis mau 
meninggalkan anaknya di pesantren. 
Harapannya dengan tinggal di 
pesantren anak tidak akan diajak 
untuk bekerja sebagai pengemis dan 
mereka akan mendapat pendidikan 
serta lingkungan yang layak. Semen-
tara terkait pemberdayaan keluarga 
pihak Dinsosnakertrans juga melaku-
kan pendidikan ketrampilan dan 
pemberian alat-alat penunjang ke- 
trampilan serta pendampingan yang 
dilakuakn secara lebih efektif oleh 
KTSK yang ada di masing-masing 
kecamatan.
Simpulan
Selama ini anak yang menjadi 
pengemis dikarenakan ajakan orang 
tua. Alasan orang tua untuk menga-
jak anaknya menjadi pengemis 
adalah agar mendapatkan uang lebih 
banyak karena keberadaan anak- 
anak akan menimbulkan rasa iba 
bagi orang yang akan memberi. Data 
yang ada di dua Kabupaten tersebut 
tidak dapat menunjukkan jumlah 
kongkrit anak yang bekerja sebagai 
pengemis. Hal ini terkait dengan 
program yang selama ini diberikan 
oleh pemerintah daerah sasarannya 
adalah pada orang tua. Seperti 
program peningkakan ketrampilan 
dan pemberian bantuan. Untuk anak 
hanya berupa sosialisasi kepada 
orang tua untuk tidak mengajak 
bekerja anak dan meminta anak 
untuk menempuh pendidikan/berse-
kolah.
Perlindungan hukum yang diberi-
kan kepada anak yang bekerja 
sebagai pengemis masih belum opti-
mal karena selama ini program yang 
ada masih berorientasi pada pening-
katan ekonomi orang tua. Namun 
harapan pemerintah daerah dengan 
peningkatan kapasitas ekonomi kelu-
arga akan dapat memutus mata rantai 
pengemisan, yang berarti anak tidak 
akan diajak bekerja oleh orang 
tuanya karena konsep pemberdayaan 
keluarga dilakukan dengan konsep 
community based organization, 
mengikutsertakan peran kyai dan 
pesantren sebagai pihak yang 
berpengaruh di masyarakat.
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Pendahuluan
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum harus didasarkan 
pada kepentingan terbaik bagi anak. 
Pengertian frasa “terbaik bagi anak” 
terkait dengan sifat anak, baik fisik, 
psikis, maupun sosial sehingga 
kepentingan anak satu dengan lain- 
nya tidak harus sama. A definition of 
the child’s best interests cannot 
accommodate the diverse nature of 
the interests appropriate for a partic-
ular child, from a particular back-
ground and at a particular time of 
development. (Sifris at.all 2014). 
Pengutamaan kepentingan terbaik 
bagi anakini juga didasarkan pada 
asas umum perlindungan anak 
sebagaimana diatur dalam konvensi 
anak, bahwa 
The best interests of the child 
shall be a primary consideration 
in all actions affecting children. 
(The 1989 Convention on the 
Rights of the Child).The term 
“best interests” broadly 
describes the well-being of a 
child. Such well-being is deter-
mined by a variety of individual 
circumstances, such as the age, 
the level of maturity of the child, 
the presence or absence of 
parents, the childs environment 
and experiences.(UNHCR Guide-
lines, 2008).
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum tidak harus menggu-
nakan sarana nonpenal (misalnya 
diversi) atau menggunakan hukum 
pidana (sarana penal).  Namun, ke- 
duanya dapat dilakukan secara 
berurutan, yaitu mengutamakan 
diversi (jika memenuhi persyaratan 
diversi), dan jika upaya tersebut 
gagal maka akan diberlakukan 
sistem peradilan pidana bagi 
anak.Hal ini sesuai dengan pendapat 
bahwa the major goal of the first 
juvenile courts, established at the 
turn of the century, was to provide an 
alternative to, and thereby divert 
youth from, the criminal court(Albert 
L. Robert (Edit), 2008 : 184).
Secara umum, pemberlakuan-
sistem peradilan pidana untuk 
penyelesaian perkara pidana dapat 
berdampak buruk bagi anak, teruta-
ma pemberian “stigma jahat” pada 
anak (stigmatisasi atau labelisasi), 
dan terjadinya pembiasaan kebia- 
saan-kebiasan buruk di LAPAS yang 
kemudian dipraktikkan lagi oleh 
anak ke luar LAPAS Anak (prisoni-
sasi), bahkan pengulangan tindak 
pidana yang lebih serius akibatnya. 
Salah satu penyebabnya adalah 
adanya kontak langsung dengan 
penegak hukum yang dapat membuat 
anak frustrasi.  Jika perkaranya 
sudah diputus oleh pengadilanpun, 
mungkin akan menjadi stigma bagi 
anak pelaku tindak pidana.  Karena 
itu, para ahli di bidang psikologi, 
hukum, etimologi kriminal, krimi-
nologi, pendidikan, dan penologi 
selalu mencari jalan terbaik bagi 
anak, korban, dan kepentingan ma- 
syarakat.  Akhirnya, para ahli mewa-
canakan pendekatan keadilan resto- 
ratif sebagai alternatif pemikiran 
untuk mengurangi kelemahan teori 
pemidanaan retributif, teori prevensi 
maupun teori gabungan.
Keadilan restoratif merupakan 
suatu ide dan gerakan yang me- 
ngedepankan keadilan dalam pers-
pektif pelaku dan keluarganya, 
korban dan keluarganya, masyarakat, 
dan pemangku kepentingan dalam 
rangka pemulihan keadaan masing- 
masing.  Karena itu, konsepsi pemi- 
kiran keadilan restoratif (restorative 
justice) menjadi salah satu upaya 
menjauhkan anak dari sistem per- 
adilan pidana yang tidak perlu.  
Pendekatan ini mengutamakan pe- 
nyelesaian tindak pidana di luar 
peradilan pidana.  Pendekatan terse-
but bukan hanya pada anak, melain- 
kan juga pada orang dewasa (misal- 
nya pencurian ringan, penggelapan 
ringan, perbuatan curang (penipuan) 
ringan) maupun anak-anak.  Bahkan 
di beberapa negara maju, korporasi 
yang melakukan tindak pidana dapat 
juga diselesaikan dengan pendekatan 
keadilan restoratif.
Keadilan restoratif adalah cara-
menanggapi perilaku criminal 
dengan cara menyeimbangkan antara 
kebutuhan masyarakat, dengan 
korban danpelaku. Ini merupakan 
konsep yang terus berkembangdan 
dapat menimbulkan interpretasi yang 
berbeda di negara yang berbeda.
Restorative justice is a way of 
responding to criminal behaviour 
by balancing the needs of the 
community, the victims and the 
offenders. It is an evolving 
concept that has given rise to 
different interpretation in differ-
ent countries, one around which 
there is not always a perfect 
consensus.(United Nations, 2006: 
6).
Berkaitan dengan konsep 
keadilan restoratif dalam perkara 
pidana yang dilakukan oleh anak, 
menurut Pasal 1 angka 6 Undang- 
Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 
Sistem Peradilan Pidana  Anak (LN 
Tahun  2012  Nomor  153, TLN 
Nomor  5332), pengertian keadilan 
restoratif adalah penyelesaian perka-
ra tindak pidana dengan melibatkan 
pelaku, korban, keluarga pelaku/kor-
ban, dan pihak lain yang terkait 
untuk bersama-sama mencari 
penyelesaian yang adil dengan 
menekankan pemulihan kembali 
pada keadaan semula, dan bukan 
pembalasan.
Praktik di beberapa negara, 
keadilan restroratif disebut dengan 
berbagai istilah. Ada pihak yang 
menggunakan istilah"keadilan 
komunitarian", "memperbaiki 
kesalahan", "Keadilan positif", 
"keadilan relasional", "keadilan 
reparatif", "keadilan masyarakat" 
untuk menyebut "keadilan restorat-
if". Namun, demikian ada kesamaan 
pemahaman bahwa keadilan 
restoratif dibangun berdasarkan 
konsep penyeimbangan kepentingan 
dan kebutuhan pada tiga pihak, yaitu 
pelaku, korban, dan masyarakat. Hal 
ini terungkap dari penjelasan beri-
kut.
Also, because of the difficulties in 
precisely translating the concept 
into different languages, a variety 
of terminologies are often used. 
There are many terms that are 
used to describe the restorative 
justicemovement. These include 
“communitarian justice”, “ma- 
king amends”,“positive justice”, 
“relational justice”, “reparative 
justice”, “communityjustice” and 
“restorative justice”, among 
others.(United Nations, 2006:6)
Berkaitan dengan keadilan 
restoratif, dalam UU-SPPA diatur 
tentang diversi. Pengertian diversi 
adalah pengalihan penyelesaian 
perkara Anak dari proses peradilan 
pidana ke proses di luar peradilan 
pidana.Jika kedua konsep tersebut 
dihubungkan, maka keadilan 
restoratif adalah tujuan yang ingin 
dicapai, sedangkan diversi adalah 
salah satu proses mencapai keadilan 
tersebut.Keadilan restoratif dapat 
dicapai melalui diversi maupun 
non-diversi, yaitu memproses anak 
pelaku tindak pidana dalam sistem 
peradilan pidana. Dengan demikian, 
melalui sistem peradilan pidanapun 
dapat dicapai keadilan restoratif. 
Misalnya dengan menjatuhkan 
pidana atau tindakan yang sesuai 
dengan kebutuhan pelaku, korban, 
dan masyarakat.Karena itu, dalam 
UU-SPPA disediakan banyak jenis 
sanksi dan tindakan agar hakim 
dapat memilih jenis pidana (straf) 
atau tindakan (maatregel) yang 
sesuai dengan kebutuhan pelaku, 
korban dan masyarakat agar keadilan 
restoratif tercapai.
Sampai saat ini, diversi pada 
perkara anak di tahap penyidikan 
sudah sering dilakukan berdasarkan 
Peraturan internal di Kepolisian 
Negara Republik Indonesia.  Banyak 
pendapat yang setuju dan yang tidak 
setuju atas upaya Polri untuk 
menyelesaikan perkara pidana anak 
di luar hukum pidana.  Namun, saat 
ini sudah terbit Undang-Undang No. 
11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (selanjutnya 
disingkat UU-SPPA), yang sudah 
diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 
2014 sehingga setiap orang wajib 
setuju dan menaatinya.  Jika UU 
tersebut diberlakukan, banyak 
sub-sistem atau sistem yang berubah, 
misalnya sub-sistem: diversi oleh 
polisi, jaksa, dan hakim; pencatatan 
dan pengarsipan pada lembaga 
pelaksana UU-SPPA; sistem pembi-
naan dan pembimbingan anak di 
Lembaga Penempatan Anak Semen-
tara (LPAS), Lembaga Penyelengga-
ra Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA). Selain itu, banyak juga 
sarana dan prasarana yang disiapkan, 
termasuk kaulitas dan kuantitas sum-
berdaya manusia (misalnya polisi, 
jaksa, hakim, pembimbing kema- 
syarakatan, petugas pemasyarakatan, 
relawan sosial).
Jika pemerintah dan para pihak 
terkait serta para pemangku kepen- 
tingan (stakehoders) tidak segera 
melakukan persiapan atas pember-
lakuan UU-SPPA tidak segera 
disiapkan, UU-SPPA akan hanya 
menjadi norma yang bersifat 
“semantik” (indah dalam bahasa) 
dan tidak banyak melakukan peruba-
han substansi sistem peradilan 
pidana anak sehingga tidak ada 
bedanya dengan saat berlakunya UU 
No. 3 Tahun 1997 tentang Penga-
dilan Anak.
Berdasarkan pemikiran tersebut, 
penulis melakukan pengajian terha-
dap 3 (tiga) permasalahan, yaitu 
apakah urgensi diversi dalam pena- 
nganan perkara anak;bagaimana 
kesiapan para pihak yang terlibat 
dalam diversi perkara anak;serta 
bagaimana model pendidikan, pem-
binaan, pendampingan, dan penga-
wasan anak yang di-diversi maupun 
anak yang dijatuhi pidana (straf) atau 
tindakan(maatregel).  Kajian ini 
akan menghasilkan analisis tentang 
substansi keadilan restoratif dalam 
kaitannya dengan diversi, dan anali-
sis kemampuan yang ada di ma- 
sing-masing pemangku kepentingan 
yang berkaitan dengan sistem per- 
adilan pidana. Akhirnya, Hasil kajian 
ini dapat dimanfaatkan oleh pihak- 
pihak terkait untuk menyiapkan sum-
berdaya, sumberdana dan sistem 
kinerja dalam rangka menciptakan 
keadilan restoratif dalam perkara 
anak di Indonesia.  
Urgensi Penerapan  Diversidalam 
Penanganan  Perkara Anak
Secara teoretik, ada keterkaitan 
antara asas atau kebijakan dikresi 
(discretion), diversi (Diversion) dan 
keadilan restoratif (Restorative 
Justice).Saut P.Panjaitan mengemu-
kakan bahwa diskresi (pouvoir 
discretionnaire, bahasa Perancis) 
ataupun Freies Ermessen (bahasa 
Jerman) merupakan suatu bentuk 
penyimpangan terhadap asas legali-
tas dalam pengertian wet matigheid 
van bestuur, jadi merupakan ”keke- 
cualian” dari asas legalitas. Menurut 
Muchsan, dasar pijakan diskresi ada 
2 (dua) yaitu: Dasar Hukum/Yuridis, 
yaitu menyangkut ketentuan formal; 
dan Dasar Kebijakan, yaitu me- 
nyangkut manfaat. (Simamora, 
2014).
Diversi adalah penyelesaian per- 
kara pidana menggunakan jalur di 
luar hukum pidana. Sedangkan 
pengertian keadilan restoratif adalah 
ide keadilan yang didasarkan pada 
kesepakatan antar-para pihak yang 
terkait dengan tindak pidana untuk 
mencari solusi untuk pemulihan 
keadaan sebagaimana belum terjadi 
tindak pidana dan bahkan menja- 
dikan semua pihak lebih baik.  
Keadilan Restoratif didasarkan pada 
5 prinsip dalam pemikiran berikut. 
Five Principles of Restorative 
Justice
a. Focuses on harms and conse-
quent needs (victims', but also 
communities' and offenders').
b. Addresses obligations resulting 
from those harms (offenders' but 
also families', communities' and 
society's).
c. Uses inclusive, collaborative 
processes.
d. Involves those with a legitimate 
stake in the situation (victims, 
offenders, families, community 
members, society).
e. Seeks to put right thewrongs 233 
(Dowd, 2015: 233)
Dengan demikian, dalam konteks 
bahasan ini dapat dipahami bahwa 
diversi dalam perkara anak lahir 
karena adanya asas diskresi yang 
dimiliki oleh pihak yang berwenang 
(Penyidik, Jaksa, dan Hakim) dalam 
rangka mencapai keadilan restoratif.  
Salah satu bentuk diskresi adalah 
memberikan kewenangan kepada 
Penyidik, Jaksa, dan Hakim untuk 
melakukan diversi terhadap anak 
yang berhadapan dengan hukum. 
Pengertian keadilan restoratif 
adalah a form of conflict resolution 
and seeks to make it clear to the 
offender that the behaviour is not 
condoned, at the same time as being 
supportive and respectful of the indi-
vidual.(Morison, 2001: 194). Pihak 
yang diharapkan memperoleh kea- 
dilan restoratif adalah pelaku dan 
korban, serta pihak-pihak yang 
terkait. Dalam konteks pemidanaan, 
pendekatan keadilan restoratif seja- 
lan dnegan model keseimbangan 
Kepentingan (Muladi, 1995:5). Ka- 
rena itu, asas daad-dader-slachtof-
fer-Strafrecht mestinya mulai diim-
plementasikan dalam hukum pidana 
(Arief Amrulah, 2008).
Keadilan restoratif dapat diterap-
kan pada seluruh proses penegakan 
hukum pidana, tidak hanya pada satu 
proses saja, misalnya pada penyi- 
dikan atau penuntutan atau peradilan. 
Hal ini didasarkan pada prinsip 
keadilan restoratif masuk pada suatu 
sistem hukum pidana sehingga 
penerapannya ada pada setiap pro- 
sesnya dan juga tiap penegak hukum 
mempunyai kewenangan untuk me- 
nerapkannya. Keadilan restoratif 
bukan merupakan asas melainkan 
filsafat yaitu filsafat dalam proses 
peradilan dan juga filsafat keadilan. 
Keadilan restoratif dapat dikatakan 
sebagai filsafat peradilan, karena-
merupakan dasar dalam penyusunan 
lembaga peradilan. Dengan demiki-
an, dapat diartikan bahwa keadilan 
restoratif adalah suatu rangkaian 
proses peradilan yang pada dasarnya 
bertujuan untuk me-restore (memu- 
lihkan kembali) kerugian yang dide- 
rita oleh korban kejahatan, (Mudza-
kir, 2008). masyarakat, dan para 
pihak terkait.
Pendekatan keadilan restoratif 
(restorative justice approach) diawa-
li dari praktik di beberapa negara 
misalnya Kanada, Australia, New 
Zealand, dan Inggris. Sejarah per- 
kembangan hukum modern dalam 
penerapan restorative justice diawali 
dari pelaksanaan sebuah program 
penyelesaian di luar pengadilan 
konvensional yang dilakukan oleh 
masyarakat yang disebut dengan 
victim-offender mediation tahun 
1970-an di Kanada (Morris dan 
Maxwelle, 21: 4). Pendekatan 
keadilan restoratif merupakan per- 
kembangan terakhir dari paradigma 
peradilan pidana, yaitu diawali 
dengan retributive justice, dilanjut-
kan dengan rehabilitative justice, 
kemudian ada alternative justice, 
kemudian diperbaiki lagi dengan 
transitional justice, danakhirnya 
digantikan oleh restorative justice.
Berdasarkan sejarah di beberapa 
negara, pelaksanaan Diversi pada 
awalnya gagal di Amerika, tetapi 
berhasil di Belanda, Denmark, Italia, 
Jerman, Perancis, pada tahun 
1969(Marlina, 2010:4) kemudian 
diperbaiki sistemnya yang akhirnya 
sukses di beberapa negara dalam 
penyelesaian tindak pidana tertentu 
dan pelaku-pelaku tertentu.
Meskipun tidak ada kesepakatan 
tentang pengertian keadilan restora- 
tif, namun mayoritas definisi 
berfokus pada proses yang melibat-
kan semua pihak yang berkepenti- 
ngan untuk menyelesaikan pelang-
garan hukum dan bertujuan memper-
baiki kerugian yang disebabkan oleh 
pelanggaran tersebut.  Hal ini 
terungkap dalam pernyataan berikut. 
There is no agreed definition of 
restorative justice processes. A 
number of definitions have been 
suggested, most of which focus on a 
process which involves all those 
affected by an offence and aims to 
repair the harm caused by the 
offending(Widodo 2014). Berdasar-
kan pemikiran tersebut dapat dipaha-
mi bahwa akar filsafat keadilan 
restoratif adalah konsepsi keadilan 
untuk semua (justice for all), yaitu 
pelibatan pelaku, korban, dan ma- 
syarakat berdasarkan musyawarah 
dalam rangka merestorasi keadaan 
secara manusiawi.
Secara teoretis, sistem peradilan 
pidana anak di Indonesia wajib 
mengutamakan kepentingan yang 
terbaik bagi anak dan berupaya me- 
ngurangi penyelesaian perkara anak 
di pengadilan pidana, dan jika 
terpaksa dipidana penjara, maka 
pidana tersebut hanya dilakukan 
sebagai upaya terakhir dan dalam 
waktu yang singkat. Hal ini dapat 
diketahui dari beberapa instrumen 
internasional, antara lain United 
Nations Standard Minimum Rules for 
the Administration of Juvenile 
Justice (Beijing Rules), United 
Nations Standard Minimum Rules for 
Non-Custodial Measures 1990 
(Tokyo Rules), United Nations 
Guidelines for the Prevention of 
Juvenile Delinquency (Riyadh 
Guidelines), dan United Nations 
Rules for the Protection of Juveniles 
Deprived of Their Liberty (1990). 
Menurut Wardaya dan Retnaningrum 
bahwa, kesadaran masyarakat bahwa 
anak-anak pelaku tindak pidana 
perlu diperlakukan khusus tidak 
sebagaimana orang dewasa baru 
disadari sejak penyelenggaraan 
peradilan anak kali pertama di 
Chicago pada 1889 (Wardaya dan 
Retnaningrum, 2011).
Urgensi pelaksaan diversi pada 
perkara anak didasari pada 
pemikiran berikut. Saat ini ada 
pergeseran filsafat pemidanaan dari 
awalnya yang bersifat restitutif 
(pembalasan) kemudian ditandingi 
menjadi teori prevensi (tujuan), 
kemudian muncul teori gabungan, 
(Widodo, 2009 :24) dan akhirnya 
berkembang pemikiran keadilan 
restoratif yang mengutamakan 
pemulihan. Pendekatan restoratif 
merupakan paradigma baru dalam 
pemidanaan yang berbeda dengan 
pendekatan keadilan retributif, baik 
konsep, orientasi, tujuan maupun 
mekanisme pencapaiannya.  Keadi- 
lan retributif lahir sebagai reaksi 
terhadap beberapa kelemahan pen- 
dekatan keadilan retributif. Resto- 
rative justice is different from the 
retributive and rehabilitation 
approaches in that it focuses prima- 
rily on the needs of the victim, not 
just the offender. It’s a powerful tool 
that can have very real, positive 
results(Marshal,2014).Pendekatan 
keadilan restoratif ini sangat positif 
dan berbeda dengan restribusi dan 
rehabilitasi yang hanya terbatas teru-
tama pada perlindungan korban, 
bukan pada pelaku.
Keadilan restoratif merupakan 
reaksi masyarakat global yang dapat 
digunakan sebagai pelengkap dari 
sistem peradilan pidana yang selama 
ini banyak yang menggunakan 
pendekatan keadilan tradisional.Hal 
ini dikemukakan oleh Mark S. Um- 
breit and Marilyn Peterson Armour 
bahwa, restorative justice is viewed 
as complementary to the criminal 
justice system because it attends to 
issues that the traditional system 
neglects. Regardless of the position 
taken, the vision of restorative justice 
is grounded in values that are reso-
nating with an increasingly broad 
range of individuals and communi-
ties throughout the world, presenting 
many opportunities for new and 
widened impact (Umbreit dan 
Armour,2004:82). Diversi adalah 
salah satu bentuk penyelesaian per- 
kara pidana dalam rangka penca- 
paian keadilan restoratif.  Bentuk 
lain- nya, misalnya rekonsiliasi 
antara pelaku dengan korban, konfe- 
rensi keluarga dan masyarakat, 
upaya perdamaian dalam ma- 
syarakat.  Hal ini selaras dengan 
pemikiran Strickland, bahwa
More specific technique associa- 
ted with restorative justice, 
include diversion, victim-offender 
reconciliation, victim impact 
panel, victim-offender statements, 
family or communiuty conferen- 
cing, community peace-making or 
centencing cyrcles, reintegrative 
shamming, and prisoneers assis-
tence program(Stickland, 2004 
:9).
Keadilan restoratif sebenarnya 
bukan merupakan budaya baru bagi 
bangsa Indonesia, namun karena 
dalam masa penjajahan hukum adat 
banyak ditinggalkan dan diganti 
dengan hukum barat, maka keadilan 
restoratif dimarginalkan. Setelah 
ketentuan ketentuan dan sistem 
hukum barat diragukan efektivitas 
dan efisiensinya dalam penyelesaian 
perkara pidana yang adil, banyak 
pihak mengintrodusi dan melak-
sanakan keadilan restoratif.  Dengan 
demikian, konsep keadilan restoratif 
bukan lahir lebih dahulu, tetapi 
sudah ada dan dilaksanakan di ma- 
syarakat kemudian ditinggalkan, dan 
saat ini digunakan lagi.   Buktinya, 
dalam hukum pidana Majapahit 
dikenal istilah “pati bajampi” yaitu 
sebagai uang pengganti obat yang 
diberikan kepada korban, rekonsi- 
lisasi antar-kepala adat yang ditandai 
dengan upaya adat di sejumlah 
wilayah Indonesia.
Pendoronglahirnya diversi pada 
perkara anak di Indonesia antara lain 
dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Terjadi labelisasi pada anak yang 
pernah diproses oleh penegak hu- 
kum berdasarkan hukum pidana 
anak.  Bahkan pada beberapa 
kasus, dalam LAPAS Anak terjadi 
prisonisasi (Widodo, 2012 : 21).
b. Pihak LAPAS Anak, LAPAS dan 
RUTAN Dewasa yang di dalam 
nya ada blok khusus Anak, belum 
semuanya mempunyai kemam-
puan yang memadai untuk pembi-
naan dan pembimbingan anak.Se-
lain itu, anak berisiko terkena 
“prisonisasi” di dalam lembaga 
tersebut.  Karena itu, perlu ada 
langkah meminimalisasi prisoni-
sasi dengan cara menghindarkan 
anak dari institusionalisasidi 
Rutan atau LAPAS.
c. Ada keinginan serius dari para 
pihak untuk mengurangi atau 
bahkan menghilangkan dampak 
negatif dari proses peradilan 
pidana bagi anak. Hal ini didasar-
kan pada data bahwa dalam tahap 
penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di pengadilan, hak- 
hak anak (pelaku) ada yang 
terlanggar, misalnya anak tidak 
dapat sekolah karena ditahan di 
RUTAN dan LAPAS.
d. Selama proses peradilan, pihak 
korban dan masyarakat belum 
mendapatkan restitusi (pemuli-
han) secara memadai sehingga 
putusan pengadilan sering diang-
gap belum mencerminkan keadi- 
lan bagi korban dan masyarakat.  
Hal ini terjadi karena keadilan 
sering ditafsirkan oleh orang 
sebagai keadilan terhadap pelaku 
saja, bukan pada korban dan ma- 
syarakat.
e. Beberapa putusan pengadilan 
kadang belum menunjukkan ke- 
berpihakan negara pada anak, 
anak korban, dan masyarakat.  
Mayoritas putusan pengadilan 
anak adalah penjatuhan pidana, 
dan jenisnya pidana penjara 
(Widodo, 2012:14).
f. Penegak hukum dan para pihak 
yang terkait belum terbiasa me- 
lakukan diversi pada anak yang 
berkonflik dengan hukum secara 
melembaga, bahkan budaya ma- 
syarakat menghendaki agar 
penyelesaian perkara anak lebih 
suka pengunaan jalur litigasi 
dibandingkan dengan jalur litiga- 
si. Beberapa anggota masyarakat 
bahkan sering menganggap diver-
si pada perkara anak yang dilaku-
kan oleh Polri merupakan upaya 
membela pihak tertentu (terutama 
membela pelaku), sehingga perlu 
ada klarifikasi yuridis.
g. Perlunya dasar hukum diversi 
yang jelas dalam peraturan perun-
dang-undangan (lex certa) yang 
dapat digunakan anak oleh polisi, 
jaksa, dan hakim agar tidak terjadi 
salah sangka dalam masyarakat. 
Sebelum ada UU Sistem 
Peradilan Anak, dasar hukum 
diversi di kepolisian adalah pada 
kebijakan diskresi (discretion) 
yang kemudian dituangkan dalam 
dasar hukum dari Kapolri untuk 
lingkungan Polri atau kesepaka-
tan-kesepakatan tertulis lain 
antar-penegak hukum atau antara 
Polri dengan Kementerian lain.  
Menakar Kemampuan Para Pe- 
mangku Kepentingan( Stake Hol- 
ders)dalam Melaksanakan Diversi 
Perkara  Anak Berdasarkan UU- 
SPPA.
Sejak diterbitkan UU-SPPA, pada 
semua tingkatan proses peradilan 
pidana (penyidikan, penuntutan, 
pemeriksanaan di pengadilan), terbu-
ka peluang polisi, jaksa, dan hakim 
untuk melakukan diversi.  Bahkan, 
sebelum ada putusan Mahkamah 
Konstitusi tahun 2013, diversi me- 
rupakan langkah wajib yang 
bersanksi pidana bagi polisi, jaksa, 
hakim sebelum menerapkan ketentu-
an hukum acara pidana.  Saat ini 
meskipun polisi, jaksa, dan hakim 
tidak melakukan diversi tidak dapat 
dipidana. Ketentuan diversi tersebut 
memberi harapan positif  bagi 
pencari keadilan dan penegak hukum 
untuk melaksanakan penyelesaian 
perkara tindak pidana anak sesuai 
dengan karakteristik anak tanpa 
mengabaikan kepentingan korban 
dan masyarakat. 
Dengan demikian, dalam pena- 
nganan anak yang berkonflik dengan 
hukum, diversi dalam perkara anak 
dilakukan oleh Polisi, Jaksa, dan 
Hakim sesuai dengan kewenangan- 
nya dalam acara pidana.  Jika diversi 
gagal maka proses peradilan pidana 
dalam maing-masing tingkatan akan 
diberlakukan dengan puncak proses 
berupa putusan pengadilan. 
Sebelum proses polisi, jaksa, dan 
hakim melakukan diversi, harus 
dipastikan dahulu bahwa persyaratan 
perkara yang dapat didiversi 
memenuhi persyaratan objektif dan 
subjektif sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7 ayat (2).  Persyaratan objek-
tif, yaitu bahwa perkara tindak 
pidana yang akan diproses Diversi 
adalah pelaku tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara di 
bawah 7 (tujuh) tahun.  Persyaratan 
subjektif adalah anak tersebut bukan 
merupakan melakukan pengulangan 
tindak pidana.Dalam UU-SPPA 
tersebut dijalelaskan tentang penger-
tian pengulangan tindak pidana, 
bahwa pengulangan tindak pidana 
dalam ketentuan ini merupakan 
tindak pidana yang dilakukan oleh 
Anak, baik tindak pidana sejenis 
maupun tidak sejenis, termasuk 
tindak pidana yang diselesaikan 
melalui Diversi.
Dalam penjelasan tersebut tidak 
ada jangka waktunya berapa lama 
antara tindak pertama yang pertama 
dengan yang kedua atau selanjutnya. 
Karena itu, UU-SPPA merupakan 
kekhususan dalam hukum pidana 
sehingga dapat menyimpangi keten-
tuan KUHP tentang jangka waktu 
agar dapat dikategorikan melakukan 
pengulangan tindak pidana. Jika 
persyaratan tersebut dipenuhi, maka 
Polisi, Jaksa dan Hakim wajib 
melakukan Diversi. Jika diversi 
sudah dicapai, maka hasil kesepaka-
tan dijadikan dasar Penetapan Ketua 
Pengadilan.
Dalam melaksanakan Diversi, 
penegak hukum wajib menggunakan 
asas sebagaimana diatur dalam Pasal 
2, yaitu pelindungan; keadilan; 
nondiskriminasi; kepentingan ter- 
baik bagi Anak; penghargaan terha-
dap pendapat Anak; kelangsungan 
hidup dan tumbuh kembang Anak; 
pembinaan dan pembimbingan 
Anak; proporsional;  perampasan 
kemerdekaan dan pemidanaan se- 
bagai upaya terakhir; dan penghinda-
ran pembalasan. 
Diversi oleh Hakim Anak di 
Pengadilan Negeri dapat dilakukan 
di ruang mediasi (Pasal 52 ayat (4)).-
Proses Diversi dilakukan dengan 
teknik musyawarah (Pasal 8 ayat 
(1)).Pihak yang wajib dilibatkan 
dalam Diversi adalah Anak dan 
orang tua/walinya, korban dan/atau 
orang tua/Walinya, Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial 
Profesional (Pasal 8 ayat (1)).Selain 
itu dapat pula ditambah dengan 
Tenaga Kesejahteraan Sosial, 
dan/atau masyarakat (ayat (2)). Para 
pihak yang bersengketa dapat 
diwakili oleh kuasanya dengan surat 
kuasa khusus, baik oleh advokat 
maupun orang lain yang dipercaya. 
Pihak ketiga di yang ditentukan oleh 
UU dapat turut serta dan mengga-
bungkan diri dalam proses musya- 
warah, apabila terdapat unsur 
kepentingan yang terkait dan keturut 
sertaannya disepakati oleh pihak 
pelaku dan korban serta disetujui 
oleh Hakim yang memimpin musya- 
warah.
Berdasarkan Pasal 9, ditentukan 
bahwa Penyidik, Penuntut Umum, 
dan Hakim dalam melakukan Diversi 
harus mempertimbangkan: a).kate-
gori tindak pidana; b)  umur Anak; c) 
hasil penelitian kemasyarakatan dari 
Bapas; dan d) dukungan lingkungan 
keluarga dan masyarakat. Kesepaka-
tan Diversi tersebut harus mendapat-
kan persetujuan korban dan/atau 
keluarga Anak Korban serta kese-
diaan Anak dan keluarganya, kecuali 
untuk: a)  tindak pidana yang berupa 
pelanggaran;  b) tindak pidana 
ringan; c) tindak pidana tanpa 
korban; atau d) nilai kerugian korban 
tidak lebih dari nilai upah minimum 
provinsi setempat.
Hasil kesepakatan Diversi dapat 
berbentuk, antara lain: a)  perda-
maian dengan atau tanpa ganti keru-
gian; b)  penyerahan kembali kepada 
orang tua/Wali;  c)  keikutsertaan 
dalam pendidikan atau pelatihan di 
lembaga pendidikan atau LPKS 
paling lama 3 (tiga) bulan; atau d)  
pelayanan masyarakat.  Khusus di- 
versi terhadap pelaku a)  tindak 
pidana yang berupa pelanggaran;  b) 
tindak pidana ringan; c) tindak 
pidana tanpa korban; atau d) nilai 
kerugian korban tidak lebih dari nilai 
upah minimum provinsi setempat-
dapat dilakukan oleh penyidik bersa-
ma pelaku dan/atau keluarganya, 
Pembimbing Kemasyarakatan, serta 
dapat melibatkan tokoh masyarakat.
Diversiyangdilakukan oleh Pe- 
nyidik atas rekomendasi Pembimb-
ing Kemasyarakatan dapat berben-
tuk: a) pengembalian kerugian dalam 
hal ada korban; b) rehabilitasi medis 
dan psikososial; c) penyerahan kem-
bali kepada orang tua/Wali;  d) keikut 
sertaan dalam pendidikan atau pelati-
han di lembaga pendidikan atau 
LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; 
atau e) pelayanan masyarakat paling 
lama 3 (tiga) bulan.
Selama proses Diversi berlang- 
sung sampai dengan kesepakatan 
Diversi dilaksanakan, Pembimbing 
Kemasyarakatan wajib melakukan 
pendampingan, pembimbingan, dan 
pengawasan (Pasal 14 ayat (2)). 
Kesepakatan Diversi wajib dilak-
sanakan paling lama 30 (tiga puluh) 
hari (Pasal 52 ayat (3)).Jika  Diversi 
sudah dilaksanakan dalam jangka 
waktu tersebut maka proses perkara 
tindak pidana tidak dilanjutkan ke 
tahapan persidangan. Pelaku tindak 
pidana dan pihak-pihak terkait akan 
mendapatkan penetapan dari Ketua 
Pengadilan Negeri yang isinya me- 
netapkan bahwa perkara tindak 
pidana anak sudah diselesaikan 
melalui Diversi dan sudah mempu-
nyai kekuatan hukum tetap.Penga-
wasan atas proses Diversi dan pelak-
sanaan kesepakatan yang dihasilkan 
berada pada atasan langsung pejabat 
yang bertanggung jawab di setiap 
tingkat pemeriksaan (Pasal 14 ayat 
(1).
Berdasarkan hasil studi di ma- 
syarakat di Indonesia,  ada beberapa 
hasil penelitian yang dapat dijadikan 
alasan empiris mengapa diversi perlu 
dilakukan, dan prosesnya harus 
cermat agar tercapai keadilan 
restoratif.  
Meskipun banyak kelebihan dan 
manfaatnya bagi anak, pelaksanaan 
diversi ternyata ini banyak mengha-
dapi hambatan. Studi yang pernah 
dilakukan di wilayah Banyumas, 
Purbalingga, Banjarnegara, Kebu-
men, dan Cilacap menunjukkan 
bahwa tidak semua korban atau kelu-
arga korban bersedia menerima cara 
penyelesaian tindak pidana melalui 
diversi. Alasannya: keinginan untuk 
membuat pelaku “kapok” jika dima-
sukkan dalam penjara; kejahatan 
yang dilakukan oleh pelaku adalah 
kejahatan yang diancam dengan 
pidana yang berat; penegak hukum 
kurang mendukung upaya perda-
maian; tidak ada petunjuk pelaksa-
naan maupun petunjuk teknis bagi 
aparat penegak hukum untuk 
mengimplementasi cara penyele- 
saian non-litigasi(Wardaya dan Ret- 
naningrum, 2008 :59). Hasil peneli-
tian ini sama dengan hasil penelitian 
Subekhan, bahwa penyelesaian per- 
kara pidana yang dilakukan oleh 
anak dengan menggunakan pendeka-
tan restorative Justice belum terlak-
sana secara optimal, karena belum 
adanya aturan hukum sebagai 
landasan penyelesaian model ini; 
perubahan masyarakat dari gemein-
schaft ke arah gesselschaft ber- 
dampak pada sulitnya rnengharapkan 
partisipasi masyarakat dalam 
penyelesaian yang bersifat restorasi; 
dan konsep restorative justice yang 
tidak melembagakan proses penyele-
saiannya berdampak pada hasil yang 
dicapai dalam penyelesaian restorasi 
tidak memberikan kepastian hukum 
bagi anak, korban dan masyarakat 
(Subkhan, 2008:i ) Penelitian-peneli-
tian di atas dilakukan atas kebijakan 
Diversi yang dilakukan oleh Polri 
berdasarkan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.
Selama proses peradilan pidana di 
Indonesia, mayoritas anak ditahan di 
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Rumah Tahanan atau Lembaga 
Pemasyarakatan selama 2-3 bulan.  
Jumlah terdakwa yang dijatuhi 
pidana penjara sekitar 90%. Pembi-
naan anak di di LAPAS kurang opti-
mal karena masa pidananya singkat. 
Proses peradilan tersebut tidak mem-
berikan rasa keadilan bagi anak. 
Secara normatif, sistem hukum di 
Indonesia belum ramah anak dan 
sistem kesejahteraan belum terinte-
grasi. Struktur dan aparatur penegak 
hukum juga belum ada persamaan 
persepsi terhadap penanganan anak 
nakal sehingga perlu peningkatan 
kapasitas sumberdaya manusia. 
Begitu juga ketersediaan sarana dan 
prasarana masih harus ditingkatkan.  
Pandangan dan perilaku masyarakat 
ternyata banyak yang masih memak-
nai pidana sebagai tindakan yang 
harus bersifat punitif dan retributif 
(Apong Herlina, 2015).
Selama dalam masa proses 
peradilan pidana, beberapa studi 
menunjukkan bahwa mereka men- 
dapat perlakuan yang buruk bahkan 
kadang-kadang lebih buruk dari 
perlakuan terhadap orang dewasa 
pada suatu situasi yang sama. 
Perlakuan buruk ini tidak hanya 
terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) 
atau Lembaga Pemasyarakatan 
(Lapas) namun tindak kekerasan 
terhadap mereka sering dialami sejak 
berada di kantor polisi yang berupa 
tamparan, tendangan, bahkan 
kadang-kadang pelecehan seksual. 
Penyidikan di kantor polisi ini sebe-
narnya dalam rangkapenyusunan 
Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 
Namun, kekerasan sering menjadi 
bagian dari upaya untuk memperoleh 
pengakuan. Bentuk kekerasan lain 
berupa tindakan memaksa anak 
untuk membersihkan kantor polisi 
dan mobil patroli. Rutan atau Lapas 
juga memberikan pengaruh buruk 
terhadap anak-anak di samping hak 
mendapat pendidikan baginya 
terabaikan (Lily, 2014). Studi pada 
tahun 2006, bahwa 96% kasus anak 
yang diajukan ke pengadilan menga-
kibatkan tindankan pasa berupa 
penahanan, 60% pidana yang 
dijatuhkan lebih dari satu tahun, dan 
hanya sedikit atau bahkan tidak ada 
bantuan hukum (RingkasanKajian, 
Oktober, 2012 http://www.unicef. 
org, 2014).
Berdasarkan Penelitian di Kota 
Makassar, Makmur, Hakim Anak 
Pengadilan Negeri Makassar, perka-
ra anak sebenarnya sangat kental 
nuansa keadilan restoratif.Justru 
keadilan restoratif tersebut lahir dari 
Pembimbing Kemasyaratan, tetapi 
ternyata hampir tidak pernah ada 
petugas BAPAS yang merekomen-
dasikan agar anak tersebut tidak 
dijatuhi pidana. Namun sebaliknya, 
Husni Guna, Kepala Seksi Bimbi- 
ngan Klien Anak Balai Pema- 
syarakatan Kelas I Makassar menya-
takan bahwa BAPAS tidak pernah 
merekomendasikan sanksi pidana 
pada anak, dan pembinaan anak 
dalam LAPAS merupakan upaya 
terakhir jika upaya lainnya gagal 
dilakukan ( Adiguna dkk, 2014). 
Berdasarkan penelitian Hafad, ma- 
yoritas hasil PK di Kota Malang 
menggunakan bahasa “klise” dan 
mayoritas merekomendasikan agar 
anak dijatuhi pidana atau tindakan 
seadil-adilnya.  Kalau tidak dengan 
“bahasa klise” tersebut, banyak hasil 
penelitian kemasyarakatan mere-
komendasikan agar hakim menjatuh-
kan sanksi paling adil (Hafad, 2004 : 
78). Namun demikian, yang 
mengembirakan, di BAPAS Suraba-
ya, Pembimbing Kemasyarakatan 
seringkali merekomendasikan agar 
anak di bina di luar LAPAS disertai 
dengan kesanggupan pihak-pihak 
tertentu yang siap menampung anak 
nakal, dan hakim memenuhi saran 
tersebut (Widodo, 2012 : 25).
Jika anak di masukkan ke LAPAS 
(pada saat berlakunya UU-SPPA 
disebut LPKA), anak-anak di LPKA 
ternyata mayoritas hanya dibina 
secara umum (tidak memperhatikan 
kebutuhan dan kompetensi anak) dan 
proses belum tampak adanya model 
pembinaan yang bersifat individual 
(individual treatment model), maka 
dampaknya akan makin buruk bagi 
anak.  Selama ini anak (apapun 
tindak pidana yang dilakukan) yang 
ada di LAPAS Anak maupun di suatu 
blok (di LAPAS Dewasa) sehingga 
pada siang hari dapat berinteraksi 
dan saling bergaul sehingga memung 
kinkan saling “belajar kejahatan.”  
Akibatnya, dalam LAPAS terjadi 
prisonisasi, meskipun anak tidak 
selalu menjadi residivis (penjahat 
kambuhan).  Jika anak dimasukkan 
ke LPKA atau LPKS yang tidak 
tertata model pembinaannya, 
dampak positif bagi anak dan ma- 
syarakat memang banyak, namun 
dampak negatif bagi anak cukup 
dominan (Widodo, 2012 : 25).
Berkaitan dengan diversi yang 
berjalan selama ini, pandangan nega-
tif masyarakat terhadap penegak 
hukum juga mempunyai pengaruh 
besar terhadap penerapan diversi.Hal 
ini diungkapkan oleh Wahyudi 
(Penyidik Pembantu PPA) bahwa 
ketika pihak-pihak didamaikan, ma- 
syarakat beranggapan bahwa penyi- 
dik membela dan dibayar oleh pihak 
pelaku tindak pidana sehingga 
pelaku tidak diproses secara 
pidana.Padahal Polisi melakukan 
upaya damai (diversi) untuk kepen- 
tingan terbaik bagi anak.Hal serupa 
juga diungkapkan oleh Andi Armasa-
ri (Jaksa Fungsional Kejaksaan 
Negeri Makassar) bahwa penilaian 
negatif dari masyarakat jika mereka 
didamaikan, atau jaksa membuat 
tuntutan ringan anak pelaku tindak 
pidana. Kejaksaan dianggap pihak 
yang tidak bertanggung jawab, 
bahkan dituduh dibayar oleh pelaku, 
atau ada hubungan keluarga antara 
jaksa dengan pelaku.  Menurut Iswa-
hyu Widodo (Hakim Anak di Penga-
dilan Negeri Makassar), umumnya, 
kendala untuk mendamaikan para 
pihak adalah korban sudah menjadi 
korban berkali-kali, meskipun pela- 
kunya bukan orang yang sama (Adi-
guna dkk., 2014).
Berdasarkan hasil penelitian di 
atas dapat dihami beberapa hal beri-
kut.  Dalam perspektif substansi 
hukum, petunjuk teknis pelaksanaan 
diversi belum semuanya lengkap.  
Hal ini dapat diatasi dengan cara 
membuat Peraturan Pemerintah (PP) 
tentang diversi sebagaimana diatur 
dalam Pasal 15. Ketentuan Peraturan 
Pemerintah yang ditindaklanjuti 
dengan peraturan yang lebih rendah 
tingkatannya juga penting mengingat 
ada beberapa norma dalam UU-SP-
PA yang multi tafsir, antara lain:
a. Siapa saja yang wajib hadir dalam 
diversi di setiap tingkatan, dan 
bagimana jika diantara mereka 
tidak hadir, akankah menjadikan 
diversi batal demi hukum atau 
dapat dibatalkan. Dalam UU 
tersebut ada kata “wajib”, sehing-
ga secara terminologis dapat 
ditafsirkan “bisa”, bukan wajib.  
Bagaimana jika para pihak yang 
disebutkan dalam 8 ayat (1) ada 
yang tidak hadir apakah jika ada 
diversi kemudian diversinya 
dianggap batal demi hukum atau 
bagaimana.  Apa sanksi bagi 
pihak yang diundang penegak 
hukum dalam diversi kemudian 
tidak hadir?
b. Tidak ada norma yang mengatur 
cara diversi jika proses mengala-
mi jalan buntu (deadlock) dalam 
musyawarah. Apakah diversi ter- 
sebut langsung dianggap gagal 
atau ada alternatif lain, misalnya 
dengan pungutan suara. Namun 
bagaimana penentuan keberhasi-
lannya, dan bagaimana persentase 
suara dari masing-masing pihak. 
Bagaimana ketentuan musyawa- 
rah yang berhasil dalam diversi, 
apakah semua pihak harus setuju 
dengan kesepakatan, atau jika ada 
yang tidak setuju diversi pihak-pi-
hak tertentu sengaja meng-
gagalkan diversi dengan tujuan 
agar anak dimasukkan ke proses 
peradilan pidana.
c. Tidak ada ketentuan tentang 
pengertian masyarakat (dalam 
ketentuan melibatkan “tokoh 
masyarakat” dalam Pasal 10 ayat 
(1), apakah masyarakat sekitar 
tempat tindak pidana terjadi, atau 
masyarakat tempat pelaku bera- 
sal, atau masyarakat tempat 
korban berasal, atau masyarakat 
merupakan orang-orang yang 
memahami tentang karakteristik 
pelaku (misalnya orang yang 
meneliti tentang tingkah laku 
yang dilakukan pelaku,a atau 
orang yang pernah melakukan 
tingkah laku yang sama dengan 
pelaku) atau korban  (misalnya 
orang yang meneliti tentang 
eksistensi korban atau orang yang 
pernah menjadi korban dalam 
tindak pidana yang sama).
d. Tidak ada ketentuan limitatif 
tentang bentuk hasil kesepakatan. 
Dalam Pasal 11 hanya diatur 
“antara lain”. Apakah boleh ada 
bentuk lain selain yang diatur 
dalam Pasal 11.  
Meskipun ada beberapa kelema- 
han, banyak juga keunggulan norma-
tif dalam UU-SPPA antara lain 
sebagai berikut.
a. Memberikan peluang pada anak, 
korban dan masyarakat untuk 
melakukan diversi dalam rangka 
memulihkan keadaan, tanpa meli-
batkan anak dalam proses per- 
adilan pidana.
b. Menggunakan Paradigma keadi- 
lan restoratif, yang tercermin 
dalam diversi maupun sistem 
peradilan pidana (sampai dengan 
pembimbingan klien oleh 
BAPAS).
c. Memuat banyak jenis pidana dan 
tindakan yang memungkinkan 
hakim menjatuhkan jenis dan 
beratnya sanksi sesuai dengan 
pendekatan keadilan restoratif.
d. Mengatur kerangka penannagan 
anak yang berkonflik dengan 
hukum, mulai dari diversi sampai 
pada pengawasan dan pembim- 
bingan sehingga menjamin kepas-
tian hukum dan dapat digunakan 
sebagai dasar pembuatan peta 
jalan (roadmap) dalam pencipta-
an keadilan restoratif.
e. Pelibatan banyak lembaga peme- 
rintah, lembaga kemasyarakatan, 
ahli, dan individu dalam sistem 
peradilan pidana.
Berkaitan dengan pelaksanaan 
diversi, ada beberapa permasalahan 
yang perlu mendapat pemecahan, 
secara yuridis maupun praktis antara 
lain sebagai berikut.
a. Belum ada Peraturan pemerintah 
tentang Diversi, padahal UU-SP-
PA dilaksanakan tanggal 1 Juli 
2014.  Jika tidak ada PP, maka 
para penegak hukum akan meng-
gunakan peraturan yang ada.  
Apakah peraturan yang ada sudah 
mencerminkan filosofi UU-SP-
PA.
b. Apakah catatan hasil diversi 
bersifat online dan terintegrasi 
antara kepolisian, kejaksaan, dan 
pengadilan? Jika tidak, bagaima-
na jika rekam jejak anak tidak 
terekam maka memungkinkan 
seorang anak di-diversi lebih dari 
1 (satu) kali.
c. Apakah BAPAS mampu melak-
sanakan tugas membuat Peneli-
tian Kemasyarakatan dan menga-
wasan proses pelaksanaan diver-
si.Pasal  28 mengatur bahwa Hasil 
Penelitian Kemasyarakatan wajib 
diserahkan oleh Bapas kepada 
Penyidik dalam waktu paling 
lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh 
empat) jam setelah permintaan 
penyidik diterima.  Padahal, 
jumlah Pembimbing Kema- 
syarakatan sangat sedikit, namun 
wilayah kerjanya antara 5 sampai 
7 kabupaten kota.  Misalnya 
BAPAS Jember (yang wilayahnya 
meliputi Jember, Banyuwangi, 
Bondowoso, Situbondo, dan 
sebagian Lumajang) hanya memi-
liki 11 orang pegawai.  Jumlah 
Pembimbing Kemasyarakatan 
Anak hanya 3 orang. Sarana 
transportasi milik BAPAS ada 
sangat kurang (Widodo, 2012: 
235).
d. Mampukan Bapas melakukan 
pengawasan, pembinaan, pem-
bimbingan secara profesional 
terhadap anak yang didiversi dan 
berada di luar LPKS? Jika tidak 
diawasi, bisa bertambah nakal.  
Jika tidak diawasai, anak tidak 
mendapatkan perlindungan 
hukum agar tidak mengulangi 
tindak pidana, karena tidak ada 
pendampingan atau bimbingan 
yang memadai ke arah tingkah 
laku yang baik. Bukankah anak 
yang didiversi sesungguhnya 
adalah anak yang melakukan 
tindak pidana (hanya saja tidak 
diputus oleh pengadilan, tetapi 
hanya ditetapkan oleh pengadilan 
sebagai pelaku tindak pidana 
pertama).
e. Sudah siapkah semua penegak 
hukum (termasuk advokat) dan 
pihak-pihak terkait melakukan 
musyawarah dalam rangka diver-
si, padahal proses tersebut mem-
butuhkan banyak pengetahuan 
dan keterampilan.
Berkaitan dengan permasalahan 
tersebut, para pihak harus melakukan 
beberapa langkah berikut agar diver-
si dan sistem peradilan pidana dapat 
terlaksana dan dapat mencapai 
tujuan berupa keadilan restoratif. 
a. Dalam Subtansi hukum, pemerin-
tah harus segera menerbitkan 
Peraturan Pemerintah tentang 
diversi sebagaimana diatur dalam 
Pasal 15. Setelah ada PP, maka 
pihak-pihak penegak hukum dan 
pemangku kepentingan lain (mi- 
salnya kementerian terkait) me- 
nerbitkan petunjuk pelaksanaan 
dan petunjuk teknis agar dapat 
digunakan sebagai pemandu 
diversi.  Untuk menguatkan pro- 
ses diversi, maka diperlukan pem-
buatan (atau peninjauan) nota 
kesepahaman “payung” yang 
ditindaklanjuti dengan perjanjian 
kerjasama antar-instansi.
b. Penegak Hukum dan pemangku 
kepentingan wajib melaksanakan 
sejumlah langkah, antara lain 
sebagai berikut.
1) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, advokat agar dapat 
melakukan diversi pada anak, 
karena anak mempunyai 
karakter khusus, begitu pula 
korban dan masyarakat juga 
mempunyai karakter unik. 
2) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, dan advokatagar dapat 
melakukan proses peradilan 
pidana pada anak, karena anak 
mempunyai karakter khusus 
yang harus diperhatikan, baik 
anak pelaku, anak korban, 
maupun anak saksi.  
3) Kualitas dan kuantitas Peker-
ja Sosial Profesional dan Te- 
naga Kesejahteraan Sosial 
juga perlu ditingkatkan dalam 
penanganan anak yang ber- 
konflik dengan hukum.
4) Peningkatan kemampuan 
calon petugas LPKS (sebagai 
tempat pembinaaan anak yang 
dijatuhi pidana), LPKA (tem-
pat anak yang di-diversi 
berupa pengikutsertaan dalam 
lembaga), LPAS (sebagai 
tempat penahanan anak 
semesntara), petugas pema- 
syarakatan di Blok Anak pada 
LAPAS Dewasa.
5) Peningkatan kemampuan 
pembimbing kemasyarakatan 
(dari BAPAS) dalam membuat 
Penelitian Kemasyarakatan 
(Litmas) agar lebih cepat, 
akurat, dan berkualitas (me- 
muat analisis yang proporsio- 
nal dari sisi sosiologi, psikolo-
gi, penologi, dan “ilmu ting-
kah laku” lainnya), dan 
melakukan pendampingan, 
pembimbingan, dan penga-
wasan proses diversi, dan 
pelaksanaan diversi (baik di 
dalam LPKS maupun di ma- 
syarakat). BAPAS harus mem-
berikan rekomendasi (Pasal 10 
ayat (2), pendampingan, pem-
bimbingan, dan pengawasan 
terhadap anak selama proses 
dan pelaksanaan diversi (Pasal 
14 ayat (2), laporan kegagalan 
diversi (Pasal 14 ayat (3).  
Waktu pembuatan litmas 
sangat singkat yaitu hanya 3 
hari.**
Para penegak hukum dan 
pemangku kepentingan perlu 
mendapatkan pendidikan dan pelai-
han atau bahkan pendidikan khusus 
secara bertahap dan terus-menerus 
dan masing-masing memperoleh 
sertifikat agar memenuhi standar 
minimal yang dibutuhkan pencapa-
ian keadilan restoratif.  Hal ini sama 
dengan apa yang dikemukakan 
Jonson bahwa ... facilitator style and 
role, certification, training requir-
ment’s, professional standards and 
othe issues will continue to add 
spince to the stew of co-creation ad 
individuality in the field many years 
to come (Daniel van Ness, 2007 
:223).
c. Masyarakat perlu ditingkatkan 
kepeduliannya dalam menyele-
saikan tindak pidana anak.  Pan-
dangan masyarakat terhadap 
keadilan restoratif juga perlu 
diperbaiki agar tidak ada prasang-
ka. Langkah yang dapat dilaku-
kan oleh pemerintah bersama 
pemangku kepentingan antara 
lain sebagai berikut.
1) Sosialisasi UU kepada ma- 
syarakat, terutama masyarakat 
yang rentan sebagai pelaku 
maupun korban tindak pidana 
anak.
2) Membudayakan pemikiran 
“positif” anggota masyarakat 
terhadap proses diversi di 
semua tingkatan pradilan 
pidana.  Memberikan pemaha-
man yang komprehensif terha-
dap keadilan restoratif yang 
dicapai melalui proses 
peradilan pidana.
3) Meningkatkan komitmen 
masyarakat dan pemerhati 
untuk selalu mengutamakan 
penyelesaian tindak pidana 
anak yang sesuai dengan kebu-
tuhan anak.
d. Sarana dan prasarana(termasuk 
kurikulum) sangat perlu diada-
kan, ditambah atau ditata ulang, 
antara lain sebagai berikut. 
1) Penyediaan ruangan khusus 
di Kepolisian, Kejaksaan, dan 
Pengadilan, penganggaran, 
fasilitas pendukung, data 
online yang terintegrasi (agar 
pelaporan, pendataan, pendo-
kumentasian (pengarsipan) 
data diversi mudah, cepat, dan 
murah). Hal inisangat penting 
dalam keadministrasian, 
apalagi di wilayah luar pulau 
Jawa yang geografisnya varia-
tif, dan modal tranportasinya 
terbatas).
2) Pembentukan LPKS, LPAS, 
LPKA.
3) Peninjauaan dan pembentu-
kan model pembinaan di 
LPKS, LPKA berserta kuriku-
lum, termasuk penyediaan 
fasilitas pendukungnya.
Pendidikan, Pembinaan, Pen-
dampingan dan  Pengawasan  Ter-
hadap  Anak yang Di-diversi 
Maupun yang Dijatuhi Pidana 
Atau Tindakan  Oleh Pengadilan
Sampai saat ini di LAPAS Anak 
atau LAPAS Dewasa Indonesia 
belum ada model yang sistemik 
tentang pendidikan, pembinaan, 
pendampingan, dan pengawasan 
khusus terhadap anak yang didasar-
kan pada asas individualisasi pembi-
naan (baik pembimbingan mental 
dan kerohanian maupun pembimbi- 
ngan/latihan kerja), dan asas kepen- 
tingan terbaik bagi anak. Penga-
wasan yang dilakukan oleh BAPAS 
terhadap anak yang dijatuhi pidana 
maupun tindakan juga kurang opti-
mal. Kepedulian masyarakat dan 
organisasi kemasyarakatan terhadap 
anak yang melakukan tindak pidana 
juga belum optimal.  Berdasarkan 
fakta tersebut, maka pola penga-
wasan dapat dilakukan oleh para 
pihak sebagai berikut.
a. Anak yang didiversi sudah me- 
ngalami masalah kelakuan, 
karena itu pembinaannya dapat 
dilakukan oleh bagian Bimbingan 
dan Konseling (jika sekolah), 
pimpinan lembaga pendidikan 
non-formal (jika menempun 
pendidikan non formal), orang tua 
atau wali atau perorangan lain 
(jika dikembalikan ke orang 
tua/wali atau diserahkan kepada 
perorangan), kepala organisasi 
kemasyarakatan (jika diserahkan 
ke organisasi kemasyarakatan), 
kepala desa/lurah (jika tidak ada 
pembina).
b. Anak yang dimasukkan ke LPKS, 
LPKA dibimbing oleh petugas 
khusus yang ada dalam lembaga 
tersebut.
c. Pembimbing Kemasyarakatan di 
BAPAS, sesuai dengan bidang 
tugasnya.
Namun, para pembina dan petu-
gas, pengawas tersebut harus dibuat-
kan pola atau model atau sistem yang 
dapat dipedomani berdasarka Pera-
turan Pememrintah (PP) dan peratu- 
ran menteri atau lembaga pemerintah 
yang terkait dengan penanganan 
anak yang berkonflik dengan hukum 
(pelaku), dan anak yang berhadapan 
dengan hukum (anak saksi dan anak 
korban).  Khusus pada anak pelaku, 
pembentukan model pendidikan, 
pembinaan, pendampingan tersebut 
harus didasarkan ada karakteristik 
unik dari masing-masing anak, 
sehingga harus mengutamakan 
model individualisasi pembinaan dan 
berbasis pada kebutuhan anak. 
Karena itu, pemerintah perlu mem-
buat model khusus tentang penga-
wasan, pembinaan, dan pendampin-
gan anak yang berkonflik dengan 
hukum, baik di-diversi maupun 
dijatuhi pidana (straf)atau tinda-
kan(maatregels).
Simpulan
1. Diversi pada perkara anak perlu 
dilakukan oleh penegak hukum 
secara terukur dan legal berdasar-
kan UU Sistem Peradilan Anak 
dalam rangka melindungi anak, 
anak korban dan kepentingan 
masyarakat secara proporsional.  
2. Kelemahan pelaksanaan peradilan 
pidana anak, kekurangmampuan 
LAPAS, LAPAS Anak, dan 
Organisasi Kemasyarakatan da- 
lam membina anak yang berkon- 
flik dengan hukum selama ini 
memicu lahirnya diversi.  Keber-
hasilan diversi pada anak di 
beberapa negara menjadi sema- 
ngat tersendiri bagi pembuat UU 
untuk membentuk lembaga diver-
si secara legal. 
3. Konsekuensi dari diversi pada 
anak, para pihak yang terlibat 
dalam proses dan pasca-diversi 
wajib menjamin kepentingan 
terbaik bagi anak dan korban.  
Karena itu, pendidikan, pembi-
naan, pendampingan dan penga-
wasan anak yang berkonflik 
dengan hukum (baik yang disele-
saikan dengan diversi maupun 
yang diadili melalui sistem 
peradilan pidana) wajib dilak-
sanakan secara sistemik berdasar-
kan asas kepentingan terbaik bagi 
anak tanpa mengabaikan kepen- 
tingan korban dan masyarakat.
4. Konsekuensi yuridisnya,Peratu- 
ran Pemerintah Republik Indone-
sia  Nomor 65 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pelaksanaan 
Diversi dan Penanganan Anak 
yang Belum Berumur 12 (Dua 
Belas) Tahun perlu ditindaklanjuti 
dengan peraturan internal di 
kalangan Polri, BAPAS, dan 
instansi terkait sebagai standar 
prosedur operasional di lembaga 
yang terlibat dalam proses diver-
si, termasuk lembaga pelaksana 
dan pengawas putusan diversi 
dalam rangka impementasi kebi-
jakan diversi anak di Indonesia.
Daftar Rujukan
Buku
Johnson, Daniel van Ness, 2007. 
Handbook of Restorative Justice, 
Willan Publishing, London.
Morris, Allison and Gabrielle Max-
welle, 2001.Restorative Justice 
for Juvenile; Coferencing, Media-
tion&Circle, Hart Publishing, 
Oxford-Portland Oregon USA.
Marlina, 2010.Perngantar  Konsep 
Diversi dan Restorative Justice 
dalam Hukum Pidana, Universi-
tas Sumatera Utara Press, Medan.
Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem 
Peradilan Pidana, Badan Penerbit 
Universitas Diponegoro, Sema-
rang.
Dowd, A. Nancy E.(Edited),2015. A 
New Juvenile Justice System: 
Total Reform for a Broken 
System, New York University 
Press, York.
Stickland, Ruth Ann, 2004. Restrora-
tive Justice. Peter Lang Publi- 
shing, New York.
Widodo, 2012.Prisonisasi Anak: 
Fenomena dan Penanggulangan- 
nya, Aswaja Presindo, Yogyakar-
ta.
United Nations, 2006.Handbook on 
Restorative Justice Programmes. 
Office in Drug and Crime.Crimi-
nal Justice Handbook Series, 
United Nations, New York.
UNHCR Guidelines on Determining 
the Best Interests of the 
Child.United Nations High Com-
missioner for Refugees, Geneva, 
Switzerland, 2008.
Robert, Albert L. (Editor), 2008.Ju-
venile Justice Sourcebook : Past, 
Present, and Future: Past, Present, 
and Future, Oxford University 
Press, New York.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak 
Jurnal Ilmiah
Umbreit, Mark S., and Marilyn 
Peterson Armour, 2004.Resto- 
rative Justice and Dialogue: 
Impact, Opportunities, and Chal-
lenges in the Global Community, 
Washington University Journal of 
Law & Policy, Volume 36 Resto- 
rative Justice.
Hasil Penelitian
Hafad, Makaroda, 2004. Penjatuhan 
Pidana Perampasan Kemerdekaan 
Jangka Pendek Sebagai Upaya 
Penanggulangan Tindak Pidana 
Anak. Pascasarjana Universitas 
Brawijaya, Tesis.
Retnaningrum, Dwi Hapsari dan 
Manunggal K. Wardaya, Perlin- 
dungan Terhadap Anak Yang 
Melakukan Tindak Pidana (Kaji-
an Tentang Penyelesaian Secara 
Non-Litigasi Dalam Perkara 
Tindak Pidana Anak di Kabupa- 
ten Banyumas, Purbalingga, Ban-
jarnegara, Kebumen, dan Cila-
cap), Laporan Penelitian, FH 
UNSOED, 2008, p. 59.
Subekhan, 2008.Penyelesaian Perka-
ra Anak secara Restorasi dalam 
Penerapan Sistem Peradilan 
Pidana Anak, Tesis, Universitas 
Indonesia.
Makalah
Amrullah, M. Arief, Ketentuan dan 
Mekanisme Pertanggungjawaban 
Pidana Korporasi, Makalah 
Disampaikan dalam Seminar 
Nasional tentangTanggung Jawab 
Sosial Perusahaan (Corporate 
Social Responsibility/CSR), 
Diselenggarakan oleh PUSH-
AM-UII Yogyakarta bekerjasama 
dengan Norwegian Centre for 
Human Rights, University of 
Oslo, Norway, di Hotel Yogyakar-
ta Plaza, Yogyakarta, 6-8 Mei 
2008. 
Wardaya, Manunggal K. dan Dwi 
Hapsari Retnaningrum, Diversi 
Sebagai Bentuk Perlindungan 
Hak Asasi Manusia Anak Yang 
Berhadapan Dengan Hukum, 
Makalah disampaikan dalam 
Konferensi Nasional Hak Asasi 
Manusia I Serikat Pengajar Hak 
Asasi Manusia (SEPAHAM), di 
Universitas Surabaya (UBAYA),  
20-22 September 2011
Internet
Adiguna, Imran, Aswanto, Wiwie 
Heryani, Penerapan Diversi terha-
dap Anak yang Berhadapan 
dengan Hukum dalam Sistem 
Peradilan Pidana, Http://Pas-
ca.Unhas.ac.id, diakses tanggal 
17 April 2014.
Herlina, Apong (Komisioner Komisi 
Perlindungan Anak Indoensia), 
Peran Kpai Dalam Melaksanakan 
Monitoring Dan Evaluasi Sistem 
Peradilan Pidana Anak, http:// 
srsg.violenceagainstchildren.org, 
diakses tanggal 19 April 2014.
Mudzakir, Analisis Restorative 
Justice: Sejarah, Ruang Lingkup, 
dan Penerapannya, http://pkbh. 
uii.ac.id, diakses tanggal 26 April 
2014.
Widodo, Restorative Justice in New 
Zealand Best Practice ,http://ww-
w.justice.govt.nz, diakses tanggal 
24 April 2014.
Rilantono, Lily I. (Ketua Umum 
Yayasan Kesejahteraan Anak 
Iindonesia), Anak yang Berkon- 
flik dengan Hukum, Hilangkah 
Hak Asasinya?,http://www.ykai. 
net, diakses tanggal 19 April 
2014.
Ringkasan Kajian, oktober, 2012 
http://www.unicef.org, diakses 
tanggal 19 April 2014.
Sifris, Ms Adiva, Sarah Middleton, 
Ross Hyams and Vicky Kirmos, 
Submission to The Family Law 
Council Regarding The Inquiry 
Into Relocation of Children in 
Family Law. Castan Centre for 
Human Rights Law, Monash 
University Law, http://www. 
law.monash.edu.au, diakses tang-
gal 21 April 2014.
Simamora, Janpatar, Efektivitas 
Penggunaan Diskresi dalam 
Rangka Mewujudkan Pemerin-
tahan yang Baik, www.akade-
mik.nommensen-id.org, diakses 
tanggal  25 April 2014
Widodo : Diversi dan Keadilan Restoratif... 
Pendahuluan
Anak sebagai mahkluk Tuhan 
Yang Maha Esa memiliki hak asasi 
atau hak dasar sejak dilahirkan, yaitu 
jaminan untuk tumbuh kembang 
secara utuh baik fisik, mental 
maupun sosial, dan berakhlak mulia. 
Oleh karena itu, perlu dilakukan 
upaya perlindungan serta mewujud-
kan kesejahteraannya dengan mem-
berikan jaminan terhadap pemenu-
han hak-haknya sehingga tidak ada 
manusia atau pihak lain yang dapat 
merampas hak-hak anak tersebut.
Di bidang ketenagakerjaan dan 
perlindungan hak anak, Indonesia 
telah rnempunyai seperangkat pera-
turan perundang-undangan untuk 
menjamin hak-hak anak dan mengu-
rangi dampak bekerja bagi anak yang 
antara lain, ratifikasi konvensi ILO 
Nomor 138 menjadi Undang - 
undang Nomor 20 tahun 1999 
tentang Usia Minimum Untuk Diper-
bolehkan Bekerja, ratifikasi konven-
si ILO Nomor 182 menjadi Undang - 
undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang 
Pelanggaran dan Tindakan Segera 
Penghapusan Bentuk-Bentuk Peker-
jaan Terburuk Untuk Anak, Undang 
– undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, Keputu-
san Presiden Nomor 59 Tahun 2002 
tentang Rencana Aksi Nasional 
(RAN) Penghapusan Bentuk-Bentuk 
Terburuk Pekerjaan Bagi Anak dan 
Undang – undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan.
Berdasarkan Satuan Kerja Nasio- 
nal (Sakernas) tahun 2003, persen-
tase anak yang bekerja sekitar 5,6% 
dari jumlah anak usia 10-¬14 tahun 
dan sebagian besar dari mereka 
(73,1%) bekerja lebih dari 35 jam/ 
minggu, dan sebesar 72% bekerja di 
sektor pertanian. Dari segi hak anak, 
yang sangat memprihatinkan adalah 
anak-anak yang bekerja umumnya 
berada dalam posisi rentan untuk 
diperlakukan salah, termasuk dieks- 
ploitasi oleh orang lain khususnya 
oleh orang dewasa atau suatu sistem 
yang memperoleh keuntungan dari 
tenaga anak (Suyanto, 2004 : 9). 
Berbagai studi dan pengamatan 
menunjukkan bahwa pekerja anak 
umumnya sangat rentan terhadap 
eksploitasi ekonomi. Di sektor 
industri formal, mereka umumnya 
berada dalam kondisi jam kerja yang 
panjang, berupah rendah, mengha- 
dapi resiko kecelakaan kerja dan 
gangguan kesehatan, atau menjadi 
sasaran pelecehan dan kesewenang- 
wenangan orang dewasa (Suyanto, 
2004 : 10).
Salah satu bentuk pekerjaan 
terburuk/sektor jermal bagi anak 
adalah menjadi pengemis. Di 
wilayah Madura, khususnya warga 
tiga desa di Kabupaten Pamekasan 
dan warga salah satu desa di Kabu-
paten Sumenep sebagian besar men-
jadi pengemis, sehingga “dijuluki” 
sebagai kampung pengemis. Menjadi 
pengemis bukanlah hanya karena 
alasan ekonomi, melainkan sudah 
dilakukan secara turun temurun. 
Pada hakekatnya anak tidak boleh 
bekerja, karena waktu mereka sela- 
yaknya dimanfaatkan untuk belajar, 
bermain, bergembira, berada dalam 
suasana damai, mendapatkan kesem-
patan dan fasilitas untuk mencapai 
cita-citanya sesuai dengan perkem-
bangan fisik, psikologi, intelektual 
dan sosialnya. Namun pada kenyata-
annya banyak anak-anak di bawah 
usia 18 tahun yang telah terlibat aktif 
dalam kegiatan ekonomi menjadi 
pekerja anak antara lain di sektor 
industri dengan landasan tekanan 
ekonomi yang dialami orang tuanya 
ataupun faktor lainnya (Syamsuddin, 
1997 : 1).
Bekerja bagi anak banyak 
dampak negatifnya dari pada 
dampak positifnya. Dengan mereka 
bekerja maka akan kehilangan 
kesempatan masa kanak-kanak 
mereka untuk bermain dan menuntut 
ilmu. Dampak positif bagi anak yang 
bekerja berarti mereka sejak kecil 
sudah terlatih untuk bertanggung-
jawab melakukan pekerjaan dan bagi 
keluarga dapat membantu menca- 
kupi kebutuhan hidup atau bahkan 
mereka bekerja agar dapat melanjut-
kan sekolahnya.
Dimungkinkannya anak bekerja 
juga diatur dalam Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja RI tanggal 7 Pebruari 
1987 (PER-01/MEN/1987) tentang 
perlindungan bagi anak yang terpak-
sa bekerja dengan alasan sosial 
ekonomi anak yang berumur 
dibawah 14 tahun dapat bekerja 
untuk menambah penghasilan kelu-
arga, penghasilan untuk diri sendiri, 
untuk itu anak harus mendapat ijin 
tertulis dari orang tua asuh. Lama 
kerja maksimal 4 jam sehari, upah 
sama dengan upah orang dewasa, 
disediakan fasilitas pendidikan dan 
pembinaan bagi si anak (Prinst, 1997 
: 87).
Kemudian disusul  dengan 
Undang - undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak 
(untuk selanjutnya disebut dengan 
UUPA), yang mengatur antara lain : 
setiap anak berhak memperoleh 
pelayanan kesehatan dan jaminan 
sosial, setiap anak berhak memper-
oleh pendidikan dan pengajaran, 
setiap anak berhak untuk beristirahat 
dan memanfaatkan waktu luang, 
bergaul dengan anak yang sebaya, 
berkreasi dan berekspresi. Selanjut- 
nya Undang - undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
yang juga memberikan perlindungan 
bagi pekerja anak dalam hal perlin- 
dungan hak-hak anak. Pasal 68 
UUPA menyebutkan bahwa pengu-
saha dilarang pemperkerjakan anak, 
sedangkan Pasal 69 ayat (1) UUPA 
menyebutkan bahwa anak adalah 
seseorang yang berumur antara 13 
(tiga belas) tahun sampai dengan 15 
(lima belas) tahun.
Semua peraturan perundang - 
undangan di atas mengatur tentang 
perlindungan tentang anak yang  
terpaksa bekerja,  sementara kalau 
dilihat kenyataan sehari-hari ternyata 
banyak sekali anak dibawah umur 
yang bekerja anak di sektor informal, 
seperti pembantu rumah tangga, 
tukang semir sepatu, pedagang   
asongan, pengamen jalanan, dan 
lain- lain.
Sampai saat ini belum ada satu 
peraturan yang mengatur tentang 
pekerja  anak di sektor informal 
apalagi perlindungan terhadap 
mereka. Padahal justru seharusnya 
ada peraturan perundang - undangan 
yang memberikan perlindungan bagi 
anak-anak yang berkerja di sektor 
informal dan jermal ini, karena ia 
bekerja sebagai pengemis sehingga 
pengaruh lingkungan sosial yang 
tidak baik akan berpengaruh terha-
dap perkembangan mental, fisik, 
sosial bahkan masa depannya.
Dengan membiarkan anak beker-
ja sebagai pengemis berarti orang tua 
telah mengeksploitasi anak untuk 
mendapat keuntungan secara ekono-
mis serta hilangnya pemenuhan 
hak-hak anak. Perlindungan hukum 
bagi anak telah diatur dalam Undang 
- undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak dan 
Undang - undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan. 
Dalam realitasnya masih banyak 
terdapat pekerja anak pada sektor 
jermal dan sama sekali tidak 
mendapatkan perlindungan hukum. 
Oleh karena itu, diperlukan upaya 
penanganan baik secara hukum 
maupun konteks pemberdayaan bagi 
keluarga untuk memutus mata rantai 
agar anak tidak dipekerjakan sebagai 
pengemis.
Berdasarkan pemaparan tersebut, 
maka dapat dirumuskan permasala- 
han  sebagai berikut: Bagaimanakah 
pencegahan eksploitasi pekerja anak 
dan alternatif perlindungan hukum 
dan pemberdayaan keluarga di 
Madura ?.
Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan peneli-
tian hukum empiris karena hendak  
menganalisis dan mendeskripsikan 
upaya penanganan eksploitasi anak 
pada sektor jermal di wilayah 
Madura. Adapun pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini 
adalah yuridis empiris. Secara 
yuridis yaitu mengkaji peraturan 
perundang-undangan dan ketentuan 
hukum yang terkait perlindungan 
hukum bagi anak. Sedangkan secara 
empiris mengkaji fenomena/fakta 
nyata terkait keberadaan anak yang 
bekerja sebagai pengemis di wilayah 
Kabupaten Pamekasan dan Kabupa- 
ten Sumenep dengan maksud untuk 
menemukan fakta, untuk selanjutnya 
menemukan masalah serta meng- 
identifikasi masalah tersebut sehing-
ga pada akhirnya menuju pada 
penyelesaian masalah.
Lokasi penelitian ini di wilayah 
Kabupaten Pamekasan dan Kabupa- 
ten Sumenep. Di kabupaten Pame-
kasan ada 2 desa yaitu Desa Branta 
dan Desa Panglegur (Kecamatan 
Tlanakan), sedangkan di Kabupaten 
Sumenep yaitu Desa Pragaan Daya 
(Kecamatan Pragaan). Dipilihnya 
lokasi tersebut didasarkan pertim-
bangan realitas desa yang sebagian 
besar penduduknya bekerja sebagai 
pengemis. Pekerjaan sebagai 
pengemis akan diturunkan dari orang 
tua kepada anaknya sebagai suatu 
tradisi. 
Pemilihan informan berfokus 
pada para pekerja anak pada sektor 
jermal dalam hal ini adalah anak 
yang dijadikan pengemis, orang tua 
dan aparat desa dan tokoh ma- 
syarakat. Metode yang dipilih adalah 
model snowball sampling yakni 
menemukan informan dari ketera- 
ngan - keterangan yang diberikan 
oleh informan sebelumnya. 
Data primer  antara lain data 
tentang : (a) Peran para pihak/ 
aparat/stake holder  yang terkait 
dengan keberadaan pekerja anak 
sektor jermal. (b) Upaya penanganan 
eksploitasi anak pada sektor jermal 
yang selama ini dilakukan oleh 
pemerintah. Data Sekunder meliputi: 
(a) Dokumen peraturan perun-
dang-undangan dan peraturan daerah 
terkait ketenagakerjaan dan perlin- 
dungan hukum terhadap anak. (b) 
Dokumen - dokumen program 
perlindungan dan penanganan anak 
yang dimiliki oleh pemerintah 
daerah.
Adapun teknik pengumpulan data 
yang digunakan meliputi : Data 
primer menggunakan teknik pe- 
ngumpulan :wawancara (interview) 
dan dengan pemberian kuesioner 
kepada para pihak yang terkait. Data 
sekunder menggunakan teknik : 
Studi Pustaka Berbagai artikel, 
tulisan dalam majalah atau jurnal, 
hasil penelitian, buku-buku, dan 
situs-situs internet yang relevan akan 
dikaji dipadukan dan dijadikan 
sebagai kerangka teori dari penelitian 
ini. 
Data penelitian hukum empiris 
yang telah terkumpul dianalisis 
secara kualitatif, kemudian dituang-
kan dalam bentuk deskripsi yang 
menggambarkan tentang realisasi 
upaya penanganan eksploitasi anak 
dan pelaksanaan perlindungan 
hukum terhadap eksploitasi anak 
yang bekerja sebagai pengemis. Data  
penelitian hukum normatif  berupa 
bahan hukum yang berkaitan dengan 
pengaturan dan perlindungan pekerja 
anak yang telah disusun secara siste-
matis, kemudian diklasifikasi sesuai 
pokok bahasan. 
Hasil Penelitian dan Pembahsan 
Anak dan Hak-hak Anak
Dalam Pasal 1 ayat (2) UU 
Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia, dinyatakan: ”Kewa-
jiban dasar manusia adalah seperang-
kat  kewajiban yang apabila tidak 
dilaksanakan, tidak memungkinkan 
terlaksananya dan tegaknya Hak 
Asasi Manusia”. Sedangkan dalam 
Pasal 71 UUPA dinyatakan bahwa 
“Pemerintah wajib dan bertanggung 
jawab menghormati, melindungi, 
menegakkan, dan memajukan hak 
asasi manusia yang diatur dalam 
undang-undang ini, peraturan perun-
dang-undangan lain, dan hukum 
intenasional tentang  hak asasi manu-
sia yang diterima oleh pemerintah 
Republik Indonesia”. Dalam rangka 
mengatasi pengangguran yang di 
alami oleh masyarakat Indonesia 
adalah kewajiban dasar Pemerintah 
baik pusat maupun daerah. Pengatur-
an mengenai hak setiap warga negara 
untuk memperoleh pekerjaan  diatur 
sekilas dalam UU Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan, 
khususnya dalam Pasal 5, Pasal 31, 
Pasal 39 dan Pasal 41. Empat Pasal 
inilah yang secara eksplisit  menya-
takan adanya hak dari setiap tenaga 
kerja untuk memperoleh pekerjaan; 
dan kebijakan pemerintah dalam 
memperluas kesempatan kerja, serta 
pengawasan atas pelaksanaan kebija-
kan tersebut. 
Disamping itu kewajiban dan 
tanggung jawab negara dalam 
kaitannya dengan Perlindungan 
hukum terhadap eksploitasi pekerja 
anak jalanan,  tertuang dalam Pasal 
74 UU Nomor 23 Tahun 2002, me- 
nyatakan bahwa negara dan Peme- 
rintah bertanggung jawab menye-
diakan fasilitas dan aksebilitas bagi 
anak, terutama dalam menjamin 
pertumbuhan dan perkembangannya 
secara optimal dan terarah. Dalam 
rangka meningkatkan efektifitas 
penyelenggaraan perlindungan anak, 
maka negara membentuk Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia yang 
independen. Adapun tugas komisi 
perlindungan anak berdasarkan Pasal 
26 UU Nomor 23 Tahun 2002 adalah 
sebagai berikut: (a) Melakukan 
sosialisasi seluruh ketentuan perun-
dang-undangan yang berkaitan 
dengan perlindungan anak, mengum-
pulkan data dan informasi, menerima 
pengaduan anak, mengumpulkan 
data dan informasi, menerima 
pengaduan masyarakat, melakukan 
penelaahan, pemantauan, evaluasi 
dan pengawasan terhadap penye-
lenggaraan perlindungan anak, (b) 
Memberikan laporan, saran, masu-
kan dan pertimbangan kepada Presi-
den dalam rangka perlindungan 
anak. 
Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, yang 
dimaksud anak adalah seseorang 
yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan. Selanjut- 
nya, UU Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, yang 
dimaksud anak adalah seseorang 
yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan. 
Hak-hak anak perlu mendapatkan 
perlindungan agar anak dapat berke-
sempatan seluas-luasnya untuk 
tumbuh dan berkembang  dengan 
wajar baik jasmani, rohani, dan 
sosial  sebagaimana  tertuang dalam 
Undang-undang  Nomor 4 Tahun 
1979 tentang Kesejahteraan Anak 
Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 
sebagai berikut. Anak berhak atas 
kesejahteraan, perawatan, asuhan 
dan bimbingan berdasarkan kasih 
sayang baik dalam keluarganya 
maupun di dalam asuhan  khusus 
untuk tumbuh dan berkembang 
dengan wajar Pasal 2 ayat (1).UUPA 
Anak berhak atas pelayanan untuk 
mengembangkan kemampuan dan 
kehidupan sosialnya, sesuai dengan 
kebudayaan dan kepribadian bangsa, 
untuk menjadi warganegara yang 
baik dan berguna ( Pasal 2 ayat (2) 
anak yang tidak mempunyai orang 
tua berhak  memperoleh asuhan oleh 
negara  atau orang atau badan (Pasal 
4 ayat 1). Anak yang tidak mampu 
berhak untuk memperoleh bantuan 
agar  dalam lingkungan keluarganya 
dapat tumbuh dan berkembang 
dengan wajar ( Pasal 5 ayat 1). Ban-
tuan dan pelayanan, yang bertujuan 
mewujudkan kesejahteraan menjadi 
hak setiap anak tanpa membeda-be-
dakan jenis kelamin, agama, pendi-
rian politik, dan kedudukan sosial 
(Pasal 8).
Berkaitan dengan pekerja anak, 
Konvensi ILO 132 tahun 1989 telah 
menetapkan hak-hak pekerja anak 
sebagai berikut : (a) Mendapatkan 
upah yang sama dengan memperhati-
kan prinsip-prinsip upah untuk 
pekerjaan yang sama nilainya; (b) 
Memberikan pembatasan waktu 
yang ketat dalam melaksanakan 
pekerjaannya di tempat kerja untuk 
paling lama 4 jam kerja sehari, dan 
dilarang untuk melakukan kerja 
lembur; (c) Kepesertaan dalam 
program jaminan sosial dan program 
pemeliharaan kesehatan; (d) Pem-
berlakuan standard keselamatan dan 
kesehatan secara konsisten dan 
wajar.
Perlindungan Hukum Eksploitasi 
Pekerja Anak
Ungkapan pekerja anak menge-
sankan suatu kondisi di mana mereka 
terbelenggu dengan suatu jenis 
pekerjaan dalam kondisi yang sangat 
bervariatif. Pekerjaan itu mereka 
lakukan dalam suatu rangkaian 
panjang. Kegiatan yang berkelanju-
tan dan tidak tahu kapan berakhir- 
nya. Mungkin pada salah satu ujung-
nya pekerjaan itu akan bermanfaat 
dapat meningkatkan atau memperce-
pat perkembangan fisik, jiwa, sosial, 
dan moral mereka sebagai anak. 
Sementara ujungnya yang lainnya 
akan merampas dan merusak 
kehidupan mereka sebagai anak, 
istilahnya “destriktif dan eksploita- 
tif”. Pada kedua kutub inilah bera- 
gam bidang  pekerjaan dengan kegia-
tannya yang luas digeluti oleh peker-
ja anak (Depdiknas, 2001 : 8) . 
Menurut ILO (International 
Labour Organisation) yang dimak-
sud dengan pekerja anak adalah :
“ Children who lost their chid-
hood and future, prematurely 
leading adult lives, working long 
hours for low wages under condi-
tions damaging to their health 
and their physical and mental 
development”. 
Dalam definisi tersebut terkan- 
dung “ kata kunci” anak kehilangan 
masa anak dan masa depan (yang 
menjadi haknya), melakukan peker-
jaan orang dewasa, jam kerja 
panjang, gaji rendah, kondisi kerja 
yang membahayakan kesehatan dan 
perkembangan fisik dan mental. ILO 
membedakan antara pekerjaan 
ringan (light work) dengan pekerjaan 
berbahaya (hazardous work). Anak 
yang bekerja pada pekerjaan ringan 
diperbolehkan sedangkan anak yang 
bekerja yang berbahaya dilarang. 
Di Indonesia dapat diidentifikasi 
empat bentuk pekerjaan yang dilaku-
kan pekerja anak, yaitu : (a) Pekerja 
anak sebagai pembantu rumah 
tangga, (b) Pekerja anak sebagai 
buruh di pasar, (c) Pekerja anak di 
jalanan, anak-anak yang bekerja di 
persimpangan jalan, di atas bis kota, 
dan terminal-terminal dengan me- 
lakukan pekerjaan seperti mengemis, 
mengamen, asongan, penyemir 
sepatu, (d) Pekerja anak di laut, 
anak-anak yang bekerja di berbagai 
tempat penangkapan, penampungan, 
pelelangan dan pengolahan ikan 
(Depdiknas, 2001 : 11-13) .
Hukum pada dasarnya tidak lain 
adalah himpunan peraturan yang 
mengatur keseluruhan kegiatan 
kehidupan manusia yang disertai 
sanksi hukum bagi pelanggarannya 
(Mertokusumo, 2000 : 2) 
.Keberadaan hukum disini diharap-
kan dapat memberikan rasa aman 
dan ketertiban, karena berfungsi 
mengatur dan adanya sangsi yang 
diharapkan mampu memberikan efek 
jera.
Anak memerlukan perlindungan 
(protection), keperluan perlindungan 
bagi anak merupakan hal yang 
obyektif didasarkan pada keadaan 
raga (fisik) dan jiwa psikis). Raga 
atau badan anak kecil dan lemah. 
Jiwa anak rentan terhadap aneka pe- 
ngaruh. Di samping itu ada kenyata-
an bahwa anak sering menjadi 
korban dalam berbagai tindak 
pidana, misalnya penganiayaan, 
pemerkosaan, pembunuhan, dan 
lain-lain. 
Pendapat mengenai pengertian 
perlindungan anak diungkapkan oleh 
J.E Doek dan H.M.A. Drewes. 
Keduanya mengartikan hukum 
perlindungan anak sebagai : “ (1) 
dalam arti luas merupakan segala 
aturan hidup yang memberikan 
perlindungan kepada mereka yang 
belum dewasa dan memberi kemung- 
kinan bagi mereka untuk berkem-
bang, dan (2) dalam arti sempit 
sebagai perlindungan hukum yang 
terdapat dalam ketentuan hukum 
perdata, ketentuan hukum pidana, 
dan ketentuan hukum acara” (Boedi-
ono, 2008 : 32-33).
Berbicara mengenai perlindungan 
anak, setidaknya ada dua aspek yang 
terkait didalamnya. Aspek pertama 
yang berkaitan dengan kebijakan 
peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai perlindungan 
anak. Aspek kedua berkaitan dengan 
pelaksanaan dari kebijakan perun-
dang-undangan tersebut. Mengenai 
aspek pertama, sampai saat ini telah 
cukup perundang-undangan untuk 
mengatur hal-hak berkaitan dengan 
perlindu- ngan anak. Aspek kedua 
adalah apakah dengan telah tersedi-
anya berbagai perangkat perun-
dang-undangan tentang hak-hak 
anak tersebut telah dengan sendiri- 
nya usaha-usaha untuk mewujudkan 
hak-hak anak dan upaya pengha- 
pusan praktek-praktek pelanggaran 
hukum anak dan pengabaian terha-
dap hak anak sebagaimana yang 
dikehendaki dapat diakhiri (Wahyu-
di, 2002 : 1). 
Agar kepentingan manusia terma-
suk anak terlindungi, maka hukum 
harus dilaksanakan. Pelaksanaan 
hukum dapat berlangsung dalam 
keadaan normal dan damai, tetapi 
juga dapat terjadi pelanggaran 
hukum. Melalui penegakan hukum 
inilah hukum menjadi kenyataan, 
selanjutnya dalam penegakan hukum 
ada tiga unsur yang harus diperhati-
kan, yaitu kepastian hukum, keman-
faatan dan keadilan (Mertokusumo, 
2000 : 3). Perlu diakui bahwa efekti-
vitas perundang-undangan tidak 
hanya tergantung pada faktor hukum 
belaka. Faktor manusia yang menjadi 
penegaknya juga memainkan 
peranan yang penting.  Menurut 
Lawrence M Friedmen hukum 
bergantung pada 3 (tiga) hal, antara 
lain (Friedman, 1975 : 14) : (1) 
Sistem hukum (legal system) men-
cakup unsur-unsur materi hukum 
(legal substance), (2) struktur hukum 
beserta kelembagaannya (legal 
structure) dan (3) budaya hukum 
(legal culture).
Kata eksploitasi di dalam konven-
si-konvensi hak anak merupakan 
kata dalam arti negatif. Konvensi 
hak-hak anak melarang anak dieks- 
ploitasi (A Rachmad Boedino, 
2008:56). Pengertian eksploitasi 
menurut UU Nomor 21 tahun 2007 
Pasal 1 angka (7)  
adalah tindakan dengan atau 
persetujuan korban yang meliputi 
tetapi tidak terbatas pada pelacu-
ran, kerja atau pelayanan paksa, 
perbudakan atau praktek serupa 
perbudakan, penindasan, peme- 
rasan, pemanfaatan fisik, seksual, 
organ reproduksi, atau secara 
melawan hukum memindahkan 
atau menstransplantasi organ 
dan/atau jaringan tubuh atau 
memanfaatkan tenaga atau ke- 
mampuan seseorang oleh pihak 
lain untuk mendapatkan keuntu- 
ngan baik materiil maupun imma-
teriil.
Undang - undang Perlindungan 
Anak memberikan pengertian me- 
ngenai eksploitasi. Dalam penjelasan 
Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Un-
dang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak disebutkan : 
perlakuan eksploitasi, misalnya 
tindakan atau perbuatan memperalat, 
memanfaatkan, atau memeras anak 
untuk memperoleh keuntungan pri- 
badi, keluarga, atau golongan.
Pada hakekatnya anak tidak boleh 
bekerja karena waktu mereka sela- 
yaknya dimanfaatkan untuk belajar, 
bermain, bergembira, berada dalam 
mencapai cita-citanya sesuai dengan 
perkembangan fisik, psikologis 
intelektual dan sosialnya. Namun 
pada kenyataannya banyak anak- 
anak di bawah usia 18 tahun yang 
telah terlibat aktif dalam kegiatan 
ekonomi, menjadi pekerja anak 
antara lain di sektor industri dengan 
alasan tekanan ekonomi yang diala-
mi orang tuanya ataupun faktor 
lainnya (Syamsuddin, 1997: 1) 
Kenyataan menunjukkan bahwa 
masih banyak pekerja anak di dunia 
ini, terutama di negara-negara ber- 
kembang, dikarenakan upaya-upaya 
untuk mengatasi masalah pekerja 
anak pada sekitar satu abad terakhir 
ini berjalan sangat lambat dan alot. 
Hal ini tidak terlepas dari skeptisme 
serta beberapa argumentasi yang 
berkembang di masyarakat, antara 
lain ialah : (a). Pendidikan yang ada 
seringkali tidak sesuai dengan kebu-
tuhan anak-anak keluarga miskin dan 
bahkan menjauhkan mereka dari 
lingkungannya. (b). Anak diperlukan 
untuk memberikan kontribusi bagi 
kesejahteraan keluarga, khususnya 
bagi keluarga-keluarga miskin. (c). 
Pekerjaan anak diperlukan agar 
produk-produk industri tertentu 
memiliki daya saing yang lebih 
tinggi. (d) Undang-undang atau pera-
turan mengenai pekerja anak tidak 
mungkin untuk dilaksanakan meng-
ingat begitu banyak perusahaan yang 
memperkerjakan mereka. (e). Ang-
gapan bahwa pemerintah tidak sepa-
tutnya mencampuri keinginan orang 
tua terhadap apa yang dirasakan 
mereka paling bermanfaat bagi 
anak-anak mereka sendiri (Putranto, 
2000: 2).
Fenomena  anak-anak yang be- 
kerja di Indonesia saat ini cen- 
derung meningkat. Berdasarkan 
penelitian yang dilakukan oleh Kus-
nadi Rusmil yang menyinggung 
tentang sebab-sebab timbulnya 
pekerja anak, mengatakan bahwa 
anak-anak yang bekerja  dapat di 
bedakan menjadi 3 kategori (Rusmil, 
2000 : 25), yaitu : Pertama, 
anak-anak  yang bekerja membantu 
pekerjaan orang tua dan keluarganya 
seperti melaksanakan pekerjaan di 
rumah dan membantu bekerja di 
kebun pada musim-musim tertentu, 
kelompok ini disebut Child worker 
dan biasanya masih memberi kesem-
patan kepada anak untuk belajar dan 
bermain meskipun tidak leluasa. 
Kedua, anak-anak yang bekerja di 
pabrik atau perusahaan, perkebunan 
atau tempat lain milik perusahaan 
untuk membantu  membiayai kebutu-
han keluarga  atau bahkan menjadi 
sumber  pendapatan keluarga, anak- 
anak ini disebut Child Labour dan 
kebanyakan sudah tidak memberikan 
waktu untuk bermain bahkan berse-
kolah karena jadwal kerja terlalu 
padat dibawah peraturan perusahaan. 
Ketiga,  anak yang bekerja di jalan- 
jalan menjadi pengemis, pengamen, 
pemulung, pengasong dan lain-lain 
dimana dalam hal ini anak tidak 
berada dalam hubungan formal 
pengusaha – pekerja. Kelompok ini 
secara sosiologis dikenal sebagai 
anak jalanan.
Anak-anak pada kelompok ketiga 
harus mendapat perhatian yang lebih 
khusus lagi karena mereka hidup 
bebas dijalan sehingga pengaruh 
lingkungan sosial yang tidak baik 
akan berpengaruh terhadap perkem-
bangan mental, fisik, sosial bahkan 
masa depan. Anak yang bekerja pada 
sektor jermal yang dalam hal ini 
adalah sebagai pengemis secara 
psikologis mereka mendapatkan 
pendidikan dari orang tua untuk tidak 
perlu bekerja keras dan cukup meng-
harapkan sedekah dari orang lain. 
Disini anak akan mendidik anak 
malas dan cukup mengharap belas 
kasihan orang lain, karena dalam 
konteks masyarakat Pragaan Daya, 
Kecamatan Pragaan, Kabuapaten 
Sumenep  “lebih baik menjadi 
pengemis dari pada menjadi pencu-
ri”. Dalam pemahaman masyarakat 
mencuri itu haram sedangkan 
mengemis halal. Dan karena 
mengemis merupakan tradisi maka 
hal tersebut harus diturunkan pada 
anaknya. Penelitian yang sama 
dilakukan oleh Ali Al Humaidy (Hu-
maidy, 2003 : viii), hasil penelitian 
menunjukkan bahwa asal mula prak-
tek mengemis di Pragaan Daya sudah 
berlangsung sejak pra kemerdekaan 
(1930 – 1940an) hingga sekarang. 
Bertahannya budaya mengemis 
karena praktek ini sudah berlangsung 
sejak lama dari generasi ke gene- 
rasi/turun temurun, yang disosialisa-
ikan melalui kehidupan keluarga dan 
kehidupan masyarakat. Hasil peneli-
tian tersebut juga menggambarkan 
bahwa meski benar kemiskinan 
ekonomilah yang mendorong orang 
terjun ke dunia pengemis, tetapi pada 
akhirnya ekonomi  bukan menjadi 
faktor yang menentukan apakah 
seseorang akan selamanya menekuni 
profesi sebagai pengemis. Lebih 
lanjut ia mengungkapkan, ketika 
para pengemis itu menjadi kaya 
(tidak lagi dalam kesulitan ekonomi), 
para pengemis itu tetap saja menjala-
ni profesinya. Mereka ternyata justru 
menikmati profesi tersebut karena 
dalam banyak hal bisa mendatangkan 
uang yang lebih banyak dibanding-
kan dengan usaha yang sebelum 
mereka tekuni seperti berdagang atau 
mencari kayu bakar. Artinya persoa-
lan mental dan moral yang menentu-
kan apakah sesorang tetap bertahan 
dengan profesi sebagai pengemis 
atau tidak. Data yang didapat dari 
Dinsos Kabupaten Sumenep bahwa 
sebanyak 91 orang warga di 
Peragaan Daya adalah sebagai 
pengemis. Dimana sebagian besar 
mereka mengajak anaknya untuk ikut 
mengemis.
Sementara di Kabupaten Pame-
kasan terdapat tiga desa di Keca-
matan Tlanakan yang warganya 
banyak menjadi pengemis, yaitu di 
Desa Panglegur, Desa Larangan 
Tokol dan desa Brantah Tenggi. 
Secara keseluruhan jumlah pengemis 
di tiga desa desa tersebut adalah 174 
orang. 
Memang data yang didapat dari 
Dinsosnakertrans kabupaten Pame-
kasan tidak terlihat jumlah pekerja 
anak, namun hampir sebagaian besar 
dari para pengemis yang memiliki 
anak akan mengajak anaknya untuk 
melakukan pengemisan pula. Bahkan 
bagi pengemis yang tidak memiliki 
anak,maka mereka akan meminjam 
atau menyewa anak tetangga nya 
untuk ikut mengemis. Mengajak 
anak untuk mengemis dilakukan agar 
masyarakat akan merasa iba dan 
mendorong untuk memberikan uang.
Selama ini anak yang diajak 
mengemis oleh orang tuanya adalah 
anak yang usia balita dan sampai usia 
12 tahun. Saat menginjak usia remaja 
biasanya anak-anak mulai malu dan 
ada beberapa yang kemudian yang 
berhenti mengemis, namun ada pula 
yang masih terus mengemis bahkan 
sampai mereka menikah.
Mengemis dilakukan setiap hari 
oleh anak-anak karenanya sebagian 
besar mereka tidak bersekolah, 
hanya beberapa anak saja yang 
mengikuti kegiatan pendidikan 
agama atau madrasah di sore hari di 
pesantren. Namun kegiatan menge- 
mis ini tidak hanya dilakukan di 
Pamekasan saja, karena ada juga 
yang melakukan kegiatan mengemis 
di daerah lain seperti di Surabaya, 
Jakarta bahkan ke Kalimantan. 
Kegiatan mengemis di luar kota ini 
dilakukan secara terkoordinir. Jika 
melakukan kegiatan mengemis di 
luar Pamekasan, maka dapat dipasti-
kan anak-anak yang ikut mengemis 
tidak akan mendapat pendidikan 
formal maupun pendididkan agama.
Menjadi pengemis bagi warga di 
tiga desa tersebut merupakan peker-
jaan. Ini terjadi karena kondisi 
geografisnya kering dan tandus, 
mereka tidak memiliki tanah gara-
pan, tidak berpendidikan dan tidak 
memiliki keahlian/ketrampilan khu- 
sus. Dari bekerja sebagi pengemis 
penghasilan mereka perharinya 
adalah Rp. 50.000, tetapi pada hari 
jumat mereka akan mendapat lebih 
dari itu. Di karenakan mereka meng-
inginkan mendapat hasil yang lebih 
banyak, maka para orang tua  akan 
mengajak anaknya untuk mendapat-
kan penghasilan yang lebih banyak. 
Selama  ini orang tua maupun anak 
tidak memahami bahwa anak tidak 
boleh diajak bekerja sebagai 
pengemis. Sedangkan alasan orang 
tua mengikutsertakan anak nya untuk 
mengemis juga adalah karena bagi 
orang tua yang penting anak tetap 
dalam  pengawasan nya dan dapat 
menghasilkan uang.
Realitas tersebut diatas tentunya 
sangat bertentangan dengan UU 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, dimana seharus-
nya anak memiliki hak untuk 
bermain, mendapat perlindungan 
dari orang tuanya dan mendapat 
pendidikan. Disini anak banyak yang 
kehilangan masa kanak-kananknya 
dan justru telah dieksploitasi oleh 
orang tuanya atau orang lain untuk 
mendapatkan uang.
Terkait upaya yang telah dilaku-
kan pemerintah daerah yang dalam 
hal ini Dinsosnakertrans adalah telah 
melakukan berbagai kegiatan pem-
berian bantuan berupa hewan ternak 
sembako maupun uang. Namun 
semuanya dianggap tidak berhasil 
karena seperti hewan ternak setelah 
diberikan pada pengemis, maka 
keesokan harinya akan dijual. 
Menurut Budi setiawan (Dinsos-
nakertrans Kabupaten Pamekasan) 
mengemis disini sudah merupakan 
pekerjaan dan mereka sudah memili-
ki mental peminta jadi kegiatan 
apapun yang dilakukan untuk men-
gentaskan mereka sangatlah sulit. 
Saat ini Dinsosnakertrans mencoba 
untuk memutus mata rantai mengem-
is dengan bekerja sama dengan 
kepala desa dan kyai di desa tersebut 
untuk memberikan informasi agar 
anak-anak para pengemis ini tidak 
diajak untuk bekerja sebagai 
pengemis dan mereka dapat dipon-
dokkan di pesantren di dekat desa 
dengan tanpa dipungut biaya. Jadi 
disini Dinsosnakertrans yang akan 
menanggung biaya yang dibutuhkan 
anak pengemis selama berada di 
pondok pesantren. Harapannya 
dengan anak tersebut mendapat 
pendidikan agama yang baik mini-
mal anak akan tahun bahwa dalam 
Islam memberi adalah lebih baik 
daripada meminta. Sehingga anak 
pengemis ini tidak akan meneruskan 
pekerjaan orang tuanya lagi. 
Pelibatan Community Based Orga-
nization (Organisasi Berbasis Mas-
yarakat) Sebagai Implementasi 
Pendekatan Partisipatif
Pemberdayaan masyarakat adalah 
isu sentral dalam pembangunan ma- 
syarakat. Pemberdayaan pada hake- 
katnya mencakup dua aspek, yaitu to 
give or authority to and to give abili-
ty to or anable. Dalam pengertian 
pertama, pemberdayaan memiliki 
makna memberi kekuasaan, menga- 
lihkan kekuatan dan mendelegasikan 
otoritas ke pihak lain. Pengertian 
kedua, pemberdayaan diartikan 
sebagai upaya untuk memberi 
kemampuan atau keberdayaan. 
Dalam literatur bahwa pember-
dayaan memberikan tekanan pada 
otonomi pengambilan keputusan dari 
suatu kelompok masyarakat. Penera-
pan aspek demokrasi dan partisipasi 
dengan titik fokus pada lokalitas 
akan menjadi landasan bagi upaya 
penguatan potensi lokal. Pada titik 
inilah, maka pemberdayaan ma- 
syarakat juga difokuskan pada 
penguatan individu anggota ma- 
syarakat beserta pranata-pranatanya.
Dalam rangka pemberdayaan 
masyarakat, ada beberapa hal yang 
perlu dilakukan: pertama, mening-
katkan kesadaran kritis atas posisi 
masyarakat dalam struktur sosial 
politik. Kedua, kesadaran kritis yang 
muncul diharapkan membuat ma- 
syarakat mampu menyususn argu-
mentasi terhadap berbagai macam 
eksploitasi serta sekaligus membuat 
pemutusan terhadap hal tersebut. 
Ketiga, peningkatan kapasitas ma- 
syarakat. Keempat, pemberdayaan 
juga perlu dikaitkan dengan pemba- 
ngunan sosial budaya masyarakat. 
Nilai-nilai yang ada pada tradisi 
budaya masyarakat lokal seperti 
gotong royong dan arisan dapat 
dipandang sebagai modal sosial 
(Social Capital) dalam mewujudkan 
kemajuan pembangunan masyarakat 
(Suparjan dan Suyatno, 2003: 44). 
Bertitik tolak pada uraian diatas, 
maka konsep pemberdayaan sebe-
narnya merupakan proses belajar 
yang menekankan orientasi pada 
proses pelibatan (partisipasi masya- 
rakat). Dengan partisipasi di harap-
kan kapasitas masyarakat untuk 
mengembangkan diri dapat mening-
kat yakni kemampuan untuk melaku-
kan identifikasi kebutuhan, identifi-
kasi sumber daya, dan kemampuan 
untuk memanfaatkan peluang yang 
ada.
Pelibatan masyarakat dalam pem-
bangunan pada dasarnya harus dimu-
lai dari bawah yaitu melalui forum 
warga baik yang berbasis administra-
tif  seperti forum RT, RW, rembug 
desa maupun forum-forum yang 
berhasil pada kelembagaan dan 
komunitas (Community Based Orga-
nization/CBO) seperti kelompok 
pengajian, kelompok yasinan/tahli- 
lan, kelompok petani, peternak, pe- 
dagangdan sebagainya (Suparjan dan 
Suyatno, 2003:48). Upaya ini dilaku-
kan dengan memanfaatkan forum-fo-
rum tersebut tidak hanya sebagai 
wahana untuk melakukan sosialisasi, 
pengajian ataupun arisan namun juga 
dapat dimanfaatkan untuk membi- 
carakan berbagai macam isu yang 
sedang terjadi dalam kehidupan ma- 
syarakat seperti halnya isu perdaga- 
ngan perempuan dan anak.
Mekanisme seperti tersebut diatas 
pada akhirnya akan membiasakan 
masyarakat untuk selalu membicara-
kan kepentingan bersama. Institusi 
pada level bawah tersebut harus 
ditempatkan sebagai basis perenca-
naan pembangunan dari bawah. 
Melalui forum-forum seperti ini, 
warga masyarakat dapat merumus-
kan aspirasi pembangunan yang 
kemudian dibawa ke Badan Per- 
wakilan Desa sebagai lembaga legis-
latif di tingkat desa lalu ke tingkat 
kecamatan hingga ke Kabupaten 
(Suparjan dan Hendri Suyatno, 2003: 
49). 
Disamping menjadi basis peren-
canaan, forum-forum tersebut dapat 
juga menjadi salah satu dari agent of 
change untuk melakukan perubahan 
dalam masyarakat. Caranya adalah 
dengan membentuk kader-kader 
lokal yang dapat menjadi media 
untuk menyampaikan pesan-pesan 
pembangunan. 
Selanjutnya proses pemberdayaan 
keluarga dilakukan dengan berbasis 
pada partisipasi masyarakat dengan 
melibatkan community based organi-
zation yakni memanfaatkan organi-
sasi berbasis komunitas seperti 
pondok pesantren, forum pengajian, 
karang taruna atau yang lain sesuai 
dengan kondisi di daerah penelitian. 
Untuk konteks sosial budaya 
Madura, pelibatan pondok pesantren 
dan forum pengajian serta forum-fo-
rum lainnya sangat tepat karena ma- 
syarakat Madura memiliki keterika-
tan yang kuat pada kiai dan agama 
Islam sehingga organisasi yang 
sudah mengakar ini diharapkan dapat 
memberikan sosialisasi tentang 
pencegahan ekploitasi anak yang 
dipekerjakan pada sektor jermal.
Konteks pemberdayaan masya- 
rakat disini adalah memberdayakan 
masyarakat secara pemikiran dan 
pemahaman mereka serta memberi-
kan peran aktif pada masyarakat 
untuk bersama-sama dengat pihak 
terkait yakni aparat pemerintah 
melakukan upaya pencegahan 
ekploitasi anak pada sektor jermal di 
Madura.
Dinsosnakertrans kabupaten 
Pamekasan telah memulai dengan 
bekerja sama dengan para kyai dan 
kepala desa agar pengemis mau 
meninggalkan anaknya di pesantren. 
Harapannya dengan tinggal di 
pesantren anak tidak akan diajak 
untuk bekerja sebagai pengemis dan 
mereka akan mendapat pendidikan 
serta lingkungan yang layak. Semen-
tara terkait pemberdayaan keluarga 
pihak Dinsosnakertrans juga melaku-
kan pendidikan ketrampilan dan 
pemberian alat-alat penunjang ke- 
trampilan serta pendampingan yang 
dilakuakn secara lebih efektif oleh 
KTSK yang ada di masing-masing 
kecamatan.
Simpulan
Selama ini anak yang menjadi 
pengemis dikarenakan ajakan orang 
tua. Alasan orang tua untuk menga-
jak anaknya menjadi pengemis 
adalah agar mendapatkan uang lebih 
banyak karena keberadaan anak- 
anak akan menimbulkan rasa iba 
bagi orang yang akan memberi. Data 
yang ada di dua Kabupaten tersebut 
tidak dapat menunjukkan jumlah 
kongkrit anak yang bekerja sebagai 
pengemis. Hal ini terkait dengan 
program yang selama ini diberikan 
oleh pemerintah daerah sasarannya 
adalah pada orang tua. Seperti 
program peningkakan ketrampilan 
dan pemberian bantuan. Untuk anak 
hanya berupa sosialisasi kepada 
orang tua untuk tidak mengajak 
bekerja anak dan meminta anak 
untuk menempuh pendidikan/berse-
kolah.
Perlindungan hukum yang diberi-
kan kepada anak yang bekerja 
sebagai pengemis masih belum opti-
mal karena selama ini program yang 
ada masih berorientasi pada pening-
katan ekonomi orang tua. Namun 
harapan pemerintah daerah dengan 
peningkatan kapasitas ekonomi kelu-
arga akan dapat memutus mata rantai 
pengemisan, yang berarti anak tidak 
akan diajak bekerja oleh orang 
tuanya karena konsep pemberdayaan 
keluarga dilakukan dengan konsep 
community based organization, 
mengikutsertakan peran kyai dan 
pesantren sebagai pihak yang 
berpengaruh di masyarakat.
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Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum harus didasarkan 
pada kepentingan terbaik bagi anak. 
Pengertian frasa “terbaik bagi anak” 
terkait dengan sifat anak, baik fisik, 
psikis, maupun sosial sehingga 
kepentingan anak satu dengan lain- 
nya tidak harus sama. A definition of 
the child’s best interests cannot 
accommodate the diverse nature of 
the interests appropriate for a partic-
ular child, from a particular back-
ground and at a particular time of 
development. (Sifris at.all 2014). 
Pengutamaan kepentingan terbaik 
bagi anakini juga didasarkan pada 
asas umum perlindungan anak 
sebagaimana diatur dalam konvensi 
anak, bahwa 
The best interests of the child 
shall be a primary consideration 
in all actions affecting children. 
(The 1989 Convention on the 
Rights of the Child).The term 
“best interests” broadly 
describes the well-being of a 
child. Such well-being is deter-
mined by a variety of individual 
circumstances, such as the age, 
the level of maturity of the child, 
the presence or absence of 
parents, the childs environment 
and experiences.(UNHCR Guide-
lines, 2008).
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum tidak harus menggu-
nakan sarana nonpenal (misalnya 
diversi) atau menggunakan hukum 
pidana (sarana penal).  Namun, ke- 
duanya dapat dilakukan secara 
berurutan, yaitu mengutamakan 
diversi (jika memenuhi persyaratan 
diversi), dan jika upaya tersebut 
gagal maka akan diberlakukan 
sistem peradilan pidana bagi 
anak.Hal ini sesuai dengan pendapat 
bahwa the major goal of the first 
juvenile courts, established at the 
turn of the century, was to provide an 
alternative to, and thereby divert 
youth from, the criminal court(Albert 
L. Robert (Edit), 2008 : 184).
Secara umum, pemberlakuan-
sistem peradilan pidana untuk 
penyelesaian perkara pidana dapat 
berdampak buruk bagi anak, teruta-
ma pemberian “stigma jahat” pada 
anak (stigmatisasi atau labelisasi), 
dan terjadinya pembiasaan kebia- 
saan-kebiasan buruk di LAPAS yang 
kemudian dipraktikkan lagi oleh 
anak ke luar LAPAS Anak (prisoni-
sasi), bahkan pengulangan tindak 
pidana yang lebih serius akibatnya. 
Salah satu penyebabnya adalah 
adanya kontak langsung dengan 
penegak hukum yang dapat membuat 
anak frustrasi.  Jika perkaranya 
sudah diputus oleh pengadilanpun, 
mungkin akan menjadi stigma bagi 
anak pelaku tindak pidana.  Karena 
itu, para ahli di bidang psikologi, 
hukum, etimologi kriminal, krimi-
nologi, pendidikan, dan penologi 
selalu mencari jalan terbaik bagi 
anak, korban, dan kepentingan ma- 
syarakat.  Akhirnya, para ahli mewa-
canakan pendekatan keadilan resto- 
ratif sebagai alternatif pemikiran 
untuk mengurangi kelemahan teori 
pemidanaan retributif, teori prevensi 
maupun teori gabungan.
Keadilan restoratif merupakan 
suatu ide dan gerakan yang me- 
ngedepankan keadilan dalam pers-
pektif pelaku dan keluarganya, 
korban dan keluarganya, masyarakat, 
dan pemangku kepentingan dalam 
rangka pemulihan keadaan masing- 
masing.  Karena itu, konsepsi pemi- 
kiran keadilan restoratif (restorative 
justice) menjadi salah satu upaya 
menjauhkan anak dari sistem per- 
adilan pidana yang tidak perlu.  
Pendekatan ini mengutamakan pe- 
nyelesaian tindak pidana di luar 
peradilan pidana.  Pendekatan terse-
but bukan hanya pada anak, melain- 
kan juga pada orang dewasa (misal- 
nya pencurian ringan, penggelapan 
ringan, perbuatan curang (penipuan) 
ringan) maupun anak-anak.  Bahkan 
di beberapa negara maju, korporasi 
yang melakukan tindak pidana dapat 
juga diselesaikan dengan pendekatan 
keadilan restoratif.
Keadilan restoratif adalah cara-
menanggapi perilaku criminal 
dengan cara menyeimbangkan antara 
kebutuhan masyarakat, dengan 
korban danpelaku. Ini merupakan 
konsep yang terus berkembangdan 
dapat menimbulkan interpretasi yang 
berbeda di negara yang berbeda.
Restorative justice is a way of 
responding to criminal behaviour 
by balancing the needs of the 
community, the victims and the 
offenders. It is an evolving 
concept that has given rise to 
different interpretation in differ-
ent countries, one around which 
there is not always a perfect 
consensus.(United Nations, 2006: 
6).
Berkaitan dengan konsep 
keadilan restoratif dalam perkara 
pidana yang dilakukan oleh anak, 
menurut Pasal 1 angka 6 Undang- 
Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 
Sistem Peradilan Pidana  Anak (LN 
Tahun  2012  Nomor  153, TLN 
Nomor  5332), pengertian keadilan 
restoratif adalah penyelesaian perka-
ra tindak pidana dengan melibatkan 
pelaku, korban, keluarga pelaku/kor-
ban, dan pihak lain yang terkait 
untuk bersama-sama mencari 
penyelesaian yang adil dengan 
menekankan pemulihan kembali 
pada keadaan semula, dan bukan 
pembalasan.
Praktik di beberapa negara, 
keadilan restroratif disebut dengan 
berbagai istilah. Ada pihak yang 
menggunakan istilah"keadilan 
komunitarian", "memperbaiki 
kesalahan", "Keadilan positif", 
"keadilan relasional", "keadilan 
reparatif", "keadilan masyarakat" 
untuk menyebut "keadilan restorat-
if". Namun, demikian ada kesamaan 
pemahaman bahwa keadilan 
restoratif dibangun berdasarkan 
konsep penyeimbangan kepentingan 
dan kebutuhan pada tiga pihak, yaitu 
pelaku, korban, dan masyarakat. Hal 
ini terungkap dari penjelasan beri-
kut.
Also, because of the difficulties in 
precisely translating the concept 
into different languages, a variety 
of terminologies are often used. 
There are many terms that are 
used to describe the restorative 
justicemovement. These include 
“communitarian justice”, “ma- 
king amends”,“positive justice”, 
“relational justice”, “reparative 
justice”, “communityjustice” and 
“restorative justice”, among 
others.(United Nations, 2006:6)
Berkaitan dengan keadilan 
restoratif, dalam UU-SPPA diatur 
tentang diversi. Pengertian diversi 
adalah pengalihan penyelesaian 
perkara Anak dari proses peradilan 
pidana ke proses di luar peradilan 
pidana.Jika kedua konsep tersebut 
dihubungkan, maka keadilan 
restoratif adalah tujuan yang ingin 
dicapai, sedangkan diversi adalah 
salah satu proses mencapai keadilan 
tersebut.Keadilan restoratif dapat 
dicapai melalui diversi maupun 
non-diversi, yaitu memproses anak 
pelaku tindak pidana dalam sistem 
peradilan pidana. Dengan demikian, 
melalui sistem peradilan pidanapun 
dapat dicapai keadilan restoratif. 
Misalnya dengan menjatuhkan 
pidana atau tindakan yang sesuai 
dengan kebutuhan pelaku, korban, 
dan masyarakat.Karena itu, dalam 
UU-SPPA disediakan banyak jenis 
sanksi dan tindakan agar hakim 
dapat memilih jenis pidana (straf) 
atau tindakan (maatregel) yang 
sesuai dengan kebutuhan pelaku, 
korban dan masyarakat agar keadilan 
restoratif tercapai.
Sampai saat ini, diversi pada 
perkara anak di tahap penyidikan 
sudah sering dilakukan berdasarkan 
Peraturan internal di Kepolisian 
Negara Republik Indonesia.  Banyak 
pendapat yang setuju dan yang tidak 
setuju atas upaya Polri untuk 
menyelesaikan perkara pidana anak 
di luar hukum pidana.  Namun, saat 
ini sudah terbit Undang-Undang No. 
11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (selanjutnya 
disingkat UU-SPPA), yang sudah 
diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 
2014 sehingga setiap orang wajib 
setuju dan menaatinya.  Jika UU 
tersebut diberlakukan, banyak 
sub-sistem atau sistem yang berubah, 
misalnya sub-sistem: diversi oleh 
polisi, jaksa, dan hakim; pencatatan 
dan pengarsipan pada lembaga 
pelaksana UU-SPPA; sistem pembi-
naan dan pembimbingan anak di 
Lembaga Penempatan Anak Semen-
tara (LPAS), Lembaga Penyelengga-
ra Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA). Selain itu, banyak juga 
sarana dan prasarana yang disiapkan, 
termasuk kaulitas dan kuantitas sum-
berdaya manusia (misalnya polisi, 
jaksa, hakim, pembimbing kema- 
syarakatan, petugas pemasyarakatan, 
relawan sosial).
Jika pemerintah dan para pihak 
terkait serta para pemangku kepen- 
tingan (stakehoders) tidak segera 
melakukan persiapan atas pember-
lakuan UU-SPPA tidak segera 
disiapkan, UU-SPPA akan hanya 
menjadi norma yang bersifat 
“semantik” (indah dalam bahasa) 
dan tidak banyak melakukan peruba-
han substansi sistem peradilan 
pidana anak sehingga tidak ada 
bedanya dengan saat berlakunya UU 
No. 3 Tahun 1997 tentang Penga-
dilan Anak.
Berdasarkan pemikiran tersebut, 
penulis melakukan pengajian terha-
dap 3 (tiga) permasalahan, yaitu 
apakah urgensi diversi dalam pena- 
nganan perkara anak;bagaimana 
kesiapan para pihak yang terlibat 
dalam diversi perkara anak;serta 
bagaimana model pendidikan, pem-
binaan, pendampingan, dan penga-
wasan anak yang di-diversi maupun 
anak yang dijatuhi pidana (straf) atau 
tindakan(maatregel).  Kajian ini 
akan menghasilkan analisis tentang 
substansi keadilan restoratif dalam 
kaitannya dengan diversi, dan anali-
sis kemampuan yang ada di ma- 
sing-masing pemangku kepentingan 
yang berkaitan dengan sistem per- 
adilan pidana. Akhirnya, Hasil kajian 
ini dapat dimanfaatkan oleh pihak- 
pihak terkait untuk menyiapkan sum-
berdaya, sumberdana dan sistem 
kinerja dalam rangka menciptakan 
keadilan restoratif dalam perkara 
anak di Indonesia.  
Urgensi Penerapan  Diversidalam 
Penanganan  Perkara Anak
Secara teoretik, ada keterkaitan 
antara asas atau kebijakan dikresi 
(discretion), diversi (Diversion) dan 
keadilan restoratif (Restorative 
Justice).Saut P.Panjaitan mengemu-
kakan bahwa diskresi (pouvoir 
discretionnaire, bahasa Perancis) 
ataupun Freies Ermessen (bahasa 
Jerman) merupakan suatu bentuk 
penyimpangan terhadap asas legali-
tas dalam pengertian wet matigheid 
van bestuur, jadi merupakan ”keke- 
cualian” dari asas legalitas. Menurut 
Muchsan, dasar pijakan diskresi ada 
2 (dua) yaitu: Dasar Hukum/Yuridis, 
yaitu menyangkut ketentuan formal; 
dan Dasar Kebijakan, yaitu me- 
nyangkut manfaat. (Simamora, 
2014).
Diversi adalah penyelesaian per- 
kara pidana menggunakan jalur di 
luar hukum pidana. Sedangkan 
pengertian keadilan restoratif adalah 
ide keadilan yang didasarkan pada 
kesepakatan antar-para pihak yang 
terkait dengan tindak pidana untuk 
mencari solusi untuk pemulihan 
keadaan sebagaimana belum terjadi 
tindak pidana dan bahkan menja- 
dikan semua pihak lebih baik.  
Keadilan Restoratif didasarkan pada 
5 prinsip dalam pemikiran berikut. 
Five Principles of Restorative 
Justice
a. Focuses on harms and conse-
quent needs (victims', but also 
communities' and offenders').
b. Addresses obligations resulting 
from those harms (offenders' but 
also families', communities' and 
society's).
c. Uses inclusive, collaborative 
processes.
d. Involves those with a legitimate 
stake in the situation (victims, 
offenders, families, community 
members, society).
e. Seeks to put right thewrongs 233 
(Dowd, 2015: 233)
Dengan demikian, dalam konteks 
bahasan ini dapat dipahami bahwa 
diversi dalam perkara anak lahir 
karena adanya asas diskresi yang 
dimiliki oleh pihak yang berwenang 
(Penyidik, Jaksa, dan Hakim) dalam 
rangka mencapai keadilan restoratif.  
Salah satu bentuk diskresi adalah 
memberikan kewenangan kepada 
Penyidik, Jaksa, dan Hakim untuk 
melakukan diversi terhadap anak 
yang berhadapan dengan hukum. 
Pengertian keadilan restoratif 
adalah a form of conflict resolution 
and seeks to make it clear to the 
offender that the behaviour is not 
condoned, at the same time as being 
supportive and respectful of the indi-
vidual.(Morison, 2001: 194). Pihak 
yang diharapkan memperoleh kea- 
dilan restoratif adalah pelaku dan 
korban, serta pihak-pihak yang 
terkait. Dalam konteks pemidanaan, 
pendekatan keadilan restoratif seja- 
lan dnegan model keseimbangan 
Kepentingan (Muladi, 1995:5). Ka- 
rena itu, asas daad-dader-slachtof-
fer-Strafrecht mestinya mulai diim-
plementasikan dalam hukum pidana 
(Arief Amrulah, 2008).
Keadilan restoratif dapat diterap-
kan pada seluruh proses penegakan 
hukum pidana, tidak hanya pada satu 
proses saja, misalnya pada penyi- 
dikan atau penuntutan atau peradilan. 
Hal ini didasarkan pada prinsip 
keadilan restoratif masuk pada suatu 
sistem hukum pidana sehingga 
penerapannya ada pada setiap pro- 
sesnya dan juga tiap penegak hukum 
mempunyai kewenangan untuk me- 
nerapkannya. Keadilan restoratif 
bukan merupakan asas melainkan 
filsafat yaitu filsafat dalam proses 
peradilan dan juga filsafat keadilan. 
Keadilan restoratif dapat dikatakan 
sebagai filsafat peradilan, karena-
merupakan dasar dalam penyusunan 
lembaga peradilan. Dengan demiki-
an, dapat diartikan bahwa keadilan 
restoratif adalah suatu rangkaian 
proses peradilan yang pada dasarnya 
bertujuan untuk me-restore (memu- 
lihkan kembali) kerugian yang dide- 
rita oleh korban kejahatan, (Mudza-
kir, 2008). masyarakat, dan para 
pihak terkait.
Pendekatan keadilan restoratif 
(restorative justice approach) diawa-
li dari praktik di beberapa negara 
misalnya Kanada, Australia, New 
Zealand, dan Inggris. Sejarah per- 
kembangan hukum modern dalam 
penerapan restorative justice diawali 
dari pelaksanaan sebuah program 
penyelesaian di luar pengadilan 
konvensional yang dilakukan oleh 
masyarakat yang disebut dengan 
victim-offender mediation tahun 
1970-an di Kanada (Morris dan 
Maxwelle, 21: 4). Pendekatan 
keadilan restoratif merupakan per- 
kembangan terakhir dari paradigma 
peradilan pidana, yaitu diawali 
dengan retributive justice, dilanjut-
kan dengan rehabilitative justice, 
kemudian ada alternative justice, 
kemudian diperbaiki lagi dengan 
transitional justice, danakhirnya 
digantikan oleh restorative justice.
Berdasarkan sejarah di beberapa 
negara, pelaksanaan Diversi pada 
awalnya gagal di Amerika, tetapi 
berhasil di Belanda, Denmark, Italia, 
Jerman, Perancis, pada tahun 
1969(Marlina, 2010:4) kemudian 
diperbaiki sistemnya yang akhirnya 
sukses di beberapa negara dalam 
penyelesaian tindak pidana tertentu 
dan pelaku-pelaku tertentu.
Meskipun tidak ada kesepakatan 
tentang pengertian keadilan restora- 
tif, namun mayoritas definisi 
berfokus pada proses yang melibat-
kan semua pihak yang berkepenti- 
ngan untuk menyelesaikan pelang-
garan hukum dan bertujuan memper-
baiki kerugian yang disebabkan oleh 
pelanggaran tersebut.  Hal ini 
terungkap dalam pernyataan berikut. 
There is no agreed definition of 
restorative justice processes. A 
number of definitions have been 
suggested, most of which focus on a 
process which involves all those 
affected by an offence and aims to 
repair the harm caused by the 
offending(Widodo 2014). Berdasar-
kan pemikiran tersebut dapat dipaha-
mi bahwa akar filsafat keadilan 
restoratif adalah konsepsi keadilan 
untuk semua (justice for all), yaitu 
pelibatan pelaku, korban, dan ma- 
syarakat berdasarkan musyawarah 
dalam rangka merestorasi keadaan 
secara manusiawi.
Secara teoretis, sistem peradilan 
pidana anak di Indonesia wajib 
mengutamakan kepentingan yang 
terbaik bagi anak dan berupaya me- 
ngurangi penyelesaian perkara anak 
di pengadilan pidana, dan jika 
terpaksa dipidana penjara, maka 
pidana tersebut hanya dilakukan 
sebagai upaya terakhir dan dalam 
waktu yang singkat. Hal ini dapat 
diketahui dari beberapa instrumen 
internasional, antara lain United 
Nations Standard Minimum Rules for 
the Administration of Juvenile 
Justice (Beijing Rules), United 
Nations Standard Minimum Rules for 
Non-Custodial Measures 1990 
(Tokyo Rules), United Nations 
Guidelines for the Prevention of 
Juvenile Delinquency (Riyadh 
Guidelines), dan United Nations 
Rules for the Protection of Juveniles 
Deprived of Their Liberty (1990). 
Menurut Wardaya dan Retnaningrum 
bahwa, kesadaran masyarakat bahwa 
anak-anak pelaku tindak pidana 
perlu diperlakukan khusus tidak 
sebagaimana orang dewasa baru 
disadari sejak penyelenggaraan 
peradilan anak kali pertama di 
Chicago pada 1889 (Wardaya dan 
Retnaningrum, 2011).
Urgensi pelaksaan diversi pada 
perkara anak didasari pada 
pemikiran berikut. Saat ini ada 
pergeseran filsafat pemidanaan dari 
awalnya yang bersifat restitutif 
(pembalasan) kemudian ditandingi 
menjadi teori prevensi (tujuan), 
kemudian muncul teori gabungan, 
(Widodo, 2009 :24) dan akhirnya 
berkembang pemikiran keadilan 
restoratif yang mengutamakan 
pemulihan. Pendekatan restoratif 
merupakan paradigma baru dalam 
pemidanaan yang berbeda dengan 
pendekatan keadilan retributif, baik 
konsep, orientasi, tujuan maupun 
mekanisme pencapaiannya.  Keadi- 
lan retributif lahir sebagai reaksi 
terhadap beberapa kelemahan pen- 
dekatan keadilan retributif. Resto- 
rative justice is different from the 
retributive and rehabilitation 
approaches in that it focuses prima- 
rily on the needs of the victim, not 
just the offender. It’s a powerful tool 
that can have very real, positive 
results(Marshal,2014).Pendekatan 
keadilan restoratif ini sangat positif 
dan berbeda dengan restribusi dan 
rehabilitasi yang hanya terbatas teru-
tama pada perlindungan korban, 
bukan pada pelaku.
Keadilan restoratif merupakan 
reaksi masyarakat global yang dapat 
digunakan sebagai pelengkap dari 
sistem peradilan pidana yang selama 
ini banyak yang menggunakan 
pendekatan keadilan tradisional.Hal 
ini dikemukakan oleh Mark S. Um- 
breit and Marilyn Peterson Armour 
bahwa, restorative justice is viewed 
as complementary to the criminal 
justice system because it attends to 
issues that the traditional system 
neglects. Regardless of the position 
taken, the vision of restorative justice 
is grounded in values that are reso-
nating with an increasingly broad 
range of individuals and communi-
ties throughout the world, presenting 
many opportunities for new and 
widened impact (Umbreit dan 
Armour,2004:82). Diversi adalah 
salah satu bentuk penyelesaian per- 
kara pidana dalam rangka penca- 
paian keadilan restoratif.  Bentuk 
lain- nya, misalnya rekonsiliasi 
antara pelaku dengan korban, konfe- 
rensi keluarga dan masyarakat, 
upaya perdamaian dalam ma- 
syarakat.  Hal ini selaras dengan 
pemikiran Strickland, bahwa
More specific technique associa- 
ted with restorative justice, 
include diversion, victim-offender 
reconciliation, victim impact 
panel, victim-offender statements, 
family or communiuty conferen- 
cing, community peace-making or 
centencing cyrcles, reintegrative 
shamming, and prisoneers assis-
tence program(Stickland, 2004 
:9).
Keadilan restoratif sebenarnya 
bukan merupakan budaya baru bagi 
bangsa Indonesia, namun karena 
dalam masa penjajahan hukum adat 
banyak ditinggalkan dan diganti 
dengan hukum barat, maka keadilan 
restoratif dimarginalkan. Setelah 
ketentuan ketentuan dan sistem 
hukum barat diragukan efektivitas 
dan efisiensinya dalam penyelesaian 
perkara pidana yang adil, banyak 
pihak mengintrodusi dan melak-
sanakan keadilan restoratif.  Dengan 
demikian, konsep keadilan restoratif 
bukan lahir lebih dahulu, tetapi 
sudah ada dan dilaksanakan di ma- 
syarakat kemudian ditinggalkan, dan 
saat ini digunakan lagi.   Buktinya, 
dalam hukum pidana Majapahit 
dikenal istilah “pati bajampi” yaitu 
sebagai uang pengganti obat yang 
diberikan kepada korban, rekonsi- 
lisasi antar-kepala adat yang ditandai 
dengan upaya adat di sejumlah 
wilayah Indonesia.
Pendoronglahirnya diversi pada 
perkara anak di Indonesia antara lain 
dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Terjadi labelisasi pada anak yang 
pernah diproses oleh penegak hu- 
kum berdasarkan hukum pidana 
anak.  Bahkan pada beberapa 
kasus, dalam LAPAS Anak terjadi 
prisonisasi (Widodo, 2012 : 21).
b. Pihak LAPAS Anak, LAPAS dan 
RUTAN Dewasa yang di dalam 
nya ada blok khusus Anak, belum 
semuanya mempunyai kemam-
puan yang memadai untuk pembi-
naan dan pembimbingan anak.Se-
lain itu, anak berisiko terkena 
“prisonisasi” di dalam lembaga 
tersebut.  Karena itu, perlu ada 
langkah meminimalisasi prisoni-
sasi dengan cara menghindarkan 
anak dari institusionalisasidi 
Rutan atau LAPAS.
c. Ada keinginan serius dari para 
pihak untuk mengurangi atau 
bahkan menghilangkan dampak 
negatif dari proses peradilan 
pidana bagi anak. Hal ini didasar-
kan pada data bahwa dalam tahap 
penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di pengadilan, hak- 
hak anak (pelaku) ada yang 
terlanggar, misalnya anak tidak 
dapat sekolah karena ditahan di 
RUTAN dan LAPAS.
d. Selama proses peradilan, pihak 
korban dan masyarakat belum 
mendapatkan restitusi (pemuli-
han) secara memadai sehingga 
putusan pengadilan sering diang-
gap belum mencerminkan keadi- 
lan bagi korban dan masyarakat.  
Hal ini terjadi karena keadilan 
sering ditafsirkan oleh orang 
sebagai keadilan terhadap pelaku 
saja, bukan pada korban dan ma- 
syarakat.
e. Beberapa putusan pengadilan 
kadang belum menunjukkan ke- 
berpihakan negara pada anak, 
anak korban, dan masyarakat.  
Mayoritas putusan pengadilan 
anak adalah penjatuhan pidana, 
dan jenisnya pidana penjara 
(Widodo, 2012:14).
f. Penegak hukum dan para pihak 
yang terkait belum terbiasa me- 
lakukan diversi pada anak yang 
berkonflik dengan hukum secara 
melembaga, bahkan budaya ma- 
syarakat menghendaki agar 
penyelesaian perkara anak lebih 
suka pengunaan jalur litigasi 
dibandingkan dengan jalur litiga- 
si. Beberapa anggota masyarakat 
bahkan sering menganggap diver-
si pada perkara anak yang dilaku-
kan oleh Polri merupakan upaya 
membela pihak tertentu (terutama 
membela pelaku), sehingga perlu 
ada klarifikasi yuridis.
g. Perlunya dasar hukum diversi 
yang jelas dalam peraturan perun-
dang-undangan (lex certa) yang 
dapat digunakan anak oleh polisi, 
jaksa, dan hakim agar tidak terjadi 
salah sangka dalam masyarakat. 
Sebelum ada UU Sistem 
Peradilan Anak, dasar hukum 
diversi di kepolisian adalah pada 
kebijakan diskresi (discretion) 
yang kemudian dituangkan dalam 
dasar hukum dari Kapolri untuk 
lingkungan Polri atau kesepaka-
tan-kesepakatan tertulis lain 
antar-penegak hukum atau antara 
Polri dengan Kementerian lain.  
Menakar Kemampuan Para Pe- 
mangku Kepentingan( Stake Hol- 
ders)dalam Melaksanakan Diversi 
Perkara  Anak Berdasarkan UU- 
SPPA.
Sejak diterbitkan UU-SPPA, pada 
semua tingkatan proses peradilan 
pidana (penyidikan, penuntutan, 
pemeriksanaan di pengadilan), terbu-
ka peluang polisi, jaksa, dan hakim 
untuk melakukan diversi.  Bahkan, 
sebelum ada putusan Mahkamah 
Konstitusi tahun 2013, diversi me- 
rupakan langkah wajib yang 
bersanksi pidana bagi polisi, jaksa, 
hakim sebelum menerapkan ketentu-
an hukum acara pidana.  Saat ini 
meskipun polisi, jaksa, dan hakim 
tidak melakukan diversi tidak dapat 
dipidana. Ketentuan diversi tersebut 
memberi harapan positif  bagi 
pencari keadilan dan penegak hukum 
untuk melaksanakan penyelesaian 
perkara tindak pidana anak sesuai 
dengan karakteristik anak tanpa 
mengabaikan kepentingan korban 
dan masyarakat. 
Dengan demikian, dalam pena- 
nganan anak yang berkonflik dengan 
hukum, diversi dalam perkara anak 
dilakukan oleh Polisi, Jaksa, dan 
Hakim sesuai dengan kewenangan- 
nya dalam acara pidana.  Jika diversi 
gagal maka proses peradilan pidana 
dalam maing-masing tingkatan akan 
diberlakukan dengan puncak proses 
berupa putusan pengadilan. 
Sebelum proses polisi, jaksa, dan 
hakim melakukan diversi, harus 
dipastikan dahulu bahwa persyaratan 
perkara yang dapat didiversi 
memenuhi persyaratan objektif dan 
subjektif sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7 ayat (2).  Persyaratan objek-
tif, yaitu bahwa perkara tindak 
pidana yang akan diproses Diversi 
adalah pelaku tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara di 
bawah 7 (tujuh) tahun.  Persyaratan 
subjektif adalah anak tersebut bukan 
merupakan melakukan pengulangan 
tindak pidana.Dalam UU-SPPA 
tersebut dijalelaskan tentang penger-
tian pengulangan tindak pidana, 
bahwa pengulangan tindak pidana 
dalam ketentuan ini merupakan 
tindak pidana yang dilakukan oleh 
Anak, baik tindak pidana sejenis 
maupun tidak sejenis, termasuk 
tindak pidana yang diselesaikan 
melalui Diversi.
Dalam penjelasan tersebut tidak 
ada jangka waktunya berapa lama 
antara tindak pertama yang pertama 
dengan yang kedua atau selanjutnya. 
Karena itu, UU-SPPA merupakan 
kekhususan dalam hukum pidana 
sehingga dapat menyimpangi keten-
tuan KUHP tentang jangka waktu 
agar dapat dikategorikan melakukan 
pengulangan tindak pidana. Jika 
persyaratan tersebut dipenuhi, maka 
Polisi, Jaksa dan Hakim wajib 
melakukan Diversi. Jika diversi 
sudah dicapai, maka hasil kesepaka-
tan dijadikan dasar Penetapan Ketua 
Pengadilan.
Dalam melaksanakan Diversi, 
penegak hukum wajib menggunakan 
asas sebagaimana diatur dalam Pasal 
2, yaitu pelindungan; keadilan; 
nondiskriminasi; kepentingan ter- 
baik bagi Anak; penghargaan terha-
dap pendapat Anak; kelangsungan 
hidup dan tumbuh kembang Anak; 
pembinaan dan pembimbingan 
Anak; proporsional;  perampasan 
kemerdekaan dan pemidanaan se- 
bagai upaya terakhir; dan penghinda-
ran pembalasan. 
Diversi oleh Hakim Anak di 
Pengadilan Negeri dapat dilakukan 
di ruang mediasi (Pasal 52 ayat (4)).-
Proses Diversi dilakukan dengan 
teknik musyawarah (Pasal 8 ayat 
(1)).Pihak yang wajib dilibatkan 
dalam Diversi adalah Anak dan 
orang tua/walinya, korban dan/atau 
orang tua/Walinya, Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial 
Profesional (Pasal 8 ayat (1)).Selain 
itu dapat pula ditambah dengan 
Tenaga Kesejahteraan Sosial, 
dan/atau masyarakat (ayat (2)). Para 
pihak yang bersengketa dapat 
diwakili oleh kuasanya dengan surat 
kuasa khusus, baik oleh advokat 
maupun orang lain yang dipercaya. 
Pihak ketiga di yang ditentukan oleh 
UU dapat turut serta dan mengga-
bungkan diri dalam proses musya- 
warah, apabila terdapat unsur 
kepentingan yang terkait dan keturut 
sertaannya disepakati oleh pihak 
pelaku dan korban serta disetujui 
oleh Hakim yang memimpin musya- 
warah.
Berdasarkan Pasal 9, ditentukan 
bahwa Penyidik, Penuntut Umum, 
dan Hakim dalam melakukan Diversi 
harus mempertimbangkan: a).kate-
gori tindak pidana; b)  umur Anak; c) 
hasil penelitian kemasyarakatan dari 
Bapas; dan d) dukungan lingkungan 
keluarga dan masyarakat. Kesepaka-
tan Diversi tersebut harus mendapat-
kan persetujuan korban dan/atau 
keluarga Anak Korban serta kese-
diaan Anak dan keluarganya, kecuali 
untuk: a)  tindak pidana yang berupa 
pelanggaran;  b) tindak pidana 
ringan; c) tindak pidana tanpa 
korban; atau d) nilai kerugian korban 
tidak lebih dari nilai upah minimum 
provinsi setempat.
Hasil kesepakatan Diversi dapat 
berbentuk, antara lain: a)  perda-
maian dengan atau tanpa ganti keru-
gian; b)  penyerahan kembali kepada 
orang tua/Wali;  c)  keikutsertaan 
dalam pendidikan atau pelatihan di 
lembaga pendidikan atau LPKS 
paling lama 3 (tiga) bulan; atau d)  
pelayanan masyarakat.  Khusus di- 
versi terhadap pelaku a)  tindak 
pidana yang berupa pelanggaran;  b) 
tindak pidana ringan; c) tindak 
pidana tanpa korban; atau d) nilai 
kerugian korban tidak lebih dari nilai 
upah minimum provinsi setempat-
dapat dilakukan oleh penyidik bersa-
ma pelaku dan/atau keluarganya, 
Pembimbing Kemasyarakatan, serta 
dapat melibatkan tokoh masyarakat.
Diversiyangdilakukan oleh Pe- 
nyidik atas rekomendasi Pembimb-
ing Kemasyarakatan dapat berben-
tuk: a) pengembalian kerugian dalam 
hal ada korban; b) rehabilitasi medis 
dan psikososial; c) penyerahan kem-
bali kepada orang tua/Wali;  d) keikut 
sertaan dalam pendidikan atau pelati-
han di lembaga pendidikan atau 
LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; 
atau e) pelayanan masyarakat paling 
lama 3 (tiga) bulan.
Selama proses Diversi berlang- 
sung sampai dengan kesepakatan 
Diversi dilaksanakan, Pembimbing 
Kemasyarakatan wajib melakukan 
pendampingan, pembimbingan, dan 
pengawasan (Pasal 14 ayat (2)). 
Kesepakatan Diversi wajib dilak-
sanakan paling lama 30 (tiga puluh) 
hari (Pasal 52 ayat (3)).Jika  Diversi 
sudah dilaksanakan dalam jangka 
waktu tersebut maka proses perkara 
tindak pidana tidak dilanjutkan ke 
tahapan persidangan. Pelaku tindak 
pidana dan pihak-pihak terkait akan 
mendapatkan penetapan dari Ketua 
Pengadilan Negeri yang isinya me- 
netapkan bahwa perkara tindak 
pidana anak sudah diselesaikan 
melalui Diversi dan sudah mempu-
nyai kekuatan hukum tetap.Penga-
wasan atas proses Diversi dan pelak-
sanaan kesepakatan yang dihasilkan 
berada pada atasan langsung pejabat 
yang bertanggung jawab di setiap 
tingkat pemeriksaan (Pasal 14 ayat 
(1).
Berdasarkan hasil studi di ma- 
syarakat di Indonesia,  ada beberapa 
hasil penelitian yang dapat dijadikan 
alasan empiris mengapa diversi perlu 
dilakukan, dan prosesnya harus 
cermat agar tercapai keadilan 
restoratif.  
Meskipun banyak kelebihan dan 
manfaatnya bagi anak, pelaksanaan 
diversi ternyata ini banyak mengha-
dapi hambatan. Studi yang pernah 
dilakukan di wilayah Banyumas, 
Purbalingga, Banjarnegara, Kebu-
men, dan Cilacap menunjukkan 
bahwa tidak semua korban atau kelu-
arga korban bersedia menerima cara 
penyelesaian tindak pidana melalui 
diversi. Alasannya: keinginan untuk 
membuat pelaku “kapok” jika dima-
sukkan dalam penjara; kejahatan 
yang dilakukan oleh pelaku adalah 
kejahatan yang diancam dengan 
pidana yang berat; penegak hukum 
kurang mendukung upaya perda-
maian; tidak ada petunjuk pelaksa-
naan maupun petunjuk teknis bagi 
aparat penegak hukum untuk 
mengimplementasi cara penyele- 
saian non-litigasi(Wardaya dan Ret- 
naningrum, 2008 :59). Hasil peneli-
tian ini sama dengan hasil penelitian 
Subekhan, bahwa penyelesaian per- 
kara pidana yang dilakukan oleh 
anak dengan menggunakan pendeka-
tan restorative Justice belum terlak-
sana secara optimal, karena belum 
adanya aturan hukum sebagai 
landasan penyelesaian model ini; 
perubahan masyarakat dari gemein-
schaft ke arah gesselschaft ber- 
dampak pada sulitnya rnengharapkan 
partisipasi masyarakat dalam 
penyelesaian yang bersifat restorasi; 
dan konsep restorative justice yang 
tidak melembagakan proses penyele-
saiannya berdampak pada hasil yang 
dicapai dalam penyelesaian restorasi 
tidak memberikan kepastian hukum 
bagi anak, korban dan masyarakat 
(Subkhan, 2008:i ) Penelitian-peneli-
tian di atas dilakukan atas kebijakan 
Diversi yang dilakukan oleh Polri 
berdasarkan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.
Selama proses peradilan pidana di 
Indonesia, mayoritas anak ditahan di 
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Rumah Tahanan atau Lembaga 
Pemasyarakatan selama 2-3 bulan.  
Jumlah terdakwa yang dijatuhi 
pidana penjara sekitar 90%. Pembi-
naan anak di di LAPAS kurang opti-
mal karena masa pidananya singkat. 
Proses peradilan tersebut tidak mem-
berikan rasa keadilan bagi anak. 
Secara normatif, sistem hukum di 
Indonesia belum ramah anak dan 
sistem kesejahteraan belum terinte-
grasi. Struktur dan aparatur penegak 
hukum juga belum ada persamaan 
persepsi terhadap penanganan anak 
nakal sehingga perlu peningkatan 
kapasitas sumberdaya manusia. 
Begitu juga ketersediaan sarana dan 
prasarana masih harus ditingkatkan.  
Pandangan dan perilaku masyarakat 
ternyata banyak yang masih memak-
nai pidana sebagai tindakan yang 
harus bersifat punitif dan retributif 
(Apong Herlina, 2015).
Selama dalam masa proses 
peradilan pidana, beberapa studi 
menunjukkan bahwa mereka men- 
dapat perlakuan yang buruk bahkan 
kadang-kadang lebih buruk dari 
perlakuan terhadap orang dewasa 
pada suatu situasi yang sama. 
Perlakuan buruk ini tidak hanya 
terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) 
atau Lembaga Pemasyarakatan 
(Lapas) namun tindak kekerasan 
terhadap mereka sering dialami sejak 
berada di kantor polisi yang berupa 
tamparan, tendangan, bahkan 
kadang-kadang pelecehan seksual. 
Penyidikan di kantor polisi ini sebe-
narnya dalam rangkapenyusunan 
Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 
Namun, kekerasan sering menjadi 
bagian dari upaya untuk memperoleh 
pengakuan. Bentuk kekerasan lain 
berupa tindakan memaksa anak 
untuk membersihkan kantor polisi 
dan mobil patroli. Rutan atau Lapas 
juga memberikan pengaruh buruk 
terhadap anak-anak di samping hak 
mendapat pendidikan baginya 
terabaikan (Lily, 2014). Studi pada 
tahun 2006, bahwa 96% kasus anak 
yang diajukan ke pengadilan menga-
kibatkan tindankan pasa berupa 
penahanan, 60% pidana yang 
dijatuhkan lebih dari satu tahun, dan 
hanya sedikit atau bahkan tidak ada 
bantuan hukum (RingkasanKajian, 
Oktober, 2012 http://www.unicef. 
org, 2014).
Berdasarkan Penelitian di Kota 
Makassar, Makmur, Hakim Anak 
Pengadilan Negeri Makassar, perka-
ra anak sebenarnya sangat kental 
nuansa keadilan restoratif.Justru 
keadilan restoratif tersebut lahir dari 
Pembimbing Kemasyaratan, tetapi 
ternyata hampir tidak pernah ada 
petugas BAPAS yang merekomen-
dasikan agar anak tersebut tidak 
dijatuhi pidana. Namun sebaliknya, 
Husni Guna, Kepala Seksi Bimbi- 
ngan Klien Anak Balai Pema- 
syarakatan Kelas I Makassar menya-
takan bahwa BAPAS tidak pernah 
merekomendasikan sanksi pidana 
pada anak, dan pembinaan anak 
dalam LAPAS merupakan upaya 
terakhir jika upaya lainnya gagal 
dilakukan ( Adiguna dkk, 2014). 
Berdasarkan penelitian Hafad, ma- 
yoritas hasil PK di Kota Malang 
menggunakan bahasa “klise” dan 
mayoritas merekomendasikan agar 
anak dijatuhi pidana atau tindakan 
seadil-adilnya.  Kalau tidak dengan 
“bahasa klise” tersebut, banyak hasil 
penelitian kemasyarakatan mere-
komendasikan agar hakim menjatuh-
kan sanksi paling adil (Hafad, 2004 : 
78). Namun demikian, yang 
mengembirakan, di BAPAS Suraba-
ya, Pembimbing Kemasyarakatan 
seringkali merekomendasikan agar 
anak di bina di luar LAPAS disertai 
dengan kesanggupan pihak-pihak 
tertentu yang siap menampung anak 
nakal, dan hakim memenuhi saran 
tersebut (Widodo, 2012 : 25).
Jika anak di masukkan ke LAPAS 
(pada saat berlakunya UU-SPPA 
disebut LPKA), anak-anak di LPKA 
ternyata mayoritas hanya dibina 
secara umum (tidak memperhatikan 
kebutuhan dan kompetensi anak) dan 
proses belum tampak adanya model 
pembinaan yang bersifat individual 
(individual treatment model), maka 
dampaknya akan makin buruk bagi 
anak.  Selama ini anak (apapun 
tindak pidana yang dilakukan) yang 
ada di LAPAS Anak maupun di suatu 
blok (di LAPAS Dewasa) sehingga 
pada siang hari dapat berinteraksi 
dan saling bergaul sehingga memung 
kinkan saling “belajar kejahatan.”  
Akibatnya, dalam LAPAS terjadi 
prisonisasi, meskipun anak tidak 
selalu menjadi residivis (penjahat 
kambuhan).  Jika anak dimasukkan 
ke LPKA atau LPKS yang tidak 
tertata model pembinaannya, 
dampak positif bagi anak dan ma- 
syarakat memang banyak, namun 
dampak negatif bagi anak cukup 
dominan (Widodo, 2012 : 25).
Berkaitan dengan diversi yang 
berjalan selama ini, pandangan nega-
tif masyarakat terhadap penegak 
hukum juga mempunyai pengaruh 
besar terhadap penerapan diversi.Hal 
ini diungkapkan oleh Wahyudi 
(Penyidik Pembantu PPA) bahwa 
ketika pihak-pihak didamaikan, ma- 
syarakat beranggapan bahwa penyi- 
dik membela dan dibayar oleh pihak 
pelaku tindak pidana sehingga 
pelaku tidak diproses secara 
pidana.Padahal Polisi melakukan 
upaya damai (diversi) untuk kepen- 
tingan terbaik bagi anak.Hal serupa 
juga diungkapkan oleh Andi Armasa-
ri (Jaksa Fungsional Kejaksaan 
Negeri Makassar) bahwa penilaian 
negatif dari masyarakat jika mereka 
didamaikan, atau jaksa membuat 
tuntutan ringan anak pelaku tindak 
pidana. Kejaksaan dianggap pihak 
yang tidak bertanggung jawab, 
bahkan dituduh dibayar oleh pelaku, 
atau ada hubungan keluarga antara 
jaksa dengan pelaku.  Menurut Iswa-
hyu Widodo (Hakim Anak di Penga-
dilan Negeri Makassar), umumnya, 
kendala untuk mendamaikan para 
pihak adalah korban sudah menjadi 
korban berkali-kali, meskipun pela- 
kunya bukan orang yang sama (Adi-
guna dkk., 2014).
Berdasarkan hasil penelitian di 
atas dapat dihami beberapa hal beri-
kut.  Dalam perspektif substansi 
hukum, petunjuk teknis pelaksanaan 
diversi belum semuanya lengkap.  
Hal ini dapat diatasi dengan cara 
membuat Peraturan Pemerintah (PP) 
tentang diversi sebagaimana diatur 
dalam Pasal 15. Ketentuan Peraturan 
Pemerintah yang ditindaklanjuti 
dengan peraturan yang lebih rendah 
tingkatannya juga penting mengingat 
ada beberapa norma dalam UU-SP-
PA yang multi tafsir, antara lain:
a. Siapa saja yang wajib hadir dalam 
diversi di setiap tingkatan, dan 
bagimana jika diantara mereka 
tidak hadir, akankah menjadikan 
diversi batal demi hukum atau 
dapat dibatalkan. Dalam UU 
tersebut ada kata “wajib”, sehing-
ga secara terminologis dapat 
ditafsirkan “bisa”, bukan wajib.  
Bagaimana jika para pihak yang 
disebutkan dalam 8 ayat (1) ada 
yang tidak hadir apakah jika ada 
diversi kemudian diversinya 
dianggap batal demi hukum atau 
bagaimana.  Apa sanksi bagi 
pihak yang diundang penegak 
hukum dalam diversi kemudian 
tidak hadir?
b. Tidak ada norma yang mengatur 
cara diversi jika proses mengala-
mi jalan buntu (deadlock) dalam 
musyawarah. Apakah diversi ter- 
sebut langsung dianggap gagal 
atau ada alternatif lain, misalnya 
dengan pungutan suara. Namun 
bagaimana penentuan keberhasi-
lannya, dan bagaimana persentase 
suara dari masing-masing pihak. 
Bagaimana ketentuan musyawa- 
rah yang berhasil dalam diversi, 
apakah semua pihak harus setuju 
dengan kesepakatan, atau jika ada 
yang tidak setuju diversi pihak-pi-
hak tertentu sengaja meng-
gagalkan diversi dengan tujuan 
agar anak dimasukkan ke proses 
peradilan pidana.
c. Tidak ada ketentuan tentang 
pengertian masyarakat (dalam 
ketentuan melibatkan “tokoh 
masyarakat” dalam Pasal 10 ayat 
(1), apakah masyarakat sekitar 
tempat tindak pidana terjadi, atau 
masyarakat tempat pelaku bera- 
sal, atau masyarakat tempat 
korban berasal, atau masyarakat 
merupakan orang-orang yang 
memahami tentang karakteristik 
pelaku (misalnya orang yang 
meneliti tentang tingkah laku 
yang dilakukan pelaku,a atau 
orang yang pernah melakukan 
tingkah laku yang sama dengan 
pelaku) atau korban  (misalnya 
orang yang meneliti tentang 
eksistensi korban atau orang yang 
pernah menjadi korban dalam 
tindak pidana yang sama).
d. Tidak ada ketentuan limitatif 
tentang bentuk hasil kesepakatan. 
Dalam Pasal 11 hanya diatur 
“antara lain”. Apakah boleh ada 
bentuk lain selain yang diatur 
dalam Pasal 11.  
Meskipun ada beberapa kelema- 
han, banyak juga keunggulan norma-
tif dalam UU-SPPA antara lain 
sebagai berikut.
a. Memberikan peluang pada anak, 
korban dan masyarakat untuk 
melakukan diversi dalam rangka 
memulihkan keadaan, tanpa meli-
batkan anak dalam proses per- 
adilan pidana.
b. Menggunakan Paradigma keadi- 
lan restoratif, yang tercermin 
dalam diversi maupun sistem 
peradilan pidana (sampai dengan 
pembimbingan klien oleh 
BAPAS).
c. Memuat banyak jenis pidana dan 
tindakan yang memungkinkan 
hakim menjatuhkan jenis dan 
beratnya sanksi sesuai dengan 
pendekatan keadilan restoratif.
d. Mengatur kerangka penannagan 
anak yang berkonflik dengan 
hukum, mulai dari diversi sampai 
pada pengawasan dan pembim- 
bingan sehingga menjamin kepas-
tian hukum dan dapat digunakan 
sebagai dasar pembuatan peta 
jalan (roadmap) dalam pencipta-
an keadilan restoratif.
e. Pelibatan banyak lembaga peme- 
rintah, lembaga kemasyarakatan, 
ahli, dan individu dalam sistem 
peradilan pidana.
Berkaitan dengan pelaksanaan 
diversi, ada beberapa permasalahan 
yang perlu mendapat pemecahan, 
secara yuridis maupun praktis antara 
lain sebagai berikut.
a. Belum ada Peraturan pemerintah 
tentang Diversi, padahal UU-SP-
PA dilaksanakan tanggal 1 Juli 
2014.  Jika tidak ada PP, maka 
para penegak hukum akan meng-
gunakan peraturan yang ada.  
Apakah peraturan yang ada sudah 
mencerminkan filosofi UU-SP-
PA.
b. Apakah catatan hasil diversi 
bersifat online dan terintegrasi 
antara kepolisian, kejaksaan, dan 
pengadilan? Jika tidak, bagaima-
na jika rekam jejak anak tidak 
terekam maka memungkinkan 
seorang anak di-diversi lebih dari 
1 (satu) kali.
c. Apakah BAPAS mampu melak-
sanakan tugas membuat Peneli-
tian Kemasyarakatan dan menga-
wasan proses pelaksanaan diver-
si.Pasal  28 mengatur bahwa Hasil 
Penelitian Kemasyarakatan wajib 
diserahkan oleh Bapas kepada 
Penyidik dalam waktu paling 
lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh 
empat) jam setelah permintaan 
penyidik diterima.  Padahal, 
jumlah Pembimbing Kema- 
syarakatan sangat sedikit, namun 
wilayah kerjanya antara 5 sampai 
7 kabupaten kota.  Misalnya 
BAPAS Jember (yang wilayahnya 
meliputi Jember, Banyuwangi, 
Bondowoso, Situbondo, dan 
sebagian Lumajang) hanya memi-
liki 11 orang pegawai.  Jumlah 
Pembimbing Kemasyarakatan 
Anak hanya 3 orang. Sarana 
transportasi milik BAPAS ada 
sangat kurang (Widodo, 2012: 
235).
d. Mampukan Bapas melakukan 
pengawasan, pembinaan, pem-
bimbingan secara profesional 
terhadap anak yang didiversi dan 
berada di luar LPKS? Jika tidak 
diawasi, bisa bertambah nakal.  
Jika tidak diawasai, anak tidak 
mendapatkan perlindungan 
hukum agar tidak mengulangi 
tindak pidana, karena tidak ada 
pendampingan atau bimbingan 
yang memadai ke arah tingkah 
laku yang baik. Bukankah anak 
yang didiversi sesungguhnya 
adalah anak yang melakukan 
tindak pidana (hanya saja tidak 
diputus oleh pengadilan, tetapi 
hanya ditetapkan oleh pengadilan 
sebagai pelaku tindak pidana 
pertama).
e. Sudah siapkah semua penegak 
hukum (termasuk advokat) dan 
pihak-pihak terkait melakukan 
musyawarah dalam rangka diver-
si, padahal proses tersebut mem-
butuhkan banyak pengetahuan 
dan keterampilan.
Berkaitan dengan permasalahan 
tersebut, para pihak harus melakukan 
beberapa langkah berikut agar diver-
si dan sistem peradilan pidana dapat 
terlaksana dan dapat mencapai 
tujuan berupa keadilan restoratif. 
a. Dalam Subtansi hukum, pemerin-
tah harus segera menerbitkan 
Peraturan Pemerintah tentang 
diversi sebagaimana diatur dalam 
Pasal 15. Setelah ada PP, maka 
pihak-pihak penegak hukum dan 
pemangku kepentingan lain (mi- 
salnya kementerian terkait) me- 
nerbitkan petunjuk pelaksanaan 
dan petunjuk teknis agar dapat 
digunakan sebagai pemandu 
diversi.  Untuk menguatkan pro- 
ses diversi, maka diperlukan pem-
buatan (atau peninjauan) nota 
kesepahaman “payung” yang 
ditindaklanjuti dengan perjanjian 
kerjasama antar-instansi.
b. Penegak Hukum dan pemangku 
kepentingan wajib melaksanakan 
sejumlah langkah, antara lain 
sebagai berikut.
1) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, advokat agar dapat 
melakukan diversi pada anak, 
karena anak mempunyai 
karakter khusus, begitu pula 
korban dan masyarakat juga 
mempunyai karakter unik. 
2) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, dan advokatagar dapat 
melakukan proses peradilan 
pidana pada anak, karena anak 
mempunyai karakter khusus 
yang harus diperhatikan, baik 
anak pelaku, anak korban, 
maupun anak saksi.  
3) Kualitas dan kuantitas Peker-
ja Sosial Profesional dan Te- 
naga Kesejahteraan Sosial 
juga perlu ditingkatkan dalam 
penanganan anak yang ber- 
konflik dengan hukum.
4) Peningkatan kemampuan 
calon petugas LPKS (sebagai 
tempat pembinaaan anak yang 
dijatuhi pidana), LPKA (tem-
pat anak yang di-diversi 
berupa pengikutsertaan dalam 
lembaga), LPAS (sebagai 
tempat penahanan anak 
semesntara), petugas pema- 
syarakatan di Blok Anak pada 
LAPAS Dewasa.
5) Peningkatan kemampuan 
pembimbing kemasyarakatan 
(dari BAPAS) dalam membuat 
Penelitian Kemasyarakatan 
(Litmas) agar lebih cepat, 
akurat, dan berkualitas (me- 
muat analisis yang proporsio- 
nal dari sisi sosiologi, psikolo-
gi, penologi, dan “ilmu ting-
kah laku” lainnya), dan 
melakukan pendampingan, 
pembimbingan, dan penga-
wasan proses diversi, dan 
pelaksanaan diversi (baik di 
dalam LPKS maupun di ma- 
syarakat). BAPAS harus mem-
berikan rekomendasi (Pasal 10 
ayat (2), pendampingan, pem-
bimbingan, dan pengawasan 
terhadap anak selama proses 
dan pelaksanaan diversi (Pasal 
14 ayat (2), laporan kegagalan 
diversi (Pasal 14 ayat (3).  
Waktu pembuatan litmas 
sangat singkat yaitu hanya 3 
hari.**
Para penegak hukum dan 
pemangku kepentingan perlu 
mendapatkan pendidikan dan pelai-
han atau bahkan pendidikan khusus 
secara bertahap dan terus-menerus 
dan masing-masing memperoleh 
sertifikat agar memenuhi standar 
minimal yang dibutuhkan pencapa-
ian keadilan restoratif.  Hal ini sama 
dengan apa yang dikemukakan 
Jonson bahwa ... facilitator style and 
role, certification, training requir-
ment’s, professional standards and 
othe issues will continue to add 
spince to the stew of co-creation ad 
individuality in the field many years 
to come (Daniel van Ness, 2007 
:223).
c. Masyarakat perlu ditingkatkan 
kepeduliannya dalam menyele-
saikan tindak pidana anak.  Pan-
dangan masyarakat terhadap 
keadilan restoratif juga perlu 
diperbaiki agar tidak ada prasang-
ka. Langkah yang dapat dilaku-
kan oleh pemerintah bersama 
pemangku kepentingan antara 
lain sebagai berikut.
1) Sosialisasi UU kepada ma- 
syarakat, terutama masyarakat 
yang rentan sebagai pelaku 
maupun korban tindak pidana 
anak.
2) Membudayakan pemikiran 
“positif” anggota masyarakat 
terhadap proses diversi di 
semua tingkatan pradilan 
pidana.  Memberikan pemaha-
man yang komprehensif terha-
dap keadilan restoratif yang 
dicapai melalui proses 
peradilan pidana.
3) Meningkatkan komitmen 
masyarakat dan pemerhati 
untuk selalu mengutamakan 
penyelesaian tindak pidana 
anak yang sesuai dengan kebu-
tuhan anak.
d. Sarana dan prasarana(termasuk 
kurikulum) sangat perlu diada-
kan, ditambah atau ditata ulang, 
antara lain sebagai berikut. 
1) Penyediaan ruangan khusus 
di Kepolisian, Kejaksaan, dan 
Pengadilan, penganggaran, 
fasilitas pendukung, data 
online yang terintegrasi (agar 
pelaporan, pendataan, pendo-
kumentasian (pengarsipan) 
data diversi mudah, cepat, dan 
murah). Hal inisangat penting 
dalam keadministrasian, 
apalagi di wilayah luar pulau 
Jawa yang geografisnya varia-
tif, dan modal tranportasinya 
terbatas).
2) Pembentukan LPKS, LPAS, 
LPKA.
3) Peninjauaan dan pembentu-
kan model pembinaan di 
LPKS, LPKA berserta kuriku-
lum, termasuk penyediaan 
fasilitas pendukungnya.
Pendidikan, Pembinaan, Pen-
dampingan dan  Pengawasan  Ter-
hadap  Anak yang Di-diversi 
Maupun yang Dijatuhi Pidana 
Atau Tindakan  Oleh Pengadilan
Sampai saat ini di LAPAS Anak 
atau LAPAS Dewasa Indonesia 
belum ada model yang sistemik 
tentang pendidikan, pembinaan, 
pendampingan, dan pengawasan 
khusus terhadap anak yang didasar-
kan pada asas individualisasi pembi-
naan (baik pembimbingan mental 
dan kerohanian maupun pembimbi- 
ngan/latihan kerja), dan asas kepen- 
tingan terbaik bagi anak. Penga-
wasan yang dilakukan oleh BAPAS 
terhadap anak yang dijatuhi pidana 
maupun tindakan juga kurang opti-
mal. Kepedulian masyarakat dan 
organisasi kemasyarakatan terhadap 
anak yang melakukan tindak pidana 
juga belum optimal.  Berdasarkan 
fakta tersebut, maka pola penga-
wasan dapat dilakukan oleh para 
pihak sebagai berikut.
a. Anak yang didiversi sudah me- 
ngalami masalah kelakuan, 
karena itu pembinaannya dapat 
dilakukan oleh bagian Bimbingan 
dan Konseling (jika sekolah), 
pimpinan lembaga pendidikan 
non-formal (jika menempun 
pendidikan non formal), orang tua 
atau wali atau perorangan lain 
(jika dikembalikan ke orang 
tua/wali atau diserahkan kepada 
perorangan), kepala organisasi 
kemasyarakatan (jika diserahkan 
ke organisasi kemasyarakatan), 
kepala desa/lurah (jika tidak ada 
pembina).
b. Anak yang dimasukkan ke LPKS, 
LPKA dibimbing oleh petugas 
khusus yang ada dalam lembaga 
tersebut.
c. Pembimbing Kemasyarakatan di 
BAPAS, sesuai dengan bidang 
tugasnya.
Namun, para pembina dan petu-
gas, pengawas tersebut harus dibuat-
kan pola atau model atau sistem yang 
dapat dipedomani berdasarka Pera-
turan Pememrintah (PP) dan peratu- 
ran menteri atau lembaga pemerintah 
yang terkait dengan penanganan 
anak yang berkonflik dengan hukum 
(pelaku), dan anak yang berhadapan 
dengan hukum (anak saksi dan anak 
korban).  Khusus pada anak pelaku, 
pembentukan model pendidikan, 
pembinaan, pendampingan tersebut 
harus didasarkan ada karakteristik 
unik dari masing-masing anak, 
sehingga harus mengutamakan 
model individualisasi pembinaan dan 
berbasis pada kebutuhan anak. 
Karena itu, pemerintah perlu mem-
buat model khusus tentang penga-
wasan, pembinaan, dan pendampin-
gan anak yang berkonflik dengan 
hukum, baik di-diversi maupun 
dijatuhi pidana (straf)atau tinda-
kan(maatregels).
Simpulan
1. Diversi pada perkara anak perlu 
dilakukan oleh penegak hukum 
secara terukur dan legal berdasar-
kan UU Sistem Peradilan Anak 
dalam rangka melindungi anak, 
anak korban dan kepentingan 
masyarakat secara proporsional.  
2. Kelemahan pelaksanaan peradilan 
pidana anak, kekurangmampuan 
LAPAS, LAPAS Anak, dan 
Organisasi Kemasyarakatan da- 
lam membina anak yang berkon- 
flik dengan hukum selama ini 
memicu lahirnya diversi.  Keber-
hasilan diversi pada anak di 
beberapa negara menjadi sema- 
ngat tersendiri bagi pembuat UU 
untuk membentuk lembaga diver-
si secara legal. 
3. Konsekuensi dari diversi pada 
anak, para pihak yang terlibat 
dalam proses dan pasca-diversi 
wajib menjamin kepentingan 
terbaik bagi anak dan korban.  
Karena itu, pendidikan, pembi-
naan, pendampingan dan penga-
wasan anak yang berkonflik 
dengan hukum (baik yang disele-
saikan dengan diversi maupun 
yang diadili melalui sistem 
peradilan pidana) wajib dilak-
sanakan secara sistemik berdasar-
kan asas kepentingan terbaik bagi 
anak tanpa mengabaikan kepen- 
tingan korban dan masyarakat.
4. Konsekuensi yuridisnya,Peratu- 
ran Pemerintah Republik Indone-
sia  Nomor 65 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pelaksanaan 
Diversi dan Penanganan Anak 
yang Belum Berumur 12 (Dua 
Belas) Tahun perlu ditindaklanjuti 
dengan peraturan internal di 
kalangan Polri, BAPAS, dan 
instansi terkait sebagai standar 
prosedur operasional di lembaga 
yang terlibat dalam proses diver-
si, termasuk lembaga pelaksana 
dan pengawas putusan diversi 
dalam rangka impementasi kebi-
jakan diversi anak di Indonesia.
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Pendahuluan
Anak sebagai mahkluk Tuhan 
Yang Maha Esa memiliki hak asasi 
atau hak dasar sejak dilahirkan, yaitu 
jaminan untuk tumbuh kembang 
secara utuh baik fisik, mental 
maupun sosial, dan berakhlak mulia. 
Oleh karena itu, perlu dilakukan 
upaya perlindungan serta mewujud-
kan kesejahteraannya dengan mem-
berikan jaminan terhadap pemenu-
han hak-haknya sehingga tidak ada 
manusia atau pihak lain yang dapat 
merampas hak-hak anak tersebut.
Di bidang ketenagakerjaan dan 
perlindungan hak anak, Indonesia 
telah rnempunyai seperangkat pera-
turan perundang-undangan untuk 
menjamin hak-hak anak dan mengu-
rangi dampak bekerja bagi anak yang 
antara lain, ratifikasi konvensi ILO 
Nomor 138 menjadi Undang - 
undang Nomor 20 tahun 1999 
tentang Usia Minimum Untuk Diper-
bolehkan Bekerja, ratifikasi konven-
si ILO Nomor 182 menjadi Undang - 
undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang 
Pelanggaran dan Tindakan Segera 
Penghapusan Bentuk-Bentuk Peker-
jaan Terburuk Untuk Anak, Undang 
– undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, Keputu-
san Presiden Nomor 59 Tahun 2002 
tentang Rencana Aksi Nasional 
(RAN) Penghapusan Bentuk-Bentuk 
Terburuk Pekerjaan Bagi Anak dan 
Undang – undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan.
Berdasarkan Satuan Kerja Nasio- 
nal (Sakernas) tahun 2003, persen-
tase anak yang bekerja sekitar 5,6% 
dari jumlah anak usia 10-¬14 tahun 
dan sebagian besar dari mereka 
(73,1%) bekerja lebih dari 35 jam/ 
minggu, dan sebesar 72% bekerja di 
sektor pertanian. Dari segi hak anak, 
yang sangat memprihatinkan adalah 
anak-anak yang bekerja umumnya 
berada dalam posisi rentan untuk 
diperlakukan salah, termasuk dieks- 
ploitasi oleh orang lain khususnya 
oleh orang dewasa atau suatu sistem 
yang memperoleh keuntungan dari 
tenaga anak (Suyanto, 2004 : 9). 
Berbagai studi dan pengamatan 
menunjukkan bahwa pekerja anak 
umumnya sangat rentan terhadap 
eksploitasi ekonomi. Di sektor 
industri formal, mereka umumnya 
berada dalam kondisi jam kerja yang 
panjang, berupah rendah, mengha- 
dapi resiko kecelakaan kerja dan 
gangguan kesehatan, atau menjadi 
sasaran pelecehan dan kesewenang- 
wenangan orang dewasa (Suyanto, 
2004 : 10).
Salah satu bentuk pekerjaan 
terburuk/sektor jermal bagi anak 
adalah menjadi pengemis. Di 
wilayah Madura, khususnya warga 
tiga desa di Kabupaten Pamekasan 
dan warga salah satu desa di Kabu-
paten Sumenep sebagian besar men-
jadi pengemis, sehingga “dijuluki” 
sebagai kampung pengemis. Menjadi 
pengemis bukanlah hanya karena 
alasan ekonomi, melainkan sudah 
dilakukan secara turun temurun. 
Pada hakekatnya anak tidak boleh 
bekerja, karena waktu mereka sela- 
yaknya dimanfaatkan untuk belajar, 
bermain, bergembira, berada dalam 
suasana damai, mendapatkan kesem-
patan dan fasilitas untuk mencapai 
cita-citanya sesuai dengan perkem-
bangan fisik, psikologi, intelektual 
dan sosialnya. Namun pada kenyata-
annya banyak anak-anak di bawah 
usia 18 tahun yang telah terlibat aktif 
dalam kegiatan ekonomi menjadi 
pekerja anak antara lain di sektor 
industri dengan landasan tekanan 
ekonomi yang dialami orang tuanya 
ataupun faktor lainnya (Syamsuddin, 
1997 : 1).
Bekerja bagi anak banyak 
dampak negatifnya dari pada 
dampak positifnya. Dengan mereka 
bekerja maka akan kehilangan 
kesempatan masa kanak-kanak 
mereka untuk bermain dan menuntut 
ilmu. Dampak positif bagi anak yang 
bekerja berarti mereka sejak kecil 
sudah terlatih untuk bertanggung-
jawab melakukan pekerjaan dan bagi 
keluarga dapat membantu menca- 
kupi kebutuhan hidup atau bahkan 
mereka bekerja agar dapat melanjut-
kan sekolahnya.
Dimungkinkannya anak bekerja 
juga diatur dalam Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja RI tanggal 7 Pebruari 
1987 (PER-01/MEN/1987) tentang 
perlindungan bagi anak yang terpak-
sa bekerja dengan alasan sosial 
ekonomi anak yang berumur 
dibawah 14 tahun dapat bekerja 
untuk menambah penghasilan kelu-
arga, penghasilan untuk diri sendiri, 
untuk itu anak harus mendapat ijin 
tertulis dari orang tua asuh. Lama 
kerja maksimal 4 jam sehari, upah 
sama dengan upah orang dewasa, 
disediakan fasilitas pendidikan dan 
pembinaan bagi si anak (Prinst, 1997 
: 87).
Kemudian disusul  dengan 
Undang - undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak 
(untuk selanjutnya disebut dengan 
UUPA), yang mengatur antara lain : 
setiap anak berhak memperoleh 
pelayanan kesehatan dan jaminan 
sosial, setiap anak berhak memper-
oleh pendidikan dan pengajaran, 
setiap anak berhak untuk beristirahat 
dan memanfaatkan waktu luang, 
bergaul dengan anak yang sebaya, 
berkreasi dan berekspresi. Selanjut- 
nya Undang - undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
yang juga memberikan perlindungan 
bagi pekerja anak dalam hal perlin- 
dungan hak-hak anak. Pasal 68 
UUPA menyebutkan bahwa pengu-
saha dilarang pemperkerjakan anak, 
sedangkan Pasal 69 ayat (1) UUPA 
menyebutkan bahwa anak adalah 
seseorang yang berumur antara 13 
(tiga belas) tahun sampai dengan 15 
(lima belas) tahun.
Semua peraturan perundang - 
undangan di atas mengatur tentang 
perlindungan tentang anak yang  
terpaksa bekerja,  sementara kalau 
dilihat kenyataan sehari-hari ternyata 
banyak sekali anak dibawah umur 
yang bekerja anak di sektor informal, 
seperti pembantu rumah tangga, 
tukang semir sepatu, pedagang   
asongan, pengamen jalanan, dan 
lain- lain.
Sampai saat ini belum ada satu 
peraturan yang mengatur tentang 
pekerja  anak di sektor informal 
apalagi perlindungan terhadap 
mereka. Padahal justru seharusnya 
ada peraturan perundang - undangan 
yang memberikan perlindungan bagi 
anak-anak yang berkerja di sektor 
informal dan jermal ini, karena ia 
bekerja sebagai pengemis sehingga 
pengaruh lingkungan sosial yang 
tidak baik akan berpengaruh terha-
dap perkembangan mental, fisik, 
sosial bahkan masa depannya.
Dengan membiarkan anak beker-
ja sebagai pengemis berarti orang tua 
telah mengeksploitasi anak untuk 
mendapat keuntungan secara ekono-
mis serta hilangnya pemenuhan 
hak-hak anak. Perlindungan hukum 
bagi anak telah diatur dalam Undang 
- undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak dan 
Undang - undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan. 
Dalam realitasnya masih banyak 
terdapat pekerja anak pada sektor 
jermal dan sama sekali tidak 
mendapatkan perlindungan hukum. 
Oleh karena itu, diperlukan upaya 
penanganan baik secara hukum 
maupun konteks pemberdayaan bagi 
keluarga untuk memutus mata rantai 
agar anak tidak dipekerjakan sebagai 
pengemis.
Berdasarkan pemaparan tersebut, 
maka dapat dirumuskan permasala- 
han  sebagai berikut: Bagaimanakah 
pencegahan eksploitasi pekerja anak 
dan alternatif perlindungan hukum 
dan pemberdayaan keluarga di 
Madura ?.
Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan peneli-
tian hukum empiris karena hendak  
menganalisis dan mendeskripsikan 
upaya penanganan eksploitasi anak 
pada sektor jermal di wilayah 
Madura. Adapun pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini 
adalah yuridis empiris. Secara 
yuridis yaitu mengkaji peraturan 
perundang-undangan dan ketentuan 
hukum yang terkait perlindungan 
hukum bagi anak. Sedangkan secara 
empiris mengkaji fenomena/fakta 
nyata terkait keberadaan anak yang 
bekerja sebagai pengemis di wilayah 
Kabupaten Pamekasan dan Kabupa- 
ten Sumenep dengan maksud untuk 
menemukan fakta, untuk selanjutnya 
menemukan masalah serta meng- 
identifikasi masalah tersebut sehing-
ga pada akhirnya menuju pada 
penyelesaian masalah.
Lokasi penelitian ini di wilayah 
Kabupaten Pamekasan dan Kabupa- 
ten Sumenep. Di kabupaten Pame-
kasan ada 2 desa yaitu Desa Branta 
dan Desa Panglegur (Kecamatan 
Tlanakan), sedangkan di Kabupaten 
Sumenep yaitu Desa Pragaan Daya 
(Kecamatan Pragaan). Dipilihnya 
lokasi tersebut didasarkan pertim-
bangan realitas desa yang sebagian 
besar penduduknya bekerja sebagai 
pengemis. Pekerjaan sebagai 
pengemis akan diturunkan dari orang 
tua kepada anaknya sebagai suatu 
tradisi. 
Pemilihan informan berfokus 
pada para pekerja anak pada sektor 
jermal dalam hal ini adalah anak 
yang dijadikan pengemis, orang tua 
dan aparat desa dan tokoh ma- 
syarakat. Metode yang dipilih adalah 
model snowball sampling yakni 
menemukan informan dari ketera- 
ngan - keterangan yang diberikan 
oleh informan sebelumnya. 
Data primer  antara lain data 
tentang : (a) Peran para pihak/ 
aparat/stake holder  yang terkait 
dengan keberadaan pekerja anak 
sektor jermal. (b) Upaya penanganan 
eksploitasi anak pada sektor jermal 
yang selama ini dilakukan oleh 
pemerintah. Data Sekunder meliputi: 
(a) Dokumen peraturan perun-
dang-undangan dan peraturan daerah 
terkait ketenagakerjaan dan perlin- 
dungan hukum terhadap anak. (b) 
Dokumen - dokumen program 
perlindungan dan penanganan anak 
yang dimiliki oleh pemerintah 
daerah.
Adapun teknik pengumpulan data 
yang digunakan meliputi : Data 
primer menggunakan teknik pe- 
ngumpulan :wawancara (interview) 
dan dengan pemberian kuesioner 
kepada para pihak yang terkait. Data 
sekunder menggunakan teknik : 
Studi Pustaka Berbagai artikel, 
tulisan dalam majalah atau jurnal, 
hasil penelitian, buku-buku, dan 
situs-situs internet yang relevan akan 
dikaji dipadukan dan dijadikan 
sebagai kerangka teori dari penelitian 
ini. 
Data penelitian hukum empiris 
yang telah terkumpul dianalisis 
secara kualitatif, kemudian dituang-
kan dalam bentuk deskripsi yang 
menggambarkan tentang realisasi 
upaya penanganan eksploitasi anak 
dan pelaksanaan perlindungan 
hukum terhadap eksploitasi anak 
yang bekerja sebagai pengemis. Data  
penelitian hukum normatif  berupa 
bahan hukum yang berkaitan dengan 
pengaturan dan perlindungan pekerja 
anak yang telah disusun secara siste-
matis, kemudian diklasifikasi sesuai 
pokok bahasan. 
Hasil Penelitian dan Pembahsan 
Anak dan Hak-hak Anak
Dalam Pasal 1 ayat (2) UU 
Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia, dinyatakan: ”Kewa-
jiban dasar manusia adalah seperang-
kat  kewajiban yang apabila tidak 
dilaksanakan, tidak memungkinkan 
terlaksananya dan tegaknya Hak 
Asasi Manusia”. Sedangkan dalam 
Pasal 71 UUPA dinyatakan bahwa 
“Pemerintah wajib dan bertanggung 
jawab menghormati, melindungi, 
menegakkan, dan memajukan hak 
asasi manusia yang diatur dalam 
undang-undang ini, peraturan perun-
dang-undangan lain, dan hukum 
intenasional tentang  hak asasi manu-
sia yang diterima oleh pemerintah 
Republik Indonesia”. Dalam rangka 
mengatasi pengangguran yang di 
alami oleh masyarakat Indonesia 
adalah kewajiban dasar Pemerintah 
baik pusat maupun daerah. Pengatur-
an mengenai hak setiap warga negara 
untuk memperoleh pekerjaan  diatur 
sekilas dalam UU Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan, 
khususnya dalam Pasal 5, Pasal 31, 
Pasal 39 dan Pasal 41. Empat Pasal 
inilah yang secara eksplisit  menya-
takan adanya hak dari setiap tenaga 
kerja untuk memperoleh pekerjaan; 
dan kebijakan pemerintah dalam 
memperluas kesempatan kerja, serta 
pengawasan atas pelaksanaan kebija-
kan tersebut. 
Disamping itu kewajiban dan 
tanggung jawab negara dalam 
kaitannya dengan Perlindungan 
hukum terhadap eksploitasi pekerja 
anak jalanan,  tertuang dalam Pasal 
74 UU Nomor 23 Tahun 2002, me- 
nyatakan bahwa negara dan Peme- 
rintah bertanggung jawab menye-
diakan fasilitas dan aksebilitas bagi 
anak, terutama dalam menjamin 
pertumbuhan dan perkembangannya 
secara optimal dan terarah. Dalam 
rangka meningkatkan efektifitas 
penyelenggaraan perlindungan anak, 
maka negara membentuk Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia yang 
independen. Adapun tugas komisi 
perlindungan anak berdasarkan Pasal 
26 UU Nomor 23 Tahun 2002 adalah 
sebagai berikut: (a) Melakukan 
sosialisasi seluruh ketentuan perun-
dang-undangan yang berkaitan 
dengan perlindungan anak, mengum-
pulkan data dan informasi, menerima 
pengaduan anak, mengumpulkan 
data dan informasi, menerima 
pengaduan masyarakat, melakukan 
penelaahan, pemantauan, evaluasi 
dan pengawasan terhadap penye-
lenggaraan perlindungan anak, (b) 
Memberikan laporan, saran, masu-
kan dan pertimbangan kepada Presi-
den dalam rangka perlindungan 
anak. 
Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, yang 
dimaksud anak adalah seseorang 
yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan. Selanjut- 
nya, UU Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, yang 
dimaksud anak adalah seseorang 
yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan. 
Hak-hak anak perlu mendapatkan 
perlindungan agar anak dapat berke-
sempatan seluas-luasnya untuk 
tumbuh dan berkembang  dengan 
wajar baik jasmani, rohani, dan 
sosial  sebagaimana  tertuang dalam 
Undang-undang  Nomor 4 Tahun 
1979 tentang Kesejahteraan Anak 
Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 
sebagai berikut. Anak berhak atas 
kesejahteraan, perawatan, asuhan 
dan bimbingan berdasarkan kasih 
sayang baik dalam keluarganya 
maupun di dalam asuhan  khusus 
untuk tumbuh dan berkembang 
dengan wajar Pasal 2 ayat (1).UUPA 
Anak berhak atas pelayanan untuk 
mengembangkan kemampuan dan 
kehidupan sosialnya, sesuai dengan 
kebudayaan dan kepribadian bangsa, 
untuk menjadi warganegara yang 
baik dan berguna ( Pasal 2 ayat (2) 
anak yang tidak mempunyai orang 
tua berhak  memperoleh asuhan oleh 
negara  atau orang atau badan (Pasal 
4 ayat 1). Anak yang tidak mampu 
berhak untuk memperoleh bantuan 
agar  dalam lingkungan keluarganya 
dapat tumbuh dan berkembang 
dengan wajar ( Pasal 5 ayat 1). Ban-
tuan dan pelayanan, yang bertujuan 
mewujudkan kesejahteraan menjadi 
hak setiap anak tanpa membeda-be-
dakan jenis kelamin, agama, pendi-
rian politik, dan kedudukan sosial 
(Pasal 8).
Berkaitan dengan pekerja anak, 
Konvensi ILO 132 tahun 1989 telah 
menetapkan hak-hak pekerja anak 
sebagai berikut : (a) Mendapatkan 
upah yang sama dengan memperhati-
kan prinsip-prinsip upah untuk 
pekerjaan yang sama nilainya; (b) 
Memberikan pembatasan waktu 
yang ketat dalam melaksanakan 
pekerjaannya di tempat kerja untuk 
paling lama 4 jam kerja sehari, dan 
dilarang untuk melakukan kerja 
lembur; (c) Kepesertaan dalam 
program jaminan sosial dan program 
pemeliharaan kesehatan; (d) Pem-
berlakuan standard keselamatan dan 
kesehatan secara konsisten dan 
wajar.
Perlindungan Hukum Eksploitasi 
Pekerja Anak
Ungkapan pekerja anak menge-
sankan suatu kondisi di mana mereka 
terbelenggu dengan suatu jenis 
pekerjaan dalam kondisi yang sangat 
bervariatif. Pekerjaan itu mereka 
lakukan dalam suatu rangkaian 
panjang. Kegiatan yang berkelanju-
tan dan tidak tahu kapan berakhir- 
nya. Mungkin pada salah satu ujung-
nya pekerjaan itu akan bermanfaat 
dapat meningkatkan atau memperce-
pat perkembangan fisik, jiwa, sosial, 
dan moral mereka sebagai anak. 
Sementara ujungnya yang lainnya 
akan merampas dan merusak 
kehidupan mereka sebagai anak, 
istilahnya “destriktif dan eksploita- 
tif”. Pada kedua kutub inilah bera- 
gam bidang  pekerjaan dengan kegia-
tannya yang luas digeluti oleh peker-
ja anak (Depdiknas, 2001 : 8) . 
Menurut ILO (International 
Labour Organisation) yang dimak-
sud dengan pekerja anak adalah :
“ Children who lost their chid-
hood and future, prematurely 
leading adult lives, working long 
hours for low wages under condi-
tions damaging to their health 
and their physical and mental 
development”. 
Dalam definisi tersebut terkan- 
dung “ kata kunci” anak kehilangan 
masa anak dan masa depan (yang 
menjadi haknya), melakukan peker-
jaan orang dewasa, jam kerja 
panjang, gaji rendah, kondisi kerja 
yang membahayakan kesehatan dan 
perkembangan fisik dan mental. ILO 
membedakan antara pekerjaan 
ringan (light work) dengan pekerjaan 
berbahaya (hazardous work). Anak 
yang bekerja pada pekerjaan ringan 
diperbolehkan sedangkan anak yang 
bekerja yang berbahaya dilarang. 
Di Indonesia dapat diidentifikasi 
empat bentuk pekerjaan yang dilaku-
kan pekerja anak, yaitu : (a) Pekerja 
anak sebagai pembantu rumah 
tangga, (b) Pekerja anak sebagai 
buruh di pasar, (c) Pekerja anak di 
jalanan, anak-anak yang bekerja di 
persimpangan jalan, di atas bis kota, 
dan terminal-terminal dengan me- 
lakukan pekerjaan seperti mengemis, 
mengamen, asongan, penyemir 
sepatu, (d) Pekerja anak di laut, 
anak-anak yang bekerja di berbagai 
tempat penangkapan, penampungan, 
pelelangan dan pengolahan ikan 
(Depdiknas, 2001 : 11-13) .
Hukum pada dasarnya tidak lain 
adalah himpunan peraturan yang 
mengatur keseluruhan kegiatan 
kehidupan manusia yang disertai 
sanksi hukum bagi pelanggarannya 
(Mertokusumo, 2000 : 2) 
.Keberadaan hukum disini diharap-
kan dapat memberikan rasa aman 
dan ketertiban, karena berfungsi 
mengatur dan adanya sangsi yang 
diharapkan mampu memberikan efek 
jera.
Anak memerlukan perlindungan 
(protection), keperluan perlindungan 
bagi anak merupakan hal yang 
obyektif didasarkan pada keadaan 
raga (fisik) dan jiwa psikis). Raga 
atau badan anak kecil dan lemah. 
Jiwa anak rentan terhadap aneka pe- 
ngaruh. Di samping itu ada kenyata-
an bahwa anak sering menjadi 
korban dalam berbagai tindak 
pidana, misalnya penganiayaan, 
pemerkosaan, pembunuhan, dan 
lain-lain. 
Pendapat mengenai pengertian 
perlindungan anak diungkapkan oleh 
J.E Doek dan H.M.A. Drewes. 
Keduanya mengartikan hukum 
perlindungan anak sebagai : “ (1) 
dalam arti luas merupakan segala 
aturan hidup yang memberikan 
perlindungan kepada mereka yang 
belum dewasa dan memberi kemung- 
kinan bagi mereka untuk berkem-
bang, dan (2) dalam arti sempit 
sebagai perlindungan hukum yang 
terdapat dalam ketentuan hukum 
perdata, ketentuan hukum pidana, 
dan ketentuan hukum acara” (Boedi-
ono, 2008 : 32-33).
Berbicara mengenai perlindungan 
anak, setidaknya ada dua aspek yang 
terkait didalamnya. Aspek pertama 
yang berkaitan dengan kebijakan 
peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai perlindungan 
anak. Aspek kedua berkaitan dengan 
pelaksanaan dari kebijakan perun-
dang-undangan tersebut. Mengenai 
aspek pertama, sampai saat ini telah 
cukup perundang-undangan untuk 
mengatur hal-hak berkaitan dengan 
perlindu- ngan anak. Aspek kedua 
adalah apakah dengan telah tersedi-
anya berbagai perangkat perun-
dang-undangan tentang hak-hak 
anak tersebut telah dengan sendiri- 
nya usaha-usaha untuk mewujudkan 
hak-hak anak dan upaya pengha- 
pusan praktek-praktek pelanggaran 
hukum anak dan pengabaian terha-
dap hak anak sebagaimana yang 
dikehendaki dapat diakhiri (Wahyu-
di, 2002 : 1). 
Agar kepentingan manusia terma-
suk anak terlindungi, maka hukum 
harus dilaksanakan. Pelaksanaan 
hukum dapat berlangsung dalam 
keadaan normal dan damai, tetapi 
juga dapat terjadi pelanggaran 
hukum. Melalui penegakan hukum 
inilah hukum menjadi kenyataan, 
selanjutnya dalam penegakan hukum 
ada tiga unsur yang harus diperhati-
kan, yaitu kepastian hukum, keman-
faatan dan keadilan (Mertokusumo, 
2000 : 3). Perlu diakui bahwa efekti-
vitas perundang-undangan tidak 
hanya tergantung pada faktor hukum 
belaka. Faktor manusia yang menjadi 
penegaknya juga memainkan 
peranan yang penting.  Menurut 
Lawrence M Friedmen hukum 
bergantung pada 3 (tiga) hal, antara 
lain (Friedman, 1975 : 14) : (1) 
Sistem hukum (legal system) men-
cakup unsur-unsur materi hukum 
(legal substance), (2) struktur hukum 
beserta kelembagaannya (legal 
structure) dan (3) budaya hukum 
(legal culture).
Kata eksploitasi di dalam konven-
si-konvensi hak anak merupakan 
kata dalam arti negatif. Konvensi 
hak-hak anak melarang anak dieks- 
ploitasi (A Rachmad Boedino, 
2008:56). Pengertian eksploitasi 
menurut UU Nomor 21 tahun 2007 
Pasal 1 angka (7)  
adalah tindakan dengan atau 
persetujuan korban yang meliputi 
tetapi tidak terbatas pada pelacu-
ran, kerja atau pelayanan paksa, 
perbudakan atau praktek serupa 
perbudakan, penindasan, peme- 
rasan, pemanfaatan fisik, seksual, 
organ reproduksi, atau secara 
melawan hukum memindahkan 
atau menstransplantasi organ 
dan/atau jaringan tubuh atau 
memanfaatkan tenaga atau ke- 
mampuan seseorang oleh pihak 
lain untuk mendapatkan keuntu- 
ngan baik materiil maupun imma-
teriil.
Undang - undang Perlindungan 
Anak memberikan pengertian me- 
ngenai eksploitasi. Dalam penjelasan 
Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Un-
dang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak disebutkan : 
perlakuan eksploitasi, misalnya 
tindakan atau perbuatan memperalat, 
memanfaatkan, atau memeras anak 
untuk memperoleh keuntungan pri- 
badi, keluarga, atau golongan.
Pada hakekatnya anak tidak boleh 
bekerja karena waktu mereka sela- 
yaknya dimanfaatkan untuk belajar, 
bermain, bergembira, berada dalam 
mencapai cita-citanya sesuai dengan 
perkembangan fisik, psikologis 
intelektual dan sosialnya. Namun 
pada kenyataannya banyak anak- 
anak di bawah usia 18 tahun yang 
telah terlibat aktif dalam kegiatan 
ekonomi, menjadi pekerja anak 
antara lain di sektor industri dengan 
alasan tekanan ekonomi yang diala-
mi orang tuanya ataupun faktor 
lainnya (Syamsuddin, 1997: 1) 
Kenyataan menunjukkan bahwa 
masih banyak pekerja anak di dunia 
ini, terutama di negara-negara ber- 
kembang, dikarenakan upaya-upaya 
untuk mengatasi masalah pekerja 
anak pada sekitar satu abad terakhir 
ini berjalan sangat lambat dan alot. 
Hal ini tidak terlepas dari skeptisme 
serta beberapa argumentasi yang 
berkembang di masyarakat, antara 
lain ialah : (a). Pendidikan yang ada 
seringkali tidak sesuai dengan kebu-
tuhan anak-anak keluarga miskin dan 
bahkan menjauhkan mereka dari 
lingkungannya. (b). Anak diperlukan 
untuk memberikan kontribusi bagi 
kesejahteraan keluarga, khususnya 
bagi keluarga-keluarga miskin. (c). 
Pekerjaan anak diperlukan agar 
produk-produk industri tertentu 
memiliki daya saing yang lebih 
tinggi. (d) Undang-undang atau pera-
turan mengenai pekerja anak tidak 
mungkin untuk dilaksanakan meng-
ingat begitu banyak perusahaan yang 
memperkerjakan mereka. (e). Ang-
gapan bahwa pemerintah tidak sepa-
tutnya mencampuri keinginan orang 
tua terhadap apa yang dirasakan 
mereka paling bermanfaat bagi 
anak-anak mereka sendiri (Putranto, 
2000: 2).
Fenomena  anak-anak yang be- 
kerja di Indonesia saat ini cen- 
derung meningkat. Berdasarkan 
penelitian yang dilakukan oleh Kus-
nadi Rusmil yang menyinggung 
tentang sebab-sebab timbulnya 
pekerja anak, mengatakan bahwa 
anak-anak yang bekerja  dapat di 
bedakan menjadi 3 kategori (Rusmil, 
2000 : 25), yaitu : Pertama, 
anak-anak  yang bekerja membantu 
pekerjaan orang tua dan keluarganya 
seperti melaksanakan pekerjaan di 
rumah dan membantu bekerja di 
kebun pada musim-musim tertentu, 
kelompok ini disebut Child worker 
dan biasanya masih memberi kesem-
patan kepada anak untuk belajar dan 
bermain meskipun tidak leluasa. 
Kedua, anak-anak yang bekerja di 
pabrik atau perusahaan, perkebunan 
atau tempat lain milik perusahaan 
untuk membantu  membiayai kebutu-
han keluarga  atau bahkan menjadi 
sumber  pendapatan keluarga, anak- 
anak ini disebut Child Labour dan 
kebanyakan sudah tidak memberikan 
waktu untuk bermain bahkan berse-
kolah karena jadwal kerja terlalu 
padat dibawah peraturan perusahaan. 
Ketiga,  anak yang bekerja di jalan- 
jalan menjadi pengemis, pengamen, 
pemulung, pengasong dan lain-lain 
dimana dalam hal ini anak tidak 
berada dalam hubungan formal 
pengusaha – pekerja. Kelompok ini 
secara sosiologis dikenal sebagai 
anak jalanan.
Anak-anak pada kelompok ketiga 
harus mendapat perhatian yang lebih 
khusus lagi karena mereka hidup 
bebas dijalan sehingga pengaruh 
lingkungan sosial yang tidak baik 
akan berpengaruh terhadap perkem-
bangan mental, fisik, sosial bahkan 
masa depan. Anak yang bekerja pada 
sektor jermal yang dalam hal ini 
adalah sebagai pengemis secara 
psikologis mereka mendapatkan 
pendidikan dari orang tua untuk tidak 
perlu bekerja keras dan cukup meng-
harapkan sedekah dari orang lain. 
Disini anak akan mendidik anak 
malas dan cukup mengharap belas 
kasihan orang lain, karena dalam 
konteks masyarakat Pragaan Daya, 
Kecamatan Pragaan, Kabuapaten 
Sumenep  “lebih baik menjadi 
pengemis dari pada menjadi pencu-
ri”. Dalam pemahaman masyarakat 
mencuri itu haram sedangkan 
mengemis halal. Dan karena 
mengemis merupakan tradisi maka 
hal tersebut harus diturunkan pada 
anaknya. Penelitian yang sama 
dilakukan oleh Ali Al Humaidy (Hu-
maidy, 2003 : viii), hasil penelitian 
menunjukkan bahwa asal mula prak-
tek mengemis di Pragaan Daya sudah 
berlangsung sejak pra kemerdekaan 
(1930 – 1940an) hingga sekarang. 
Bertahannya budaya mengemis 
karena praktek ini sudah berlangsung 
sejak lama dari generasi ke gene- 
rasi/turun temurun, yang disosialisa-
ikan melalui kehidupan keluarga dan 
kehidupan masyarakat. Hasil peneli-
tian tersebut juga menggambarkan 
bahwa meski benar kemiskinan 
ekonomilah yang mendorong orang 
terjun ke dunia pengemis, tetapi pada 
akhirnya ekonomi  bukan menjadi 
faktor yang menentukan apakah 
seseorang akan selamanya menekuni 
profesi sebagai pengemis. Lebih 
lanjut ia mengungkapkan, ketika 
para pengemis itu menjadi kaya 
(tidak lagi dalam kesulitan ekonomi), 
para pengemis itu tetap saja menjala-
ni profesinya. Mereka ternyata justru 
menikmati profesi tersebut karena 
dalam banyak hal bisa mendatangkan 
uang yang lebih banyak dibanding-
kan dengan usaha yang sebelum 
mereka tekuni seperti berdagang atau 
mencari kayu bakar. Artinya persoa-
lan mental dan moral yang menentu-
kan apakah sesorang tetap bertahan 
dengan profesi sebagai pengemis 
atau tidak. Data yang didapat dari 
Dinsos Kabupaten Sumenep bahwa 
sebanyak 91 orang warga di 
Peragaan Daya adalah sebagai 
pengemis. Dimana sebagian besar 
mereka mengajak anaknya untuk ikut 
mengemis.
Sementara di Kabupaten Pame-
kasan terdapat tiga desa di Keca-
matan Tlanakan yang warganya 
banyak menjadi pengemis, yaitu di 
Desa Panglegur, Desa Larangan 
Tokol dan desa Brantah Tenggi. 
Secara keseluruhan jumlah pengemis 
di tiga desa desa tersebut adalah 174 
orang. 
Memang data yang didapat dari 
Dinsosnakertrans kabupaten Pame-
kasan tidak terlihat jumlah pekerja 
anak, namun hampir sebagaian besar 
dari para pengemis yang memiliki 
anak akan mengajak anaknya untuk 
melakukan pengemisan pula. Bahkan 
bagi pengemis yang tidak memiliki 
anak,maka mereka akan meminjam 
atau menyewa anak tetangga nya 
untuk ikut mengemis. Mengajak 
anak untuk mengemis dilakukan agar 
masyarakat akan merasa iba dan 
mendorong untuk memberikan uang.
Selama ini anak yang diajak 
mengemis oleh orang tuanya adalah 
anak yang usia balita dan sampai usia 
12 tahun. Saat menginjak usia remaja 
biasanya anak-anak mulai malu dan 
ada beberapa yang kemudian yang 
berhenti mengemis, namun ada pula 
yang masih terus mengemis bahkan 
sampai mereka menikah.
Mengemis dilakukan setiap hari 
oleh anak-anak karenanya sebagian 
besar mereka tidak bersekolah, 
hanya beberapa anak saja yang 
mengikuti kegiatan pendidikan 
agama atau madrasah di sore hari di 
pesantren. Namun kegiatan menge- 
mis ini tidak hanya dilakukan di 
Pamekasan saja, karena ada juga 
yang melakukan kegiatan mengemis 
di daerah lain seperti di Surabaya, 
Jakarta bahkan ke Kalimantan. 
Kegiatan mengemis di luar kota ini 
dilakukan secara terkoordinir. Jika 
melakukan kegiatan mengemis di 
luar Pamekasan, maka dapat dipasti-
kan anak-anak yang ikut mengemis 
tidak akan mendapat pendidikan 
formal maupun pendididkan agama.
Menjadi pengemis bagi warga di 
tiga desa tersebut merupakan peker-
jaan. Ini terjadi karena kondisi 
geografisnya kering dan tandus, 
mereka tidak memiliki tanah gara-
pan, tidak berpendidikan dan tidak 
memiliki keahlian/ketrampilan khu- 
sus. Dari bekerja sebagi pengemis 
penghasilan mereka perharinya 
adalah Rp. 50.000, tetapi pada hari 
jumat mereka akan mendapat lebih 
dari itu. Di karenakan mereka meng-
inginkan mendapat hasil yang lebih 
banyak, maka para orang tua  akan 
mengajak anaknya untuk mendapat-
kan penghasilan yang lebih banyak. 
Selama  ini orang tua maupun anak 
tidak memahami bahwa anak tidak 
boleh diajak bekerja sebagai 
pengemis. Sedangkan alasan orang 
tua mengikutsertakan anak nya untuk 
mengemis juga adalah karena bagi 
orang tua yang penting anak tetap 
dalam  pengawasan nya dan dapat 
menghasilkan uang.
Realitas tersebut diatas tentunya 
sangat bertentangan dengan UU 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, dimana seharus-
nya anak memiliki hak untuk 
bermain, mendapat perlindungan 
dari orang tuanya dan mendapat 
pendidikan. Disini anak banyak yang 
kehilangan masa kanak-kananknya 
dan justru telah dieksploitasi oleh 
orang tuanya atau orang lain untuk 
mendapatkan uang.
Terkait upaya yang telah dilaku-
kan pemerintah daerah yang dalam 
hal ini Dinsosnakertrans adalah telah 
melakukan berbagai kegiatan pem-
berian bantuan berupa hewan ternak 
sembako maupun uang. Namun 
semuanya dianggap tidak berhasil 
karena seperti hewan ternak setelah 
diberikan pada pengemis, maka 
keesokan harinya akan dijual. 
Menurut Budi setiawan (Dinsos-
nakertrans Kabupaten Pamekasan) 
mengemis disini sudah merupakan 
pekerjaan dan mereka sudah memili-
ki mental peminta jadi kegiatan 
apapun yang dilakukan untuk men-
gentaskan mereka sangatlah sulit. 
Saat ini Dinsosnakertrans mencoba 
untuk memutus mata rantai mengem-
is dengan bekerja sama dengan 
kepala desa dan kyai di desa tersebut 
untuk memberikan informasi agar 
anak-anak para pengemis ini tidak 
diajak untuk bekerja sebagai 
pengemis dan mereka dapat dipon-
dokkan di pesantren di dekat desa 
dengan tanpa dipungut biaya. Jadi 
disini Dinsosnakertrans yang akan 
menanggung biaya yang dibutuhkan 
anak pengemis selama berada di 
pondok pesantren. Harapannya 
dengan anak tersebut mendapat 
pendidikan agama yang baik mini-
mal anak akan tahun bahwa dalam 
Islam memberi adalah lebih baik 
daripada meminta. Sehingga anak 
pengemis ini tidak akan meneruskan 
pekerjaan orang tuanya lagi. 
Pelibatan Community Based Orga-
nization (Organisasi Berbasis Mas-
yarakat) Sebagai Implementasi 
Pendekatan Partisipatif
Pemberdayaan masyarakat adalah 
isu sentral dalam pembangunan ma- 
syarakat. Pemberdayaan pada hake- 
katnya mencakup dua aspek, yaitu to 
give or authority to and to give abili-
ty to or anable. Dalam pengertian 
pertama, pemberdayaan memiliki 
makna memberi kekuasaan, menga- 
lihkan kekuatan dan mendelegasikan 
otoritas ke pihak lain. Pengertian 
kedua, pemberdayaan diartikan 
sebagai upaya untuk memberi 
kemampuan atau keberdayaan. 
Dalam literatur bahwa pember-
dayaan memberikan tekanan pada 
otonomi pengambilan keputusan dari 
suatu kelompok masyarakat. Penera-
pan aspek demokrasi dan partisipasi 
dengan titik fokus pada lokalitas 
akan menjadi landasan bagi upaya 
penguatan potensi lokal. Pada titik 
inilah, maka pemberdayaan ma- 
syarakat juga difokuskan pada 
penguatan individu anggota ma- 
syarakat beserta pranata-pranatanya.
Dalam rangka pemberdayaan 
masyarakat, ada beberapa hal yang 
perlu dilakukan: pertama, mening-
katkan kesadaran kritis atas posisi 
masyarakat dalam struktur sosial 
politik. Kedua, kesadaran kritis yang 
muncul diharapkan membuat ma- 
syarakat mampu menyususn argu-
mentasi terhadap berbagai macam 
eksploitasi serta sekaligus membuat 
pemutusan terhadap hal tersebut. 
Ketiga, peningkatan kapasitas ma- 
syarakat. Keempat, pemberdayaan 
juga perlu dikaitkan dengan pemba- 
ngunan sosial budaya masyarakat. 
Nilai-nilai yang ada pada tradisi 
budaya masyarakat lokal seperti 
gotong royong dan arisan dapat 
dipandang sebagai modal sosial 
(Social Capital) dalam mewujudkan 
kemajuan pembangunan masyarakat 
(Suparjan dan Suyatno, 2003: 44). 
Bertitik tolak pada uraian diatas, 
maka konsep pemberdayaan sebe-
narnya merupakan proses belajar 
yang menekankan orientasi pada 
proses pelibatan (partisipasi masya- 
rakat). Dengan partisipasi di harap-
kan kapasitas masyarakat untuk 
mengembangkan diri dapat mening-
kat yakni kemampuan untuk melaku-
kan identifikasi kebutuhan, identifi-
kasi sumber daya, dan kemampuan 
untuk memanfaatkan peluang yang 
ada.
Pelibatan masyarakat dalam pem-
bangunan pada dasarnya harus dimu-
lai dari bawah yaitu melalui forum 
warga baik yang berbasis administra-
tif  seperti forum RT, RW, rembug 
desa maupun forum-forum yang 
berhasil pada kelembagaan dan 
komunitas (Community Based Orga-
nization/CBO) seperti kelompok 
pengajian, kelompok yasinan/tahli- 
lan, kelompok petani, peternak, pe- 
dagangdan sebagainya (Suparjan dan 
Suyatno, 2003:48). Upaya ini dilaku-
kan dengan memanfaatkan forum-fo-
rum tersebut tidak hanya sebagai 
wahana untuk melakukan sosialisasi, 
pengajian ataupun arisan namun juga 
dapat dimanfaatkan untuk membi- 
carakan berbagai macam isu yang 
sedang terjadi dalam kehidupan ma- 
syarakat seperti halnya isu perdaga- 
ngan perempuan dan anak.
Mekanisme seperti tersebut diatas 
pada akhirnya akan membiasakan 
masyarakat untuk selalu membicara-
kan kepentingan bersama. Institusi 
pada level bawah tersebut harus 
ditempatkan sebagai basis perenca-
naan pembangunan dari bawah. 
Melalui forum-forum seperti ini, 
warga masyarakat dapat merumus-
kan aspirasi pembangunan yang 
kemudian dibawa ke Badan Per- 
wakilan Desa sebagai lembaga legis-
latif di tingkat desa lalu ke tingkat 
kecamatan hingga ke Kabupaten 
(Suparjan dan Hendri Suyatno, 2003: 
49). 
Disamping menjadi basis peren-
canaan, forum-forum tersebut dapat 
juga menjadi salah satu dari agent of 
change untuk melakukan perubahan 
dalam masyarakat. Caranya adalah 
dengan membentuk kader-kader 
lokal yang dapat menjadi media 
untuk menyampaikan pesan-pesan 
pembangunan. 
Selanjutnya proses pemberdayaan 
keluarga dilakukan dengan berbasis 
pada partisipasi masyarakat dengan 
melibatkan community based organi-
zation yakni memanfaatkan organi-
sasi berbasis komunitas seperti 
pondok pesantren, forum pengajian, 
karang taruna atau yang lain sesuai 
dengan kondisi di daerah penelitian. 
Untuk konteks sosial budaya 
Madura, pelibatan pondok pesantren 
dan forum pengajian serta forum-fo-
rum lainnya sangat tepat karena ma- 
syarakat Madura memiliki keterika-
tan yang kuat pada kiai dan agama 
Islam sehingga organisasi yang 
sudah mengakar ini diharapkan dapat 
memberikan sosialisasi tentang 
pencegahan ekploitasi anak yang 
dipekerjakan pada sektor jermal.
Konteks pemberdayaan masya- 
rakat disini adalah memberdayakan 
masyarakat secara pemikiran dan 
pemahaman mereka serta memberi-
kan peran aktif pada masyarakat 
untuk bersama-sama dengat pihak 
terkait yakni aparat pemerintah 
melakukan upaya pencegahan 
ekploitasi anak pada sektor jermal di 
Madura.
Dinsosnakertrans kabupaten 
Pamekasan telah memulai dengan 
bekerja sama dengan para kyai dan 
kepala desa agar pengemis mau 
meninggalkan anaknya di pesantren. 
Harapannya dengan tinggal di 
pesantren anak tidak akan diajak 
untuk bekerja sebagai pengemis dan 
mereka akan mendapat pendidikan 
serta lingkungan yang layak. Semen-
tara terkait pemberdayaan keluarga 
pihak Dinsosnakertrans juga melaku-
kan pendidikan ketrampilan dan 
pemberian alat-alat penunjang ke- 
trampilan serta pendampingan yang 
dilakuakn secara lebih efektif oleh 
KTSK yang ada di masing-masing 
kecamatan.
Simpulan
Selama ini anak yang menjadi 
pengemis dikarenakan ajakan orang 
tua. Alasan orang tua untuk menga-
jak anaknya menjadi pengemis 
adalah agar mendapatkan uang lebih 
banyak karena keberadaan anak- 
anak akan menimbulkan rasa iba 
bagi orang yang akan memberi. Data 
yang ada di dua Kabupaten tersebut 
tidak dapat menunjukkan jumlah 
kongkrit anak yang bekerja sebagai 
pengemis. Hal ini terkait dengan 
program yang selama ini diberikan 
oleh pemerintah daerah sasarannya 
adalah pada orang tua. Seperti 
program peningkakan ketrampilan 
dan pemberian bantuan. Untuk anak 
hanya berupa sosialisasi kepada 
orang tua untuk tidak mengajak 
bekerja anak dan meminta anak 
untuk menempuh pendidikan/berse-
kolah.
Perlindungan hukum yang diberi-
kan kepada anak yang bekerja 
sebagai pengemis masih belum opti-
mal karena selama ini program yang 
ada masih berorientasi pada pening-
katan ekonomi orang tua. Namun 
harapan pemerintah daerah dengan 
peningkatan kapasitas ekonomi kelu-
arga akan dapat memutus mata rantai 
pengemisan, yang berarti anak tidak 
akan diajak bekerja oleh orang 
tuanya karena konsep pemberdayaan 
keluarga dilakukan dengan konsep 
community based organization, 
mengikutsertakan peran kyai dan 
pesantren sebagai pihak yang 
berpengaruh di masyarakat.
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Pendahuluan
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum harus didasarkan 
pada kepentingan terbaik bagi anak. 
Pengertian frasa “terbaik bagi anak” 
terkait dengan sifat anak, baik fisik, 
psikis, maupun sosial sehingga 
kepentingan anak satu dengan lain- 
nya tidak harus sama. A definition of 
the child’s best interests cannot 
accommodate the diverse nature of 
the interests appropriate for a partic-
ular child, from a particular back-
ground and at a particular time of 
development. (Sifris at.all 2014). 
Pengutamaan kepentingan terbaik 
bagi anakini juga didasarkan pada 
asas umum perlindungan anak 
sebagaimana diatur dalam konvensi 
anak, bahwa 
The best interests of the child 
shall be a primary consideration 
in all actions affecting children. 
(The 1989 Convention on the 
Rights of the Child).The term 
“best interests” broadly 
describes the well-being of a 
child. Such well-being is deter-
mined by a variety of individual 
circumstances, such as the age, 
the level of maturity of the child, 
the presence or absence of 
parents, the childs environment 
and experiences.(UNHCR Guide-
lines, 2008).
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum tidak harus menggu-
nakan sarana nonpenal (misalnya 
diversi) atau menggunakan hukum 
pidana (sarana penal).  Namun, ke- 
duanya dapat dilakukan secara 
berurutan, yaitu mengutamakan 
diversi (jika memenuhi persyaratan 
diversi), dan jika upaya tersebut 
gagal maka akan diberlakukan 
sistem peradilan pidana bagi 
anak.Hal ini sesuai dengan pendapat 
bahwa the major goal of the first 
juvenile courts, established at the 
turn of the century, was to provide an 
alternative to, and thereby divert 
youth from, the criminal court(Albert 
L. Robert (Edit), 2008 : 184).
Secara umum, pemberlakuan-
sistem peradilan pidana untuk 
penyelesaian perkara pidana dapat 
berdampak buruk bagi anak, teruta-
ma pemberian “stigma jahat” pada 
anak (stigmatisasi atau labelisasi), 
dan terjadinya pembiasaan kebia- 
saan-kebiasan buruk di LAPAS yang 
kemudian dipraktikkan lagi oleh 
anak ke luar LAPAS Anak (prisoni-
sasi), bahkan pengulangan tindak 
pidana yang lebih serius akibatnya. 
Salah satu penyebabnya adalah 
adanya kontak langsung dengan 
penegak hukum yang dapat membuat 
anak frustrasi.  Jika perkaranya 
sudah diputus oleh pengadilanpun, 
mungkin akan menjadi stigma bagi 
anak pelaku tindak pidana.  Karena 
itu, para ahli di bidang psikologi, 
hukum, etimologi kriminal, krimi-
nologi, pendidikan, dan penologi 
selalu mencari jalan terbaik bagi 
anak, korban, dan kepentingan ma- 
syarakat.  Akhirnya, para ahli mewa-
canakan pendekatan keadilan resto- 
ratif sebagai alternatif pemikiran 
untuk mengurangi kelemahan teori 
pemidanaan retributif, teori prevensi 
maupun teori gabungan.
Keadilan restoratif merupakan 
suatu ide dan gerakan yang me- 
ngedepankan keadilan dalam pers-
pektif pelaku dan keluarganya, 
korban dan keluarganya, masyarakat, 
dan pemangku kepentingan dalam 
rangka pemulihan keadaan masing- 
masing.  Karena itu, konsepsi pemi- 
kiran keadilan restoratif (restorative 
justice) menjadi salah satu upaya 
menjauhkan anak dari sistem per- 
adilan pidana yang tidak perlu.  
Pendekatan ini mengutamakan pe- 
nyelesaian tindak pidana di luar 
peradilan pidana.  Pendekatan terse-
but bukan hanya pada anak, melain- 
kan juga pada orang dewasa (misal- 
nya pencurian ringan, penggelapan 
ringan, perbuatan curang (penipuan) 
ringan) maupun anak-anak.  Bahkan 
di beberapa negara maju, korporasi 
yang melakukan tindak pidana dapat 
juga diselesaikan dengan pendekatan 
keadilan restoratif.
Keadilan restoratif adalah cara-
menanggapi perilaku criminal 
dengan cara menyeimbangkan antara 
kebutuhan masyarakat, dengan 
korban danpelaku. Ini merupakan 
konsep yang terus berkembangdan 
dapat menimbulkan interpretasi yang 
berbeda di negara yang berbeda.
Restorative justice is a way of 
responding to criminal behaviour 
by balancing the needs of the 
community, the victims and the 
offenders. It is an evolving 
concept that has given rise to 
different interpretation in differ-
ent countries, one around which 
there is not always a perfect 
consensus.(United Nations, 2006: 
6).
Berkaitan dengan konsep 
keadilan restoratif dalam perkara 
pidana yang dilakukan oleh anak, 
menurut Pasal 1 angka 6 Undang- 
Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 
Sistem Peradilan Pidana  Anak (LN 
Tahun  2012  Nomor  153, TLN 
Nomor  5332), pengertian keadilan 
restoratif adalah penyelesaian perka-
ra tindak pidana dengan melibatkan 
pelaku, korban, keluarga pelaku/kor-
ban, dan pihak lain yang terkait 
untuk bersama-sama mencari 
penyelesaian yang adil dengan 
menekankan pemulihan kembali 
pada keadaan semula, dan bukan 
pembalasan.
Praktik di beberapa negara, 
keadilan restroratif disebut dengan 
berbagai istilah. Ada pihak yang 
menggunakan istilah"keadilan 
komunitarian", "memperbaiki 
kesalahan", "Keadilan positif", 
"keadilan relasional", "keadilan 
reparatif", "keadilan masyarakat" 
untuk menyebut "keadilan restorat-
if". Namun, demikian ada kesamaan 
pemahaman bahwa keadilan 
restoratif dibangun berdasarkan 
konsep penyeimbangan kepentingan 
dan kebutuhan pada tiga pihak, yaitu 
pelaku, korban, dan masyarakat. Hal 
ini terungkap dari penjelasan beri-
kut.
Also, because of the difficulties in 
precisely translating the concept 
into different languages, a variety 
of terminologies are often used. 
There are many terms that are 
used to describe the restorative 
justicemovement. These include 
“communitarian justice”, “ma- 
king amends”,“positive justice”, 
“relational justice”, “reparative 
justice”, “communityjustice” and 
“restorative justice”, among 
others.(United Nations, 2006:6)
Berkaitan dengan keadilan 
restoratif, dalam UU-SPPA diatur 
tentang diversi. Pengertian diversi 
adalah pengalihan penyelesaian 
perkara Anak dari proses peradilan 
pidana ke proses di luar peradilan 
pidana.Jika kedua konsep tersebut 
dihubungkan, maka keadilan 
restoratif adalah tujuan yang ingin 
dicapai, sedangkan diversi adalah 
salah satu proses mencapai keadilan 
tersebut.Keadilan restoratif dapat 
dicapai melalui diversi maupun 
non-diversi, yaitu memproses anak 
pelaku tindak pidana dalam sistem 
peradilan pidana. Dengan demikian, 
melalui sistem peradilan pidanapun 
dapat dicapai keadilan restoratif. 
Misalnya dengan menjatuhkan 
pidana atau tindakan yang sesuai 
dengan kebutuhan pelaku, korban, 
dan masyarakat.Karena itu, dalam 
UU-SPPA disediakan banyak jenis 
sanksi dan tindakan agar hakim 
dapat memilih jenis pidana (straf) 
atau tindakan (maatregel) yang 
sesuai dengan kebutuhan pelaku, 
korban dan masyarakat agar keadilan 
restoratif tercapai.
Sampai saat ini, diversi pada 
perkara anak di tahap penyidikan 
sudah sering dilakukan berdasarkan 
Peraturan internal di Kepolisian 
Negara Republik Indonesia.  Banyak 
pendapat yang setuju dan yang tidak 
setuju atas upaya Polri untuk 
menyelesaikan perkara pidana anak 
di luar hukum pidana.  Namun, saat 
ini sudah terbit Undang-Undang No. 
11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (selanjutnya 
disingkat UU-SPPA), yang sudah 
diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 
2014 sehingga setiap orang wajib 
setuju dan menaatinya.  Jika UU 
tersebut diberlakukan, banyak 
sub-sistem atau sistem yang berubah, 
misalnya sub-sistem: diversi oleh 
polisi, jaksa, dan hakim; pencatatan 
dan pengarsipan pada lembaga 
pelaksana UU-SPPA; sistem pembi-
naan dan pembimbingan anak di 
Lembaga Penempatan Anak Semen-
tara (LPAS), Lembaga Penyelengga-
ra Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA). Selain itu, banyak juga 
sarana dan prasarana yang disiapkan, 
termasuk kaulitas dan kuantitas sum-
berdaya manusia (misalnya polisi, 
jaksa, hakim, pembimbing kema- 
syarakatan, petugas pemasyarakatan, 
relawan sosial).
Jika pemerintah dan para pihak 
terkait serta para pemangku kepen- 
tingan (stakehoders) tidak segera 
melakukan persiapan atas pember-
lakuan UU-SPPA tidak segera 
disiapkan, UU-SPPA akan hanya 
menjadi norma yang bersifat 
“semantik” (indah dalam bahasa) 
dan tidak banyak melakukan peruba-
han substansi sistem peradilan 
pidana anak sehingga tidak ada 
bedanya dengan saat berlakunya UU 
No. 3 Tahun 1997 tentang Penga-
dilan Anak.
Berdasarkan pemikiran tersebut, 
penulis melakukan pengajian terha-
dap 3 (tiga) permasalahan, yaitu 
apakah urgensi diversi dalam pena- 
nganan perkara anak;bagaimana 
kesiapan para pihak yang terlibat 
dalam diversi perkara anak;serta 
bagaimana model pendidikan, pem-
binaan, pendampingan, dan penga-
wasan anak yang di-diversi maupun 
anak yang dijatuhi pidana (straf) atau 
tindakan(maatregel).  Kajian ini 
akan menghasilkan analisis tentang 
substansi keadilan restoratif dalam 
kaitannya dengan diversi, dan anali-
sis kemampuan yang ada di ma- 
sing-masing pemangku kepentingan 
yang berkaitan dengan sistem per- 
adilan pidana. Akhirnya, Hasil kajian 
ini dapat dimanfaatkan oleh pihak- 
pihak terkait untuk menyiapkan sum-
berdaya, sumberdana dan sistem 
kinerja dalam rangka menciptakan 
keadilan restoratif dalam perkara 
anak di Indonesia.  
Urgensi Penerapan  Diversidalam 
Penanganan  Perkara Anak
Secara teoretik, ada keterkaitan 
antara asas atau kebijakan dikresi 
(discretion), diversi (Diversion) dan 
keadilan restoratif (Restorative 
Justice).Saut P.Panjaitan mengemu-
kakan bahwa diskresi (pouvoir 
discretionnaire, bahasa Perancis) 
ataupun Freies Ermessen (bahasa 
Jerman) merupakan suatu bentuk 
penyimpangan terhadap asas legali-
tas dalam pengertian wet matigheid 
van bestuur, jadi merupakan ”keke- 
cualian” dari asas legalitas. Menurut 
Muchsan, dasar pijakan diskresi ada 
2 (dua) yaitu: Dasar Hukum/Yuridis, 
yaitu menyangkut ketentuan formal; 
dan Dasar Kebijakan, yaitu me- 
nyangkut manfaat. (Simamora, 
2014).
Diversi adalah penyelesaian per- 
kara pidana menggunakan jalur di 
luar hukum pidana. Sedangkan 
pengertian keadilan restoratif adalah 
ide keadilan yang didasarkan pada 
kesepakatan antar-para pihak yang 
terkait dengan tindak pidana untuk 
mencari solusi untuk pemulihan 
keadaan sebagaimana belum terjadi 
tindak pidana dan bahkan menja- 
dikan semua pihak lebih baik.  
Keadilan Restoratif didasarkan pada 
5 prinsip dalam pemikiran berikut. 
Five Principles of Restorative 
Justice
a. Focuses on harms and conse-
quent needs (victims', but also 
communities' and offenders').
b. Addresses obligations resulting 
from those harms (offenders' but 
also families', communities' and 
society's).
c. Uses inclusive, collaborative 
processes.
d. Involves those with a legitimate 
stake in the situation (victims, 
offenders, families, community 
members, society).
e. Seeks to put right thewrongs 233 
(Dowd, 2015: 233)
Dengan demikian, dalam konteks 
bahasan ini dapat dipahami bahwa 
diversi dalam perkara anak lahir 
karena adanya asas diskresi yang 
dimiliki oleh pihak yang berwenang 
(Penyidik, Jaksa, dan Hakim) dalam 
rangka mencapai keadilan restoratif.  
Salah satu bentuk diskresi adalah 
memberikan kewenangan kepada 
Penyidik, Jaksa, dan Hakim untuk 
melakukan diversi terhadap anak 
yang berhadapan dengan hukum. 
Pengertian keadilan restoratif 
adalah a form of conflict resolution 
and seeks to make it clear to the 
offender that the behaviour is not 
condoned, at the same time as being 
supportive and respectful of the indi-
vidual.(Morison, 2001: 194). Pihak 
yang diharapkan memperoleh kea- 
dilan restoratif adalah pelaku dan 
korban, serta pihak-pihak yang 
terkait. Dalam konteks pemidanaan, 
pendekatan keadilan restoratif seja- 
lan dnegan model keseimbangan 
Kepentingan (Muladi, 1995:5). Ka- 
rena itu, asas daad-dader-slachtof-
fer-Strafrecht mestinya mulai diim-
plementasikan dalam hukum pidana 
(Arief Amrulah, 2008).
Keadilan restoratif dapat diterap-
kan pada seluruh proses penegakan 
hukum pidana, tidak hanya pada satu 
proses saja, misalnya pada penyi- 
dikan atau penuntutan atau peradilan. 
Hal ini didasarkan pada prinsip 
keadilan restoratif masuk pada suatu 
sistem hukum pidana sehingga 
penerapannya ada pada setiap pro- 
sesnya dan juga tiap penegak hukum 
mempunyai kewenangan untuk me- 
nerapkannya. Keadilan restoratif 
bukan merupakan asas melainkan 
filsafat yaitu filsafat dalam proses 
peradilan dan juga filsafat keadilan. 
Keadilan restoratif dapat dikatakan 
sebagai filsafat peradilan, karena-
merupakan dasar dalam penyusunan 
lembaga peradilan. Dengan demiki-
an, dapat diartikan bahwa keadilan 
restoratif adalah suatu rangkaian 
proses peradilan yang pada dasarnya 
bertujuan untuk me-restore (memu- 
lihkan kembali) kerugian yang dide- 
rita oleh korban kejahatan, (Mudza-
kir, 2008). masyarakat, dan para 
pihak terkait.
Pendekatan keadilan restoratif 
(restorative justice approach) diawa-
li dari praktik di beberapa negara 
misalnya Kanada, Australia, New 
Zealand, dan Inggris. Sejarah per- 
kembangan hukum modern dalam 
penerapan restorative justice diawali 
dari pelaksanaan sebuah program 
penyelesaian di luar pengadilan 
konvensional yang dilakukan oleh 
masyarakat yang disebut dengan 
victim-offender mediation tahun 
1970-an di Kanada (Morris dan 
Maxwelle, 21: 4). Pendekatan 
keadilan restoratif merupakan per- 
kembangan terakhir dari paradigma 
peradilan pidana, yaitu diawali 
dengan retributive justice, dilanjut-
kan dengan rehabilitative justice, 
kemudian ada alternative justice, 
kemudian diperbaiki lagi dengan 
transitional justice, danakhirnya 
digantikan oleh restorative justice.
Berdasarkan sejarah di beberapa 
negara, pelaksanaan Diversi pada 
awalnya gagal di Amerika, tetapi 
berhasil di Belanda, Denmark, Italia, 
Jerman, Perancis, pada tahun 
1969(Marlina, 2010:4) kemudian 
diperbaiki sistemnya yang akhirnya 
sukses di beberapa negara dalam 
penyelesaian tindak pidana tertentu 
dan pelaku-pelaku tertentu.
Meskipun tidak ada kesepakatan 
tentang pengertian keadilan restora- 
tif, namun mayoritas definisi 
berfokus pada proses yang melibat-
kan semua pihak yang berkepenti- 
ngan untuk menyelesaikan pelang-
garan hukum dan bertujuan memper-
baiki kerugian yang disebabkan oleh 
pelanggaran tersebut.  Hal ini 
terungkap dalam pernyataan berikut. 
There is no agreed definition of 
restorative justice processes. A 
number of definitions have been 
suggested, most of which focus on a 
process which involves all those 
affected by an offence and aims to 
repair the harm caused by the 
offending(Widodo 2014). Berdasar-
kan pemikiran tersebut dapat dipaha-
mi bahwa akar filsafat keadilan 
restoratif adalah konsepsi keadilan 
untuk semua (justice for all), yaitu 
pelibatan pelaku, korban, dan ma- 
syarakat berdasarkan musyawarah 
dalam rangka merestorasi keadaan 
secara manusiawi.
Secara teoretis, sistem peradilan 
pidana anak di Indonesia wajib 
mengutamakan kepentingan yang 
terbaik bagi anak dan berupaya me- 
ngurangi penyelesaian perkara anak 
di pengadilan pidana, dan jika 
terpaksa dipidana penjara, maka 
pidana tersebut hanya dilakukan 
sebagai upaya terakhir dan dalam 
waktu yang singkat. Hal ini dapat 
diketahui dari beberapa instrumen 
internasional, antara lain United 
Nations Standard Minimum Rules for 
the Administration of Juvenile 
Justice (Beijing Rules), United 
Nations Standard Minimum Rules for 
Non-Custodial Measures 1990 
(Tokyo Rules), United Nations 
Guidelines for the Prevention of 
Juvenile Delinquency (Riyadh 
Guidelines), dan United Nations 
Rules for the Protection of Juveniles 
Deprived of Their Liberty (1990). 
Menurut Wardaya dan Retnaningrum 
bahwa, kesadaran masyarakat bahwa 
anak-anak pelaku tindak pidana 
perlu diperlakukan khusus tidak 
sebagaimana orang dewasa baru 
disadari sejak penyelenggaraan 
peradilan anak kali pertama di 
Chicago pada 1889 (Wardaya dan 
Retnaningrum, 2011).
Urgensi pelaksaan diversi pada 
perkara anak didasari pada 
pemikiran berikut. Saat ini ada 
pergeseran filsafat pemidanaan dari 
awalnya yang bersifat restitutif 
(pembalasan) kemudian ditandingi 
menjadi teori prevensi (tujuan), 
kemudian muncul teori gabungan, 
(Widodo, 2009 :24) dan akhirnya 
berkembang pemikiran keadilan 
restoratif yang mengutamakan 
pemulihan. Pendekatan restoratif 
merupakan paradigma baru dalam 
pemidanaan yang berbeda dengan 
pendekatan keadilan retributif, baik 
konsep, orientasi, tujuan maupun 
mekanisme pencapaiannya.  Keadi- 
lan retributif lahir sebagai reaksi 
terhadap beberapa kelemahan pen- 
dekatan keadilan retributif. Resto- 
rative justice is different from the 
retributive and rehabilitation 
approaches in that it focuses prima- 
rily on the needs of the victim, not 
just the offender. It’s a powerful tool 
that can have very real, positive 
results(Marshal,2014).Pendekatan 
keadilan restoratif ini sangat positif 
dan berbeda dengan restribusi dan 
rehabilitasi yang hanya terbatas teru-
tama pada perlindungan korban, 
bukan pada pelaku.
Keadilan restoratif merupakan 
reaksi masyarakat global yang dapat 
digunakan sebagai pelengkap dari 
sistem peradilan pidana yang selama 
ini banyak yang menggunakan 
pendekatan keadilan tradisional.Hal 
ini dikemukakan oleh Mark S. Um- 
breit and Marilyn Peterson Armour 
bahwa, restorative justice is viewed 
as complementary to the criminal 
justice system because it attends to 
issues that the traditional system 
neglects. Regardless of the position 
taken, the vision of restorative justice 
is grounded in values that are reso-
nating with an increasingly broad 
range of individuals and communi-
ties throughout the world, presenting 
many opportunities for new and 
widened impact (Umbreit dan 
Armour,2004:82). Diversi adalah 
salah satu bentuk penyelesaian per- 
kara pidana dalam rangka penca- 
paian keadilan restoratif.  Bentuk 
lain- nya, misalnya rekonsiliasi 
antara pelaku dengan korban, konfe- 
rensi keluarga dan masyarakat, 
upaya perdamaian dalam ma- 
syarakat.  Hal ini selaras dengan 
pemikiran Strickland, bahwa
More specific technique associa- 
ted with restorative justice, 
include diversion, victim-offender 
reconciliation, victim impact 
panel, victim-offender statements, 
family or communiuty conferen- 
cing, community peace-making or 
centencing cyrcles, reintegrative 
shamming, and prisoneers assis-
tence program(Stickland, 2004 
:9).
Keadilan restoratif sebenarnya 
bukan merupakan budaya baru bagi 
bangsa Indonesia, namun karena 
dalam masa penjajahan hukum adat 
banyak ditinggalkan dan diganti 
dengan hukum barat, maka keadilan 
restoratif dimarginalkan. Setelah 
ketentuan ketentuan dan sistem 
hukum barat diragukan efektivitas 
dan efisiensinya dalam penyelesaian 
perkara pidana yang adil, banyak 
pihak mengintrodusi dan melak-
sanakan keadilan restoratif.  Dengan 
demikian, konsep keadilan restoratif 
bukan lahir lebih dahulu, tetapi 
sudah ada dan dilaksanakan di ma- 
syarakat kemudian ditinggalkan, dan 
saat ini digunakan lagi.   Buktinya, 
dalam hukum pidana Majapahit 
dikenal istilah “pati bajampi” yaitu 
sebagai uang pengganti obat yang 
diberikan kepada korban, rekonsi- 
lisasi antar-kepala adat yang ditandai 
dengan upaya adat di sejumlah 
wilayah Indonesia.
Pendoronglahirnya diversi pada 
perkara anak di Indonesia antara lain 
dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Terjadi labelisasi pada anak yang 
pernah diproses oleh penegak hu- 
kum berdasarkan hukum pidana 
anak.  Bahkan pada beberapa 
kasus, dalam LAPAS Anak terjadi 
prisonisasi (Widodo, 2012 : 21).
b. Pihak LAPAS Anak, LAPAS dan 
RUTAN Dewasa yang di dalam 
nya ada blok khusus Anak, belum 
semuanya mempunyai kemam-
puan yang memadai untuk pembi-
naan dan pembimbingan anak.Se-
lain itu, anak berisiko terkena 
“prisonisasi” di dalam lembaga 
tersebut.  Karena itu, perlu ada 
langkah meminimalisasi prisoni-
sasi dengan cara menghindarkan 
anak dari institusionalisasidi 
Rutan atau LAPAS.
c. Ada keinginan serius dari para 
pihak untuk mengurangi atau 
bahkan menghilangkan dampak 
negatif dari proses peradilan 
pidana bagi anak. Hal ini didasar-
kan pada data bahwa dalam tahap 
penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di pengadilan, hak- 
hak anak (pelaku) ada yang 
terlanggar, misalnya anak tidak 
dapat sekolah karena ditahan di 
RUTAN dan LAPAS.
d. Selama proses peradilan, pihak 
korban dan masyarakat belum 
mendapatkan restitusi (pemuli-
han) secara memadai sehingga 
putusan pengadilan sering diang-
gap belum mencerminkan keadi- 
lan bagi korban dan masyarakat.  
Hal ini terjadi karena keadilan 
sering ditafsirkan oleh orang 
sebagai keadilan terhadap pelaku 
saja, bukan pada korban dan ma- 
syarakat.
e. Beberapa putusan pengadilan 
kadang belum menunjukkan ke- 
berpihakan negara pada anak, 
anak korban, dan masyarakat.  
Mayoritas putusan pengadilan 
anak adalah penjatuhan pidana, 
dan jenisnya pidana penjara 
(Widodo, 2012:14).
f. Penegak hukum dan para pihak 
yang terkait belum terbiasa me- 
lakukan diversi pada anak yang 
berkonflik dengan hukum secara 
melembaga, bahkan budaya ma- 
syarakat menghendaki agar 
penyelesaian perkara anak lebih 
suka pengunaan jalur litigasi 
dibandingkan dengan jalur litiga- 
si. Beberapa anggota masyarakat 
bahkan sering menganggap diver-
si pada perkara anak yang dilaku-
kan oleh Polri merupakan upaya 
membela pihak tertentu (terutama 
membela pelaku), sehingga perlu 
ada klarifikasi yuridis.
g. Perlunya dasar hukum diversi 
yang jelas dalam peraturan perun-
dang-undangan (lex certa) yang 
dapat digunakan anak oleh polisi, 
jaksa, dan hakim agar tidak terjadi 
salah sangka dalam masyarakat. 
Sebelum ada UU Sistem 
Peradilan Anak, dasar hukum 
diversi di kepolisian adalah pada 
kebijakan diskresi (discretion) 
yang kemudian dituangkan dalam 
dasar hukum dari Kapolri untuk 
lingkungan Polri atau kesepaka-
tan-kesepakatan tertulis lain 
antar-penegak hukum atau antara 
Polri dengan Kementerian lain.  
Menakar Kemampuan Para Pe- 
mangku Kepentingan( Stake Hol- 
ders)dalam Melaksanakan Diversi 
Perkara  Anak Berdasarkan UU- 
SPPA.
Sejak diterbitkan UU-SPPA, pada 
semua tingkatan proses peradilan 
pidana (penyidikan, penuntutan, 
pemeriksanaan di pengadilan), terbu-
ka peluang polisi, jaksa, dan hakim 
untuk melakukan diversi.  Bahkan, 
sebelum ada putusan Mahkamah 
Konstitusi tahun 2013, diversi me- 
rupakan langkah wajib yang 
bersanksi pidana bagi polisi, jaksa, 
hakim sebelum menerapkan ketentu-
an hukum acara pidana.  Saat ini 
meskipun polisi, jaksa, dan hakim 
tidak melakukan diversi tidak dapat 
dipidana. Ketentuan diversi tersebut 
memberi harapan positif  bagi 
pencari keadilan dan penegak hukum 
untuk melaksanakan penyelesaian 
perkara tindak pidana anak sesuai 
dengan karakteristik anak tanpa 
mengabaikan kepentingan korban 
dan masyarakat. 
Dengan demikian, dalam pena- 
nganan anak yang berkonflik dengan 
hukum, diversi dalam perkara anak 
dilakukan oleh Polisi, Jaksa, dan 
Hakim sesuai dengan kewenangan- 
nya dalam acara pidana.  Jika diversi 
gagal maka proses peradilan pidana 
dalam maing-masing tingkatan akan 
diberlakukan dengan puncak proses 
berupa putusan pengadilan. 
Sebelum proses polisi, jaksa, dan 
hakim melakukan diversi, harus 
dipastikan dahulu bahwa persyaratan 
perkara yang dapat didiversi 
memenuhi persyaratan objektif dan 
subjektif sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7 ayat (2).  Persyaratan objek-
tif, yaitu bahwa perkara tindak 
pidana yang akan diproses Diversi 
adalah pelaku tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara di 
bawah 7 (tujuh) tahun.  Persyaratan 
subjektif adalah anak tersebut bukan 
merupakan melakukan pengulangan 
tindak pidana.Dalam UU-SPPA 
tersebut dijalelaskan tentang penger-
tian pengulangan tindak pidana, 
bahwa pengulangan tindak pidana 
dalam ketentuan ini merupakan 
tindak pidana yang dilakukan oleh 
Anak, baik tindak pidana sejenis 
maupun tidak sejenis, termasuk 
tindak pidana yang diselesaikan 
melalui Diversi.
Dalam penjelasan tersebut tidak 
ada jangka waktunya berapa lama 
antara tindak pertama yang pertama 
dengan yang kedua atau selanjutnya. 
Karena itu, UU-SPPA merupakan 
kekhususan dalam hukum pidana 
sehingga dapat menyimpangi keten-
tuan KUHP tentang jangka waktu 
agar dapat dikategorikan melakukan 
pengulangan tindak pidana. Jika 
persyaratan tersebut dipenuhi, maka 
Polisi, Jaksa dan Hakim wajib 
melakukan Diversi. Jika diversi 
sudah dicapai, maka hasil kesepaka-
tan dijadikan dasar Penetapan Ketua 
Pengadilan.
Dalam melaksanakan Diversi, 
penegak hukum wajib menggunakan 
asas sebagaimana diatur dalam Pasal 
2, yaitu pelindungan; keadilan; 
nondiskriminasi; kepentingan ter- 
baik bagi Anak; penghargaan terha-
dap pendapat Anak; kelangsungan 
hidup dan tumbuh kembang Anak; 
pembinaan dan pembimbingan 
Anak; proporsional;  perampasan 
kemerdekaan dan pemidanaan se- 
bagai upaya terakhir; dan penghinda-
ran pembalasan. 
Diversi oleh Hakim Anak di 
Pengadilan Negeri dapat dilakukan 
di ruang mediasi (Pasal 52 ayat (4)).-
Proses Diversi dilakukan dengan 
teknik musyawarah (Pasal 8 ayat 
(1)).Pihak yang wajib dilibatkan 
dalam Diversi adalah Anak dan 
orang tua/walinya, korban dan/atau 
orang tua/Walinya, Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial 
Profesional (Pasal 8 ayat (1)).Selain 
itu dapat pula ditambah dengan 
Tenaga Kesejahteraan Sosial, 
dan/atau masyarakat (ayat (2)). Para 
pihak yang bersengketa dapat 
diwakili oleh kuasanya dengan surat 
kuasa khusus, baik oleh advokat 
maupun orang lain yang dipercaya. 
Pihak ketiga di yang ditentukan oleh 
UU dapat turut serta dan mengga-
bungkan diri dalam proses musya- 
warah, apabila terdapat unsur 
kepentingan yang terkait dan keturut 
sertaannya disepakati oleh pihak 
pelaku dan korban serta disetujui 
oleh Hakim yang memimpin musya- 
warah.
Berdasarkan Pasal 9, ditentukan 
bahwa Penyidik, Penuntut Umum, 
dan Hakim dalam melakukan Diversi 
harus mempertimbangkan: a).kate-
gori tindak pidana; b)  umur Anak; c) 
hasil penelitian kemasyarakatan dari 
Bapas; dan d) dukungan lingkungan 
keluarga dan masyarakat. Kesepaka-
tan Diversi tersebut harus mendapat-
kan persetujuan korban dan/atau 
keluarga Anak Korban serta kese-
diaan Anak dan keluarganya, kecuali 
untuk: a)  tindak pidana yang berupa 
pelanggaran;  b) tindak pidana 
ringan; c) tindak pidana tanpa 
korban; atau d) nilai kerugian korban 
tidak lebih dari nilai upah minimum 
provinsi setempat.
Hasil kesepakatan Diversi dapat 
berbentuk, antara lain: a)  perda-
maian dengan atau tanpa ganti keru-
gian; b)  penyerahan kembali kepada 
orang tua/Wali;  c)  keikutsertaan 
dalam pendidikan atau pelatihan di 
lembaga pendidikan atau LPKS 
paling lama 3 (tiga) bulan; atau d)  
pelayanan masyarakat.  Khusus di- 
versi terhadap pelaku a)  tindak 
pidana yang berupa pelanggaran;  b) 
tindak pidana ringan; c) tindak 
pidana tanpa korban; atau d) nilai 
kerugian korban tidak lebih dari nilai 
upah minimum provinsi setempat-
dapat dilakukan oleh penyidik bersa-
ma pelaku dan/atau keluarganya, 
Pembimbing Kemasyarakatan, serta 
dapat melibatkan tokoh masyarakat.
Diversiyangdilakukan oleh Pe- 
nyidik atas rekomendasi Pembimb-
ing Kemasyarakatan dapat berben-
tuk: a) pengembalian kerugian dalam 
hal ada korban; b) rehabilitasi medis 
dan psikososial; c) penyerahan kem-
bali kepada orang tua/Wali;  d) keikut 
sertaan dalam pendidikan atau pelati-
han di lembaga pendidikan atau 
LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; 
atau e) pelayanan masyarakat paling 
lama 3 (tiga) bulan.
Selama proses Diversi berlang- 
sung sampai dengan kesepakatan 
Diversi dilaksanakan, Pembimbing 
Kemasyarakatan wajib melakukan 
pendampingan, pembimbingan, dan 
pengawasan (Pasal 14 ayat (2)). 
Kesepakatan Diversi wajib dilak-
sanakan paling lama 30 (tiga puluh) 
hari (Pasal 52 ayat (3)).Jika  Diversi 
sudah dilaksanakan dalam jangka 
waktu tersebut maka proses perkara 
tindak pidana tidak dilanjutkan ke 
tahapan persidangan. Pelaku tindak 
pidana dan pihak-pihak terkait akan 
mendapatkan penetapan dari Ketua 
Pengadilan Negeri yang isinya me- 
netapkan bahwa perkara tindak 
pidana anak sudah diselesaikan 
melalui Diversi dan sudah mempu-
nyai kekuatan hukum tetap.Penga-
wasan atas proses Diversi dan pelak-
sanaan kesepakatan yang dihasilkan 
berada pada atasan langsung pejabat 
yang bertanggung jawab di setiap 
tingkat pemeriksaan (Pasal 14 ayat 
(1).
Berdasarkan hasil studi di ma- 
syarakat di Indonesia,  ada beberapa 
hasil penelitian yang dapat dijadikan 
alasan empiris mengapa diversi perlu 
dilakukan, dan prosesnya harus 
cermat agar tercapai keadilan 
restoratif.  
Meskipun banyak kelebihan dan 
manfaatnya bagi anak, pelaksanaan 
diversi ternyata ini banyak mengha-
dapi hambatan. Studi yang pernah 
dilakukan di wilayah Banyumas, 
Purbalingga, Banjarnegara, Kebu-
men, dan Cilacap menunjukkan 
bahwa tidak semua korban atau kelu-
arga korban bersedia menerima cara 
penyelesaian tindak pidana melalui 
diversi. Alasannya: keinginan untuk 
membuat pelaku “kapok” jika dima-
sukkan dalam penjara; kejahatan 
yang dilakukan oleh pelaku adalah 
kejahatan yang diancam dengan 
pidana yang berat; penegak hukum 
kurang mendukung upaya perda-
maian; tidak ada petunjuk pelaksa-
naan maupun petunjuk teknis bagi 
aparat penegak hukum untuk 
mengimplementasi cara penyele- 
saian non-litigasi(Wardaya dan Ret- 
naningrum, 2008 :59). Hasil peneli-
tian ini sama dengan hasil penelitian 
Subekhan, bahwa penyelesaian per- 
kara pidana yang dilakukan oleh 
anak dengan menggunakan pendeka-
tan restorative Justice belum terlak-
sana secara optimal, karena belum 
adanya aturan hukum sebagai 
landasan penyelesaian model ini; 
perubahan masyarakat dari gemein-
schaft ke arah gesselschaft ber- 
dampak pada sulitnya rnengharapkan 
partisipasi masyarakat dalam 
penyelesaian yang bersifat restorasi; 
dan konsep restorative justice yang 
tidak melembagakan proses penyele-
saiannya berdampak pada hasil yang 
dicapai dalam penyelesaian restorasi 
tidak memberikan kepastian hukum 
bagi anak, korban dan masyarakat 
(Subkhan, 2008:i ) Penelitian-peneli-
tian di atas dilakukan atas kebijakan 
Diversi yang dilakukan oleh Polri 
berdasarkan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.
Selama proses peradilan pidana di 
Indonesia, mayoritas anak ditahan di 
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Rumah Tahanan atau Lembaga 
Pemasyarakatan selama 2-3 bulan.  
Jumlah terdakwa yang dijatuhi 
pidana penjara sekitar 90%. Pembi-
naan anak di di LAPAS kurang opti-
mal karena masa pidananya singkat. 
Proses peradilan tersebut tidak mem-
berikan rasa keadilan bagi anak. 
Secara normatif, sistem hukum di 
Indonesia belum ramah anak dan 
sistem kesejahteraan belum terinte-
grasi. Struktur dan aparatur penegak 
hukum juga belum ada persamaan 
persepsi terhadap penanganan anak 
nakal sehingga perlu peningkatan 
kapasitas sumberdaya manusia. 
Begitu juga ketersediaan sarana dan 
prasarana masih harus ditingkatkan.  
Pandangan dan perilaku masyarakat 
ternyata banyak yang masih memak-
nai pidana sebagai tindakan yang 
harus bersifat punitif dan retributif 
(Apong Herlina, 2015).
Selama dalam masa proses 
peradilan pidana, beberapa studi 
menunjukkan bahwa mereka men- 
dapat perlakuan yang buruk bahkan 
kadang-kadang lebih buruk dari 
perlakuan terhadap orang dewasa 
pada suatu situasi yang sama. 
Perlakuan buruk ini tidak hanya 
terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) 
atau Lembaga Pemasyarakatan 
(Lapas) namun tindak kekerasan 
terhadap mereka sering dialami sejak 
berada di kantor polisi yang berupa 
tamparan, tendangan, bahkan 
kadang-kadang pelecehan seksual. 
Penyidikan di kantor polisi ini sebe-
narnya dalam rangkapenyusunan 
Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 
Namun, kekerasan sering menjadi 
bagian dari upaya untuk memperoleh 
pengakuan. Bentuk kekerasan lain 
berupa tindakan memaksa anak 
untuk membersihkan kantor polisi 
dan mobil patroli. Rutan atau Lapas 
juga memberikan pengaruh buruk 
terhadap anak-anak di samping hak 
mendapat pendidikan baginya 
terabaikan (Lily, 2014). Studi pada 
tahun 2006, bahwa 96% kasus anak 
yang diajukan ke pengadilan menga-
kibatkan tindankan pasa berupa 
penahanan, 60% pidana yang 
dijatuhkan lebih dari satu tahun, dan 
hanya sedikit atau bahkan tidak ada 
bantuan hukum (RingkasanKajian, 
Oktober, 2012 http://www.unicef. 
org, 2014).
Berdasarkan Penelitian di Kota 
Makassar, Makmur, Hakim Anak 
Pengadilan Negeri Makassar, perka-
ra anak sebenarnya sangat kental 
nuansa keadilan restoratif.Justru 
keadilan restoratif tersebut lahir dari 
Pembimbing Kemasyaratan, tetapi 
ternyata hampir tidak pernah ada 
petugas BAPAS yang merekomen-
dasikan agar anak tersebut tidak 
dijatuhi pidana. Namun sebaliknya, 
Husni Guna, Kepala Seksi Bimbi- 
ngan Klien Anak Balai Pema- 
syarakatan Kelas I Makassar menya-
takan bahwa BAPAS tidak pernah 
merekomendasikan sanksi pidana 
pada anak, dan pembinaan anak 
dalam LAPAS merupakan upaya 
terakhir jika upaya lainnya gagal 
dilakukan ( Adiguna dkk, 2014). 
Berdasarkan penelitian Hafad, ma- 
yoritas hasil PK di Kota Malang 
menggunakan bahasa “klise” dan 
mayoritas merekomendasikan agar 
anak dijatuhi pidana atau tindakan 
seadil-adilnya.  Kalau tidak dengan 
“bahasa klise” tersebut, banyak hasil 
penelitian kemasyarakatan mere-
komendasikan agar hakim menjatuh-
kan sanksi paling adil (Hafad, 2004 : 
78). Namun demikian, yang 
mengembirakan, di BAPAS Suraba-
ya, Pembimbing Kemasyarakatan 
seringkali merekomendasikan agar 
anak di bina di luar LAPAS disertai 
dengan kesanggupan pihak-pihak 
tertentu yang siap menampung anak 
nakal, dan hakim memenuhi saran 
tersebut (Widodo, 2012 : 25).
Jika anak di masukkan ke LAPAS 
(pada saat berlakunya UU-SPPA 
disebut LPKA), anak-anak di LPKA 
ternyata mayoritas hanya dibina 
secara umum (tidak memperhatikan 
kebutuhan dan kompetensi anak) dan 
proses belum tampak adanya model 
pembinaan yang bersifat individual 
(individual treatment model), maka 
dampaknya akan makin buruk bagi 
anak.  Selama ini anak (apapun 
tindak pidana yang dilakukan) yang 
ada di LAPAS Anak maupun di suatu 
blok (di LAPAS Dewasa) sehingga 
pada siang hari dapat berinteraksi 
dan saling bergaul sehingga memung 
kinkan saling “belajar kejahatan.”  
Akibatnya, dalam LAPAS terjadi 
prisonisasi, meskipun anak tidak 
selalu menjadi residivis (penjahat 
kambuhan).  Jika anak dimasukkan 
ke LPKA atau LPKS yang tidak 
tertata model pembinaannya, 
dampak positif bagi anak dan ma- 
syarakat memang banyak, namun 
dampak negatif bagi anak cukup 
dominan (Widodo, 2012 : 25).
Berkaitan dengan diversi yang 
berjalan selama ini, pandangan nega-
tif masyarakat terhadap penegak 
hukum juga mempunyai pengaruh 
besar terhadap penerapan diversi.Hal 
ini diungkapkan oleh Wahyudi 
(Penyidik Pembantu PPA) bahwa 
ketika pihak-pihak didamaikan, ma- 
syarakat beranggapan bahwa penyi- 
dik membela dan dibayar oleh pihak 
pelaku tindak pidana sehingga 
pelaku tidak diproses secara 
pidana.Padahal Polisi melakukan 
upaya damai (diversi) untuk kepen- 
tingan terbaik bagi anak.Hal serupa 
juga diungkapkan oleh Andi Armasa-
ri (Jaksa Fungsional Kejaksaan 
Negeri Makassar) bahwa penilaian 
negatif dari masyarakat jika mereka 
didamaikan, atau jaksa membuat 
tuntutan ringan anak pelaku tindak 
pidana. Kejaksaan dianggap pihak 
yang tidak bertanggung jawab, 
bahkan dituduh dibayar oleh pelaku, 
atau ada hubungan keluarga antara 
jaksa dengan pelaku.  Menurut Iswa-
hyu Widodo (Hakim Anak di Penga-
dilan Negeri Makassar), umumnya, 
kendala untuk mendamaikan para 
pihak adalah korban sudah menjadi 
korban berkali-kali, meskipun pela- 
kunya bukan orang yang sama (Adi-
guna dkk., 2014).
Berdasarkan hasil penelitian di 
atas dapat dihami beberapa hal beri-
kut.  Dalam perspektif substansi 
hukum, petunjuk teknis pelaksanaan 
diversi belum semuanya lengkap.  
Hal ini dapat diatasi dengan cara 
membuat Peraturan Pemerintah (PP) 
tentang diversi sebagaimana diatur 
dalam Pasal 15. Ketentuan Peraturan 
Pemerintah yang ditindaklanjuti 
dengan peraturan yang lebih rendah 
tingkatannya juga penting mengingat 
ada beberapa norma dalam UU-SP-
PA yang multi tafsir, antara lain:
a. Siapa saja yang wajib hadir dalam 
diversi di setiap tingkatan, dan 
bagimana jika diantara mereka 
tidak hadir, akankah menjadikan 
diversi batal demi hukum atau 
dapat dibatalkan. Dalam UU 
tersebut ada kata “wajib”, sehing-
ga secara terminologis dapat 
ditafsirkan “bisa”, bukan wajib.  
Bagaimana jika para pihak yang 
disebutkan dalam 8 ayat (1) ada 
yang tidak hadir apakah jika ada 
diversi kemudian diversinya 
dianggap batal demi hukum atau 
bagaimana.  Apa sanksi bagi 
pihak yang diundang penegak 
hukum dalam diversi kemudian 
tidak hadir?
b. Tidak ada norma yang mengatur 
cara diversi jika proses mengala-
mi jalan buntu (deadlock) dalam 
musyawarah. Apakah diversi ter- 
sebut langsung dianggap gagal 
atau ada alternatif lain, misalnya 
dengan pungutan suara. Namun 
bagaimana penentuan keberhasi-
lannya, dan bagaimana persentase 
suara dari masing-masing pihak. 
Bagaimana ketentuan musyawa- 
rah yang berhasil dalam diversi, 
apakah semua pihak harus setuju 
dengan kesepakatan, atau jika ada 
yang tidak setuju diversi pihak-pi-
hak tertentu sengaja meng-
gagalkan diversi dengan tujuan 
agar anak dimasukkan ke proses 
peradilan pidana.
c. Tidak ada ketentuan tentang 
pengertian masyarakat (dalam 
ketentuan melibatkan “tokoh 
masyarakat” dalam Pasal 10 ayat 
(1), apakah masyarakat sekitar 
tempat tindak pidana terjadi, atau 
masyarakat tempat pelaku bera- 
sal, atau masyarakat tempat 
korban berasal, atau masyarakat 
merupakan orang-orang yang 
memahami tentang karakteristik 
pelaku (misalnya orang yang 
meneliti tentang tingkah laku 
yang dilakukan pelaku,a atau 
orang yang pernah melakukan 
tingkah laku yang sama dengan 
pelaku) atau korban  (misalnya 
orang yang meneliti tentang 
eksistensi korban atau orang yang 
pernah menjadi korban dalam 
tindak pidana yang sama).
d. Tidak ada ketentuan limitatif 
tentang bentuk hasil kesepakatan. 
Dalam Pasal 11 hanya diatur 
“antara lain”. Apakah boleh ada 
bentuk lain selain yang diatur 
dalam Pasal 11.  
Meskipun ada beberapa kelema- 
han, banyak juga keunggulan norma-
tif dalam UU-SPPA antara lain 
sebagai berikut.
a. Memberikan peluang pada anak, 
korban dan masyarakat untuk 
melakukan diversi dalam rangka 
memulihkan keadaan, tanpa meli-
batkan anak dalam proses per- 
adilan pidana.
b. Menggunakan Paradigma keadi- 
lan restoratif, yang tercermin 
dalam diversi maupun sistem 
peradilan pidana (sampai dengan 
pembimbingan klien oleh 
BAPAS).
c. Memuat banyak jenis pidana dan 
tindakan yang memungkinkan 
hakim menjatuhkan jenis dan 
beratnya sanksi sesuai dengan 
pendekatan keadilan restoratif.
d. Mengatur kerangka penannagan 
anak yang berkonflik dengan 
hukum, mulai dari diversi sampai 
pada pengawasan dan pembim- 
bingan sehingga menjamin kepas-
tian hukum dan dapat digunakan 
sebagai dasar pembuatan peta 
jalan (roadmap) dalam pencipta-
an keadilan restoratif.
e. Pelibatan banyak lembaga peme- 
rintah, lembaga kemasyarakatan, 
ahli, dan individu dalam sistem 
peradilan pidana.
Berkaitan dengan pelaksanaan 
diversi, ada beberapa permasalahan 
yang perlu mendapat pemecahan, 
secara yuridis maupun praktis antara 
lain sebagai berikut.
a. Belum ada Peraturan pemerintah 
tentang Diversi, padahal UU-SP-
PA dilaksanakan tanggal 1 Juli 
2014.  Jika tidak ada PP, maka 
para penegak hukum akan meng-
gunakan peraturan yang ada.  
Apakah peraturan yang ada sudah 
mencerminkan filosofi UU-SP-
PA.
b. Apakah catatan hasil diversi 
bersifat online dan terintegrasi 
antara kepolisian, kejaksaan, dan 
pengadilan? Jika tidak, bagaima-
na jika rekam jejak anak tidak 
terekam maka memungkinkan 
seorang anak di-diversi lebih dari 
1 (satu) kali.
c. Apakah BAPAS mampu melak-
sanakan tugas membuat Peneli-
tian Kemasyarakatan dan menga-
wasan proses pelaksanaan diver-
si.Pasal  28 mengatur bahwa Hasil 
Penelitian Kemasyarakatan wajib 
diserahkan oleh Bapas kepada 
Penyidik dalam waktu paling 
lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh 
empat) jam setelah permintaan 
penyidik diterima.  Padahal, 
jumlah Pembimbing Kema- 
syarakatan sangat sedikit, namun 
wilayah kerjanya antara 5 sampai 
7 kabupaten kota.  Misalnya 
BAPAS Jember (yang wilayahnya 
meliputi Jember, Banyuwangi, 
Bondowoso, Situbondo, dan 
sebagian Lumajang) hanya memi-
liki 11 orang pegawai.  Jumlah 
Pembimbing Kemasyarakatan 
Anak hanya 3 orang. Sarana 
transportasi milik BAPAS ada 
sangat kurang (Widodo, 2012: 
235).
d. Mampukan Bapas melakukan 
pengawasan, pembinaan, pem-
bimbingan secara profesional 
terhadap anak yang didiversi dan 
berada di luar LPKS? Jika tidak 
diawasi, bisa bertambah nakal.  
Jika tidak diawasai, anak tidak 
mendapatkan perlindungan 
hukum agar tidak mengulangi 
tindak pidana, karena tidak ada 
pendampingan atau bimbingan 
yang memadai ke arah tingkah 
laku yang baik. Bukankah anak 
yang didiversi sesungguhnya 
adalah anak yang melakukan 
tindak pidana (hanya saja tidak 
diputus oleh pengadilan, tetapi 
hanya ditetapkan oleh pengadilan 
sebagai pelaku tindak pidana 
pertama).
e. Sudah siapkah semua penegak 
hukum (termasuk advokat) dan 
pihak-pihak terkait melakukan 
musyawarah dalam rangka diver-
si, padahal proses tersebut mem-
butuhkan banyak pengetahuan 
dan keterampilan.
Berkaitan dengan permasalahan 
tersebut, para pihak harus melakukan 
beberapa langkah berikut agar diver-
si dan sistem peradilan pidana dapat 
terlaksana dan dapat mencapai 
tujuan berupa keadilan restoratif. 
a. Dalam Subtansi hukum, pemerin-
tah harus segera menerbitkan 
Peraturan Pemerintah tentang 
diversi sebagaimana diatur dalam 
Pasal 15. Setelah ada PP, maka 
pihak-pihak penegak hukum dan 
pemangku kepentingan lain (mi- 
salnya kementerian terkait) me- 
nerbitkan petunjuk pelaksanaan 
dan petunjuk teknis agar dapat 
digunakan sebagai pemandu 
diversi.  Untuk menguatkan pro- 
ses diversi, maka diperlukan pem-
buatan (atau peninjauan) nota 
kesepahaman “payung” yang 
ditindaklanjuti dengan perjanjian 
kerjasama antar-instansi.
b. Penegak Hukum dan pemangku 
kepentingan wajib melaksanakan 
sejumlah langkah, antara lain 
sebagai berikut.
1) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, advokat agar dapat 
melakukan diversi pada anak, 
karena anak mempunyai 
karakter khusus, begitu pula 
korban dan masyarakat juga 
mempunyai karakter unik. 
2) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, dan advokatagar dapat 
melakukan proses peradilan 
pidana pada anak, karena anak 
mempunyai karakter khusus 
yang harus diperhatikan, baik 
anak pelaku, anak korban, 
maupun anak saksi.  
3) Kualitas dan kuantitas Peker-
ja Sosial Profesional dan Te- 
naga Kesejahteraan Sosial 
juga perlu ditingkatkan dalam 
penanganan anak yang ber- 
konflik dengan hukum.
4) Peningkatan kemampuan 
calon petugas LPKS (sebagai 
tempat pembinaaan anak yang 
dijatuhi pidana), LPKA (tem-
pat anak yang di-diversi 
berupa pengikutsertaan dalam 
lembaga), LPAS (sebagai 
tempat penahanan anak 
semesntara), petugas pema- 
syarakatan di Blok Anak pada 
LAPAS Dewasa.
5) Peningkatan kemampuan 
pembimbing kemasyarakatan 
(dari BAPAS) dalam membuat 
Penelitian Kemasyarakatan 
(Litmas) agar lebih cepat, 
akurat, dan berkualitas (me- 
muat analisis yang proporsio- 
nal dari sisi sosiologi, psikolo-
gi, penologi, dan “ilmu ting-
kah laku” lainnya), dan 
melakukan pendampingan, 
pembimbingan, dan penga-
wasan proses diversi, dan 
pelaksanaan diversi (baik di 
dalam LPKS maupun di ma- 
syarakat). BAPAS harus mem-
berikan rekomendasi (Pasal 10 
ayat (2), pendampingan, pem-
bimbingan, dan pengawasan 
terhadap anak selama proses 
dan pelaksanaan diversi (Pasal 
14 ayat (2), laporan kegagalan 
diversi (Pasal 14 ayat (3).  
Waktu pembuatan litmas 
sangat singkat yaitu hanya 3 
hari.**
Para penegak hukum dan 
pemangku kepentingan perlu 
mendapatkan pendidikan dan pelai-
han atau bahkan pendidikan khusus 
secara bertahap dan terus-menerus 
dan masing-masing memperoleh 
sertifikat agar memenuhi standar 
minimal yang dibutuhkan pencapa-
ian keadilan restoratif.  Hal ini sama 
dengan apa yang dikemukakan 
Jonson bahwa ... facilitator style and 
role, certification, training requir-
ment’s, professional standards and 
othe issues will continue to add 
spince to the stew of co-creation ad 
individuality in the field many years 
to come (Daniel van Ness, 2007 
:223).
c. Masyarakat perlu ditingkatkan 
kepeduliannya dalam menyele-
saikan tindak pidana anak.  Pan-
dangan masyarakat terhadap 
keadilan restoratif juga perlu 
diperbaiki agar tidak ada prasang-
ka. Langkah yang dapat dilaku-
kan oleh pemerintah bersama 
pemangku kepentingan antara 
lain sebagai berikut.
1) Sosialisasi UU kepada ma- 
syarakat, terutama masyarakat 
yang rentan sebagai pelaku 
maupun korban tindak pidana 
anak.
2) Membudayakan pemikiran 
“positif” anggota masyarakat 
terhadap proses diversi di 
semua tingkatan pradilan 
pidana.  Memberikan pemaha-
man yang komprehensif terha-
dap keadilan restoratif yang 
dicapai melalui proses 
peradilan pidana.
3) Meningkatkan komitmen 
masyarakat dan pemerhati 
untuk selalu mengutamakan 
penyelesaian tindak pidana 
anak yang sesuai dengan kebu-
tuhan anak.
d. Sarana dan prasarana(termasuk 
kurikulum) sangat perlu diada-
kan, ditambah atau ditata ulang, 
antara lain sebagai berikut. 
1) Penyediaan ruangan khusus 
di Kepolisian, Kejaksaan, dan 
Pengadilan, penganggaran, 
fasilitas pendukung, data 
online yang terintegrasi (agar 
pelaporan, pendataan, pendo-
kumentasian (pengarsipan) 
data diversi mudah, cepat, dan 
murah). Hal inisangat penting 
dalam keadministrasian, 
apalagi di wilayah luar pulau 
Jawa yang geografisnya varia-
tif, dan modal tranportasinya 
terbatas).
2) Pembentukan LPKS, LPAS, 
LPKA.
3) Peninjauaan dan pembentu-
kan model pembinaan di 
LPKS, LPKA berserta kuriku-
lum, termasuk penyediaan 
fasilitas pendukungnya.
Pendidikan, Pembinaan, Pen-
dampingan dan  Pengawasan  Ter-
hadap  Anak yang Di-diversi 
Maupun yang Dijatuhi Pidana 
Atau Tindakan  Oleh Pengadilan
Sampai saat ini di LAPAS Anak 
atau LAPAS Dewasa Indonesia 
belum ada model yang sistemik 
tentang pendidikan, pembinaan, 
pendampingan, dan pengawasan 
khusus terhadap anak yang didasar-
kan pada asas individualisasi pembi-
naan (baik pembimbingan mental 
dan kerohanian maupun pembimbi- 
ngan/latihan kerja), dan asas kepen- 
tingan terbaik bagi anak. Penga-
wasan yang dilakukan oleh BAPAS 
terhadap anak yang dijatuhi pidana 
maupun tindakan juga kurang opti-
mal. Kepedulian masyarakat dan 
organisasi kemasyarakatan terhadap 
anak yang melakukan tindak pidana 
juga belum optimal.  Berdasarkan 
fakta tersebut, maka pola penga-
wasan dapat dilakukan oleh para 
pihak sebagai berikut.
a. Anak yang didiversi sudah me- 
ngalami masalah kelakuan, 
karena itu pembinaannya dapat 
dilakukan oleh bagian Bimbingan 
dan Konseling (jika sekolah), 
pimpinan lembaga pendidikan 
non-formal (jika menempun 
pendidikan non formal), orang tua 
atau wali atau perorangan lain 
(jika dikembalikan ke orang 
tua/wali atau diserahkan kepada 
perorangan), kepala organisasi 
kemasyarakatan (jika diserahkan 
ke organisasi kemasyarakatan), 
kepala desa/lurah (jika tidak ada 
pembina).
b. Anak yang dimasukkan ke LPKS, 
LPKA dibimbing oleh petugas 
khusus yang ada dalam lembaga 
tersebut.
c. Pembimbing Kemasyarakatan di 
BAPAS, sesuai dengan bidang 
tugasnya.
Namun, para pembina dan petu-
gas, pengawas tersebut harus dibuat-
kan pola atau model atau sistem yang 
dapat dipedomani berdasarka Pera-
turan Pememrintah (PP) dan peratu- 
ran menteri atau lembaga pemerintah 
yang terkait dengan penanganan 
anak yang berkonflik dengan hukum 
(pelaku), dan anak yang berhadapan 
dengan hukum (anak saksi dan anak 
korban).  Khusus pada anak pelaku, 
pembentukan model pendidikan, 
pembinaan, pendampingan tersebut 
harus didasarkan ada karakteristik 
unik dari masing-masing anak, 
sehingga harus mengutamakan 
model individualisasi pembinaan dan 
berbasis pada kebutuhan anak. 
Karena itu, pemerintah perlu mem-
buat model khusus tentang penga-
wasan, pembinaan, dan pendampin-
gan anak yang berkonflik dengan 
hukum, baik di-diversi maupun 
dijatuhi pidana (straf)atau tinda-
kan(maatregels).
Simpulan
1. Diversi pada perkara anak perlu 
dilakukan oleh penegak hukum 
secara terukur dan legal berdasar-
kan UU Sistem Peradilan Anak 
dalam rangka melindungi anak, 
anak korban dan kepentingan 
masyarakat secara proporsional.  
2. Kelemahan pelaksanaan peradilan 
pidana anak, kekurangmampuan 
LAPAS, LAPAS Anak, dan 
Organisasi Kemasyarakatan da- 
lam membina anak yang berkon- 
flik dengan hukum selama ini 
memicu lahirnya diversi.  Keber-
hasilan diversi pada anak di 
beberapa negara menjadi sema- 
ngat tersendiri bagi pembuat UU 
untuk membentuk lembaga diver-
si secara legal. 
3. Konsekuensi dari diversi pada 
anak, para pihak yang terlibat 
dalam proses dan pasca-diversi 
wajib menjamin kepentingan 
terbaik bagi anak dan korban.  
Karena itu, pendidikan, pembi-
naan, pendampingan dan penga-
wasan anak yang berkonflik 
dengan hukum (baik yang disele-
saikan dengan diversi maupun 
yang diadili melalui sistem 
peradilan pidana) wajib dilak-
sanakan secara sistemik berdasar-
kan asas kepentingan terbaik bagi 
anak tanpa mengabaikan kepen- 
tingan korban dan masyarakat.
4. Konsekuensi yuridisnya,Peratu- 
ran Pemerintah Republik Indone-
sia  Nomor 65 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pelaksanaan 
Diversi dan Penanganan Anak 
yang Belum Berumur 12 (Dua 
Belas) Tahun perlu ditindaklanjuti 
dengan peraturan internal di 
kalangan Polri, BAPAS, dan 
instansi terkait sebagai standar 
prosedur operasional di lembaga 
yang terlibat dalam proses diver-
si, termasuk lembaga pelaksana 
dan pengawas putusan diversi 
dalam rangka impementasi kebi-
jakan diversi anak di Indonesia.
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Pendahuluan
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum harus didasarkan 
pada kepentingan terbaik bagi anak. 
Pengertian frasa “terbaik bagi anak” 
terkait dengan sifat anak, baik fisik, 
psikis, maupun sosial sehingga 
kepentingan anak satu dengan lain- 
nya tidak harus sama. A definition of 
the child’s best interests cannot 
accommodate the diverse nature of 
the interests appropriate for a partic-
ular child, from a particular back-
ground and at a particular time of 
development. (Sifris at.all 2014). 
Pengutamaan kepentingan terbaik 
bagi anakini juga didasarkan pada 
asas umum perlindungan anak 
sebagaimana diatur dalam konvensi 
anak, bahwa 
The best interests of the child 
shall be a primary consideration 
in all actions affecting children. 
(The 1989 Convention on the 
Rights of the Child).The term 
“best interests” broadly 
describes the well-being of a 
child. Such well-being is deter-
mined by a variety of individual 
circumstances, such as the age, 
the level of maturity of the child, 
the presence or absence of 
parents, the childs environment 
and experiences.(UNHCR Guide-
lines, 2008).
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum tidak harus menggu-
nakan sarana nonpenal (misalnya 
diversi) atau menggunakan hukum 
pidana (sarana penal).  Namun, ke- 
duanya dapat dilakukan secara 
berurutan, yaitu mengutamakan 
diversi (jika memenuhi persyaratan 
diversi), dan jika upaya tersebut 
gagal maka akan diberlakukan 
sistem peradilan pidana bagi 
anak.Hal ini sesuai dengan pendapat 
bahwa the major goal of the first 
juvenile courts, established at the 
turn of the century, was to provide an 
alternative to, and thereby divert 
youth from, the criminal court(Albert 
L. Robert (Edit), 2008 : 184).
Secara umum, pemberlakuan-
sistem peradilan pidana untuk 
penyelesaian perkara pidana dapat 
berdampak buruk bagi anak, teruta-
ma pemberian “stigma jahat” pada 
anak (stigmatisasi atau labelisasi), 
dan terjadinya pembiasaan kebia- 
saan-kebiasan buruk di LAPAS yang 
kemudian dipraktikkan lagi oleh 
anak ke luar LAPAS Anak (prisoni-
sasi), bahkan pengulangan tindak 
pidana yang lebih serius akibatnya. 
Salah satu penyebabnya adalah 
adanya kontak langsung dengan 
penegak hukum yang dapat membuat 
anak frustrasi.  Jika perkaranya 
sudah diputus oleh pengadilanpun, 
mungkin akan menjadi stigma bagi 
anak pelaku tindak pidana.  Karena 
itu, para ahli di bidang psikologi, 
hukum, etimologi kriminal, krimi-
nologi, pendidikan, dan penologi 
selalu mencari jalan terbaik bagi 
anak, korban, dan kepentingan ma- 
syarakat.  Akhirnya, para ahli mewa-
canakan pendekatan keadilan resto- 
ratif sebagai alternatif pemikiran 
untuk mengurangi kelemahan teori 
pemidanaan retributif, teori prevensi 
maupun teori gabungan.
Keadilan restoratif merupakan 
suatu ide dan gerakan yang me- 
ngedepankan keadilan dalam pers-
pektif pelaku dan keluarganya, 
korban dan keluarganya, masyarakat, 
dan pemangku kepentingan dalam 
rangka pemulihan keadaan masing- 
masing.  Karena itu, konsepsi pemi- 
kiran keadilan restoratif (restorative 
justice) menjadi salah satu upaya 
menjauhkan anak dari sistem per- 
adilan pidana yang tidak perlu.  
Pendekatan ini mengutamakan pe- 
nyelesaian tindak pidana di luar 
peradilan pidana.  Pendekatan terse-
but bukan hanya pada anak, melain- 
kan juga pada orang dewasa (misal- 
nya pencurian ringan, penggelapan 
ringan, perbuatan curang (penipuan) 
ringan) maupun anak-anak.  Bahkan 
di beberapa negara maju, korporasi 
yang melakukan tindak pidana dapat 
juga diselesaikan dengan pendekatan 
keadilan restoratif.
Keadilan restoratif adalah cara-
menanggapi perilaku criminal 
dengan cara menyeimbangkan antara 
kebutuhan masyarakat, dengan 
korban danpelaku. Ini merupakan 
konsep yang terus berkembangdan 
dapat menimbulkan interpretasi yang 
berbeda di negara yang berbeda.
Restorative justice is a way of 
responding to criminal behaviour 
by balancing the needs of the 
community, the victims and the 
offenders. It is an evolving 
concept that has given rise to 
different interpretation in differ-
ent countries, one around which 
there is not always a perfect 
consensus.(United Nations, 2006: 
6).
Berkaitan dengan konsep 
keadilan restoratif dalam perkara 
pidana yang dilakukan oleh anak, 
menurut Pasal 1 angka 6 Undang- 
Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 
Sistem Peradilan Pidana  Anak (LN 
Tahun  2012  Nomor  153, TLN 
Nomor  5332), pengertian keadilan 
restoratif adalah penyelesaian perka-
ra tindak pidana dengan melibatkan 
pelaku, korban, keluarga pelaku/kor-
ban, dan pihak lain yang terkait 
untuk bersama-sama mencari 
penyelesaian yang adil dengan 
menekankan pemulihan kembali 
pada keadaan semula, dan bukan 
pembalasan.
Praktik di beberapa negara, 
keadilan restroratif disebut dengan 
berbagai istilah. Ada pihak yang 
menggunakan istilah"keadilan 
komunitarian", "memperbaiki 
kesalahan", "Keadilan positif", 
"keadilan relasional", "keadilan 
reparatif", "keadilan masyarakat" 
untuk menyebut "keadilan restorat-
if". Namun, demikian ada kesamaan 
pemahaman bahwa keadilan 
restoratif dibangun berdasarkan 
konsep penyeimbangan kepentingan 
dan kebutuhan pada tiga pihak, yaitu 
pelaku, korban, dan masyarakat. Hal 
ini terungkap dari penjelasan beri-
kut.
Also, because of the difficulties in 
precisely translating the concept 
into different languages, a variety 
of terminologies are often used. 
There are many terms that are 
used to describe the restorative 
justicemovement. These include 
“communitarian justice”, “ma- 
king amends”,“positive justice”, 
“relational justice”, “reparative 
justice”, “communityjustice” and 
“restorative justice”, among 
others.(United Nations, 2006:6)
Berkaitan dengan keadilan 
restoratif, dalam UU-SPPA diatur 
tentang diversi. Pengertian diversi 
adalah pengalihan penyelesaian 
perkara Anak dari proses peradilan 
pidana ke proses di luar peradilan 
pidana.Jika kedua konsep tersebut 
dihubungkan, maka keadilan 
restoratif adalah tujuan yang ingin 
dicapai, sedangkan diversi adalah 
salah satu proses mencapai keadilan 
tersebut.Keadilan restoratif dapat 
dicapai melalui diversi maupun 
non-diversi, yaitu memproses anak 
pelaku tindak pidana dalam sistem 
peradilan pidana. Dengan demikian, 
melalui sistem peradilan pidanapun 
dapat dicapai keadilan restoratif. 
Misalnya dengan menjatuhkan 
pidana atau tindakan yang sesuai 
dengan kebutuhan pelaku, korban, 
dan masyarakat.Karena itu, dalam 
UU-SPPA disediakan banyak jenis 
sanksi dan tindakan agar hakim 
dapat memilih jenis pidana (straf) 
atau tindakan (maatregel) yang 
sesuai dengan kebutuhan pelaku, 
korban dan masyarakat agar keadilan 
restoratif tercapai.
Sampai saat ini, diversi pada 
perkara anak di tahap penyidikan 
sudah sering dilakukan berdasarkan 
Peraturan internal di Kepolisian 
Negara Republik Indonesia.  Banyak 
pendapat yang setuju dan yang tidak 
setuju atas upaya Polri untuk 
menyelesaikan perkara pidana anak 
di luar hukum pidana.  Namun, saat 
ini sudah terbit Undang-Undang No. 
11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (selanjutnya 
disingkat UU-SPPA), yang sudah 
diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 
2014 sehingga setiap orang wajib 
setuju dan menaatinya.  Jika UU 
tersebut diberlakukan, banyak 
sub-sistem atau sistem yang berubah, 
misalnya sub-sistem: diversi oleh 
polisi, jaksa, dan hakim; pencatatan 
dan pengarsipan pada lembaga 
pelaksana UU-SPPA; sistem pembi-
naan dan pembimbingan anak di 
Lembaga Penempatan Anak Semen-
tara (LPAS), Lembaga Penyelengga-
ra Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA). Selain itu, banyak juga 
sarana dan prasarana yang disiapkan, 
termasuk kaulitas dan kuantitas sum-
berdaya manusia (misalnya polisi, 
jaksa, hakim, pembimbing kema- 
syarakatan, petugas pemasyarakatan, 
relawan sosial).
Jika pemerintah dan para pihak 
terkait serta para pemangku kepen- 
tingan (stakehoders) tidak segera 
melakukan persiapan atas pember-
lakuan UU-SPPA tidak segera 
disiapkan, UU-SPPA akan hanya 
menjadi norma yang bersifat 
“semantik” (indah dalam bahasa) 
dan tidak banyak melakukan peruba-
han substansi sistem peradilan 
pidana anak sehingga tidak ada 
bedanya dengan saat berlakunya UU 
No. 3 Tahun 1997 tentang Penga-
dilan Anak.
Berdasarkan pemikiran tersebut, 
penulis melakukan pengajian terha-
dap 3 (tiga) permasalahan, yaitu 
apakah urgensi diversi dalam pena- 
nganan perkara anak;bagaimana 
kesiapan para pihak yang terlibat 
dalam diversi perkara anak;serta 
bagaimana model pendidikan, pem-
binaan, pendampingan, dan penga-
wasan anak yang di-diversi maupun 
anak yang dijatuhi pidana (straf) atau 
tindakan(maatregel).  Kajian ini 
akan menghasilkan analisis tentang 
substansi keadilan restoratif dalam 
kaitannya dengan diversi, dan anali-
sis kemampuan yang ada di ma- 
sing-masing pemangku kepentingan 
yang berkaitan dengan sistem per- 
adilan pidana. Akhirnya, Hasil kajian 
ini dapat dimanfaatkan oleh pihak- 
pihak terkait untuk menyiapkan sum-
berdaya, sumberdana dan sistem 
kinerja dalam rangka menciptakan 
keadilan restoratif dalam perkara 
anak di Indonesia.  
Urgensi Penerapan  Diversidalam 
Penanganan  Perkara Anak
Secara teoretik, ada keterkaitan 
antara asas atau kebijakan dikresi 
(discretion), diversi (Diversion) dan 
keadilan restoratif (Restorative 
Justice).Saut P.Panjaitan mengemu-
kakan bahwa diskresi (pouvoir 
discretionnaire, bahasa Perancis) 
ataupun Freies Ermessen (bahasa 
Jerman) merupakan suatu bentuk 
penyimpangan terhadap asas legali-
tas dalam pengertian wet matigheid 
van bestuur, jadi merupakan ”keke- 
cualian” dari asas legalitas. Menurut 
Muchsan, dasar pijakan diskresi ada 
2 (dua) yaitu: Dasar Hukum/Yuridis, 
yaitu menyangkut ketentuan formal; 
dan Dasar Kebijakan, yaitu me- 
nyangkut manfaat. (Simamora, 
2014).
Diversi adalah penyelesaian per- 
kara pidana menggunakan jalur di 
luar hukum pidana. Sedangkan 
pengertian keadilan restoratif adalah 
ide keadilan yang didasarkan pada 
kesepakatan antar-para pihak yang 
terkait dengan tindak pidana untuk 
mencari solusi untuk pemulihan 
keadaan sebagaimana belum terjadi 
tindak pidana dan bahkan menja- 
dikan semua pihak lebih baik.  
Keadilan Restoratif didasarkan pada 
5 prinsip dalam pemikiran berikut. 
Five Principles of Restorative 
Justice
a. Focuses on harms and conse-
quent needs (victims', but also 
communities' and offenders').
b. Addresses obligations resulting 
from those harms (offenders' but 
also families', communities' and 
society's).
c. Uses inclusive, collaborative 
processes.
d. Involves those with a legitimate 
stake in the situation (victims, 
offenders, families, community 
members, society).
e. Seeks to put right thewrongs 233 
(Dowd, 2015: 233)
Dengan demikian, dalam konteks 
bahasan ini dapat dipahami bahwa 
diversi dalam perkara anak lahir 
karena adanya asas diskresi yang 
dimiliki oleh pihak yang berwenang 
(Penyidik, Jaksa, dan Hakim) dalam 
rangka mencapai keadilan restoratif.  
Salah satu bentuk diskresi adalah 
memberikan kewenangan kepada 
Penyidik, Jaksa, dan Hakim untuk 
melakukan diversi terhadap anak 
yang berhadapan dengan hukum. 
Pengertian keadilan restoratif 
adalah a form of conflict resolution 
and seeks to make it clear to the 
offender that the behaviour is not 
condoned, at the same time as being 
supportive and respectful of the indi-
vidual.(Morison, 2001: 194). Pihak 
yang diharapkan memperoleh kea- 
dilan restoratif adalah pelaku dan 
korban, serta pihak-pihak yang 
terkait. Dalam konteks pemidanaan, 
pendekatan keadilan restoratif seja- 
lan dnegan model keseimbangan 
Kepentingan (Muladi, 1995:5). Ka- 
rena itu, asas daad-dader-slachtof-
fer-Strafrecht mestinya mulai diim-
plementasikan dalam hukum pidana 
(Arief Amrulah, 2008).
Keadilan restoratif dapat diterap-
kan pada seluruh proses penegakan 
hukum pidana, tidak hanya pada satu 
proses saja, misalnya pada penyi- 
dikan atau penuntutan atau peradilan. 
Hal ini didasarkan pada prinsip 
keadilan restoratif masuk pada suatu 
sistem hukum pidana sehingga 
penerapannya ada pada setiap pro- 
sesnya dan juga tiap penegak hukum 
mempunyai kewenangan untuk me- 
nerapkannya. Keadilan restoratif 
bukan merupakan asas melainkan 
filsafat yaitu filsafat dalam proses 
peradilan dan juga filsafat keadilan. 
Keadilan restoratif dapat dikatakan 
sebagai filsafat peradilan, karena-
merupakan dasar dalam penyusunan 
lembaga peradilan. Dengan demiki-
an, dapat diartikan bahwa keadilan 
restoratif adalah suatu rangkaian 
proses peradilan yang pada dasarnya 
bertujuan untuk me-restore (memu- 
lihkan kembali) kerugian yang dide- 
rita oleh korban kejahatan, (Mudza-
kir, 2008). masyarakat, dan para 
pihak terkait.
Pendekatan keadilan restoratif 
(restorative justice approach) diawa-
li dari praktik di beberapa negara 
misalnya Kanada, Australia, New 
Zealand, dan Inggris. Sejarah per- 
kembangan hukum modern dalam 
penerapan restorative justice diawali 
dari pelaksanaan sebuah program 
penyelesaian di luar pengadilan 
konvensional yang dilakukan oleh 
masyarakat yang disebut dengan 
victim-offender mediation tahun 
1970-an di Kanada (Morris dan 
Maxwelle, 21: 4). Pendekatan 
keadilan restoratif merupakan per- 
kembangan terakhir dari paradigma 
peradilan pidana, yaitu diawali 
dengan retributive justice, dilanjut-
kan dengan rehabilitative justice, 
kemudian ada alternative justice, 
kemudian diperbaiki lagi dengan 
transitional justice, danakhirnya 
digantikan oleh restorative justice.
Berdasarkan sejarah di beberapa 
negara, pelaksanaan Diversi pada 
awalnya gagal di Amerika, tetapi 
berhasil di Belanda, Denmark, Italia, 
Jerman, Perancis, pada tahun 
1969(Marlina, 2010:4) kemudian 
diperbaiki sistemnya yang akhirnya 
sukses di beberapa negara dalam 
penyelesaian tindak pidana tertentu 
dan pelaku-pelaku tertentu.
Meskipun tidak ada kesepakatan 
tentang pengertian keadilan restora- 
tif, namun mayoritas definisi 
berfokus pada proses yang melibat-
kan semua pihak yang berkepenti- 
ngan untuk menyelesaikan pelang-
garan hukum dan bertujuan memper-
baiki kerugian yang disebabkan oleh 
pelanggaran tersebut.  Hal ini 
terungkap dalam pernyataan berikut. 
There is no agreed definition of 
restorative justice processes. A 
number of definitions have been 
suggested, most of which focus on a 
process which involves all those 
affected by an offence and aims to 
repair the harm caused by the 
offending(Widodo 2014). Berdasar-
kan pemikiran tersebut dapat dipaha-
mi bahwa akar filsafat keadilan 
restoratif adalah konsepsi keadilan 
untuk semua (justice for all), yaitu 
pelibatan pelaku, korban, dan ma- 
syarakat berdasarkan musyawarah 
dalam rangka merestorasi keadaan 
secara manusiawi.
Secara teoretis, sistem peradilan 
pidana anak di Indonesia wajib 
mengutamakan kepentingan yang 
terbaik bagi anak dan berupaya me- 
ngurangi penyelesaian perkara anak 
di pengadilan pidana, dan jika 
terpaksa dipidana penjara, maka 
pidana tersebut hanya dilakukan 
sebagai upaya terakhir dan dalam 
waktu yang singkat. Hal ini dapat 
diketahui dari beberapa instrumen 
internasional, antara lain United 
Nations Standard Minimum Rules for 
the Administration of Juvenile 
Justice (Beijing Rules), United 
Nations Standard Minimum Rules for 
Non-Custodial Measures 1990 
(Tokyo Rules), United Nations 
Guidelines for the Prevention of 
Juvenile Delinquency (Riyadh 
Guidelines), dan United Nations 
Rules for the Protection of Juveniles 
Deprived of Their Liberty (1990). 
Menurut Wardaya dan Retnaningrum 
bahwa, kesadaran masyarakat bahwa 
anak-anak pelaku tindak pidana 
perlu diperlakukan khusus tidak 
sebagaimana orang dewasa baru 
disadari sejak penyelenggaraan 
peradilan anak kali pertama di 
Chicago pada 1889 (Wardaya dan 
Retnaningrum, 2011).
Urgensi pelaksaan diversi pada 
perkara anak didasari pada 
pemikiran berikut. Saat ini ada 
pergeseran filsafat pemidanaan dari 
awalnya yang bersifat restitutif 
(pembalasan) kemudian ditandingi 
menjadi teori prevensi (tujuan), 
kemudian muncul teori gabungan, 
(Widodo, 2009 :24) dan akhirnya 
berkembang pemikiran keadilan 
restoratif yang mengutamakan 
pemulihan. Pendekatan restoratif 
merupakan paradigma baru dalam 
pemidanaan yang berbeda dengan 
pendekatan keadilan retributif, baik 
konsep, orientasi, tujuan maupun 
mekanisme pencapaiannya.  Keadi- 
lan retributif lahir sebagai reaksi 
terhadap beberapa kelemahan pen- 
dekatan keadilan retributif. Resto- 
rative justice is different from the 
retributive and rehabilitation 
approaches in that it focuses prima- 
rily on the needs of the victim, not 
just the offender. It’s a powerful tool 
that can have very real, positive 
results(Marshal,2014).Pendekatan 
keadilan restoratif ini sangat positif 
dan berbeda dengan restribusi dan 
rehabilitasi yang hanya terbatas teru-
tama pada perlindungan korban, 
bukan pada pelaku.
Keadilan restoratif merupakan 
reaksi masyarakat global yang dapat 
digunakan sebagai pelengkap dari 
sistem peradilan pidana yang selama 
ini banyak yang menggunakan 
pendekatan keadilan tradisional.Hal 
ini dikemukakan oleh Mark S. Um- 
breit and Marilyn Peterson Armour 
bahwa, restorative justice is viewed 
as complementary to the criminal 
justice system because it attends to 
issues that the traditional system 
neglects. Regardless of the position 
taken, the vision of restorative justice 
is grounded in values that are reso-
nating with an increasingly broad 
range of individuals and communi-
ties throughout the world, presenting 
many opportunities for new and 
widened impact (Umbreit dan 
Armour,2004:82). Diversi adalah 
salah satu bentuk penyelesaian per- 
kara pidana dalam rangka penca- 
paian keadilan restoratif.  Bentuk 
lain- nya, misalnya rekonsiliasi 
antara pelaku dengan korban, konfe- 
rensi keluarga dan masyarakat, 
upaya perdamaian dalam ma- 
syarakat.  Hal ini selaras dengan 
pemikiran Strickland, bahwa
More specific technique associa- 
ted with restorative justice, 
include diversion, victim-offender 
reconciliation, victim impact 
panel, victim-offender statements, 
family or communiuty conferen- 
cing, community peace-making or 
centencing cyrcles, reintegrative 
shamming, and prisoneers assis-
tence program(Stickland, 2004 
:9).
Keadilan restoratif sebenarnya 
bukan merupakan budaya baru bagi 
bangsa Indonesia, namun karena 
dalam masa penjajahan hukum adat 
banyak ditinggalkan dan diganti 
dengan hukum barat, maka keadilan 
restoratif dimarginalkan. Setelah 
ketentuan ketentuan dan sistem 
hukum barat diragukan efektivitas 
dan efisiensinya dalam penyelesaian 
perkara pidana yang adil, banyak 
pihak mengintrodusi dan melak-
sanakan keadilan restoratif.  Dengan 
demikian, konsep keadilan restoratif 
bukan lahir lebih dahulu, tetapi 
sudah ada dan dilaksanakan di ma- 
syarakat kemudian ditinggalkan, dan 
saat ini digunakan lagi.   Buktinya, 
dalam hukum pidana Majapahit 
dikenal istilah “pati bajampi” yaitu 
sebagai uang pengganti obat yang 
diberikan kepada korban, rekonsi- 
lisasi antar-kepala adat yang ditandai 
dengan upaya adat di sejumlah 
wilayah Indonesia.
Pendoronglahirnya diversi pada 
perkara anak di Indonesia antara lain 
dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Terjadi labelisasi pada anak yang 
pernah diproses oleh penegak hu- 
kum berdasarkan hukum pidana 
anak.  Bahkan pada beberapa 
kasus, dalam LAPAS Anak terjadi 
prisonisasi (Widodo, 2012 : 21).
b. Pihak LAPAS Anak, LAPAS dan 
RUTAN Dewasa yang di dalam 
nya ada blok khusus Anak, belum 
semuanya mempunyai kemam-
puan yang memadai untuk pembi-
naan dan pembimbingan anak.Se-
lain itu, anak berisiko terkena 
“prisonisasi” di dalam lembaga 
tersebut.  Karena itu, perlu ada 
langkah meminimalisasi prisoni-
sasi dengan cara menghindarkan 
anak dari institusionalisasidi 
Rutan atau LAPAS.
c. Ada keinginan serius dari para 
pihak untuk mengurangi atau 
bahkan menghilangkan dampak 
negatif dari proses peradilan 
pidana bagi anak. Hal ini didasar-
kan pada data bahwa dalam tahap 
penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di pengadilan, hak- 
hak anak (pelaku) ada yang 
terlanggar, misalnya anak tidak 
dapat sekolah karena ditahan di 
RUTAN dan LAPAS.
d. Selama proses peradilan, pihak 
korban dan masyarakat belum 
mendapatkan restitusi (pemuli-
han) secara memadai sehingga 
putusan pengadilan sering diang-
gap belum mencerminkan keadi- 
lan bagi korban dan masyarakat.  
Hal ini terjadi karena keadilan 
sering ditafsirkan oleh orang 
sebagai keadilan terhadap pelaku 
saja, bukan pada korban dan ma- 
syarakat.
e. Beberapa putusan pengadilan 
kadang belum menunjukkan ke- 
berpihakan negara pada anak, 
anak korban, dan masyarakat.  
Mayoritas putusan pengadilan 
anak adalah penjatuhan pidana, 
dan jenisnya pidana penjara 
(Widodo, 2012:14).
f. Penegak hukum dan para pihak 
yang terkait belum terbiasa me- 
lakukan diversi pada anak yang 
berkonflik dengan hukum secara 
melembaga, bahkan budaya ma- 
syarakat menghendaki agar 
penyelesaian perkara anak lebih 
suka pengunaan jalur litigasi 
dibandingkan dengan jalur litiga- 
si. Beberapa anggota masyarakat 
bahkan sering menganggap diver-
si pada perkara anak yang dilaku-
kan oleh Polri merupakan upaya 
membela pihak tertentu (terutama 
membela pelaku), sehingga perlu 
ada klarifikasi yuridis.
g. Perlunya dasar hukum diversi 
yang jelas dalam peraturan perun-
dang-undangan (lex certa) yang 
dapat digunakan anak oleh polisi, 
jaksa, dan hakim agar tidak terjadi 
salah sangka dalam masyarakat. 
Sebelum ada UU Sistem 
Peradilan Anak, dasar hukum 
diversi di kepolisian adalah pada 
kebijakan diskresi (discretion) 
yang kemudian dituangkan dalam 
dasar hukum dari Kapolri untuk 
lingkungan Polri atau kesepaka-
tan-kesepakatan tertulis lain 
antar-penegak hukum atau antara 
Polri dengan Kementerian lain.  
Menakar Kemampuan Para Pe- 
mangku Kepentingan( Stake Hol- 
ders)dalam Melaksanakan Diversi 
Perkara  Anak Berdasarkan UU- 
SPPA.
Sejak diterbitkan UU-SPPA, pada 
semua tingkatan proses peradilan 
pidana (penyidikan, penuntutan, 
pemeriksanaan di pengadilan), terbu-
ka peluang polisi, jaksa, dan hakim 
untuk melakukan diversi.  Bahkan, 
sebelum ada putusan Mahkamah 
Konstitusi tahun 2013, diversi me- 
rupakan langkah wajib yang 
bersanksi pidana bagi polisi, jaksa, 
hakim sebelum menerapkan ketentu-
an hukum acara pidana.  Saat ini 
meskipun polisi, jaksa, dan hakim 
tidak melakukan diversi tidak dapat 
dipidana. Ketentuan diversi tersebut 
memberi harapan positif  bagi 
pencari keadilan dan penegak hukum 
untuk melaksanakan penyelesaian 
perkara tindak pidana anak sesuai 
dengan karakteristik anak tanpa 
mengabaikan kepentingan korban 
dan masyarakat. 
Dengan demikian, dalam pena- 
nganan anak yang berkonflik dengan 
hukum, diversi dalam perkara anak 
dilakukan oleh Polisi, Jaksa, dan 
Hakim sesuai dengan kewenangan- 
nya dalam acara pidana.  Jika diversi 
gagal maka proses peradilan pidana 
dalam maing-masing tingkatan akan 
diberlakukan dengan puncak proses 
berupa putusan pengadilan. 
Sebelum proses polisi, jaksa, dan 
hakim melakukan diversi, harus 
dipastikan dahulu bahwa persyaratan 
perkara yang dapat didiversi 
memenuhi persyaratan objektif dan 
subjektif sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7 ayat (2).  Persyaratan objek-
tif, yaitu bahwa perkara tindak 
pidana yang akan diproses Diversi 
adalah pelaku tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara di 
bawah 7 (tujuh) tahun.  Persyaratan 
subjektif adalah anak tersebut bukan 
merupakan melakukan pengulangan 
tindak pidana.Dalam UU-SPPA 
tersebut dijalelaskan tentang penger-
tian pengulangan tindak pidana, 
bahwa pengulangan tindak pidana 
dalam ketentuan ini merupakan 
tindak pidana yang dilakukan oleh 
Anak, baik tindak pidana sejenis 
maupun tidak sejenis, termasuk 
tindak pidana yang diselesaikan 
melalui Diversi.
Dalam penjelasan tersebut tidak 
ada jangka waktunya berapa lama 
antara tindak pertama yang pertama 
dengan yang kedua atau selanjutnya. 
Karena itu, UU-SPPA merupakan 
kekhususan dalam hukum pidana 
sehingga dapat menyimpangi keten-
tuan KUHP tentang jangka waktu 
agar dapat dikategorikan melakukan 
pengulangan tindak pidana. Jika 
persyaratan tersebut dipenuhi, maka 
Polisi, Jaksa dan Hakim wajib 
melakukan Diversi. Jika diversi 
sudah dicapai, maka hasil kesepaka-
tan dijadikan dasar Penetapan Ketua 
Pengadilan.
Dalam melaksanakan Diversi, 
penegak hukum wajib menggunakan 
asas sebagaimana diatur dalam Pasal 
2, yaitu pelindungan; keadilan; 
nondiskriminasi; kepentingan ter- 
baik bagi Anak; penghargaan terha-
dap pendapat Anak; kelangsungan 
hidup dan tumbuh kembang Anak; 
pembinaan dan pembimbingan 
Anak; proporsional;  perampasan 
kemerdekaan dan pemidanaan se- 
bagai upaya terakhir; dan penghinda-
ran pembalasan. 
Diversi oleh Hakim Anak di 
Pengadilan Negeri dapat dilakukan 
di ruang mediasi (Pasal 52 ayat (4)).-
Proses Diversi dilakukan dengan 
teknik musyawarah (Pasal 8 ayat 
(1)).Pihak yang wajib dilibatkan 
dalam Diversi adalah Anak dan 
orang tua/walinya, korban dan/atau 
orang tua/Walinya, Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial 
Profesional (Pasal 8 ayat (1)).Selain 
itu dapat pula ditambah dengan 
Tenaga Kesejahteraan Sosial, 
dan/atau masyarakat (ayat (2)). Para 
pihak yang bersengketa dapat 
diwakili oleh kuasanya dengan surat 
kuasa khusus, baik oleh advokat 
maupun orang lain yang dipercaya. 
Pihak ketiga di yang ditentukan oleh 
UU dapat turut serta dan mengga-
bungkan diri dalam proses musya- 
warah, apabila terdapat unsur 
kepentingan yang terkait dan keturut 
sertaannya disepakati oleh pihak 
pelaku dan korban serta disetujui 
oleh Hakim yang memimpin musya- 
warah.
Berdasarkan Pasal 9, ditentukan 
bahwa Penyidik, Penuntut Umum, 
dan Hakim dalam melakukan Diversi 
harus mempertimbangkan: a).kate-
gori tindak pidana; b)  umur Anak; c) 
hasil penelitian kemasyarakatan dari 
Bapas; dan d) dukungan lingkungan 
keluarga dan masyarakat. Kesepaka-
tan Diversi tersebut harus mendapat-
kan persetujuan korban dan/atau 
keluarga Anak Korban serta kese-
diaan Anak dan keluarganya, kecuali 
untuk: a)  tindak pidana yang berupa 
pelanggaran;  b) tindak pidana 
ringan; c) tindak pidana tanpa 
korban; atau d) nilai kerugian korban 
tidak lebih dari nilai upah minimum 
provinsi setempat.
Hasil kesepakatan Diversi dapat 
berbentuk, antara lain: a)  perda-
maian dengan atau tanpa ganti keru-
gian; b)  penyerahan kembali kepada 
orang tua/Wali;  c)  keikutsertaan 
dalam pendidikan atau pelatihan di 
lembaga pendidikan atau LPKS 
paling lama 3 (tiga) bulan; atau d)  
pelayanan masyarakat.  Khusus di- 
versi terhadap pelaku a)  tindak 
pidana yang berupa pelanggaran;  b) 
tindak pidana ringan; c) tindak 
pidana tanpa korban; atau d) nilai 
kerugian korban tidak lebih dari nilai 
upah minimum provinsi setempat-
dapat dilakukan oleh penyidik bersa-
ma pelaku dan/atau keluarganya, 
Pembimbing Kemasyarakatan, serta 
dapat melibatkan tokoh masyarakat.
Diversiyangdilakukan oleh Pe- 
nyidik atas rekomendasi Pembimb-
ing Kemasyarakatan dapat berben-
tuk: a) pengembalian kerugian dalam 
hal ada korban; b) rehabilitasi medis 
dan psikososial; c) penyerahan kem-
bali kepada orang tua/Wali;  d) keikut 
sertaan dalam pendidikan atau pelati-
han di lembaga pendidikan atau 
LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; 
atau e) pelayanan masyarakat paling 
lama 3 (tiga) bulan.
Selama proses Diversi berlang- 
sung sampai dengan kesepakatan 
Diversi dilaksanakan, Pembimbing 
Kemasyarakatan wajib melakukan 
pendampingan, pembimbingan, dan 
pengawasan (Pasal 14 ayat (2)). 
Kesepakatan Diversi wajib dilak-
sanakan paling lama 30 (tiga puluh) 
hari (Pasal 52 ayat (3)).Jika  Diversi 
sudah dilaksanakan dalam jangka 
waktu tersebut maka proses perkara 
tindak pidana tidak dilanjutkan ke 
tahapan persidangan. Pelaku tindak 
pidana dan pihak-pihak terkait akan 
mendapatkan penetapan dari Ketua 
Pengadilan Negeri yang isinya me- 
netapkan bahwa perkara tindak 
pidana anak sudah diselesaikan 
melalui Diversi dan sudah mempu-
nyai kekuatan hukum tetap.Penga-
wasan atas proses Diversi dan pelak-
sanaan kesepakatan yang dihasilkan 
berada pada atasan langsung pejabat 
yang bertanggung jawab di setiap 
tingkat pemeriksaan (Pasal 14 ayat 
(1).
Berdasarkan hasil studi di ma- 
syarakat di Indonesia,  ada beberapa 
hasil penelitian yang dapat dijadikan 
alasan empiris mengapa diversi perlu 
dilakukan, dan prosesnya harus 
cermat agar tercapai keadilan 
restoratif.  
Meskipun banyak kelebihan dan 
manfaatnya bagi anak, pelaksanaan 
diversi ternyata ini banyak mengha-
dapi hambatan. Studi yang pernah 
dilakukan di wilayah Banyumas, 
Purbalingga, Banjarnegara, Kebu-
men, dan Cilacap menunjukkan 
bahwa tidak semua korban atau kelu-
arga korban bersedia menerima cara 
penyelesaian tindak pidana melalui 
diversi. Alasannya: keinginan untuk 
membuat pelaku “kapok” jika dima-
sukkan dalam penjara; kejahatan 
yang dilakukan oleh pelaku adalah 
kejahatan yang diancam dengan 
pidana yang berat; penegak hukum 
kurang mendukung upaya perda-
maian; tidak ada petunjuk pelaksa-
naan maupun petunjuk teknis bagi 
aparat penegak hukum untuk 
mengimplementasi cara penyele- 
saian non-litigasi(Wardaya dan Ret- 
naningrum, 2008 :59). Hasil peneli-
tian ini sama dengan hasil penelitian 
Subekhan, bahwa penyelesaian per- 
kara pidana yang dilakukan oleh 
anak dengan menggunakan pendeka-
tan restorative Justice belum terlak-
sana secara optimal, karena belum 
adanya aturan hukum sebagai 
landasan penyelesaian model ini; 
perubahan masyarakat dari gemein-
schaft ke arah gesselschaft ber- 
dampak pada sulitnya rnengharapkan 
partisipasi masyarakat dalam 
penyelesaian yang bersifat restorasi; 
dan konsep restorative justice yang 
tidak melembagakan proses penyele-
saiannya berdampak pada hasil yang 
dicapai dalam penyelesaian restorasi 
tidak memberikan kepastian hukum 
bagi anak, korban dan masyarakat 
(Subkhan, 2008:i ) Penelitian-peneli-
tian di atas dilakukan atas kebijakan 
Diversi yang dilakukan oleh Polri 
berdasarkan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.
Selama proses peradilan pidana di 
Indonesia, mayoritas anak ditahan di 
Rumah Tahanan atau Lembaga 
Pemasyarakatan selama 2-3 bulan.  
Jumlah terdakwa yang dijatuhi 
pidana penjara sekitar 90%. Pembi-
naan anak di di LAPAS kurang opti-
mal karena masa pidananya singkat. 
Proses peradilan tersebut tidak mem-
berikan rasa keadilan bagi anak. 
Secara normatif, sistem hukum di 
Indonesia belum ramah anak dan 
sistem kesejahteraan belum terinte-
grasi. Struktur dan aparatur penegak 
hukum juga belum ada persamaan 
persepsi terhadap penanganan anak 
nakal sehingga perlu peningkatan 
kapasitas sumberdaya manusia. 
Begitu juga ketersediaan sarana dan 
prasarana masih harus ditingkatkan.  
Pandangan dan perilaku masyarakat 
ternyata banyak yang masih memak-
nai pidana sebagai tindakan yang 
harus bersifat punitif dan retributif 
(Apong Herlina, 2015).
Selama dalam masa proses 
peradilan pidana, beberapa studi 
menunjukkan bahwa mereka men- 
dapat perlakuan yang buruk bahkan 
kadang-kadang lebih buruk dari 
perlakuan terhadap orang dewasa 
pada suatu situasi yang sama. 
Perlakuan buruk ini tidak hanya 
terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) 
atau Lembaga Pemasyarakatan 
(Lapas) namun tindak kekerasan 
terhadap mereka sering dialami sejak 
berada di kantor polisi yang berupa 
tamparan, tendangan, bahkan 
kadang-kadang pelecehan seksual. 
Penyidikan di kantor polisi ini sebe-
narnya dalam rangkapenyusunan 
Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 
Namun, kekerasan sering menjadi 
bagian dari upaya untuk memperoleh 
pengakuan. Bentuk kekerasan lain 
berupa tindakan memaksa anak 
untuk membersihkan kantor polisi 
dan mobil patroli. Rutan atau Lapas 
juga memberikan pengaruh buruk 
terhadap anak-anak di samping hak 
mendapat pendidikan baginya 
terabaikan (Lily, 2014). Studi pada 
tahun 2006, bahwa 96% kasus anak 
yang diajukan ke pengadilan menga-
kibatkan tindankan pasa berupa 
penahanan, 60% pidana yang 
dijatuhkan lebih dari satu tahun, dan 
hanya sedikit atau bahkan tidak ada 
bantuan hukum (RingkasanKajian, 
Oktober, 2012 http://www.unicef. 
org, 2014).
Berdasarkan Penelitian di Kota 
Makassar, Makmur, Hakim Anak 
Pengadilan Negeri Makassar, perka-
ra anak sebenarnya sangat kental 
nuansa keadilan restoratif.Justru 
keadilan restoratif tersebut lahir dari 
Pembimbing Kemasyaratan, tetapi 
ternyata hampir tidak pernah ada 
petugas BAPAS yang merekomen-
dasikan agar anak tersebut tidak 
dijatuhi pidana. Namun sebaliknya, 
Husni Guna, Kepala Seksi Bimbi- 
ngan Klien Anak Balai Pema- 
syarakatan Kelas I Makassar menya-
takan bahwa BAPAS tidak pernah 
merekomendasikan sanksi pidana 
pada anak, dan pembinaan anak 
dalam LAPAS merupakan upaya 
terakhir jika upaya lainnya gagal 
dilakukan ( Adiguna dkk, 2014). 
Berdasarkan penelitian Hafad, ma- 
yoritas hasil PK di Kota Malang 
menggunakan bahasa “klise” dan 
mayoritas merekomendasikan agar 
anak dijatuhi pidana atau tindakan 
seadil-adilnya.  Kalau tidak dengan 
“bahasa klise” tersebut, banyak hasil 
penelitian kemasyarakatan mere-
komendasikan agar hakim menjatuh-
kan sanksi paling adil (Hafad, 2004 : 
78). Namun demikian, yang 
mengembirakan, di BAPAS Suraba-
ya, Pembimbing Kemasyarakatan 
seringkali merekomendasikan agar 
anak di bina di luar LAPAS disertai 
dengan kesanggupan pihak-pihak 
tertentu yang siap menampung anak 
nakal, dan hakim memenuhi saran 
tersebut (Widodo, 2012 : 25).
Jika anak di masukkan ke LAPAS 
(pada saat berlakunya UU-SPPA 
disebut LPKA), anak-anak di LPKA 
ternyata mayoritas hanya dibina 
secara umum (tidak memperhatikan 
kebutuhan dan kompetensi anak) dan 
proses belum tampak adanya model 
pembinaan yang bersifat individual 
(individual treatment model), maka 
dampaknya akan makin buruk bagi 
anak.  Selama ini anak (apapun 
tindak pidana yang dilakukan) yang 
ada di LAPAS Anak maupun di suatu 
blok (di LAPAS Dewasa) sehingga 
pada siang hari dapat berinteraksi 
dan saling bergaul sehingga memung 
kinkan saling “belajar kejahatan.”  
Akibatnya, dalam LAPAS terjadi 
prisonisasi, meskipun anak tidak 
selalu menjadi residivis (penjahat 
kambuhan).  Jika anak dimasukkan 
ke LPKA atau LPKS yang tidak 
tertata model pembinaannya, 
dampak positif bagi anak dan ma- 
syarakat memang banyak, namun 
dampak negatif bagi anak cukup 
dominan (Widodo, 2012 : 25).
Berkaitan dengan diversi yang 
berjalan selama ini, pandangan nega-
tif masyarakat terhadap penegak 
hukum juga mempunyai pengaruh 
besar terhadap penerapan diversi.Hal 
ini diungkapkan oleh Wahyudi 
(Penyidik Pembantu PPA) bahwa 
ketika pihak-pihak didamaikan, ma- 
syarakat beranggapan bahwa penyi- 
dik membela dan dibayar oleh pihak 
pelaku tindak pidana sehingga 
pelaku tidak diproses secara 
pidana.Padahal Polisi melakukan 
upaya damai (diversi) untuk kepen- 
tingan terbaik bagi anak.Hal serupa 
juga diungkapkan oleh Andi Armasa-
ri (Jaksa Fungsional Kejaksaan 
Negeri Makassar) bahwa penilaian 
negatif dari masyarakat jika mereka 
didamaikan, atau jaksa membuat 
tuntutan ringan anak pelaku tindak 
pidana. Kejaksaan dianggap pihak 
yang tidak bertanggung jawab, 
bahkan dituduh dibayar oleh pelaku, 
atau ada hubungan keluarga antara 
jaksa dengan pelaku.  Menurut Iswa-
hyu Widodo (Hakim Anak di Penga-
dilan Negeri Makassar), umumnya, 
kendala untuk mendamaikan para 
pihak adalah korban sudah menjadi 
korban berkali-kali, meskipun pela- 
kunya bukan orang yang sama (Adi-
guna dkk., 2014).
Berdasarkan hasil penelitian di 
atas dapat dihami beberapa hal beri-
kut.  Dalam perspektif substansi 
hukum, petunjuk teknis pelaksanaan 
diversi belum semuanya lengkap.  
Hal ini dapat diatasi dengan cara 
membuat Peraturan Pemerintah (PP) 
tentang diversi sebagaimana diatur 
dalam Pasal 15. Ketentuan Peraturan 
Pemerintah yang ditindaklanjuti 
dengan peraturan yang lebih rendah 
tingkatannya juga penting mengingat 
ada beberapa norma dalam UU-SP-
PA yang multi tafsir, antara lain:
a. Siapa saja yang wajib hadir dalam 
diversi di setiap tingkatan, dan 
bagimana jika diantara mereka 
tidak hadir, akankah menjadikan 
diversi batal demi hukum atau 
dapat dibatalkan. Dalam UU 
tersebut ada kata “wajib”, sehing-
ga secara terminologis dapat 
ditafsirkan “bisa”, bukan wajib.  
Bagaimana jika para pihak yang 
disebutkan dalam 8 ayat (1) ada 
yang tidak hadir apakah jika ada 
diversi kemudian diversinya 
dianggap batal demi hukum atau 
bagaimana.  Apa sanksi bagi 
pihak yang diundang penegak 
hukum dalam diversi kemudian 
tidak hadir?
b. Tidak ada norma yang mengatur 
cara diversi jika proses mengala-
mi jalan buntu (deadlock) dalam 
musyawarah. Apakah diversi ter- 
sebut langsung dianggap gagal 
atau ada alternatif lain, misalnya 
dengan pungutan suara. Namun 
bagaimana penentuan keberhasi-
lannya, dan bagaimana persentase 
suara dari masing-masing pihak. 
Bagaimana ketentuan musyawa- 
rah yang berhasil dalam diversi, 
apakah semua pihak harus setuju 
dengan kesepakatan, atau jika ada 
yang tidak setuju diversi pihak-pi-
hak tertentu sengaja meng-
gagalkan diversi dengan tujuan 
agar anak dimasukkan ke proses 
peradilan pidana.
c. Tidak ada ketentuan tentang 
pengertian masyarakat (dalam 
ketentuan melibatkan “tokoh 
masyarakat” dalam Pasal 10 ayat 
(1), apakah masyarakat sekitar 
tempat tindak pidana terjadi, atau 
masyarakat tempat pelaku bera- 
sal, atau masyarakat tempat 
korban berasal, atau masyarakat 
merupakan orang-orang yang 
memahami tentang karakteristik 
pelaku (misalnya orang yang 
meneliti tentang tingkah laku 
yang dilakukan pelaku,a atau 
orang yang pernah melakukan 
tingkah laku yang sama dengan 
pelaku) atau korban  (misalnya 
orang yang meneliti tentang 
eksistensi korban atau orang yang 
pernah menjadi korban dalam 
tindak pidana yang sama).
d. Tidak ada ketentuan limitatif 
tentang bentuk hasil kesepakatan. 
Dalam Pasal 11 hanya diatur 
“antara lain”. Apakah boleh ada 
bentuk lain selain yang diatur 
dalam Pasal 11.  
Meskipun ada beberapa kelema- 
han, banyak juga keunggulan norma-
tif dalam UU-SPPA antara lain 
sebagai berikut.
a. Memberikan peluang pada anak, 
korban dan masyarakat untuk 
melakukan diversi dalam rangka 
memulihkan keadaan, tanpa meli-
batkan anak dalam proses per- 
adilan pidana.
b. Menggunakan Paradigma keadi- 
lan restoratif, yang tercermin 
dalam diversi maupun sistem 
peradilan pidana (sampai dengan 
pembimbingan klien oleh 
BAPAS).
c. Memuat banyak jenis pidana dan 
tindakan yang memungkinkan 
hakim menjatuhkan jenis dan 
beratnya sanksi sesuai dengan 
pendekatan keadilan restoratif.
d. Mengatur kerangka penannagan 
anak yang berkonflik dengan 
hukum, mulai dari diversi sampai 
pada pengawasan dan pembim- 
bingan sehingga menjamin kepas-
tian hukum dan dapat digunakan 
sebagai dasar pembuatan peta 
jalan (roadmap) dalam pencipta-
an keadilan restoratif.
e. Pelibatan banyak lembaga peme- 
rintah, lembaga kemasyarakatan, 
ahli, dan individu dalam sistem 
peradilan pidana.
Berkaitan dengan pelaksanaan 
diversi, ada beberapa permasalahan 
yang perlu mendapat pemecahan, 
secara yuridis maupun praktis antara 
lain sebagai berikut.
a. Belum ada Peraturan pemerintah 
tentang Diversi, padahal UU-SP-
PA dilaksanakan tanggal 1 Juli 
2014.  Jika tidak ada PP, maka 
para penegak hukum akan meng-
gunakan peraturan yang ada.  
Apakah peraturan yang ada sudah 
mencerminkan filosofi UU-SP-
PA.
b. Apakah catatan hasil diversi 
bersifat online dan terintegrasi 
antara kepolisian, kejaksaan, dan 
pengadilan? Jika tidak, bagaima-
na jika rekam jejak anak tidak 
terekam maka memungkinkan 
seorang anak di-diversi lebih dari 
1 (satu) kali.
c. Apakah BAPAS mampu melak-
sanakan tugas membuat Peneli-
tian Kemasyarakatan dan menga-
wasan proses pelaksanaan diver-
si.Pasal  28 mengatur bahwa Hasil 
Penelitian Kemasyarakatan wajib 
diserahkan oleh Bapas kepada 
Penyidik dalam waktu paling 
lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh 
empat) jam setelah permintaan 
penyidik diterima.  Padahal, 
jumlah Pembimbing Kema- 
syarakatan sangat sedikit, namun 
wilayah kerjanya antara 5 sampai 
7 kabupaten kota.  Misalnya 
BAPAS Jember (yang wilayahnya 
meliputi Jember, Banyuwangi, 
Bondowoso, Situbondo, dan 
sebagian Lumajang) hanya memi-
liki 11 orang pegawai.  Jumlah 
Pembimbing Kemasyarakatan 
Anak hanya 3 orang. Sarana 
transportasi milik BAPAS ada 
sangat kurang (Widodo, 2012: 
235).
d. Mampukan Bapas melakukan 
pengawasan, pembinaan, pem-
bimbingan secara profesional 
terhadap anak yang didiversi dan 
berada di luar LPKS? Jika tidak 
diawasi, bisa bertambah nakal.  
Jika tidak diawasai, anak tidak 
mendapatkan perlindungan 
hukum agar tidak mengulangi 
tindak pidana, karena tidak ada 
pendampingan atau bimbingan 
yang memadai ke arah tingkah 
laku yang baik. Bukankah anak 
yang didiversi sesungguhnya 
adalah anak yang melakukan 
tindak pidana (hanya saja tidak 
diputus oleh pengadilan, tetapi 
hanya ditetapkan oleh pengadilan 
sebagai pelaku tindak pidana 
pertama).
e. Sudah siapkah semua penegak 
hukum (termasuk advokat) dan 
pihak-pihak terkait melakukan 
musyawarah dalam rangka diver-
si, padahal proses tersebut mem-
butuhkan banyak pengetahuan 
dan keterampilan.
Berkaitan dengan permasalahan 
tersebut, para pihak harus melakukan 
beberapa langkah berikut agar diver-
si dan sistem peradilan pidana dapat 
terlaksana dan dapat mencapai 
tujuan berupa keadilan restoratif. 
a. Dalam Subtansi hukum, pemerin-
tah harus segera menerbitkan 
Peraturan Pemerintah tentang 
diversi sebagaimana diatur dalam 
Pasal 15. Setelah ada PP, maka 
pihak-pihak penegak hukum dan 
pemangku kepentingan lain (mi- 
salnya kementerian terkait) me- 
nerbitkan petunjuk pelaksanaan 
dan petunjuk teknis agar dapat 
digunakan sebagai pemandu 
diversi.  Untuk menguatkan pro- 
ses diversi, maka diperlukan pem-
buatan (atau peninjauan) nota 
kesepahaman “payung” yang 
ditindaklanjuti dengan perjanjian 
kerjasama antar-instansi.
b. Penegak Hukum dan pemangku 
kepentingan wajib melaksanakan 
sejumlah langkah, antara lain 
sebagai berikut.
1) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, advokat agar dapat 
melakukan diversi pada anak, 
karena anak mempunyai 
karakter khusus, begitu pula 
korban dan masyarakat juga 
mempunyai karakter unik. 
2) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, dan advokatagar dapat 
melakukan proses peradilan 
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pidana pada anak, karena anak 
mempunyai karakter khusus 
yang harus diperhatikan, baik 
anak pelaku, anak korban, 
maupun anak saksi.  
3) Kualitas dan kuantitas Peker-
ja Sosial Profesional dan Te- 
naga Kesejahteraan Sosial 
juga perlu ditingkatkan dalam 
penanganan anak yang ber- 
konflik dengan hukum.
4) Peningkatan kemampuan 
calon petugas LPKS (sebagai 
tempat pembinaaan anak yang 
dijatuhi pidana), LPKA (tem-
pat anak yang di-diversi 
berupa pengikutsertaan dalam 
lembaga), LPAS (sebagai 
tempat penahanan anak 
semesntara), petugas pema- 
syarakatan di Blok Anak pada 
LAPAS Dewasa.
5) Peningkatan kemampuan 
pembimbing kemasyarakatan 
(dari BAPAS) dalam membuat 
Penelitian Kemasyarakatan 
(Litmas) agar lebih cepat, 
akurat, dan berkualitas (me- 
muat analisis yang proporsio- 
nal dari sisi sosiologi, psikolo-
gi, penologi, dan “ilmu ting-
kah laku” lainnya), dan 
melakukan pendampingan, 
pembimbingan, dan penga-
wasan proses diversi, dan 
pelaksanaan diversi (baik di 
dalam LPKS maupun di ma- 
syarakat). BAPAS harus mem-
berikan rekomendasi (Pasal 10 
ayat (2), pendampingan, pem-
bimbingan, dan pengawasan 
terhadap anak selama proses 
dan pelaksanaan diversi (Pasal 
14 ayat (2), laporan kegagalan 
diversi (Pasal 14 ayat (3).  
Waktu pembuatan litmas 
sangat singkat yaitu hanya 3 
hari.**
Para penegak hukum dan 
pemangku kepentingan perlu 
mendapatkan pendidikan dan pelai-
han atau bahkan pendidikan khusus 
secara bertahap dan terus-menerus 
dan masing-masing memperoleh 
sertifikat agar memenuhi standar 
minimal yang dibutuhkan pencapa-
ian keadilan restoratif.  Hal ini sama 
dengan apa yang dikemukakan 
Jonson bahwa ... facilitator style and 
role, certification, training requir-
ment’s, professional standards and 
othe issues will continue to add 
spince to the stew of co-creation ad 
individuality in the field many years 
to come (Daniel van Ness, 2007 
:223).
c. Masyarakat perlu ditingkatkan 
kepeduliannya dalam menyele-
saikan tindak pidana anak.  Pan-
dangan masyarakat terhadap 
keadilan restoratif juga perlu 
diperbaiki agar tidak ada prasang-
ka. Langkah yang dapat dilaku-
kan oleh pemerintah bersama 
pemangku kepentingan antara 
lain sebagai berikut.
1) Sosialisasi UU kepada ma- 
syarakat, terutama masyarakat 
yang rentan sebagai pelaku 
maupun korban tindak pidana 
anak.
2) Membudayakan pemikiran 
“positif” anggota masyarakat 
terhadap proses diversi di 
semua tingkatan pradilan 
pidana.  Memberikan pemaha-
man yang komprehensif terha-
dap keadilan restoratif yang 
dicapai melalui proses 
peradilan pidana.
3) Meningkatkan komitmen 
masyarakat dan pemerhati 
untuk selalu mengutamakan 
penyelesaian tindak pidana 
anak yang sesuai dengan kebu-
tuhan anak.
d. Sarana dan prasarana(termasuk 
kurikulum) sangat perlu diada-
kan, ditambah atau ditata ulang, 
antara lain sebagai berikut. 
1) Penyediaan ruangan khusus 
di Kepolisian, Kejaksaan, dan 
Pengadilan, penganggaran, 
fasilitas pendukung, data 
online yang terintegrasi (agar 
pelaporan, pendataan, pendo-
kumentasian (pengarsipan) 
data diversi mudah, cepat, dan 
murah). Hal inisangat penting 
dalam keadministrasian, 
apalagi di wilayah luar pulau 
Jawa yang geografisnya varia-
tif, dan modal tranportasinya 
terbatas).
2) Pembentukan LPKS, LPAS, 
LPKA.
3) Peninjauaan dan pembentu-
kan model pembinaan di 
LPKS, LPKA berserta kuriku-
lum, termasuk penyediaan 
fasilitas pendukungnya.
Pendidikan, Pembinaan, Pen-
dampingan dan  Pengawasan  Ter-
hadap  Anak yang Di-diversi 
Maupun yang Dijatuhi Pidana 
Atau Tindakan  Oleh Pengadilan
Sampai saat ini di LAPAS Anak 
atau LAPAS Dewasa Indonesia 
belum ada model yang sistemik 
tentang pendidikan, pembinaan, 
pendampingan, dan pengawasan 
khusus terhadap anak yang didasar-
kan pada asas individualisasi pembi-
naan (baik pembimbingan mental 
dan kerohanian maupun pembimbi- 
ngan/latihan kerja), dan asas kepen- 
tingan terbaik bagi anak. Penga-
wasan yang dilakukan oleh BAPAS 
terhadap anak yang dijatuhi pidana 
maupun tindakan juga kurang opti-
mal. Kepedulian masyarakat dan 
organisasi kemasyarakatan terhadap 
anak yang melakukan tindak pidana 
juga belum optimal.  Berdasarkan 
fakta tersebut, maka pola penga-
wasan dapat dilakukan oleh para 
pihak sebagai berikut.
a. Anak yang didiversi sudah me- 
ngalami masalah kelakuan, 
karena itu pembinaannya dapat 
dilakukan oleh bagian Bimbingan 
dan Konseling (jika sekolah), 
pimpinan lembaga pendidikan 
non-formal (jika menempun 
pendidikan non formal), orang tua 
atau wali atau perorangan lain 
(jika dikembalikan ke orang 
tua/wali atau diserahkan kepada 
perorangan), kepala organisasi 
kemasyarakatan (jika diserahkan 
ke organisasi kemasyarakatan), 
kepala desa/lurah (jika tidak ada 
pembina).
b. Anak yang dimasukkan ke LPKS, 
LPKA dibimbing oleh petugas 
khusus yang ada dalam lembaga 
tersebut.
c. Pembimbing Kemasyarakatan di 
BAPAS, sesuai dengan bidang 
tugasnya.
Namun, para pembina dan petu-
gas, pengawas tersebut harus dibuat-
kan pola atau model atau sistem yang 
dapat dipedomani berdasarka Pera-
turan Pememrintah (PP) dan peratu- 
ran menteri atau lembaga pemerintah 
yang terkait dengan penanganan 
anak yang berkonflik dengan hukum 
(pelaku), dan anak yang berhadapan 
dengan hukum (anak saksi dan anak 
korban).  Khusus pada anak pelaku, 
pembentukan model pendidikan, 
pembinaan, pendampingan tersebut 
harus didasarkan ada karakteristik 
unik dari masing-masing anak, 
sehingga harus mengutamakan 
model individualisasi pembinaan dan 
berbasis pada kebutuhan anak. 
Karena itu, pemerintah perlu mem-
buat model khusus tentang penga-
wasan, pembinaan, dan pendampin-
gan anak yang berkonflik dengan 
hukum, baik di-diversi maupun 
dijatuhi pidana (straf)atau tinda-
kan(maatregels).
Simpulan
1. Diversi pada perkara anak perlu 
dilakukan oleh penegak hukum 
secara terukur dan legal berdasar-
kan UU Sistem Peradilan Anak 
dalam rangka melindungi anak, 
anak korban dan kepentingan 
masyarakat secara proporsional.  
2. Kelemahan pelaksanaan peradilan 
pidana anak, kekurangmampuan 
LAPAS, LAPAS Anak, dan 
Organisasi Kemasyarakatan da- 
lam membina anak yang berkon- 
flik dengan hukum selama ini 
memicu lahirnya diversi.  Keber-
hasilan diversi pada anak di 
beberapa negara menjadi sema- 
ngat tersendiri bagi pembuat UU 
untuk membentuk lembaga diver-
si secara legal. 
3. Konsekuensi dari diversi pada 
anak, para pihak yang terlibat 
dalam proses dan pasca-diversi 
wajib menjamin kepentingan 
terbaik bagi anak dan korban.  
Karena itu, pendidikan, pembi-
naan, pendampingan dan penga-
wasan anak yang berkonflik 
dengan hukum (baik yang disele-
saikan dengan diversi maupun 
yang diadili melalui sistem 
peradilan pidana) wajib dilak-
sanakan secara sistemik berdasar-
kan asas kepentingan terbaik bagi 
anak tanpa mengabaikan kepen- 
tingan korban dan masyarakat.
4. Konsekuensi yuridisnya,Peratu- 
ran Pemerintah Republik Indone-
sia  Nomor 65 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pelaksanaan 
Diversi dan Penanganan Anak 
yang Belum Berumur 12 (Dua 
Belas) Tahun perlu ditindaklanjuti 
dengan peraturan internal di 
kalangan Polri, BAPAS, dan 
instansi terkait sebagai standar 
prosedur operasional di lembaga 
yang terlibat dalam proses diver-
si, termasuk lembaga pelaksana 
dan pengawas putusan diversi 
dalam rangka impementasi kebi-
jakan diversi anak di Indonesia.
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Pendahuluan
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum harus didasarkan 
pada kepentingan terbaik bagi anak. 
Pengertian frasa “terbaik bagi anak” 
terkait dengan sifat anak, baik fisik, 
psikis, maupun sosial sehingga 
kepentingan anak satu dengan lain- 
nya tidak harus sama. A definition of 
the child’s best interests cannot 
accommodate the diverse nature of 
the interests appropriate for a partic-
ular child, from a particular back-
ground and at a particular time of 
development. (Sifris at.all 2014). 
Pengutamaan kepentingan terbaik 
bagi anakini juga didasarkan pada 
asas umum perlindungan anak 
sebagaimana diatur dalam konvensi 
anak, bahwa 
The best interests of the child 
shall be a primary consideration 
in all actions affecting children. 
(The 1989 Convention on the 
Rights of the Child).The term 
“best interests” broadly 
describes the well-being of a 
child. Such well-being is deter-
mined by a variety of individual 
circumstances, such as the age, 
the level of maturity of the child, 
the presence or absence of 
parents, the childs environment 
and experiences.(UNHCR Guide-
lines, 2008).
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum tidak harus menggu-
nakan sarana nonpenal (misalnya 
diversi) atau menggunakan hukum 
pidana (sarana penal).  Namun, ke- 
duanya dapat dilakukan secara 
berurutan, yaitu mengutamakan 
diversi (jika memenuhi persyaratan 
diversi), dan jika upaya tersebut 
gagal maka akan diberlakukan 
sistem peradilan pidana bagi 
anak.Hal ini sesuai dengan pendapat 
bahwa the major goal of the first 
juvenile courts, established at the 
turn of the century, was to provide an 
alternative to, and thereby divert 
youth from, the criminal court(Albert 
L. Robert (Edit), 2008 : 184).
Secara umum, pemberlakuan-
sistem peradilan pidana untuk 
penyelesaian perkara pidana dapat 
berdampak buruk bagi anak, teruta-
ma pemberian “stigma jahat” pada 
anak (stigmatisasi atau labelisasi), 
dan terjadinya pembiasaan kebia- 
saan-kebiasan buruk di LAPAS yang 
kemudian dipraktikkan lagi oleh 
anak ke luar LAPAS Anak (prisoni-
sasi), bahkan pengulangan tindak 
pidana yang lebih serius akibatnya. 
Salah satu penyebabnya adalah 
adanya kontak langsung dengan 
penegak hukum yang dapat membuat 
anak frustrasi.  Jika perkaranya 
sudah diputus oleh pengadilanpun, 
mungkin akan menjadi stigma bagi 
anak pelaku tindak pidana.  Karena 
itu, para ahli di bidang psikologi, 
hukum, etimologi kriminal, krimi-
nologi, pendidikan, dan penologi 
selalu mencari jalan terbaik bagi 
anak, korban, dan kepentingan ma- 
syarakat.  Akhirnya, para ahli mewa-
canakan pendekatan keadilan resto- 
ratif sebagai alternatif pemikiran 
untuk mengurangi kelemahan teori 
pemidanaan retributif, teori prevensi 
maupun teori gabungan.
Keadilan restoratif merupakan 
suatu ide dan gerakan yang me- 
ngedepankan keadilan dalam pers-
pektif pelaku dan keluarganya, 
korban dan keluarganya, masyarakat, 
dan pemangku kepentingan dalam 
rangka pemulihan keadaan masing- 
masing.  Karena itu, konsepsi pemi- 
kiran keadilan restoratif (restorative 
justice) menjadi salah satu upaya 
menjauhkan anak dari sistem per- 
adilan pidana yang tidak perlu.  
Pendekatan ini mengutamakan pe- 
nyelesaian tindak pidana di luar 
peradilan pidana.  Pendekatan terse-
but bukan hanya pada anak, melain- 
kan juga pada orang dewasa (misal- 
nya pencurian ringan, penggelapan 
ringan, perbuatan curang (penipuan) 
ringan) maupun anak-anak.  Bahkan 
di beberapa negara maju, korporasi 
yang melakukan tindak pidana dapat 
juga diselesaikan dengan pendekatan 
keadilan restoratif.
Keadilan restoratif adalah cara-
menanggapi perilaku criminal 
dengan cara menyeimbangkan antara 
kebutuhan masyarakat, dengan 
korban danpelaku. Ini merupakan 
konsep yang terus berkembangdan 
dapat menimbulkan interpretasi yang 
berbeda di negara yang berbeda.
Restorative justice is a way of 
responding to criminal behaviour 
by balancing the needs of the 
community, the victims and the 
offenders. It is an evolving 
concept that has given rise to 
different interpretation in differ-
ent countries, one around which 
there is not always a perfect 
consensus.(United Nations, 2006: 
6).
Berkaitan dengan konsep 
keadilan restoratif dalam perkara 
pidana yang dilakukan oleh anak, 
menurut Pasal 1 angka 6 Undang- 
Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 
Sistem Peradilan Pidana  Anak (LN 
Tahun  2012  Nomor  153, TLN 
Nomor  5332), pengertian keadilan 
restoratif adalah penyelesaian perka-
ra tindak pidana dengan melibatkan 
pelaku, korban, keluarga pelaku/kor-
ban, dan pihak lain yang terkait 
untuk bersama-sama mencari 
penyelesaian yang adil dengan 
menekankan pemulihan kembali 
pada keadaan semula, dan bukan 
pembalasan.
Praktik di beberapa negara, 
keadilan restroratif disebut dengan 
berbagai istilah. Ada pihak yang 
menggunakan istilah"keadilan 
komunitarian", "memperbaiki 
kesalahan", "Keadilan positif", 
"keadilan relasional", "keadilan 
reparatif", "keadilan masyarakat" 
untuk menyebut "keadilan restorat-
if". Namun, demikian ada kesamaan 
pemahaman bahwa keadilan 
restoratif dibangun berdasarkan 
konsep penyeimbangan kepentingan 
dan kebutuhan pada tiga pihak, yaitu 
pelaku, korban, dan masyarakat. Hal 
ini terungkap dari penjelasan beri-
kut.
Also, because of the difficulties in 
precisely translating the concept 
into different languages, a variety 
of terminologies are often used. 
There are many terms that are 
used to describe the restorative 
justicemovement. These include 
“communitarian justice”, “ma- 
king amends”,“positive justice”, 
“relational justice”, “reparative 
justice”, “communityjustice” and 
“restorative justice”, among 
others.(United Nations, 2006:6)
Berkaitan dengan keadilan 
restoratif, dalam UU-SPPA diatur 
tentang diversi. Pengertian diversi 
adalah pengalihan penyelesaian 
perkara Anak dari proses peradilan 
pidana ke proses di luar peradilan 
pidana.Jika kedua konsep tersebut 
dihubungkan, maka keadilan 
restoratif adalah tujuan yang ingin 
dicapai, sedangkan diversi adalah 
salah satu proses mencapai keadilan 
tersebut.Keadilan restoratif dapat 
dicapai melalui diversi maupun 
non-diversi, yaitu memproses anak 
pelaku tindak pidana dalam sistem 
peradilan pidana. Dengan demikian, 
melalui sistem peradilan pidanapun 
dapat dicapai keadilan restoratif. 
Misalnya dengan menjatuhkan 
pidana atau tindakan yang sesuai 
dengan kebutuhan pelaku, korban, 
dan masyarakat.Karena itu, dalam 
UU-SPPA disediakan banyak jenis 
sanksi dan tindakan agar hakim 
dapat memilih jenis pidana (straf) 
atau tindakan (maatregel) yang 
sesuai dengan kebutuhan pelaku, 
korban dan masyarakat agar keadilan 
restoratif tercapai.
Sampai saat ini, diversi pada 
perkara anak di tahap penyidikan 
sudah sering dilakukan berdasarkan 
Peraturan internal di Kepolisian 
Negara Republik Indonesia.  Banyak 
pendapat yang setuju dan yang tidak 
setuju atas upaya Polri untuk 
menyelesaikan perkara pidana anak 
di luar hukum pidana.  Namun, saat 
ini sudah terbit Undang-Undang No. 
11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (selanjutnya 
disingkat UU-SPPA), yang sudah 
diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 
2014 sehingga setiap orang wajib 
setuju dan menaatinya.  Jika UU 
tersebut diberlakukan, banyak 
sub-sistem atau sistem yang berubah, 
misalnya sub-sistem: diversi oleh 
polisi, jaksa, dan hakim; pencatatan 
dan pengarsipan pada lembaga 
pelaksana UU-SPPA; sistem pembi-
naan dan pembimbingan anak di 
Lembaga Penempatan Anak Semen-
tara (LPAS), Lembaga Penyelengga-
ra Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA). Selain itu, banyak juga 
sarana dan prasarana yang disiapkan, 
termasuk kaulitas dan kuantitas sum-
berdaya manusia (misalnya polisi, 
jaksa, hakim, pembimbing kema- 
syarakatan, petugas pemasyarakatan, 
relawan sosial).
Jika pemerintah dan para pihak 
terkait serta para pemangku kepen- 
tingan (stakehoders) tidak segera 
melakukan persiapan atas pember-
lakuan UU-SPPA tidak segera 
disiapkan, UU-SPPA akan hanya 
menjadi norma yang bersifat 
“semantik” (indah dalam bahasa) 
dan tidak banyak melakukan peruba-
han substansi sistem peradilan 
pidana anak sehingga tidak ada 
bedanya dengan saat berlakunya UU 
No. 3 Tahun 1997 tentang Penga-
dilan Anak.
Berdasarkan pemikiran tersebut, 
penulis melakukan pengajian terha-
dap 3 (tiga) permasalahan, yaitu 
apakah urgensi diversi dalam pena- 
nganan perkara anak;bagaimana 
kesiapan para pihak yang terlibat 
dalam diversi perkara anak;serta 
bagaimana model pendidikan, pem-
binaan, pendampingan, dan penga-
wasan anak yang di-diversi maupun 
anak yang dijatuhi pidana (straf) atau 
tindakan(maatregel).  Kajian ini 
akan menghasilkan analisis tentang 
substansi keadilan restoratif dalam 
kaitannya dengan diversi, dan anali-
sis kemampuan yang ada di ma- 
sing-masing pemangku kepentingan 
yang berkaitan dengan sistem per- 
adilan pidana. Akhirnya, Hasil kajian 
ini dapat dimanfaatkan oleh pihak- 
pihak terkait untuk menyiapkan sum-
berdaya, sumberdana dan sistem 
kinerja dalam rangka menciptakan 
keadilan restoratif dalam perkara 
anak di Indonesia.  
Urgensi Penerapan  Diversidalam 
Penanganan  Perkara Anak
Secara teoretik, ada keterkaitan 
antara asas atau kebijakan dikresi 
(discretion), diversi (Diversion) dan 
keadilan restoratif (Restorative 
Justice).Saut P.Panjaitan mengemu-
kakan bahwa diskresi (pouvoir 
discretionnaire, bahasa Perancis) 
ataupun Freies Ermessen (bahasa 
Jerman) merupakan suatu bentuk 
penyimpangan terhadap asas legali-
tas dalam pengertian wet matigheid 
van bestuur, jadi merupakan ”keke- 
cualian” dari asas legalitas. Menurut 
Muchsan, dasar pijakan diskresi ada 
2 (dua) yaitu: Dasar Hukum/Yuridis, 
yaitu menyangkut ketentuan formal; 
dan Dasar Kebijakan, yaitu me- 
nyangkut manfaat. (Simamora, 
2014).
Diversi adalah penyelesaian per- 
kara pidana menggunakan jalur di 
luar hukum pidana. Sedangkan 
pengertian keadilan restoratif adalah 
ide keadilan yang didasarkan pada 
kesepakatan antar-para pihak yang 
terkait dengan tindak pidana untuk 
mencari solusi untuk pemulihan 
keadaan sebagaimana belum terjadi 
tindak pidana dan bahkan menja- 
dikan semua pihak lebih baik.  
Keadilan Restoratif didasarkan pada 
5 prinsip dalam pemikiran berikut. 
Five Principles of Restorative 
Justice
a. Focuses on harms and conse-
quent needs (victims', but also 
communities' and offenders').
b. Addresses obligations resulting 
from those harms (offenders' but 
also families', communities' and 
society's).
c. Uses inclusive, collaborative 
processes.
d. Involves those with a legitimate 
stake in the situation (victims, 
offenders, families, community 
members, society).
e. Seeks to put right thewrongs 233 
(Dowd, 2015: 233)
Dengan demikian, dalam konteks 
bahasan ini dapat dipahami bahwa 
diversi dalam perkara anak lahir 
karena adanya asas diskresi yang 
dimiliki oleh pihak yang berwenang 
(Penyidik, Jaksa, dan Hakim) dalam 
rangka mencapai keadilan restoratif.  
Salah satu bentuk diskresi adalah 
memberikan kewenangan kepada 
Penyidik, Jaksa, dan Hakim untuk 
melakukan diversi terhadap anak 
yang berhadapan dengan hukum. 
Pengertian keadilan restoratif 
adalah a form of conflict resolution 
and seeks to make it clear to the 
offender that the behaviour is not 
condoned, at the same time as being 
supportive and respectful of the indi-
vidual.(Morison, 2001: 194). Pihak 
yang diharapkan memperoleh kea- 
dilan restoratif adalah pelaku dan 
korban, serta pihak-pihak yang 
terkait. Dalam konteks pemidanaan, 
pendekatan keadilan restoratif seja- 
lan dnegan model keseimbangan 
Kepentingan (Muladi, 1995:5). Ka- 
rena itu, asas daad-dader-slachtof-
fer-Strafrecht mestinya mulai diim-
plementasikan dalam hukum pidana 
(Arief Amrulah, 2008).
Keadilan restoratif dapat diterap-
kan pada seluruh proses penegakan 
hukum pidana, tidak hanya pada satu 
proses saja, misalnya pada penyi- 
dikan atau penuntutan atau peradilan. 
Hal ini didasarkan pada prinsip 
keadilan restoratif masuk pada suatu 
sistem hukum pidana sehingga 
penerapannya ada pada setiap pro- 
sesnya dan juga tiap penegak hukum 
mempunyai kewenangan untuk me- 
nerapkannya. Keadilan restoratif 
bukan merupakan asas melainkan 
filsafat yaitu filsafat dalam proses 
peradilan dan juga filsafat keadilan. 
Keadilan restoratif dapat dikatakan 
sebagai filsafat peradilan, karena-
merupakan dasar dalam penyusunan 
lembaga peradilan. Dengan demiki-
an, dapat diartikan bahwa keadilan 
restoratif adalah suatu rangkaian 
proses peradilan yang pada dasarnya 
bertujuan untuk me-restore (memu- 
lihkan kembali) kerugian yang dide- 
rita oleh korban kejahatan, (Mudza-
kir, 2008). masyarakat, dan para 
pihak terkait.
Pendekatan keadilan restoratif 
(restorative justice approach) diawa-
li dari praktik di beberapa negara 
misalnya Kanada, Australia, New 
Zealand, dan Inggris. Sejarah per- 
kembangan hukum modern dalam 
penerapan restorative justice diawali 
dari pelaksanaan sebuah program 
penyelesaian di luar pengadilan 
konvensional yang dilakukan oleh 
masyarakat yang disebut dengan 
victim-offender mediation tahun 
1970-an di Kanada (Morris dan 
Maxwelle, 21: 4). Pendekatan 
keadilan restoratif merupakan per- 
kembangan terakhir dari paradigma 
peradilan pidana, yaitu diawali 
dengan retributive justice, dilanjut-
kan dengan rehabilitative justice, 
kemudian ada alternative justice, 
kemudian diperbaiki lagi dengan 
transitional justice, danakhirnya 
digantikan oleh restorative justice.
Berdasarkan sejarah di beberapa 
negara, pelaksanaan Diversi pada 
awalnya gagal di Amerika, tetapi 
berhasil di Belanda, Denmark, Italia, 
Jerman, Perancis, pada tahun 
1969(Marlina, 2010:4) kemudian 
diperbaiki sistemnya yang akhirnya 
sukses di beberapa negara dalam 
penyelesaian tindak pidana tertentu 
dan pelaku-pelaku tertentu.
Meskipun tidak ada kesepakatan 
tentang pengertian keadilan restora- 
tif, namun mayoritas definisi 
berfokus pada proses yang melibat-
kan semua pihak yang berkepenti- 
ngan untuk menyelesaikan pelang-
garan hukum dan bertujuan memper-
baiki kerugian yang disebabkan oleh 
pelanggaran tersebut.  Hal ini 
terungkap dalam pernyataan berikut. 
There is no agreed definition of 
restorative justice processes. A 
number of definitions have been 
suggested, most of which focus on a 
process which involves all those 
affected by an offence and aims to 
repair the harm caused by the 
offending(Widodo 2014). Berdasar-
kan pemikiran tersebut dapat dipaha-
mi bahwa akar filsafat keadilan 
restoratif adalah konsepsi keadilan 
untuk semua (justice for all), yaitu 
pelibatan pelaku, korban, dan ma- 
syarakat berdasarkan musyawarah 
dalam rangka merestorasi keadaan 
secara manusiawi.
Secara teoretis, sistem peradilan 
pidana anak di Indonesia wajib 
mengutamakan kepentingan yang 
terbaik bagi anak dan berupaya me- 
ngurangi penyelesaian perkara anak 
di pengadilan pidana, dan jika 
terpaksa dipidana penjara, maka 
pidana tersebut hanya dilakukan 
sebagai upaya terakhir dan dalam 
waktu yang singkat. Hal ini dapat 
diketahui dari beberapa instrumen 
internasional, antara lain United 
Nations Standard Minimum Rules for 
the Administration of Juvenile 
Justice (Beijing Rules), United 
Nations Standard Minimum Rules for 
Non-Custodial Measures 1990 
(Tokyo Rules), United Nations 
Guidelines for the Prevention of 
Juvenile Delinquency (Riyadh 
Guidelines), dan United Nations 
Rules for the Protection of Juveniles 
Deprived of Their Liberty (1990). 
Menurut Wardaya dan Retnaningrum 
bahwa, kesadaran masyarakat bahwa 
anak-anak pelaku tindak pidana 
perlu diperlakukan khusus tidak 
sebagaimana orang dewasa baru 
disadari sejak penyelenggaraan 
peradilan anak kali pertama di 
Chicago pada 1889 (Wardaya dan 
Retnaningrum, 2011).
Urgensi pelaksaan diversi pada 
perkara anak didasari pada 
pemikiran berikut. Saat ini ada 
pergeseran filsafat pemidanaan dari 
awalnya yang bersifat restitutif 
(pembalasan) kemudian ditandingi 
menjadi teori prevensi (tujuan), 
kemudian muncul teori gabungan, 
(Widodo, 2009 :24) dan akhirnya 
berkembang pemikiran keadilan 
restoratif yang mengutamakan 
pemulihan. Pendekatan restoratif 
merupakan paradigma baru dalam 
pemidanaan yang berbeda dengan 
pendekatan keadilan retributif, baik 
konsep, orientasi, tujuan maupun 
mekanisme pencapaiannya.  Keadi- 
lan retributif lahir sebagai reaksi 
terhadap beberapa kelemahan pen- 
dekatan keadilan retributif. Resto- 
rative justice is different from the 
retributive and rehabilitation 
approaches in that it focuses prima- 
rily on the needs of the victim, not 
just the offender. It’s a powerful tool 
that can have very real, positive 
results(Marshal,2014).Pendekatan 
keadilan restoratif ini sangat positif 
dan berbeda dengan restribusi dan 
rehabilitasi yang hanya terbatas teru-
tama pada perlindungan korban, 
bukan pada pelaku.
Keadilan restoratif merupakan 
reaksi masyarakat global yang dapat 
digunakan sebagai pelengkap dari 
sistem peradilan pidana yang selama 
ini banyak yang menggunakan 
pendekatan keadilan tradisional.Hal 
ini dikemukakan oleh Mark S. Um- 
breit and Marilyn Peterson Armour 
bahwa, restorative justice is viewed 
as complementary to the criminal 
justice system because it attends to 
issues that the traditional system 
neglects. Regardless of the position 
taken, the vision of restorative justice 
is grounded in values that are reso-
nating with an increasingly broad 
range of individuals and communi-
ties throughout the world, presenting 
many opportunities for new and 
widened impact (Umbreit dan 
Armour,2004:82). Diversi adalah 
salah satu bentuk penyelesaian per- 
kara pidana dalam rangka penca- 
paian keadilan restoratif.  Bentuk 
lain- nya, misalnya rekonsiliasi 
antara pelaku dengan korban, konfe- 
rensi keluarga dan masyarakat, 
upaya perdamaian dalam ma- 
syarakat.  Hal ini selaras dengan 
pemikiran Strickland, bahwa
More specific technique associa- 
ted with restorative justice, 
include diversion, victim-offender 
reconciliation, victim impact 
panel, victim-offender statements, 
family or communiuty conferen- 
cing, community peace-making or 
centencing cyrcles, reintegrative 
shamming, and prisoneers assis-
tence program(Stickland, 2004 
:9).
Keadilan restoratif sebenarnya 
bukan merupakan budaya baru bagi 
bangsa Indonesia, namun karena 
dalam masa penjajahan hukum adat 
banyak ditinggalkan dan diganti 
dengan hukum barat, maka keadilan 
restoratif dimarginalkan. Setelah 
ketentuan ketentuan dan sistem 
hukum barat diragukan efektivitas 
dan efisiensinya dalam penyelesaian 
perkara pidana yang adil, banyak 
pihak mengintrodusi dan melak-
sanakan keadilan restoratif.  Dengan 
demikian, konsep keadilan restoratif 
bukan lahir lebih dahulu, tetapi 
sudah ada dan dilaksanakan di ma- 
syarakat kemudian ditinggalkan, dan 
saat ini digunakan lagi.   Buktinya, 
dalam hukum pidana Majapahit 
dikenal istilah “pati bajampi” yaitu 
sebagai uang pengganti obat yang 
diberikan kepada korban, rekonsi- 
lisasi antar-kepala adat yang ditandai 
dengan upaya adat di sejumlah 
wilayah Indonesia.
Pendoronglahirnya diversi pada 
perkara anak di Indonesia antara lain 
dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Terjadi labelisasi pada anak yang 
pernah diproses oleh penegak hu- 
kum berdasarkan hukum pidana 
anak.  Bahkan pada beberapa 
kasus, dalam LAPAS Anak terjadi 
prisonisasi (Widodo, 2012 : 21).
b. Pihak LAPAS Anak, LAPAS dan 
RUTAN Dewasa yang di dalam 
nya ada blok khusus Anak, belum 
semuanya mempunyai kemam-
puan yang memadai untuk pembi-
naan dan pembimbingan anak.Se-
lain itu, anak berisiko terkena 
“prisonisasi” di dalam lembaga 
tersebut.  Karena itu, perlu ada 
langkah meminimalisasi prisoni-
sasi dengan cara menghindarkan 
anak dari institusionalisasidi 
Rutan atau LAPAS.
c. Ada keinginan serius dari para 
pihak untuk mengurangi atau 
bahkan menghilangkan dampak 
negatif dari proses peradilan 
pidana bagi anak. Hal ini didasar-
kan pada data bahwa dalam tahap 
penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di pengadilan, hak- 
hak anak (pelaku) ada yang 
terlanggar, misalnya anak tidak 
dapat sekolah karena ditahan di 
RUTAN dan LAPAS.
d. Selama proses peradilan, pihak 
korban dan masyarakat belum 
mendapatkan restitusi (pemuli-
han) secara memadai sehingga 
putusan pengadilan sering diang-
gap belum mencerminkan keadi- 
lan bagi korban dan masyarakat.  
Hal ini terjadi karena keadilan 
sering ditafsirkan oleh orang 
sebagai keadilan terhadap pelaku 
saja, bukan pada korban dan ma- 
syarakat.
e. Beberapa putusan pengadilan 
kadang belum menunjukkan ke- 
berpihakan negara pada anak, 
anak korban, dan masyarakat.  
Mayoritas putusan pengadilan 
anak adalah penjatuhan pidana, 
dan jenisnya pidana penjara 
(Widodo, 2012:14).
f. Penegak hukum dan para pihak 
yang terkait belum terbiasa me- 
lakukan diversi pada anak yang 
berkonflik dengan hukum secara 
melembaga, bahkan budaya ma- 
syarakat menghendaki agar 
penyelesaian perkara anak lebih 
suka pengunaan jalur litigasi 
dibandingkan dengan jalur litiga- 
si. Beberapa anggota masyarakat 
bahkan sering menganggap diver-
si pada perkara anak yang dilaku-
kan oleh Polri merupakan upaya 
membela pihak tertentu (terutama 
membela pelaku), sehingga perlu 
ada klarifikasi yuridis.
g. Perlunya dasar hukum diversi 
yang jelas dalam peraturan perun-
dang-undangan (lex certa) yang 
dapat digunakan anak oleh polisi, 
jaksa, dan hakim agar tidak terjadi 
salah sangka dalam masyarakat. 
Sebelum ada UU Sistem 
Peradilan Anak, dasar hukum 
diversi di kepolisian adalah pada 
kebijakan diskresi (discretion) 
yang kemudian dituangkan dalam 
dasar hukum dari Kapolri untuk 
lingkungan Polri atau kesepaka-
tan-kesepakatan tertulis lain 
antar-penegak hukum atau antara 
Polri dengan Kementerian lain.  
Menakar Kemampuan Para Pe- 
mangku Kepentingan( Stake Hol- 
ders)dalam Melaksanakan Diversi 
Perkara  Anak Berdasarkan UU- 
SPPA.
Sejak diterbitkan UU-SPPA, pada 
semua tingkatan proses peradilan 
pidana (penyidikan, penuntutan, 
pemeriksanaan di pengadilan), terbu-
ka peluang polisi, jaksa, dan hakim 
untuk melakukan diversi.  Bahkan, 
sebelum ada putusan Mahkamah 
Konstitusi tahun 2013, diversi me- 
rupakan langkah wajib yang 
bersanksi pidana bagi polisi, jaksa, 
hakim sebelum menerapkan ketentu-
an hukum acara pidana.  Saat ini 
meskipun polisi, jaksa, dan hakim 
tidak melakukan diversi tidak dapat 
dipidana. Ketentuan diversi tersebut 
memberi harapan positif  bagi 
pencari keadilan dan penegak hukum 
untuk melaksanakan penyelesaian 
perkara tindak pidana anak sesuai 
dengan karakteristik anak tanpa 
mengabaikan kepentingan korban 
dan masyarakat. 
Dengan demikian, dalam pena- 
nganan anak yang berkonflik dengan 
hukum, diversi dalam perkara anak 
dilakukan oleh Polisi, Jaksa, dan 
Hakim sesuai dengan kewenangan- 
nya dalam acara pidana.  Jika diversi 
gagal maka proses peradilan pidana 
dalam maing-masing tingkatan akan 
diberlakukan dengan puncak proses 
berupa putusan pengadilan. 
Sebelum proses polisi, jaksa, dan 
hakim melakukan diversi, harus 
dipastikan dahulu bahwa persyaratan 
perkara yang dapat didiversi 
memenuhi persyaratan objektif dan 
subjektif sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7 ayat (2).  Persyaratan objek-
tif, yaitu bahwa perkara tindak 
pidana yang akan diproses Diversi 
adalah pelaku tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara di 
bawah 7 (tujuh) tahun.  Persyaratan 
subjektif adalah anak tersebut bukan 
merupakan melakukan pengulangan 
tindak pidana.Dalam UU-SPPA 
tersebut dijalelaskan tentang penger-
tian pengulangan tindak pidana, 
bahwa pengulangan tindak pidana 
dalam ketentuan ini merupakan 
tindak pidana yang dilakukan oleh 
Anak, baik tindak pidana sejenis 
maupun tidak sejenis, termasuk 
tindak pidana yang diselesaikan 
melalui Diversi.
Dalam penjelasan tersebut tidak 
ada jangka waktunya berapa lama 
antara tindak pertama yang pertama 
dengan yang kedua atau selanjutnya. 
Karena itu, UU-SPPA merupakan 
kekhususan dalam hukum pidana 
sehingga dapat menyimpangi keten-
tuan KUHP tentang jangka waktu 
agar dapat dikategorikan melakukan 
pengulangan tindak pidana. Jika 
persyaratan tersebut dipenuhi, maka 
Polisi, Jaksa dan Hakim wajib 
melakukan Diversi. Jika diversi 
sudah dicapai, maka hasil kesepaka-
tan dijadikan dasar Penetapan Ketua 
Pengadilan.
Dalam melaksanakan Diversi, 
penegak hukum wajib menggunakan 
asas sebagaimana diatur dalam Pasal 
2, yaitu pelindungan; keadilan; 
nondiskriminasi; kepentingan ter- 
baik bagi Anak; penghargaan terha-
dap pendapat Anak; kelangsungan 
hidup dan tumbuh kembang Anak; 
pembinaan dan pembimbingan 
Anak; proporsional;  perampasan 
kemerdekaan dan pemidanaan se- 
bagai upaya terakhir; dan penghinda-
ran pembalasan. 
Diversi oleh Hakim Anak di 
Pengadilan Negeri dapat dilakukan 
di ruang mediasi (Pasal 52 ayat (4)).-
Proses Diversi dilakukan dengan 
teknik musyawarah (Pasal 8 ayat 
(1)).Pihak yang wajib dilibatkan 
dalam Diversi adalah Anak dan 
orang tua/walinya, korban dan/atau 
orang tua/Walinya, Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial 
Profesional (Pasal 8 ayat (1)).Selain 
itu dapat pula ditambah dengan 
Tenaga Kesejahteraan Sosial, 
dan/atau masyarakat (ayat (2)). Para 
pihak yang bersengketa dapat 
diwakili oleh kuasanya dengan surat 
kuasa khusus, baik oleh advokat 
maupun orang lain yang dipercaya. 
Pihak ketiga di yang ditentukan oleh 
UU dapat turut serta dan mengga-
bungkan diri dalam proses musya- 
warah, apabila terdapat unsur 
kepentingan yang terkait dan keturut 
sertaannya disepakati oleh pihak 
pelaku dan korban serta disetujui 
oleh Hakim yang memimpin musya- 
warah.
Berdasarkan Pasal 9, ditentukan 
bahwa Penyidik, Penuntut Umum, 
dan Hakim dalam melakukan Diversi 
harus mempertimbangkan: a).kate-
gori tindak pidana; b)  umur Anak; c) 
hasil penelitian kemasyarakatan dari 
Bapas; dan d) dukungan lingkungan 
keluarga dan masyarakat. Kesepaka-
tan Diversi tersebut harus mendapat-
kan persetujuan korban dan/atau 
keluarga Anak Korban serta kese-
diaan Anak dan keluarganya, kecuali 
untuk: a)  tindak pidana yang berupa 
pelanggaran;  b) tindak pidana 
ringan; c) tindak pidana tanpa 
korban; atau d) nilai kerugian korban 
tidak lebih dari nilai upah minimum 
provinsi setempat.
Hasil kesepakatan Diversi dapat 
berbentuk, antara lain: a)  perda-
maian dengan atau tanpa ganti keru-
gian; b)  penyerahan kembali kepada 
orang tua/Wali;  c)  keikutsertaan 
dalam pendidikan atau pelatihan di 
lembaga pendidikan atau LPKS 
paling lama 3 (tiga) bulan; atau d)  
pelayanan masyarakat.  Khusus di- 
versi terhadap pelaku a)  tindak 
pidana yang berupa pelanggaran;  b) 
tindak pidana ringan; c) tindak 
pidana tanpa korban; atau d) nilai 
kerugian korban tidak lebih dari nilai 
upah minimum provinsi setempat-
dapat dilakukan oleh penyidik bersa-
ma pelaku dan/atau keluarganya, 
Pembimbing Kemasyarakatan, serta 
dapat melibatkan tokoh masyarakat.
Diversiyangdilakukan oleh Pe- 
nyidik atas rekomendasi Pembimb-
ing Kemasyarakatan dapat berben-
tuk: a) pengembalian kerugian dalam 
hal ada korban; b) rehabilitasi medis 
dan psikososial; c) penyerahan kem-
bali kepada orang tua/Wali;  d) keikut 
sertaan dalam pendidikan atau pelati-
han di lembaga pendidikan atau 
LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; 
atau e) pelayanan masyarakat paling 
lama 3 (tiga) bulan.
Selama proses Diversi berlang- 
sung sampai dengan kesepakatan 
Diversi dilaksanakan, Pembimbing 
Kemasyarakatan wajib melakukan 
pendampingan, pembimbingan, dan 
pengawasan (Pasal 14 ayat (2)). 
Kesepakatan Diversi wajib dilak-
sanakan paling lama 30 (tiga puluh) 
hari (Pasal 52 ayat (3)).Jika  Diversi 
sudah dilaksanakan dalam jangka 
waktu tersebut maka proses perkara 
tindak pidana tidak dilanjutkan ke 
tahapan persidangan. Pelaku tindak 
pidana dan pihak-pihak terkait akan 
mendapatkan penetapan dari Ketua 
Pengadilan Negeri yang isinya me- 
netapkan bahwa perkara tindak 
pidana anak sudah diselesaikan 
melalui Diversi dan sudah mempu-
nyai kekuatan hukum tetap.Penga-
wasan atas proses Diversi dan pelak-
sanaan kesepakatan yang dihasilkan 
berada pada atasan langsung pejabat 
yang bertanggung jawab di setiap 
tingkat pemeriksaan (Pasal 14 ayat 
(1).
Berdasarkan hasil studi di ma- 
syarakat di Indonesia,  ada beberapa 
hasil penelitian yang dapat dijadikan 
alasan empiris mengapa diversi perlu 
dilakukan, dan prosesnya harus 
cermat agar tercapai keadilan 
restoratif.  
Meskipun banyak kelebihan dan 
manfaatnya bagi anak, pelaksanaan 
diversi ternyata ini banyak mengha-
dapi hambatan. Studi yang pernah 
dilakukan di wilayah Banyumas, 
Purbalingga, Banjarnegara, Kebu-
men, dan Cilacap menunjukkan 
bahwa tidak semua korban atau kelu-
arga korban bersedia menerima cara 
penyelesaian tindak pidana melalui 
diversi. Alasannya: keinginan untuk 
membuat pelaku “kapok” jika dima-
sukkan dalam penjara; kejahatan 
yang dilakukan oleh pelaku adalah 
kejahatan yang diancam dengan 
pidana yang berat; penegak hukum 
kurang mendukung upaya perda-
maian; tidak ada petunjuk pelaksa-
naan maupun petunjuk teknis bagi 
aparat penegak hukum untuk 
mengimplementasi cara penyele- 
saian non-litigasi(Wardaya dan Ret- 
naningrum, 2008 :59). Hasil peneli-
tian ini sama dengan hasil penelitian 
Subekhan, bahwa penyelesaian per- 
kara pidana yang dilakukan oleh 
anak dengan menggunakan pendeka-
tan restorative Justice belum terlak-
sana secara optimal, karena belum 
adanya aturan hukum sebagai 
landasan penyelesaian model ini; 
perubahan masyarakat dari gemein-
schaft ke arah gesselschaft ber- 
dampak pada sulitnya rnengharapkan 
partisipasi masyarakat dalam 
penyelesaian yang bersifat restorasi; 
dan konsep restorative justice yang 
tidak melembagakan proses penyele-
saiannya berdampak pada hasil yang 
dicapai dalam penyelesaian restorasi 
tidak memberikan kepastian hukum 
bagi anak, korban dan masyarakat 
(Subkhan, 2008:i ) Penelitian-peneli-
tian di atas dilakukan atas kebijakan 
Diversi yang dilakukan oleh Polri 
berdasarkan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.
Selama proses peradilan pidana di 
Indonesia, mayoritas anak ditahan di 
170
Rumah Tahanan atau Lembaga 
Pemasyarakatan selama 2-3 bulan.  
Jumlah terdakwa yang dijatuhi 
pidana penjara sekitar 90%. Pembi-
naan anak di di LAPAS kurang opti-
mal karena masa pidananya singkat. 
Proses peradilan tersebut tidak mem-
berikan rasa keadilan bagi anak. 
Secara normatif, sistem hukum di 
Indonesia belum ramah anak dan 
sistem kesejahteraan belum terinte-
grasi. Struktur dan aparatur penegak 
hukum juga belum ada persamaan 
persepsi terhadap penanganan anak 
nakal sehingga perlu peningkatan 
kapasitas sumberdaya manusia. 
Begitu juga ketersediaan sarana dan 
prasarana masih harus ditingkatkan.  
Pandangan dan perilaku masyarakat 
ternyata banyak yang masih memak-
nai pidana sebagai tindakan yang 
harus bersifat punitif dan retributif 
(Apong Herlina, 2015).
Selama dalam masa proses 
peradilan pidana, beberapa studi 
menunjukkan bahwa mereka men- 
dapat perlakuan yang buruk bahkan 
kadang-kadang lebih buruk dari 
perlakuan terhadap orang dewasa 
pada suatu situasi yang sama. 
Perlakuan buruk ini tidak hanya 
terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) 
atau Lembaga Pemasyarakatan 
(Lapas) namun tindak kekerasan 
terhadap mereka sering dialami sejak 
berada di kantor polisi yang berupa 
tamparan, tendangan, bahkan 
kadang-kadang pelecehan seksual. 
Penyidikan di kantor polisi ini sebe-
narnya dalam rangkapenyusunan 
Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 
Namun, kekerasan sering menjadi 
bagian dari upaya untuk memperoleh 
pengakuan. Bentuk kekerasan lain 
berupa tindakan memaksa anak 
untuk membersihkan kantor polisi 
dan mobil patroli. Rutan atau Lapas 
juga memberikan pengaruh buruk 
terhadap anak-anak di samping hak 
mendapat pendidikan baginya 
terabaikan (Lily, 2014). Studi pada 
tahun 2006, bahwa 96% kasus anak 
yang diajukan ke pengadilan menga-
kibatkan tindankan pasa berupa 
penahanan, 60% pidana yang 
dijatuhkan lebih dari satu tahun, dan 
hanya sedikit atau bahkan tidak ada 
bantuan hukum (RingkasanKajian, 
Oktober, 2012 http://www.unicef. 
org, 2014).
Berdasarkan Penelitian di Kota 
Makassar, Makmur, Hakim Anak 
Pengadilan Negeri Makassar, perka-
ra anak sebenarnya sangat kental 
nuansa keadilan restoratif.Justru 
keadilan restoratif tersebut lahir dari 
Pembimbing Kemasyaratan, tetapi 
ternyata hampir tidak pernah ada 
petugas BAPAS yang merekomen-
dasikan agar anak tersebut tidak 
dijatuhi pidana. Namun sebaliknya, 
Husni Guna, Kepala Seksi Bimbi- 
ngan Klien Anak Balai Pema- 
syarakatan Kelas I Makassar menya-
takan bahwa BAPAS tidak pernah 
merekomendasikan sanksi pidana 
pada anak, dan pembinaan anak 
dalam LAPAS merupakan upaya 
terakhir jika upaya lainnya gagal 
dilakukan ( Adiguna dkk, 2014). 
Berdasarkan penelitian Hafad, ma- 
yoritas hasil PK di Kota Malang 
menggunakan bahasa “klise” dan 
mayoritas merekomendasikan agar 
anak dijatuhi pidana atau tindakan 
seadil-adilnya.  Kalau tidak dengan 
“bahasa klise” tersebut, banyak hasil 
penelitian kemasyarakatan mere-
komendasikan agar hakim menjatuh-
kan sanksi paling adil (Hafad, 2004 : 
78). Namun demikian, yang 
mengembirakan, di BAPAS Suraba-
ya, Pembimbing Kemasyarakatan 
seringkali merekomendasikan agar 
anak di bina di luar LAPAS disertai 
dengan kesanggupan pihak-pihak 
tertentu yang siap menampung anak 
nakal, dan hakim memenuhi saran 
tersebut (Widodo, 2012 : 25).
Jika anak di masukkan ke LAPAS 
(pada saat berlakunya UU-SPPA 
disebut LPKA), anak-anak di LPKA 
ternyata mayoritas hanya dibina 
secara umum (tidak memperhatikan 
kebutuhan dan kompetensi anak) dan 
proses belum tampak adanya model 
pembinaan yang bersifat individual 
(individual treatment model), maka 
dampaknya akan makin buruk bagi 
anak.  Selama ini anak (apapun 
tindak pidana yang dilakukan) yang 
ada di LAPAS Anak maupun di suatu 
blok (di LAPAS Dewasa) sehingga 
pada siang hari dapat berinteraksi 
dan saling bergaul sehingga memung 
kinkan saling “belajar kejahatan.”  
Akibatnya, dalam LAPAS terjadi 
prisonisasi, meskipun anak tidak 
selalu menjadi residivis (penjahat 
kambuhan).  Jika anak dimasukkan 
ke LPKA atau LPKS yang tidak 
tertata model pembinaannya, 
dampak positif bagi anak dan ma- 
syarakat memang banyak, namun 
dampak negatif bagi anak cukup 
dominan (Widodo, 2012 : 25).
Berkaitan dengan diversi yang 
berjalan selama ini, pandangan nega-
tif masyarakat terhadap penegak 
hukum juga mempunyai pengaruh 
besar terhadap penerapan diversi.Hal 
ini diungkapkan oleh Wahyudi 
(Penyidik Pembantu PPA) bahwa 
ketika pihak-pihak didamaikan, ma- 
syarakat beranggapan bahwa penyi- 
dik membela dan dibayar oleh pihak 
pelaku tindak pidana sehingga 
pelaku tidak diproses secara 
pidana.Padahal Polisi melakukan 
upaya damai (diversi) untuk kepen- 
tingan terbaik bagi anak.Hal serupa 
juga diungkapkan oleh Andi Armasa-
ri (Jaksa Fungsional Kejaksaan 
Negeri Makassar) bahwa penilaian 
negatif dari masyarakat jika mereka 
didamaikan, atau jaksa membuat 
tuntutan ringan anak pelaku tindak 
pidana. Kejaksaan dianggap pihak 
yang tidak bertanggung jawab, 
bahkan dituduh dibayar oleh pelaku, 
atau ada hubungan keluarga antara 
jaksa dengan pelaku.  Menurut Iswa-
hyu Widodo (Hakim Anak di Penga-
dilan Negeri Makassar), umumnya, 
kendala untuk mendamaikan para 
pihak adalah korban sudah menjadi 
korban berkali-kali, meskipun pela- 
kunya bukan orang yang sama (Adi-
guna dkk., 2014).
Berdasarkan hasil penelitian di 
atas dapat dihami beberapa hal beri-
kut.  Dalam perspektif substansi 
hukum, petunjuk teknis pelaksanaan 
diversi belum semuanya lengkap.  
Hal ini dapat diatasi dengan cara 
membuat Peraturan Pemerintah (PP) 
tentang diversi sebagaimana diatur 
dalam Pasal 15. Ketentuan Peraturan 
Pemerintah yang ditindaklanjuti 
dengan peraturan yang lebih rendah 
tingkatannya juga penting mengingat 
ada beberapa norma dalam UU-SP-
PA yang multi tafsir, antara lain:
a. Siapa saja yang wajib hadir dalam 
diversi di setiap tingkatan, dan 
bagimana jika diantara mereka 
tidak hadir, akankah menjadikan 
diversi batal demi hukum atau 
dapat dibatalkan. Dalam UU 
tersebut ada kata “wajib”, sehing-
ga secara terminologis dapat 
ditafsirkan “bisa”, bukan wajib.  
Bagaimana jika para pihak yang 
disebutkan dalam 8 ayat (1) ada 
yang tidak hadir apakah jika ada 
diversi kemudian diversinya 
dianggap batal demi hukum atau 
bagaimana.  Apa sanksi bagi 
pihak yang diundang penegak 
hukum dalam diversi kemudian 
tidak hadir?
b. Tidak ada norma yang mengatur 
cara diversi jika proses mengala-
mi jalan buntu (deadlock) dalam 
musyawarah. Apakah diversi ter- 
sebut langsung dianggap gagal 
atau ada alternatif lain, misalnya 
dengan pungutan suara. Namun 
bagaimana penentuan keberhasi-
lannya, dan bagaimana persentase 
suara dari masing-masing pihak. 
Bagaimana ketentuan musyawa- 
rah yang berhasil dalam diversi, 
apakah semua pihak harus setuju 
dengan kesepakatan, atau jika ada 
yang tidak setuju diversi pihak-pi-
hak tertentu sengaja meng-
gagalkan diversi dengan tujuan 
agar anak dimasukkan ke proses 
peradilan pidana.
c. Tidak ada ketentuan tentang 
pengertian masyarakat (dalam 
ketentuan melibatkan “tokoh 
masyarakat” dalam Pasal 10 ayat 
(1), apakah masyarakat sekitar 
tempat tindak pidana terjadi, atau 
masyarakat tempat pelaku bera- 
sal, atau masyarakat tempat 
korban berasal, atau masyarakat 
merupakan orang-orang yang 
memahami tentang karakteristik 
pelaku (misalnya orang yang 
meneliti tentang tingkah laku 
yang dilakukan pelaku,a atau 
orang yang pernah melakukan 
tingkah laku yang sama dengan 
pelaku) atau korban  (misalnya 
orang yang meneliti tentang 
eksistensi korban atau orang yang 
pernah menjadi korban dalam 
tindak pidana yang sama).
d. Tidak ada ketentuan limitatif 
tentang bentuk hasil kesepakatan. 
Dalam Pasal 11 hanya diatur 
“antara lain”. Apakah boleh ada 
bentuk lain selain yang diatur 
dalam Pasal 11.  
Meskipun ada beberapa kelema- 
han, banyak juga keunggulan norma-
tif dalam UU-SPPA antara lain 
sebagai berikut.
a. Memberikan peluang pada anak, 
korban dan masyarakat untuk 
melakukan diversi dalam rangka 
memulihkan keadaan, tanpa meli-
batkan anak dalam proses per- 
adilan pidana.
b. Menggunakan Paradigma keadi- 
lan restoratif, yang tercermin 
dalam diversi maupun sistem 
peradilan pidana (sampai dengan 
pembimbingan klien oleh 
BAPAS).
c. Memuat banyak jenis pidana dan 
tindakan yang memungkinkan 
hakim menjatuhkan jenis dan 
beratnya sanksi sesuai dengan 
pendekatan keadilan restoratif.
d. Mengatur kerangka penannagan 
anak yang berkonflik dengan 
hukum, mulai dari diversi sampai 
pada pengawasan dan pembim- 
bingan sehingga menjamin kepas-
tian hukum dan dapat digunakan 
sebagai dasar pembuatan peta 
jalan (roadmap) dalam pencipta-
an keadilan restoratif.
e. Pelibatan banyak lembaga peme- 
rintah, lembaga kemasyarakatan, 
ahli, dan individu dalam sistem 
peradilan pidana.
Berkaitan dengan pelaksanaan 
diversi, ada beberapa permasalahan 
yang perlu mendapat pemecahan, 
secara yuridis maupun praktis antara 
lain sebagai berikut.
a. Belum ada Peraturan pemerintah 
tentang Diversi, padahal UU-SP-
PA dilaksanakan tanggal 1 Juli 
2014.  Jika tidak ada PP, maka 
para penegak hukum akan meng-
gunakan peraturan yang ada.  
Apakah peraturan yang ada sudah 
mencerminkan filosofi UU-SP-
PA.
b. Apakah catatan hasil diversi 
bersifat online dan terintegrasi 
antara kepolisian, kejaksaan, dan 
pengadilan? Jika tidak, bagaima-
na jika rekam jejak anak tidak 
terekam maka memungkinkan 
seorang anak di-diversi lebih dari 
1 (satu) kali.
c. Apakah BAPAS mampu melak-
sanakan tugas membuat Peneli-
tian Kemasyarakatan dan menga-
wasan proses pelaksanaan diver-
si.Pasal  28 mengatur bahwa Hasil 
Penelitian Kemasyarakatan wajib 
diserahkan oleh Bapas kepada 
Penyidik dalam waktu paling 
lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh 
empat) jam setelah permintaan 
penyidik diterima.  Padahal, 
jumlah Pembimbing Kema- 
syarakatan sangat sedikit, namun 
wilayah kerjanya antara 5 sampai 
7 kabupaten kota.  Misalnya 
BAPAS Jember (yang wilayahnya 
meliputi Jember, Banyuwangi, 
Bondowoso, Situbondo, dan 
sebagian Lumajang) hanya memi-
liki 11 orang pegawai.  Jumlah 
Pembimbing Kemasyarakatan 
Anak hanya 3 orang. Sarana 
transportasi milik BAPAS ada 
sangat kurang (Widodo, 2012: 
235).
d. Mampukan Bapas melakukan 
pengawasan, pembinaan, pem-
bimbingan secara profesional 
terhadap anak yang didiversi dan 
berada di luar LPKS? Jika tidak 
diawasi, bisa bertambah nakal.  
Jika tidak diawasai, anak tidak 
mendapatkan perlindungan 
hukum agar tidak mengulangi 
tindak pidana, karena tidak ada 
pendampingan atau bimbingan 
yang memadai ke arah tingkah 
laku yang baik. Bukankah anak 
yang didiversi sesungguhnya 
adalah anak yang melakukan 
tindak pidana (hanya saja tidak 
diputus oleh pengadilan, tetapi 
hanya ditetapkan oleh pengadilan 
sebagai pelaku tindak pidana 
pertama).
e. Sudah siapkah semua penegak 
hukum (termasuk advokat) dan 
pihak-pihak terkait melakukan 
musyawarah dalam rangka diver-
si, padahal proses tersebut mem-
butuhkan banyak pengetahuan 
dan keterampilan.
Berkaitan dengan permasalahan 
tersebut, para pihak harus melakukan 
beberapa langkah berikut agar diver-
si dan sistem peradilan pidana dapat 
terlaksana dan dapat mencapai 
tujuan berupa keadilan restoratif. 
a. Dalam Subtansi hukum, pemerin-
tah harus segera menerbitkan 
Peraturan Pemerintah tentang 
diversi sebagaimana diatur dalam 
Pasal 15. Setelah ada PP, maka 
pihak-pihak penegak hukum dan 
pemangku kepentingan lain (mi- 
salnya kementerian terkait) me- 
nerbitkan petunjuk pelaksanaan 
dan petunjuk teknis agar dapat 
digunakan sebagai pemandu 
diversi.  Untuk menguatkan pro- 
ses diversi, maka diperlukan pem-
buatan (atau peninjauan) nota 
kesepahaman “payung” yang 
ditindaklanjuti dengan perjanjian 
kerjasama antar-instansi.
b. Penegak Hukum dan pemangku 
kepentingan wajib melaksanakan 
sejumlah langkah, antara lain 
sebagai berikut.
1) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, advokat agar dapat 
melakukan diversi pada anak, 
karena anak mempunyai 
karakter khusus, begitu pula 
korban dan masyarakat juga 
mempunyai karakter unik. 
2) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, dan advokatagar dapat 
melakukan proses peradilan 
pidana pada anak, karena anak 
mempunyai karakter khusus 
yang harus diperhatikan, baik 
anak pelaku, anak korban, 
maupun anak saksi.  
3) Kualitas dan kuantitas Peker-
ja Sosial Profesional dan Te- 
naga Kesejahteraan Sosial 
juga perlu ditingkatkan dalam 
penanganan anak yang ber- 
konflik dengan hukum.
4) Peningkatan kemampuan 
calon petugas LPKS (sebagai 
tempat pembinaaan anak yang 
dijatuhi pidana), LPKA (tem-
pat anak yang di-diversi 
berupa pengikutsertaan dalam 
lembaga), LPAS (sebagai 
tempat penahanan anak 
semesntara), petugas pema- 
syarakatan di Blok Anak pada 
LAPAS Dewasa.
5) Peningkatan kemampuan 
pembimbing kemasyarakatan 
(dari BAPAS) dalam membuat 
Penelitian Kemasyarakatan 
(Litmas) agar lebih cepat, 
akurat, dan berkualitas (me- 
muat analisis yang proporsio- 
nal dari sisi sosiologi, psikolo-
gi, penologi, dan “ilmu ting-
kah laku” lainnya), dan 
melakukan pendampingan, 
pembimbingan, dan penga-
wasan proses diversi, dan 
pelaksanaan diversi (baik di 
dalam LPKS maupun di ma- 
syarakat). BAPAS harus mem-
berikan rekomendasi (Pasal 10 
ayat (2), pendampingan, pem-
bimbingan, dan pengawasan 
terhadap anak selama proses 
dan pelaksanaan diversi (Pasal 
14 ayat (2), laporan kegagalan 
diversi (Pasal 14 ayat (3).  
Waktu pembuatan litmas 
sangat singkat yaitu hanya 3 
hari.**
Para penegak hukum dan 
pemangku kepentingan perlu 
mendapatkan pendidikan dan pelai-
han atau bahkan pendidikan khusus 
secara bertahap dan terus-menerus 
dan masing-masing memperoleh 
sertifikat agar memenuhi standar 
minimal yang dibutuhkan pencapa-
ian keadilan restoratif.  Hal ini sama 
dengan apa yang dikemukakan 
Jonson bahwa ... facilitator style and 
role, certification, training requir-
ment’s, professional standards and 
othe issues will continue to add 
spince to the stew of co-creation ad 
individuality in the field many years 
to come (Daniel van Ness, 2007 
:223).
c. Masyarakat perlu ditingkatkan 
kepeduliannya dalam menyele-
saikan tindak pidana anak.  Pan-
dangan masyarakat terhadap 
keadilan restoratif juga perlu 
diperbaiki agar tidak ada prasang-
ka. Langkah yang dapat dilaku-
kan oleh pemerintah bersama 
pemangku kepentingan antara 
lain sebagai berikut.
1) Sosialisasi UU kepada ma- 
syarakat, terutama masyarakat 
yang rentan sebagai pelaku 
maupun korban tindak pidana 
anak.
2) Membudayakan pemikiran 
“positif” anggota masyarakat 
terhadap proses diversi di 
semua tingkatan pradilan 
pidana.  Memberikan pemaha-
man yang komprehensif terha-
dap keadilan restoratif yang 
dicapai melalui proses 
peradilan pidana.
3) Meningkatkan komitmen 
masyarakat dan pemerhati 
untuk selalu mengutamakan 
penyelesaian tindak pidana 
anak yang sesuai dengan kebu-
tuhan anak.
d. Sarana dan prasarana(termasuk 
kurikulum) sangat perlu diada-
kan, ditambah atau ditata ulang, 
antara lain sebagai berikut. 
1) Penyediaan ruangan khusus 
di Kepolisian, Kejaksaan, dan 
Pengadilan, penganggaran, 
fasilitas pendukung, data 
online yang terintegrasi (agar 
pelaporan, pendataan, pendo-
kumentasian (pengarsipan) 
data diversi mudah, cepat, dan 
murah). Hal inisangat penting 
dalam keadministrasian, 
apalagi di wilayah luar pulau 
Jawa yang geografisnya varia-
tif, dan modal tranportasinya 
terbatas).
2) Pembentukan LPKS, LPAS, 
LPKA.
3) Peninjauaan dan pembentu-
kan model pembinaan di 
LPKS, LPKA berserta kuriku-
lum, termasuk penyediaan 
fasilitas pendukungnya.
Pendidikan, Pembinaan, Pen-
dampingan dan  Pengawasan  Ter-
hadap  Anak yang Di-diversi 
Maupun yang Dijatuhi Pidana 
Atau Tindakan  Oleh Pengadilan
Sampai saat ini di LAPAS Anak 
atau LAPAS Dewasa Indonesia 
belum ada model yang sistemik 
tentang pendidikan, pembinaan, 
pendampingan, dan pengawasan 
khusus terhadap anak yang didasar-
kan pada asas individualisasi pembi-
naan (baik pembimbingan mental 
dan kerohanian maupun pembimbi- 
ngan/latihan kerja), dan asas kepen- 
tingan terbaik bagi anak. Penga-
wasan yang dilakukan oleh BAPAS 
terhadap anak yang dijatuhi pidana 
maupun tindakan juga kurang opti-
mal. Kepedulian masyarakat dan 
organisasi kemasyarakatan terhadap 
anak yang melakukan tindak pidana 
juga belum optimal.  Berdasarkan 
fakta tersebut, maka pola penga-
wasan dapat dilakukan oleh para 
pihak sebagai berikut.
a. Anak yang didiversi sudah me- 
ngalami masalah kelakuan, 
karena itu pembinaannya dapat 
dilakukan oleh bagian Bimbingan 
dan Konseling (jika sekolah), 
pimpinan lembaga pendidikan 
non-formal (jika menempun 
pendidikan non formal), orang tua 
atau wali atau perorangan lain 
(jika dikembalikan ke orang 
tua/wali atau diserahkan kepada 
perorangan), kepala organisasi 
kemasyarakatan (jika diserahkan 
ke organisasi kemasyarakatan), 
kepala desa/lurah (jika tidak ada 
pembina).
b. Anak yang dimasukkan ke LPKS, 
LPKA dibimbing oleh petugas 
khusus yang ada dalam lembaga 
tersebut.
c. Pembimbing Kemasyarakatan di 
BAPAS, sesuai dengan bidang 
tugasnya.
Namun, para pembina dan petu-
gas, pengawas tersebut harus dibuat-
kan pola atau model atau sistem yang 
dapat dipedomani berdasarka Pera-
turan Pememrintah (PP) dan peratu- 
ran menteri atau lembaga pemerintah 
yang terkait dengan penanganan 
anak yang berkonflik dengan hukum 
(pelaku), dan anak yang berhadapan 
dengan hukum (anak saksi dan anak 
korban).  Khusus pada anak pelaku, 
pembentukan model pendidikan, 
pembinaan, pendampingan tersebut 
harus didasarkan ada karakteristik 
unik dari masing-masing anak, 
sehingga harus mengutamakan 
model individualisasi pembinaan dan 
berbasis pada kebutuhan anak. 
Karena itu, pemerintah perlu mem-
buat model khusus tentang penga-
wasan, pembinaan, dan pendampin-
gan anak yang berkonflik dengan 
hukum, baik di-diversi maupun 
dijatuhi pidana (straf)atau tinda-
kan(maatregels).
Simpulan
1. Diversi pada perkara anak perlu 
dilakukan oleh penegak hukum 
secara terukur dan legal berdasar-
kan UU Sistem Peradilan Anak 
dalam rangka melindungi anak, 
anak korban dan kepentingan 
masyarakat secara proporsional.  
2. Kelemahan pelaksanaan peradilan 
pidana anak, kekurangmampuan 
LAPAS, LAPAS Anak, dan 
Organisasi Kemasyarakatan da- 
lam membina anak yang berkon- 
flik dengan hukum selama ini 
memicu lahirnya diversi.  Keber-
hasilan diversi pada anak di 
beberapa negara menjadi sema- 
ngat tersendiri bagi pembuat UU 
untuk membentuk lembaga diver-
si secara legal. 
3. Konsekuensi dari diversi pada 
anak, para pihak yang terlibat 
dalam proses dan pasca-diversi 
wajib menjamin kepentingan 
terbaik bagi anak dan korban.  
Karena itu, pendidikan, pembi-
naan, pendampingan dan penga-
wasan anak yang berkonflik 
dengan hukum (baik yang disele-
saikan dengan diversi maupun 
yang diadili melalui sistem 
peradilan pidana) wajib dilak-
sanakan secara sistemik berdasar-
kan asas kepentingan terbaik bagi 
anak tanpa mengabaikan kepen- 
tingan korban dan masyarakat.
4. Konsekuensi yuridisnya,Peratu- 
ran Pemerintah Republik Indone-
sia  Nomor 65 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pelaksanaan 
Diversi dan Penanganan Anak 
yang Belum Berumur 12 (Dua 
Belas) Tahun perlu ditindaklanjuti 
dengan peraturan internal di 
kalangan Polri, BAPAS, dan 
instansi terkait sebagai standar 
prosedur operasional di lembaga 
yang terlibat dalam proses diver-
si, termasuk lembaga pelaksana 
dan pengawas putusan diversi 
dalam rangka impementasi kebi-
jakan diversi anak di Indonesia.
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Pendahuluan
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum harus didasarkan 
pada kepentingan terbaik bagi anak. 
Pengertian frasa “terbaik bagi anak” 
terkait dengan sifat anak, baik fisik, 
psikis, maupun sosial sehingga 
kepentingan anak satu dengan lain- 
nya tidak harus sama. A definition of 
the child’s best interests cannot 
accommodate the diverse nature of 
the interests appropriate for a partic-
ular child, from a particular back-
ground and at a particular time of 
development. (Sifris at.all 2014). 
Pengutamaan kepentingan terbaik 
bagi anakini juga didasarkan pada 
asas umum perlindungan anak 
sebagaimana diatur dalam konvensi 
anak, bahwa 
The best interests of the child 
shall be a primary consideration 
in all actions affecting children. 
(The 1989 Convention on the 
Rights of the Child).The term 
“best interests” broadly 
describes the well-being of a 
child. Such well-being is deter-
mined by a variety of individual 
circumstances, such as the age, 
the level of maturity of the child, 
the presence or absence of 
parents, the childs environment 
and experiences.(UNHCR Guide-
lines, 2008).
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum tidak harus menggu-
nakan sarana nonpenal (misalnya 
diversi) atau menggunakan hukum 
pidana (sarana penal).  Namun, ke- 
duanya dapat dilakukan secara 
berurutan, yaitu mengutamakan 
diversi (jika memenuhi persyaratan 
diversi), dan jika upaya tersebut 
gagal maka akan diberlakukan 
sistem peradilan pidana bagi 
anak.Hal ini sesuai dengan pendapat 
bahwa the major goal of the first 
juvenile courts, established at the 
turn of the century, was to provide an 
alternative to, and thereby divert 
youth from, the criminal court(Albert 
L. Robert (Edit), 2008 : 184).
Secara umum, pemberlakuan-
sistem peradilan pidana untuk 
penyelesaian perkara pidana dapat 
berdampak buruk bagi anak, teruta-
ma pemberian “stigma jahat” pada 
anak (stigmatisasi atau labelisasi), 
dan terjadinya pembiasaan kebia- 
saan-kebiasan buruk di LAPAS yang 
kemudian dipraktikkan lagi oleh 
anak ke luar LAPAS Anak (prisoni-
sasi), bahkan pengulangan tindak 
pidana yang lebih serius akibatnya. 
Salah satu penyebabnya adalah 
adanya kontak langsung dengan 
penegak hukum yang dapat membuat 
anak frustrasi.  Jika perkaranya 
sudah diputus oleh pengadilanpun, 
mungkin akan menjadi stigma bagi 
anak pelaku tindak pidana.  Karena 
itu, para ahli di bidang psikologi, 
hukum, etimologi kriminal, krimi-
nologi, pendidikan, dan penologi 
selalu mencari jalan terbaik bagi 
anak, korban, dan kepentingan ma- 
syarakat.  Akhirnya, para ahli mewa-
canakan pendekatan keadilan resto- 
ratif sebagai alternatif pemikiran 
untuk mengurangi kelemahan teori 
pemidanaan retributif, teori prevensi 
maupun teori gabungan.
Keadilan restoratif merupakan 
suatu ide dan gerakan yang me- 
ngedepankan keadilan dalam pers-
pektif pelaku dan keluarganya, 
korban dan keluarganya, masyarakat, 
dan pemangku kepentingan dalam 
rangka pemulihan keadaan masing- 
masing.  Karena itu, konsepsi pemi- 
kiran keadilan restoratif (restorative 
justice) menjadi salah satu upaya 
menjauhkan anak dari sistem per- 
adilan pidana yang tidak perlu.  
Pendekatan ini mengutamakan pe- 
nyelesaian tindak pidana di luar 
peradilan pidana.  Pendekatan terse-
but bukan hanya pada anak, melain- 
kan juga pada orang dewasa (misal- 
nya pencurian ringan, penggelapan 
ringan, perbuatan curang (penipuan) 
ringan) maupun anak-anak.  Bahkan 
di beberapa negara maju, korporasi 
yang melakukan tindak pidana dapat 
juga diselesaikan dengan pendekatan 
keadilan restoratif.
Keadilan restoratif adalah cara-
menanggapi perilaku criminal 
dengan cara menyeimbangkan antara 
kebutuhan masyarakat, dengan 
korban danpelaku. Ini merupakan 
konsep yang terus berkembangdan 
dapat menimbulkan interpretasi yang 
berbeda di negara yang berbeda.
Restorative justice is a way of 
responding to criminal behaviour 
by balancing the needs of the 
community, the victims and the 
offenders. It is an evolving 
concept that has given rise to 
different interpretation in differ-
ent countries, one around which 
there is not always a perfect 
consensus.(United Nations, 2006: 
6).
Berkaitan dengan konsep 
keadilan restoratif dalam perkara 
pidana yang dilakukan oleh anak, 
menurut Pasal 1 angka 6 Undang- 
Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 
Sistem Peradilan Pidana  Anak (LN 
Tahun  2012  Nomor  153, TLN 
Nomor  5332), pengertian keadilan 
restoratif adalah penyelesaian perka-
ra tindak pidana dengan melibatkan 
pelaku, korban, keluarga pelaku/kor-
ban, dan pihak lain yang terkait 
untuk bersama-sama mencari 
penyelesaian yang adil dengan 
menekankan pemulihan kembali 
pada keadaan semula, dan bukan 
pembalasan.
Praktik di beberapa negara, 
keadilan restroratif disebut dengan 
berbagai istilah. Ada pihak yang 
menggunakan istilah"keadilan 
komunitarian", "memperbaiki 
kesalahan", "Keadilan positif", 
"keadilan relasional", "keadilan 
reparatif", "keadilan masyarakat" 
untuk menyebut "keadilan restorat-
if". Namun, demikian ada kesamaan 
pemahaman bahwa keadilan 
restoratif dibangun berdasarkan 
konsep penyeimbangan kepentingan 
dan kebutuhan pada tiga pihak, yaitu 
pelaku, korban, dan masyarakat. Hal 
ini terungkap dari penjelasan beri-
kut.
Also, because of the difficulties in 
precisely translating the concept 
into different languages, a variety 
of terminologies are often used. 
There are many terms that are 
used to describe the restorative 
justicemovement. These include 
“communitarian justice”, “ma- 
king amends”,“positive justice”, 
“relational justice”, “reparative 
justice”, “communityjustice” and 
“restorative justice”, among 
others.(United Nations, 2006:6)
Berkaitan dengan keadilan 
restoratif, dalam UU-SPPA diatur 
tentang diversi. Pengertian diversi 
adalah pengalihan penyelesaian 
perkara Anak dari proses peradilan 
pidana ke proses di luar peradilan 
pidana.Jika kedua konsep tersebut 
dihubungkan, maka keadilan 
restoratif adalah tujuan yang ingin 
dicapai, sedangkan diversi adalah 
salah satu proses mencapai keadilan 
tersebut.Keadilan restoratif dapat 
dicapai melalui diversi maupun 
non-diversi, yaitu memproses anak 
pelaku tindak pidana dalam sistem 
peradilan pidana. Dengan demikian, 
melalui sistem peradilan pidanapun 
dapat dicapai keadilan restoratif. 
Misalnya dengan menjatuhkan 
pidana atau tindakan yang sesuai 
dengan kebutuhan pelaku, korban, 
dan masyarakat.Karena itu, dalam 
UU-SPPA disediakan banyak jenis 
sanksi dan tindakan agar hakim 
dapat memilih jenis pidana (straf) 
atau tindakan (maatregel) yang 
sesuai dengan kebutuhan pelaku, 
korban dan masyarakat agar keadilan 
restoratif tercapai.
Sampai saat ini, diversi pada 
perkara anak di tahap penyidikan 
sudah sering dilakukan berdasarkan 
Peraturan internal di Kepolisian 
Negara Republik Indonesia.  Banyak 
pendapat yang setuju dan yang tidak 
setuju atas upaya Polri untuk 
menyelesaikan perkara pidana anak 
di luar hukum pidana.  Namun, saat 
ini sudah terbit Undang-Undang No. 
11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (selanjutnya 
disingkat UU-SPPA), yang sudah 
diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 
2014 sehingga setiap orang wajib 
setuju dan menaatinya.  Jika UU 
tersebut diberlakukan, banyak 
sub-sistem atau sistem yang berubah, 
misalnya sub-sistem: diversi oleh 
polisi, jaksa, dan hakim; pencatatan 
dan pengarsipan pada lembaga 
pelaksana UU-SPPA; sistem pembi-
naan dan pembimbingan anak di 
Lembaga Penempatan Anak Semen-
tara (LPAS), Lembaga Penyelengga-
ra Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA). Selain itu, banyak juga 
sarana dan prasarana yang disiapkan, 
termasuk kaulitas dan kuantitas sum-
berdaya manusia (misalnya polisi, 
jaksa, hakim, pembimbing kema- 
syarakatan, petugas pemasyarakatan, 
relawan sosial).
Jika pemerintah dan para pihak 
terkait serta para pemangku kepen- 
tingan (stakehoders) tidak segera 
melakukan persiapan atas pember-
lakuan UU-SPPA tidak segera 
disiapkan, UU-SPPA akan hanya 
menjadi norma yang bersifat 
“semantik” (indah dalam bahasa) 
dan tidak banyak melakukan peruba-
han substansi sistem peradilan 
pidana anak sehingga tidak ada 
bedanya dengan saat berlakunya UU 
No. 3 Tahun 1997 tentang Penga-
dilan Anak.
Berdasarkan pemikiran tersebut, 
penulis melakukan pengajian terha-
dap 3 (tiga) permasalahan, yaitu 
apakah urgensi diversi dalam pena- 
nganan perkara anak;bagaimana 
kesiapan para pihak yang terlibat 
dalam diversi perkara anak;serta 
bagaimana model pendidikan, pem-
binaan, pendampingan, dan penga-
wasan anak yang di-diversi maupun 
anak yang dijatuhi pidana (straf) atau 
tindakan(maatregel).  Kajian ini 
akan menghasilkan analisis tentang 
substansi keadilan restoratif dalam 
kaitannya dengan diversi, dan anali-
sis kemampuan yang ada di ma- 
sing-masing pemangku kepentingan 
yang berkaitan dengan sistem per- 
adilan pidana. Akhirnya, Hasil kajian 
ini dapat dimanfaatkan oleh pihak- 
pihak terkait untuk menyiapkan sum-
berdaya, sumberdana dan sistem 
kinerja dalam rangka menciptakan 
keadilan restoratif dalam perkara 
anak di Indonesia.  
Urgensi Penerapan  Diversidalam 
Penanganan  Perkara Anak
Secara teoretik, ada keterkaitan 
antara asas atau kebijakan dikresi 
(discretion), diversi (Diversion) dan 
keadilan restoratif (Restorative 
Justice).Saut P.Panjaitan mengemu-
kakan bahwa diskresi (pouvoir 
discretionnaire, bahasa Perancis) 
ataupun Freies Ermessen (bahasa 
Jerman) merupakan suatu bentuk 
penyimpangan terhadap asas legali-
tas dalam pengertian wet matigheid 
van bestuur, jadi merupakan ”keke- 
cualian” dari asas legalitas. Menurut 
Muchsan, dasar pijakan diskresi ada 
2 (dua) yaitu: Dasar Hukum/Yuridis, 
yaitu menyangkut ketentuan formal; 
dan Dasar Kebijakan, yaitu me- 
nyangkut manfaat. (Simamora, 
2014).
Diversi adalah penyelesaian per- 
kara pidana menggunakan jalur di 
luar hukum pidana. Sedangkan 
pengertian keadilan restoratif adalah 
ide keadilan yang didasarkan pada 
kesepakatan antar-para pihak yang 
terkait dengan tindak pidana untuk 
mencari solusi untuk pemulihan 
keadaan sebagaimana belum terjadi 
tindak pidana dan bahkan menja- 
dikan semua pihak lebih baik.  
Keadilan Restoratif didasarkan pada 
5 prinsip dalam pemikiran berikut. 
Five Principles of Restorative 
Justice
a. Focuses on harms and conse-
quent needs (victims', but also 
communities' and offenders').
b. Addresses obligations resulting 
from those harms (offenders' but 
also families', communities' and 
society's).
c. Uses inclusive, collaborative 
processes.
d. Involves those with a legitimate 
stake in the situation (victims, 
offenders, families, community 
members, society).
e. Seeks to put right thewrongs 233 
(Dowd, 2015: 233)
Dengan demikian, dalam konteks 
bahasan ini dapat dipahami bahwa 
diversi dalam perkara anak lahir 
karena adanya asas diskresi yang 
dimiliki oleh pihak yang berwenang 
(Penyidik, Jaksa, dan Hakim) dalam 
rangka mencapai keadilan restoratif.  
Salah satu bentuk diskresi adalah 
memberikan kewenangan kepada 
Penyidik, Jaksa, dan Hakim untuk 
melakukan diversi terhadap anak 
yang berhadapan dengan hukum. 
Pengertian keadilan restoratif 
adalah a form of conflict resolution 
and seeks to make it clear to the 
offender that the behaviour is not 
condoned, at the same time as being 
supportive and respectful of the indi-
vidual.(Morison, 2001: 194). Pihak 
yang diharapkan memperoleh kea- 
dilan restoratif adalah pelaku dan 
korban, serta pihak-pihak yang 
terkait. Dalam konteks pemidanaan, 
pendekatan keadilan restoratif seja- 
lan dnegan model keseimbangan 
Kepentingan (Muladi, 1995:5). Ka- 
rena itu, asas daad-dader-slachtof-
fer-Strafrecht mestinya mulai diim-
plementasikan dalam hukum pidana 
(Arief Amrulah, 2008).
Keadilan restoratif dapat diterap-
kan pada seluruh proses penegakan 
hukum pidana, tidak hanya pada satu 
proses saja, misalnya pada penyi- 
dikan atau penuntutan atau peradilan. 
Hal ini didasarkan pada prinsip 
keadilan restoratif masuk pada suatu 
sistem hukum pidana sehingga 
penerapannya ada pada setiap pro- 
sesnya dan juga tiap penegak hukum 
mempunyai kewenangan untuk me- 
nerapkannya. Keadilan restoratif 
bukan merupakan asas melainkan 
filsafat yaitu filsafat dalam proses 
peradilan dan juga filsafat keadilan. 
Keadilan restoratif dapat dikatakan 
sebagai filsafat peradilan, karena-
merupakan dasar dalam penyusunan 
lembaga peradilan. Dengan demiki-
an, dapat diartikan bahwa keadilan 
restoratif adalah suatu rangkaian 
proses peradilan yang pada dasarnya 
bertujuan untuk me-restore (memu- 
lihkan kembali) kerugian yang dide- 
rita oleh korban kejahatan, (Mudza-
kir, 2008). masyarakat, dan para 
pihak terkait.
Pendekatan keadilan restoratif 
(restorative justice approach) diawa-
li dari praktik di beberapa negara 
misalnya Kanada, Australia, New 
Zealand, dan Inggris. Sejarah per- 
kembangan hukum modern dalam 
penerapan restorative justice diawali 
dari pelaksanaan sebuah program 
penyelesaian di luar pengadilan 
konvensional yang dilakukan oleh 
masyarakat yang disebut dengan 
victim-offender mediation tahun 
1970-an di Kanada (Morris dan 
Maxwelle, 21: 4). Pendekatan 
keadilan restoratif merupakan per- 
kembangan terakhir dari paradigma 
peradilan pidana, yaitu diawali 
dengan retributive justice, dilanjut-
kan dengan rehabilitative justice, 
kemudian ada alternative justice, 
kemudian diperbaiki lagi dengan 
transitional justice, danakhirnya 
digantikan oleh restorative justice.
Berdasarkan sejarah di beberapa 
negara, pelaksanaan Diversi pada 
awalnya gagal di Amerika, tetapi 
berhasil di Belanda, Denmark, Italia, 
Jerman, Perancis, pada tahun 
1969(Marlina, 2010:4) kemudian 
diperbaiki sistemnya yang akhirnya 
sukses di beberapa negara dalam 
penyelesaian tindak pidana tertentu 
dan pelaku-pelaku tertentu.
Meskipun tidak ada kesepakatan 
tentang pengertian keadilan restora- 
tif, namun mayoritas definisi 
berfokus pada proses yang melibat-
kan semua pihak yang berkepenti- 
ngan untuk menyelesaikan pelang-
garan hukum dan bertujuan memper-
baiki kerugian yang disebabkan oleh 
pelanggaran tersebut.  Hal ini 
terungkap dalam pernyataan berikut. 
There is no agreed definition of 
restorative justice processes. A 
number of definitions have been 
suggested, most of which focus on a 
process which involves all those 
affected by an offence and aims to 
repair the harm caused by the 
offending(Widodo 2014). Berdasar-
kan pemikiran tersebut dapat dipaha-
mi bahwa akar filsafat keadilan 
restoratif adalah konsepsi keadilan 
untuk semua (justice for all), yaitu 
pelibatan pelaku, korban, dan ma- 
syarakat berdasarkan musyawarah 
dalam rangka merestorasi keadaan 
secara manusiawi.
Secara teoretis, sistem peradilan 
pidana anak di Indonesia wajib 
mengutamakan kepentingan yang 
terbaik bagi anak dan berupaya me- 
ngurangi penyelesaian perkara anak 
di pengadilan pidana, dan jika 
terpaksa dipidana penjara, maka 
pidana tersebut hanya dilakukan 
sebagai upaya terakhir dan dalam 
waktu yang singkat. Hal ini dapat 
diketahui dari beberapa instrumen 
internasional, antara lain United 
Nations Standard Minimum Rules for 
the Administration of Juvenile 
Justice (Beijing Rules), United 
Nations Standard Minimum Rules for 
Non-Custodial Measures 1990 
(Tokyo Rules), United Nations 
Guidelines for the Prevention of 
Juvenile Delinquency (Riyadh 
Guidelines), dan United Nations 
Rules for the Protection of Juveniles 
Deprived of Their Liberty (1990). 
Menurut Wardaya dan Retnaningrum 
bahwa, kesadaran masyarakat bahwa 
anak-anak pelaku tindak pidana 
perlu diperlakukan khusus tidak 
sebagaimana orang dewasa baru 
disadari sejak penyelenggaraan 
peradilan anak kali pertama di 
Chicago pada 1889 (Wardaya dan 
Retnaningrum, 2011).
Urgensi pelaksaan diversi pada 
perkara anak didasari pada 
pemikiran berikut. Saat ini ada 
pergeseran filsafat pemidanaan dari 
awalnya yang bersifat restitutif 
(pembalasan) kemudian ditandingi 
menjadi teori prevensi (tujuan), 
kemudian muncul teori gabungan, 
(Widodo, 2009 :24) dan akhirnya 
berkembang pemikiran keadilan 
restoratif yang mengutamakan 
pemulihan. Pendekatan restoratif 
merupakan paradigma baru dalam 
pemidanaan yang berbeda dengan 
pendekatan keadilan retributif, baik 
konsep, orientasi, tujuan maupun 
mekanisme pencapaiannya.  Keadi- 
lan retributif lahir sebagai reaksi 
terhadap beberapa kelemahan pen- 
dekatan keadilan retributif. Resto- 
rative justice is different from the 
retributive and rehabilitation 
approaches in that it focuses prima- 
rily on the needs of the victim, not 
just the offender. It’s a powerful tool 
that can have very real, positive 
results(Marshal,2014).Pendekatan 
keadilan restoratif ini sangat positif 
dan berbeda dengan restribusi dan 
rehabilitasi yang hanya terbatas teru-
tama pada perlindungan korban, 
bukan pada pelaku.
Keadilan restoratif merupakan 
reaksi masyarakat global yang dapat 
digunakan sebagai pelengkap dari 
sistem peradilan pidana yang selama 
ini banyak yang menggunakan 
pendekatan keadilan tradisional.Hal 
ini dikemukakan oleh Mark S. Um- 
breit and Marilyn Peterson Armour 
bahwa, restorative justice is viewed 
as complementary to the criminal 
justice system because it attends to 
issues that the traditional system 
neglects. Regardless of the position 
taken, the vision of restorative justice 
is grounded in values that are reso-
nating with an increasingly broad 
range of individuals and communi-
ties throughout the world, presenting 
many opportunities for new and 
widened impact (Umbreit dan 
Armour,2004:82). Diversi adalah 
salah satu bentuk penyelesaian per- 
kara pidana dalam rangka penca- 
paian keadilan restoratif.  Bentuk 
lain- nya, misalnya rekonsiliasi 
antara pelaku dengan korban, konfe- 
rensi keluarga dan masyarakat, 
upaya perdamaian dalam ma- 
syarakat.  Hal ini selaras dengan 
pemikiran Strickland, bahwa
More specific technique associa- 
ted with restorative justice, 
include diversion, victim-offender 
reconciliation, victim impact 
panel, victim-offender statements, 
family or communiuty conferen- 
cing, community peace-making or 
centencing cyrcles, reintegrative 
shamming, and prisoneers assis-
tence program(Stickland, 2004 
:9).
Keadilan restoratif sebenarnya 
bukan merupakan budaya baru bagi 
bangsa Indonesia, namun karena 
dalam masa penjajahan hukum adat 
banyak ditinggalkan dan diganti 
dengan hukum barat, maka keadilan 
restoratif dimarginalkan. Setelah 
ketentuan ketentuan dan sistem 
hukum barat diragukan efektivitas 
dan efisiensinya dalam penyelesaian 
perkara pidana yang adil, banyak 
pihak mengintrodusi dan melak-
sanakan keadilan restoratif.  Dengan 
demikian, konsep keadilan restoratif 
bukan lahir lebih dahulu, tetapi 
sudah ada dan dilaksanakan di ma- 
syarakat kemudian ditinggalkan, dan 
saat ini digunakan lagi.   Buktinya, 
dalam hukum pidana Majapahit 
dikenal istilah “pati bajampi” yaitu 
sebagai uang pengganti obat yang 
diberikan kepada korban, rekonsi- 
lisasi antar-kepala adat yang ditandai 
dengan upaya adat di sejumlah 
wilayah Indonesia.
Pendoronglahirnya diversi pada 
perkara anak di Indonesia antara lain 
dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Terjadi labelisasi pada anak yang 
pernah diproses oleh penegak hu- 
kum berdasarkan hukum pidana 
anak.  Bahkan pada beberapa 
kasus, dalam LAPAS Anak terjadi 
prisonisasi (Widodo, 2012 : 21).
b. Pihak LAPAS Anak, LAPAS dan 
RUTAN Dewasa yang di dalam 
nya ada blok khusus Anak, belum 
semuanya mempunyai kemam-
puan yang memadai untuk pembi-
naan dan pembimbingan anak.Se-
lain itu, anak berisiko terkena 
“prisonisasi” di dalam lembaga 
tersebut.  Karena itu, perlu ada 
langkah meminimalisasi prisoni-
sasi dengan cara menghindarkan 
anak dari institusionalisasidi 
Rutan atau LAPAS.
c. Ada keinginan serius dari para 
pihak untuk mengurangi atau 
bahkan menghilangkan dampak 
negatif dari proses peradilan 
pidana bagi anak. Hal ini didasar-
kan pada data bahwa dalam tahap 
penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di pengadilan, hak- 
hak anak (pelaku) ada yang 
terlanggar, misalnya anak tidak 
dapat sekolah karena ditahan di 
RUTAN dan LAPAS.
d. Selama proses peradilan, pihak 
korban dan masyarakat belum 
mendapatkan restitusi (pemuli-
han) secara memadai sehingga 
putusan pengadilan sering diang-
gap belum mencerminkan keadi- 
lan bagi korban dan masyarakat.  
Hal ini terjadi karena keadilan 
sering ditafsirkan oleh orang 
sebagai keadilan terhadap pelaku 
saja, bukan pada korban dan ma- 
syarakat.
e. Beberapa putusan pengadilan 
kadang belum menunjukkan ke- 
berpihakan negara pada anak, 
anak korban, dan masyarakat.  
Mayoritas putusan pengadilan 
anak adalah penjatuhan pidana, 
dan jenisnya pidana penjara 
(Widodo, 2012:14).
f. Penegak hukum dan para pihak 
yang terkait belum terbiasa me- 
lakukan diversi pada anak yang 
berkonflik dengan hukum secara 
melembaga, bahkan budaya ma- 
syarakat menghendaki agar 
penyelesaian perkara anak lebih 
suka pengunaan jalur litigasi 
dibandingkan dengan jalur litiga- 
si. Beberapa anggota masyarakat 
bahkan sering menganggap diver-
si pada perkara anak yang dilaku-
kan oleh Polri merupakan upaya 
membela pihak tertentu (terutama 
membela pelaku), sehingga perlu 
ada klarifikasi yuridis.
g. Perlunya dasar hukum diversi 
yang jelas dalam peraturan perun-
dang-undangan (lex certa) yang 
dapat digunakan anak oleh polisi, 
jaksa, dan hakim agar tidak terjadi 
salah sangka dalam masyarakat. 
Sebelum ada UU Sistem 
Peradilan Anak, dasar hukum 
diversi di kepolisian adalah pada 
kebijakan diskresi (discretion) 
yang kemudian dituangkan dalam 
dasar hukum dari Kapolri untuk 
lingkungan Polri atau kesepaka-
tan-kesepakatan tertulis lain 
antar-penegak hukum atau antara 
Polri dengan Kementerian lain.  
Menakar Kemampuan Para Pe- 
mangku Kepentingan( Stake Hol- 
ders)dalam Melaksanakan Diversi 
Perkara  Anak Berdasarkan UU- 
SPPA.
Sejak diterbitkan UU-SPPA, pada 
semua tingkatan proses peradilan 
pidana (penyidikan, penuntutan, 
pemeriksanaan di pengadilan), terbu-
ka peluang polisi, jaksa, dan hakim 
untuk melakukan diversi.  Bahkan, 
sebelum ada putusan Mahkamah 
Konstitusi tahun 2013, diversi me- 
rupakan langkah wajib yang 
bersanksi pidana bagi polisi, jaksa, 
hakim sebelum menerapkan ketentu-
an hukum acara pidana.  Saat ini 
meskipun polisi, jaksa, dan hakim 
tidak melakukan diversi tidak dapat 
dipidana. Ketentuan diversi tersebut 
memberi harapan positif  bagi 
pencari keadilan dan penegak hukum 
untuk melaksanakan penyelesaian 
perkara tindak pidana anak sesuai 
dengan karakteristik anak tanpa 
mengabaikan kepentingan korban 
dan masyarakat. 
Dengan demikian, dalam pena- 
nganan anak yang berkonflik dengan 
hukum, diversi dalam perkara anak 
dilakukan oleh Polisi, Jaksa, dan 
Hakim sesuai dengan kewenangan- 
nya dalam acara pidana.  Jika diversi 
gagal maka proses peradilan pidana 
dalam maing-masing tingkatan akan 
diberlakukan dengan puncak proses 
berupa putusan pengadilan. 
Sebelum proses polisi, jaksa, dan 
hakim melakukan diversi, harus 
dipastikan dahulu bahwa persyaratan 
perkara yang dapat didiversi 
memenuhi persyaratan objektif dan 
subjektif sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7 ayat (2).  Persyaratan objek-
tif, yaitu bahwa perkara tindak 
pidana yang akan diproses Diversi 
adalah pelaku tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara di 
bawah 7 (tujuh) tahun.  Persyaratan 
subjektif adalah anak tersebut bukan 
merupakan melakukan pengulangan 
tindak pidana.Dalam UU-SPPA 
tersebut dijalelaskan tentang penger-
tian pengulangan tindak pidana, 
bahwa pengulangan tindak pidana 
dalam ketentuan ini merupakan 
tindak pidana yang dilakukan oleh 
Anak, baik tindak pidana sejenis 
maupun tidak sejenis, termasuk 
tindak pidana yang diselesaikan 
melalui Diversi.
Dalam penjelasan tersebut tidak 
ada jangka waktunya berapa lama 
antara tindak pertama yang pertama 
dengan yang kedua atau selanjutnya. 
Karena itu, UU-SPPA merupakan 
kekhususan dalam hukum pidana 
sehingga dapat menyimpangi keten-
tuan KUHP tentang jangka waktu 
agar dapat dikategorikan melakukan 
pengulangan tindak pidana. Jika 
persyaratan tersebut dipenuhi, maka 
Polisi, Jaksa dan Hakim wajib 
melakukan Diversi. Jika diversi 
sudah dicapai, maka hasil kesepaka-
tan dijadikan dasar Penetapan Ketua 
Pengadilan.
Dalam melaksanakan Diversi, 
penegak hukum wajib menggunakan 
asas sebagaimana diatur dalam Pasal 
2, yaitu pelindungan; keadilan; 
nondiskriminasi; kepentingan ter- 
baik bagi Anak; penghargaan terha-
dap pendapat Anak; kelangsungan 
hidup dan tumbuh kembang Anak; 
pembinaan dan pembimbingan 
Anak; proporsional;  perampasan 
kemerdekaan dan pemidanaan se- 
bagai upaya terakhir; dan penghinda-
ran pembalasan. 
Diversi oleh Hakim Anak di 
Pengadilan Negeri dapat dilakukan 
di ruang mediasi (Pasal 52 ayat (4)).-
Proses Diversi dilakukan dengan 
teknik musyawarah (Pasal 8 ayat 
(1)).Pihak yang wajib dilibatkan 
dalam Diversi adalah Anak dan 
orang tua/walinya, korban dan/atau 
orang tua/Walinya, Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial 
Profesional (Pasal 8 ayat (1)).Selain 
itu dapat pula ditambah dengan 
Tenaga Kesejahteraan Sosial, 
dan/atau masyarakat (ayat (2)). Para 
pihak yang bersengketa dapat 
diwakili oleh kuasanya dengan surat 
kuasa khusus, baik oleh advokat 
maupun orang lain yang dipercaya. 
Pihak ketiga di yang ditentukan oleh 
UU dapat turut serta dan mengga-
bungkan diri dalam proses musya- 
warah, apabila terdapat unsur 
kepentingan yang terkait dan keturut 
sertaannya disepakati oleh pihak 
pelaku dan korban serta disetujui 
oleh Hakim yang memimpin musya- 
warah.
Berdasarkan Pasal 9, ditentukan 
bahwa Penyidik, Penuntut Umum, 
dan Hakim dalam melakukan Diversi 
harus mempertimbangkan: a).kate-
gori tindak pidana; b)  umur Anak; c) 
hasil penelitian kemasyarakatan dari 
Bapas; dan d) dukungan lingkungan 
keluarga dan masyarakat. Kesepaka-
tan Diversi tersebut harus mendapat-
kan persetujuan korban dan/atau 
keluarga Anak Korban serta kese-
diaan Anak dan keluarganya, kecuali 
untuk: a)  tindak pidana yang berupa 
pelanggaran;  b) tindak pidana 
ringan; c) tindak pidana tanpa 
korban; atau d) nilai kerugian korban 
tidak lebih dari nilai upah minimum 
provinsi setempat.
Hasil kesepakatan Diversi dapat 
berbentuk, antara lain: a)  perda-
maian dengan atau tanpa ganti keru-
gian; b)  penyerahan kembali kepada 
orang tua/Wali;  c)  keikutsertaan 
dalam pendidikan atau pelatihan di 
lembaga pendidikan atau LPKS 
paling lama 3 (tiga) bulan; atau d)  
pelayanan masyarakat.  Khusus di- 
versi terhadap pelaku a)  tindak 
pidana yang berupa pelanggaran;  b) 
tindak pidana ringan; c) tindak 
pidana tanpa korban; atau d) nilai 
kerugian korban tidak lebih dari nilai 
upah minimum provinsi setempat-
dapat dilakukan oleh penyidik bersa-
ma pelaku dan/atau keluarganya, 
Pembimbing Kemasyarakatan, serta 
dapat melibatkan tokoh masyarakat.
Diversiyangdilakukan oleh Pe- 
nyidik atas rekomendasi Pembimb-
ing Kemasyarakatan dapat berben-
tuk: a) pengembalian kerugian dalam 
hal ada korban; b) rehabilitasi medis 
dan psikososial; c) penyerahan kem-
bali kepada orang tua/Wali;  d) keikut 
sertaan dalam pendidikan atau pelati-
han di lembaga pendidikan atau 
LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; 
atau e) pelayanan masyarakat paling 
lama 3 (tiga) bulan.
Selama proses Diversi berlang- 
sung sampai dengan kesepakatan 
Diversi dilaksanakan, Pembimbing 
Kemasyarakatan wajib melakukan 
pendampingan, pembimbingan, dan 
pengawasan (Pasal 14 ayat (2)). 
Kesepakatan Diversi wajib dilak-
sanakan paling lama 30 (tiga puluh) 
hari (Pasal 52 ayat (3)).Jika  Diversi 
sudah dilaksanakan dalam jangka 
waktu tersebut maka proses perkara 
tindak pidana tidak dilanjutkan ke 
tahapan persidangan. Pelaku tindak 
pidana dan pihak-pihak terkait akan 
mendapatkan penetapan dari Ketua 
Pengadilan Negeri yang isinya me- 
netapkan bahwa perkara tindak 
pidana anak sudah diselesaikan 
melalui Diversi dan sudah mempu-
nyai kekuatan hukum tetap.Penga-
wasan atas proses Diversi dan pelak-
sanaan kesepakatan yang dihasilkan 
berada pada atasan langsung pejabat 
yang bertanggung jawab di setiap 
tingkat pemeriksaan (Pasal 14 ayat 
(1).
Berdasarkan hasil studi di ma- 
syarakat di Indonesia,  ada beberapa 
hasil penelitian yang dapat dijadikan 
alasan empiris mengapa diversi perlu 
dilakukan, dan prosesnya harus 
cermat agar tercapai keadilan 
restoratif.  
Meskipun banyak kelebihan dan 
manfaatnya bagi anak, pelaksanaan 
diversi ternyata ini banyak mengha-
dapi hambatan. Studi yang pernah 
dilakukan di wilayah Banyumas, 
Purbalingga, Banjarnegara, Kebu-
men, dan Cilacap menunjukkan 
bahwa tidak semua korban atau kelu-
arga korban bersedia menerima cara 
penyelesaian tindak pidana melalui 
diversi. Alasannya: keinginan untuk 
membuat pelaku “kapok” jika dima-
sukkan dalam penjara; kejahatan 
yang dilakukan oleh pelaku adalah 
kejahatan yang diancam dengan 
pidana yang berat; penegak hukum 
kurang mendukung upaya perda-
maian; tidak ada petunjuk pelaksa-
naan maupun petunjuk teknis bagi 
aparat penegak hukum untuk 
mengimplementasi cara penyele- 
saian non-litigasi(Wardaya dan Ret- 
naningrum, 2008 :59). Hasil peneli-
tian ini sama dengan hasil penelitian 
Subekhan, bahwa penyelesaian per- 
kara pidana yang dilakukan oleh 
anak dengan menggunakan pendeka-
tan restorative Justice belum terlak-
sana secara optimal, karena belum 
adanya aturan hukum sebagai 
landasan penyelesaian model ini; 
perubahan masyarakat dari gemein-
schaft ke arah gesselschaft ber- 
dampak pada sulitnya rnengharapkan 
partisipasi masyarakat dalam 
penyelesaian yang bersifat restorasi; 
dan konsep restorative justice yang 
tidak melembagakan proses penyele-
saiannya berdampak pada hasil yang 
dicapai dalam penyelesaian restorasi 
tidak memberikan kepastian hukum 
bagi anak, korban dan masyarakat 
(Subkhan, 2008:i ) Penelitian-peneli-
tian di atas dilakukan atas kebijakan 
Diversi yang dilakukan oleh Polri 
berdasarkan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.
Selama proses peradilan pidana di 
Indonesia, mayoritas anak ditahan di 
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Rumah Tahanan atau Lembaga 
Pemasyarakatan selama 2-3 bulan.  
Jumlah terdakwa yang dijatuhi 
pidana penjara sekitar 90%. Pembi-
naan anak di di LAPAS kurang opti-
mal karena masa pidananya singkat. 
Proses peradilan tersebut tidak mem-
berikan rasa keadilan bagi anak. 
Secara normatif, sistem hukum di 
Indonesia belum ramah anak dan 
sistem kesejahteraan belum terinte-
grasi. Struktur dan aparatur penegak 
hukum juga belum ada persamaan 
persepsi terhadap penanganan anak 
nakal sehingga perlu peningkatan 
kapasitas sumberdaya manusia. 
Begitu juga ketersediaan sarana dan 
prasarana masih harus ditingkatkan.  
Pandangan dan perilaku masyarakat 
ternyata banyak yang masih memak-
nai pidana sebagai tindakan yang 
harus bersifat punitif dan retributif 
(Apong Herlina, 2015).
Selama dalam masa proses 
peradilan pidana, beberapa studi 
menunjukkan bahwa mereka men- 
dapat perlakuan yang buruk bahkan 
kadang-kadang lebih buruk dari 
perlakuan terhadap orang dewasa 
pada suatu situasi yang sama. 
Perlakuan buruk ini tidak hanya 
terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) 
atau Lembaga Pemasyarakatan 
(Lapas) namun tindak kekerasan 
terhadap mereka sering dialami sejak 
berada di kantor polisi yang berupa 
tamparan, tendangan, bahkan 
kadang-kadang pelecehan seksual. 
Penyidikan di kantor polisi ini sebe-
narnya dalam rangkapenyusunan 
Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 
Namun, kekerasan sering menjadi 
bagian dari upaya untuk memperoleh 
pengakuan. Bentuk kekerasan lain 
berupa tindakan memaksa anak 
untuk membersihkan kantor polisi 
dan mobil patroli. Rutan atau Lapas 
juga memberikan pengaruh buruk 
terhadap anak-anak di samping hak 
mendapat pendidikan baginya 
terabaikan (Lily, 2014). Studi pada 
tahun 2006, bahwa 96% kasus anak 
yang diajukan ke pengadilan menga-
kibatkan tindankan pasa berupa 
penahanan, 60% pidana yang 
dijatuhkan lebih dari satu tahun, dan 
hanya sedikit atau bahkan tidak ada 
bantuan hukum (RingkasanKajian, 
Oktober, 2012 http://www.unicef. 
org, 2014).
Berdasarkan Penelitian di Kota 
Makassar, Makmur, Hakim Anak 
Pengadilan Negeri Makassar, perka-
ra anak sebenarnya sangat kental 
nuansa keadilan restoratif.Justru 
keadilan restoratif tersebut lahir dari 
Pembimbing Kemasyaratan, tetapi 
ternyata hampir tidak pernah ada 
petugas BAPAS yang merekomen-
dasikan agar anak tersebut tidak 
dijatuhi pidana. Namun sebaliknya, 
Husni Guna, Kepala Seksi Bimbi- 
ngan Klien Anak Balai Pema- 
syarakatan Kelas I Makassar menya-
takan bahwa BAPAS tidak pernah 
merekomendasikan sanksi pidana 
pada anak, dan pembinaan anak 
dalam LAPAS merupakan upaya 
terakhir jika upaya lainnya gagal 
dilakukan ( Adiguna dkk, 2014). 
Berdasarkan penelitian Hafad, ma- 
yoritas hasil PK di Kota Malang 
menggunakan bahasa “klise” dan 
mayoritas merekomendasikan agar 
anak dijatuhi pidana atau tindakan 
seadil-adilnya.  Kalau tidak dengan 
“bahasa klise” tersebut, banyak hasil 
penelitian kemasyarakatan mere-
komendasikan agar hakim menjatuh-
kan sanksi paling adil (Hafad, 2004 : 
78). Namun demikian, yang 
mengembirakan, di BAPAS Suraba-
ya, Pembimbing Kemasyarakatan 
seringkali merekomendasikan agar 
anak di bina di luar LAPAS disertai 
dengan kesanggupan pihak-pihak 
tertentu yang siap menampung anak 
nakal, dan hakim memenuhi saran 
tersebut (Widodo, 2012 : 25).
Jika anak di masukkan ke LAPAS 
(pada saat berlakunya UU-SPPA 
disebut LPKA), anak-anak di LPKA 
ternyata mayoritas hanya dibina 
secara umum (tidak memperhatikan 
kebutuhan dan kompetensi anak) dan 
proses belum tampak adanya model 
pembinaan yang bersifat individual 
(individual treatment model), maka 
dampaknya akan makin buruk bagi 
anak.  Selama ini anak (apapun 
tindak pidana yang dilakukan) yang 
ada di LAPAS Anak maupun di suatu 
blok (di LAPAS Dewasa) sehingga 
pada siang hari dapat berinteraksi 
dan saling bergaul sehingga memung 
kinkan saling “belajar kejahatan.”  
Akibatnya, dalam LAPAS terjadi 
prisonisasi, meskipun anak tidak 
selalu menjadi residivis (penjahat 
kambuhan).  Jika anak dimasukkan 
ke LPKA atau LPKS yang tidak 
tertata model pembinaannya, 
dampak positif bagi anak dan ma- 
syarakat memang banyak, namun 
dampak negatif bagi anak cukup 
dominan (Widodo, 2012 : 25).
Berkaitan dengan diversi yang 
berjalan selama ini, pandangan nega-
tif masyarakat terhadap penegak 
hukum juga mempunyai pengaruh 
besar terhadap penerapan diversi.Hal 
ini diungkapkan oleh Wahyudi 
(Penyidik Pembantu PPA) bahwa 
ketika pihak-pihak didamaikan, ma- 
syarakat beranggapan bahwa penyi- 
dik membela dan dibayar oleh pihak 
pelaku tindak pidana sehingga 
pelaku tidak diproses secara 
pidana.Padahal Polisi melakukan 
upaya damai (diversi) untuk kepen- 
tingan terbaik bagi anak.Hal serupa 
juga diungkapkan oleh Andi Armasa-
ri (Jaksa Fungsional Kejaksaan 
Negeri Makassar) bahwa penilaian 
negatif dari masyarakat jika mereka 
didamaikan, atau jaksa membuat 
tuntutan ringan anak pelaku tindak 
pidana. Kejaksaan dianggap pihak 
yang tidak bertanggung jawab, 
bahkan dituduh dibayar oleh pelaku, 
atau ada hubungan keluarga antara 
jaksa dengan pelaku.  Menurut Iswa-
hyu Widodo (Hakim Anak di Penga-
dilan Negeri Makassar), umumnya, 
kendala untuk mendamaikan para 
pihak adalah korban sudah menjadi 
korban berkali-kali, meskipun pela- 
kunya bukan orang yang sama (Adi-
guna dkk., 2014).
Berdasarkan hasil penelitian di 
atas dapat dihami beberapa hal beri-
kut.  Dalam perspektif substansi 
hukum, petunjuk teknis pelaksanaan 
diversi belum semuanya lengkap.  
Hal ini dapat diatasi dengan cara 
membuat Peraturan Pemerintah (PP) 
tentang diversi sebagaimana diatur 
dalam Pasal 15. Ketentuan Peraturan 
Pemerintah yang ditindaklanjuti 
dengan peraturan yang lebih rendah 
tingkatannya juga penting mengingat 
ada beberapa norma dalam UU-SP-
PA yang multi tafsir, antara lain:
a. Siapa saja yang wajib hadir dalam 
diversi di setiap tingkatan, dan 
bagimana jika diantara mereka 
tidak hadir, akankah menjadikan 
diversi batal demi hukum atau 
dapat dibatalkan. Dalam UU 
tersebut ada kata “wajib”, sehing-
ga secara terminologis dapat 
ditafsirkan “bisa”, bukan wajib.  
Bagaimana jika para pihak yang 
disebutkan dalam 8 ayat (1) ada 
yang tidak hadir apakah jika ada 
diversi kemudian diversinya 
dianggap batal demi hukum atau 
bagaimana.  Apa sanksi bagi 
pihak yang diundang penegak 
hukum dalam diversi kemudian 
tidak hadir?
b. Tidak ada norma yang mengatur 
cara diversi jika proses mengala-
mi jalan buntu (deadlock) dalam 
musyawarah. Apakah diversi ter- 
sebut langsung dianggap gagal 
atau ada alternatif lain, misalnya 
dengan pungutan suara. Namun 
bagaimana penentuan keberhasi-
lannya, dan bagaimana persentase 
suara dari masing-masing pihak. 
Bagaimana ketentuan musyawa- 
rah yang berhasil dalam diversi, 
apakah semua pihak harus setuju 
dengan kesepakatan, atau jika ada 
yang tidak setuju diversi pihak-pi-
hak tertentu sengaja meng-
gagalkan diversi dengan tujuan 
agar anak dimasukkan ke proses 
peradilan pidana.
c. Tidak ada ketentuan tentang 
pengertian masyarakat (dalam 
ketentuan melibatkan “tokoh 
masyarakat” dalam Pasal 10 ayat 
(1), apakah masyarakat sekitar 
tempat tindak pidana terjadi, atau 
masyarakat tempat pelaku bera- 
sal, atau masyarakat tempat 
korban berasal, atau masyarakat 
merupakan orang-orang yang 
memahami tentang karakteristik 
pelaku (misalnya orang yang 
meneliti tentang tingkah laku 
yang dilakukan pelaku,a atau 
orang yang pernah melakukan 
tingkah laku yang sama dengan 
pelaku) atau korban  (misalnya 
orang yang meneliti tentang 
eksistensi korban atau orang yang 
pernah menjadi korban dalam 
tindak pidana yang sama).
d. Tidak ada ketentuan limitatif 
tentang bentuk hasil kesepakatan. 
Dalam Pasal 11 hanya diatur 
“antara lain”. Apakah boleh ada 
bentuk lain selain yang diatur 
dalam Pasal 11.  
Meskipun ada beberapa kelema- 
han, banyak juga keunggulan norma-
tif dalam UU-SPPA antara lain 
sebagai berikut.
a. Memberikan peluang pada anak, 
korban dan masyarakat untuk 
melakukan diversi dalam rangka 
memulihkan keadaan, tanpa meli-
batkan anak dalam proses per- 
adilan pidana.
b. Menggunakan Paradigma keadi- 
lan restoratif, yang tercermin 
dalam diversi maupun sistem 
peradilan pidana (sampai dengan 
pembimbingan klien oleh 
BAPAS).
c. Memuat banyak jenis pidana dan 
tindakan yang memungkinkan 
hakim menjatuhkan jenis dan 
beratnya sanksi sesuai dengan 
pendekatan keadilan restoratif.
d. Mengatur kerangka penannagan 
anak yang berkonflik dengan 
hukum, mulai dari diversi sampai 
pada pengawasan dan pembim- 
bingan sehingga menjamin kepas-
tian hukum dan dapat digunakan 
sebagai dasar pembuatan peta 
jalan (roadmap) dalam pencipta-
an keadilan restoratif.
e. Pelibatan banyak lembaga peme- 
rintah, lembaga kemasyarakatan, 
ahli, dan individu dalam sistem 
peradilan pidana.
Berkaitan dengan pelaksanaan 
diversi, ada beberapa permasalahan 
yang perlu mendapat pemecahan, 
secara yuridis maupun praktis antara 
lain sebagai berikut.
a. Belum ada Peraturan pemerintah 
tentang Diversi, padahal UU-SP-
PA dilaksanakan tanggal 1 Juli 
2014.  Jika tidak ada PP, maka 
para penegak hukum akan meng-
gunakan peraturan yang ada.  
Apakah peraturan yang ada sudah 
mencerminkan filosofi UU-SP-
PA.
b. Apakah catatan hasil diversi 
bersifat online dan terintegrasi 
antara kepolisian, kejaksaan, dan 
pengadilan? Jika tidak, bagaima-
na jika rekam jejak anak tidak 
terekam maka memungkinkan 
seorang anak di-diversi lebih dari 
1 (satu) kali.
c. Apakah BAPAS mampu melak-
sanakan tugas membuat Peneli-
tian Kemasyarakatan dan menga-
wasan proses pelaksanaan diver-
si.Pasal  28 mengatur bahwa Hasil 
Penelitian Kemasyarakatan wajib 
diserahkan oleh Bapas kepada 
Penyidik dalam waktu paling 
lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh 
empat) jam setelah permintaan 
penyidik diterima.  Padahal, 
jumlah Pembimbing Kema- 
syarakatan sangat sedikit, namun 
wilayah kerjanya antara 5 sampai 
7 kabupaten kota.  Misalnya 
BAPAS Jember (yang wilayahnya 
meliputi Jember, Banyuwangi, 
Bondowoso, Situbondo, dan 
sebagian Lumajang) hanya memi-
liki 11 orang pegawai.  Jumlah 
Pembimbing Kemasyarakatan 
Anak hanya 3 orang. Sarana 
transportasi milik BAPAS ada 
sangat kurang (Widodo, 2012: 
235).
d. Mampukan Bapas melakukan 
pengawasan, pembinaan, pem-
bimbingan secara profesional 
terhadap anak yang didiversi dan 
berada di luar LPKS? Jika tidak 
diawasi, bisa bertambah nakal.  
Jika tidak diawasai, anak tidak 
mendapatkan perlindungan 
hukum agar tidak mengulangi 
tindak pidana, karena tidak ada 
pendampingan atau bimbingan 
yang memadai ke arah tingkah 
laku yang baik. Bukankah anak 
yang didiversi sesungguhnya 
adalah anak yang melakukan 
tindak pidana (hanya saja tidak 
diputus oleh pengadilan, tetapi 
hanya ditetapkan oleh pengadilan 
sebagai pelaku tindak pidana 
pertama).
e. Sudah siapkah semua penegak 
hukum (termasuk advokat) dan 
pihak-pihak terkait melakukan 
musyawarah dalam rangka diver-
si, padahal proses tersebut mem-
butuhkan banyak pengetahuan 
dan keterampilan.
Berkaitan dengan permasalahan 
tersebut, para pihak harus melakukan 
beberapa langkah berikut agar diver-
si dan sistem peradilan pidana dapat 
terlaksana dan dapat mencapai 
tujuan berupa keadilan restoratif. 
a. Dalam Subtansi hukum, pemerin-
tah harus segera menerbitkan 
Peraturan Pemerintah tentang 
diversi sebagaimana diatur dalam 
Pasal 15. Setelah ada PP, maka 
pihak-pihak penegak hukum dan 
pemangku kepentingan lain (mi- 
salnya kementerian terkait) me- 
nerbitkan petunjuk pelaksanaan 
dan petunjuk teknis agar dapat 
digunakan sebagai pemandu 
diversi.  Untuk menguatkan pro- 
ses diversi, maka diperlukan pem-
buatan (atau peninjauan) nota 
kesepahaman “payung” yang 
ditindaklanjuti dengan perjanjian 
kerjasama antar-instansi.
b. Penegak Hukum dan pemangku 
kepentingan wajib melaksanakan 
sejumlah langkah, antara lain 
sebagai berikut.
1) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, advokat agar dapat 
melakukan diversi pada anak, 
karena anak mempunyai 
karakter khusus, begitu pula 
korban dan masyarakat juga 
mempunyai karakter unik. 
2) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, dan advokatagar dapat 
melakukan proses peradilan 
pidana pada anak, karena anak 
mempunyai karakter khusus 
yang harus diperhatikan, baik 
anak pelaku, anak korban, 
maupun anak saksi.  
3) Kualitas dan kuantitas Peker-
ja Sosial Profesional dan Te- 
naga Kesejahteraan Sosial 
juga perlu ditingkatkan dalam 
penanganan anak yang ber- 
konflik dengan hukum.
4) Peningkatan kemampuan 
calon petugas LPKS (sebagai 
tempat pembinaaan anak yang 
dijatuhi pidana), LPKA (tem-
pat anak yang di-diversi 
berupa pengikutsertaan dalam 
lembaga), LPAS (sebagai 
tempat penahanan anak 
semesntara), petugas pema- 
syarakatan di Blok Anak pada 
LAPAS Dewasa.
5) Peningkatan kemampuan 
pembimbing kemasyarakatan 
(dari BAPAS) dalam membuat 
Penelitian Kemasyarakatan 
(Litmas) agar lebih cepat, 
akurat, dan berkualitas (me- 
muat analisis yang proporsio- 
nal dari sisi sosiologi, psikolo-
gi, penologi, dan “ilmu ting-
kah laku” lainnya), dan 
melakukan pendampingan, 
pembimbingan, dan penga-
wasan proses diversi, dan 
pelaksanaan diversi (baik di 
dalam LPKS maupun di ma- 
syarakat). BAPAS harus mem-
berikan rekomendasi (Pasal 10 
ayat (2), pendampingan, pem-
bimbingan, dan pengawasan 
terhadap anak selama proses 
dan pelaksanaan diversi (Pasal 
14 ayat (2), laporan kegagalan 
diversi (Pasal 14 ayat (3).  
Waktu pembuatan litmas 
sangat singkat yaitu hanya 3 
hari.**
Para penegak hukum dan 
pemangku kepentingan perlu 
mendapatkan pendidikan dan pelai-
han atau bahkan pendidikan khusus 
secara bertahap dan terus-menerus 
dan masing-masing memperoleh 
sertifikat agar memenuhi standar 
minimal yang dibutuhkan pencapa-
ian keadilan restoratif.  Hal ini sama 
dengan apa yang dikemukakan 
Jonson bahwa ... facilitator style and 
role, certification, training requir-
ment’s, professional standards and 
othe issues will continue to add 
spince to the stew of co-creation ad 
individuality in the field many years 
to come (Daniel van Ness, 2007 
:223).
c. Masyarakat perlu ditingkatkan 
kepeduliannya dalam menyele-
saikan tindak pidana anak.  Pan-
dangan masyarakat terhadap 
keadilan restoratif juga perlu 
diperbaiki agar tidak ada prasang-
ka. Langkah yang dapat dilaku-
kan oleh pemerintah bersama 
pemangku kepentingan antara 
lain sebagai berikut.
1) Sosialisasi UU kepada ma- 
syarakat, terutama masyarakat 
yang rentan sebagai pelaku 
maupun korban tindak pidana 
anak.
2) Membudayakan pemikiran 
“positif” anggota masyarakat 
terhadap proses diversi di 
semua tingkatan pradilan 
pidana.  Memberikan pemaha-
man yang komprehensif terha-
dap keadilan restoratif yang 
dicapai melalui proses 
peradilan pidana.
3) Meningkatkan komitmen 
masyarakat dan pemerhati 
untuk selalu mengutamakan 
penyelesaian tindak pidana 
anak yang sesuai dengan kebu-
tuhan anak.
d. Sarana dan prasarana(termasuk 
kurikulum) sangat perlu diada-
kan, ditambah atau ditata ulang, 
antara lain sebagai berikut. 
1) Penyediaan ruangan khusus 
di Kepolisian, Kejaksaan, dan 
Pengadilan, penganggaran, 
fasilitas pendukung, data 
online yang terintegrasi (agar 
pelaporan, pendataan, pendo-
kumentasian (pengarsipan) 
data diversi mudah, cepat, dan 
murah). Hal inisangat penting 
dalam keadministrasian, 
apalagi di wilayah luar pulau 
Jawa yang geografisnya varia-
tif, dan modal tranportasinya 
terbatas).
2) Pembentukan LPKS, LPAS, 
LPKA.
3) Peninjauaan dan pembentu-
kan model pembinaan di 
LPKS, LPKA berserta kuriku-
lum, termasuk penyediaan 
fasilitas pendukungnya.
Pendidikan, Pembinaan, Pen-
dampingan dan  Pengawasan  Ter-
hadap  Anak yang Di-diversi 
Maupun yang Dijatuhi Pidana 
Atau Tindakan  Oleh Pengadilan
Sampai saat ini di LAPAS Anak 
atau LAPAS Dewasa Indonesia 
belum ada model yang sistemik 
tentang pendidikan, pembinaan, 
pendampingan, dan pengawasan 
khusus terhadap anak yang didasar-
kan pada asas individualisasi pembi-
naan (baik pembimbingan mental 
dan kerohanian maupun pembimbi- 
ngan/latihan kerja), dan asas kepen- 
tingan terbaik bagi anak. Penga-
wasan yang dilakukan oleh BAPAS 
terhadap anak yang dijatuhi pidana 
maupun tindakan juga kurang opti-
mal. Kepedulian masyarakat dan 
organisasi kemasyarakatan terhadap 
anak yang melakukan tindak pidana 
juga belum optimal.  Berdasarkan 
fakta tersebut, maka pola penga-
wasan dapat dilakukan oleh para 
pihak sebagai berikut.
a. Anak yang didiversi sudah me- 
ngalami masalah kelakuan, 
karena itu pembinaannya dapat 
dilakukan oleh bagian Bimbingan 
dan Konseling (jika sekolah), 
pimpinan lembaga pendidikan 
non-formal (jika menempun 
pendidikan non formal), orang tua 
atau wali atau perorangan lain 
(jika dikembalikan ke orang 
tua/wali atau diserahkan kepada 
perorangan), kepala organisasi 
kemasyarakatan (jika diserahkan 
ke organisasi kemasyarakatan), 
kepala desa/lurah (jika tidak ada 
pembina).
b. Anak yang dimasukkan ke LPKS, 
LPKA dibimbing oleh petugas 
khusus yang ada dalam lembaga 
tersebut.
c. Pembimbing Kemasyarakatan di 
BAPAS, sesuai dengan bidang 
tugasnya.
Namun, para pembina dan petu-
gas, pengawas tersebut harus dibuat-
kan pola atau model atau sistem yang 
dapat dipedomani berdasarka Pera-
turan Pememrintah (PP) dan peratu- 
ran menteri atau lembaga pemerintah 
yang terkait dengan penanganan 
anak yang berkonflik dengan hukum 
(pelaku), dan anak yang berhadapan 
dengan hukum (anak saksi dan anak 
korban).  Khusus pada anak pelaku, 
pembentukan model pendidikan, 
pembinaan, pendampingan tersebut 
harus didasarkan ada karakteristik 
unik dari masing-masing anak, 
sehingga harus mengutamakan 
model individualisasi pembinaan dan 
berbasis pada kebutuhan anak. 
Karena itu, pemerintah perlu mem-
buat model khusus tentang penga-
wasan, pembinaan, dan pendampin-
gan anak yang berkonflik dengan 
hukum, baik di-diversi maupun 
dijatuhi pidana (straf)atau tinda-
kan(maatregels).
Simpulan
1. Diversi pada perkara anak perlu 
dilakukan oleh penegak hukum 
secara terukur dan legal berdasar-
kan UU Sistem Peradilan Anak 
dalam rangka melindungi anak, 
anak korban dan kepentingan 
masyarakat secara proporsional.  
2. Kelemahan pelaksanaan peradilan 
pidana anak, kekurangmampuan 
LAPAS, LAPAS Anak, dan 
Organisasi Kemasyarakatan da- 
lam membina anak yang berkon- 
flik dengan hukum selama ini 
memicu lahirnya diversi.  Keber-
hasilan diversi pada anak di 
beberapa negara menjadi sema- 
ngat tersendiri bagi pembuat UU 
untuk membentuk lembaga diver-
si secara legal. 
3. Konsekuensi dari diversi pada 
anak, para pihak yang terlibat 
dalam proses dan pasca-diversi 
wajib menjamin kepentingan 
terbaik bagi anak dan korban.  
Karena itu, pendidikan, pembi-
naan, pendampingan dan penga-
wasan anak yang berkonflik 
dengan hukum (baik yang disele-
saikan dengan diversi maupun 
yang diadili melalui sistem 
peradilan pidana) wajib dilak-
sanakan secara sistemik berdasar-
kan asas kepentingan terbaik bagi 
anak tanpa mengabaikan kepen- 
tingan korban dan masyarakat.
4. Konsekuensi yuridisnya,Peratu- 
ran Pemerintah Republik Indone-
sia  Nomor 65 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pelaksanaan 
Diversi dan Penanganan Anak 
yang Belum Berumur 12 (Dua 
Belas) Tahun perlu ditindaklanjuti 
dengan peraturan internal di 
kalangan Polri, BAPAS, dan 
instansi terkait sebagai standar 
prosedur operasional di lembaga 
yang terlibat dalam proses diver-
si, termasuk lembaga pelaksana 
dan pengawas putusan diversi 
dalam rangka impementasi kebi-
jakan diversi anak di Indonesia.
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Pendahuluan
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum harus didasarkan 
pada kepentingan terbaik bagi anak. 
Pengertian frasa “terbaik bagi anak” 
terkait dengan sifat anak, baik fisik, 
psikis, maupun sosial sehingga 
kepentingan anak satu dengan lain- 
nya tidak harus sama. A definition of 
the child’s best interests cannot 
accommodate the diverse nature of 
the interests appropriate for a partic-
ular child, from a particular back-
ground and at a particular time of 
development. (Sifris at.all 2014). 
Pengutamaan kepentingan terbaik 
bagi anakini juga didasarkan pada 
asas umum perlindungan anak 
sebagaimana diatur dalam konvensi 
anak, bahwa 
The best interests of the child 
shall be a primary consideration 
in all actions affecting children. 
(The 1989 Convention on the 
Rights of the Child).The term 
“best interests” broadly 
describes the well-being of a 
child. Such well-being is deter-
mined by a variety of individual 
circumstances, such as the age, 
the level of maturity of the child, 
the presence or absence of 
parents, the childs environment 
and experiences.(UNHCR Guide-
lines, 2008).
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum tidak harus menggu-
nakan sarana nonpenal (misalnya 
diversi) atau menggunakan hukum 
pidana (sarana penal).  Namun, ke- 
duanya dapat dilakukan secara 
berurutan, yaitu mengutamakan 
diversi (jika memenuhi persyaratan 
diversi), dan jika upaya tersebut 
gagal maka akan diberlakukan 
sistem peradilan pidana bagi 
anak.Hal ini sesuai dengan pendapat 
bahwa the major goal of the first 
juvenile courts, established at the 
turn of the century, was to provide an 
alternative to, and thereby divert 
youth from, the criminal court(Albert 
L. Robert (Edit), 2008 : 184).
Secara umum, pemberlakuan-
sistem peradilan pidana untuk 
penyelesaian perkara pidana dapat 
berdampak buruk bagi anak, teruta-
ma pemberian “stigma jahat” pada 
anak (stigmatisasi atau labelisasi), 
dan terjadinya pembiasaan kebia- 
saan-kebiasan buruk di LAPAS yang 
kemudian dipraktikkan lagi oleh 
anak ke luar LAPAS Anak (prisoni-
sasi), bahkan pengulangan tindak 
pidana yang lebih serius akibatnya. 
Salah satu penyebabnya adalah 
adanya kontak langsung dengan 
penegak hukum yang dapat membuat 
anak frustrasi.  Jika perkaranya 
sudah diputus oleh pengadilanpun, 
mungkin akan menjadi stigma bagi 
anak pelaku tindak pidana.  Karena 
itu, para ahli di bidang psikologi, 
hukum, etimologi kriminal, krimi-
nologi, pendidikan, dan penologi 
selalu mencari jalan terbaik bagi 
anak, korban, dan kepentingan ma- 
syarakat.  Akhirnya, para ahli mewa-
canakan pendekatan keadilan resto- 
ratif sebagai alternatif pemikiran 
untuk mengurangi kelemahan teori 
pemidanaan retributif, teori prevensi 
maupun teori gabungan.
Keadilan restoratif merupakan 
suatu ide dan gerakan yang me- 
ngedepankan keadilan dalam pers-
pektif pelaku dan keluarganya, 
korban dan keluarganya, masyarakat, 
dan pemangku kepentingan dalam 
rangka pemulihan keadaan masing- 
masing.  Karena itu, konsepsi pemi- 
kiran keadilan restoratif (restorative 
justice) menjadi salah satu upaya 
menjauhkan anak dari sistem per- 
adilan pidana yang tidak perlu.  
Pendekatan ini mengutamakan pe- 
nyelesaian tindak pidana di luar 
peradilan pidana.  Pendekatan terse-
but bukan hanya pada anak, melain- 
kan juga pada orang dewasa (misal- 
nya pencurian ringan, penggelapan 
ringan, perbuatan curang (penipuan) 
ringan) maupun anak-anak.  Bahkan 
di beberapa negara maju, korporasi 
yang melakukan tindak pidana dapat 
juga diselesaikan dengan pendekatan 
keadilan restoratif.
Keadilan restoratif adalah cara-
menanggapi perilaku criminal 
dengan cara menyeimbangkan antara 
kebutuhan masyarakat, dengan 
korban danpelaku. Ini merupakan 
konsep yang terus berkembangdan 
dapat menimbulkan interpretasi yang 
berbeda di negara yang berbeda.
Restorative justice is a way of 
responding to criminal behaviour 
by balancing the needs of the 
community, the victims and the 
offenders. It is an evolving 
concept that has given rise to 
different interpretation in differ-
ent countries, one around which 
there is not always a perfect 
consensus.(United Nations, 2006: 
6).
Berkaitan dengan konsep 
keadilan restoratif dalam perkara 
pidana yang dilakukan oleh anak, 
menurut Pasal 1 angka 6 Undang- 
Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 
Sistem Peradilan Pidana  Anak (LN 
Tahun  2012  Nomor  153, TLN 
Nomor  5332), pengertian keadilan 
restoratif adalah penyelesaian perka-
ra tindak pidana dengan melibatkan 
pelaku, korban, keluarga pelaku/kor-
ban, dan pihak lain yang terkait 
untuk bersama-sama mencari 
penyelesaian yang adil dengan 
menekankan pemulihan kembali 
pada keadaan semula, dan bukan 
pembalasan.
Praktik di beberapa negara, 
keadilan restroratif disebut dengan 
berbagai istilah. Ada pihak yang 
menggunakan istilah"keadilan 
komunitarian", "memperbaiki 
kesalahan", "Keadilan positif", 
"keadilan relasional", "keadilan 
reparatif", "keadilan masyarakat" 
untuk menyebut "keadilan restorat-
if". Namun, demikian ada kesamaan 
pemahaman bahwa keadilan 
restoratif dibangun berdasarkan 
konsep penyeimbangan kepentingan 
dan kebutuhan pada tiga pihak, yaitu 
pelaku, korban, dan masyarakat. Hal 
ini terungkap dari penjelasan beri-
kut.
Also, because of the difficulties in 
precisely translating the concept 
into different languages, a variety 
of terminologies are often used. 
There are many terms that are 
used to describe the restorative 
justicemovement. These include 
“communitarian justice”, “ma- 
king amends”,“positive justice”, 
“relational justice”, “reparative 
justice”, “communityjustice” and 
“restorative justice”, among 
others.(United Nations, 2006:6)
Berkaitan dengan keadilan 
restoratif, dalam UU-SPPA diatur 
tentang diversi. Pengertian diversi 
adalah pengalihan penyelesaian 
perkara Anak dari proses peradilan 
pidana ke proses di luar peradilan 
pidana.Jika kedua konsep tersebut 
dihubungkan, maka keadilan 
restoratif adalah tujuan yang ingin 
dicapai, sedangkan diversi adalah 
salah satu proses mencapai keadilan 
tersebut.Keadilan restoratif dapat 
dicapai melalui diversi maupun 
non-diversi, yaitu memproses anak 
pelaku tindak pidana dalam sistem 
peradilan pidana. Dengan demikian, 
melalui sistem peradilan pidanapun 
dapat dicapai keadilan restoratif. 
Misalnya dengan menjatuhkan 
pidana atau tindakan yang sesuai 
dengan kebutuhan pelaku, korban, 
dan masyarakat.Karena itu, dalam 
UU-SPPA disediakan banyak jenis 
sanksi dan tindakan agar hakim 
dapat memilih jenis pidana (straf) 
atau tindakan (maatregel) yang 
sesuai dengan kebutuhan pelaku, 
korban dan masyarakat agar keadilan 
restoratif tercapai.
Sampai saat ini, diversi pada 
perkara anak di tahap penyidikan 
sudah sering dilakukan berdasarkan 
Peraturan internal di Kepolisian 
Negara Republik Indonesia.  Banyak 
pendapat yang setuju dan yang tidak 
setuju atas upaya Polri untuk 
menyelesaikan perkara pidana anak 
di luar hukum pidana.  Namun, saat 
ini sudah terbit Undang-Undang No. 
11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (selanjutnya 
disingkat UU-SPPA), yang sudah 
diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 
2014 sehingga setiap orang wajib 
setuju dan menaatinya.  Jika UU 
tersebut diberlakukan, banyak 
sub-sistem atau sistem yang berubah, 
misalnya sub-sistem: diversi oleh 
polisi, jaksa, dan hakim; pencatatan 
dan pengarsipan pada lembaga 
pelaksana UU-SPPA; sistem pembi-
naan dan pembimbingan anak di 
Lembaga Penempatan Anak Semen-
tara (LPAS), Lembaga Penyelengga-
ra Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA). Selain itu, banyak juga 
sarana dan prasarana yang disiapkan, 
termasuk kaulitas dan kuantitas sum-
berdaya manusia (misalnya polisi, 
jaksa, hakim, pembimbing kema- 
syarakatan, petugas pemasyarakatan, 
relawan sosial).
Jika pemerintah dan para pihak 
terkait serta para pemangku kepen- 
tingan (stakehoders) tidak segera 
melakukan persiapan atas pember-
lakuan UU-SPPA tidak segera 
disiapkan, UU-SPPA akan hanya 
menjadi norma yang bersifat 
“semantik” (indah dalam bahasa) 
dan tidak banyak melakukan peruba-
han substansi sistem peradilan 
pidana anak sehingga tidak ada 
bedanya dengan saat berlakunya UU 
No. 3 Tahun 1997 tentang Penga-
dilan Anak.
Berdasarkan pemikiran tersebut, 
penulis melakukan pengajian terha-
dap 3 (tiga) permasalahan, yaitu 
apakah urgensi diversi dalam pena- 
nganan perkara anak;bagaimana 
kesiapan para pihak yang terlibat 
dalam diversi perkara anak;serta 
bagaimana model pendidikan, pem-
binaan, pendampingan, dan penga-
wasan anak yang di-diversi maupun 
anak yang dijatuhi pidana (straf) atau 
tindakan(maatregel).  Kajian ini 
akan menghasilkan analisis tentang 
substansi keadilan restoratif dalam 
kaitannya dengan diversi, dan anali-
sis kemampuan yang ada di ma- 
sing-masing pemangku kepentingan 
yang berkaitan dengan sistem per- 
adilan pidana. Akhirnya, Hasil kajian 
ini dapat dimanfaatkan oleh pihak- 
pihak terkait untuk menyiapkan sum-
berdaya, sumberdana dan sistem 
kinerja dalam rangka menciptakan 
keadilan restoratif dalam perkara 
anak di Indonesia.  
Urgensi Penerapan  Diversidalam 
Penanganan  Perkara Anak
Secara teoretik, ada keterkaitan 
antara asas atau kebijakan dikresi 
(discretion), diversi (Diversion) dan 
keadilan restoratif (Restorative 
Justice).Saut P.Panjaitan mengemu-
kakan bahwa diskresi (pouvoir 
discretionnaire, bahasa Perancis) 
ataupun Freies Ermessen (bahasa 
Jerman) merupakan suatu bentuk 
penyimpangan terhadap asas legali-
tas dalam pengertian wet matigheid 
van bestuur, jadi merupakan ”keke- 
cualian” dari asas legalitas. Menurut 
Muchsan, dasar pijakan diskresi ada 
2 (dua) yaitu: Dasar Hukum/Yuridis, 
yaitu menyangkut ketentuan formal; 
dan Dasar Kebijakan, yaitu me- 
nyangkut manfaat. (Simamora, 
2014).
Diversi adalah penyelesaian per- 
kara pidana menggunakan jalur di 
luar hukum pidana. Sedangkan 
pengertian keadilan restoratif adalah 
ide keadilan yang didasarkan pada 
kesepakatan antar-para pihak yang 
terkait dengan tindak pidana untuk 
mencari solusi untuk pemulihan 
keadaan sebagaimana belum terjadi 
tindak pidana dan bahkan menja- 
dikan semua pihak lebih baik.  
Keadilan Restoratif didasarkan pada 
5 prinsip dalam pemikiran berikut. 
Five Principles of Restorative 
Justice
a. Focuses on harms and conse-
quent needs (victims', but also 
communities' and offenders').
b. Addresses obligations resulting 
from those harms (offenders' but 
also families', communities' and 
society's).
c. Uses inclusive, collaborative 
processes.
d. Involves those with a legitimate 
stake in the situation (victims, 
offenders, families, community 
members, society).
e. Seeks to put right thewrongs 233 
(Dowd, 2015: 233)
Dengan demikian, dalam konteks 
bahasan ini dapat dipahami bahwa 
diversi dalam perkara anak lahir 
karena adanya asas diskresi yang 
dimiliki oleh pihak yang berwenang 
(Penyidik, Jaksa, dan Hakim) dalam 
rangka mencapai keadilan restoratif.  
Salah satu bentuk diskresi adalah 
memberikan kewenangan kepada 
Penyidik, Jaksa, dan Hakim untuk 
melakukan diversi terhadap anak 
yang berhadapan dengan hukum. 
Pengertian keadilan restoratif 
adalah a form of conflict resolution 
and seeks to make it clear to the 
offender that the behaviour is not 
condoned, at the same time as being 
supportive and respectful of the indi-
vidual.(Morison, 2001: 194). Pihak 
yang diharapkan memperoleh kea- 
dilan restoratif adalah pelaku dan 
korban, serta pihak-pihak yang 
terkait. Dalam konteks pemidanaan, 
pendekatan keadilan restoratif seja- 
lan dnegan model keseimbangan 
Kepentingan (Muladi, 1995:5). Ka- 
rena itu, asas daad-dader-slachtof-
fer-Strafrecht mestinya mulai diim-
plementasikan dalam hukum pidana 
(Arief Amrulah, 2008).
Keadilan restoratif dapat diterap-
kan pada seluruh proses penegakan 
hukum pidana, tidak hanya pada satu 
proses saja, misalnya pada penyi- 
dikan atau penuntutan atau peradilan. 
Hal ini didasarkan pada prinsip 
keadilan restoratif masuk pada suatu 
sistem hukum pidana sehingga 
penerapannya ada pada setiap pro- 
sesnya dan juga tiap penegak hukum 
mempunyai kewenangan untuk me- 
nerapkannya. Keadilan restoratif 
bukan merupakan asas melainkan 
filsafat yaitu filsafat dalam proses 
peradilan dan juga filsafat keadilan. 
Keadilan restoratif dapat dikatakan 
sebagai filsafat peradilan, karena-
merupakan dasar dalam penyusunan 
lembaga peradilan. Dengan demiki-
an, dapat diartikan bahwa keadilan 
restoratif adalah suatu rangkaian 
proses peradilan yang pada dasarnya 
bertujuan untuk me-restore (memu- 
lihkan kembali) kerugian yang dide- 
rita oleh korban kejahatan, (Mudza-
kir, 2008). masyarakat, dan para 
pihak terkait.
Pendekatan keadilan restoratif 
(restorative justice approach) diawa-
li dari praktik di beberapa negara 
misalnya Kanada, Australia, New 
Zealand, dan Inggris. Sejarah per- 
kembangan hukum modern dalam 
penerapan restorative justice diawali 
dari pelaksanaan sebuah program 
penyelesaian di luar pengadilan 
konvensional yang dilakukan oleh 
masyarakat yang disebut dengan 
victim-offender mediation tahun 
1970-an di Kanada (Morris dan 
Maxwelle, 21: 4). Pendekatan 
keadilan restoratif merupakan per- 
kembangan terakhir dari paradigma 
peradilan pidana, yaitu diawali 
dengan retributive justice, dilanjut-
kan dengan rehabilitative justice, 
kemudian ada alternative justice, 
kemudian diperbaiki lagi dengan 
transitional justice, danakhirnya 
digantikan oleh restorative justice.
Berdasarkan sejarah di beberapa 
negara, pelaksanaan Diversi pada 
awalnya gagal di Amerika, tetapi 
berhasil di Belanda, Denmark, Italia, 
Jerman, Perancis, pada tahun 
1969(Marlina, 2010:4) kemudian 
diperbaiki sistemnya yang akhirnya 
sukses di beberapa negara dalam 
penyelesaian tindak pidana tertentu 
dan pelaku-pelaku tertentu.
Meskipun tidak ada kesepakatan 
tentang pengertian keadilan restora- 
tif, namun mayoritas definisi 
berfokus pada proses yang melibat-
kan semua pihak yang berkepenti- 
ngan untuk menyelesaikan pelang-
garan hukum dan bertujuan memper-
baiki kerugian yang disebabkan oleh 
pelanggaran tersebut.  Hal ini 
terungkap dalam pernyataan berikut. 
There is no agreed definition of 
restorative justice processes. A 
number of definitions have been 
suggested, most of which focus on a 
process which involves all those 
affected by an offence and aims to 
repair the harm caused by the 
offending(Widodo 2014). Berdasar-
kan pemikiran tersebut dapat dipaha-
mi bahwa akar filsafat keadilan 
restoratif adalah konsepsi keadilan 
untuk semua (justice for all), yaitu 
pelibatan pelaku, korban, dan ma- 
syarakat berdasarkan musyawarah 
dalam rangka merestorasi keadaan 
secara manusiawi.
Secara teoretis, sistem peradilan 
pidana anak di Indonesia wajib 
mengutamakan kepentingan yang 
terbaik bagi anak dan berupaya me- 
ngurangi penyelesaian perkara anak 
di pengadilan pidana, dan jika 
terpaksa dipidana penjara, maka 
pidana tersebut hanya dilakukan 
sebagai upaya terakhir dan dalam 
waktu yang singkat. Hal ini dapat 
diketahui dari beberapa instrumen 
internasional, antara lain United 
Nations Standard Minimum Rules for 
the Administration of Juvenile 
Justice (Beijing Rules), United 
Nations Standard Minimum Rules for 
Non-Custodial Measures 1990 
(Tokyo Rules), United Nations 
Guidelines for the Prevention of 
Juvenile Delinquency (Riyadh 
Guidelines), dan United Nations 
Rules for the Protection of Juveniles 
Deprived of Their Liberty (1990). 
Menurut Wardaya dan Retnaningrum 
bahwa, kesadaran masyarakat bahwa 
anak-anak pelaku tindak pidana 
perlu diperlakukan khusus tidak 
sebagaimana orang dewasa baru 
disadari sejak penyelenggaraan 
peradilan anak kali pertama di 
Chicago pada 1889 (Wardaya dan 
Retnaningrum, 2011).
Urgensi pelaksaan diversi pada 
perkara anak didasari pada 
pemikiran berikut. Saat ini ada 
pergeseran filsafat pemidanaan dari 
awalnya yang bersifat restitutif 
(pembalasan) kemudian ditandingi 
menjadi teori prevensi (tujuan), 
kemudian muncul teori gabungan, 
(Widodo, 2009 :24) dan akhirnya 
berkembang pemikiran keadilan 
restoratif yang mengutamakan 
pemulihan. Pendekatan restoratif 
merupakan paradigma baru dalam 
pemidanaan yang berbeda dengan 
pendekatan keadilan retributif, baik 
konsep, orientasi, tujuan maupun 
mekanisme pencapaiannya.  Keadi- 
lan retributif lahir sebagai reaksi 
terhadap beberapa kelemahan pen- 
dekatan keadilan retributif. Resto- 
rative justice is different from the 
retributive and rehabilitation 
approaches in that it focuses prima- 
rily on the needs of the victim, not 
just the offender. It’s a powerful tool 
that can have very real, positive 
results(Marshal,2014).Pendekatan 
keadilan restoratif ini sangat positif 
dan berbeda dengan restribusi dan 
rehabilitasi yang hanya terbatas teru-
tama pada perlindungan korban, 
bukan pada pelaku.
Keadilan restoratif merupakan 
reaksi masyarakat global yang dapat 
digunakan sebagai pelengkap dari 
sistem peradilan pidana yang selama 
ini banyak yang menggunakan 
pendekatan keadilan tradisional.Hal 
ini dikemukakan oleh Mark S. Um- 
breit and Marilyn Peterson Armour 
bahwa, restorative justice is viewed 
as complementary to the criminal 
justice system because it attends to 
issues that the traditional system 
neglects. Regardless of the position 
taken, the vision of restorative justice 
is grounded in values that are reso-
nating with an increasingly broad 
range of individuals and communi-
ties throughout the world, presenting 
many opportunities for new and 
widened impact (Umbreit dan 
Armour,2004:82). Diversi adalah 
salah satu bentuk penyelesaian per- 
kara pidana dalam rangka penca- 
paian keadilan restoratif.  Bentuk 
lain- nya, misalnya rekonsiliasi 
antara pelaku dengan korban, konfe- 
rensi keluarga dan masyarakat, 
upaya perdamaian dalam ma- 
syarakat.  Hal ini selaras dengan 
pemikiran Strickland, bahwa
More specific technique associa- 
ted with restorative justice, 
include diversion, victim-offender 
reconciliation, victim impact 
panel, victim-offender statements, 
family or communiuty conferen- 
cing, community peace-making or 
centencing cyrcles, reintegrative 
shamming, and prisoneers assis-
tence program(Stickland, 2004 
:9).
Keadilan restoratif sebenarnya 
bukan merupakan budaya baru bagi 
bangsa Indonesia, namun karena 
dalam masa penjajahan hukum adat 
banyak ditinggalkan dan diganti 
dengan hukum barat, maka keadilan 
restoratif dimarginalkan. Setelah 
ketentuan ketentuan dan sistem 
hukum barat diragukan efektivitas 
dan efisiensinya dalam penyelesaian 
perkara pidana yang adil, banyak 
pihak mengintrodusi dan melak-
sanakan keadilan restoratif.  Dengan 
demikian, konsep keadilan restoratif 
bukan lahir lebih dahulu, tetapi 
sudah ada dan dilaksanakan di ma- 
syarakat kemudian ditinggalkan, dan 
saat ini digunakan lagi.   Buktinya, 
dalam hukum pidana Majapahit 
dikenal istilah “pati bajampi” yaitu 
sebagai uang pengganti obat yang 
diberikan kepada korban, rekonsi- 
lisasi antar-kepala adat yang ditandai 
dengan upaya adat di sejumlah 
wilayah Indonesia.
Pendoronglahirnya diversi pada 
perkara anak di Indonesia antara lain 
dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Terjadi labelisasi pada anak yang 
pernah diproses oleh penegak hu- 
kum berdasarkan hukum pidana 
anak.  Bahkan pada beberapa 
kasus, dalam LAPAS Anak terjadi 
prisonisasi (Widodo, 2012 : 21).
b. Pihak LAPAS Anak, LAPAS dan 
RUTAN Dewasa yang di dalam 
nya ada blok khusus Anak, belum 
semuanya mempunyai kemam-
puan yang memadai untuk pembi-
naan dan pembimbingan anak.Se-
lain itu, anak berisiko terkena 
“prisonisasi” di dalam lembaga 
tersebut.  Karena itu, perlu ada 
langkah meminimalisasi prisoni-
sasi dengan cara menghindarkan 
anak dari institusionalisasidi 
Rutan atau LAPAS.
c. Ada keinginan serius dari para 
pihak untuk mengurangi atau 
bahkan menghilangkan dampak 
negatif dari proses peradilan 
pidana bagi anak. Hal ini didasar-
kan pada data bahwa dalam tahap 
penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di pengadilan, hak- 
hak anak (pelaku) ada yang 
terlanggar, misalnya anak tidak 
dapat sekolah karena ditahan di 
RUTAN dan LAPAS.
d. Selama proses peradilan, pihak 
korban dan masyarakat belum 
mendapatkan restitusi (pemuli-
han) secara memadai sehingga 
putusan pengadilan sering diang-
gap belum mencerminkan keadi- 
lan bagi korban dan masyarakat.  
Hal ini terjadi karena keadilan 
sering ditafsirkan oleh orang 
sebagai keadilan terhadap pelaku 
saja, bukan pada korban dan ma- 
syarakat.
e. Beberapa putusan pengadilan 
kadang belum menunjukkan ke- 
berpihakan negara pada anak, 
anak korban, dan masyarakat.  
Mayoritas putusan pengadilan 
anak adalah penjatuhan pidana, 
dan jenisnya pidana penjara 
(Widodo, 2012:14).
f. Penegak hukum dan para pihak 
yang terkait belum terbiasa me- 
lakukan diversi pada anak yang 
berkonflik dengan hukum secara 
melembaga, bahkan budaya ma- 
syarakat menghendaki agar 
penyelesaian perkara anak lebih 
suka pengunaan jalur litigasi 
dibandingkan dengan jalur litiga- 
si. Beberapa anggota masyarakat 
bahkan sering menganggap diver-
si pada perkara anak yang dilaku-
kan oleh Polri merupakan upaya 
membela pihak tertentu (terutama 
membela pelaku), sehingga perlu 
ada klarifikasi yuridis.
g. Perlunya dasar hukum diversi 
yang jelas dalam peraturan perun-
dang-undangan (lex certa) yang 
dapat digunakan anak oleh polisi, 
jaksa, dan hakim agar tidak terjadi 
salah sangka dalam masyarakat. 
Sebelum ada UU Sistem 
Peradilan Anak, dasar hukum 
diversi di kepolisian adalah pada 
kebijakan diskresi (discretion) 
yang kemudian dituangkan dalam 
dasar hukum dari Kapolri untuk 
lingkungan Polri atau kesepaka-
tan-kesepakatan tertulis lain 
antar-penegak hukum atau antara 
Polri dengan Kementerian lain.  
Menakar Kemampuan Para Pe- 
mangku Kepentingan( Stake Hol- 
ders)dalam Melaksanakan Diversi 
Perkara  Anak Berdasarkan UU- 
SPPA.
Sejak diterbitkan UU-SPPA, pada 
semua tingkatan proses peradilan 
pidana (penyidikan, penuntutan, 
pemeriksanaan di pengadilan), terbu-
ka peluang polisi, jaksa, dan hakim 
untuk melakukan diversi.  Bahkan, 
sebelum ada putusan Mahkamah 
Konstitusi tahun 2013, diversi me- 
rupakan langkah wajib yang 
bersanksi pidana bagi polisi, jaksa, 
hakim sebelum menerapkan ketentu-
an hukum acara pidana.  Saat ini 
meskipun polisi, jaksa, dan hakim 
tidak melakukan diversi tidak dapat 
dipidana. Ketentuan diversi tersebut 
memberi harapan positif  bagi 
pencari keadilan dan penegak hukum 
untuk melaksanakan penyelesaian 
perkara tindak pidana anak sesuai 
dengan karakteristik anak tanpa 
mengabaikan kepentingan korban 
dan masyarakat. 
Dengan demikian, dalam pena- 
nganan anak yang berkonflik dengan 
hukum, diversi dalam perkara anak 
dilakukan oleh Polisi, Jaksa, dan 
Hakim sesuai dengan kewenangan- 
nya dalam acara pidana.  Jika diversi 
gagal maka proses peradilan pidana 
dalam maing-masing tingkatan akan 
diberlakukan dengan puncak proses 
berupa putusan pengadilan. 
Sebelum proses polisi, jaksa, dan 
hakim melakukan diversi, harus 
dipastikan dahulu bahwa persyaratan 
perkara yang dapat didiversi 
memenuhi persyaratan objektif dan 
subjektif sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7 ayat (2).  Persyaratan objek-
tif, yaitu bahwa perkara tindak 
pidana yang akan diproses Diversi 
adalah pelaku tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara di 
bawah 7 (tujuh) tahun.  Persyaratan 
subjektif adalah anak tersebut bukan 
merupakan melakukan pengulangan 
tindak pidana.Dalam UU-SPPA 
tersebut dijalelaskan tentang penger-
tian pengulangan tindak pidana, 
bahwa pengulangan tindak pidana 
dalam ketentuan ini merupakan 
tindak pidana yang dilakukan oleh 
Anak, baik tindak pidana sejenis 
maupun tidak sejenis, termasuk 
tindak pidana yang diselesaikan 
melalui Diversi.
Dalam penjelasan tersebut tidak 
ada jangka waktunya berapa lama 
antara tindak pertama yang pertama 
dengan yang kedua atau selanjutnya. 
Karena itu, UU-SPPA merupakan 
kekhususan dalam hukum pidana 
sehingga dapat menyimpangi keten-
tuan KUHP tentang jangka waktu 
agar dapat dikategorikan melakukan 
pengulangan tindak pidana. Jika 
persyaratan tersebut dipenuhi, maka 
Polisi, Jaksa dan Hakim wajib 
melakukan Diversi. Jika diversi 
sudah dicapai, maka hasil kesepaka-
tan dijadikan dasar Penetapan Ketua 
Pengadilan.
Dalam melaksanakan Diversi, 
penegak hukum wajib menggunakan 
asas sebagaimana diatur dalam Pasal 
2, yaitu pelindungan; keadilan; 
nondiskriminasi; kepentingan ter- 
baik bagi Anak; penghargaan terha-
dap pendapat Anak; kelangsungan 
hidup dan tumbuh kembang Anak; 
pembinaan dan pembimbingan 
Anak; proporsional;  perampasan 
kemerdekaan dan pemidanaan se- 
bagai upaya terakhir; dan penghinda-
ran pembalasan. 
Diversi oleh Hakim Anak di 
Pengadilan Negeri dapat dilakukan 
di ruang mediasi (Pasal 52 ayat (4)).-
Proses Diversi dilakukan dengan 
teknik musyawarah (Pasal 8 ayat 
(1)).Pihak yang wajib dilibatkan 
dalam Diversi adalah Anak dan 
orang tua/walinya, korban dan/atau 
orang tua/Walinya, Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial 
Profesional (Pasal 8 ayat (1)).Selain 
itu dapat pula ditambah dengan 
Tenaga Kesejahteraan Sosial, 
dan/atau masyarakat (ayat (2)). Para 
pihak yang bersengketa dapat 
diwakili oleh kuasanya dengan surat 
kuasa khusus, baik oleh advokat 
maupun orang lain yang dipercaya. 
Pihak ketiga di yang ditentukan oleh 
UU dapat turut serta dan mengga-
bungkan diri dalam proses musya- 
warah, apabila terdapat unsur 
kepentingan yang terkait dan keturut 
sertaannya disepakati oleh pihak 
pelaku dan korban serta disetujui 
oleh Hakim yang memimpin musya- 
warah.
Berdasarkan Pasal 9, ditentukan 
bahwa Penyidik, Penuntut Umum, 
dan Hakim dalam melakukan Diversi 
harus mempertimbangkan: a).kate-
gori tindak pidana; b)  umur Anak; c) 
hasil penelitian kemasyarakatan dari 
Bapas; dan d) dukungan lingkungan 
keluarga dan masyarakat. Kesepaka-
tan Diversi tersebut harus mendapat-
kan persetujuan korban dan/atau 
keluarga Anak Korban serta kese-
diaan Anak dan keluarganya, kecuali 
untuk: a)  tindak pidana yang berupa 
pelanggaran;  b) tindak pidana 
ringan; c) tindak pidana tanpa 
korban; atau d) nilai kerugian korban 
tidak lebih dari nilai upah minimum 
provinsi setempat.
Hasil kesepakatan Diversi dapat 
berbentuk, antara lain: a)  perda-
maian dengan atau tanpa ganti keru-
gian; b)  penyerahan kembali kepada 
orang tua/Wali;  c)  keikutsertaan 
dalam pendidikan atau pelatihan di 
lembaga pendidikan atau LPKS 
paling lama 3 (tiga) bulan; atau d)  
pelayanan masyarakat.  Khusus di- 
versi terhadap pelaku a)  tindak 
pidana yang berupa pelanggaran;  b) 
tindak pidana ringan; c) tindak 
pidana tanpa korban; atau d) nilai 
kerugian korban tidak lebih dari nilai 
upah minimum provinsi setempat-
dapat dilakukan oleh penyidik bersa-
ma pelaku dan/atau keluarganya, 
Pembimbing Kemasyarakatan, serta 
dapat melibatkan tokoh masyarakat.
Diversiyangdilakukan oleh Pe- 
nyidik atas rekomendasi Pembimb-
ing Kemasyarakatan dapat berben-
tuk: a) pengembalian kerugian dalam 
hal ada korban; b) rehabilitasi medis 
dan psikososial; c) penyerahan kem-
bali kepada orang tua/Wali;  d) keikut 
sertaan dalam pendidikan atau pelati-
han di lembaga pendidikan atau 
LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; 
atau e) pelayanan masyarakat paling 
lama 3 (tiga) bulan.
Selama proses Diversi berlang- 
sung sampai dengan kesepakatan 
Diversi dilaksanakan, Pembimbing 
Kemasyarakatan wajib melakukan 
pendampingan, pembimbingan, dan 
pengawasan (Pasal 14 ayat (2)). 
Kesepakatan Diversi wajib dilak-
sanakan paling lama 30 (tiga puluh) 
hari (Pasal 52 ayat (3)).Jika  Diversi 
sudah dilaksanakan dalam jangka 
waktu tersebut maka proses perkara 
tindak pidana tidak dilanjutkan ke 
tahapan persidangan. Pelaku tindak 
pidana dan pihak-pihak terkait akan 
mendapatkan penetapan dari Ketua 
Pengadilan Negeri yang isinya me- 
netapkan bahwa perkara tindak 
pidana anak sudah diselesaikan 
melalui Diversi dan sudah mempu-
nyai kekuatan hukum tetap.Penga-
wasan atas proses Diversi dan pelak-
sanaan kesepakatan yang dihasilkan 
berada pada atasan langsung pejabat 
yang bertanggung jawab di setiap 
tingkat pemeriksaan (Pasal 14 ayat 
(1).
Berdasarkan hasil studi di ma- 
syarakat di Indonesia,  ada beberapa 
hasil penelitian yang dapat dijadikan 
alasan empiris mengapa diversi perlu 
dilakukan, dan prosesnya harus 
cermat agar tercapai keadilan 
restoratif.  
Meskipun banyak kelebihan dan 
manfaatnya bagi anak, pelaksanaan 
diversi ternyata ini banyak mengha-
dapi hambatan. Studi yang pernah 
dilakukan di wilayah Banyumas, 
Purbalingga, Banjarnegara, Kebu-
men, dan Cilacap menunjukkan 
bahwa tidak semua korban atau kelu-
arga korban bersedia menerima cara 
penyelesaian tindak pidana melalui 
diversi. Alasannya: keinginan untuk 
membuat pelaku “kapok” jika dima-
sukkan dalam penjara; kejahatan 
yang dilakukan oleh pelaku adalah 
kejahatan yang diancam dengan 
pidana yang berat; penegak hukum 
kurang mendukung upaya perda-
maian; tidak ada petunjuk pelaksa-
naan maupun petunjuk teknis bagi 
aparat penegak hukum untuk 
mengimplementasi cara penyele- 
saian non-litigasi(Wardaya dan Ret- 
naningrum, 2008 :59). Hasil peneli-
tian ini sama dengan hasil penelitian 
Subekhan, bahwa penyelesaian per- 
kara pidana yang dilakukan oleh 
anak dengan menggunakan pendeka-
tan restorative Justice belum terlak-
sana secara optimal, karena belum 
adanya aturan hukum sebagai 
landasan penyelesaian model ini; 
perubahan masyarakat dari gemein-
schaft ke arah gesselschaft ber- 
dampak pada sulitnya rnengharapkan 
partisipasi masyarakat dalam 
penyelesaian yang bersifat restorasi; 
dan konsep restorative justice yang 
tidak melembagakan proses penyele-
saiannya berdampak pada hasil yang 
dicapai dalam penyelesaian restorasi 
tidak memberikan kepastian hukum 
bagi anak, korban dan masyarakat 
(Subkhan, 2008:i ) Penelitian-peneli-
tian di atas dilakukan atas kebijakan 
Diversi yang dilakukan oleh Polri 
berdasarkan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.
Selama proses peradilan pidana di 
Indonesia, mayoritas anak ditahan di 
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Rumah Tahanan atau Lembaga 
Pemasyarakatan selama 2-3 bulan.  
Jumlah terdakwa yang dijatuhi 
pidana penjara sekitar 90%. Pembi-
naan anak di di LAPAS kurang opti-
mal karena masa pidananya singkat. 
Proses peradilan tersebut tidak mem-
berikan rasa keadilan bagi anak. 
Secara normatif, sistem hukum di 
Indonesia belum ramah anak dan 
sistem kesejahteraan belum terinte-
grasi. Struktur dan aparatur penegak 
hukum juga belum ada persamaan 
persepsi terhadap penanganan anak 
nakal sehingga perlu peningkatan 
kapasitas sumberdaya manusia. 
Begitu juga ketersediaan sarana dan 
prasarana masih harus ditingkatkan.  
Pandangan dan perilaku masyarakat 
ternyata banyak yang masih memak-
nai pidana sebagai tindakan yang 
harus bersifat punitif dan retributif 
(Apong Herlina, 2015).
Selama dalam masa proses 
peradilan pidana, beberapa studi 
menunjukkan bahwa mereka men- 
dapat perlakuan yang buruk bahkan 
kadang-kadang lebih buruk dari 
perlakuan terhadap orang dewasa 
pada suatu situasi yang sama. 
Perlakuan buruk ini tidak hanya 
terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) 
atau Lembaga Pemasyarakatan 
(Lapas) namun tindak kekerasan 
terhadap mereka sering dialami sejak 
berada di kantor polisi yang berupa 
tamparan, tendangan, bahkan 
kadang-kadang pelecehan seksual. 
Penyidikan di kantor polisi ini sebe-
narnya dalam rangkapenyusunan 
Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 
Namun, kekerasan sering menjadi 
bagian dari upaya untuk memperoleh 
pengakuan. Bentuk kekerasan lain 
berupa tindakan memaksa anak 
untuk membersihkan kantor polisi 
dan mobil patroli. Rutan atau Lapas 
juga memberikan pengaruh buruk 
terhadap anak-anak di samping hak 
mendapat pendidikan baginya 
terabaikan (Lily, 2014). Studi pada 
tahun 2006, bahwa 96% kasus anak 
yang diajukan ke pengadilan menga-
kibatkan tindankan pasa berupa 
penahanan, 60% pidana yang 
dijatuhkan lebih dari satu tahun, dan 
hanya sedikit atau bahkan tidak ada 
bantuan hukum (RingkasanKajian, 
Oktober, 2012 http://www.unicef. 
org, 2014).
Berdasarkan Penelitian di Kota 
Makassar, Makmur, Hakim Anak 
Pengadilan Negeri Makassar, perka-
ra anak sebenarnya sangat kental 
nuansa keadilan restoratif.Justru 
keadilan restoratif tersebut lahir dari 
Pembimbing Kemasyaratan, tetapi 
ternyata hampir tidak pernah ada 
petugas BAPAS yang merekomen-
dasikan agar anak tersebut tidak 
dijatuhi pidana. Namun sebaliknya, 
Husni Guna, Kepala Seksi Bimbi- 
ngan Klien Anak Balai Pema- 
syarakatan Kelas I Makassar menya-
takan bahwa BAPAS tidak pernah 
merekomendasikan sanksi pidana 
pada anak, dan pembinaan anak 
dalam LAPAS merupakan upaya 
terakhir jika upaya lainnya gagal 
dilakukan ( Adiguna dkk, 2014). 
Berdasarkan penelitian Hafad, ma- 
yoritas hasil PK di Kota Malang 
menggunakan bahasa “klise” dan 
mayoritas merekomendasikan agar 
anak dijatuhi pidana atau tindakan 
seadil-adilnya.  Kalau tidak dengan 
“bahasa klise” tersebut, banyak hasil 
penelitian kemasyarakatan mere-
komendasikan agar hakim menjatuh-
kan sanksi paling adil (Hafad, 2004 : 
78). Namun demikian, yang 
mengembirakan, di BAPAS Suraba-
ya, Pembimbing Kemasyarakatan 
seringkali merekomendasikan agar 
anak di bina di luar LAPAS disertai 
dengan kesanggupan pihak-pihak 
tertentu yang siap menampung anak 
nakal, dan hakim memenuhi saran 
tersebut (Widodo, 2012 : 25).
Jika anak di masukkan ke LAPAS 
(pada saat berlakunya UU-SPPA 
disebut LPKA), anak-anak di LPKA 
ternyata mayoritas hanya dibina 
secara umum (tidak memperhatikan 
kebutuhan dan kompetensi anak) dan 
proses belum tampak adanya model 
pembinaan yang bersifat individual 
(individual treatment model), maka 
dampaknya akan makin buruk bagi 
anak.  Selama ini anak (apapun 
tindak pidana yang dilakukan) yang 
ada di LAPAS Anak maupun di suatu 
blok (di LAPAS Dewasa) sehingga 
pada siang hari dapat berinteraksi 
dan saling bergaul sehingga memung 
kinkan saling “belajar kejahatan.”  
Akibatnya, dalam LAPAS terjadi 
prisonisasi, meskipun anak tidak 
selalu menjadi residivis (penjahat 
kambuhan).  Jika anak dimasukkan 
ke LPKA atau LPKS yang tidak 
tertata model pembinaannya, 
dampak positif bagi anak dan ma- 
syarakat memang banyak, namun 
dampak negatif bagi anak cukup 
dominan (Widodo, 2012 : 25).
Berkaitan dengan diversi yang 
berjalan selama ini, pandangan nega-
tif masyarakat terhadap penegak 
hukum juga mempunyai pengaruh 
besar terhadap penerapan diversi.Hal 
ini diungkapkan oleh Wahyudi 
(Penyidik Pembantu PPA) bahwa 
ketika pihak-pihak didamaikan, ma- 
syarakat beranggapan bahwa penyi- 
dik membela dan dibayar oleh pihak 
pelaku tindak pidana sehingga 
pelaku tidak diproses secara 
pidana.Padahal Polisi melakukan 
upaya damai (diversi) untuk kepen- 
tingan terbaik bagi anak.Hal serupa 
juga diungkapkan oleh Andi Armasa-
ri (Jaksa Fungsional Kejaksaan 
Negeri Makassar) bahwa penilaian 
negatif dari masyarakat jika mereka 
didamaikan, atau jaksa membuat 
tuntutan ringan anak pelaku tindak 
pidana. Kejaksaan dianggap pihak 
yang tidak bertanggung jawab, 
bahkan dituduh dibayar oleh pelaku, 
atau ada hubungan keluarga antara 
jaksa dengan pelaku.  Menurut Iswa-
hyu Widodo (Hakim Anak di Penga-
dilan Negeri Makassar), umumnya, 
kendala untuk mendamaikan para 
pihak adalah korban sudah menjadi 
korban berkali-kali, meskipun pela- 
kunya bukan orang yang sama (Adi-
guna dkk., 2014).
Berdasarkan hasil penelitian di 
atas dapat dihami beberapa hal beri-
kut.  Dalam perspektif substansi 
hukum, petunjuk teknis pelaksanaan 
diversi belum semuanya lengkap.  
Hal ini dapat diatasi dengan cara 
membuat Peraturan Pemerintah (PP) 
tentang diversi sebagaimana diatur 
dalam Pasal 15. Ketentuan Peraturan 
Pemerintah yang ditindaklanjuti 
dengan peraturan yang lebih rendah 
tingkatannya juga penting mengingat 
ada beberapa norma dalam UU-SP-
PA yang multi tafsir, antara lain:
a. Siapa saja yang wajib hadir dalam 
diversi di setiap tingkatan, dan 
bagimana jika diantara mereka 
tidak hadir, akankah menjadikan 
diversi batal demi hukum atau 
dapat dibatalkan. Dalam UU 
tersebut ada kata “wajib”, sehing-
ga secara terminologis dapat 
ditafsirkan “bisa”, bukan wajib.  
Bagaimana jika para pihak yang 
disebutkan dalam 8 ayat (1) ada 
yang tidak hadir apakah jika ada 
diversi kemudian diversinya 
dianggap batal demi hukum atau 
bagaimana.  Apa sanksi bagi 
pihak yang diundang penegak 
hukum dalam diversi kemudian 
tidak hadir?
b. Tidak ada norma yang mengatur 
cara diversi jika proses mengala-
mi jalan buntu (deadlock) dalam 
musyawarah. Apakah diversi ter- 
sebut langsung dianggap gagal 
atau ada alternatif lain, misalnya 
dengan pungutan suara. Namun 
bagaimana penentuan keberhasi-
lannya, dan bagaimana persentase 
suara dari masing-masing pihak. 
Bagaimana ketentuan musyawa- 
rah yang berhasil dalam diversi, 
apakah semua pihak harus setuju 
dengan kesepakatan, atau jika ada 
yang tidak setuju diversi pihak-pi-
hak tertentu sengaja meng-
gagalkan diversi dengan tujuan 
agar anak dimasukkan ke proses 
peradilan pidana.
c. Tidak ada ketentuan tentang 
pengertian masyarakat (dalam 
ketentuan melibatkan “tokoh 
masyarakat” dalam Pasal 10 ayat 
(1), apakah masyarakat sekitar 
tempat tindak pidana terjadi, atau 
masyarakat tempat pelaku bera- 
sal, atau masyarakat tempat 
korban berasal, atau masyarakat 
merupakan orang-orang yang 
memahami tentang karakteristik 
pelaku (misalnya orang yang 
meneliti tentang tingkah laku 
yang dilakukan pelaku,a atau 
orang yang pernah melakukan 
tingkah laku yang sama dengan 
pelaku) atau korban  (misalnya 
orang yang meneliti tentang 
eksistensi korban atau orang yang 
pernah menjadi korban dalam 
tindak pidana yang sama).
d. Tidak ada ketentuan limitatif 
tentang bentuk hasil kesepakatan. 
Dalam Pasal 11 hanya diatur 
“antara lain”. Apakah boleh ada 
bentuk lain selain yang diatur 
dalam Pasal 11.  
Meskipun ada beberapa kelema- 
han, banyak juga keunggulan norma-
tif dalam UU-SPPA antara lain 
sebagai berikut.
a. Memberikan peluang pada anak, 
korban dan masyarakat untuk 
melakukan diversi dalam rangka 
memulihkan keadaan, tanpa meli-
batkan anak dalam proses per- 
adilan pidana.
b. Menggunakan Paradigma keadi- 
lan restoratif, yang tercermin 
dalam diversi maupun sistem 
peradilan pidana (sampai dengan 
pembimbingan klien oleh 
BAPAS).
c. Memuat banyak jenis pidana dan 
tindakan yang memungkinkan 
hakim menjatuhkan jenis dan 
beratnya sanksi sesuai dengan 
pendekatan keadilan restoratif.
d. Mengatur kerangka penannagan 
anak yang berkonflik dengan 
hukum, mulai dari diversi sampai 
pada pengawasan dan pembim- 
bingan sehingga menjamin kepas-
tian hukum dan dapat digunakan 
sebagai dasar pembuatan peta 
jalan (roadmap) dalam pencipta-
an keadilan restoratif.
e. Pelibatan banyak lembaga peme- 
rintah, lembaga kemasyarakatan, 
ahli, dan individu dalam sistem 
peradilan pidana.
Berkaitan dengan pelaksanaan 
diversi, ada beberapa permasalahan 
yang perlu mendapat pemecahan, 
secara yuridis maupun praktis antara 
lain sebagai berikut.
a. Belum ada Peraturan pemerintah 
tentang Diversi, padahal UU-SP-
PA dilaksanakan tanggal 1 Juli 
2014.  Jika tidak ada PP, maka 
para penegak hukum akan meng-
gunakan peraturan yang ada.  
Apakah peraturan yang ada sudah 
mencerminkan filosofi UU-SP-
PA.
b. Apakah catatan hasil diversi 
bersifat online dan terintegrasi 
antara kepolisian, kejaksaan, dan 
pengadilan? Jika tidak, bagaima-
na jika rekam jejak anak tidak 
terekam maka memungkinkan 
seorang anak di-diversi lebih dari 
1 (satu) kali.
c. Apakah BAPAS mampu melak-
sanakan tugas membuat Peneli-
tian Kemasyarakatan dan menga-
wasan proses pelaksanaan diver-
si.Pasal  28 mengatur bahwa Hasil 
Penelitian Kemasyarakatan wajib 
diserahkan oleh Bapas kepada 
Penyidik dalam waktu paling 
lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh 
empat) jam setelah permintaan 
penyidik diterima.  Padahal, 
jumlah Pembimbing Kema- 
syarakatan sangat sedikit, namun 
wilayah kerjanya antara 5 sampai 
7 kabupaten kota.  Misalnya 
BAPAS Jember (yang wilayahnya 
meliputi Jember, Banyuwangi, 
Bondowoso, Situbondo, dan 
sebagian Lumajang) hanya memi-
liki 11 orang pegawai.  Jumlah 
Pembimbing Kemasyarakatan 
Anak hanya 3 orang. Sarana 
transportasi milik BAPAS ada 
sangat kurang (Widodo, 2012: 
235).
d. Mampukan Bapas melakukan 
pengawasan, pembinaan, pem-
bimbingan secara profesional 
terhadap anak yang didiversi dan 
berada di luar LPKS? Jika tidak 
diawasi, bisa bertambah nakal.  
Jika tidak diawasai, anak tidak 
mendapatkan perlindungan 
hukum agar tidak mengulangi 
tindak pidana, karena tidak ada 
pendampingan atau bimbingan 
yang memadai ke arah tingkah 
laku yang baik. Bukankah anak 
yang didiversi sesungguhnya 
adalah anak yang melakukan 
tindak pidana (hanya saja tidak 
diputus oleh pengadilan, tetapi 
hanya ditetapkan oleh pengadilan 
sebagai pelaku tindak pidana 
pertama).
e. Sudah siapkah semua penegak 
hukum (termasuk advokat) dan 
pihak-pihak terkait melakukan 
musyawarah dalam rangka diver-
si, padahal proses tersebut mem-
butuhkan banyak pengetahuan 
dan keterampilan.
Berkaitan dengan permasalahan 
tersebut, para pihak harus melakukan 
beberapa langkah berikut agar diver-
si dan sistem peradilan pidana dapat 
terlaksana dan dapat mencapai 
tujuan berupa keadilan restoratif. 
a. Dalam Subtansi hukum, pemerin-
tah harus segera menerbitkan 
Peraturan Pemerintah tentang 
diversi sebagaimana diatur dalam 
Pasal 15. Setelah ada PP, maka 
pihak-pihak penegak hukum dan 
pemangku kepentingan lain (mi- 
salnya kementerian terkait) me- 
nerbitkan petunjuk pelaksanaan 
dan petunjuk teknis agar dapat 
digunakan sebagai pemandu 
diversi.  Untuk menguatkan pro- 
ses diversi, maka diperlukan pem-
buatan (atau peninjauan) nota 
kesepahaman “payung” yang 
ditindaklanjuti dengan perjanjian 
kerjasama antar-instansi.
b. Penegak Hukum dan pemangku 
kepentingan wajib melaksanakan 
sejumlah langkah, antara lain 
sebagai berikut.
1) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, advokat agar dapat 
melakukan diversi pada anak, 
karena anak mempunyai 
karakter khusus, begitu pula 
korban dan masyarakat juga 
mempunyai karakter unik. 
2) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, dan advokatagar dapat 
melakukan proses peradilan 
pidana pada anak, karena anak 
mempunyai karakter khusus 
yang harus diperhatikan, baik 
anak pelaku, anak korban, 
maupun anak saksi.  
3) Kualitas dan kuantitas Peker-
ja Sosial Profesional dan Te- 
naga Kesejahteraan Sosial 
juga perlu ditingkatkan dalam 
penanganan anak yang ber- 
konflik dengan hukum.
4) Peningkatan kemampuan 
calon petugas LPKS (sebagai 
tempat pembinaaan anak yang 
dijatuhi pidana), LPKA (tem-
pat anak yang di-diversi 
berupa pengikutsertaan dalam 
lembaga), LPAS (sebagai 
tempat penahanan anak 
semesntara), petugas pema- 
syarakatan di Blok Anak pada 
LAPAS Dewasa.
5) Peningkatan kemampuan 
pembimbing kemasyarakatan 
(dari BAPAS) dalam membuat 
Penelitian Kemasyarakatan 
(Litmas) agar lebih cepat, 
akurat, dan berkualitas (me- 
muat analisis yang proporsio- 
nal dari sisi sosiologi, psikolo-
gi, penologi, dan “ilmu ting-
kah laku” lainnya), dan 
melakukan pendampingan, 
pembimbingan, dan penga-
wasan proses diversi, dan 
pelaksanaan diversi (baik di 
dalam LPKS maupun di ma- 
syarakat). BAPAS harus mem-
berikan rekomendasi (Pasal 10 
ayat (2), pendampingan, pem-
bimbingan, dan pengawasan 
terhadap anak selama proses 
dan pelaksanaan diversi (Pasal 
14 ayat (2), laporan kegagalan 
diversi (Pasal 14 ayat (3).  
Waktu pembuatan litmas 
sangat singkat yaitu hanya 3 
hari.**
Para penegak hukum dan 
pemangku kepentingan perlu 
mendapatkan pendidikan dan pelai-
han atau bahkan pendidikan khusus 
secara bertahap dan terus-menerus 
dan masing-masing memperoleh 
sertifikat agar memenuhi standar 
minimal yang dibutuhkan pencapa-
ian keadilan restoratif.  Hal ini sama 
dengan apa yang dikemukakan 
Jonson bahwa ... facilitator style and 
role, certification, training requir-
ment’s, professional standards and 
othe issues will continue to add 
spince to the stew of co-creation ad 
individuality in the field many years 
to come (Daniel van Ness, 2007 
:223).
c. Masyarakat perlu ditingkatkan 
kepeduliannya dalam menyele-
saikan tindak pidana anak.  Pan-
dangan masyarakat terhadap 
keadilan restoratif juga perlu 
diperbaiki agar tidak ada prasang-
ka. Langkah yang dapat dilaku-
kan oleh pemerintah bersama 
pemangku kepentingan antara 
lain sebagai berikut.
1) Sosialisasi UU kepada ma- 
syarakat, terutama masyarakat 
yang rentan sebagai pelaku 
maupun korban tindak pidana 
anak.
2) Membudayakan pemikiran 
“positif” anggota masyarakat 
terhadap proses diversi di 
semua tingkatan pradilan 
pidana.  Memberikan pemaha-
man yang komprehensif terha-
dap keadilan restoratif yang 
dicapai melalui proses 
peradilan pidana.
3) Meningkatkan komitmen 
masyarakat dan pemerhati 
untuk selalu mengutamakan 
penyelesaian tindak pidana 
anak yang sesuai dengan kebu-
tuhan anak.
d. Sarana dan prasarana(termasuk 
kurikulum) sangat perlu diada-
kan, ditambah atau ditata ulang, 
antara lain sebagai berikut. 
1) Penyediaan ruangan khusus 
di Kepolisian, Kejaksaan, dan 
Pengadilan, penganggaran, 
fasilitas pendukung, data 
online yang terintegrasi (agar 
pelaporan, pendataan, pendo-
kumentasian (pengarsipan) 
data diversi mudah, cepat, dan 
murah). Hal inisangat penting 
dalam keadministrasian, 
apalagi di wilayah luar pulau 
Jawa yang geografisnya varia-
tif, dan modal tranportasinya 
terbatas).
2) Pembentukan LPKS, LPAS, 
LPKA.
3) Peninjauaan dan pembentu-
kan model pembinaan di 
LPKS, LPKA berserta kuriku-
lum, termasuk penyediaan 
fasilitas pendukungnya.
Pendidikan, Pembinaan, Pen-
dampingan dan  Pengawasan  Ter-
hadap  Anak yang Di-diversi 
Maupun yang Dijatuhi Pidana 
Atau Tindakan  Oleh Pengadilan
Sampai saat ini di LAPAS Anak 
atau LAPAS Dewasa Indonesia 
belum ada model yang sistemik 
tentang pendidikan, pembinaan, 
pendampingan, dan pengawasan 
khusus terhadap anak yang didasar-
kan pada asas individualisasi pembi-
naan (baik pembimbingan mental 
dan kerohanian maupun pembimbi- 
ngan/latihan kerja), dan asas kepen- 
tingan terbaik bagi anak. Penga-
wasan yang dilakukan oleh BAPAS 
terhadap anak yang dijatuhi pidana 
maupun tindakan juga kurang opti-
mal. Kepedulian masyarakat dan 
organisasi kemasyarakatan terhadap 
anak yang melakukan tindak pidana 
juga belum optimal.  Berdasarkan 
fakta tersebut, maka pola penga-
wasan dapat dilakukan oleh para 
pihak sebagai berikut.
a. Anak yang didiversi sudah me- 
ngalami masalah kelakuan, 
karena itu pembinaannya dapat 
dilakukan oleh bagian Bimbingan 
dan Konseling (jika sekolah), 
pimpinan lembaga pendidikan 
non-formal (jika menempun 
pendidikan non formal), orang tua 
atau wali atau perorangan lain 
(jika dikembalikan ke orang 
tua/wali atau diserahkan kepada 
perorangan), kepala organisasi 
kemasyarakatan (jika diserahkan 
ke organisasi kemasyarakatan), 
kepala desa/lurah (jika tidak ada 
pembina).
b. Anak yang dimasukkan ke LPKS, 
LPKA dibimbing oleh petugas 
khusus yang ada dalam lembaga 
tersebut.
c. Pembimbing Kemasyarakatan di 
BAPAS, sesuai dengan bidang 
tugasnya.
Namun, para pembina dan petu-
gas, pengawas tersebut harus dibuat-
kan pola atau model atau sistem yang 
dapat dipedomani berdasarka Pera-
turan Pememrintah (PP) dan peratu- 
ran menteri atau lembaga pemerintah 
yang terkait dengan penanganan 
anak yang berkonflik dengan hukum 
(pelaku), dan anak yang berhadapan 
dengan hukum (anak saksi dan anak 
korban).  Khusus pada anak pelaku, 
pembentukan model pendidikan, 
pembinaan, pendampingan tersebut 
harus didasarkan ada karakteristik 
unik dari masing-masing anak, 
sehingga harus mengutamakan 
model individualisasi pembinaan dan 
berbasis pada kebutuhan anak. 
Karena itu, pemerintah perlu mem-
buat model khusus tentang penga-
wasan, pembinaan, dan pendampin-
gan anak yang berkonflik dengan 
hukum, baik di-diversi maupun 
dijatuhi pidana (straf)atau tinda-
kan(maatregels).
Simpulan
1. Diversi pada perkara anak perlu 
dilakukan oleh penegak hukum 
secara terukur dan legal berdasar-
kan UU Sistem Peradilan Anak 
dalam rangka melindungi anak, 
anak korban dan kepentingan 
masyarakat secara proporsional.  
2. Kelemahan pelaksanaan peradilan 
pidana anak, kekurangmampuan 
LAPAS, LAPAS Anak, dan 
Organisasi Kemasyarakatan da- 
lam membina anak yang berkon- 
flik dengan hukum selama ini 
memicu lahirnya diversi.  Keber-
hasilan diversi pada anak di 
beberapa negara menjadi sema- 
ngat tersendiri bagi pembuat UU 
untuk membentuk lembaga diver-
si secara legal. 
3. Konsekuensi dari diversi pada 
anak, para pihak yang terlibat 
dalam proses dan pasca-diversi 
wajib menjamin kepentingan 
terbaik bagi anak dan korban.  
Karena itu, pendidikan, pembi-
naan, pendampingan dan penga-
wasan anak yang berkonflik 
dengan hukum (baik yang disele-
saikan dengan diversi maupun 
yang diadili melalui sistem 
peradilan pidana) wajib dilak-
sanakan secara sistemik berdasar-
kan asas kepentingan terbaik bagi 
anak tanpa mengabaikan kepen- 
tingan korban dan masyarakat.
4. Konsekuensi yuridisnya,Peratu- 
ran Pemerintah Republik Indone-
sia  Nomor 65 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pelaksanaan 
Diversi dan Penanganan Anak 
yang Belum Berumur 12 (Dua 
Belas) Tahun perlu ditindaklanjuti 
dengan peraturan internal di 
kalangan Polri, BAPAS, dan 
instansi terkait sebagai standar 
prosedur operasional di lembaga 
yang terlibat dalam proses diver-
si, termasuk lembaga pelaksana 
dan pengawas putusan diversi 
dalam rangka impementasi kebi-
jakan diversi anak di Indonesia.
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Pendahuluan
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum harus didasarkan 
pada kepentingan terbaik bagi anak. 
Pengertian frasa “terbaik bagi anak” 
terkait dengan sifat anak, baik fisik, 
psikis, maupun sosial sehingga 
kepentingan anak satu dengan lain- 
nya tidak harus sama. A definition of 
the child’s best interests cannot 
accommodate the diverse nature of 
the interests appropriate for a partic-
ular child, from a particular back-
ground and at a particular time of 
development. (Sifris at.all 2014). 
Pengutamaan kepentingan terbaik 
bagi anakini juga didasarkan pada 
asas umum perlindungan anak 
sebagaimana diatur dalam konvensi 
anak, bahwa 
The best interests of the child 
shall be a primary consideration 
in all actions affecting children. 
(The 1989 Convention on the 
Rights of the Child).The term 
“best interests” broadly 
describes the well-being of a 
child. Such well-being is deter-
mined by a variety of individual 
circumstances, such as the age, 
the level of maturity of the child, 
the presence or absence of 
parents, the childs environment 
and experiences.(UNHCR Guide-
lines, 2008).
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum tidak harus menggu-
nakan sarana nonpenal (misalnya 
diversi) atau menggunakan hukum 
pidana (sarana penal).  Namun, ke- 
duanya dapat dilakukan secara 
berurutan, yaitu mengutamakan 
diversi (jika memenuhi persyaratan 
diversi), dan jika upaya tersebut 
gagal maka akan diberlakukan 
sistem peradilan pidana bagi 
anak.Hal ini sesuai dengan pendapat 
bahwa the major goal of the first 
juvenile courts, established at the 
turn of the century, was to provide an 
alternative to, and thereby divert 
youth from, the criminal court(Albert 
L. Robert (Edit), 2008 : 184).
Secara umum, pemberlakuan-
sistem peradilan pidana untuk 
penyelesaian perkara pidana dapat 
berdampak buruk bagi anak, teruta-
ma pemberian “stigma jahat” pada 
anak (stigmatisasi atau labelisasi), 
dan terjadinya pembiasaan kebia- 
saan-kebiasan buruk di LAPAS yang 
kemudian dipraktikkan lagi oleh 
anak ke luar LAPAS Anak (prisoni-
sasi), bahkan pengulangan tindak 
pidana yang lebih serius akibatnya. 
Salah satu penyebabnya adalah 
adanya kontak langsung dengan 
penegak hukum yang dapat membuat 
anak frustrasi.  Jika perkaranya 
sudah diputus oleh pengadilanpun, 
mungkin akan menjadi stigma bagi 
anak pelaku tindak pidana.  Karena 
itu, para ahli di bidang psikologi, 
hukum, etimologi kriminal, krimi-
nologi, pendidikan, dan penologi 
selalu mencari jalan terbaik bagi 
anak, korban, dan kepentingan ma- 
syarakat.  Akhirnya, para ahli mewa-
canakan pendekatan keadilan resto- 
ratif sebagai alternatif pemikiran 
untuk mengurangi kelemahan teori 
pemidanaan retributif, teori prevensi 
maupun teori gabungan.
Keadilan restoratif merupakan 
suatu ide dan gerakan yang me- 
ngedepankan keadilan dalam pers-
pektif pelaku dan keluarganya, 
korban dan keluarganya, masyarakat, 
dan pemangku kepentingan dalam 
rangka pemulihan keadaan masing- 
masing.  Karena itu, konsepsi pemi- 
kiran keadilan restoratif (restorative 
justice) menjadi salah satu upaya 
menjauhkan anak dari sistem per- 
adilan pidana yang tidak perlu.  
Pendekatan ini mengutamakan pe- 
nyelesaian tindak pidana di luar 
peradilan pidana.  Pendekatan terse-
but bukan hanya pada anak, melain- 
kan juga pada orang dewasa (misal- 
nya pencurian ringan, penggelapan 
ringan, perbuatan curang (penipuan) 
ringan) maupun anak-anak.  Bahkan 
di beberapa negara maju, korporasi 
yang melakukan tindak pidana dapat 
juga diselesaikan dengan pendekatan 
keadilan restoratif.
Keadilan restoratif adalah cara-
menanggapi perilaku criminal 
dengan cara menyeimbangkan antara 
kebutuhan masyarakat, dengan 
korban danpelaku. Ini merupakan 
konsep yang terus berkembangdan 
dapat menimbulkan interpretasi yang 
berbeda di negara yang berbeda.
Restorative justice is a way of 
responding to criminal behaviour 
by balancing the needs of the 
community, the victims and the 
offenders. It is an evolving 
concept that has given rise to 
different interpretation in differ-
ent countries, one around which 
there is not always a perfect 
consensus.(United Nations, 2006: 
6).
Berkaitan dengan konsep 
keadilan restoratif dalam perkara 
pidana yang dilakukan oleh anak, 
menurut Pasal 1 angka 6 Undang- 
Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 
Sistem Peradilan Pidana  Anak (LN 
Tahun  2012  Nomor  153, TLN 
Nomor  5332), pengertian keadilan 
restoratif adalah penyelesaian perka-
ra tindak pidana dengan melibatkan 
pelaku, korban, keluarga pelaku/kor-
ban, dan pihak lain yang terkait 
untuk bersama-sama mencari 
penyelesaian yang adil dengan 
menekankan pemulihan kembali 
pada keadaan semula, dan bukan 
pembalasan.
Praktik di beberapa negara, 
keadilan restroratif disebut dengan 
berbagai istilah. Ada pihak yang 
menggunakan istilah"keadilan 
komunitarian", "memperbaiki 
kesalahan", "Keadilan positif", 
"keadilan relasional", "keadilan 
reparatif", "keadilan masyarakat" 
untuk menyebut "keadilan restorat-
if". Namun, demikian ada kesamaan 
pemahaman bahwa keadilan 
restoratif dibangun berdasarkan 
konsep penyeimbangan kepentingan 
dan kebutuhan pada tiga pihak, yaitu 
pelaku, korban, dan masyarakat. Hal 
ini terungkap dari penjelasan beri-
kut.
Also, because of the difficulties in 
precisely translating the concept 
into different languages, a variety 
of terminologies are often used. 
There are many terms that are 
used to describe the restorative 
justicemovement. These include 
“communitarian justice”, “ma- 
king amends”,“positive justice”, 
“relational justice”, “reparative 
justice”, “communityjustice” and 
“restorative justice”, among 
others.(United Nations, 2006:6)
Berkaitan dengan keadilan 
restoratif, dalam UU-SPPA diatur 
tentang diversi. Pengertian diversi 
adalah pengalihan penyelesaian 
perkara Anak dari proses peradilan 
pidana ke proses di luar peradilan 
pidana.Jika kedua konsep tersebut 
dihubungkan, maka keadilan 
restoratif adalah tujuan yang ingin 
dicapai, sedangkan diversi adalah 
salah satu proses mencapai keadilan 
tersebut.Keadilan restoratif dapat 
dicapai melalui diversi maupun 
non-diversi, yaitu memproses anak 
pelaku tindak pidana dalam sistem 
peradilan pidana. Dengan demikian, 
melalui sistem peradilan pidanapun 
dapat dicapai keadilan restoratif. 
Misalnya dengan menjatuhkan 
pidana atau tindakan yang sesuai 
dengan kebutuhan pelaku, korban, 
dan masyarakat.Karena itu, dalam 
UU-SPPA disediakan banyak jenis 
sanksi dan tindakan agar hakim 
dapat memilih jenis pidana (straf) 
atau tindakan (maatregel) yang 
sesuai dengan kebutuhan pelaku, 
korban dan masyarakat agar keadilan 
restoratif tercapai.
Sampai saat ini, diversi pada 
perkara anak di tahap penyidikan 
sudah sering dilakukan berdasarkan 
Peraturan internal di Kepolisian 
Negara Republik Indonesia.  Banyak 
pendapat yang setuju dan yang tidak 
setuju atas upaya Polri untuk 
menyelesaikan perkara pidana anak 
di luar hukum pidana.  Namun, saat 
ini sudah terbit Undang-Undang No. 
11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (selanjutnya 
disingkat UU-SPPA), yang sudah 
diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 
2014 sehingga setiap orang wajib 
setuju dan menaatinya.  Jika UU 
tersebut diberlakukan, banyak 
sub-sistem atau sistem yang berubah, 
misalnya sub-sistem: diversi oleh 
polisi, jaksa, dan hakim; pencatatan 
dan pengarsipan pada lembaga 
pelaksana UU-SPPA; sistem pembi-
naan dan pembimbingan anak di 
Lembaga Penempatan Anak Semen-
tara (LPAS), Lembaga Penyelengga-
ra Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA). Selain itu, banyak juga 
sarana dan prasarana yang disiapkan, 
termasuk kaulitas dan kuantitas sum-
berdaya manusia (misalnya polisi, 
jaksa, hakim, pembimbing kema- 
syarakatan, petugas pemasyarakatan, 
relawan sosial).
Jika pemerintah dan para pihak 
terkait serta para pemangku kepen- 
tingan (stakehoders) tidak segera 
melakukan persiapan atas pember-
lakuan UU-SPPA tidak segera 
disiapkan, UU-SPPA akan hanya 
menjadi norma yang bersifat 
“semantik” (indah dalam bahasa) 
dan tidak banyak melakukan peruba-
han substansi sistem peradilan 
pidana anak sehingga tidak ada 
bedanya dengan saat berlakunya UU 
No. 3 Tahun 1997 tentang Penga-
dilan Anak.
Berdasarkan pemikiran tersebut, 
penulis melakukan pengajian terha-
dap 3 (tiga) permasalahan, yaitu 
apakah urgensi diversi dalam pena- 
nganan perkara anak;bagaimana 
kesiapan para pihak yang terlibat 
dalam diversi perkara anak;serta 
bagaimana model pendidikan, pem-
binaan, pendampingan, dan penga-
wasan anak yang di-diversi maupun 
anak yang dijatuhi pidana (straf) atau 
tindakan(maatregel).  Kajian ini 
akan menghasilkan analisis tentang 
substansi keadilan restoratif dalam 
kaitannya dengan diversi, dan anali-
sis kemampuan yang ada di ma- 
sing-masing pemangku kepentingan 
yang berkaitan dengan sistem per- 
adilan pidana. Akhirnya, Hasil kajian 
ini dapat dimanfaatkan oleh pihak- 
pihak terkait untuk menyiapkan sum-
berdaya, sumberdana dan sistem 
kinerja dalam rangka menciptakan 
keadilan restoratif dalam perkara 
anak di Indonesia.  
Urgensi Penerapan  Diversidalam 
Penanganan  Perkara Anak
Secara teoretik, ada keterkaitan 
antara asas atau kebijakan dikresi 
(discretion), diversi (Diversion) dan 
keadilan restoratif (Restorative 
Justice).Saut P.Panjaitan mengemu-
kakan bahwa diskresi (pouvoir 
discretionnaire, bahasa Perancis) 
ataupun Freies Ermessen (bahasa 
Jerman) merupakan suatu bentuk 
penyimpangan terhadap asas legali-
tas dalam pengertian wet matigheid 
van bestuur, jadi merupakan ”keke- 
cualian” dari asas legalitas. Menurut 
Muchsan, dasar pijakan diskresi ada 
2 (dua) yaitu: Dasar Hukum/Yuridis, 
yaitu menyangkut ketentuan formal; 
dan Dasar Kebijakan, yaitu me- 
nyangkut manfaat. (Simamora, 
2014).
Diversi adalah penyelesaian per- 
kara pidana menggunakan jalur di 
luar hukum pidana. Sedangkan 
pengertian keadilan restoratif adalah 
ide keadilan yang didasarkan pada 
kesepakatan antar-para pihak yang 
terkait dengan tindak pidana untuk 
mencari solusi untuk pemulihan 
keadaan sebagaimana belum terjadi 
tindak pidana dan bahkan menja- 
dikan semua pihak lebih baik.  
Keadilan Restoratif didasarkan pada 
5 prinsip dalam pemikiran berikut. 
Five Principles of Restorative 
Justice
a. Focuses on harms and conse-
quent needs (victims', but also 
communities' and offenders').
b. Addresses obligations resulting 
from those harms (offenders' but 
also families', communities' and 
society's).
c. Uses inclusive, collaborative 
processes.
d. Involves those with a legitimate 
stake in the situation (victims, 
offenders, families, community 
members, society).
e. Seeks to put right thewrongs 233 
(Dowd, 2015: 233)
Dengan demikian, dalam konteks 
bahasan ini dapat dipahami bahwa 
diversi dalam perkara anak lahir 
karena adanya asas diskresi yang 
dimiliki oleh pihak yang berwenang 
(Penyidik, Jaksa, dan Hakim) dalam 
rangka mencapai keadilan restoratif.  
Salah satu bentuk diskresi adalah 
memberikan kewenangan kepada 
Penyidik, Jaksa, dan Hakim untuk 
melakukan diversi terhadap anak 
yang berhadapan dengan hukum. 
Pengertian keadilan restoratif 
adalah a form of conflict resolution 
and seeks to make it clear to the 
offender that the behaviour is not 
condoned, at the same time as being 
supportive and respectful of the indi-
vidual.(Morison, 2001: 194). Pihak 
yang diharapkan memperoleh kea- 
dilan restoratif adalah pelaku dan 
korban, serta pihak-pihak yang 
terkait. Dalam konteks pemidanaan, 
pendekatan keadilan restoratif seja- 
lan dnegan model keseimbangan 
Kepentingan (Muladi, 1995:5). Ka- 
rena itu, asas daad-dader-slachtof-
fer-Strafrecht mestinya mulai diim-
plementasikan dalam hukum pidana 
(Arief Amrulah, 2008).
Keadilan restoratif dapat diterap-
kan pada seluruh proses penegakan 
hukum pidana, tidak hanya pada satu 
proses saja, misalnya pada penyi- 
dikan atau penuntutan atau peradilan. 
Hal ini didasarkan pada prinsip 
keadilan restoratif masuk pada suatu 
sistem hukum pidana sehingga 
penerapannya ada pada setiap pro- 
sesnya dan juga tiap penegak hukum 
mempunyai kewenangan untuk me- 
nerapkannya. Keadilan restoratif 
bukan merupakan asas melainkan 
filsafat yaitu filsafat dalam proses 
peradilan dan juga filsafat keadilan. 
Keadilan restoratif dapat dikatakan 
sebagai filsafat peradilan, karena-
merupakan dasar dalam penyusunan 
lembaga peradilan. Dengan demiki-
an, dapat diartikan bahwa keadilan 
restoratif adalah suatu rangkaian 
proses peradilan yang pada dasarnya 
bertujuan untuk me-restore (memu- 
lihkan kembali) kerugian yang dide- 
rita oleh korban kejahatan, (Mudza-
kir, 2008). masyarakat, dan para 
pihak terkait.
Pendekatan keadilan restoratif 
(restorative justice approach) diawa-
li dari praktik di beberapa negara 
misalnya Kanada, Australia, New 
Zealand, dan Inggris. Sejarah per- 
kembangan hukum modern dalam 
penerapan restorative justice diawali 
dari pelaksanaan sebuah program 
penyelesaian di luar pengadilan 
konvensional yang dilakukan oleh 
masyarakat yang disebut dengan 
victim-offender mediation tahun 
1970-an di Kanada (Morris dan 
Maxwelle, 21: 4). Pendekatan 
keadilan restoratif merupakan per- 
kembangan terakhir dari paradigma 
peradilan pidana, yaitu diawali 
dengan retributive justice, dilanjut-
kan dengan rehabilitative justice, 
kemudian ada alternative justice, 
kemudian diperbaiki lagi dengan 
transitional justice, danakhirnya 
digantikan oleh restorative justice.
Berdasarkan sejarah di beberapa 
negara, pelaksanaan Diversi pada 
awalnya gagal di Amerika, tetapi 
berhasil di Belanda, Denmark, Italia, 
Jerman, Perancis, pada tahun 
1969(Marlina, 2010:4) kemudian 
diperbaiki sistemnya yang akhirnya 
sukses di beberapa negara dalam 
penyelesaian tindak pidana tertentu 
dan pelaku-pelaku tertentu.
Meskipun tidak ada kesepakatan 
tentang pengertian keadilan restora- 
tif, namun mayoritas definisi 
berfokus pada proses yang melibat-
kan semua pihak yang berkepenti- 
ngan untuk menyelesaikan pelang-
garan hukum dan bertujuan memper-
baiki kerugian yang disebabkan oleh 
pelanggaran tersebut.  Hal ini 
terungkap dalam pernyataan berikut. 
There is no agreed definition of 
restorative justice processes. A 
number of definitions have been 
suggested, most of which focus on a 
process which involves all those 
affected by an offence and aims to 
repair the harm caused by the 
offending(Widodo 2014). Berdasar-
kan pemikiran tersebut dapat dipaha-
mi bahwa akar filsafat keadilan 
restoratif adalah konsepsi keadilan 
untuk semua (justice for all), yaitu 
pelibatan pelaku, korban, dan ma- 
syarakat berdasarkan musyawarah 
dalam rangka merestorasi keadaan 
secara manusiawi.
Secara teoretis, sistem peradilan 
pidana anak di Indonesia wajib 
mengutamakan kepentingan yang 
terbaik bagi anak dan berupaya me- 
ngurangi penyelesaian perkara anak 
di pengadilan pidana, dan jika 
terpaksa dipidana penjara, maka 
pidana tersebut hanya dilakukan 
sebagai upaya terakhir dan dalam 
waktu yang singkat. Hal ini dapat 
diketahui dari beberapa instrumen 
internasional, antara lain United 
Nations Standard Minimum Rules for 
the Administration of Juvenile 
Justice (Beijing Rules), United 
Nations Standard Minimum Rules for 
Non-Custodial Measures 1990 
(Tokyo Rules), United Nations 
Guidelines for the Prevention of 
Juvenile Delinquency (Riyadh 
Guidelines), dan United Nations 
Rules for the Protection of Juveniles 
Deprived of Their Liberty (1990). 
Menurut Wardaya dan Retnaningrum 
bahwa, kesadaran masyarakat bahwa 
anak-anak pelaku tindak pidana 
perlu diperlakukan khusus tidak 
sebagaimana orang dewasa baru 
disadari sejak penyelenggaraan 
peradilan anak kali pertama di 
Chicago pada 1889 (Wardaya dan 
Retnaningrum, 2011).
Urgensi pelaksaan diversi pada 
perkara anak didasari pada 
pemikiran berikut. Saat ini ada 
pergeseran filsafat pemidanaan dari 
awalnya yang bersifat restitutif 
(pembalasan) kemudian ditandingi 
menjadi teori prevensi (tujuan), 
kemudian muncul teori gabungan, 
(Widodo, 2009 :24) dan akhirnya 
berkembang pemikiran keadilan 
restoratif yang mengutamakan 
pemulihan. Pendekatan restoratif 
merupakan paradigma baru dalam 
pemidanaan yang berbeda dengan 
pendekatan keadilan retributif, baik 
konsep, orientasi, tujuan maupun 
mekanisme pencapaiannya.  Keadi- 
lan retributif lahir sebagai reaksi 
terhadap beberapa kelemahan pen- 
dekatan keadilan retributif. Resto- 
rative justice is different from the 
retributive and rehabilitation 
approaches in that it focuses prima- 
rily on the needs of the victim, not 
just the offender. It’s a powerful tool 
that can have very real, positive 
results(Marshal,2014).Pendekatan 
keadilan restoratif ini sangat positif 
dan berbeda dengan restribusi dan 
rehabilitasi yang hanya terbatas teru-
tama pada perlindungan korban, 
bukan pada pelaku.
Keadilan restoratif merupakan 
reaksi masyarakat global yang dapat 
digunakan sebagai pelengkap dari 
sistem peradilan pidana yang selama 
ini banyak yang menggunakan 
pendekatan keadilan tradisional.Hal 
ini dikemukakan oleh Mark S. Um- 
breit and Marilyn Peterson Armour 
bahwa, restorative justice is viewed 
as complementary to the criminal 
justice system because it attends to 
issues that the traditional system 
neglects. Regardless of the position 
taken, the vision of restorative justice 
is grounded in values that are reso-
nating with an increasingly broad 
range of individuals and communi-
ties throughout the world, presenting 
many opportunities for new and 
widened impact (Umbreit dan 
Armour,2004:82). Diversi adalah 
salah satu bentuk penyelesaian per- 
kara pidana dalam rangka penca- 
paian keadilan restoratif.  Bentuk 
lain- nya, misalnya rekonsiliasi 
antara pelaku dengan korban, konfe- 
rensi keluarga dan masyarakat, 
upaya perdamaian dalam ma- 
syarakat.  Hal ini selaras dengan 
pemikiran Strickland, bahwa
More specific technique associa- 
ted with restorative justice, 
include diversion, victim-offender 
reconciliation, victim impact 
panel, victim-offender statements, 
family or communiuty conferen- 
cing, community peace-making or 
centencing cyrcles, reintegrative 
shamming, and prisoneers assis-
tence program(Stickland, 2004 
:9).
Keadilan restoratif sebenarnya 
bukan merupakan budaya baru bagi 
bangsa Indonesia, namun karena 
dalam masa penjajahan hukum adat 
banyak ditinggalkan dan diganti 
dengan hukum barat, maka keadilan 
restoratif dimarginalkan. Setelah 
ketentuan ketentuan dan sistem 
hukum barat diragukan efektivitas 
dan efisiensinya dalam penyelesaian 
perkara pidana yang adil, banyak 
pihak mengintrodusi dan melak-
sanakan keadilan restoratif.  Dengan 
demikian, konsep keadilan restoratif 
bukan lahir lebih dahulu, tetapi 
sudah ada dan dilaksanakan di ma- 
syarakat kemudian ditinggalkan, dan 
saat ini digunakan lagi.   Buktinya, 
dalam hukum pidana Majapahit 
dikenal istilah “pati bajampi” yaitu 
sebagai uang pengganti obat yang 
diberikan kepada korban, rekonsi- 
lisasi antar-kepala adat yang ditandai 
dengan upaya adat di sejumlah 
wilayah Indonesia.
Pendoronglahirnya diversi pada 
perkara anak di Indonesia antara lain 
dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Terjadi labelisasi pada anak yang 
pernah diproses oleh penegak hu- 
kum berdasarkan hukum pidana 
anak.  Bahkan pada beberapa 
kasus, dalam LAPAS Anak terjadi 
prisonisasi (Widodo, 2012 : 21).
b. Pihak LAPAS Anak, LAPAS dan 
RUTAN Dewasa yang di dalam 
nya ada blok khusus Anak, belum 
semuanya mempunyai kemam-
puan yang memadai untuk pembi-
naan dan pembimbingan anak.Se-
lain itu, anak berisiko terkena 
“prisonisasi” di dalam lembaga 
tersebut.  Karena itu, perlu ada 
langkah meminimalisasi prisoni-
sasi dengan cara menghindarkan 
anak dari institusionalisasidi 
Rutan atau LAPAS.
c. Ada keinginan serius dari para 
pihak untuk mengurangi atau 
bahkan menghilangkan dampak 
negatif dari proses peradilan 
pidana bagi anak. Hal ini didasar-
kan pada data bahwa dalam tahap 
penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di pengadilan, hak- 
hak anak (pelaku) ada yang 
terlanggar, misalnya anak tidak 
dapat sekolah karena ditahan di 
RUTAN dan LAPAS.
d. Selama proses peradilan, pihak 
korban dan masyarakat belum 
mendapatkan restitusi (pemuli-
han) secara memadai sehingga 
putusan pengadilan sering diang-
gap belum mencerminkan keadi- 
lan bagi korban dan masyarakat.  
Hal ini terjadi karena keadilan 
sering ditafsirkan oleh orang 
sebagai keadilan terhadap pelaku 
saja, bukan pada korban dan ma- 
syarakat.
e. Beberapa putusan pengadilan 
kadang belum menunjukkan ke- 
berpihakan negara pada anak, 
anak korban, dan masyarakat.  
Mayoritas putusan pengadilan 
anak adalah penjatuhan pidana, 
dan jenisnya pidana penjara 
(Widodo, 2012:14).
f. Penegak hukum dan para pihak 
yang terkait belum terbiasa me- 
lakukan diversi pada anak yang 
berkonflik dengan hukum secara 
melembaga, bahkan budaya ma- 
syarakat menghendaki agar 
penyelesaian perkara anak lebih 
suka pengunaan jalur litigasi 
dibandingkan dengan jalur litiga- 
si. Beberapa anggota masyarakat 
bahkan sering menganggap diver-
si pada perkara anak yang dilaku-
kan oleh Polri merupakan upaya 
membela pihak tertentu (terutama 
membela pelaku), sehingga perlu 
ada klarifikasi yuridis.
g. Perlunya dasar hukum diversi 
yang jelas dalam peraturan perun-
dang-undangan (lex certa) yang 
dapat digunakan anak oleh polisi, 
jaksa, dan hakim agar tidak terjadi 
salah sangka dalam masyarakat. 
Sebelum ada UU Sistem 
Peradilan Anak, dasar hukum 
diversi di kepolisian adalah pada 
kebijakan diskresi (discretion) 
yang kemudian dituangkan dalam 
dasar hukum dari Kapolri untuk 
lingkungan Polri atau kesepaka-
tan-kesepakatan tertulis lain 
antar-penegak hukum atau antara 
Polri dengan Kementerian lain.  
Menakar Kemampuan Para Pe- 
mangku Kepentingan( Stake Hol- 
ders)dalam Melaksanakan Diversi 
Perkara  Anak Berdasarkan UU- 
SPPA.
Sejak diterbitkan UU-SPPA, pada 
semua tingkatan proses peradilan 
pidana (penyidikan, penuntutan, 
pemeriksanaan di pengadilan), terbu-
ka peluang polisi, jaksa, dan hakim 
untuk melakukan diversi.  Bahkan, 
sebelum ada putusan Mahkamah 
Konstitusi tahun 2013, diversi me- 
rupakan langkah wajib yang 
bersanksi pidana bagi polisi, jaksa, 
hakim sebelum menerapkan ketentu-
an hukum acara pidana.  Saat ini 
meskipun polisi, jaksa, dan hakim 
tidak melakukan diversi tidak dapat 
dipidana. Ketentuan diversi tersebut 
memberi harapan positif  bagi 
pencari keadilan dan penegak hukum 
untuk melaksanakan penyelesaian 
perkara tindak pidana anak sesuai 
dengan karakteristik anak tanpa 
mengabaikan kepentingan korban 
dan masyarakat. 
Dengan demikian, dalam pena- 
nganan anak yang berkonflik dengan 
hukum, diversi dalam perkara anak 
dilakukan oleh Polisi, Jaksa, dan 
Hakim sesuai dengan kewenangan- 
nya dalam acara pidana.  Jika diversi 
gagal maka proses peradilan pidana 
dalam maing-masing tingkatan akan 
diberlakukan dengan puncak proses 
berupa putusan pengadilan. 
Sebelum proses polisi, jaksa, dan 
hakim melakukan diversi, harus 
dipastikan dahulu bahwa persyaratan 
perkara yang dapat didiversi 
memenuhi persyaratan objektif dan 
subjektif sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7 ayat (2).  Persyaratan objek-
tif, yaitu bahwa perkara tindak 
pidana yang akan diproses Diversi 
adalah pelaku tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara di 
bawah 7 (tujuh) tahun.  Persyaratan 
subjektif adalah anak tersebut bukan 
merupakan melakukan pengulangan 
tindak pidana.Dalam UU-SPPA 
tersebut dijalelaskan tentang penger-
tian pengulangan tindak pidana, 
bahwa pengulangan tindak pidana 
dalam ketentuan ini merupakan 
tindak pidana yang dilakukan oleh 
Anak, baik tindak pidana sejenis 
maupun tidak sejenis, termasuk 
tindak pidana yang diselesaikan 
melalui Diversi.
Dalam penjelasan tersebut tidak 
ada jangka waktunya berapa lama 
antara tindak pertama yang pertama 
dengan yang kedua atau selanjutnya. 
Karena itu, UU-SPPA merupakan 
kekhususan dalam hukum pidana 
sehingga dapat menyimpangi keten-
tuan KUHP tentang jangka waktu 
agar dapat dikategorikan melakukan 
pengulangan tindak pidana. Jika 
persyaratan tersebut dipenuhi, maka 
Polisi, Jaksa dan Hakim wajib 
melakukan Diversi. Jika diversi 
sudah dicapai, maka hasil kesepaka-
tan dijadikan dasar Penetapan Ketua 
Pengadilan.
Dalam melaksanakan Diversi, 
penegak hukum wajib menggunakan 
asas sebagaimana diatur dalam Pasal 
2, yaitu pelindungan; keadilan; 
nondiskriminasi; kepentingan ter- 
baik bagi Anak; penghargaan terha-
dap pendapat Anak; kelangsungan 
hidup dan tumbuh kembang Anak; 
pembinaan dan pembimbingan 
Anak; proporsional;  perampasan 
kemerdekaan dan pemidanaan se- 
bagai upaya terakhir; dan penghinda-
ran pembalasan. 
Diversi oleh Hakim Anak di 
Pengadilan Negeri dapat dilakukan 
di ruang mediasi (Pasal 52 ayat (4)).-
Proses Diversi dilakukan dengan 
teknik musyawarah (Pasal 8 ayat 
(1)).Pihak yang wajib dilibatkan 
dalam Diversi adalah Anak dan 
orang tua/walinya, korban dan/atau 
orang tua/Walinya, Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial 
Profesional (Pasal 8 ayat (1)).Selain 
itu dapat pula ditambah dengan 
Tenaga Kesejahteraan Sosial, 
dan/atau masyarakat (ayat (2)). Para 
pihak yang bersengketa dapat 
diwakili oleh kuasanya dengan surat 
kuasa khusus, baik oleh advokat 
maupun orang lain yang dipercaya. 
Pihak ketiga di yang ditentukan oleh 
UU dapat turut serta dan mengga-
bungkan diri dalam proses musya- 
warah, apabila terdapat unsur 
kepentingan yang terkait dan keturut 
sertaannya disepakati oleh pihak 
pelaku dan korban serta disetujui 
oleh Hakim yang memimpin musya- 
warah.
Berdasarkan Pasal 9, ditentukan 
bahwa Penyidik, Penuntut Umum, 
dan Hakim dalam melakukan Diversi 
harus mempertimbangkan: a).kate-
gori tindak pidana; b)  umur Anak; c) 
hasil penelitian kemasyarakatan dari 
Bapas; dan d) dukungan lingkungan 
keluarga dan masyarakat. Kesepaka-
tan Diversi tersebut harus mendapat-
kan persetujuan korban dan/atau 
keluarga Anak Korban serta kese-
diaan Anak dan keluarganya, kecuali 
untuk: a)  tindak pidana yang berupa 
pelanggaran;  b) tindak pidana 
ringan; c) tindak pidana tanpa 
korban; atau d) nilai kerugian korban 
tidak lebih dari nilai upah minimum 
provinsi setempat.
Hasil kesepakatan Diversi dapat 
berbentuk, antara lain: a)  perda-
maian dengan atau tanpa ganti keru-
gian; b)  penyerahan kembali kepada 
orang tua/Wali;  c)  keikutsertaan 
dalam pendidikan atau pelatihan di 
lembaga pendidikan atau LPKS 
paling lama 3 (tiga) bulan; atau d)  
pelayanan masyarakat.  Khusus di- 
versi terhadap pelaku a)  tindak 
pidana yang berupa pelanggaran;  b) 
tindak pidana ringan; c) tindak 
pidana tanpa korban; atau d) nilai 
kerugian korban tidak lebih dari nilai 
upah minimum provinsi setempat-
dapat dilakukan oleh penyidik bersa-
ma pelaku dan/atau keluarganya, 
Pembimbing Kemasyarakatan, serta 
dapat melibatkan tokoh masyarakat.
Diversiyangdilakukan oleh Pe- 
nyidik atas rekomendasi Pembimb-
ing Kemasyarakatan dapat berben-
tuk: a) pengembalian kerugian dalam 
hal ada korban; b) rehabilitasi medis 
dan psikososial; c) penyerahan kem-
bali kepada orang tua/Wali;  d) keikut 
sertaan dalam pendidikan atau pelati-
han di lembaga pendidikan atau 
LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; 
atau e) pelayanan masyarakat paling 
lama 3 (tiga) bulan.
Selama proses Diversi berlang- 
sung sampai dengan kesepakatan 
Diversi dilaksanakan, Pembimbing 
Kemasyarakatan wajib melakukan 
pendampingan, pembimbingan, dan 
pengawasan (Pasal 14 ayat (2)). 
Kesepakatan Diversi wajib dilak-
sanakan paling lama 30 (tiga puluh) 
hari (Pasal 52 ayat (3)).Jika  Diversi 
sudah dilaksanakan dalam jangka 
waktu tersebut maka proses perkara 
tindak pidana tidak dilanjutkan ke 
tahapan persidangan. Pelaku tindak 
pidana dan pihak-pihak terkait akan 
mendapatkan penetapan dari Ketua 
Pengadilan Negeri yang isinya me- 
netapkan bahwa perkara tindak 
pidana anak sudah diselesaikan 
melalui Diversi dan sudah mempu-
nyai kekuatan hukum tetap.Penga-
wasan atas proses Diversi dan pelak-
sanaan kesepakatan yang dihasilkan 
berada pada atasan langsung pejabat 
yang bertanggung jawab di setiap 
tingkat pemeriksaan (Pasal 14 ayat 
(1).
Berdasarkan hasil studi di ma- 
syarakat di Indonesia,  ada beberapa 
hasil penelitian yang dapat dijadikan 
alasan empiris mengapa diversi perlu 
dilakukan, dan prosesnya harus 
cermat agar tercapai keadilan 
restoratif.  
Meskipun banyak kelebihan dan 
manfaatnya bagi anak, pelaksanaan 
diversi ternyata ini banyak mengha-
dapi hambatan. Studi yang pernah 
dilakukan di wilayah Banyumas, 
Purbalingga, Banjarnegara, Kebu-
men, dan Cilacap menunjukkan 
bahwa tidak semua korban atau kelu-
arga korban bersedia menerima cara 
penyelesaian tindak pidana melalui 
diversi. Alasannya: keinginan untuk 
membuat pelaku “kapok” jika dima-
sukkan dalam penjara; kejahatan 
yang dilakukan oleh pelaku adalah 
kejahatan yang diancam dengan 
pidana yang berat; penegak hukum 
kurang mendukung upaya perda-
maian; tidak ada petunjuk pelaksa-
naan maupun petunjuk teknis bagi 
aparat penegak hukum untuk 
mengimplementasi cara penyele- 
saian non-litigasi(Wardaya dan Ret- 
naningrum, 2008 :59). Hasil peneli-
tian ini sama dengan hasil penelitian 
Subekhan, bahwa penyelesaian per- 
kara pidana yang dilakukan oleh 
anak dengan menggunakan pendeka-
tan restorative Justice belum terlak-
sana secara optimal, karena belum 
adanya aturan hukum sebagai 
landasan penyelesaian model ini; 
perubahan masyarakat dari gemein-
schaft ke arah gesselschaft ber- 
dampak pada sulitnya rnengharapkan 
partisipasi masyarakat dalam 
penyelesaian yang bersifat restorasi; 
dan konsep restorative justice yang 
tidak melembagakan proses penyele-
saiannya berdampak pada hasil yang 
dicapai dalam penyelesaian restorasi 
tidak memberikan kepastian hukum 
bagi anak, korban dan masyarakat 
(Subkhan, 2008:i ) Penelitian-peneli-
tian di atas dilakukan atas kebijakan 
Diversi yang dilakukan oleh Polri 
berdasarkan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.
Selama proses peradilan pidana di 
Indonesia, mayoritas anak ditahan di 
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Rumah Tahanan atau Lembaga 
Pemasyarakatan selama 2-3 bulan.  
Jumlah terdakwa yang dijatuhi 
pidana penjara sekitar 90%. Pembi-
naan anak di di LAPAS kurang opti-
mal karena masa pidananya singkat. 
Proses peradilan tersebut tidak mem-
berikan rasa keadilan bagi anak. 
Secara normatif, sistem hukum di 
Indonesia belum ramah anak dan 
sistem kesejahteraan belum terinte-
grasi. Struktur dan aparatur penegak 
hukum juga belum ada persamaan 
persepsi terhadap penanganan anak 
nakal sehingga perlu peningkatan 
kapasitas sumberdaya manusia. 
Begitu juga ketersediaan sarana dan 
prasarana masih harus ditingkatkan.  
Pandangan dan perilaku masyarakat 
ternyata banyak yang masih memak-
nai pidana sebagai tindakan yang 
harus bersifat punitif dan retributif 
(Apong Herlina, 2015).
Selama dalam masa proses 
peradilan pidana, beberapa studi 
menunjukkan bahwa mereka men- 
dapat perlakuan yang buruk bahkan 
kadang-kadang lebih buruk dari 
perlakuan terhadap orang dewasa 
pada suatu situasi yang sama. 
Perlakuan buruk ini tidak hanya 
terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) 
atau Lembaga Pemasyarakatan 
(Lapas) namun tindak kekerasan 
terhadap mereka sering dialami sejak 
berada di kantor polisi yang berupa 
tamparan, tendangan, bahkan 
kadang-kadang pelecehan seksual. 
Penyidikan di kantor polisi ini sebe-
narnya dalam rangkapenyusunan 
Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 
Namun, kekerasan sering menjadi 
bagian dari upaya untuk memperoleh 
pengakuan. Bentuk kekerasan lain 
berupa tindakan memaksa anak 
untuk membersihkan kantor polisi 
dan mobil patroli. Rutan atau Lapas 
juga memberikan pengaruh buruk 
terhadap anak-anak di samping hak 
mendapat pendidikan baginya 
terabaikan (Lily, 2014). Studi pada 
tahun 2006, bahwa 96% kasus anak 
yang diajukan ke pengadilan menga-
kibatkan tindankan pasa berupa 
penahanan, 60% pidana yang 
dijatuhkan lebih dari satu tahun, dan 
hanya sedikit atau bahkan tidak ada 
bantuan hukum (RingkasanKajian, 
Oktober, 2012 http://www.unicef. 
org, 2014).
Berdasarkan Penelitian di Kota 
Makassar, Makmur, Hakim Anak 
Pengadilan Negeri Makassar, perka-
ra anak sebenarnya sangat kental 
nuansa keadilan restoratif.Justru 
keadilan restoratif tersebut lahir dari 
Pembimbing Kemasyaratan, tetapi 
ternyata hampir tidak pernah ada 
petugas BAPAS yang merekomen-
dasikan agar anak tersebut tidak 
dijatuhi pidana. Namun sebaliknya, 
Husni Guna, Kepala Seksi Bimbi- 
ngan Klien Anak Balai Pema- 
syarakatan Kelas I Makassar menya-
takan bahwa BAPAS tidak pernah 
merekomendasikan sanksi pidana 
pada anak, dan pembinaan anak 
dalam LAPAS merupakan upaya 
terakhir jika upaya lainnya gagal 
dilakukan ( Adiguna dkk, 2014). 
Berdasarkan penelitian Hafad, ma- 
yoritas hasil PK di Kota Malang 
menggunakan bahasa “klise” dan 
mayoritas merekomendasikan agar 
anak dijatuhi pidana atau tindakan 
seadil-adilnya.  Kalau tidak dengan 
“bahasa klise” tersebut, banyak hasil 
penelitian kemasyarakatan mere-
komendasikan agar hakim menjatuh-
kan sanksi paling adil (Hafad, 2004 : 
78). Namun demikian, yang 
mengembirakan, di BAPAS Suraba-
ya, Pembimbing Kemasyarakatan 
seringkali merekomendasikan agar 
anak di bina di luar LAPAS disertai 
dengan kesanggupan pihak-pihak 
tertentu yang siap menampung anak 
nakal, dan hakim memenuhi saran 
tersebut (Widodo, 2012 : 25).
Jika anak di masukkan ke LAPAS 
(pada saat berlakunya UU-SPPA 
disebut LPKA), anak-anak di LPKA 
ternyata mayoritas hanya dibina 
secara umum (tidak memperhatikan 
kebutuhan dan kompetensi anak) dan 
proses belum tampak adanya model 
pembinaan yang bersifat individual 
(individual treatment model), maka 
dampaknya akan makin buruk bagi 
anak.  Selama ini anak (apapun 
tindak pidana yang dilakukan) yang 
ada di LAPAS Anak maupun di suatu 
blok (di LAPAS Dewasa) sehingga 
pada siang hari dapat berinteraksi 
dan saling bergaul sehingga memung 
kinkan saling “belajar kejahatan.”  
Akibatnya, dalam LAPAS terjadi 
prisonisasi, meskipun anak tidak 
selalu menjadi residivis (penjahat 
kambuhan).  Jika anak dimasukkan 
ke LPKA atau LPKS yang tidak 
tertata model pembinaannya, 
dampak positif bagi anak dan ma- 
syarakat memang banyak, namun 
dampak negatif bagi anak cukup 
dominan (Widodo, 2012 : 25).
Berkaitan dengan diversi yang 
berjalan selama ini, pandangan nega-
tif masyarakat terhadap penegak 
hukum juga mempunyai pengaruh 
besar terhadap penerapan diversi.Hal 
ini diungkapkan oleh Wahyudi 
(Penyidik Pembantu PPA) bahwa 
ketika pihak-pihak didamaikan, ma- 
syarakat beranggapan bahwa penyi- 
dik membela dan dibayar oleh pihak 
pelaku tindak pidana sehingga 
pelaku tidak diproses secara 
pidana.Padahal Polisi melakukan 
upaya damai (diversi) untuk kepen- 
tingan terbaik bagi anak.Hal serupa 
juga diungkapkan oleh Andi Armasa-
ri (Jaksa Fungsional Kejaksaan 
Negeri Makassar) bahwa penilaian 
negatif dari masyarakat jika mereka 
didamaikan, atau jaksa membuat 
tuntutan ringan anak pelaku tindak 
pidana. Kejaksaan dianggap pihak 
yang tidak bertanggung jawab, 
bahkan dituduh dibayar oleh pelaku, 
atau ada hubungan keluarga antara 
jaksa dengan pelaku.  Menurut Iswa-
hyu Widodo (Hakim Anak di Penga-
dilan Negeri Makassar), umumnya, 
kendala untuk mendamaikan para 
pihak adalah korban sudah menjadi 
korban berkali-kali, meskipun pela- 
kunya bukan orang yang sama (Adi-
guna dkk., 2014).
Berdasarkan hasil penelitian di 
atas dapat dihami beberapa hal beri-
kut.  Dalam perspektif substansi 
hukum, petunjuk teknis pelaksanaan 
diversi belum semuanya lengkap.  
Hal ini dapat diatasi dengan cara 
membuat Peraturan Pemerintah (PP) 
tentang diversi sebagaimana diatur 
dalam Pasal 15. Ketentuan Peraturan 
Pemerintah yang ditindaklanjuti 
dengan peraturan yang lebih rendah 
tingkatannya juga penting mengingat 
ada beberapa norma dalam UU-SP-
PA yang multi tafsir, antara lain:
a. Siapa saja yang wajib hadir dalam 
diversi di setiap tingkatan, dan 
bagimana jika diantara mereka 
tidak hadir, akankah menjadikan 
diversi batal demi hukum atau 
dapat dibatalkan. Dalam UU 
tersebut ada kata “wajib”, sehing-
ga secara terminologis dapat 
ditafsirkan “bisa”, bukan wajib.  
Bagaimana jika para pihak yang 
disebutkan dalam 8 ayat (1) ada 
yang tidak hadir apakah jika ada 
diversi kemudian diversinya 
dianggap batal demi hukum atau 
bagaimana.  Apa sanksi bagi 
pihak yang diundang penegak 
hukum dalam diversi kemudian 
tidak hadir?
b. Tidak ada norma yang mengatur 
cara diversi jika proses mengala-
mi jalan buntu (deadlock) dalam 
musyawarah. Apakah diversi ter- 
sebut langsung dianggap gagal 
atau ada alternatif lain, misalnya 
dengan pungutan suara. Namun 
bagaimana penentuan keberhasi-
lannya, dan bagaimana persentase 
suara dari masing-masing pihak. 
Bagaimana ketentuan musyawa- 
rah yang berhasil dalam diversi, 
apakah semua pihak harus setuju 
dengan kesepakatan, atau jika ada 
yang tidak setuju diversi pihak-pi-
hak tertentu sengaja meng-
gagalkan diversi dengan tujuan 
agar anak dimasukkan ke proses 
peradilan pidana.
c. Tidak ada ketentuan tentang 
pengertian masyarakat (dalam 
ketentuan melibatkan “tokoh 
masyarakat” dalam Pasal 10 ayat 
(1), apakah masyarakat sekitar 
tempat tindak pidana terjadi, atau 
masyarakat tempat pelaku bera- 
sal, atau masyarakat tempat 
korban berasal, atau masyarakat 
merupakan orang-orang yang 
memahami tentang karakteristik 
pelaku (misalnya orang yang 
meneliti tentang tingkah laku 
yang dilakukan pelaku,a atau 
orang yang pernah melakukan 
tingkah laku yang sama dengan 
pelaku) atau korban  (misalnya 
orang yang meneliti tentang 
eksistensi korban atau orang yang 
pernah menjadi korban dalam 
tindak pidana yang sama).
d. Tidak ada ketentuan limitatif 
tentang bentuk hasil kesepakatan. 
Dalam Pasal 11 hanya diatur 
“antara lain”. Apakah boleh ada 
bentuk lain selain yang diatur 
dalam Pasal 11.  
Meskipun ada beberapa kelema- 
han, banyak juga keunggulan norma-
tif dalam UU-SPPA antara lain 
sebagai berikut.
a. Memberikan peluang pada anak, 
korban dan masyarakat untuk 
melakukan diversi dalam rangka 
memulihkan keadaan, tanpa meli-
batkan anak dalam proses per- 
adilan pidana.
b. Menggunakan Paradigma keadi- 
lan restoratif, yang tercermin 
dalam diversi maupun sistem 
peradilan pidana (sampai dengan 
pembimbingan klien oleh 
BAPAS).
c. Memuat banyak jenis pidana dan 
tindakan yang memungkinkan 
hakim menjatuhkan jenis dan 
beratnya sanksi sesuai dengan 
pendekatan keadilan restoratif.
d. Mengatur kerangka penannagan 
anak yang berkonflik dengan 
hukum, mulai dari diversi sampai 
pada pengawasan dan pembim- 
bingan sehingga menjamin kepas-
tian hukum dan dapat digunakan 
sebagai dasar pembuatan peta 
jalan (roadmap) dalam pencipta-
an keadilan restoratif.
e. Pelibatan banyak lembaga peme- 
rintah, lembaga kemasyarakatan, 
ahli, dan individu dalam sistem 
peradilan pidana.
Berkaitan dengan pelaksanaan 
diversi, ada beberapa permasalahan 
yang perlu mendapat pemecahan, 
secara yuridis maupun praktis antara 
lain sebagai berikut.
a. Belum ada Peraturan pemerintah 
tentang Diversi, padahal UU-SP-
PA dilaksanakan tanggal 1 Juli 
2014.  Jika tidak ada PP, maka 
para penegak hukum akan meng-
gunakan peraturan yang ada.  
Apakah peraturan yang ada sudah 
mencerminkan filosofi UU-SP-
PA.
b. Apakah catatan hasil diversi 
bersifat online dan terintegrasi 
antara kepolisian, kejaksaan, dan 
pengadilan? Jika tidak, bagaima-
na jika rekam jejak anak tidak 
terekam maka memungkinkan 
seorang anak di-diversi lebih dari 
1 (satu) kali.
c. Apakah BAPAS mampu melak-
sanakan tugas membuat Peneli-
tian Kemasyarakatan dan menga-
wasan proses pelaksanaan diver-
si.Pasal  28 mengatur bahwa Hasil 
Penelitian Kemasyarakatan wajib 
diserahkan oleh Bapas kepada 
Penyidik dalam waktu paling 
lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh 
empat) jam setelah permintaan 
penyidik diterima.  Padahal, 
jumlah Pembimbing Kema- 
syarakatan sangat sedikit, namun 
wilayah kerjanya antara 5 sampai 
7 kabupaten kota.  Misalnya 
BAPAS Jember (yang wilayahnya 
meliputi Jember, Banyuwangi, 
Bondowoso, Situbondo, dan 
sebagian Lumajang) hanya memi-
liki 11 orang pegawai.  Jumlah 
Pembimbing Kemasyarakatan 
Anak hanya 3 orang. Sarana 
transportasi milik BAPAS ada 
sangat kurang (Widodo, 2012: 
235).
d. Mampukan Bapas melakukan 
pengawasan, pembinaan, pem-
bimbingan secara profesional 
terhadap anak yang didiversi dan 
berada di luar LPKS? Jika tidak 
diawasi, bisa bertambah nakal.  
Jika tidak diawasai, anak tidak 
mendapatkan perlindungan 
hukum agar tidak mengulangi 
tindak pidana, karena tidak ada 
pendampingan atau bimbingan 
yang memadai ke arah tingkah 
laku yang baik. Bukankah anak 
yang didiversi sesungguhnya 
adalah anak yang melakukan 
tindak pidana (hanya saja tidak 
diputus oleh pengadilan, tetapi 
hanya ditetapkan oleh pengadilan 
sebagai pelaku tindak pidana 
pertama).
e. Sudah siapkah semua penegak 
hukum (termasuk advokat) dan 
pihak-pihak terkait melakukan 
musyawarah dalam rangka diver-
si, padahal proses tersebut mem-
butuhkan banyak pengetahuan 
dan keterampilan.
Berkaitan dengan permasalahan 
tersebut, para pihak harus melakukan 
beberapa langkah berikut agar diver-
si dan sistem peradilan pidana dapat 
terlaksana dan dapat mencapai 
tujuan berupa keadilan restoratif. 
a. Dalam Subtansi hukum, pemerin-
tah harus segera menerbitkan 
Peraturan Pemerintah tentang 
diversi sebagaimana diatur dalam 
Pasal 15. Setelah ada PP, maka 
pihak-pihak penegak hukum dan 
pemangku kepentingan lain (mi- 
salnya kementerian terkait) me- 
nerbitkan petunjuk pelaksanaan 
dan petunjuk teknis agar dapat 
digunakan sebagai pemandu 
diversi.  Untuk menguatkan pro- 
ses diversi, maka diperlukan pem-
buatan (atau peninjauan) nota 
kesepahaman “payung” yang 
ditindaklanjuti dengan perjanjian 
kerjasama antar-instansi.
b. Penegak Hukum dan pemangku 
kepentingan wajib melaksanakan 
sejumlah langkah, antara lain 
sebagai berikut.
1) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, advokat agar dapat 
melakukan diversi pada anak, 
karena anak mempunyai 
karakter khusus, begitu pula 
korban dan masyarakat juga 
mempunyai karakter unik. 
2) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, dan advokatagar dapat 
melakukan proses peradilan 
pidana pada anak, karena anak 
mempunyai karakter khusus 
yang harus diperhatikan, baik 
anak pelaku, anak korban, 
maupun anak saksi.  
3) Kualitas dan kuantitas Peker-
ja Sosial Profesional dan Te- 
naga Kesejahteraan Sosial 
juga perlu ditingkatkan dalam 
penanganan anak yang ber- 
konflik dengan hukum.
4) Peningkatan kemampuan 
calon petugas LPKS (sebagai 
tempat pembinaaan anak yang 
dijatuhi pidana), LPKA (tem-
pat anak yang di-diversi 
berupa pengikutsertaan dalam 
lembaga), LPAS (sebagai 
tempat penahanan anak 
semesntara), petugas pema- 
syarakatan di Blok Anak pada 
LAPAS Dewasa.
5) Peningkatan kemampuan 
pembimbing kemasyarakatan 
(dari BAPAS) dalam membuat 
Penelitian Kemasyarakatan 
(Litmas) agar lebih cepat, 
akurat, dan berkualitas (me- 
muat analisis yang proporsio- 
nal dari sisi sosiologi, psikolo-
gi, penologi, dan “ilmu ting-
kah laku” lainnya), dan 
melakukan pendampingan, 
pembimbingan, dan penga-
wasan proses diversi, dan 
pelaksanaan diversi (baik di 
dalam LPKS maupun di ma- 
syarakat). BAPAS harus mem-
berikan rekomendasi (Pasal 10 
ayat (2), pendampingan, pem-
bimbingan, dan pengawasan 
terhadap anak selama proses 
dan pelaksanaan diversi (Pasal 
14 ayat (2), laporan kegagalan 
diversi (Pasal 14 ayat (3).  
Waktu pembuatan litmas 
sangat singkat yaitu hanya 3 
hari.**
Para penegak hukum dan 
pemangku kepentingan perlu 
mendapatkan pendidikan dan pelai-
han atau bahkan pendidikan khusus 
secara bertahap dan terus-menerus 
dan masing-masing memperoleh 
sertifikat agar memenuhi standar 
minimal yang dibutuhkan pencapa-
ian keadilan restoratif.  Hal ini sama 
dengan apa yang dikemukakan 
Jonson bahwa ... facilitator style and 
role, certification, training requir-
ment’s, professional standards and 
othe issues will continue to add 
spince to the stew of co-creation ad 
individuality in the field many years 
to come (Daniel van Ness, 2007 
:223).
c. Masyarakat perlu ditingkatkan 
kepeduliannya dalam menyele-
saikan tindak pidana anak.  Pan-
dangan masyarakat terhadap 
keadilan restoratif juga perlu 
diperbaiki agar tidak ada prasang-
ka. Langkah yang dapat dilaku-
kan oleh pemerintah bersama 
pemangku kepentingan antara 
lain sebagai berikut.
1) Sosialisasi UU kepada ma- 
syarakat, terutama masyarakat 
yang rentan sebagai pelaku 
maupun korban tindak pidana 
anak.
2) Membudayakan pemikiran 
“positif” anggota masyarakat 
terhadap proses diversi di 
semua tingkatan pradilan 
pidana.  Memberikan pemaha-
man yang komprehensif terha-
dap keadilan restoratif yang 
dicapai melalui proses 
peradilan pidana.
3) Meningkatkan komitmen 
masyarakat dan pemerhati 
untuk selalu mengutamakan 
penyelesaian tindak pidana 
anak yang sesuai dengan kebu-
tuhan anak.
d. Sarana dan prasarana(termasuk 
kurikulum) sangat perlu diada-
kan, ditambah atau ditata ulang, 
antara lain sebagai berikut. 
1) Penyediaan ruangan khusus 
di Kepolisian, Kejaksaan, dan 
Pengadilan, penganggaran, 
fasilitas pendukung, data 
online yang terintegrasi (agar 
pelaporan, pendataan, pendo-
kumentasian (pengarsipan) 
data diversi mudah, cepat, dan 
murah). Hal inisangat penting 
dalam keadministrasian, 
apalagi di wilayah luar pulau 
Jawa yang geografisnya varia-
tif, dan modal tranportasinya 
terbatas).
2) Pembentukan LPKS, LPAS, 
LPKA.
3) Peninjauaan dan pembentu-
kan model pembinaan di 
LPKS, LPKA berserta kuriku-
lum, termasuk penyediaan 
fasilitas pendukungnya.
Pendidikan, Pembinaan, Pen-
dampingan dan  Pengawasan  Ter-
hadap  Anak yang Di-diversi 
Maupun yang Dijatuhi Pidana 
Atau Tindakan  Oleh Pengadilan
Sampai saat ini di LAPAS Anak 
atau LAPAS Dewasa Indonesia 
belum ada model yang sistemik 
tentang pendidikan, pembinaan, 
pendampingan, dan pengawasan 
khusus terhadap anak yang didasar-
kan pada asas individualisasi pembi-
naan (baik pembimbingan mental 
dan kerohanian maupun pembimbi- 
ngan/latihan kerja), dan asas kepen- 
tingan terbaik bagi anak. Penga-
wasan yang dilakukan oleh BAPAS 
terhadap anak yang dijatuhi pidana 
maupun tindakan juga kurang opti-
mal. Kepedulian masyarakat dan 
organisasi kemasyarakatan terhadap 
anak yang melakukan tindak pidana 
juga belum optimal.  Berdasarkan 
fakta tersebut, maka pola penga-
wasan dapat dilakukan oleh para 
pihak sebagai berikut.
a. Anak yang didiversi sudah me- 
ngalami masalah kelakuan, 
karena itu pembinaannya dapat 
dilakukan oleh bagian Bimbingan 
dan Konseling (jika sekolah), 
pimpinan lembaga pendidikan 
non-formal (jika menempun 
pendidikan non formal), orang tua 
atau wali atau perorangan lain 
(jika dikembalikan ke orang 
tua/wali atau diserahkan kepada 
perorangan), kepala organisasi 
kemasyarakatan (jika diserahkan 
ke organisasi kemasyarakatan), 
kepala desa/lurah (jika tidak ada 
pembina).
b. Anak yang dimasukkan ke LPKS, 
LPKA dibimbing oleh petugas 
khusus yang ada dalam lembaga 
tersebut.
c. Pembimbing Kemasyarakatan di 
BAPAS, sesuai dengan bidang 
tugasnya.
Namun, para pembina dan petu-
gas, pengawas tersebut harus dibuat-
kan pola atau model atau sistem yang 
dapat dipedomani berdasarka Pera-
turan Pememrintah (PP) dan peratu- 
ran menteri atau lembaga pemerintah 
yang terkait dengan penanganan 
anak yang berkonflik dengan hukum 
(pelaku), dan anak yang berhadapan 
dengan hukum (anak saksi dan anak 
korban).  Khusus pada anak pelaku, 
pembentukan model pendidikan, 
pembinaan, pendampingan tersebut 
harus didasarkan ada karakteristik 
unik dari masing-masing anak, 
sehingga harus mengutamakan 
model individualisasi pembinaan dan 
berbasis pada kebutuhan anak. 
Karena itu, pemerintah perlu mem-
buat model khusus tentang penga-
wasan, pembinaan, dan pendampin-
gan anak yang berkonflik dengan 
hukum, baik di-diversi maupun 
dijatuhi pidana (straf)atau tinda-
kan(maatregels).
Simpulan
1. Diversi pada perkara anak perlu 
dilakukan oleh penegak hukum 
secara terukur dan legal berdasar-
kan UU Sistem Peradilan Anak 
dalam rangka melindungi anak, 
anak korban dan kepentingan 
masyarakat secara proporsional.  
2. Kelemahan pelaksanaan peradilan 
pidana anak, kekurangmampuan 
LAPAS, LAPAS Anak, dan 
Organisasi Kemasyarakatan da- 
lam membina anak yang berkon- 
flik dengan hukum selama ini 
memicu lahirnya diversi.  Keber-
hasilan diversi pada anak di 
beberapa negara menjadi sema- 
ngat tersendiri bagi pembuat UU 
untuk membentuk lembaga diver-
si secara legal. 
3. Konsekuensi dari diversi pada 
anak, para pihak yang terlibat 
dalam proses dan pasca-diversi 
wajib menjamin kepentingan 
terbaik bagi anak dan korban.  
Karena itu, pendidikan, pembi-
naan, pendampingan dan penga-
wasan anak yang berkonflik 
dengan hukum (baik yang disele-
saikan dengan diversi maupun 
yang diadili melalui sistem 
peradilan pidana) wajib dilak-
sanakan secara sistemik berdasar-
kan asas kepentingan terbaik bagi 
anak tanpa mengabaikan kepen- 
tingan korban dan masyarakat.
4. Konsekuensi yuridisnya,Peratu- 
ran Pemerintah Republik Indone-
sia  Nomor 65 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pelaksanaan 
Diversi dan Penanganan Anak 
yang Belum Berumur 12 (Dua 
Belas) Tahun perlu ditindaklanjuti 
dengan peraturan internal di 
kalangan Polri, BAPAS, dan 
instansi terkait sebagai standar 
prosedur operasional di lembaga 
yang terlibat dalam proses diver-
si, termasuk lembaga pelaksana 
dan pengawas putusan diversi 
dalam rangka impementasi kebi-
jakan diversi anak di Indonesia.
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Pendahuluan
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum harus didasarkan 
pada kepentingan terbaik bagi anak. 
Pengertian frasa “terbaik bagi anak” 
terkait dengan sifat anak, baik fisik, 
psikis, maupun sosial sehingga 
kepentingan anak satu dengan lain- 
nya tidak harus sama. A definition of 
the child’s best interests cannot 
accommodate the diverse nature of 
the interests appropriate for a partic-
ular child, from a particular back-
ground and at a particular time of 
development. (Sifris at.all 2014). 
Pengutamaan kepentingan terbaik 
bagi anakini juga didasarkan pada 
asas umum perlindungan anak 
sebagaimana diatur dalam konvensi 
anak, bahwa 
The best interests of the child 
shall be a primary consideration 
in all actions affecting children. 
(The 1989 Convention on the 
Rights of the Child).The term 
“best interests” broadly 
describes the well-being of a 
child. Such well-being is deter-
mined by a variety of individual 
circumstances, such as the age, 
the level of maturity of the child, 
the presence or absence of 
parents, the childs environment 
and experiences.(UNHCR Guide-
lines, 2008).
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum tidak harus menggu-
nakan sarana nonpenal (misalnya 
diversi) atau menggunakan hukum 
pidana (sarana penal).  Namun, ke- 
duanya dapat dilakukan secara 
berurutan, yaitu mengutamakan 
diversi (jika memenuhi persyaratan 
diversi), dan jika upaya tersebut 
gagal maka akan diberlakukan 
sistem peradilan pidana bagi 
anak.Hal ini sesuai dengan pendapat 
bahwa the major goal of the first 
juvenile courts, established at the 
turn of the century, was to provide an 
alternative to, and thereby divert 
youth from, the criminal court(Albert 
L. Robert (Edit), 2008 : 184).
Secara umum, pemberlakuan-
sistem peradilan pidana untuk 
penyelesaian perkara pidana dapat 
berdampak buruk bagi anak, teruta-
ma pemberian “stigma jahat” pada 
anak (stigmatisasi atau labelisasi), 
dan terjadinya pembiasaan kebia- 
saan-kebiasan buruk di LAPAS yang 
kemudian dipraktikkan lagi oleh 
anak ke luar LAPAS Anak (prisoni-
sasi), bahkan pengulangan tindak 
pidana yang lebih serius akibatnya. 
Salah satu penyebabnya adalah 
adanya kontak langsung dengan 
penegak hukum yang dapat membuat 
anak frustrasi.  Jika perkaranya 
sudah diputus oleh pengadilanpun, 
mungkin akan menjadi stigma bagi 
anak pelaku tindak pidana.  Karena 
itu, para ahli di bidang psikologi, 
hukum, etimologi kriminal, krimi-
nologi, pendidikan, dan penologi 
selalu mencari jalan terbaik bagi 
anak, korban, dan kepentingan ma- 
syarakat.  Akhirnya, para ahli mewa-
canakan pendekatan keadilan resto- 
ratif sebagai alternatif pemikiran 
untuk mengurangi kelemahan teori 
pemidanaan retributif, teori prevensi 
maupun teori gabungan.
Keadilan restoratif merupakan 
suatu ide dan gerakan yang me- 
ngedepankan keadilan dalam pers-
pektif pelaku dan keluarganya, 
korban dan keluarganya, masyarakat, 
dan pemangku kepentingan dalam 
rangka pemulihan keadaan masing- 
masing.  Karena itu, konsepsi pemi- 
kiran keadilan restoratif (restorative 
justice) menjadi salah satu upaya 
menjauhkan anak dari sistem per- 
adilan pidana yang tidak perlu.  
Pendekatan ini mengutamakan pe- 
nyelesaian tindak pidana di luar 
peradilan pidana.  Pendekatan terse-
but bukan hanya pada anak, melain- 
kan juga pada orang dewasa (misal- 
nya pencurian ringan, penggelapan 
ringan, perbuatan curang (penipuan) 
ringan) maupun anak-anak.  Bahkan 
di beberapa negara maju, korporasi 
yang melakukan tindak pidana dapat 
juga diselesaikan dengan pendekatan 
keadilan restoratif.
Keadilan restoratif adalah cara-
menanggapi perilaku criminal 
dengan cara menyeimbangkan antara 
kebutuhan masyarakat, dengan 
korban danpelaku. Ini merupakan 
konsep yang terus berkembangdan 
dapat menimbulkan interpretasi yang 
berbeda di negara yang berbeda.
Restorative justice is a way of 
responding to criminal behaviour 
by balancing the needs of the 
community, the victims and the 
offenders. It is an evolving 
concept that has given rise to 
different interpretation in differ-
ent countries, one around which 
there is not always a perfect 
consensus.(United Nations, 2006: 
6).
Berkaitan dengan konsep 
keadilan restoratif dalam perkara 
pidana yang dilakukan oleh anak, 
menurut Pasal 1 angka 6 Undang- 
Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 
Sistem Peradilan Pidana  Anak (LN 
Tahun  2012  Nomor  153, TLN 
Nomor  5332), pengertian keadilan 
restoratif adalah penyelesaian perka-
ra tindak pidana dengan melibatkan 
pelaku, korban, keluarga pelaku/kor-
ban, dan pihak lain yang terkait 
untuk bersama-sama mencari 
penyelesaian yang adil dengan 
menekankan pemulihan kembali 
pada keadaan semula, dan bukan 
pembalasan.
Praktik di beberapa negara, 
keadilan restroratif disebut dengan 
berbagai istilah. Ada pihak yang 
menggunakan istilah"keadilan 
komunitarian", "memperbaiki 
kesalahan", "Keadilan positif", 
"keadilan relasional", "keadilan 
reparatif", "keadilan masyarakat" 
untuk menyebut "keadilan restorat-
if". Namun, demikian ada kesamaan 
pemahaman bahwa keadilan 
restoratif dibangun berdasarkan 
konsep penyeimbangan kepentingan 
dan kebutuhan pada tiga pihak, yaitu 
pelaku, korban, dan masyarakat. Hal 
ini terungkap dari penjelasan beri-
kut.
Also, because of the difficulties in 
precisely translating the concept 
into different languages, a variety 
of terminologies are often used. 
There are many terms that are 
used to describe the restorative 
justicemovement. These include 
“communitarian justice”, “ma- 
king amends”,“positive justice”, 
“relational justice”, “reparative 
justice”, “communityjustice” and 
“restorative justice”, among 
others.(United Nations, 2006:6)
Berkaitan dengan keadilan 
restoratif, dalam UU-SPPA diatur 
tentang diversi. Pengertian diversi 
adalah pengalihan penyelesaian 
perkara Anak dari proses peradilan 
pidana ke proses di luar peradilan 
pidana.Jika kedua konsep tersebut 
dihubungkan, maka keadilan 
restoratif adalah tujuan yang ingin 
dicapai, sedangkan diversi adalah 
salah satu proses mencapai keadilan 
tersebut.Keadilan restoratif dapat 
dicapai melalui diversi maupun 
non-diversi, yaitu memproses anak 
pelaku tindak pidana dalam sistem 
peradilan pidana. Dengan demikian, 
melalui sistem peradilan pidanapun 
dapat dicapai keadilan restoratif. 
Misalnya dengan menjatuhkan 
pidana atau tindakan yang sesuai 
dengan kebutuhan pelaku, korban, 
dan masyarakat.Karena itu, dalam 
UU-SPPA disediakan banyak jenis 
sanksi dan tindakan agar hakim 
dapat memilih jenis pidana (straf) 
atau tindakan (maatregel) yang 
sesuai dengan kebutuhan pelaku, 
korban dan masyarakat agar keadilan 
restoratif tercapai.
Sampai saat ini, diversi pada 
perkara anak di tahap penyidikan 
sudah sering dilakukan berdasarkan 
Peraturan internal di Kepolisian 
Negara Republik Indonesia.  Banyak 
pendapat yang setuju dan yang tidak 
setuju atas upaya Polri untuk 
menyelesaikan perkara pidana anak 
di luar hukum pidana.  Namun, saat 
ini sudah terbit Undang-Undang No. 
11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (selanjutnya 
disingkat UU-SPPA), yang sudah 
diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 
2014 sehingga setiap orang wajib 
setuju dan menaatinya.  Jika UU 
tersebut diberlakukan, banyak 
sub-sistem atau sistem yang berubah, 
misalnya sub-sistem: diversi oleh 
polisi, jaksa, dan hakim; pencatatan 
dan pengarsipan pada lembaga 
pelaksana UU-SPPA; sistem pembi-
naan dan pembimbingan anak di 
Lembaga Penempatan Anak Semen-
tara (LPAS), Lembaga Penyelengga-
ra Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA). Selain itu, banyak juga 
sarana dan prasarana yang disiapkan, 
termasuk kaulitas dan kuantitas sum-
berdaya manusia (misalnya polisi, 
jaksa, hakim, pembimbing kema- 
syarakatan, petugas pemasyarakatan, 
relawan sosial).
Jika pemerintah dan para pihak 
terkait serta para pemangku kepen- 
tingan (stakehoders) tidak segera 
melakukan persiapan atas pember-
lakuan UU-SPPA tidak segera 
disiapkan, UU-SPPA akan hanya 
menjadi norma yang bersifat 
“semantik” (indah dalam bahasa) 
dan tidak banyak melakukan peruba-
han substansi sistem peradilan 
pidana anak sehingga tidak ada 
bedanya dengan saat berlakunya UU 
No. 3 Tahun 1997 tentang Penga-
dilan Anak.
Berdasarkan pemikiran tersebut, 
penulis melakukan pengajian terha-
dap 3 (tiga) permasalahan, yaitu 
apakah urgensi diversi dalam pena- 
nganan perkara anak;bagaimana 
kesiapan para pihak yang terlibat 
dalam diversi perkara anak;serta 
bagaimana model pendidikan, pem-
binaan, pendampingan, dan penga-
wasan anak yang di-diversi maupun 
anak yang dijatuhi pidana (straf) atau 
tindakan(maatregel).  Kajian ini 
akan menghasilkan analisis tentang 
substansi keadilan restoratif dalam 
kaitannya dengan diversi, dan anali-
sis kemampuan yang ada di ma- 
sing-masing pemangku kepentingan 
yang berkaitan dengan sistem per- 
adilan pidana. Akhirnya, Hasil kajian 
ini dapat dimanfaatkan oleh pihak- 
pihak terkait untuk menyiapkan sum-
berdaya, sumberdana dan sistem 
kinerja dalam rangka menciptakan 
keadilan restoratif dalam perkara 
anak di Indonesia.  
Urgensi Penerapan  Diversidalam 
Penanganan  Perkara Anak
Secara teoretik, ada keterkaitan 
antara asas atau kebijakan dikresi 
(discretion), diversi (Diversion) dan 
keadilan restoratif (Restorative 
Justice).Saut P.Panjaitan mengemu-
kakan bahwa diskresi (pouvoir 
discretionnaire, bahasa Perancis) 
ataupun Freies Ermessen (bahasa 
Jerman) merupakan suatu bentuk 
penyimpangan terhadap asas legali-
tas dalam pengertian wet matigheid 
van bestuur, jadi merupakan ”keke- 
cualian” dari asas legalitas. Menurut 
Muchsan, dasar pijakan diskresi ada 
2 (dua) yaitu: Dasar Hukum/Yuridis, 
yaitu menyangkut ketentuan formal; 
dan Dasar Kebijakan, yaitu me- 
nyangkut manfaat. (Simamora, 
2014).
Diversi adalah penyelesaian per- 
kara pidana menggunakan jalur di 
luar hukum pidana. Sedangkan 
pengertian keadilan restoratif adalah 
ide keadilan yang didasarkan pada 
kesepakatan antar-para pihak yang 
terkait dengan tindak pidana untuk 
mencari solusi untuk pemulihan 
keadaan sebagaimana belum terjadi 
tindak pidana dan bahkan menja- 
dikan semua pihak lebih baik.  
Keadilan Restoratif didasarkan pada 
5 prinsip dalam pemikiran berikut. 
Five Principles of Restorative 
Justice
a. Focuses on harms and conse-
quent needs (victims', but also 
communities' and offenders').
b. Addresses obligations resulting 
from those harms (offenders' but 
also families', communities' and 
society's).
c. Uses inclusive, collaborative 
processes.
d. Involves those with a legitimate 
stake in the situation (victims, 
offenders, families, community 
members, society).
e. Seeks to put right thewrongs 233 
(Dowd, 2015: 233)
Dengan demikian, dalam konteks 
bahasan ini dapat dipahami bahwa 
diversi dalam perkara anak lahir 
karena adanya asas diskresi yang 
dimiliki oleh pihak yang berwenang 
(Penyidik, Jaksa, dan Hakim) dalam 
rangka mencapai keadilan restoratif.  
Salah satu bentuk diskresi adalah 
memberikan kewenangan kepada 
Penyidik, Jaksa, dan Hakim untuk 
melakukan diversi terhadap anak 
yang berhadapan dengan hukum. 
Pengertian keadilan restoratif 
adalah a form of conflict resolution 
and seeks to make it clear to the 
offender that the behaviour is not 
condoned, at the same time as being 
supportive and respectful of the indi-
vidual.(Morison, 2001: 194). Pihak 
yang diharapkan memperoleh kea- 
dilan restoratif adalah pelaku dan 
korban, serta pihak-pihak yang 
terkait. Dalam konteks pemidanaan, 
pendekatan keadilan restoratif seja- 
lan dnegan model keseimbangan 
Kepentingan (Muladi, 1995:5). Ka- 
rena itu, asas daad-dader-slachtof-
fer-Strafrecht mestinya mulai diim-
plementasikan dalam hukum pidana 
(Arief Amrulah, 2008).
Keadilan restoratif dapat diterap-
kan pada seluruh proses penegakan 
hukum pidana, tidak hanya pada satu 
proses saja, misalnya pada penyi- 
dikan atau penuntutan atau peradilan. 
Hal ini didasarkan pada prinsip 
keadilan restoratif masuk pada suatu 
sistem hukum pidana sehingga 
penerapannya ada pada setiap pro- 
sesnya dan juga tiap penegak hukum 
mempunyai kewenangan untuk me- 
nerapkannya. Keadilan restoratif 
bukan merupakan asas melainkan 
filsafat yaitu filsafat dalam proses 
peradilan dan juga filsafat keadilan. 
Keadilan restoratif dapat dikatakan 
sebagai filsafat peradilan, karena-
merupakan dasar dalam penyusunan 
lembaga peradilan. Dengan demiki-
an, dapat diartikan bahwa keadilan 
restoratif adalah suatu rangkaian 
proses peradilan yang pada dasarnya 
bertujuan untuk me-restore (memu- 
lihkan kembali) kerugian yang dide- 
rita oleh korban kejahatan, (Mudza-
kir, 2008). masyarakat, dan para 
pihak terkait.
Pendekatan keadilan restoratif 
(restorative justice approach) diawa-
li dari praktik di beberapa negara 
misalnya Kanada, Australia, New 
Zealand, dan Inggris. Sejarah per- 
kembangan hukum modern dalam 
penerapan restorative justice diawali 
dari pelaksanaan sebuah program 
penyelesaian di luar pengadilan 
konvensional yang dilakukan oleh 
masyarakat yang disebut dengan 
victim-offender mediation tahun 
1970-an di Kanada (Morris dan 
Maxwelle, 21: 4). Pendekatan 
keadilan restoratif merupakan per- 
kembangan terakhir dari paradigma 
peradilan pidana, yaitu diawali 
dengan retributive justice, dilanjut-
kan dengan rehabilitative justice, 
kemudian ada alternative justice, 
kemudian diperbaiki lagi dengan 
transitional justice, danakhirnya 
digantikan oleh restorative justice.
Berdasarkan sejarah di beberapa 
negara, pelaksanaan Diversi pada 
awalnya gagal di Amerika, tetapi 
berhasil di Belanda, Denmark, Italia, 
Jerman, Perancis, pada tahun 
1969(Marlina, 2010:4) kemudian 
diperbaiki sistemnya yang akhirnya 
sukses di beberapa negara dalam 
penyelesaian tindak pidana tertentu 
dan pelaku-pelaku tertentu.
Meskipun tidak ada kesepakatan 
tentang pengertian keadilan restora- 
tif, namun mayoritas definisi 
berfokus pada proses yang melibat-
kan semua pihak yang berkepenti- 
ngan untuk menyelesaikan pelang-
garan hukum dan bertujuan memper-
baiki kerugian yang disebabkan oleh 
pelanggaran tersebut.  Hal ini 
terungkap dalam pernyataan berikut. 
There is no agreed definition of 
restorative justice processes. A 
number of definitions have been 
suggested, most of which focus on a 
process which involves all those 
affected by an offence and aims to 
repair the harm caused by the 
offending(Widodo 2014). Berdasar-
kan pemikiran tersebut dapat dipaha-
mi bahwa akar filsafat keadilan 
restoratif adalah konsepsi keadilan 
untuk semua (justice for all), yaitu 
pelibatan pelaku, korban, dan ma- 
syarakat berdasarkan musyawarah 
dalam rangka merestorasi keadaan 
secara manusiawi.
Secara teoretis, sistem peradilan 
pidana anak di Indonesia wajib 
mengutamakan kepentingan yang 
terbaik bagi anak dan berupaya me- 
ngurangi penyelesaian perkara anak 
di pengadilan pidana, dan jika 
terpaksa dipidana penjara, maka 
pidana tersebut hanya dilakukan 
sebagai upaya terakhir dan dalam 
waktu yang singkat. Hal ini dapat 
diketahui dari beberapa instrumen 
internasional, antara lain United 
Nations Standard Minimum Rules for 
the Administration of Juvenile 
Justice (Beijing Rules), United 
Nations Standard Minimum Rules for 
Non-Custodial Measures 1990 
(Tokyo Rules), United Nations 
Guidelines for the Prevention of 
Juvenile Delinquency (Riyadh 
Guidelines), dan United Nations 
Rules for the Protection of Juveniles 
Deprived of Their Liberty (1990). 
Menurut Wardaya dan Retnaningrum 
bahwa, kesadaran masyarakat bahwa 
anak-anak pelaku tindak pidana 
perlu diperlakukan khusus tidak 
sebagaimana orang dewasa baru 
disadari sejak penyelenggaraan 
peradilan anak kali pertama di 
Chicago pada 1889 (Wardaya dan 
Retnaningrum, 2011).
Urgensi pelaksaan diversi pada 
perkara anak didasari pada 
pemikiran berikut. Saat ini ada 
pergeseran filsafat pemidanaan dari 
awalnya yang bersifat restitutif 
(pembalasan) kemudian ditandingi 
menjadi teori prevensi (tujuan), 
kemudian muncul teori gabungan, 
(Widodo, 2009 :24) dan akhirnya 
berkembang pemikiran keadilan 
restoratif yang mengutamakan 
pemulihan. Pendekatan restoratif 
merupakan paradigma baru dalam 
pemidanaan yang berbeda dengan 
pendekatan keadilan retributif, baik 
konsep, orientasi, tujuan maupun 
mekanisme pencapaiannya.  Keadi- 
lan retributif lahir sebagai reaksi 
terhadap beberapa kelemahan pen- 
dekatan keadilan retributif. Resto- 
rative justice is different from the 
retributive and rehabilitation 
approaches in that it focuses prima- 
rily on the needs of the victim, not 
just the offender. It’s a powerful tool 
that can have very real, positive 
results(Marshal,2014).Pendekatan 
keadilan restoratif ini sangat positif 
dan berbeda dengan restribusi dan 
rehabilitasi yang hanya terbatas teru-
tama pada perlindungan korban, 
bukan pada pelaku.
Keadilan restoratif merupakan 
reaksi masyarakat global yang dapat 
digunakan sebagai pelengkap dari 
sistem peradilan pidana yang selama 
ini banyak yang menggunakan 
pendekatan keadilan tradisional.Hal 
ini dikemukakan oleh Mark S. Um- 
breit and Marilyn Peterson Armour 
bahwa, restorative justice is viewed 
as complementary to the criminal 
justice system because it attends to 
issues that the traditional system 
neglects. Regardless of the position 
taken, the vision of restorative justice 
is grounded in values that are reso-
nating with an increasingly broad 
range of individuals and communi-
ties throughout the world, presenting 
many opportunities for new and 
widened impact (Umbreit dan 
Armour,2004:82). Diversi adalah 
salah satu bentuk penyelesaian per- 
kara pidana dalam rangka penca- 
paian keadilan restoratif.  Bentuk 
lain- nya, misalnya rekonsiliasi 
antara pelaku dengan korban, konfe- 
rensi keluarga dan masyarakat, 
upaya perdamaian dalam ma- 
syarakat.  Hal ini selaras dengan 
pemikiran Strickland, bahwa
More specific technique associa- 
ted with restorative justice, 
include diversion, victim-offender 
reconciliation, victim impact 
panel, victim-offender statements, 
family or communiuty conferen- 
cing, community peace-making or 
centencing cyrcles, reintegrative 
shamming, and prisoneers assis-
tence program(Stickland, 2004 
:9).
Keadilan restoratif sebenarnya 
bukan merupakan budaya baru bagi 
bangsa Indonesia, namun karena 
dalam masa penjajahan hukum adat 
banyak ditinggalkan dan diganti 
dengan hukum barat, maka keadilan 
restoratif dimarginalkan. Setelah 
ketentuan ketentuan dan sistem 
hukum barat diragukan efektivitas 
dan efisiensinya dalam penyelesaian 
perkara pidana yang adil, banyak 
pihak mengintrodusi dan melak-
sanakan keadilan restoratif.  Dengan 
demikian, konsep keadilan restoratif 
bukan lahir lebih dahulu, tetapi 
sudah ada dan dilaksanakan di ma- 
syarakat kemudian ditinggalkan, dan 
saat ini digunakan lagi.   Buktinya, 
dalam hukum pidana Majapahit 
dikenal istilah “pati bajampi” yaitu 
sebagai uang pengganti obat yang 
diberikan kepada korban, rekonsi- 
lisasi antar-kepala adat yang ditandai 
dengan upaya adat di sejumlah 
wilayah Indonesia.
Pendoronglahirnya diversi pada 
perkara anak di Indonesia antara lain 
dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Terjadi labelisasi pada anak yang 
pernah diproses oleh penegak hu- 
kum berdasarkan hukum pidana 
anak.  Bahkan pada beberapa 
kasus, dalam LAPAS Anak terjadi 
prisonisasi (Widodo, 2012 : 21).
b. Pihak LAPAS Anak, LAPAS dan 
RUTAN Dewasa yang di dalam 
nya ada blok khusus Anak, belum 
semuanya mempunyai kemam-
puan yang memadai untuk pembi-
naan dan pembimbingan anak.Se-
lain itu, anak berisiko terkena 
“prisonisasi” di dalam lembaga 
tersebut.  Karena itu, perlu ada 
langkah meminimalisasi prisoni-
sasi dengan cara menghindarkan 
anak dari institusionalisasidi 
Rutan atau LAPAS.
c. Ada keinginan serius dari para 
pihak untuk mengurangi atau 
bahkan menghilangkan dampak 
negatif dari proses peradilan 
pidana bagi anak. Hal ini didasar-
kan pada data bahwa dalam tahap 
penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di pengadilan, hak- 
hak anak (pelaku) ada yang 
terlanggar, misalnya anak tidak 
dapat sekolah karena ditahan di 
RUTAN dan LAPAS.
d. Selama proses peradilan, pihak 
korban dan masyarakat belum 
mendapatkan restitusi (pemuli-
han) secara memadai sehingga 
putusan pengadilan sering diang-
gap belum mencerminkan keadi- 
lan bagi korban dan masyarakat.  
Hal ini terjadi karena keadilan 
sering ditafsirkan oleh orang 
sebagai keadilan terhadap pelaku 
saja, bukan pada korban dan ma- 
syarakat.
e. Beberapa putusan pengadilan 
kadang belum menunjukkan ke- 
berpihakan negara pada anak, 
anak korban, dan masyarakat.  
Mayoritas putusan pengadilan 
anak adalah penjatuhan pidana, 
dan jenisnya pidana penjara 
(Widodo, 2012:14).
f. Penegak hukum dan para pihak 
yang terkait belum terbiasa me- 
lakukan diversi pada anak yang 
berkonflik dengan hukum secara 
melembaga, bahkan budaya ma- 
syarakat menghendaki agar 
penyelesaian perkara anak lebih 
suka pengunaan jalur litigasi 
dibandingkan dengan jalur litiga- 
si. Beberapa anggota masyarakat 
bahkan sering menganggap diver-
si pada perkara anak yang dilaku-
kan oleh Polri merupakan upaya 
membela pihak tertentu (terutama 
membela pelaku), sehingga perlu 
ada klarifikasi yuridis.
g. Perlunya dasar hukum diversi 
yang jelas dalam peraturan perun-
dang-undangan (lex certa) yang 
dapat digunakan anak oleh polisi, 
jaksa, dan hakim agar tidak terjadi 
salah sangka dalam masyarakat. 
Sebelum ada UU Sistem 
Peradilan Anak, dasar hukum 
diversi di kepolisian adalah pada 
kebijakan diskresi (discretion) 
yang kemudian dituangkan dalam 
dasar hukum dari Kapolri untuk 
lingkungan Polri atau kesepaka-
tan-kesepakatan tertulis lain 
antar-penegak hukum atau antara 
Polri dengan Kementerian lain.  
Menakar Kemampuan Para Pe- 
mangku Kepentingan( Stake Hol- 
ders)dalam Melaksanakan Diversi 
Perkara  Anak Berdasarkan UU- 
SPPA.
Sejak diterbitkan UU-SPPA, pada 
semua tingkatan proses peradilan 
pidana (penyidikan, penuntutan, 
pemeriksanaan di pengadilan), terbu-
ka peluang polisi, jaksa, dan hakim 
untuk melakukan diversi.  Bahkan, 
sebelum ada putusan Mahkamah 
Konstitusi tahun 2013, diversi me- 
rupakan langkah wajib yang 
bersanksi pidana bagi polisi, jaksa, 
hakim sebelum menerapkan ketentu-
an hukum acara pidana.  Saat ini 
meskipun polisi, jaksa, dan hakim 
tidak melakukan diversi tidak dapat 
dipidana. Ketentuan diversi tersebut 
memberi harapan positif  bagi 
pencari keadilan dan penegak hukum 
untuk melaksanakan penyelesaian 
perkara tindak pidana anak sesuai 
dengan karakteristik anak tanpa 
mengabaikan kepentingan korban 
dan masyarakat. 
Dengan demikian, dalam pena- 
nganan anak yang berkonflik dengan 
hukum, diversi dalam perkara anak 
dilakukan oleh Polisi, Jaksa, dan 
Hakim sesuai dengan kewenangan- 
nya dalam acara pidana.  Jika diversi 
gagal maka proses peradilan pidana 
dalam maing-masing tingkatan akan 
diberlakukan dengan puncak proses 
berupa putusan pengadilan. 
Sebelum proses polisi, jaksa, dan 
hakim melakukan diversi, harus 
dipastikan dahulu bahwa persyaratan 
perkara yang dapat didiversi 
memenuhi persyaratan objektif dan 
subjektif sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7 ayat (2).  Persyaratan objek-
tif, yaitu bahwa perkara tindak 
pidana yang akan diproses Diversi 
adalah pelaku tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara di 
bawah 7 (tujuh) tahun.  Persyaratan 
subjektif adalah anak tersebut bukan 
merupakan melakukan pengulangan 
tindak pidana.Dalam UU-SPPA 
tersebut dijalelaskan tentang penger-
tian pengulangan tindak pidana, 
bahwa pengulangan tindak pidana 
dalam ketentuan ini merupakan 
tindak pidana yang dilakukan oleh 
Anak, baik tindak pidana sejenis 
maupun tidak sejenis, termasuk 
tindak pidana yang diselesaikan 
melalui Diversi.
Dalam penjelasan tersebut tidak 
ada jangka waktunya berapa lama 
antara tindak pertama yang pertama 
dengan yang kedua atau selanjutnya. 
Karena itu, UU-SPPA merupakan 
kekhususan dalam hukum pidana 
sehingga dapat menyimpangi keten-
tuan KUHP tentang jangka waktu 
agar dapat dikategorikan melakukan 
pengulangan tindak pidana. Jika 
persyaratan tersebut dipenuhi, maka 
Polisi, Jaksa dan Hakim wajib 
melakukan Diversi. Jika diversi 
sudah dicapai, maka hasil kesepaka-
tan dijadikan dasar Penetapan Ketua 
Pengadilan.
Dalam melaksanakan Diversi, 
penegak hukum wajib menggunakan 
asas sebagaimana diatur dalam Pasal 
2, yaitu pelindungan; keadilan; 
nondiskriminasi; kepentingan ter- 
baik bagi Anak; penghargaan terha-
dap pendapat Anak; kelangsungan 
hidup dan tumbuh kembang Anak; 
pembinaan dan pembimbingan 
Anak; proporsional;  perampasan 
kemerdekaan dan pemidanaan se- 
bagai upaya terakhir; dan penghinda-
ran pembalasan. 
Diversi oleh Hakim Anak di 
Pengadilan Negeri dapat dilakukan 
di ruang mediasi (Pasal 52 ayat (4)).-
Proses Diversi dilakukan dengan 
teknik musyawarah (Pasal 8 ayat 
(1)).Pihak yang wajib dilibatkan 
dalam Diversi adalah Anak dan 
orang tua/walinya, korban dan/atau 
orang tua/Walinya, Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial 
Profesional (Pasal 8 ayat (1)).Selain 
itu dapat pula ditambah dengan 
Tenaga Kesejahteraan Sosial, 
dan/atau masyarakat (ayat (2)). Para 
pihak yang bersengketa dapat 
diwakili oleh kuasanya dengan surat 
kuasa khusus, baik oleh advokat 
maupun orang lain yang dipercaya. 
Pihak ketiga di yang ditentukan oleh 
UU dapat turut serta dan mengga-
bungkan diri dalam proses musya- 
warah, apabila terdapat unsur 
kepentingan yang terkait dan keturut 
sertaannya disepakati oleh pihak 
pelaku dan korban serta disetujui 
oleh Hakim yang memimpin musya- 
warah.
Berdasarkan Pasal 9, ditentukan 
bahwa Penyidik, Penuntut Umum, 
dan Hakim dalam melakukan Diversi 
harus mempertimbangkan: a).kate-
gori tindak pidana; b)  umur Anak; c) 
hasil penelitian kemasyarakatan dari 
Bapas; dan d) dukungan lingkungan 
keluarga dan masyarakat. Kesepaka-
tan Diversi tersebut harus mendapat-
kan persetujuan korban dan/atau 
keluarga Anak Korban serta kese-
diaan Anak dan keluarganya, kecuali 
untuk: a)  tindak pidana yang berupa 
pelanggaran;  b) tindak pidana 
ringan; c) tindak pidana tanpa 
korban; atau d) nilai kerugian korban 
tidak lebih dari nilai upah minimum 
provinsi setempat.
Hasil kesepakatan Diversi dapat 
berbentuk, antara lain: a)  perda-
maian dengan atau tanpa ganti keru-
gian; b)  penyerahan kembali kepada 
orang tua/Wali;  c)  keikutsertaan 
dalam pendidikan atau pelatihan di 
lembaga pendidikan atau LPKS 
paling lama 3 (tiga) bulan; atau d)  
pelayanan masyarakat.  Khusus di- 
versi terhadap pelaku a)  tindak 
pidana yang berupa pelanggaran;  b) 
tindak pidana ringan; c) tindak 
pidana tanpa korban; atau d) nilai 
kerugian korban tidak lebih dari nilai 
upah minimum provinsi setempat-
dapat dilakukan oleh penyidik bersa-
ma pelaku dan/atau keluarganya, 
Pembimbing Kemasyarakatan, serta 
dapat melibatkan tokoh masyarakat.
Diversiyangdilakukan oleh Pe- 
nyidik atas rekomendasi Pembimb-
ing Kemasyarakatan dapat berben-
tuk: a) pengembalian kerugian dalam 
hal ada korban; b) rehabilitasi medis 
dan psikososial; c) penyerahan kem-
bali kepada orang tua/Wali;  d) keikut 
sertaan dalam pendidikan atau pelati-
han di lembaga pendidikan atau 
LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; 
atau e) pelayanan masyarakat paling 
lama 3 (tiga) bulan.
Selama proses Diversi berlang- 
sung sampai dengan kesepakatan 
Diversi dilaksanakan, Pembimbing 
Kemasyarakatan wajib melakukan 
pendampingan, pembimbingan, dan 
pengawasan (Pasal 14 ayat (2)). 
Kesepakatan Diversi wajib dilak-
sanakan paling lama 30 (tiga puluh) 
hari (Pasal 52 ayat (3)).Jika  Diversi 
sudah dilaksanakan dalam jangka 
waktu tersebut maka proses perkara 
tindak pidana tidak dilanjutkan ke 
tahapan persidangan. Pelaku tindak 
pidana dan pihak-pihak terkait akan 
mendapatkan penetapan dari Ketua 
Pengadilan Negeri yang isinya me- 
netapkan bahwa perkara tindak 
pidana anak sudah diselesaikan 
melalui Diversi dan sudah mempu-
nyai kekuatan hukum tetap.Penga-
wasan atas proses Diversi dan pelak-
sanaan kesepakatan yang dihasilkan 
berada pada atasan langsung pejabat 
yang bertanggung jawab di setiap 
tingkat pemeriksaan (Pasal 14 ayat 
(1).
Berdasarkan hasil studi di ma- 
syarakat di Indonesia,  ada beberapa 
hasil penelitian yang dapat dijadikan 
alasan empiris mengapa diversi perlu 
dilakukan, dan prosesnya harus 
cermat agar tercapai keadilan 
restoratif.  
Meskipun banyak kelebihan dan 
manfaatnya bagi anak, pelaksanaan 
diversi ternyata ini banyak mengha-
dapi hambatan. Studi yang pernah 
dilakukan di wilayah Banyumas, 
Purbalingga, Banjarnegara, Kebu-
men, dan Cilacap menunjukkan 
bahwa tidak semua korban atau kelu-
arga korban bersedia menerima cara 
penyelesaian tindak pidana melalui 
diversi. Alasannya: keinginan untuk 
membuat pelaku “kapok” jika dima-
sukkan dalam penjara; kejahatan 
yang dilakukan oleh pelaku adalah 
kejahatan yang diancam dengan 
pidana yang berat; penegak hukum 
kurang mendukung upaya perda-
maian; tidak ada petunjuk pelaksa-
naan maupun petunjuk teknis bagi 
aparat penegak hukum untuk 
mengimplementasi cara penyele- 
saian non-litigasi(Wardaya dan Ret- 
naningrum, 2008 :59). Hasil peneli-
tian ini sama dengan hasil penelitian 
Subekhan, bahwa penyelesaian per- 
kara pidana yang dilakukan oleh 
anak dengan menggunakan pendeka-
tan restorative Justice belum terlak-
sana secara optimal, karena belum 
adanya aturan hukum sebagai 
landasan penyelesaian model ini; 
perubahan masyarakat dari gemein-
schaft ke arah gesselschaft ber- 
dampak pada sulitnya rnengharapkan 
partisipasi masyarakat dalam 
penyelesaian yang bersifat restorasi; 
dan konsep restorative justice yang 
tidak melembagakan proses penyele-
saiannya berdampak pada hasil yang 
dicapai dalam penyelesaian restorasi 
tidak memberikan kepastian hukum 
bagi anak, korban dan masyarakat 
(Subkhan, 2008:i ) Penelitian-peneli-
tian di atas dilakukan atas kebijakan 
Diversi yang dilakukan oleh Polri 
berdasarkan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.
Selama proses peradilan pidana di 
Indonesia, mayoritas anak ditahan di 
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Pemasyarakatan selama 2-3 bulan.  
Jumlah terdakwa yang dijatuhi 
pidana penjara sekitar 90%. Pembi-
naan anak di di LAPAS kurang opti-
mal karena masa pidananya singkat. 
Proses peradilan tersebut tidak mem-
berikan rasa keadilan bagi anak. 
Secara normatif, sistem hukum di 
Indonesia belum ramah anak dan 
sistem kesejahteraan belum terinte-
grasi. Struktur dan aparatur penegak 
hukum juga belum ada persamaan 
persepsi terhadap penanganan anak 
nakal sehingga perlu peningkatan 
kapasitas sumberdaya manusia. 
Begitu juga ketersediaan sarana dan 
prasarana masih harus ditingkatkan.  
Pandangan dan perilaku masyarakat 
ternyata banyak yang masih memak-
nai pidana sebagai tindakan yang 
harus bersifat punitif dan retributif 
(Apong Herlina, 2015).
Selama dalam masa proses 
peradilan pidana, beberapa studi 
menunjukkan bahwa mereka men- 
dapat perlakuan yang buruk bahkan 
kadang-kadang lebih buruk dari 
perlakuan terhadap orang dewasa 
pada suatu situasi yang sama. 
Perlakuan buruk ini tidak hanya 
terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) 
atau Lembaga Pemasyarakatan 
(Lapas) namun tindak kekerasan 
terhadap mereka sering dialami sejak 
berada di kantor polisi yang berupa 
tamparan, tendangan, bahkan 
kadang-kadang pelecehan seksual. 
Penyidikan di kantor polisi ini sebe-
narnya dalam rangkapenyusunan 
Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 
Namun, kekerasan sering menjadi 
bagian dari upaya untuk memperoleh 
pengakuan. Bentuk kekerasan lain 
berupa tindakan memaksa anak 
untuk membersihkan kantor polisi 
dan mobil patroli. Rutan atau Lapas 
juga memberikan pengaruh buruk 
terhadap anak-anak di samping hak 
mendapat pendidikan baginya 
terabaikan (Lily, 2014). Studi pada 
tahun 2006, bahwa 96% kasus anak 
yang diajukan ke pengadilan menga-
kibatkan tindankan pasa berupa 
penahanan, 60% pidana yang 
dijatuhkan lebih dari satu tahun, dan 
hanya sedikit atau bahkan tidak ada 
bantuan hukum (RingkasanKajian, 
Oktober, 2012 http://www.unicef. 
org, 2014).
Berdasarkan Penelitian di Kota 
Makassar, Makmur, Hakim Anak 
Pengadilan Negeri Makassar, perka-
ra anak sebenarnya sangat kental 
nuansa keadilan restoratif.Justru 
keadilan restoratif tersebut lahir dari 
Pembimbing Kemasyaratan, tetapi 
ternyata hampir tidak pernah ada 
petugas BAPAS yang merekomen-
dasikan agar anak tersebut tidak 
dijatuhi pidana. Namun sebaliknya, 
Husni Guna, Kepala Seksi Bimbi- 
ngan Klien Anak Balai Pema- 
syarakatan Kelas I Makassar menya-
takan bahwa BAPAS tidak pernah 
merekomendasikan sanksi pidana 
pada anak, dan pembinaan anak 
dalam LAPAS merupakan upaya 
terakhir jika upaya lainnya gagal 
dilakukan ( Adiguna dkk, 2014). 
Berdasarkan penelitian Hafad, ma- 
yoritas hasil PK di Kota Malang 
menggunakan bahasa “klise” dan 
mayoritas merekomendasikan agar 
anak dijatuhi pidana atau tindakan 
seadil-adilnya.  Kalau tidak dengan 
“bahasa klise” tersebut, banyak hasil 
penelitian kemasyarakatan mere-
komendasikan agar hakim menjatuh-
kan sanksi paling adil (Hafad, 2004 : 
78). Namun demikian, yang 
mengembirakan, di BAPAS Suraba-
ya, Pembimbing Kemasyarakatan 
seringkali merekomendasikan agar 
anak di bina di luar LAPAS disertai 
dengan kesanggupan pihak-pihak 
tertentu yang siap menampung anak 
nakal, dan hakim memenuhi saran 
tersebut (Widodo, 2012 : 25).
Jika anak di masukkan ke LAPAS 
(pada saat berlakunya UU-SPPA 
disebut LPKA), anak-anak di LPKA 
ternyata mayoritas hanya dibina 
secara umum (tidak memperhatikan 
kebutuhan dan kompetensi anak) dan 
proses belum tampak adanya model 
pembinaan yang bersifat individual 
(individual treatment model), maka 
dampaknya akan makin buruk bagi 
anak.  Selama ini anak (apapun 
tindak pidana yang dilakukan) yang 
ada di LAPAS Anak maupun di suatu 
blok (di LAPAS Dewasa) sehingga 
pada siang hari dapat berinteraksi 
dan saling bergaul sehingga memung 
kinkan saling “belajar kejahatan.”  
Akibatnya, dalam LAPAS terjadi 
prisonisasi, meskipun anak tidak 
selalu menjadi residivis (penjahat 
kambuhan).  Jika anak dimasukkan 
ke LPKA atau LPKS yang tidak 
tertata model pembinaannya, 
dampak positif bagi anak dan ma- 
syarakat memang banyak, namun 
dampak negatif bagi anak cukup 
dominan (Widodo, 2012 : 25).
Berkaitan dengan diversi yang 
berjalan selama ini, pandangan nega-
tif masyarakat terhadap penegak 
hukum juga mempunyai pengaruh 
besar terhadap penerapan diversi.Hal 
ini diungkapkan oleh Wahyudi 
(Penyidik Pembantu PPA) bahwa 
ketika pihak-pihak didamaikan, ma- 
syarakat beranggapan bahwa penyi- 
dik membela dan dibayar oleh pihak 
pelaku tindak pidana sehingga 
pelaku tidak diproses secara 
pidana.Padahal Polisi melakukan 
upaya damai (diversi) untuk kepen- 
tingan terbaik bagi anak.Hal serupa 
juga diungkapkan oleh Andi Armasa-
ri (Jaksa Fungsional Kejaksaan 
Negeri Makassar) bahwa penilaian 
negatif dari masyarakat jika mereka 
didamaikan, atau jaksa membuat 
tuntutan ringan anak pelaku tindak 
pidana. Kejaksaan dianggap pihak 
yang tidak bertanggung jawab, 
bahkan dituduh dibayar oleh pelaku, 
atau ada hubungan keluarga antara 
jaksa dengan pelaku.  Menurut Iswa-
hyu Widodo (Hakim Anak di Penga-
dilan Negeri Makassar), umumnya, 
kendala untuk mendamaikan para 
pihak adalah korban sudah menjadi 
korban berkali-kali, meskipun pela- 
kunya bukan orang yang sama (Adi-
guna dkk., 2014).
Berdasarkan hasil penelitian di 
atas dapat dihami beberapa hal beri-
kut.  Dalam perspektif substansi 
hukum, petunjuk teknis pelaksanaan 
diversi belum semuanya lengkap.  
Hal ini dapat diatasi dengan cara 
membuat Peraturan Pemerintah (PP) 
tentang diversi sebagaimana diatur 
dalam Pasal 15. Ketentuan Peraturan 
Pemerintah yang ditindaklanjuti 
dengan peraturan yang lebih rendah 
tingkatannya juga penting mengingat 
ada beberapa norma dalam UU-SP-
PA yang multi tafsir, antara lain:
a. Siapa saja yang wajib hadir dalam 
diversi di setiap tingkatan, dan 
bagimana jika diantara mereka 
tidak hadir, akankah menjadikan 
diversi batal demi hukum atau 
dapat dibatalkan. Dalam UU 
tersebut ada kata “wajib”, sehing-
ga secara terminologis dapat 
ditafsirkan “bisa”, bukan wajib.  
Bagaimana jika para pihak yang 
disebutkan dalam 8 ayat (1) ada 
yang tidak hadir apakah jika ada 
diversi kemudian diversinya 
dianggap batal demi hukum atau 
bagaimana.  Apa sanksi bagi 
pihak yang diundang penegak 
hukum dalam diversi kemudian 
tidak hadir?
b. Tidak ada norma yang mengatur 
cara diversi jika proses mengala-
mi jalan buntu (deadlock) dalam 
musyawarah. Apakah diversi ter- 
sebut langsung dianggap gagal 
atau ada alternatif lain, misalnya 
dengan pungutan suara. Namun 
bagaimana penentuan keberhasi-
lannya, dan bagaimana persentase 
suara dari masing-masing pihak. 
Bagaimana ketentuan musyawa- 
rah yang berhasil dalam diversi, 
apakah semua pihak harus setuju 
dengan kesepakatan, atau jika ada 
yang tidak setuju diversi pihak-pi-
hak tertentu sengaja meng-
gagalkan diversi dengan tujuan 
agar anak dimasukkan ke proses 
peradilan pidana.
c. Tidak ada ketentuan tentang 
pengertian masyarakat (dalam 
ketentuan melibatkan “tokoh 
masyarakat” dalam Pasal 10 ayat 
(1), apakah masyarakat sekitar 
tempat tindak pidana terjadi, atau 
masyarakat tempat pelaku bera- 
sal, atau masyarakat tempat 
korban berasal, atau masyarakat 
merupakan orang-orang yang 
memahami tentang karakteristik 
pelaku (misalnya orang yang 
meneliti tentang tingkah laku 
yang dilakukan pelaku,a atau 
orang yang pernah melakukan 
tingkah laku yang sama dengan 
pelaku) atau korban  (misalnya 
orang yang meneliti tentang 
eksistensi korban atau orang yang 
pernah menjadi korban dalam 
tindak pidana yang sama).
d. Tidak ada ketentuan limitatif 
tentang bentuk hasil kesepakatan. 
Dalam Pasal 11 hanya diatur 
“antara lain”. Apakah boleh ada 
bentuk lain selain yang diatur 
dalam Pasal 11.  
Meskipun ada beberapa kelema- 
han, banyak juga keunggulan norma-
tif dalam UU-SPPA antara lain 
sebagai berikut.
a. Memberikan peluang pada anak, 
korban dan masyarakat untuk 
melakukan diversi dalam rangka 
memulihkan keadaan, tanpa meli-
batkan anak dalam proses per- 
adilan pidana.
b. Menggunakan Paradigma keadi- 
lan restoratif, yang tercermin 
dalam diversi maupun sistem 
peradilan pidana (sampai dengan 
pembimbingan klien oleh 
BAPAS).
c. Memuat banyak jenis pidana dan 
tindakan yang memungkinkan 
hakim menjatuhkan jenis dan 
beratnya sanksi sesuai dengan 
pendekatan keadilan restoratif.
d. Mengatur kerangka penannagan 
anak yang berkonflik dengan 
hukum, mulai dari diversi sampai 
pada pengawasan dan pembim- 
bingan sehingga menjamin kepas-
tian hukum dan dapat digunakan 
sebagai dasar pembuatan peta 
jalan (roadmap) dalam pencipta-
an keadilan restoratif.
e. Pelibatan banyak lembaga peme- 
rintah, lembaga kemasyarakatan, 
ahli, dan individu dalam sistem 
peradilan pidana.
Berkaitan dengan pelaksanaan 
diversi, ada beberapa permasalahan 
yang perlu mendapat pemecahan, 
secara yuridis maupun praktis antara 
lain sebagai berikut.
a. Belum ada Peraturan pemerintah 
tentang Diversi, padahal UU-SP-
PA dilaksanakan tanggal 1 Juli 
2014.  Jika tidak ada PP, maka 
para penegak hukum akan meng-
gunakan peraturan yang ada.  
Apakah peraturan yang ada sudah 
mencerminkan filosofi UU-SP-
PA.
b. Apakah catatan hasil diversi 
bersifat online dan terintegrasi 
antara kepolisian, kejaksaan, dan 
pengadilan? Jika tidak, bagaima-
na jika rekam jejak anak tidak 
terekam maka memungkinkan 
seorang anak di-diversi lebih dari 
1 (satu) kali.
c. Apakah BAPAS mampu melak-
sanakan tugas membuat Peneli-
tian Kemasyarakatan dan menga-
wasan proses pelaksanaan diver-
si.Pasal  28 mengatur bahwa Hasil 
Penelitian Kemasyarakatan wajib 
diserahkan oleh Bapas kepada 
Penyidik dalam waktu paling 
lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh 
empat) jam setelah permintaan 
penyidik diterima.  Padahal, 
jumlah Pembimbing Kema- 
syarakatan sangat sedikit, namun 
wilayah kerjanya antara 5 sampai 
7 kabupaten kota.  Misalnya 
BAPAS Jember (yang wilayahnya 
meliputi Jember, Banyuwangi, 
Bondowoso, Situbondo, dan 
sebagian Lumajang) hanya memi-
liki 11 orang pegawai.  Jumlah 
Pembimbing Kemasyarakatan 
Anak hanya 3 orang. Sarana 
transportasi milik BAPAS ada 
sangat kurang (Widodo, 2012: 
235).
d. Mampukan Bapas melakukan 
pengawasan, pembinaan, pem-
bimbingan secara profesional 
terhadap anak yang didiversi dan 
berada di luar LPKS? Jika tidak 
diawasi, bisa bertambah nakal.  
Jika tidak diawasai, anak tidak 
mendapatkan perlindungan 
hukum agar tidak mengulangi 
tindak pidana, karena tidak ada 
pendampingan atau bimbingan 
yang memadai ke arah tingkah 
laku yang baik. Bukankah anak 
yang didiversi sesungguhnya 
adalah anak yang melakukan 
tindak pidana (hanya saja tidak 
diputus oleh pengadilan, tetapi 
hanya ditetapkan oleh pengadilan 
sebagai pelaku tindak pidana 
pertama).
e. Sudah siapkah semua penegak 
hukum (termasuk advokat) dan 
pihak-pihak terkait melakukan 
musyawarah dalam rangka diver-
si, padahal proses tersebut mem-
butuhkan banyak pengetahuan 
dan keterampilan.
Berkaitan dengan permasalahan 
tersebut, para pihak harus melakukan 
beberapa langkah berikut agar diver-
si dan sistem peradilan pidana dapat 
terlaksana dan dapat mencapai 
tujuan berupa keadilan restoratif. 
a. Dalam Subtansi hukum, pemerin-
tah harus segera menerbitkan 
Peraturan Pemerintah tentang 
diversi sebagaimana diatur dalam 
Pasal 15. Setelah ada PP, maka 
pihak-pihak penegak hukum dan 
pemangku kepentingan lain (mi- 
salnya kementerian terkait) me- 
nerbitkan petunjuk pelaksanaan 
dan petunjuk teknis agar dapat 
digunakan sebagai pemandu 
diversi.  Untuk menguatkan pro- 
ses diversi, maka diperlukan pem-
buatan (atau peninjauan) nota 
kesepahaman “payung” yang 
ditindaklanjuti dengan perjanjian 
kerjasama antar-instansi.
b. Penegak Hukum dan pemangku 
kepentingan wajib melaksanakan 
sejumlah langkah, antara lain 
sebagai berikut.
1) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, advokat agar dapat 
melakukan diversi pada anak, 
karena anak mempunyai 
karakter khusus, begitu pula 
korban dan masyarakat juga 
mempunyai karakter unik. 
2) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, dan advokatagar dapat 
melakukan proses peradilan 
pidana pada anak, karena anak 
mempunyai karakter khusus 
yang harus diperhatikan, baik 
anak pelaku, anak korban, 
maupun anak saksi.  
3) Kualitas dan kuantitas Peker-
ja Sosial Profesional dan Te- 
naga Kesejahteraan Sosial 
juga perlu ditingkatkan dalam 
penanganan anak yang ber- 
konflik dengan hukum.
4) Peningkatan kemampuan 
calon petugas LPKS (sebagai 
tempat pembinaaan anak yang 
dijatuhi pidana), LPKA (tem-
pat anak yang di-diversi 
berupa pengikutsertaan dalam 
lembaga), LPAS (sebagai 
tempat penahanan anak 
semesntara), petugas pema- 
syarakatan di Blok Anak pada 
LAPAS Dewasa.
5) Peningkatan kemampuan 
pembimbing kemasyarakatan 
(dari BAPAS) dalam membuat 
Penelitian Kemasyarakatan 
(Litmas) agar lebih cepat, 
akurat, dan berkualitas (me- 
muat analisis yang proporsio- 
nal dari sisi sosiologi, psikolo-
gi, penologi, dan “ilmu ting-
kah laku” lainnya), dan 
melakukan pendampingan, 
pembimbingan, dan penga-
wasan proses diversi, dan 
pelaksanaan diversi (baik di 
dalam LPKS maupun di ma- 
syarakat). BAPAS harus mem-
berikan rekomendasi (Pasal 10 
ayat (2), pendampingan, pem-
bimbingan, dan pengawasan 
terhadap anak selama proses 
dan pelaksanaan diversi (Pasal 
14 ayat (2), laporan kegagalan 
diversi (Pasal 14 ayat (3).  
Waktu pembuatan litmas 
sangat singkat yaitu hanya 3 
hari.**
Para penegak hukum dan 
pemangku kepentingan perlu 
mendapatkan pendidikan dan pelai-
han atau bahkan pendidikan khusus 
secara bertahap dan terus-menerus 
dan masing-masing memperoleh 
sertifikat agar memenuhi standar 
minimal yang dibutuhkan pencapa-
ian keadilan restoratif.  Hal ini sama 
dengan apa yang dikemukakan 
Jonson bahwa ... facilitator style and 
role, certification, training requir-
ment’s, professional standards and 
othe issues will continue to add 
spince to the stew of co-creation ad 
individuality in the field many years 
to come (Daniel van Ness, 2007 
:223).
c. Masyarakat perlu ditingkatkan 
kepeduliannya dalam menyele-
saikan tindak pidana anak.  Pan-
dangan masyarakat terhadap 
keadilan restoratif juga perlu 
diperbaiki agar tidak ada prasang-
ka. Langkah yang dapat dilaku-
kan oleh pemerintah bersama 
pemangku kepentingan antara 
lain sebagai berikut.
1) Sosialisasi UU kepada ma- 
syarakat, terutama masyarakat 
yang rentan sebagai pelaku 
maupun korban tindak pidana 
anak.
2) Membudayakan pemikiran 
“positif” anggota masyarakat 
terhadap proses diversi di 
semua tingkatan pradilan 
pidana.  Memberikan pemaha-
man yang komprehensif terha-
dap keadilan restoratif yang 
dicapai melalui proses 
peradilan pidana.
3) Meningkatkan komitmen 
masyarakat dan pemerhati 
untuk selalu mengutamakan 
penyelesaian tindak pidana 
anak yang sesuai dengan kebu-
tuhan anak.
d. Sarana dan prasarana(termasuk 
kurikulum) sangat perlu diada-
kan, ditambah atau ditata ulang, 
antara lain sebagai berikut. 
1) Penyediaan ruangan khusus 
di Kepolisian, Kejaksaan, dan 
Pengadilan, penganggaran, 
fasilitas pendukung, data 
online yang terintegrasi (agar 
pelaporan, pendataan, pendo-
kumentasian (pengarsipan) 
data diversi mudah, cepat, dan 
murah). Hal inisangat penting 
dalam keadministrasian, 
apalagi di wilayah luar pulau 
Jawa yang geografisnya varia-
tif, dan modal tranportasinya 
terbatas).
2) Pembentukan LPKS, LPAS, 
LPKA.
3) Peninjauaan dan pembentu-
kan model pembinaan di 
LPKS, LPKA berserta kuriku-
lum, termasuk penyediaan 
fasilitas pendukungnya.
Pendidikan, Pembinaan, Pen-
dampingan dan  Pengawasan  Ter-
hadap  Anak yang Di-diversi 
Maupun yang Dijatuhi Pidana 
Atau Tindakan  Oleh Pengadilan
Sampai saat ini di LAPAS Anak 
atau LAPAS Dewasa Indonesia 
belum ada model yang sistemik 
tentang pendidikan, pembinaan, 
pendampingan, dan pengawasan 
khusus terhadap anak yang didasar-
kan pada asas individualisasi pembi-
naan (baik pembimbingan mental 
dan kerohanian maupun pembimbi- 
ngan/latihan kerja), dan asas kepen- 
tingan terbaik bagi anak. Penga-
wasan yang dilakukan oleh BAPAS 
terhadap anak yang dijatuhi pidana 
maupun tindakan juga kurang opti-
mal. Kepedulian masyarakat dan 
organisasi kemasyarakatan terhadap 
anak yang melakukan tindak pidana 
juga belum optimal.  Berdasarkan 
fakta tersebut, maka pola penga-
wasan dapat dilakukan oleh para 
pihak sebagai berikut.
a. Anak yang didiversi sudah me- 
ngalami masalah kelakuan, 
karena itu pembinaannya dapat 
dilakukan oleh bagian Bimbingan 
dan Konseling (jika sekolah), 
pimpinan lembaga pendidikan 
non-formal (jika menempun 
pendidikan non formal), orang tua 
atau wali atau perorangan lain 
(jika dikembalikan ke orang 
tua/wali atau diserahkan kepada 
perorangan), kepala organisasi 
kemasyarakatan (jika diserahkan 
ke organisasi kemasyarakatan), 
kepala desa/lurah (jika tidak ada 
pembina).
b. Anak yang dimasukkan ke LPKS, 
LPKA dibimbing oleh petugas 
khusus yang ada dalam lembaga 
tersebut.
c. Pembimbing Kemasyarakatan di 
BAPAS, sesuai dengan bidang 
tugasnya.
Namun, para pembina dan petu-
gas, pengawas tersebut harus dibuat-
kan pola atau model atau sistem yang 
dapat dipedomani berdasarka Pera-
turan Pememrintah (PP) dan peratu- 
ran menteri atau lembaga pemerintah 
yang terkait dengan penanganan 
anak yang berkonflik dengan hukum 
(pelaku), dan anak yang berhadapan 
dengan hukum (anak saksi dan anak 
korban).  Khusus pada anak pelaku, 
pembentukan model pendidikan, 
pembinaan, pendampingan tersebut 
harus didasarkan ada karakteristik 
unik dari masing-masing anak, 
sehingga harus mengutamakan 
model individualisasi pembinaan dan 
berbasis pada kebutuhan anak. 
Karena itu, pemerintah perlu mem-
buat model khusus tentang penga-
wasan, pembinaan, dan pendampin-
gan anak yang berkonflik dengan 
hukum, baik di-diversi maupun 
dijatuhi pidana (straf)atau tinda-
kan(maatregels).
Simpulan
1. Diversi pada perkara anak perlu 
dilakukan oleh penegak hukum 
secara terukur dan legal berdasar-
kan UU Sistem Peradilan Anak 
dalam rangka melindungi anak, 
anak korban dan kepentingan 
masyarakat secara proporsional.  
2. Kelemahan pelaksanaan peradilan 
pidana anak, kekurangmampuan 
LAPAS, LAPAS Anak, dan 
Organisasi Kemasyarakatan da- 
lam membina anak yang berkon- 
flik dengan hukum selama ini 
memicu lahirnya diversi.  Keber-
hasilan diversi pada anak di 
beberapa negara menjadi sema- 
ngat tersendiri bagi pembuat UU 
untuk membentuk lembaga diver-
si secara legal. 
3. Konsekuensi dari diversi pada 
anak, para pihak yang terlibat 
dalam proses dan pasca-diversi 
wajib menjamin kepentingan 
terbaik bagi anak dan korban.  
Karena itu, pendidikan, pembi-
naan, pendampingan dan penga-
wasan anak yang berkonflik 
dengan hukum (baik yang disele-
saikan dengan diversi maupun 
yang diadili melalui sistem 
peradilan pidana) wajib dilak-
sanakan secara sistemik berdasar-
kan asas kepentingan terbaik bagi 
anak tanpa mengabaikan kepen- 
tingan korban dan masyarakat.
4. Konsekuensi yuridisnya,Peratu- 
ran Pemerintah Republik Indone-
sia  Nomor 65 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pelaksanaan 
Diversi dan Penanganan Anak 
yang Belum Berumur 12 (Dua 
Belas) Tahun perlu ditindaklanjuti 
dengan peraturan internal di 
kalangan Polri, BAPAS, dan 
instansi terkait sebagai standar 
prosedur operasional di lembaga 
yang terlibat dalam proses diver-
si, termasuk lembaga pelaksana 
dan pengawas putusan diversi 
dalam rangka impementasi kebi-
jakan diversi anak di Indonesia.
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Pendahuluan
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum harus didasarkan 
pada kepentingan terbaik bagi anak. 
Pengertian frasa “terbaik bagi anak” 
terkait dengan sifat anak, baik fisik, 
psikis, maupun sosial sehingga 
kepentingan anak satu dengan lain- 
nya tidak harus sama. A definition of 
the child’s best interests cannot 
accommodate the diverse nature of 
the interests appropriate for a partic-
ular child, from a particular back-
ground and at a particular time of 
development. (Sifris at.all 2014). 
Pengutamaan kepentingan terbaik 
bagi anakini juga didasarkan pada 
asas umum perlindungan anak 
sebagaimana diatur dalam konvensi 
anak, bahwa 
The best interests of the child 
shall be a primary consideration 
in all actions affecting children. 
(The 1989 Convention on the 
Rights of the Child).The term 
“best interests” broadly 
describes the well-being of a 
child. Such well-being is deter-
mined by a variety of individual 
circumstances, such as the age, 
the level of maturity of the child, 
the presence or absence of 
parents, the childs environment 
and experiences.(UNHCR Guide-
lines, 2008).
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum tidak harus menggu-
nakan sarana nonpenal (misalnya 
diversi) atau menggunakan hukum 
pidana (sarana penal).  Namun, ke- 
duanya dapat dilakukan secara 
berurutan, yaitu mengutamakan 
diversi (jika memenuhi persyaratan 
diversi), dan jika upaya tersebut 
gagal maka akan diberlakukan 
sistem peradilan pidana bagi 
anak.Hal ini sesuai dengan pendapat 
bahwa the major goal of the first 
juvenile courts, established at the 
turn of the century, was to provide an 
alternative to, and thereby divert 
youth from, the criminal court(Albert 
L. Robert (Edit), 2008 : 184).
Secara umum, pemberlakuan-
sistem peradilan pidana untuk 
penyelesaian perkara pidana dapat 
berdampak buruk bagi anak, teruta-
ma pemberian “stigma jahat” pada 
anak (stigmatisasi atau labelisasi), 
dan terjadinya pembiasaan kebia- 
saan-kebiasan buruk di LAPAS yang 
kemudian dipraktikkan lagi oleh 
anak ke luar LAPAS Anak (prisoni-
sasi), bahkan pengulangan tindak 
pidana yang lebih serius akibatnya. 
Salah satu penyebabnya adalah 
adanya kontak langsung dengan 
penegak hukum yang dapat membuat 
anak frustrasi.  Jika perkaranya 
sudah diputus oleh pengadilanpun, 
mungkin akan menjadi stigma bagi 
anak pelaku tindak pidana.  Karena 
itu, para ahli di bidang psikologi, 
hukum, etimologi kriminal, krimi-
nologi, pendidikan, dan penologi 
selalu mencari jalan terbaik bagi 
anak, korban, dan kepentingan ma- 
syarakat.  Akhirnya, para ahli mewa-
canakan pendekatan keadilan resto- 
ratif sebagai alternatif pemikiran 
untuk mengurangi kelemahan teori 
pemidanaan retributif, teori prevensi 
maupun teori gabungan.
Keadilan restoratif merupakan 
suatu ide dan gerakan yang me- 
ngedepankan keadilan dalam pers-
pektif pelaku dan keluarganya, 
korban dan keluarganya, masyarakat, 
dan pemangku kepentingan dalam 
rangka pemulihan keadaan masing- 
masing.  Karena itu, konsepsi pemi- 
kiran keadilan restoratif (restorative 
justice) menjadi salah satu upaya 
menjauhkan anak dari sistem per- 
adilan pidana yang tidak perlu.  
Pendekatan ini mengutamakan pe- 
nyelesaian tindak pidana di luar 
peradilan pidana.  Pendekatan terse-
but bukan hanya pada anak, melain- 
kan juga pada orang dewasa (misal- 
nya pencurian ringan, penggelapan 
ringan, perbuatan curang (penipuan) 
ringan) maupun anak-anak.  Bahkan 
di beberapa negara maju, korporasi 
yang melakukan tindak pidana dapat 
juga diselesaikan dengan pendekatan 
keadilan restoratif.
Keadilan restoratif adalah cara-
menanggapi perilaku criminal 
dengan cara menyeimbangkan antara 
kebutuhan masyarakat, dengan 
korban danpelaku. Ini merupakan 
konsep yang terus berkembangdan 
dapat menimbulkan interpretasi yang 
berbeda di negara yang berbeda.
Restorative justice is a way of 
responding to criminal behaviour 
by balancing the needs of the 
community, the victims and the 
offenders. It is an evolving 
concept that has given rise to 
different interpretation in differ-
ent countries, one around which 
there is not always a perfect 
consensus.(United Nations, 2006: 
6).
Berkaitan dengan konsep 
keadilan restoratif dalam perkara 
pidana yang dilakukan oleh anak, 
menurut Pasal 1 angka 6 Undang- 
Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 
Sistem Peradilan Pidana  Anak (LN 
Tahun  2012  Nomor  153, TLN 
Nomor  5332), pengertian keadilan 
restoratif adalah penyelesaian perka-
ra tindak pidana dengan melibatkan 
pelaku, korban, keluarga pelaku/kor-
ban, dan pihak lain yang terkait 
untuk bersama-sama mencari 
penyelesaian yang adil dengan 
menekankan pemulihan kembali 
pada keadaan semula, dan bukan 
pembalasan.
Praktik di beberapa negara, 
keadilan restroratif disebut dengan 
berbagai istilah. Ada pihak yang 
menggunakan istilah"keadilan 
komunitarian", "memperbaiki 
kesalahan", "Keadilan positif", 
"keadilan relasional", "keadilan 
reparatif", "keadilan masyarakat" 
untuk menyebut "keadilan restorat-
if". Namun, demikian ada kesamaan 
pemahaman bahwa keadilan 
restoratif dibangun berdasarkan 
konsep penyeimbangan kepentingan 
dan kebutuhan pada tiga pihak, yaitu 
pelaku, korban, dan masyarakat. Hal 
ini terungkap dari penjelasan beri-
kut.
Also, because of the difficulties in 
precisely translating the concept 
into different languages, a variety 
of terminologies are often used. 
There are many terms that are 
used to describe the restorative 
justicemovement. These include 
“communitarian justice”, “ma- 
king amends”,“positive justice”, 
“relational justice”, “reparative 
justice”, “communityjustice” and 
“restorative justice”, among 
others.(United Nations, 2006:6)
Berkaitan dengan keadilan 
restoratif, dalam UU-SPPA diatur 
tentang diversi. Pengertian diversi 
adalah pengalihan penyelesaian 
perkara Anak dari proses peradilan 
pidana ke proses di luar peradilan 
pidana.Jika kedua konsep tersebut 
dihubungkan, maka keadilan 
restoratif adalah tujuan yang ingin 
dicapai, sedangkan diversi adalah 
salah satu proses mencapai keadilan 
tersebut.Keadilan restoratif dapat 
dicapai melalui diversi maupun 
non-diversi, yaitu memproses anak 
pelaku tindak pidana dalam sistem 
peradilan pidana. Dengan demikian, 
melalui sistem peradilan pidanapun 
dapat dicapai keadilan restoratif. 
Misalnya dengan menjatuhkan 
pidana atau tindakan yang sesuai 
dengan kebutuhan pelaku, korban, 
dan masyarakat.Karena itu, dalam 
UU-SPPA disediakan banyak jenis 
sanksi dan tindakan agar hakim 
dapat memilih jenis pidana (straf) 
atau tindakan (maatregel) yang 
sesuai dengan kebutuhan pelaku, 
korban dan masyarakat agar keadilan 
restoratif tercapai.
Sampai saat ini, diversi pada 
perkara anak di tahap penyidikan 
sudah sering dilakukan berdasarkan 
Peraturan internal di Kepolisian 
Negara Republik Indonesia.  Banyak 
pendapat yang setuju dan yang tidak 
setuju atas upaya Polri untuk 
menyelesaikan perkara pidana anak 
di luar hukum pidana.  Namun, saat 
ini sudah terbit Undang-Undang No. 
11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (selanjutnya 
disingkat UU-SPPA), yang sudah 
diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 
2014 sehingga setiap orang wajib 
setuju dan menaatinya.  Jika UU 
tersebut diberlakukan, banyak 
sub-sistem atau sistem yang berubah, 
misalnya sub-sistem: diversi oleh 
polisi, jaksa, dan hakim; pencatatan 
dan pengarsipan pada lembaga 
pelaksana UU-SPPA; sistem pembi-
naan dan pembimbingan anak di 
Lembaga Penempatan Anak Semen-
tara (LPAS), Lembaga Penyelengga-
ra Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA). Selain itu, banyak juga 
sarana dan prasarana yang disiapkan, 
termasuk kaulitas dan kuantitas sum-
berdaya manusia (misalnya polisi, 
jaksa, hakim, pembimbing kema- 
syarakatan, petugas pemasyarakatan, 
relawan sosial).
Jika pemerintah dan para pihak 
terkait serta para pemangku kepen- 
tingan (stakehoders) tidak segera 
melakukan persiapan atas pember-
lakuan UU-SPPA tidak segera 
disiapkan, UU-SPPA akan hanya 
menjadi norma yang bersifat 
“semantik” (indah dalam bahasa) 
dan tidak banyak melakukan peruba-
han substansi sistem peradilan 
pidana anak sehingga tidak ada 
bedanya dengan saat berlakunya UU 
No. 3 Tahun 1997 tentang Penga-
dilan Anak.
Berdasarkan pemikiran tersebut, 
penulis melakukan pengajian terha-
dap 3 (tiga) permasalahan, yaitu 
apakah urgensi diversi dalam pena- 
nganan perkara anak;bagaimana 
kesiapan para pihak yang terlibat 
dalam diversi perkara anak;serta 
bagaimana model pendidikan, pem-
binaan, pendampingan, dan penga-
wasan anak yang di-diversi maupun 
anak yang dijatuhi pidana (straf) atau 
tindakan(maatregel).  Kajian ini 
akan menghasilkan analisis tentang 
substansi keadilan restoratif dalam 
kaitannya dengan diversi, dan anali-
sis kemampuan yang ada di ma- 
sing-masing pemangku kepentingan 
yang berkaitan dengan sistem per- 
adilan pidana. Akhirnya, Hasil kajian 
ini dapat dimanfaatkan oleh pihak- 
pihak terkait untuk menyiapkan sum-
berdaya, sumberdana dan sistem 
kinerja dalam rangka menciptakan 
keadilan restoratif dalam perkara 
anak di Indonesia.  
Urgensi Penerapan  Diversidalam 
Penanganan  Perkara Anak
Secara teoretik, ada keterkaitan 
antara asas atau kebijakan dikresi 
(discretion), diversi (Diversion) dan 
keadilan restoratif (Restorative 
Justice).Saut P.Panjaitan mengemu-
kakan bahwa diskresi (pouvoir 
discretionnaire, bahasa Perancis) 
ataupun Freies Ermessen (bahasa 
Jerman) merupakan suatu bentuk 
penyimpangan terhadap asas legali-
tas dalam pengertian wet matigheid 
van bestuur, jadi merupakan ”keke- 
cualian” dari asas legalitas. Menurut 
Muchsan, dasar pijakan diskresi ada 
2 (dua) yaitu: Dasar Hukum/Yuridis, 
yaitu menyangkut ketentuan formal; 
dan Dasar Kebijakan, yaitu me- 
nyangkut manfaat. (Simamora, 
2014).
Diversi adalah penyelesaian per- 
kara pidana menggunakan jalur di 
luar hukum pidana. Sedangkan 
pengertian keadilan restoratif adalah 
ide keadilan yang didasarkan pada 
kesepakatan antar-para pihak yang 
terkait dengan tindak pidana untuk 
mencari solusi untuk pemulihan 
keadaan sebagaimana belum terjadi 
tindak pidana dan bahkan menja- 
dikan semua pihak lebih baik.  
Keadilan Restoratif didasarkan pada 
5 prinsip dalam pemikiran berikut. 
Five Principles of Restorative 
Justice
a. Focuses on harms and conse-
quent needs (victims', but also 
communities' and offenders').
b. Addresses obligations resulting 
from those harms (offenders' but 
also families', communities' and 
society's).
c. Uses inclusive, collaborative 
processes.
d. Involves those with a legitimate 
stake in the situation (victims, 
offenders, families, community 
members, society).
e. Seeks to put right thewrongs 233 
(Dowd, 2015: 233)
Dengan demikian, dalam konteks 
bahasan ini dapat dipahami bahwa 
diversi dalam perkara anak lahir 
karena adanya asas diskresi yang 
dimiliki oleh pihak yang berwenang 
(Penyidik, Jaksa, dan Hakim) dalam 
rangka mencapai keadilan restoratif.  
Salah satu bentuk diskresi adalah 
memberikan kewenangan kepada 
Penyidik, Jaksa, dan Hakim untuk 
melakukan diversi terhadap anak 
yang berhadapan dengan hukum. 
Pengertian keadilan restoratif 
adalah a form of conflict resolution 
and seeks to make it clear to the 
offender that the behaviour is not 
condoned, at the same time as being 
supportive and respectful of the indi-
vidual.(Morison, 2001: 194). Pihak 
yang diharapkan memperoleh kea- 
dilan restoratif adalah pelaku dan 
korban, serta pihak-pihak yang 
terkait. Dalam konteks pemidanaan, 
pendekatan keadilan restoratif seja- 
lan dnegan model keseimbangan 
Kepentingan (Muladi, 1995:5). Ka- 
rena itu, asas daad-dader-slachtof-
fer-Strafrecht mestinya mulai diim-
plementasikan dalam hukum pidana 
(Arief Amrulah, 2008).
Keadilan restoratif dapat diterap-
kan pada seluruh proses penegakan 
hukum pidana, tidak hanya pada satu 
proses saja, misalnya pada penyi- 
dikan atau penuntutan atau peradilan. 
Hal ini didasarkan pada prinsip 
keadilan restoratif masuk pada suatu 
sistem hukum pidana sehingga 
penerapannya ada pada setiap pro- 
sesnya dan juga tiap penegak hukum 
mempunyai kewenangan untuk me- 
nerapkannya. Keadilan restoratif 
bukan merupakan asas melainkan 
filsafat yaitu filsafat dalam proses 
peradilan dan juga filsafat keadilan. 
Keadilan restoratif dapat dikatakan 
sebagai filsafat peradilan, karena-
merupakan dasar dalam penyusunan 
lembaga peradilan. Dengan demiki-
an, dapat diartikan bahwa keadilan 
restoratif adalah suatu rangkaian 
proses peradilan yang pada dasarnya 
bertujuan untuk me-restore (memu- 
lihkan kembali) kerugian yang dide- 
rita oleh korban kejahatan, (Mudza-
kir, 2008). masyarakat, dan para 
pihak terkait.
Pendekatan keadilan restoratif 
(restorative justice approach) diawa-
li dari praktik di beberapa negara 
misalnya Kanada, Australia, New 
Zealand, dan Inggris. Sejarah per- 
kembangan hukum modern dalam 
penerapan restorative justice diawali 
dari pelaksanaan sebuah program 
penyelesaian di luar pengadilan 
konvensional yang dilakukan oleh 
masyarakat yang disebut dengan 
victim-offender mediation tahun 
1970-an di Kanada (Morris dan 
Maxwelle, 21: 4). Pendekatan 
keadilan restoratif merupakan per- 
kembangan terakhir dari paradigma 
peradilan pidana, yaitu diawali 
dengan retributive justice, dilanjut-
kan dengan rehabilitative justice, 
kemudian ada alternative justice, 
kemudian diperbaiki lagi dengan 
transitional justice, danakhirnya 
digantikan oleh restorative justice.
Berdasarkan sejarah di beberapa 
negara, pelaksanaan Diversi pada 
awalnya gagal di Amerika, tetapi 
berhasil di Belanda, Denmark, Italia, 
Jerman, Perancis, pada tahun 
1969(Marlina, 2010:4) kemudian 
diperbaiki sistemnya yang akhirnya 
sukses di beberapa negara dalam 
penyelesaian tindak pidana tertentu 
dan pelaku-pelaku tertentu.
Meskipun tidak ada kesepakatan 
tentang pengertian keadilan restora- 
tif, namun mayoritas definisi 
berfokus pada proses yang melibat-
kan semua pihak yang berkepenti- 
ngan untuk menyelesaikan pelang-
garan hukum dan bertujuan memper-
baiki kerugian yang disebabkan oleh 
pelanggaran tersebut.  Hal ini 
terungkap dalam pernyataan berikut. 
There is no agreed definition of 
restorative justice processes. A 
number of definitions have been 
suggested, most of which focus on a 
process which involves all those 
affected by an offence and aims to 
repair the harm caused by the 
offending(Widodo 2014). Berdasar-
kan pemikiran tersebut dapat dipaha-
mi bahwa akar filsafat keadilan 
restoratif adalah konsepsi keadilan 
untuk semua (justice for all), yaitu 
pelibatan pelaku, korban, dan ma- 
syarakat berdasarkan musyawarah 
dalam rangka merestorasi keadaan 
secara manusiawi.
Secara teoretis, sistem peradilan 
pidana anak di Indonesia wajib 
mengutamakan kepentingan yang 
terbaik bagi anak dan berupaya me- 
ngurangi penyelesaian perkara anak 
di pengadilan pidana, dan jika 
terpaksa dipidana penjara, maka 
pidana tersebut hanya dilakukan 
sebagai upaya terakhir dan dalam 
waktu yang singkat. Hal ini dapat 
diketahui dari beberapa instrumen 
internasional, antara lain United 
Nations Standard Minimum Rules for 
the Administration of Juvenile 
Justice (Beijing Rules), United 
Nations Standard Minimum Rules for 
Non-Custodial Measures 1990 
(Tokyo Rules), United Nations 
Guidelines for the Prevention of 
Juvenile Delinquency (Riyadh 
Guidelines), dan United Nations 
Rules for the Protection of Juveniles 
Deprived of Their Liberty (1990). 
Menurut Wardaya dan Retnaningrum 
bahwa, kesadaran masyarakat bahwa 
anak-anak pelaku tindak pidana 
perlu diperlakukan khusus tidak 
sebagaimana orang dewasa baru 
disadari sejak penyelenggaraan 
peradilan anak kali pertama di 
Chicago pada 1889 (Wardaya dan 
Retnaningrum, 2011).
Urgensi pelaksaan diversi pada 
perkara anak didasari pada 
pemikiran berikut. Saat ini ada 
pergeseran filsafat pemidanaan dari 
awalnya yang bersifat restitutif 
(pembalasan) kemudian ditandingi 
menjadi teori prevensi (tujuan), 
kemudian muncul teori gabungan, 
(Widodo, 2009 :24) dan akhirnya 
berkembang pemikiran keadilan 
restoratif yang mengutamakan 
pemulihan. Pendekatan restoratif 
merupakan paradigma baru dalam 
pemidanaan yang berbeda dengan 
pendekatan keadilan retributif, baik 
konsep, orientasi, tujuan maupun 
mekanisme pencapaiannya.  Keadi- 
lan retributif lahir sebagai reaksi 
terhadap beberapa kelemahan pen- 
dekatan keadilan retributif. Resto- 
rative justice is different from the 
retributive and rehabilitation 
approaches in that it focuses prima- 
rily on the needs of the victim, not 
just the offender. It’s a powerful tool 
that can have very real, positive 
results(Marshal,2014).Pendekatan 
keadilan restoratif ini sangat positif 
dan berbeda dengan restribusi dan 
rehabilitasi yang hanya terbatas teru-
tama pada perlindungan korban, 
bukan pada pelaku.
Keadilan restoratif merupakan 
reaksi masyarakat global yang dapat 
digunakan sebagai pelengkap dari 
sistem peradilan pidana yang selama 
ini banyak yang menggunakan 
pendekatan keadilan tradisional.Hal 
ini dikemukakan oleh Mark S. Um- 
breit and Marilyn Peterson Armour 
bahwa, restorative justice is viewed 
as complementary to the criminal 
justice system because it attends to 
issues that the traditional system 
neglects. Regardless of the position 
taken, the vision of restorative justice 
is grounded in values that are reso-
nating with an increasingly broad 
range of individuals and communi-
ties throughout the world, presenting 
many opportunities for new and 
widened impact (Umbreit dan 
Armour,2004:82). Diversi adalah 
salah satu bentuk penyelesaian per- 
kara pidana dalam rangka penca- 
paian keadilan restoratif.  Bentuk 
lain- nya, misalnya rekonsiliasi 
antara pelaku dengan korban, konfe- 
rensi keluarga dan masyarakat, 
upaya perdamaian dalam ma- 
syarakat.  Hal ini selaras dengan 
pemikiran Strickland, bahwa
More specific technique associa- 
ted with restorative justice, 
include diversion, victim-offender 
reconciliation, victim impact 
panel, victim-offender statements, 
family or communiuty conferen- 
cing, community peace-making or 
centencing cyrcles, reintegrative 
shamming, and prisoneers assis-
tence program(Stickland, 2004 
:9).
Keadilan restoratif sebenarnya 
bukan merupakan budaya baru bagi 
bangsa Indonesia, namun karena 
dalam masa penjajahan hukum adat 
banyak ditinggalkan dan diganti 
dengan hukum barat, maka keadilan 
restoratif dimarginalkan. Setelah 
ketentuan ketentuan dan sistem 
hukum barat diragukan efektivitas 
dan efisiensinya dalam penyelesaian 
perkara pidana yang adil, banyak 
pihak mengintrodusi dan melak-
sanakan keadilan restoratif.  Dengan 
demikian, konsep keadilan restoratif 
bukan lahir lebih dahulu, tetapi 
sudah ada dan dilaksanakan di ma- 
syarakat kemudian ditinggalkan, dan 
saat ini digunakan lagi.   Buktinya, 
dalam hukum pidana Majapahit 
dikenal istilah “pati bajampi” yaitu 
sebagai uang pengganti obat yang 
diberikan kepada korban, rekonsi- 
lisasi antar-kepala adat yang ditandai 
dengan upaya adat di sejumlah 
wilayah Indonesia.
Pendoronglahirnya diversi pada 
perkara anak di Indonesia antara lain 
dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Terjadi labelisasi pada anak yang 
pernah diproses oleh penegak hu- 
kum berdasarkan hukum pidana 
anak.  Bahkan pada beberapa 
kasus, dalam LAPAS Anak terjadi 
prisonisasi (Widodo, 2012 : 21).
b. Pihak LAPAS Anak, LAPAS dan 
RUTAN Dewasa yang di dalam 
nya ada blok khusus Anak, belum 
semuanya mempunyai kemam-
puan yang memadai untuk pembi-
naan dan pembimbingan anak.Se-
lain itu, anak berisiko terkena 
“prisonisasi” di dalam lembaga 
tersebut.  Karena itu, perlu ada 
langkah meminimalisasi prisoni-
sasi dengan cara menghindarkan 
anak dari institusionalisasidi 
Rutan atau LAPAS.
c. Ada keinginan serius dari para 
pihak untuk mengurangi atau 
bahkan menghilangkan dampak 
negatif dari proses peradilan 
pidana bagi anak. Hal ini didasar-
kan pada data bahwa dalam tahap 
penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di pengadilan, hak- 
hak anak (pelaku) ada yang 
terlanggar, misalnya anak tidak 
dapat sekolah karena ditahan di 
RUTAN dan LAPAS.
d. Selama proses peradilan, pihak 
korban dan masyarakat belum 
mendapatkan restitusi (pemuli-
han) secara memadai sehingga 
putusan pengadilan sering diang-
gap belum mencerminkan keadi- 
lan bagi korban dan masyarakat.  
Hal ini terjadi karena keadilan 
sering ditafsirkan oleh orang 
sebagai keadilan terhadap pelaku 
saja, bukan pada korban dan ma- 
syarakat.
e. Beberapa putusan pengadilan 
kadang belum menunjukkan ke- 
berpihakan negara pada anak, 
anak korban, dan masyarakat.  
Mayoritas putusan pengadilan 
anak adalah penjatuhan pidana, 
dan jenisnya pidana penjara 
(Widodo, 2012:14).
f. Penegak hukum dan para pihak 
yang terkait belum terbiasa me- 
lakukan diversi pada anak yang 
berkonflik dengan hukum secara 
melembaga, bahkan budaya ma- 
syarakat menghendaki agar 
penyelesaian perkara anak lebih 
suka pengunaan jalur litigasi 
dibandingkan dengan jalur litiga- 
si. Beberapa anggota masyarakat 
bahkan sering menganggap diver-
si pada perkara anak yang dilaku-
kan oleh Polri merupakan upaya 
membela pihak tertentu (terutama 
membela pelaku), sehingga perlu 
ada klarifikasi yuridis.
g. Perlunya dasar hukum diversi 
yang jelas dalam peraturan perun-
dang-undangan (lex certa) yang 
dapat digunakan anak oleh polisi, 
jaksa, dan hakim agar tidak terjadi 
salah sangka dalam masyarakat. 
Sebelum ada UU Sistem 
Peradilan Anak, dasar hukum 
diversi di kepolisian adalah pada 
kebijakan diskresi (discretion) 
yang kemudian dituangkan dalam 
dasar hukum dari Kapolri untuk 
lingkungan Polri atau kesepaka-
tan-kesepakatan tertulis lain 
antar-penegak hukum atau antara 
Polri dengan Kementerian lain.  
Menakar Kemampuan Para Pe- 
mangku Kepentingan( Stake Hol- 
ders)dalam Melaksanakan Diversi 
Perkara  Anak Berdasarkan UU- 
SPPA.
Sejak diterbitkan UU-SPPA, pada 
semua tingkatan proses peradilan 
pidana (penyidikan, penuntutan, 
pemeriksanaan di pengadilan), terbu-
ka peluang polisi, jaksa, dan hakim 
untuk melakukan diversi.  Bahkan, 
sebelum ada putusan Mahkamah 
Konstitusi tahun 2013, diversi me- 
rupakan langkah wajib yang 
bersanksi pidana bagi polisi, jaksa, 
hakim sebelum menerapkan ketentu-
an hukum acara pidana.  Saat ini 
meskipun polisi, jaksa, dan hakim 
tidak melakukan diversi tidak dapat 
dipidana. Ketentuan diversi tersebut 
memberi harapan positif  bagi 
pencari keadilan dan penegak hukum 
untuk melaksanakan penyelesaian 
perkara tindak pidana anak sesuai 
dengan karakteristik anak tanpa 
mengabaikan kepentingan korban 
dan masyarakat. 
Dengan demikian, dalam pena- 
nganan anak yang berkonflik dengan 
hukum, diversi dalam perkara anak 
dilakukan oleh Polisi, Jaksa, dan 
Hakim sesuai dengan kewenangan- 
nya dalam acara pidana.  Jika diversi 
gagal maka proses peradilan pidana 
dalam maing-masing tingkatan akan 
diberlakukan dengan puncak proses 
berupa putusan pengadilan. 
Sebelum proses polisi, jaksa, dan 
hakim melakukan diversi, harus 
dipastikan dahulu bahwa persyaratan 
perkara yang dapat didiversi 
memenuhi persyaratan objektif dan 
subjektif sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7 ayat (2).  Persyaratan objek-
tif, yaitu bahwa perkara tindak 
pidana yang akan diproses Diversi 
adalah pelaku tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara di 
bawah 7 (tujuh) tahun.  Persyaratan 
subjektif adalah anak tersebut bukan 
merupakan melakukan pengulangan 
tindak pidana.Dalam UU-SPPA 
tersebut dijalelaskan tentang penger-
tian pengulangan tindak pidana, 
bahwa pengulangan tindak pidana 
dalam ketentuan ini merupakan 
tindak pidana yang dilakukan oleh 
Anak, baik tindak pidana sejenis 
maupun tidak sejenis, termasuk 
tindak pidana yang diselesaikan 
melalui Diversi.
Dalam penjelasan tersebut tidak 
ada jangka waktunya berapa lama 
antara tindak pertama yang pertama 
dengan yang kedua atau selanjutnya. 
Karena itu, UU-SPPA merupakan 
kekhususan dalam hukum pidana 
sehingga dapat menyimpangi keten-
tuan KUHP tentang jangka waktu 
agar dapat dikategorikan melakukan 
pengulangan tindak pidana. Jika 
persyaratan tersebut dipenuhi, maka 
Polisi, Jaksa dan Hakim wajib 
melakukan Diversi. Jika diversi 
sudah dicapai, maka hasil kesepaka-
tan dijadikan dasar Penetapan Ketua 
Pengadilan.
Dalam melaksanakan Diversi, 
penegak hukum wajib menggunakan 
asas sebagaimana diatur dalam Pasal 
2, yaitu pelindungan; keadilan; 
nondiskriminasi; kepentingan ter- 
baik bagi Anak; penghargaan terha-
dap pendapat Anak; kelangsungan 
hidup dan tumbuh kembang Anak; 
pembinaan dan pembimbingan 
Anak; proporsional;  perampasan 
kemerdekaan dan pemidanaan se- 
bagai upaya terakhir; dan penghinda-
ran pembalasan. 
Diversi oleh Hakim Anak di 
Pengadilan Negeri dapat dilakukan 
di ruang mediasi (Pasal 52 ayat (4)).-
Proses Diversi dilakukan dengan 
teknik musyawarah (Pasal 8 ayat 
(1)).Pihak yang wajib dilibatkan 
dalam Diversi adalah Anak dan 
orang tua/walinya, korban dan/atau 
orang tua/Walinya, Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial 
Profesional (Pasal 8 ayat (1)).Selain 
itu dapat pula ditambah dengan 
Tenaga Kesejahteraan Sosial, 
dan/atau masyarakat (ayat (2)). Para 
pihak yang bersengketa dapat 
diwakili oleh kuasanya dengan surat 
kuasa khusus, baik oleh advokat 
maupun orang lain yang dipercaya. 
Pihak ketiga di yang ditentukan oleh 
UU dapat turut serta dan mengga-
bungkan diri dalam proses musya- 
warah, apabila terdapat unsur 
kepentingan yang terkait dan keturut 
sertaannya disepakati oleh pihak 
pelaku dan korban serta disetujui 
oleh Hakim yang memimpin musya- 
warah.
Berdasarkan Pasal 9, ditentukan 
bahwa Penyidik, Penuntut Umum, 
dan Hakim dalam melakukan Diversi 
harus mempertimbangkan: a).kate-
gori tindak pidana; b)  umur Anak; c) 
hasil penelitian kemasyarakatan dari 
Bapas; dan d) dukungan lingkungan 
keluarga dan masyarakat. Kesepaka-
tan Diversi tersebut harus mendapat-
kan persetujuan korban dan/atau 
keluarga Anak Korban serta kese-
diaan Anak dan keluarganya, kecuali 
untuk: a)  tindak pidana yang berupa 
pelanggaran;  b) tindak pidana 
ringan; c) tindak pidana tanpa 
korban; atau d) nilai kerugian korban 
tidak lebih dari nilai upah minimum 
provinsi setempat.
Hasil kesepakatan Diversi dapat 
berbentuk, antara lain: a)  perda-
maian dengan atau tanpa ganti keru-
gian; b)  penyerahan kembali kepada 
orang tua/Wali;  c)  keikutsertaan 
dalam pendidikan atau pelatihan di 
lembaga pendidikan atau LPKS 
paling lama 3 (tiga) bulan; atau d)  
pelayanan masyarakat.  Khusus di- 
versi terhadap pelaku a)  tindak 
pidana yang berupa pelanggaran;  b) 
tindak pidana ringan; c) tindak 
pidana tanpa korban; atau d) nilai 
kerugian korban tidak lebih dari nilai 
upah minimum provinsi setempat-
dapat dilakukan oleh penyidik bersa-
ma pelaku dan/atau keluarganya, 
Pembimbing Kemasyarakatan, serta 
dapat melibatkan tokoh masyarakat.
Diversiyangdilakukan oleh Pe- 
nyidik atas rekomendasi Pembimb-
ing Kemasyarakatan dapat berben-
tuk: a) pengembalian kerugian dalam 
hal ada korban; b) rehabilitasi medis 
dan psikososial; c) penyerahan kem-
bali kepada orang tua/Wali;  d) keikut 
sertaan dalam pendidikan atau pelati-
han di lembaga pendidikan atau 
LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; 
atau e) pelayanan masyarakat paling 
lama 3 (tiga) bulan.
Selama proses Diversi berlang- 
sung sampai dengan kesepakatan 
Diversi dilaksanakan, Pembimbing 
Kemasyarakatan wajib melakukan 
pendampingan, pembimbingan, dan 
pengawasan (Pasal 14 ayat (2)). 
Kesepakatan Diversi wajib dilak-
sanakan paling lama 30 (tiga puluh) 
hari (Pasal 52 ayat (3)).Jika  Diversi 
sudah dilaksanakan dalam jangka 
waktu tersebut maka proses perkara 
tindak pidana tidak dilanjutkan ke 
tahapan persidangan. Pelaku tindak 
pidana dan pihak-pihak terkait akan 
mendapatkan penetapan dari Ketua 
Pengadilan Negeri yang isinya me- 
netapkan bahwa perkara tindak 
pidana anak sudah diselesaikan 
melalui Diversi dan sudah mempu-
nyai kekuatan hukum tetap.Penga-
wasan atas proses Diversi dan pelak-
sanaan kesepakatan yang dihasilkan 
berada pada atasan langsung pejabat 
yang bertanggung jawab di setiap 
tingkat pemeriksaan (Pasal 14 ayat 
(1).
Berdasarkan hasil studi di ma- 
syarakat di Indonesia,  ada beberapa 
hasil penelitian yang dapat dijadikan 
alasan empiris mengapa diversi perlu 
dilakukan, dan prosesnya harus 
cermat agar tercapai keadilan 
restoratif.  
Meskipun banyak kelebihan dan 
manfaatnya bagi anak, pelaksanaan 
diversi ternyata ini banyak mengha-
dapi hambatan. Studi yang pernah 
dilakukan di wilayah Banyumas, 
Purbalingga, Banjarnegara, Kebu-
men, dan Cilacap menunjukkan 
bahwa tidak semua korban atau kelu-
arga korban bersedia menerima cara 
penyelesaian tindak pidana melalui 
diversi. Alasannya: keinginan untuk 
membuat pelaku “kapok” jika dima-
sukkan dalam penjara; kejahatan 
yang dilakukan oleh pelaku adalah 
kejahatan yang diancam dengan 
pidana yang berat; penegak hukum 
kurang mendukung upaya perda-
maian; tidak ada petunjuk pelaksa-
naan maupun petunjuk teknis bagi 
aparat penegak hukum untuk 
mengimplementasi cara penyele- 
saian non-litigasi(Wardaya dan Ret- 
naningrum, 2008 :59). Hasil peneli-
tian ini sama dengan hasil penelitian 
Subekhan, bahwa penyelesaian per- 
kara pidana yang dilakukan oleh 
anak dengan menggunakan pendeka-
tan restorative Justice belum terlak-
sana secara optimal, karena belum 
adanya aturan hukum sebagai 
landasan penyelesaian model ini; 
perubahan masyarakat dari gemein-
schaft ke arah gesselschaft ber- 
dampak pada sulitnya rnengharapkan 
partisipasi masyarakat dalam 
penyelesaian yang bersifat restorasi; 
dan konsep restorative justice yang 
tidak melembagakan proses penyele-
saiannya berdampak pada hasil yang 
dicapai dalam penyelesaian restorasi 
tidak memberikan kepastian hukum 
bagi anak, korban dan masyarakat 
(Subkhan, 2008:i ) Penelitian-peneli-
tian di atas dilakukan atas kebijakan 
Diversi yang dilakukan oleh Polri 
berdasarkan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.
Selama proses peradilan pidana di 
Indonesia, mayoritas anak ditahan di 
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Rumah Tahanan atau Lembaga 
Pemasyarakatan selama 2-3 bulan.  
Jumlah terdakwa yang dijatuhi 
pidana penjara sekitar 90%. Pembi-
naan anak di di LAPAS kurang opti-
mal karena masa pidananya singkat. 
Proses peradilan tersebut tidak mem-
berikan rasa keadilan bagi anak. 
Secara normatif, sistem hukum di 
Indonesia belum ramah anak dan 
sistem kesejahteraan belum terinte-
grasi. Struktur dan aparatur penegak 
hukum juga belum ada persamaan 
persepsi terhadap penanganan anak 
nakal sehingga perlu peningkatan 
kapasitas sumberdaya manusia. 
Begitu juga ketersediaan sarana dan 
prasarana masih harus ditingkatkan.  
Pandangan dan perilaku masyarakat 
ternyata banyak yang masih memak-
nai pidana sebagai tindakan yang 
harus bersifat punitif dan retributif 
(Apong Herlina, 2015).
Selama dalam masa proses 
peradilan pidana, beberapa studi 
menunjukkan bahwa mereka men- 
dapat perlakuan yang buruk bahkan 
kadang-kadang lebih buruk dari 
perlakuan terhadap orang dewasa 
pada suatu situasi yang sama. 
Perlakuan buruk ini tidak hanya 
terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) 
atau Lembaga Pemasyarakatan 
(Lapas) namun tindak kekerasan 
terhadap mereka sering dialami sejak 
berada di kantor polisi yang berupa 
tamparan, tendangan, bahkan 
kadang-kadang pelecehan seksual. 
Penyidikan di kantor polisi ini sebe-
narnya dalam rangkapenyusunan 
Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 
Namun, kekerasan sering menjadi 
bagian dari upaya untuk memperoleh 
pengakuan. Bentuk kekerasan lain 
berupa tindakan memaksa anak 
untuk membersihkan kantor polisi 
dan mobil patroli. Rutan atau Lapas 
juga memberikan pengaruh buruk 
terhadap anak-anak di samping hak 
mendapat pendidikan baginya 
terabaikan (Lily, 2014). Studi pada 
tahun 2006, bahwa 96% kasus anak 
yang diajukan ke pengadilan menga-
kibatkan tindankan pasa berupa 
penahanan, 60% pidana yang 
dijatuhkan lebih dari satu tahun, dan 
hanya sedikit atau bahkan tidak ada 
bantuan hukum (RingkasanKajian, 
Oktober, 2012 http://www.unicef. 
org, 2014).
Berdasarkan Penelitian di Kota 
Makassar, Makmur, Hakim Anak 
Pengadilan Negeri Makassar, perka-
ra anak sebenarnya sangat kental 
nuansa keadilan restoratif.Justru 
keadilan restoratif tersebut lahir dari 
Pembimbing Kemasyaratan, tetapi 
ternyata hampir tidak pernah ada 
petugas BAPAS yang merekomen-
dasikan agar anak tersebut tidak 
dijatuhi pidana. Namun sebaliknya, 
Husni Guna, Kepala Seksi Bimbi- 
ngan Klien Anak Balai Pema- 
syarakatan Kelas I Makassar menya-
takan bahwa BAPAS tidak pernah 
merekomendasikan sanksi pidana 
pada anak, dan pembinaan anak 
dalam LAPAS merupakan upaya 
terakhir jika upaya lainnya gagal 
dilakukan ( Adiguna dkk, 2014). 
Berdasarkan penelitian Hafad, ma- 
yoritas hasil PK di Kota Malang 
menggunakan bahasa “klise” dan 
mayoritas merekomendasikan agar 
anak dijatuhi pidana atau tindakan 
seadil-adilnya.  Kalau tidak dengan 
“bahasa klise” tersebut, banyak hasil 
penelitian kemasyarakatan mere-
komendasikan agar hakim menjatuh-
kan sanksi paling adil (Hafad, 2004 : 
78). Namun demikian, yang 
mengembirakan, di BAPAS Suraba-
ya, Pembimbing Kemasyarakatan 
seringkali merekomendasikan agar 
anak di bina di luar LAPAS disertai 
dengan kesanggupan pihak-pihak 
tertentu yang siap menampung anak 
nakal, dan hakim memenuhi saran 
tersebut (Widodo, 2012 : 25).
Jika anak di masukkan ke LAPAS 
(pada saat berlakunya UU-SPPA 
disebut LPKA), anak-anak di LPKA 
ternyata mayoritas hanya dibina 
secara umum (tidak memperhatikan 
kebutuhan dan kompetensi anak) dan 
proses belum tampak adanya model 
pembinaan yang bersifat individual 
(individual treatment model), maka 
dampaknya akan makin buruk bagi 
anak.  Selama ini anak (apapun 
tindak pidana yang dilakukan) yang 
ada di LAPAS Anak maupun di suatu 
blok (di LAPAS Dewasa) sehingga 
pada siang hari dapat berinteraksi 
dan saling bergaul sehingga memung 
kinkan saling “belajar kejahatan.”  
Akibatnya, dalam LAPAS terjadi 
prisonisasi, meskipun anak tidak 
selalu menjadi residivis (penjahat 
kambuhan).  Jika anak dimasukkan 
ke LPKA atau LPKS yang tidak 
tertata model pembinaannya, 
dampak positif bagi anak dan ma- 
syarakat memang banyak, namun 
dampak negatif bagi anak cukup 
dominan (Widodo, 2012 : 25).
Berkaitan dengan diversi yang 
berjalan selama ini, pandangan nega-
tif masyarakat terhadap penegak 
hukum juga mempunyai pengaruh 
besar terhadap penerapan diversi.Hal 
ini diungkapkan oleh Wahyudi 
(Penyidik Pembantu PPA) bahwa 
ketika pihak-pihak didamaikan, ma- 
syarakat beranggapan bahwa penyi- 
dik membela dan dibayar oleh pihak 
pelaku tindak pidana sehingga 
pelaku tidak diproses secara 
pidana.Padahal Polisi melakukan 
upaya damai (diversi) untuk kepen- 
tingan terbaik bagi anak.Hal serupa 
juga diungkapkan oleh Andi Armasa-
ri (Jaksa Fungsional Kejaksaan 
Negeri Makassar) bahwa penilaian 
negatif dari masyarakat jika mereka 
didamaikan, atau jaksa membuat 
tuntutan ringan anak pelaku tindak 
pidana. Kejaksaan dianggap pihak 
yang tidak bertanggung jawab, 
bahkan dituduh dibayar oleh pelaku, 
atau ada hubungan keluarga antara 
jaksa dengan pelaku.  Menurut Iswa-
hyu Widodo (Hakim Anak di Penga-
dilan Negeri Makassar), umumnya, 
kendala untuk mendamaikan para 
pihak adalah korban sudah menjadi 
korban berkali-kali, meskipun pela- 
kunya bukan orang yang sama (Adi-
guna dkk., 2014).
Berdasarkan hasil penelitian di 
atas dapat dihami beberapa hal beri-
kut.  Dalam perspektif substansi 
hukum, petunjuk teknis pelaksanaan 
diversi belum semuanya lengkap.  
Hal ini dapat diatasi dengan cara 
membuat Peraturan Pemerintah (PP) 
tentang diversi sebagaimana diatur 
dalam Pasal 15. Ketentuan Peraturan 
Pemerintah yang ditindaklanjuti 
dengan peraturan yang lebih rendah 
tingkatannya juga penting mengingat 
ada beberapa norma dalam UU-SP-
PA yang multi tafsir, antara lain:
a. Siapa saja yang wajib hadir dalam 
diversi di setiap tingkatan, dan 
bagimana jika diantara mereka 
tidak hadir, akankah menjadikan 
diversi batal demi hukum atau 
dapat dibatalkan. Dalam UU 
tersebut ada kata “wajib”, sehing-
ga secara terminologis dapat 
ditafsirkan “bisa”, bukan wajib.  
Bagaimana jika para pihak yang 
disebutkan dalam 8 ayat (1) ada 
yang tidak hadir apakah jika ada 
diversi kemudian diversinya 
dianggap batal demi hukum atau 
bagaimana.  Apa sanksi bagi 
pihak yang diundang penegak 
hukum dalam diversi kemudian 
tidak hadir?
b. Tidak ada norma yang mengatur 
cara diversi jika proses mengala-
mi jalan buntu (deadlock) dalam 
musyawarah. Apakah diversi ter- 
sebut langsung dianggap gagal 
atau ada alternatif lain, misalnya 
dengan pungutan suara. Namun 
bagaimana penentuan keberhasi-
lannya, dan bagaimana persentase 
suara dari masing-masing pihak. 
Bagaimana ketentuan musyawa- 
rah yang berhasil dalam diversi, 
apakah semua pihak harus setuju 
dengan kesepakatan, atau jika ada 
yang tidak setuju diversi pihak-pi-
hak tertentu sengaja meng-
gagalkan diversi dengan tujuan 
agar anak dimasukkan ke proses 
peradilan pidana.
c. Tidak ada ketentuan tentang 
pengertian masyarakat (dalam 
ketentuan melibatkan “tokoh 
masyarakat” dalam Pasal 10 ayat 
(1), apakah masyarakat sekitar 
tempat tindak pidana terjadi, atau 
masyarakat tempat pelaku bera- 
sal, atau masyarakat tempat 
korban berasal, atau masyarakat 
merupakan orang-orang yang 
memahami tentang karakteristik 
pelaku (misalnya orang yang 
meneliti tentang tingkah laku 
yang dilakukan pelaku,a atau 
orang yang pernah melakukan 
tingkah laku yang sama dengan 
pelaku) atau korban  (misalnya 
orang yang meneliti tentang 
eksistensi korban atau orang yang 
pernah menjadi korban dalam 
tindak pidana yang sama).
d. Tidak ada ketentuan limitatif 
tentang bentuk hasil kesepakatan. 
Dalam Pasal 11 hanya diatur 
“antara lain”. Apakah boleh ada 
bentuk lain selain yang diatur 
dalam Pasal 11.  
Meskipun ada beberapa kelema- 
han, banyak juga keunggulan norma-
tif dalam UU-SPPA antara lain 
sebagai berikut.
a. Memberikan peluang pada anak, 
korban dan masyarakat untuk 
melakukan diversi dalam rangka 
memulihkan keadaan, tanpa meli-
batkan anak dalam proses per- 
adilan pidana.
b. Menggunakan Paradigma keadi- 
lan restoratif, yang tercermin 
dalam diversi maupun sistem 
peradilan pidana (sampai dengan 
pembimbingan klien oleh 
BAPAS).
c. Memuat banyak jenis pidana dan 
tindakan yang memungkinkan 
hakim menjatuhkan jenis dan 
beratnya sanksi sesuai dengan 
pendekatan keadilan restoratif.
d. Mengatur kerangka penannagan 
anak yang berkonflik dengan 
hukum, mulai dari diversi sampai 
pada pengawasan dan pembim- 
bingan sehingga menjamin kepas-
tian hukum dan dapat digunakan 
sebagai dasar pembuatan peta 
jalan (roadmap) dalam pencipta-
an keadilan restoratif.
e. Pelibatan banyak lembaga peme- 
rintah, lembaga kemasyarakatan, 
ahli, dan individu dalam sistem 
peradilan pidana.
Berkaitan dengan pelaksanaan 
diversi, ada beberapa permasalahan 
yang perlu mendapat pemecahan, 
secara yuridis maupun praktis antara 
lain sebagai berikut.
a. Belum ada Peraturan pemerintah 
tentang Diversi, padahal UU-SP-
PA dilaksanakan tanggal 1 Juli 
2014.  Jika tidak ada PP, maka 
para penegak hukum akan meng-
gunakan peraturan yang ada.  
Apakah peraturan yang ada sudah 
mencerminkan filosofi UU-SP-
PA.
b. Apakah catatan hasil diversi 
bersifat online dan terintegrasi 
antara kepolisian, kejaksaan, dan 
pengadilan? Jika tidak, bagaima-
na jika rekam jejak anak tidak 
terekam maka memungkinkan 
seorang anak di-diversi lebih dari 
1 (satu) kali.
c. Apakah BAPAS mampu melak-
sanakan tugas membuat Peneli-
tian Kemasyarakatan dan menga-
wasan proses pelaksanaan diver-
si.Pasal  28 mengatur bahwa Hasil 
Penelitian Kemasyarakatan wajib 
diserahkan oleh Bapas kepada 
Penyidik dalam waktu paling 
lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh 
empat) jam setelah permintaan 
penyidik diterima.  Padahal, 
jumlah Pembimbing Kema- 
syarakatan sangat sedikit, namun 
wilayah kerjanya antara 5 sampai 
7 kabupaten kota.  Misalnya 
BAPAS Jember (yang wilayahnya 
meliputi Jember, Banyuwangi, 
Bondowoso, Situbondo, dan 
sebagian Lumajang) hanya memi-
liki 11 orang pegawai.  Jumlah 
Pembimbing Kemasyarakatan 
Anak hanya 3 orang. Sarana 
transportasi milik BAPAS ada 
sangat kurang (Widodo, 2012: 
235).
d. Mampukan Bapas melakukan 
pengawasan, pembinaan, pem-
bimbingan secara profesional 
terhadap anak yang didiversi dan 
berada di luar LPKS? Jika tidak 
diawasi, bisa bertambah nakal.  
Jika tidak diawasai, anak tidak 
mendapatkan perlindungan 
hukum agar tidak mengulangi 
tindak pidana, karena tidak ada 
pendampingan atau bimbingan 
yang memadai ke arah tingkah 
laku yang baik. Bukankah anak 
yang didiversi sesungguhnya 
adalah anak yang melakukan 
tindak pidana (hanya saja tidak 
diputus oleh pengadilan, tetapi 
hanya ditetapkan oleh pengadilan 
sebagai pelaku tindak pidana 
pertama).
e. Sudah siapkah semua penegak 
hukum (termasuk advokat) dan 
pihak-pihak terkait melakukan 
musyawarah dalam rangka diver-
si, padahal proses tersebut mem-
butuhkan banyak pengetahuan 
dan keterampilan.
Berkaitan dengan permasalahan 
tersebut, para pihak harus melakukan 
beberapa langkah berikut agar diver-
si dan sistem peradilan pidana dapat 
terlaksana dan dapat mencapai 
tujuan berupa keadilan restoratif. 
a. Dalam Subtansi hukum, pemerin-
tah harus segera menerbitkan 
Peraturan Pemerintah tentang 
diversi sebagaimana diatur dalam 
Pasal 15. Setelah ada PP, maka 
pihak-pihak penegak hukum dan 
pemangku kepentingan lain (mi- 
salnya kementerian terkait) me- 
nerbitkan petunjuk pelaksanaan 
dan petunjuk teknis agar dapat 
digunakan sebagai pemandu 
diversi.  Untuk menguatkan pro- 
ses diversi, maka diperlukan pem-
buatan (atau peninjauan) nota 
kesepahaman “payung” yang 
ditindaklanjuti dengan perjanjian 
kerjasama antar-instansi.
b. Penegak Hukum dan pemangku 
kepentingan wajib melaksanakan 
sejumlah langkah, antara lain 
sebagai berikut.
1) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, advokat agar dapat 
melakukan diversi pada anak, 
karena anak mempunyai 
karakter khusus, begitu pula 
korban dan masyarakat juga 
mempunyai karakter unik. 
2) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, dan advokatagar dapat 
melakukan proses peradilan 
pidana pada anak, karena anak 
mempunyai karakter khusus 
yang harus diperhatikan, baik 
anak pelaku, anak korban, 
maupun anak saksi.  
3) Kualitas dan kuantitas Peker-
ja Sosial Profesional dan Te- 
naga Kesejahteraan Sosial 
juga perlu ditingkatkan dalam 
penanganan anak yang ber- 
konflik dengan hukum.
4) Peningkatan kemampuan 
calon petugas LPKS (sebagai 
tempat pembinaaan anak yang 
dijatuhi pidana), LPKA (tem-
pat anak yang di-diversi 
berupa pengikutsertaan dalam 
lembaga), LPAS (sebagai 
tempat penahanan anak 
semesntara), petugas pema- 
syarakatan di Blok Anak pada 
LAPAS Dewasa.
5) Peningkatan kemampuan 
pembimbing kemasyarakatan 
(dari BAPAS) dalam membuat 
Penelitian Kemasyarakatan 
(Litmas) agar lebih cepat, 
akurat, dan berkualitas (me- 
muat analisis yang proporsio- 
nal dari sisi sosiologi, psikolo-
gi, penologi, dan “ilmu ting-
kah laku” lainnya), dan 
melakukan pendampingan, 
pembimbingan, dan penga-
wasan proses diversi, dan 
pelaksanaan diversi (baik di 
dalam LPKS maupun di ma- 
syarakat). BAPAS harus mem-
berikan rekomendasi (Pasal 10 
ayat (2), pendampingan, pem-
bimbingan, dan pengawasan 
terhadap anak selama proses 
dan pelaksanaan diversi (Pasal 
14 ayat (2), laporan kegagalan 
diversi (Pasal 14 ayat (3).  
Waktu pembuatan litmas 
sangat singkat yaitu hanya 3 
hari.**
Para penegak hukum dan 
pemangku kepentingan perlu 
mendapatkan pendidikan dan pelai-
han atau bahkan pendidikan khusus 
secara bertahap dan terus-menerus 
dan masing-masing memperoleh 
sertifikat agar memenuhi standar 
minimal yang dibutuhkan pencapa-
ian keadilan restoratif.  Hal ini sama 
dengan apa yang dikemukakan 
Jonson bahwa ... facilitator style and 
role, certification, training requir-
ment’s, professional standards and 
othe issues will continue to add 
spince to the stew of co-creation ad 
individuality in the field many years 
to come (Daniel van Ness, 2007 
:223).
c. Masyarakat perlu ditingkatkan 
kepeduliannya dalam menyele-
saikan tindak pidana anak.  Pan-
dangan masyarakat terhadap 
keadilan restoratif juga perlu 
diperbaiki agar tidak ada prasang-
ka. Langkah yang dapat dilaku-
kan oleh pemerintah bersama 
pemangku kepentingan antara 
lain sebagai berikut.
1) Sosialisasi UU kepada ma- 
syarakat, terutama masyarakat 
yang rentan sebagai pelaku 
maupun korban tindak pidana 
anak.
2) Membudayakan pemikiran 
“positif” anggota masyarakat 
terhadap proses diversi di 
semua tingkatan pradilan 
pidana.  Memberikan pemaha-
man yang komprehensif terha-
dap keadilan restoratif yang 
dicapai melalui proses 
peradilan pidana.
3) Meningkatkan komitmen 
masyarakat dan pemerhati 
untuk selalu mengutamakan 
penyelesaian tindak pidana 
anak yang sesuai dengan kebu-
tuhan anak.
d. Sarana dan prasarana(termasuk 
kurikulum) sangat perlu diada-
kan, ditambah atau ditata ulang, 
antara lain sebagai berikut. 
1) Penyediaan ruangan khusus 
di Kepolisian, Kejaksaan, dan 
Pengadilan, penganggaran, 
fasilitas pendukung, data 
online yang terintegrasi (agar 
pelaporan, pendataan, pendo-
kumentasian (pengarsipan) 
data diversi mudah, cepat, dan 
murah). Hal inisangat penting 
dalam keadministrasian, 
apalagi di wilayah luar pulau 
Jawa yang geografisnya varia-
tif, dan modal tranportasinya 
terbatas).
2) Pembentukan LPKS, LPAS, 
LPKA.
3) Peninjauaan dan pembentu-
kan model pembinaan di 
LPKS, LPKA berserta kuriku-
lum, termasuk penyediaan 
fasilitas pendukungnya.
Pendidikan, Pembinaan, Pen-
dampingan dan  Pengawasan  Ter-
hadap  Anak yang Di-diversi 
Maupun yang Dijatuhi Pidana 
Atau Tindakan  Oleh Pengadilan
Sampai saat ini di LAPAS Anak 
atau LAPAS Dewasa Indonesia 
belum ada model yang sistemik 
tentang pendidikan, pembinaan, 
pendampingan, dan pengawasan 
khusus terhadap anak yang didasar-
kan pada asas individualisasi pembi-
naan (baik pembimbingan mental 
dan kerohanian maupun pembimbi- 
ngan/latihan kerja), dan asas kepen- 
tingan terbaik bagi anak. Penga-
wasan yang dilakukan oleh BAPAS 
terhadap anak yang dijatuhi pidana 
maupun tindakan juga kurang opti-
mal. Kepedulian masyarakat dan 
organisasi kemasyarakatan terhadap 
anak yang melakukan tindak pidana 
juga belum optimal.  Berdasarkan 
fakta tersebut, maka pola penga-
wasan dapat dilakukan oleh para 
pihak sebagai berikut.
a. Anak yang didiversi sudah me- 
ngalami masalah kelakuan, 
karena itu pembinaannya dapat 
dilakukan oleh bagian Bimbingan 
dan Konseling (jika sekolah), 
pimpinan lembaga pendidikan 
non-formal (jika menempun 
pendidikan non formal), orang tua 
atau wali atau perorangan lain 
(jika dikembalikan ke orang 
tua/wali atau diserahkan kepada 
perorangan), kepala organisasi 
kemasyarakatan (jika diserahkan 
ke organisasi kemasyarakatan), 
kepala desa/lurah (jika tidak ada 
pembina).
b. Anak yang dimasukkan ke LPKS, 
LPKA dibimbing oleh petugas 
khusus yang ada dalam lembaga 
tersebut.
c. Pembimbing Kemasyarakatan di 
BAPAS, sesuai dengan bidang 
tugasnya.
Namun, para pembina dan petu-
gas, pengawas tersebut harus dibuat-
kan pola atau model atau sistem yang 
dapat dipedomani berdasarka Pera-
turan Pememrintah (PP) dan peratu- 
ran menteri atau lembaga pemerintah 
yang terkait dengan penanganan 
anak yang berkonflik dengan hukum 
(pelaku), dan anak yang berhadapan 
dengan hukum (anak saksi dan anak 
korban).  Khusus pada anak pelaku, 
pembentukan model pendidikan, 
pembinaan, pendampingan tersebut 
harus didasarkan ada karakteristik 
unik dari masing-masing anak, 
sehingga harus mengutamakan 
model individualisasi pembinaan dan 
berbasis pada kebutuhan anak. 
Karena itu, pemerintah perlu mem-
buat model khusus tentang penga-
wasan, pembinaan, dan pendampin-
gan anak yang berkonflik dengan 
hukum, baik di-diversi maupun 
dijatuhi pidana (straf)atau tinda-
kan(maatregels).
Simpulan
1. Diversi pada perkara anak perlu 
dilakukan oleh penegak hukum 
secara terukur dan legal berdasar-
kan UU Sistem Peradilan Anak 
dalam rangka melindungi anak, 
anak korban dan kepentingan 
masyarakat secara proporsional.  
2. Kelemahan pelaksanaan peradilan 
pidana anak, kekurangmampuan 
LAPAS, LAPAS Anak, dan 
Organisasi Kemasyarakatan da- 
lam membina anak yang berkon- 
flik dengan hukum selama ini 
memicu lahirnya diversi.  Keber-
hasilan diversi pada anak di 
beberapa negara menjadi sema- 
ngat tersendiri bagi pembuat UU 
untuk membentuk lembaga diver-
si secara legal. 
3. Konsekuensi dari diversi pada 
anak, para pihak yang terlibat 
dalam proses dan pasca-diversi 
wajib menjamin kepentingan 
terbaik bagi anak dan korban.  
Karena itu, pendidikan, pembi-
naan, pendampingan dan penga-
wasan anak yang berkonflik 
dengan hukum (baik yang disele-
saikan dengan diversi maupun 
yang diadili melalui sistem 
peradilan pidana) wajib dilak-
sanakan secara sistemik berdasar-
kan asas kepentingan terbaik bagi 
anak tanpa mengabaikan kepen- 
tingan korban dan masyarakat.
4. Konsekuensi yuridisnya,Peratu- 
ran Pemerintah Republik Indone-
sia  Nomor 65 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pelaksanaan 
Diversi dan Penanganan Anak 
yang Belum Berumur 12 (Dua 
Belas) Tahun perlu ditindaklanjuti 
dengan peraturan internal di 
kalangan Polri, BAPAS, dan 
instansi terkait sebagai standar 
prosedur operasional di lembaga 
yang terlibat dalam proses diver-
si, termasuk lembaga pelaksana 
dan pengawas putusan diversi 
dalam rangka impementasi kebi-
jakan diversi anak di Indonesia.
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Pendahuluan
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum harus didasarkan 
pada kepentingan terbaik bagi anak. 
Pengertian frasa “terbaik bagi anak” 
terkait dengan sifat anak, baik fisik, 
psikis, maupun sosial sehingga 
kepentingan anak satu dengan lain- 
nya tidak harus sama. A definition of 
the child’s best interests cannot 
accommodate the diverse nature of 
the interests appropriate for a partic-
ular child, from a particular back-
ground and at a particular time of 
development. (Sifris at.all 2014). 
Pengutamaan kepentingan terbaik 
bagi anakini juga didasarkan pada 
asas umum perlindungan anak 
sebagaimana diatur dalam konvensi 
anak, bahwa 
The best interests of the child 
shall be a primary consideration 
in all actions affecting children. 
(The 1989 Convention on the 
Rights of the Child).The term 
“best interests” broadly 
describes the well-being of a 
child. Such well-being is deter-
mined by a variety of individual 
circumstances, such as the age, 
the level of maturity of the child, 
the presence or absence of 
parents, the childs environment 
and experiences.(UNHCR Guide-
lines, 2008).
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum tidak harus menggu-
nakan sarana nonpenal (misalnya 
diversi) atau menggunakan hukum 
pidana (sarana penal).  Namun, ke- 
duanya dapat dilakukan secara 
berurutan, yaitu mengutamakan 
diversi (jika memenuhi persyaratan 
diversi), dan jika upaya tersebut 
gagal maka akan diberlakukan 
sistem peradilan pidana bagi 
anak.Hal ini sesuai dengan pendapat 
bahwa the major goal of the first 
juvenile courts, established at the 
turn of the century, was to provide an 
alternative to, and thereby divert 
youth from, the criminal court(Albert 
L. Robert (Edit), 2008 : 184).
Secara umum, pemberlakuan-
sistem peradilan pidana untuk 
penyelesaian perkara pidana dapat 
berdampak buruk bagi anak, teruta-
ma pemberian “stigma jahat” pada 
anak (stigmatisasi atau labelisasi), 
dan terjadinya pembiasaan kebia- 
saan-kebiasan buruk di LAPAS yang 
kemudian dipraktikkan lagi oleh 
anak ke luar LAPAS Anak (prisoni-
sasi), bahkan pengulangan tindak 
pidana yang lebih serius akibatnya. 
Salah satu penyebabnya adalah 
adanya kontak langsung dengan 
penegak hukum yang dapat membuat 
anak frustrasi.  Jika perkaranya 
sudah diputus oleh pengadilanpun, 
mungkin akan menjadi stigma bagi 
anak pelaku tindak pidana.  Karena 
itu, para ahli di bidang psikologi, 
hukum, etimologi kriminal, krimi-
nologi, pendidikan, dan penologi 
selalu mencari jalan terbaik bagi 
anak, korban, dan kepentingan ma- 
syarakat.  Akhirnya, para ahli mewa-
canakan pendekatan keadilan resto- 
ratif sebagai alternatif pemikiran 
untuk mengurangi kelemahan teori 
pemidanaan retributif, teori prevensi 
maupun teori gabungan.
Keadilan restoratif merupakan 
suatu ide dan gerakan yang me- 
ngedepankan keadilan dalam pers-
pektif pelaku dan keluarganya, 
korban dan keluarganya, masyarakat, 
dan pemangku kepentingan dalam 
rangka pemulihan keadaan masing- 
masing.  Karena itu, konsepsi pemi- 
kiran keadilan restoratif (restorative 
justice) menjadi salah satu upaya 
menjauhkan anak dari sistem per- 
adilan pidana yang tidak perlu.  
Pendekatan ini mengutamakan pe- 
nyelesaian tindak pidana di luar 
peradilan pidana.  Pendekatan terse-
but bukan hanya pada anak, melain- 
kan juga pada orang dewasa (misal- 
nya pencurian ringan, penggelapan 
ringan, perbuatan curang (penipuan) 
ringan) maupun anak-anak.  Bahkan 
di beberapa negara maju, korporasi 
yang melakukan tindak pidana dapat 
juga diselesaikan dengan pendekatan 
keadilan restoratif.
Keadilan restoratif adalah cara-
menanggapi perilaku criminal 
dengan cara menyeimbangkan antara 
kebutuhan masyarakat, dengan 
korban danpelaku. Ini merupakan 
konsep yang terus berkembangdan 
dapat menimbulkan interpretasi yang 
berbeda di negara yang berbeda.
Restorative justice is a way of 
responding to criminal behaviour 
by balancing the needs of the 
community, the victims and the 
offenders. It is an evolving 
concept that has given rise to 
different interpretation in differ-
ent countries, one around which 
there is not always a perfect 
consensus.(United Nations, 2006: 
6).
Berkaitan dengan konsep 
keadilan restoratif dalam perkara 
pidana yang dilakukan oleh anak, 
menurut Pasal 1 angka 6 Undang- 
Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 
Sistem Peradilan Pidana  Anak (LN 
Tahun  2012  Nomor  153, TLN 
Nomor  5332), pengertian keadilan 
restoratif adalah penyelesaian perka-
ra tindak pidana dengan melibatkan 
pelaku, korban, keluarga pelaku/kor-
ban, dan pihak lain yang terkait 
untuk bersama-sama mencari 
penyelesaian yang adil dengan 
menekankan pemulihan kembali 
pada keadaan semula, dan bukan 
pembalasan.
Praktik di beberapa negara, 
keadilan restroratif disebut dengan 
berbagai istilah. Ada pihak yang 
menggunakan istilah"keadilan 
komunitarian", "memperbaiki 
kesalahan", "Keadilan positif", 
"keadilan relasional", "keadilan 
reparatif", "keadilan masyarakat" 
untuk menyebut "keadilan restorat-
if". Namun, demikian ada kesamaan 
pemahaman bahwa keadilan 
restoratif dibangun berdasarkan 
konsep penyeimbangan kepentingan 
dan kebutuhan pada tiga pihak, yaitu 
pelaku, korban, dan masyarakat. Hal 
ini terungkap dari penjelasan beri-
kut.
Also, because of the difficulties in 
precisely translating the concept 
into different languages, a variety 
of terminologies are often used. 
There are many terms that are 
used to describe the restorative 
justicemovement. These include 
“communitarian justice”, “ma- 
king amends”,“positive justice”, 
“relational justice”, “reparative 
justice”, “communityjustice” and 
“restorative justice”, among 
others.(United Nations, 2006:6)
Berkaitan dengan keadilan 
restoratif, dalam UU-SPPA diatur 
tentang diversi. Pengertian diversi 
adalah pengalihan penyelesaian 
perkara Anak dari proses peradilan 
pidana ke proses di luar peradilan 
pidana.Jika kedua konsep tersebut 
dihubungkan, maka keadilan 
restoratif adalah tujuan yang ingin 
dicapai, sedangkan diversi adalah 
salah satu proses mencapai keadilan 
tersebut.Keadilan restoratif dapat 
dicapai melalui diversi maupun 
non-diversi, yaitu memproses anak 
pelaku tindak pidana dalam sistem 
peradilan pidana. Dengan demikian, 
melalui sistem peradilan pidanapun 
dapat dicapai keadilan restoratif. 
Misalnya dengan menjatuhkan 
pidana atau tindakan yang sesuai 
dengan kebutuhan pelaku, korban, 
dan masyarakat.Karena itu, dalam 
UU-SPPA disediakan banyak jenis 
sanksi dan tindakan agar hakim 
dapat memilih jenis pidana (straf) 
atau tindakan (maatregel) yang 
sesuai dengan kebutuhan pelaku, 
korban dan masyarakat agar keadilan 
restoratif tercapai.
Sampai saat ini, diversi pada 
perkara anak di tahap penyidikan 
sudah sering dilakukan berdasarkan 
Peraturan internal di Kepolisian 
Negara Republik Indonesia.  Banyak 
pendapat yang setuju dan yang tidak 
setuju atas upaya Polri untuk 
menyelesaikan perkara pidana anak 
di luar hukum pidana.  Namun, saat 
ini sudah terbit Undang-Undang No. 
11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (selanjutnya 
disingkat UU-SPPA), yang sudah 
diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 
2014 sehingga setiap orang wajib 
setuju dan menaatinya.  Jika UU 
tersebut diberlakukan, banyak 
sub-sistem atau sistem yang berubah, 
misalnya sub-sistem: diversi oleh 
polisi, jaksa, dan hakim; pencatatan 
dan pengarsipan pada lembaga 
pelaksana UU-SPPA; sistem pembi-
naan dan pembimbingan anak di 
Lembaga Penempatan Anak Semen-
tara (LPAS), Lembaga Penyelengga-
ra Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA). Selain itu, banyak juga 
sarana dan prasarana yang disiapkan, 
termasuk kaulitas dan kuantitas sum-
berdaya manusia (misalnya polisi, 
jaksa, hakim, pembimbing kema- 
syarakatan, petugas pemasyarakatan, 
relawan sosial).
Jika pemerintah dan para pihak 
terkait serta para pemangku kepen- 
tingan (stakehoders) tidak segera 
melakukan persiapan atas pember-
lakuan UU-SPPA tidak segera 
disiapkan, UU-SPPA akan hanya 
menjadi norma yang bersifat 
“semantik” (indah dalam bahasa) 
dan tidak banyak melakukan peruba-
han substansi sistem peradilan 
pidana anak sehingga tidak ada 
bedanya dengan saat berlakunya UU 
No. 3 Tahun 1997 tentang Penga-
dilan Anak.
Berdasarkan pemikiran tersebut, 
penulis melakukan pengajian terha-
dap 3 (tiga) permasalahan, yaitu 
apakah urgensi diversi dalam pena- 
nganan perkara anak;bagaimana 
kesiapan para pihak yang terlibat 
dalam diversi perkara anak;serta 
bagaimana model pendidikan, pem-
binaan, pendampingan, dan penga-
wasan anak yang di-diversi maupun 
anak yang dijatuhi pidana (straf) atau 
tindakan(maatregel).  Kajian ini 
akan menghasilkan analisis tentang 
substansi keadilan restoratif dalam 
kaitannya dengan diversi, dan anali-
sis kemampuan yang ada di ma- 
sing-masing pemangku kepentingan 
yang berkaitan dengan sistem per- 
adilan pidana. Akhirnya, Hasil kajian 
ini dapat dimanfaatkan oleh pihak- 
pihak terkait untuk menyiapkan sum-
berdaya, sumberdana dan sistem 
kinerja dalam rangka menciptakan 
keadilan restoratif dalam perkara 
anak di Indonesia.  
Urgensi Penerapan  Diversidalam 
Penanganan  Perkara Anak
Secara teoretik, ada keterkaitan 
antara asas atau kebijakan dikresi 
(discretion), diversi (Diversion) dan 
keadilan restoratif (Restorative 
Justice).Saut P.Panjaitan mengemu-
kakan bahwa diskresi (pouvoir 
discretionnaire, bahasa Perancis) 
ataupun Freies Ermessen (bahasa 
Jerman) merupakan suatu bentuk 
penyimpangan terhadap asas legali-
tas dalam pengertian wet matigheid 
van bestuur, jadi merupakan ”keke- 
cualian” dari asas legalitas. Menurut 
Muchsan, dasar pijakan diskresi ada 
2 (dua) yaitu: Dasar Hukum/Yuridis, 
yaitu menyangkut ketentuan formal; 
dan Dasar Kebijakan, yaitu me- 
nyangkut manfaat. (Simamora, 
2014).
Diversi adalah penyelesaian per- 
kara pidana menggunakan jalur di 
luar hukum pidana. Sedangkan 
pengertian keadilan restoratif adalah 
ide keadilan yang didasarkan pada 
kesepakatan antar-para pihak yang 
terkait dengan tindak pidana untuk 
mencari solusi untuk pemulihan 
keadaan sebagaimana belum terjadi 
tindak pidana dan bahkan menja- 
dikan semua pihak lebih baik.  
Keadilan Restoratif didasarkan pada 
5 prinsip dalam pemikiran berikut. 
Five Principles of Restorative 
Justice
a. Focuses on harms and conse-
quent needs (victims', but also 
communities' and offenders').
b. Addresses obligations resulting 
from those harms (offenders' but 
also families', communities' and 
society's).
c. Uses inclusive, collaborative 
processes.
d. Involves those with a legitimate 
stake in the situation (victims, 
offenders, families, community 
members, society).
e. Seeks to put right thewrongs 233 
(Dowd, 2015: 233)
Dengan demikian, dalam konteks 
bahasan ini dapat dipahami bahwa 
diversi dalam perkara anak lahir 
karena adanya asas diskresi yang 
dimiliki oleh pihak yang berwenang 
(Penyidik, Jaksa, dan Hakim) dalam 
rangka mencapai keadilan restoratif.  
Salah satu bentuk diskresi adalah 
memberikan kewenangan kepada 
Penyidik, Jaksa, dan Hakim untuk 
melakukan diversi terhadap anak 
yang berhadapan dengan hukum. 
Pengertian keadilan restoratif 
adalah a form of conflict resolution 
and seeks to make it clear to the 
offender that the behaviour is not 
condoned, at the same time as being 
supportive and respectful of the indi-
vidual.(Morison, 2001: 194). Pihak 
yang diharapkan memperoleh kea- 
dilan restoratif adalah pelaku dan 
korban, serta pihak-pihak yang 
terkait. Dalam konteks pemidanaan, 
pendekatan keadilan restoratif seja- 
lan dnegan model keseimbangan 
Kepentingan (Muladi, 1995:5). Ka- 
rena itu, asas daad-dader-slachtof-
fer-Strafrecht mestinya mulai diim-
plementasikan dalam hukum pidana 
(Arief Amrulah, 2008).
Keadilan restoratif dapat diterap-
kan pada seluruh proses penegakan 
hukum pidana, tidak hanya pada satu 
proses saja, misalnya pada penyi- 
dikan atau penuntutan atau peradilan. 
Hal ini didasarkan pada prinsip 
keadilan restoratif masuk pada suatu 
sistem hukum pidana sehingga 
penerapannya ada pada setiap pro- 
sesnya dan juga tiap penegak hukum 
mempunyai kewenangan untuk me- 
nerapkannya. Keadilan restoratif 
bukan merupakan asas melainkan 
filsafat yaitu filsafat dalam proses 
peradilan dan juga filsafat keadilan. 
Keadilan restoratif dapat dikatakan 
sebagai filsafat peradilan, karena-
merupakan dasar dalam penyusunan 
lembaga peradilan. Dengan demiki-
an, dapat diartikan bahwa keadilan 
restoratif adalah suatu rangkaian 
proses peradilan yang pada dasarnya 
bertujuan untuk me-restore (memu- 
lihkan kembali) kerugian yang dide- 
rita oleh korban kejahatan, (Mudza-
kir, 2008). masyarakat, dan para 
pihak terkait.
Pendekatan keadilan restoratif 
(restorative justice approach) diawa-
li dari praktik di beberapa negara 
misalnya Kanada, Australia, New 
Zealand, dan Inggris. Sejarah per- 
kembangan hukum modern dalam 
penerapan restorative justice diawali 
dari pelaksanaan sebuah program 
penyelesaian di luar pengadilan 
konvensional yang dilakukan oleh 
masyarakat yang disebut dengan 
victim-offender mediation tahun 
1970-an di Kanada (Morris dan 
Maxwelle, 21: 4). Pendekatan 
keadilan restoratif merupakan per- 
kembangan terakhir dari paradigma 
peradilan pidana, yaitu diawali 
dengan retributive justice, dilanjut-
kan dengan rehabilitative justice, 
kemudian ada alternative justice, 
kemudian diperbaiki lagi dengan 
transitional justice, danakhirnya 
digantikan oleh restorative justice.
Berdasarkan sejarah di beberapa 
negara, pelaksanaan Diversi pada 
awalnya gagal di Amerika, tetapi 
berhasil di Belanda, Denmark, Italia, 
Jerman, Perancis, pada tahun 
1969(Marlina, 2010:4) kemudian 
diperbaiki sistemnya yang akhirnya 
sukses di beberapa negara dalam 
penyelesaian tindak pidana tertentu 
dan pelaku-pelaku tertentu.
Meskipun tidak ada kesepakatan 
tentang pengertian keadilan restora- 
tif, namun mayoritas definisi 
berfokus pada proses yang melibat-
kan semua pihak yang berkepenti- 
ngan untuk menyelesaikan pelang-
garan hukum dan bertujuan memper-
baiki kerugian yang disebabkan oleh 
pelanggaran tersebut.  Hal ini 
terungkap dalam pernyataan berikut. 
There is no agreed definition of 
restorative justice processes. A 
number of definitions have been 
suggested, most of which focus on a 
process which involves all those 
affected by an offence and aims to 
repair the harm caused by the 
offending(Widodo 2014). Berdasar-
kan pemikiran tersebut dapat dipaha-
mi bahwa akar filsafat keadilan 
restoratif adalah konsepsi keadilan 
untuk semua (justice for all), yaitu 
pelibatan pelaku, korban, dan ma- 
syarakat berdasarkan musyawarah 
dalam rangka merestorasi keadaan 
secara manusiawi.
Secara teoretis, sistem peradilan 
pidana anak di Indonesia wajib 
mengutamakan kepentingan yang 
terbaik bagi anak dan berupaya me- 
ngurangi penyelesaian perkara anak 
di pengadilan pidana, dan jika 
terpaksa dipidana penjara, maka 
pidana tersebut hanya dilakukan 
sebagai upaya terakhir dan dalam 
waktu yang singkat. Hal ini dapat 
diketahui dari beberapa instrumen 
internasional, antara lain United 
Nations Standard Minimum Rules for 
the Administration of Juvenile 
Justice (Beijing Rules), United 
Nations Standard Minimum Rules for 
Non-Custodial Measures 1990 
(Tokyo Rules), United Nations 
Guidelines for the Prevention of 
Juvenile Delinquency (Riyadh 
Guidelines), dan United Nations 
Rules for the Protection of Juveniles 
Deprived of Their Liberty (1990). 
Menurut Wardaya dan Retnaningrum 
bahwa, kesadaran masyarakat bahwa 
anak-anak pelaku tindak pidana 
perlu diperlakukan khusus tidak 
sebagaimana orang dewasa baru 
disadari sejak penyelenggaraan 
peradilan anak kali pertama di 
Chicago pada 1889 (Wardaya dan 
Retnaningrum, 2011).
Urgensi pelaksaan diversi pada 
perkara anak didasari pada 
pemikiran berikut. Saat ini ada 
pergeseran filsafat pemidanaan dari 
awalnya yang bersifat restitutif 
(pembalasan) kemudian ditandingi 
menjadi teori prevensi (tujuan), 
kemudian muncul teori gabungan, 
(Widodo, 2009 :24) dan akhirnya 
berkembang pemikiran keadilan 
restoratif yang mengutamakan 
pemulihan. Pendekatan restoratif 
merupakan paradigma baru dalam 
pemidanaan yang berbeda dengan 
pendekatan keadilan retributif, baik 
konsep, orientasi, tujuan maupun 
mekanisme pencapaiannya.  Keadi- 
lan retributif lahir sebagai reaksi 
terhadap beberapa kelemahan pen- 
dekatan keadilan retributif. Resto- 
rative justice is different from the 
retributive and rehabilitation 
approaches in that it focuses prima- 
rily on the needs of the victim, not 
just the offender. It’s a powerful tool 
that can have very real, positive 
results(Marshal,2014).Pendekatan 
keadilan restoratif ini sangat positif 
dan berbeda dengan restribusi dan 
rehabilitasi yang hanya terbatas teru-
tama pada perlindungan korban, 
bukan pada pelaku.
Keadilan restoratif merupakan 
reaksi masyarakat global yang dapat 
digunakan sebagai pelengkap dari 
sistem peradilan pidana yang selama 
ini banyak yang menggunakan 
pendekatan keadilan tradisional.Hal 
ini dikemukakan oleh Mark S. Um- 
breit and Marilyn Peterson Armour 
bahwa, restorative justice is viewed 
as complementary to the criminal 
justice system because it attends to 
issues that the traditional system 
neglects. Regardless of the position 
taken, the vision of restorative justice 
is grounded in values that are reso-
nating with an increasingly broad 
range of individuals and communi-
ties throughout the world, presenting 
many opportunities for new and 
widened impact (Umbreit dan 
Armour,2004:82). Diversi adalah 
salah satu bentuk penyelesaian per- 
kara pidana dalam rangka penca- 
paian keadilan restoratif.  Bentuk 
lain- nya, misalnya rekonsiliasi 
antara pelaku dengan korban, konfe- 
rensi keluarga dan masyarakat, 
upaya perdamaian dalam ma- 
syarakat.  Hal ini selaras dengan 
pemikiran Strickland, bahwa
More specific technique associa- 
ted with restorative justice, 
include diversion, victim-offender 
reconciliation, victim impact 
panel, victim-offender statements, 
family or communiuty conferen- 
cing, community peace-making or 
centencing cyrcles, reintegrative 
shamming, and prisoneers assis-
tence program(Stickland, 2004 
:9).
Keadilan restoratif sebenarnya 
bukan merupakan budaya baru bagi 
bangsa Indonesia, namun karena 
dalam masa penjajahan hukum adat 
banyak ditinggalkan dan diganti 
dengan hukum barat, maka keadilan 
restoratif dimarginalkan. Setelah 
ketentuan ketentuan dan sistem 
hukum barat diragukan efektivitas 
dan efisiensinya dalam penyelesaian 
perkara pidana yang adil, banyak 
pihak mengintrodusi dan melak-
sanakan keadilan restoratif.  Dengan 
demikian, konsep keadilan restoratif 
bukan lahir lebih dahulu, tetapi 
sudah ada dan dilaksanakan di ma- 
syarakat kemudian ditinggalkan, dan 
saat ini digunakan lagi.   Buktinya, 
dalam hukum pidana Majapahit 
dikenal istilah “pati bajampi” yaitu 
sebagai uang pengganti obat yang 
diberikan kepada korban, rekonsi- 
lisasi antar-kepala adat yang ditandai 
dengan upaya adat di sejumlah 
wilayah Indonesia.
Pendoronglahirnya diversi pada 
perkara anak di Indonesia antara lain 
dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Terjadi labelisasi pada anak yang 
pernah diproses oleh penegak hu- 
kum berdasarkan hukum pidana 
anak.  Bahkan pada beberapa 
kasus, dalam LAPAS Anak terjadi 
prisonisasi (Widodo, 2012 : 21).
b. Pihak LAPAS Anak, LAPAS dan 
RUTAN Dewasa yang di dalam 
nya ada blok khusus Anak, belum 
semuanya mempunyai kemam-
puan yang memadai untuk pembi-
naan dan pembimbingan anak.Se-
lain itu, anak berisiko terkena 
“prisonisasi” di dalam lembaga 
tersebut.  Karena itu, perlu ada 
langkah meminimalisasi prisoni-
sasi dengan cara menghindarkan 
anak dari institusionalisasidi 
Rutan atau LAPAS.
c. Ada keinginan serius dari para 
pihak untuk mengurangi atau 
bahkan menghilangkan dampak 
negatif dari proses peradilan 
pidana bagi anak. Hal ini didasar-
kan pada data bahwa dalam tahap 
penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di pengadilan, hak- 
hak anak (pelaku) ada yang 
terlanggar, misalnya anak tidak 
dapat sekolah karena ditahan di 
RUTAN dan LAPAS.
d. Selama proses peradilan, pihak 
korban dan masyarakat belum 
mendapatkan restitusi (pemuli-
han) secara memadai sehingga 
putusan pengadilan sering diang-
gap belum mencerminkan keadi- 
lan bagi korban dan masyarakat.  
Hal ini terjadi karena keadilan 
sering ditafsirkan oleh orang 
sebagai keadilan terhadap pelaku 
saja, bukan pada korban dan ma- 
syarakat.
e. Beberapa putusan pengadilan 
kadang belum menunjukkan ke- 
berpihakan negara pada anak, 
anak korban, dan masyarakat.  
Mayoritas putusan pengadilan 
anak adalah penjatuhan pidana, 
dan jenisnya pidana penjara 
(Widodo, 2012:14).
f. Penegak hukum dan para pihak 
yang terkait belum terbiasa me- 
lakukan diversi pada anak yang 
berkonflik dengan hukum secara 
melembaga, bahkan budaya ma- 
syarakat menghendaki agar 
penyelesaian perkara anak lebih 
suka pengunaan jalur litigasi 
dibandingkan dengan jalur litiga- 
si. Beberapa anggota masyarakat 
bahkan sering menganggap diver-
si pada perkara anak yang dilaku-
kan oleh Polri merupakan upaya 
membela pihak tertentu (terutama 
membela pelaku), sehingga perlu 
ada klarifikasi yuridis.
g. Perlunya dasar hukum diversi 
yang jelas dalam peraturan perun-
dang-undangan (lex certa) yang 
dapat digunakan anak oleh polisi, 
jaksa, dan hakim agar tidak terjadi 
salah sangka dalam masyarakat. 
Sebelum ada UU Sistem 
Peradilan Anak, dasar hukum 
diversi di kepolisian adalah pada 
kebijakan diskresi (discretion) 
yang kemudian dituangkan dalam 
dasar hukum dari Kapolri untuk 
lingkungan Polri atau kesepaka-
tan-kesepakatan tertulis lain 
antar-penegak hukum atau antara 
Polri dengan Kementerian lain.  
Menakar Kemampuan Para Pe- 
mangku Kepentingan( Stake Hol- 
ders)dalam Melaksanakan Diversi 
Perkara  Anak Berdasarkan UU- 
SPPA.
Sejak diterbitkan UU-SPPA, pada 
semua tingkatan proses peradilan 
pidana (penyidikan, penuntutan, 
pemeriksanaan di pengadilan), terbu-
ka peluang polisi, jaksa, dan hakim 
untuk melakukan diversi.  Bahkan, 
sebelum ada putusan Mahkamah 
Konstitusi tahun 2013, diversi me- 
rupakan langkah wajib yang 
bersanksi pidana bagi polisi, jaksa, 
hakim sebelum menerapkan ketentu-
an hukum acara pidana.  Saat ini 
meskipun polisi, jaksa, dan hakim 
tidak melakukan diversi tidak dapat 
dipidana. Ketentuan diversi tersebut 
memberi harapan positif  bagi 
pencari keadilan dan penegak hukum 
untuk melaksanakan penyelesaian 
perkara tindak pidana anak sesuai 
dengan karakteristik anak tanpa 
mengabaikan kepentingan korban 
dan masyarakat. 
Dengan demikian, dalam pena- 
nganan anak yang berkonflik dengan 
hukum, diversi dalam perkara anak 
dilakukan oleh Polisi, Jaksa, dan 
Hakim sesuai dengan kewenangan- 
nya dalam acara pidana.  Jika diversi 
gagal maka proses peradilan pidana 
dalam maing-masing tingkatan akan 
diberlakukan dengan puncak proses 
berupa putusan pengadilan. 
Sebelum proses polisi, jaksa, dan 
hakim melakukan diversi, harus 
dipastikan dahulu bahwa persyaratan 
perkara yang dapat didiversi 
memenuhi persyaratan objektif dan 
subjektif sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7 ayat (2).  Persyaratan objek-
tif, yaitu bahwa perkara tindak 
pidana yang akan diproses Diversi 
adalah pelaku tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara di 
bawah 7 (tujuh) tahun.  Persyaratan 
subjektif adalah anak tersebut bukan 
merupakan melakukan pengulangan 
tindak pidana.Dalam UU-SPPA 
tersebut dijalelaskan tentang penger-
tian pengulangan tindak pidana, 
bahwa pengulangan tindak pidana 
dalam ketentuan ini merupakan 
tindak pidana yang dilakukan oleh 
Anak, baik tindak pidana sejenis 
maupun tidak sejenis, termasuk 
tindak pidana yang diselesaikan 
melalui Diversi.
Dalam penjelasan tersebut tidak 
ada jangka waktunya berapa lama 
antara tindak pertama yang pertama 
dengan yang kedua atau selanjutnya. 
Karena itu, UU-SPPA merupakan 
kekhususan dalam hukum pidana 
sehingga dapat menyimpangi keten-
tuan KUHP tentang jangka waktu 
agar dapat dikategorikan melakukan 
pengulangan tindak pidana. Jika 
persyaratan tersebut dipenuhi, maka 
Polisi, Jaksa dan Hakim wajib 
melakukan Diversi. Jika diversi 
sudah dicapai, maka hasil kesepaka-
tan dijadikan dasar Penetapan Ketua 
Pengadilan.
Dalam melaksanakan Diversi, 
penegak hukum wajib menggunakan 
asas sebagaimana diatur dalam Pasal 
2, yaitu pelindungan; keadilan; 
nondiskriminasi; kepentingan ter- 
baik bagi Anak; penghargaan terha-
dap pendapat Anak; kelangsungan 
hidup dan tumbuh kembang Anak; 
pembinaan dan pembimbingan 
Anak; proporsional;  perampasan 
kemerdekaan dan pemidanaan se- 
bagai upaya terakhir; dan penghinda-
ran pembalasan. 
Diversi oleh Hakim Anak di 
Pengadilan Negeri dapat dilakukan 
di ruang mediasi (Pasal 52 ayat (4)).-
Proses Diversi dilakukan dengan 
teknik musyawarah (Pasal 8 ayat 
(1)).Pihak yang wajib dilibatkan 
dalam Diversi adalah Anak dan 
orang tua/walinya, korban dan/atau 
orang tua/Walinya, Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial 
Profesional (Pasal 8 ayat (1)).Selain 
itu dapat pula ditambah dengan 
Tenaga Kesejahteraan Sosial, 
dan/atau masyarakat (ayat (2)). Para 
pihak yang bersengketa dapat 
diwakili oleh kuasanya dengan surat 
kuasa khusus, baik oleh advokat 
maupun orang lain yang dipercaya. 
Pihak ketiga di yang ditentukan oleh 
UU dapat turut serta dan mengga-
bungkan diri dalam proses musya- 
warah, apabila terdapat unsur 
kepentingan yang terkait dan keturut 
sertaannya disepakati oleh pihak 
pelaku dan korban serta disetujui 
oleh Hakim yang memimpin musya- 
warah.
Berdasarkan Pasal 9, ditentukan 
bahwa Penyidik, Penuntut Umum, 
dan Hakim dalam melakukan Diversi 
harus mempertimbangkan: a).kate-
gori tindak pidana; b)  umur Anak; c) 
hasil penelitian kemasyarakatan dari 
Bapas; dan d) dukungan lingkungan 
keluarga dan masyarakat. Kesepaka-
tan Diversi tersebut harus mendapat-
kan persetujuan korban dan/atau 
keluarga Anak Korban serta kese-
diaan Anak dan keluarganya, kecuali 
untuk: a)  tindak pidana yang berupa 
pelanggaran;  b) tindak pidana 
ringan; c) tindak pidana tanpa 
korban; atau d) nilai kerugian korban 
tidak lebih dari nilai upah minimum 
provinsi setempat.
Hasil kesepakatan Diversi dapat 
berbentuk, antara lain: a)  perda-
maian dengan atau tanpa ganti keru-
gian; b)  penyerahan kembali kepada 
orang tua/Wali;  c)  keikutsertaan 
dalam pendidikan atau pelatihan di 
lembaga pendidikan atau LPKS 
paling lama 3 (tiga) bulan; atau d)  
pelayanan masyarakat.  Khusus di- 
versi terhadap pelaku a)  tindak 
pidana yang berupa pelanggaran;  b) 
tindak pidana ringan; c) tindak 
pidana tanpa korban; atau d) nilai 
kerugian korban tidak lebih dari nilai 
upah minimum provinsi setempat-
dapat dilakukan oleh penyidik bersa-
ma pelaku dan/atau keluarganya, 
Pembimbing Kemasyarakatan, serta 
dapat melibatkan tokoh masyarakat.
Diversiyangdilakukan oleh Pe- 
nyidik atas rekomendasi Pembimb-
ing Kemasyarakatan dapat berben-
tuk: a) pengembalian kerugian dalam 
hal ada korban; b) rehabilitasi medis 
dan psikososial; c) penyerahan kem-
bali kepada orang tua/Wali;  d) keikut 
sertaan dalam pendidikan atau pelati-
han di lembaga pendidikan atau 
LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; 
atau e) pelayanan masyarakat paling 
lama 3 (tiga) bulan.
Selama proses Diversi berlang- 
sung sampai dengan kesepakatan 
Diversi dilaksanakan, Pembimbing 
Kemasyarakatan wajib melakukan 
pendampingan, pembimbingan, dan 
pengawasan (Pasal 14 ayat (2)). 
Kesepakatan Diversi wajib dilak-
sanakan paling lama 30 (tiga puluh) 
hari (Pasal 52 ayat (3)).Jika  Diversi 
sudah dilaksanakan dalam jangka 
waktu tersebut maka proses perkara 
tindak pidana tidak dilanjutkan ke 
tahapan persidangan. Pelaku tindak 
pidana dan pihak-pihak terkait akan 
mendapatkan penetapan dari Ketua 
Pengadilan Negeri yang isinya me- 
netapkan bahwa perkara tindak 
pidana anak sudah diselesaikan 
melalui Diversi dan sudah mempu-
nyai kekuatan hukum tetap.Penga-
wasan atas proses Diversi dan pelak-
sanaan kesepakatan yang dihasilkan 
berada pada atasan langsung pejabat 
yang bertanggung jawab di setiap 
tingkat pemeriksaan (Pasal 14 ayat 
(1).
Berdasarkan hasil studi di ma- 
syarakat di Indonesia,  ada beberapa 
hasil penelitian yang dapat dijadikan 
alasan empiris mengapa diversi perlu 
dilakukan, dan prosesnya harus 
cermat agar tercapai keadilan 
restoratif.  
Meskipun banyak kelebihan dan 
manfaatnya bagi anak, pelaksanaan 
diversi ternyata ini banyak mengha-
dapi hambatan. Studi yang pernah 
dilakukan di wilayah Banyumas, 
Purbalingga, Banjarnegara, Kebu-
men, dan Cilacap menunjukkan 
bahwa tidak semua korban atau kelu-
arga korban bersedia menerima cara 
penyelesaian tindak pidana melalui 
diversi. Alasannya: keinginan untuk 
membuat pelaku “kapok” jika dima-
sukkan dalam penjara; kejahatan 
yang dilakukan oleh pelaku adalah 
kejahatan yang diancam dengan 
pidana yang berat; penegak hukum 
kurang mendukung upaya perda-
maian; tidak ada petunjuk pelaksa-
naan maupun petunjuk teknis bagi 
aparat penegak hukum untuk 
mengimplementasi cara penyele- 
saian non-litigasi(Wardaya dan Ret- 
naningrum, 2008 :59). Hasil peneli-
tian ini sama dengan hasil penelitian 
Subekhan, bahwa penyelesaian per- 
kara pidana yang dilakukan oleh 
anak dengan menggunakan pendeka-
tan restorative Justice belum terlak-
sana secara optimal, karena belum 
adanya aturan hukum sebagai 
landasan penyelesaian model ini; 
perubahan masyarakat dari gemein-
schaft ke arah gesselschaft ber- 
dampak pada sulitnya rnengharapkan 
partisipasi masyarakat dalam 
penyelesaian yang bersifat restorasi; 
dan konsep restorative justice yang 
tidak melembagakan proses penyele-
saiannya berdampak pada hasil yang 
dicapai dalam penyelesaian restorasi 
tidak memberikan kepastian hukum 
bagi anak, korban dan masyarakat 
(Subkhan, 2008:i ) Penelitian-peneli-
tian di atas dilakukan atas kebijakan 
Diversi yang dilakukan oleh Polri 
berdasarkan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.
Selama proses peradilan pidana di 
Indonesia, mayoritas anak ditahan di 
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Rumah Tahanan atau Lembaga 
Pemasyarakatan selama 2-3 bulan.  
Jumlah terdakwa yang dijatuhi 
pidana penjara sekitar 90%. Pembi-
naan anak di di LAPAS kurang opti-
mal karena masa pidananya singkat. 
Proses peradilan tersebut tidak mem-
berikan rasa keadilan bagi anak. 
Secara normatif, sistem hukum di 
Indonesia belum ramah anak dan 
sistem kesejahteraan belum terinte-
grasi. Struktur dan aparatur penegak 
hukum juga belum ada persamaan 
persepsi terhadap penanganan anak 
nakal sehingga perlu peningkatan 
kapasitas sumberdaya manusia. 
Begitu juga ketersediaan sarana dan 
prasarana masih harus ditingkatkan.  
Pandangan dan perilaku masyarakat 
ternyata banyak yang masih memak-
nai pidana sebagai tindakan yang 
harus bersifat punitif dan retributif 
(Apong Herlina, 2015).
Selama dalam masa proses 
peradilan pidana, beberapa studi 
menunjukkan bahwa mereka men- 
dapat perlakuan yang buruk bahkan 
kadang-kadang lebih buruk dari 
perlakuan terhadap orang dewasa 
pada suatu situasi yang sama. 
Perlakuan buruk ini tidak hanya 
terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) 
atau Lembaga Pemasyarakatan 
(Lapas) namun tindak kekerasan 
terhadap mereka sering dialami sejak 
berada di kantor polisi yang berupa 
tamparan, tendangan, bahkan 
kadang-kadang pelecehan seksual. 
Penyidikan di kantor polisi ini sebe-
narnya dalam rangkapenyusunan 
Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 
Namun, kekerasan sering menjadi 
bagian dari upaya untuk memperoleh 
pengakuan. Bentuk kekerasan lain 
berupa tindakan memaksa anak 
untuk membersihkan kantor polisi 
dan mobil patroli. Rutan atau Lapas 
juga memberikan pengaruh buruk 
terhadap anak-anak di samping hak 
mendapat pendidikan baginya 
terabaikan (Lily, 2014). Studi pada 
tahun 2006, bahwa 96% kasus anak 
yang diajukan ke pengadilan menga-
kibatkan tindankan pasa berupa 
penahanan, 60% pidana yang 
dijatuhkan lebih dari satu tahun, dan 
hanya sedikit atau bahkan tidak ada 
bantuan hukum (RingkasanKajian, 
Oktober, 2012 http://www.unicef. 
org, 2014).
Berdasarkan Penelitian di Kota 
Makassar, Makmur, Hakim Anak 
Pengadilan Negeri Makassar, perka-
ra anak sebenarnya sangat kental 
nuansa keadilan restoratif.Justru 
keadilan restoratif tersebut lahir dari 
Pembimbing Kemasyaratan, tetapi 
ternyata hampir tidak pernah ada 
petugas BAPAS yang merekomen-
dasikan agar anak tersebut tidak 
dijatuhi pidana. Namun sebaliknya, 
Husni Guna, Kepala Seksi Bimbi- 
ngan Klien Anak Balai Pema- 
syarakatan Kelas I Makassar menya-
takan bahwa BAPAS tidak pernah 
merekomendasikan sanksi pidana 
pada anak, dan pembinaan anak 
dalam LAPAS merupakan upaya 
terakhir jika upaya lainnya gagal 
dilakukan ( Adiguna dkk, 2014). 
Berdasarkan penelitian Hafad, ma- 
yoritas hasil PK di Kota Malang 
menggunakan bahasa “klise” dan 
mayoritas merekomendasikan agar 
anak dijatuhi pidana atau tindakan 
seadil-adilnya.  Kalau tidak dengan 
“bahasa klise” tersebut, banyak hasil 
penelitian kemasyarakatan mere-
komendasikan agar hakim menjatuh-
kan sanksi paling adil (Hafad, 2004 : 
78). Namun demikian, yang 
mengembirakan, di BAPAS Suraba-
ya, Pembimbing Kemasyarakatan 
seringkali merekomendasikan agar 
anak di bina di luar LAPAS disertai 
dengan kesanggupan pihak-pihak 
tertentu yang siap menampung anak 
nakal, dan hakim memenuhi saran 
tersebut (Widodo, 2012 : 25).
Jika anak di masukkan ke LAPAS 
(pada saat berlakunya UU-SPPA 
disebut LPKA), anak-anak di LPKA 
ternyata mayoritas hanya dibina 
secara umum (tidak memperhatikan 
kebutuhan dan kompetensi anak) dan 
proses belum tampak adanya model 
pembinaan yang bersifat individual 
(individual treatment model), maka 
dampaknya akan makin buruk bagi 
anak.  Selama ini anak (apapun 
tindak pidana yang dilakukan) yang 
ada di LAPAS Anak maupun di suatu 
blok (di LAPAS Dewasa) sehingga 
pada siang hari dapat berinteraksi 
dan saling bergaul sehingga memung 
kinkan saling “belajar kejahatan.”  
Akibatnya, dalam LAPAS terjadi 
prisonisasi, meskipun anak tidak 
selalu menjadi residivis (penjahat 
kambuhan).  Jika anak dimasukkan 
ke LPKA atau LPKS yang tidak 
tertata model pembinaannya, 
dampak positif bagi anak dan ma- 
syarakat memang banyak, namun 
dampak negatif bagi anak cukup 
dominan (Widodo, 2012 : 25).
Berkaitan dengan diversi yang 
berjalan selama ini, pandangan nega-
tif masyarakat terhadap penegak 
hukum juga mempunyai pengaruh 
besar terhadap penerapan diversi.Hal 
ini diungkapkan oleh Wahyudi 
(Penyidik Pembantu PPA) bahwa 
ketika pihak-pihak didamaikan, ma- 
syarakat beranggapan bahwa penyi- 
dik membela dan dibayar oleh pihak 
pelaku tindak pidana sehingga 
pelaku tidak diproses secara 
pidana.Padahal Polisi melakukan 
upaya damai (diversi) untuk kepen- 
tingan terbaik bagi anak.Hal serupa 
juga diungkapkan oleh Andi Armasa-
ri (Jaksa Fungsional Kejaksaan 
Negeri Makassar) bahwa penilaian 
negatif dari masyarakat jika mereka 
didamaikan, atau jaksa membuat 
tuntutan ringan anak pelaku tindak 
pidana. Kejaksaan dianggap pihak 
yang tidak bertanggung jawab, 
bahkan dituduh dibayar oleh pelaku, 
atau ada hubungan keluarga antara 
jaksa dengan pelaku.  Menurut Iswa-
hyu Widodo (Hakim Anak di Penga-
dilan Negeri Makassar), umumnya, 
kendala untuk mendamaikan para 
pihak adalah korban sudah menjadi 
korban berkali-kali, meskipun pela- 
kunya bukan orang yang sama (Adi-
guna dkk., 2014).
Berdasarkan hasil penelitian di 
atas dapat dihami beberapa hal beri-
kut.  Dalam perspektif substansi 
hukum, petunjuk teknis pelaksanaan 
diversi belum semuanya lengkap.  
Hal ini dapat diatasi dengan cara 
membuat Peraturan Pemerintah (PP) 
tentang diversi sebagaimana diatur 
dalam Pasal 15. Ketentuan Peraturan 
Pemerintah yang ditindaklanjuti 
dengan peraturan yang lebih rendah 
tingkatannya juga penting mengingat 
ada beberapa norma dalam UU-SP-
PA yang multi tafsir, antara lain:
a. Siapa saja yang wajib hadir dalam 
diversi di setiap tingkatan, dan 
bagimana jika diantara mereka 
tidak hadir, akankah menjadikan 
diversi batal demi hukum atau 
dapat dibatalkan. Dalam UU 
tersebut ada kata “wajib”, sehing-
ga secara terminologis dapat 
ditafsirkan “bisa”, bukan wajib.  
Bagaimana jika para pihak yang 
disebutkan dalam 8 ayat (1) ada 
yang tidak hadir apakah jika ada 
diversi kemudian diversinya 
dianggap batal demi hukum atau 
bagaimana.  Apa sanksi bagi 
pihak yang diundang penegak 
hukum dalam diversi kemudian 
tidak hadir?
b. Tidak ada norma yang mengatur 
cara diversi jika proses mengala-
mi jalan buntu (deadlock) dalam 
musyawarah. Apakah diversi ter- 
sebut langsung dianggap gagal 
atau ada alternatif lain, misalnya 
dengan pungutan suara. Namun 
bagaimana penentuan keberhasi-
lannya, dan bagaimana persentase 
suara dari masing-masing pihak. 
Bagaimana ketentuan musyawa- 
rah yang berhasil dalam diversi, 
apakah semua pihak harus setuju 
dengan kesepakatan, atau jika ada 
yang tidak setuju diversi pihak-pi-
hak tertentu sengaja meng-
gagalkan diversi dengan tujuan 
agar anak dimasukkan ke proses 
peradilan pidana.
c. Tidak ada ketentuan tentang 
pengertian masyarakat (dalam 
ketentuan melibatkan “tokoh 
masyarakat” dalam Pasal 10 ayat 
(1), apakah masyarakat sekitar 
tempat tindak pidana terjadi, atau 
masyarakat tempat pelaku bera- 
sal, atau masyarakat tempat 
korban berasal, atau masyarakat 
merupakan orang-orang yang 
memahami tentang karakteristik 
pelaku (misalnya orang yang 
meneliti tentang tingkah laku 
yang dilakukan pelaku,a atau 
orang yang pernah melakukan 
tingkah laku yang sama dengan 
pelaku) atau korban  (misalnya 
orang yang meneliti tentang 
eksistensi korban atau orang yang 
pernah menjadi korban dalam 
tindak pidana yang sama).
d. Tidak ada ketentuan limitatif 
tentang bentuk hasil kesepakatan. 
Dalam Pasal 11 hanya diatur 
“antara lain”. Apakah boleh ada 
bentuk lain selain yang diatur 
dalam Pasal 11.  
Meskipun ada beberapa kelema- 
han, banyak juga keunggulan norma-
tif dalam UU-SPPA antara lain 
sebagai berikut.
a. Memberikan peluang pada anak, 
korban dan masyarakat untuk 
melakukan diversi dalam rangka 
memulihkan keadaan, tanpa meli-
batkan anak dalam proses per- 
adilan pidana.
b. Menggunakan Paradigma keadi- 
lan restoratif, yang tercermin 
dalam diversi maupun sistem 
peradilan pidana (sampai dengan 
pembimbingan klien oleh 
BAPAS).
c. Memuat banyak jenis pidana dan 
tindakan yang memungkinkan 
hakim menjatuhkan jenis dan 
beratnya sanksi sesuai dengan 
pendekatan keadilan restoratif.
d. Mengatur kerangka penannagan 
anak yang berkonflik dengan 
hukum, mulai dari diversi sampai 
pada pengawasan dan pembim- 
bingan sehingga menjamin kepas-
tian hukum dan dapat digunakan 
sebagai dasar pembuatan peta 
jalan (roadmap) dalam pencipta-
an keadilan restoratif.
e. Pelibatan banyak lembaga peme- 
rintah, lembaga kemasyarakatan, 
ahli, dan individu dalam sistem 
peradilan pidana.
Berkaitan dengan pelaksanaan 
diversi, ada beberapa permasalahan 
yang perlu mendapat pemecahan, 
secara yuridis maupun praktis antara 
lain sebagai berikut.
a. Belum ada Peraturan pemerintah 
tentang Diversi, padahal UU-SP-
PA dilaksanakan tanggal 1 Juli 
2014.  Jika tidak ada PP, maka 
para penegak hukum akan meng-
gunakan peraturan yang ada.  
Apakah peraturan yang ada sudah 
mencerminkan filosofi UU-SP-
PA.
b. Apakah catatan hasil diversi 
bersifat online dan terintegrasi 
antara kepolisian, kejaksaan, dan 
pengadilan? Jika tidak, bagaima-
na jika rekam jejak anak tidak 
terekam maka memungkinkan 
seorang anak di-diversi lebih dari 
1 (satu) kali.
c. Apakah BAPAS mampu melak-
sanakan tugas membuat Peneli-
tian Kemasyarakatan dan menga-
wasan proses pelaksanaan diver-
si.Pasal  28 mengatur bahwa Hasil 
Penelitian Kemasyarakatan wajib 
diserahkan oleh Bapas kepada 
Penyidik dalam waktu paling 
lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh 
empat) jam setelah permintaan 
penyidik diterima.  Padahal, 
jumlah Pembimbing Kema- 
syarakatan sangat sedikit, namun 
wilayah kerjanya antara 5 sampai 
7 kabupaten kota.  Misalnya 
BAPAS Jember (yang wilayahnya 
meliputi Jember, Banyuwangi, 
Bondowoso, Situbondo, dan 
sebagian Lumajang) hanya memi-
liki 11 orang pegawai.  Jumlah 
Pembimbing Kemasyarakatan 
Anak hanya 3 orang. Sarana 
transportasi milik BAPAS ada 
sangat kurang (Widodo, 2012: 
235).
d. Mampukan Bapas melakukan 
pengawasan, pembinaan, pem-
bimbingan secara profesional 
terhadap anak yang didiversi dan 
berada di luar LPKS? Jika tidak 
diawasi, bisa bertambah nakal.  
Jika tidak diawasai, anak tidak 
mendapatkan perlindungan 
hukum agar tidak mengulangi 
tindak pidana, karena tidak ada 
pendampingan atau bimbingan 
yang memadai ke arah tingkah 
laku yang baik. Bukankah anak 
yang didiversi sesungguhnya 
adalah anak yang melakukan 
tindak pidana (hanya saja tidak 
diputus oleh pengadilan, tetapi 
hanya ditetapkan oleh pengadilan 
sebagai pelaku tindak pidana 
pertama).
e. Sudah siapkah semua penegak 
hukum (termasuk advokat) dan 
pihak-pihak terkait melakukan 
musyawarah dalam rangka diver-
si, padahal proses tersebut mem-
butuhkan banyak pengetahuan 
dan keterampilan.
Berkaitan dengan permasalahan 
tersebut, para pihak harus melakukan 
beberapa langkah berikut agar diver-
si dan sistem peradilan pidana dapat 
terlaksana dan dapat mencapai 
tujuan berupa keadilan restoratif. 
a. Dalam Subtansi hukum, pemerin-
tah harus segera menerbitkan 
Peraturan Pemerintah tentang 
diversi sebagaimana diatur dalam 
Pasal 15. Setelah ada PP, maka 
pihak-pihak penegak hukum dan 
pemangku kepentingan lain (mi- 
salnya kementerian terkait) me- 
nerbitkan petunjuk pelaksanaan 
dan petunjuk teknis agar dapat 
digunakan sebagai pemandu 
diversi.  Untuk menguatkan pro- 
ses diversi, maka diperlukan pem-
buatan (atau peninjauan) nota 
kesepahaman “payung” yang 
ditindaklanjuti dengan perjanjian 
kerjasama antar-instansi.
b. Penegak Hukum dan pemangku 
kepentingan wajib melaksanakan 
sejumlah langkah, antara lain 
sebagai berikut.
1) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, advokat agar dapat 
melakukan diversi pada anak, 
karena anak mempunyai 
karakter khusus, begitu pula 
korban dan masyarakat juga 
mempunyai karakter unik. 
2) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, dan advokatagar dapat 
melakukan proses peradilan 
pidana pada anak, karena anak 
mempunyai karakter khusus 
yang harus diperhatikan, baik 
anak pelaku, anak korban, 
maupun anak saksi.  
3) Kualitas dan kuantitas Peker-
ja Sosial Profesional dan Te- 
naga Kesejahteraan Sosial 
juga perlu ditingkatkan dalam 
penanganan anak yang ber- 
konflik dengan hukum.
4) Peningkatan kemampuan 
calon petugas LPKS (sebagai 
tempat pembinaaan anak yang 
dijatuhi pidana), LPKA (tem-
pat anak yang di-diversi 
berupa pengikutsertaan dalam 
lembaga), LPAS (sebagai 
tempat penahanan anak 
semesntara), petugas pema- 
syarakatan di Blok Anak pada 
LAPAS Dewasa.
5) Peningkatan kemampuan 
pembimbing kemasyarakatan 
(dari BAPAS) dalam membuat 
Penelitian Kemasyarakatan 
(Litmas) agar lebih cepat, 
akurat, dan berkualitas (me- 
muat analisis yang proporsio- 
nal dari sisi sosiologi, psikolo-
gi, penologi, dan “ilmu ting-
kah laku” lainnya), dan 
melakukan pendampingan, 
pembimbingan, dan penga-
wasan proses diversi, dan 
pelaksanaan diversi (baik di 
dalam LPKS maupun di ma- 
syarakat). BAPAS harus mem-
berikan rekomendasi (Pasal 10 
ayat (2), pendampingan, pem-
bimbingan, dan pengawasan 
terhadap anak selama proses 
dan pelaksanaan diversi (Pasal 
14 ayat (2), laporan kegagalan 
diversi (Pasal 14 ayat (3).  
Waktu pembuatan litmas 
sangat singkat yaitu hanya 3 
hari.**
Para penegak hukum dan 
pemangku kepentingan perlu 
mendapatkan pendidikan dan pelai-
han atau bahkan pendidikan khusus 
secara bertahap dan terus-menerus 
dan masing-masing memperoleh 
sertifikat agar memenuhi standar 
minimal yang dibutuhkan pencapa-
ian keadilan restoratif.  Hal ini sama 
dengan apa yang dikemukakan 
Jonson bahwa ... facilitator style and 
role, certification, training requir-
ment’s, professional standards and 
othe issues will continue to add 
spince to the stew of co-creation ad 
individuality in the field many years 
to come (Daniel van Ness, 2007 
:223).
c. Masyarakat perlu ditingkatkan 
kepeduliannya dalam menyele-
saikan tindak pidana anak.  Pan-
dangan masyarakat terhadap 
keadilan restoratif juga perlu 
diperbaiki agar tidak ada prasang-
ka. Langkah yang dapat dilaku-
kan oleh pemerintah bersama 
pemangku kepentingan antara 
lain sebagai berikut.
1) Sosialisasi UU kepada ma- 
syarakat, terutama masyarakat 
yang rentan sebagai pelaku 
maupun korban tindak pidana 
anak.
2) Membudayakan pemikiran 
“positif” anggota masyarakat 
terhadap proses diversi di 
semua tingkatan pradilan 
pidana.  Memberikan pemaha-
man yang komprehensif terha-
dap keadilan restoratif yang 
dicapai melalui proses 
peradilan pidana.
3) Meningkatkan komitmen 
masyarakat dan pemerhati 
untuk selalu mengutamakan 
penyelesaian tindak pidana 
anak yang sesuai dengan kebu-
tuhan anak.
d. Sarana dan prasarana(termasuk 
kurikulum) sangat perlu diada-
kan, ditambah atau ditata ulang, 
antara lain sebagai berikut. 
1) Penyediaan ruangan khusus 
di Kepolisian, Kejaksaan, dan 
Pengadilan, penganggaran, 
fasilitas pendukung, data 
online yang terintegrasi (agar 
pelaporan, pendataan, pendo-
kumentasian (pengarsipan) 
data diversi mudah, cepat, dan 
murah). Hal inisangat penting 
dalam keadministrasian, 
apalagi di wilayah luar pulau 
Jawa yang geografisnya varia-
tif, dan modal tranportasinya 
terbatas).
2) Pembentukan LPKS, LPAS, 
LPKA.
3) Peninjauaan dan pembentu-
kan model pembinaan di 
LPKS, LPKA berserta kuriku-
lum, termasuk penyediaan 
fasilitas pendukungnya.
Pendidikan, Pembinaan, Pen-
dampingan dan  Pengawasan  Ter-
hadap  Anak yang Di-diversi 
Maupun yang Dijatuhi Pidana 
Atau Tindakan  Oleh Pengadilan
Sampai saat ini di LAPAS Anak 
atau LAPAS Dewasa Indonesia 
belum ada model yang sistemik 
tentang pendidikan, pembinaan, 
pendampingan, dan pengawasan 
khusus terhadap anak yang didasar-
kan pada asas individualisasi pembi-
naan (baik pembimbingan mental 
dan kerohanian maupun pembimbi- 
ngan/latihan kerja), dan asas kepen- 
tingan terbaik bagi anak. Penga-
wasan yang dilakukan oleh BAPAS 
terhadap anak yang dijatuhi pidana 
maupun tindakan juga kurang opti-
mal. Kepedulian masyarakat dan 
organisasi kemasyarakatan terhadap 
anak yang melakukan tindak pidana 
juga belum optimal.  Berdasarkan 
fakta tersebut, maka pola penga-
wasan dapat dilakukan oleh para 
pihak sebagai berikut.
a. Anak yang didiversi sudah me- 
ngalami masalah kelakuan, 
karena itu pembinaannya dapat 
dilakukan oleh bagian Bimbingan 
dan Konseling (jika sekolah), 
pimpinan lembaga pendidikan 
non-formal (jika menempun 
pendidikan non formal), orang tua 
atau wali atau perorangan lain 
(jika dikembalikan ke orang 
tua/wali atau diserahkan kepada 
perorangan), kepala organisasi 
kemasyarakatan (jika diserahkan 
ke organisasi kemasyarakatan), 
kepala desa/lurah (jika tidak ada 
pembina).
b. Anak yang dimasukkan ke LPKS, 
LPKA dibimbing oleh petugas 
khusus yang ada dalam lembaga 
tersebut.
c. Pembimbing Kemasyarakatan di 
BAPAS, sesuai dengan bidang 
tugasnya.
Namun, para pembina dan petu-
gas, pengawas tersebut harus dibuat-
kan pola atau model atau sistem yang 
dapat dipedomani berdasarka Pera-
turan Pememrintah (PP) dan peratu- 
ran menteri atau lembaga pemerintah 
yang terkait dengan penanganan 
anak yang berkonflik dengan hukum 
(pelaku), dan anak yang berhadapan 
dengan hukum (anak saksi dan anak 
korban).  Khusus pada anak pelaku, 
pembentukan model pendidikan, 
pembinaan, pendampingan tersebut 
harus didasarkan ada karakteristik 
unik dari masing-masing anak, 
sehingga harus mengutamakan 
model individualisasi pembinaan dan 
berbasis pada kebutuhan anak. 
Karena itu, pemerintah perlu mem-
buat model khusus tentang penga-
wasan, pembinaan, dan pendampin-
gan anak yang berkonflik dengan 
hukum, baik di-diversi maupun 
dijatuhi pidana (straf)atau tinda-
kan(maatregels).
Simpulan
1. Diversi pada perkara anak perlu 
dilakukan oleh penegak hukum 
secara terukur dan legal berdasar-
kan UU Sistem Peradilan Anak 
dalam rangka melindungi anak, 
anak korban dan kepentingan 
masyarakat secara proporsional.  
2. Kelemahan pelaksanaan peradilan 
pidana anak, kekurangmampuan 
LAPAS, LAPAS Anak, dan 
Organisasi Kemasyarakatan da- 
lam membina anak yang berkon- 
flik dengan hukum selama ini 
memicu lahirnya diversi.  Keber-
hasilan diversi pada anak di 
beberapa negara menjadi sema- 
ngat tersendiri bagi pembuat UU 
untuk membentuk lembaga diver-
si secara legal. 
3. Konsekuensi dari diversi pada 
anak, para pihak yang terlibat 
dalam proses dan pasca-diversi 
wajib menjamin kepentingan 
terbaik bagi anak dan korban.  
Karena itu, pendidikan, pembi-
naan, pendampingan dan penga-
wasan anak yang berkonflik 
dengan hukum (baik yang disele-
saikan dengan diversi maupun 
yang diadili melalui sistem 
peradilan pidana) wajib dilak-
sanakan secara sistemik berdasar-
kan asas kepentingan terbaik bagi 
anak tanpa mengabaikan kepen- 
tingan korban dan masyarakat.
4. Konsekuensi yuridisnya,Peratu- 
ran Pemerintah Republik Indone-
sia  Nomor 65 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pelaksanaan 
Diversi dan Penanganan Anak 
yang Belum Berumur 12 (Dua 
Belas) Tahun perlu ditindaklanjuti 
dengan peraturan internal di 
kalangan Polri, BAPAS, dan 
instansi terkait sebagai standar 
prosedur operasional di lembaga 
yang terlibat dalam proses diver-
si, termasuk lembaga pelaksana 
dan pengawas putusan diversi 
dalam rangka impementasi kebi-
jakan diversi anak di Indonesia.
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Widodo : Diversi dan Keadilan Restoratif... 
Pendahuluan
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum harus didasarkan 
pada kepentingan terbaik bagi anak. 
Pengertian frasa “terbaik bagi anak” 
terkait dengan sifat anak, baik fisik, 
psikis, maupun sosial sehingga 
kepentingan anak satu dengan lain- 
nya tidak harus sama. A definition of 
the child’s best interests cannot 
accommodate the diverse nature of 
the interests appropriate for a partic-
ular child, from a particular back-
ground and at a particular time of 
development. (Sifris at.all 2014). 
Pengutamaan kepentingan terbaik 
bagi anakini juga didasarkan pada 
asas umum perlindungan anak 
sebagaimana diatur dalam konvensi 
anak, bahwa 
The best interests of the child 
shall be a primary consideration 
in all actions affecting children. 
(The 1989 Convention on the 
Rights of the Child).The term 
“best interests” broadly 
describes the well-being of a 
child. Such well-being is deter-
mined by a variety of individual 
circumstances, such as the age, 
the level of maturity of the child, 
the presence or absence of 
parents, the childs environment 
and experiences.(UNHCR Guide-
lines, 2008).
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum tidak harus menggu-
nakan sarana nonpenal (misalnya 
diversi) atau menggunakan hukum 
pidana (sarana penal).  Namun, ke- 
duanya dapat dilakukan secara 
berurutan, yaitu mengutamakan 
diversi (jika memenuhi persyaratan 
diversi), dan jika upaya tersebut 
gagal maka akan diberlakukan 
sistem peradilan pidana bagi 
anak.Hal ini sesuai dengan pendapat 
bahwa the major goal of the first 
juvenile courts, established at the 
turn of the century, was to provide an 
alternative to, and thereby divert 
youth from, the criminal court(Albert 
L. Robert (Edit), 2008 : 184).
Secara umum, pemberlakuan-
sistem peradilan pidana untuk 
penyelesaian perkara pidana dapat 
berdampak buruk bagi anak, teruta-
ma pemberian “stigma jahat” pada 
anak (stigmatisasi atau labelisasi), 
dan terjadinya pembiasaan kebia- 
saan-kebiasan buruk di LAPAS yang 
kemudian dipraktikkan lagi oleh 
anak ke luar LAPAS Anak (prisoni-
sasi), bahkan pengulangan tindak 
pidana yang lebih serius akibatnya. 
Salah satu penyebabnya adalah 
adanya kontak langsung dengan 
penegak hukum yang dapat membuat 
anak frustrasi.  Jika perkaranya 
sudah diputus oleh pengadilanpun, 
mungkin akan menjadi stigma bagi 
anak pelaku tindak pidana.  Karena 
itu, para ahli di bidang psikologi, 
hukum, etimologi kriminal, krimi-
nologi, pendidikan, dan penologi 
selalu mencari jalan terbaik bagi 
anak, korban, dan kepentingan ma- 
syarakat.  Akhirnya, para ahli mewa-
canakan pendekatan keadilan resto- 
ratif sebagai alternatif pemikiran 
untuk mengurangi kelemahan teori 
pemidanaan retributif, teori prevensi 
maupun teori gabungan.
Keadilan restoratif merupakan 
suatu ide dan gerakan yang me- 
ngedepankan keadilan dalam pers-
pektif pelaku dan keluarganya, 
korban dan keluarganya, masyarakat, 
dan pemangku kepentingan dalam 
rangka pemulihan keadaan masing- 
masing.  Karena itu, konsepsi pemi- 
kiran keadilan restoratif (restorative 
justice) menjadi salah satu upaya 
menjauhkan anak dari sistem per- 
adilan pidana yang tidak perlu.  
Pendekatan ini mengutamakan pe- 
nyelesaian tindak pidana di luar 
peradilan pidana.  Pendekatan terse-
but bukan hanya pada anak, melain- 
kan juga pada orang dewasa (misal- 
nya pencurian ringan, penggelapan 
ringan, perbuatan curang (penipuan) 
ringan) maupun anak-anak.  Bahkan 
di beberapa negara maju, korporasi 
yang melakukan tindak pidana dapat 
juga diselesaikan dengan pendekatan 
keadilan restoratif.
Keadilan restoratif adalah cara-
menanggapi perilaku criminal 
dengan cara menyeimbangkan antara 
kebutuhan masyarakat, dengan 
korban danpelaku. Ini merupakan 
konsep yang terus berkembangdan 
dapat menimbulkan interpretasi yang 
berbeda di negara yang berbeda.
Restorative justice is a way of 
responding to criminal behaviour 
by balancing the needs of the 
community, the victims and the 
offenders. It is an evolving 
concept that has given rise to 
different interpretation in differ-
ent countries, one around which 
there is not always a perfect 
consensus.(United Nations, 2006: 
6).
Berkaitan dengan konsep 
keadilan restoratif dalam perkara 
pidana yang dilakukan oleh anak, 
menurut Pasal 1 angka 6 Undang- 
Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 
Sistem Peradilan Pidana  Anak (LN 
Tahun  2012  Nomor  153, TLN 
Nomor  5332), pengertian keadilan 
restoratif adalah penyelesaian perka-
ra tindak pidana dengan melibatkan 
pelaku, korban, keluarga pelaku/kor-
ban, dan pihak lain yang terkait 
untuk bersama-sama mencari 
penyelesaian yang adil dengan 
menekankan pemulihan kembali 
pada keadaan semula, dan bukan 
pembalasan.
Praktik di beberapa negara, 
keadilan restroratif disebut dengan 
berbagai istilah. Ada pihak yang 
menggunakan istilah"keadilan 
komunitarian", "memperbaiki 
kesalahan", "Keadilan positif", 
"keadilan relasional", "keadilan 
reparatif", "keadilan masyarakat" 
untuk menyebut "keadilan restorat-
if". Namun, demikian ada kesamaan 
pemahaman bahwa keadilan 
restoratif dibangun berdasarkan 
konsep penyeimbangan kepentingan 
dan kebutuhan pada tiga pihak, yaitu 
pelaku, korban, dan masyarakat. Hal 
ini terungkap dari penjelasan beri-
kut.
Also, because of the difficulties in 
precisely translating the concept 
into different languages, a variety 
of terminologies are often used. 
There are many terms that are 
used to describe the restorative 
justicemovement. These include 
“communitarian justice”, “ma- 
king amends”,“positive justice”, 
“relational justice”, “reparative 
justice”, “communityjustice” and 
“restorative justice”, among 
others.(United Nations, 2006:6)
Berkaitan dengan keadilan 
restoratif, dalam UU-SPPA diatur 
tentang diversi. Pengertian diversi 
adalah pengalihan penyelesaian 
perkara Anak dari proses peradilan 
pidana ke proses di luar peradilan 
pidana.Jika kedua konsep tersebut 
dihubungkan, maka keadilan 
restoratif adalah tujuan yang ingin 
dicapai, sedangkan diversi adalah 
salah satu proses mencapai keadilan 
tersebut.Keadilan restoratif dapat 
dicapai melalui diversi maupun 
non-diversi, yaitu memproses anak 
pelaku tindak pidana dalam sistem 
peradilan pidana. Dengan demikian, 
melalui sistem peradilan pidanapun 
dapat dicapai keadilan restoratif. 
Misalnya dengan menjatuhkan 
pidana atau tindakan yang sesuai 
dengan kebutuhan pelaku, korban, 
dan masyarakat.Karena itu, dalam 
UU-SPPA disediakan banyak jenis 
sanksi dan tindakan agar hakim 
dapat memilih jenis pidana (straf) 
atau tindakan (maatregel) yang 
sesuai dengan kebutuhan pelaku, 
korban dan masyarakat agar keadilan 
restoratif tercapai.
Sampai saat ini, diversi pada 
perkara anak di tahap penyidikan 
sudah sering dilakukan berdasarkan 
Peraturan internal di Kepolisian 
Negara Republik Indonesia.  Banyak 
pendapat yang setuju dan yang tidak 
setuju atas upaya Polri untuk 
menyelesaikan perkara pidana anak 
di luar hukum pidana.  Namun, saat 
ini sudah terbit Undang-Undang No. 
11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (selanjutnya 
disingkat UU-SPPA), yang sudah 
diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 
2014 sehingga setiap orang wajib 
setuju dan menaatinya.  Jika UU 
tersebut diberlakukan, banyak 
sub-sistem atau sistem yang berubah, 
misalnya sub-sistem: diversi oleh 
polisi, jaksa, dan hakim; pencatatan 
dan pengarsipan pada lembaga 
pelaksana UU-SPPA; sistem pembi-
naan dan pembimbingan anak di 
Lembaga Penempatan Anak Semen-
tara (LPAS), Lembaga Penyelengga-
ra Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA). Selain itu, banyak juga 
sarana dan prasarana yang disiapkan, 
termasuk kaulitas dan kuantitas sum-
berdaya manusia (misalnya polisi, 
jaksa, hakim, pembimbing kema- 
syarakatan, petugas pemasyarakatan, 
relawan sosial).
Jika pemerintah dan para pihak 
terkait serta para pemangku kepen- 
tingan (stakehoders) tidak segera 
melakukan persiapan atas pember-
lakuan UU-SPPA tidak segera 
disiapkan, UU-SPPA akan hanya 
menjadi norma yang bersifat 
“semantik” (indah dalam bahasa) 
dan tidak banyak melakukan peruba-
han substansi sistem peradilan 
pidana anak sehingga tidak ada 
bedanya dengan saat berlakunya UU 
No. 3 Tahun 1997 tentang Penga-
dilan Anak.
Berdasarkan pemikiran tersebut, 
penulis melakukan pengajian terha-
dap 3 (tiga) permasalahan, yaitu 
apakah urgensi diversi dalam pena- 
nganan perkara anak;bagaimana 
kesiapan para pihak yang terlibat 
dalam diversi perkara anak;serta 
bagaimana model pendidikan, pem-
binaan, pendampingan, dan penga-
wasan anak yang di-diversi maupun 
anak yang dijatuhi pidana (straf) atau 
tindakan(maatregel).  Kajian ini 
akan menghasilkan analisis tentang 
substansi keadilan restoratif dalam 
kaitannya dengan diversi, dan anali-
sis kemampuan yang ada di ma- 
sing-masing pemangku kepentingan 
yang berkaitan dengan sistem per- 
adilan pidana. Akhirnya, Hasil kajian 
ini dapat dimanfaatkan oleh pihak- 
pihak terkait untuk menyiapkan sum-
berdaya, sumberdana dan sistem 
kinerja dalam rangka menciptakan 
keadilan restoratif dalam perkara 
anak di Indonesia.  
Urgensi Penerapan  Diversidalam 
Penanganan  Perkara Anak
Secara teoretik, ada keterkaitan 
antara asas atau kebijakan dikresi 
(discretion), diversi (Diversion) dan 
keadilan restoratif (Restorative 
Justice).Saut P.Panjaitan mengemu-
kakan bahwa diskresi (pouvoir 
discretionnaire, bahasa Perancis) 
ataupun Freies Ermessen (bahasa 
Jerman) merupakan suatu bentuk 
penyimpangan terhadap asas legali-
tas dalam pengertian wet matigheid 
van bestuur, jadi merupakan ”keke- 
cualian” dari asas legalitas. Menurut 
Muchsan, dasar pijakan diskresi ada 
2 (dua) yaitu: Dasar Hukum/Yuridis, 
yaitu menyangkut ketentuan formal; 
dan Dasar Kebijakan, yaitu me- 
nyangkut manfaat. (Simamora, 
2014).
Diversi adalah penyelesaian per- 
kara pidana menggunakan jalur di 
luar hukum pidana. Sedangkan 
pengertian keadilan restoratif adalah 
ide keadilan yang didasarkan pada 
kesepakatan antar-para pihak yang 
terkait dengan tindak pidana untuk 
mencari solusi untuk pemulihan 
keadaan sebagaimana belum terjadi 
tindak pidana dan bahkan menja- 
dikan semua pihak lebih baik.  
Keadilan Restoratif didasarkan pada 
5 prinsip dalam pemikiran berikut. 
Five Principles of Restorative 
Justice
a. Focuses on harms and conse-
quent needs (victims', but also 
communities' and offenders').
b. Addresses obligations resulting 
from those harms (offenders' but 
also families', communities' and 
society's).
c. Uses inclusive, collaborative 
processes.
d. Involves those with a legitimate 
stake in the situation (victims, 
offenders, families, community 
members, society).
e. Seeks to put right thewrongs 233 
(Dowd, 2015: 233)
Dengan demikian, dalam konteks 
bahasan ini dapat dipahami bahwa 
diversi dalam perkara anak lahir 
karena adanya asas diskresi yang 
dimiliki oleh pihak yang berwenang 
(Penyidik, Jaksa, dan Hakim) dalam 
rangka mencapai keadilan restoratif.  
Salah satu bentuk diskresi adalah 
memberikan kewenangan kepada 
Penyidik, Jaksa, dan Hakim untuk 
melakukan diversi terhadap anak 
yang berhadapan dengan hukum. 
Pengertian keadilan restoratif 
adalah a form of conflict resolution 
and seeks to make it clear to the 
offender that the behaviour is not 
condoned, at the same time as being 
supportive and respectful of the indi-
vidual.(Morison, 2001: 194). Pihak 
yang diharapkan memperoleh kea- 
dilan restoratif adalah pelaku dan 
korban, serta pihak-pihak yang 
terkait. Dalam konteks pemidanaan, 
pendekatan keadilan restoratif seja- 
lan dnegan model keseimbangan 
Kepentingan (Muladi, 1995:5). Ka- 
rena itu, asas daad-dader-slachtof-
fer-Strafrecht mestinya mulai diim-
plementasikan dalam hukum pidana 
(Arief Amrulah, 2008).
Keadilan restoratif dapat diterap-
kan pada seluruh proses penegakan 
hukum pidana, tidak hanya pada satu 
proses saja, misalnya pada penyi- 
dikan atau penuntutan atau peradilan. 
Hal ini didasarkan pada prinsip 
keadilan restoratif masuk pada suatu 
sistem hukum pidana sehingga 
penerapannya ada pada setiap pro- 
sesnya dan juga tiap penegak hukum 
mempunyai kewenangan untuk me- 
nerapkannya. Keadilan restoratif 
bukan merupakan asas melainkan 
filsafat yaitu filsafat dalam proses 
peradilan dan juga filsafat keadilan. 
Keadilan restoratif dapat dikatakan 
sebagai filsafat peradilan, karena-
merupakan dasar dalam penyusunan 
lembaga peradilan. Dengan demiki-
an, dapat diartikan bahwa keadilan 
restoratif adalah suatu rangkaian 
proses peradilan yang pada dasarnya 
bertujuan untuk me-restore (memu- 
lihkan kembali) kerugian yang dide- 
rita oleh korban kejahatan, (Mudza-
kir, 2008). masyarakat, dan para 
pihak terkait.
Pendekatan keadilan restoratif 
(restorative justice approach) diawa-
li dari praktik di beberapa negara 
misalnya Kanada, Australia, New 
Zealand, dan Inggris. Sejarah per- 
kembangan hukum modern dalam 
penerapan restorative justice diawali 
dari pelaksanaan sebuah program 
penyelesaian di luar pengadilan 
konvensional yang dilakukan oleh 
masyarakat yang disebut dengan 
victim-offender mediation tahun 
1970-an di Kanada (Morris dan 
Maxwelle, 21: 4). Pendekatan 
keadilan restoratif merupakan per- 
kembangan terakhir dari paradigma 
peradilan pidana, yaitu diawali 
dengan retributive justice, dilanjut-
kan dengan rehabilitative justice, 
kemudian ada alternative justice, 
kemudian diperbaiki lagi dengan 
transitional justice, danakhirnya 
digantikan oleh restorative justice.
Berdasarkan sejarah di beberapa 
negara, pelaksanaan Diversi pada 
awalnya gagal di Amerika, tetapi 
berhasil di Belanda, Denmark, Italia, 
Jerman, Perancis, pada tahun 
1969(Marlina, 2010:4) kemudian 
diperbaiki sistemnya yang akhirnya 
sukses di beberapa negara dalam 
penyelesaian tindak pidana tertentu 
dan pelaku-pelaku tertentu.
Meskipun tidak ada kesepakatan 
tentang pengertian keadilan restora- 
tif, namun mayoritas definisi 
berfokus pada proses yang melibat-
kan semua pihak yang berkepenti- 
ngan untuk menyelesaikan pelang-
garan hukum dan bertujuan memper-
baiki kerugian yang disebabkan oleh 
pelanggaran tersebut.  Hal ini 
terungkap dalam pernyataan berikut. 
There is no agreed definition of 
restorative justice processes. A 
number of definitions have been 
suggested, most of which focus on a 
process which involves all those 
affected by an offence and aims to 
repair the harm caused by the 
offending(Widodo 2014). Berdasar-
kan pemikiran tersebut dapat dipaha-
mi bahwa akar filsafat keadilan 
restoratif adalah konsepsi keadilan 
untuk semua (justice for all), yaitu 
pelibatan pelaku, korban, dan ma- 
syarakat berdasarkan musyawarah 
dalam rangka merestorasi keadaan 
secara manusiawi.
Secara teoretis, sistem peradilan 
pidana anak di Indonesia wajib 
mengutamakan kepentingan yang 
terbaik bagi anak dan berupaya me- 
ngurangi penyelesaian perkara anak 
di pengadilan pidana, dan jika 
terpaksa dipidana penjara, maka 
pidana tersebut hanya dilakukan 
sebagai upaya terakhir dan dalam 
waktu yang singkat. Hal ini dapat 
diketahui dari beberapa instrumen 
internasional, antara lain United 
Nations Standard Minimum Rules for 
the Administration of Juvenile 
Justice (Beijing Rules), United 
Nations Standard Minimum Rules for 
Non-Custodial Measures 1990 
(Tokyo Rules), United Nations 
Guidelines for the Prevention of 
Juvenile Delinquency (Riyadh 
Guidelines), dan United Nations 
Rules for the Protection of Juveniles 
Deprived of Their Liberty (1990). 
Menurut Wardaya dan Retnaningrum 
bahwa, kesadaran masyarakat bahwa 
anak-anak pelaku tindak pidana 
perlu diperlakukan khusus tidak 
sebagaimana orang dewasa baru 
disadari sejak penyelenggaraan 
peradilan anak kali pertama di 
Chicago pada 1889 (Wardaya dan 
Retnaningrum, 2011).
Urgensi pelaksaan diversi pada 
perkara anak didasari pada 
pemikiran berikut. Saat ini ada 
pergeseran filsafat pemidanaan dari 
awalnya yang bersifat restitutif 
(pembalasan) kemudian ditandingi 
menjadi teori prevensi (tujuan), 
kemudian muncul teori gabungan, 
(Widodo, 2009 :24) dan akhirnya 
berkembang pemikiran keadilan 
restoratif yang mengutamakan 
pemulihan. Pendekatan restoratif 
merupakan paradigma baru dalam 
pemidanaan yang berbeda dengan 
pendekatan keadilan retributif, baik 
konsep, orientasi, tujuan maupun 
mekanisme pencapaiannya.  Keadi- 
lan retributif lahir sebagai reaksi 
terhadap beberapa kelemahan pen- 
dekatan keadilan retributif. Resto- 
rative justice is different from the 
retributive and rehabilitation 
approaches in that it focuses prima- 
rily on the needs of the victim, not 
just the offender. It’s a powerful tool 
that can have very real, positive 
results(Marshal,2014).Pendekatan 
keadilan restoratif ini sangat positif 
dan berbeda dengan restribusi dan 
rehabilitasi yang hanya terbatas teru-
tama pada perlindungan korban, 
bukan pada pelaku.
Keadilan restoratif merupakan 
reaksi masyarakat global yang dapat 
digunakan sebagai pelengkap dari 
sistem peradilan pidana yang selama 
ini banyak yang menggunakan 
pendekatan keadilan tradisional.Hal 
ini dikemukakan oleh Mark S. Um- 
breit and Marilyn Peterson Armour 
bahwa, restorative justice is viewed 
as complementary to the criminal 
justice system because it attends to 
issues that the traditional system 
neglects. Regardless of the position 
taken, the vision of restorative justice 
is grounded in values that are reso-
nating with an increasingly broad 
range of individuals and communi-
ties throughout the world, presenting 
many opportunities for new and 
widened impact (Umbreit dan 
Armour,2004:82). Diversi adalah 
salah satu bentuk penyelesaian per- 
kara pidana dalam rangka penca- 
paian keadilan restoratif.  Bentuk 
lain- nya, misalnya rekonsiliasi 
antara pelaku dengan korban, konfe- 
rensi keluarga dan masyarakat, 
upaya perdamaian dalam ma- 
syarakat.  Hal ini selaras dengan 
pemikiran Strickland, bahwa
More specific technique associa- 
ted with restorative justice, 
include diversion, victim-offender 
reconciliation, victim impact 
panel, victim-offender statements, 
family or communiuty conferen- 
cing, community peace-making or 
centencing cyrcles, reintegrative 
shamming, and prisoneers assis-
tence program(Stickland, 2004 
:9).
Keadilan restoratif sebenarnya 
bukan merupakan budaya baru bagi 
bangsa Indonesia, namun karena 
dalam masa penjajahan hukum adat 
banyak ditinggalkan dan diganti 
dengan hukum barat, maka keadilan 
restoratif dimarginalkan. Setelah 
ketentuan ketentuan dan sistem 
hukum barat diragukan efektivitas 
dan efisiensinya dalam penyelesaian 
perkara pidana yang adil, banyak 
pihak mengintrodusi dan melak-
sanakan keadilan restoratif.  Dengan 
demikian, konsep keadilan restoratif 
bukan lahir lebih dahulu, tetapi 
sudah ada dan dilaksanakan di ma- 
syarakat kemudian ditinggalkan, dan 
saat ini digunakan lagi.   Buktinya, 
dalam hukum pidana Majapahit 
dikenal istilah “pati bajampi” yaitu 
sebagai uang pengganti obat yang 
diberikan kepada korban, rekonsi- 
lisasi antar-kepala adat yang ditandai 
dengan upaya adat di sejumlah 
wilayah Indonesia.
Pendoronglahirnya diversi pada 
perkara anak di Indonesia antara lain 
dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Terjadi labelisasi pada anak yang 
pernah diproses oleh penegak hu- 
kum berdasarkan hukum pidana 
anak.  Bahkan pada beberapa 
kasus, dalam LAPAS Anak terjadi 
prisonisasi (Widodo, 2012 : 21).
b. Pihak LAPAS Anak, LAPAS dan 
RUTAN Dewasa yang di dalam 
nya ada blok khusus Anak, belum 
semuanya mempunyai kemam-
puan yang memadai untuk pembi-
naan dan pembimbingan anak.Se-
lain itu, anak berisiko terkena 
“prisonisasi” di dalam lembaga 
tersebut.  Karena itu, perlu ada 
langkah meminimalisasi prisoni-
sasi dengan cara menghindarkan 
anak dari institusionalisasidi 
Rutan atau LAPAS.
c. Ada keinginan serius dari para 
pihak untuk mengurangi atau 
bahkan menghilangkan dampak 
negatif dari proses peradilan 
pidana bagi anak. Hal ini didasar-
kan pada data bahwa dalam tahap 
penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di pengadilan, hak- 
hak anak (pelaku) ada yang 
terlanggar, misalnya anak tidak 
dapat sekolah karena ditahan di 
RUTAN dan LAPAS.
d. Selama proses peradilan, pihak 
korban dan masyarakat belum 
mendapatkan restitusi (pemuli-
han) secara memadai sehingga 
putusan pengadilan sering diang-
gap belum mencerminkan keadi- 
lan bagi korban dan masyarakat.  
Hal ini terjadi karena keadilan 
sering ditafsirkan oleh orang 
sebagai keadilan terhadap pelaku 
saja, bukan pada korban dan ma- 
syarakat.
e. Beberapa putusan pengadilan 
kadang belum menunjukkan ke- 
berpihakan negara pada anak, 
anak korban, dan masyarakat.  
Mayoritas putusan pengadilan 
anak adalah penjatuhan pidana, 
dan jenisnya pidana penjara 
(Widodo, 2012:14).
f. Penegak hukum dan para pihak 
yang terkait belum terbiasa me- 
lakukan diversi pada anak yang 
berkonflik dengan hukum secara 
melembaga, bahkan budaya ma- 
syarakat menghendaki agar 
penyelesaian perkara anak lebih 
suka pengunaan jalur litigasi 
dibandingkan dengan jalur litiga- 
si. Beberapa anggota masyarakat 
bahkan sering menganggap diver-
si pada perkara anak yang dilaku-
kan oleh Polri merupakan upaya 
membela pihak tertentu (terutama 
membela pelaku), sehingga perlu 
ada klarifikasi yuridis.
g. Perlunya dasar hukum diversi 
yang jelas dalam peraturan perun-
dang-undangan (lex certa) yang 
dapat digunakan anak oleh polisi, 
jaksa, dan hakim agar tidak terjadi 
salah sangka dalam masyarakat. 
Sebelum ada UU Sistem 
Peradilan Anak, dasar hukum 
diversi di kepolisian adalah pada 
kebijakan diskresi (discretion) 
yang kemudian dituangkan dalam 
dasar hukum dari Kapolri untuk 
lingkungan Polri atau kesepaka-
tan-kesepakatan tertulis lain 
antar-penegak hukum atau antara 
Polri dengan Kementerian lain.  
Menakar Kemampuan Para Pe- 
mangku Kepentingan( Stake Hol- 
ders)dalam Melaksanakan Diversi 
Perkara  Anak Berdasarkan UU- 
SPPA.
Sejak diterbitkan UU-SPPA, pada 
semua tingkatan proses peradilan 
pidana (penyidikan, penuntutan, 
pemeriksanaan di pengadilan), terbu-
ka peluang polisi, jaksa, dan hakim 
untuk melakukan diversi.  Bahkan, 
sebelum ada putusan Mahkamah 
Konstitusi tahun 2013, diversi me- 
rupakan langkah wajib yang 
bersanksi pidana bagi polisi, jaksa, 
hakim sebelum menerapkan ketentu-
an hukum acara pidana.  Saat ini 
meskipun polisi, jaksa, dan hakim 
tidak melakukan diversi tidak dapat 
dipidana. Ketentuan diversi tersebut 
memberi harapan positif  bagi 
pencari keadilan dan penegak hukum 
untuk melaksanakan penyelesaian 
perkara tindak pidana anak sesuai 
dengan karakteristik anak tanpa 
mengabaikan kepentingan korban 
dan masyarakat. 
Dengan demikian, dalam pena- 
nganan anak yang berkonflik dengan 
hukum, diversi dalam perkara anak 
dilakukan oleh Polisi, Jaksa, dan 
Hakim sesuai dengan kewenangan- 
nya dalam acara pidana.  Jika diversi 
gagal maka proses peradilan pidana 
dalam maing-masing tingkatan akan 
diberlakukan dengan puncak proses 
berupa putusan pengadilan. 
Sebelum proses polisi, jaksa, dan 
hakim melakukan diversi, harus 
dipastikan dahulu bahwa persyaratan 
perkara yang dapat didiversi 
memenuhi persyaratan objektif dan 
subjektif sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7 ayat (2).  Persyaratan objek-
tif, yaitu bahwa perkara tindak 
pidana yang akan diproses Diversi 
adalah pelaku tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara di 
bawah 7 (tujuh) tahun.  Persyaratan 
subjektif adalah anak tersebut bukan 
merupakan melakukan pengulangan 
tindak pidana.Dalam UU-SPPA 
tersebut dijalelaskan tentang penger-
tian pengulangan tindak pidana, 
bahwa pengulangan tindak pidana 
dalam ketentuan ini merupakan 
tindak pidana yang dilakukan oleh 
Anak, baik tindak pidana sejenis 
maupun tidak sejenis, termasuk 
tindak pidana yang diselesaikan 
melalui Diversi.
Dalam penjelasan tersebut tidak 
ada jangka waktunya berapa lama 
antara tindak pertama yang pertama 
dengan yang kedua atau selanjutnya. 
Karena itu, UU-SPPA merupakan 
kekhususan dalam hukum pidana 
sehingga dapat menyimpangi keten-
tuan KUHP tentang jangka waktu 
agar dapat dikategorikan melakukan 
pengulangan tindak pidana. Jika 
persyaratan tersebut dipenuhi, maka 
Polisi, Jaksa dan Hakim wajib 
melakukan Diversi. Jika diversi 
sudah dicapai, maka hasil kesepaka-
tan dijadikan dasar Penetapan Ketua 
Pengadilan.
Dalam melaksanakan Diversi, 
penegak hukum wajib menggunakan 
asas sebagaimana diatur dalam Pasal 
2, yaitu pelindungan; keadilan; 
nondiskriminasi; kepentingan ter- 
baik bagi Anak; penghargaan terha-
dap pendapat Anak; kelangsungan 
hidup dan tumbuh kembang Anak; 
pembinaan dan pembimbingan 
Anak; proporsional;  perampasan 
kemerdekaan dan pemidanaan se- 
bagai upaya terakhir; dan penghinda-
ran pembalasan. 
Diversi oleh Hakim Anak di 
Pengadilan Negeri dapat dilakukan 
di ruang mediasi (Pasal 52 ayat (4)).-
Proses Diversi dilakukan dengan 
teknik musyawarah (Pasal 8 ayat 
(1)).Pihak yang wajib dilibatkan 
dalam Diversi adalah Anak dan 
orang tua/walinya, korban dan/atau 
orang tua/Walinya, Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial 
Profesional (Pasal 8 ayat (1)).Selain 
itu dapat pula ditambah dengan 
Tenaga Kesejahteraan Sosial, 
dan/atau masyarakat (ayat (2)). Para 
pihak yang bersengketa dapat 
diwakili oleh kuasanya dengan surat 
kuasa khusus, baik oleh advokat 
maupun orang lain yang dipercaya. 
Pihak ketiga di yang ditentukan oleh 
UU dapat turut serta dan mengga-
bungkan diri dalam proses musya- 
warah, apabila terdapat unsur 
kepentingan yang terkait dan keturut 
sertaannya disepakati oleh pihak 
pelaku dan korban serta disetujui 
oleh Hakim yang memimpin musya- 
warah.
Berdasarkan Pasal 9, ditentukan 
bahwa Penyidik, Penuntut Umum, 
dan Hakim dalam melakukan Diversi 
harus mempertimbangkan: a).kate-
gori tindak pidana; b)  umur Anak; c) 
hasil penelitian kemasyarakatan dari 
Bapas; dan d) dukungan lingkungan 
keluarga dan masyarakat. Kesepaka-
tan Diversi tersebut harus mendapat-
kan persetujuan korban dan/atau 
keluarga Anak Korban serta kese-
diaan Anak dan keluarganya, kecuali 
untuk: a)  tindak pidana yang berupa 
pelanggaran;  b) tindak pidana 
ringan; c) tindak pidana tanpa 
korban; atau d) nilai kerugian korban 
tidak lebih dari nilai upah minimum 
provinsi setempat.
Hasil kesepakatan Diversi dapat 
berbentuk, antara lain: a)  perda-
maian dengan atau tanpa ganti keru-
gian; b)  penyerahan kembali kepada 
orang tua/Wali;  c)  keikutsertaan 
dalam pendidikan atau pelatihan di 
lembaga pendidikan atau LPKS 
paling lama 3 (tiga) bulan; atau d)  
pelayanan masyarakat.  Khusus di- 
versi terhadap pelaku a)  tindak 
pidana yang berupa pelanggaran;  b) 
tindak pidana ringan; c) tindak 
pidana tanpa korban; atau d) nilai 
kerugian korban tidak lebih dari nilai 
upah minimum provinsi setempat-
dapat dilakukan oleh penyidik bersa-
ma pelaku dan/atau keluarganya, 
Pembimbing Kemasyarakatan, serta 
dapat melibatkan tokoh masyarakat.
Diversiyangdilakukan oleh Pe- 
nyidik atas rekomendasi Pembimb-
ing Kemasyarakatan dapat berben-
tuk: a) pengembalian kerugian dalam 
hal ada korban; b) rehabilitasi medis 
dan psikososial; c) penyerahan kem-
bali kepada orang tua/Wali;  d) keikut 
sertaan dalam pendidikan atau pelati-
han di lembaga pendidikan atau 
LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; 
atau e) pelayanan masyarakat paling 
lama 3 (tiga) bulan.
Selama proses Diversi berlang- 
sung sampai dengan kesepakatan 
Diversi dilaksanakan, Pembimbing 
Kemasyarakatan wajib melakukan 
pendampingan, pembimbingan, dan 
pengawasan (Pasal 14 ayat (2)). 
Kesepakatan Diversi wajib dilak-
sanakan paling lama 30 (tiga puluh) 
hari (Pasal 52 ayat (3)).Jika  Diversi 
sudah dilaksanakan dalam jangka 
waktu tersebut maka proses perkara 
tindak pidana tidak dilanjutkan ke 
tahapan persidangan. Pelaku tindak 
pidana dan pihak-pihak terkait akan 
mendapatkan penetapan dari Ketua 
Pengadilan Negeri yang isinya me- 
netapkan bahwa perkara tindak 
pidana anak sudah diselesaikan 
melalui Diversi dan sudah mempu-
nyai kekuatan hukum tetap.Penga-
wasan atas proses Diversi dan pelak-
sanaan kesepakatan yang dihasilkan 
berada pada atasan langsung pejabat 
yang bertanggung jawab di setiap 
tingkat pemeriksaan (Pasal 14 ayat 
(1).
Berdasarkan hasil studi di ma- 
syarakat di Indonesia,  ada beberapa 
hasil penelitian yang dapat dijadikan 
alasan empiris mengapa diversi perlu 
dilakukan, dan prosesnya harus 
cermat agar tercapai keadilan 
restoratif.  
Meskipun banyak kelebihan dan 
manfaatnya bagi anak, pelaksanaan 
diversi ternyata ini banyak mengha-
dapi hambatan. Studi yang pernah 
dilakukan di wilayah Banyumas, 
Purbalingga, Banjarnegara, Kebu-
men, dan Cilacap menunjukkan 
bahwa tidak semua korban atau kelu-
arga korban bersedia menerima cara 
penyelesaian tindak pidana melalui 
diversi. Alasannya: keinginan untuk 
membuat pelaku “kapok” jika dima-
sukkan dalam penjara; kejahatan 
yang dilakukan oleh pelaku adalah 
kejahatan yang diancam dengan 
pidana yang berat; penegak hukum 
kurang mendukung upaya perda-
maian; tidak ada petunjuk pelaksa-
naan maupun petunjuk teknis bagi 
aparat penegak hukum untuk 
mengimplementasi cara penyele- 
saian non-litigasi(Wardaya dan Ret- 
naningrum, 2008 :59). Hasil peneli-
tian ini sama dengan hasil penelitian 
Subekhan, bahwa penyelesaian per- 
kara pidana yang dilakukan oleh 
anak dengan menggunakan pendeka-
tan restorative Justice belum terlak-
sana secara optimal, karena belum 
adanya aturan hukum sebagai 
landasan penyelesaian model ini; 
perubahan masyarakat dari gemein-
schaft ke arah gesselschaft ber- 
dampak pada sulitnya rnengharapkan 
partisipasi masyarakat dalam 
penyelesaian yang bersifat restorasi; 
dan konsep restorative justice yang 
tidak melembagakan proses penyele-
saiannya berdampak pada hasil yang 
dicapai dalam penyelesaian restorasi 
tidak memberikan kepastian hukum 
bagi anak, korban dan masyarakat 
(Subkhan, 2008:i ) Penelitian-peneli-
tian di atas dilakukan atas kebijakan 
Diversi yang dilakukan oleh Polri 
berdasarkan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.
Selama proses peradilan pidana di 
Indonesia, mayoritas anak ditahan di 
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Rumah Tahanan atau Lembaga 
Pemasyarakatan selama 2-3 bulan.  
Jumlah terdakwa yang dijatuhi 
pidana penjara sekitar 90%. Pembi-
naan anak di di LAPAS kurang opti-
mal karena masa pidananya singkat. 
Proses peradilan tersebut tidak mem-
berikan rasa keadilan bagi anak. 
Secara normatif, sistem hukum di 
Indonesia belum ramah anak dan 
sistem kesejahteraan belum terinte-
grasi. Struktur dan aparatur penegak 
hukum juga belum ada persamaan 
persepsi terhadap penanganan anak 
nakal sehingga perlu peningkatan 
kapasitas sumberdaya manusia. 
Begitu juga ketersediaan sarana dan 
prasarana masih harus ditingkatkan.  
Pandangan dan perilaku masyarakat 
ternyata banyak yang masih memak-
nai pidana sebagai tindakan yang 
harus bersifat punitif dan retributif 
(Apong Herlina, 2015).
Selama dalam masa proses 
peradilan pidana, beberapa studi 
menunjukkan bahwa mereka men- 
dapat perlakuan yang buruk bahkan 
kadang-kadang lebih buruk dari 
perlakuan terhadap orang dewasa 
pada suatu situasi yang sama. 
Perlakuan buruk ini tidak hanya 
terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) 
atau Lembaga Pemasyarakatan 
(Lapas) namun tindak kekerasan 
terhadap mereka sering dialami sejak 
berada di kantor polisi yang berupa 
tamparan, tendangan, bahkan 
kadang-kadang pelecehan seksual. 
Penyidikan di kantor polisi ini sebe-
narnya dalam rangkapenyusunan 
Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 
Namun, kekerasan sering menjadi 
bagian dari upaya untuk memperoleh 
pengakuan. Bentuk kekerasan lain 
berupa tindakan memaksa anak 
untuk membersihkan kantor polisi 
dan mobil patroli. Rutan atau Lapas 
juga memberikan pengaruh buruk 
terhadap anak-anak di samping hak 
mendapat pendidikan baginya 
terabaikan (Lily, 2014). Studi pada 
tahun 2006, bahwa 96% kasus anak 
yang diajukan ke pengadilan menga-
kibatkan tindankan pasa berupa 
penahanan, 60% pidana yang 
dijatuhkan lebih dari satu tahun, dan 
hanya sedikit atau bahkan tidak ada 
bantuan hukum (RingkasanKajian, 
Oktober, 2012 http://www.unicef. 
org, 2014).
Berdasarkan Penelitian di Kota 
Makassar, Makmur, Hakim Anak 
Pengadilan Negeri Makassar, perka-
ra anak sebenarnya sangat kental 
nuansa keadilan restoratif.Justru 
keadilan restoratif tersebut lahir dari 
Pembimbing Kemasyaratan, tetapi 
ternyata hampir tidak pernah ada 
petugas BAPAS yang merekomen-
dasikan agar anak tersebut tidak 
dijatuhi pidana. Namun sebaliknya, 
Husni Guna, Kepala Seksi Bimbi- 
ngan Klien Anak Balai Pema- 
syarakatan Kelas I Makassar menya-
takan bahwa BAPAS tidak pernah 
merekomendasikan sanksi pidana 
pada anak, dan pembinaan anak 
dalam LAPAS merupakan upaya 
terakhir jika upaya lainnya gagal 
dilakukan ( Adiguna dkk, 2014). 
Berdasarkan penelitian Hafad, ma- 
yoritas hasil PK di Kota Malang 
menggunakan bahasa “klise” dan 
mayoritas merekomendasikan agar 
anak dijatuhi pidana atau tindakan 
seadil-adilnya.  Kalau tidak dengan 
“bahasa klise” tersebut, banyak hasil 
penelitian kemasyarakatan mere-
komendasikan agar hakim menjatuh-
kan sanksi paling adil (Hafad, 2004 : 
78). Namun demikian, yang 
mengembirakan, di BAPAS Suraba-
ya, Pembimbing Kemasyarakatan 
seringkali merekomendasikan agar 
anak di bina di luar LAPAS disertai 
dengan kesanggupan pihak-pihak 
tertentu yang siap menampung anak 
nakal, dan hakim memenuhi saran 
tersebut (Widodo, 2012 : 25).
Jika anak di masukkan ke LAPAS 
(pada saat berlakunya UU-SPPA 
disebut LPKA), anak-anak di LPKA 
ternyata mayoritas hanya dibina 
secara umum (tidak memperhatikan 
kebutuhan dan kompetensi anak) dan 
proses belum tampak adanya model 
pembinaan yang bersifat individual 
(individual treatment model), maka 
dampaknya akan makin buruk bagi 
anak.  Selama ini anak (apapun 
tindak pidana yang dilakukan) yang 
ada di LAPAS Anak maupun di suatu 
blok (di LAPAS Dewasa) sehingga 
pada siang hari dapat berinteraksi 
dan saling bergaul sehingga memung 
kinkan saling “belajar kejahatan.”  
Akibatnya, dalam LAPAS terjadi 
prisonisasi, meskipun anak tidak 
selalu menjadi residivis (penjahat 
kambuhan).  Jika anak dimasukkan 
ke LPKA atau LPKS yang tidak 
tertata model pembinaannya, 
dampak positif bagi anak dan ma- 
syarakat memang banyak, namun 
dampak negatif bagi anak cukup 
dominan (Widodo, 2012 : 25).
Berkaitan dengan diversi yang 
berjalan selama ini, pandangan nega-
tif masyarakat terhadap penegak 
hukum juga mempunyai pengaruh 
besar terhadap penerapan diversi.Hal 
ini diungkapkan oleh Wahyudi 
(Penyidik Pembantu PPA) bahwa 
ketika pihak-pihak didamaikan, ma- 
syarakat beranggapan bahwa penyi- 
dik membela dan dibayar oleh pihak 
pelaku tindak pidana sehingga 
pelaku tidak diproses secara 
pidana.Padahal Polisi melakukan 
upaya damai (diversi) untuk kepen- 
tingan terbaik bagi anak.Hal serupa 
juga diungkapkan oleh Andi Armasa-
ri (Jaksa Fungsional Kejaksaan 
Negeri Makassar) bahwa penilaian 
negatif dari masyarakat jika mereka 
didamaikan, atau jaksa membuat 
tuntutan ringan anak pelaku tindak 
pidana. Kejaksaan dianggap pihak 
yang tidak bertanggung jawab, 
bahkan dituduh dibayar oleh pelaku, 
atau ada hubungan keluarga antara 
jaksa dengan pelaku.  Menurut Iswa-
hyu Widodo (Hakim Anak di Penga-
dilan Negeri Makassar), umumnya, 
kendala untuk mendamaikan para 
pihak adalah korban sudah menjadi 
korban berkali-kali, meskipun pela- 
kunya bukan orang yang sama (Adi-
guna dkk., 2014).
Berdasarkan hasil penelitian di 
atas dapat dihami beberapa hal beri-
kut.  Dalam perspektif substansi 
hukum, petunjuk teknis pelaksanaan 
diversi belum semuanya lengkap.  
Hal ini dapat diatasi dengan cara 
membuat Peraturan Pemerintah (PP) 
tentang diversi sebagaimana diatur 
dalam Pasal 15. Ketentuan Peraturan 
Pemerintah yang ditindaklanjuti 
dengan peraturan yang lebih rendah 
tingkatannya juga penting mengingat 
ada beberapa norma dalam UU-SP-
PA yang multi tafsir, antara lain:
a. Siapa saja yang wajib hadir dalam 
diversi di setiap tingkatan, dan 
bagimana jika diantara mereka 
tidak hadir, akankah menjadikan 
diversi batal demi hukum atau 
dapat dibatalkan. Dalam UU 
tersebut ada kata “wajib”, sehing-
ga secara terminologis dapat 
ditafsirkan “bisa”, bukan wajib.  
Bagaimana jika para pihak yang 
disebutkan dalam 8 ayat (1) ada 
yang tidak hadir apakah jika ada 
diversi kemudian diversinya 
dianggap batal demi hukum atau 
bagaimana.  Apa sanksi bagi 
pihak yang diundang penegak 
hukum dalam diversi kemudian 
tidak hadir?
b. Tidak ada norma yang mengatur 
cara diversi jika proses mengala-
mi jalan buntu (deadlock) dalam 
musyawarah. Apakah diversi ter- 
sebut langsung dianggap gagal 
atau ada alternatif lain, misalnya 
dengan pungutan suara. Namun 
bagaimana penentuan keberhasi-
lannya, dan bagaimana persentase 
suara dari masing-masing pihak. 
Bagaimana ketentuan musyawa- 
rah yang berhasil dalam diversi, 
apakah semua pihak harus setuju 
dengan kesepakatan, atau jika ada 
yang tidak setuju diversi pihak-pi-
hak tertentu sengaja meng-
gagalkan diversi dengan tujuan 
agar anak dimasukkan ke proses 
peradilan pidana.
c. Tidak ada ketentuan tentang 
pengertian masyarakat (dalam 
ketentuan melibatkan “tokoh 
masyarakat” dalam Pasal 10 ayat 
(1), apakah masyarakat sekitar 
tempat tindak pidana terjadi, atau 
masyarakat tempat pelaku bera- 
sal, atau masyarakat tempat 
korban berasal, atau masyarakat 
merupakan orang-orang yang 
memahami tentang karakteristik 
pelaku (misalnya orang yang 
meneliti tentang tingkah laku 
yang dilakukan pelaku,a atau 
orang yang pernah melakukan 
tingkah laku yang sama dengan 
pelaku) atau korban  (misalnya 
orang yang meneliti tentang 
eksistensi korban atau orang yang 
pernah menjadi korban dalam 
tindak pidana yang sama).
d. Tidak ada ketentuan limitatif 
tentang bentuk hasil kesepakatan. 
Dalam Pasal 11 hanya diatur 
“antara lain”. Apakah boleh ada 
bentuk lain selain yang diatur 
dalam Pasal 11.  
Meskipun ada beberapa kelema- 
han, banyak juga keunggulan norma-
tif dalam UU-SPPA antara lain 
sebagai berikut.
a. Memberikan peluang pada anak, 
korban dan masyarakat untuk 
melakukan diversi dalam rangka 
memulihkan keadaan, tanpa meli-
batkan anak dalam proses per- 
adilan pidana.
b. Menggunakan Paradigma keadi- 
lan restoratif, yang tercermin 
dalam diversi maupun sistem 
peradilan pidana (sampai dengan 
pembimbingan klien oleh 
BAPAS).
c. Memuat banyak jenis pidana dan 
tindakan yang memungkinkan 
hakim menjatuhkan jenis dan 
beratnya sanksi sesuai dengan 
pendekatan keadilan restoratif.
d. Mengatur kerangka penannagan 
anak yang berkonflik dengan 
hukum, mulai dari diversi sampai 
pada pengawasan dan pembim- 
bingan sehingga menjamin kepas-
tian hukum dan dapat digunakan 
sebagai dasar pembuatan peta 
jalan (roadmap) dalam pencipta-
an keadilan restoratif.
e. Pelibatan banyak lembaga peme- 
rintah, lembaga kemasyarakatan, 
ahli, dan individu dalam sistem 
peradilan pidana.
Berkaitan dengan pelaksanaan 
diversi, ada beberapa permasalahan 
yang perlu mendapat pemecahan, 
secara yuridis maupun praktis antara 
lain sebagai berikut.
a. Belum ada Peraturan pemerintah 
tentang Diversi, padahal UU-SP-
PA dilaksanakan tanggal 1 Juli 
2014.  Jika tidak ada PP, maka 
para penegak hukum akan meng-
gunakan peraturan yang ada.  
Apakah peraturan yang ada sudah 
mencerminkan filosofi UU-SP-
PA.
b. Apakah catatan hasil diversi 
bersifat online dan terintegrasi 
antara kepolisian, kejaksaan, dan 
pengadilan? Jika tidak, bagaima-
na jika rekam jejak anak tidak 
terekam maka memungkinkan 
seorang anak di-diversi lebih dari 
1 (satu) kali.
c. Apakah BAPAS mampu melak-
sanakan tugas membuat Peneli-
tian Kemasyarakatan dan menga-
wasan proses pelaksanaan diver-
si.Pasal  28 mengatur bahwa Hasil 
Penelitian Kemasyarakatan wajib 
diserahkan oleh Bapas kepada 
Penyidik dalam waktu paling 
lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh 
empat) jam setelah permintaan 
penyidik diterima.  Padahal, 
jumlah Pembimbing Kema- 
syarakatan sangat sedikit, namun 
wilayah kerjanya antara 5 sampai 
7 kabupaten kota.  Misalnya 
BAPAS Jember (yang wilayahnya 
meliputi Jember, Banyuwangi, 
Bondowoso, Situbondo, dan 
sebagian Lumajang) hanya memi-
liki 11 orang pegawai.  Jumlah 
Pembimbing Kemasyarakatan 
Anak hanya 3 orang. Sarana 
transportasi milik BAPAS ada 
sangat kurang (Widodo, 2012: 
235).
d. Mampukan Bapas melakukan 
pengawasan, pembinaan, pem-
bimbingan secara profesional 
terhadap anak yang didiversi dan 
berada di luar LPKS? Jika tidak 
diawasi, bisa bertambah nakal.  
Jika tidak diawasai, anak tidak 
mendapatkan perlindungan 
hukum agar tidak mengulangi 
tindak pidana, karena tidak ada 
pendampingan atau bimbingan 
yang memadai ke arah tingkah 
laku yang baik. Bukankah anak 
yang didiversi sesungguhnya 
adalah anak yang melakukan 
tindak pidana (hanya saja tidak 
diputus oleh pengadilan, tetapi 
hanya ditetapkan oleh pengadilan 
sebagai pelaku tindak pidana 
pertama).
e. Sudah siapkah semua penegak 
hukum (termasuk advokat) dan 
pihak-pihak terkait melakukan 
musyawarah dalam rangka diver-
si, padahal proses tersebut mem-
butuhkan banyak pengetahuan 
dan keterampilan.
Berkaitan dengan permasalahan 
tersebut, para pihak harus melakukan 
beberapa langkah berikut agar diver-
si dan sistem peradilan pidana dapat 
terlaksana dan dapat mencapai 
tujuan berupa keadilan restoratif. 
a. Dalam Subtansi hukum, pemerin-
tah harus segera menerbitkan 
Peraturan Pemerintah tentang 
diversi sebagaimana diatur dalam 
Pasal 15. Setelah ada PP, maka 
pihak-pihak penegak hukum dan 
pemangku kepentingan lain (mi- 
salnya kementerian terkait) me- 
nerbitkan petunjuk pelaksanaan 
dan petunjuk teknis agar dapat 
digunakan sebagai pemandu 
diversi.  Untuk menguatkan pro- 
ses diversi, maka diperlukan pem-
buatan (atau peninjauan) nota 
kesepahaman “payung” yang 
ditindaklanjuti dengan perjanjian 
kerjasama antar-instansi.
b. Penegak Hukum dan pemangku 
kepentingan wajib melaksanakan 
sejumlah langkah, antara lain 
sebagai berikut.
1) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, advokat agar dapat 
melakukan diversi pada anak, 
karena anak mempunyai 
karakter khusus, begitu pula 
korban dan masyarakat juga 
mempunyai karakter unik. 
2) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, dan advokatagar dapat 
melakukan proses peradilan 
pidana pada anak, karena anak 
mempunyai karakter khusus 
yang harus diperhatikan, baik 
anak pelaku, anak korban, 
maupun anak saksi.  
3) Kualitas dan kuantitas Peker-
ja Sosial Profesional dan Te- 
naga Kesejahteraan Sosial 
juga perlu ditingkatkan dalam 
penanganan anak yang ber- 
konflik dengan hukum.
4) Peningkatan kemampuan 
calon petugas LPKS (sebagai 
tempat pembinaaan anak yang 
dijatuhi pidana), LPKA (tem-
pat anak yang di-diversi 
berupa pengikutsertaan dalam 
lembaga), LPAS (sebagai 
tempat penahanan anak 
semesntara), petugas pema- 
syarakatan di Blok Anak pada 
LAPAS Dewasa.
5) Peningkatan kemampuan 
pembimbing kemasyarakatan 
(dari BAPAS) dalam membuat 
Penelitian Kemasyarakatan 
(Litmas) agar lebih cepat, 
akurat, dan berkualitas (me- 
muat analisis yang proporsio- 
nal dari sisi sosiologi, psikolo-
gi, penologi, dan “ilmu ting-
kah laku” lainnya), dan 
melakukan pendampingan, 
pembimbingan, dan penga-
wasan proses diversi, dan 
pelaksanaan diversi (baik di 
dalam LPKS maupun di ma- 
syarakat). BAPAS harus mem-
berikan rekomendasi (Pasal 10 
ayat (2), pendampingan, pem-
bimbingan, dan pengawasan 
terhadap anak selama proses 
dan pelaksanaan diversi (Pasal 
14 ayat (2), laporan kegagalan 
diversi (Pasal 14 ayat (3).  
Waktu pembuatan litmas 
sangat singkat yaitu hanya 3 
hari.**
Para penegak hukum dan 
pemangku kepentingan perlu 
mendapatkan pendidikan dan pelai-
han atau bahkan pendidikan khusus 
secara bertahap dan terus-menerus 
dan masing-masing memperoleh 
sertifikat agar memenuhi standar 
minimal yang dibutuhkan pencapa-
ian keadilan restoratif.  Hal ini sama 
dengan apa yang dikemukakan 
Jonson bahwa ... facilitator style and 
role, certification, training requir-
ment’s, professional standards and 
othe issues will continue to add 
spince to the stew of co-creation ad 
individuality in the field many years 
to come (Daniel van Ness, 2007 
:223).
c. Masyarakat perlu ditingkatkan 
kepeduliannya dalam menyele-
saikan tindak pidana anak.  Pan-
dangan masyarakat terhadap 
keadilan restoratif juga perlu 
diperbaiki agar tidak ada prasang-
ka. Langkah yang dapat dilaku-
kan oleh pemerintah bersama 
pemangku kepentingan antara 
lain sebagai berikut.
1) Sosialisasi UU kepada ma- 
syarakat, terutama masyarakat 
yang rentan sebagai pelaku 
maupun korban tindak pidana 
anak.
2) Membudayakan pemikiran 
“positif” anggota masyarakat 
terhadap proses diversi di 
semua tingkatan pradilan 
pidana.  Memberikan pemaha-
man yang komprehensif terha-
dap keadilan restoratif yang 
dicapai melalui proses 
peradilan pidana.
3) Meningkatkan komitmen 
masyarakat dan pemerhati 
untuk selalu mengutamakan 
penyelesaian tindak pidana 
anak yang sesuai dengan kebu-
tuhan anak.
d. Sarana dan prasarana(termasuk 
kurikulum) sangat perlu diada-
kan, ditambah atau ditata ulang, 
antara lain sebagai berikut. 
1) Penyediaan ruangan khusus 
di Kepolisian, Kejaksaan, dan 
Pengadilan, penganggaran, 
fasilitas pendukung, data 
online yang terintegrasi (agar 
pelaporan, pendataan, pendo-
kumentasian (pengarsipan) 
data diversi mudah, cepat, dan 
murah). Hal inisangat penting 
dalam keadministrasian, 
apalagi di wilayah luar pulau 
Jawa yang geografisnya varia-
tif, dan modal tranportasinya 
terbatas).
2) Pembentukan LPKS, LPAS, 
LPKA.
3) Peninjauaan dan pembentu-
kan model pembinaan di 
LPKS, LPKA berserta kuriku-
lum, termasuk penyediaan 
fasilitas pendukungnya.
Pendidikan, Pembinaan, Pen-
dampingan dan  Pengawasan  Ter-
hadap  Anak yang Di-diversi 
Maupun yang Dijatuhi Pidana 
Atau Tindakan  Oleh Pengadilan
Sampai saat ini di LAPAS Anak 
atau LAPAS Dewasa Indonesia 
belum ada model yang sistemik 
tentang pendidikan, pembinaan, 
pendampingan, dan pengawasan 
khusus terhadap anak yang didasar-
kan pada asas individualisasi pembi-
naan (baik pembimbingan mental 
dan kerohanian maupun pembimbi- 
ngan/latihan kerja), dan asas kepen- 
tingan terbaik bagi anak. Penga-
wasan yang dilakukan oleh BAPAS 
terhadap anak yang dijatuhi pidana 
maupun tindakan juga kurang opti-
mal. Kepedulian masyarakat dan 
organisasi kemasyarakatan terhadap 
anak yang melakukan tindak pidana 
juga belum optimal.  Berdasarkan 
fakta tersebut, maka pola penga-
wasan dapat dilakukan oleh para 
pihak sebagai berikut.
a. Anak yang didiversi sudah me- 
ngalami masalah kelakuan, 
karena itu pembinaannya dapat 
dilakukan oleh bagian Bimbingan 
dan Konseling (jika sekolah), 
pimpinan lembaga pendidikan 
non-formal (jika menempun 
pendidikan non formal), orang tua 
atau wali atau perorangan lain 
(jika dikembalikan ke orang 
tua/wali atau diserahkan kepada 
perorangan), kepala organisasi 
kemasyarakatan (jika diserahkan 
ke organisasi kemasyarakatan), 
kepala desa/lurah (jika tidak ada 
pembina).
b. Anak yang dimasukkan ke LPKS, 
LPKA dibimbing oleh petugas 
khusus yang ada dalam lembaga 
tersebut.
c. Pembimbing Kemasyarakatan di 
BAPAS, sesuai dengan bidang 
tugasnya.
Namun, para pembina dan petu-
gas, pengawas tersebut harus dibuat-
kan pola atau model atau sistem yang 
dapat dipedomani berdasarka Pera-
turan Pememrintah (PP) dan peratu- 
ran menteri atau lembaga pemerintah 
yang terkait dengan penanganan 
anak yang berkonflik dengan hukum 
(pelaku), dan anak yang berhadapan 
dengan hukum (anak saksi dan anak 
korban).  Khusus pada anak pelaku, 
pembentukan model pendidikan, 
pembinaan, pendampingan tersebut 
harus didasarkan ada karakteristik 
unik dari masing-masing anak, 
sehingga harus mengutamakan 
model individualisasi pembinaan dan 
berbasis pada kebutuhan anak. 
Karena itu, pemerintah perlu mem-
buat model khusus tentang penga-
wasan, pembinaan, dan pendampin-
gan anak yang berkonflik dengan 
hukum, baik di-diversi maupun 
dijatuhi pidana (straf)atau tinda-
kan(maatregels).
Simpulan
1. Diversi pada perkara anak perlu 
dilakukan oleh penegak hukum 
secara terukur dan legal berdasar-
kan UU Sistem Peradilan Anak 
dalam rangka melindungi anak, 
anak korban dan kepentingan 
masyarakat secara proporsional.  
2. Kelemahan pelaksanaan peradilan 
pidana anak, kekurangmampuan 
LAPAS, LAPAS Anak, dan 
Organisasi Kemasyarakatan da- 
lam membina anak yang berkon- 
flik dengan hukum selama ini 
memicu lahirnya diversi.  Keber-
hasilan diversi pada anak di 
beberapa negara menjadi sema- 
ngat tersendiri bagi pembuat UU 
untuk membentuk lembaga diver-
si secara legal. 
3. Konsekuensi dari diversi pada 
anak, para pihak yang terlibat 
dalam proses dan pasca-diversi 
wajib menjamin kepentingan 
terbaik bagi anak dan korban.  
Karena itu, pendidikan, pembi-
naan, pendampingan dan penga-
wasan anak yang berkonflik 
dengan hukum (baik yang disele-
saikan dengan diversi maupun 
yang diadili melalui sistem 
peradilan pidana) wajib dilak-
sanakan secara sistemik berdasar-
kan asas kepentingan terbaik bagi 
anak tanpa mengabaikan kepen- 
tingan korban dan masyarakat.
4. Konsekuensi yuridisnya,Peratu- 
ran Pemerintah Republik Indone-
sia  Nomor 65 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pelaksanaan 
Diversi dan Penanganan Anak 
yang Belum Berumur 12 (Dua 
Belas) Tahun perlu ditindaklanjuti 
dengan peraturan internal di 
kalangan Polri, BAPAS, dan 
instansi terkait sebagai standar 
prosedur operasional di lembaga 
yang terlibat dalam proses diver-
si, termasuk lembaga pelaksana 
dan pengawas putusan diversi 
dalam rangka impementasi kebi-
jakan diversi anak di Indonesia.
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Pendahuluan
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum harus didasarkan 
pada kepentingan terbaik bagi anak. 
Pengertian frasa “terbaik bagi anak” 
terkait dengan sifat anak, baik fisik, 
psikis, maupun sosial sehingga 
kepentingan anak satu dengan lain- 
nya tidak harus sama. A definition of 
the child’s best interests cannot 
accommodate the diverse nature of 
the interests appropriate for a partic-
ular child, from a particular back-
ground and at a particular time of 
development. (Sifris at.all 2014). 
Pengutamaan kepentingan terbaik 
bagi anakini juga didasarkan pada 
asas umum perlindungan anak 
sebagaimana diatur dalam konvensi 
anak, bahwa 
The best interests of the child 
shall be a primary consideration 
in all actions affecting children. 
(The 1989 Convention on the 
Rights of the Child).The term 
“best interests” broadly 
describes the well-being of a 
child. Such well-being is deter-
mined by a variety of individual 
circumstances, such as the age, 
the level of maturity of the child, 
the presence or absence of 
parents, the childs environment 
and experiences.(UNHCR Guide-
lines, 2008).
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum tidak harus menggu-
nakan sarana nonpenal (misalnya 
diversi) atau menggunakan hukum 
pidana (sarana penal).  Namun, ke- 
duanya dapat dilakukan secara 
berurutan, yaitu mengutamakan 
diversi (jika memenuhi persyaratan 
diversi), dan jika upaya tersebut 
gagal maka akan diberlakukan 
sistem peradilan pidana bagi 
anak.Hal ini sesuai dengan pendapat 
bahwa the major goal of the first 
juvenile courts, established at the 
turn of the century, was to provide an 
alternative to, and thereby divert 
youth from, the criminal court(Albert 
L. Robert (Edit), 2008 : 184).
Secara umum, pemberlakuan-
sistem peradilan pidana untuk 
penyelesaian perkara pidana dapat 
berdampak buruk bagi anak, teruta-
ma pemberian “stigma jahat” pada 
anak (stigmatisasi atau labelisasi), 
dan terjadinya pembiasaan kebia- 
saan-kebiasan buruk di LAPAS yang 
kemudian dipraktikkan lagi oleh 
anak ke luar LAPAS Anak (prisoni-
sasi), bahkan pengulangan tindak 
pidana yang lebih serius akibatnya. 
Salah satu penyebabnya adalah 
adanya kontak langsung dengan 
penegak hukum yang dapat membuat 
anak frustrasi.  Jika perkaranya 
sudah diputus oleh pengadilanpun, 
mungkin akan menjadi stigma bagi 
anak pelaku tindak pidana.  Karena 
itu, para ahli di bidang psikologi, 
hukum, etimologi kriminal, krimi-
nologi, pendidikan, dan penologi 
selalu mencari jalan terbaik bagi 
anak, korban, dan kepentingan ma- 
syarakat.  Akhirnya, para ahli mewa-
canakan pendekatan keadilan resto- 
ratif sebagai alternatif pemikiran 
untuk mengurangi kelemahan teori 
pemidanaan retributif, teori prevensi 
maupun teori gabungan.
Keadilan restoratif merupakan 
suatu ide dan gerakan yang me- 
ngedepankan keadilan dalam pers-
pektif pelaku dan keluarganya, 
korban dan keluarganya, masyarakat, 
dan pemangku kepentingan dalam 
rangka pemulihan keadaan masing- 
masing.  Karena itu, konsepsi pemi- 
kiran keadilan restoratif (restorative 
justice) menjadi salah satu upaya 
menjauhkan anak dari sistem per- 
adilan pidana yang tidak perlu.  
Pendekatan ini mengutamakan pe- 
nyelesaian tindak pidana di luar 
peradilan pidana.  Pendekatan terse-
but bukan hanya pada anak, melain- 
kan juga pada orang dewasa (misal- 
nya pencurian ringan, penggelapan 
ringan, perbuatan curang (penipuan) 
ringan) maupun anak-anak.  Bahkan 
di beberapa negara maju, korporasi 
yang melakukan tindak pidana dapat 
juga diselesaikan dengan pendekatan 
keadilan restoratif.
Keadilan restoratif adalah cara-
menanggapi perilaku criminal 
dengan cara menyeimbangkan antara 
kebutuhan masyarakat, dengan 
korban danpelaku. Ini merupakan 
konsep yang terus berkembangdan 
dapat menimbulkan interpretasi yang 
berbeda di negara yang berbeda.
Restorative justice is a way of 
responding to criminal behaviour 
by balancing the needs of the 
community, the victims and the 
offenders. It is an evolving 
concept that has given rise to 
different interpretation in differ-
ent countries, one around which 
there is not always a perfect 
consensus.(United Nations, 2006: 
6).
Berkaitan dengan konsep 
keadilan restoratif dalam perkara 
pidana yang dilakukan oleh anak, 
menurut Pasal 1 angka 6 Undang- 
Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 
Sistem Peradilan Pidana  Anak (LN 
Tahun  2012  Nomor  153, TLN 
Nomor  5332), pengertian keadilan 
restoratif adalah penyelesaian perka-
ra tindak pidana dengan melibatkan 
pelaku, korban, keluarga pelaku/kor-
ban, dan pihak lain yang terkait 
untuk bersama-sama mencari 
penyelesaian yang adil dengan 
menekankan pemulihan kembali 
pada keadaan semula, dan bukan 
pembalasan.
Praktik di beberapa negara, 
keadilan restroratif disebut dengan 
berbagai istilah. Ada pihak yang 
menggunakan istilah"keadilan 
komunitarian", "memperbaiki 
kesalahan", "Keadilan positif", 
"keadilan relasional", "keadilan 
reparatif", "keadilan masyarakat" 
untuk menyebut "keadilan restorat-
if". Namun, demikian ada kesamaan 
pemahaman bahwa keadilan 
restoratif dibangun berdasarkan 
konsep penyeimbangan kepentingan 
dan kebutuhan pada tiga pihak, yaitu 
pelaku, korban, dan masyarakat. Hal 
ini terungkap dari penjelasan beri-
kut.
Also, because of the difficulties in 
precisely translating the concept 
into different languages, a variety 
of terminologies are often used. 
There are many terms that are 
used to describe the restorative 
justicemovement. These include 
“communitarian justice”, “ma- 
king amends”,“positive justice”, 
“relational justice”, “reparative 
justice”, “communityjustice” and 
“restorative justice”, among 
others.(United Nations, 2006:6)
Berkaitan dengan keadilan 
restoratif, dalam UU-SPPA diatur 
tentang diversi. Pengertian diversi 
adalah pengalihan penyelesaian 
perkara Anak dari proses peradilan 
pidana ke proses di luar peradilan 
pidana.Jika kedua konsep tersebut 
dihubungkan, maka keadilan 
restoratif adalah tujuan yang ingin 
dicapai, sedangkan diversi adalah 
salah satu proses mencapai keadilan 
tersebut.Keadilan restoratif dapat 
dicapai melalui diversi maupun 
non-diversi, yaitu memproses anak 
pelaku tindak pidana dalam sistem 
peradilan pidana. Dengan demikian, 
melalui sistem peradilan pidanapun 
dapat dicapai keadilan restoratif. 
Misalnya dengan menjatuhkan 
pidana atau tindakan yang sesuai 
dengan kebutuhan pelaku, korban, 
dan masyarakat.Karena itu, dalam 
UU-SPPA disediakan banyak jenis 
sanksi dan tindakan agar hakim 
dapat memilih jenis pidana (straf) 
atau tindakan (maatregel) yang 
sesuai dengan kebutuhan pelaku, 
korban dan masyarakat agar keadilan 
restoratif tercapai.
Sampai saat ini, diversi pada 
perkara anak di tahap penyidikan 
sudah sering dilakukan berdasarkan 
Peraturan internal di Kepolisian 
Negara Republik Indonesia.  Banyak 
pendapat yang setuju dan yang tidak 
setuju atas upaya Polri untuk 
menyelesaikan perkara pidana anak 
di luar hukum pidana.  Namun, saat 
ini sudah terbit Undang-Undang No. 
11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (selanjutnya 
disingkat UU-SPPA), yang sudah 
diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 
2014 sehingga setiap orang wajib 
setuju dan menaatinya.  Jika UU 
tersebut diberlakukan, banyak 
sub-sistem atau sistem yang berubah, 
misalnya sub-sistem: diversi oleh 
polisi, jaksa, dan hakim; pencatatan 
dan pengarsipan pada lembaga 
pelaksana UU-SPPA; sistem pembi-
naan dan pembimbingan anak di 
Lembaga Penempatan Anak Semen-
tara (LPAS), Lembaga Penyelengga-
ra Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA). Selain itu, banyak juga 
sarana dan prasarana yang disiapkan, 
termasuk kaulitas dan kuantitas sum-
berdaya manusia (misalnya polisi, 
jaksa, hakim, pembimbing kema- 
syarakatan, petugas pemasyarakatan, 
relawan sosial).
Jika pemerintah dan para pihak 
terkait serta para pemangku kepen- 
tingan (stakehoders) tidak segera 
melakukan persiapan atas pember-
lakuan UU-SPPA tidak segera 
disiapkan, UU-SPPA akan hanya 
menjadi norma yang bersifat 
“semantik” (indah dalam bahasa) 
dan tidak banyak melakukan peruba-
han substansi sistem peradilan 
pidana anak sehingga tidak ada 
bedanya dengan saat berlakunya UU 
No. 3 Tahun 1997 tentang Penga-
dilan Anak.
Berdasarkan pemikiran tersebut, 
penulis melakukan pengajian terha-
dap 3 (tiga) permasalahan, yaitu 
apakah urgensi diversi dalam pena- 
nganan perkara anak;bagaimana 
kesiapan para pihak yang terlibat 
dalam diversi perkara anak;serta 
bagaimana model pendidikan, pem-
binaan, pendampingan, dan penga-
wasan anak yang di-diversi maupun 
anak yang dijatuhi pidana (straf) atau 
tindakan(maatregel).  Kajian ini 
akan menghasilkan analisis tentang 
substansi keadilan restoratif dalam 
kaitannya dengan diversi, dan anali-
sis kemampuan yang ada di ma- 
sing-masing pemangku kepentingan 
yang berkaitan dengan sistem per- 
adilan pidana. Akhirnya, Hasil kajian 
ini dapat dimanfaatkan oleh pihak- 
pihak terkait untuk menyiapkan sum-
berdaya, sumberdana dan sistem 
kinerja dalam rangka menciptakan 
keadilan restoratif dalam perkara 
anak di Indonesia.  
Urgensi Penerapan  Diversidalam 
Penanganan  Perkara Anak
Secara teoretik, ada keterkaitan 
antara asas atau kebijakan dikresi 
(discretion), diversi (Diversion) dan 
keadilan restoratif (Restorative 
Justice).Saut P.Panjaitan mengemu-
kakan bahwa diskresi (pouvoir 
discretionnaire, bahasa Perancis) 
ataupun Freies Ermessen (bahasa 
Jerman) merupakan suatu bentuk 
penyimpangan terhadap asas legali-
tas dalam pengertian wet matigheid 
van bestuur, jadi merupakan ”keke- 
cualian” dari asas legalitas. Menurut 
Muchsan, dasar pijakan diskresi ada 
2 (dua) yaitu: Dasar Hukum/Yuridis, 
yaitu menyangkut ketentuan formal; 
dan Dasar Kebijakan, yaitu me- 
nyangkut manfaat. (Simamora, 
2014).
Diversi adalah penyelesaian per- 
kara pidana menggunakan jalur di 
luar hukum pidana. Sedangkan 
pengertian keadilan restoratif adalah 
ide keadilan yang didasarkan pada 
kesepakatan antar-para pihak yang 
terkait dengan tindak pidana untuk 
mencari solusi untuk pemulihan 
keadaan sebagaimana belum terjadi 
tindak pidana dan bahkan menja- 
dikan semua pihak lebih baik.  
Keadilan Restoratif didasarkan pada 
5 prinsip dalam pemikiran berikut. 
Five Principles of Restorative 
Justice
a. Focuses on harms and conse-
quent needs (victims', but also 
communities' and offenders').
b. Addresses obligations resulting 
from those harms (offenders' but 
also families', communities' and 
society's).
c. Uses inclusive, collaborative 
processes.
d. Involves those with a legitimate 
stake in the situation (victims, 
offenders, families, community 
members, society).
e. Seeks to put right thewrongs 233 
(Dowd, 2015: 233)
Dengan demikian, dalam konteks 
bahasan ini dapat dipahami bahwa 
diversi dalam perkara anak lahir 
karena adanya asas diskresi yang 
dimiliki oleh pihak yang berwenang 
(Penyidik, Jaksa, dan Hakim) dalam 
rangka mencapai keadilan restoratif.  
Salah satu bentuk diskresi adalah 
memberikan kewenangan kepada 
Penyidik, Jaksa, dan Hakim untuk 
melakukan diversi terhadap anak 
yang berhadapan dengan hukum. 
Pengertian keadilan restoratif 
adalah a form of conflict resolution 
and seeks to make it clear to the 
offender that the behaviour is not 
condoned, at the same time as being 
supportive and respectful of the indi-
vidual.(Morison, 2001: 194). Pihak 
yang diharapkan memperoleh kea- 
dilan restoratif adalah pelaku dan 
korban, serta pihak-pihak yang 
terkait. Dalam konteks pemidanaan, 
pendekatan keadilan restoratif seja- 
lan dnegan model keseimbangan 
Kepentingan (Muladi, 1995:5). Ka- 
rena itu, asas daad-dader-slachtof-
fer-Strafrecht mestinya mulai diim-
plementasikan dalam hukum pidana 
(Arief Amrulah, 2008).
Keadilan restoratif dapat diterap-
kan pada seluruh proses penegakan 
hukum pidana, tidak hanya pada satu 
proses saja, misalnya pada penyi- 
dikan atau penuntutan atau peradilan. 
Hal ini didasarkan pada prinsip 
keadilan restoratif masuk pada suatu 
sistem hukum pidana sehingga 
penerapannya ada pada setiap pro- 
sesnya dan juga tiap penegak hukum 
mempunyai kewenangan untuk me- 
nerapkannya. Keadilan restoratif 
bukan merupakan asas melainkan 
filsafat yaitu filsafat dalam proses 
peradilan dan juga filsafat keadilan. 
Keadilan restoratif dapat dikatakan 
sebagai filsafat peradilan, karena-
merupakan dasar dalam penyusunan 
lembaga peradilan. Dengan demiki-
an, dapat diartikan bahwa keadilan 
restoratif adalah suatu rangkaian 
proses peradilan yang pada dasarnya 
bertujuan untuk me-restore (memu- 
lihkan kembali) kerugian yang dide- 
rita oleh korban kejahatan, (Mudza-
kir, 2008). masyarakat, dan para 
pihak terkait.
Pendekatan keadilan restoratif 
(restorative justice approach) diawa-
li dari praktik di beberapa negara 
misalnya Kanada, Australia, New 
Zealand, dan Inggris. Sejarah per- 
kembangan hukum modern dalam 
penerapan restorative justice diawali 
dari pelaksanaan sebuah program 
penyelesaian di luar pengadilan 
konvensional yang dilakukan oleh 
masyarakat yang disebut dengan 
victim-offender mediation tahun 
1970-an di Kanada (Morris dan 
Maxwelle, 21: 4). Pendekatan 
keadilan restoratif merupakan per- 
kembangan terakhir dari paradigma 
peradilan pidana, yaitu diawali 
dengan retributive justice, dilanjut-
kan dengan rehabilitative justice, 
kemudian ada alternative justice, 
kemudian diperbaiki lagi dengan 
transitional justice, danakhirnya 
digantikan oleh restorative justice.
Berdasarkan sejarah di beberapa 
negara, pelaksanaan Diversi pada 
awalnya gagal di Amerika, tetapi 
berhasil di Belanda, Denmark, Italia, 
Jerman, Perancis, pada tahun 
1969(Marlina, 2010:4) kemudian 
diperbaiki sistemnya yang akhirnya 
sukses di beberapa negara dalam 
penyelesaian tindak pidana tertentu 
dan pelaku-pelaku tertentu.
Meskipun tidak ada kesepakatan 
tentang pengertian keadilan restora- 
tif, namun mayoritas definisi 
berfokus pada proses yang melibat-
kan semua pihak yang berkepenti- 
ngan untuk menyelesaikan pelang-
garan hukum dan bertujuan memper-
baiki kerugian yang disebabkan oleh 
pelanggaran tersebut.  Hal ini 
terungkap dalam pernyataan berikut. 
There is no agreed definition of 
restorative justice processes. A 
number of definitions have been 
suggested, most of which focus on a 
process which involves all those 
affected by an offence and aims to 
repair the harm caused by the 
offending(Widodo 2014). Berdasar-
kan pemikiran tersebut dapat dipaha-
mi bahwa akar filsafat keadilan 
restoratif adalah konsepsi keadilan 
untuk semua (justice for all), yaitu 
pelibatan pelaku, korban, dan ma- 
syarakat berdasarkan musyawarah 
dalam rangka merestorasi keadaan 
secara manusiawi.
Secara teoretis, sistem peradilan 
pidana anak di Indonesia wajib 
mengutamakan kepentingan yang 
terbaik bagi anak dan berupaya me- 
ngurangi penyelesaian perkara anak 
di pengadilan pidana, dan jika 
terpaksa dipidana penjara, maka 
pidana tersebut hanya dilakukan 
sebagai upaya terakhir dan dalam 
waktu yang singkat. Hal ini dapat 
diketahui dari beberapa instrumen 
internasional, antara lain United 
Nations Standard Minimum Rules for 
the Administration of Juvenile 
Justice (Beijing Rules), United 
Nations Standard Minimum Rules for 
Non-Custodial Measures 1990 
(Tokyo Rules), United Nations 
Guidelines for the Prevention of 
Juvenile Delinquency (Riyadh 
Guidelines), dan United Nations 
Rules for the Protection of Juveniles 
Deprived of Their Liberty (1990). 
Menurut Wardaya dan Retnaningrum 
bahwa, kesadaran masyarakat bahwa 
anak-anak pelaku tindak pidana 
perlu diperlakukan khusus tidak 
sebagaimana orang dewasa baru 
disadari sejak penyelenggaraan 
peradilan anak kali pertama di 
Chicago pada 1889 (Wardaya dan 
Retnaningrum, 2011).
Urgensi pelaksaan diversi pada 
perkara anak didasari pada 
pemikiran berikut. Saat ini ada 
pergeseran filsafat pemidanaan dari 
awalnya yang bersifat restitutif 
(pembalasan) kemudian ditandingi 
menjadi teori prevensi (tujuan), 
kemudian muncul teori gabungan, 
(Widodo, 2009 :24) dan akhirnya 
berkembang pemikiran keadilan 
restoratif yang mengutamakan 
pemulihan. Pendekatan restoratif 
merupakan paradigma baru dalam 
pemidanaan yang berbeda dengan 
pendekatan keadilan retributif, baik 
konsep, orientasi, tujuan maupun 
mekanisme pencapaiannya.  Keadi- 
lan retributif lahir sebagai reaksi 
terhadap beberapa kelemahan pen- 
dekatan keadilan retributif. Resto- 
rative justice is different from the 
retributive and rehabilitation 
approaches in that it focuses prima- 
rily on the needs of the victim, not 
just the offender. It’s a powerful tool 
that can have very real, positive 
results(Marshal,2014).Pendekatan 
keadilan restoratif ini sangat positif 
dan berbeda dengan restribusi dan 
rehabilitasi yang hanya terbatas teru-
tama pada perlindungan korban, 
bukan pada pelaku.
Keadilan restoratif merupakan 
reaksi masyarakat global yang dapat 
digunakan sebagai pelengkap dari 
sistem peradilan pidana yang selama 
ini banyak yang menggunakan 
pendekatan keadilan tradisional.Hal 
ini dikemukakan oleh Mark S. Um- 
breit and Marilyn Peterson Armour 
bahwa, restorative justice is viewed 
as complementary to the criminal 
justice system because it attends to 
issues that the traditional system 
neglects. Regardless of the position 
taken, the vision of restorative justice 
is grounded in values that are reso-
nating with an increasingly broad 
range of individuals and communi-
ties throughout the world, presenting 
many opportunities for new and 
widened impact (Umbreit dan 
Armour,2004:82). Diversi adalah 
salah satu bentuk penyelesaian per- 
kara pidana dalam rangka penca- 
paian keadilan restoratif.  Bentuk 
lain- nya, misalnya rekonsiliasi 
antara pelaku dengan korban, konfe- 
rensi keluarga dan masyarakat, 
upaya perdamaian dalam ma- 
syarakat.  Hal ini selaras dengan 
pemikiran Strickland, bahwa
More specific technique associa- 
ted with restorative justice, 
include diversion, victim-offender 
reconciliation, victim impact 
panel, victim-offender statements, 
family or communiuty conferen- 
cing, community peace-making or 
centencing cyrcles, reintegrative 
shamming, and prisoneers assis-
tence program(Stickland, 2004 
:9).
Keadilan restoratif sebenarnya 
bukan merupakan budaya baru bagi 
bangsa Indonesia, namun karena 
dalam masa penjajahan hukum adat 
banyak ditinggalkan dan diganti 
dengan hukum barat, maka keadilan 
restoratif dimarginalkan. Setelah 
ketentuan ketentuan dan sistem 
hukum barat diragukan efektivitas 
dan efisiensinya dalam penyelesaian 
perkara pidana yang adil, banyak 
pihak mengintrodusi dan melak-
sanakan keadilan restoratif.  Dengan 
demikian, konsep keadilan restoratif 
bukan lahir lebih dahulu, tetapi 
sudah ada dan dilaksanakan di ma- 
syarakat kemudian ditinggalkan, dan 
saat ini digunakan lagi.   Buktinya, 
dalam hukum pidana Majapahit 
dikenal istilah “pati bajampi” yaitu 
sebagai uang pengganti obat yang 
diberikan kepada korban, rekonsi- 
lisasi antar-kepala adat yang ditandai 
dengan upaya adat di sejumlah 
wilayah Indonesia.
Pendoronglahirnya diversi pada 
perkara anak di Indonesia antara lain 
dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Terjadi labelisasi pada anak yang 
pernah diproses oleh penegak hu- 
kum berdasarkan hukum pidana 
anak.  Bahkan pada beberapa 
kasus, dalam LAPAS Anak terjadi 
prisonisasi (Widodo, 2012 : 21).
b. Pihak LAPAS Anak, LAPAS dan 
RUTAN Dewasa yang di dalam 
nya ada blok khusus Anak, belum 
semuanya mempunyai kemam-
puan yang memadai untuk pembi-
naan dan pembimbingan anak.Se-
lain itu, anak berisiko terkena 
“prisonisasi” di dalam lembaga 
tersebut.  Karena itu, perlu ada 
langkah meminimalisasi prisoni-
sasi dengan cara menghindarkan 
anak dari institusionalisasidi 
Rutan atau LAPAS.
c. Ada keinginan serius dari para 
pihak untuk mengurangi atau 
bahkan menghilangkan dampak 
negatif dari proses peradilan 
pidana bagi anak. Hal ini didasar-
kan pada data bahwa dalam tahap 
penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di pengadilan, hak- 
hak anak (pelaku) ada yang 
terlanggar, misalnya anak tidak 
dapat sekolah karena ditahan di 
RUTAN dan LAPAS.
d. Selama proses peradilan, pihak 
korban dan masyarakat belum 
mendapatkan restitusi (pemuli-
han) secara memadai sehingga 
putusan pengadilan sering diang-
gap belum mencerminkan keadi- 
lan bagi korban dan masyarakat.  
Hal ini terjadi karena keadilan 
sering ditafsirkan oleh orang 
sebagai keadilan terhadap pelaku 
saja, bukan pada korban dan ma- 
syarakat.
e. Beberapa putusan pengadilan 
kadang belum menunjukkan ke- 
berpihakan negara pada anak, 
anak korban, dan masyarakat.  
Mayoritas putusan pengadilan 
anak adalah penjatuhan pidana, 
dan jenisnya pidana penjara 
(Widodo, 2012:14).
f. Penegak hukum dan para pihak 
yang terkait belum terbiasa me- 
lakukan diversi pada anak yang 
berkonflik dengan hukum secara 
melembaga, bahkan budaya ma- 
syarakat menghendaki agar 
penyelesaian perkara anak lebih 
suka pengunaan jalur litigasi 
dibandingkan dengan jalur litiga- 
si. Beberapa anggota masyarakat 
bahkan sering menganggap diver-
si pada perkara anak yang dilaku-
kan oleh Polri merupakan upaya 
membela pihak tertentu (terutama 
membela pelaku), sehingga perlu 
ada klarifikasi yuridis.
g. Perlunya dasar hukum diversi 
yang jelas dalam peraturan perun-
dang-undangan (lex certa) yang 
dapat digunakan anak oleh polisi, 
jaksa, dan hakim agar tidak terjadi 
salah sangka dalam masyarakat. 
Sebelum ada UU Sistem 
Peradilan Anak, dasar hukum 
diversi di kepolisian adalah pada 
kebijakan diskresi (discretion) 
yang kemudian dituangkan dalam 
dasar hukum dari Kapolri untuk 
lingkungan Polri atau kesepaka-
tan-kesepakatan tertulis lain 
antar-penegak hukum atau antara 
Polri dengan Kementerian lain.  
Menakar Kemampuan Para Pe- 
mangku Kepentingan( Stake Hol- 
ders)dalam Melaksanakan Diversi 
Perkara  Anak Berdasarkan UU- 
SPPA.
Sejak diterbitkan UU-SPPA, pada 
semua tingkatan proses peradilan 
pidana (penyidikan, penuntutan, 
pemeriksanaan di pengadilan), terbu-
ka peluang polisi, jaksa, dan hakim 
untuk melakukan diversi.  Bahkan, 
sebelum ada putusan Mahkamah 
Konstitusi tahun 2013, diversi me- 
rupakan langkah wajib yang 
bersanksi pidana bagi polisi, jaksa, 
hakim sebelum menerapkan ketentu-
an hukum acara pidana.  Saat ini 
meskipun polisi, jaksa, dan hakim 
tidak melakukan diversi tidak dapat 
dipidana. Ketentuan diversi tersebut 
memberi harapan positif  bagi 
pencari keadilan dan penegak hukum 
untuk melaksanakan penyelesaian 
perkara tindak pidana anak sesuai 
dengan karakteristik anak tanpa 
mengabaikan kepentingan korban 
dan masyarakat. 
Dengan demikian, dalam pena- 
nganan anak yang berkonflik dengan 
hukum, diversi dalam perkara anak 
dilakukan oleh Polisi, Jaksa, dan 
Hakim sesuai dengan kewenangan- 
nya dalam acara pidana.  Jika diversi 
gagal maka proses peradilan pidana 
dalam maing-masing tingkatan akan 
diberlakukan dengan puncak proses 
berupa putusan pengadilan. 
Sebelum proses polisi, jaksa, dan 
hakim melakukan diversi, harus 
dipastikan dahulu bahwa persyaratan 
perkara yang dapat didiversi 
memenuhi persyaratan objektif dan 
subjektif sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7 ayat (2).  Persyaratan objek-
tif, yaitu bahwa perkara tindak 
pidana yang akan diproses Diversi 
adalah pelaku tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara di 
bawah 7 (tujuh) tahun.  Persyaratan 
subjektif adalah anak tersebut bukan 
merupakan melakukan pengulangan 
tindak pidana.Dalam UU-SPPA 
tersebut dijalelaskan tentang penger-
tian pengulangan tindak pidana, 
bahwa pengulangan tindak pidana 
dalam ketentuan ini merupakan 
tindak pidana yang dilakukan oleh 
Anak, baik tindak pidana sejenis 
maupun tidak sejenis, termasuk 
tindak pidana yang diselesaikan 
melalui Diversi.
Dalam penjelasan tersebut tidak 
ada jangka waktunya berapa lama 
antara tindak pertama yang pertama 
dengan yang kedua atau selanjutnya. 
Karena itu, UU-SPPA merupakan 
kekhususan dalam hukum pidana 
sehingga dapat menyimpangi keten-
tuan KUHP tentang jangka waktu 
agar dapat dikategorikan melakukan 
pengulangan tindak pidana. Jika 
persyaratan tersebut dipenuhi, maka 
Polisi, Jaksa dan Hakim wajib 
melakukan Diversi. Jika diversi 
sudah dicapai, maka hasil kesepaka-
tan dijadikan dasar Penetapan Ketua 
Pengadilan.
Dalam melaksanakan Diversi, 
penegak hukum wajib menggunakan 
asas sebagaimana diatur dalam Pasal 
2, yaitu pelindungan; keadilan; 
nondiskriminasi; kepentingan ter- 
baik bagi Anak; penghargaan terha-
dap pendapat Anak; kelangsungan 
hidup dan tumbuh kembang Anak; 
pembinaan dan pembimbingan 
Anak; proporsional;  perampasan 
kemerdekaan dan pemidanaan se- 
bagai upaya terakhir; dan penghinda-
ran pembalasan. 
Diversi oleh Hakim Anak di 
Pengadilan Negeri dapat dilakukan 
di ruang mediasi (Pasal 52 ayat (4)).-
Proses Diversi dilakukan dengan 
teknik musyawarah (Pasal 8 ayat 
(1)).Pihak yang wajib dilibatkan 
dalam Diversi adalah Anak dan 
orang tua/walinya, korban dan/atau 
orang tua/Walinya, Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial 
Profesional (Pasal 8 ayat (1)).Selain 
itu dapat pula ditambah dengan 
Tenaga Kesejahteraan Sosial, 
dan/atau masyarakat (ayat (2)). Para 
pihak yang bersengketa dapat 
diwakili oleh kuasanya dengan surat 
kuasa khusus, baik oleh advokat 
maupun orang lain yang dipercaya. 
Pihak ketiga di yang ditentukan oleh 
UU dapat turut serta dan mengga-
bungkan diri dalam proses musya- 
warah, apabila terdapat unsur 
kepentingan yang terkait dan keturut 
sertaannya disepakati oleh pihak 
pelaku dan korban serta disetujui 
oleh Hakim yang memimpin musya- 
warah.
Berdasarkan Pasal 9, ditentukan 
bahwa Penyidik, Penuntut Umum, 
dan Hakim dalam melakukan Diversi 
harus mempertimbangkan: a).kate-
gori tindak pidana; b)  umur Anak; c) 
hasil penelitian kemasyarakatan dari 
Bapas; dan d) dukungan lingkungan 
keluarga dan masyarakat. Kesepaka-
tan Diversi tersebut harus mendapat-
kan persetujuan korban dan/atau 
keluarga Anak Korban serta kese-
diaan Anak dan keluarganya, kecuali 
untuk: a)  tindak pidana yang berupa 
pelanggaran;  b) tindak pidana 
ringan; c) tindak pidana tanpa 
korban; atau d) nilai kerugian korban 
tidak lebih dari nilai upah minimum 
provinsi setempat.
Hasil kesepakatan Diversi dapat 
berbentuk, antara lain: a)  perda-
maian dengan atau tanpa ganti keru-
gian; b)  penyerahan kembali kepada 
orang tua/Wali;  c)  keikutsertaan 
dalam pendidikan atau pelatihan di 
lembaga pendidikan atau LPKS 
paling lama 3 (tiga) bulan; atau d)  
pelayanan masyarakat.  Khusus di- 
versi terhadap pelaku a)  tindak 
pidana yang berupa pelanggaran;  b) 
tindak pidana ringan; c) tindak 
pidana tanpa korban; atau d) nilai 
kerugian korban tidak lebih dari nilai 
upah minimum provinsi setempat-
dapat dilakukan oleh penyidik bersa-
ma pelaku dan/atau keluarganya, 
Pembimbing Kemasyarakatan, serta 
dapat melibatkan tokoh masyarakat.
Diversiyangdilakukan oleh Pe- 
nyidik atas rekomendasi Pembimb-
ing Kemasyarakatan dapat berben-
tuk: a) pengembalian kerugian dalam 
hal ada korban; b) rehabilitasi medis 
dan psikososial; c) penyerahan kem-
bali kepada orang tua/Wali;  d) keikut 
sertaan dalam pendidikan atau pelati-
han di lembaga pendidikan atau 
LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; 
atau e) pelayanan masyarakat paling 
lama 3 (tiga) bulan.
Selama proses Diversi berlang- 
sung sampai dengan kesepakatan 
Diversi dilaksanakan, Pembimbing 
Kemasyarakatan wajib melakukan 
pendampingan, pembimbingan, dan 
pengawasan (Pasal 14 ayat (2)). 
Kesepakatan Diversi wajib dilak-
sanakan paling lama 30 (tiga puluh) 
hari (Pasal 52 ayat (3)).Jika  Diversi 
sudah dilaksanakan dalam jangka 
waktu tersebut maka proses perkara 
tindak pidana tidak dilanjutkan ke 
tahapan persidangan. Pelaku tindak 
pidana dan pihak-pihak terkait akan 
mendapatkan penetapan dari Ketua 
Pengadilan Negeri yang isinya me- 
netapkan bahwa perkara tindak 
pidana anak sudah diselesaikan 
melalui Diversi dan sudah mempu-
nyai kekuatan hukum tetap.Penga-
wasan atas proses Diversi dan pelak-
sanaan kesepakatan yang dihasilkan 
berada pada atasan langsung pejabat 
yang bertanggung jawab di setiap 
tingkat pemeriksaan (Pasal 14 ayat 
(1).
Berdasarkan hasil studi di ma- 
syarakat di Indonesia,  ada beberapa 
hasil penelitian yang dapat dijadikan 
alasan empiris mengapa diversi perlu 
dilakukan, dan prosesnya harus 
cermat agar tercapai keadilan 
restoratif.  
Meskipun banyak kelebihan dan 
manfaatnya bagi anak, pelaksanaan 
diversi ternyata ini banyak mengha-
dapi hambatan. Studi yang pernah 
dilakukan di wilayah Banyumas, 
Purbalingga, Banjarnegara, Kebu-
men, dan Cilacap menunjukkan 
bahwa tidak semua korban atau kelu-
arga korban bersedia menerima cara 
penyelesaian tindak pidana melalui 
diversi. Alasannya: keinginan untuk 
membuat pelaku “kapok” jika dima-
sukkan dalam penjara; kejahatan 
yang dilakukan oleh pelaku adalah 
kejahatan yang diancam dengan 
pidana yang berat; penegak hukum 
kurang mendukung upaya perda-
maian; tidak ada petunjuk pelaksa-
naan maupun petunjuk teknis bagi 
aparat penegak hukum untuk 
mengimplementasi cara penyele- 
saian non-litigasi(Wardaya dan Ret- 
naningrum, 2008 :59). Hasil peneli-
tian ini sama dengan hasil penelitian 
Subekhan, bahwa penyelesaian per- 
kara pidana yang dilakukan oleh 
anak dengan menggunakan pendeka-
tan restorative Justice belum terlak-
sana secara optimal, karena belum 
adanya aturan hukum sebagai 
landasan penyelesaian model ini; 
perubahan masyarakat dari gemein-
schaft ke arah gesselschaft ber- 
dampak pada sulitnya rnengharapkan 
partisipasi masyarakat dalam 
penyelesaian yang bersifat restorasi; 
dan konsep restorative justice yang 
tidak melembagakan proses penyele-
saiannya berdampak pada hasil yang 
dicapai dalam penyelesaian restorasi 
tidak memberikan kepastian hukum 
bagi anak, korban dan masyarakat 
(Subkhan, 2008:i ) Penelitian-peneli-
tian di atas dilakukan atas kebijakan 
Diversi yang dilakukan oleh Polri 
berdasarkan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.
Selama proses peradilan pidana di 
Indonesia, mayoritas anak ditahan di 
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Rumah Tahanan atau Lembaga 
Pemasyarakatan selama 2-3 bulan.  
Jumlah terdakwa yang dijatuhi 
pidana penjara sekitar 90%. Pembi-
naan anak di di LAPAS kurang opti-
mal karena masa pidananya singkat. 
Proses peradilan tersebut tidak mem-
berikan rasa keadilan bagi anak. 
Secara normatif, sistem hukum di 
Indonesia belum ramah anak dan 
sistem kesejahteraan belum terinte-
grasi. Struktur dan aparatur penegak 
hukum juga belum ada persamaan 
persepsi terhadap penanganan anak 
nakal sehingga perlu peningkatan 
kapasitas sumberdaya manusia. 
Begitu juga ketersediaan sarana dan 
prasarana masih harus ditingkatkan.  
Pandangan dan perilaku masyarakat 
ternyata banyak yang masih memak-
nai pidana sebagai tindakan yang 
harus bersifat punitif dan retributif 
(Apong Herlina, 2015).
Selama dalam masa proses 
peradilan pidana, beberapa studi 
menunjukkan bahwa mereka men- 
dapat perlakuan yang buruk bahkan 
kadang-kadang lebih buruk dari 
perlakuan terhadap orang dewasa 
pada suatu situasi yang sama. 
Perlakuan buruk ini tidak hanya 
terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) 
atau Lembaga Pemasyarakatan 
(Lapas) namun tindak kekerasan 
terhadap mereka sering dialami sejak 
berada di kantor polisi yang berupa 
tamparan, tendangan, bahkan 
kadang-kadang pelecehan seksual. 
Penyidikan di kantor polisi ini sebe-
narnya dalam rangkapenyusunan 
Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 
Namun, kekerasan sering menjadi 
bagian dari upaya untuk memperoleh 
pengakuan. Bentuk kekerasan lain 
berupa tindakan memaksa anak 
untuk membersihkan kantor polisi 
dan mobil patroli. Rutan atau Lapas 
juga memberikan pengaruh buruk 
terhadap anak-anak di samping hak 
mendapat pendidikan baginya 
terabaikan (Lily, 2014). Studi pada 
tahun 2006, bahwa 96% kasus anak 
yang diajukan ke pengadilan menga-
kibatkan tindankan pasa berupa 
penahanan, 60% pidana yang 
dijatuhkan lebih dari satu tahun, dan 
hanya sedikit atau bahkan tidak ada 
bantuan hukum (RingkasanKajian, 
Oktober, 2012 http://www.unicef. 
org, 2014).
Berdasarkan Penelitian di Kota 
Makassar, Makmur, Hakim Anak 
Pengadilan Negeri Makassar, perka-
ra anak sebenarnya sangat kental 
nuansa keadilan restoratif.Justru 
keadilan restoratif tersebut lahir dari 
Pembimbing Kemasyaratan, tetapi 
ternyata hampir tidak pernah ada 
petugas BAPAS yang merekomen-
dasikan agar anak tersebut tidak 
dijatuhi pidana. Namun sebaliknya, 
Husni Guna, Kepala Seksi Bimbi- 
ngan Klien Anak Balai Pema- 
syarakatan Kelas I Makassar menya-
takan bahwa BAPAS tidak pernah 
merekomendasikan sanksi pidana 
pada anak, dan pembinaan anak 
dalam LAPAS merupakan upaya 
terakhir jika upaya lainnya gagal 
dilakukan ( Adiguna dkk, 2014). 
Berdasarkan penelitian Hafad, ma- 
yoritas hasil PK di Kota Malang 
menggunakan bahasa “klise” dan 
mayoritas merekomendasikan agar 
anak dijatuhi pidana atau tindakan 
seadil-adilnya.  Kalau tidak dengan 
“bahasa klise” tersebut, banyak hasil 
penelitian kemasyarakatan mere-
komendasikan agar hakim menjatuh-
kan sanksi paling adil (Hafad, 2004 : 
78). Namun demikian, yang 
mengembirakan, di BAPAS Suraba-
ya, Pembimbing Kemasyarakatan 
seringkali merekomendasikan agar 
anak di bina di luar LAPAS disertai 
dengan kesanggupan pihak-pihak 
tertentu yang siap menampung anak 
nakal, dan hakim memenuhi saran 
tersebut (Widodo, 2012 : 25).
Jika anak di masukkan ke LAPAS 
(pada saat berlakunya UU-SPPA 
disebut LPKA), anak-anak di LPKA 
ternyata mayoritas hanya dibina 
secara umum (tidak memperhatikan 
kebutuhan dan kompetensi anak) dan 
proses belum tampak adanya model 
pembinaan yang bersifat individual 
(individual treatment model), maka 
dampaknya akan makin buruk bagi 
anak.  Selama ini anak (apapun 
tindak pidana yang dilakukan) yang 
ada di LAPAS Anak maupun di suatu 
blok (di LAPAS Dewasa) sehingga 
pada siang hari dapat berinteraksi 
dan saling bergaul sehingga memung 
kinkan saling “belajar kejahatan.”  
Akibatnya, dalam LAPAS terjadi 
prisonisasi, meskipun anak tidak 
selalu menjadi residivis (penjahat 
kambuhan).  Jika anak dimasukkan 
ke LPKA atau LPKS yang tidak 
tertata model pembinaannya, 
dampak positif bagi anak dan ma- 
syarakat memang banyak, namun 
dampak negatif bagi anak cukup 
dominan (Widodo, 2012 : 25).
Berkaitan dengan diversi yang 
berjalan selama ini, pandangan nega-
tif masyarakat terhadap penegak 
hukum juga mempunyai pengaruh 
besar terhadap penerapan diversi.Hal 
ini diungkapkan oleh Wahyudi 
(Penyidik Pembantu PPA) bahwa 
ketika pihak-pihak didamaikan, ma- 
syarakat beranggapan bahwa penyi- 
dik membela dan dibayar oleh pihak 
pelaku tindak pidana sehingga 
pelaku tidak diproses secara 
pidana.Padahal Polisi melakukan 
upaya damai (diversi) untuk kepen- 
tingan terbaik bagi anak.Hal serupa 
juga diungkapkan oleh Andi Armasa-
ri (Jaksa Fungsional Kejaksaan 
Negeri Makassar) bahwa penilaian 
negatif dari masyarakat jika mereka 
didamaikan, atau jaksa membuat 
tuntutan ringan anak pelaku tindak 
pidana. Kejaksaan dianggap pihak 
yang tidak bertanggung jawab, 
bahkan dituduh dibayar oleh pelaku, 
atau ada hubungan keluarga antara 
jaksa dengan pelaku.  Menurut Iswa-
hyu Widodo (Hakim Anak di Penga-
dilan Negeri Makassar), umumnya, 
kendala untuk mendamaikan para 
pihak adalah korban sudah menjadi 
korban berkali-kali, meskipun pela- 
kunya bukan orang yang sama (Adi-
guna dkk., 2014).
Berdasarkan hasil penelitian di 
atas dapat dihami beberapa hal beri-
kut.  Dalam perspektif substansi 
hukum, petunjuk teknis pelaksanaan 
diversi belum semuanya lengkap.  
Hal ini dapat diatasi dengan cara 
membuat Peraturan Pemerintah (PP) 
tentang diversi sebagaimana diatur 
dalam Pasal 15. Ketentuan Peraturan 
Pemerintah yang ditindaklanjuti 
dengan peraturan yang lebih rendah 
tingkatannya juga penting mengingat 
ada beberapa norma dalam UU-SP-
PA yang multi tafsir, antara lain:
a. Siapa saja yang wajib hadir dalam 
diversi di setiap tingkatan, dan 
bagimana jika diantara mereka 
tidak hadir, akankah menjadikan 
diversi batal demi hukum atau 
dapat dibatalkan. Dalam UU 
tersebut ada kata “wajib”, sehing-
ga secara terminologis dapat 
ditafsirkan “bisa”, bukan wajib.  
Bagaimana jika para pihak yang 
disebutkan dalam 8 ayat (1) ada 
yang tidak hadir apakah jika ada 
diversi kemudian diversinya 
dianggap batal demi hukum atau 
bagaimana.  Apa sanksi bagi 
pihak yang diundang penegak 
hukum dalam diversi kemudian 
tidak hadir?
b. Tidak ada norma yang mengatur 
cara diversi jika proses mengala-
mi jalan buntu (deadlock) dalam 
musyawarah. Apakah diversi ter- 
sebut langsung dianggap gagal 
atau ada alternatif lain, misalnya 
dengan pungutan suara. Namun 
bagaimana penentuan keberhasi-
lannya, dan bagaimana persentase 
suara dari masing-masing pihak. 
Bagaimana ketentuan musyawa- 
rah yang berhasil dalam diversi, 
apakah semua pihak harus setuju 
dengan kesepakatan, atau jika ada 
yang tidak setuju diversi pihak-pi-
hak tertentu sengaja meng-
gagalkan diversi dengan tujuan 
agar anak dimasukkan ke proses 
peradilan pidana.
c. Tidak ada ketentuan tentang 
pengertian masyarakat (dalam 
ketentuan melibatkan “tokoh 
masyarakat” dalam Pasal 10 ayat 
(1), apakah masyarakat sekitar 
tempat tindak pidana terjadi, atau 
masyarakat tempat pelaku bera- 
sal, atau masyarakat tempat 
korban berasal, atau masyarakat 
merupakan orang-orang yang 
memahami tentang karakteristik 
pelaku (misalnya orang yang 
meneliti tentang tingkah laku 
yang dilakukan pelaku,a atau 
orang yang pernah melakukan 
tingkah laku yang sama dengan 
pelaku) atau korban  (misalnya 
orang yang meneliti tentang 
eksistensi korban atau orang yang 
pernah menjadi korban dalam 
tindak pidana yang sama).
d. Tidak ada ketentuan limitatif 
tentang bentuk hasil kesepakatan. 
Dalam Pasal 11 hanya diatur 
“antara lain”. Apakah boleh ada 
bentuk lain selain yang diatur 
dalam Pasal 11.  
Meskipun ada beberapa kelema- 
han, banyak juga keunggulan norma-
tif dalam UU-SPPA antara lain 
sebagai berikut.
a. Memberikan peluang pada anak, 
korban dan masyarakat untuk 
melakukan diversi dalam rangka 
memulihkan keadaan, tanpa meli-
batkan anak dalam proses per- 
adilan pidana.
b. Menggunakan Paradigma keadi- 
lan restoratif, yang tercermin 
dalam diversi maupun sistem 
peradilan pidana (sampai dengan 
pembimbingan klien oleh 
BAPAS).
c. Memuat banyak jenis pidana dan 
tindakan yang memungkinkan 
hakim menjatuhkan jenis dan 
beratnya sanksi sesuai dengan 
pendekatan keadilan restoratif.
d. Mengatur kerangka penannagan 
anak yang berkonflik dengan 
hukum, mulai dari diversi sampai 
pada pengawasan dan pembim- 
bingan sehingga menjamin kepas-
tian hukum dan dapat digunakan 
sebagai dasar pembuatan peta 
jalan (roadmap) dalam pencipta-
an keadilan restoratif.
e. Pelibatan banyak lembaga peme- 
rintah, lembaga kemasyarakatan, 
ahli, dan individu dalam sistem 
peradilan pidana.
Berkaitan dengan pelaksanaan 
diversi, ada beberapa permasalahan 
yang perlu mendapat pemecahan, 
secara yuridis maupun praktis antara 
lain sebagai berikut.
a. Belum ada Peraturan pemerintah 
tentang Diversi, padahal UU-SP-
PA dilaksanakan tanggal 1 Juli 
2014.  Jika tidak ada PP, maka 
para penegak hukum akan meng-
gunakan peraturan yang ada.  
Apakah peraturan yang ada sudah 
mencerminkan filosofi UU-SP-
PA.
b. Apakah catatan hasil diversi 
bersifat online dan terintegrasi 
antara kepolisian, kejaksaan, dan 
pengadilan? Jika tidak, bagaima-
na jika rekam jejak anak tidak 
terekam maka memungkinkan 
seorang anak di-diversi lebih dari 
1 (satu) kali.
c. Apakah BAPAS mampu melak-
sanakan tugas membuat Peneli-
tian Kemasyarakatan dan menga-
wasan proses pelaksanaan diver-
si.Pasal  28 mengatur bahwa Hasil 
Penelitian Kemasyarakatan wajib 
diserahkan oleh Bapas kepada 
Penyidik dalam waktu paling 
lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh 
empat) jam setelah permintaan 
penyidik diterima.  Padahal, 
jumlah Pembimbing Kema- 
syarakatan sangat sedikit, namun 
wilayah kerjanya antara 5 sampai 
7 kabupaten kota.  Misalnya 
BAPAS Jember (yang wilayahnya 
meliputi Jember, Banyuwangi, 
Bondowoso, Situbondo, dan 
sebagian Lumajang) hanya memi-
liki 11 orang pegawai.  Jumlah 
Pembimbing Kemasyarakatan 
Anak hanya 3 orang. Sarana 
transportasi milik BAPAS ada 
sangat kurang (Widodo, 2012: 
235).
d. Mampukan Bapas melakukan 
pengawasan, pembinaan, pem-
bimbingan secara profesional 
terhadap anak yang didiversi dan 
berada di luar LPKS? Jika tidak 
diawasi, bisa bertambah nakal.  
Jika tidak diawasai, anak tidak 
mendapatkan perlindungan 
hukum agar tidak mengulangi 
tindak pidana, karena tidak ada 
pendampingan atau bimbingan 
yang memadai ke arah tingkah 
laku yang baik. Bukankah anak 
yang didiversi sesungguhnya 
adalah anak yang melakukan 
tindak pidana (hanya saja tidak 
diputus oleh pengadilan, tetapi 
hanya ditetapkan oleh pengadilan 
sebagai pelaku tindak pidana 
pertama).
e. Sudah siapkah semua penegak 
hukum (termasuk advokat) dan 
pihak-pihak terkait melakukan 
musyawarah dalam rangka diver-
si, padahal proses tersebut mem-
butuhkan banyak pengetahuan 
dan keterampilan.
Berkaitan dengan permasalahan 
tersebut, para pihak harus melakukan 
beberapa langkah berikut agar diver-
si dan sistem peradilan pidana dapat 
terlaksana dan dapat mencapai 
tujuan berupa keadilan restoratif. 
a. Dalam Subtansi hukum, pemerin-
tah harus segera menerbitkan 
Peraturan Pemerintah tentang 
diversi sebagaimana diatur dalam 
Pasal 15. Setelah ada PP, maka 
pihak-pihak penegak hukum dan 
pemangku kepentingan lain (mi- 
salnya kementerian terkait) me- 
nerbitkan petunjuk pelaksanaan 
dan petunjuk teknis agar dapat 
digunakan sebagai pemandu 
diversi.  Untuk menguatkan pro- 
ses diversi, maka diperlukan pem-
buatan (atau peninjauan) nota 
kesepahaman “payung” yang 
ditindaklanjuti dengan perjanjian 
kerjasama antar-instansi.
b. Penegak Hukum dan pemangku 
kepentingan wajib melaksanakan 
sejumlah langkah, antara lain 
sebagai berikut.
1) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, advokat agar dapat 
melakukan diversi pada anak, 
karena anak mempunyai 
karakter khusus, begitu pula 
korban dan masyarakat juga 
mempunyai karakter unik. 
2) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, dan advokatagar dapat 
melakukan proses peradilan 
pidana pada anak, karena anak 
mempunyai karakter khusus 
yang harus diperhatikan, baik 
anak pelaku, anak korban, 
maupun anak saksi.  
3) Kualitas dan kuantitas Peker-
ja Sosial Profesional dan Te- 
naga Kesejahteraan Sosial 
juga perlu ditingkatkan dalam 
penanganan anak yang ber- 
konflik dengan hukum.
4) Peningkatan kemampuan 
calon petugas LPKS (sebagai 
tempat pembinaaan anak yang 
dijatuhi pidana), LPKA (tem-
pat anak yang di-diversi 
berupa pengikutsertaan dalam 
lembaga), LPAS (sebagai 
tempat penahanan anak 
semesntara), petugas pema- 
syarakatan di Blok Anak pada 
LAPAS Dewasa.
5) Peningkatan kemampuan 
pembimbing kemasyarakatan 
(dari BAPAS) dalam membuat 
Penelitian Kemasyarakatan 
(Litmas) agar lebih cepat, 
akurat, dan berkualitas (me- 
muat analisis yang proporsio- 
nal dari sisi sosiologi, psikolo-
gi, penologi, dan “ilmu ting-
kah laku” lainnya), dan 
melakukan pendampingan, 
pembimbingan, dan penga-
wasan proses diversi, dan 
pelaksanaan diversi (baik di 
dalam LPKS maupun di ma- 
syarakat). BAPAS harus mem-
berikan rekomendasi (Pasal 10 
ayat (2), pendampingan, pem-
bimbingan, dan pengawasan 
terhadap anak selama proses 
dan pelaksanaan diversi (Pasal 
14 ayat (2), laporan kegagalan 
diversi (Pasal 14 ayat (3).  
Waktu pembuatan litmas 
sangat singkat yaitu hanya 3 
hari.**
Para penegak hukum dan 
pemangku kepentingan perlu 
mendapatkan pendidikan dan pelai-
han atau bahkan pendidikan khusus 
secara bertahap dan terus-menerus 
dan masing-masing memperoleh 
sertifikat agar memenuhi standar 
minimal yang dibutuhkan pencapa-
ian keadilan restoratif.  Hal ini sama 
dengan apa yang dikemukakan 
Jonson bahwa ... facilitator style and 
role, certification, training requir-
ment’s, professional standards and 
othe issues will continue to add 
spince to the stew of co-creation ad 
individuality in the field many years 
to come (Daniel van Ness, 2007 
:223).
c. Masyarakat perlu ditingkatkan 
kepeduliannya dalam menyele-
saikan tindak pidana anak.  Pan-
dangan masyarakat terhadap 
keadilan restoratif juga perlu 
diperbaiki agar tidak ada prasang-
ka. Langkah yang dapat dilaku-
kan oleh pemerintah bersama 
pemangku kepentingan antara 
lain sebagai berikut.
1) Sosialisasi UU kepada ma- 
syarakat, terutama masyarakat 
yang rentan sebagai pelaku 
maupun korban tindak pidana 
anak.
2) Membudayakan pemikiran 
“positif” anggota masyarakat 
terhadap proses diversi di 
semua tingkatan pradilan 
pidana.  Memberikan pemaha-
man yang komprehensif terha-
dap keadilan restoratif yang 
dicapai melalui proses 
peradilan pidana.
3) Meningkatkan komitmen 
masyarakat dan pemerhati 
untuk selalu mengutamakan 
penyelesaian tindak pidana 
anak yang sesuai dengan kebu-
tuhan anak.
d. Sarana dan prasarana(termasuk 
kurikulum) sangat perlu diada-
kan, ditambah atau ditata ulang, 
antara lain sebagai berikut. 
1) Penyediaan ruangan khusus 
di Kepolisian, Kejaksaan, dan 
Pengadilan, penganggaran, 
fasilitas pendukung, data 
online yang terintegrasi (agar 
pelaporan, pendataan, pendo-
kumentasian (pengarsipan) 
data diversi mudah, cepat, dan 
murah). Hal inisangat penting 
dalam keadministrasian, 
apalagi di wilayah luar pulau 
Jawa yang geografisnya varia-
tif, dan modal tranportasinya 
terbatas).
2) Pembentukan LPKS, LPAS, 
LPKA.
3) Peninjauaan dan pembentu-
kan model pembinaan di 
LPKS, LPKA berserta kuriku-
lum, termasuk penyediaan 
fasilitas pendukungnya.
Pendidikan, Pembinaan, Pen-
dampingan dan  Pengawasan  Ter-
hadap  Anak yang Di-diversi 
Maupun yang Dijatuhi Pidana 
Atau Tindakan  Oleh Pengadilan
Sampai saat ini di LAPAS Anak 
atau LAPAS Dewasa Indonesia 
belum ada model yang sistemik 
tentang pendidikan, pembinaan, 
pendampingan, dan pengawasan 
khusus terhadap anak yang didasar-
kan pada asas individualisasi pembi-
naan (baik pembimbingan mental 
dan kerohanian maupun pembimbi- 
ngan/latihan kerja), dan asas kepen- 
tingan terbaik bagi anak. Penga-
wasan yang dilakukan oleh BAPAS 
terhadap anak yang dijatuhi pidana 
maupun tindakan juga kurang opti-
mal. Kepedulian masyarakat dan 
organisasi kemasyarakatan terhadap 
anak yang melakukan tindak pidana 
juga belum optimal.  Berdasarkan 
fakta tersebut, maka pola penga-
wasan dapat dilakukan oleh para 
pihak sebagai berikut.
a. Anak yang didiversi sudah me- 
ngalami masalah kelakuan, 
karena itu pembinaannya dapat 
dilakukan oleh bagian Bimbingan 
dan Konseling (jika sekolah), 
pimpinan lembaga pendidikan 
non-formal (jika menempun 
pendidikan non formal), orang tua 
atau wali atau perorangan lain 
(jika dikembalikan ke orang 
tua/wali atau diserahkan kepada 
perorangan), kepala organisasi 
kemasyarakatan (jika diserahkan 
ke organisasi kemasyarakatan), 
kepala desa/lurah (jika tidak ada 
pembina).
b. Anak yang dimasukkan ke LPKS, 
LPKA dibimbing oleh petugas 
khusus yang ada dalam lembaga 
tersebut.
c. Pembimbing Kemasyarakatan di 
BAPAS, sesuai dengan bidang 
tugasnya.
Namun, para pembina dan petu-
gas, pengawas tersebut harus dibuat-
kan pola atau model atau sistem yang 
dapat dipedomani berdasarka Pera-
turan Pememrintah (PP) dan peratu- 
ran menteri atau lembaga pemerintah 
yang terkait dengan penanganan 
anak yang berkonflik dengan hukum 
(pelaku), dan anak yang berhadapan 
dengan hukum (anak saksi dan anak 
korban).  Khusus pada anak pelaku, 
pembentukan model pendidikan, 
pembinaan, pendampingan tersebut 
harus didasarkan ada karakteristik 
unik dari masing-masing anak, 
sehingga harus mengutamakan 
model individualisasi pembinaan dan 
berbasis pada kebutuhan anak. 
Karena itu, pemerintah perlu mem-
buat model khusus tentang penga-
wasan, pembinaan, dan pendampin-
gan anak yang berkonflik dengan 
hukum, baik di-diversi maupun 
dijatuhi pidana (straf)atau tinda-
kan(maatregels).
Simpulan
1. Diversi pada perkara anak perlu 
dilakukan oleh penegak hukum 
secara terukur dan legal berdasar-
kan UU Sistem Peradilan Anak 
dalam rangka melindungi anak, 
anak korban dan kepentingan 
masyarakat secara proporsional.  
2. Kelemahan pelaksanaan peradilan 
pidana anak, kekurangmampuan 
LAPAS, LAPAS Anak, dan 
Organisasi Kemasyarakatan da- 
lam membina anak yang berkon- 
flik dengan hukum selama ini 
memicu lahirnya diversi.  Keber-
hasilan diversi pada anak di 
beberapa negara menjadi sema- 
ngat tersendiri bagi pembuat UU 
untuk membentuk lembaga diver-
si secara legal. 
3. Konsekuensi dari diversi pada 
anak, para pihak yang terlibat 
dalam proses dan pasca-diversi 
wajib menjamin kepentingan 
terbaik bagi anak dan korban.  
Karena itu, pendidikan, pembi-
naan, pendampingan dan penga-
wasan anak yang berkonflik 
dengan hukum (baik yang disele-
saikan dengan diversi maupun 
yang diadili melalui sistem 
peradilan pidana) wajib dilak-
sanakan secara sistemik berdasar-
kan asas kepentingan terbaik bagi 
anak tanpa mengabaikan kepen- 
tingan korban dan masyarakat.
4. Konsekuensi yuridisnya,Peratu- 
ran Pemerintah Republik Indone-
sia  Nomor 65 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pelaksanaan 
Diversi dan Penanganan Anak 
yang Belum Berumur 12 (Dua 
Belas) Tahun perlu ditindaklanjuti 
dengan peraturan internal di 
kalangan Polri, BAPAS, dan 
instansi terkait sebagai standar 
prosedur operasional di lembaga 
yang terlibat dalam proses diver-
si, termasuk lembaga pelaksana 
dan pengawas putusan diversi 
dalam rangka impementasi kebi-
jakan diversi anak di Indonesia.
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Pendahuluan
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum harus didasarkan 
pada kepentingan terbaik bagi anak. 
Pengertian frasa “terbaik bagi anak” 
terkait dengan sifat anak, baik fisik, 
psikis, maupun sosial sehingga 
kepentingan anak satu dengan lain- 
nya tidak harus sama. A definition of 
the child’s best interests cannot 
accommodate the diverse nature of 
the interests appropriate for a partic-
ular child, from a particular back-
ground and at a particular time of 
development. (Sifris at.all 2014). 
Pengutamaan kepentingan terbaik 
bagi anakini juga didasarkan pada 
asas umum perlindungan anak 
sebagaimana diatur dalam konvensi 
anak, bahwa 
The best interests of the child 
shall be a primary consideration 
in all actions affecting children. 
(The 1989 Convention on the 
Rights of the Child).The term 
“best interests” broadly 
describes the well-being of a 
child. Such well-being is deter-
mined by a variety of individual 
circumstances, such as the age, 
the level of maturity of the child, 
the presence or absence of 
parents, the childs environment 
and experiences.(UNHCR Guide-
lines, 2008).
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum tidak harus menggu-
nakan sarana nonpenal (misalnya 
diversi) atau menggunakan hukum 
pidana (sarana penal).  Namun, ke- 
duanya dapat dilakukan secara 
berurutan, yaitu mengutamakan 
diversi (jika memenuhi persyaratan 
diversi), dan jika upaya tersebut 
gagal maka akan diberlakukan 
sistem peradilan pidana bagi 
anak.Hal ini sesuai dengan pendapat 
bahwa the major goal of the first 
juvenile courts, established at the 
turn of the century, was to provide an 
alternative to, and thereby divert 
youth from, the criminal court(Albert 
L. Robert (Edit), 2008 : 184).
Secara umum, pemberlakuan-
sistem peradilan pidana untuk 
penyelesaian perkara pidana dapat 
berdampak buruk bagi anak, teruta-
ma pemberian “stigma jahat” pada 
anak (stigmatisasi atau labelisasi), 
dan terjadinya pembiasaan kebia- 
saan-kebiasan buruk di LAPAS yang 
kemudian dipraktikkan lagi oleh 
anak ke luar LAPAS Anak (prisoni-
sasi), bahkan pengulangan tindak 
pidana yang lebih serius akibatnya. 
Salah satu penyebabnya adalah 
adanya kontak langsung dengan 
penegak hukum yang dapat membuat 
anak frustrasi.  Jika perkaranya 
sudah diputus oleh pengadilanpun, 
mungkin akan menjadi stigma bagi 
anak pelaku tindak pidana.  Karena 
itu, para ahli di bidang psikologi, 
hukum, etimologi kriminal, krimi-
nologi, pendidikan, dan penologi 
selalu mencari jalan terbaik bagi 
anak, korban, dan kepentingan ma- 
syarakat.  Akhirnya, para ahli mewa-
canakan pendekatan keadilan resto- 
ratif sebagai alternatif pemikiran 
untuk mengurangi kelemahan teori 
pemidanaan retributif, teori prevensi 
maupun teori gabungan.
Keadilan restoratif merupakan 
suatu ide dan gerakan yang me- 
ngedepankan keadilan dalam pers-
pektif pelaku dan keluarganya, 
korban dan keluarganya, masyarakat, 
dan pemangku kepentingan dalam 
rangka pemulihan keadaan masing- 
masing.  Karena itu, konsepsi pemi- 
kiran keadilan restoratif (restorative 
justice) menjadi salah satu upaya 
menjauhkan anak dari sistem per- 
adilan pidana yang tidak perlu.  
Pendekatan ini mengutamakan pe- 
nyelesaian tindak pidana di luar 
peradilan pidana.  Pendekatan terse-
but bukan hanya pada anak, melain- 
kan juga pada orang dewasa (misal- 
nya pencurian ringan, penggelapan 
ringan, perbuatan curang (penipuan) 
ringan) maupun anak-anak.  Bahkan 
di beberapa negara maju, korporasi 
yang melakukan tindak pidana dapat 
juga diselesaikan dengan pendekatan 
keadilan restoratif.
Keadilan restoratif adalah cara-
menanggapi perilaku criminal 
dengan cara menyeimbangkan antara 
kebutuhan masyarakat, dengan 
korban danpelaku. Ini merupakan 
konsep yang terus berkembangdan 
dapat menimbulkan interpretasi yang 
berbeda di negara yang berbeda.
Restorative justice is a way of 
responding to criminal behaviour 
by balancing the needs of the 
community, the victims and the 
offenders. It is an evolving 
concept that has given rise to 
different interpretation in differ-
ent countries, one around which 
there is not always a perfect 
consensus.(United Nations, 2006: 
6).
Berkaitan dengan konsep 
keadilan restoratif dalam perkara 
pidana yang dilakukan oleh anak, 
menurut Pasal 1 angka 6 Undang- 
Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 
Sistem Peradilan Pidana  Anak (LN 
Tahun  2012  Nomor  153, TLN 
Nomor  5332), pengertian keadilan 
restoratif adalah penyelesaian perka-
ra tindak pidana dengan melibatkan 
pelaku, korban, keluarga pelaku/kor-
ban, dan pihak lain yang terkait 
untuk bersama-sama mencari 
penyelesaian yang adil dengan 
menekankan pemulihan kembali 
pada keadaan semula, dan bukan 
pembalasan.
Praktik di beberapa negara, 
keadilan restroratif disebut dengan 
berbagai istilah. Ada pihak yang 
menggunakan istilah"keadilan 
komunitarian", "memperbaiki 
kesalahan", "Keadilan positif", 
"keadilan relasional", "keadilan 
reparatif", "keadilan masyarakat" 
untuk menyebut "keadilan restorat-
if". Namun, demikian ada kesamaan 
pemahaman bahwa keadilan 
restoratif dibangun berdasarkan 
konsep penyeimbangan kepentingan 
dan kebutuhan pada tiga pihak, yaitu 
pelaku, korban, dan masyarakat. Hal 
ini terungkap dari penjelasan beri-
kut.
Also, because of the difficulties in 
precisely translating the concept 
into different languages, a variety 
of terminologies are often used. 
There are many terms that are 
used to describe the restorative 
justicemovement. These include 
“communitarian justice”, “ma- 
king amends”,“positive justice”, 
“relational justice”, “reparative 
justice”, “communityjustice” and 
“restorative justice”, among 
others.(United Nations, 2006:6)
Berkaitan dengan keadilan 
restoratif, dalam UU-SPPA diatur 
tentang diversi. Pengertian diversi 
adalah pengalihan penyelesaian 
perkara Anak dari proses peradilan 
pidana ke proses di luar peradilan 
pidana.Jika kedua konsep tersebut 
dihubungkan, maka keadilan 
restoratif adalah tujuan yang ingin 
dicapai, sedangkan diversi adalah 
salah satu proses mencapai keadilan 
tersebut.Keadilan restoratif dapat 
dicapai melalui diversi maupun 
non-diversi, yaitu memproses anak 
pelaku tindak pidana dalam sistem 
peradilan pidana. Dengan demikian, 
melalui sistem peradilan pidanapun 
dapat dicapai keadilan restoratif. 
Misalnya dengan menjatuhkan 
pidana atau tindakan yang sesuai 
dengan kebutuhan pelaku, korban, 
dan masyarakat.Karena itu, dalam 
UU-SPPA disediakan banyak jenis 
sanksi dan tindakan agar hakim 
dapat memilih jenis pidana (straf) 
atau tindakan (maatregel) yang 
sesuai dengan kebutuhan pelaku, 
korban dan masyarakat agar keadilan 
restoratif tercapai.
Sampai saat ini, diversi pada 
perkara anak di tahap penyidikan 
sudah sering dilakukan berdasarkan 
Peraturan internal di Kepolisian 
Negara Republik Indonesia.  Banyak 
pendapat yang setuju dan yang tidak 
setuju atas upaya Polri untuk 
menyelesaikan perkara pidana anak 
di luar hukum pidana.  Namun, saat 
ini sudah terbit Undang-Undang No. 
11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (selanjutnya 
disingkat UU-SPPA), yang sudah 
diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 
2014 sehingga setiap orang wajib 
setuju dan menaatinya.  Jika UU 
tersebut diberlakukan, banyak 
sub-sistem atau sistem yang berubah, 
misalnya sub-sistem: diversi oleh 
polisi, jaksa, dan hakim; pencatatan 
dan pengarsipan pada lembaga 
pelaksana UU-SPPA; sistem pembi-
naan dan pembimbingan anak di 
Lembaga Penempatan Anak Semen-
tara (LPAS), Lembaga Penyelengga-
ra Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA). Selain itu, banyak juga 
sarana dan prasarana yang disiapkan, 
termasuk kaulitas dan kuantitas sum-
berdaya manusia (misalnya polisi, 
jaksa, hakim, pembimbing kema- 
syarakatan, petugas pemasyarakatan, 
relawan sosial).
Jika pemerintah dan para pihak 
terkait serta para pemangku kepen- 
tingan (stakehoders) tidak segera 
melakukan persiapan atas pember-
lakuan UU-SPPA tidak segera 
disiapkan, UU-SPPA akan hanya 
menjadi norma yang bersifat 
“semantik” (indah dalam bahasa) 
dan tidak banyak melakukan peruba-
han substansi sistem peradilan 
pidana anak sehingga tidak ada 
bedanya dengan saat berlakunya UU 
No. 3 Tahun 1997 tentang Penga-
dilan Anak.
Berdasarkan pemikiran tersebut, 
penulis melakukan pengajian terha-
dap 3 (tiga) permasalahan, yaitu 
apakah urgensi diversi dalam pena- 
nganan perkara anak;bagaimana 
kesiapan para pihak yang terlibat 
dalam diversi perkara anak;serta 
bagaimana model pendidikan, pem-
binaan, pendampingan, dan penga-
wasan anak yang di-diversi maupun 
anak yang dijatuhi pidana (straf) atau 
tindakan(maatregel).  Kajian ini 
akan menghasilkan analisis tentang 
substansi keadilan restoratif dalam 
kaitannya dengan diversi, dan anali-
sis kemampuan yang ada di ma- 
sing-masing pemangku kepentingan 
yang berkaitan dengan sistem per- 
adilan pidana. Akhirnya, Hasil kajian 
ini dapat dimanfaatkan oleh pihak- 
pihak terkait untuk menyiapkan sum-
berdaya, sumberdana dan sistem 
kinerja dalam rangka menciptakan 
keadilan restoratif dalam perkara 
anak di Indonesia.  
Urgensi Penerapan  Diversidalam 
Penanganan  Perkara Anak
Secara teoretik, ada keterkaitan 
antara asas atau kebijakan dikresi 
(discretion), diversi (Diversion) dan 
keadilan restoratif (Restorative 
Justice).Saut P.Panjaitan mengemu-
kakan bahwa diskresi (pouvoir 
discretionnaire, bahasa Perancis) 
ataupun Freies Ermessen (bahasa 
Jerman) merupakan suatu bentuk 
penyimpangan terhadap asas legali-
tas dalam pengertian wet matigheid 
van bestuur, jadi merupakan ”keke- 
cualian” dari asas legalitas. Menurut 
Muchsan, dasar pijakan diskresi ada 
2 (dua) yaitu: Dasar Hukum/Yuridis, 
yaitu menyangkut ketentuan formal; 
dan Dasar Kebijakan, yaitu me- 
nyangkut manfaat. (Simamora, 
2014).
Diversi adalah penyelesaian per- 
kara pidana menggunakan jalur di 
luar hukum pidana. Sedangkan 
pengertian keadilan restoratif adalah 
ide keadilan yang didasarkan pada 
kesepakatan antar-para pihak yang 
terkait dengan tindak pidana untuk 
mencari solusi untuk pemulihan 
keadaan sebagaimana belum terjadi 
tindak pidana dan bahkan menja- 
dikan semua pihak lebih baik.  
Keadilan Restoratif didasarkan pada 
5 prinsip dalam pemikiran berikut. 
Five Principles of Restorative 
Justice
a. Focuses on harms and conse-
quent needs (victims', but also 
communities' and offenders').
b. Addresses obligations resulting 
from those harms (offenders' but 
also families', communities' and 
society's).
c. Uses inclusive, collaborative 
processes.
d. Involves those with a legitimate 
stake in the situation (victims, 
offenders, families, community 
members, society).
e. Seeks to put right thewrongs 233 
(Dowd, 2015: 233)
Dengan demikian, dalam konteks 
bahasan ini dapat dipahami bahwa 
diversi dalam perkara anak lahir 
karena adanya asas diskresi yang 
dimiliki oleh pihak yang berwenang 
(Penyidik, Jaksa, dan Hakim) dalam 
rangka mencapai keadilan restoratif.  
Salah satu bentuk diskresi adalah 
memberikan kewenangan kepada 
Penyidik, Jaksa, dan Hakim untuk 
melakukan diversi terhadap anak 
yang berhadapan dengan hukum. 
Pengertian keadilan restoratif 
adalah a form of conflict resolution 
and seeks to make it clear to the 
offender that the behaviour is not 
condoned, at the same time as being 
supportive and respectful of the indi-
vidual.(Morison, 2001: 194). Pihak 
yang diharapkan memperoleh kea- 
dilan restoratif adalah pelaku dan 
korban, serta pihak-pihak yang 
terkait. Dalam konteks pemidanaan, 
pendekatan keadilan restoratif seja- 
lan dnegan model keseimbangan 
Kepentingan (Muladi, 1995:5). Ka- 
rena itu, asas daad-dader-slachtof-
fer-Strafrecht mestinya mulai diim-
plementasikan dalam hukum pidana 
(Arief Amrulah, 2008).
Keadilan restoratif dapat diterap-
kan pada seluruh proses penegakan 
hukum pidana, tidak hanya pada satu 
proses saja, misalnya pada penyi- 
dikan atau penuntutan atau peradilan. 
Hal ini didasarkan pada prinsip 
keadilan restoratif masuk pada suatu 
sistem hukum pidana sehingga 
penerapannya ada pada setiap pro- 
sesnya dan juga tiap penegak hukum 
mempunyai kewenangan untuk me- 
nerapkannya. Keadilan restoratif 
bukan merupakan asas melainkan 
filsafat yaitu filsafat dalam proses 
peradilan dan juga filsafat keadilan. 
Keadilan restoratif dapat dikatakan 
sebagai filsafat peradilan, karena-
merupakan dasar dalam penyusunan 
lembaga peradilan. Dengan demiki-
an, dapat diartikan bahwa keadilan 
restoratif adalah suatu rangkaian 
proses peradilan yang pada dasarnya 
bertujuan untuk me-restore (memu- 
lihkan kembali) kerugian yang dide- 
rita oleh korban kejahatan, (Mudza-
kir, 2008). masyarakat, dan para 
pihak terkait.
Pendekatan keadilan restoratif 
(restorative justice approach) diawa-
li dari praktik di beberapa negara 
misalnya Kanada, Australia, New 
Zealand, dan Inggris. Sejarah per- 
kembangan hukum modern dalam 
penerapan restorative justice diawali 
dari pelaksanaan sebuah program 
penyelesaian di luar pengadilan 
konvensional yang dilakukan oleh 
masyarakat yang disebut dengan 
victim-offender mediation tahun 
1970-an di Kanada (Morris dan 
Maxwelle, 21: 4). Pendekatan 
keadilan restoratif merupakan per- 
kembangan terakhir dari paradigma 
peradilan pidana, yaitu diawali 
dengan retributive justice, dilanjut-
kan dengan rehabilitative justice, 
kemudian ada alternative justice, 
kemudian diperbaiki lagi dengan 
transitional justice, danakhirnya 
digantikan oleh restorative justice.
Berdasarkan sejarah di beberapa 
negara, pelaksanaan Diversi pada 
awalnya gagal di Amerika, tetapi 
berhasil di Belanda, Denmark, Italia, 
Jerman, Perancis, pada tahun 
1969(Marlina, 2010:4) kemudian 
diperbaiki sistemnya yang akhirnya 
sukses di beberapa negara dalam 
penyelesaian tindak pidana tertentu 
dan pelaku-pelaku tertentu.
Meskipun tidak ada kesepakatan 
tentang pengertian keadilan restora- 
tif, namun mayoritas definisi 
berfokus pada proses yang melibat-
kan semua pihak yang berkepenti- 
ngan untuk menyelesaikan pelang-
garan hukum dan bertujuan memper-
baiki kerugian yang disebabkan oleh 
pelanggaran tersebut.  Hal ini 
terungkap dalam pernyataan berikut. 
There is no agreed definition of 
restorative justice processes. A 
number of definitions have been 
suggested, most of which focus on a 
process which involves all those 
affected by an offence and aims to 
repair the harm caused by the 
offending(Widodo 2014). Berdasar-
kan pemikiran tersebut dapat dipaha-
mi bahwa akar filsafat keadilan 
restoratif adalah konsepsi keadilan 
untuk semua (justice for all), yaitu 
pelibatan pelaku, korban, dan ma- 
syarakat berdasarkan musyawarah 
dalam rangka merestorasi keadaan 
secara manusiawi.
Secara teoretis, sistem peradilan 
pidana anak di Indonesia wajib 
mengutamakan kepentingan yang 
terbaik bagi anak dan berupaya me- 
ngurangi penyelesaian perkara anak 
di pengadilan pidana, dan jika 
terpaksa dipidana penjara, maka 
pidana tersebut hanya dilakukan 
sebagai upaya terakhir dan dalam 
waktu yang singkat. Hal ini dapat 
diketahui dari beberapa instrumen 
internasional, antara lain United 
Nations Standard Minimum Rules for 
the Administration of Juvenile 
Justice (Beijing Rules), United 
Nations Standard Minimum Rules for 
Non-Custodial Measures 1990 
(Tokyo Rules), United Nations 
Guidelines for the Prevention of 
Juvenile Delinquency (Riyadh 
Guidelines), dan United Nations 
Rules for the Protection of Juveniles 
Deprived of Their Liberty (1990). 
Menurut Wardaya dan Retnaningrum 
bahwa, kesadaran masyarakat bahwa 
anak-anak pelaku tindak pidana 
perlu diperlakukan khusus tidak 
sebagaimana orang dewasa baru 
disadari sejak penyelenggaraan 
peradilan anak kali pertama di 
Chicago pada 1889 (Wardaya dan 
Retnaningrum, 2011).
Urgensi pelaksaan diversi pada 
perkara anak didasari pada 
pemikiran berikut. Saat ini ada 
pergeseran filsafat pemidanaan dari 
awalnya yang bersifat restitutif 
(pembalasan) kemudian ditandingi 
menjadi teori prevensi (tujuan), 
kemudian muncul teori gabungan, 
(Widodo, 2009 :24) dan akhirnya 
berkembang pemikiran keadilan 
restoratif yang mengutamakan 
pemulihan. Pendekatan restoratif 
merupakan paradigma baru dalam 
pemidanaan yang berbeda dengan 
pendekatan keadilan retributif, baik 
konsep, orientasi, tujuan maupun 
mekanisme pencapaiannya.  Keadi- 
lan retributif lahir sebagai reaksi 
terhadap beberapa kelemahan pen- 
dekatan keadilan retributif. Resto- 
rative justice is different from the 
retributive and rehabilitation 
approaches in that it focuses prima- 
rily on the needs of the victim, not 
just the offender. It’s a powerful tool 
that can have very real, positive 
results(Marshal,2014).Pendekatan 
keadilan restoratif ini sangat positif 
dan berbeda dengan restribusi dan 
rehabilitasi yang hanya terbatas teru-
tama pada perlindungan korban, 
bukan pada pelaku.
Keadilan restoratif merupakan 
reaksi masyarakat global yang dapat 
digunakan sebagai pelengkap dari 
sistem peradilan pidana yang selama 
ini banyak yang menggunakan 
pendekatan keadilan tradisional.Hal 
ini dikemukakan oleh Mark S. Um- 
breit and Marilyn Peterson Armour 
bahwa, restorative justice is viewed 
as complementary to the criminal 
justice system because it attends to 
issues that the traditional system 
neglects. Regardless of the position 
taken, the vision of restorative justice 
is grounded in values that are reso-
nating with an increasingly broad 
range of individuals and communi-
ties throughout the world, presenting 
many opportunities for new and 
widened impact (Umbreit dan 
Armour,2004:82). Diversi adalah 
salah satu bentuk penyelesaian per- 
kara pidana dalam rangka penca- 
paian keadilan restoratif.  Bentuk 
lain- nya, misalnya rekonsiliasi 
antara pelaku dengan korban, konfe- 
rensi keluarga dan masyarakat, 
upaya perdamaian dalam ma- 
syarakat.  Hal ini selaras dengan 
pemikiran Strickland, bahwa
More specific technique associa- 
ted with restorative justice, 
include diversion, victim-offender 
reconciliation, victim impact 
panel, victim-offender statements, 
family or communiuty conferen- 
cing, community peace-making or 
centencing cyrcles, reintegrative 
shamming, and prisoneers assis-
tence program(Stickland, 2004 
:9).
Keadilan restoratif sebenarnya 
bukan merupakan budaya baru bagi 
bangsa Indonesia, namun karena 
dalam masa penjajahan hukum adat 
banyak ditinggalkan dan diganti 
dengan hukum barat, maka keadilan 
restoratif dimarginalkan. Setelah 
ketentuan ketentuan dan sistem 
hukum barat diragukan efektivitas 
dan efisiensinya dalam penyelesaian 
perkara pidana yang adil, banyak 
pihak mengintrodusi dan melak-
sanakan keadilan restoratif.  Dengan 
demikian, konsep keadilan restoratif 
bukan lahir lebih dahulu, tetapi 
sudah ada dan dilaksanakan di ma- 
syarakat kemudian ditinggalkan, dan 
saat ini digunakan lagi.   Buktinya, 
dalam hukum pidana Majapahit 
dikenal istilah “pati bajampi” yaitu 
sebagai uang pengganti obat yang 
diberikan kepada korban, rekonsi- 
lisasi antar-kepala adat yang ditandai 
dengan upaya adat di sejumlah 
wilayah Indonesia.
Pendoronglahirnya diversi pada 
perkara anak di Indonesia antara lain 
dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Terjadi labelisasi pada anak yang 
pernah diproses oleh penegak hu- 
kum berdasarkan hukum pidana 
anak.  Bahkan pada beberapa 
kasus, dalam LAPAS Anak terjadi 
prisonisasi (Widodo, 2012 : 21).
b. Pihak LAPAS Anak, LAPAS dan 
RUTAN Dewasa yang di dalam 
nya ada blok khusus Anak, belum 
semuanya mempunyai kemam-
puan yang memadai untuk pembi-
naan dan pembimbingan anak.Se-
lain itu, anak berisiko terkena 
“prisonisasi” di dalam lembaga 
tersebut.  Karena itu, perlu ada 
langkah meminimalisasi prisoni-
sasi dengan cara menghindarkan 
anak dari institusionalisasidi 
Rutan atau LAPAS.
c. Ada keinginan serius dari para 
pihak untuk mengurangi atau 
bahkan menghilangkan dampak 
negatif dari proses peradilan 
pidana bagi anak. Hal ini didasar-
kan pada data bahwa dalam tahap 
penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di pengadilan, hak- 
hak anak (pelaku) ada yang 
terlanggar, misalnya anak tidak 
dapat sekolah karena ditahan di 
RUTAN dan LAPAS.
d. Selama proses peradilan, pihak 
korban dan masyarakat belum 
mendapatkan restitusi (pemuli-
han) secara memadai sehingga 
putusan pengadilan sering diang-
gap belum mencerminkan keadi- 
lan bagi korban dan masyarakat.  
Hal ini terjadi karena keadilan 
sering ditafsirkan oleh orang 
sebagai keadilan terhadap pelaku 
saja, bukan pada korban dan ma- 
syarakat.
e. Beberapa putusan pengadilan 
kadang belum menunjukkan ke- 
berpihakan negara pada anak, 
anak korban, dan masyarakat.  
Mayoritas putusan pengadilan 
anak adalah penjatuhan pidana, 
dan jenisnya pidana penjara 
(Widodo, 2012:14).
f. Penegak hukum dan para pihak 
yang terkait belum terbiasa me- 
lakukan diversi pada anak yang 
berkonflik dengan hukum secara 
melembaga, bahkan budaya ma- 
syarakat menghendaki agar 
penyelesaian perkara anak lebih 
suka pengunaan jalur litigasi 
dibandingkan dengan jalur litiga- 
si. Beberapa anggota masyarakat 
bahkan sering menganggap diver-
si pada perkara anak yang dilaku-
kan oleh Polri merupakan upaya 
membela pihak tertentu (terutama 
membela pelaku), sehingga perlu 
ada klarifikasi yuridis.
g. Perlunya dasar hukum diversi 
yang jelas dalam peraturan perun-
dang-undangan (lex certa) yang 
dapat digunakan anak oleh polisi, 
jaksa, dan hakim agar tidak terjadi 
salah sangka dalam masyarakat. 
Sebelum ada UU Sistem 
Peradilan Anak, dasar hukum 
diversi di kepolisian adalah pada 
kebijakan diskresi (discretion) 
yang kemudian dituangkan dalam 
dasar hukum dari Kapolri untuk 
lingkungan Polri atau kesepaka-
tan-kesepakatan tertulis lain 
antar-penegak hukum atau antara 
Polri dengan Kementerian lain.  
Menakar Kemampuan Para Pe- 
mangku Kepentingan( Stake Hol- 
ders)dalam Melaksanakan Diversi 
Perkara  Anak Berdasarkan UU- 
SPPA.
Sejak diterbitkan UU-SPPA, pada 
semua tingkatan proses peradilan 
pidana (penyidikan, penuntutan, 
pemeriksanaan di pengadilan), terbu-
ka peluang polisi, jaksa, dan hakim 
untuk melakukan diversi.  Bahkan, 
sebelum ada putusan Mahkamah 
Konstitusi tahun 2013, diversi me- 
rupakan langkah wajib yang 
bersanksi pidana bagi polisi, jaksa, 
hakim sebelum menerapkan ketentu-
an hukum acara pidana.  Saat ini 
meskipun polisi, jaksa, dan hakim 
tidak melakukan diversi tidak dapat 
dipidana. Ketentuan diversi tersebut 
memberi harapan positif  bagi 
pencari keadilan dan penegak hukum 
untuk melaksanakan penyelesaian 
perkara tindak pidana anak sesuai 
dengan karakteristik anak tanpa 
mengabaikan kepentingan korban 
dan masyarakat. 
Dengan demikian, dalam pena- 
nganan anak yang berkonflik dengan 
hukum, diversi dalam perkara anak 
dilakukan oleh Polisi, Jaksa, dan 
Hakim sesuai dengan kewenangan- 
nya dalam acara pidana.  Jika diversi 
gagal maka proses peradilan pidana 
dalam maing-masing tingkatan akan 
diberlakukan dengan puncak proses 
berupa putusan pengadilan. 
Sebelum proses polisi, jaksa, dan 
hakim melakukan diversi, harus 
dipastikan dahulu bahwa persyaratan 
perkara yang dapat didiversi 
memenuhi persyaratan objektif dan 
subjektif sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7 ayat (2).  Persyaratan objek-
tif, yaitu bahwa perkara tindak 
pidana yang akan diproses Diversi 
adalah pelaku tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara di 
bawah 7 (tujuh) tahun.  Persyaratan 
subjektif adalah anak tersebut bukan 
merupakan melakukan pengulangan 
tindak pidana.Dalam UU-SPPA 
tersebut dijalelaskan tentang penger-
tian pengulangan tindak pidana, 
bahwa pengulangan tindak pidana 
dalam ketentuan ini merupakan 
tindak pidana yang dilakukan oleh 
Anak, baik tindak pidana sejenis 
maupun tidak sejenis, termasuk 
tindak pidana yang diselesaikan 
melalui Diversi.
Dalam penjelasan tersebut tidak 
ada jangka waktunya berapa lama 
antara tindak pertama yang pertama 
dengan yang kedua atau selanjutnya. 
Karena itu, UU-SPPA merupakan 
kekhususan dalam hukum pidana 
sehingga dapat menyimpangi keten-
tuan KUHP tentang jangka waktu 
agar dapat dikategorikan melakukan 
pengulangan tindak pidana. Jika 
persyaratan tersebut dipenuhi, maka 
Polisi, Jaksa dan Hakim wajib 
melakukan Diversi. Jika diversi 
sudah dicapai, maka hasil kesepaka-
tan dijadikan dasar Penetapan Ketua 
Pengadilan.
Dalam melaksanakan Diversi, 
penegak hukum wajib menggunakan 
asas sebagaimana diatur dalam Pasal 
2, yaitu pelindungan; keadilan; 
nondiskriminasi; kepentingan ter- 
baik bagi Anak; penghargaan terha-
dap pendapat Anak; kelangsungan 
hidup dan tumbuh kembang Anak; 
pembinaan dan pembimbingan 
Anak; proporsional;  perampasan 
kemerdekaan dan pemidanaan se- 
bagai upaya terakhir; dan penghinda-
ran pembalasan. 
Diversi oleh Hakim Anak di 
Pengadilan Negeri dapat dilakukan 
di ruang mediasi (Pasal 52 ayat (4)).-
Proses Diversi dilakukan dengan 
teknik musyawarah (Pasal 8 ayat 
(1)).Pihak yang wajib dilibatkan 
dalam Diversi adalah Anak dan 
orang tua/walinya, korban dan/atau 
orang tua/Walinya, Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial 
Profesional (Pasal 8 ayat (1)).Selain 
itu dapat pula ditambah dengan 
Tenaga Kesejahteraan Sosial, 
dan/atau masyarakat (ayat (2)). Para 
pihak yang bersengketa dapat 
diwakili oleh kuasanya dengan surat 
kuasa khusus, baik oleh advokat 
maupun orang lain yang dipercaya. 
Pihak ketiga di yang ditentukan oleh 
UU dapat turut serta dan mengga-
bungkan diri dalam proses musya- 
warah, apabila terdapat unsur 
kepentingan yang terkait dan keturut 
sertaannya disepakati oleh pihak 
pelaku dan korban serta disetujui 
oleh Hakim yang memimpin musya- 
warah.
Berdasarkan Pasal 9, ditentukan 
bahwa Penyidik, Penuntut Umum, 
dan Hakim dalam melakukan Diversi 
harus mempertimbangkan: a).kate-
gori tindak pidana; b)  umur Anak; c) 
hasil penelitian kemasyarakatan dari 
Bapas; dan d) dukungan lingkungan 
keluarga dan masyarakat. Kesepaka-
tan Diversi tersebut harus mendapat-
kan persetujuan korban dan/atau 
keluarga Anak Korban serta kese-
diaan Anak dan keluarganya, kecuali 
untuk: a)  tindak pidana yang berupa 
pelanggaran;  b) tindak pidana 
ringan; c) tindak pidana tanpa 
korban; atau d) nilai kerugian korban 
tidak lebih dari nilai upah minimum 
provinsi setempat.
Hasil kesepakatan Diversi dapat 
berbentuk, antara lain: a)  perda-
maian dengan atau tanpa ganti keru-
gian; b)  penyerahan kembali kepada 
orang tua/Wali;  c)  keikutsertaan 
dalam pendidikan atau pelatihan di 
lembaga pendidikan atau LPKS 
paling lama 3 (tiga) bulan; atau d)  
pelayanan masyarakat.  Khusus di- 
versi terhadap pelaku a)  tindak 
pidana yang berupa pelanggaran;  b) 
tindak pidana ringan; c) tindak 
pidana tanpa korban; atau d) nilai 
kerugian korban tidak lebih dari nilai 
upah minimum provinsi setempat-
dapat dilakukan oleh penyidik bersa-
ma pelaku dan/atau keluarganya, 
Pembimbing Kemasyarakatan, serta 
dapat melibatkan tokoh masyarakat.
Diversiyangdilakukan oleh Pe- 
nyidik atas rekomendasi Pembimb-
ing Kemasyarakatan dapat berben-
tuk: a) pengembalian kerugian dalam 
hal ada korban; b) rehabilitasi medis 
dan psikososial; c) penyerahan kem-
bali kepada orang tua/Wali;  d) keikut 
sertaan dalam pendidikan atau pelati-
han di lembaga pendidikan atau 
LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; 
atau e) pelayanan masyarakat paling 
lama 3 (tiga) bulan.
Selama proses Diversi berlang- 
sung sampai dengan kesepakatan 
Diversi dilaksanakan, Pembimbing 
Kemasyarakatan wajib melakukan 
pendampingan, pembimbingan, dan 
pengawasan (Pasal 14 ayat (2)). 
Kesepakatan Diversi wajib dilak-
sanakan paling lama 30 (tiga puluh) 
hari (Pasal 52 ayat (3)).Jika  Diversi 
sudah dilaksanakan dalam jangka 
waktu tersebut maka proses perkara 
tindak pidana tidak dilanjutkan ke 
tahapan persidangan. Pelaku tindak 
pidana dan pihak-pihak terkait akan 
mendapatkan penetapan dari Ketua 
Pengadilan Negeri yang isinya me- 
netapkan bahwa perkara tindak 
pidana anak sudah diselesaikan 
melalui Diversi dan sudah mempu-
nyai kekuatan hukum tetap.Penga-
wasan atas proses Diversi dan pelak-
sanaan kesepakatan yang dihasilkan 
berada pada atasan langsung pejabat 
yang bertanggung jawab di setiap 
tingkat pemeriksaan (Pasal 14 ayat 
(1).
Berdasarkan hasil studi di ma- 
syarakat di Indonesia,  ada beberapa 
hasil penelitian yang dapat dijadikan 
alasan empiris mengapa diversi perlu 
dilakukan, dan prosesnya harus 
cermat agar tercapai keadilan 
restoratif.  
Meskipun banyak kelebihan dan 
manfaatnya bagi anak, pelaksanaan 
diversi ternyata ini banyak mengha-
dapi hambatan. Studi yang pernah 
dilakukan di wilayah Banyumas, 
Purbalingga, Banjarnegara, Kebu-
men, dan Cilacap menunjukkan 
bahwa tidak semua korban atau kelu-
arga korban bersedia menerima cara 
penyelesaian tindak pidana melalui 
diversi. Alasannya: keinginan untuk 
membuat pelaku “kapok” jika dima-
sukkan dalam penjara; kejahatan 
yang dilakukan oleh pelaku adalah 
kejahatan yang diancam dengan 
pidana yang berat; penegak hukum 
kurang mendukung upaya perda-
maian; tidak ada petunjuk pelaksa-
naan maupun petunjuk teknis bagi 
aparat penegak hukum untuk 
mengimplementasi cara penyele- 
saian non-litigasi(Wardaya dan Ret- 
naningrum, 2008 :59). Hasil peneli-
tian ini sama dengan hasil penelitian 
Subekhan, bahwa penyelesaian per- 
kara pidana yang dilakukan oleh 
anak dengan menggunakan pendeka-
tan restorative Justice belum terlak-
sana secara optimal, karena belum 
adanya aturan hukum sebagai 
landasan penyelesaian model ini; 
perubahan masyarakat dari gemein-
schaft ke arah gesselschaft ber- 
dampak pada sulitnya rnengharapkan 
partisipasi masyarakat dalam 
penyelesaian yang bersifat restorasi; 
dan konsep restorative justice yang 
tidak melembagakan proses penyele-
saiannya berdampak pada hasil yang 
dicapai dalam penyelesaian restorasi 
tidak memberikan kepastian hukum 
bagi anak, korban dan masyarakat 
(Subkhan, 2008:i ) Penelitian-peneli-
tian di atas dilakukan atas kebijakan 
Diversi yang dilakukan oleh Polri 
berdasarkan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.
Selama proses peradilan pidana di 
Indonesia, mayoritas anak ditahan di 
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Rumah Tahanan atau Lembaga 
Pemasyarakatan selama 2-3 bulan.  
Jumlah terdakwa yang dijatuhi 
pidana penjara sekitar 90%. Pembi-
naan anak di di LAPAS kurang opti-
mal karena masa pidananya singkat. 
Proses peradilan tersebut tidak mem-
berikan rasa keadilan bagi anak. 
Secara normatif, sistem hukum di 
Indonesia belum ramah anak dan 
sistem kesejahteraan belum terinte-
grasi. Struktur dan aparatur penegak 
hukum juga belum ada persamaan 
persepsi terhadap penanganan anak 
nakal sehingga perlu peningkatan 
kapasitas sumberdaya manusia. 
Begitu juga ketersediaan sarana dan 
prasarana masih harus ditingkatkan.  
Pandangan dan perilaku masyarakat 
ternyata banyak yang masih memak-
nai pidana sebagai tindakan yang 
harus bersifat punitif dan retributif 
(Apong Herlina, 2015).
Selama dalam masa proses 
peradilan pidana, beberapa studi 
menunjukkan bahwa mereka men- 
dapat perlakuan yang buruk bahkan 
kadang-kadang lebih buruk dari 
perlakuan terhadap orang dewasa 
pada suatu situasi yang sama. 
Perlakuan buruk ini tidak hanya 
terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) 
atau Lembaga Pemasyarakatan 
(Lapas) namun tindak kekerasan 
terhadap mereka sering dialami sejak 
berada di kantor polisi yang berupa 
tamparan, tendangan, bahkan 
kadang-kadang pelecehan seksual. 
Penyidikan di kantor polisi ini sebe-
narnya dalam rangkapenyusunan 
Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 
Namun, kekerasan sering menjadi 
bagian dari upaya untuk memperoleh 
pengakuan. Bentuk kekerasan lain 
berupa tindakan memaksa anak 
untuk membersihkan kantor polisi 
dan mobil patroli. Rutan atau Lapas 
juga memberikan pengaruh buruk 
terhadap anak-anak di samping hak 
mendapat pendidikan baginya 
terabaikan (Lily, 2014). Studi pada 
tahun 2006, bahwa 96% kasus anak 
yang diajukan ke pengadilan menga-
kibatkan tindankan pasa berupa 
penahanan, 60% pidana yang 
dijatuhkan lebih dari satu tahun, dan 
hanya sedikit atau bahkan tidak ada 
bantuan hukum (RingkasanKajian, 
Oktober, 2012 http://www.unicef. 
org, 2014).
Berdasarkan Penelitian di Kota 
Makassar, Makmur, Hakim Anak 
Pengadilan Negeri Makassar, perka-
ra anak sebenarnya sangat kental 
nuansa keadilan restoratif.Justru 
keadilan restoratif tersebut lahir dari 
Pembimbing Kemasyaratan, tetapi 
ternyata hampir tidak pernah ada 
petugas BAPAS yang merekomen-
dasikan agar anak tersebut tidak 
dijatuhi pidana. Namun sebaliknya, 
Husni Guna, Kepala Seksi Bimbi- 
ngan Klien Anak Balai Pema- 
syarakatan Kelas I Makassar menya-
takan bahwa BAPAS tidak pernah 
merekomendasikan sanksi pidana 
pada anak, dan pembinaan anak 
dalam LAPAS merupakan upaya 
terakhir jika upaya lainnya gagal 
dilakukan ( Adiguna dkk, 2014). 
Berdasarkan penelitian Hafad, ma- 
yoritas hasil PK di Kota Malang 
menggunakan bahasa “klise” dan 
mayoritas merekomendasikan agar 
anak dijatuhi pidana atau tindakan 
seadil-adilnya.  Kalau tidak dengan 
“bahasa klise” tersebut, banyak hasil 
penelitian kemasyarakatan mere-
komendasikan agar hakim menjatuh-
kan sanksi paling adil (Hafad, 2004 : 
78). Namun demikian, yang 
mengembirakan, di BAPAS Suraba-
ya, Pembimbing Kemasyarakatan 
seringkali merekomendasikan agar 
anak di bina di luar LAPAS disertai 
dengan kesanggupan pihak-pihak 
tertentu yang siap menampung anak 
nakal, dan hakim memenuhi saran 
tersebut (Widodo, 2012 : 25).
Jika anak di masukkan ke LAPAS 
(pada saat berlakunya UU-SPPA 
disebut LPKA), anak-anak di LPKA 
ternyata mayoritas hanya dibina 
secara umum (tidak memperhatikan 
kebutuhan dan kompetensi anak) dan 
proses belum tampak adanya model 
pembinaan yang bersifat individual 
(individual treatment model), maka 
dampaknya akan makin buruk bagi 
anak.  Selama ini anak (apapun 
tindak pidana yang dilakukan) yang 
ada di LAPAS Anak maupun di suatu 
blok (di LAPAS Dewasa) sehingga 
pada siang hari dapat berinteraksi 
dan saling bergaul sehingga memung 
kinkan saling “belajar kejahatan.”  
Akibatnya, dalam LAPAS terjadi 
prisonisasi, meskipun anak tidak 
selalu menjadi residivis (penjahat 
kambuhan).  Jika anak dimasukkan 
ke LPKA atau LPKS yang tidak 
tertata model pembinaannya, 
dampak positif bagi anak dan ma- 
syarakat memang banyak, namun 
dampak negatif bagi anak cukup 
dominan (Widodo, 2012 : 25).
Berkaitan dengan diversi yang 
berjalan selama ini, pandangan nega-
tif masyarakat terhadap penegak 
hukum juga mempunyai pengaruh 
besar terhadap penerapan diversi.Hal 
ini diungkapkan oleh Wahyudi 
(Penyidik Pembantu PPA) bahwa 
ketika pihak-pihak didamaikan, ma- 
syarakat beranggapan bahwa penyi- 
dik membela dan dibayar oleh pihak 
pelaku tindak pidana sehingga 
pelaku tidak diproses secara 
pidana.Padahal Polisi melakukan 
upaya damai (diversi) untuk kepen- 
tingan terbaik bagi anak.Hal serupa 
juga diungkapkan oleh Andi Armasa-
ri (Jaksa Fungsional Kejaksaan 
Negeri Makassar) bahwa penilaian 
negatif dari masyarakat jika mereka 
didamaikan, atau jaksa membuat 
tuntutan ringan anak pelaku tindak 
pidana. Kejaksaan dianggap pihak 
yang tidak bertanggung jawab, 
bahkan dituduh dibayar oleh pelaku, 
atau ada hubungan keluarga antara 
jaksa dengan pelaku.  Menurut Iswa-
hyu Widodo (Hakim Anak di Penga-
dilan Negeri Makassar), umumnya, 
kendala untuk mendamaikan para 
pihak adalah korban sudah menjadi 
korban berkali-kali, meskipun pela- 
kunya bukan orang yang sama (Adi-
guna dkk., 2014).
Berdasarkan hasil penelitian di 
atas dapat dihami beberapa hal beri-
kut.  Dalam perspektif substansi 
hukum, petunjuk teknis pelaksanaan 
diversi belum semuanya lengkap.  
Hal ini dapat diatasi dengan cara 
membuat Peraturan Pemerintah (PP) 
tentang diversi sebagaimana diatur 
dalam Pasal 15. Ketentuan Peraturan 
Pemerintah yang ditindaklanjuti 
dengan peraturan yang lebih rendah 
tingkatannya juga penting mengingat 
ada beberapa norma dalam UU-SP-
PA yang multi tafsir, antara lain:
a. Siapa saja yang wajib hadir dalam 
diversi di setiap tingkatan, dan 
bagimana jika diantara mereka 
tidak hadir, akankah menjadikan 
diversi batal demi hukum atau 
dapat dibatalkan. Dalam UU 
tersebut ada kata “wajib”, sehing-
ga secara terminologis dapat 
ditafsirkan “bisa”, bukan wajib.  
Bagaimana jika para pihak yang 
disebutkan dalam 8 ayat (1) ada 
yang tidak hadir apakah jika ada 
diversi kemudian diversinya 
dianggap batal demi hukum atau 
bagaimana.  Apa sanksi bagi 
pihak yang diundang penegak 
hukum dalam diversi kemudian 
tidak hadir?
b. Tidak ada norma yang mengatur 
cara diversi jika proses mengala-
mi jalan buntu (deadlock) dalam 
musyawarah. Apakah diversi ter- 
sebut langsung dianggap gagal 
atau ada alternatif lain, misalnya 
dengan pungutan suara. Namun 
bagaimana penentuan keberhasi-
lannya, dan bagaimana persentase 
suara dari masing-masing pihak. 
Bagaimana ketentuan musyawa- 
rah yang berhasil dalam diversi, 
apakah semua pihak harus setuju 
dengan kesepakatan, atau jika ada 
yang tidak setuju diversi pihak-pi-
hak tertentu sengaja meng-
gagalkan diversi dengan tujuan 
agar anak dimasukkan ke proses 
peradilan pidana.
c. Tidak ada ketentuan tentang 
pengertian masyarakat (dalam 
ketentuan melibatkan “tokoh 
masyarakat” dalam Pasal 10 ayat 
(1), apakah masyarakat sekitar 
tempat tindak pidana terjadi, atau 
masyarakat tempat pelaku bera- 
sal, atau masyarakat tempat 
korban berasal, atau masyarakat 
merupakan orang-orang yang 
memahami tentang karakteristik 
pelaku (misalnya orang yang 
meneliti tentang tingkah laku 
yang dilakukan pelaku,a atau 
orang yang pernah melakukan 
tingkah laku yang sama dengan 
pelaku) atau korban  (misalnya 
orang yang meneliti tentang 
eksistensi korban atau orang yang 
pernah menjadi korban dalam 
tindak pidana yang sama).
d. Tidak ada ketentuan limitatif 
tentang bentuk hasil kesepakatan. 
Dalam Pasal 11 hanya diatur 
“antara lain”. Apakah boleh ada 
bentuk lain selain yang diatur 
dalam Pasal 11.  
Meskipun ada beberapa kelema- 
han, banyak juga keunggulan norma-
tif dalam UU-SPPA antara lain 
sebagai berikut.
a. Memberikan peluang pada anak, 
korban dan masyarakat untuk 
melakukan diversi dalam rangka 
memulihkan keadaan, tanpa meli-
batkan anak dalam proses per- 
adilan pidana.
b. Menggunakan Paradigma keadi- 
lan restoratif, yang tercermin 
dalam diversi maupun sistem 
peradilan pidana (sampai dengan 
pembimbingan klien oleh 
BAPAS).
c. Memuat banyak jenis pidana dan 
tindakan yang memungkinkan 
hakim menjatuhkan jenis dan 
beratnya sanksi sesuai dengan 
pendekatan keadilan restoratif.
d. Mengatur kerangka penannagan 
anak yang berkonflik dengan 
hukum, mulai dari diversi sampai 
pada pengawasan dan pembim- 
bingan sehingga menjamin kepas-
tian hukum dan dapat digunakan 
sebagai dasar pembuatan peta 
jalan (roadmap) dalam pencipta-
an keadilan restoratif.
e. Pelibatan banyak lembaga peme- 
rintah, lembaga kemasyarakatan, 
ahli, dan individu dalam sistem 
peradilan pidana.
Berkaitan dengan pelaksanaan 
diversi, ada beberapa permasalahan 
yang perlu mendapat pemecahan, 
secara yuridis maupun praktis antara 
lain sebagai berikut.
a. Belum ada Peraturan pemerintah 
tentang Diversi, padahal UU-SP-
PA dilaksanakan tanggal 1 Juli 
2014.  Jika tidak ada PP, maka 
para penegak hukum akan meng-
gunakan peraturan yang ada.  
Apakah peraturan yang ada sudah 
mencerminkan filosofi UU-SP-
PA.
b. Apakah catatan hasil diversi 
bersifat online dan terintegrasi 
antara kepolisian, kejaksaan, dan 
pengadilan? Jika tidak, bagaima-
na jika rekam jejak anak tidak 
terekam maka memungkinkan 
seorang anak di-diversi lebih dari 
1 (satu) kali.
c. Apakah BAPAS mampu melak-
sanakan tugas membuat Peneli-
tian Kemasyarakatan dan menga-
wasan proses pelaksanaan diver-
si.Pasal  28 mengatur bahwa Hasil 
Penelitian Kemasyarakatan wajib 
diserahkan oleh Bapas kepada 
Penyidik dalam waktu paling 
lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh 
empat) jam setelah permintaan 
penyidik diterima.  Padahal, 
jumlah Pembimbing Kema- 
syarakatan sangat sedikit, namun 
wilayah kerjanya antara 5 sampai 
7 kabupaten kota.  Misalnya 
BAPAS Jember (yang wilayahnya 
meliputi Jember, Banyuwangi, 
Bondowoso, Situbondo, dan 
sebagian Lumajang) hanya memi-
liki 11 orang pegawai.  Jumlah 
Pembimbing Kemasyarakatan 
Anak hanya 3 orang. Sarana 
transportasi milik BAPAS ada 
sangat kurang (Widodo, 2012: 
235).
d. Mampukan Bapas melakukan 
pengawasan, pembinaan, pem-
bimbingan secara profesional 
terhadap anak yang didiversi dan 
berada di luar LPKS? Jika tidak 
diawasi, bisa bertambah nakal.  
Jika tidak diawasai, anak tidak 
mendapatkan perlindungan 
hukum agar tidak mengulangi 
tindak pidana, karena tidak ada 
pendampingan atau bimbingan 
yang memadai ke arah tingkah 
laku yang baik. Bukankah anak 
yang didiversi sesungguhnya 
adalah anak yang melakukan 
tindak pidana (hanya saja tidak 
diputus oleh pengadilan, tetapi 
hanya ditetapkan oleh pengadilan 
sebagai pelaku tindak pidana 
pertama).
e. Sudah siapkah semua penegak 
hukum (termasuk advokat) dan 
pihak-pihak terkait melakukan 
musyawarah dalam rangka diver-
si, padahal proses tersebut mem-
butuhkan banyak pengetahuan 
dan keterampilan.
Berkaitan dengan permasalahan 
tersebut, para pihak harus melakukan 
beberapa langkah berikut agar diver-
si dan sistem peradilan pidana dapat 
terlaksana dan dapat mencapai 
tujuan berupa keadilan restoratif. 
a. Dalam Subtansi hukum, pemerin-
tah harus segera menerbitkan 
Peraturan Pemerintah tentang 
diversi sebagaimana diatur dalam 
Pasal 15. Setelah ada PP, maka 
pihak-pihak penegak hukum dan 
pemangku kepentingan lain (mi- 
salnya kementerian terkait) me- 
nerbitkan petunjuk pelaksanaan 
dan petunjuk teknis agar dapat 
digunakan sebagai pemandu 
diversi.  Untuk menguatkan pro- 
ses diversi, maka diperlukan pem-
buatan (atau peninjauan) nota 
kesepahaman “payung” yang 
ditindaklanjuti dengan perjanjian 
kerjasama antar-instansi.
b. Penegak Hukum dan pemangku 
kepentingan wajib melaksanakan 
sejumlah langkah, antara lain 
sebagai berikut.
1) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, advokat agar dapat 
melakukan diversi pada anak, 
karena anak mempunyai 
karakter khusus, begitu pula 
korban dan masyarakat juga 
mempunyai karakter unik. 
2) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, dan advokatagar dapat 
melakukan proses peradilan 
pidana pada anak, karena anak 
mempunyai karakter khusus 
yang harus diperhatikan, baik 
anak pelaku, anak korban, 
maupun anak saksi.  
3) Kualitas dan kuantitas Peker-
ja Sosial Profesional dan Te- 
naga Kesejahteraan Sosial 
juga perlu ditingkatkan dalam 
penanganan anak yang ber- 
konflik dengan hukum.
4) Peningkatan kemampuan 
calon petugas LPKS (sebagai 
tempat pembinaaan anak yang 
dijatuhi pidana), LPKA (tem-
pat anak yang di-diversi 
berupa pengikutsertaan dalam 
lembaga), LPAS (sebagai 
tempat penahanan anak 
semesntara), petugas pema- 
syarakatan di Blok Anak pada 
LAPAS Dewasa.
5) Peningkatan kemampuan 
pembimbing kemasyarakatan 
(dari BAPAS) dalam membuat 
Penelitian Kemasyarakatan 
(Litmas) agar lebih cepat, 
akurat, dan berkualitas (me- 
muat analisis yang proporsio- 
nal dari sisi sosiologi, psikolo-
gi, penologi, dan “ilmu ting-
kah laku” lainnya), dan 
melakukan pendampingan, 
pembimbingan, dan penga-
wasan proses diversi, dan 
pelaksanaan diversi (baik di 
dalam LPKS maupun di ma- 
syarakat). BAPAS harus mem-
berikan rekomendasi (Pasal 10 
ayat (2), pendampingan, pem-
bimbingan, dan pengawasan 
terhadap anak selama proses 
dan pelaksanaan diversi (Pasal 
14 ayat (2), laporan kegagalan 
diversi (Pasal 14 ayat (3).  
Waktu pembuatan litmas 
sangat singkat yaitu hanya 3 
hari.**
Para penegak hukum dan 
pemangku kepentingan perlu 
mendapatkan pendidikan dan pelai-
han atau bahkan pendidikan khusus 
secara bertahap dan terus-menerus 
dan masing-masing memperoleh 
sertifikat agar memenuhi standar 
minimal yang dibutuhkan pencapa-
ian keadilan restoratif.  Hal ini sama 
dengan apa yang dikemukakan 
Jonson bahwa ... facilitator style and 
role, certification, training requir-
ment’s, professional standards and 
othe issues will continue to add 
spince to the stew of co-creation ad 
individuality in the field many years 
to come (Daniel van Ness, 2007 
:223).
c. Masyarakat perlu ditingkatkan 
kepeduliannya dalam menyele-
saikan tindak pidana anak.  Pan-
dangan masyarakat terhadap 
keadilan restoratif juga perlu 
diperbaiki agar tidak ada prasang-
ka. Langkah yang dapat dilaku-
kan oleh pemerintah bersama 
pemangku kepentingan antara 
lain sebagai berikut.
1) Sosialisasi UU kepada ma- 
syarakat, terutama masyarakat 
yang rentan sebagai pelaku 
maupun korban tindak pidana 
anak.
2) Membudayakan pemikiran 
“positif” anggota masyarakat 
terhadap proses diversi di 
semua tingkatan pradilan 
pidana.  Memberikan pemaha-
man yang komprehensif terha-
dap keadilan restoratif yang 
dicapai melalui proses 
peradilan pidana.
3) Meningkatkan komitmen 
masyarakat dan pemerhati 
untuk selalu mengutamakan 
penyelesaian tindak pidana 
anak yang sesuai dengan kebu-
tuhan anak.
d. Sarana dan prasarana(termasuk 
kurikulum) sangat perlu diada-
kan, ditambah atau ditata ulang, 
antara lain sebagai berikut. 
1) Penyediaan ruangan khusus 
di Kepolisian, Kejaksaan, dan 
Pengadilan, penganggaran, 
fasilitas pendukung, data 
online yang terintegrasi (agar 
pelaporan, pendataan, pendo-
kumentasian (pengarsipan) 
data diversi mudah, cepat, dan 
murah). Hal inisangat penting 
dalam keadministrasian, 
apalagi di wilayah luar pulau 
Jawa yang geografisnya varia-
tif, dan modal tranportasinya 
terbatas).
2) Pembentukan LPKS, LPAS, 
LPKA.
3) Peninjauaan dan pembentu-
kan model pembinaan di 
LPKS, LPKA berserta kuriku-
lum, termasuk penyediaan 
fasilitas pendukungnya.
Pendidikan, Pembinaan, Pen-
dampingan dan  Pengawasan  Ter-
hadap  Anak yang Di-diversi 
Maupun yang Dijatuhi Pidana 
Atau Tindakan  Oleh Pengadilan
Sampai saat ini di LAPAS Anak 
atau LAPAS Dewasa Indonesia 
belum ada model yang sistemik 
tentang pendidikan, pembinaan, 
pendampingan, dan pengawasan 
khusus terhadap anak yang didasar-
kan pada asas individualisasi pembi-
naan (baik pembimbingan mental 
dan kerohanian maupun pembimbi- 
ngan/latihan kerja), dan asas kepen- 
tingan terbaik bagi anak. Penga-
wasan yang dilakukan oleh BAPAS 
terhadap anak yang dijatuhi pidana 
maupun tindakan juga kurang opti-
mal. Kepedulian masyarakat dan 
organisasi kemasyarakatan terhadap 
anak yang melakukan tindak pidana 
juga belum optimal.  Berdasarkan 
fakta tersebut, maka pola penga-
wasan dapat dilakukan oleh para 
pihak sebagai berikut.
a. Anak yang didiversi sudah me- 
ngalami masalah kelakuan, 
karena itu pembinaannya dapat 
dilakukan oleh bagian Bimbingan 
dan Konseling (jika sekolah), 
pimpinan lembaga pendidikan 
non-formal (jika menempun 
pendidikan non formal), orang tua 
atau wali atau perorangan lain 
(jika dikembalikan ke orang 
tua/wali atau diserahkan kepada 
perorangan), kepala organisasi 
kemasyarakatan (jika diserahkan 
ke organisasi kemasyarakatan), 
kepala desa/lurah (jika tidak ada 
pembina).
b. Anak yang dimasukkan ke LPKS, 
LPKA dibimbing oleh petugas 
khusus yang ada dalam lembaga 
tersebut.
c. Pembimbing Kemasyarakatan di 
BAPAS, sesuai dengan bidang 
tugasnya.
Namun, para pembina dan petu-
gas, pengawas tersebut harus dibuat-
kan pola atau model atau sistem yang 
dapat dipedomani berdasarka Pera-
turan Pememrintah (PP) dan peratu- 
ran menteri atau lembaga pemerintah 
yang terkait dengan penanganan 
anak yang berkonflik dengan hukum 
(pelaku), dan anak yang berhadapan 
dengan hukum (anak saksi dan anak 
korban).  Khusus pada anak pelaku, 
pembentukan model pendidikan, 
pembinaan, pendampingan tersebut 
harus didasarkan ada karakteristik 
unik dari masing-masing anak, 
sehingga harus mengutamakan 
model individualisasi pembinaan dan 
berbasis pada kebutuhan anak. 
Karena itu, pemerintah perlu mem-
buat model khusus tentang penga-
wasan, pembinaan, dan pendampin-
gan anak yang berkonflik dengan 
hukum, baik di-diversi maupun 
dijatuhi pidana (straf)atau tinda-
kan(maatregels).
Simpulan
1. Diversi pada perkara anak perlu 
dilakukan oleh penegak hukum 
secara terukur dan legal berdasar-
kan UU Sistem Peradilan Anak 
dalam rangka melindungi anak, 
anak korban dan kepentingan 
masyarakat secara proporsional.  
2. Kelemahan pelaksanaan peradilan 
pidana anak, kekurangmampuan 
LAPAS, LAPAS Anak, dan 
Organisasi Kemasyarakatan da- 
lam membina anak yang berkon- 
flik dengan hukum selama ini 
memicu lahirnya diversi.  Keber-
hasilan diversi pada anak di 
beberapa negara menjadi sema- 
ngat tersendiri bagi pembuat UU 
untuk membentuk lembaga diver-
si secara legal. 
3. Konsekuensi dari diversi pada 
anak, para pihak yang terlibat 
dalam proses dan pasca-diversi 
wajib menjamin kepentingan 
terbaik bagi anak dan korban.  
Karena itu, pendidikan, pembi-
naan, pendampingan dan penga-
wasan anak yang berkonflik 
dengan hukum (baik yang disele-
saikan dengan diversi maupun 
yang diadili melalui sistem 
peradilan pidana) wajib dilak-
sanakan secara sistemik berdasar-
kan asas kepentingan terbaik bagi 
anak tanpa mengabaikan kepen- 
tingan korban dan masyarakat.
4. Konsekuensi yuridisnya,Peratu- 
ran Pemerintah Republik Indone-
sia  Nomor 65 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pelaksanaan 
Diversi dan Penanganan Anak 
yang Belum Berumur 12 (Dua 
Belas) Tahun perlu ditindaklanjuti 
dengan peraturan internal di 
kalangan Polri, BAPAS, dan 
instansi terkait sebagai standar 
prosedur operasional di lembaga 
yang terlibat dalam proses diver-
si, termasuk lembaga pelaksana 
dan pengawas putusan diversi 
dalam rangka impementasi kebi-
jakan diversi anak di Indonesia.
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Pendahuluan
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum harus didasarkan 
pada kepentingan terbaik bagi anak. 
Pengertian frasa “terbaik bagi anak” 
terkait dengan sifat anak, baik fisik, 
psikis, maupun sosial sehingga 
kepentingan anak satu dengan lain- 
nya tidak harus sama. A definition of 
the child’s best interests cannot 
accommodate the diverse nature of 
the interests appropriate for a partic-
ular child, from a particular back-
ground and at a particular time of 
development. (Sifris at.all 2014). 
Pengutamaan kepentingan terbaik 
bagi anakini juga didasarkan pada 
asas umum perlindungan anak 
sebagaimana diatur dalam konvensi 
anak, bahwa 
The best interests of the child 
shall be a primary consideration 
in all actions affecting children. 
(The 1989 Convention on the 
Rights of the Child).The term 
“best interests” broadly 
describes the well-being of a 
child. Such well-being is deter-
mined by a variety of individual 
circumstances, such as the age, 
the level of maturity of the child, 
the presence or absence of 
parents, the childs environment 
and experiences.(UNHCR Guide-
lines, 2008).
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum tidak harus menggu-
nakan sarana nonpenal (misalnya 
diversi) atau menggunakan hukum 
pidana (sarana penal).  Namun, ke- 
duanya dapat dilakukan secara 
berurutan, yaitu mengutamakan 
diversi (jika memenuhi persyaratan 
diversi), dan jika upaya tersebut 
gagal maka akan diberlakukan 
sistem peradilan pidana bagi 
anak.Hal ini sesuai dengan pendapat 
bahwa the major goal of the first 
juvenile courts, established at the 
turn of the century, was to provide an 
alternative to, and thereby divert 
youth from, the criminal court(Albert 
L. Robert (Edit), 2008 : 184).
Secara umum, pemberlakuan-
sistem peradilan pidana untuk 
penyelesaian perkara pidana dapat 
berdampak buruk bagi anak, teruta-
ma pemberian “stigma jahat” pada 
anak (stigmatisasi atau labelisasi), 
dan terjadinya pembiasaan kebia- 
saan-kebiasan buruk di LAPAS yang 
kemudian dipraktikkan lagi oleh 
anak ke luar LAPAS Anak (prisoni-
sasi), bahkan pengulangan tindak 
pidana yang lebih serius akibatnya. 
Salah satu penyebabnya adalah 
adanya kontak langsung dengan 
penegak hukum yang dapat membuat 
anak frustrasi.  Jika perkaranya 
sudah diputus oleh pengadilanpun, 
mungkin akan menjadi stigma bagi 
anak pelaku tindak pidana.  Karena 
itu, para ahli di bidang psikologi, 
hukum, etimologi kriminal, krimi-
nologi, pendidikan, dan penologi 
selalu mencari jalan terbaik bagi 
anak, korban, dan kepentingan ma- 
syarakat.  Akhirnya, para ahli mewa-
canakan pendekatan keadilan resto- 
ratif sebagai alternatif pemikiran 
untuk mengurangi kelemahan teori 
pemidanaan retributif, teori prevensi 
maupun teori gabungan.
Keadilan restoratif merupakan 
suatu ide dan gerakan yang me- 
ngedepankan keadilan dalam pers-
pektif pelaku dan keluarganya, 
korban dan keluarganya, masyarakat, 
dan pemangku kepentingan dalam 
rangka pemulihan keadaan masing- 
masing.  Karena itu, konsepsi pemi- 
kiran keadilan restoratif (restorative 
justice) menjadi salah satu upaya 
menjauhkan anak dari sistem per- 
adilan pidana yang tidak perlu.  
Pendekatan ini mengutamakan pe- 
nyelesaian tindak pidana di luar 
peradilan pidana.  Pendekatan terse-
but bukan hanya pada anak, melain- 
kan juga pada orang dewasa (misal- 
nya pencurian ringan, penggelapan 
ringan, perbuatan curang (penipuan) 
ringan) maupun anak-anak.  Bahkan 
di beberapa negara maju, korporasi 
yang melakukan tindak pidana dapat 
juga diselesaikan dengan pendekatan 
keadilan restoratif.
Keadilan restoratif adalah cara-
menanggapi perilaku criminal 
dengan cara menyeimbangkan antara 
kebutuhan masyarakat, dengan 
korban danpelaku. Ini merupakan 
konsep yang terus berkembangdan 
dapat menimbulkan interpretasi yang 
berbeda di negara yang berbeda.
Restorative justice is a way of 
responding to criminal behaviour 
by balancing the needs of the 
community, the victims and the 
offenders. It is an evolving 
concept that has given rise to 
different interpretation in differ-
ent countries, one around which 
there is not always a perfect 
consensus.(United Nations, 2006: 
6).
Berkaitan dengan konsep 
keadilan restoratif dalam perkara 
pidana yang dilakukan oleh anak, 
menurut Pasal 1 angka 6 Undang- 
Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 
Sistem Peradilan Pidana  Anak (LN 
Tahun  2012  Nomor  153, TLN 
Nomor  5332), pengertian keadilan 
restoratif adalah penyelesaian perka-
ra tindak pidana dengan melibatkan 
pelaku, korban, keluarga pelaku/kor-
ban, dan pihak lain yang terkait 
untuk bersama-sama mencari 
penyelesaian yang adil dengan 
menekankan pemulihan kembali 
pada keadaan semula, dan bukan 
pembalasan.
Praktik di beberapa negara, 
keadilan restroratif disebut dengan 
berbagai istilah. Ada pihak yang 
menggunakan istilah"keadilan 
komunitarian", "memperbaiki 
kesalahan", "Keadilan positif", 
"keadilan relasional", "keadilan 
reparatif", "keadilan masyarakat" 
untuk menyebut "keadilan restorat-
if". Namun, demikian ada kesamaan 
pemahaman bahwa keadilan 
restoratif dibangun berdasarkan 
konsep penyeimbangan kepentingan 
dan kebutuhan pada tiga pihak, yaitu 
pelaku, korban, dan masyarakat. Hal 
ini terungkap dari penjelasan beri-
kut.
Also, because of the difficulties in 
precisely translating the concept 
into different languages, a variety 
of terminologies are often used. 
There are many terms that are 
used to describe the restorative 
justicemovement. These include 
“communitarian justice”, “ma- 
king amends”,“positive justice”, 
“relational justice”, “reparative 
justice”, “communityjustice” and 
“restorative justice”, among 
others.(United Nations, 2006:6)
Berkaitan dengan keadilan 
restoratif, dalam UU-SPPA diatur 
tentang diversi. Pengertian diversi 
adalah pengalihan penyelesaian 
perkara Anak dari proses peradilan 
pidana ke proses di luar peradilan 
pidana.Jika kedua konsep tersebut 
dihubungkan, maka keadilan 
restoratif adalah tujuan yang ingin 
dicapai, sedangkan diversi adalah 
salah satu proses mencapai keadilan 
tersebut.Keadilan restoratif dapat 
dicapai melalui diversi maupun 
non-diversi, yaitu memproses anak 
pelaku tindak pidana dalam sistem 
peradilan pidana. Dengan demikian, 
melalui sistem peradilan pidanapun 
dapat dicapai keadilan restoratif. 
Misalnya dengan menjatuhkan 
pidana atau tindakan yang sesuai 
dengan kebutuhan pelaku, korban, 
dan masyarakat.Karena itu, dalam 
UU-SPPA disediakan banyak jenis 
sanksi dan tindakan agar hakim 
dapat memilih jenis pidana (straf) 
atau tindakan (maatregel) yang 
sesuai dengan kebutuhan pelaku, 
korban dan masyarakat agar keadilan 
restoratif tercapai.
Sampai saat ini, diversi pada 
perkara anak di tahap penyidikan 
sudah sering dilakukan berdasarkan 
Peraturan internal di Kepolisian 
Negara Republik Indonesia.  Banyak 
pendapat yang setuju dan yang tidak 
setuju atas upaya Polri untuk 
menyelesaikan perkara pidana anak 
di luar hukum pidana.  Namun, saat 
ini sudah terbit Undang-Undang No. 
11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (selanjutnya 
disingkat UU-SPPA), yang sudah 
diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 
2014 sehingga setiap orang wajib 
setuju dan menaatinya.  Jika UU 
tersebut diberlakukan, banyak 
sub-sistem atau sistem yang berubah, 
misalnya sub-sistem: diversi oleh 
polisi, jaksa, dan hakim; pencatatan 
dan pengarsipan pada lembaga 
pelaksana UU-SPPA; sistem pembi-
naan dan pembimbingan anak di 
Lembaga Penempatan Anak Semen-
tara (LPAS), Lembaga Penyelengga-
ra Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA). Selain itu, banyak juga 
sarana dan prasarana yang disiapkan, 
termasuk kaulitas dan kuantitas sum-
berdaya manusia (misalnya polisi, 
jaksa, hakim, pembimbing kema- 
syarakatan, petugas pemasyarakatan, 
relawan sosial).
Jika pemerintah dan para pihak 
terkait serta para pemangku kepen- 
tingan (stakehoders) tidak segera 
melakukan persiapan atas pember-
lakuan UU-SPPA tidak segera 
disiapkan, UU-SPPA akan hanya 
menjadi norma yang bersifat 
“semantik” (indah dalam bahasa) 
dan tidak banyak melakukan peruba-
han substansi sistem peradilan 
pidana anak sehingga tidak ada 
bedanya dengan saat berlakunya UU 
No. 3 Tahun 1997 tentang Penga-
dilan Anak.
Berdasarkan pemikiran tersebut, 
penulis melakukan pengajian terha-
dap 3 (tiga) permasalahan, yaitu 
apakah urgensi diversi dalam pena- 
nganan perkara anak;bagaimana 
kesiapan para pihak yang terlibat 
dalam diversi perkara anak;serta 
bagaimana model pendidikan, pem-
binaan, pendampingan, dan penga-
wasan anak yang di-diversi maupun 
anak yang dijatuhi pidana (straf) atau 
tindakan(maatregel).  Kajian ini 
akan menghasilkan analisis tentang 
substansi keadilan restoratif dalam 
kaitannya dengan diversi, dan anali-
sis kemampuan yang ada di ma- 
sing-masing pemangku kepentingan 
yang berkaitan dengan sistem per- 
adilan pidana. Akhirnya, Hasil kajian 
ini dapat dimanfaatkan oleh pihak- 
pihak terkait untuk menyiapkan sum-
berdaya, sumberdana dan sistem 
kinerja dalam rangka menciptakan 
keadilan restoratif dalam perkara 
anak di Indonesia.  
Urgensi Penerapan  Diversidalam 
Penanganan  Perkara Anak
Secara teoretik, ada keterkaitan 
antara asas atau kebijakan dikresi 
(discretion), diversi (Diversion) dan 
keadilan restoratif (Restorative 
Justice).Saut P.Panjaitan mengemu-
kakan bahwa diskresi (pouvoir 
discretionnaire, bahasa Perancis) 
ataupun Freies Ermessen (bahasa 
Jerman) merupakan suatu bentuk 
penyimpangan terhadap asas legali-
tas dalam pengertian wet matigheid 
van bestuur, jadi merupakan ”keke- 
cualian” dari asas legalitas. Menurut 
Muchsan, dasar pijakan diskresi ada 
2 (dua) yaitu: Dasar Hukum/Yuridis, 
yaitu menyangkut ketentuan formal; 
dan Dasar Kebijakan, yaitu me- 
nyangkut manfaat. (Simamora, 
2014).
Diversi adalah penyelesaian per- 
kara pidana menggunakan jalur di 
luar hukum pidana. Sedangkan 
pengertian keadilan restoratif adalah 
ide keadilan yang didasarkan pada 
kesepakatan antar-para pihak yang 
terkait dengan tindak pidana untuk 
mencari solusi untuk pemulihan 
keadaan sebagaimana belum terjadi 
tindak pidana dan bahkan menja- 
dikan semua pihak lebih baik.  
Keadilan Restoratif didasarkan pada 
5 prinsip dalam pemikiran berikut. 
Five Principles of Restorative 
Justice
a. Focuses on harms and conse-
quent needs (victims', but also 
communities' and offenders').
b. Addresses obligations resulting 
from those harms (offenders' but 
also families', communities' and 
society's).
c. Uses inclusive, collaborative 
processes.
d. Involves those with a legitimate 
stake in the situation (victims, 
offenders, families, community 
members, society).
e. Seeks to put right thewrongs 233 
(Dowd, 2015: 233)
Dengan demikian, dalam konteks 
bahasan ini dapat dipahami bahwa 
diversi dalam perkara anak lahir 
karena adanya asas diskresi yang 
dimiliki oleh pihak yang berwenang 
(Penyidik, Jaksa, dan Hakim) dalam 
rangka mencapai keadilan restoratif.  
Salah satu bentuk diskresi adalah 
memberikan kewenangan kepada 
Penyidik, Jaksa, dan Hakim untuk 
melakukan diversi terhadap anak 
yang berhadapan dengan hukum. 
Pengertian keadilan restoratif 
adalah a form of conflict resolution 
and seeks to make it clear to the 
offender that the behaviour is not 
condoned, at the same time as being 
supportive and respectful of the indi-
vidual.(Morison, 2001: 194). Pihak 
yang diharapkan memperoleh kea- 
dilan restoratif adalah pelaku dan 
korban, serta pihak-pihak yang 
terkait. Dalam konteks pemidanaan, 
pendekatan keadilan restoratif seja- 
lan dnegan model keseimbangan 
Kepentingan (Muladi, 1995:5). Ka- 
rena itu, asas daad-dader-slachtof-
fer-Strafrecht mestinya mulai diim-
plementasikan dalam hukum pidana 
(Arief Amrulah, 2008).
Keadilan restoratif dapat diterap-
kan pada seluruh proses penegakan 
hukum pidana, tidak hanya pada satu 
proses saja, misalnya pada penyi- 
dikan atau penuntutan atau peradilan. 
Hal ini didasarkan pada prinsip 
keadilan restoratif masuk pada suatu 
sistem hukum pidana sehingga 
penerapannya ada pada setiap pro- 
sesnya dan juga tiap penegak hukum 
mempunyai kewenangan untuk me- 
nerapkannya. Keadilan restoratif 
bukan merupakan asas melainkan 
filsafat yaitu filsafat dalam proses 
peradilan dan juga filsafat keadilan. 
Keadilan restoratif dapat dikatakan 
sebagai filsafat peradilan, karena-
merupakan dasar dalam penyusunan 
lembaga peradilan. Dengan demiki-
an, dapat diartikan bahwa keadilan 
restoratif adalah suatu rangkaian 
proses peradilan yang pada dasarnya 
bertujuan untuk me-restore (memu- 
lihkan kembali) kerugian yang dide- 
rita oleh korban kejahatan, (Mudza-
kir, 2008). masyarakat, dan para 
pihak terkait.
Pendekatan keadilan restoratif 
(restorative justice approach) diawa-
li dari praktik di beberapa negara 
misalnya Kanada, Australia, New 
Zealand, dan Inggris. Sejarah per- 
kembangan hukum modern dalam 
penerapan restorative justice diawali 
dari pelaksanaan sebuah program 
penyelesaian di luar pengadilan 
konvensional yang dilakukan oleh 
masyarakat yang disebut dengan 
victim-offender mediation tahun 
1970-an di Kanada (Morris dan 
Maxwelle, 21: 4). Pendekatan 
keadilan restoratif merupakan per- 
kembangan terakhir dari paradigma 
peradilan pidana, yaitu diawali 
dengan retributive justice, dilanjut-
kan dengan rehabilitative justice, 
kemudian ada alternative justice, 
kemudian diperbaiki lagi dengan 
transitional justice, danakhirnya 
digantikan oleh restorative justice.
Berdasarkan sejarah di beberapa 
negara, pelaksanaan Diversi pada 
awalnya gagal di Amerika, tetapi 
berhasil di Belanda, Denmark, Italia, 
Jerman, Perancis, pada tahun 
1969(Marlina, 2010:4) kemudian 
diperbaiki sistemnya yang akhirnya 
sukses di beberapa negara dalam 
penyelesaian tindak pidana tertentu 
dan pelaku-pelaku tertentu.
Meskipun tidak ada kesepakatan 
tentang pengertian keadilan restora- 
tif, namun mayoritas definisi 
berfokus pada proses yang melibat-
kan semua pihak yang berkepenti- 
ngan untuk menyelesaikan pelang-
garan hukum dan bertujuan memper-
baiki kerugian yang disebabkan oleh 
pelanggaran tersebut.  Hal ini 
terungkap dalam pernyataan berikut. 
There is no agreed definition of 
restorative justice processes. A 
number of definitions have been 
suggested, most of which focus on a 
process which involves all those 
affected by an offence and aims to 
repair the harm caused by the 
offending(Widodo 2014). Berdasar-
kan pemikiran tersebut dapat dipaha-
mi bahwa akar filsafat keadilan 
restoratif adalah konsepsi keadilan 
untuk semua (justice for all), yaitu 
pelibatan pelaku, korban, dan ma- 
syarakat berdasarkan musyawarah 
dalam rangka merestorasi keadaan 
secara manusiawi.
Secara teoretis, sistem peradilan 
pidana anak di Indonesia wajib 
mengutamakan kepentingan yang 
terbaik bagi anak dan berupaya me- 
ngurangi penyelesaian perkara anak 
di pengadilan pidana, dan jika 
terpaksa dipidana penjara, maka 
pidana tersebut hanya dilakukan 
sebagai upaya terakhir dan dalam 
waktu yang singkat. Hal ini dapat 
diketahui dari beberapa instrumen 
internasional, antara lain United 
Nations Standard Minimum Rules for 
the Administration of Juvenile 
Justice (Beijing Rules), United 
Nations Standard Minimum Rules for 
Non-Custodial Measures 1990 
(Tokyo Rules), United Nations 
Guidelines for the Prevention of 
Juvenile Delinquency (Riyadh 
Guidelines), dan United Nations 
Rules for the Protection of Juveniles 
Deprived of Their Liberty (1990). 
Menurut Wardaya dan Retnaningrum 
bahwa, kesadaran masyarakat bahwa 
anak-anak pelaku tindak pidana 
perlu diperlakukan khusus tidak 
sebagaimana orang dewasa baru 
disadari sejak penyelenggaraan 
peradilan anak kali pertama di 
Chicago pada 1889 (Wardaya dan 
Retnaningrum, 2011).
Urgensi pelaksaan diversi pada 
perkara anak didasari pada 
pemikiran berikut. Saat ini ada 
pergeseran filsafat pemidanaan dari 
awalnya yang bersifat restitutif 
(pembalasan) kemudian ditandingi 
menjadi teori prevensi (tujuan), 
kemudian muncul teori gabungan, 
(Widodo, 2009 :24) dan akhirnya 
berkembang pemikiran keadilan 
restoratif yang mengutamakan 
pemulihan. Pendekatan restoratif 
merupakan paradigma baru dalam 
pemidanaan yang berbeda dengan 
pendekatan keadilan retributif, baik 
konsep, orientasi, tujuan maupun 
mekanisme pencapaiannya.  Keadi- 
lan retributif lahir sebagai reaksi 
terhadap beberapa kelemahan pen- 
dekatan keadilan retributif. Resto- 
rative justice is different from the 
retributive and rehabilitation 
approaches in that it focuses prima- 
rily on the needs of the victim, not 
just the offender. It’s a powerful tool 
that can have very real, positive 
results(Marshal,2014).Pendekatan 
keadilan restoratif ini sangat positif 
dan berbeda dengan restribusi dan 
rehabilitasi yang hanya terbatas teru-
tama pada perlindungan korban, 
bukan pada pelaku.
Keadilan restoratif merupakan 
reaksi masyarakat global yang dapat 
digunakan sebagai pelengkap dari 
sistem peradilan pidana yang selama 
ini banyak yang menggunakan 
pendekatan keadilan tradisional.Hal 
ini dikemukakan oleh Mark S. Um- 
breit and Marilyn Peterson Armour 
bahwa, restorative justice is viewed 
as complementary to the criminal 
justice system because it attends to 
issues that the traditional system 
neglects. Regardless of the position 
taken, the vision of restorative justice 
is grounded in values that are reso-
nating with an increasingly broad 
range of individuals and communi-
ties throughout the world, presenting 
many opportunities for new and 
widened impact (Umbreit dan 
Armour,2004:82). Diversi adalah 
salah satu bentuk penyelesaian per- 
kara pidana dalam rangka penca- 
paian keadilan restoratif.  Bentuk 
lain- nya, misalnya rekonsiliasi 
antara pelaku dengan korban, konfe- 
rensi keluarga dan masyarakat, 
upaya perdamaian dalam ma- 
syarakat.  Hal ini selaras dengan 
pemikiran Strickland, bahwa
More specific technique associa- 
ted with restorative justice, 
include diversion, victim-offender 
reconciliation, victim impact 
panel, victim-offender statements, 
family or communiuty conferen- 
cing, community peace-making or 
centencing cyrcles, reintegrative 
shamming, and prisoneers assis-
tence program(Stickland, 2004 
:9).
Keadilan restoratif sebenarnya 
bukan merupakan budaya baru bagi 
bangsa Indonesia, namun karena 
dalam masa penjajahan hukum adat 
banyak ditinggalkan dan diganti 
dengan hukum barat, maka keadilan 
restoratif dimarginalkan. Setelah 
ketentuan ketentuan dan sistem 
hukum barat diragukan efektivitas 
dan efisiensinya dalam penyelesaian 
perkara pidana yang adil, banyak 
pihak mengintrodusi dan melak-
sanakan keadilan restoratif.  Dengan 
demikian, konsep keadilan restoratif 
bukan lahir lebih dahulu, tetapi 
sudah ada dan dilaksanakan di ma- 
syarakat kemudian ditinggalkan, dan 
saat ini digunakan lagi.   Buktinya, 
dalam hukum pidana Majapahit 
dikenal istilah “pati bajampi” yaitu 
sebagai uang pengganti obat yang 
diberikan kepada korban, rekonsi- 
lisasi antar-kepala adat yang ditandai 
dengan upaya adat di sejumlah 
wilayah Indonesia.
Pendoronglahirnya diversi pada 
perkara anak di Indonesia antara lain 
dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Terjadi labelisasi pada anak yang 
pernah diproses oleh penegak hu- 
kum berdasarkan hukum pidana 
anak.  Bahkan pada beberapa 
kasus, dalam LAPAS Anak terjadi 
prisonisasi (Widodo, 2012 : 21).
b. Pihak LAPAS Anak, LAPAS dan 
RUTAN Dewasa yang di dalam 
nya ada blok khusus Anak, belum 
semuanya mempunyai kemam-
puan yang memadai untuk pembi-
naan dan pembimbingan anak.Se-
lain itu, anak berisiko terkena 
“prisonisasi” di dalam lembaga 
tersebut.  Karena itu, perlu ada 
langkah meminimalisasi prisoni-
sasi dengan cara menghindarkan 
anak dari institusionalisasidi 
Rutan atau LAPAS.
c. Ada keinginan serius dari para 
pihak untuk mengurangi atau 
bahkan menghilangkan dampak 
negatif dari proses peradilan 
pidana bagi anak. Hal ini didasar-
kan pada data bahwa dalam tahap 
penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di pengadilan, hak- 
hak anak (pelaku) ada yang 
terlanggar, misalnya anak tidak 
dapat sekolah karena ditahan di 
RUTAN dan LAPAS.
d. Selama proses peradilan, pihak 
korban dan masyarakat belum 
mendapatkan restitusi (pemuli-
han) secara memadai sehingga 
putusan pengadilan sering diang-
gap belum mencerminkan keadi- 
lan bagi korban dan masyarakat.  
Hal ini terjadi karena keadilan 
sering ditafsirkan oleh orang 
sebagai keadilan terhadap pelaku 
saja, bukan pada korban dan ma- 
syarakat.
e. Beberapa putusan pengadilan 
kadang belum menunjukkan ke- 
berpihakan negara pada anak, 
anak korban, dan masyarakat.  
Mayoritas putusan pengadilan 
anak adalah penjatuhan pidana, 
dan jenisnya pidana penjara 
(Widodo, 2012:14).
f. Penegak hukum dan para pihak 
yang terkait belum terbiasa me- 
lakukan diversi pada anak yang 
berkonflik dengan hukum secara 
melembaga, bahkan budaya ma- 
syarakat menghendaki agar 
penyelesaian perkara anak lebih 
suka pengunaan jalur litigasi 
dibandingkan dengan jalur litiga- 
si. Beberapa anggota masyarakat 
bahkan sering menganggap diver-
si pada perkara anak yang dilaku-
kan oleh Polri merupakan upaya 
membela pihak tertentu (terutama 
membela pelaku), sehingga perlu 
ada klarifikasi yuridis.
g. Perlunya dasar hukum diversi 
yang jelas dalam peraturan perun-
dang-undangan (lex certa) yang 
dapat digunakan anak oleh polisi, 
jaksa, dan hakim agar tidak terjadi 
salah sangka dalam masyarakat. 
Sebelum ada UU Sistem 
Peradilan Anak, dasar hukum 
diversi di kepolisian adalah pada 
kebijakan diskresi (discretion) 
yang kemudian dituangkan dalam 
dasar hukum dari Kapolri untuk 
lingkungan Polri atau kesepaka-
tan-kesepakatan tertulis lain 
antar-penegak hukum atau antara 
Polri dengan Kementerian lain.  
Menakar Kemampuan Para Pe- 
mangku Kepentingan( Stake Hol- 
ders)dalam Melaksanakan Diversi 
Perkara  Anak Berdasarkan UU- 
SPPA.
Sejak diterbitkan UU-SPPA, pada 
semua tingkatan proses peradilan 
pidana (penyidikan, penuntutan, 
pemeriksanaan di pengadilan), terbu-
ka peluang polisi, jaksa, dan hakim 
untuk melakukan diversi.  Bahkan, 
sebelum ada putusan Mahkamah 
Konstitusi tahun 2013, diversi me- 
rupakan langkah wajib yang 
bersanksi pidana bagi polisi, jaksa, 
hakim sebelum menerapkan ketentu-
an hukum acara pidana.  Saat ini 
meskipun polisi, jaksa, dan hakim 
tidak melakukan diversi tidak dapat 
dipidana. Ketentuan diversi tersebut 
memberi harapan positif  bagi 
pencari keadilan dan penegak hukum 
untuk melaksanakan penyelesaian 
perkara tindak pidana anak sesuai 
dengan karakteristik anak tanpa 
mengabaikan kepentingan korban 
dan masyarakat. 
Dengan demikian, dalam pena- 
nganan anak yang berkonflik dengan 
hukum, diversi dalam perkara anak 
dilakukan oleh Polisi, Jaksa, dan 
Hakim sesuai dengan kewenangan- 
nya dalam acara pidana.  Jika diversi 
gagal maka proses peradilan pidana 
dalam maing-masing tingkatan akan 
diberlakukan dengan puncak proses 
berupa putusan pengadilan. 
Sebelum proses polisi, jaksa, dan 
hakim melakukan diversi, harus 
dipastikan dahulu bahwa persyaratan 
perkara yang dapat didiversi 
memenuhi persyaratan objektif dan 
subjektif sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7 ayat (2).  Persyaratan objek-
tif, yaitu bahwa perkara tindak 
pidana yang akan diproses Diversi 
adalah pelaku tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara di 
bawah 7 (tujuh) tahun.  Persyaratan 
subjektif adalah anak tersebut bukan 
merupakan melakukan pengulangan 
tindak pidana.Dalam UU-SPPA 
tersebut dijalelaskan tentang penger-
tian pengulangan tindak pidana, 
bahwa pengulangan tindak pidana 
dalam ketentuan ini merupakan 
tindak pidana yang dilakukan oleh 
Anak, baik tindak pidana sejenis 
maupun tidak sejenis, termasuk 
tindak pidana yang diselesaikan 
melalui Diversi.
Dalam penjelasan tersebut tidak 
ada jangka waktunya berapa lama 
antara tindak pertama yang pertama 
dengan yang kedua atau selanjutnya. 
Karena itu, UU-SPPA merupakan 
kekhususan dalam hukum pidana 
sehingga dapat menyimpangi keten-
tuan KUHP tentang jangka waktu 
agar dapat dikategorikan melakukan 
pengulangan tindak pidana. Jika 
persyaratan tersebut dipenuhi, maka 
Polisi, Jaksa dan Hakim wajib 
melakukan Diversi. Jika diversi 
sudah dicapai, maka hasil kesepaka-
tan dijadikan dasar Penetapan Ketua 
Pengadilan.
Dalam melaksanakan Diversi, 
penegak hukum wajib menggunakan 
asas sebagaimana diatur dalam Pasal 
2, yaitu pelindungan; keadilan; 
nondiskriminasi; kepentingan ter- 
baik bagi Anak; penghargaan terha-
dap pendapat Anak; kelangsungan 
hidup dan tumbuh kembang Anak; 
pembinaan dan pembimbingan 
Anak; proporsional;  perampasan 
kemerdekaan dan pemidanaan se- 
bagai upaya terakhir; dan penghinda-
ran pembalasan. 
Diversi oleh Hakim Anak di 
Pengadilan Negeri dapat dilakukan 
di ruang mediasi (Pasal 52 ayat (4)).-
Proses Diversi dilakukan dengan 
teknik musyawarah (Pasal 8 ayat 
(1)).Pihak yang wajib dilibatkan 
dalam Diversi adalah Anak dan 
orang tua/walinya, korban dan/atau 
orang tua/Walinya, Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial 
Profesional (Pasal 8 ayat (1)).Selain 
itu dapat pula ditambah dengan 
Tenaga Kesejahteraan Sosial, 
dan/atau masyarakat (ayat (2)). Para 
pihak yang bersengketa dapat 
diwakili oleh kuasanya dengan surat 
kuasa khusus, baik oleh advokat 
maupun orang lain yang dipercaya. 
Pihak ketiga di yang ditentukan oleh 
UU dapat turut serta dan mengga-
bungkan diri dalam proses musya- 
warah, apabila terdapat unsur 
kepentingan yang terkait dan keturut 
sertaannya disepakati oleh pihak 
pelaku dan korban serta disetujui 
oleh Hakim yang memimpin musya- 
warah.
Berdasarkan Pasal 9, ditentukan 
bahwa Penyidik, Penuntut Umum, 
dan Hakim dalam melakukan Diversi 
harus mempertimbangkan: a).kate-
gori tindak pidana; b)  umur Anak; c) 
hasil penelitian kemasyarakatan dari 
Bapas; dan d) dukungan lingkungan 
keluarga dan masyarakat. Kesepaka-
tan Diversi tersebut harus mendapat-
kan persetujuan korban dan/atau 
keluarga Anak Korban serta kese-
diaan Anak dan keluarganya, kecuali 
untuk: a)  tindak pidana yang berupa 
pelanggaran;  b) tindak pidana 
ringan; c) tindak pidana tanpa 
korban; atau d) nilai kerugian korban 
tidak lebih dari nilai upah minimum 
provinsi setempat.
Hasil kesepakatan Diversi dapat 
berbentuk, antara lain: a)  perda-
maian dengan atau tanpa ganti keru-
gian; b)  penyerahan kembali kepada 
orang tua/Wali;  c)  keikutsertaan 
dalam pendidikan atau pelatihan di 
lembaga pendidikan atau LPKS 
paling lama 3 (tiga) bulan; atau d)  
pelayanan masyarakat.  Khusus di- 
versi terhadap pelaku a)  tindak 
pidana yang berupa pelanggaran;  b) 
tindak pidana ringan; c) tindak 
pidana tanpa korban; atau d) nilai 
kerugian korban tidak lebih dari nilai 
upah minimum provinsi setempat-
dapat dilakukan oleh penyidik bersa-
ma pelaku dan/atau keluarganya, 
Pembimbing Kemasyarakatan, serta 
dapat melibatkan tokoh masyarakat.
Diversiyangdilakukan oleh Pe- 
nyidik atas rekomendasi Pembimb-
ing Kemasyarakatan dapat berben-
tuk: a) pengembalian kerugian dalam 
hal ada korban; b) rehabilitasi medis 
dan psikososial; c) penyerahan kem-
bali kepada orang tua/Wali;  d) keikut 
sertaan dalam pendidikan atau pelati-
han di lembaga pendidikan atau 
LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; 
atau e) pelayanan masyarakat paling 
lama 3 (tiga) bulan.
Selama proses Diversi berlang- 
sung sampai dengan kesepakatan 
Diversi dilaksanakan, Pembimbing 
Kemasyarakatan wajib melakukan 
pendampingan, pembimbingan, dan 
pengawasan (Pasal 14 ayat (2)). 
Kesepakatan Diversi wajib dilak-
sanakan paling lama 30 (tiga puluh) 
hari (Pasal 52 ayat (3)).Jika  Diversi 
sudah dilaksanakan dalam jangka 
waktu tersebut maka proses perkara 
tindak pidana tidak dilanjutkan ke 
tahapan persidangan. Pelaku tindak 
pidana dan pihak-pihak terkait akan 
mendapatkan penetapan dari Ketua 
Pengadilan Negeri yang isinya me- 
netapkan bahwa perkara tindak 
pidana anak sudah diselesaikan 
melalui Diversi dan sudah mempu-
nyai kekuatan hukum tetap.Penga-
wasan atas proses Diversi dan pelak-
sanaan kesepakatan yang dihasilkan 
berada pada atasan langsung pejabat 
yang bertanggung jawab di setiap 
tingkat pemeriksaan (Pasal 14 ayat 
(1).
Berdasarkan hasil studi di ma- 
syarakat di Indonesia,  ada beberapa 
hasil penelitian yang dapat dijadikan 
alasan empiris mengapa diversi perlu 
dilakukan, dan prosesnya harus 
cermat agar tercapai keadilan 
restoratif.  
Meskipun banyak kelebihan dan 
manfaatnya bagi anak, pelaksanaan 
diversi ternyata ini banyak mengha-
dapi hambatan. Studi yang pernah 
dilakukan di wilayah Banyumas, 
Purbalingga, Banjarnegara, Kebu-
men, dan Cilacap menunjukkan 
bahwa tidak semua korban atau kelu-
arga korban bersedia menerima cara 
penyelesaian tindak pidana melalui 
diversi. Alasannya: keinginan untuk 
membuat pelaku “kapok” jika dima-
sukkan dalam penjara; kejahatan 
yang dilakukan oleh pelaku adalah 
kejahatan yang diancam dengan 
pidana yang berat; penegak hukum 
kurang mendukung upaya perda-
maian; tidak ada petunjuk pelaksa-
naan maupun petunjuk teknis bagi 
aparat penegak hukum untuk 
mengimplementasi cara penyele- 
saian non-litigasi(Wardaya dan Ret- 
naningrum, 2008 :59). Hasil peneli-
tian ini sama dengan hasil penelitian 
Subekhan, bahwa penyelesaian per- 
kara pidana yang dilakukan oleh 
anak dengan menggunakan pendeka-
tan restorative Justice belum terlak-
sana secara optimal, karena belum 
adanya aturan hukum sebagai 
landasan penyelesaian model ini; 
perubahan masyarakat dari gemein-
schaft ke arah gesselschaft ber- 
dampak pada sulitnya rnengharapkan 
partisipasi masyarakat dalam 
penyelesaian yang bersifat restorasi; 
dan konsep restorative justice yang 
tidak melembagakan proses penyele-
saiannya berdampak pada hasil yang 
dicapai dalam penyelesaian restorasi 
tidak memberikan kepastian hukum 
bagi anak, korban dan masyarakat 
(Subkhan, 2008:i ) Penelitian-peneli-
tian di atas dilakukan atas kebijakan 
Diversi yang dilakukan oleh Polri 
berdasarkan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.
Selama proses peradilan pidana di 
Indonesia, mayoritas anak ditahan di 
180
Rumah Tahanan atau Lembaga 
Pemasyarakatan selama 2-3 bulan.  
Jumlah terdakwa yang dijatuhi 
pidana penjara sekitar 90%. Pembi-
naan anak di di LAPAS kurang opti-
mal karena masa pidananya singkat. 
Proses peradilan tersebut tidak mem-
berikan rasa keadilan bagi anak. 
Secara normatif, sistem hukum di 
Indonesia belum ramah anak dan 
sistem kesejahteraan belum terinte-
grasi. Struktur dan aparatur penegak 
hukum juga belum ada persamaan 
persepsi terhadap penanganan anak 
nakal sehingga perlu peningkatan 
kapasitas sumberdaya manusia. 
Begitu juga ketersediaan sarana dan 
prasarana masih harus ditingkatkan.  
Pandangan dan perilaku masyarakat 
ternyata banyak yang masih memak-
nai pidana sebagai tindakan yang 
harus bersifat punitif dan retributif 
(Apong Herlina, 2015).
Selama dalam masa proses 
peradilan pidana, beberapa studi 
menunjukkan bahwa mereka men- 
dapat perlakuan yang buruk bahkan 
kadang-kadang lebih buruk dari 
perlakuan terhadap orang dewasa 
pada suatu situasi yang sama. 
Perlakuan buruk ini tidak hanya 
terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) 
atau Lembaga Pemasyarakatan 
(Lapas) namun tindak kekerasan 
terhadap mereka sering dialami sejak 
berada di kantor polisi yang berupa 
tamparan, tendangan, bahkan 
kadang-kadang pelecehan seksual. 
Penyidikan di kantor polisi ini sebe-
narnya dalam rangkapenyusunan 
Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 
Namun, kekerasan sering menjadi 
bagian dari upaya untuk memperoleh 
pengakuan. Bentuk kekerasan lain 
berupa tindakan memaksa anak 
untuk membersihkan kantor polisi 
dan mobil patroli. Rutan atau Lapas 
juga memberikan pengaruh buruk 
terhadap anak-anak di samping hak 
mendapat pendidikan baginya 
terabaikan (Lily, 2014). Studi pada 
tahun 2006, bahwa 96% kasus anak 
yang diajukan ke pengadilan menga-
kibatkan tindankan pasa berupa 
penahanan, 60% pidana yang 
dijatuhkan lebih dari satu tahun, dan 
hanya sedikit atau bahkan tidak ada 
bantuan hukum (RingkasanKajian, 
Oktober, 2012 http://www.unicef. 
org, 2014).
Berdasarkan Penelitian di Kota 
Makassar, Makmur, Hakim Anak 
Pengadilan Negeri Makassar, perka-
ra anak sebenarnya sangat kental 
nuansa keadilan restoratif.Justru 
keadilan restoratif tersebut lahir dari 
Pembimbing Kemasyaratan, tetapi 
ternyata hampir tidak pernah ada 
petugas BAPAS yang merekomen-
dasikan agar anak tersebut tidak 
dijatuhi pidana. Namun sebaliknya, 
Husni Guna, Kepala Seksi Bimbi- 
ngan Klien Anak Balai Pema- 
syarakatan Kelas I Makassar menya-
takan bahwa BAPAS tidak pernah 
merekomendasikan sanksi pidana 
pada anak, dan pembinaan anak 
dalam LAPAS merupakan upaya 
terakhir jika upaya lainnya gagal 
dilakukan ( Adiguna dkk, 2014). 
Berdasarkan penelitian Hafad, ma- 
yoritas hasil PK di Kota Malang 
menggunakan bahasa “klise” dan 
mayoritas merekomendasikan agar 
anak dijatuhi pidana atau tindakan 
seadil-adilnya.  Kalau tidak dengan 
“bahasa klise” tersebut, banyak hasil 
penelitian kemasyarakatan mere-
komendasikan agar hakim menjatuh-
kan sanksi paling adil (Hafad, 2004 : 
78). Namun demikian, yang 
mengembirakan, di BAPAS Suraba-
ya, Pembimbing Kemasyarakatan 
seringkali merekomendasikan agar 
anak di bina di luar LAPAS disertai 
dengan kesanggupan pihak-pihak 
tertentu yang siap menampung anak 
nakal, dan hakim memenuhi saran 
tersebut (Widodo, 2012 : 25).
Jika anak di masukkan ke LAPAS 
(pada saat berlakunya UU-SPPA 
disebut LPKA), anak-anak di LPKA 
ternyata mayoritas hanya dibina 
secara umum (tidak memperhatikan 
kebutuhan dan kompetensi anak) dan 
proses belum tampak adanya model 
pembinaan yang bersifat individual 
(individual treatment model), maka 
dampaknya akan makin buruk bagi 
anak.  Selama ini anak (apapun 
tindak pidana yang dilakukan) yang 
ada di LAPAS Anak maupun di suatu 
blok (di LAPAS Dewasa) sehingga 
pada siang hari dapat berinteraksi 
dan saling bergaul sehingga memung 
kinkan saling “belajar kejahatan.”  
Akibatnya, dalam LAPAS terjadi 
prisonisasi, meskipun anak tidak 
selalu menjadi residivis (penjahat 
kambuhan).  Jika anak dimasukkan 
ke LPKA atau LPKS yang tidak 
tertata model pembinaannya, 
dampak positif bagi anak dan ma- 
syarakat memang banyak, namun 
dampak negatif bagi anak cukup 
dominan (Widodo, 2012 : 25).
Berkaitan dengan diversi yang 
berjalan selama ini, pandangan nega-
tif masyarakat terhadap penegak 
hukum juga mempunyai pengaruh 
besar terhadap penerapan diversi.Hal 
ini diungkapkan oleh Wahyudi 
(Penyidik Pembantu PPA) bahwa 
ketika pihak-pihak didamaikan, ma- 
syarakat beranggapan bahwa penyi- 
dik membela dan dibayar oleh pihak 
pelaku tindak pidana sehingga 
pelaku tidak diproses secara 
pidana.Padahal Polisi melakukan 
upaya damai (diversi) untuk kepen- 
tingan terbaik bagi anak.Hal serupa 
juga diungkapkan oleh Andi Armasa-
ri (Jaksa Fungsional Kejaksaan 
Negeri Makassar) bahwa penilaian 
negatif dari masyarakat jika mereka 
didamaikan, atau jaksa membuat 
tuntutan ringan anak pelaku tindak 
pidana. Kejaksaan dianggap pihak 
yang tidak bertanggung jawab, 
bahkan dituduh dibayar oleh pelaku, 
atau ada hubungan keluarga antara 
jaksa dengan pelaku.  Menurut Iswa-
hyu Widodo (Hakim Anak di Penga-
dilan Negeri Makassar), umumnya, 
kendala untuk mendamaikan para 
pihak adalah korban sudah menjadi 
korban berkali-kali, meskipun pela- 
kunya bukan orang yang sama (Adi-
guna dkk., 2014).
Berdasarkan hasil penelitian di 
atas dapat dihami beberapa hal beri-
kut.  Dalam perspektif substansi 
hukum, petunjuk teknis pelaksanaan 
diversi belum semuanya lengkap.  
Hal ini dapat diatasi dengan cara 
membuat Peraturan Pemerintah (PP) 
tentang diversi sebagaimana diatur 
dalam Pasal 15. Ketentuan Peraturan 
Pemerintah yang ditindaklanjuti 
dengan peraturan yang lebih rendah 
tingkatannya juga penting mengingat 
ada beberapa norma dalam UU-SP-
PA yang multi tafsir, antara lain:
a. Siapa saja yang wajib hadir dalam 
diversi di setiap tingkatan, dan 
bagimana jika diantara mereka 
tidak hadir, akankah menjadikan 
diversi batal demi hukum atau 
dapat dibatalkan. Dalam UU 
tersebut ada kata “wajib”, sehing-
ga secara terminologis dapat 
ditafsirkan “bisa”, bukan wajib.  
Bagaimana jika para pihak yang 
disebutkan dalam 8 ayat (1) ada 
yang tidak hadir apakah jika ada 
diversi kemudian diversinya 
dianggap batal demi hukum atau 
bagaimana.  Apa sanksi bagi 
pihak yang diundang penegak 
hukum dalam diversi kemudian 
tidak hadir?
b. Tidak ada norma yang mengatur 
cara diversi jika proses mengala-
mi jalan buntu (deadlock) dalam 
musyawarah. Apakah diversi ter- 
sebut langsung dianggap gagal 
atau ada alternatif lain, misalnya 
dengan pungutan suara. Namun 
bagaimana penentuan keberhasi-
lannya, dan bagaimana persentase 
suara dari masing-masing pihak. 
Bagaimana ketentuan musyawa- 
rah yang berhasil dalam diversi, 
apakah semua pihak harus setuju 
dengan kesepakatan, atau jika ada 
yang tidak setuju diversi pihak-pi-
hak tertentu sengaja meng-
gagalkan diversi dengan tujuan 
agar anak dimasukkan ke proses 
peradilan pidana.
c. Tidak ada ketentuan tentang 
pengertian masyarakat (dalam 
ketentuan melibatkan “tokoh 
masyarakat” dalam Pasal 10 ayat 
(1), apakah masyarakat sekitar 
tempat tindak pidana terjadi, atau 
masyarakat tempat pelaku bera- 
sal, atau masyarakat tempat 
korban berasal, atau masyarakat 
merupakan orang-orang yang 
memahami tentang karakteristik 
pelaku (misalnya orang yang 
meneliti tentang tingkah laku 
yang dilakukan pelaku,a atau 
orang yang pernah melakukan 
tingkah laku yang sama dengan 
pelaku) atau korban  (misalnya 
orang yang meneliti tentang 
eksistensi korban atau orang yang 
pernah menjadi korban dalam 
tindak pidana yang sama).
d. Tidak ada ketentuan limitatif 
tentang bentuk hasil kesepakatan. 
Dalam Pasal 11 hanya diatur 
“antara lain”. Apakah boleh ada 
bentuk lain selain yang diatur 
dalam Pasal 11.  
Meskipun ada beberapa kelema- 
han, banyak juga keunggulan norma-
tif dalam UU-SPPA antara lain 
sebagai berikut.
a. Memberikan peluang pada anak, 
korban dan masyarakat untuk 
melakukan diversi dalam rangka 
memulihkan keadaan, tanpa meli-
batkan anak dalam proses per- 
adilan pidana.
b. Menggunakan Paradigma keadi- 
lan restoratif, yang tercermin 
dalam diversi maupun sistem 
peradilan pidana (sampai dengan 
pembimbingan klien oleh 
BAPAS).
c. Memuat banyak jenis pidana dan 
tindakan yang memungkinkan 
hakim menjatuhkan jenis dan 
beratnya sanksi sesuai dengan 
pendekatan keadilan restoratif.
d. Mengatur kerangka penannagan 
anak yang berkonflik dengan 
hukum, mulai dari diversi sampai 
pada pengawasan dan pembim- 
bingan sehingga menjamin kepas-
tian hukum dan dapat digunakan 
sebagai dasar pembuatan peta 
jalan (roadmap) dalam pencipta-
an keadilan restoratif.
e. Pelibatan banyak lembaga peme- 
rintah, lembaga kemasyarakatan, 
ahli, dan individu dalam sistem 
peradilan pidana.
Berkaitan dengan pelaksanaan 
diversi, ada beberapa permasalahan 
yang perlu mendapat pemecahan, 
secara yuridis maupun praktis antara 
lain sebagai berikut.
a. Belum ada Peraturan pemerintah 
tentang Diversi, padahal UU-SP-
PA dilaksanakan tanggal 1 Juli 
2014.  Jika tidak ada PP, maka 
para penegak hukum akan meng-
gunakan peraturan yang ada.  
Apakah peraturan yang ada sudah 
mencerminkan filosofi UU-SP-
PA.
b. Apakah catatan hasil diversi 
bersifat online dan terintegrasi 
antara kepolisian, kejaksaan, dan 
pengadilan? Jika tidak, bagaima-
na jika rekam jejak anak tidak 
terekam maka memungkinkan 
seorang anak di-diversi lebih dari 
1 (satu) kali.
c. Apakah BAPAS mampu melak-
sanakan tugas membuat Peneli-
tian Kemasyarakatan dan menga-
wasan proses pelaksanaan diver-
si.Pasal  28 mengatur bahwa Hasil 
Penelitian Kemasyarakatan wajib 
diserahkan oleh Bapas kepada 
Penyidik dalam waktu paling 
lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh 
empat) jam setelah permintaan 
penyidik diterima.  Padahal, 
jumlah Pembimbing Kema- 
syarakatan sangat sedikit, namun 
wilayah kerjanya antara 5 sampai 
7 kabupaten kota.  Misalnya 
BAPAS Jember (yang wilayahnya 
meliputi Jember, Banyuwangi, 
Bondowoso, Situbondo, dan 
sebagian Lumajang) hanya memi-
liki 11 orang pegawai.  Jumlah 
Pembimbing Kemasyarakatan 
Anak hanya 3 orang. Sarana 
transportasi milik BAPAS ada 
sangat kurang (Widodo, 2012: 
235).
d. Mampukan Bapas melakukan 
pengawasan, pembinaan, pem-
bimbingan secara profesional 
terhadap anak yang didiversi dan 
berada di luar LPKS? Jika tidak 
diawasi, bisa bertambah nakal.  
Jika tidak diawasai, anak tidak 
mendapatkan perlindungan 
hukum agar tidak mengulangi 
tindak pidana, karena tidak ada 
pendampingan atau bimbingan 
yang memadai ke arah tingkah 
laku yang baik. Bukankah anak 
yang didiversi sesungguhnya 
adalah anak yang melakukan 
tindak pidana (hanya saja tidak 
diputus oleh pengadilan, tetapi 
hanya ditetapkan oleh pengadilan 
sebagai pelaku tindak pidana 
pertama).
e. Sudah siapkah semua penegak 
hukum (termasuk advokat) dan 
pihak-pihak terkait melakukan 
musyawarah dalam rangka diver-
si, padahal proses tersebut mem-
butuhkan banyak pengetahuan 
dan keterampilan.
Berkaitan dengan permasalahan 
tersebut, para pihak harus melakukan 
beberapa langkah berikut agar diver-
si dan sistem peradilan pidana dapat 
terlaksana dan dapat mencapai 
tujuan berupa keadilan restoratif. 
a. Dalam Subtansi hukum, pemerin-
tah harus segera menerbitkan 
Peraturan Pemerintah tentang 
diversi sebagaimana diatur dalam 
Pasal 15. Setelah ada PP, maka 
pihak-pihak penegak hukum dan 
pemangku kepentingan lain (mi- 
salnya kementerian terkait) me- 
nerbitkan petunjuk pelaksanaan 
dan petunjuk teknis agar dapat 
digunakan sebagai pemandu 
diversi.  Untuk menguatkan pro- 
ses diversi, maka diperlukan pem-
buatan (atau peninjauan) nota 
kesepahaman “payung” yang 
ditindaklanjuti dengan perjanjian 
kerjasama antar-instansi.
b. Penegak Hukum dan pemangku 
kepentingan wajib melaksanakan 
sejumlah langkah, antara lain 
sebagai berikut.
1) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, advokat agar dapat 
melakukan diversi pada anak, 
karena anak mempunyai 
karakter khusus, begitu pula 
korban dan masyarakat juga 
mempunyai karakter unik. 
2) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, dan advokatagar dapat 
melakukan proses peradilan 
pidana pada anak, karena anak 
mempunyai karakter khusus 
yang harus diperhatikan, baik 
anak pelaku, anak korban, 
maupun anak saksi.  
3) Kualitas dan kuantitas Peker-
ja Sosial Profesional dan Te- 
naga Kesejahteraan Sosial 
juga perlu ditingkatkan dalam 
penanganan anak yang ber- 
konflik dengan hukum.
4) Peningkatan kemampuan 
calon petugas LPKS (sebagai 
tempat pembinaaan anak yang 
dijatuhi pidana), LPKA (tem-
pat anak yang di-diversi 
berupa pengikutsertaan dalam 
lembaga), LPAS (sebagai 
tempat penahanan anak 
semesntara), petugas pema- 
syarakatan di Blok Anak pada 
LAPAS Dewasa.
5) Peningkatan kemampuan 
pembimbing kemasyarakatan 
(dari BAPAS) dalam membuat 
Penelitian Kemasyarakatan 
(Litmas) agar lebih cepat, 
akurat, dan berkualitas (me- 
muat analisis yang proporsio- 
nal dari sisi sosiologi, psikolo-
gi, penologi, dan “ilmu ting-
kah laku” lainnya), dan 
melakukan pendampingan, 
pembimbingan, dan penga-
wasan proses diversi, dan 
pelaksanaan diversi (baik di 
dalam LPKS maupun di ma- 
syarakat). BAPAS harus mem-
berikan rekomendasi (Pasal 10 
ayat (2), pendampingan, pem-
bimbingan, dan pengawasan 
terhadap anak selama proses 
dan pelaksanaan diversi (Pasal 
14 ayat (2), laporan kegagalan 
diversi (Pasal 14 ayat (3).  
Waktu pembuatan litmas 
sangat singkat yaitu hanya 3 
hari.**
Para penegak hukum dan 
pemangku kepentingan perlu 
mendapatkan pendidikan dan pelai-
han atau bahkan pendidikan khusus 
secara bertahap dan terus-menerus 
dan masing-masing memperoleh 
sertifikat agar memenuhi standar 
minimal yang dibutuhkan pencapa-
ian keadilan restoratif.  Hal ini sama 
dengan apa yang dikemukakan 
Jonson bahwa ... facilitator style and 
role, certification, training requir-
ment’s, professional standards and 
othe issues will continue to add 
spince to the stew of co-creation ad 
individuality in the field many years 
to come (Daniel van Ness, 2007 
:223).
c. Masyarakat perlu ditingkatkan 
kepeduliannya dalam menyele-
saikan tindak pidana anak.  Pan-
dangan masyarakat terhadap 
keadilan restoratif juga perlu 
diperbaiki agar tidak ada prasang-
ka. Langkah yang dapat dilaku-
kan oleh pemerintah bersama 
pemangku kepentingan antara 
lain sebagai berikut.
1) Sosialisasi UU kepada ma- 
syarakat, terutama masyarakat 
yang rentan sebagai pelaku 
maupun korban tindak pidana 
anak.
2) Membudayakan pemikiran 
“positif” anggota masyarakat 
terhadap proses diversi di 
semua tingkatan pradilan 
pidana.  Memberikan pemaha-
man yang komprehensif terha-
dap keadilan restoratif yang 
dicapai melalui proses 
peradilan pidana.
3) Meningkatkan komitmen 
masyarakat dan pemerhati 
untuk selalu mengutamakan 
penyelesaian tindak pidana 
anak yang sesuai dengan kebu-
tuhan anak.
d. Sarana dan prasarana(termasuk 
kurikulum) sangat perlu diada-
kan, ditambah atau ditata ulang, 
antara lain sebagai berikut. 
1) Penyediaan ruangan khusus 
di Kepolisian, Kejaksaan, dan 
Pengadilan, penganggaran, 
fasilitas pendukung, data 
online yang terintegrasi (agar 
pelaporan, pendataan, pendo-
kumentasian (pengarsipan) 
data diversi mudah, cepat, dan 
murah). Hal inisangat penting 
dalam keadministrasian, 
apalagi di wilayah luar pulau 
Jawa yang geografisnya varia-
tif, dan modal tranportasinya 
terbatas).
2) Pembentukan LPKS, LPAS, 
LPKA.
3) Peninjauaan dan pembentu-
kan model pembinaan di 
LPKS, LPKA berserta kuriku-
lum, termasuk penyediaan 
fasilitas pendukungnya.
Pendidikan, Pembinaan, Pen-
dampingan dan  Pengawasan  Ter-
hadap  Anak yang Di-diversi 
Maupun yang Dijatuhi Pidana 
Atau Tindakan  Oleh Pengadilan
Sampai saat ini di LAPAS Anak 
atau LAPAS Dewasa Indonesia 
belum ada model yang sistemik 
tentang pendidikan, pembinaan, 
pendampingan, dan pengawasan 
khusus terhadap anak yang didasar-
kan pada asas individualisasi pembi-
naan (baik pembimbingan mental 
dan kerohanian maupun pembimbi- 
ngan/latihan kerja), dan asas kepen- 
tingan terbaik bagi anak. Penga-
wasan yang dilakukan oleh BAPAS 
terhadap anak yang dijatuhi pidana 
maupun tindakan juga kurang opti-
mal. Kepedulian masyarakat dan 
organisasi kemasyarakatan terhadap 
anak yang melakukan tindak pidana 
juga belum optimal.  Berdasarkan 
fakta tersebut, maka pola penga-
wasan dapat dilakukan oleh para 
pihak sebagai berikut.
a. Anak yang didiversi sudah me- 
ngalami masalah kelakuan, 
karena itu pembinaannya dapat 
dilakukan oleh bagian Bimbingan 
dan Konseling (jika sekolah), 
pimpinan lembaga pendidikan 
non-formal (jika menempun 
pendidikan non formal), orang tua 
atau wali atau perorangan lain 
(jika dikembalikan ke orang 
tua/wali atau diserahkan kepada 
perorangan), kepala organisasi 
kemasyarakatan (jika diserahkan 
ke organisasi kemasyarakatan), 
kepala desa/lurah (jika tidak ada 
pembina).
b. Anak yang dimasukkan ke LPKS, 
LPKA dibimbing oleh petugas 
khusus yang ada dalam lembaga 
tersebut.
c. Pembimbing Kemasyarakatan di 
BAPAS, sesuai dengan bidang 
tugasnya.
Namun, para pembina dan petu-
gas, pengawas tersebut harus dibuat-
kan pola atau model atau sistem yang 
dapat dipedomani berdasarka Pera-
turan Pememrintah (PP) dan peratu- 
ran menteri atau lembaga pemerintah 
yang terkait dengan penanganan 
anak yang berkonflik dengan hukum 
(pelaku), dan anak yang berhadapan 
dengan hukum (anak saksi dan anak 
korban).  Khusus pada anak pelaku, 
pembentukan model pendidikan, 
pembinaan, pendampingan tersebut 
harus didasarkan ada karakteristik 
unik dari masing-masing anak, 
sehingga harus mengutamakan 
model individualisasi pembinaan dan 
berbasis pada kebutuhan anak. 
Karena itu, pemerintah perlu mem-
buat model khusus tentang penga-
wasan, pembinaan, dan pendampin-
gan anak yang berkonflik dengan 
hukum, baik di-diversi maupun 
dijatuhi pidana (straf)atau tinda-
kan(maatregels).
Simpulan
1. Diversi pada perkara anak perlu 
dilakukan oleh penegak hukum 
secara terukur dan legal berdasar-
kan UU Sistem Peradilan Anak 
dalam rangka melindungi anak, 
anak korban dan kepentingan 
masyarakat secara proporsional.  
2. Kelemahan pelaksanaan peradilan 
pidana anak, kekurangmampuan 
LAPAS, LAPAS Anak, dan 
Organisasi Kemasyarakatan da- 
lam membina anak yang berkon- 
flik dengan hukum selama ini 
memicu lahirnya diversi.  Keber-
hasilan diversi pada anak di 
beberapa negara menjadi sema- 
ngat tersendiri bagi pembuat UU 
untuk membentuk lembaga diver-
si secara legal. 
3. Konsekuensi dari diversi pada 
anak, para pihak yang terlibat 
dalam proses dan pasca-diversi 
wajib menjamin kepentingan 
terbaik bagi anak dan korban.  
Karena itu, pendidikan, pembi-
naan, pendampingan dan penga-
wasan anak yang berkonflik 
dengan hukum (baik yang disele-
saikan dengan diversi maupun 
yang diadili melalui sistem 
peradilan pidana) wajib dilak-
sanakan secara sistemik berdasar-
kan asas kepentingan terbaik bagi 
anak tanpa mengabaikan kepen- 
tingan korban dan masyarakat.
4. Konsekuensi yuridisnya,Peratu- 
ran Pemerintah Republik Indone-
sia  Nomor 65 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pelaksanaan 
Diversi dan Penanganan Anak 
yang Belum Berumur 12 (Dua 
Belas) Tahun perlu ditindaklanjuti 
dengan peraturan internal di 
kalangan Polri, BAPAS, dan 
instansi terkait sebagai standar 
prosedur operasional di lembaga 
yang terlibat dalam proses diver-
si, termasuk lembaga pelaksana 
dan pengawas putusan diversi 
dalam rangka impementasi kebi-
jakan diversi anak di Indonesia.
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Pendahuluan
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum harus didasarkan 
pada kepentingan terbaik bagi anak. 
Pengertian frasa “terbaik bagi anak” 
terkait dengan sifat anak, baik fisik, 
psikis, maupun sosial sehingga 
kepentingan anak satu dengan lain- 
nya tidak harus sama. A definition of 
the child’s best interests cannot 
accommodate the diverse nature of 
the interests appropriate for a partic-
ular child, from a particular back-
ground and at a particular time of 
development. (Sifris at.all 2014). 
Pengutamaan kepentingan terbaik 
bagi anakini juga didasarkan pada 
asas umum perlindungan anak 
sebagaimana diatur dalam konvensi 
anak, bahwa 
The best interests of the child 
shall be a primary consideration 
in all actions affecting children. 
(The 1989 Convention on the 
Rights of the Child).The term 
“best interests” broadly 
describes the well-being of a 
child. Such well-being is deter-
mined by a variety of individual 
circumstances, such as the age, 
the level of maturity of the child, 
the presence or absence of 
parents, the childs environment 
and experiences.(UNHCR Guide-
lines, 2008).
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum tidak harus menggu-
nakan sarana nonpenal (misalnya 
diversi) atau menggunakan hukum 
pidana (sarana penal).  Namun, ke- 
duanya dapat dilakukan secara 
berurutan, yaitu mengutamakan 
diversi (jika memenuhi persyaratan 
diversi), dan jika upaya tersebut 
gagal maka akan diberlakukan 
sistem peradilan pidana bagi 
anak.Hal ini sesuai dengan pendapat 
bahwa the major goal of the first 
juvenile courts, established at the 
turn of the century, was to provide an 
alternative to, and thereby divert 
youth from, the criminal court(Albert 
L. Robert (Edit), 2008 : 184).
Secara umum, pemberlakuan-
sistem peradilan pidana untuk 
penyelesaian perkara pidana dapat 
berdampak buruk bagi anak, teruta-
ma pemberian “stigma jahat” pada 
anak (stigmatisasi atau labelisasi), 
dan terjadinya pembiasaan kebia- 
saan-kebiasan buruk di LAPAS yang 
kemudian dipraktikkan lagi oleh 
anak ke luar LAPAS Anak (prisoni-
sasi), bahkan pengulangan tindak 
pidana yang lebih serius akibatnya. 
Salah satu penyebabnya adalah 
adanya kontak langsung dengan 
penegak hukum yang dapat membuat 
anak frustrasi.  Jika perkaranya 
sudah diputus oleh pengadilanpun, 
mungkin akan menjadi stigma bagi 
anak pelaku tindak pidana.  Karena 
itu, para ahli di bidang psikologi, 
hukum, etimologi kriminal, krimi-
nologi, pendidikan, dan penologi 
selalu mencari jalan terbaik bagi 
anak, korban, dan kepentingan ma- 
syarakat.  Akhirnya, para ahli mewa-
canakan pendekatan keadilan resto- 
ratif sebagai alternatif pemikiran 
untuk mengurangi kelemahan teori 
pemidanaan retributif, teori prevensi 
maupun teori gabungan.
Keadilan restoratif merupakan 
suatu ide dan gerakan yang me- 
ngedepankan keadilan dalam pers-
pektif pelaku dan keluarganya, 
korban dan keluarganya, masyarakat, 
dan pemangku kepentingan dalam 
rangka pemulihan keadaan masing- 
masing.  Karena itu, konsepsi pemi- 
kiran keadilan restoratif (restorative 
justice) menjadi salah satu upaya 
menjauhkan anak dari sistem per- 
adilan pidana yang tidak perlu.  
Pendekatan ini mengutamakan pe- 
nyelesaian tindak pidana di luar 
peradilan pidana.  Pendekatan terse-
but bukan hanya pada anak, melain- 
kan juga pada orang dewasa (misal- 
nya pencurian ringan, penggelapan 
ringan, perbuatan curang (penipuan) 
ringan) maupun anak-anak.  Bahkan 
di beberapa negara maju, korporasi 
yang melakukan tindak pidana dapat 
juga diselesaikan dengan pendekatan 
keadilan restoratif.
Keadilan restoratif adalah cara-
menanggapi perilaku criminal 
dengan cara menyeimbangkan antara 
kebutuhan masyarakat, dengan 
korban danpelaku. Ini merupakan 
konsep yang terus berkembangdan 
dapat menimbulkan interpretasi yang 
berbeda di negara yang berbeda.
Restorative justice is a way of 
responding to criminal behaviour 
by balancing the needs of the 
community, the victims and the 
offenders. It is an evolving 
concept that has given rise to 
different interpretation in differ-
ent countries, one around which 
there is not always a perfect 
consensus.(United Nations, 2006: 
6).
Berkaitan dengan konsep 
keadilan restoratif dalam perkara 
pidana yang dilakukan oleh anak, 
menurut Pasal 1 angka 6 Undang- 
Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 
Sistem Peradilan Pidana  Anak (LN 
Tahun  2012  Nomor  153, TLN 
Nomor  5332), pengertian keadilan 
restoratif adalah penyelesaian perka-
ra tindak pidana dengan melibatkan 
pelaku, korban, keluarga pelaku/kor-
ban, dan pihak lain yang terkait 
untuk bersama-sama mencari 
penyelesaian yang adil dengan 
menekankan pemulihan kembali 
pada keadaan semula, dan bukan 
pembalasan.
Praktik di beberapa negara, 
keadilan restroratif disebut dengan 
berbagai istilah. Ada pihak yang 
menggunakan istilah"keadilan 
komunitarian", "memperbaiki 
kesalahan", "Keadilan positif", 
"keadilan relasional", "keadilan 
reparatif", "keadilan masyarakat" 
untuk menyebut "keadilan restorat-
if". Namun, demikian ada kesamaan 
pemahaman bahwa keadilan 
restoratif dibangun berdasarkan 
konsep penyeimbangan kepentingan 
dan kebutuhan pada tiga pihak, yaitu 
pelaku, korban, dan masyarakat. Hal 
ini terungkap dari penjelasan beri-
kut.
Also, because of the difficulties in 
precisely translating the concept 
into different languages, a variety 
of terminologies are often used. 
There are many terms that are 
used to describe the restorative 
justicemovement. These include 
“communitarian justice”, “ma- 
king amends”,“positive justice”, 
“relational justice”, “reparative 
justice”, “communityjustice” and 
“restorative justice”, among 
others.(United Nations, 2006:6)
Berkaitan dengan keadilan 
restoratif, dalam UU-SPPA diatur 
tentang diversi. Pengertian diversi 
adalah pengalihan penyelesaian 
perkara Anak dari proses peradilan 
pidana ke proses di luar peradilan 
pidana.Jika kedua konsep tersebut 
dihubungkan, maka keadilan 
restoratif adalah tujuan yang ingin 
dicapai, sedangkan diversi adalah 
salah satu proses mencapai keadilan 
tersebut.Keadilan restoratif dapat 
dicapai melalui diversi maupun 
non-diversi, yaitu memproses anak 
pelaku tindak pidana dalam sistem 
peradilan pidana. Dengan demikian, 
melalui sistem peradilan pidanapun 
dapat dicapai keadilan restoratif. 
Misalnya dengan menjatuhkan 
pidana atau tindakan yang sesuai 
dengan kebutuhan pelaku, korban, 
dan masyarakat.Karena itu, dalam 
UU-SPPA disediakan banyak jenis 
sanksi dan tindakan agar hakim 
dapat memilih jenis pidana (straf) 
atau tindakan (maatregel) yang 
sesuai dengan kebutuhan pelaku, 
korban dan masyarakat agar keadilan 
restoratif tercapai.
Sampai saat ini, diversi pada 
perkara anak di tahap penyidikan 
sudah sering dilakukan berdasarkan 
Peraturan internal di Kepolisian 
Negara Republik Indonesia.  Banyak 
pendapat yang setuju dan yang tidak 
setuju atas upaya Polri untuk 
menyelesaikan perkara pidana anak 
di luar hukum pidana.  Namun, saat 
ini sudah terbit Undang-Undang No. 
11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (selanjutnya 
disingkat UU-SPPA), yang sudah 
diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 
2014 sehingga setiap orang wajib 
setuju dan menaatinya.  Jika UU 
tersebut diberlakukan, banyak 
sub-sistem atau sistem yang berubah, 
misalnya sub-sistem: diversi oleh 
polisi, jaksa, dan hakim; pencatatan 
dan pengarsipan pada lembaga 
pelaksana UU-SPPA; sistem pembi-
naan dan pembimbingan anak di 
Lembaga Penempatan Anak Semen-
tara (LPAS), Lembaga Penyelengga-
ra Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA). Selain itu, banyak juga 
sarana dan prasarana yang disiapkan, 
termasuk kaulitas dan kuantitas sum-
berdaya manusia (misalnya polisi, 
jaksa, hakim, pembimbing kema- 
syarakatan, petugas pemasyarakatan, 
relawan sosial).
Jika pemerintah dan para pihak 
terkait serta para pemangku kepen- 
tingan (stakehoders) tidak segera 
melakukan persiapan atas pember-
lakuan UU-SPPA tidak segera 
disiapkan, UU-SPPA akan hanya 
menjadi norma yang bersifat 
“semantik” (indah dalam bahasa) 
dan tidak banyak melakukan peruba-
han substansi sistem peradilan 
pidana anak sehingga tidak ada 
bedanya dengan saat berlakunya UU 
No. 3 Tahun 1997 tentang Penga-
dilan Anak.
Berdasarkan pemikiran tersebut, 
penulis melakukan pengajian terha-
dap 3 (tiga) permasalahan, yaitu 
apakah urgensi diversi dalam pena- 
nganan perkara anak;bagaimana 
kesiapan para pihak yang terlibat 
dalam diversi perkara anak;serta 
bagaimana model pendidikan, pem-
binaan, pendampingan, dan penga-
wasan anak yang di-diversi maupun 
anak yang dijatuhi pidana (straf) atau 
tindakan(maatregel).  Kajian ini 
akan menghasilkan analisis tentang 
substansi keadilan restoratif dalam 
kaitannya dengan diversi, dan anali-
sis kemampuan yang ada di ma- 
sing-masing pemangku kepentingan 
yang berkaitan dengan sistem per- 
adilan pidana. Akhirnya, Hasil kajian 
ini dapat dimanfaatkan oleh pihak- 
pihak terkait untuk menyiapkan sum-
berdaya, sumberdana dan sistem 
kinerja dalam rangka menciptakan 
keadilan restoratif dalam perkara 
anak di Indonesia.  
Urgensi Penerapan  Diversidalam 
Penanganan  Perkara Anak
Secara teoretik, ada keterkaitan 
antara asas atau kebijakan dikresi 
(discretion), diversi (Diversion) dan 
keadilan restoratif (Restorative 
Justice).Saut P.Panjaitan mengemu-
kakan bahwa diskresi (pouvoir 
discretionnaire, bahasa Perancis) 
ataupun Freies Ermessen (bahasa 
Jerman) merupakan suatu bentuk 
penyimpangan terhadap asas legali-
tas dalam pengertian wet matigheid 
van bestuur, jadi merupakan ”keke- 
cualian” dari asas legalitas. Menurut 
Muchsan, dasar pijakan diskresi ada 
2 (dua) yaitu: Dasar Hukum/Yuridis, 
yaitu menyangkut ketentuan formal; 
dan Dasar Kebijakan, yaitu me- 
nyangkut manfaat. (Simamora, 
2014).
Diversi adalah penyelesaian per- 
kara pidana menggunakan jalur di 
luar hukum pidana. Sedangkan 
pengertian keadilan restoratif adalah 
ide keadilan yang didasarkan pada 
kesepakatan antar-para pihak yang 
terkait dengan tindak pidana untuk 
mencari solusi untuk pemulihan 
keadaan sebagaimana belum terjadi 
tindak pidana dan bahkan menja- 
dikan semua pihak lebih baik.  
Keadilan Restoratif didasarkan pada 
5 prinsip dalam pemikiran berikut. 
Five Principles of Restorative 
Justice
a. Focuses on harms and conse-
quent needs (victims', but also 
communities' and offenders').
b. Addresses obligations resulting 
from those harms (offenders' but 
also families', communities' and 
society's).
c. Uses inclusive, collaborative 
processes.
d. Involves those with a legitimate 
stake in the situation (victims, 
offenders, families, community 
members, society).
e. Seeks to put right thewrongs 233 
(Dowd, 2015: 233)
Dengan demikian, dalam konteks 
bahasan ini dapat dipahami bahwa 
diversi dalam perkara anak lahir 
karena adanya asas diskresi yang 
dimiliki oleh pihak yang berwenang 
(Penyidik, Jaksa, dan Hakim) dalam 
rangka mencapai keadilan restoratif.  
Salah satu bentuk diskresi adalah 
memberikan kewenangan kepada 
Penyidik, Jaksa, dan Hakim untuk 
melakukan diversi terhadap anak 
yang berhadapan dengan hukum. 
Pengertian keadilan restoratif 
adalah a form of conflict resolution 
and seeks to make it clear to the 
offender that the behaviour is not 
condoned, at the same time as being 
supportive and respectful of the indi-
vidual.(Morison, 2001: 194). Pihak 
yang diharapkan memperoleh kea- 
dilan restoratif adalah pelaku dan 
korban, serta pihak-pihak yang 
terkait. Dalam konteks pemidanaan, 
pendekatan keadilan restoratif seja- 
lan dnegan model keseimbangan 
Kepentingan (Muladi, 1995:5). Ka- 
rena itu, asas daad-dader-slachtof-
fer-Strafrecht mestinya mulai diim-
plementasikan dalam hukum pidana 
(Arief Amrulah, 2008).
Keadilan restoratif dapat diterap-
kan pada seluruh proses penegakan 
hukum pidana, tidak hanya pada satu 
proses saja, misalnya pada penyi- 
dikan atau penuntutan atau peradilan. 
Hal ini didasarkan pada prinsip 
keadilan restoratif masuk pada suatu 
sistem hukum pidana sehingga 
penerapannya ada pada setiap pro- 
sesnya dan juga tiap penegak hukum 
mempunyai kewenangan untuk me- 
nerapkannya. Keadilan restoratif 
bukan merupakan asas melainkan 
filsafat yaitu filsafat dalam proses 
peradilan dan juga filsafat keadilan. 
Keadilan restoratif dapat dikatakan 
sebagai filsafat peradilan, karena-
merupakan dasar dalam penyusunan 
lembaga peradilan. Dengan demiki-
an, dapat diartikan bahwa keadilan 
restoratif adalah suatu rangkaian 
proses peradilan yang pada dasarnya 
bertujuan untuk me-restore (memu- 
lihkan kembali) kerugian yang dide- 
rita oleh korban kejahatan, (Mudza-
kir, 2008). masyarakat, dan para 
pihak terkait.
Pendekatan keadilan restoratif 
(restorative justice approach) diawa-
li dari praktik di beberapa negara 
misalnya Kanada, Australia, New 
Zealand, dan Inggris. Sejarah per- 
kembangan hukum modern dalam 
penerapan restorative justice diawali 
dari pelaksanaan sebuah program 
penyelesaian di luar pengadilan 
konvensional yang dilakukan oleh 
masyarakat yang disebut dengan 
victim-offender mediation tahun 
1970-an di Kanada (Morris dan 
Maxwelle, 21: 4). Pendekatan 
keadilan restoratif merupakan per- 
kembangan terakhir dari paradigma 
peradilan pidana, yaitu diawali 
dengan retributive justice, dilanjut-
kan dengan rehabilitative justice, 
kemudian ada alternative justice, 
kemudian diperbaiki lagi dengan 
transitional justice, danakhirnya 
digantikan oleh restorative justice.
Berdasarkan sejarah di beberapa 
negara, pelaksanaan Diversi pada 
awalnya gagal di Amerika, tetapi 
berhasil di Belanda, Denmark, Italia, 
Jerman, Perancis, pada tahun 
1969(Marlina, 2010:4) kemudian 
diperbaiki sistemnya yang akhirnya 
sukses di beberapa negara dalam 
penyelesaian tindak pidana tertentu 
dan pelaku-pelaku tertentu.
Meskipun tidak ada kesepakatan 
tentang pengertian keadilan restora- 
tif, namun mayoritas definisi 
berfokus pada proses yang melibat-
kan semua pihak yang berkepenti- 
ngan untuk menyelesaikan pelang-
garan hukum dan bertujuan memper-
baiki kerugian yang disebabkan oleh 
pelanggaran tersebut.  Hal ini 
terungkap dalam pernyataan berikut. 
There is no agreed definition of 
restorative justice processes. A 
number of definitions have been 
suggested, most of which focus on a 
process which involves all those 
affected by an offence and aims to 
repair the harm caused by the 
offending(Widodo 2014). Berdasar-
kan pemikiran tersebut dapat dipaha-
mi bahwa akar filsafat keadilan 
restoratif adalah konsepsi keadilan 
untuk semua (justice for all), yaitu 
pelibatan pelaku, korban, dan ma- 
syarakat berdasarkan musyawarah 
dalam rangka merestorasi keadaan 
secara manusiawi.
Secara teoretis, sistem peradilan 
pidana anak di Indonesia wajib 
mengutamakan kepentingan yang 
terbaik bagi anak dan berupaya me- 
ngurangi penyelesaian perkara anak 
di pengadilan pidana, dan jika 
terpaksa dipidana penjara, maka 
pidana tersebut hanya dilakukan 
sebagai upaya terakhir dan dalam 
waktu yang singkat. Hal ini dapat 
diketahui dari beberapa instrumen 
internasional, antara lain United 
Nations Standard Minimum Rules for 
the Administration of Juvenile 
Justice (Beijing Rules), United 
Nations Standard Minimum Rules for 
Non-Custodial Measures 1990 
(Tokyo Rules), United Nations 
Guidelines for the Prevention of 
Juvenile Delinquency (Riyadh 
Guidelines), dan United Nations 
Rules for the Protection of Juveniles 
Deprived of Their Liberty (1990). 
Menurut Wardaya dan Retnaningrum 
bahwa, kesadaran masyarakat bahwa 
anak-anak pelaku tindak pidana 
perlu diperlakukan khusus tidak 
sebagaimana orang dewasa baru 
disadari sejak penyelenggaraan 
peradilan anak kali pertama di 
Chicago pada 1889 (Wardaya dan 
Retnaningrum, 2011).
Urgensi pelaksaan diversi pada 
perkara anak didasari pada 
pemikiran berikut. Saat ini ada 
pergeseran filsafat pemidanaan dari 
awalnya yang bersifat restitutif 
(pembalasan) kemudian ditandingi 
menjadi teori prevensi (tujuan), 
kemudian muncul teori gabungan, 
(Widodo, 2009 :24) dan akhirnya 
berkembang pemikiran keadilan 
restoratif yang mengutamakan 
pemulihan. Pendekatan restoratif 
merupakan paradigma baru dalam 
pemidanaan yang berbeda dengan 
pendekatan keadilan retributif, baik 
konsep, orientasi, tujuan maupun 
mekanisme pencapaiannya.  Keadi- 
lan retributif lahir sebagai reaksi 
terhadap beberapa kelemahan pen- 
dekatan keadilan retributif. Resto- 
rative justice is different from the 
retributive and rehabilitation 
approaches in that it focuses prima- 
rily on the needs of the victim, not 
just the offender. It’s a powerful tool 
that can have very real, positive 
results(Marshal,2014).Pendekatan 
keadilan restoratif ini sangat positif 
dan berbeda dengan restribusi dan 
rehabilitasi yang hanya terbatas teru-
tama pada perlindungan korban, 
bukan pada pelaku.
Keadilan restoratif merupakan 
reaksi masyarakat global yang dapat 
digunakan sebagai pelengkap dari 
sistem peradilan pidana yang selama 
ini banyak yang menggunakan 
pendekatan keadilan tradisional.Hal 
ini dikemukakan oleh Mark S. Um- 
breit and Marilyn Peterson Armour 
bahwa, restorative justice is viewed 
as complementary to the criminal 
justice system because it attends to 
issues that the traditional system 
neglects. Regardless of the position 
taken, the vision of restorative justice 
is grounded in values that are reso-
nating with an increasingly broad 
range of individuals and communi-
ties throughout the world, presenting 
many opportunities for new and 
widened impact (Umbreit dan 
Armour,2004:82). Diversi adalah 
salah satu bentuk penyelesaian per- 
kara pidana dalam rangka penca- 
paian keadilan restoratif.  Bentuk 
lain- nya, misalnya rekonsiliasi 
antara pelaku dengan korban, konfe- 
rensi keluarga dan masyarakat, 
upaya perdamaian dalam ma- 
syarakat.  Hal ini selaras dengan 
pemikiran Strickland, bahwa
More specific technique associa- 
ted with restorative justice, 
include diversion, victim-offender 
reconciliation, victim impact 
panel, victim-offender statements, 
family or communiuty conferen- 
cing, community peace-making or 
centencing cyrcles, reintegrative 
shamming, and prisoneers assis-
tence program(Stickland, 2004 
:9).
Keadilan restoratif sebenarnya 
bukan merupakan budaya baru bagi 
bangsa Indonesia, namun karena 
dalam masa penjajahan hukum adat 
banyak ditinggalkan dan diganti 
dengan hukum barat, maka keadilan 
restoratif dimarginalkan. Setelah 
ketentuan ketentuan dan sistem 
hukum barat diragukan efektivitas 
dan efisiensinya dalam penyelesaian 
perkara pidana yang adil, banyak 
pihak mengintrodusi dan melak-
sanakan keadilan restoratif.  Dengan 
demikian, konsep keadilan restoratif 
bukan lahir lebih dahulu, tetapi 
sudah ada dan dilaksanakan di ma- 
syarakat kemudian ditinggalkan, dan 
saat ini digunakan lagi.   Buktinya, 
dalam hukum pidana Majapahit 
dikenal istilah “pati bajampi” yaitu 
sebagai uang pengganti obat yang 
diberikan kepada korban, rekonsi- 
lisasi antar-kepala adat yang ditandai 
dengan upaya adat di sejumlah 
wilayah Indonesia.
Pendoronglahirnya diversi pada 
perkara anak di Indonesia antara lain 
dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Terjadi labelisasi pada anak yang 
pernah diproses oleh penegak hu- 
kum berdasarkan hukum pidana 
anak.  Bahkan pada beberapa 
kasus, dalam LAPAS Anak terjadi 
prisonisasi (Widodo, 2012 : 21).
b. Pihak LAPAS Anak, LAPAS dan 
RUTAN Dewasa yang di dalam 
nya ada blok khusus Anak, belum 
semuanya mempunyai kemam-
puan yang memadai untuk pembi-
naan dan pembimbingan anak.Se-
lain itu, anak berisiko terkena 
“prisonisasi” di dalam lembaga 
tersebut.  Karena itu, perlu ada 
langkah meminimalisasi prisoni-
sasi dengan cara menghindarkan 
anak dari institusionalisasidi 
Rutan atau LAPAS.
c. Ada keinginan serius dari para 
pihak untuk mengurangi atau 
bahkan menghilangkan dampak 
negatif dari proses peradilan 
pidana bagi anak. Hal ini didasar-
kan pada data bahwa dalam tahap 
penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di pengadilan, hak- 
hak anak (pelaku) ada yang 
terlanggar, misalnya anak tidak 
dapat sekolah karena ditahan di 
RUTAN dan LAPAS.
d. Selama proses peradilan, pihak 
korban dan masyarakat belum 
mendapatkan restitusi (pemuli-
han) secara memadai sehingga 
putusan pengadilan sering diang-
gap belum mencerminkan keadi- 
lan bagi korban dan masyarakat.  
Hal ini terjadi karena keadilan 
sering ditafsirkan oleh orang 
sebagai keadilan terhadap pelaku 
saja, bukan pada korban dan ma- 
syarakat.
e. Beberapa putusan pengadilan 
kadang belum menunjukkan ke- 
berpihakan negara pada anak, 
anak korban, dan masyarakat.  
Mayoritas putusan pengadilan 
anak adalah penjatuhan pidana, 
dan jenisnya pidana penjara 
(Widodo, 2012:14).
f. Penegak hukum dan para pihak 
yang terkait belum terbiasa me- 
lakukan diversi pada anak yang 
berkonflik dengan hukum secara 
melembaga, bahkan budaya ma- 
syarakat menghendaki agar 
penyelesaian perkara anak lebih 
suka pengunaan jalur litigasi 
dibandingkan dengan jalur litiga- 
si. Beberapa anggota masyarakat 
bahkan sering menganggap diver-
si pada perkara anak yang dilaku-
kan oleh Polri merupakan upaya 
membela pihak tertentu (terutama 
membela pelaku), sehingga perlu 
ada klarifikasi yuridis.
g. Perlunya dasar hukum diversi 
yang jelas dalam peraturan perun-
dang-undangan (lex certa) yang 
dapat digunakan anak oleh polisi, 
jaksa, dan hakim agar tidak terjadi 
salah sangka dalam masyarakat. 
Sebelum ada UU Sistem 
Peradilan Anak, dasar hukum 
diversi di kepolisian adalah pada 
kebijakan diskresi (discretion) 
yang kemudian dituangkan dalam 
dasar hukum dari Kapolri untuk 
lingkungan Polri atau kesepaka-
tan-kesepakatan tertulis lain 
antar-penegak hukum atau antara 
Polri dengan Kementerian lain.  
Menakar Kemampuan Para Pe- 
mangku Kepentingan( Stake Hol- 
ders)dalam Melaksanakan Diversi 
Perkara  Anak Berdasarkan UU- 
SPPA.
Sejak diterbitkan UU-SPPA, pada 
semua tingkatan proses peradilan 
pidana (penyidikan, penuntutan, 
pemeriksanaan di pengadilan), terbu-
ka peluang polisi, jaksa, dan hakim 
untuk melakukan diversi.  Bahkan, 
sebelum ada putusan Mahkamah 
Konstitusi tahun 2013, diversi me- 
rupakan langkah wajib yang 
bersanksi pidana bagi polisi, jaksa, 
hakim sebelum menerapkan ketentu-
an hukum acara pidana.  Saat ini 
meskipun polisi, jaksa, dan hakim 
tidak melakukan diversi tidak dapat 
dipidana. Ketentuan diversi tersebut 
memberi harapan positif  bagi 
pencari keadilan dan penegak hukum 
untuk melaksanakan penyelesaian 
perkara tindak pidana anak sesuai 
dengan karakteristik anak tanpa 
mengabaikan kepentingan korban 
dan masyarakat. 
Dengan demikian, dalam pena- 
nganan anak yang berkonflik dengan 
hukum, diversi dalam perkara anak 
dilakukan oleh Polisi, Jaksa, dan 
Hakim sesuai dengan kewenangan- 
nya dalam acara pidana.  Jika diversi 
gagal maka proses peradilan pidana 
dalam maing-masing tingkatan akan 
diberlakukan dengan puncak proses 
berupa putusan pengadilan. 
Sebelum proses polisi, jaksa, dan 
hakim melakukan diversi, harus 
dipastikan dahulu bahwa persyaratan 
perkara yang dapat didiversi 
memenuhi persyaratan objektif dan 
subjektif sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7 ayat (2).  Persyaratan objek-
tif, yaitu bahwa perkara tindak 
pidana yang akan diproses Diversi 
adalah pelaku tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara di 
bawah 7 (tujuh) tahun.  Persyaratan 
subjektif adalah anak tersebut bukan 
merupakan melakukan pengulangan 
tindak pidana.Dalam UU-SPPA 
tersebut dijalelaskan tentang penger-
tian pengulangan tindak pidana, 
bahwa pengulangan tindak pidana 
dalam ketentuan ini merupakan 
tindak pidana yang dilakukan oleh 
Anak, baik tindak pidana sejenis 
maupun tidak sejenis, termasuk 
tindak pidana yang diselesaikan 
melalui Diversi.
Dalam penjelasan tersebut tidak 
ada jangka waktunya berapa lama 
antara tindak pertama yang pertama 
dengan yang kedua atau selanjutnya. 
Karena itu, UU-SPPA merupakan 
kekhususan dalam hukum pidana 
sehingga dapat menyimpangi keten-
tuan KUHP tentang jangka waktu 
agar dapat dikategorikan melakukan 
pengulangan tindak pidana. Jika 
persyaratan tersebut dipenuhi, maka 
Polisi, Jaksa dan Hakim wajib 
melakukan Diversi. Jika diversi 
sudah dicapai, maka hasil kesepaka-
tan dijadikan dasar Penetapan Ketua 
Pengadilan.
Dalam melaksanakan Diversi, 
penegak hukum wajib menggunakan 
asas sebagaimana diatur dalam Pasal 
2, yaitu pelindungan; keadilan; 
nondiskriminasi; kepentingan ter- 
baik bagi Anak; penghargaan terha-
dap pendapat Anak; kelangsungan 
hidup dan tumbuh kembang Anak; 
pembinaan dan pembimbingan 
Anak; proporsional;  perampasan 
kemerdekaan dan pemidanaan se- 
bagai upaya terakhir; dan penghinda-
ran pembalasan. 
Diversi oleh Hakim Anak di 
Pengadilan Negeri dapat dilakukan 
di ruang mediasi (Pasal 52 ayat (4)).-
Proses Diversi dilakukan dengan 
teknik musyawarah (Pasal 8 ayat 
(1)).Pihak yang wajib dilibatkan 
dalam Diversi adalah Anak dan 
orang tua/walinya, korban dan/atau 
orang tua/Walinya, Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial 
Profesional (Pasal 8 ayat (1)).Selain 
itu dapat pula ditambah dengan 
Tenaga Kesejahteraan Sosial, 
dan/atau masyarakat (ayat (2)). Para 
pihak yang bersengketa dapat 
diwakili oleh kuasanya dengan surat 
kuasa khusus, baik oleh advokat 
maupun orang lain yang dipercaya. 
Pihak ketiga di yang ditentukan oleh 
UU dapat turut serta dan mengga-
bungkan diri dalam proses musya- 
warah, apabila terdapat unsur 
kepentingan yang terkait dan keturut 
sertaannya disepakati oleh pihak 
pelaku dan korban serta disetujui 
oleh Hakim yang memimpin musya- 
warah.
Berdasarkan Pasal 9, ditentukan 
bahwa Penyidik, Penuntut Umum, 
dan Hakim dalam melakukan Diversi 
harus mempertimbangkan: a).kate-
gori tindak pidana; b)  umur Anak; c) 
hasil penelitian kemasyarakatan dari 
Bapas; dan d) dukungan lingkungan 
keluarga dan masyarakat. Kesepaka-
tan Diversi tersebut harus mendapat-
kan persetujuan korban dan/atau 
keluarga Anak Korban serta kese-
diaan Anak dan keluarganya, kecuali 
untuk: a)  tindak pidana yang berupa 
pelanggaran;  b) tindak pidana 
ringan; c) tindak pidana tanpa 
korban; atau d) nilai kerugian korban 
tidak lebih dari nilai upah minimum 
provinsi setempat.
Hasil kesepakatan Diversi dapat 
berbentuk, antara lain: a)  perda-
maian dengan atau tanpa ganti keru-
gian; b)  penyerahan kembali kepada 
orang tua/Wali;  c)  keikutsertaan 
dalam pendidikan atau pelatihan di 
lembaga pendidikan atau LPKS 
paling lama 3 (tiga) bulan; atau d)  
pelayanan masyarakat.  Khusus di- 
versi terhadap pelaku a)  tindak 
pidana yang berupa pelanggaran;  b) 
tindak pidana ringan; c) tindak 
pidana tanpa korban; atau d) nilai 
kerugian korban tidak lebih dari nilai 
upah minimum provinsi setempat-
dapat dilakukan oleh penyidik bersa-
ma pelaku dan/atau keluarganya, 
Pembimbing Kemasyarakatan, serta 
dapat melibatkan tokoh masyarakat.
Diversiyangdilakukan oleh Pe- 
nyidik atas rekomendasi Pembimb-
ing Kemasyarakatan dapat berben-
tuk: a) pengembalian kerugian dalam 
hal ada korban; b) rehabilitasi medis 
dan psikososial; c) penyerahan kem-
bali kepada orang tua/Wali;  d) keikut 
sertaan dalam pendidikan atau pelati-
han di lembaga pendidikan atau 
LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; 
atau e) pelayanan masyarakat paling 
lama 3 (tiga) bulan.
Selama proses Diversi berlang- 
sung sampai dengan kesepakatan 
Diversi dilaksanakan, Pembimbing 
Kemasyarakatan wajib melakukan 
pendampingan, pembimbingan, dan 
pengawasan (Pasal 14 ayat (2)). 
Kesepakatan Diversi wajib dilak-
sanakan paling lama 30 (tiga puluh) 
hari (Pasal 52 ayat (3)).Jika  Diversi 
sudah dilaksanakan dalam jangka 
waktu tersebut maka proses perkara 
tindak pidana tidak dilanjutkan ke 
tahapan persidangan. Pelaku tindak 
pidana dan pihak-pihak terkait akan 
mendapatkan penetapan dari Ketua 
Pengadilan Negeri yang isinya me- 
netapkan bahwa perkara tindak 
pidana anak sudah diselesaikan 
melalui Diversi dan sudah mempu-
nyai kekuatan hukum tetap.Penga-
wasan atas proses Diversi dan pelak-
sanaan kesepakatan yang dihasilkan 
berada pada atasan langsung pejabat 
yang bertanggung jawab di setiap 
tingkat pemeriksaan (Pasal 14 ayat 
(1).
Berdasarkan hasil studi di ma- 
syarakat di Indonesia,  ada beberapa 
hasil penelitian yang dapat dijadikan 
alasan empiris mengapa diversi perlu 
dilakukan, dan prosesnya harus 
cermat agar tercapai keadilan 
restoratif.  
Meskipun banyak kelebihan dan 
manfaatnya bagi anak, pelaksanaan 
diversi ternyata ini banyak mengha-
dapi hambatan. Studi yang pernah 
dilakukan di wilayah Banyumas, 
Purbalingga, Banjarnegara, Kebu-
men, dan Cilacap menunjukkan 
bahwa tidak semua korban atau kelu-
arga korban bersedia menerima cara 
penyelesaian tindak pidana melalui 
diversi. Alasannya: keinginan untuk 
membuat pelaku “kapok” jika dima-
sukkan dalam penjara; kejahatan 
yang dilakukan oleh pelaku adalah 
kejahatan yang diancam dengan 
pidana yang berat; penegak hukum 
kurang mendukung upaya perda-
maian; tidak ada petunjuk pelaksa-
naan maupun petunjuk teknis bagi 
aparat penegak hukum untuk 
mengimplementasi cara penyele- 
saian non-litigasi(Wardaya dan Ret- 
naningrum, 2008 :59). Hasil peneli-
tian ini sama dengan hasil penelitian 
Subekhan, bahwa penyelesaian per- 
kara pidana yang dilakukan oleh 
anak dengan menggunakan pendeka-
tan restorative Justice belum terlak-
sana secara optimal, karena belum 
adanya aturan hukum sebagai 
landasan penyelesaian model ini; 
perubahan masyarakat dari gemein-
schaft ke arah gesselschaft ber- 
dampak pada sulitnya rnengharapkan 
partisipasi masyarakat dalam 
penyelesaian yang bersifat restorasi; 
dan konsep restorative justice yang 
tidak melembagakan proses penyele-
saiannya berdampak pada hasil yang 
dicapai dalam penyelesaian restorasi 
tidak memberikan kepastian hukum 
bagi anak, korban dan masyarakat 
(Subkhan, 2008:i ) Penelitian-peneli-
tian di atas dilakukan atas kebijakan 
Diversi yang dilakukan oleh Polri 
berdasarkan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.
Selama proses peradilan pidana di 
Indonesia, mayoritas anak ditahan di 
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Rumah Tahanan atau Lembaga 
Pemasyarakatan selama 2-3 bulan.  
Jumlah terdakwa yang dijatuhi 
pidana penjara sekitar 90%. Pembi-
naan anak di di LAPAS kurang opti-
mal karena masa pidananya singkat. 
Proses peradilan tersebut tidak mem-
berikan rasa keadilan bagi anak. 
Secara normatif, sistem hukum di 
Indonesia belum ramah anak dan 
sistem kesejahteraan belum terinte-
grasi. Struktur dan aparatur penegak 
hukum juga belum ada persamaan 
persepsi terhadap penanganan anak 
nakal sehingga perlu peningkatan 
kapasitas sumberdaya manusia. 
Begitu juga ketersediaan sarana dan 
prasarana masih harus ditingkatkan.  
Pandangan dan perilaku masyarakat 
ternyata banyak yang masih memak-
nai pidana sebagai tindakan yang 
harus bersifat punitif dan retributif 
(Apong Herlina, 2015).
Selama dalam masa proses 
peradilan pidana, beberapa studi 
menunjukkan bahwa mereka men- 
dapat perlakuan yang buruk bahkan 
kadang-kadang lebih buruk dari 
perlakuan terhadap orang dewasa 
pada suatu situasi yang sama. 
Perlakuan buruk ini tidak hanya 
terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) 
atau Lembaga Pemasyarakatan 
(Lapas) namun tindak kekerasan 
terhadap mereka sering dialami sejak 
berada di kantor polisi yang berupa 
tamparan, tendangan, bahkan 
kadang-kadang pelecehan seksual. 
Penyidikan di kantor polisi ini sebe-
narnya dalam rangkapenyusunan 
Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 
Namun, kekerasan sering menjadi 
bagian dari upaya untuk memperoleh 
pengakuan. Bentuk kekerasan lain 
berupa tindakan memaksa anak 
untuk membersihkan kantor polisi 
dan mobil patroli. Rutan atau Lapas 
juga memberikan pengaruh buruk 
terhadap anak-anak di samping hak 
mendapat pendidikan baginya 
terabaikan (Lily, 2014). Studi pada 
tahun 2006, bahwa 96% kasus anak 
yang diajukan ke pengadilan menga-
kibatkan tindankan pasa berupa 
penahanan, 60% pidana yang 
dijatuhkan lebih dari satu tahun, dan 
hanya sedikit atau bahkan tidak ada 
bantuan hukum (RingkasanKajian, 
Oktober, 2012 http://www.unicef. 
org, 2014).
Berdasarkan Penelitian di Kota 
Makassar, Makmur, Hakim Anak 
Pengadilan Negeri Makassar, perka-
ra anak sebenarnya sangat kental 
nuansa keadilan restoratif.Justru 
keadilan restoratif tersebut lahir dari 
Pembimbing Kemasyaratan, tetapi 
ternyata hampir tidak pernah ada 
petugas BAPAS yang merekomen-
dasikan agar anak tersebut tidak 
dijatuhi pidana. Namun sebaliknya, 
Husni Guna, Kepala Seksi Bimbi- 
ngan Klien Anak Balai Pema- 
syarakatan Kelas I Makassar menya-
takan bahwa BAPAS tidak pernah 
merekomendasikan sanksi pidana 
pada anak, dan pembinaan anak 
dalam LAPAS merupakan upaya 
terakhir jika upaya lainnya gagal 
dilakukan ( Adiguna dkk, 2014). 
Berdasarkan penelitian Hafad, ma- 
yoritas hasil PK di Kota Malang 
menggunakan bahasa “klise” dan 
mayoritas merekomendasikan agar 
anak dijatuhi pidana atau tindakan 
seadil-adilnya.  Kalau tidak dengan 
“bahasa klise” tersebut, banyak hasil 
penelitian kemasyarakatan mere-
komendasikan agar hakim menjatuh-
kan sanksi paling adil (Hafad, 2004 : 
78). Namun demikian, yang 
mengembirakan, di BAPAS Suraba-
ya, Pembimbing Kemasyarakatan 
seringkali merekomendasikan agar 
anak di bina di luar LAPAS disertai 
dengan kesanggupan pihak-pihak 
tertentu yang siap menampung anak 
nakal, dan hakim memenuhi saran 
tersebut (Widodo, 2012 : 25).
Jika anak di masukkan ke LAPAS 
(pada saat berlakunya UU-SPPA 
disebut LPKA), anak-anak di LPKA 
ternyata mayoritas hanya dibina 
secara umum (tidak memperhatikan 
kebutuhan dan kompetensi anak) dan 
proses belum tampak adanya model 
pembinaan yang bersifat individual 
(individual treatment model), maka 
dampaknya akan makin buruk bagi 
anak.  Selama ini anak (apapun 
tindak pidana yang dilakukan) yang 
ada di LAPAS Anak maupun di suatu 
blok (di LAPAS Dewasa) sehingga 
pada siang hari dapat berinteraksi 
dan saling bergaul sehingga memung 
kinkan saling “belajar kejahatan.”  
Akibatnya, dalam LAPAS terjadi 
prisonisasi, meskipun anak tidak 
selalu menjadi residivis (penjahat 
kambuhan).  Jika anak dimasukkan 
ke LPKA atau LPKS yang tidak 
tertata model pembinaannya, 
dampak positif bagi anak dan ma- 
syarakat memang banyak, namun 
dampak negatif bagi anak cukup 
dominan (Widodo, 2012 : 25).
Berkaitan dengan diversi yang 
berjalan selama ini, pandangan nega-
tif masyarakat terhadap penegak 
hukum juga mempunyai pengaruh 
besar terhadap penerapan diversi.Hal 
ini diungkapkan oleh Wahyudi 
(Penyidik Pembantu PPA) bahwa 
ketika pihak-pihak didamaikan, ma- 
syarakat beranggapan bahwa penyi- 
dik membela dan dibayar oleh pihak 
pelaku tindak pidana sehingga 
pelaku tidak diproses secara 
pidana.Padahal Polisi melakukan 
upaya damai (diversi) untuk kepen- 
tingan terbaik bagi anak.Hal serupa 
juga diungkapkan oleh Andi Armasa-
ri (Jaksa Fungsional Kejaksaan 
Negeri Makassar) bahwa penilaian 
negatif dari masyarakat jika mereka 
didamaikan, atau jaksa membuat 
tuntutan ringan anak pelaku tindak 
pidana. Kejaksaan dianggap pihak 
yang tidak bertanggung jawab, 
bahkan dituduh dibayar oleh pelaku, 
atau ada hubungan keluarga antara 
jaksa dengan pelaku.  Menurut Iswa-
hyu Widodo (Hakim Anak di Penga-
dilan Negeri Makassar), umumnya, 
kendala untuk mendamaikan para 
pihak adalah korban sudah menjadi 
korban berkali-kali, meskipun pela- 
kunya bukan orang yang sama (Adi-
guna dkk., 2014).
Berdasarkan hasil penelitian di 
atas dapat dihami beberapa hal beri-
kut.  Dalam perspektif substansi 
hukum, petunjuk teknis pelaksanaan 
diversi belum semuanya lengkap.  
Hal ini dapat diatasi dengan cara 
membuat Peraturan Pemerintah (PP) 
tentang diversi sebagaimana diatur 
dalam Pasal 15. Ketentuan Peraturan 
Pemerintah yang ditindaklanjuti 
dengan peraturan yang lebih rendah 
tingkatannya juga penting mengingat 
ada beberapa norma dalam UU-SP-
PA yang multi tafsir, antara lain:
a. Siapa saja yang wajib hadir dalam 
diversi di setiap tingkatan, dan 
bagimana jika diantara mereka 
tidak hadir, akankah menjadikan 
diversi batal demi hukum atau 
dapat dibatalkan. Dalam UU 
tersebut ada kata “wajib”, sehing-
ga secara terminologis dapat 
ditafsirkan “bisa”, bukan wajib.  
Bagaimana jika para pihak yang 
disebutkan dalam 8 ayat (1) ada 
yang tidak hadir apakah jika ada 
diversi kemudian diversinya 
dianggap batal demi hukum atau 
bagaimana.  Apa sanksi bagi 
pihak yang diundang penegak 
hukum dalam diversi kemudian 
tidak hadir?
b. Tidak ada norma yang mengatur 
cara diversi jika proses mengala-
mi jalan buntu (deadlock) dalam 
musyawarah. Apakah diversi ter- 
sebut langsung dianggap gagal 
atau ada alternatif lain, misalnya 
dengan pungutan suara. Namun 
bagaimana penentuan keberhasi-
lannya, dan bagaimana persentase 
suara dari masing-masing pihak. 
Bagaimana ketentuan musyawa- 
rah yang berhasil dalam diversi, 
apakah semua pihak harus setuju 
dengan kesepakatan, atau jika ada 
yang tidak setuju diversi pihak-pi-
hak tertentu sengaja meng-
gagalkan diversi dengan tujuan 
agar anak dimasukkan ke proses 
peradilan pidana.
c. Tidak ada ketentuan tentang 
pengertian masyarakat (dalam 
ketentuan melibatkan “tokoh 
masyarakat” dalam Pasal 10 ayat 
(1), apakah masyarakat sekitar 
tempat tindak pidana terjadi, atau 
masyarakat tempat pelaku bera- 
sal, atau masyarakat tempat 
korban berasal, atau masyarakat 
merupakan orang-orang yang 
memahami tentang karakteristik 
pelaku (misalnya orang yang 
meneliti tentang tingkah laku 
yang dilakukan pelaku,a atau 
orang yang pernah melakukan 
tingkah laku yang sama dengan 
pelaku) atau korban  (misalnya 
orang yang meneliti tentang 
eksistensi korban atau orang yang 
pernah menjadi korban dalam 
tindak pidana yang sama).
d. Tidak ada ketentuan limitatif 
tentang bentuk hasil kesepakatan. 
Dalam Pasal 11 hanya diatur 
“antara lain”. Apakah boleh ada 
bentuk lain selain yang diatur 
dalam Pasal 11.  
Meskipun ada beberapa kelema- 
han, banyak juga keunggulan norma-
tif dalam UU-SPPA antara lain 
sebagai berikut.
a. Memberikan peluang pada anak, 
korban dan masyarakat untuk 
melakukan diversi dalam rangka 
memulihkan keadaan, tanpa meli-
batkan anak dalam proses per- 
adilan pidana.
b. Menggunakan Paradigma keadi- 
lan restoratif, yang tercermin 
dalam diversi maupun sistem 
peradilan pidana (sampai dengan 
pembimbingan klien oleh 
BAPAS).
c. Memuat banyak jenis pidana dan 
tindakan yang memungkinkan 
hakim menjatuhkan jenis dan 
beratnya sanksi sesuai dengan 
pendekatan keadilan restoratif.
d. Mengatur kerangka penannagan 
anak yang berkonflik dengan 
hukum, mulai dari diversi sampai 
pada pengawasan dan pembim- 
bingan sehingga menjamin kepas-
tian hukum dan dapat digunakan 
sebagai dasar pembuatan peta 
jalan (roadmap) dalam pencipta-
an keadilan restoratif.
e. Pelibatan banyak lembaga peme- 
rintah, lembaga kemasyarakatan, 
ahli, dan individu dalam sistem 
peradilan pidana.
Berkaitan dengan pelaksanaan 
diversi, ada beberapa permasalahan 
yang perlu mendapat pemecahan, 
secara yuridis maupun praktis antara 
lain sebagai berikut.
a. Belum ada Peraturan pemerintah 
tentang Diversi, padahal UU-SP-
PA dilaksanakan tanggal 1 Juli 
2014.  Jika tidak ada PP, maka 
para penegak hukum akan meng-
gunakan peraturan yang ada.  
Apakah peraturan yang ada sudah 
mencerminkan filosofi UU-SP-
PA.
b. Apakah catatan hasil diversi 
bersifat online dan terintegrasi 
antara kepolisian, kejaksaan, dan 
pengadilan? Jika tidak, bagaima-
na jika rekam jejak anak tidak 
terekam maka memungkinkan 
seorang anak di-diversi lebih dari 
1 (satu) kali.
c. Apakah BAPAS mampu melak-
sanakan tugas membuat Peneli-
tian Kemasyarakatan dan menga-
wasan proses pelaksanaan diver-
si.Pasal  28 mengatur bahwa Hasil 
Penelitian Kemasyarakatan wajib 
diserahkan oleh Bapas kepada 
Penyidik dalam waktu paling 
lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh 
empat) jam setelah permintaan 
penyidik diterima.  Padahal, 
jumlah Pembimbing Kema- 
syarakatan sangat sedikit, namun 
wilayah kerjanya antara 5 sampai 
7 kabupaten kota.  Misalnya 
BAPAS Jember (yang wilayahnya 
meliputi Jember, Banyuwangi, 
Bondowoso, Situbondo, dan 
sebagian Lumajang) hanya memi-
liki 11 orang pegawai.  Jumlah 
Pembimbing Kemasyarakatan 
Anak hanya 3 orang. Sarana 
transportasi milik BAPAS ada 
sangat kurang (Widodo, 2012: 
235).
d. Mampukan Bapas melakukan 
pengawasan, pembinaan, pem-
bimbingan secara profesional 
terhadap anak yang didiversi dan 
berada di luar LPKS? Jika tidak 
diawasi, bisa bertambah nakal.  
Jika tidak diawasai, anak tidak 
mendapatkan perlindungan 
hukum agar tidak mengulangi 
tindak pidana, karena tidak ada 
pendampingan atau bimbingan 
yang memadai ke arah tingkah 
laku yang baik. Bukankah anak 
yang didiversi sesungguhnya 
adalah anak yang melakukan 
tindak pidana (hanya saja tidak 
diputus oleh pengadilan, tetapi 
hanya ditetapkan oleh pengadilan 
sebagai pelaku tindak pidana 
pertama).
e. Sudah siapkah semua penegak 
hukum (termasuk advokat) dan 
pihak-pihak terkait melakukan 
musyawarah dalam rangka diver-
si, padahal proses tersebut mem-
butuhkan banyak pengetahuan 
dan keterampilan.
Berkaitan dengan permasalahan 
tersebut, para pihak harus melakukan 
beberapa langkah berikut agar diver-
si dan sistem peradilan pidana dapat 
terlaksana dan dapat mencapai 
tujuan berupa keadilan restoratif. 
a. Dalam Subtansi hukum, pemerin-
tah harus segera menerbitkan 
Peraturan Pemerintah tentang 
diversi sebagaimana diatur dalam 
Pasal 15. Setelah ada PP, maka 
pihak-pihak penegak hukum dan 
pemangku kepentingan lain (mi- 
salnya kementerian terkait) me- 
nerbitkan petunjuk pelaksanaan 
dan petunjuk teknis agar dapat 
digunakan sebagai pemandu 
diversi.  Untuk menguatkan pro- 
ses diversi, maka diperlukan pem-
buatan (atau peninjauan) nota 
kesepahaman “payung” yang 
ditindaklanjuti dengan perjanjian 
kerjasama antar-instansi.
b. Penegak Hukum dan pemangku 
kepentingan wajib melaksanakan 
sejumlah langkah, antara lain 
sebagai berikut.
1) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, advokat agar dapat 
melakukan diversi pada anak, 
karena anak mempunyai 
karakter khusus, begitu pula 
korban dan masyarakat juga 
mempunyai karakter unik. 
2) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, dan advokatagar dapat 
melakukan proses peradilan 
pidana pada anak, karena anak 
mempunyai karakter khusus 
yang harus diperhatikan, baik 
anak pelaku, anak korban, 
maupun anak saksi.  
3) Kualitas dan kuantitas Peker-
ja Sosial Profesional dan Te- 
naga Kesejahteraan Sosial 
juga perlu ditingkatkan dalam 
penanganan anak yang ber- 
konflik dengan hukum.
4) Peningkatan kemampuan 
calon petugas LPKS (sebagai 
tempat pembinaaan anak yang 
dijatuhi pidana), LPKA (tem-
pat anak yang di-diversi 
berupa pengikutsertaan dalam 
lembaga), LPAS (sebagai 
tempat penahanan anak 
semesntara), petugas pema- 
syarakatan di Blok Anak pada 
LAPAS Dewasa.
5) Peningkatan kemampuan 
pembimbing kemasyarakatan 
(dari BAPAS) dalam membuat 
Penelitian Kemasyarakatan 
(Litmas) agar lebih cepat, 
akurat, dan berkualitas (me- 
muat analisis yang proporsio- 
nal dari sisi sosiologi, psikolo-
gi, penologi, dan “ilmu ting-
kah laku” lainnya), dan 
melakukan pendampingan, 
pembimbingan, dan penga-
wasan proses diversi, dan 
pelaksanaan diversi (baik di 
dalam LPKS maupun di ma- 
syarakat). BAPAS harus mem-
berikan rekomendasi (Pasal 10 
ayat (2), pendampingan, pem-
bimbingan, dan pengawasan 
terhadap anak selama proses 
dan pelaksanaan diversi (Pasal 
14 ayat (2), laporan kegagalan 
diversi (Pasal 14 ayat (3).  
Waktu pembuatan litmas 
sangat singkat yaitu hanya 3 
hari.**
Para penegak hukum dan 
pemangku kepentingan perlu 
mendapatkan pendidikan dan pelai-
han atau bahkan pendidikan khusus 
secara bertahap dan terus-menerus 
dan masing-masing memperoleh 
sertifikat agar memenuhi standar 
minimal yang dibutuhkan pencapa-
ian keadilan restoratif.  Hal ini sama 
dengan apa yang dikemukakan 
Jonson bahwa ... facilitator style and 
role, certification, training requir-
ment’s, professional standards and 
othe issues will continue to add 
spince to the stew of co-creation ad 
individuality in the field many years 
to come (Daniel van Ness, 2007 
:223).
c. Masyarakat perlu ditingkatkan 
kepeduliannya dalam menyele-
saikan tindak pidana anak.  Pan-
dangan masyarakat terhadap 
keadilan restoratif juga perlu 
diperbaiki agar tidak ada prasang-
ka. Langkah yang dapat dilaku-
kan oleh pemerintah bersama 
pemangku kepentingan antara 
lain sebagai berikut.
1) Sosialisasi UU kepada ma- 
syarakat, terutama masyarakat 
yang rentan sebagai pelaku 
maupun korban tindak pidana 
anak.
2) Membudayakan pemikiran 
“positif” anggota masyarakat 
terhadap proses diversi di 
semua tingkatan pradilan 
pidana.  Memberikan pemaha-
man yang komprehensif terha-
dap keadilan restoratif yang 
dicapai melalui proses 
peradilan pidana.
3) Meningkatkan komitmen 
masyarakat dan pemerhati 
untuk selalu mengutamakan 
penyelesaian tindak pidana 
anak yang sesuai dengan kebu-
tuhan anak.
d. Sarana dan prasarana(termasuk 
kurikulum) sangat perlu diada-
kan, ditambah atau ditata ulang, 
antara lain sebagai berikut. 
1) Penyediaan ruangan khusus 
di Kepolisian, Kejaksaan, dan 
Pengadilan, penganggaran, 
fasilitas pendukung, data 
online yang terintegrasi (agar 
pelaporan, pendataan, pendo-
kumentasian (pengarsipan) 
data diversi mudah, cepat, dan 
murah). Hal inisangat penting 
dalam keadministrasian, 
apalagi di wilayah luar pulau 
Jawa yang geografisnya varia-
tif, dan modal tranportasinya 
terbatas).
2) Pembentukan LPKS, LPAS, 
LPKA.
3) Peninjauaan dan pembentu-
kan model pembinaan di 
LPKS, LPKA berserta kuriku-
lum, termasuk penyediaan 
fasilitas pendukungnya.
Pendidikan, Pembinaan, Pen-
dampingan dan  Pengawasan  Ter-
hadap  Anak yang Di-diversi 
Maupun yang Dijatuhi Pidana 
Atau Tindakan  Oleh Pengadilan
Sampai saat ini di LAPAS Anak 
atau LAPAS Dewasa Indonesia 
belum ada model yang sistemik 
tentang pendidikan, pembinaan, 
pendampingan, dan pengawasan 
khusus terhadap anak yang didasar-
kan pada asas individualisasi pembi-
naan (baik pembimbingan mental 
dan kerohanian maupun pembimbi- 
ngan/latihan kerja), dan asas kepen- 
tingan terbaik bagi anak. Penga-
wasan yang dilakukan oleh BAPAS 
terhadap anak yang dijatuhi pidana 
maupun tindakan juga kurang opti-
mal. Kepedulian masyarakat dan 
organisasi kemasyarakatan terhadap 
anak yang melakukan tindak pidana 
juga belum optimal.  Berdasarkan 
fakta tersebut, maka pola penga-
wasan dapat dilakukan oleh para 
pihak sebagai berikut.
a. Anak yang didiversi sudah me- 
ngalami masalah kelakuan, 
karena itu pembinaannya dapat 
dilakukan oleh bagian Bimbingan 
dan Konseling (jika sekolah), 
pimpinan lembaga pendidikan 
non-formal (jika menempun 
pendidikan non formal), orang tua 
atau wali atau perorangan lain 
(jika dikembalikan ke orang 
tua/wali atau diserahkan kepada 
perorangan), kepala organisasi 
kemasyarakatan (jika diserahkan 
ke organisasi kemasyarakatan), 
kepala desa/lurah (jika tidak ada 
pembina).
b. Anak yang dimasukkan ke LPKS, 
LPKA dibimbing oleh petugas 
khusus yang ada dalam lembaga 
tersebut.
c. Pembimbing Kemasyarakatan di 
BAPAS, sesuai dengan bidang 
tugasnya.
Namun, para pembina dan petu-
gas, pengawas tersebut harus dibuat-
kan pola atau model atau sistem yang 
dapat dipedomani berdasarka Pera-
turan Pememrintah (PP) dan peratu- 
ran menteri atau lembaga pemerintah 
yang terkait dengan penanganan 
anak yang berkonflik dengan hukum 
(pelaku), dan anak yang berhadapan 
dengan hukum (anak saksi dan anak 
korban).  Khusus pada anak pelaku, 
pembentukan model pendidikan, 
pembinaan, pendampingan tersebut 
harus didasarkan ada karakteristik 
unik dari masing-masing anak, 
sehingga harus mengutamakan 
model individualisasi pembinaan dan 
berbasis pada kebutuhan anak. 
Karena itu, pemerintah perlu mem-
buat model khusus tentang penga-
wasan, pembinaan, dan pendampin-
gan anak yang berkonflik dengan 
hukum, baik di-diversi maupun 
dijatuhi pidana (straf)atau tinda-
kan(maatregels).
Simpulan
1. Diversi pada perkara anak perlu 
dilakukan oleh penegak hukum 
secara terukur dan legal berdasar-
kan UU Sistem Peradilan Anak 
dalam rangka melindungi anak, 
anak korban dan kepentingan 
masyarakat secara proporsional.  
2. Kelemahan pelaksanaan peradilan 
pidana anak, kekurangmampuan 
LAPAS, LAPAS Anak, dan 
Organisasi Kemasyarakatan da- 
lam membina anak yang berkon- 
flik dengan hukum selama ini 
memicu lahirnya diversi.  Keber-
hasilan diversi pada anak di 
beberapa negara menjadi sema- 
ngat tersendiri bagi pembuat UU 
untuk membentuk lembaga diver-
si secara legal. 
3. Konsekuensi dari diversi pada 
anak, para pihak yang terlibat 
dalam proses dan pasca-diversi 
wajib menjamin kepentingan 
terbaik bagi anak dan korban.  
Karena itu, pendidikan, pembi-
naan, pendampingan dan penga-
wasan anak yang berkonflik 
dengan hukum (baik yang disele-
saikan dengan diversi maupun 
yang diadili melalui sistem 
peradilan pidana) wajib dilak-
sanakan secara sistemik berdasar-
kan asas kepentingan terbaik bagi 
anak tanpa mengabaikan kepen- 
tingan korban dan masyarakat.
4. Konsekuensi yuridisnya,Peratu- 
ran Pemerintah Republik Indone-
sia  Nomor 65 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pelaksanaan 
Diversi dan Penanganan Anak 
yang Belum Berumur 12 (Dua 
Belas) Tahun perlu ditindaklanjuti 
dengan peraturan internal di 
kalangan Polri, BAPAS, dan 
instansi terkait sebagai standar 
prosedur operasional di lembaga 
yang terlibat dalam proses diver-
si, termasuk lembaga pelaksana 
dan pengawas putusan diversi 
dalam rangka impementasi kebi-
jakan diversi anak di Indonesia.
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Pendahuluan
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum harus didasarkan 
pada kepentingan terbaik bagi anak. 
Pengertian frasa “terbaik bagi anak” 
terkait dengan sifat anak, baik fisik, 
psikis, maupun sosial sehingga 
kepentingan anak satu dengan lain- 
nya tidak harus sama. A definition of 
the child’s best interests cannot 
accommodate the diverse nature of 
the interests appropriate for a partic-
ular child, from a particular back-
ground and at a particular time of 
development. (Sifris at.all 2014). 
Pengutamaan kepentingan terbaik 
bagi anakini juga didasarkan pada 
asas umum perlindungan anak 
sebagaimana diatur dalam konvensi 
anak, bahwa 
The best interests of the child 
shall be a primary consideration 
in all actions affecting children. 
(The 1989 Convention on the 
Rights of the Child).The term 
“best interests” broadly 
describes the well-being of a 
child. Such well-being is deter-
mined by a variety of individual 
circumstances, such as the age, 
the level of maturity of the child, 
the presence or absence of 
parents, the childs environment 
and experiences.(UNHCR Guide-
lines, 2008).
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum tidak harus menggu-
nakan sarana nonpenal (misalnya 
diversi) atau menggunakan hukum 
pidana (sarana penal).  Namun, ke- 
duanya dapat dilakukan secara 
berurutan, yaitu mengutamakan 
diversi (jika memenuhi persyaratan 
diversi), dan jika upaya tersebut 
gagal maka akan diberlakukan 
sistem peradilan pidana bagi 
anak.Hal ini sesuai dengan pendapat 
bahwa the major goal of the first 
juvenile courts, established at the 
turn of the century, was to provide an 
alternative to, and thereby divert 
youth from, the criminal court(Albert 
L. Robert (Edit), 2008 : 184).
Secara umum, pemberlakuan-
sistem peradilan pidana untuk 
penyelesaian perkara pidana dapat 
berdampak buruk bagi anak, teruta-
ma pemberian “stigma jahat” pada 
anak (stigmatisasi atau labelisasi), 
dan terjadinya pembiasaan kebia- 
saan-kebiasan buruk di LAPAS yang 
kemudian dipraktikkan lagi oleh 
anak ke luar LAPAS Anak (prisoni-
sasi), bahkan pengulangan tindak 
pidana yang lebih serius akibatnya. 
Salah satu penyebabnya adalah 
adanya kontak langsung dengan 
penegak hukum yang dapat membuat 
anak frustrasi.  Jika perkaranya 
sudah diputus oleh pengadilanpun, 
mungkin akan menjadi stigma bagi 
anak pelaku tindak pidana.  Karena 
itu, para ahli di bidang psikologi, 
hukum, etimologi kriminal, krimi-
nologi, pendidikan, dan penologi 
selalu mencari jalan terbaik bagi 
anak, korban, dan kepentingan ma- 
syarakat.  Akhirnya, para ahli mewa-
canakan pendekatan keadilan resto- 
ratif sebagai alternatif pemikiran 
untuk mengurangi kelemahan teori 
pemidanaan retributif, teori prevensi 
maupun teori gabungan.
Keadilan restoratif merupakan 
suatu ide dan gerakan yang me- 
ngedepankan keadilan dalam pers-
pektif pelaku dan keluarganya, 
korban dan keluarganya, masyarakat, 
dan pemangku kepentingan dalam 
rangka pemulihan keadaan masing- 
masing.  Karena itu, konsepsi pemi- 
kiran keadilan restoratif (restorative 
justice) menjadi salah satu upaya 
menjauhkan anak dari sistem per- 
adilan pidana yang tidak perlu.  
Pendekatan ini mengutamakan pe- 
nyelesaian tindak pidana di luar 
peradilan pidana.  Pendekatan terse-
but bukan hanya pada anak, melain- 
kan juga pada orang dewasa (misal- 
nya pencurian ringan, penggelapan 
ringan, perbuatan curang (penipuan) 
ringan) maupun anak-anak.  Bahkan 
di beberapa negara maju, korporasi 
yang melakukan tindak pidana dapat 
juga diselesaikan dengan pendekatan 
keadilan restoratif.
Keadilan restoratif adalah cara-
menanggapi perilaku criminal 
dengan cara menyeimbangkan antara 
kebutuhan masyarakat, dengan 
korban danpelaku. Ini merupakan 
konsep yang terus berkembangdan 
dapat menimbulkan interpretasi yang 
berbeda di negara yang berbeda.
Restorative justice is a way of 
responding to criminal behaviour 
by balancing the needs of the 
community, the victims and the 
offenders. It is an evolving 
concept that has given rise to 
different interpretation in differ-
ent countries, one around which 
there is not always a perfect 
consensus.(United Nations, 2006: 
6).
Berkaitan dengan konsep 
keadilan restoratif dalam perkara 
pidana yang dilakukan oleh anak, 
menurut Pasal 1 angka 6 Undang- 
Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 
Sistem Peradilan Pidana  Anak (LN 
Tahun  2012  Nomor  153, TLN 
Nomor  5332), pengertian keadilan 
restoratif adalah penyelesaian perka-
ra tindak pidana dengan melibatkan 
pelaku, korban, keluarga pelaku/kor-
ban, dan pihak lain yang terkait 
untuk bersama-sama mencari 
penyelesaian yang adil dengan 
menekankan pemulihan kembali 
pada keadaan semula, dan bukan 
pembalasan.
Praktik di beberapa negara, 
keadilan restroratif disebut dengan 
berbagai istilah. Ada pihak yang 
menggunakan istilah"keadilan 
komunitarian", "memperbaiki 
kesalahan", "Keadilan positif", 
"keadilan relasional", "keadilan 
reparatif", "keadilan masyarakat" 
untuk menyebut "keadilan restorat-
if". Namun, demikian ada kesamaan 
pemahaman bahwa keadilan 
restoratif dibangun berdasarkan 
konsep penyeimbangan kepentingan 
dan kebutuhan pada tiga pihak, yaitu 
pelaku, korban, dan masyarakat. Hal 
ini terungkap dari penjelasan beri-
kut.
Also, because of the difficulties in 
precisely translating the concept 
into different languages, a variety 
of terminologies are often used. 
There are many terms that are 
used to describe the restorative 
justicemovement. These include 
“communitarian justice”, “ma- 
king amends”,“positive justice”, 
“relational justice”, “reparative 
justice”, “communityjustice” and 
“restorative justice”, among 
others.(United Nations, 2006:6)
Berkaitan dengan keadilan 
restoratif, dalam UU-SPPA diatur 
tentang diversi. Pengertian diversi 
adalah pengalihan penyelesaian 
perkara Anak dari proses peradilan 
pidana ke proses di luar peradilan 
pidana.Jika kedua konsep tersebut 
dihubungkan, maka keadilan 
restoratif adalah tujuan yang ingin 
dicapai, sedangkan diversi adalah 
salah satu proses mencapai keadilan 
tersebut.Keadilan restoratif dapat 
dicapai melalui diversi maupun 
non-diversi, yaitu memproses anak 
pelaku tindak pidana dalam sistem 
peradilan pidana. Dengan demikian, 
melalui sistem peradilan pidanapun 
dapat dicapai keadilan restoratif. 
Misalnya dengan menjatuhkan 
pidana atau tindakan yang sesuai 
dengan kebutuhan pelaku, korban, 
dan masyarakat.Karena itu, dalam 
UU-SPPA disediakan banyak jenis 
sanksi dan tindakan agar hakim 
dapat memilih jenis pidana (straf) 
atau tindakan (maatregel) yang 
sesuai dengan kebutuhan pelaku, 
korban dan masyarakat agar keadilan 
restoratif tercapai.
Sampai saat ini, diversi pada 
perkara anak di tahap penyidikan 
sudah sering dilakukan berdasarkan 
Peraturan internal di Kepolisian 
Negara Republik Indonesia.  Banyak 
pendapat yang setuju dan yang tidak 
setuju atas upaya Polri untuk 
menyelesaikan perkara pidana anak 
di luar hukum pidana.  Namun, saat 
ini sudah terbit Undang-Undang No. 
11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (selanjutnya 
disingkat UU-SPPA), yang sudah 
diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 
2014 sehingga setiap orang wajib 
setuju dan menaatinya.  Jika UU 
tersebut diberlakukan, banyak 
sub-sistem atau sistem yang berubah, 
misalnya sub-sistem: diversi oleh 
polisi, jaksa, dan hakim; pencatatan 
dan pengarsipan pada lembaga 
pelaksana UU-SPPA; sistem pembi-
naan dan pembimbingan anak di 
Lembaga Penempatan Anak Semen-
tara (LPAS), Lembaga Penyelengga-
ra Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA). Selain itu, banyak juga 
sarana dan prasarana yang disiapkan, 
termasuk kaulitas dan kuantitas sum-
berdaya manusia (misalnya polisi, 
jaksa, hakim, pembimbing kema- 
syarakatan, petugas pemasyarakatan, 
relawan sosial).
Jika pemerintah dan para pihak 
terkait serta para pemangku kepen- 
tingan (stakehoders) tidak segera 
melakukan persiapan atas pember-
lakuan UU-SPPA tidak segera 
disiapkan, UU-SPPA akan hanya 
menjadi norma yang bersifat 
“semantik” (indah dalam bahasa) 
dan tidak banyak melakukan peruba-
han substansi sistem peradilan 
pidana anak sehingga tidak ada 
bedanya dengan saat berlakunya UU 
No. 3 Tahun 1997 tentang Penga-
dilan Anak.
Berdasarkan pemikiran tersebut, 
penulis melakukan pengajian terha-
dap 3 (tiga) permasalahan, yaitu 
apakah urgensi diversi dalam pena- 
nganan perkara anak;bagaimana 
kesiapan para pihak yang terlibat 
dalam diversi perkara anak;serta 
bagaimana model pendidikan, pem-
binaan, pendampingan, dan penga-
wasan anak yang di-diversi maupun 
anak yang dijatuhi pidana (straf) atau 
tindakan(maatregel).  Kajian ini 
akan menghasilkan analisis tentang 
substansi keadilan restoratif dalam 
kaitannya dengan diversi, dan anali-
sis kemampuan yang ada di ma- 
sing-masing pemangku kepentingan 
yang berkaitan dengan sistem per- 
adilan pidana. Akhirnya, Hasil kajian 
ini dapat dimanfaatkan oleh pihak- 
pihak terkait untuk menyiapkan sum-
berdaya, sumberdana dan sistem 
kinerja dalam rangka menciptakan 
keadilan restoratif dalam perkara 
anak di Indonesia.  
Urgensi Penerapan  Diversidalam 
Penanganan  Perkara Anak
Secara teoretik, ada keterkaitan 
antara asas atau kebijakan dikresi 
(discretion), diversi (Diversion) dan 
keadilan restoratif (Restorative 
Justice).Saut P.Panjaitan mengemu-
kakan bahwa diskresi (pouvoir 
discretionnaire, bahasa Perancis) 
ataupun Freies Ermessen (bahasa 
Jerman) merupakan suatu bentuk 
penyimpangan terhadap asas legali-
tas dalam pengertian wet matigheid 
van bestuur, jadi merupakan ”keke- 
cualian” dari asas legalitas. Menurut 
Muchsan, dasar pijakan diskresi ada 
2 (dua) yaitu: Dasar Hukum/Yuridis, 
yaitu menyangkut ketentuan formal; 
dan Dasar Kebijakan, yaitu me- 
nyangkut manfaat. (Simamora, 
2014).
Diversi adalah penyelesaian per- 
kara pidana menggunakan jalur di 
luar hukum pidana. Sedangkan 
pengertian keadilan restoratif adalah 
ide keadilan yang didasarkan pada 
kesepakatan antar-para pihak yang 
terkait dengan tindak pidana untuk 
mencari solusi untuk pemulihan 
keadaan sebagaimana belum terjadi 
tindak pidana dan bahkan menja- 
dikan semua pihak lebih baik.  
Keadilan Restoratif didasarkan pada 
5 prinsip dalam pemikiran berikut. 
Five Principles of Restorative 
Justice
a. Focuses on harms and conse-
quent needs (victims', but also 
communities' and offenders').
b. Addresses obligations resulting 
from those harms (offenders' but 
also families', communities' and 
society's).
c. Uses inclusive, collaborative 
processes.
d. Involves those with a legitimate 
stake in the situation (victims, 
offenders, families, community 
members, society).
e. Seeks to put right thewrongs 233 
(Dowd, 2015: 233)
Dengan demikian, dalam konteks 
bahasan ini dapat dipahami bahwa 
diversi dalam perkara anak lahir 
karena adanya asas diskresi yang 
dimiliki oleh pihak yang berwenang 
(Penyidik, Jaksa, dan Hakim) dalam 
rangka mencapai keadilan restoratif.  
Salah satu bentuk diskresi adalah 
memberikan kewenangan kepada 
Penyidik, Jaksa, dan Hakim untuk 
melakukan diversi terhadap anak 
yang berhadapan dengan hukum. 
Pengertian keadilan restoratif 
adalah a form of conflict resolution 
and seeks to make it clear to the 
offender that the behaviour is not 
condoned, at the same time as being 
supportive and respectful of the indi-
vidual.(Morison, 2001: 194). Pihak 
yang diharapkan memperoleh kea- 
dilan restoratif adalah pelaku dan 
korban, serta pihak-pihak yang 
terkait. Dalam konteks pemidanaan, 
pendekatan keadilan restoratif seja- 
lan dnegan model keseimbangan 
Kepentingan (Muladi, 1995:5). Ka- 
rena itu, asas daad-dader-slachtof-
fer-Strafrecht mestinya mulai diim-
plementasikan dalam hukum pidana 
(Arief Amrulah, 2008).
Keadilan restoratif dapat diterap-
kan pada seluruh proses penegakan 
hukum pidana, tidak hanya pada satu 
proses saja, misalnya pada penyi- 
dikan atau penuntutan atau peradilan. 
Hal ini didasarkan pada prinsip 
keadilan restoratif masuk pada suatu 
sistem hukum pidana sehingga 
penerapannya ada pada setiap pro- 
sesnya dan juga tiap penegak hukum 
mempunyai kewenangan untuk me- 
nerapkannya. Keadilan restoratif 
bukan merupakan asas melainkan 
filsafat yaitu filsafat dalam proses 
peradilan dan juga filsafat keadilan. 
Keadilan restoratif dapat dikatakan 
sebagai filsafat peradilan, karena-
merupakan dasar dalam penyusunan 
lembaga peradilan. Dengan demiki-
an, dapat diartikan bahwa keadilan 
restoratif adalah suatu rangkaian 
proses peradilan yang pada dasarnya 
bertujuan untuk me-restore (memu- 
lihkan kembali) kerugian yang dide- 
rita oleh korban kejahatan, (Mudza-
kir, 2008). masyarakat, dan para 
pihak terkait.
Pendekatan keadilan restoratif 
(restorative justice approach) diawa-
li dari praktik di beberapa negara 
misalnya Kanada, Australia, New 
Zealand, dan Inggris. Sejarah per- 
kembangan hukum modern dalam 
penerapan restorative justice diawali 
dari pelaksanaan sebuah program 
penyelesaian di luar pengadilan 
konvensional yang dilakukan oleh 
masyarakat yang disebut dengan 
victim-offender mediation tahun 
1970-an di Kanada (Morris dan 
Maxwelle, 21: 4). Pendekatan 
keadilan restoratif merupakan per- 
kembangan terakhir dari paradigma 
peradilan pidana, yaitu diawali 
dengan retributive justice, dilanjut-
kan dengan rehabilitative justice, 
kemudian ada alternative justice, 
kemudian diperbaiki lagi dengan 
transitional justice, danakhirnya 
digantikan oleh restorative justice.
Berdasarkan sejarah di beberapa 
negara, pelaksanaan Diversi pada 
awalnya gagal di Amerika, tetapi 
berhasil di Belanda, Denmark, Italia, 
Jerman, Perancis, pada tahun 
1969(Marlina, 2010:4) kemudian 
diperbaiki sistemnya yang akhirnya 
sukses di beberapa negara dalam 
penyelesaian tindak pidana tertentu 
dan pelaku-pelaku tertentu.
Meskipun tidak ada kesepakatan 
tentang pengertian keadilan restora- 
tif, namun mayoritas definisi 
berfokus pada proses yang melibat-
kan semua pihak yang berkepenti- 
ngan untuk menyelesaikan pelang-
garan hukum dan bertujuan memper-
baiki kerugian yang disebabkan oleh 
pelanggaran tersebut.  Hal ini 
terungkap dalam pernyataan berikut. 
There is no agreed definition of 
restorative justice processes. A 
number of definitions have been 
suggested, most of which focus on a 
process which involves all those 
affected by an offence and aims to 
repair the harm caused by the 
offending(Widodo 2014). Berdasar-
kan pemikiran tersebut dapat dipaha-
mi bahwa akar filsafat keadilan 
restoratif adalah konsepsi keadilan 
untuk semua (justice for all), yaitu 
pelibatan pelaku, korban, dan ma- 
syarakat berdasarkan musyawarah 
dalam rangka merestorasi keadaan 
secara manusiawi.
Secara teoretis, sistem peradilan 
pidana anak di Indonesia wajib 
mengutamakan kepentingan yang 
terbaik bagi anak dan berupaya me- 
ngurangi penyelesaian perkara anak 
di pengadilan pidana, dan jika 
terpaksa dipidana penjara, maka 
pidana tersebut hanya dilakukan 
sebagai upaya terakhir dan dalam 
waktu yang singkat. Hal ini dapat 
diketahui dari beberapa instrumen 
internasional, antara lain United 
Nations Standard Minimum Rules for 
the Administration of Juvenile 
Justice (Beijing Rules), United 
Nations Standard Minimum Rules for 
Non-Custodial Measures 1990 
(Tokyo Rules), United Nations 
Guidelines for the Prevention of 
Juvenile Delinquency (Riyadh 
Guidelines), dan United Nations 
Rules for the Protection of Juveniles 
Deprived of Their Liberty (1990). 
Menurut Wardaya dan Retnaningrum 
bahwa, kesadaran masyarakat bahwa 
anak-anak pelaku tindak pidana 
perlu diperlakukan khusus tidak 
sebagaimana orang dewasa baru 
disadari sejak penyelenggaraan 
peradilan anak kali pertama di 
Chicago pada 1889 (Wardaya dan 
Retnaningrum, 2011).
Urgensi pelaksaan diversi pada 
perkara anak didasari pada 
pemikiran berikut. Saat ini ada 
pergeseran filsafat pemidanaan dari 
awalnya yang bersifat restitutif 
(pembalasan) kemudian ditandingi 
menjadi teori prevensi (tujuan), 
kemudian muncul teori gabungan, 
(Widodo, 2009 :24) dan akhirnya 
berkembang pemikiran keadilan 
restoratif yang mengutamakan 
pemulihan. Pendekatan restoratif 
merupakan paradigma baru dalam 
pemidanaan yang berbeda dengan 
pendekatan keadilan retributif, baik 
konsep, orientasi, tujuan maupun 
mekanisme pencapaiannya.  Keadi- 
lan retributif lahir sebagai reaksi 
terhadap beberapa kelemahan pen- 
dekatan keadilan retributif. Resto- 
rative justice is different from the 
retributive and rehabilitation 
approaches in that it focuses prima- 
rily on the needs of the victim, not 
just the offender. It’s a powerful tool 
that can have very real, positive 
results(Marshal,2014).Pendekatan 
keadilan restoratif ini sangat positif 
dan berbeda dengan restribusi dan 
rehabilitasi yang hanya terbatas teru-
tama pada perlindungan korban, 
bukan pada pelaku.
Keadilan restoratif merupakan 
reaksi masyarakat global yang dapat 
digunakan sebagai pelengkap dari 
sistem peradilan pidana yang selama 
ini banyak yang menggunakan 
pendekatan keadilan tradisional.Hal 
ini dikemukakan oleh Mark S. Um- 
breit and Marilyn Peterson Armour 
bahwa, restorative justice is viewed 
as complementary to the criminal 
justice system because it attends to 
issues that the traditional system 
neglects. Regardless of the position 
taken, the vision of restorative justice 
is grounded in values that are reso-
nating with an increasingly broad 
range of individuals and communi-
ties throughout the world, presenting 
many opportunities for new and 
widened impact (Umbreit dan 
Armour,2004:82). Diversi adalah 
salah satu bentuk penyelesaian per- 
kara pidana dalam rangka penca- 
paian keadilan restoratif.  Bentuk 
lain- nya, misalnya rekonsiliasi 
antara pelaku dengan korban, konfe- 
rensi keluarga dan masyarakat, 
upaya perdamaian dalam ma- 
syarakat.  Hal ini selaras dengan 
pemikiran Strickland, bahwa
More specific technique associa- 
ted with restorative justice, 
include diversion, victim-offender 
reconciliation, victim impact 
panel, victim-offender statements, 
family or communiuty conferen- 
cing, community peace-making or 
centencing cyrcles, reintegrative 
shamming, and prisoneers assis-
tence program(Stickland, 2004 
:9).
Keadilan restoratif sebenarnya 
bukan merupakan budaya baru bagi 
bangsa Indonesia, namun karena 
dalam masa penjajahan hukum adat 
banyak ditinggalkan dan diganti 
dengan hukum barat, maka keadilan 
restoratif dimarginalkan. Setelah 
ketentuan ketentuan dan sistem 
hukum barat diragukan efektivitas 
dan efisiensinya dalam penyelesaian 
perkara pidana yang adil, banyak 
pihak mengintrodusi dan melak-
sanakan keadilan restoratif.  Dengan 
demikian, konsep keadilan restoratif 
bukan lahir lebih dahulu, tetapi 
sudah ada dan dilaksanakan di ma- 
syarakat kemudian ditinggalkan, dan 
saat ini digunakan lagi.   Buktinya, 
dalam hukum pidana Majapahit 
dikenal istilah “pati bajampi” yaitu 
sebagai uang pengganti obat yang 
diberikan kepada korban, rekonsi- 
lisasi antar-kepala adat yang ditandai 
dengan upaya adat di sejumlah 
wilayah Indonesia.
Pendoronglahirnya diversi pada 
perkara anak di Indonesia antara lain 
dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Terjadi labelisasi pada anak yang 
pernah diproses oleh penegak hu- 
kum berdasarkan hukum pidana 
anak.  Bahkan pada beberapa 
kasus, dalam LAPAS Anak terjadi 
prisonisasi (Widodo, 2012 : 21).
b. Pihak LAPAS Anak, LAPAS dan 
RUTAN Dewasa yang di dalam 
nya ada blok khusus Anak, belum 
semuanya mempunyai kemam-
puan yang memadai untuk pembi-
naan dan pembimbingan anak.Se-
lain itu, anak berisiko terkena 
“prisonisasi” di dalam lembaga 
tersebut.  Karena itu, perlu ada 
langkah meminimalisasi prisoni-
sasi dengan cara menghindarkan 
anak dari institusionalisasidi 
Rutan atau LAPAS.
c. Ada keinginan serius dari para 
pihak untuk mengurangi atau 
bahkan menghilangkan dampak 
negatif dari proses peradilan 
pidana bagi anak. Hal ini didasar-
kan pada data bahwa dalam tahap 
penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di pengadilan, hak- 
hak anak (pelaku) ada yang 
terlanggar, misalnya anak tidak 
dapat sekolah karena ditahan di 
RUTAN dan LAPAS.
d. Selama proses peradilan, pihak 
korban dan masyarakat belum 
mendapatkan restitusi (pemuli-
han) secara memadai sehingga 
putusan pengadilan sering diang-
gap belum mencerminkan keadi- 
lan bagi korban dan masyarakat.  
Hal ini terjadi karena keadilan 
sering ditafsirkan oleh orang 
sebagai keadilan terhadap pelaku 
saja, bukan pada korban dan ma- 
syarakat.
e. Beberapa putusan pengadilan 
kadang belum menunjukkan ke- 
berpihakan negara pada anak, 
anak korban, dan masyarakat.  
Mayoritas putusan pengadilan 
anak adalah penjatuhan pidana, 
dan jenisnya pidana penjara 
(Widodo, 2012:14).
f. Penegak hukum dan para pihak 
yang terkait belum terbiasa me- 
lakukan diversi pada anak yang 
berkonflik dengan hukum secara 
melembaga, bahkan budaya ma- 
syarakat menghendaki agar 
penyelesaian perkara anak lebih 
suka pengunaan jalur litigasi 
dibandingkan dengan jalur litiga- 
si. Beberapa anggota masyarakat 
bahkan sering menganggap diver-
si pada perkara anak yang dilaku-
kan oleh Polri merupakan upaya 
membela pihak tertentu (terutama 
membela pelaku), sehingga perlu 
ada klarifikasi yuridis.
g. Perlunya dasar hukum diversi 
yang jelas dalam peraturan perun-
dang-undangan (lex certa) yang 
dapat digunakan anak oleh polisi, 
jaksa, dan hakim agar tidak terjadi 
salah sangka dalam masyarakat. 
Sebelum ada UU Sistem 
Peradilan Anak, dasar hukum 
diversi di kepolisian adalah pada 
kebijakan diskresi (discretion) 
yang kemudian dituangkan dalam 
dasar hukum dari Kapolri untuk 
lingkungan Polri atau kesepaka-
tan-kesepakatan tertulis lain 
antar-penegak hukum atau antara 
Polri dengan Kementerian lain.  
Menakar Kemampuan Para Pe- 
mangku Kepentingan( Stake Hol- 
ders)dalam Melaksanakan Diversi 
Perkara  Anak Berdasarkan UU- 
SPPA.
Sejak diterbitkan UU-SPPA, pada 
semua tingkatan proses peradilan 
pidana (penyidikan, penuntutan, 
pemeriksanaan di pengadilan), terbu-
ka peluang polisi, jaksa, dan hakim 
untuk melakukan diversi.  Bahkan, 
sebelum ada putusan Mahkamah 
Konstitusi tahun 2013, diversi me- 
rupakan langkah wajib yang 
bersanksi pidana bagi polisi, jaksa, 
hakim sebelum menerapkan ketentu-
an hukum acara pidana.  Saat ini 
meskipun polisi, jaksa, dan hakim 
tidak melakukan diversi tidak dapat 
dipidana. Ketentuan diversi tersebut 
memberi harapan positif  bagi 
pencari keadilan dan penegak hukum 
untuk melaksanakan penyelesaian 
perkara tindak pidana anak sesuai 
dengan karakteristik anak tanpa 
mengabaikan kepentingan korban 
dan masyarakat. 
Dengan demikian, dalam pena- 
nganan anak yang berkonflik dengan 
hukum, diversi dalam perkara anak 
dilakukan oleh Polisi, Jaksa, dan 
Hakim sesuai dengan kewenangan- 
nya dalam acara pidana.  Jika diversi 
gagal maka proses peradilan pidana 
dalam maing-masing tingkatan akan 
diberlakukan dengan puncak proses 
berupa putusan pengadilan. 
Sebelum proses polisi, jaksa, dan 
hakim melakukan diversi, harus 
dipastikan dahulu bahwa persyaratan 
perkara yang dapat didiversi 
memenuhi persyaratan objektif dan 
subjektif sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7 ayat (2).  Persyaratan objek-
tif, yaitu bahwa perkara tindak 
pidana yang akan diproses Diversi 
adalah pelaku tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara di 
bawah 7 (tujuh) tahun.  Persyaratan 
subjektif adalah anak tersebut bukan 
merupakan melakukan pengulangan 
tindak pidana.Dalam UU-SPPA 
tersebut dijalelaskan tentang penger-
tian pengulangan tindak pidana, 
bahwa pengulangan tindak pidana 
dalam ketentuan ini merupakan 
tindak pidana yang dilakukan oleh 
Anak, baik tindak pidana sejenis 
maupun tidak sejenis, termasuk 
tindak pidana yang diselesaikan 
melalui Diversi.
Dalam penjelasan tersebut tidak 
ada jangka waktunya berapa lama 
antara tindak pertama yang pertama 
dengan yang kedua atau selanjutnya. 
Karena itu, UU-SPPA merupakan 
kekhususan dalam hukum pidana 
sehingga dapat menyimpangi keten-
tuan KUHP tentang jangka waktu 
agar dapat dikategorikan melakukan 
pengulangan tindak pidana. Jika 
persyaratan tersebut dipenuhi, maka 
Polisi, Jaksa dan Hakim wajib 
melakukan Diversi. Jika diversi 
sudah dicapai, maka hasil kesepaka-
tan dijadikan dasar Penetapan Ketua 
Pengadilan.
Dalam melaksanakan Diversi, 
penegak hukum wajib menggunakan 
asas sebagaimana diatur dalam Pasal 
2, yaitu pelindungan; keadilan; 
nondiskriminasi; kepentingan ter- 
baik bagi Anak; penghargaan terha-
dap pendapat Anak; kelangsungan 
hidup dan tumbuh kembang Anak; 
pembinaan dan pembimbingan 
Anak; proporsional;  perampasan 
kemerdekaan dan pemidanaan se- 
bagai upaya terakhir; dan penghinda-
ran pembalasan. 
Diversi oleh Hakim Anak di 
Pengadilan Negeri dapat dilakukan 
di ruang mediasi (Pasal 52 ayat (4)).-
Proses Diversi dilakukan dengan 
teknik musyawarah (Pasal 8 ayat 
(1)).Pihak yang wajib dilibatkan 
dalam Diversi adalah Anak dan 
orang tua/walinya, korban dan/atau 
orang tua/Walinya, Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial 
Profesional (Pasal 8 ayat (1)).Selain 
itu dapat pula ditambah dengan 
Tenaga Kesejahteraan Sosial, 
dan/atau masyarakat (ayat (2)). Para 
pihak yang bersengketa dapat 
diwakili oleh kuasanya dengan surat 
kuasa khusus, baik oleh advokat 
maupun orang lain yang dipercaya. 
Pihak ketiga di yang ditentukan oleh 
UU dapat turut serta dan mengga-
bungkan diri dalam proses musya- 
warah, apabila terdapat unsur 
kepentingan yang terkait dan keturut 
sertaannya disepakati oleh pihak 
pelaku dan korban serta disetujui 
oleh Hakim yang memimpin musya- 
warah.
Berdasarkan Pasal 9, ditentukan 
bahwa Penyidik, Penuntut Umum, 
dan Hakim dalam melakukan Diversi 
harus mempertimbangkan: a).kate-
gori tindak pidana; b)  umur Anak; c) 
hasil penelitian kemasyarakatan dari 
Bapas; dan d) dukungan lingkungan 
keluarga dan masyarakat. Kesepaka-
tan Diversi tersebut harus mendapat-
kan persetujuan korban dan/atau 
keluarga Anak Korban serta kese-
diaan Anak dan keluarganya, kecuali 
untuk: a)  tindak pidana yang berupa 
pelanggaran;  b) tindak pidana 
ringan; c) tindak pidana tanpa 
korban; atau d) nilai kerugian korban 
tidak lebih dari nilai upah minimum 
provinsi setempat.
Hasil kesepakatan Diversi dapat 
berbentuk, antara lain: a)  perda-
maian dengan atau tanpa ganti keru-
gian; b)  penyerahan kembali kepada 
orang tua/Wali;  c)  keikutsertaan 
dalam pendidikan atau pelatihan di 
lembaga pendidikan atau LPKS 
paling lama 3 (tiga) bulan; atau d)  
pelayanan masyarakat.  Khusus di- 
versi terhadap pelaku a)  tindak 
pidana yang berupa pelanggaran;  b) 
tindak pidana ringan; c) tindak 
pidana tanpa korban; atau d) nilai 
kerugian korban tidak lebih dari nilai 
upah minimum provinsi setempat-
dapat dilakukan oleh penyidik bersa-
ma pelaku dan/atau keluarganya, 
Pembimbing Kemasyarakatan, serta 
dapat melibatkan tokoh masyarakat.
Diversiyangdilakukan oleh Pe- 
nyidik atas rekomendasi Pembimb-
ing Kemasyarakatan dapat berben-
tuk: a) pengembalian kerugian dalam 
hal ada korban; b) rehabilitasi medis 
dan psikososial; c) penyerahan kem-
bali kepada orang tua/Wali;  d) keikut 
sertaan dalam pendidikan atau pelati-
han di lembaga pendidikan atau 
LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; 
atau e) pelayanan masyarakat paling 
lama 3 (tiga) bulan.
Selama proses Diversi berlang- 
sung sampai dengan kesepakatan 
Diversi dilaksanakan, Pembimbing 
Kemasyarakatan wajib melakukan 
pendampingan, pembimbingan, dan 
pengawasan (Pasal 14 ayat (2)). 
Kesepakatan Diversi wajib dilak-
sanakan paling lama 30 (tiga puluh) 
hari (Pasal 52 ayat (3)).Jika  Diversi 
sudah dilaksanakan dalam jangka 
waktu tersebut maka proses perkara 
tindak pidana tidak dilanjutkan ke 
tahapan persidangan. Pelaku tindak 
pidana dan pihak-pihak terkait akan 
mendapatkan penetapan dari Ketua 
Pengadilan Negeri yang isinya me- 
netapkan bahwa perkara tindak 
pidana anak sudah diselesaikan 
melalui Diversi dan sudah mempu-
nyai kekuatan hukum tetap.Penga-
wasan atas proses Diversi dan pelak-
sanaan kesepakatan yang dihasilkan 
berada pada atasan langsung pejabat 
yang bertanggung jawab di setiap 
tingkat pemeriksaan (Pasal 14 ayat 
(1).
Berdasarkan hasil studi di ma- 
syarakat di Indonesia,  ada beberapa 
hasil penelitian yang dapat dijadikan 
alasan empiris mengapa diversi perlu 
dilakukan, dan prosesnya harus 
cermat agar tercapai keadilan 
restoratif.  
Meskipun banyak kelebihan dan 
manfaatnya bagi anak, pelaksanaan 
diversi ternyata ini banyak mengha-
dapi hambatan. Studi yang pernah 
dilakukan di wilayah Banyumas, 
Purbalingga, Banjarnegara, Kebu-
men, dan Cilacap menunjukkan 
bahwa tidak semua korban atau kelu-
arga korban bersedia menerima cara 
penyelesaian tindak pidana melalui 
diversi. Alasannya: keinginan untuk 
membuat pelaku “kapok” jika dima-
sukkan dalam penjara; kejahatan 
yang dilakukan oleh pelaku adalah 
kejahatan yang diancam dengan 
pidana yang berat; penegak hukum 
kurang mendukung upaya perda-
maian; tidak ada petunjuk pelaksa-
naan maupun petunjuk teknis bagi 
aparat penegak hukum untuk 
mengimplementasi cara penyele- 
saian non-litigasi(Wardaya dan Ret- 
naningrum, 2008 :59). Hasil peneli-
tian ini sama dengan hasil penelitian 
Subekhan, bahwa penyelesaian per- 
kara pidana yang dilakukan oleh 
anak dengan menggunakan pendeka-
tan restorative Justice belum terlak-
sana secara optimal, karena belum 
adanya aturan hukum sebagai 
landasan penyelesaian model ini; 
perubahan masyarakat dari gemein-
schaft ke arah gesselschaft ber- 
dampak pada sulitnya rnengharapkan 
partisipasi masyarakat dalam 
penyelesaian yang bersifat restorasi; 
dan konsep restorative justice yang 
tidak melembagakan proses penyele-
saiannya berdampak pada hasil yang 
dicapai dalam penyelesaian restorasi 
tidak memberikan kepastian hukum 
bagi anak, korban dan masyarakat 
(Subkhan, 2008:i ) Penelitian-peneli-
tian di atas dilakukan atas kebijakan 
Diversi yang dilakukan oleh Polri 
berdasarkan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.
Selama proses peradilan pidana di 
Indonesia, mayoritas anak ditahan di 
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Rumah Tahanan atau Lembaga 
Pemasyarakatan selama 2-3 bulan.  
Jumlah terdakwa yang dijatuhi 
pidana penjara sekitar 90%. Pembi-
naan anak di di LAPAS kurang opti-
mal karena masa pidananya singkat. 
Proses peradilan tersebut tidak mem-
berikan rasa keadilan bagi anak. 
Secara normatif, sistem hukum di 
Indonesia belum ramah anak dan 
sistem kesejahteraan belum terinte-
grasi. Struktur dan aparatur penegak 
hukum juga belum ada persamaan 
persepsi terhadap penanganan anak 
nakal sehingga perlu peningkatan 
kapasitas sumberdaya manusia. 
Begitu juga ketersediaan sarana dan 
prasarana masih harus ditingkatkan.  
Pandangan dan perilaku masyarakat 
ternyata banyak yang masih memak-
nai pidana sebagai tindakan yang 
harus bersifat punitif dan retributif 
(Apong Herlina, 2015).
Selama dalam masa proses 
peradilan pidana, beberapa studi 
menunjukkan bahwa mereka men- 
dapat perlakuan yang buruk bahkan 
kadang-kadang lebih buruk dari 
perlakuan terhadap orang dewasa 
pada suatu situasi yang sama. 
Perlakuan buruk ini tidak hanya 
terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) 
atau Lembaga Pemasyarakatan 
(Lapas) namun tindak kekerasan 
terhadap mereka sering dialami sejak 
berada di kantor polisi yang berupa 
tamparan, tendangan, bahkan 
kadang-kadang pelecehan seksual. 
Penyidikan di kantor polisi ini sebe-
narnya dalam rangkapenyusunan 
Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 
Namun, kekerasan sering menjadi 
bagian dari upaya untuk memperoleh 
pengakuan. Bentuk kekerasan lain 
berupa tindakan memaksa anak 
untuk membersihkan kantor polisi 
dan mobil patroli. Rutan atau Lapas 
juga memberikan pengaruh buruk 
terhadap anak-anak di samping hak 
mendapat pendidikan baginya 
terabaikan (Lily, 2014). Studi pada 
tahun 2006, bahwa 96% kasus anak 
yang diajukan ke pengadilan menga-
kibatkan tindankan pasa berupa 
penahanan, 60% pidana yang 
dijatuhkan lebih dari satu tahun, dan 
hanya sedikit atau bahkan tidak ada 
bantuan hukum (RingkasanKajian, 
Oktober, 2012 http://www.unicef. 
org, 2014).
Berdasarkan Penelitian di Kota 
Makassar, Makmur, Hakim Anak 
Pengadilan Negeri Makassar, perka-
ra anak sebenarnya sangat kental 
nuansa keadilan restoratif.Justru 
keadilan restoratif tersebut lahir dari 
Pembimbing Kemasyaratan, tetapi 
ternyata hampir tidak pernah ada 
petugas BAPAS yang merekomen-
dasikan agar anak tersebut tidak 
dijatuhi pidana. Namun sebaliknya, 
Husni Guna, Kepala Seksi Bimbi- 
ngan Klien Anak Balai Pema- 
syarakatan Kelas I Makassar menya-
takan bahwa BAPAS tidak pernah 
merekomendasikan sanksi pidana 
pada anak, dan pembinaan anak 
dalam LAPAS merupakan upaya 
terakhir jika upaya lainnya gagal 
dilakukan ( Adiguna dkk, 2014). 
Berdasarkan penelitian Hafad, ma- 
yoritas hasil PK di Kota Malang 
menggunakan bahasa “klise” dan 
mayoritas merekomendasikan agar 
anak dijatuhi pidana atau tindakan 
seadil-adilnya.  Kalau tidak dengan 
“bahasa klise” tersebut, banyak hasil 
penelitian kemasyarakatan mere-
komendasikan agar hakim menjatuh-
kan sanksi paling adil (Hafad, 2004 : 
78). Namun demikian, yang 
mengembirakan, di BAPAS Suraba-
ya, Pembimbing Kemasyarakatan 
seringkali merekomendasikan agar 
anak di bina di luar LAPAS disertai 
dengan kesanggupan pihak-pihak 
tertentu yang siap menampung anak 
nakal, dan hakim memenuhi saran 
tersebut (Widodo, 2012 : 25).
Jika anak di masukkan ke LAPAS 
(pada saat berlakunya UU-SPPA 
disebut LPKA), anak-anak di LPKA 
ternyata mayoritas hanya dibina 
secara umum (tidak memperhatikan 
kebutuhan dan kompetensi anak) dan 
proses belum tampak adanya model 
pembinaan yang bersifat individual 
(individual treatment model), maka 
dampaknya akan makin buruk bagi 
anak.  Selama ini anak (apapun 
tindak pidana yang dilakukan) yang 
ada di LAPAS Anak maupun di suatu 
blok (di LAPAS Dewasa) sehingga 
pada siang hari dapat berinteraksi 
dan saling bergaul sehingga memung 
kinkan saling “belajar kejahatan.”  
Akibatnya, dalam LAPAS terjadi 
prisonisasi, meskipun anak tidak 
selalu menjadi residivis (penjahat 
kambuhan).  Jika anak dimasukkan 
ke LPKA atau LPKS yang tidak 
tertata model pembinaannya, 
dampak positif bagi anak dan ma- 
syarakat memang banyak, namun 
dampak negatif bagi anak cukup 
dominan (Widodo, 2012 : 25).
Berkaitan dengan diversi yang 
berjalan selama ini, pandangan nega-
tif masyarakat terhadap penegak 
hukum juga mempunyai pengaruh 
besar terhadap penerapan diversi.Hal 
ini diungkapkan oleh Wahyudi 
(Penyidik Pembantu PPA) bahwa 
ketika pihak-pihak didamaikan, ma- 
syarakat beranggapan bahwa penyi- 
dik membela dan dibayar oleh pihak 
pelaku tindak pidana sehingga 
pelaku tidak diproses secara 
pidana.Padahal Polisi melakukan 
upaya damai (diversi) untuk kepen- 
tingan terbaik bagi anak.Hal serupa 
juga diungkapkan oleh Andi Armasa-
ri (Jaksa Fungsional Kejaksaan 
Negeri Makassar) bahwa penilaian 
negatif dari masyarakat jika mereka 
didamaikan, atau jaksa membuat 
tuntutan ringan anak pelaku tindak 
pidana. Kejaksaan dianggap pihak 
yang tidak bertanggung jawab, 
bahkan dituduh dibayar oleh pelaku, 
atau ada hubungan keluarga antara 
jaksa dengan pelaku.  Menurut Iswa-
hyu Widodo (Hakim Anak di Penga-
dilan Negeri Makassar), umumnya, 
kendala untuk mendamaikan para 
pihak adalah korban sudah menjadi 
korban berkali-kali, meskipun pela- 
kunya bukan orang yang sama (Adi-
guna dkk., 2014).
Berdasarkan hasil penelitian di 
atas dapat dihami beberapa hal beri-
kut.  Dalam perspektif substansi 
hukum, petunjuk teknis pelaksanaan 
diversi belum semuanya lengkap.  
Hal ini dapat diatasi dengan cara 
membuat Peraturan Pemerintah (PP) 
tentang diversi sebagaimana diatur 
dalam Pasal 15. Ketentuan Peraturan 
Pemerintah yang ditindaklanjuti 
dengan peraturan yang lebih rendah 
tingkatannya juga penting mengingat 
ada beberapa norma dalam UU-SP-
PA yang multi tafsir, antara lain:
a. Siapa saja yang wajib hadir dalam 
diversi di setiap tingkatan, dan 
bagimana jika diantara mereka 
tidak hadir, akankah menjadikan 
diversi batal demi hukum atau 
dapat dibatalkan. Dalam UU 
tersebut ada kata “wajib”, sehing-
ga secara terminologis dapat 
ditafsirkan “bisa”, bukan wajib.  
Bagaimana jika para pihak yang 
disebutkan dalam 8 ayat (1) ada 
yang tidak hadir apakah jika ada 
diversi kemudian diversinya 
dianggap batal demi hukum atau 
bagaimana.  Apa sanksi bagi 
pihak yang diundang penegak 
hukum dalam diversi kemudian 
tidak hadir?
b. Tidak ada norma yang mengatur 
cara diversi jika proses mengala-
mi jalan buntu (deadlock) dalam 
musyawarah. Apakah diversi ter- 
sebut langsung dianggap gagal 
atau ada alternatif lain, misalnya 
dengan pungutan suara. Namun 
bagaimana penentuan keberhasi-
lannya, dan bagaimana persentase 
suara dari masing-masing pihak. 
Bagaimana ketentuan musyawa- 
rah yang berhasil dalam diversi, 
apakah semua pihak harus setuju 
dengan kesepakatan, atau jika ada 
yang tidak setuju diversi pihak-pi-
hak tertentu sengaja meng-
gagalkan diversi dengan tujuan 
agar anak dimasukkan ke proses 
peradilan pidana.
c. Tidak ada ketentuan tentang 
pengertian masyarakat (dalam 
ketentuan melibatkan “tokoh 
masyarakat” dalam Pasal 10 ayat 
(1), apakah masyarakat sekitar 
tempat tindak pidana terjadi, atau 
masyarakat tempat pelaku bera- 
sal, atau masyarakat tempat 
korban berasal, atau masyarakat 
merupakan orang-orang yang 
memahami tentang karakteristik 
pelaku (misalnya orang yang 
meneliti tentang tingkah laku 
yang dilakukan pelaku,a atau 
orang yang pernah melakukan 
tingkah laku yang sama dengan 
pelaku) atau korban  (misalnya 
orang yang meneliti tentang 
eksistensi korban atau orang yang 
pernah menjadi korban dalam 
tindak pidana yang sama).
d. Tidak ada ketentuan limitatif 
tentang bentuk hasil kesepakatan. 
Dalam Pasal 11 hanya diatur 
“antara lain”. Apakah boleh ada 
bentuk lain selain yang diatur 
dalam Pasal 11.  
Meskipun ada beberapa kelema- 
han, banyak juga keunggulan norma-
tif dalam UU-SPPA antara lain 
sebagai berikut.
a. Memberikan peluang pada anak, 
korban dan masyarakat untuk 
melakukan diversi dalam rangka 
memulihkan keadaan, tanpa meli-
batkan anak dalam proses per- 
adilan pidana.
b. Menggunakan Paradigma keadi- 
lan restoratif, yang tercermin 
dalam diversi maupun sistem 
peradilan pidana (sampai dengan 
pembimbingan klien oleh 
BAPAS).
c. Memuat banyak jenis pidana dan 
tindakan yang memungkinkan 
hakim menjatuhkan jenis dan 
beratnya sanksi sesuai dengan 
pendekatan keadilan restoratif.
d. Mengatur kerangka penannagan 
anak yang berkonflik dengan 
hukum, mulai dari diversi sampai 
pada pengawasan dan pembim- 
bingan sehingga menjamin kepas-
tian hukum dan dapat digunakan 
sebagai dasar pembuatan peta 
jalan (roadmap) dalam pencipta-
an keadilan restoratif.
e. Pelibatan banyak lembaga peme- 
rintah, lembaga kemasyarakatan, 
ahli, dan individu dalam sistem 
peradilan pidana.
Berkaitan dengan pelaksanaan 
diversi, ada beberapa permasalahan 
yang perlu mendapat pemecahan, 
secara yuridis maupun praktis antara 
lain sebagai berikut.
a. Belum ada Peraturan pemerintah 
tentang Diversi, padahal UU-SP-
PA dilaksanakan tanggal 1 Juli 
2014.  Jika tidak ada PP, maka 
para penegak hukum akan meng-
gunakan peraturan yang ada.  
Apakah peraturan yang ada sudah 
mencerminkan filosofi UU-SP-
PA.
b. Apakah catatan hasil diversi 
bersifat online dan terintegrasi 
antara kepolisian, kejaksaan, dan 
pengadilan? Jika tidak, bagaima-
na jika rekam jejak anak tidak 
terekam maka memungkinkan 
seorang anak di-diversi lebih dari 
1 (satu) kali.
c. Apakah BAPAS mampu melak-
sanakan tugas membuat Peneli-
tian Kemasyarakatan dan menga-
wasan proses pelaksanaan diver-
si.Pasal  28 mengatur bahwa Hasil 
Penelitian Kemasyarakatan wajib 
diserahkan oleh Bapas kepada 
Penyidik dalam waktu paling 
lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh 
empat) jam setelah permintaan 
penyidik diterima.  Padahal, 
jumlah Pembimbing Kema- 
syarakatan sangat sedikit, namun 
wilayah kerjanya antara 5 sampai 
7 kabupaten kota.  Misalnya 
BAPAS Jember (yang wilayahnya 
meliputi Jember, Banyuwangi, 
Bondowoso, Situbondo, dan 
sebagian Lumajang) hanya memi-
liki 11 orang pegawai.  Jumlah 
Pembimbing Kemasyarakatan 
Anak hanya 3 orang. Sarana 
transportasi milik BAPAS ada 
sangat kurang (Widodo, 2012: 
235).
d. Mampukan Bapas melakukan 
pengawasan, pembinaan, pem-
bimbingan secara profesional 
terhadap anak yang didiversi dan 
berada di luar LPKS? Jika tidak 
diawasi, bisa bertambah nakal.  
Jika tidak diawasai, anak tidak 
mendapatkan perlindungan 
hukum agar tidak mengulangi 
tindak pidana, karena tidak ada 
pendampingan atau bimbingan 
yang memadai ke arah tingkah 
laku yang baik. Bukankah anak 
yang didiversi sesungguhnya 
adalah anak yang melakukan 
tindak pidana (hanya saja tidak 
diputus oleh pengadilan, tetapi 
hanya ditetapkan oleh pengadilan 
sebagai pelaku tindak pidana 
pertama).
e. Sudah siapkah semua penegak 
hukum (termasuk advokat) dan 
pihak-pihak terkait melakukan 
musyawarah dalam rangka diver-
si, padahal proses tersebut mem-
butuhkan banyak pengetahuan 
dan keterampilan.
Berkaitan dengan permasalahan 
tersebut, para pihak harus melakukan 
beberapa langkah berikut agar diver-
si dan sistem peradilan pidana dapat 
terlaksana dan dapat mencapai 
tujuan berupa keadilan restoratif. 
a. Dalam Subtansi hukum, pemerin-
tah harus segera menerbitkan 
Peraturan Pemerintah tentang 
diversi sebagaimana diatur dalam 
Pasal 15. Setelah ada PP, maka 
pihak-pihak penegak hukum dan 
pemangku kepentingan lain (mi- 
salnya kementerian terkait) me- 
nerbitkan petunjuk pelaksanaan 
dan petunjuk teknis agar dapat 
digunakan sebagai pemandu 
diversi.  Untuk menguatkan pro- 
ses diversi, maka diperlukan pem-
buatan (atau peninjauan) nota 
kesepahaman “payung” yang 
ditindaklanjuti dengan perjanjian 
kerjasama antar-instansi.
b. Penegak Hukum dan pemangku 
kepentingan wajib melaksanakan 
sejumlah langkah, antara lain 
sebagai berikut.
1) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, advokat agar dapat 
melakukan diversi pada anak, 
karena anak mempunyai 
karakter khusus, begitu pula 
korban dan masyarakat juga 
mempunyai karakter unik. 
2) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, dan advokatagar dapat 
melakukan proses peradilan 
pidana pada anak, karena anak 
mempunyai karakter khusus 
yang harus diperhatikan, baik 
anak pelaku, anak korban, 
maupun anak saksi.  
3) Kualitas dan kuantitas Peker-
ja Sosial Profesional dan Te- 
naga Kesejahteraan Sosial 
juga perlu ditingkatkan dalam 
penanganan anak yang ber- 
konflik dengan hukum.
4) Peningkatan kemampuan 
calon petugas LPKS (sebagai 
tempat pembinaaan anak yang 
dijatuhi pidana), LPKA (tem-
pat anak yang di-diversi 
berupa pengikutsertaan dalam 
lembaga), LPAS (sebagai 
tempat penahanan anak 
semesntara), petugas pema- 
syarakatan di Blok Anak pada 
LAPAS Dewasa.
5) Peningkatan kemampuan 
pembimbing kemasyarakatan 
(dari BAPAS) dalam membuat 
Penelitian Kemasyarakatan 
(Litmas) agar lebih cepat, 
akurat, dan berkualitas (me- 
muat analisis yang proporsio- 
nal dari sisi sosiologi, psikolo-
gi, penologi, dan “ilmu ting-
kah laku” lainnya), dan 
melakukan pendampingan, 
pembimbingan, dan penga-
wasan proses diversi, dan 
pelaksanaan diversi (baik di 
dalam LPKS maupun di ma- 
syarakat). BAPAS harus mem-
berikan rekomendasi (Pasal 10 
ayat (2), pendampingan, pem-
bimbingan, dan pengawasan 
terhadap anak selama proses 
dan pelaksanaan diversi (Pasal 
14 ayat (2), laporan kegagalan 
diversi (Pasal 14 ayat (3).  
Waktu pembuatan litmas 
sangat singkat yaitu hanya 3 
hari.**
Para penegak hukum dan 
pemangku kepentingan perlu 
mendapatkan pendidikan dan pelai-
han atau bahkan pendidikan khusus 
secara bertahap dan terus-menerus 
dan masing-masing memperoleh 
sertifikat agar memenuhi standar 
minimal yang dibutuhkan pencapa-
ian keadilan restoratif.  Hal ini sama 
dengan apa yang dikemukakan 
Jonson bahwa ... facilitator style and 
role, certification, training requir-
ment’s, professional standards and 
othe issues will continue to add 
spince to the stew of co-creation ad 
individuality in the field many years 
to come (Daniel van Ness, 2007 
:223).
c. Masyarakat perlu ditingkatkan 
kepeduliannya dalam menyele-
saikan tindak pidana anak.  Pan-
dangan masyarakat terhadap 
keadilan restoratif juga perlu 
diperbaiki agar tidak ada prasang-
ka. Langkah yang dapat dilaku-
kan oleh pemerintah bersama 
pemangku kepentingan antara 
lain sebagai berikut.
1) Sosialisasi UU kepada ma- 
syarakat, terutama masyarakat 
yang rentan sebagai pelaku 
maupun korban tindak pidana 
anak.
2) Membudayakan pemikiran 
“positif” anggota masyarakat 
terhadap proses diversi di 
semua tingkatan pradilan 
pidana.  Memberikan pemaha-
man yang komprehensif terha-
dap keadilan restoratif yang 
dicapai melalui proses 
peradilan pidana.
3) Meningkatkan komitmen 
masyarakat dan pemerhati 
untuk selalu mengutamakan 
penyelesaian tindak pidana 
anak yang sesuai dengan kebu-
tuhan anak.
d. Sarana dan prasarana(termasuk 
kurikulum) sangat perlu diada-
kan, ditambah atau ditata ulang, 
antara lain sebagai berikut. 
1) Penyediaan ruangan khusus 
di Kepolisian, Kejaksaan, dan 
Pengadilan, penganggaran, 
fasilitas pendukung, data 
online yang terintegrasi (agar 
pelaporan, pendataan, pendo-
kumentasian (pengarsipan) 
data diversi mudah, cepat, dan 
murah). Hal inisangat penting 
dalam keadministrasian, 
apalagi di wilayah luar pulau 
Jawa yang geografisnya varia-
tif, dan modal tranportasinya 
terbatas).
2) Pembentukan LPKS, LPAS, 
LPKA.
3) Peninjauaan dan pembentu-
kan model pembinaan di 
LPKS, LPKA berserta kuriku-
lum, termasuk penyediaan 
fasilitas pendukungnya.
Pendidikan, Pembinaan, Pen-
dampingan dan  Pengawasan  Ter-
hadap  Anak yang Di-diversi 
Maupun yang Dijatuhi Pidana 
Atau Tindakan  Oleh Pengadilan
Sampai saat ini di LAPAS Anak 
atau LAPAS Dewasa Indonesia 
belum ada model yang sistemik 
tentang pendidikan, pembinaan, 
pendampingan, dan pengawasan 
khusus terhadap anak yang didasar-
kan pada asas individualisasi pembi-
naan (baik pembimbingan mental 
dan kerohanian maupun pembimbi- 
ngan/latihan kerja), dan asas kepen- 
tingan terbaik bagi anak. Penga-
wasan yang dilakukan oleh BAPAS 
terhadap anak yang dijatuhi pidana 
maupun tindakan juga kurang opti-
mal. Kepedulian masyarakat dan 
organisasi kemasyarakatan terhadap 
anak yang melakukan tindak pidana 
juga belum optimal.  Berdasarkan 
fakta tersebut, maka pola penga-
wasan dapat dilakukan oleh para 
pihak sebagai berikut.
a. Anak yang didiversi sudah me- 
ngalami masalah kelakuan, 
karena itu pembinaannya dapat 
dilakukan oleh bagian Bimbingan 
dan Konseling (jika sekolah), 
pimpinan lembaga pendidikan 
non-formal (jika menempun 
pendidikan non formal), orang tua 
atau wali atau perorangan lain 
(jika dikembalikan ke orang 
tua/wali atau diserahkan kepada 
perorangan), kepala organisasi 
kemasyarakatan (jika diserahkan 
ke organisasi kemasyarakatan), 
kepala desa/lurah (jika tidak ada 
pembina).
b. Anak yang dimasukkan ke LPKS, 
LPKA dibimbing oleh petugas 
khusus yang ada dalam lembaga 
tersebut.
c. Pembimbing Kemasyarakatan di 
BAPAS, sesuai dengan bidang 
tugasnya.
Namun, para pembina dan petu-
gas, pengawas tersebut harus dibuat-
kan pola atau model atau sistem yang 
dapat dipedomani berdasarka Pera-
turan Pememrintah (PP) dan peratu- 
ran menteri atau lembaga pemerintah 
yang terkait dengan penanganan 
anak yang berkonflik dengan hukum 
(pelaku), dan anak yang berhadapan 
dengan hukum (anak saksi dan anak 
korban).  Khusus pada anak pelaku, 
pembentukan model pendidikan, 
pembinaan, pendampingan tersebut 
harus didasarkan ada karakteristik 
unik dari masing-masing anak, 
sehingga harus mengutamakan 
model individualisasi pembinaan dan 
berbasis pada kebutuhan anak. 
Karena itu, pemerintah perlu mem-
buat model khusus tentang penga-
wasan, pembinaan, dan pendampin-
gan anak yang berkonflik dengan 
hukum, baik di-diversi maupun 
dijatuhi pidana (straf)atau tinda-
kan(maatregels).
Simpulan
1. Diversi pada perkara anak perlu 
dilakukan oleh penegak hukum 
secara terukur dan legal berdasar-
kan UU Sistem Peradilan Anak 
dalam rangka melindungi anak, 
anak korban dan kepentingan 
masyarakat secara proporsional.  
2. Kelemahan pelaksanaan peradilan 
pidana anak, kekurangmampuan 
LAPAS, LAPAS Anak, dan 
Organisasi Kemasyarakatan da- 
lam membina anak yang berkon- 
flik dengan hukum selama ini 
memicu lahirnya diversi.  Keber-
hasilan diversi pada anak di 
beberapa negara menjadi sema- 
ngat tersendiri bagi pembuat UU 
untuk membentuk lembaga diver-
si secara legal. 
3. Konsekuensi dari diversi pada 
anak, para pihak yang terlibat 
dalam proses dan pasca-diversi 
wajib menjamin kepentingan 
terbaik bagi anak dan korban.  
Karena itu, pendidikan, pembi-
naan, pendampingan dan penga-
wasan anak yang berkonflik 
dengan hukum (baik yang disele-
saikan dengan diversi maupun 
yang diadili melalui sistem 
peradilan pidana) wajib dilak-
sanakan secara sistemik berdasar-
kan asas kepentingan terbaik bagi 
anak tanpa mengabaikan kepen- 
tingan korban dan masyarakat.
4. Konsekuensi yuridisnya,Peratu- 
ran Pemerintah Republik Indone-
sia  Nomor 65 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pelaksanaan 
Diversi dan Penanganan Anak 
yang Belum Berumur 12 (Dua 
Belas) Tahun perlu ditindaklanjuti 
dengan peraturan internal di 
kalangan Polri, BAPAS, dan 
instansi terkait sebagai standar 
prosedur operasional di lembaga 
yang terlibat dalam proses diver-
si, termasuk lembaga pelaksana 
dan pengawas putusan diversi 
dalam rangka impementasi kebi-
jakan diversi anak di Indonesia.
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Pendahuluan
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum harus didasarkan 
pada kepentingan terbaik bagi anak. 
Pengertian frasa “terbaik bagi anak” 
terkait dengan sifat anak, baik fisik, 
psikis, maupun sosial sehingga 
kepentingan anak satu dengan lain- 
nya tidak harus sama. A definition of 
the child’s best interests cannot 
accommodate the diverse nature of 
the interests appropriate for a partic-
ular child, from a particular back-
ground and at a particular time of 
development. (Sifris at.all 2014). 
Pengutamaan kepentingan terbaik 
bagi anakini juga didasarkan pada 
asas umum perlindungan anak 
sebagaimana diatur dalam konvensi 
anak, bahwa 
The best interests of the child 
shall be a primary consideration 
in all actions affecting children. 
(The 1989 Convention on the 
Rights of the Child).The term 
“best interests” broadly 
describes the well-being of a 
child. Such well-being is deter-
mined by a variety of individual 
circumstances, such as the age, 
the level of maturity of the child, 
the presence or absence of 
parents, the childs environment 
and experiences.(UNHCR Guide-
lines, 2008).
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum tidak harus menggu-
nakan sarana nonpenal (misalnya 
diversi) atau menggunakan hukum 
pidana (sarana penal).  Namun, ke- 
duanya dapat dilakukan secara 
berurutan, yaitu mengutamakan 
diversi (jika memenuhi persyaratan 
diversi), dan jika upaya tersebut 
gagal maka akan diberlakukan 
sistem peradilan pidana bagi 
anak.Hal ini sesuai dengan pendapat 
bahwa the major goal of the first 
juvenile courts, established at the 
turn of the century, was to provide an 
alternative to, and thereby divert 
youth from, the criminal court(Albert 
L. Robert (Edit), 2008 : 184).
Secara umum, pemberlakuan-
sistem peradilan pidana untuk 
penyelesaian perkara pidana dapat 
berdampak buruk bagi anak, teruta-
ma pemberian “stigma jahat” pada 
anak (stigmatisasi atau labelisasi), 
dan terjadinya pembiasaan kebia- 
saan-kebiasan buruk di LAPAS yang 
kemudian dipraktikkan lagi oleh 
anak ke luar LAPAS Anak (prisoni-
sasi), bahkan pengulangan tindak 
pidana yang lebih serius akibatnya. 
Salah satu penyebabnya adalah 
adanya kontak langsung dengan 
penegak hukum yang dapat membuat 
anak frustrasi.  Jika perkaranya 
sudah diputus oleh pengadilanpun, 
mungkin akan menjadi stigma bagi 
anak pelaku tindak pidana.  Karena 
itu, para ahli di bidang psikologi, 
hukum, etimologi kriminal, krimi-
nologi, pendidikan, dan penologi 
selalu mencari jalan terbaik bagi 
anak, korban, dan kepentingan ma- 
syarakat.  Akhirnya, para ahli mewa-
canakan pendekatan keadilan resto- 
ratif sebagai alternatif pemikiran 
untuk mengurangi kelemahan teori 
pemidanaan retributif, teori prevensi 
maupun teori gabungan.
Keadilan restoratif merupakan 
suatu ide dan gerakan yang me- 
ngedepankan keadilan dalam pers-
pektif pelaku dan keluarganya, 
korban dan keluarganya, masyarakat, 
dan pemangku kepentingan dalam 
rangka pemulihan keadaan masing- 
masing.  Karena itu, konsepsi pemi- 
kiran keadilan restoratif (restorative 
justice) menjadi salah satu upaya 
menjauhkan anak dari sistem per- 
adilan pidana yang tidak perlu.  
Pendekatan ini mengutamakan pe- 
nyelesaian tindak pidana di luar 
peradilan pidana.  Pendekatan terse-
but bukan hanya pada anak, melain- 
kan juga pada orang dewasa (misal- 
nya pencurian ringan, penggelapan 
ringan, perbuatan curang (penipuan) 
ringan) maupun anak-anak.  Bahkan 
di beberapa negara maju, korporasi 
yang melakukan tindak pidana dapat 
juga diselesaikan dengan pendekatan 
keadilan restoratif.
Keadilan restoratif adalah cara-
menanggapi perilaku criminal 
dengan cara menyeimbangkan antara 
kebutuhan masyarakat, dengan 
korban danpelaku. Ini merupakan 
konsep yang terus berkembangdan 
dapat menimbulkan interpretasi yang 
berbeda di negara yang berbeda.
Restorative justice is a way of 
responding to criminal behaviour 
by balancing the needs of the 
community, the victims and the 
offenders. It is an evolving 
concept that has given rise to 
different interpretation in differ-
ent countries, one around which 
there is not always a perfect 
consensus.(United Nations, 2006: 
6).
Berkaitan dengan konsep 
keadilan restoratif dalam perkara 
pidana yang dilakukan oleh anak, 
menurut Pasal 1 angka 6 Undang- 
Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 
Sistem Peradilan Pidana  Anak (LN 
Tahun  2012  Nomor  153, TLN 
Nomor  5332), pengertian keadilan 
restoratif adalah penyelesaian perka-
ra tindak pidana dengan melibatkan 
pelaku, korban, keluarga pelaku/kor-
ban, dan pihak lain yang terkait 
untuk bersama-sama mencari 
penyelesaian yang adil dengan 
menekankan pemulihan kembali 
pada keadaan semula, dan bukan 
pembalasan.
Praktik di beberapa negara, 
keadilan restroratif disebut dengan 
berbagai istilah. Ada pihak yang 
menggunakan istilah"keadilan 
komunitarian", "memperbaiki 
kesalahan", "Keadilan positif", 
"keadilan relasional", "keadilan 
reparatif", "keadilan masyarakat" 
untuk menyebut "keadilan restorat-
if". Namun, demikian ada kesamaan 
pemahaman bahwa keadilan 
restoratif dibangun berdasarkan 
konsep penyeimbangan kepentingan 
dan kebutuhan pada tiga pihak, yaitu 
pelaku, korban, dan masyarakat. Hal 
ini terungkap dari penjelasan beri-
kut.
Also, because of the difficulties in 
precisely translating the concept 
into different languages, a variety 
of terminologies are often used. 
There are many terms that are 
used to describe the restorative 
justicemovement. These include 
“communitarian justice”, “ma- 
king amends”,“positive justice”, 
“relational justice”, “reparative 
justice”, “communityjustice” and 
“restorative justice”, among 
others.(United Nations, 2006:6)
Berkaitan dengan keadilan 
restoratif, dalam UU-SPPA diatur 
tentang diversi. Pengertian diversi 
adalah pengalihan penyelesaian 
perkara Anak dari proses peradilan 
pidana ke proses di luar peradilan 
pidana.Jika kedua konsep tersebut 
dihubungkan, maka keadilan 
restoratif adalah tujuan yang ingin 
dicapai, sedangkan diversi adalah 
salah satu proses mencapai keadilan 
tersebut.Keadilan restoratif dapat 
dicapai melalui diversi maupun 
non-diversi, yaitu memproses anak 
pelaku tindak pidana dalam sistem 
peradilan pidana. Dengan demikian, 
melalui sistem peradilan pidanapun 
dapat dicapai keadilan restoratif. 
Misalnya dengan menjatuhkan 
pidana atau tindakan yang sesuai 
dengan kebutuhan pelaku, korban, 
dan masyarakat.Karena itu, dalam 
UU-SPPA disediakan banyak jenis 
sanksi dan tindakan agar hakim 
dapat memilih jenis pidana (straf) 
atau tindakan (maatregel) yang 
sesuai dengan kebutuhan pelaku, 
korban dan masyarakat agar keadilan 
restoratif tercapai.
Sampai saat ini, diversi pada 
perkara anak di tahap penyidikan 
sudah sering dilakukan berdasarkan 
Peraturan internal di Kepolisian 
Negara Republik Indonesia.  Banyak 
pendapat yang setuju dan yang tidak 
setuju atas upaya Polri untuk 
menyelesaikan perkara pidana anak 
di luar hukum pidana.  Namun, saat 
ini sudah terbit Undang-Undang No. 
11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (selanjutnya 
disingkat UU-SPPA), yang sudah 
diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 
2014 sehingga setiap orang wajib 
setuju dan menaatinya.  Jika UU 
tersebut diberlakukan, banyak 
sub-sistem atau sistem yang berubah, 
misalnya sub-sistem: diversi oleh 
polisi, jaksa, dan hakim; pencatatan 
dan pengarsipan pada lembaga 
pelaksana UU-SPPA; sistem pembi-
naan dan pembimbingan anak di 
Lembaga Penempatan Anak Semen-
tara (LPAS), Lembaga Penyelengga-
ra Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA). Selain itu, banyak juga 
sarana dan prasarana yang disiapkan, 
termasuk kaulitas dan kuantitas sum-
berdaya manusia (misalnya polisi, 
jaksa, hakim, pembimbing kema- 
syarakatan, petugas pemasyarakatan, 
relawan sosial).
Jika pemerintah dan para pihak 
terkait serta para pemangku kepen- 
tingan (stakehoders) tidak segera 
melakukan persiapan atas pember-
lakuan UU-SPPA tidak segera 
disiapkan, UU-SPPA akan hanya 
menjadi norma yang bersifat 
“semantik” (indah dalam bahasa) 
dan tidak banyak melakukan peruba-
han substansi sistem peradilan 
pidana anak sehingga tidak ada 
bedanya dengan saat berlakunya UU 
No. 3 Tahun 1997 tentang Penga-
dilan Anak.
Berdasarkan pemikiran tersebut, 
penulis melakukan pengajian terha-
dap 3 (tiga) permasalahan, yaitu 
apakah urgensi diversi dalam pena- 
nganan perkara anak;bagaimana 
kesiapan para pihak yang terlibat 
dalam diversi perkara anak;serta 
bagaimana model pendidikan, pem-
binaan, pendampingan, dan penga-
wasan anak yang di-diversi maupun 
anak yang dijatuhi pidana (straf) atau 
tindakan(maatregel).  Kajian ini 
akan menghasilkan analisis tentang 
substansi keadilan restoratif dalam 
kaitannya dengan diversi, dan anali-
sis kemampuan yang ada di ma- 
sing-masing pemangku kepentingan 
yang berkaitan dengan sistem per- 
adilan pidana. Akhirnya, Hasil kajian 
ini dapat dimanfaatkan oleh pihak- 
pihak terkait untuk menyiapkan sum-
berdaya, sumberdana dan sistem 
kinerja dalam rangka menciptakan 
keadilan restoratif dalam perkara 
anak di Indonesia.  
Urgensi Penerapan  Diversidalam 
Penanganan  Perkara Anak
Secara teoretik, ada keterkaitan 
antara asas atau kebijakan dikresi 
(discretion), diversi (Diversion) dan 
keadilan restoratif (Restorative 
Justice).Saut P.Panjaitan mengemu-
kakan bahwa diskresi (pouvoir 
discretionnaire, bahasa Perancis) 
ataupun Freies Ermessen (bahasa 
Jerman) merupakan suatu bentuk 
penyimpangan terhadap asas legali-
tas dalam pengertian wet matigheid 
van bestuur, jadi merupakan ”keke- 
cualian” dari asas legalitas. Menurut 
Muchsan, dasar pijakan diskresi ada 
2 (dua) yaitu: Dasar Hukum/Yuridis, 
yaitu menyangkut ketentuan formal; 
dan Dasar Kebijakan, yaitu me- 
nyangkut manfaat. (Simamora, 
2014).
Diversi adalah penyelesaian per- 
kara pidana menggunakan jalur di 
luar hukum pidana. Sedangkan 
pengertian keadilan restoratif adalah 
ide keadilan yang didasarkan pada 
kesepakatan antar-para pihak yang 
terkait dengan tindak pidana untuk 
mencari solusi untuk pemulihan 
keadaan sebagaimana belum terjadi 
tindak pidana dan bahkan menja- 
dikan semua pihak lebih baik.  
Keadilan Restoratif didasarkan pada 
5 prinsip dalam pemikiran berikut. 
Five Principles of Restorative 
Justice
a. Focuses on harms and conse-
quent needs (victims', but also 
communities' and offenders').
b. Addresses obligations resulting 
from those harms (offenders' but 
also families', communities' and 
society's).
c. Uses inclusive, collaborative 
processes.
d. Involves those with a legitimate 
stake in the situation (victims, 
offenders, families, community 
members, society).
e. Seeks to put right thewrongs 233 
(Dowd, 2015: 233)
Dengan demikian, dalam konteks 
bahasan ini dapat dipahami bahwa 
diversi dalam perkara anak lahir 
karena adanya asas diskresi yang 
dimiliki oleh pihak yang berwenang 
(Penyidik, Jaksa, dan Hakim) dalam 
rangka mencapai keadilan restoratif.  
Salah satu bentuk diskresi adalah 
memberikan kewenangan kepada 
Penyidik, Jaksa, dan Hakim untuk 
melakukan diversi terhadap anak 
yang berhadapan dengan hukum. 
Pengertian keadilan restoratif 
adalah a form of conflict resolution 
and seeks to make it clear to the 
offender that the behaviour is not 
condoned, at the same time as being 
supportive and respectful of the indi-
vidual.(Morison, 2001: 194). Pihak 
yang diharapkan memperoleh kea- 
dilan restoratif adalah pelaku dan 
korban, serta pihak-pihak yang 
terkait. Dalam konteks pemidanaan, 
pendekatan keadilan restoratif seja- 
lan dnegan model keseimbangan 
Kepentingan (Muladi, 1995:5). Ka- 
rena itu, asas daad-dader-slachtof-
fer-Strafrecht mestinya mulai diim-
plementasikan dalam hukum pidana 
(Arief Amrulah, 2008).
Keadilan restoratif dapat diterap-
kan pada seluruh proses penegakan 
hukum pidana, tidak hanya pada satu 
proses saja, misalnya pada penyi- 
dikan atau penuntutan atau peradilan. 
Hal ini didasarkan pada prinsip 
keadilan restoratif masuk pada suatu 
sistem hukum pidana sehingga 
penerapannya ada pada setiap pro- 
sesnya dan juga tiap penegak hukum 
mempunyai kewenangan untuk me- 
nerapkannya. Keadilan restoratif 
bukan merupakan asas melainkan 
filsafat yaitu filsafat dalam proses 
peradilan dan juga filsafat keadilan. 
Keadilan restoratif dapat dikatakan 
sebagai filsafat peradilan, karena-
merupakan dasar dalam penyusunan 
lembaga peradilan. Dengan demiki-
an, dapat diartikan bahwa keadilan 
restoratif adalah suatu rangkaian 
proses peradilan yang pada dasarnya 
bertujuan untuk me-restore (memu- 
lihkan kembali) kerugian yang dide- 
rita oleh korban kejahatan, (Mudza-
kir, 2008). masyarakat, dan para 
pihak terkait.
Pendekatan keadilan restoratif 
(restorative justice approach) diawa-
li dari praktik di beberapa negara 
misalnya Kanada, Australia, New 
Zealand, dan Inggris. Sejarah per- 
kembangan hukum modern dalam 
penerapan restorative justice diawali 
dari pelaksanaan sebuah program 
penyelesaian di luar pengadilan 
konvensional yang dilakukan oleh 
masyarakat yang disebut dengan 
victim-offender mediation tahun 
1970-an di Kanada (Morris dan 
Maxwelle, 21: 4). Pendekatan 
keadilan restoratif merupakan per- 
kembangan terakhir dari paradigma 
peradilan pidana, yaitu diawali 
dengan retributive justice, dilanjut-
kan dengan rehabilitative justice, 
kemudian ada alternative justice, 
kemudian diperbaiki lagi dengan 
transitional justice, danakhirnya 
digantikan oleh restorative justice.
Berdasarkan sejarah di beberapa 
negara, pelaksanaan Diversi pada 
awalnya gagal di Amerika, tetapi 
berhasil di Belanda, Denmark, Italia, 
Jerman, Perancis, pada tahun 
1969(Marlina, 2010:4) kemudian 
diperbaiki sistemnya yang akhirnya 
sukses di beberapa negara dalam 
penyelesaian tindak pidana tertentu 
dan pelaku-pelaku tertentu.
Meskipun tidak ada kesepakatan 
tentang pengertian keadilan restora- 
tif, namun mayoritas definisi 
berfokus pada proses yang melibat-
kan semua pihak yang berkepenti- 
ngan untuk menyelesaikan pelang-
garan hukum dan bertujuan memper-
baiki kerugian yang disebabkan oleh 
pelanggaran tersebut.  Hal ini 
terungkap dalam pernyataan berikut. 
There is no agreed definition of 
restorative justice processes. A 
number of definitions have been 
suggested, most of which focus on a 
process which involves all those 
affected by an offence and aims to 
repair the harm caused by the 
offending(Widodo 2014). Berdasar-
kan pemikiran tersebut dapat dipaha-
mi bahwa akar filsafat keadilan 
restoratif adalah konsepsi keadilan 
untuk semua (justice for all), yaitu 
pelibatan pelaku, korban, dan ma- 
syarakat berdasarkan musyawarah 
dalam rangka merestorasi keadaan 
secara manusiawi.
Secara teoretis, sistem peradilan 
pidana anak di Indonesia wajib 
mengutamakan kepentingan yang 
terbaik bagi anak dan berupaya me- 
ngurangi penyelesaian perkara anak 
di pengadilan pidana, dan jika 
terpaksa dipidana penjara, maka 
pidana tersebut hanya dilakukan 
sebagai upaya terakhir dan dalam 
waktu yang singkat. Hal ini dapat 
diketahui dari beberapa instrumen 
internasional, antara lain United 
Nations Standard Minimum Rules for 
the Administration of Juvenile 
Justice (Beijing Rules), United 
Nations Standard Minimum Rules for 
Non-Custodial Measures 1990 
(Tokyo Rules), United Nations 
Guidelines for the Prevention of 
Juvenile Delinquency (Riyadh 
Guidelines), dan United Nations 
Rules for the Protection of Juveniles 
Deprived of Their Liberty (1990). 
Menurut Wardaya dan Retnaningrum 
bahwa, kesadaran masyarakat bahwa 
anak-anak pelaku tindak pidana 
perlu diperlakukan khusus tidak 
sebagaimana orang dewasa baru 
disadari sejak penyelenggaraan 
peradilan anak kali pertama di 
Chicago pada 1889 (Wardaya dan 
Retnaningrum, 2011).
Urgensi pelaksaan diversi pada 
perkara anak didasari pada 
pemikiran berikut. Saat ini ada 
pergeseran filsafat pemidanaan dari 
awalnya yang bersifat restitutif 
(pembalasan) kemudian ditandingi 
menjadi teori prevensi (tujuan), 
kemudian muncul teori gabungan, 
(Widodo, 2009 :24) dan akhirnya 
berkembang pemikiran keadilan 
restoratif yang mengutamakan 
pemulihan. Pendekatan restoratif 
merupakan paradigma baru dalam 
pemidanaan yang berbeda dengan 
pendekatan keadilan retributif, baik 
konsep, orientasi, tujuan maupun 
mekanisme pencapaiannya.  Keadi- 
lan retributif lahir sebagai reaksi 
terhadap beberapa kelemahan pen- 
dekatan keadilan retributif. Resto- 
rative justice is different from the 
retributive and rehabilitation 
approaches in that it focuses prima- 
rily on the needs of the victim, not 
just the offender. It’s a powerful tool 
that can have very real, positive 
results(Marshal,2014).Pendekatan 
keadilan restoratif ini sangat positif 
dan berbeda dengan restribusi dan 
rehabilitasi yang hanya terbatas teru-
tama pada perlindungan korban, 
bukan pada pelaku.
Keadilan restoratif merupakan 
reaksi masyarakat global yang dapat 
digunakan sebagai pelengkap dari 
sistem peradilan pidana yang selama 
ini banyak yang menggunakan 
pendekatan keadilan tradisional.Hal 
ini dikemukakan oleh Mark S. Um- 
breit and Marilyn Peterson Armour 
bahwa, restorative justice is viewed 
as complementary to the criminal 
justice system because it attends to 
issues that the traditional system 
neglects. Regardless of the position 
taken, the vision of restorative justice 
is grounded in values that are reso-
nating with an increasingly broad 
range of individuals and communi-
ties throughout the world, presenting 
many opportunities for new and 
widened impact (Umbreit dan 
Armour,2004:82). Diversi adalah 
salah satu bentuk penyelesaian per- 
kara pidana dalam rangka penca- 
paian keadilan restoratif.  Bentuk 
lain- nya, misalnya rekonsiliasi 
antara pelaku dengan korban, konfe- 
rensi keluarga dan masyarakat, 
upaya perdamaian dalam ma- 
syarakat.  Hal ini selaras dengan 
pemikiran Strickland, bahwa
More specific technique associa- 
ted with restorative justice, 
include diversion, victim-offender 
reconciliation, victim impact 
panel, victim-offender statements, 
family or communiuty conferen- 
cing, community peace-making or 
centencing cyrcles, reintegrative 
shamming, and prisoneers assis-
tence program(Stickland, 2004 
:9).
Keadilan restoratif sebenarnya 
bukan merupakan budaya baru bagi 
bangsa Indonesia, namun karena 
dalam masa penjajahan hukum adat 
banyak ditinggalkan dan diganti 
dengan hukum barat, maka keadilan 
restoratif dimarginalkan. Setelah 
ketentuan ketentuan dan sistem 
hukum barat diragukan efektivitas 
dan efisiensinya dalam penyelesaian 
perkara pidana yang adil, banyak 
pihak mengintrodusi dan melak-
sanakan keadilan restoratif.  Dengan 
demikian, konsep keadilan restoratif 
bukan lahir lebih dahulu, tetapi 
sudah ada dan dilaksanakan di ma- 
syarakat kemudian ditinggalkan, dan 
saat ini digunakan lagi.   Buktinya, 
dalam hukum pidana Majapahit 
dikenal istilah “pati bajampi” yaitu 
sebagai uang pengganti obat yang 
diberikan kepada korban, rekonsi- 
lisasi antar-kepala adat yang ditandai 
dengan upaya adat di sejumlah 
wilayah Indonesia.
Pendoronglahirnya diversi pada 
perkara anak di Indonesia antara lain 
dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Terjadi labelisasi pada anak yang 
pernah diproses oleh penegak hu- 
kum berdasarkan hukum pidana 
anak.  Bahkan pada beberapa 
kasus, dalam LAPAS Anak terjadi 
prisonisasi (Widodo, 2012 : 21).
b. Pihak LAPAS Anak, LAPAS dan 
RUTAN Dewasa yang di dalam 
nya ada blok khusus Anak, belum 
semuanya mempunyai kemam-
puan yang memadai untuk pembi-
naan dan pembimbingan anak.Se-
lain itu, anak berisiko terkena 
“prisonisasi” di dalam lembaga 
tersebut.  Karena itu, perlu ada 
langkah meminimalisasi prisoni-
sasi dengan cara menghindarkan 
anak dari institusionalisasidi 
Rutan atau LAPAS.
c. Ada keinginan serius dari para 
pihak untuk mengurangi atau 
bahkan menghilangkan dampak 
negatif dari proses peradilan 
pidana bagi anak. Hal ini didasar-
kan pada data bahwa dalam tahap 
penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di pengadilan, hak- 
hak anak (pelaku) ada yang 
terlanggar, misalnya anak tidak 
dapat sekolah karena ditahan di 
RUTAN dan LAPAS.
d. Selama proses peradilan, pihak 
korban dan masyarakat belum 
mendapatkan restitusi (pemuli-
han) secara memadai sehingga 
putusan pengadilan sering diang-
gap belum mencerminkan keadi- 
lan bagi korban dan masyarakat.  
Hal ini terjadi karena keadilan 
sering ditafsirkan oleh orang 
sebagai keadilan terhadap pelaku 
saja, bukan pada korban dan ma- 
syarakat.
e. Beberapa putusan pengadilan 
kadang belum menunjukkan ke- 
berpihakan negara pada anak, 
anak korban, dan masyarakat.  
Mayoritas putusan pengadilan 
anak adalah penjatuhan pidana, 
dan jenisnya pidana penjara 
(Widodo, 2012:14).
f. Penegak hukum dan para pihak 
yang terkait belum terbiasa me- 
lakukan diversi pada anak yang 
berkonflik dengan hukum secara 
melembaga, bahkan budaya ma- 
syarakat menghendaki agar 
penyelesaian perkara anak lebih 
suka pengunaan jalur litigasi 
dibandingkan dengan jalur litiga- 
si. Beberapa anggota masyarakat 
bahkan sering menganggap diver-
si pada perkara anak yang dilaku-
kan oleh Polri merupakan upaya 
membela pihak tertentu (terutama 
membela pelaku), sehingga perlu 
ada klarifikasi yuridis.
g. Perlunya dasar hukum diversi 
yang jelas dalam peraturan perun-
dang-undangan (lex certa) yang 
dapat digunakan anak oleh polisi, 
jaksa, dan hakim agar tidak terjadi 
salah sangka dalam masyarakat. 
Sebelum ada UU Sistem 
Peradilan Anak, dasar hukum 
diversi di kepolisian adalah pada 
kebijakan diskresi (discretion) 
yang kemudian dituangkan dalam 
dasar hukum dari Kapolri untuk 
lingkungan Polri atau kesepaka-
tan-kesepakatan tertulis lain 
antar-penegak hukum atau antara 
Polri dengan Kementerian lain.  
Menakar Kemampuan Para Pe- 
mangku Kepentingan( Stake Hol- 
ders)dalam Melaksanakan Diversi 
Perkara  Anak Berdasarkan UU- 
SPPA.
Sejak diterbitkan UU-SPPA, pada 
semua tingkatan proses peradilan 
pidana (penyidikan, penuntutan, 
pemeriksanaan di pengadilan), terbu-
ka peluang polisi, jaksa, dan hakim 
untuk melakukan diversi.  Bahkan, 
sebelum ada putusan Mahkamah 
Konstitusi tahun 2013, diversi me- 
rupakan langkah wajib yang 
bersanksi pidana bagi polisi, jaksa, 
hakim sebelum menerapkan ketentu-
an hukum acara pidana.  Saat ini 
meskipun polisi, jaksa, dan hakim 
tidak melakukan diversi tidak dapat 
dipidana. Ketentuan diversi tersebut 
memberi harapan positif  bagi 
pencari keadilan dan penegak hukum 
untuk melaksanakan penyelesaian 
perkara tindak pidana anak sesuai 
dengan karakteristik anak tanpa 
mengabaikan kepentingan korban 
dan masyarakat. 
Dengan demikian, dalam pena- 
nganan anak yang berkonflik dengan 
hukum, diversi dalam perkara anak 
dilakukan oleh Polisi, Jaksa, dan 
Hakim sesuai dengan kewenangan- 
nya dalam acara pidana.  Jika diversi 
gagal maka proses peradilan pidana 
dalam maing-masing tingkatan akan 
diberlakukan dengan puncak proses 
berupa putusan pengadilan. 
Sebelum proses polisi, jaksa, dan 
hakim melakukan diversi, harus 
dipastikan dahulu bahwa persyaratan 
perkara yang dapat didiversi 
memenuhi persyaratan objektif dan 
subjektif sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7 ayat (2).  Persyaratan objek-
tif, yaitu bahwa perkara tindak 
pidana yang akan diproses Diversi 
adalah pelaku tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara di 
bawah 7 (tujuh) tahun.  Persyaratan 
subjektif adalah anak tersebut bukan 
merupakan melakukan pengulangan 
tindak pidana.Dalam UU-SPPA 
tersebut dijalelaskan tentang penger-
tian pengulangan tindak pidana, 
bahwa pengulangan tindak pidana 
dalam ketentuan ini merupakan 
tindak pidana yang dilakukan oleh 
Anak, baik tindak pidana sejenis 
maupun tidak sejenis, termasuk 
tindak pidana yang diselesaikan 
melalui Diversi.
Dalam penjelasan tersebut tidak 
ada jangka waktunya berapa lama 
antara tindak pertama yang pertama 
dengan yang kedua atau selanjutnya. 
Karena itu, UU-SPPA merupakan 
kekhususan dalam hukum pidana 
sehingga dapat menyimpangi keten-
tuan KUHP tentang jangka waktu 
agar dapat dikategorikan melakukan 
pengulangan tindak pidana. Jika 
persyaratan tersebut dipenuhi, maka 
Polisi, Jaksa dan Hakim wajib 
melakukan Diversi. Jika diversi 
sudah dicapai, maka hasil kesepaka-
tan dijadikan dasar Penetapan Ketua 
Pengadilan.
Dalam melaksanakan Diversi, 
penegak hukum wajib menggunakan 
asas sebagaimana diatur dalam Pasal 
2, yaitu pelindungan; keadilan; 
nondiskriminasi; kepentingan ter- 
baik bagi Anak; penghargaan terha-
dap pendapat Anak; kelangsungan 
hidup dan tumbuh kembang Anak; 
pembinaan dan pembimbingan 
Anak; proporsional;  perampasan 
kemerdekaan dan pemidanaan se- 
bagai upaya terakhir; dan penghinda-
ran pembalasan. 
Diversi oleh Hakim Anak di 
Pengadilan Negeri dapat dilakukan 
di ruang mediasi (Pasal 52 ayat (4)).-
Proses Diversi dilakukan dengan 
teknik musyawarah (Pasal 8 ayat 
(1)).Pihak yang wajib dilibatkan 
dalam Diversi adalah Anak dan 
orang tua/walinya, korban dan/atau 
orang tua/Walinya, Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial 
Profesional (Pasal 8 ayat (1)).Selain 
itu dapat pula ditambah dengan 
Tenaga Kesejahteraan Sosial, 
dan/atau masyarakat (ayat (2)). Para 
pihak yang bersengketa dapat 
diwakili oleh kuasanya dengan surat 
kuasa khusus, baik oleh advokat 
maupun orang lain yang dipercaya. 
Pihak ketiga di yang ditentukan oleh 
UU dapat turut serta dan mengga-
bungkan diri dalam proses musya- 
warah, apabila terdapat unsur 
kepentingan yang terkait dan keturut 
sertaannya disepakati oleh pihak 
pelaku dan korban serta disetujui 
oleh Hakim yang memimpin musya- 
warah.
Berdasarkan Pasal 9, ditentukan 
bahwa Penyidik, Penuntut Umum, 
dan Hakim dalam melakukan Diversi 
harus mempertimbangkan: a).kate-
gori tindak pidana; b)  umur Anak; c) 
hasil penelitian kemasyarakatan dari 
Bapas; dan d) dukungan lingkungan 
keluarga dan masyarakat. Kesepaka-
tan Diversi tersebut harus mendapat-
kan persetujuan korban dan/atau 
keluarga Anak Korban serta kese-
diaan Anak dan keluarganya, kecuali 
untuk: a)  tindak pidana yang berupa 
pelanggaran;  b) tindak pidana 
ringan; c) tindak pidana tanpa 
korban; atau d) nilai kerugian korban 
tidak lebih dari nilai upah minimum 
provinsi setempat.
Hasil kesepakatan Diversi dapat 
berbentuk, antara lain: a)  perda-
maian dengan atau tanpa ganti keru-
gian; b)  penyerahan kembali kepada 
orang tua/Wali;  c)  keikutsertaan 
dalam pendidikan atau pelatihan di 
lembaga pendidikan atau LPKS 
paling lama 3 (tiga) bulan; atau d)  
pelayanan masyarakat.  Khusus di- 
versi terhadap pelaku a)  tindak 
pidana yang berupa pelanggaran;  b) 
tindak pidana ringan; c) tindak 
pidana tanpa korban; atau d) nilai 
kerugian korban tidak lebih dari nilai 
upah minimum provinsi setempat-
dapat dilakukan oleh penyidik bersa-
ma pelaku dan/atau keluarganya, 
Pembimbing Kemasyarakatan, serta 
dapat melibatkan tokoh masyarakat.
Diversiyangdilakukan oleh Pe- 
nyidik atas rekomendasi Pembimb-
ing Kemasyarakatan dapat berben-
tuk: a) pengembalian kerugian dalam 
hal ada korban; b) rehabilitasi medis 
dan psikososial; c) penyerahan kem-
bali kepada orang tua/Wali;  d) keikut 
sertaan dalam pendidikan atau pelati-
han di lembaga pendidikan atau 
LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; 
atau e) pelayanan masyarakat paling 
lama 3 (tiga) bulan.
Selama proses Diversi berlang- 
sung sampai dengan kesepakatan 
Diversi dilaksanakan, Pembimbing 
Kemasyarakatan wajib melakukan 
pendampingan, pembimbingan, dan 
pengawasan (Pasal 14 ayat (2)). 
Kesepakatan Diversi wajib dilak-
sanakan paling lama 30 (tiga puluh) 
hari (Pasal 52 ayat (3)).Jika  Diversi 
sudah dilaksanakan dalam jangka 
waktu tersebut maka proses perkara 
tindak pidana tidak dilanjutkan ke 
tahapan persidangan. Pelaku tindak 
pidana dan pihak-pihak terkait akan 
mendapatkan penetapan dari Ketua 
Pengadilan Negeri yang isinya me- 
netapkan bahwa perkara tindak 
pidana anak sudah diselesaikan 
melalui Diversi dan sudah mempu-
nyai kekuatan hukum tetap.Penga-
wasan atas proses Diversi dan pelak-
sanaan kesepakatan yang dihasilkan 
berada pada atasan langsung pejabat 
yang bertanggung jawab di setiap 
tingkat pemeriksaan (Pasal 14 ayat 
(1).
Berdasarkan hasil studi di ma- 
syarakat di Indonesia,  ada beberapa 
hasil penelitian yang dapat dijadikan 
alasan empiris mengapa diversi perlu 
dilakukan, dan prosesnya harus 
cermat agar tercapai keadilan 
restoratif.  
Meskipun banyak kelebihan dan 
manfaatnya bagi anak, pelaksanaan 
diversi ternyata ini banyak mengha-
dapi hambatan. Studi yang pernah 
dilakukan di wilayah Banyumas, 
Purbalingga, Banjarnegara, Kebu-
men, dan Cilacap menunjukkan 
bahwa tidak semua korban atau kelu-
arga korban bersedia menerima cara 
penyelesaian tindak pidana melalui 
diversi. Alasannya: keinginan untuk 
membuat pelaku “kapok” jika dima-
sukkan dalam penjara; kejahatan 
yang dilakukan oleh pelaku adalah 
kejahatan yang diancam dengan 
pidana yang berat; penegak hukum 
kurang mendukung upaya perda-
maian; tidak ada petunjuk pelaksa-
naan maupun petunjuk teknis bagi 
aparat penegak hukum untuk 
mengimplementasi cara penyele- 
saian non-litigasi(Wardaya dan Ret- 
naningrum, 2008 :59). Hasil peneli-
tian ini sama dengan hasil penelitian 
Subekhan, bahwa penyelesaian per- 
kara pidana yang dilakukan oleh 
anak dengan menggunakan pendeka-
tan restorative Justice belum terlak-
sana secara optimal, karena belum 
adanya aturan hukum sebagai 
landasan penyelesaian model ini; 
perubahan masyarakat dari gemein-
schaft ke arah gesselschaft ber- 
dampak pada sulitnya rnengharapkan 
partisipasi masyarakat dalam 
penyelesaian yang bersifat restorasi; 
dan konsep restorative justice yang 
tidak melembagakan proses penyele-
saiannya berdampak pada hasil yang 
dicapai dalam penyelesaian restorasi 
tidak memberikan kepastian hukum 
bagi anak, korban dan masyarakat 
(Subkhan, 2008:i ) Penelitian-peneli-
tian di atas dilakukan atas kebijakan 
Diversi yang dilakukan oleh Polri 
berdasarkan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.
Selama proses peradilan pidana di 
Indonesia, mayoritas anak ditahan di 
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Rumah Tahanan atau Lembaga 
Pemasyarakatan selama 2-3 bulan.  
Jumlah terdakwa yang dijatuhi 
pidana penjara sekitar 90%. Pembi-
naan anak di di LAPAS kurang opti-
mal karena masa pidananya singkat. 
Proses peradilan tersebut tidak mem-
berikan rasa keadilan bagi anak. 
Secara normatif, sistem hukum di 
Indonesia belum ramah anak dan 
sistem kesejahteraan belum terinte-
grasi. Struktur dan aparatur penegak 
hukum juga belum ada persamaan 
persepsi terhadap penanganan anak 
nakal sehingga perlu peningkatan 
kapasitas sumberdaya manusia. 
Begitu juga ketersediaan sarana dan 
prasarana masih harus ditingkatkan.  
Pandangan dan perilaku masyarakat 
ternyata banyak yang masih memak-
nai pidana sebagai tindakan yang 
harus bersifat punitif dan retributif 
(Apong Herlina, 2015).
Selama dalam masa proses 
peradilan pidana, beberapa studi 
menunjukkan bahwa mereka men- 
dapat perlakuan yang buruk bahkan 
kadang-kadang lebih buruk dari 
perlakuan terhadap orang dewasa 
pada suatu situasi yang sama. 
Perlakuan buruk ini tidak hanya 
terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) 
atau Lembaga Pemasyarakatan 
(Lapas) namun tindak kekerasan 
terhadap mereka sering dialami sejak 
berada di kantor polisi yang berupa 
tamparan, tendangan, bahkan 
kadang-kadang pelecehan seksual. 
Penyidikan di kantor polisi ini sebe-
narnya dalam rangkapenyusunan 
Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 
Namun, kekerasan sering menjadi 
bagian dari upaya untuk memperoleh 
pengakuan. Bentuk kekerasan lain 
berupa tindakan memaksa anak 
untuk membersihkan kantor polisi 
dan mobil patroli. Rutan atau Lapas 
juga memberikan pengaruh buruk 
terhadap anak-anak di samping hak 
mendapat pendidikan baginya 
terabaikan (Lily, 2014). Studi pada 
tahun 2006, bahwa 96% kasus anak 
yang diajukan ke pengadilan menga-
kibatkan tindankan pasa berupa 
penahanan, 60% pidana yang 
dijatuhkan lebih dari satu tahun, dan 
hanya sedikit atau bahkan tidak ada 
bantuan hukum (RingkasanKajian, 
Oktober, 2012 http://www.unicef. 
org, 2014).
Berdasarkan Penelitian di Kota 
Makassar, Makmur, Hakim Anak 
Pengadilan Negeri Makassar, perka-
ra anak sebenarnya sangat kental 
nuansa keadilan restoratif.Justru 
keadilan restoratif tersebut lahir dari 
Pembimbing Kemasyaratan, tetapi 
ternyata hampir tidak pernah ada 
petugas BAPAS yang merekomen-
dasikan agar anak tersebut tidak 
dijatuhi pidana. Namun sebaliknya, 
Husni Guna, Kepala Seksi Bimbi- 
ngan Klien Anak Balai Pema- 
syarakatan Kelas I Makassar menya-
takan bahwa BAPAS tidak pernah 
merekomendasikan sanksi pidana 
pada anak, dan pembinaan anak 
dalam LAPAS merupakan upaya 
terakhir jika upaya lainnya gagal 
dilakukan ( Adiguna dkk, 2014). 
Berdasarkan penelitian Hafad, ma- 
yoritas hasil PK di Kota Malang 
menggunakan bahasa “klise” dan 
mayoritas merekomendasikan agar 
anak dijatuhi pidana atau tindakan 
seadil-adilnya.  Kalau tidak dengan 
“bahasa klise” tersebut, banyak hasil 
penelitian kemasyarakatan mere-
komendasikan agar hakim menjatuh-
kan sanksi paling adil (Hafad, 2004 : 
78). Namun demikian, yang 
mengembirakan, di BAPAS Suraba-
ya, Pembimbing Kemasyarakatan 
seringkali merekomendasikan agar 
anak di bina di luar LAPAS disertai 
dengan kesanggupan pihak-pihak 
tertentu yang siap menampung anak 
nakal, dan hakim memenuhi saran 
tersebut (Widodo, 2012 : 25).
Jika anak di masukkan ke LAPAS 
(pada saat berlakunya UU-SPPA 
disebut LPKA), anak-anak di LPKA 
ternyata mayoritas hanya dibina 
secara umum (tidak memperhatikan 
kebutuhan dan kompetensi anak) dan 
proses belum tampak adanya model 
pembinaan yang bersifat individual 
(individual treatment model), maka 
dampaknya akan makin buruk bagi 
anak.  Selama ini anak (apapun 
tindak pidana yang dilakukan) yang 
ada di LAPAS Anak maupun di suatu 
blok (di LAPAS Dewasa) sehingga 
pada siang hari dapat berinteraksi 
dan saling bergaul sehingga memung 
kinkan saling “belajar kejahatan.”  
Akibatnya, dalam LAPAS terjadi 
prisonisasi, meskipun anak tidak 
selalu menjadi residivis (penjahat 
kambuhan).  Jika anak dimasukkan 
ke LPKA atau LPKS yang tidak 
tertata model pembinaannya, 
dampak positif bagi anak dan ma- 
syarakat memang banyak, namun 
dampak negatif bagi anak cukup 
dominan (Widodo, 2012 : 25).
Berkaitan dengan diversi yang 
berjalan selama ini, pandangan nega-
tif masyarakat terhadap penegak 
hukum juga mempunyai pengaruh 
besar terhadap penerapan diversi.Hal 
ini diungkapkan oleh Wahyudi 
(Penyidik Pembantu PPA) bahwa 
ketika pihak-pihak didamaikan, ma- 
syarakat beranggapan bahwa penyi- 
dik membela dan dibayar oleh pihak 
pelaku tindak pidana sehingga 
pelaku tidak diproses secara 
pidana.Padahal Polisi melakukan 
upaya damai (diversi) untuk kepen- 
tingan terbaik bagi anak.Hal serupa 
juga diungkapkan oleh Andi Armasa-
ri (Jaksa Fungsional Kejaksaan 
Negeri Makassar) bahwa penilaian 
negatif dari masyarakat jika mereka 
didamaikan, atau jaksa membuat 
tuntutan ringan anak pelaku tindak 
pidana. Kejaksaan dianggap pihak 
yang tidak bertanggung jawab, 
bahkan dituduh dibayar oleh pelaku, 
atau ada hubungan keluarga antara 
jaksa dengan pelaku.  Menurut Iswa-
hyu Widodo (Hakim Anak di Penga-
dilan Negeri Makassar), umumnya, 
kendala untuk mendamaikan para 
pihak adalah korban sudah menjadi 
korban berkali-kali, meskipun pela- 
kunya bukan orang yang sama (Adi-
guna dkk., 2014).
Berdasarkan hasil penelitian di 
atas dapat dihami beberapa hal beri-
kut.  Dalam perspektif substansi 
hukum, petunjuk teknis pelaksanaan 
diversi belum semuanya lengkap.  
Hal ini dapat diatasi dengan cara 
membuat Peraturan Pemerintah (PP) 
tentang diversi sebagaimana diatur 
dalam Pasal 15. Ketentuan Peraturan 
Pemerintah yang ditindaklanjuti 
dengan peraturan yang lebih rendah 
tingkatannya juga penting mengingat 
ada beberapa norma dalam UU-SP-
PA yang multi tafsir, antara lain:
a. Siapa saja yang wajib hadir dalam 
diversi di setiap tingkatan, dan 
bagimana jika diantara mereka 
tidak hadir, akankah menjadikan 
diversi batal demi hukum atau 
dapat dibatalkan. Dalam UU 
tersebut ada kata “wajib”, sehing-
ga secara terminologis dapat 
ditafsirkan “bisa”, bukan wajib.  
Bagaimana jika para pihak yang 
disebutkan dalam 8 ayat (1) ada 
yang tidak hadir apakah jika ada 
diversi kemudian diversinya 
dianggap batal demi hukum atau 
bagaimana.  Apa sanksi bagi 
pihak yang diundang penegak 
hukum dalam diversi kemudian 
tidak hadir?
b. Tidak ada norma yang mengatur 
cara diversi jika proses mengala-
mi jalan buntu (deadlock) dalam 
musyawarah. Apakah diversi ter- 
sebut langsung dianggap gagal 
atau ada alternatif lain, misalnya 
dengan pungutan suara. Namun 
bagaimana penentuan keberhasi-
lannya, dan bagaimana persentase 
suara dari masing-masing pihak. 
Bagaimana ketentuan musyawa- 
rah yang berhasil dalam diversi, 
apakah semua pihak harus setuju 
dengan kesepakatan, atau jika ada 
yang tidak setuju diversi pihak-pi-
hak tertentu sengaja meng-
gagalkan diversi dengan tujuan 
agar anak dimasukkan ke proses 
peradilan pidana.
c. Tidak ada ketentuan tentang 
pengertian masyarakat (dalam 
ketentuan melibatkan “tokoh 
masyarakat” dalam Pasal 10 ayat 
(1), apakah masyarakat sekitar 
tempat tindak pidana terjadi, atau 
masyarakat tempat pelaku bera- 
sal, atau masyarakat tempat 
korban berasal, atau masyarakat 
merupakan orang-orang yang 
memahami tentang karakteristik 
pelaku (misalnya orang yang 
meneliti tentang tingkah laku 
yang dilakukan pelaku,a atau 
orang yang pernah melakukan 
tingkah laku yang sama dengan 
pelaku) atau korban  (misalnya 
orang yang meneliti tentang 
eksistensi korban atau orang yang 
pernah menjadi korban dalam 
tindak pidana yang sama).
d. Tidak ada ketentuan limitatif 
tentang bentuk hasil kesepakatan. 
Dalam Pasal 11 hanya diatur 
“antara lain”. Apakah boleh ada 
bentuk lain selain yang diatur 
dalam Pasal 11.  
Meskipun ada beberapa kelema- 
han, banyak juga keunggulan norma-
tif dalam UU-SPPA antara lain 
sebagai berikut.
a. Memberikan peluang pada anak, 
korban dan masyarakat untuk 
melakukan diversi dalam rangka 
memulihkan keadaan, tanpa meli-
batkan anak dalam proses per- 
adilan pidana.
b. Menggunakan Paradigma keadi- 
lan restoratif, yang tercermin 
dalam diversi maupun sistem 
peradilan pidana (sampai dengan 
pembimbingan klien oleh 
BAPAS).
c. Memuat banyak jenis pidana dan 
tindakan yang memungkinkan 
hakim menjatuhkan jenis dan 
beratnya sanksi sesuai dengan 
pendekatan keadilan restoratif.
d. Mengatur kerangka penannagan 
anak yang berkonflik dengan 
hukum, mulai dari diversi sampai 
pada pengawasan dan pembim- 
bingan sehingga menjamin kepas-
tian hukum dan dapat digunakan 
sebagai dasar pembuatan peta 
jalan (roadmap) dalam pencipta-
an keadilan restoratif.
e. Pelibatan banyak lembaga peme- 
rintah, lembaga kemasyarakatan, 
ahli, dan individu dalam sistem 
peradilan pidana.
Berkaitan dengan pelaksanaan 
diversi, ada beberapa permasalahan 
yang perlu mendapat pemecahan, 
secara yuridis maupun praktis antara 
lain sebagai berikut.
a. Belum ada Peraturan pemerintah 
tentang Diversi, padahal UU-SP-
PA dilaksanakan tanggal 1 Juli 
2014.  Jika tidak ada PP, maka 
para penegak hukum akan meng-
gunakan peraturan yang ada.  
Apakah peraturan yang ada sudah 
mencerminkan filosofi UU-SP-
PA.
b. Apakah catatan hasil diversi 
bersifat online dan terintegrasi 
antara kepolisian, kejaksaan, dan 
pengadilan? Jika tidak, bagaima-
na jika rekam jejak anak tidak 
terekam maka memungkinkan 
seorang anak di-diversi lebih dari 
1 (satu) kali.
c. Apakah BAPAS mampu melak-
sanakan tugas membuat Peneli-
tian Kemasyarakatan dan menga-
wasan proses pelaksanaan diver-
si.Pasal  28 mengatur bahwa Hasil 
Penelitian Kemasyarakatan wajib 
diserahkan oleh Bapas kepada 
Penyidik dalam waktu paling 
lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh 
empat) jam setelah permintaan 
penyidik diterima.  Padahal, 
jumlah Pembimbing Kema- 
syarakatan sangat sedikit, namun 
wilayah kerjanya antara 5 sampai 
7 kabupaten kota.  Misalnya 
BAPAS Jember (yang wilayahnya 
meliputi Jember, Banyuwangi, 
Bondowoso, Situbondo, dan 
sebagian Lumajang) hanya memi-
liki 11 orang pegawai.  Jumlah 
Pembimbing Kemasyarakatan 
Anak hanya 3 orang. Sarana 
transportasi milik BAPAS ada 
sangat kurang (Widodo, 2012: 
235).
d. Mampukan Bapas melakukan 
pengawasan, pembinaan, pem-
bimbingan secara profesional 
terhadap anak yang didiversi dan 
berada di luar LPKS? Jika tidak 
diawasi, bisa bertambah nakal.  
Jika tidak diawasai, anak tidak 
mendapatkan perlindungan 
hukum agar tidak mengulangi 
tindak pidana, karena tidak ada 
pendampingan atau bimbingan 
yang memadai ke arah tingkah 
laku yang baik. Bukankah anak 
yang didiversi sesungguhnya 
adalah anak yang melakukan 
tindak pidana (hanya saja tidak 
diputus oleh pengadilan, tetapi 
hanya ditetapkan oleh pengadilan 
sebagai pelaku tindak pidana 
pertama).
e. Sudah siapkah semua penegak 
hukum (termasuk advokat) dan 
pihak-pihak terkait melakukan 
musyawarah dalam rangka diver-
si, padahal proses tersebut mem-
butuhkan banyak pengetahuan 
dan keterampilan.
Berkaitan dengan permasalahan 
tersebut, para pihak harus melakukan 
beberapa langkah berikut agar diver-
si dan sistem peradilan pidana dapat 
terlaksana dan dapat mencapai 
tujuan berupa keadilan restoratif. 
a. Dalam Subtansi hukum, pemerin-
tah harus segera menerbitkan 
Peraturan Pemerintah tentang 
diversi sebagaimana diatur dalam 
Pasal 15. Setelah ada PP, maka 
pihak-pihak penegak hukum dan 
pemangku kepentingan lain (mi- 
salnya kementerian terkait) me- 
nerbitkan petunjuk pelaksanaan 
dan petunjuk teknis agar dapat 
digunakan sebagai pemandu 
diversi.  Untuk menguatkan pro- 
ses diversi, maka diperlukan pem-
buatan (atau peninjauan) nota 
kesepahaman “payung” yang 
ditindaklanjuti dengan perjanjian 
kerjasama antar-instansi.
b. Penegak Hukum dan pemangku 
kepentingan wajib melaksanakan 
sejumlah langkah, antara lain 
sebagai berikut.
1) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, advokat agar dapat 
melakukan diversi pada anak, 
karena anak mempunyai 
karakter khusus, begitu pula 
korban dan masyarakat juga 
mempunyai karakter unik. 
2) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, dan advokatagar dapat 
melakukan proses peradilan 
pidana pada anak, karena anak 
mempunyai karakter khusus 
yang harus diperhatikan, baik 
anak pelaku, anak korban, 
maupun anak saksi.  
3) Kualitas dan kuantitas Peker-
ja Sosial Profesional dan Te- 
naga Kesejahteraan Sosial 
juga perlu ditingkatkan dalam 
penanganan anak yang ber- 
konflik dengan hukum.
4) Peningkatan kemampuan 
calon petugas LPKS (sebagai 
tempat pembinaaan anak yang 
dijatuhi pidana), LPKA (tem-
pat anak yang di-diversi 
berupa pengikutsertaan dalam 
lembaga), LPAS (sebagai 
tempat penahanan anak 
semesntara), petugas pema- 
syarakatan di Blok Anak pada 
LAPAS Dewasa.
5) Peningkatan kemampuan 
pembimbing kemasyarakatan 
(dari BAPAS) dalam membuat 
Penelitian Kemasyarakatan 
(Litmas) agar lebih cepat, 
akurat, dan berkualitas (me- 
muat analisis yang proporsio- 
nal dari sisi sosiologi, psikolo-
gi, penologi, dan “ilmu ting-
kah laku” lainnya), dan 
melakukan pendampingan, 
pembimbingan, dan penga-
wasan proses diversi, dan 
pelaksanaan diversi (baik di 
dalam LPKS maupun di ma- 
syarakat). BAPAS harus mem-
berikan rekomendasi (Pasal 10 
ayat (2), pendampingan, pem-
bimbingan, dan pengawasan 
terhadap anak selama proses 
dan pelaksanaan diversi (Pasal 
14 ayat (2), laporan kegagalan 
diversi (Pasal 14 ayat (3).  
Waktu pembuatan litmas 
sangat singkat yaitu hanya 3 
hari.**
Para penegak hukum dan 
pemangku kepentingan perlu 
mendapatkan pendidikan dan pelai-
han atau bahkan pendidikan khusus 
secara bertahap dan terus-menerus 
dan masing-masing memperoleh 
sertifikat agar memenuhi standar 
minimal yang dibutuhkan pencapa-
ian keadilan restoratif.  Hal ini sama 
dengan apa yang dikemukakan 
Jonson bahwa ... facilitator style and 
role, certification, training requir-
ment’s, professional standards and 
othe issues will continue to add 
spince to the stew of co-creation ad 
individuality in the field many years 
to come (Daniel van Ness, 2007 
:223).
c. Masyarakat perlu ditingkatkan 
kepeduliannya dalam menyele-
saikan tindak pidana anak.  Pan-
dangan masyarakat terhadap 
keadilan restoratif juga perlu 
diperbaiki agar tidak ada prasang-
ka. Langkah yang dapat dilaku-
kan oleh pemerintah bersama 
pemangku kepentingan antara 
lain sebagai berikut.
1) Sosialisasi UU kepada ma- 
syarakat, terutama masyarakat 
yang rentan sebagai pelaku 
maupun korban tindak pidana 
anak.
2) Membudayakan pemikiran 
“positif” anggota masyarakat 
terhadap proses diversi di 
semua tingkatan pradilan 
pidana.  Memberikan pemaha-
man yang komprehensif terha-
dap keadilan restoratif yang 
dicapai melalui proses 
peradilan pidana.
3) Meningkatkan komitmen 
masyarakat dan pemerhati 
untuk selalu mengutamakan 
penyelesaian tindak pidana 
anak yang sesuai dengan kebu-
tuhan anak.
d. Sarana dan prasarana(termasuk 
kurikulum) sangat perlu diada-
kan, ditambah atau ditata ulang, 
antara lain sebagai berikut. 
1) Penyediaan ruangan khusus 
di Kepolisian, Kejaksaan, dan 
Pengadilan, penganggaran, 
fasilitas pendukung, data 
online yang terintegrasi (agar 
pelaporan, pendataan, pendo-
kumentasian (pengarsipan) 
data diversi mudah, cepat, dan 
murah). Hal inisangat penting 
dalam keadministrasian, 
apalagi di wilayah luar pulau 
Jawa yang geografisnya varia-
tif, dan modal tranportasinya 
terbatas).
2) Pembentukan LPKS, LPAS, 
LPKA.
3) Peninjauaan dan pembentu-
kan model pembinaan di 
LPKS, LPKA berserta kuriku-
lum, termasuk penyediaan 
fasilitas pendukungnya.
Pendidikan, Pembinaan, Pen-
dampingan dan  Pengawasan  Ter-
hadap  Anak yang Di-diversi 
Maupun yang Dijatuhi Pidana 
Atau Tindakan  Oleh Pengadilan
Sampai saat ini di LAPAS Anak 
atau LAPAS Dewasa Indonesia 
belum ada model yang sistemik 
tentang pendidikan, pembinaan, 
pendampingan, dan pengawasan 
khusus terhadap anak yang didasar-
kan pada asas individualisasi pembi-
naan (baik pembimbingan mental 
dan kerohanian maupun pembimbi- 
ngan/latihan kerja), dan asas kepen- 
tingan terbaik bagi anak. Penga-
wasan yang dilakukan oleh BAPAS 
terhadap anak yang dijatuhi pidana 
maupun tindakan juga kurang opti-
mal. Kepedulian masyarakat dan 
organisasi kemasyarakatan terhadap 
anak yang melakukan tindak pidana 
juga belum optimal.  Berdasarkan 
fakta tersebut, maka pola penga-
wasan dapat dilakukan oleh para 
pihak sebagai berikut.
a. Anak yang didiversi sudah me- 
ngalami masalah kelakuan, 
karena itu pembinaannya dapat 
dilakukan oleh bagian Bimbingan 
dan Konseling (jika sekolah), 
pimpinan lembaga pendidikan 
non-formal (jika menempun 
pendidikan non formal), orang tua 
atau wali atau perorangan lain 
(jika dikembalikan ke orang 
tua/wali atau diserahkan kepada 
perorangan), kepala organisasi 
kemasyarakatan (jika diserahkan 
ke organisasi kemasyarakatan), 
kepala desa/lurah (jika tidak ada 
pembina).
b. Anak yang dimasukkan ke LPKS, 
LPKA dibimbing oleh petugas 
khusus yang ada dalam lembaga 
tersebut.
c. Pembimbing Kemasyarakatan di 
BAPAS, sesuai dengan bidang 
tugasnya.
Namun, para pembina dan petu-
gas, pengawas tersebut harus dibuat-
kan pola atau model atau sistem yang 
dapat dipedomani berdasarka Pera-
turan Pememrintah (PP) dan peratu- 
ran menteri atau lembaga pemerintah 
yang terkait dengan penanganan 
anak yang berkonflik dengan hukum 
(pelaku), dan anak yang berhadapan 
dengan hukum (anak saksi dan anak 
korban).  Khusus pada anak pelaku, 
pembentukan model pendidikan, 
pembinaan, pendampingan tersebut 
harus didasarkan ada karakteristik 
unik dari masing-masing anak, 
sehingga harus mengutamakan 
model individualisasi pembinaan dan 
berbasis pada kebutuhan anak. 
Karena itu, pemerintah perlu mem-
buat model khusus tentang penga-
wasan, pembinaan, dan pendampin-
gan anak yang berkonflik dengan 
hukum, baik di-diversi maupun 
dijatuhi pidana (straf)atau tinda-
kan(maatregels).
Simpulan
1. Diversi pada perkara anak perlu 
dilakukan oleh penegak hukum 
secara terukur dan legal berdasar-
kan UU Sistem Peradilan Anak 
dalam rangka melindungi anak, 
anak korban dan kepentingan 
masyarakat secara proporsional.  
2. Kelemahan pelaksanaan peradilan 
pidana anak, kekurangmampuan 
LAPAS, LAPAS Anak, dan 
Organisasi Kemasyarakatan da- 
lam membina anak yang berkon- 
flik dengan hukum selama ini 
memicu lahirnya diversi.  Keber-
hasilan diversi pada anak di 
beberapa negara menjadi sema- 
ngat tersendiri bagi pembuat UU 
untuk membentuk lembaga diver-
si secara legal. 
3. Konsekuensi dari diversi pada 
anak, para pihak yang terlibat 
dalam proses dan pasca-diversi 
wajib menjamin kepentingan 
terbaik bagi anak dan korban.  
Karena itu, pendidikan, pembi-
naan, pendampingan dan penga-
wasan anak yang berkonflik 
dengan hukum (baik yang disele-
saikan dengan diversi maupun 
yang diadili melalui sistem 
peradilan pidana) wajib dilak-
sanakan secara sistemik berdasar-
kan asas kepentingan terbaik bagi 
anak tanpa mengabaikan kepen- 
tingan korban dan masyarakat.
4. Konsekuensi yuridisnya,Peratu- 
ran Pemerintah Republik Indone-
sia  Nomor 65 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pelaksanaan 
Diversi dan Penanganan Anak 
yang Belum Berumur 12 (Dua 
Belas) Tahun perlu ditindaklanjuti 
dengan peraturan internal di 
kalangan Polri, BAPAS, dan 
instansi terkait sebagai standar 
prosedur operasional di lembaga 
yang terlibat dalam proses diver-
si, termasuk lembaga pelaksana 
dan pengawas putusan diversi 
dalam rangka impementasi kebi-
jakan diversi anak di Indonesia.
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Pendahuluan
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum harus didasarkan 
pada kepentingan terbaik bagi anak. 
Pengertian frasa “terbaik bagi anak” 
terkait dengan sifat anak, baik fisik, 
psikis, maupun sosial sehingga 
kepentingan anak satu dengan lain- 
nya tidak harus sama. A definition of 
the child’s best interests cannot 
accommodate the diverse nature of 
the interests appropriate for a partic-
ular child, from a particular back-
ground and at a particular time of 
development. (Sifris at.all 2014). 
Pengutamaan kepentingan terbaik 
bagi anakini juga didasarkan pada 
asas umum perlindungan anak 
sebagaimana diatur dalam konvensi 
anak, bahwa 
The best interests of the child 
shall be a primary consideration 
in all actions affecting children. 
(The 1989 Convention on the 
Rights of the Child).The term 
“best interests” broadly 
describes the well-being of a 
child. Such well-being is deter-
mined by a variety of individual 
circumstances, such as the age, 
the level of maturity of the child, 
the presence or absence of 
parents, the childs environment 
and experiences.(UNHCR Guide-
lines, 2008).
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum tidak harus menggu-
nakan sarana nonpenal (misalnya 
diversi) atau menggunakan hukum 
pidana (sarana penal).  Namun, ke- 
duanya dapat dilakukan secara 
berurutan, yaitu mengutamakan 
diversi (jika memenuhi persyaratan 
diversi), dan jika upaya tersebut 
gagal maka akan diberlakukan 
sistem peradilan pidana bagi 
anak.Hal ini sesuai dengan pendapat 
bahwa the major goal of the first 
juvenile courts, established at the 
turn of the century, was to provide an 
alternative to, and thereby divert 
youth from, the criminal court(Albert 
L. Robert (Edit), 2008 : 184).
Secara umum, pemberlakuan-
sistem peradilan pidana untuk 
penyelesaian perkara pidana dapat 
berdampak buruk bagi anak, teruta-
ma pemberian “stigma jahat” pada 
anak (stigmatisasi atau labelisasi), 
dan terjadinya pembiasaan kebia- 
saan-kebiasan buruk di LAPAS yang 
kemudian dipraktikkan lagi oleh 
anak ke luar LAPAS Anak (prisoni-
sasi), bahkan pengulangan tindak 
pidana yang lebih serius akibatnya. 
Salah satu penyebabnya adalah 
adanya kontak langsung dengan 
penegak hukum yang dapat membuat 
anak frustrasi.  Jika perkaranya 
sudah diputus oleh pengadilanpun, 
mungkin akan menjadi stigma bagi 
anak pelaku tindak pidana.  Karena 
itu, para ahli di bidang psikologi, 
hukum, etimologi kriminal, krimi-
nologi, pendidikan, dan penologi 
selalu mencari jalan terbaik bagi 
anak, korban, dan kepentingan ma- 
syarakat.  Akhirnya, para ahli mewa-
canakan pendekatan keadilan resto- 
ratif sebagai alternatif pemikiran 
untuk mengurangi kelemahan teori 
pemidanaan retributif, teori prevensi 
maupun teori gabungan.
Keadilan restoratif merupakan 
suatu ide dan gerakan yang me- 
ngedepankan keadilan dalam pers-
pektif pelaku dan keluarganya, 
korban dan keluarganya, masyarakat, 
dan pemangku kepentingan dalam 
rangka pemulihan keadaan masing- 
masing.  Karena itu, konsepsi pemi- 
kiran keadilan restoratif (restorative 
justice) menjadi salah satu upaya 
menjauhkan anak dari sistem per- 
adilan pidana yang tidak perlu.  
Pendekatan ini mengutamakan pe- 
nyelesaian tindak pidana di luar 
peradilan pidana.  Pendekatan terse-
but bukan hanya pada anak, melain- 
kan juga pada orang dewasa (misal- 
nya pencurian ringan, penggelapan 
ringan, perbuatan curang (penipuan) 
ringan) maupun anak-anak.  Bahkan 
di beberapa negara maju, korporasi 
yang melakukan tindak pidana dapat 
juga diselesaikan dengan pendekatan 
keadilan restoratif.
Keadilan restoratif adalah cara-
menanggapi perilaku criminal 
dengan cara menyeimbangkan antara 
kebutuhan masyarakat, dengan 
korban danpelaku. Ini merupakan 
konsep yang terus berkembangdan 
dapat menimbulkan interpretasi yang 
berbeda di negara yang berbeda.
Restorative justice is a way of 
responding to criminal behaviour 
by balancing the needs of the 
community, the victims and the 
offenders. It is an evolving 
concept that has given rise to 
different interpretation in differ-
ent countries, one around which 
there is not always a perfect 
consensus.(United Nations, 2006: 
6).
Berkaitan dengan konsep 
keadilan restoratif dalam perkara 
pidana yang dilakukan oleh anak, 
menurut Pasal 1 angka 6 Undang- 
Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 
Sistem Peradilan Pidana  Anak (LN 
Tahun  2012  Nomor  153, TLN 
Nomor  5332), pengertian keadilan 
restoratif adalah penyelesaian perka-
ra tindak pidana dengan melibatkan 
pelaku, korban, keluarga pelaku/kor-
ban, dan pihak lain yang terkait 
untuk bersama-sama mencari 
penyelesaian yang adil dengan 
menekankan pemulihan kembali 
pada keadaan semula, dan bukan 
pembalasan.
Praktik di beberapa negara, 
keadilan restroratif disebut dengan 
berbagai istilah. Ada pihak yang 
menggunakan istilah"keadilan 
komunitarian", "memperbaiki 
kesalahan", "Keadilan positif", 
"keadilan relasional", "keadilan 
reparatif", "keadilan masyarakat" 
untuk menyebut "keadilan restorat-
if". Namun, demikian ada kesamaan 
pemahaman bahwa keadilan 
restoratif dibangun berdasarkan 
konsep penyeimbangan kepentingan 
dan kebutuhan pada tiga pihak, yaitu 
pelaku, korban, dan masyarakat. Hal 
ini terungkap dari penjelasan beri-
kut.
Also, because of the difficulties in 
precisely translating the concept 
into different languages, a variety 
of terminologies are often used. 
There are many terms that are 
used to describe the restorative 
justicemovement. These include 
“communitarian justice”, “ma- 
king amends”,“positive justice”, 
“relational justice”, “reparative 
justice”, “communityjustice” and 
“restorative justice”, among 
others.(United Nations, 2006:6)
Berkaitan dengan keadilan 
restoratif, dalam UU-SPPA diatur 
tentang diversi. Pengertian diversi 
adalah pengalihan penyelesaian 
perkara Anak dari proses peradilan 
pidana ke proses di luar peradilan 
pidana.Jika kedua konsep tersebut 
dihubungkan, maka keadilan 
restoratif adalah tujuan yang ingin 
dicapai, sedangkan diversi adalah 
salah satu proses mencapai keadilan 
tersebut.Keadilan restoratif dapat 
dicapai melalui diversi maupun 
non-diversi, yaitu memproses anak 
pelaku tindak pidana dalam sistem 
peradilan pidana. Dengan demikian, 
melalui sistem peradilan pidanapun 
dapat dicapai keadilan restoratif. 
Misalnya dengan menjatuhkan 
pidana atau tindakan yang sesuai 
dengan kebutuhan pelaku, korban, 
dan masyarakat.Karena itu, dalam 
UU-SPPA disediakan banyak jenis 
sanksi dan tindakan agar hakim 
dapat memilih jenis pidana (straf) 
atau tindakan (maatregel) yang 
sesuai dengan kebutuhan pelaku, 
korban dan masyarakat agar keadilan 
restoratif tercapai.
Sampai saat ini, diversi pada 
perkara anak di tahap penyidikan 
sudah sering dilakukan berdasarkan 
Peraturan internal di Kepolisian 
Negara Republik Indonesia.  Banyak 
pendapat yang setuju dan yang tidak 
setuju atas upaya Polri untuk 
menyelesaikan perkara pidana anak 
di luar hukum pidana.  Namun, saat 
ini sudah terbit Undang-Undang No. 
11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (selanjutnya 
disingkat UU-SPPA), yang sudah 
diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 
2014 sehingga setiap orang wajib 
setuju dan menaatinya.  Jika UU 
tersebut diberlakukan, banyak 
sub-sistem atau sistem yang berubah, 
misalnya sub-sistem: diversi oleh 
polisi, jaksa, dan hakim; pencatatan 
dan pengarsipan pada lembaga 
pelaksana UU-SPPA; sistem pembi-
naan dan pembimbingan anak di 
Lembaga Penempatan Anak Semen-
tara (LPAS), Lembaga Penyelengga-
ra Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA). Selain itu, banyak juga 
sarana dan prasarana yang disiapkan, 
termasuk kaulitas dan kuantitas sum-
berdaya manusia (misalnya polisi, 
jaksa, hakim, pembimbing kema- 
syarakatan, petugas pemasyarakatan, 
relawan sosial).
Jika pemerintah dan para pihak 
terkait serta para pemangku kepen- 
tingan (stakehoders) tidak segera 
melakukan persiapan atas pember-
lakuan UU-SPPA tidak segera 
disiapkan, UU-SPPA akan hanya 
menjadi norma yang bersifat 
“semantik” (indah dalam bahasa) 
dan tidak banyak melakukan peruba-
han substansi sistem peradilan 
pidana anak sehingga tidak ada 
bedanya dengan saat berlakunya UU 
No. 3 Tahun 1997 tentang Penga-
dilan Anak.
Berdasarkan pemikiran tersebut, 
penulis melakukan pengajian terha-
dap 3 (tiga) permasalahan, yaitu 
apakah urgensi diversi dalam pena- 
nganan perkara anak;bagaimana 
kesiapan para pihak yang terlibat 
dalam diversi perkara anak;serta 
bagaimana model pendidikan, pem-
binaan, pendampingan, dan penga-
wasan anak yang di-diversi maupun 
anak yang dijatuhi pidana (straf) atau 
tindakan(maatregel).  Kajian ini 
akan menghasilkan analisis tentang 
substansi keadilan restoratif dalam 
kaitannya dengan diversi, dan anali-
sis kemampuan yang ada di ma- 
sing-masing pemangku kepentingan 
yang berkaitan dengan sistem per- 
adilan pidana. Akhirnya, Hasil kajian 
ini dapat dimanfaatkan oleh pihak- 
pihak terkait untuk menyiapkan sum-
berdaya, sumberdana dan sistem 
kinerja dalam rangka menciptakan 
keadilan restoratif dalam perkara 
anak di Indonesia.  
Urgensi Penerapan  Diversidalam 
Penanganan  Perkara Anak
Secara teoretik, ada keterkaitan 
antara asas atau kebijakan dikresi 
(discretion), diversi (Diversion) dan 
keadilan restoratif (Restorative 
Justice).Saut P.Panjaitan mengemu-
kakan bahwa diskresi (pouvoir 
discretionnaire, bahasa Perancis) 
ataupun Freies Ermessen (bahasa 
Jerman) merupakan suatu bentuk 
penyimpangan terhadap asas legali-
tas dalam pengertian wet matigheid 
van bestuur, jadi merupakan ”keke- 
cualian” dari asas legalitas. Menurut 
Muchsan, dasar pijakan diskresi ada 
2 (dua) yaitu: Dasar Hukum/Yuridis, 
yaitu menyangkut ketentuan formal; 
dan Dasar Kebijakan, yaitu me- 
nyangkut manfaat. (Simamora, 
2014).
Diversi adalah penyelesaian per- 
kara pidana menggunakan jalur di 
luar hukum pidana. Sedangkan 
pengertian keadilan restoratif adalah 
ide keadilan yang didasarkan pada 
kesepakatan antar-para pihak yang 
terkait dengan tindak pidana untuk 
mencari solusi untuk pemulihan 
keadaan sebagaimana belum terjadi 
tindak pidana dan bahkan menja- 
dikan semua pihak lebih baik.  
Keadilan Restoratif didasarkan pada 
5 prinsip dalam pemikiran berikut. 
Five Principles of Restorative 
Justice
a. Focuses on harms and conse-
quent needs (victims', but also 
communities' and offenders').
b. Addresses obligations resulting 
from those harms (offenders' but 
also families', communities' and 
society's).
c. Uses inclusive, collaborative 
processes.
d. Involves those with a legitimate 
stake in the situation (victims, 
offenders, families, community 
members, society).
e. Seeks to put right thewrongs 233 
(Dowd, 2015: 233)
Dengan demikian, dalam konteks 
bahasan ini dapat dipahami bahwa 
diversi dalam perkara anak lahir 
karena adanya asas diskresi yang 
dimiliki oleh pihak yang berwenang 
(Penyidik, Jaksa, dan Hakim) dalam 
rangka mencapai keadilan restoratif.  
Salah satu bentuk diskresi adalah 
memberikan kewenangan kepada 
Penyidik, Jaksa, dan Hakim untuk 
melakukan diversi terhadap anak 
yang berhadapan dengan hukum. 
Pengertian keadilan restoratif 
adalah a form of conflict resolution 
and seeks to make it clear to the 
offender that the behaviour is not 
condoned, at the same time as being 
supportive and respectful of the indi-
vidual.(Morison, 2001: 194). Pihak 
yang diharapkan memperoleh kea- 
dilan restoratif adalah pelaku dan 
korban, serta pihak-pihak yang 
terkait. Dalam konteks pemidanaan, 
pendekatan keadilan restoratif seja- 
lan dnegan model keseimbangan 
Kepentingan (Muladi, 1995:5). Ka- 
rena itu, asas daad-dader-slachtof-
fer-Strafrecht mestinya mulai diim-
plementasikan dalam hukum pidana 
(Arief Amrulah, 2008).
Keadilan restoratif dapat diterap-
kan pada seluruh proses penegakan 
hukum pidana, tidak hanya pada satu 
proses saja, misalnya pada penyi- 
dikan atau penuntutan atau peradilan. 
Hal ini didasarkan pada prinsip 
keadilan restoratif masuk pada suatu 
sistem hukum pidana sehingga 
penerapannya ada pada setiap pro- 
sesnya dan juga tiap penegak hukum 
mempunyai kewenangan untuk me- 
nerapkannya. Keadilan restoratif 
bukan merupakan asas melainkan 
filsafat yaitu filsafat dalam proses 
peradilan dan juga filsafat keadilan. 
Keadilan restoratif dapat dikatakan 
sebagai filsafat peradilan, karena-
merupakan dasar dalam penyusunan 
lembaga peradilan. Dengan demiki-
an, dapat diartikan bahwa keadilan 
restoratif adalah suatu rangkaian 
proses peradilan yang pada dasarnya 
bertujuan untuk me-restore (memu- 
lihkan kembali) kerugian yang dide- 
rita oleh korban kejahatan, (Mudza-
kir, 2008). masyarakat, dan para 
pihak terkait.
Pendekatan keadilan restoratif 
(restorative justice approach) diawa-
li dari praktik di beberapa negara 
misalnya Kanada, Australia, New 
Zealand, dan Inggris. Sejarah per- 
kembangan hukum modern dalam 
penerapan restorative justice diawali 
dari pelaksanaan sebuah program 
penyelesaian di luar pengadilan 
konvensional yang dilakukan oleh 
masyarakat yang disebut dengan 
victim-offender mediation tahun 
1970-an di Kanada (Morris dan 
Maxwelle, 21: 4). Pendekatan 
keadilan restoratif merupakan per- 
kembangan terakhir dari paradigma 
peradilan pidana, yaitu diawali 
dengan retributive justice, dilanjut-
kan dengan rehabilitative justice, 
kemudian ada alternative justice, 
kemudian diperbaiki lagi dengan 
transitional justice, danakhirnya 
digantikan oleh restorative justice.
Berdasarkan sejarah di beberapa 
negara, pelaksanaan Diversi pada 
awalnya gagal di Amerika, tetapi 
berhasil di Belanda, Denmark, Italia, 
Jerman, Perancis, pada tahun 
1969(Marlina, 2010:4) kemudian 
diperbaiki sistemnya yang akhirnya 
sukses di beberapa negara dalam 
penyelesaian tindak pidana tertentu 
dan pelaku-pelaku tertentu.
Meskipun tidak ada kesepakatan 
tentang pengertian keadilan restora- 
tif, namun mayoritas definisi 
berfokus pada proses yang melibat-
kan semua pihak yang berkepenti- 
ngan untuk menyelesaikan pelang-
garan hukum dan bertujuan memper-
baiki kerugian yang disebabkan oleh 
pelanggaran tersebut.  Hal ini 
terungkap dalam pernyataan berikut. 
There is no agreed definition of 
restorative justice processes. A 
number of definitions have been 
suggested, most of which focus on a 
process which involves all those 
affected by an offence and aims to 
repair the harm caused by the 
offending(Widodo 2014). Berdasar-
kan pemikiran tersebut dapat dipaha-
mi bahwa akar filsafat keadilan 
restoratif adalah konsepsi keadilan 
untuk semua (justice for all), yaitu 
pelibatan pelaku, korban, dan ma- 
syarakat berdasarkan musyawarah 
dalam rangka merestorasi keadaan 
secara manusiawi.
Secara teoretis, sistem peradilan 
pidana anak di Indonesia wajib 
mengutamakan kepentingan yang 
terbaik bagi anak dan berupaya me- 
ngurangi penyelesaian perkara anak 
di pengadilan pidana, dan jika 
terpaksa dipidana penjara, maka 
pidana tersebut hanya dilakukan 
sebagai upaya terakhir dan dalam 
waktu yang singkat. Hal ini dapat 
diketahui dari beberapa instrumen 
internasional, antara lain United 
Nations Standard Minimum Rules for 
the Administration of Juvenile 
Justice (Beijing Rules), United 
Nations Standard Minimum Rules for 
Non-Custodial Measures 1990 
(Tokyo Rules), United Nations 
Guidelines for the Prevention of 
Juvenile Delinquency (Riyadh 
Guidelines), dan United Nations 
Rules for the Protection of Juveniles 
Deprived of Their Liberty (1990). 
Menurut Wardaya dan Retnaningrum 
bahwa, kesadaran masyarakat bahwa 
anak-anak pelaku tindak pidana 
perlu diperlakukan khusus tidak 
sebagaimana orang dewasa baru 
disadari sejak penyelenggaraan 
peradilan anak kali pertama di 
Chicago pada 1889 (Wardaya dan 
Retnaningrum, 2011).
Urgensi pelaksaan diversi pada 
perkara anak didasari pada 
pemikiran berikut. Saat ini ada 
pergeseran filsafat pemidanaan dari 
awalnya yang bersifat restitutif 
(pembalasan) kemudian ditandingi 
menjadi teori prevensi (tujuan), 
kemudian muncul teori gabungan, 
(Widodo, 2009 :24) dan akhirnya 
berkembang pemikiran keadilan 
restoratif yang mengutamakan 
pemulihan. Pendekatan restoratif 
merupakan paradigma baru dalam 
pemidanaan yang berbeda dengan 
pendekatan keadilan retributif, baik 
konsep, orientasi, tujuan maupun 
mekanisme pencapaiannya.  Keadi- 
lan retributif lahir sebagai reaksi 
terhadap beberapa kelemahan pen- 
dekatan keadilan retributif. Resto- 
rative justice is different from the 
retributive and rehabilitation 
approaches in that it focuses prima- 
rily on the needs of the victim, not 
just the offender. It’s a powerful tool 
that can have very real, positive 
results(Marshal,2014).Pendekatan 
keadilan restoratif ini sangat positif 
dan berbeda dengan restribusi dan 
rehabilitasi yang hanya terbatas teru-
tama pada perlindungan korban, 
bukan pada pelaku.
Keadilan restoratif merupakan 
reaksi masyarakat global yang dapat 
digunakan sebagai pelengkap dari 
sistem peradilan pidana yang selama 
ini banyak yang menggunakan 
pendekatan keadilan tradisional.Hal 
ini dikemukakan oleh Mark S. Um- 
breit and Marilyn Peterson Armour 
bahwa, restorative justice is viewed 
as complementary to the criminal 
justice system because it attends to 
issues that the traditional system 
neglects. Regardless of the position 
taken, the vision of restorative justice 
is grounded in values that are reso-
nating with an increasingly broad 
range of individuals and communi-
ties throughout the world, presenting 
many opportunities for new and 
widened impact (Umbreit dan 
Armour,2004:82). Diversi adalah 
salah satu bentuk penyelesaian per- 
kara pidana dalam rangka penca- 
paian keadilan restoratif.  Bentuk 
lain- nya, misalnya rekonsiliasi 
antara pelaku dengan korban, konfe- 
rensi keluarga dan masyarakat, 
upaya perdamaian dalam ma- 
syarakat.  Hal ini selaras dengan 
pemikiran Strickland, bahwa
More specific technique associa- 
ted with restorative justice, 
include diversion, victim-offender 
reconciliation, victim impact 
panel, victim-offender statements, 
family or communiuty conferen- 
cing, community peace-making or 
centencing cyrcles, reintegrative 
shamming, and prisoneers assis-
tence program(Stickland, 2004 
:9).
Keadilan restoratif sebenarnya 
bukan merupakan budaya baru bagi 
bangsa Indonesia, namun karena 
dalam masa penjajahan hukum adat 
banyak ditinggalkan dan diganti 
dengan hukum barat, maka keadilan 
restoratif dimarginalkan. Setelah 
ketentuan ketentuan dan sistem 
hukum barat diragukan efektivitas 
dan efisiensinya dalam penyelesaian 
perkara pidana yang adil, banyak 
pihak mengintrodusi dan melak-
sanakan keadilan restoratif.  Dengan 
demikian, konsep keadilan restoratif 
bukan lahir lebih dahulu, tetapi 
sudah ada dan dilaksanakan di ma- 
syarakat kemudian ditinggalkan, dan 
saat ini digunakan lagi.   Buktinya, 
dalam hukum pidana Majapahit 
dikenal istilah “pati bajampi” yaitu 
sebagai uang pengganti obat yang 
diberikan kepada korban, rekonsi- 
lisasi antar-kepala adat yang ditandai 
dengan upaya adat di sejumlah 
wilayah Indonesia.
Pendoronglahirnya diversi pada 
perkara anak di Indonesia antara lain 
dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Terjadi labelisasi pada anak yang 
pernah diproses oleh penegak hu- 
kum berdasarkan hukum pidana 
anak.  Bahkan pada beberapa 
kasus, dalam LAPAS Anak terjadi 
prisonisasi (Widodo, 2012 : 21).
b. Pihak LAPAS Anak, LAPAS dan 
RUTAN Dewasa yang di dalam 
nya ada blok khusus Anak, belum 
semuanya mempunyai kemam-
puan yang memadai untuk pembi-
naan dan pembimbingan anak.Se-
lain itu, anak berisiko terkena 
“prisonisasi” di dalam lembaga 
tersebut.  Karena itu, perlu ada 
langkah meminimalisasi prisoni-
sasi dengan cara menghindarkan 
anak dari institusionalisasidi 
Rutan atau LAPAS.
c. Ada keinginan serius dari para 
pihak untuk mengurangi atau 
bahkan menghilangkan dampak 
negatif dari proses peradilan 
pidana bagi anak. Hal ini didasar-
kan pada data bahwa dalam tahap 
penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di pengadilan, hak- 
hak anak (pelaku) ada yang 
terlanggar, misalnya anak tidak 
dapat sekolah karena ditahan di 
RUTAN dan LAPAS.
d. Selama proses peradilan, pihak 
korban dan masyarakat belum 
mendapatkan restitusi (pemuli-
han) secara memadai sehingga 
putusan pengadilan sering diang-
gap belum mencerminkan keadi- 
lan bagi korban dan masyarakat.  
Hal ini terjadi karena keadilan 
sering ditafsirkan oleh orang 
sebagai keadilan terhadap pelaku 
saja, bukan pada korban dan ma- 
syarakat.
e. Beberapa putusan pengadilan 
kadang belum menunjukkan ke- 
berpihakan negara pada anak, 
anak korban, dan masyarakat.  
Mayoritas putusan pengadilan 
anak adalah penjatuhan pidana, 
dan jenisnya pidana penjara 
(Widodo, 2012:14).
f. Penegak hukum dan para pihak 
yang terkait belum terbiasa me- 
lakukan diversi pada anak yang 
berkonflik dengan hukum secara 
melembaga, bahkan budaya ma- 
syarakat menghendaki agar 
penyelesaian perkara anak lebih 
suka pengunaan jalur litigasi 
dibandingkan dengan jalur litiga- 
si. Beberapa anggota masyarakat 
bahkan sering menganggap diver-
si pada perkara anak yang dilaku-
kan oleh Polri merupakan upaya 
membela pihak tertentu (terutama 
membela pelaku), sehingga perlu 
ada klarifikasi yuridis.
g. Perlunya dasar hukum diversi 
yang jelas dalam peraturan perun-
dang-undangan (lex certa) yang 
dapat digunakan anak oleh polisi, 
jaksa, dan hakim agar tidak terjadi 
salah sangka dalam masyarakat. 
Sebelum ada UU Sistem 
Peradilan Anak, dasar hukum 
diversi di kepolisian adalah pada 
kebijakan diskresi (discretion) 
yang kemudian dituangkan dalam 
dasar hukum dari Kapolri untuk 
lingkungan Polri atau kesepaka-
tan-kesepakatan tertulis lain 
antar-penegak hukum atau antara 
Polri dengan Kementerian lain.  
Menakar Kemampuan Para Pe- 
mangku Kepentingan( Stake Hol- 
ders)dalam Melaksanakan Diversi 
Perkara  Anak Berdasarkan UU- 
SPPA.
Sejak diterbitkan UU-SPPA, pada 
semua tingkatan proses peradilan 
pidana (penyidikan, penuntutan, 
pemeriksanaan di pengadilan), terbu-
ka peluang polisi, jaksa, dan hakim 
untuk melakukan diversi.  Bahkan, 
sebelum ada putusan Mahkamah 
Konstitusi tahun 2013, diversi me- 
rupakan langkah wajib yang 
bersanksi pidana bagi polisi, jaksa, 
hakim sebelum menerapkan ketentu-
an hukum acara pidana.  Saat ini 
meskipun polisi, jaksa, dan hakim 
tidak melakukan diversi tidak dapat 
dipidana. Ketentuan diversi tersebut 
memberi harapan positif  bagi 
pencari keadilan dan penegak hukum 
untuk melaksanakan penyelesaian 
perkara tindak pidana anak sesuai 
dengan karakteristik anak tanpa 
mengabaikan kepentingan korban 
dan masyarakat. 
Dengan demikian, dalam pena- 
nganan anak yang berkonflik dengan 
hukum, diversi dalam perkara anak 
dilakukan oleh Polisi, Jaksa, dan 
Hakim sesuai dengan kewenangan- 
nya dalam acara pidana.  Jika diversi 
gagal maka proses peradilan pidana 
dalam maing-masing tingkatan akan 
diberlakukan dengan puncak proses 
berupa putusan pengadilan. 
Sebelum proses polisi, jaksa, dan 
hakim melakukan diversi, harus 
dipastikan dahulu bahwa persyaratan 
perkara yang dapat didiversi 
memenuhi persyaratan objektif dan 
subjektif sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7 ayat (2).  Persyaratan objek-
tif, yaitu bahwa perkara tindak 
pidana yang akan diproses Diversi 
adalah pelaku tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara di 
bawah 7 (tujuh) tahun.  Persyaratan 
subjektif adalah anak tersebut bukan 
merupakan melakukan pengulangan 
tindak pidana.Dalam UU-SPPA 
tersebut dijalelaskan tentang penger-
tian pengulangan tindak pidana, 
bahwa pengulangan tindak pidana 
dalam ketentuan ini merupakan 
tindak pidana yang dilakukan oleh 
Anak, baik tindak pidana sejenis 
maupun tidak sejenis, termasuk 
tindak pidana yang diselesaikan 
melalui Diversi.
Dalam penjelasan tersebut tidak 
ada jangka waktunya berapa lama 
antara tindak pertama yang pertama 
dengan yang kedua atau selanjutnya. 
Karena itu, UU-SPPA merupakan 
kekhususan dalam hukum pidana 
sehingga dapat menyimpangi keten-
tuan KUHP tentang jangka waktu 
agar dapat dikategorikan melakukan 
pengulangan tindak pidana. Jika 
persyaratan tersebut dipenuhi, maka 
Polisi, Jaksa dan Hakim wajib 
melakukan Diversi. Jika diversi 
sudah dicapai, maka hasil kesepaka-
tan dijadikan dasar Penetapan Ketua 
Pengadilan.
Dalam melaksanakan Diversi, 
penegak hukum wajib menggunakan 
asas sebagaimana diatur dalam Pasal 
2, yaitu pelindungan; keadilan; 
nondiskriminasi; kepentingan ter- 
baik bagi Anak; penghargaan terha-
dap pendapat Anak; kelangsungan 
hidup dan tumbuh kembang Anak; 
pembinaan dan pembimbingan 
Anak; proporsional;  perampasan 
kemerdekaan dan pemidanaan se- 
bagai upaya terakhir; dan penghinda-
ran pembalasan. 
Diversi oleh Hakim Anak di 
Pengadilan Negeri dapat dilakukan 
di ruang mediasi (Pasal 52 ayat (4)).-
Proses Diversi dilakukan dengan 
teknik musyawarah (Pasal 8 ayat 
(1)).Pihak yang wajib dilibatkan 
dalam Diversi adalah Anak dan 
orang tua/walinya, korban dan/atau 
orang tua/Walinya, Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial 
Profesional (Pasal 8 ayat (1)).Selain 
itu dapat pula ditambah dengan 
Tenaga Kesejahteraan Sosial, 
dan/atau masyarakat (ayat (2)). Para 
pihak yang bersengketa dapat 
diwakili oleh kuasanya dengan surat 
kuasa khusus, baik oleh advokat 
maupun orang lain yang dipercaya. 
Pihak ketiga di yang ditentukan oleh 
UU dapat turut serta dan mengga-
bungkan diri dalam proses musya- 
warah, apabila terdapat unsur 
kepentingan yang terkait dan keturut 
sertaannya disepakati oleh pihak 
pelaku dan korban serta disetujui 
oleh Hakim yang memimpin musya- 
warah.
Berdasarkan Pasal 9, ditentukan 
bahwa Penyidik, Penuntut Umum, 
dan Hakim dalam melakukan Diversi 
harus mempertimbangkan: a).kate-
gori tindak pidana; b)  umur Anak; c) 
hasil penelitian kemasyarakatan dari 
Bapas; dan d) dukungan lingkungan 
keluarga dan masyarakat. Kesepaka-
tan Diversi tersebut harus mendapat-
kan persetujuan korban dan/atau 
keluarga Anak Korban serta kese-
diaan Anak dan keluarganya, kecuali 
untuk: a)  tindak pidana yang berupa 
pelanggaran;  b) tindak pidana 
ringan; c) tindak pidana tanpa 
korban; atau d) nilai kerugian korban 
tidak lebih dari nilai upah minimum 
provinsi setempat.
Hasil kesepakatan Diversi dapat 
berbentuk, antara lain: a)  perda-
maian dengan atau tanpa ganti keru-
gian; b)  penyerahan kembali kepada 
orang tua/Wali;  c)  keikutsertaan 
dalam pendidikan atau pelatihan di 
lembaga pendidikan atau LPKS 
paling lama 3 (tiga) bulan; atau d)  
pelayanan masyarakat.  Khusus di- 
versi terhadap pelaku a)  tindak 
pidana yang berupa pelanggaran;  b) 
tindak pidana ringan; c) tindak 
pidana tanpa korban; atau d) nilai 
kerugian korban tidak lebih dari nilai 
upah minimum provinsi setempat-
dapat dilakukan oleh penyidik bersa-
ma pelaku dan/atau keluarganya, 
Pembimbing Kemasyarakatan, serta 
dapat melibatkan tokoh masyarakat.
Diversiyangdilakukan oleh Pe- 
nyidik atas rekomendasi Pembimb-
ing Kemasyarakatan dapat berben-
tuk: a) pengembalian kerugian dalam 
hal ada korban; b) rehabilitasi medis 
dan psikososial; c) penyerahan kem-
bali kepada orang tua/Wali;  d) keikut 
sertaan dalam pendidikan atau pelati-
han di lembaga pendidikan atau 
LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; 
atau e) pelayanan masyarakat paling 
lama 3 (tiga) bulan.
Selama proses Diversi berlang- 
sung sampai dengan kesepakatan 
Diversi dilaksanakan, Pembimbing 
Kemasyarakatan wajib melakukan 
pendampingan, pembimbingan, dan 
pengawasan (Pasal 14 ayat (2)). 
Kesepakatan Diversi wajib dilak-
sanakan paling lama 30 (tiga puluh) 
hari (Pasal 52 ayat (3)).Jika  Diversi 
sudah dilaksanakan dalam jangka 
waktu tersebut maka proses perkara 
tindak pidana tidak dilanjutkan ke 
tahapan persidangan. Pelaku tindak 
pidana dan pihak-pihak terkait akan 
mendapatkan penetapan dari Ketua 
Pengadilan Negeri yang isinya me- 
netapkan bahwa perkara tindak 
pidana anak sudah diselesaikan 
melalui Diversi dan sudah mempu-
nyai kekuatan hukum tetap.Penga-
wasan atas proses Diversi dan pelak-
sanaan kesepakatan yang dihasilkan 
berada pada atasan langsung pejabat 
yang bertanggung jawab di setiap 
tingkat pemeriksaan (Pasal 14 ayat 
(1).
Berdasarkan hasil studi di ma- 
syarakat di Indonesia,  ada beberapa 
hasil penelitian yang dapat dijadikan 
alasan empiris mengapa diversi perlu 
dilakukan, dan prosesnya harus 
cermat agar tercapai keadilan 
restoratif.  
Meskipun banyak kelebihan dan 
manfaatnya bagi anak, pelaksanaan 
diversi ternyata ini banyak mengha-
dapi hambatan. Studi yang pernah 
dilakukan di wilayah Banyumas, 
Purbalingga, Banjarnegara, Kebu-
men, dan Cilacap menunjukkan 
bahwa tidak semua korban atau kelu-
arga korban bersedia menerima cara 
penyelesaian tindak pidana melalui 
diversi. Alasannya: keinginan untuk 
membuat pelaku “kapok” jika dima-
sukkan dalam penjara; kejahatan 
yang dilakukan oleh pelaku adalah 
kejahatan yang diancam dengan 
pidana yang berat; penegak hukum 
kurang mendukung upaya perda-
maian; tidak ada petunjuk pelaksa-
naan maupun petunjuk teknis bagi 
aparat penegak hukum untuk 
mengimplementasi cara penyele- 
saian non-litigasi(Wardaya dan Ret- 
naningrum, 2008 :59). Hasil peneli-
tian ini sama dengan hasil penelitian 
Subekhan, bahwa penyelesaian per- 
kara pidana yang dilakukan oleh 
anak dengan menggunakan pendeka-
tan restorative Justice belum terlak-
sana secara optimal, karena belum 
adanya aturan hukum sebagai 
landasan penyelesaian model ini; 
perubahan masyarakat dari gemein-
schaft ke arah gesselschaft ber- 
dampak pada sulitnya rnengharapkan 
partisipasi masyarakat dalam 
penyelesaian yang bersifat restorasi; 
dan konsep restorative justice yang 
tidak melembagakan proses penyele-
saiannya berdampak pada hasil yang 
dicapai dalam penyelesaian restorasi 
tidak memberikan kepastian hukum 
bagi anak, korban dan masyarakat 
(Subkhan, 2008:i ) Penelitian-peneli-
tian di atas dilakukan atas kebijakan 
Diversi yang dilakukan oleh Polri 
berdasarkan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.
Selama proses peradilan pidana di 
Indonesia, mayoritas anak ditahan di 
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Rumah Tahanan atau Lembaga 
Pemasyarakatan selama 2-3 bulan.  
Jumlah terdakwa yang dijatuhi 
pidana penjara sekitar 90%. Pembi-
naan anak di di LAPAS kurang opti-
mal karena masa pidananya singkat. 
Proses peradilan tersebut tidak mem-
berikan rasa keadilan bagi anak. 
Secara normatif, sistem hukum di 
Indonesia belum ramah anak dan 
sistem kesejahteraan belum terinte-
grasi. Struktur dan aparatur penegak 
hukum juga belum ada persamaan 
persepsi terhadap penanganan anak 
nakal sehingga perlu peningkatan 
kapasitas sumberdaya manusia. 
Begitu juga ketersediaan sarana dan 
prasarana masih harus ditingkatkan.  
Pandangan dan perilaku masyarakat 
ternyata banyak yang masih memak-
nai pidana sebagai tindakan yang 
harus bersifat punitif dan retributif 
(Apong Herlina, 2015).
Selama dalam masa proses 
peradilan pidana, beberapa studi 
menunjukkan bahwa mereka men- 
dapat perlakuan yang buruk bahkan 
kadang-kadang lebih buruk dari 
perlakuan terhadap orang dewasa 
pada suatu situasi yang sama. 
Perlakuan buruk ini tidak hanya 
terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) 
atau Lembaga Pemasyarakatan 
(Lapas) namun tindak kekerasan 
terhadap mereka sering dialami sejak 
berada di kantor polisi yang berupa 
tamparan, tendangan, bahkan 
kadang-kadang pelecehan seksual. 
Penyidikan di kantor polisi ini sebe-
narnya dalam rangkapenyusunan 
Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 
Namun, kekerasan sering menjadi 
bagian dari upaya untuk memperoleh 
pengakuan. Bentuk kekerasan lain 
berupa tindakan memaksa anak 
untuk membersihkan kantor polisi 
dan mobil patroli. Rutan atau Lapas 
juga memberikan pengaruh buruk 
terhadap anak-anak di samping hak 
mendapat pendidikan baginya 
terabaikan (Lily, 2014). Studi pada 
tahun 2006, bahwa 96% kasus anak 
yang diajukan ke pengadilan menga-
kibatkan tindankan pasa berupa 
penahanan, 60% pidana yang 
dijatuhkan lebih dari satu tahun, dan 
hanya sedikit atau bahkan tidak ada 
bantuan hukum (RingkasanKajian, 
Oktober, 2012 http://www.unicef. 
org, 2014).
Berdasarkan Penelitian di Kota 
Makassar, Makmur, Hakim Anak 
Pengadilan Negeri Makassar, perka-
ra anak sebenarnya sangat kental 
nuansa keadilan restoratif.Justru 
keadilan restoratif tersebut lahir dari 
Pembimbing Kemasyaratan, tetapi 
ternyata hampir tidak pernah ada 
petugas BAPAS yang merekomen-
dasikan agar anak tersebut tidak 
dijatuhi pidana. Namun sebaliknya, 
Husni Guna, Kepala Seksi Bimbi- 
ngan Klien Anak Balai Pema- 
syarakatan Kelas I Makassar menya-
takan bahwa BAPAS tidak pernah 
merekomendasikan sanksi pidana 
pada anak, dan pembinaan anak 
dalam LAPAS merupakan upaya 
terakhir jika upaya lainnya gagal 
dilakukan ( Adiguna dkk, 2014). 
Berdasarkan penelitian Hafad, ma- 
yoritas hasil PK di Kota Malang 
menggunakan bahasa “klise” dan 
mayoritas merekomendasikan agar 
anak dijatuhi pidana atau tindakan 
seadil-adilnya.  Kalau tidak dengan 
“bahasa klise” tersebut, banyak hasil 
penelitian kemasyarakatan mere-
komendasikan agar hakim menjatuh-
kan sanksi paling adil (Hafad, 2004 : 
78). Namun demikian, yang 
mengembirakan, di BAPAS Suraba-
ya, Pembimbing Kemasyarakatan 
seringkali merekomendasikan agar 
anak di bina di luar LAPAS disertai 
dengan kesanggupan pihak-pihak 
tertentu yang siap menampung anak 
nakal, dan hakim memenuhi saran 
tersebut (Widodo, 2012 : 25).
Jika anak di masukkan ke LAPAS 
(pada saat berlakunya UU-SPPA 
disebut LPKA), anak-anak di LPKA 
ternyata mayoritas hanya dibina 
secara umum (tidak memperhatikan 
kebutuhan dan kompetensi anak) dan 
proses belum tampak adanya model 
pembinaan yang bersifat individual 
(individual treatment model), maka 
dampaknya akan makin buruk bagi 
anak.  Selama ini anak (apapun 
tindak pidana yang dilakukan) yang 
ada di LAPAS Anak maupun di suatu 
blok (di LAPAS Dewasa) sehingga 
pada siang hari dapat berinteraksi 
dan saling bergaul sehingga memung 
kinkan saling “belajar kejahatan.”  
Akibatnya, dalam LAPAS terjadi 
prisonisasi, meskipun anak tidak 
selalu menjadi residivis (penjahat 
kambuhan).  Jika anak dimasukkan 
ke LPKA atau LPKS yang tidak 
tertata model pembinaannya, 
dampak positif bagi anak dan ma- 
syarakat memang banyak, namun 
dampak negatif bagi anak cukup 
dominan (Widodo, 2012 : 25).
Berkaitan dengan diversi yang 
berjalan selama ini, pandangan nega-
tif masyarakat terhadap penegak 
hukum juga mempunyai pengaruh 
besar terhadap penerapan diversi.Hal 
ini diungkapkan oleh Wahyudi 
(Penyidik Pembantu PPA) bahwa 
ketika pihak-pihak didamaikan, ma- 
syarakat beranggapan bahwa penyi- 
dik membela dan dibayar oleh pihak 
pelaku tindak pidana sehingga 
pelaku tidak diproses secara 
pidana.Padahal Polisi melakukan 
upaya damai (diversi) untuk kepen- 
tingan terbaik bagi anak.Hal serupa 
juga diungkapkan oleh Andi Armasa-
ri (Jaksa Fungsional Kejaksaan 
Negeri Makassar) bahwa penilaian 
negatif dari masyarakat jika mereka 
didamaikan, atau jaksa membuat 
tuntutan ringan anak pelaku tindak 
pidana. Kejaksaan dianggap pihak 
yang tidak bertanggung jawab, 
bahkan dituduh dibayar oleh pelaku, 
atau ada hubungan keluarga antara 
jaksa dengan pelaku.  Menurut Iswa-
hyu Widodo (Hakim Anak di Penga-
dilan Negeri Makassar), umumnya, 
kendala untuk mendamaikan para 
pihak adalah korban sudah menjadi 
korban berkali-kali, meskipun pela- 
kunya bukan orang yang sama (Adi-
guna dkk., 2014).
Berdasarkan hasil penelitian di 
atas dapat dihami beberapa hal beri-
kut.  Dalam perspektif substansi 
hukum, petunjuk teknis pelaksanaan 
diversi belum semuanya lengkap.  
Hal ini dapat diatasi dengan cara 
membuat Peraturan Pemerintah (PP) 
tentang diversi sebagaimana diatur 
dalam Pasal 15. Ketentuan Peraturan 
Pemerintah yang ditindaklanjuti 
dengan peraturan yang lebih rendah 
tingkatannya juga penting mengingat 
ada beberapa norma dalam UU-SP-
PA yang multi tafsir, antara lain:
a. Siapa saja yang wajib hadir dalam 
diversi di setiap tingkatan, dan 
bagimana jika diantara mereka 
tidak hadir, akankah menjadikan 
diversi batal demi hukum atau 
dapat dibatalkan. Dalam UU 
tersebut ada kata “wajib”, sehing-
ga secara terminologis dapat 
ditafsirkan “bisa”, bukan wajib.  
Bagaimana jika para pihak yang 
disebutkan dalam 8 ayat (1) ada 
yang tidak hadir apakah jika ada 
diversi kemudian diversinya 
dianggap batal demi hukum atau 
bagaimana.  Apa sanksi bagi 
pihak yang diundang penegak 
hukum dalam diversi kemudian 
tidak hadir?
b. Tidak ada norma yang mengatur 
cara diversi jika proses mengala-
mi jalan buntu (deadlock) dalam 
musyawarah. Apakah diversi ter- 
sebut langsung dianggap gagal 
atau ada alternatif lain, misalnya 
dengan pungutan suara. Namun 
bagaimana penentuan keberhasi-
lannya, dan bagaimana persentase 
suara dari masing-masing pihak. 
Bagaimana ketentuan musyawa- 
rah yang berhasil dalam diversi, 
apakah semua pihak harus setuju 
dengan kesepakatan, atau jika ada 
yang tidak setuju diversi pihak-pi-
hak tertentu sengaja meng-
gagalkan diversi dengan tujuan 
agar anak dimasukkan ke proses 
peradilan pidana.
c. Tidak ada ketentuan tentang 
pengertian masyarakat (dalam 
ketentuan melibatkan “tokoh 
masyarakat” dalam Pasal 10 ayat 
(1), apakah masyarakat sekitar 
tempat tindak pidana terjadi, atau 
masyarakat tempat pelaku bera- 
sal, atau masyarakat tempat 
korban berasal, atau masyarakat 
merupakan orang-orang yang 
memahami tentang karakteristik 
pelaku (misalnya orang yang 
meneliti tentang tingkah laku 
yang dilakukan pelaku,a atau 
orang yang pernah melakukan 
tingkah laku yang sama dengan 
pelaku) atau korban  (misalnya 
orang yang meneliti tentang 
eksistensi korban atau orang yang 
pernah menjadi korban dalam 
tindak pidana yang sama).
d. Tidak ada ketentuan limitatif 
tentang bentuk hasil kesepakatan. 
Dalam Pasal 11 hanya diatur 
“antara lain”. Apakah boleh ada 
bentuk lain selain yang diatur 
dalam Pasal 11.  
Meskipun ada beberapa kelema- 
han, banyak juga keunggulan norma-
tif dalam UU-SPPA antara lain 
sebagai berikut.
a. Memberikan peluang pada anak, 
korban dan masyarakat untuk 
melakukan diversi dalam rangka 
memulihkan keadaan, tanpa meli-
batkan anak dalam proses per- 
adilan pidana.
b. Menggunakan Paradigma keadi- 
lan restoratif, yang tercermin 
dalam diversi maupun sistem 
peradilan pidana (sampai dengan 
pembimbingan klien oleh 
BAPAS).
c. Memuat banyak jenis pidana dan 
tindakan yang memungkinkan 
hakim menjatuhkan jenis dan 
beratnya sanksi sesuai dengan 
pendekatan keadilan restoratif.
d. Mengatur kerangka penannagan 
anak yang berkonflik dengan 
hukum, mulai dari diversi sampai 
pada pengawasan dan pembim- 
bingan sehingga menjamin kepas-
tian hukum dan dapat digunakan 
sebagai dasar pembuatan peta 
jalan (roadmap) dalam pencipta-
an keadilan restoratif.
e. Pelibatan banyak lembaga peme- 
rintah, lembaga kemasyarakatan, 
ahli, dan individu dalam sistem 
peradilan pidana.
Berkaitan dengan pelaksanaan 
diversi, ada beberapa permasalahan 
yang perlu mendapat pemecahan, 
secara yuridis maupun praktis antara 
lain sebagai berikut.
a. Belum ada Peraturan pemerintah 
tentang Diversi, padahal UU-SP-
PA dilaksanakan tanggal 1 Juli 
2014.  Jika tidak ada PP, maka 
para penegak hukum akan meng-
gunakan peraturan yang ada.  
Apakah peraturan yang ada sudah 
mencerminkan filosofi UU-SP-
PA.
b. Apakah catatan hasil diversi 
bersifat online dan terintegrasi 
antara kepolisian, kejaksaan, dan 
pengadilan? Jika tidak, bagaima-
na jika rekam jejak anak tidak 
terekam maka memungkinkan 
seorang anak di-diversi lebih dari 
1 (satu) kali.
c. Apakah BAPAS mampu melak-
sanakan tugas membuat Peneli-
tian Kemasyarakatan dan menga-
wasan proses pelaksanaan diver-
si.Pasal  28 mengatur bahwa Hasil 
Penelitian Kemasyarakatan wajib 
diserahkan oleh Bapas kepada 
Penyidik dalam waktu paling 
lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh 
empat) jam setelah permintaan 
penyidik diterima.  Padahal, 
jumlah Pembimbing Kema- 
syarakatan sangat sedikit, namun 
wilayah kerjanya antara 5 sampai 
7 kabupaten kota.  Misalnya 
BAPAS Jember (yang wilayahnya 
meliputi Jember, Banyuwangi, 
Bondowoso, Situbondo, dan 
sebagian Lumajang) hanya memi-
liki 11 orang pegawai.  Jumlah 
Pembimbing Kemasyarakatan 
Anak hanya 3 orang. Sarana 
transportasi milik BAPAS ada 
sangat kurang (Widodo, 2012: 
235).
d. Mampukan Bapas melakukan 
pengawasan, pembinaan, pem-
bimbingan secara profesional 
terhadap anak yang didiversi dan 
berada di luar LPKS? Jika tidak 
diawasi, bisa bertambah nakal.  
Jika tidak diawasai, anak tidak 
mendapatkan perlindungan 
hukum agar tidak mengulangi 
tindak pidana, karena tidak ada 
pendampingan atau bimbingan 
yang memadai ke arah tingkah 
laku yang baik. Bukankah anak 
yang didiversi sesungguhnya 
adalah anak yang melakukan 
tindak pidana (hanya saja tidak 
diputus oleh pengadilan, tetapi 
hanya ditetapkan oleh pengadilan 
sebagai pelaku tindak pidana 
pertama).
e. Sudah siapkah semua penegak 
hukum (termasuk advokat) dan 
pihak-pihak terkait melakukan 
musyawarah dalam rangka diver-
si, padahal proses tersebut mem-
butuhkan banyak pengetahuan 
dan keterampilan.
Berkaitan dengan permasalahan 
tersebut, para pihak harus melakukan 
beberapa langkah berikut agar diver-
si dan sistem peradilan pidana dapat 
terlaksana dan dapat mencapai 
tujuan berupa keadilan restoratif. 
a. Dalam Subtansi hukum, pemerin-
tah harus segera menerbitkan 
Peraturan Pemerintah tentang 
diversi sebagaimana diatur dalam 
Pasal 15. Setelah ada PP, maka 
pihak-pihak penegak hukum dan 
pemangku kepentingan lain (mi- 
salnya kementerian terkait) me- 
nerbitkan petunjuk pelaksanaan 
dan petunjuk teknis agar dapat 
digunakan sebagai pemandu 
diversi.  Untuk menguatkan pro- 
ses diversi, maka diperlukan pem-
buatan (atau peninjauan) nota 
kesepahaman “payung” yang 
ditindaklanjuti dengan perjanjian 
kerjasama antar-instansi.
b. Penegak Hukum dan pemangku 
kepentingan wajib melaksanakan 
sejumlah langkah, antara lain 
sebagai berikut.
1) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, advokat agar dapat 
melakukan diversi pada anak, 
karena anak mempunyai 
karakter khusus, begitu pula 
korban dan masyarakat juga 
mempunyai karakter unik. 
2) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, dan advokatagar dapat 
melakukan proses peradilan 
pidana pada anak, karena anak 
mempunyai karakter khusus 
yang harus diperhatikan, baik 
anak pelaku, anak korban, 
maupun anak saksi.  
3) Kualitas dan kuantitas Peker-
ja Sosial Profesional dan Te- 
naga Kesejahteraan Sosial 
juga perlu ditingkatkan dalam 
penanganan anak yang ber- 
konflik dengan hukum.
4) Peningkatan kemampuan 
calon petugas LPKS (sebagai 
tempat pembinaaan anak yang 
dijatuhi pidana), LPKA (tem-
pat anak yang di-diversi 
berupa pengikutsertaan dalam 
lembaga), LPAS (sebagai 
tempat penahanan anak 
semesntara), petugas pema- 
syarakatan di Blok Anak pada 
LAPAS Dewasa.
5) Peningkatan kemampuan 
pembimbing kemasyarakatan 
(dari BAPAS) dalam membuat 
Penelitian Kemasyarakatan 
(Litmas) agar lebih cepat, 
akurat, dan berkualitas (me- 
muat analisis yang proporsio- 
nal dari sisi sosiologi, psikolo-
gi, penologi, dan “ilmu ting-
kah laku” lainnya), dan 
melakukan pendampingan, 
pembimbingan, dan penga-
wasan proses diversi, dan 
pelaksanaan diversi (baik di 
dalam LPKS maupun di ma- 
syarakat). BAPAS harus mem-
berikan rekomendasi (Pasal 10 
ayat (2), pendampingan, pem-
bimbingan, dan pengawasan 
terhadap anak selama proses 
dan pelaksanaan diversi (Pasal 
14 ayat (2), laporan kegagalan 
diversi (Pasal 14 ayat (3).  
Waktu pembuatan litmas 
sangat singkat yaitu hanya 3 
hari.**
Para penegak hukum dan 
pemangku kepentingan perlu 
mendapatkan pendidikan dan pelai-
han atau bahkan pendidikan khusus 
secara bertahap dan terus-menerus 
dan masing-masing memperoleh 
sertifikat agar memenuhi standar 
minimal yang dibutuhkan pencapa-
ian keadilan restoratif.  Hal ini sama 
dengan apa yang dikemukakan 
Jonson bahwa ... facilitator style and 
role, certification, training requir-
ment’s, professional standards and 
othe issues will continue to add 
spince to the stew of co-creation ad 
individuality in the field many years 
to come (Daniel van Ness, 2007 
:223).
c. Masyarakat perlu ditingkatkan 
kepeduliannya dalam menyele-
saikan tindak pidana anak.  Pan-
dangan masyarakat terhadap 
keadilan restoratif juga perlu 
diperbaiki agar tidak ada prasang-
ka. Langkah yang dapat dilaku-
kan oleh pemerintah bersama 
pemangku kepentingan antara 
lain sebagai berikut.
1) Sosialisasi UU kepada ma- 
syarakat, terutama masyarakat 
yang rentan sebagai pelaku 
maupun korban tindak pidana 
anak.
2) Membudayakan pemikiran 
“positif” anggota masyarakat 
terhadap proses diversi di 
semua tingkatan pradilan 
pidana.  Memberikan pemaha-
man yang komprehensif terha-
dap keadilan restoratif yang 
dicapai melalui proses 
peradilan pidana.
3) Meningkatkan komitmen 
masyarakat dan pemerhati 
untuk selalu mengutamakan 
penyelesaian tindak pidana 
anak yang sesuai dengan kebu-
tuhan anak.
d. Sarana dan prasarana(termasuk 
kurikulum) sangat perlu diada-
kan, ditambah atau ditata ulang, 
antara lain sebagai berikut. 
1) Penyediaan ruangan khusus 
di Kepolisian, Kejaksaan, dan 
Pengadilan, penganggaran, 
fasilitas pendukung, data 
online yang terintegrasi (agar 
pelaporan, pendataan, pendo-
kumentasian (pengarsipan) 
data diversi mudah, cepat, dan 
murah). Hal inisangat penting 
dalam keadministrasian, 
apalagi di wilayah luar pulau 
Jawa yang geografisnya varia-
tif, dan modal tranportasinya 
terbatas).
2) Pembentukan LPKS, LPAS, 
LPKA.
3) Peninjauaan dan pembentu-
kan model pembinaan di 
LPKS, LPKA berserta kuriku-
lum, termasuk penyediaan 
fasilitas pendukungnya.
Pendidikan, Pembinaan, Pen-
dampingan dan  Pengawasan  Ter-
hadap  Anak yang Di-diversi 
Maupun yang Dijatuhi Pidana 
Atau Tindakan  Oleh Pengadilan
Sampai saat ini di LAPAS Anak 
atau LAPAS Dewasa Indonesia 
belum ada model yang sistemik 
tentang pendidikan, pembinaan, 
pendampingan, dan pengawasan 
khusus terhadap anak yang didasar-
kan pada asas individualisasi pembi-
naan (baik pembimbingan mental 
dan kerohanian maupun pembimbi- 
ngan/latihan kerja), dan asas kepen- 
tingan terbaik bagi anak. Penga-
wasan yang dilakukan oleh BAPAS 
terhadap anak yang dijatuhi pidana 
maupun tindakan juga kurang opti-
mal. Kepedulian masyarakat dan 
organisasi kemasyarakatan terhadap 
anak yang melakukan tindak pidana 
juga belum optimal.  Berdasarkan 
fakta tersebut, maka pola penga-
wasan dapat dilakukan oleh para 
pihak sebagai berikut.
a. Anak yang didiversi sudah me- 
ngalami masalah kelakuan, 
karena itu pembinaannya dapat 
dilakukan oleh bagian Bimbingan 
dan Konseling (jika sekolah), 
pimpinan lembaga pendidikan 
non-formal (jika menempun 
pendidikan non formal), orang tua 
atau wali atau perorangan lain 
(jika dikembalikan ke orang 
tua/wali atau diserahkan kepada 
perorangan), kepala organisasi 
kemasyarakatan (jika diserahkan 
ke organisasi kemasyarakatan), 
kepala desa/lurah (jika tidak ada 
pembina).
b. Anak yang dimasukkan ke LPKS, 
LPKA dibimbing oleh petugas 
khusus yang ada dalam lembaga 
tersebut.
c. Pembimbing Kemasyarakatan di 
BAPAS, sesuai dengan bidang 
tugasnya.
Namun, para pembina dan petu-
gas, pengawas tersebut harus dibuat-
kan pola atau model atau sistem yang 
dapat dipedomani berdasarka Pera-
turan Pememrintah (PP) dan peratu- 
ran menteri atau lembaga pemerintah 
yang terkait dengan penanganan 
anak yang berkonflik dengan hukum 
(pelaku), dan anak yang berhadapan 
dengan hukum (anak saksi dan anak 
korban).  Khusus pada anak pelaku, 
pembentukan model pendidikan, 
pembinaan, pendampingan tersebut 
harus didasarkan ada karakteristik 
unik dari masing-masing anak, 
sehingga harus mengutamakan 
model individualisasi pembinaan dan 
berbasis pada kebutuhan anak. 
Karena itu, pemerintah perlu mem-
buat model khusus tentang penga-
wasan, pembinaan, dan pendampin-
gan anak yang berkonflik dengan 
hukum, baik di-diversi maupun 
dijatuhi pidana (straf)atau tinda-
kan(maatregels).
Simpulan
1. Diversi pada perkara anak perlu 
dilakukan oleh penegak hukum 
secara terukur dan legal berdasar-
kan UU Sistem Peradilan Anak 
dalam rangka melindungi anak, 
anak korban dan kepentingan 
masyarakat secara proporsional.  
2. Kelemahan pelaksanaan peradilan 
pidana anak, kekurangmampuan 
LAPAS, LAPAS Anak, dan 
Organisasi Kemasyarakatan da- 
lam membina anak yang berkon- 
flik dengan hukum selama ini 
memicu lahirnya diversi.  Keber-
hasilan diversi pada anak di 
beberapa negara menjadi sema- 
ngat tersendiri bagi pembuat UU 
untuk membentuk lembaga diver-
si secara legal. 
3. Konsekuensi dari diversi pada 
anak, para pihak yang terlibat 
dalam proses dan pasca-diversi 
wajib menjamin kepentingan 
terbaik bagi anak dan korban.  
Karena itu, pendidikan, pembi-
naan, pendampingan dan penga-
wasan anak yang berkonflik 
dengan hukum (baik yang disele-
saikan dengan diversi maupun 
yang diadili melalui sistem 
peradilan pidana) wajib dilak-
sanakan secara sistemik berdasar-
kan asas kepentingan terbaik bagi 
anak tanpa mengabaikan kepen- 
tingan korban dan masyarakat.
4. Konsekuensi yuridisnya,Peratu- 
ran Pemerintah Republik Indone-
sia  Nomor 65 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pelaksanaan 
Diversi dan Penanganan Anak 
yang Belum Berumur 12 (Dua 
Belas) Tahun perlu ditindaklanjuti 
dengan peraturan internal di 
kalangan Polri, BAPAS, dan 
instansi terkait sebagai standar 
prosedur operasional di lembaga 
yang terlibat dalam proses diver-
si, termasuk lembaga pelaksana 
dan pengawas putusan diversi 
dalam rangka impementasi kebi-
jakan diversi anak di Indonesia.
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Pendahuluan
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum harus didasarkan 
pada kepentingan terbaik bagi anak. 
Pengertian frasa “terbaik bagi anak” 
terkait dengan sifat anak, baik fisik, 
psikis, maupun sosial sehingga 
kepentingan anak satu dengan lain- 
nya tidak harus sama. A definition of 
the child’s best interests cannot 
accommodate the diverse nature of 
the interests appropriate for a partic-
ular child, from a particular back-
ground and at a particular time of 
development. (Sifris at.all 2014). 
Pengutamaan kepentingan terbaik 
bagi anakini juga didasarkan pada 
asas umum perlindungan anak 
sebagaimana diatur dalam konvensi 
anak, bahwa 
The best interests of the child 
shall be a primary consideration 
in all actions affecting children. 
(The 1989 Convention on the 
Rights of the Child).The term 
“best interests” broadly 
describes the well-being of a 
child. Such well-being is deter-
mined by a variety of individual 
circumstances, such as the age, 
the level of maturity of the child, 
the presence or absence of 
parents, the childs environment 
and experiences.(UNHCR Guide-
lines, 2008).
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum tidak harus menggu-
nakan sarana nonpenal (misalnya 
diversi) atau menggunakan hukum 
pidana (sarana penal).  Namun, ke- 
duanya dapat dilakukan secara 
berurutan, yaitu mengutamakan 
diversi (jika memenuhi persyaratan 
diversi), dan jika upaya tersebut 
gagal maka akan diberlakukan 
sistem peradilan pidana bagi 
anak.Hal ini sesuai dengan pendapat 
bahwa the major goal of the first 
juvenile courts, established at the 
turn of the century, was to provide an 
alternative to, and thereby divert 
youth from, the criminal court(Albert 
L. Robert (Edit), 2008 : 184).
Secara umum, pemberlakuan-
sistem peradilan pidana untuk 
penyelesaian perkara pidana dapat 
berdampak buruk bagi anak, teruta-
ma pemberian “stigma jahat” pada 
anak (stigmatisasi atau labelisasi), 
dan terjadinya pembiasaan kebia- 
saan-kebiasan buruk di LAPAS yang 
kemudian dipraktikkan lagi oleh 
anak ke luar LAPAS Anak (prisoni-
sasi), bahkan pengulangan tindak 
pidana yang lebih serius akibatnya. 
Salah satu penyebabnya adalah 
adanya kontak langsung dengan 
penegak hukum yang dapat membuat 
anak frustrasi.  Jika perkaranya 
sudah diputus oleh pengadilanpun, 
mungkin akan menjadi stigma bagi 
anak pelaku tindak pidana.  Karena 
itu, para ahli di bidang psikologi, 
hukum, etimologi kriminal, krimi-
nologi, pendidikan, dan penologi 
selalu mencari jalan terbaik bagi 
anak, korban, dan kepentingan ma- 
syarakat.  Akhirnya, para ahli mewa-
canakan pendekatan keadilan resto- 
ratif sebagai alternatif pemikiran 
untuk mengurangi kelemahan teori 
pemidanaan retributif, teori prevensi 
maupun teori gabungan.
Keadilan restoratif merupakan 
suatu ide dan gerakan yang me- 
ngedepankan keadilan dalam pers-
pektif pelaku dan keluarganya, 
korban dan keluarganya, masyarakat, 
dan pemangku kepentingan dalam 
rangka pemulihan keadaan masing- 
masing.  Karena itu, konsepsi pemi- 
kiran keadilan restoratif (restorative 
justice) menjadi salah satu upaya 
menjauhkan anak dari sistem per- 
adilan pidana yang tidak perlu.  
Pendekatan ini mengutamakan pe- 
nyelesaian tindak pidana di luar 
peradilan pidana.  Pendekatan terse-
but bukan hanya pada anak, melain- 
kan juga pada orang dewasa (misal- 
nya pencurian ringan, penggelapan 
ringan, perbuatan curang (penipuan) 
ringan) maupun anak-anak.  Bahkan 
di beberapa negara maju, korporasi 
yang melakukan tindak pidana dapat 
juga diselesaikan dengan pendekatan 
keadilan restoratif.
Keadilan restoratif adalah cara-
menanggapi perilaku criminal 
dengan cara menyeimbangkan antara 
kebutuhan masyarakat, dengan 
korban danpelaku. Ini merupakan 
konsep yang terus berkembangdan 
dapat menimbulkan interpretasi yang 
berbeda di negara yang berbeda.
Restorative justice is a way of 
responding to criminal behaviour 
by balancing the needs of the 
community, the victims and the 
offenders. It is an evolving 
concept that has given rise to 
different interpretation in differ-
ent countries, one around which 
there is not always a perfect 
consensus.(United Nations, 2006: 
6).
Berkaitan dengan konsep 
keadilan restoratif dalam perkara 
pidana yang dilakukan oleh anak, 
menurut Pasal 1 angka 6 Undang- 
Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 
Sistem Peradilan Pidana  Anak (LN 
Tahun  2012  Nomor  153, TLN 
Nomor  5332), pengertian keadilan 
restoratif adalah penyelesaian perka-
ra tindak pidana dengan melibatkan 
pelaku, korban, keluarga pelaku/kor-
ban, dan pihak lain yang terkait 
untuk bersama-sama mencari 
penyelesaian yang adil dengan 
menekankan pemulihan kembali 
pada keadaan semula, dan bukan 
pembalasan.
Praktik di beberapa negara, 
keadilan restroratif disebut dengan 
berbagai istilah. Ada pihak yang 
menggunakan istilah"keadilan 
komunitarian", "memperbaiki 
kesalahan", "Keadilan positif", 
"keadilan relasional", "keadilan 
reparatif", "keadilan masyarakat" 
untuk menyebut "keadilan restorat-
if". Namun, demikian ada kesamaan 
pemahaman bahwa keadilan 
restoratif dibangun berdasarkan 
konsep penyeimbangan kepentingan 
dan kebutuhan pada tiga pihak, yaitu 
pelaku, korban, dan masyarakat. Hal 
ini terungkap dari penjelasan beri-
kut.
Also, because of the difficulties in 
precisely translating the concept 
into different languages, a variety 
of terminologies are often used. 
There are many terms that are 
used to describe the restorative 
justicemovement. These include 
“communitarian justice”, “ma- 
king amends”,“positive justice”, 
“relational justice”, “reparative 
justice”, “communityjustice” and 
“restorative justice”, among 
others.(United Nations, 2006:6)
Berkaitan dengan keadilan 
restoratif, dalam UU-SPPA diatur 
tentang diversi. Pengertian diversi 
adalah pengalihan penyelesaian 
perkara Anak dari proses peradilan 
pidana ke proses di luar peradilan 
pidana.Jika kedua konsep tersebut 
dihubungkan, maka keadilan 
restoratif adalah tujuan yang ingin 
dicapai, sedangkan diversi adalah 
salah satu proses mencapai keadilan 
tersebut.Keadilan restoratif dapat 
dicapai melalui diversi maupun 
non-diversi, yaitu memproses anak 
pelaku tindak pidana dalam sistem 
peradilan pidana. Dengan demikian, 
melalui sistem peradilan pidanapun 
dapat dicapai keadilan restoratif. 
Misalnya dengan menjatuhkan 
pidana atau tindakan yang sesuai 
dengan kebutuhan pelaku, korban, 
dan masyarakat.Karena itu, dalam 
UU-SPPA disediakan banyak jenis 
sanksi dan tindakan agar hakim 
dapat memilih jenis pidana (straf) 
atau tindakan (maatregel) yang 
sesuai dengan kebutuhan pelaku, 
korban dan masyarakat agar keadilan 
restoratif tercapai.
Sampai saat ini, diversi pada 
perkara anak di tahap penyidikan 
sudah sering dilakukan berdasarkan 
Peraturan internal di Kepolisian 
Negara Republik Indonesia.  Banyak 
pendapat yang setuju dan yang tidak 
setuju atas upaya Polri untuk 
menyelesaikan perkara pidana anak 
di luar hukum pidana.  Namun, saat 
ini sudah terbit Undang-Undang No. 
11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (selanjutnya 
disingkat UU-SPPA), yang sudah 
diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 
2014 sehingga setiap orang wajib 
setuju dan menaatinya.  Jika UU 
tersebut diberlakukan, banyak 
sub-sistem atau sistem yang berubah, 
misalnya sub-sistem: diversi oleh 
polisi, jaksa, dan hakim; pencatatan 
dan pengarsipan pada lembaga 
pelaksana UU-SPPA; sistem pembi-
naan dan pembimbingan anak di 
Lembaga Penempatan Anak Semen-
tara (LPAS), Lembaga Penyelengga-
ra Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA). Selain itu, banyak juga 
sarana dan prasarana yang disiapkan, 
termasuk kaulitas dan kuantitas sum-
berdaya manusia (misalnya polisi, 
jaksa, hakim, pembimbing kema- 
syarakatan, petugas pemasyarakatan, 
relawan sosial).
Jika pemerintah dan para pihak 
terkait serta para pemangku kepen- 
tingan (stakehoders) tidak segera 
melakukan persiapan atas pember-
lakuan UU-SPPA tidak segera 
disiapkan, UU-SPPA akan hanya 
menjadi norma yang bersifat 
“semantik” (indah dalam bahasa) 
dan tidak banyak melakukan peruba-
han substansi sistem peradilan 
pidana anak sehingga tidak ada 
bedanya dengan saat berlakunya UU 
No. 3 Tahun 1997 tentang Penga-
dilan Anak.
Berdasarkan pemikiran tersebut, 
penulis melakukan pengajian terha-
dap 3 (tiga) permasalahan, yaitu 
apakah urgensi diversi dalam pena- 
nganan perkara anak;bagaimana 
kesiapan para pihak yang terlibat 
dalam diversi perkara anak;serta 
bagaimana model pendidikan, pem-
binaan, pendampingan, dan penga-
wasan anak yang di-diversi maupun 
anak yang dijatuhi pidana (straf) atau 
tindakan(maatregel).  Kajian ini 
akan menghasilkan analisis tentang 
substansi keadilan restoratif dalam 
kaitannya dengan diversi, dan anali-
sis kemampuan yang ada di ma- 
sing-masing pemangku kepentingan 
yang berkaitan dengan sistem per- 
adilan pidana. Akhirnya, Hasil kajian 
ini dapat dimanfaatkan oleh pihak- 
pihak terkait untuk menyiapkan sum-
berdaya, sumberdana dan sistem 
kinerja dalam rangka menciptakan 
keadilan restoratif dalam perkara 
anak di Indonesia.  
Urgensi Penerapan  Diversidalam 
Penanganan  Perkara Anak
Secara teoretik, ada keterkaitan 
antara asas atau kebijakan dikresi 
(discretion), diversi (Diversion) dan 
keadilan restoratif (Restorative 
Justice).Saut P.Panjaitan mengemu-
kakan bahwa diskresi (pouvoir 
discretionnaire, bahasa Perancis) 
ataupun Freies Ermessen (bahasa 
Jerman) merupakan suatu bentuk 
penyimpangan terhadap asas legali-
tas dalam pengertian wet matigheid 
van bestuur, jadi merupakan ”keke- 
cualian” dari asas legalitas. Menurut 
Muchsan, dasar pijakan diskresi ada 
2 (dua) yaitu: Dasar Hukum/Yuridis, 
yaitu menyangkut ketentuan formal; 
dan Dasar Kebijakan, yaitu me- 
nyangkut manfaat. (Simamora, 
2014).
Diversi adalah penyelesaian per- 
kara pidana menggunakan jalur di 
luar hukum pidana. Sedangkan 
pengertian keadilan restoratif adalah 
ide keadilan yang didasarkan pada 
kesepakatan antar-para pihak yang 
terkait dengan tindak pidana untuk 
mencari solusi untuk pemulihan 
keadaan sebagaimana belum terjadi 
tindak pidana dan bahkan menja- 
dikan semua pihak lebih baik.  
Keadilan Restoratif didasarkan pada 
5 prinsip dalam pemikiran berikut. 
Five Principles of Restorative 
Justice
a. Focuses on harms and conse-
quent needs (victims', but also 
communities' and offenders').
b. Addresses obligations resulting 
from those harms (offenders' but 
also families', communities' and 
society's).
c. Uses inclusive, collaborative 
processes.
d. Involves those with a legitimate 
stake in the situation (victims, 
offenders, families, community 
members, society).
e. Seeks to put right thewrongs 233 
(Dowd, 2015: 233)
Dengan demikian, dalam konteks 
bahasan ini dapat dipahami bahwa 
diversi dalam perkara anak lahir 
karena adanya asas diskresi yang 
dimiliki oleh pihak yang berwenang 
(Penyidik, Jaksa, dan Hakim) dalam 
rangka mencapai keadilan restoratif.  
Salah satu bentuk diskresi adalah 
memberikan kewenangan kepada 
Penyidik, Jaksa, dan Hakim untuk 
melakukan diversi terhadap anak 
yang berhadapan dengan hukum. 
Pengertian keadilan restoratif 
adalah a form of conflict resolution 
and seeks to make it clear to the 
offender that the behaviour is not 
condoned, at the same time as being 
supportive and respectful of the indi-
vidual.(Morison, 2001: 194). Pihak 
yang diharapkan memperoleh kea- 
dilan restoratif adalah pelaku dan 
korban, serta pihak-pihak yang 
terkait. Dalam konteks pemidanaan, 
pendekatan keadilan restoratif seja- 
lan dnegan model keseimbangan 
Kepentingan (Muladi, 1995:5). Ka- 
rena itu, asas daad-dader-slachtof-
fer-Strafrecht mestinya mulai diim-
plementasikan dalam hukum pidana 
(Arief Amrulah, 2008).
Keadilan restoratif dapat diterap-
kan pada seluruh proses penegakan 
hukum pidana, tidak hanya pada satu 
proses saja, misalnya pada penyi- 
dikan atau penuntutan atau peradilan. 
Hal ini didasarkan pada prinsip 
keadilan restoratif masuk pada suatu 
sistem hukum pidana sehingga 
penerapannya ada pada setiap pro- 
sesnya dan juga tiap penegak hukum 
mempunyai kewenangan untuk me- 
nerapkannya. Keadilan restoratif 
bukan merupakan asas melainkan 
filsafat yaitu filsafat dalam proses 
peradilan dan juga filsafat keadilan. 
Keadilan restoratif dapat dikatakan 
sebagai filsafat peradilan, karena-
merupakan dasar dalam penyusunan 
lembaga peradilan. Dengan demiki-
an, dapat diartikan bahwa keadilan 
restoratif adalah suatu rangkaian 
proses peradilan yang pada dasarnya 
bertujuan untuk me-restore (memu- 
lihkan kembali) kerugian yang dide- 
rita oleh korban kejahatan, (Mudza-
kir, 2008). masyarakat, dan para 
pihak terkait.
Pendekatan keadilan restoratif 
(restorative justice approach) diawa-
li dari praktik di beberapa negara 
misalnya Kanada, Australia, New 
Zealand, dan Inggris. Sejarah per- 
kembangan hukum modern dalam 
penerapan restorative justice diawali 
dari pelaksanaan sebuah program 
penyelesaian di luar pengadilan 
konvensional yang dilakukan oleh 
masyarakat yang disebut dengan 
victim-offender mediation tahun 
1970-an di Kanada (Morris dan 
Maxwelle, 21: 4). Pendekatan 
keadilan restoratif merupakan per- 
kembangan terakhir dari paradigma 
peradilan pidana, yaitu diawali 
dengan retributive justice, dilanjut-
kan dengan rehabilitative justice, 
kemudian ada alternative justice, 
kemudian diperbaiki lagi dengan 
transitional justice, danakhirnya 
digantikan oleh restorative justice.
Berdasarkan sejarah di beberapa 
negara, pelaksanaan Diversi pada 
awalnya gagal di Amerika, tetapi 
berhasil di Belanda, Denmark, Italia, 
Jerman, Perancis, pada tahun 
1969(Marlina, 2010:4) kemudian 
diperbaiki sistemnya yang akhirnya 
sukses di beberapa negara dalam 
penyelesaian tindak pidana tertentu 
dan pelaku-pelaku tertentu.
Meskipun tidak ada kesepakatan 
tentang pengertian keadilan restora- 
tif, namun mayoritas definisi 
berfokus pada proses yang melibat-
kan semua pihak yang berkepenti- 
ngan untuk menyelesaikan pelang-
garan hukum dan bertujuan memper-
baiki kerugian yang disebabkan oleh 
pelanggaran tersebut.  Hal ini 
terungkap dalam pernyataan berikut. 
There is no agreed definition of 
restorative justice processes. A 
number of definitions have been 
suggested, most of which focus on a 
process which involves all those 
affected by an offence and aims to 
repair the harm caused by the 
offending(Widodo 2014). Berdasar-
kan pemikiran tersebut dapat dipaha-
mi bahwa akar filsafat keadilan 
restoratif adalah konsepsi keadilan 
untuk semua (justice for all), yaitu 
pelibatan pelaku, korban, dan ma- 
syarakat berdasarkan musyawarah 
dalam rangka merestorasi keadaan 
secara manusiawi.
Secara teoretis, sistem peradilan 
pidana anak di Indonesia wajib 
mengutamakan kepentingan yang 
terbaik bagi anak dan berupaya me- 
ngurangi penyelesaian perkara anak 
di pengadilan pidana, dan jika 
terpaksa dipidana penjara, maka 
pidana tersebut hanya dilakukan 
sebagai upaya terakhir dan dalam 
waktu yang singkat. Hal ini dapat 
diketahui dari beberapa instrumen 
internasional, antara lain United 
Nations Standard Minimum Rules for 
the Administration of Juvenile 
Justice (Beijing Rules), United 
Nations Standard Minimum Rules for 
Non-Custodial Measures 1990 
(Tokyo Rules), United Nations 
Guidelines for the Prevention of 
Juvenile Delinquency (Riyadh 
Guidelines), dan United Nations 
Rules for the Protection of Juveniles 
Deprived of Their Liberty (1990). 
Menurut Wardaya dan Retnaningrum 
bahwa, kesadaran masyarakat bahwa 
anak-anak pelaku tindak pidana 
perlu diperlakukan khusus tidak 
sebagaimana orang dewasa baru 
disadari sejak penyelenggaraan 
peradilan anak kali pertama di 
Chicago pada 1889 (Wardaya dan 
Retnaningrum, 2011).
Urgensi pelaksaan diversi pada 
perkara anak didasari pada 
pemikiran berikut. Saat ini ada 
pergeseran filsafat pemidanaan dari 
awalnya yang bersifat restitutif 
(pembalasan) kemudian ditandingi 
menjadi teori prevensi (tujuan), 
kemudian muncul teori gabungan, 
(Widodo, 2009 :24) dan akhirnya 
berkembang pemikiran keadilan 
restoratif yang mengutamakan 
pemulihan. Pendekatan restoratif 
merupakan paradigma baru dalam 
pemidanaan yang berbeda dengan 
pendekatan keadilan retributif, baik 
konsep, orientasi, tujuan maupun 
mekanisme pencapaiannya.  Keadi- 
lan retributif lahir sebagai reaksi 
terhadap beberapa kelemahan pen- 
dekatan keadilan retributif. Resto- 
rative justice is different from the 
retributive and rehabilitation 
approaches in that it focuses prima- 
rily on the needs of the victim, not 
just the offender. It’s a powerful tool 
that can have very real, positive 
results(Marshal,2014).Pendekatan 
keadilan restoratif ini sangat positif 
dan berbeda dengan restribusi dan 
rehabilitasi yang hanya terbatas teru-
tama pada perlindungan korban, 
bukan pada pelaku.
Keadilan restoratif merupakan 
reaksi masyarakat global yang dapat 
digunakan sebagai pelengkap dari 
sistem peradilan pidana yang selama 
ini banyak yang menggunakan 
pendekatan keadilan tradisional.Hal 
ini dikemukakan oleh Mark S. Um- 
breit and Marilyn Peterson Armour 
bahwa, restorative justice is viewed 
as complementary to the criminal 
justice system because it attends to 
issues that the traditional system 
neglects. Regardless of the position 
taken, the vision of restorative justice 
is grounded in values that are reso-
nating with an increasingly broad 
range of individuals and communi-
ties throughout the world, presenting 
many opportunities for new and 
widened impact (Umbreit dan 
Armour,2004:82). Diversi adalah 
salah satu bentuk penyelesaian per- 
kara pidana dalam rangka penca- 
paian keadilan restoratif.  Bentuk 
lain- nya, misalnya rekonsiliasi 
antara pelaku dengan korban, konfe- 
rensi keluarga dan masyarakat, 
upaya perdamaian dalam ma- 
syarakat.  Hal ini selaras dengan 
pemikiran Strickland, bahwa
More specific technique associa- 
ted with restorative justice, 
include diversion, victim-offender 
reconciliation, victim impact 
panel, victim-offender statements, 
family or communiuty conferen- 
cing, community peace-making or 
centencing cyrcles, reintegrative 
shamming, and prisoneers assis-
tence program(Stickland, 2004 
:9).
Keadilan restoratif sebenarnya 
bukan merupakan budaya baru bagi 
bangsa Indonesia, namun karena 
dalam masa penjajahan hukum adat 
banyak ditinggalkan dan diganti 
dengan hukum barat, maka keadilan 
restoratif dimarginalkan. Setelah 
ketentuan ketentuan dan sistem 
hukum barat diragukan efektivitas 
dan efisiensinya dalam penyelesaian 
perkara pidana yang adil, banyak 
pihak mengintrodusi dan melak-
sanakan keadilan restoratif.  Dengan 
demikian, konsep keadilan restoratif 
bukan lahir lebih dahulu, tetapi 
sudah ada dan dilaksanakan di ma- 
syarakat kemudian ditinggalkan, dan 
saat ini digunakan lagi.   Buktinya, 
dalam hukum pidana Majapahit 
dikenal istilah “pati bajampi” yaitu 
sebagai uang pengganti obat yang 
diberikan kepada korban, rekonsi- 
lisasi antar-kepala adat yang ditandai 
dengan upaya adat di sejumlah 
wilayah Indonesia.
Pendoronglahirnya diversi pada 
perkara anak di Indonesia antara lain 
dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Terjadi labelisasi pada anak yang 
pernah diproses oleh penegak hu- 
kum berdasarkan hukum pidana 
anak.  Bahkan pada beberapa 
kasus, dalam LAPAS Anak terjadi 
prisonisasi (Widodo, 2012 : 21).
b. Pihak LAPAS Anak, LAPAS dan 
RUTAN Dewasa yang di dalam 
nya ada blok khusus Anak, belum 
semuanya mempunyai kemam-
puan yang memadai untuk pembi-
naan dan pembimbingan anak.Se-
lain itu, anak berisiko terkena 
“prisonisasi” di dalam lembaga 
tersebut.  Karena itu, perlu ada 
langkah meminimalisasi prisoni-
sasi dengan cara menghindarkan 
anak dari institusionalisasidi 
Rutan atau LAPAS.
c. Ada keinginan serius dari para 
pihak untuk mengurangi atau 
bahkan menghilangkan dampak 
negatif dari proses peradilan 
pidana bagi anak. Hal ini didasar-
kan pada data bahwa dalam tahap 
penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di pengadilan, hak- 
hak anak (pelaku) ada yang 
terlanggar, misalnya anak tidak 
dapat sekolah karena ditahan di 
RUTAN dan LAPAS.
d. Selama proses peradilan, pihak 
korban dan masyarakat belum 
mendapatkan restitusi (pemuli-
han) secara memadai sehingga 
putusan pengadilan sering diang-
gap belum mencerminkan keadi- 
lan bagi korban dan masyarakat.  
Hal ini terjadi karena keadilan 
sering ditafsirkan oleh orang 
sebagai keadilan terhadap pelaku 
saja, bukan pada korban dan ma- 
syarakat.
e. Beberapa putusan pengadilan 
kadang belum menunjukkan ke- 
berpihakan negara pada anak, 
anak korban, dan masyarakat.  
Mayoritas putusan pengadilan 
anak adalah penjatuhan pidana, 
dan jenisnya pidana penjara 
(Widodo, 2012:14).
f. Penegak hukum dan para pihak 
yang terkait belum terbiasa me- 
lakukan diversi pada anak yang 
berkonflik dengan hukum secara 
melembaga, bahkan budaya ma- 
syarakat menghendaki agar 
penyelesaian perkara anak lebih 
suka pengunaan jalur litigasi 
dibandingkan dengan jalur litiga- 
si. Beberapa anggota masyarakat 
bahkan sering menganggap diver-
si pada perkara anak yang dilaku-
kan oleh Polri merupakan upaya 
membela pihak tertentu (terutama 
membela pelaku), sehingga perlu 
ada klarifikasi yuridis.
g. Perlunya dasar hukum diversi 
yang jelas dalam peraturan perun-
dang-undangan (lex certa) yang 
dapat digunakan anak oleh polisi, 
jaksa, dan hakim agar tidak terjadi 
salah sangka dalam masyarakat. 
Sebelum ada UU Sistem 
Peradilan Anak, dasar hukum 
diversi di kepolisian adalah pada 
kebijakan diskresi (discretion) 
yang kemudian dituangkan dalam 
dasar hukum dari Kapolri untuk 
lingkungan Polri atau kesepaka-
tan-kesepakatan tertulis lain 
antar-penegak hukum atau antara 
Polri dengan Kementerian lain.  
Menakar Kemampuan Para Pe- 
mangku Kepentingan( Stake Hol- 
ders)dalam Melaksanakan Diversi 
Perkara  Anak Berdasarkan UU- 
SPPA.
Sejak diterbitkan UU-SPPA, pada 
semua tingkatan proses peradilan 
pidana (penyidikan, penuntutan, 
pemeriksanaan di pengadilan), terbu-
ka peluang polisi, jaksa, dan hakim 
untuk melakukan diversi.  Bahkan, 
sebelum ada putusan Mahkamah 
Konstitusi tahun 2013, diversi me- 
rupakan langkah wajib yang 
bersanksi pidana bagi polisi, jaksa, 
hakim sebelum menerapkan ketentu-
an hukum acara pidana.  Saat ini 
meskipun polisi, jaksa, dan hakim 
tidak melakukan diversi tidak dapat 
dipidana. Ketentuan diversi tersebut 
memberi harapan positif  bagi 
pencari keadilan dan penegak hukum 
untuk melaksanakan penyelesaian 
perkara tindak pidana anak sesuai 
dengan karakteristik anak tanpa 
mengabaikan kepentingan korban 
dan masyarakat. 
Dengan demikian, dalam pena- 
nganan anak yang berkonflik dengan 
hukum, diversi dalam perkara anak 
dilakukan oleh Polisi, Jaksa, dan 
Hakim sesuai dengan kewenangan- 
nya dalam acara pidana.  Jika diversi 
gagal maka proses peradilan pidana 
dalam maing-masing tingkatan akan 
diberlakukan dengan puncak proses 
berupa putusan pengadilan. 
Sebelum proses polisi, jaksa, dan 
hakim melakukan diversi, harus 
dipastikan dahulu bahwa persyaratan 
perkara yang dapat didiversi 
memenuhi persyaratan objektif dan 
subjektif sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7 ayat (2).  Persyaratan objek-
tif, yaitu bahwa perkara tindak 
pidana yang akan diproses Diversi 
adalah pelaku tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara di 
bawah 7 (tujuh) tahun.  Persyaratan 
subjektif adalah anak tersebut bukan 
merupakan melakukan pengulangan 
tindak pidana.Dalam UU-SPPA 
tersebut dijalelaskan tentang penger-
tian pengulangan tindak pidana, 
bahwa pengulangan tindak pidana 
dalam ketentuan ini merupakan 
tindak pidana yang dilakukan oleh 
Anak, baik tindak pidana sejenis 
maupun tidak sejenis, termasuk 
tindak pidana yang diselesaikan 
melalui Diversi.
Dalam penjelasan tersebut tidak 
ada jangka waktunya berapa lama 
antara tindak pertama yang pertama 
dengan yang kedua atau selanjutnya. 
Karena itu, UU-SPPA merupakan 
kekhususan dalam hukum pidana 
sehingga dapat menyimpangi keten-
tuan KUHP tentang jangka waktu 
agar dapat dikategorikan melakukan 
pengulangan tindak pidana. Jika 
persyaratan tersebut dipenuhi, maka 
Polisi, Jaksa dan Hakim wajib 
melakukan Diversi. Jika diversi 
sudah dicapai, maka hasil kesepaka-
tan dijadikan dasar Penetapan Ketua 
Pengadilan.
Dalam melaksanakan Diversi, 
penegak hukum wajib menggunakan 
asas sebagaimana diatur dalam Pasal 
2, yaitu pelindungan; keadilan; 
nondiskriminasi; kepentingan ter- 
baik bagi Anak; penghargaan terha-
dap pendapat Anak; kelangsungan 
hidup dan tumbuh kembang Anak; 
pembinaan dan pembimbingan 
Anak; proporsional;  perampasan 
kemerdekaan dan pemidanaan se- 
bagai upaya terakhir; dan penghinda-
ran pembalasan. 
Diversi oleh Hakim Anak di 
Pengadilan Negeri dapat dilakukan 
di ruang mediasi (Pasal 52 ayat (4)).-
Proses Diversi dilakukan dengan 
teknik musyawarah (Pasal 8 ayat 
(1)).Pihak yang wajib dilibatkan 
dalam Diversi adalah Anak dan 
orang tua/walinya, korban dan/atau 
orang tua/Walinya, Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial 
Profesional (Pasal 8 ayat (1)).Selain 
itu dapat pula ditambah dengan 
Tenaga Kesejahteraan Sosial, 
dan/atau masyarakat (ayat (2)). Para 
pihak yang bersengketa dapat 
diwakili oleh kuasanya dengan surat 
kuasa khusus, baik oleh advokat 
maupun orang lain yang dipercaya. 
Pihak ketiga di yang ditentukan oleh 
UU dapat turut serta dan mengga-
bungkan diri dalam proses musya- 
warah, apabila terdapat unsur 
kepentingan yang terkait dan keturut 
sertaannya disepakati oleh pihak 
pelaku dan korban serta disetujui 
oleh Hakim yang memimpin musya- 
warah.
Berdasarkan Pasal 9, ditentukan 
bahwa Penyidik, Penuntut Umum, 
dan Hakim dalam melakukan Diversi 
harus mempertimbangkan: a).kate-
gori tindak pidana; b)  umur Anak; c) 
hasil penelitian kemasyarakatan dari 
Bapas; dan d) dukungan lingkungan 
keluarga dan masyarakat. Kesepaka-
tan Diversi tersebut harus mendapat-
kan persetujuan korban dan/atau 
keluarga Anak Korban serta kese-
diaan Anak dan keluarganya, kecuali 
untuk: a)  tindak pidana yang berupa 
pelanggaran;  b) tindak pidana 
ringan; c) tindak pidana tanpa 
korban; atau d) nilai kerugian korban 
tidak lebih dari nilai upah minimum 
provinsi setempat.
Hasil kesepakatan Diversi dapat 
berbentuk, antara lain: a)  perda-
maian dengan atau tanpa ganti keru-
gian; b)  penyerahan kembali kepada 
orang tua/Wali;  c)  keikutsertaan 
dalam pendidikan atau pelatihan di 
lembaga pendidikan atau LPKS 
paling lama 3 (tiga) bulan; atau d)  
pelayanan masyarakat.  Khusus di- 
versi terhadap pelaku a)  tindak 
pidana yang berupa pelanggaran;  b) 
tindak pidana ringan; c) tindak 
pidana tanpa korban; atau d) nilai 
kerugian korban tidak lebih dari nilai 
upah minimum provinsi setempat-
dapat dilakukan oleh penyidik bersa-
ma pelaku dan/atau keluarganya, 
Pembimbing Kemasyarakatan, serta 
dapat melibatkan tokoh masyarakat.
Diversiyangdilakukan oleh Pe- 
nyidik atas rekomendasi Pembimb-
ing Kemasyarakatan dapat berben-
tuk: a) pengembalian kerugian dalam 
hal ada korban; b) rehabilitasi medis 
dan psikososial; c) penyerahan kem-
bali kepada orang tua/Wali;  d) keikut 
sertaan dalam pendidikan atau pelati-
han di lembaga pendidikan atau 
LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; 
atau e) pelayanan masyarakat paling 
lama 3 (tiga) bulan.
Selama proses Diversi berlang- 
sung sampai dengan kesepakatan 
Diversi dilaksanakan, Pembimbing 
Kemasyarakatan wajib melakukan 
pendampingan, pembimbingan, dan 
pengawasan (Pasal 14 ayat (2)). 
Kesepakatan Diversi wajib dilak-
sanakan paling lama 30 (tiga puluh) 
hari (Pasal 52 ayat (3)).Jika  Diversi 
sudah dilaksanakan dalam jangka 
waktu tersebut maka proses perkara 
tindak pidana tidak dilanjutkan ke 
tahapan persidangan. Pelaku tindak 
pidana dan pihak-pihak terkait akan 
mendapatkan penetapan dari Ketua 
Pengadilan Negeri yang isinya me- 
netapkan bahwa perkara tindak 
pidana anak sudah diselesaikan 
melalui Diversi dan sudah mempu-
nyai kekuatan hukum tetap.Penga-
wasan atas proses Diversi dan pelak-
sanaan kesepakatan yang dihasilkan 
berada pada atasan langsung pejabat 
yang bertanggung jawab di setiap 
tingkat pemeriksaan (Pasal 14 ayat 
(1).
Berdasarkan hasil studi di ma- 
syarakat di Indonesia,  ada beberapa 
hasil penelitian yang dapat dijadikan 
alasan empiris mengapa diversi perlu 
dilakukan, dan prosesnya harus 
cermat agar tercapai keadilan 
restoratif.  
Meskipun banyak kelebihan dan 
manfaatnya bagi anak, pelaksanaan 
diversi ternyata ini banyak mengha-
dapi hambatan. Studi yang pernah 
dilakukan di wilayah Banyumas, 
Purbalingga, Banjarnegara, Kebu-
men, dan Cilacap menunjukkan 
bahwa tidak semua korban atau kelu-
arga korban bersedia menerima cara 
penyelesaian tindak pidana melalui 
diversi. Alasannya: keinginan untuk 
membuat pelaku “kapok” jika dima-
sukkan dalam penjara; kejahatan 
yang dilakukan oleh pelaku adalah 
kejahatan yang diancam dengan 
pidana yang berat; penegak hukum 
kurang mendukung upaya perda-
maian; tidak ada petunjuk pelaksa-
naan maupun petunjuk teknis bagi 
aparat penegak hukum untuk 
mengimplementasi cara penyele- 
saian non-litigasi(Wardaya dan Ret- 
naningrum, 2008 :59). Hasil peneli-
tian ini sama dengan hasil penelitian 
Subekhan, bahwa penyelesaian per- 
kara pidana yang dilakukan oleh 
anak dengan menggunakan pendeka-
tan restorative Justice belum terlak-
sana secara optimal, karena belum 
adanya aturan hukum sebagai 
landasan penyelesaian model ini; 
perubahan masyarakat dari gemein-
schaft ke arah gesselschaft ber- 
dampak pada sulitnya rnengharapkan 
partisipasi masyarakat dalam 
penyelesaian yang bersifat restorasi; 
dan konsep restorative justice yang 
tidak melembagakan proses penyele-
saiannya berdampak pada hasil yang 
dicapai dalam penyelesaian restorasi 
tidak memberikan kepastian hukum 
bagi anak, korban dan masyarakat 
(Subkhan, 2008:i ) Penelitian-peneli-
tian di atas dilakukan atas kebijakan 
Diversi yang dilakukan oleh Polri 
berdasarkan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.
Selama proses peradilan pidana di 
Indonesia, mayoritas anak ditahan di 
Rumah Tahanan atau Lembaga 
Pemasyarakatan selama 2-3 bulan.  
Jumlah terdakwa yang dijatuhi 
pidana penjara sekitar 90%. Pembi-
naan anak di di LAPAS kurang opti-
mal karena masa pidananya singkat. 
Proses peradilan tersebut tidak mem-
berikan rasa keadilan bagi anak. 
Secara normatif, sistem hukum di 
Indonesia belum ramah anak dan 
sistem kesejahteraan belum terinte-
grasi. Struktur dan aparatur penegak 
hukum juga belum ada persamaan 
persepsi terhadap penanganan anak 
nakal sehingga perlu peningkatan 
kapasitas sumberdaya manusia. 
Begitu juga ketersediaan sarana dan 
prasarana masih harus ditingkatkan.  
Pandangan dan perilaku masyarakat 
ternyata banyak yang masih memak-
nai pidana sebagai tindakan yang 
harus bersifat punitif dan retributif 
(Apong Herlina, 2015).
Selama dalam masa proses 
peradilan pidana, beberapa studi 
menunjukkan bahwa mereka men- 
dapat perlakuan yang buruk bahkan 
kadang-kadang lebih buruk dari 
perlakuan terhadap orang dewasa 
pada suatu situasi yang sama. 
Perlakuan buruk ini tidak hanya 
terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) 
atau Lembaga Pemasyarakatan 
(Lapas) namun tindak kekerasan 
terhadap mereka sering dialami sejak 
berada di kantor polisi yang berupa 
tamparan, tendangan, bahkan 
kadang-kadang pelecehan seksual. 
Penyidikan di kantor polisi ini sebe-
narnya dalam rangkapenyusunan 
Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 
Namun, kekerasan sering menjadi 
bagian dari upaya untuk memperoleh 
pengakuan. Bentuk kekerasan lain 
berupa tindakan memaksa anak 
untuk membersihkan kantor polisi 
dan mobil patroli. Rutan atau Lapas 
juga memberikan pengaruh buruk 
terhadap anak-anak di samping hak 
mendapat pendidikan baginya 
terabaikan (Lily, 2014). Studi pada 
tahun 2006, bahwa 96% kasus anak 
yang diajukan ke pengadilan menga-
kibatkan tindankan pasa berupa 
penahanan, 60% pidana yang 
dijatuhkan lebih dari satu tahun, dan 
hanya sedikit atau bahkan tidak ada 
bantuan hukum (RingkasanKajian, 
Oktober, 2012 http://www.unicef. 
org, 2014).
Berdasarkan Penelitian di Kota 
Makassar, Makmur, Hakim Anak 
Pengadilan Negeri Makassar, perka-
ra anak sebenarnya sangat kental 
nuansa keadilan restoratif.Justru 
keadilan restoratif tersebut lahir dari 
Pembimbing Kemasyaratan, tetapi 
ternyata hampir tidak pernah ada 
petugas BAPAS yang merekomen-
dasikan agar anak tersebut tidak 
dijatuhi pidana. Namun sebaliknya, 
Husni Guna, Kepala Seksi Bimbi- 
ngan Klien Anak Balai Pema- 
syarakatan Kelas I Makassar menya-
takan bahwa BAPAS tidak pernah 
merekomendasikan sanksi pidana 
pada anak, dan pembinaan anak 
dalam LAPAS merupakan upaya 
terakhir jika upaya lainnya gagal 
dilakukan ( Adiguna dkk, 2014). 
Berdasarkan penelitian Hafad, ma- 
yoritas hasil PK di Kota Malang 
menggunakan bahasa “klise” dan 
mayoritas merekomendasikan agar 
anak dijatuhi pidana atau tindakan 
seadil-adilnya.  Kalau tidak dengan 
“bahasa klise” tersebut, banyak hasil 
penelitian kemasyarakatan mere-
komendasikan agar hakim menjatuh-
kan sanksi paling adil (Hafad, 2004 : 
78). Namun demikian, yang 
mengembirakan, di BAPAS Suraba-
ya, Pembimbing Kemasyarakatan 
seringkali merekomendasikan agar 
anak di bina di luar LAPAS disertai 
dengan kesanggupan pihak-pihak 
tertentu yang siap menampung anak 
nakal, dan hakim memenuhi saran 
tersebut (Widodo, 2012 : 25).
Jika anak di masukkan ke LAPAS 
(pada saat berlakunya UU-SPPA 
disebut LPKA), anak-anak di LPKA 
ternyata mayoritas hanya dibina 
secara umum (tidak memperhatikan 
kebutuhan dan kompetensi anak) dan 
proses belum tampak adanya model 
pembinaan yang bersifat individual 
(individual treatment model), maka 
dampaknya akan makin buruk bagi 
anak.  Selama ini anak (apapun 
tindak pidana yang dilakukan) yang 
ada di LAPAS Anak maupun di suatu 
blok (di LAPAS Dewasa) sehingga 
pada siang hari dapat berinteraksi 
dan saling bergaul sehingga memung 
kinkan saling “belajar kejahatan.”  
Akibatnya, dalam LAPAS terjadi 
prisonisasi, meskipun anak tidak 
selalu menjadi residivis (penjahat 
kambuhan).  Jika anak dimasukkan 
ke LPKA atau LPKS yang tidak 
tertata model pembinaannya, 
dampak positif bagi anak dan ma- 
syarakat memang banyak, namun 
dampak negatif bagi anak cukup 
dominan (Widodo, 2012 : 25).
Berkaitan dengan diversi yang 
berjalan selama ini, pandangan nega-
tif masyarakat terhadap penegak 
hukum juga mempunyai pengaruh 
besar terhadap penerapan diversi.Hal 
ini diungkapkan oleh Wahyudi 
(Penyidik Pembantu PPA) bahwa 
ketika pihak-pihak didamaikan, ma- 
syarakat beranggapan bahwa penyi- 
dik membela dan dibayar oleh pihak 
pelaku tindak pidana sehingga 
pelaku tidak diproses secara 
pidana.Padahal Polisi melakukan 
upaya damai (diversi) untuk kepen- 
tingan terbaik bagi anak.Hal serupa 
juga diungkapkan oleh Andi Armasa-
ri (Jaksa Fungsional Kejaksaan 
Negeri Makassar) bahwa penilaian 
negatif dari masyarakat jika mereka 
didamaikan, atau jaksa membuat 
tuntutan ringan anak pelaku tindak 
pidana. Kejaksaan dianggap pihak 
yang tidak bertanggung jawab, 
bahkan dituduh dibayar oleh pelaku, 
atau ada hubungan keluarga antara 
jaksa dengan pelaku.  Menurut Iswa-
hyu Widodo (Hakim Anak di Penga-
dilan Negeri Makassar), umumnya, 
kendala untuk mendamaikan para 
pihak adalah korban sudah menjadi 
korban berkali-kali, meskipun pela- 
kunya bukan orang yang sama (Adi-
guna dkk., 2014).
Berdasarkan hasil penelitian di 
atas dapat dihami beberapa hal beri-
kut.  Dalam perspektif substansi 
hukum, petunjuk teknis pelaksanaan 
diversi belum semuanya lengkap.  
Hal ini dapat diatasi dengan cara 
membuat Peraturan Pemerintah (PP) 
tentang diversi sebagaimana diatur 
dalam Pasal 15. Ketentuan Peraturan 
Pemerintah yang ditindaklanjuti 
dengan peraturan yang lebih rendah 
tingkatannya juga penting mengingat 
ada beberapa norma dalam UU-SP-
PA yang multi tafsir, antara lain:
a. Siapa saja yang wajib hadir dalam 
diversi di setiap tingkatan, dan 
bagimana jika diantara mereka 
tidak hadir, akankah menjadikan 
diversi batal demi hukum atau 
dapat dibatalkan. Dalam UU 
tersebut ada kata “wajib”, sehing-
ga secara terminologis dapat 
ditafsirkan “bisa”, bukan wajib.  
Bagaimana jika para pihak yang 
disebutkan dalam 8 ayat (1) ada 
yang tidak hadir apakah jika ada 
diversi kemudian diversinya 
dianggap batal demi hukum atau 
bagaimana.  Apa sanksi bagi 
pihak yang diundang penegak 
hukum dalam diversi kemudian 
tidak hadir?
b. Tidak ada norma yang mengatur 
cara diversi jika proses mengala-
mi jalan buntu (deadlock) dalam 
musyawarah. Apakah diversi ter- 
sebut langsung dianggap gagal 
atau ada alternatif lain, misalnya 
dengan pungutan suara. Namun 
bagaimana penentuan keberhasi-
lannya, dan bagaimana persentase 
suara dari masing-masing pihak. 
Bagaimana ketentuan musyawa- 
rah yang berhasil dalam diversi, 
apakah semua pihak harus setuju 
dengan kesepakatan, atau jika ada 
yang tidak setuju diversi pihak-pi-
hak tertentu sengaja meng-
gagalkan diversi dengan tujuan 
agar anak dimasukkan ke proses 
peradilan pidana.
c. Tidak ada ketentuan tentang 
pengertian masyarakat (dalam 
ketentuan melibatkan “tokoh 
masyarakat” dalam Pasal 10 ayat 
(1), apakah masyarakat sekitar 
tempat tindak pidana terjadi, atau 
masyarakat tempat pelaku bera- 
sal, atau masyarakat tempat 
korban berasal, atau masyarakat 
merupakan orang-orang yang 
memahami tentang karakteristik 
pelaku (misalnya orang yang 
meneliti tentang tingkah laku 
yang dilakukan pelaku,a atau 
orang yang pernah melakukan 
tingkah laku yang sama dengan 
pelaku) atau korban  (misalnya 
orang yang meneliti tentang 
eksistensi korban atau orang yang 
pernah menjadi korban dalam 
tindak pidana yang sama).
d. Tidak ada ketentuan limitatif 
tentang bentuk hasil kesepakatan. 
Dalam Pasal 11 hanya diatur 
“antara lain”. Apakah boleh ada 
bentuk lain selain yang diatur 
dalam Pasal 11.  
Meskipun ada beberapa kelema- 
han, banyak juga keunggulan norma-
tif dalam UU-SPPA antara lain 
sebagai berikut.
a. Memberikan peluang pada anak, 
korban dan masyarakat untuk 
melakukan diversi dalam rangka 
memulihkan keadaan, tanpa meli-
batkan anak dalam proses per- 
adilan pidana.
b. Menggunakan Paradigma keadi- 
lan restoratif, yang tercermin 
dalam diversi maupun sistem 
peradilan pidana (sampai dengan 
pembimbingan klien oleh 
BAPAS).
c. Memuat banyak jenis pidana dan 
tindakan yang memungkinkan 
hakim menjatuhkan jenis dan 
beratnya sanksi sesuai dengan 
pendekatan keadilan restoratif.
d. Mengatur kerangka penannagan 
anak yang berkonflik dengan 
hukum, mulai dari diversi sampai 
pada pengawasan dan pembim- 
bingan sehingga menjamin kepas-
tian hukum dan dapat digunakan 
sebagai dasar pembuatan peta 
jalan (roadmap) dalam pencipta-
an keadilan restoratif.
e. Pelibatan banyak lembaga peme- 
rintah, lembaga kemasyarakatan, 
ahli, dan individu dalam sistem 
peradilan pidana.
Berkaitan dengan pelaksanaan 
diversi, ada beberapa permasalahan 
yang perlu mendapat pemecahan, 
secara yuridis maupun praktis antara 
lain sebagai berikut.
a. Belum ada Peraturan pemerintah 
tentang Diversi, padahal UU-SP-
PA dilaksanakan tanggal 1 Juli 
2014.  Jika tidak ada PP, maka 
para penegak hukum akan meng-
gunakan peraturan yang ada.  
Apakah peraturan yang ada sudah 
mencerminkan filosofi UU-SP-
PA.
b. Apakah catatan hasil diversi 
bersifat online dan terintegrasi 
antara kepolisian, kejaksaan, dan 
pengadilan? Jika tidak, bagaima-
na jika rekam jejak anak tidak 
terekam maka memungkinkan 
seorang anak di-diversi lebih dari 
1 (satu) kali.
c. Apakah BAPAS mampu melak-
sanakan tugas membuat Peneli-
tian Kemasyarakatan dan menga-
wasan proses pelaksanaan diver-
si.Pasal  28 mengatur bahwa Hasil 
Penelitian Kemasyarakatan wajib 
diserahkan oleh Bapas kepada 
Penyidik dalam waktu paling 
lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh 
empat) jam setelah permintaan 
penyidik diterima.  Padahal, 
jumlah Pembimbing Kema- 
syarakatan sangat sedikit, namun 
wilayah kerjanya antara 5 sampai 
7 kabupaten kota.  Misalnya 
BAPAS Jember (yang wilayahnya 
meliputi Jember, Banyuwangi, 
Bondowoso, Situbondo, dan 
sebagian Lumajang) hanya memi-
liki 11 orang pegawai.  Jumlah 
Pembimbing Kemasyarakatan 
Anak hanya 3 orang. Sarana 
transportasi milik BAPAS ada 
sangat kurang (Widodo, 2012: 
235).
d. Mampukan Bapas melakukan 
pengawasan, pembinaan, pem-
bimbingan secara profesional 
terhadap anak yang didiversi dan 
berada di luar LPKS? Jika tidak 
diawasi, bisa bertambah nakal.  
Jika tidak diawasai, anak tidak 
mendapatkan perlindungan 
hukum agar tidak mengulangi 
tindak pidana, karena tidak ada 
pendampingan atau bimbingan 
yang memadai ke arah tingkah 
laku yang baik. Bukankah anak 
yang didiversi sesungguhnya 
adalah anak yang melakukan 
tindak pidana (hanya saja tidak 
diputus oleh pengadilan, tetapi 
hanya ditetapkan oleh pengadilan 
sebagai pelaku tindak pidana 
pertama).
e. Sudah siapkah semua penegak 
hukum (termasuk advokat) dan 
pihak-pihak terkait melakukan 
musyawarah dalam rangka diver-
si, padahal proses tersebut mem-
butuhkan banyak pengetahuan 
dan keterampilan.
Berkaitan dengan permasalahan 
tersebut, para pihak harus melakukan 
beberapa langkah berikut agar diver-
si dan sistem peradilan pidana dapat 
terlaksana dan dapat mencapai 
tujuan berupa keadilan restoratif. 
a. Dalam Subtansi hukum, pemerin-
tah harus segera menerbitkan 
Peraturan Pemerintah tentang 
diversi sebagaimana diatur dalam 
Pasal 15. Setelah ada PP, maka 
pihak-pihak penegak hukum dan 
pemangku kepentingan lain (mi- 
salnya kementerian terkait) me- 
nerbitkan petunjuk pelaksanaan 
dan petunjuk teknis agar dapat 
digunakan sebagai pemandu 
diversi.  Untuk menguatkan pro- 
ses diversi, maka diperlukan pem-
buatan (atau peninjauan) nota 
kesepahaman “payung” yang 
ditindaklanjuti dengan perjanjian 
kerjasama antar-instansi.
b. Penegak Hukum dan pemangku 
kepentingan wajib melaksanakan 
sejumlah langkah, antara lain 
sebagai berikut.
1) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, advokat agar dapat 
melakukan diversi pada anak, 
karena anak mempunyai 
karakter khusus, begitu pula 
korban dan masyarakat juga 
mempunyai karakter unik. 
2) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, dan advokatagar dapat 
melakukan proses peradilan 
pidana pada anak, karena anak 
mempunyai karakter khusus 
yang harus diperhatikan, baik 
anak pelaku, anak korban, 
maupun anak saksi.  
3) Kualitas dan kuantitas Peker-
ja Sosial Profesional dan Te- 
naga Kesejahteraan Sosial 
juga perlu ditingkatkan dalam 
penanganan anak yang ber- 
konflik dengan hukum.
4) Peningkatan kemampuan 
calon petugas LPKS (sebagai 
tempat pembinaaan anak yang 
dijatuhi pidana), LPKA (tem-
pat anak yang di-diversi 
berupa pengikutsertaan dalam 
lembaga), LPAS (sebagai 
tempat penahanan anak 
semesntara), petugas pema- 
syarakatan di Blok Anak pada 
LAPAS Dewasa.
5) Peningkatan kemampuan 
pembimbing kemasyarakatan 
(dari BAPAS) dalam membuat 
Penelitian Kemasyarakatan 
(Litmas) agar lebih cepat, 
akurat, dan berkualitas (me- 
muat analisis yang proporsio- 
nal dari sisi sosiologi, psikolo-
gi, penologi, dan “ilmu ting-
kah laku” lainnya), dan 
melakukan pendampingan, 
pembimbingan, dan penga-
wasan proses diversi, dan 
pelaksanaan diversi (baik di 
dalam LPKS maupun di ma- 
syarakat). BAPAS harus mem-
berikan rekomendasi (Pasal 10 
ayat (2), pendampingan, pem-
bimbingan, dan pengawasan 
terhadap anak selama proses 
dan pelaksanaan diversi (Pasal 
14 ayat (2), laporan kegagalan 
diversi (Pasal 14 ayat (3).  
Waktu pembuatan litmas 
sangat singkat yaitu hanya 3 
hari.**
Para penegak hukum dan 
pemangku kepentingan perlu 
mendapatkan pendidikan dan pelai-
han atau bahkan pendidikan khusus 
secara bertahap dan terus-menerus 
dan masing-masing memperoleh 
sertifikat agar memenuhi standar 
minimal yang dibutuhkan pencapa-
ian keadilan restoratif.  Hal ini sama 
dengan apa yang dikemukakan 
Jonson bahwa ... facilitator style and 
role, certification, training requir-
ment’s, professional standards and 
othe issues will continue to add 
spince to the stew of co-creation ad 
individuality in the field many years 
to come (Daniel van Ness, 2007 
:223).
c. Masyarakat perlu ditingkatkan 
kepeduliannya dalam menyele-
saikan tindak pidana anak.  Pan-
dangan masyarakat terhadap 
keadilan restoratif juga perlu 
diperbaiki agar tidak ada prasang-
ka. Langkah yang dapat dilaku-
kan oleh pemerintah bersama 
pemangku kepentingan antara 
lain sebagai berikut.
1) Sosialisasi UU kepada ma- 
syarakat, terutama masyarakat 
yang rentan sebagai pelaku 
maupun korban tindak pidana 
anak.
2) Membudayakan pemikiran 
“positif” anggota masyarakat 
terhadap proses diversi di 
semua tingkatan pradilan 
pidana.  Memberikan pemaha-
man yang komprehensif terha-
dap keadilan restoratif yang 
dicapai melalui proses 
peradilan pidana.
3) Meningkatkan komitmen 
masyarakat dan pemerhati 
untuk selalu mengutamakan 
penyelesaian tindak pidana 
anak yang sesuai dengan kebu-
tuhan anak.
d. Sarana dan prasarana(termasuk 
kurikulum) sangat perlu diada-
kan, ditambah atau ditata ulang, 
antara lain sebagai berikut. 
1) Penyediaan ruangan khusus 
di Kepolisian, Kejaksaan, dan 
Pengadilan, penganggaran, 
fasilitas pendukung, data 
online yang terintegrasi (agar 
pelaporan, pendataan, pendo-
kumentasian (pengarsipan) 
data diversi mudah, cepat, dan 
murah). Hal inisangat penting 
dalam keadministrasian, 
apalagi di wilayah luar pulau 
Jawa yang geografisnya varia-
tif, dan modal tranportasinya 
terbatas).
2) Pembentukan LPKS, LPAS, 
LPKA.
3) Peninjauaan dan pembentu-
kan model pembinaan di 
LPKS, LPKA berserta kuriku-
lum, termasuk penyediaan 
fasilitas pendukungnya.
Pendidikan, Pembinaan, Pen-
dampingan dan  Pengawasan  Ter-
hadap  Anak yang Di-diversi 
Maupun yang Dijatuhi Pidana 
Atau Tindakan  Oleh Pengadilan
Sampai saat ini di LAPAS Anak 
atau LAPAS Dewasa Indonesia 
belum ada model yang sistemik 
tentang pendidikan, pembinaan, 
pendampingan, dan pengawasan 
khusus terhadap anak yang didasar-
kan pada asas individualisasi pembi-
naan (baik pembimbingan mental 
dan kerohanian maupun pembimbi- 
ngan/latihan kerja), dan asas kepen- 
tingan terbaik bagi anak. Penga-
wasan yang dilakukan oleh BAPAS 
terhadap anak yang dijatuhi pidana 
maupun tindakan juga kurang opti-
mal. Kepedulian masyarakat dan 
organisasi kemasyarakatan terhadap 
anak yang melakukan tindak pidana 
juga belum optimal.  Berdasarkan 
fakta tersebut, maka pola penga-
wasan dapat dilakukan oleh para 
pihak sebagai berikut.
a. Anak yang didiversi sudah me- 
ngalami masalah kelakuan, 
karena itu pembinaannya dapat 
dilakukan oleh bagian Bimbingan 
dan Konseling (jika sekolah), 
pimpinan lembaga pendidikan 
non-formal (jika menempun 
pendidikan non formal), orang tua 
atau wali atau perorangan lain 
(jika dikembalikan ke orang 
tua/wali atau diserahkan kepada 
perorangan), kepala organisasi 
kemasyarakatan (jika diserahkan 
ke organisasi kemasyarakatan), 
kepala desa/lurah (jika tidak ada 
pembina).
b. Anak yang dimasukkan ke LPKS, 
LPKA dibimbing oleh petugas 
khusus yang ada dalam lembaga 
tersebut.
c. Pembimbing Kemasyarakatan di 
BAPAS, sesuai dengan bidang 
tugasnya.
Namun, para pembina dan petu-
gas, pengawas tersebut harus dibuat-
kan pola atau model atau sistem yang 
dapat dipedomani berdasarka Pera-
turan Pememrintah (PP) dan peratu- 
ran menteri atau lembaga pemerintah 
yang terkait dengan penanganan 
anak yang berkonflik dengan hukum 
(pelaku), dan anak yang berhadapan 
dengan hukum (anak saksi dan anak 
korban).  Khusus pada anak pelaku, 
pembentukan model pendidikan, 
pembinaan, pendampingan tersebut 
harus didasarkan ada karakteristik 
unik dari masing-masing anak, 
sehingga harus mengutamakan 
model individualisasi pembinaan dan 
berbasis pada kebutuhan anak. 
Karena itu, pemerintah perlu mem-
buat model khusus tentang penga-
wasan, pembinaan, dan pendampin-
gan anak yang berkonflik dengan 
hukum, baik di-diversi maupun 
dijatuhi pidana (straf)atau tinda-
kan(maatregels).
Simpulan
1. Diversi pada perkara anak perlu 
dilakukan oleh penegak hukum 
secara terukur dan legal berdasar-
kan UU Sistem Peradilan Anak 
dalam rangka melindungi anak, 
anak korban dan kepentingan 
masyarakat secara proporsional.  
2. Kelemahan pelaksanaan peradilan 
pidana anak, kekurangmampuan 
LAPAS, LAPAS Anak, dan 
Organisasi Kemasyarakatan da- 
lam membina anak yang berkon- 
flik dengan hukum selama ini 
memicu lahirnya diversi.  Keber-
hasilan diversi pada anak di 
beberapa negara menjadi sema- 
ngat tersendiri bagi pembuat UU 
untuk membentuk lembaga diver-
si secara legal. 
3. Konsekuensi dari diversi pada 
anak, para pihak yang terlibat 
dalam proses dan pasca-diversi 
wajib menjamin kepentingan 
terbaik bagi anak dan korban.  
Karena itu, pendidikan, pembi-
naan, pendampingan dan penga-
wasan anak yang berkonflik 
dengan hukum (baik yang disele-
saikan dengan diversi maupun 
yang diadili melalui sistem 
peradilan pidana) wajib dilak-
sanakan secara sistemik berdasar-
kan asas kepentingan terbaik bagi 
anak tanpa mengabaikan kepen- 
tingan korban dan masyarakat.
4. Konsekuensi yuridisnya,Peratu- 
ran Pemerintah Republik Indone-
sia  Nomor 65 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pelaksanaan 
Diversi dan Penanganan Anak 
yang Belum Berumur 12 (Dua 
Belas) Tahun perlu ditindaklanjuti 
dengan peraturan internal di 
kalangan Polri, BAPAS, dan 
instansi terkait sebagai standar 
prosedur operasional di lembaga 
yang terlibat dalam proses diver-
si, termasuk lembaga pelaksana 
dan pengawas putusan diversi 
dalam rangka impementasi kebi-
jakan diversi anak di Indonesia.
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Pendahuluan
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum harus didasarkan 
pada kepentingan terbaik bagi anak. 
Pengertian frasa “terbaik bagi anak” 
terkait dengan sifat anak, baik fisik, 
psikis, maupun sosial sehingga 
kepentingan anak satu dengan lain- 
nya tidak harus sama. A definition of 
the child’s best interests cannot 
accommodate the diverse nature of 
the interests appropriate for a partic-
ular child, from a particular back-
ground and at a particular time of 
development. (Sifris at.all 2014). 
Pengutamaan kepentingan terbaik 
bagi anakini juga didasarkan pada 
asas umum perlindungan anak 
sebagaimana diatur dalam konvensi 
anak, bahwa 
The best interests of the child 
shall be a primary consideration 
in all actions affecting children. 
(The 1989 Convention on the 
Rights of the Child).The term 
“best interests” broadly 
describes the well-being of a 
child. Such well-being is deter-
mined by a variety of individual 
circumstances, such as the age, 
the level of maturity of the child, 
the presence or absence of 
parents, the childs environment 
and experiences.(UNHCR Guide-
lines, 2008).
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum tidak harus menggu-
nakan sarana nonpenal (misalnya 
diversi) atau menggunakan hukum 
pidana (sarana penal).  Namun, ke- 
duanya dapat dilakukan secara 
berurutan, yaitu mengutamakan 
diversi (jika memenuhi persyaratan 
diversi), dan jika upaya tersebut 
gagal maka akan diberlakukan 
sistem peradilan pidana bagi 
anak.Hal ini sesuai dengan pendapat 
bahwa the major goal of the first 
juvenile courts, established at the 
turn of the century, was to provide an 
alternative to, and thereby divert 
youth from, the criminal court(Albert 
L. Robert (Edit), 2008 : 184).
Secara umum, pemberlakuan-
sistem peradilan pidana untuk 
penyelesaian perkara pidana dapat 
berdampak buruk bagi anak, teruta-
ma pemberian “stigma jahat” pada 
anak (stigmatisasi atau labelisasi), 
dan terjadinya pembiasaan kebia- 
saan-kebiasan buruk di LAPAS yang 
kemudian dipraktikkan lagi oleh 
anak ke luar LAPAS Anak (prisoni-
sasi), bahkan pengulangan tindak 
pidana yang lebih serius akibatnya. 
Salah satu penyebabnya adalah 
adanya kontak langsung dengan 
penegak hukum yang dapat membuat 
anak frustrasi.  Jika perkaranya 
sudah diputus oleh pengadilanpun, 
mungkin akan menjadi stigma bagi 
anak pelaku tindak pidana.  Karena 
itu, para ahli di bidang psikologi, 
hukum, etimologi kriminal, krimi-
nologi, pendidikan, dan penologi 
selalu mencari jalan terbaik bagi 
anak, korban, dan kepentingan ma- 
syarakat.  Akhirnya, para ahli mewa-
canakan pendekatan keadilan resto- 
ratif sebagai alternatif pemikiran 
untuk mengurangi kelemahan teori 
pemidanaan retributif, teori prevensi 
maupun teori gabungan.
Keadilan restoratif merupakan 
suatu ide dan gerakan yang me- 
ngedepankan keadilan dalam pers-
pektif pelaku dan keluarganya, 
korban dan keluarganya, masyarakat, 
dan pemangku kepentingan dalam 
rangka pemulihan keadaan masing- 
masing.  Karena itu, konsepsi pemi- 
kiran keadilan restoratif (restorative 
justice) menjadi salah satu upaya 
menjauhkan anak dari sistem per- 
adilan pidana yang tidak perlu.  
Pendekatan ini mengutamakan pe- 
nyelesaian tindak pidana di luar 
peradilan pidana.  Pendekatan terse-
but bukan hanya pada anak, melain- 
kan juga pada orang dewasa (misal- 
nya pencurian ringan, penggelapan 
ringan, perbuatan curang (penipuan) 
ringan) maupun anak-anak.  Bahkan 
di beberapa negara maju, korporasi 
yang melakukan tindak pidana dapat 
juga diselesaikan dengan pendekatan 
keadilan restoratif.
Keadilan restoratif adalah cara-
menanggapi perilaku criminal 
dengan cara menyeimbangkan antara 
kebutuhan masyarakat, dengan 
korban danpelaku. Ini merupakan 
konsep yang terus berkembangdan 
dapat menimbulkan interpretasi yang 
berbeda di negara yang berbeda.
Restorative justice is a way of 
responding to criminal behaviour 
by balancing the needs of the 
community, the victims and the 
offenders. It is an evolving 
concept that has given rise to 
different interpretation in differ-
ent countries, one around which 
there is not always a perfect 
consensus.(United Nations, 2006: 
6).
Berkaitan dengan konsep 
keadilan restoratif dalam perkara 
pidana yang dilakukan oleh anak, 
menurut Pasal 1 angka 6 Undang- 
Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 
Sistem Peradilan Pidana  Anak (LN 
Tahun  2012  Nomor  153, TLN 
Nomor  5332), pengertian keadilan 
restoratif adalah penyelesaian perka-
ra tindak pidana dengan melibatkan 
pelaku, korban, keluarga pelaku/kor-
ban, dan pihak lain yang terkait 
untuk bersama-sama mencari 
penyelesaian yang adil dengan 
menekankan pemulihan kembali 
pada keadaan semula, dan bukan 
pembalasan.
Praktik di beberapa negara, 
keadilan restroratif disebut dengan 
berbagai istilah. Ada pihak yang 
menggunakan istilah"keadilan 
komunitarian", "memperbaiki 
kesalahan", "Keadilan positif", 
"keadilan relasional", "keadilan 
reparatif", "keadilan masyarakat" 
untuk menyebut "keadilan restorat-
if". Namun, demikian ada kesamaan 
pemahaman bahwa keadilan 
restoratif dibangun berdasarkan 
konsep penyeimbangan kepentingan 
dan kebutuhan pada tiga pihak, yaitu 
pelaku, korban, dan masyarakat. Hal 
ini terungkap dari penjelasan beri-
kut.
Also, because of the difficulties in 
precisely translating the concept 
into different languages, a variety 
of terminologies are often used. 
There are many terms that are 
used to describe the restorative 
justicemovement. These include 
“communitarian justice”, “ma- 
king amends”,“positive justice”, 
“relational justice”, “reparative 
justice”, “communityjustice” and 
“restorative justice”, among 
others.(United Nations, 2006:6)
Berkaitan dengan keadilan 
restoratif, dalam UU-SPPA diatur 
tentang diversi. Pengertian diversi 
adalah pengalihan penyelesaian 
perkara Anak dari proses peradilan 
pidana ke proses di luar peradilan 
pidana.Jika kedua konsep tersebut 
dihubungkan, maka keadilan 
restoratif adalah tujuan yang ingin 
dicapai, sedangkan diversi adalah 
salah satu proses mencapai keadilan 
tersebut.Keadilan restoratif dapat 
dicapai melalui diversi maupun 
non-diversi, yaitu memproses anak 
pelaku tindak pidana dalam sistem 
peradilan pidana. Dengan demikian, 
melalui sistem peradilan pidanapun 
dapat dicapai keadilan restoratif. 
Misalnya dengan menjatuhkan 
pidana atau tindakan yang sesuai 
dengan kebutuhan pelaku, korban, 
dan masyarakat.Karena itu, dalam 
UU-SPPA disediakan banyak jenis 
sanksi dan tindakan agar hakim 
dapat memilih jenis pidana (straf) 
atau tindakan (maatregel) yang 
sesuai dengan kebutuhan pelaku, 
korban dan masyarakat agar keadilan 
restoratif tercapai.
Sampai saat ini, diversi pada 
perkara anak di tahap penyidikan 
sudah sering dilakukan berdasarkan 
Peraturan internal di Kepolisian 
Negara Republik Indonesia.  Banyak 
pendapat yang setuju dan yang tidak 
setuju atas upaya Polri untuk 
menyelesaikan perkara pidana anak 
di luar hukum pidana.  Namun, saat 
ini sudah terbit Undang-Undang No. 
11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (selanjutnya 
disingkat UU-SPPA), yang sudah 
diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 
2014 sehingga setiap orang wajib 
setuju dan menaatinya.  Jika UU 
tersebut diberlakukan, banyak 
sub-sistem atau sistem yang berubah, 
misalnya sub-sistem: diversi oleh 
polisi, jaksa, dan hakim; pencatatan 
dan pengarsipan pada lembaga 
pelaksana UU-SPPA; sistem pembi-
naan dan pembimbingan anak di 
Lembaga Penempatan Anak Semen-
tara (LPAS), Lembaga Penyelengga-
ra Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA). Selain itu, banyak juga 
sarana dan prasarana yang disiapkan, 
termasuk kaulitas dan kuantitas sum-
berdaya manusia (misalnya polisi, 
jaksa, hakim, pembimbing kema- 
syarakatan, petugas pemasyarakatan, 
relawan sosial).
Jika pemerintah dan para pihak 
terkait serta para pemangku kepen- 
tingan (stakehoders) tidak segera 
melakukan persiapan atas pember-
lakuan UU-SPPA tidak segera 
disiapkan, UU-SPPA akan hanya 
menjadi norma yang bersifat 
“semantik” (indah dalam bahasa) 
dan tidak banyak melakukan peruba-
han substansi sistem peradilan 
pidana anak sehingga tidak ada 
bedanya dengan saat berlakunya UU 
No. 3 Tahun 1997 tentang Penga-
dilan Anak.
Berdasarkan pemikiran tersebut, 
penulis melakukan pengajian terha-
dap 3 (tiga) permasalahan, yaitu 
apakah urgensi diversi dalam pena- 
nganan perkara anak;bagaimana 
kesiapan para pihak yang terlibat 
dalam diversi perkara anak;serta 
bagaimana model pendidikan, pem-
binaan, pendampingan, dan penga-
wasan anak yang di-diversi maupun 
anak yang dijatuhi pidana (straf) atau 
tindakan(maatregel).  Kajian ini 
akan menghasilkan analisis tentang 
substansi keadilan restoratif dalam 
kaitannya dengan diversi, dan anali-
sis kemampuan yang ada di ma- 
sing-masing pemangku kepentingan 
yang berkaitan dengan sistem per- 
adilan pidana. Akhirnya, Hasil kajian 
ini dapat dimanfaatkan oleh pihak- 
pihak terkait untuk menyiapkan sum-
berdaya, sumberdana dan sistem 
kinerja dalam rangka menciptakan 
keadilan restoratif dalam perkara 
anak di Indonesia.  
Urgensi Penerapan  Diversidalam 
Penanganan  Perkara Anak
Secara teoretik, ada keterkaitan 
antara asas atau kebijakan dikresi 
(discretion), diversi (Diversion) dan 
keadilan restoratif (Restorative 
Justice).Saut P.Panjaitan mengemu-
kakan bahwa diskresi (pouvoir 
discretionnaire, bahasa Perancis) 
ataupun Freies Ermessen (bahasa 
Jerman) merupakan suatu bentuk 
penyimpangan terhadap asas legali-
tas dalam pengertian wet matigheid 
van bestuur, jadi merupakan ”keke- 
cualian” dari asas legalitas. Menurut 
Muchsan, dasar pijakan diskresi ada 
2 (dua) yaitu: Dasar Hukum/Yuridis, 
yaitu menyangkut ketentuan formal; 
dan Dasar Kebijakan, yaitu me- 
nyangkut manfaat. (Simamora, 
2014).
Diversi adalah penyelesaian per- 
kara pidana menggunakan jalur di 
luar hukum pidana. Sedangkan 
pengertian keadilan restoratif adalah 
ide keadilan yang didasarkan pada 
kesepakatan antar-para pihak yang 
terkait dengan tindak pidana untuk 
mencari solusi untuk pemulihan 
keadaan sebagaimana belum terjadi 
tindak pidana dan bahkan menja- 
dikan semua pihak lebih baik.  
Keadilan Restoratif didasarkan pada 
5 prinsip dalam pemikiran berikut. 
Five Principles of Restorative 
Justice
a. Focuses on harms and conse-
quent needs (victims', but also 
communities' and offenders').
b. Addresses obligations resulting 
from those harms (offenders' but 
also families', communities' and 
society's).
c. Uses inclusive, collaborative 
processes.
d. Involves those with a legitimate 
stake in the situation (victims, 
offenders, families, community 
members, society).
e. Seeks to put right thewrongs 233 
(Dowd, 2015: 233)
Dengan demikian, dalam konteks 
bahasan ini dapat dipahami bahwa 
diversi dalam perkara anak lahir 
karena adanya asas diskresi yang 
dimiliki oleh pihak yang berwenang 
(Penyidik, Jaksa, dan Hakim) dalam 
rangka mencapai keadilan restoratif.  
Salah satu bentuk diskresi adalah 
memberikan kewenangan kepada 
Penyidik, Jaksa, dan Hakim untuk 
melakukan diversi terhadap anak 
yang berhadapan dengan hukum. 
Pengertian keadilan restoratif 
adalah a form of conflict resolution 
and seeks to make it clear to the 
offender that the behaviour is not 
condoned, at the same time as being 
supportive and respectful of the indi-
vidual.(Morison, 2001: 194). Pihak 
yang diharapkan memperoleh kea- 
dilan restoratif adalah pelaku dan 
korban, serta pihak-pihak yang 
terkait. Dalam konteks pemidanaan, 
pendekatan keadilan restoratif seja- 
lan dnegan model keseimbangan 
Kepentingan (Muladi, 1995:5). Ka- 
rena itu, asas daad-dader-slachtof-
fer-Strafrecht mestinya mulai diim-
plementasikan dalam hukum pidana 
(Arief Amrulah, 2008).
Keadilan restoratif dapat diterap-
kan pada seluruh proses penegakan 
hukum pidana, tidak hanya pada satu 
proses saja, misalnya pada penyi- 
dikan atau penuntutan atau peradilan. 
Hal ini didasarkan pada prinsip 
keadilan restoratif masuk pada suatu 
sistem hukum pidana sehingga 
penerapannya ada pada setiap pro- 
sesnya dan juga tiap penegak hukum 
mempunyai kewenangan untuk me- 
nerapkannya. Keadilan restoratif 
bukan merupakan asas melainkan 
filsafat yaitu filsafat dalam proses 
peradilan dan juga filsafat keadilan. 
Keadilan restoratif dapat dikatakan 
sebagai filsafat peradilan, karena-
merupakan dasar dalam penyusunan 
lembaga peradilan. Dengan demiki-
an, dapat diartikan bahwa keadilan 
restoratif adalah suatu rangkaian 
proses peradilan yang pada dasarnya 
bertujuan untuk me-restore (memu- 
lihkan kembali) kerugian yang dide- 
rita oleh korban kejahatan, (Mudza-
kir, 2008). masyarakat, dan para 
pihak terkait.
Pendekatan keadilan restoratif 
(restorative justice approach) diawa-
li dari praktik di beberapa negara 
misalnya Kanada, Australia, New 
Zealand, dan Inggris. Sejarah per- 
kembangan hukum modern dalam 
penerapan restorative justice diawali 
dari pelaksanaan sebuah program 
penyelesaian di luar pengadilan 
konvensional yang dilakukan oleh 
masyarakat yang disebut dengan 
victim-offender mediation tahun 
1970-an di Kanada (Morris dan 
Maxwelle, 21: 4). Pendekatan 
keadilan restoratif merupakan per- 
kembangan terakhir dari paradigma 
peradilan pidana, yaitu diawali 
dengan retributive justice, dilanjut-
kan dengan rehabilitative justice, 
kemudian ada alternative justice, 
kemudian diperbaiki lagi dengan 
transitional justice, danakhirnya 
digantikan oleh restorative justice.
Berdasarkan sejarah di beberapa 
negara, pelaksanaan Diversi pada 
awalnya gagal di Amerika, tetapi 
berhasil di Belanda, Denmark, Italia, 
Jerman, Perancis, pada tahun 
1969(Marlina, 2010:4) kemudian 
diperbaiki sistemnya yang akhirnya 
sukses di beberapa negara dalam 
penyelesaian tindak pidana tertentu 
dan pelaku-pelaku tertentu.
Meskipun tidak ada kesepakatan 
tentang pengertian keadilan restora- 
tif, namun mayoritas definisi 
berfokus pada proses yang melibat-
kan semua pihak yang berkepenti- 
ngan untuk menyelesaikan pelang-
garan hukum dan bertujuan memper-
baiki kerugian yang disebabkan oleh 
pelanggaran tersebut.  Hal ini 
terungkap dalam pernyataan berikut. 
There is no agreed definition of 
restorative justice processes. A 
number of definitions have been 
suggested, most of which focus on a 
process which involves all those 
affected by an offence and aims to 
repair the harm caused by the 
offending(Widodo 2014). Berdasar-
kan pemikiran tersebut dapat dipaha-
mi bahwa akar filsafat keadilan 
restoratif adalah konsepsi keadilan 
untuk semua (justice for all), yaitu 
pelibatan pelaku, korban, dan ma- 
syarakat berdasarkan musyawarah 
dalam rangka merestorasi keadaan 
secara manusiawi.
Secara teoretis, sistem peradilan 
pidana anak di Indonesia wajib 
mengutamakan kepentingan yang 
terbaik bagi anak dan berupaya me- 
ngurangi penyelesaian perkara anak 
di pengadilan pidana, dan jika 
terpaksa dipidana penjara, maka 
pidana tersebut hanya dilakukan 
sebagai upaya terakhir dan dalam 
waktu yang singkat. Hal ini dapat 
diketahui dari beberapa instrumen 
internasional, antara lain United 
Nations Standard Minimum Rules for 
the Administration of Juvenile 
Justice (Beijing Rules), United 
Nations Standard Minimum Rules for 
Non-Custodial Measures 1990 
(Tokyo Rules), United Nations 
Guidelines for the Prevention of 
Juvenile Delinquency (Riyadh 
Guidelines), dan United Nations 
Rules for the Protection of Juveniles 
Deprived of Their Liberty (1990). 
Menurut Wardaya dan Retnaningrum 
bahwa, kesadaran masyarakat bahwa 
anak-anak pelaku tindak pidana 
perlu diperlakukan khusus tidak 
sebagaimana orang dewasa baru 
disadari sejak penyelenggaraan 
peradilan anak kali pertama di 
Chicago pada 1889 (Wardaya dan 
Retnaningrum, 2011).
Urgensi pelaksaan diversi pada 
perkara anak didasari pada 
pemikiran berikut. Saat ini ada 
pergeseran filsafat pemidanaan dari 
awalnya yang bersifat restitutif 
(pembalasan) kemudian ditandingi 
menjadi teori prevensi (tujuan), 
kemudian muncul teori gabungan, 
(Widodo, 2009 :24) dan akhirnya 
berkembang pemikiran keadilan 
restoratif yang mengutamakan 
pemulihan. Pendekatan restoratif 
merupakan paradigma baru dalam 
pemidanaan yang berbeda dengan 
pendekatan keadilan retributif, baik 
konsep, orientasi, tujuan maupun 
mekanisme pencapaiannya.  Keadi- 
lan retributif lahir sebagai reaksi 
terhadap beberapa kelemahan pen- 
dekatan keadilan retributif. Resto- 
rative justice is different from the 
retributive and rehabilitation 
approaches in that it focuses prima- 
rily on the needs of the victim, not 
just the offender. It’s a powerful tool 
that can have very real, positive 
results(Marshal,2014).Pendekatan 
keadilan restoratif ini sangat positif 
dan berbeda dengan restribusi dan 
rehabilitasi yang hanya terbatas teru-
tama pada perlindungan korban, 
bukan pada pelaku.
Keadilan restoratif merupakan 
reaksi masyarakat global yang dapat 
digunakan sebagai pelengkap dari 
sistem peradilan pidana yang selama 
ini banyak yang menggunakan 
pendekatan keadilan tradisional.Hal 
ini dikemukakan oleh Mark S. Um- 
breit and Marilyn Peterson Armour 
bahwa, restorative justice is viewed 
as complementary to the criminal 
justice system because it attends to 
issues that the traditional system 
neglects. Regardless of the position 
taken, the vision of restorative justice 
is grounded in values that are reso-
nating with an increasingly broad 
range of individuals and communi-
ties throughout the world, presenting 
many opportunities for new and 
widened impact (Umbreit dan 
Armour,2004:82). Diversi adalah 
salah satu bentuk penyelesaian per- 
kara pidana dalam rangka penca- 
paian keadilan restoratif.  Bentuk 
lain- nya, misalnya rekonsiliasi 
antara pelaku dengan korban, konfe- 
rensi keluarga dan masyarakat, 
upaya perdamaian dalam ma- 
syarakat.  Hal ini selaras dengan 
pemikiran Strickland, bahwa
More specific technique associa- 
ted with restorative justice, 
include diversion, victim-offender 
reconciliation, victim impact 
panel, victim-offender statements, 
family or communiuty conferen- 
cing, community peace-making or 
centencing cyrcles, reintegrative 
shamming, and prisoneers assis-
tence program(Stickland, 2004 
:9).
Keadilan restoratif sebenarnya 
bukan merupakan budaya baru bagi 
bangsa Indonesia, namun karena 
dalam masa penjajahan hukum adat 
banyak ditinggalkan dan diganti 
dengan hukum barat, maka keadilan 
restoratif dimarginalkan. Setelah 
ketentuan ketentuan dan sistem 
hukum barat diragukan efektivitas 
dan efisiensinya dalam penyelesaian 
perkara pidana yang adil, banyak 
pihak mengintrodusi dan melak-
sanakan keadilan restoratif.  Dengan 
demikian, konsep keadilan restoratif 
bukan lahir lebih dahulu, tetapi 
sudah ada dan dilaksanakan di ma- 
syarakat kemudian ditinggalkan, dan 
saat ini digunakan lagi.   Buktinya, 
dalam hukum pidana Majapahit 
dikenal istilah “pati bajampi” yaitu 
sebagai uang pengganti obat yang 
diberikan kepada korban, rekonsi- 
lisasi antar-kepala adat yang ditandai 
dengan upaya adat di sejumlah 
wilayah Indonesia.
Pendoronglahirnya diversi pada 
perkara anak di Indonesia antara lain 
dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Terjadi labelisasi pada anak yang 
pernah diproses oleh penegak hu- 
kum berdasarkan hukum pidana 
anak.  Bahkan pada beberapa 
kasus, dalam LAPAS Anak terjadi 
prisonisasi (Widodo, 2012 : 21).
b. Pihak LAPAS Anak, LAPAS dan 
RUTAN Dewasa yang di dalam 
nya ada blok khusus Anak, belum 
semuanya mempunyai kemam-
puan yang memadai untuk pembi-
naan dan pembimbingan anak.Se-
lain itu, anak berisiko terkena 
“prisonisasi” di dalam lembaga 
tersebut.  Karena itu, perlu ada 
langkah meminimalisasi prisoni-
sasi dengan cara menghindarkan 
anak dari institusionalisasidi 
Rutan atau LAPAS.
c. Ada keinginan serius dari para 
pihak untuk mengurangi atau 
bahkan menghilangkan dampak 
negatif dari proses peradilan 
pidana bagi anak. Hal ini didasar-
kan pada data bahwa dalam tahap 
penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di pengadilan, hak- 
hak anak (pelaku) ada yang 
terlanggar, misalnya anak tidak 
dapat sekolah karena ditahan di 
RUTAN dan LAPAS.
d. Selama proses peradilan, pihak 
korban dan masyarakat belum 
mendapatkan restitusi (pemuli-
han) secara memadai sehingga 
putusan pengadilan sering diang-
gap belum mencerminkan keadi- 
lan bagi korban dan masyarakat.  
Hal ini terjadi karena keadilan 
sering ditafsirkan oleh orang 
sebagai keadilan terhadap pelaku 
saja, bukan pada korban dan ma- 
syarakat.
e. Beberapa putusan pengadilan 
kadang belum menunjukkan ke- 
berpihakan negara pada anak, 
anak korban, dan masyarakat.  
Mayoritas putusan pengadilan 
anak adalah penjatuhan pidana, 
dan jenisnya pidana penjara 
(Widodo, 2012:14).
f. Penegak hukum dan para pihak 
yang terkait belum terbiasa me- 
lakukan diversi pada anak yang 
berkonflik dengan hukum secara 
melembaga, bahkan budaya ma- 
syarakat menghendaki agar 
penyelesaian perkara anak lebih 
suka pengunaan jalur litigasi 
dibandingkan dengan jalur litiga- 
si. Beberapa anggota masyarakat 
bahkan sering menganggap diver-
si pada perkara anak yang dilaku-
kan oleh Polri merupakan upaya 
membela pihak tertentu (terutama 
membela pelaku), sehingga perlu 
ada klarifikasi yuridis.
g. Perlunya dasar hukum diversi 
yang jelas dalam peraturan perun-
dang-undangan (lex certa) yang 
dapat digunakan anak oleh polisi, 
jaksa, dan hakim agar tidak terjadi 
salah sangka dalam masyarakat. 
Sebelum ada UU Sistem 
Peradilan Anak, dasar hukum 
diversi di kepolisian adalah pada 
kebijakan diskresi (discretion) 
yang kemudian dituangkan dalam 
dasar hukum dari Kapolri untuk 
lingkungan Polri atau kesepaka-
tan-kesepakatan tertulis lain 
antar-penegak hukum atau antara 
Polri dengan Kementerian lain.  
Menakar Kemampuan Para Pe- 
mangku Kepentingan( Stake Hol- 
ders)dalam Melaksanakan Diversi 
Perkara  Anak Berdasarkan UU- 
SPPA.
Sejak diterbitkan UU-SPPA, pada 
semua tingkatan proses peradilan 
pidana (penyidikan, penuntutan, 
pemeriksanaan di pengadilan), terbu-
ka peluang polisi, jaksa, dan hakim 
untuk melakukan diversi.  Bahkan, 
sebelum ada putusan Mahkamah 
Konstitusi tahun 2013, diversi me- 
rupakan langkah wajib yang 
bersanksi pidana bagi polisi, jaksa, 
hakim sebelum menerapkan ketentu-
an hukum acara pidana.  Saat ini 
meskipun polisi, jaksa, dan hakim 
tidak melakukan diversi tidak dapat 
dipidana. Ketentuan diversi tersebut 
memberi harapan positif  bagi 
pencari keadilan dan penegak hukum 
untuk melaksanakan penyelesaian 
perkara tindak pidana anak sesuai 
dengan karakteristik anak tanpa 
mengabaikan kepentingan korban 
dan masyarakat. 
Dengan demikian, dalam pena- 
nganan anak yang berkonflik dengan 
hukum, diversi dalam perkara anak 
dilakukan oleh Polisi, Jaksa, dan 
Hakim sesuai dengan kewenangan- 
nya dalam acara pidana.  Jika diversi 
gagal maka proses peradilan pidana 
dalam maing-masing tingkatan akan 
diberlakukan dengan puncak proses 
berupa putusan pengadilan. 
Sebelum proses polisi, jaksa, dan 
hakim melakukan diversi, harus 
dipastikan dahulu bahwa persyaratan 
perkara yang dapat didiversi 
memenuhi persyaratan objektif dan 
subjektif sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7 ayat (2).  Persyaratan objek-
tif, yaitu bahwa perkara tindak 
pidana yang akan diproses Diversi 
adalah pelaku tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara di 
bawah 7 (tujuh) tahun.  Persyaratan 
subjektif adalah anak tersebut bukan 
merupakan melakukan pengulangan 
tindak pidana.Dalam UU-SPPA 
tersebut dijalelaskan tentang penger-
tian pengulangan tindak pidana, 
bahwa pengulangan tindak pidana 
dalam ketentuan ini merupakan 
tindak pidana yang dilakukan oleh 
Anak, baik tindak pidana sejenis 
maupun tidak sejenis, termasuk 
tindak pidana yang diselesaikan 
melalui Diversi.
Dalam penjelasan tersebut tidak 
ada jangka waktunya berapa lama 
antara tindak pertama yang pertama 
dengan yang kedua atau selanjutnya. 
Karena itu, UU-SPPA merupakan 
kekhususan dalam hukum pidana 
sehingga dapat menyimpangi keten-
tuan KUHP tentang jangka waktu 
agar dapat dikategorikan melakukan 
pengulangan tindak pidana. Jika 
persyaratan tersebut dipenuhi, maka 
Polisi, Jaksa dan Hakim wajib 
melakukan Diversi. Jika diversi 
sudah dicapai, maka hasil kesepaka-
tan dijadikan dasar Penetapan Ketua 
Pengadilan.
Dalam melaksanakan Diversi, 
penegak hukum wajib menggunakan 
asas sebagaimana diatur dalam Pasal 
2, yaitu pelindungan; keadilan; 
nondiskriminasi; kepentingan ter- 
baik bagi Anak; penghargaan terha-
dap pendapat Anak; kelangsungan 
hidup dan tumbuh kembang Anak; 
pembinaan dan pembimbingan 
Anak; proporsional;  perampasan 
kemerdekaan dan pemidanaan se- 
bagai upaya terakhir; dan penghinda-
ran pembalasan. 
Diversi oleh Hakim Anak di 
Pengadilan Negeri dapat dilakukan 
di ruang mediasi (Pasal 52 ayat (4)).-
Proses Diversi dilakukan dengan 
teknik musyawarah (Pasal 8 ayat 
(1)).Pihak yang wajib dilibatkan 
dalam Diversi adalah Anak dan 
orang tua/walinya, korban dan/atau 
orang tua/Walinya, Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial 
Profesional (Pasal 8 ayat (1)).Selain 
itu dapat pula ditambah dengan 
Tenaga Kesejahteraan Sosial, 
dan/atau masyarakat (ayat (2)). Para 
pihak yang bersengketa dapat 
diwakili oleh kuasanya dengan surat 
kuasa khusus, baik oleh advokat 
maupun orang lain yang dipercaya. 
Pihak ketiga di yang ditentukan oleh 
UU dapat turut serta dan mengga-
bungkan diri dalam proses musya- 
warah, apabila terdapat unsur 
kepentingan yang terkait dan keturut 
sertaannya disepakati oleh pihak 
pelaku dan korban serta disetujui 
oleh Hakim yang memimpin musya- 
warah.
Berdasarkan Pasal 9, ditentukan 
bahwa Penyidik, Penuntut Umum, 
dan Hakim dalam melakukan Diversi 
harus mempertimbangkan: a).kate-
gori tindak pidana; b)  umur Anak; c) 
hasil penelitian kemasyarakatan dari 
Bapas; dan d) dukungan lingkungan 
keluarga dan masyarakat. Kesepaka-
tan Diversi tersebut harus mendapat-
kan persetujuan korban dan/atau 
keluarga Anak Korban serta kese-
diaan Anak dan keluarganya, kecuali 
untuk: a)  tindak pidana yang berupa 
pelanggaran;  b) tindak pidana 
ringan; c) tindak pidana tanpa 
korban; atau d) nilai kerugian korban 
tidak lebih dari nilai upah minimum 
provinsi setempat.
Hasil kesepakatan Diversi dapat 
berbentuk, antara lain: a)  perda-
maian dengan atau tanpa ganti keru-
gian; b)  penyerahan kembali kepada 
orang tua/Wali;  c)  keikutsertaan 
dalam pendidikan atau pelatihan di 
lembaga pendidikan atau LPKS 
paling lama 3 (tiga) bulan; atau d)  
pelayanan masyarakat.  Khusus di- 
versi terhadap pelaku a)  tindak 
pidana yang berupa pelanggaran;  b) 
tindak pidana ringan; c) tindak 
pidana tanpa korban; atau d) nilai 
kerugian korban tidak lebih dari nilai 
upah minimum provinsi setempat-
dapat dilakukan oleh penyidik bersa-
ma pelaku dan/atau keluarganya, 
Pembimbing Kemasyarakatan, serta 
dapat melibatkan tokoh masyarakat.
Diversiyangdilakukan oleh Pe- 
nyidik atas rekomendasi Pembimb-
ing Kemasyarakatan dapat berben-
tuk: a) pengembalian kerugian dalam 
hal ada korban; b) rehabilitasi medis 
dan psikososial; c) penyerahan kem-
bali kepada orang tua/Wali;  d) keikut 
sertaan dalam pendidikan atau pelati-
han di lembaga pendidikan atau 
LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; 
atau e) pelayanan masyarakat paling 
lama 3 (tiga) bulan.
Selama proses Diversi berlang- 
sung sampai dengan kesepakatan 
Diversi dilaksanakan, Pembimbing 
Kemasyarakatan wajib melakukan 
pendampingan, pembimbingan, dan 
pengawasan (Pasal 14 ayat (2)). 
Kesepakatan Diversi wajib dilak-
sanakan paling lama 30 (tiga puluh) 
hari (Pasal 52 ayat (3)).Jika  Diversi 
sudah dilaksanakan dalam jangka 
waktu tersebut maka proses perkara 
tindak pidana tidak dilanjutkan ke 
tahapan persidangan. Pelaku tindak 
pidana dan pihak-pihak terkait akan 
mendapatkan penetapan dari Ketua 
Pengadilan Negeri yang isinya me- 
netapkan bahwa perkara tindak 
pidana anak sudah diselesaikan 
melalui Diversi dan sudah mempu-
nyai kekuatan hukum tetap.Penga-
wasan atas proses Diversi dan pelak-
sanaan kesepakatan yang dihasilkan 
berada pada atasan langsung pejabat 
yang bertanggung jawab di setiap 
tingkat pemeriksaan (Pasal 14 ayat 
(1).
Berdasarkan hasil studi di ma- 
syarakat di Indonesia,  ada beberapa 
hasil penelitian yang dapat dijadikan 
alasan empiris mengapa diversi perlu 
dilakukan, dan prosesnya harus 
cermat agar tercapai keadilan 
restoratif.  
Meskipun banyak kelebihan dan 
manfaatnya bagi anak, pelaksanaan 
diversi ternyata ini banyak mengha-
dapi hambatan. Studi yang pernah 
dilakukan di wilayah Banyumas, 
Purbalingga, Banjarnegara, Kebu-
men, dan Cilacap menunjukkan 
bahwa tidak semua korban atau kelu-
arga korban bersedia menerima cara 
penyelesaian tindak pidana melalui 
diversi. Alasannya: keinginan untuk 
membuat pelaku “kapok” jika dima-
sukkan dalam penjara; kejahatan 
yang dilakukan oleh pelaku adalah 
kejahatan yang diancam dengan 
pidana yang berat; penegak hukum 
kurang mendukung upaya perda-
maian; tidak ada petunjuk pelaksa-
naan maupun petunjuk teknis bagi 
aparat penegak hukum untuk 
mengimplementasi cara penyele- 
saian non-litigasi(Wardaya dan Ret- 
naningrum, 2008 :59). Hasil peneli-
tian ini sama dengan hasil penelitian 
Subekhan, bahwa penyelesaian per- 
kara pidana yang dilakukan oleh 
anak dengan menggunakan pendeka-
tan restorative Justice belum terlak-
sana secara optimal, karena belum 
adanya aturan hukum sebagai 
landasan penyelesaian model ini; 
perubahan masyarakat dari gemein-
schaft ke arah gesselschaft ber- 
dampak pada sulitnya rnengharapkan 
partisipasi masyarakat dalam 
penyelesaian yang bersifat restorasi; 
dan konsep restorative justice yang 
tidak melembagakan proses penyele-
saiannya berdampak pada hasil yang 
dicapai dalam penyelesaian restorasi 
tidak memberikan kepastian hukum 
bagi anak, korban dan masyarakat 
(Subkhan, 2008:i ) Penelitian-peneli-
tian di atas dilakukan atas kebijakan 
Diversi yang dilakukan oleh Polri 
berdasarkan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.
Selama proses peradilan pidana di 
Indonesia, mayoritas anak ditahan di 
Introduction
 The phenomenon of corruption is 
an old phenomenon found with the 
presence of human societies and 
political systems that govern these 
societies throughout history, and it 
these not concerns one people or one 
country without the other, and it's a 
serious pest for developing countries 
and developed countries alike, as a 
major constraint to sustainable 
development affecting weak econo- 
mic growth, and to devote the diffe- 
rences and distortions in the distribu-
tion of income and wealth and their 
concentration in the minority, 
increasing numbers of the poor com-
munity, in addition to the low 
efficiency of the public sector perfor-
mance, and the high volume of har- 
ming public money. 
This phenomenon of corruption 
differs in size and degree from soci-
ety to another, and despite the exis-
tence of corruption in most political 
societies unless, the environment 
that accompanies certain types of 
regimes such authoritarian regimes, 
which encourage the emergence of 
the phenomenon of corruption in 
response to this bullying in this 
system while is less sized, than to 
witch in democratic systems that the 
people involved in governance and 
listen to their opinion, respect human 
rights, and freedom.
Despite what has been said and 
published about corruption, and 
declared efforts by government 
agencies and nongovernmental at 
various levels and levels, but the 
national and international reports are 
confirming that rates of crimes of 
corruption are increasing in all coun-
tries of the world, especially the 
Third World countries. Hence this 
fundamental problematic issue 
became clear and effective mecha-
nisms to address or mitigate the 
phenomenon of corruption.
Which requires spot on the most 
important mechanisms to combat 
this phenomenon both for the efforts 
of the international community, or 
for internal mechanisms to fight 
corruption at the national level, 
which has been treated in this 
manner and intervention of a legal 
analytical and inductive approach.
Combat Mechanisms at the Nati- 
onal Level
The fight against corruption is a 
major criminal phenomena that 
necrosis various sensitive sectors 
within the state, nor dependent index 
over the degree of development or 
failure by a State, so this phenome-
non enjoyed with interest the various 
national legislation by the system 
each state, making it difficult to limit 
the joint mechanisms to face the 
phenomenon.
A. Permanent mechanism to 
combat corruption 
The study of the phenomenon of 
corruption requires showing a vari-
ety of other concepts which are the 
permanent mechanisms to combat 
corruption, including:, Questioning, 
transparency, and integrity (The EEA 
Financial Mechanism ,2009:8.It’s 
intended to undergo officials and 
senior staff in the state to be ques-
tioned by higher degree, or by the 
competent authority process control, 
on three aspects: (a) Legal Question-
ing: means to monitor the persons 
conduct match with provisions 
control of the applicable law, the 
so-called legal principle of legality; 
(b)Administration Questioning: 
belonging to workers and govern-
ment administrative bodies, where 
they lend control examination, eva- 
luation and follow-up by those above 
them score in the administrative hie- 
rarchy or ministry commandment 
(Transparency International UK, 
2013:19),  Moral Questioning : The 
purpose behind this type of control is 
to compare what the person covered 
with control must be bound with, the 
Secretariat, and justice in the work 
and treatment 
Beside it, be transparent as me- 
chanisms Standing in the fight 
against corruption and clarity of 
work within departments and the 
relationship among these depart-
ments and citizens of users of its 
services, as intended also: "public 
goals and objectives that seek these 
bodies or departments to achieve 
them," This applies to all acts of 
government its ministries different, 
as applies to the work of non-govern-
mental organization which works for 
its own account and deal with 
citizens (Transparency Internatio- 
nal,2009).
Then Integrity is a set of values 
and ethics, honesty, and dedication to 
work, and despite the significant 
convergence between integrity and 
transparency but the difference 
between them lies in the fact that the 
first; concept of moral values while 
the second relates to moral process 
systems and procedures. It must be 
reminded that the scourge of corrup-
tion spread and spread in all aspects 
of society and in the state apparatus. 
So the most effective way remain to 
fight at the national level in particu-
lar is trying to find a system and an 
integrated plan with the participation 
of all institutions (public and private) 
and social strata, in order to find 
ways to alleviate this scourge, and 
deterrent penalties on who exhibits 
these behaviors.
B. Parliament's role in fighting 
corruption
The deployment of democracy 
Requires that people conduct their 
own affairs, and what cannot be done 
directly is attributed to representa-
tives acting for them in this manage-
ment and control of the government, 
this prosecution affecting various 
powers and activities, though they 
take different forms, there are consti-
tutional mandate direct to Parliament 
on the work of the Authority execu-
tive, and take a picture of the discus-
sion and adoption of the govern-
ment's policies and financial budget 
before it is implemented or give 
confidence in the composition of the 
government. Also extends to the 
implementation phase of the govern-
ment policy through means of 
control, such as question, interroga-
tion, and the formation of a fact-find- 
ing commissions and committees 
hearing, etc., and even after the 
implementation of these policies 
such as the adoption of the final 
account of the balance, and the ratifi-
cation of the resolutions and treaties
1) The conceptual Framework 
of corruption from a parlia-
mentary perspective
Due to the diversity of 
perspectives intellectual in the 
definition of corruption and 
contrast political interests, it is 
difficult to find a comprehensive 
definition of the pheno- menon, 
which requires sho- wing concept 
of this phenomenon from differ-
ent angles to focus on inner legal 
perspective, good governance, 
and then to reach the concept of 
corruption from the perspective 
of parliamentarism.
(a) A legal perspective  
Legal perspective corruption 
is known as a violation of the 
laws, or the exploitation of their 
absence, or exploited for a variety 
of purposes and interests may be 
political, economic, financial, 
commercial, or social interest of 
the individual or others who have 
an interest in him (Albi-
chery,2007:140). Also some finds 
that corruption is the abuse of 
powers and organs of administra-
tion by the employee in order to 
gain self-illegal interest. Through 
the definitions above, it can be 
said that corruption includes two 
elements, the first is the violation 
of the law and the requirements of 
the job illegally. The second is the 
abuse of position and powers for 
personal purposes (physical or 
moral) illegal at the expense of 
the public interest
(b) Perspective of good gover 
 nance
Corruption from is seen the 
perspective of good governance 
on the basis that provide the indi-
vidual for his own interest for the 
public interest or over what prom-
ised to serve there is another 
direction see that corruption in 
public opinion is based on cultu- 
ral and social norms prevailing in 
that environment. The standard 
adopted by the Transparency 
International (TI) is considered to 
be corruption, "each work 
includes the misuse of public 
office for private interest, that 
exploits the official office for the 
personal benefit individual to 
himself or his group." It is clear 
from the latter definition paradox-
ical link between corruption and 
good governance, as each weak-
ness in accountability will expand 
the abyss of corruption and threa- 
tening staff do good governance
© A parliamentary perspective
 The parliament is the only 
institution that can monitor the 
government's performance, espe-
cially it’s difficult for citizens to 
access the officials gates to make 
complaints so parliaments are the 
public square for speaking 
expression instead. Through the 
before said that the fight against 
corruption and to prevent its 
spread also start from the parlia-
ment, the only guarantor of trying 
to reduce corruption that you 
know the political area at the 
highest level, and thus Parliamen-
tary Corruption perceived corrup-
tion as it’s a government corrup-
tion (Kubaisi ,2006:44)
2) Parliamentary  mechanisms 
capable of combating corrup-
tion
 Parliamentary anti-corrup-
tion mechanisms by the House 
of Representatives to exercise a 
range of powers, which vary 
from one country to another, 
according to the laws donor, and 
we can mention the most impor- 
tant powers of the deputies in the 
legislative room in Algeria
(a) Passing legislation to inter-
rogate those officials: 
Among the legal means that 
enjoyed by the House of Repre-
sentatives we mention: Albi-
chery (2007:148)
•  issuing legislation as one of the 
main functions assigned to them, 
for the legislative authority in 
Algeria, we find that its role has 
diminished greatly in the field of 
legislation, so it is a prior to com-
pile legislation against corruption 
at the state level as a whole in one 
system, which can be done 
through the formation of parlia-
mentary working groups and 
technical compile laws, regula-
tions and decrees aimed at corrup-
tion.
•  Setting rigid legislation for 
anti-corruption, which often find 
their provisions ambiguous than 
turning it from the base of the 
fight against corruption to the 
cause of corruption in itself, and it 
is linked to the extent of efficien-
cy, the ability and qualifications 
of Representatives.
•  Mechanisms or committees 
assigned to follow up the imple-
mentation of the legislation on the 
fight against corruption.
•  Involve all parties involved in 
combating corruption of those 
affected, and the mediators or 
observers.
(b) Using regulatory tools in 
the fight against corruption
In addition to the role of 
Parliament through the enact-
ment of anti-corruption legisla-
tion, it needs to have a mecha-
nism for its application, and 
especially for those are supposed 
to implement legislation, such as 
political officials in the execu-
tive branch. And it will be done 
only through special legislation 
to interrogate of senior state 
officials (Kubaisi,2006:65).
(c) Follow-up to the applica-
tion of laws with the execu-
tive branch and law 
Enforcement institutions
The main function of govern-
ment is to implement legislation 
and policies established by the 
Parliament or ratified by, that 
Parliament, it not only provide 
the laws, but raises policies and 
legislation, which the govern-
ment is considered as the imple-
mentation authority. It is then 
the task of parliament is also to 
follow the government's com-
mitment to these policies and 
legislation, and even if the valid-
ity of the President to issue 
decrees and decisions enforce-
able such as laws, it is the duty 
of Parliament to control the 
degree of commitment of legal 
application (Camerer,2001:9).
(d) Communicate with voters 
and civil society to see the 
reality of corruption
Through open dialogues with 
citizens in the form of seminars 
and forums on issues of corrup-
tion, in order to turn to the issues 
of corruption cases public opi- 
nion, and encourage the public 
to condemn and fight against 
corruption, in addition to the 
development of a culture of civil 
society regarding transparency 
under control of law.
3) Parliamentary obstacles 
for anti-corruption
 Stumble mechanisms men-
tioned above, anti-corruption 
with group of obstacles that 
hinder the parliamentary corrup-
tion control methods, such as:
(a) The complexity of the phe- 
nomenon of corruption
The self-interest the most 
important engine of corruption, 
and one of the main elements of 
the so-called: system corruption, 
the latter of which is composed 
of so-called general reasons for 
the phenomenon of corruption, 
these reasons that we find differ 
from one society to another and 
from one environment to anoth-
er, what is the major cause of 
corruption in a State, maybe a 
secondary cause in another 
country, and for this corruption 
environment is complex due to 
the difficult to quantify the 
causes of corruption specifically
(b) Change the reasons for the 
spread of corruption
The causes of corruption as 
stated vary from one country to 
another, and from these reasons 
we mention, for example:
• Lack of commitment to the prin-
ciple of the balanced separation 
of the three powers that leads to 
a breach of the principle of 
mutual control between these 
authorities.
•  Weakness of the political leader-
ship of a government anti-corrup-
tion legislatively.
•  Weak control bodies (of all 
kinds) in the country and lack of 
independence.
•  Low purchasing power as a result 
of the low salaries of employees 
in the public sector and the rise in 
living standards, which makes 
this segment looking for other 
illegitimate sources of living such 
bribes.
•  Paralysis of the institutions of 
civil society and private institu-
tions to fight corruption.
•  Ignorance and lack of knowledge 
of the law by the citizens, espe-
cially with regard to the individu-
al rights of each person
•  Low independence index of the 
media and not to allow journalists 
access to information and records 
that show the nature of the work 
and its misuses.
•  The absence of legislation, regu-
lations and laws or regulations 
Court helps fight corruption, and 
impose deterrent penalties against 
those who practice it.
( c) Duplication of MP roles
This is intended to duplica-
tion between the role of the 
deputy in the fight against 
corruption from its parliamenta-
ry hand, and the impact of politi-
cal and party affiliations and 
social performance for this role 
on the other hand. This makes 
the role of the deputy in the fight 
against corruption occupies a 
secondary position for deputy, 
who is often found trying to gain 
the trust of the citizens of the 
constituency chosen him as a 
prelude for a second term.
     
(d) Limited social recognition 
for MPs
MP works hard to get the data 
from various sources and infor-
mation about suspicions corrup-
tion and evidence or evidence 
confirms the fact, an issue diffi-
cult in most cases, because the 
official data that can be built 
upon corruption cases comes 
from the government itself, and 
it will not be easy for the govern-
ment to facilitate the way to the 
deputy to get condemned it by 
the data. But even more serious-
ly, that the government some-
times included ratification of the 
majority of what you say, and 
thus secured by the Parliament in 
the whole thing. Which makes 
the social environment misesti-
mates the deputy honest and 
appreciation (Anonymous, 
,2011:04).
Anti-corruption Mechanisms at 
the International Level
Corruption is the most dangerous 
problem phenomena and problems 
facing countries of the world without 
exception, no state in the world can 
claim purity of corruption, which is a 
major cause for the spread of other 
problems of political and social, 
security and economic problems, it is 
a social phenomenon linked to social 
conditions, political and cultural, 
economic and moral factors for who 
requires international efforts to 
combat it.
Several efforts made at the inter-
national level to combat the most 
dangerous phenomenon plaguing 
many developing countries, but even 
developed ones, making internation-
al solutions indispensable on the 
international and national level.
A. Efforts at the international level
Based on the global spread of the 
phenomenon of corruption, the latter 
has been given the attention of many 
international organizations, includ-
ing:
1) Organization of the United 
Nations:
The General Assembly of the 
United Nations adopted in December 
1996 to resolutions on anti-corrup-
tion, has also set up a pilot project to 
combat corruption. Also continues 
all United Nations bodies to work on 
the application of a set of measures 
to increase transparency in transac-
tions.
As the United Nations prepared 
the first Convention against Corrup-
tion in 2003, and presented to the 
General Assembly for its formal 
approval 95 countries signed on it, 
and agreement includes the issue of 
stripping officials accused of corrup-
tion from office, this Convention 
tries to obliges States signed to cri- 
minalize acts of bribery, embezzle-
ment , money laundering, and abuse 
of power.
2)  World Bank:
World Bank insists on the need 
for integration between national and 
international efforts in the fight 
against corruption, the World Bank 
has developed a new strategy to 
combat corruption include four 
factors:
First: to prevent all forms of 
corruption in projects financed by 
the Bank.
Second: to provide assistance to 
developing countries that intend to 
fight corruption, either individually 
or in concert with groups or relevant 
international lending institutions and 
regional development.
Third: as the principle of anti-cor-
ruption is a prerequisite to provide 
the World Bank in the areas of fee 
assistance strategies and the granting 
of loans and the selection design of 
projects.
 Fourth: to provide help and 
support for international efforts to 
fight corruption.
3)  IMF:
Repport of International financial 
institutions anti-corruption task force 
(2012 :02) stated IMF imposes 
conditions more complicated than 
those imposed by the World Bank, 
emphasizes on its assistance fund for 
each State proves government 
corruption degree impede efforts 
made to solve the economic prob-
lems.
The IMF fund identified corrupt 
practices to transfer funds in specific 
areas, as well as the involvement of 
employees in the operations circum-
vent customs and abuse hard curren-
cy reserves, and the abuse of power 
by the managers of financial players, 
and corrupt practices in the field of 
foreign investment.
4) World Trade Organization 
(WTO)
The World Trade Organization 
Established in December 1996 a 
special unit to monitor transparency 
in government exchanges among 
Member States, in order to pave the 
way for the drafting a convention on 
corruption.
5) The Organization for Economic 
Cooperation and Development 
(OECD)
It is the most active international 
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Rumah Tahanan atau Lembaga 
Pemasyarakatan selama 2-3 bulan.  
Jumlah terdakwa yang dijatuhi 
pidana penjara sekitar 90%. Pembi-
naan anak di di LAPAS kurang opti-
mal karena masa pidananya singkat. 
Proses peradilan tersebut tidak mem-
berikan rasa keadilan bagi anak. 
Secara normatif, sistem hukum di 
Indonesia belum ramah anak dan 
sistem kesejahteraan belum terinte-
grasi. Struktur dan aparatur penegak 
hukum juga belum ada persamaan 
persepsi terhadap penanganan anak 
nakal sehingga perlu peningkatan 
kapasitas sumberdaya manusia. 
Begitu juga ketersediaan sarana dan 
prasarana masih harus ditingkatkan.  
Pandangan dan perilaku masyarakat 
ternyata banyak yang masih memak-
nai pidana sebagai tindakan yang 
harus bersifat punitif dan retributif 
(Apong Herlina, 2015).
Selama dalam masa proses 
peradilan pidana, beberapa studi 
menunjukkan bahwa mereka men- 
dapat perlakuan yang buruk bahkan 
kadang-kadang lebih buruk dari 
perlakuan terhadap orang dewasa 
pada suatu situasi yang sama. 
Perlakuan buruk ini tidak hanya 
terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) 
atau Lembaga Pemasyarakatan 
(Lapas) namun tindak kekerasan 
terhadap mereka sering dialami sejak 
berada di kantor polisi yang berupa 
tamparan, tendangan, bahkan 
kadang-kadang pelecehan seksual. 
Penyidikan di kantor polisi ini sebe-
narnya dalam rangkapenyusunan 
Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 
Namun, kekerasan sering menjadi 
bagian dari upaya untuk memperoleh 
pengakuan. Bentuk kekerasan lain 
berupa tindakan memaksa anak 
untuk membersihkan kantor polisi 
dan mobil patroli. Rutan atau Lapas 
juga memberikan pengaruh buruk 
terhadap anak-anak di samping hak 
mendapat pendidikan baginya 
terabaikan (Lily, 2014). Studi pada 
tahun 2006, bahwa 96% kasus anak 
yang diajukan ke pengadilan menga-
kibatkan tindankan pasa berupa 
penahanan, 60% pidana yang 
dijatuhkan lebih dari satu tahun, dan 
hanya sedikit atau bahkan tidak ada 
bantuan hukum (RingkasanKajian, 
Oktober, 2012 http://www.unicef. 
org, 2014).
Berdasarkan Penelitian di Kota 
Makassar, Makmur, Hakim Anak 
Pengadilan Negeri Makassar, perka-
ra anak sebenarnya sangat kental 
nuansa keadilan restoratif.Justru 
keadilan restoratif tersebut lahir dari 
Pembimbing Kemasyaratan, tetapi 
ternyata hampir tidak pernah ada 
petugas BAPAS yang merekomen-
dasikan agar anak tersebut tidak 
dijatuhi pidana. Namun sebaliknya, 
Husni Guna, Kepala Seksi Bimbi- 
ngan Klien Anak Balai Pema- 
syarakatan Kelas I Makassar menya-
takan bahwa BAPAS tidak pernah 
merekomendasikan sanksi pidana 
pada anak, dan pembinaan anak 
dalam LAPAS merupakan upaya 
terakhir jika upaya lainnya gagal 
dilakukan ( Adiguna dkk, 2014). 
Berdasarkan penelitian Hafad, ma- 
yoritas hasil PK di Kota Malang 
menggunakan bahasa “klise” dan 
mayoritas merekomendasikan agar 
anak dijatuhi pidana atau tindakan 
seadil-adilnya.  Kalau tidak dengan 
“bahasa klise” tersebut, banyak hasil 
penelitian kemasyarakatan mere-
komendasikan agar hakim menjatuh-
kan sanksi paling adil (Hafad, 2004 : 
78). Namun demikian, yang 
mengembirakan, di BAPAS Suraba-
ya, Pembimbing Kemasyarakatan 
seringkali merekomendasikan agar 
anak di bina di luar LAPAS disertai 
dengan kesanggupan pihak-pihak 
tertentu yang siap menampung anak 
nakal, dan hakim memenuhi saran 
tersebut (Widodo, 2012 : 25).
Jika anak di masukkan ke LAPAS 
(pada saat berlakunya UU-SPPA 
disebut LPKA), anak-anak di LPKA 
ternyata mayoritas hanya dibina 
secara umum (tidak memperhatikan 
kebutuhan dan kompetensi anak) dan 
proses belum tampak adanya model 
pembinaan yang bersifat individual 
(individual treatment model), maka 
dampaknya akan makin buruk bagi 
anak.  Selama ini anak (apapun 
tindak pidana yang dilakukan) yang 
ada di LAPAS Anak maupun di suatu 
blok (di LAPAS Dewasa) sehingga 
pada siang hari dapat berinteraksi 
dan saling bergaul sehingga memung 
kinkan saling “belajar kejahatan.”  
Akibatnya, dalam LAPAS terjadi 
prisonisasi, meskipun anak tidak 
selalu menjadi residivis (penjahat 
kambuhan).  Jika anak dimasukkan 
ke LPKA atau LPKS yang tidak 
tertata model pembinaannya, 
dampak positif bagi anak dan ma- 
syarakat memang banyak, namun 
dampak negatif bagi anak cukup 
dominan (Widodo, 2012 : 25).
Berkaitan dengan diversi yang 
berjalan selama ini, pandangan nega-
tif masyarakat terhadap penegak 
hukum juga mempunyai pengaruh 
besar terhadap penerapan diversi.Hal 
ini diungkapkan oleh Wahyudi 
(Penyidik Pembantu PPA) bahwa 
ketika pihak-pihak didamaikan, ma- 
syarakat beranggapan bahwa penyi- 
dik membela dan dibayar oleh pihak 
pelaku tindak pidana sehingga 
pelaku tidak diproses secara 
pidana.Padahal Polisi melakukan 
upaya damai (diversi) untuk kepen- 
tingan terbaik bagi anak.Hal serupa 
juga diungkapkan oleh Andi Armasa-
ri (Jaksa Fungsional Kejaksaan 
Negeri Makassar) bahwa penilaian 
negatif dari masyarakat jika mereka 
didamaikan, atau jaksa membuat 
tuntutan ringan anak pelaku tindak 
pidana. Kejaksaan dianggap pihak 
yang tidak bertanggung jawab, 
bahkan dituduh dibayar oleh pelaku, 
atau ada hubungan keluarga antara 
jaksa dengan pelaku.  Menurut Iswa-
hyu Widodo (Hakim Anak di Penga-
dilan Negeri Makassar), umumnya, 
kendala untuk mendamaikan para 
pihak adalah korban sudah menjadi 
korban berkali-kali, meskipun pela- 
kunya bukan orang yang sama (Adi-
guna dkk., 2014).
Berdasarkan hasil penelitian di 
atas dapat dihami beberapa hal beri-
kut.  Dalam perspektif substansi 
hukum, petunjuk teknis pelaksanaan 
diversi belum semuanya lengkap.  
Hal ini dapat diatasi dengan cara 
membuat Peraturan Pemerintah (PP) 
tentang diversi sebagaimana diatur 
dalam Pasal 15. Ketentuan Peraturan 
Pemerintah yang ditindaklanjuti 
dengan peraturan yang lebih rendah 
tingkatannya juga penting mengingat 
ada beberapa norma dalam UU-SP-
PA yang multi tafsir, antara lain:
a. Siapa saja yang wajib hadir dalam 
diversi di setiap tingkatan, dan 
bagimana jika diantara mereka 
tidak hadir, akankah menjadikan 
diversi batal demi hukum atau 
dapat dibatalkan. Dalam UU 
tersebut ada kata “wajib”, sehing-
ga secara terminologis dapat 
ditafsirkan “bisa”, bukan wajib.  
Bagaimana jika para pihak yang 
disebutkan dalam 8 ayat (1) ada 
yang tidak hadir apakah jika ada 
diversi kemudian diversinya 
dianggap batal demi hukum atau 
bagaimana.  Apa sanksi bagi 
pihak yang diundang penegak 
hukum dalam diversi kemudian 
tidak hadir?
b. Tidak ada norma yang mengatur 
cara diversi jika proses mengala-
mi jalan buntu (deadlock) dalam 
musyawarah. Apakah diversi ter- 
sebut langsung dianggap gagal 
atau ada alternatif lain, misalnya 
dengan pungutan suara. Namun 
bagaimana penentuan keberhasi-
lannya, dan bagaimana persentase 
suara dari masing-masing pihak. 
Bagaimana ketentuan musyawa- 
rah yang berhasil dalam diversi, 
apakah semua pihak harus setuju 
dengan kesepakatan, atau jika ada 
yang tidak setuju diversi pihak-pi-
hak tertentu sengaja meng-
gagalkan diversi dengan tujuan 
agar anak dimasukkan ke proses 
peradilan pidana.
c. Tidak ada ketentuan tentang 
pengertian masyarakat (dalam 
ketentuan melibatkan “tokoh 
masyarakat” dalam Pasal 10 ayat 
(1), apakah masyarakat sekitar 
tempat tindak pidana terjadi, atau 
masyarakat tempat pelaku bera- 
sal, atau masyarakat tempat 
korban berasal, atau masyarakat 
merupakan orang-orang yang 
memahami tentang karakteristik 
pelaku (misalnya orang yang 
meneliti tentang tingkah laku 
yang dilakukan pelaku,a atau 
orang yang pernah melakukan 
tingkah laku yang sama dengan 
pelaku) atau korban  (misalnya 
orang yang meneliti tentang 
eksistensi korban atau orang yang 
pernah menjadi korban dalam 
tindak pidana yang sama).
d. Tidak ada ketentuan limitatif 
tentang bentuk hasil kesepakatan. 
Dalam Pasal 11 hanya diatur 
“antara lain”. Apakah boleh ada 
bentuk lain selain yang diatur 
dalam Pasal 11.  
Meskipun ada beberapa kelema- 
han, banyak juga keunggulan norma-
tif dalam UU-SPPA antara lain 
sebagai berikut.
a. Memberikan peluang pada anak, 
korban dan masyarakat untuk 
melakukan diversi dalam rangka 
memulihkan keadaan, tanpa meli-
batkan anak dalam proses per- 
adilan pidana.
b. Menggunakan Paradigma keadi- 
lan restoratif, yang tercermin 
dalam diversi maupun sistem 
peradilan pidana (sampai dengan 
pembimbingan klien oleh 
BAPAS).
c. Memuat banyak jenis pidana dan 
tindakan yang memungkinkan 
hakim menjatuhkan jenis dan 
beratnya sanksi sesuai dengan 
pendekatan keadilan restoratif.
d. Mengatur kerangka penannagan 
anak yang berkonflik dengan 
hukum, mulai dari diversi sampai 
pada pengawasan dan pembim- 
bingan sehingga menjamin kepas-
tian hukum dan dapat digunakan 
sebagai dasar pembuatan peta 
jalan (roadmap) dalam pencipta-
an keadilan restoratif.
e. Pelibatan banyak lembaga peme- 
rintah, lembaga kemasyarakatan, 
ahli, dan individu dalam sistem 
peradilan pidana.
Berkaitan dengan pelaksanaan 
diversi, ada beberapa permasalahan 
yang perlu mendapat pemecahan, 
secara yuridis maupun praktis antara 
lain sebagai berikut.
a. Belum ada Peraturan pemerintah 
tentang Diversi, padahal UU-SP-
PA dilaksanakan tanggal 1 Juli 
2014.  Jika tidak ada PP, maka 
para penegak hukum akan meng-
gunakan peraturan yang ada.  
Apakah peraturan yang ada sudah 
mencerminkan filosofi UU-SP-
PA.
b. Apakah catatan hasil diversi 
bersifat online dan terintegrasi 
antara kepolisian, kejaksaan, dan 
pengadilan? Jika tidak, bagaima-
na jika rekam jejak anak tidak 
terekam maka memungkinkan 
seorang anak di-diversi lebih dari 
1 (satu) kali.
c. Apakah BAPAS mampu melak-
sanakan tugas membuat Peneli-
tian Kemasyarakatan dan menga-
wasan proses pelaksanaan diver-
si.Pasal  28 mengatur bahwa Hasil 
Penelitian Kemasyarakatan wajib 
diserahkan oleh Bapas kepada 
Penyidik dalam waktu paling 
lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh 
empat) jam setelah permintaan 
penyidik diterima.  Padahal, 
jumlah Pembimbing Kema- 
syarakatan sangat sedikit, namun 
wilayah kerjanya antara 5 sampai 
7 kabupaten kota.  Misalnya 
BAPAS Jember (yang wilayahnya 
meliputi Jember, Banyuwangi, 
Bondowoso, Situbondo, dan 
sebagian Lumajang) hanya memi-
liki 11 orang pegawai.  Jumlah 
Pembimbing Kemasyarakatan 
Anak hanya 3 orang. Sarana 
transportasi milik BAPAS ada 
sangat kurang (Widodo, 2012: 
235).
d. Mampukan Bapas melakukan 
pengawasan, pembinaan, pem-
bimbingan secara profesional 
terhadap anak yang didiversi dan 
berada di luar LPKS? Jika tidak 
diawasi, bisa bertambah nakal.  
Jika tidak diawasai, anak tidak 
mendapatkan perlindungan 
hukum agar tidak mengulangi 
tindak pidana, karena tidak ada 
pendampingan atau bimbingan 
yang memadai ke arah tingkah 
laku yang baik. Bukankah anak 
yang didiversi sesungguhnya 
adalah anak yang melakukan 
tindak pidana (hanya saja tidak 
diputus oleh pengadilan, tetapi 
hanya ditetapkan oleh pengadilan 
sebagai pelaku tindak pidana 
pertama).
e. Sudah siapkah semua penegak 
hukum (termasuk advokat) dan 
pihak-pihak terkait melakukan 
musyawarah dalam rangka diver-
si, padahal proses tersebut mem-
butuhkan banyak pengetahuan 
dan keterampilan.
Berkaitan dengan permasalahan 
tersebut, para pihak harus melakukan 
beberapa langkah berikut agar diver-
si dan sistem peradilan pidana dapat 
terlaksana dan dapat mencapai 
tujuan berupa keadilan restoratif. 
a. Dalam Subtansi hukum, pemerin-
tah harus segera menerbitkan 
Peraturan Pemerintah tentang 
diversi sebagaimana diatur dalam 
Pasal 15. Setelah ada PP, maka 
pihak-pihak penegak hukum dan 
pemangku kepentingan lain (mi- 
salnya kementerian terkait) me- 
nerbitkan petunjuk pelaksanaan 
dan petunjuk teknis agar dapat 
digunakan sebagai pemandu 
diversi.  Untuk menguatkan pro- 
ses diversi, maka diperlukan pem-
buatan (atau peninjauan) nota 
kesepahaman “payung” yang 
ditindaklanjuti dengan perjanjian 
kerjasama antar-instansi.
b. Penegak Hukum dan pemangku 
kepentingan wajib melaksanakan 
sejumlah langkah, antara lain 
sebagai berikut.
1) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, advokat agar dapat 
melakukan diversi pada anak, 
karena anak mempunyai 
karakter khusus, begitu pula 
korban dan masyarakat juga 
mempunyai karakter unik. 
2) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, dan advokatagar dapat 
melakukan proses peradilan 
organizations in the fight against 
corruption, and its most important 
fields are:
• Bribery in international trade: the 
organization issued in 1994 a set of 
recommendations by which the 
Member States to combat bribery, 
and prevent bribery of foreign 
officials, as stipulated that the Com-
mittee on International Investment 
monitor the implementation of these 
recommendations and to report to the 
organization, also issued new recom-
mendations in 1997 was character-
ized as more inclusive than its previ-
ous one and included pledges and 
criminalize bribe foreign officials 
(OECD,2011:24)
• Corruption in procurement funded 
aid: through the recommendations of 
the Year 1996, which calls for the 
adoption of a set of measures to 
prevent corrupt practices in procure-
ment financed aid organization, also 
called on Member States to cooper-
ate in the implementation of these 
recommendations.
B. Efforts at the regional level
At the regional level we can state the 
following regional efforts:
1) EU
The most prominent of the Euro-
pean Union Station in the fight 
against corruption is to adopt a new 
draft of the anti-corruption in May 
1997. which have been adopted by 
the countries of the European Union 
as an effective tool in the fight 
against the phenomena of corruption 
and bribery.
2) Organization of American 
States:
In March 1996, 21 countries 
signed the Organization of the Con-
vention on the fight against corrup-
tion, and signed by the United States 
in 1997. The Convention calls for the 
criminalization of domestic corrup-
tion and International bribes, also 
includes a set of preventive measures 
against corruption, and the Conven-
tion ratified by Argentina, Bolivia, 
Ecuador, Paraguay, Peru, Mexico, 
Venezuela, and Costa Rica in 1998.
3)Davos
The Davos Forum is a platform 
that brings together a group of 
officials and representatives of 
relevant international bodies to fight 
corruption and evaluation of corrup-
tion indicators, this conference 
acknowledged that corruption is 
costing the world about 2 trillion 
annually due to corruption in govern-
ment bodies, the thing that threatens 
the ability of governments to end the 
problem of poverty (William, 
2004:24).
4)The international transparency 
organization (TI)
The more active international 
organizations in the fight against 
corruption. This organization has 
developed index measuring the pre- 
valence of corruption in various 
countries around the world, based on 
the opinion polls included business-
men, and political analysts, and 
urging also public opinion. The 
number of countries covered by the 
report in 1998 about 85 countries, 
Denmark was ranked first time in 
terms of transparency, and was Ca- 
meroon ranked last.
Conclusion
Corruption is one of the most 
dangerous phenomena that affect the 
structure of society and hinder deve- 
lopment, and increase its impact on 
developing communities, including 
Algeria, to make its limited resour- 
ces. Therefore it is necessary for state 
institutions all necessary measures 
and cooperation with all competent 
authorities to fight corruption and 
drain its resources.
To reduce the phenomenon of 
corruption in Algeria and developing 
societies alike, we believe that work 
should take several actions, includ-
ing:
1) Activating systems of interroga-
tion, and work on the transparen-
cy and fairness of relationship 
management citizen
2) .Strengthening the role of the 
legislature in the control of the 
executive branch, and increase 
the penalties for crimes and 
corrupt practices.
3) Support and strengthen control 
bodies and the use of modern 
software in screening and 
follow-up of corruption cases, to 
publish its report.
4) Encourage interaction and com-
munication with citizens and the 
media, so as to exercise control 
constructive and uncover corrup-
tion cases without exaggeration 
or reduce.
5) Make attention to complaints by 
allocating special funds to com-
plaints in all ministries, govern-
ment agencies.
6) Ratification and accession to the 
conventions and international 
bodies to fight corruption, and 
work on the harmonization of 
domestic legislation, according 
to the political situation and the 
economic and social main-
stream.
7) It’s not enough to talk about the 
fight against corruption through 
seminars and forums, but also 
must take practical steps to 
effective based on what has been 
reached by the results of official 
bodies, whether international or 
national, and through academic 
research as well.
Finally when official and popular 
efforts, civilian and security combine 
to promote justice, equality and 
uphold the culture of integrity, 
honesty, leads everyone and their 
duties diligently and faithfully to the 
fall of corrupt practices, and omit 
one of the most important obstacles 
to development.
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pidana pada anak, karena anak 
mempunyai karakter khusus 
yang harus diperhatikan, baik 
anak pelaku, anak korban, 
maupun anak saksi.  
3) Kualitas dan kuantitas Peker-
ja Sosial Profesional dan Te- 
naga Kesejahteraan Sosial 
juga perlu ditingkatkan dalam 
penanganan anak yang ber- 
konflik dengan hukum.
4) Peningkatan kemampuan 
calon petugas LPKS (sebagai 
tempat pembinaaan anak yang 
dijatuhi pidana), LPKA (tem-
pat anak yang di-diversi 
berupa pengikutsertaan dalam 
lembaga), LPAS (sebagai 
tempat penahanan anak 
semesntara), petugas pema- 
syarakatan di Blok Anak pada 
LAPAS Dewasa.
5) Peningkatan kemampuan 
pembimbing kemasyarakatan 
(dari BAPAS) dalam membuat 
Penelitian Kemasyarakatan 
(Litmas) agar lebih cepat, 
akurat, dan berkualitas (me- 
muat analisis yang proporsio- 
nal dari sisi sosiologi, psikolo-
gi, penologi, dan “ilmu ting-
kah laku” lainnya), dan 
melakukan pendampingan, 
pembimbingan, dan penga-
wasan proses diversi, dan 
pelaksanaan diversi (baik di 
dalam LPKS maupun di ma- 
syarakat). BAPAS harus mem-
berikan rekomendasi (Pasal 10 
ayat (2), pendampingan, pem-
bimbingan, dan pengawasan 
terhadap anak selama proses 
dan pelaksanaan diversi (Pasal 
14 ayat (2), laporan kegagalan 
diversi (Pasal 14 ayat (3).  
Waktu pembuatan litmas 
sangat singkat yaitu hanya 3 
hari.**
Para penegak hukum dan 
pemangku kepentingan perlu 
mendapatkan pendidikan dan pelai-
han atau bahkan pendidikan khusus 
secara bertahap dan terus-menerus 
dan masing-masing memperoleh 
sertifikat agar memenuhi standar 
minimal yang dibutuhkan pencapa-
ian keadilan restoratif.  Hal ini sama 
dengan apa yang dikemukakan 
Jonson bahwa ... facilitator style and 
role, certification, training requir-
ment’s, professional standards and 
othe issues will continue to add 
spince to the stew of co-creation ad 
individuality in the field many years 
to come (Daniel van Ness, 2007 
:223).
c. Masyarakat perlu ditingkatkan 
kepeduliannya dalam menyele-
saikan tindak pidana anak.  Pan-
dangan masyarakat terhadap 
keadilan restoratif juga perlu 
diperbaiki agar tidak ada prasang-
ka. Langkah yang dapat dilaku-
kan oleh pemerintah bersama 
pemangku kepentingan antara 
lain sebagai berikut.
1) Sosialisasi UU kepada ma- 
syarakat, terutama masyarakat 
yang rentan sebagai pelaku 
maupun korban tindak pidana 
anak.
2) Membudayakan pemikiran 
“positif” anggota masyarakat 
terhadap proses diversi di 
semua tingkatan pradilan 
pidana.  Memberikan pemaha-
man yang komprehensif terha-
dap keadilan restoratif yang 
dicapai melalui proses 
peradilan pidana.
3) Meningkatkan komitmen 
masyarakat dan pemerhati 
untuk selalu mengutamakan 
penyelesaian tindak pidana 
anak yang sesuai dengan kebu-
tuhan anak.
d. Sarana dan prasarana(termasuk 
kurikulum) sangat perlu diada-
kan, ditambah atau ditata ulang, 
antara lain sebagai berikut. 
1) Penyediaan ruangan khusus 
di Kepolisian, Kejaksaan, dan 
Pengadilan, penganggaran, 
fasilitas pendukung, data 
online yang terintegrasi (agar 
pelaporan, pendataan, pendo-
kumentasian (pengarsipan) 
data diversi mudah, cepat, dan 
murah). Hal inisangat penting 
dalam keadministrasian, 
apalagi di wilayah luar pulau 
Jawa yang geografisnya varia-
tif, dan modal tranportasinya 
terbatas).
2) Pembentukan LPKS, LPAS, 
LPKA.
3) Peninjauaan dan pembentu-
kan model pembinaan di 
LPKS, LPKA berserta kuriku-
lum, termasuk penyediaan 
fasilitas pendukungnya.
Pendidikan, Pembinaan, Pen-
dampingan dan  Pengawasan  Ter-
hadap  Anak yang Di-diversi 
Maupun yang Dijatuhi Pidana 
Atau Tindakan  Oleh Pengadilan
Sampai saat ini di LAPAS Anak 
atau LAPAS Dewasa Indonesia 
belum ada model yang sistemik 
tentang pendidikan, pembinaan, 
pendampingan, dan pengawasan 
khusus terhadap anak yang didasar-
kan pada asas individualisasi pembi-
naan (baik pembimbingan mental 
dan kerohanian maupun pembimbi- 
ngan/latihan kerja), dan asas kepen- 
tingan terbaik bagi anak. Penga-
wasan yang dilakukan oleh BAPAS 
terhadap anak yang dijatuhi pidana 
maupun tindakan juga kurang opti-
mal. Kepedulian masyarakat dan 
organisasi kemasyarakatan terhadap 
anak yang melakukan tindak pidana 
juga belum optimal.  Berdasarkan 
fakta tersebut, maka pola penga-
wasan dapat dilakukan oleh para 
pihak sebagai berikut.
a. Anak yang didiversi sudah me- 
ngalami masalah kelakuan, 
karena itu pembinaannya dapat 
dilakukan oleh bagian Bimbingan 
dan Konseling (jika sekolah), 
pimpinan lembaga pendidikan 
non-formal (jika menempun 
pendidikan non formal), orang tua 
atau wali atau perorangan lain 
(jika dikembalikan ke orang 
tua/wali atau diserahkan kepada 
perorangan), kepala organisasi 
kemasyarakatan (jika diserahkan 
ke organisasi kemasyarakatan), 
kepala desa/lurah (jika tidak ada 
pembina).
b. Anak yang dimasukkan ke LPKS, 
LPKA dibimbing oleh petugas 
khusus yang ada dalam lembaga 
tersebut.
c. Pembimbing Kemasyarakatan di 
BAPAS, sesuai dengan bidang 
tugasnya.
Namun, para pembina dan petu-
gas, pengawas tersebut harus dibuat-
kan pola atau model atau sistem yang 
dapat dipedomani berdasarka Pera-
turan Pememrintah (PP) dan peratu- 
ran menteri atau lembaga pemerintah 
yang terkait dengan penanganan 
anak yang berkonflik dengan hukum 
(pelaku), dan anak yang berhadapan 
dengan hukum (anak saksi dan anak 
korban).  Khusus pada anak pelaku, 
pembentukan model pendidikan, 
pembinaan, pendampingan tersebut 
harus didasarkan ada karakteristik 
unik dari masing-masing anak, 
sehingga harus mengutamakan 
model individualisasi pembinaan dan 
berbasis pada kebutuhan anak. 
Karena itu, pemerintah perlu mem-
buat model khusus tentang penga-
wasan, pembinaan, dan pendampin-
gan anak yang berkonflik dengan 
hukum, baik di-diversi maupun 
dijatuhi pidana (straf)atau tinda-
kan(maatregels).
Simpulan
1. Diversi pada perkara anak perlu 
dilakukan oleh penegak hukum 
secara terukur dan legal berdasar-
kan UU Sistem Peradilan Anak 
dalam rangka melindungi anak, 
anak korban dan kepentingan 
masyarakat secara proporsional.  
2. Kelemahan pelaksanaan peradilan 
pidana anak, kekurangmampuan 
LAPAS, LAPAS Anak, dan 
Organisasi Kemasyarakatan da- 
lam membina anak yang berkon- 
flik dengan hukum selama ini 
memicu lahirnya diversi.  Keber-
hasilan diversi pada anak di 
beberapa negara menjadi sema- 
ngat tersendiri bagi pembuat UU 
untuk membentuk lembaga diver-
si secara legal. 
3. Konsekuensi dari diversi pada 
anak, para pihak yang terlibat 
dalam proses dan pasca-diversi 
wajib menjamin kepentingan 
terbaik bagi anak dan korban.  
Karena itu, pendidikan, pembi-
naan, pendampingan dan penga-
wasan anak yang berkonflik 
dengan hukum (baik yang disele-
saikan dengan diversi maupun 
yang diadili melalui sistem 
peradilan pidana) wajib dilak-
sanakan secara sistemik berdasar-
kan asas kepentingan terbaik bagi 
anak tanpa mengabaikan kepen- 
tingan korban dan masyarakat.
4. Konsekuensi yuridisnya,Peratu- 
ran Pemerintah Republik Indone-
sia  Nomor 65 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pelaksanaan 
Diversi dan Penanganan Anak 
yang Belum Berumur 12 (Dua 
Belas) Tahun perlu ditindaklanjuti 
dengan peraturan internal di 
kalangan Polri, BAPAS, dan 
instansi terkait sebagai standar 
prosedur operasional di lembaga 
yang terlibat dalam proses diver-
si, termasuk lembaga pelaksana 
dan pengawas putusan diversi 
dalam rangka impementasi kebi-
jakan diversi anak di Indonesia.
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Pendahuluan
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum harus didasarkan 
pada kepentingan terbaik bagi anak. 
Pengertian frasa “terbaik bagi anak” 
terkait dengan sifat anak, baik fisik, 
psikis, maupun sosial sehingga 
kepentingan anak satu dengan lain- 
nya tidak harus sama. A definition of 
the child’s best interests cannot 
accommodate the diverse nature of 
the interests appropriate for a partic-
ular child, from a particular back-
ground and at a particular time of 
development. (Sifris at.all 2014). 
Pengutamaan kepentingan terbaik 
bagi anakini juga didasarkan pada 
asas umum perlindungan anak 
sebagaimana diatur dalam konvensi 
anak, bahwa 
The best interests of the child 
shall be a primary consideration 
in all actions affecting children. 
(The 1989 Convention on the 
Rights of the Child).The term 
“best interests” broadly 
describes the well-being of a 
child. Such well-being is deter-
mined by a variety of individual 
circumstances, such as the age, 
the level of maturity of the child, 
the presence or absence of 
parents, the childs environment 
and experiences.(UNHCR Guide-
lines, 2008).
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum tidak harus menggu-
nakan sarana nonpenal (misalnya 
diversi) atau menggunakan hukum 
pidana (sarana penal).  Namun, ke- 
duanya dapat dilakukan secara 
berurutan, yaitu mengutamakan 
diversi (jika memenuhi persyaratan 
diversi), dan jika upaya tersebut 
gagal maka akan diberlakukan 
sistem peradilan pidana bagi 
anak.Hal ini sesuai dengan pendapat 
bahwa the major goal of the first 
juvenile courts, established at the 
turn of the century, was to provide an 
alternative to, and thereby divert 
youth from, the criminal court(Albert 
L. Robert (Edit), 2008 : 184).
Secara umum, pemberlakuan-
sistem peradilan pidana untuk 
penyelesaian perkara pidana dapat 
berdampak buruk bagi anak, teruta-
ma pemberian “stigma jahat” pada 
anak (stigmatisasi atau labelisasi), 
dan terjadinya pembiasaan kebia- 
saan-kebiasan buruk di LAPAS yang 
kemudian dipraktikkan lagi oleh 
anak ke luar LAPAS Anak (prisoni-
sasi), bahkan pengulangan tindak 
pidana yang lebih serius akibatnya. 
Salah satu penyebabnya adalah 
adanya kontak langsung dengan 
penegak hukum yang dapat membuat 
anak frustrasi.  Jika perkaranya 
sudah diputus oleh pengadilanpun, 
mungkin akan menjadi stigma bagi 
anak pelaku tindak pidana.  Karena 
itu, para ahli di bidang psikologi, 
hukum, etimologi kriminal, krimi-
nologi, pendidikan, dan penologi 
selalu mencari jalan terbaik bagi 
anak, korban, dan kepentingan ma- 
syarakat.  Akhirnya, para ahli mewa-
canakan pendekatan keadilan resto- 
ratif sebagai alternatif pemikiran 
untuk mengurangi kelemahan teori 
pemidanaan retributif, teori prevensi 
maupun teori gabungan.
Keadilan restoratif merupakan 
suatu ide dan gerakan yang me- 
ngedepankan keadilan dalam pers-
pektif pelaku dan keluarganya, 
korban dan keluarganya, masyarakat, 
dan pemangku kepentingan dalam 
rangka pemulihan keadaan masing- 
masing.  Karena itu, konsepsi pemi- 
kiran keadilan restoratif (restorative 
justice) menjadi salah satu upaya 
menjauhkan anak dari sistem per- 
adilan pidana yang tidak perlu.  
Pendekatan ini mengutamakan pe- 
nyelesaian tindak pidana di luar 
peradilan pidana.  Pendekatan terse-
but bukan hanya pada anak, melain- 
kan juga pada orang dewasa (misal- 
nya pencurian ringan, penggelapan 
ringan, perbuatan curang (penipuan) 
ringan) maupun anak-anak.  Bahkan 
di beberapa negara maju, korporasi 
yang melakukan tindak pidana dapat 
juga diselesaikan dengan pendekatan 
keadilan restoratif.
Keadilan restoratif adalah cara-
menanggapi perilaku criminal 
dengan cara menyeimbangkan antara 
kebutuhan masyarakat, dengan 
korban danpelaku. Ini merupakan 
konsep yang terus berkembangdan 
dapat menimbulkan interpretasi yang 
berbeda di negara yang berbeda.
Restorative justice is a way of 
responding to criminal behaviour 
by balancing the needs of the 
community, the victims and the 
offenders. It is an evolving 
concept that has given rise to 
different interpretation in differ-
ent countries, one around which 
there is not always a perfect 
consensus.(United Nations, 2006: 
6).
Berkaitan dengan konsep 
keadilan restoratif dalam perkara 
pidana yang dilakukan oleh anak, 
menurut Pasal 1 angka 6 Undang- 
Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 
Sistem Peradilan Pidana  Anak (LN 
Tahun  2012  Nomor  153, TLN 
Nomor  5332), pengertian keadilan 
restoratif adalah penyelesaian perka-
ra tindak pidana dengan melibatkan 
pelaku, korban, keluarga pelaku/kor-
ban, dan pihak lain yang terkait 
untuk bersama-sama mencari 
penyelesaian yang adil dengan 
menekankan pemulihan kembali 
pada keadaan semula, dan bukan 
pembalasan.
Praktik di beberapa negara, 
keadilan restroratif disebut dengan 
berbagai istilah. Ada pihak yang 
menggunakan istilah"keadilan 
komunitarian", "memperbaiki 
kesalahan", "Keadilan positif", 
"keadilan relasional", "keadilan 
reparatif", "keadilan masyarakat" 
untuk menyebut "keadilan restorat-
if". Namun, demikian ada kesamaan 
pemahaman bahwa keadilan 
restoratif dibangun berdasarkan 
konsep penyeimbangan kepentingan 
dan kebutuhan pada tiga pihak, yaitu 
pelaku, korban, dan masyarakat. Hal 
ini terungkap dari penjelasan beri-
kut.
Also, because of the difficulties in 
precisely translating the concept 
into different languages, a variety 
of terminologies are often used. 
There are many terms that are 
used to describe the restorative 
justicemovement. These include 
“communitarian justice”, “ma- 
king amends”,“positive justice”, 
“relational justice”, “reparative 
justice”, “communityjustice” and 
“restorative justice”, among 
others.(United Nations, 2006:6)
Berkaitan dengan keadilan 
restoratif, dalam UU-SPPA diatur 
tentang diversi. Pengertian diversi 
adalah pengalihan penyelesaian 
perkara Anak dari proses peradilan 
pidana ke proses di luar peradilan 
pidana.Jika kedua konsep tersebut 
dihubungkan, maka keadilan 
restoratif adalah tujuan yang ingin 
dicapai, sedangkan diversi adalah 
salah satu proses mencapai keadilan 
tersebut.Keadilan restoratif dapat 
dicapai melalui diversi maupun 
non-diversi, yaitu memproses anak 
pelaku tindak pidana dalam sistem 
peradilan pidana. Dengan demikian, 
melalui sistem peradilan pidanapun 
dapat dicapai keadilan restoratif. 
Misalnya dengan menjatuhkan 
pidana atau tindakan yang sesuai 
dengan kebutuhan pelaku, korban, 
dan masyarakat.Karena itu, dalam 
UU-SPPA disediakan banyak jenis 
sanksi dan tindakan agar hakim 
dapat memilih jenis pidana (straf) 
atau tindakan (maatregel) yang 
sesuai dengan kebutuhan pelaku, 
korban dan masyarakat agar keadilan 
restoratif tercapai.
Sampai saat ini, diversi pada 
perkara anak di tahap penyidikan 
sudah sering dilakukan berdasarkan 
Peraturan internal di Kepolisian 
Negara Republik Indonesia.  Banyak 
pendapat yang setuju dan yang tidak 
setuju atas upaya Polri untuk 
menyelesaikan perkara pidana anak 
di luar hukum pidana.  Namun, saat 
ini sudah terbit Undang-Undang No. 
11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (selanjutnya 
disingkat UU-SPPA), yang sudah 
diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 
2014 sehingga setiap orang wajib 
setuju dan menaatinya.  Jika UU 
tersebut diberlakukan, banyak 
sub-sistem atau sistem yang berubah, 
misalnya sub-sistem: diversi oleh 
polisi, jaksa, dan hakim; pencatatan 
dan pengarsipan pada lembaga 
pelaksana UU-SPPA; sistem pembi-
naan dan pembimbingan anak di 
Lembaga Penempatan Anak Semen-
tara (LPAS), Lembaga Penyelengga-
ra Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA). Selain itu, banyak juga 
sarana dan prasarana yang disiapkan, 
termasuk kaulitas dan kuantitas sum-
berdaya manusia (misalnya polisi, 
jaksa, hakim, pembimbing kema- 
syarakatan, petugas pemasyarakatan, 
relawan sosial).
Jika pemerintah dan para pihak 
terkait serta para pemangku kepen- 
tingan (stakehoders) tidak segera 
melakukan persiapan atas pember-
lakuan UU-SPPA tidak segera 
disiapkan, UU-SPPA akan hanya 
menjadi norma yang bersifat 
“semantik” (indah dalam bahasa) 
dan tidak banyak melakukan peruba-
han substansi sistem peradilan 
pidana anak sehingga tidak ada 
bedanya dengan saat berlakunya UU 
No. 3 Tahun 1997 tentang Penga-
dilan Anak.
Berdasarkan pemikiran tersebut, 
penulis melakukan pengajian terha-
dap 3 (tiga) permasalahan, yaitu 
apakah urgensi diversi dalam pena- 
nganan perkara anak;bagaimana 
kesiapan para pihak yang terlibat 
dalam diversi perkara anak;serta 
bagaimana model pendidikan, pem-
binaan, pendampingan, dan penga-
wasan anak yang di-diversi maupun 
anak yang dijatuhi pidana (straf) atau 
tindakan(maatregel).  Kajian ini 
akan menghasilkan analisis tentang 
substansi keadilan restoratif dalam 
kaitannya dengan diversi, dan anali-
sis kemampuan yang ada di ma- 
sing-masing pemangku kepentingan 
yang berkaitan dengan sistem per- 
adilan pidana. Akhirnya, Hasil kajian 
ini dapat dimanfaatkan oleh pihak- 
pihak terkait untuk menyiapkan sum-
berdaya, sumberdana dan sistem 
kinerja dalam rangka menciptakan 
keadilan restoratif dalam perkara 
anak di Indonesia.  
Urgensi Penerapan  Diversidalam 
Penanganan  Perkara Anak
Secara teoretik, ada keterkaitan 
antara asas atau kebijakan dikresi 
(discretion), diversi (Diversion) dan 
keadilan restoratif (Restorative 
Justice).Saut P.Panjaitan mengemu-
kakan bahwa diskresi (pouvoir 
discretionnaire, bahasa Perancis) 
ataupun Freies Ermessen (bahasa 
Jerman) merupakan suatu bentuk 
penyimpangan terhadap asas legali-
tas dalam pengertian wet matigheid 
van bestuur, jadi merupakan ”keke- 
cualian” dari asas legalitas. Menurut 
Muchsan, dasar pijakan diskresi ada 
2 (dua) yaitu: Dasar Hukum/Yuridis, 
yaitu menyangkut ketentuan formal; 
dan Dasar Kebijakan, yaitu me- 
nyangkut manfaat. (Simamora, 
2014).
Diversi adalah penyelesaian per- 
kara pidana menggunakan jalur di 
luar hukum pidana. Sedangkan 
pengertian keadilan restoratif adalah 
ide keadilan yang didasarkan pada 
kesepakatan antar-para pihak yang 
terkait dengan tindak pidana untuk 
mencari solusi untuk pemulihan 
keadaan sebagaimana belum terjadi 
tindak pidana dan bahkan menja- 
dikan semua pihak lebih baik.  
Keadilan Restoratif didasarkan pada 
5 prinsip dalam pemikiran berikut. 
Five Principles of Restorative 
Justice
a. Focuses on harms and conse-
quent needs (victims', but also 
communities' and offenders').
b. Addresses obligations resulting 
from those harms (offenders' but 
also families', communities' and 
society's).
c. Uses inclusive, collaborative 
processes.
d. Involves those with a legitimate 
stake in the situation (victims, 
offenders, families, community 
members, society).
e. Seeks to put right thewrongs 233 
(Dowd, 2015: 233)
Dengan demikian, dalam konteks 
bahasan ini dapat dipahami bahwa 
diversi dalam perkara anak lahir 
karena adanya asas diskresi yang 
dimiliki oleh pihak yang berwenang 
(Penyidik, Jaksa, dan Hakim) dalam 
rangka mencapai keadilan restoratif.  
Salah satu bentuk diskresi adalah 
memberikan kewenangan kepada 
Penyidik, Jaksa, dan Hakim untuk 
melakukan diversi terhadap anak 
yang berhadapan dengan hukum. 
Pengertian keadilan restoratif 
adalah a form of conflict resolution 
and seeks to make it clear to the 
offender that the behaviour is not 
condoned, at the same time as being 
supportive and respectful of the indi-
vidual.(Morison, 2001: 194). Pihak 
yang diharapkan memperoleh kea- 
dilan restoratif adalah pelaku dan 
korban, serta pihak-pihak yang 
terkait. Dalam konteks pemidanaan, 
pendekatan keadilan restoratif seja- 
lan dnegan model keseimbangan 
Kepentingan (Muladi, 1995:5). Ka- 
rena itu, asas daad-dader-slachtof-
fer-Strafrecht mestinya mulai diim-
plementasikan dalam hukum pidana 
(Arief Amrulah, 2008).
Keadilan restoratif dapat diterap-
kan pada seluruh proses penegakan 
hukum pidana, tidak hanya pada satu 
proses saja, misalnya pada penyi- 
dikan atau penuntutan atau peradilan. 
Hal ini didasarkan pada prinsip 
keadilan restoratif masuk pada suatu 
sistem hukum pidana sehingga 
penerapannya ada pada setiap pro- 
sesnya dan juga tiap penegak hukum 
mempunyai kewenangan untuk me- 
nerapkannya. Keadilan restoratif 
bukan merupakan asas melainkan 
filsafat yaitu filsafat dalam proses 
peradilan dan juga filsafat keadilan. 
Keadilan restoratif dapat dikatakan 
sebagai filsafat peradilan, karena-
merupakan dasar dalam penyusunan 
lembaga peradilan. Dengan demiki-
an, dapat diartikan bahwa keadilan 
restoratif adalah suatu rangkaian 
proses peradilan yang pada dasarnya 
bertujuan untuk me-restore (memu- 
lihkan kembali) kerugian yang dide- 
rita oleh korban kejahatan, (Mudza-
kir, 2008). masyarakat, dan para 
pihak terkait.
Pendekatan keadilan restoratif 
(restorative justice approach) diawa-
li dari praktik di beberapa negara 
misalnya Kanada, Australia, New 
Zealand, dan Inggris. Sejarah per- 
kembangan hukum modern dalam 
penerapan restorative justice diawali 
dari pelaksanaan sebuah program 
penyelesaian di luar pengadilan 
konvensional yang dilakukan oleh 
masyarakat yang disebut dengan 
victim-offender mediation tahun 
1970-an di Kanada (Morris dan 
Maxwelle, 21: 4). Pendekatan 
keadilan restoratif merupakan per- 
kembangan terakhir dari paradigma 
peradilan pidana, yaitu diawali 
dengan retributive justice, dilanjut-
kan dengan rehabilitative justice, 
kemudian ada alternative justice, 
kemudian diperbaiki lagi dengan 
transitional justice, danakhirnya 
digantikan oleh restorative justice.
Berdasarkan sejarah di beberapa 
negara, pelaksanaan Diversi pada 
awalnya gagal di Amerika, tetapi 
berhasil di Belanda, Denmark, Italia, 
Jerman, Perancis, pada tahun 
1969(Marlina, 2010:4) kemudian 
diperbaiki sistemnya yang akhirnya 
sukses di beberapa negara dalam 
penyelesaian tindak pidana tertentu 
dan pelaku-pelaku tertentu.
Meskipun tidak ada kesepakatan 
tentang pengertian keadilan restora- 
tif, namun mayoritas definisi 
berfokus pada proses yang melibat-
kan semua pihak yang berkepenti- 
ngan untuk menyelesaikan pelang-
garan hukum dan bertujuan memper-
baiki kerugian yang disebabkan oleh 
pelanggaran tersebut.  Hal ini 
terungkap dalam pernyataan berikut. 
There is no agreed definition of 
restorative justice processes. A 
number of definitions have been 
suggested, most of which focus on a 
process which involves all those 
affected by an offence and aims to 
repair the harm caused by the 
offending(Widodo 2014). Berdasar-
kan pemikiran tersebut dapat dipaha-
mi bahwa akar filsafat keadilan 
restoratif adalah konsepsi keadilan 
untuk semua (justice for all), yaitu 
pelibatan pelaku, korban, dan ma- 
syarakat berdasarkan musyawarah 
dalam rangka merestorasi keadaan 
secara manusiawi.
Secara teoretis, sistem peradilan 
pidana anak di Indonesia wajib 
mengutamakan kepentingan yang 
terbaik bagi anak dan berupaya me- 
ngurangi penyelesaian perkara anak 
di pengadilan pidana, dan jika 
terpaksa dipidana penjara, maka 
pidana tersebut hanya dilakukan 
sebagai upaya terakhir dan dalam 
waktu yang singkat. Hal ini dapat 
diketahui dari beberapa instrumen 
internasional, antara lain United 
Nations Standard Minimum Rules for 
the Administration of Juvenile 
Justice (Beijing Rules), United 
Nations Standard Minimum Rules for 
Non-Custodial Measures 1990 
(Tokyo Rules), United Nations 
Guidelines for the Prevention of 
Juvenile Delinquency (Riyadh 
Guidelines), dan United Nations 
Rules for the Protection of Juveniles 
Deprived of Their Liberty (1990). 
Menurut Wardaya dan Retnaningrum 
bahwa, kesadaran masyarakat bahwa 
anak-anak pelaku tindak pidana 
perlu diperlakukan khusus tidak 
sebagaimana orang dewasa baru 
disadari sejak penyelenggaraan 
peradilan anak kali pertama di 
Chicago pada 1889 (Wardaya dan 
Retnaningrum, 2011).
Urgensi pelaksaan diversi pada 
perkara anak didasari pada 
pemikiran berikut. Saat ini ada 
pergeseran filsafat pemidanaan dari 
awalnya yang bersifat restitutif 
(pembalasan) kemudian ditandingi 
menjadi teori prevensi (tujuan), 
kemudian muncul teori gabungan, 
(Widodo, 2009 :24) dan akhirnya 
berkembang pemikiran keadilan 
restoratif yang mengutamakan 
pemulihan. Pendekatan restoratif 
merupakan paradigma baru dalam 
pemidanaan yang berbeda dengan 
pendekatan keadilan retributif, baik 
konsep, orientasi, tujuan maupun 
mekanisme pencapaiannya.  Keadi- 
lan retributif lahir sebagai reaksi 
terhadap beberapa kelemahan pen- 
dekatan keadilan retributif. Resto- 
rative justice is different from the 
retributive and rehabilitation 
approaches in that it focuses prima- 
rily on the needs of the victim, not 
just the offender. It’s a powerful tool 
that can have very real, positive 
results(Marshal,2014).Pendekatan 
keadilan restoratif ini sangat positif 
dan berbeda dengan restribusi dan 
rehabilitasi yang hanya terbatas teru-
tama pada perlindungan korban, 
bukan pada pelaku.
Keadilan restoratif merupakan 
reaksi masyarakat global yang dapat 
digunakan sebagai pelengkap dari 
sistem peradilan pidana yang selama 
ini banyak yang menggunakan 
pendekatan keadilan tradisional.Hal 
ini dikemukakan oleh Mark S. Um- 
breit and Marilyn Peterson Armour 
bahwa, restorative justice is viewed 
as complementary to the criminal 
justice system because it attends to 
issues that the traditional system 
neglects. Regardless of the position 
taken, the vision of restorative justice 
is grounded in values that are reso-
nating with an increasingly broad 
range of individuals and communi-
ties throughout the world, presenting 
many opportunities for new and 
widened impact (Umbreit dan 
Armour,2004:82). Diversi adalah 
salah satu bentuk penyelesaian per- 
kara pidana dalam rangka penca- 
paian keadilan restoratif.  Bentuk 
lain- nya, misalnya rekonsiliasi 
antara pelaku dengan korban, konfe- 
rensi keluarga dan masyarakat, 
upaya perdamaian dalam ma- 
syarakat.  Hal ini selaras dengan 
pemikiran Strickland, bahwa
More specific technique associa- 
ted with restorative justice, 
include diversion, victim-offender 
reconciliation, victim impact 
panel, victim-offender statements, 
family or communiuty conferen- 
cing, community peace-making or 
centencing cyrcles, reintegrative 
shamming, and prisoneers assis-
tence program(Stickland, 2004 
:9).
Keadilan restoratif sebenarnya 
bukan merupakan budaya baru bagi 
bangsa Indonesia, namun karena 
dalam masa penjajahan hukum adat 
banyak ditinggalkan dan diganti 
dengan hukum barat, maka keadilan 
restoratif dimarginalkan. Setelah 
ketentuan ketentuan dan sistem 
hukum barat diragukan efektivitas 
dan efisiensinya dalam penyelesaian 
perkara pidana yang adil, banyak 
pihak mengintrodusi dan melak-
sanakan keadilan restoratif.  Dengan 
demikian, konsep keadilan restoratif 
bukan lahir lebih dahulu, tetapi 
sudah ada dan dilaksanakan di ma- 
syarakat kemudian ditinggalkan, dan 
saat ini digunakan lagi.   Buktinya, 
dalam hukum pidana Majapahit 
dikenal istilah “pati bajampi” yaitu 
sebagai uang pengganti obat yang 
diberikan kepada korban, rekonsi- 
lisasi antar-kepala adat yang ditandai 
dengan upaya adat di sejumlah 
wilayah Indonesia.
Pendoronglahirnya diversi pada 
perkara anak di Indonesia antara lain 
dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Terjadi labelisasi pada anak yang 
pernah diproses oleh penegak hu- 
kum berdasarkan hukum pidana 
anak.  Bahkan pada beberapa 
kasus, dalam LAPAS Anak terjadi 
prisonisasi (Widodo, 2012 : 21).
b. Pihak LAPAS Anak, LAPAS dan 
RUTAN Dewasa yang di dalam 
nya ada blok khusus Anak, belum 
semuanya mempunyai kemam-
puan yang memadai untuk pembi-
naan dan pembimbingan anak.Se-
lain itu, anak berisiko terkena 
“prisonisasi” di dalam lembaga 
tersebut.  Karena itu, perlu ada 
langkah meminimalisasi prisoni-
sasi dengan cara menghindarkan 
anak dari institusionalisasidi 
Rutan atau LAPAS.
c. Ada keinginan serius dari para 
pihak untuk mengurangi atau 
bahkan menghilangkan dampak 
negatif dari proses peradilan 
pidana bagi anak. Hal ini didasar-
kan pada data bahwa dalam tahap 
penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di pengadilan, hak- 
hak anak (pelaku) ada yang 
terlanggar, misalnya anak tidak 
dapat sekolah karena ditahan di 
RUTAN dan LAPAS.
d. Selama proses peradilan, pihak 
korban dan masyarakat belum 
mendapatkan restitusi (pemuli-
han) secara memadai sehingga 
putusan pengadilan sering diang-
gap belum mencerminkan keadi- 
lan bagi korban dan masyarakat.  
Hal ini terjadi karena keadilan 
sering ditafsirkan oleh orang 
sebagai keadilan terhadap pelaku 
saja, bukan pada korban dan ma- 
syarakat.
e. Beberapa putusan pengadilan 
kadang belum menunjukkan ke- 
berpihakan negara pada anak, 
anak korban, dan masyarakat.  
Mayoritas putusan pengadilan 
anak adalah penjatuhan pidana, 
dan jenisnya pidana penjara 
(Widodo, 2012:14).
f. Penegak hukum dan para pihak 
yang terkait belum terbiasa me- 
lakukan diversi pada anak yang 
berkonflik dengan hukum secara 
melembaga, bahkan budaya ma- 
syarakat menghendaki agar 
penyelesaian perkara anak lebih 
suka pengunaan jalur litigasi 
dibandingkan dengan jalur litiga- 
si. Beberapa anggota masyarakat 
bahkan sering menganggap diver-
si pada perkara anak yang dilaku-
kan oleh Polri merupakan upaya 
membela pihak tertentu (terutama 
membela pelaku), sehingga perlu 
ada klarifikasi yuridis.
g. Perlunya dasar hukum diversi 
yang jelas dalam peraturan perun-
dang-undangan (lex certa) yang 
dapat digunakan anak oleh polisi, 
jaksa, dan hakim agar tidak terjadi 
salah sangka dalam masyarakat. 
Sebelum ada UU Sistem 
Peradilan Anak, dasar hukum 
diversi di kepolisian adalah pada 
kebijakan diskresi (discretion) 
yang kemudian dituangkan dalam 
dasar hukum dari Kapolri untuk 
lingkungan Polri atau kesepaka-
tan-kesepakatan tertulis lain 
antar-penegak hukum atau antara 
Polri dengan Kementerian lain.  
Menakar Kemampuan Para Pe- 
mangku Kepentingan( Stake Hol- 
ders)dalam Melaksanakan Diversi 
Perkara  Anak Berdasarkan UU- 
SPPA.
Sejak diterbitkan UU-SPPA, pada 
semua tingkatan proses peradilan 
pidana (penyidikan, penuntutan, 
pemeriksanaan di pengadilan), terbu-
ka peluang polisi, jaksa, dan hakim 
untuk melakukan diversi.  Bahkan, 
sebelum ada putusan Mahkamah 
Konstitusi tahun 2013, diversi me- 
rupakan langkah wajib yang 
bersanksi pidana bagi polisi, jaksa, 
hakim sebelum menerapkan ketentu-
an hukum acara pidana.  Saat ini 
meskipun polisi, jaksa, dan hakim 
tidak melakukan diversi tidak dapat 
dipidana. Ketentuan diversi tersebut 
memberi harapan positif  bagi 
pencari keadilan dan penegak hukum 
untuk melaksanakan penyelesaian 
perkara tindak pidana anak sesuai 
dengan karakteristik anak tanpa 
mengabaikan kepentingan korban 
dan masyarakat. 
Dengan demikian, dalam pena- 
nganan anak yang berkonflik dengan 
hukum, diversi dalam perkara anak 
dilakukan oleh Polisi, Jaksa, dan 
Hakim sesuai dengan kewenangan- 
nya dalam acara pidana.  Jika diversi 
gagal maka proses peradilan pidana 
dalam maing-masing tingkatan akan 
diberlakukan dengan puncak proses 
berupa putusan pengadilan. 
Sebelum proses polisi, jaksa, dan 
hakim melakukan diversi, harus 
dipastikan dahulu bahwa persyaratan 
perkara yang dapat didiversi 
memenuhi persyaratan objektif dan 
subjektif sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7 ayat (2).  Persyaratan objek-
tif, yaitu bahwa perkara tindak 
pidana yang akan diproses Diversi 
adalah pelaku tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara di 
bawah 7 (tujuh) tahun.  Persyaratan 
subjektif adalah anak tersebut bukan 
merupakan melakukan pengulangan 
tindak pidana.Dalam UU-SPPA 
tersebut dijalelaskan tentang penger-
tian pengulangan tindak pidana, 
bahwa pengulangan tindak pidana 
dalam ketentuan ini merupakan 
tindak pidana yang dilakukan oleh 
Anak, baik tindak pidana sejenis 
maupun tidak sejenis, termasuk 
tindak pidana yang diselesaikan 
melalui Diversi.
Dalam penjelasan tersebut tidak 
ada jangka waktunya berapa lama 
antara tindak pertama yang pertama 
dengan yang kedua atau selanjutnya. 
Karena itu, UU-SPPA merupakan 
kekhususan dalam hukum pidana 
sehingga dapat menyimpangi keten-
tuan KUHP tentang jangka waktu 
agar dapat dikategorikan melakukan 
pengulangan tindak pidana. Jika 
persyaratan tersebut dipenuhi, maka 
Polisi, Jaksa dan Hakim wajib 
melakukan Diversi. Jika diversi 
sudah dicapai, maka hasil kesepaka-
tan dijadikan dasar Penetapan Ketua 
Pengadilan.
Dalam melaksanakan Diversi, 
penegak hukum wajib menggunakan 
asas sebagaimana diatur dalam Pasal 
2, yaitu pelindungan; keadilan; 
nondiskriminasi; kepentingan ter- 
baik bagi Anak; penghargaan terha-
dap pendapat Anak; kelangsungan 
hidup dan tumbuh kembang Anak; 
pembinaan dan pembimbingan 
Anak; proporsional;  perampasan 
kemerdekaan dan pemidanaan se- 
bagai upaya terakhir; dan penghinda-
ran pembalasan. 
Diversi oleh Hakim Anak di 
Pengadilan Negeri dapat dilakukan 
di ruang mediasi (Pasal 52 ayat (4)).-
Proses Diversi dilakukan dengan 
teknik musyawarah (Pasal 8 ayat 
(1)).Pihak yang wajib dilibatkan 
dalam Diversi adalah Anak dan 
orang tua/walinya, korban dan/atau 
orang tua/Walinya, Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial 
Profesional (Pasal 8 ayat (1)).Selain 
itu dapat pula ditambah dengan 
Tenaga Kesejahteraan Sosial, 
dan/atau masyarakat (ayat (2)). Para 
pihak yang bersengketa dapat 
diwakili oleh kuasanya dengan surat 
kuasa khusus, baik oleh advokat 
maupun orang lain yang dipercaya. 
Pihak ketiga di yang ditentukan oleh 
UU dapat turut serta dan mengga-
bungkan diri dalam proses musya- 
warah, apabila terdapat unsur 
kepentingan yang terkait dan keturut 
sertaannya disepakati oleh pihak 
pelaku dan korban serta disetujui 
oleh Hakim yang memimpin musya- 
warah.
Berdasarkan Pasal 9, ditentukan 
bahwa Penyidik, Penuntut Umum, 
dan Hakim dalam melakukan Diversi 
harus mempertimbangkan: a).kate-
gori tindak pidana; b)  umur Anak; c) 
hasil penelitian kemasyarakatan dari 
Bapas; dan d) dukungan lingkungan 
keluarga dan masyarakat. Kesepaka-
tan Diversi tersebut harus mendapat-
kan persetujuan korban dan/atau 
keluarga Anak Korban serta kese-
diaan Anak dan keluarganya, kecuali 
untuk: a)  tindak pidana yang berupa 
pelanggaran;  b) tindak pidana 
ringan; c) tindak pidana tanpa 
korban; atau d) nilai kerugian korban 
tidak lebih dari nilai upah minimum 
provinsi setempat.
Hasil kesepakatan Diversi dapat 
berbentuk, antara lain: a)  perda-
maian dengan atau tanpa ganti keru-
gian; b)  penyerahan kembali kepada 
orang tua/Wali;  c)  keikutsertaan 
dalam pendidikan atau pelatihan di 
lembaga pendidikan atau LPKS 
paling lama 3 (tiga) bulan; atau d)  
pelayanan masyarakat.  Khusus di- 
versi terhadap pelaku a)  tindak 
pidana yang berupa pelanggaran;  b) 
tindak pidana ringan; c) tindak 
pidana tanpa korban; atau d) nilai 
kerugian korban tidak lebih dari nilai 
upah minimum provinsi setempat-
dapat dilakukan oleh penyidik bersa-
ma pelaku dan/atau keluarganya, 
Pembimbing Kemasyarakatan, serta 
dapat melibatkan tokoh masyarakat.
Diversiyangdilakukan oleh Pe- 
nyidik atas rekomendasi Pembimb-
ing Kemasyarakatan dapat berben-
tuk: a) pengembalian kerugian dalam 
hal ada korban; b) rehabilitasi medis 
dan psikososial; c) penyerahan kem-
bali kepada orang tua/Wali;  d) keikut 
sertaan dalam pendidikan atau pelati-
han di lembaga pendidikan atau 
LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; 
atau e) pelayanan masyarakat paling 
lama 3 (tiga) bulan.
Selama proses Diversi berlang- 
sung sampai dengan kesepakatan 
Diversi dilaksanakan, Pembimbing 
Kemasyarakatan wajib melakukan 
pendampingan, pembimbingan, dan 
pengawasan (Pasal 14 ayat (2)). 
Kesepakatan Diversi wajib dilak-
sanakan paling lama 30 (tiga puluh) 
hari (Pasal 52 ayat (3)).Jika  Diversi 
sudah dilaksanakan dalam jangka 
waktu tersebut maka proses perkara 
tindak pidana tidak dilanjutkan ke 
tahapan persidangan. Pelaku tindak 
pidana dan pihak-pihak terkait akan 
mendapatkan penetapan dari Ketua 
Pengadilan Negeri yang isinya me- 
netapkan bahwa perkara tindak 
pidana anak sudah diselesaikan 
melalui Diversi dan sudah mempu-
nyai kekuatan hukum tetap.Penga-
wasan atas proses Diversi dan pelak-
sanaan kesepakatan yang dihasilkan 
berada pada atasan langsung pejabat 
yang bertanggung jawab di setiap 
tingkat pemeriksaan (Pasal 14 ayat 
(1).
Berdasarkan hasil studi di ma- 
syarakat di Indonesia,  ada beberapa 
hasil penelitian yang dapat dijadikan 
alasan empiris mengapa diversi perlu 
dilakukan, dan prosesnya harus 
cermat agar tercapai keadilan 
restoratif.  
Meskipun banyak kelebihan dan 
manfaatnya bagi anak, pelaksanaan 
diversi ternyata ini banyak mengha-
dapi hambatan. Studi yang pernah 
dilakukan di wilayah Banyumas, 
Purbalingga, Banjarnegara, Kebu-
men, dan Cilacap menunjukkan 
bahwa tidak semua korban atau kelu-
arga korban bersedia menerima cara 
penyelesaian tindak pidana melalui 
diversi. Alasannya: keinginan untuk 
membuat pelaku “kapok” jika dima-
sukkan dalam penjara; kejahatan 
yang dilakukan oleh pelaku adalah 
kejahatan yang diancam dengan 
pidana yang berat; penegak hukum 
kurang mendukung upaya perda-
maian; tidak ada petunjuk pelaksa-
naan maupun petunjuk teknis bagi 
aparat penegak hukum untuk 
mengimplementasi cara penyele- 
saian non-litigasi(Wardaya dan Ret- 
naningrum, 2008 :59). Hasil peneli-
tian ini sama dengan hasil penelitian 
Subekhan, bahwa penyelesaian per- 
kara pidana yang dilakukan oleh 
anak dengan menggunakan pendeka-
tan restorative Justice belum terlak-
sana secara optimal, karena belum 
adanya aturan hukum sebagai 
landasan penyelesaian model ini; 
perubahan masyarakat dari gemein-
schaft ke arah gesselschaft ber- 
dampak pada sulitnya rnengharapkan 
partisipasi masyarakat dalam 
penyelesaian yang bersifat restorasi; 
dan konsep restorative justice yang 
tidak melembagakan proses penyele-
saiannya berdampak pada hasil yang 
dicapai dalam penyelesaian restorasi 
tidak memberikan kepastian hukum 
bagi anak, korban dan masyarakat 
(Subkhan, 2008:i ) Penelitian-peneli-
tian di atas dilakukan atas kebijakan 
Diversi yang dilakukan oleh Polri 
berdasarkan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.
Selama proses peradilan pidana di 
Indonesia, mayoritas anak ditahan di 
Introduction
 The phenomenon of corruption is 
an old phenomenon found with the 
presence of human societies and 
political systems that govern these 
societies throughout history, and it 
these not concerns one people or one 
country without the other, and it's a 
serious pest for developing countries 
and developed countries alike, as a 
major constraint to sustainable 
development affecting weak econo- 
mic growth, and to devote the diffe- 
rences and distortions in the distribu-
tion of income and wealth and their 
concentration in the minority, 
increasing numbers of the poor com-
munity, in addition to the low 
efficiency of the public sector perfor-
mance, and the high volume of har- 
ming public money. 
This phenomenon of corruption 
differs in size and degree from soci-
ety to another, and despite the exis-
tence of corruption in most political 
societies unless, the environment 
that accompanies certain types of 
regimes such authoritarian regimes, 
which encourage the emergence of 
the phenomenon of corruption in 
response to this bullying in this 
system while is less sized, than to 
witch in democratic systems that the 
people involved in governance and 
listen to their opinion, respect human 
rights, and freedom.
Despite what has been said and 
published about corruption, and 
declared efforts by government 
agencies and nongovernmental at 
various levels and levels, but the 
national and international reports are 
confirming that rates of crimes of 
corruption are increasing in all coun-
tries of the world, especially the 
Third World countries. Hence this 
fundamental problematic issue 
became clear and effective mecha-
nisms to address or mitigate the 
phenomenon of corruption.
Which requires spot on the most 
important mechanisms to combat 
this phenomenon both for the efforts 
of the international community, or 
for internal mechanisms to fight 
corruption at the national level, 
which has been treated in this 
manner and intervention of a legal 
analytical and inductive approach.
Combat Mechanisms at the Nati- 
onal Level
The fight against corruption is a 
major criminal phenomena that 
necrosis various sensitive sectors 
within the state, nor dependent index 
over the degree of development or 
failure by a State, so this phenome-
non enjoyed with interest the various 
national legislation by the system 
each state, making it difficult to limit 
the joint mechanisms to face the 
phenomenon.
A. Permanent mechanism to 
combat corruption 
The study of the phenomenon of 
corruption requires showing a vari-
ety of other concepts which are the 
permanent mechanisms to combat 
corruption, including:, Questioning, 
transparency, and integrity (The EEA 
Financial Mechanism ,2009:8.It’s 
intended to undergo officials and 
senior staff in the state to be ques-
tioned by higher degree, or by the 
competent authority process control, 
on three aspects: (a) Legal Question-
ing: means to monitor the persons 
conduct match with provisions 
control of the applicable law, the 
so-called legal principle of legality; 
(b)Administration Questioning: 
belonging to workers and govern-
ment administrative bodies, where 
they lend control examination, eva- 
luation and follow-up by those above 
them score in the administrative hie- 
rarchy or ministry commandment 
(Transparency International UK, 
2013:19),  Moral Questioning : The 
purpose behind this type of control is 
to compare what the person covered 
with control must be bound with, the 
Secretariat, and justice in the work 
and treatment 
Beside it, be transparent as me- 
chanisms Standing in the fight 
against corruption and clarity of 
work within departments and the 
relationship among these depart-
ments and citizens of users of its 
services, as intended also: "public 
goals and objectives that seek these 
bodies or departments to achieve 
them," This applies to all acts of 
government its ministries different, 
as applies to the work of non-govern-
mental organization which works for 
its own account and deal with 
citizens (Transparency Internatio- 
nal,2009).
Then Integrity is a set of values 
and ethics, honesty, and dedication to 
work, and despite the significant 
convergence between integrity and 
transparency but the difference 
between them lies in the fact that the 
first; concept of moral values while 
the second relates to moral process 
systems and procedures. It must be 
reminded that the scourge of corrup-
tion spread and spread in all aspects 
of society and in the state apparatus. 
So the most effective way remain to 
fight at the national level in particu-
lar is trying to find a system and an 
integrated plan with the participation 
of all institutions (public and private) 
and social strata, in order to find 
ways to alleviate this scourge, and 
deterrent penalties on who exhibits 
these behaviors.
B. Parliament's role in fighting 
corruption
The deployment of democracy 
Requires that people conduct their 
own affairs, and what cannot be done 
directly is attributed to representa-
tives acting for them in this manage-
ment and control of the government, 
this prosecution affecting various 
powers and activities, though they 
take different forms, there are consti-
tutional mandate direct to Parliament 
on the work of the Authority execu-
tive, and take a picture of the discus-
sion and adoption of the govern-
ment's policies and financial budget 
before it is implemented or give 
confidence in the composition of the 
government. Also extends to the 
implementation phase of the govern-
ment policy through means of 
control, such as question, interroga-
tion, and the formation of a fact-find- 
ing commissions and committees 
hearing, etc., and even after the 
implementation of these policies 
such as the adoption of the final 
account of the balance, and the ratifi-
cation of the resolutions and treaties
1) The conceptual Framework 
of corruption from a parlia-
mentary perspective
Due to the diversity of 
perspectives intellectual in the 
definition of corruption and 
contrast political interests, it is 
difficult to find a comprehensive 
definition of the pheno- menon, 
which requires sho- wing concept 
of this phenomenon from differ-
ent angles to focus on inner legal 
perspective, good governance, 
and then to reach the concept of 
corruption from the perspective 
of parliamentarism.
(a) A legal perspective  
Legal perspective corruption 
is known as a violation of the 
laws, or the exploitation of their 
absence, or exploited for a variety 
of purposes and interests may be 
political, economic, financial, 
commercial, or social interest of 
the individual or others who have 
an interest in him (Albi-
chery,2007:140). Also some finds 
that corruption is the abuse of 
powers and organs of administra-
tion by the employee in order to 
gain self-illegal interest. Through 
the definitions above, it can be 
said that corruption includes two 
elements, the first is the violation 
of the law and the requirements of 
the job illegally. The second is the 
abuse of position and powers for 
personal purposes (physical or 
moral) illegal at the expense of 
the public interest
(b) Perspective of good gover 
 nance
Corruption from is seen the 
perspective of good governance 
on the basis that provide the indi-
vidual for his own interest for the 
public interest or over what prom-
ised to serve there is another 
direction see that corruption in 
public opinion is based on cultu- 
ral and social norms prevailing in 
that environment. The standard 
adopted by the Transparency 
International (TI) is considered to 
be corruption, "each work 
includes the misuse of public 
office for private interest, that 
exploits the official office for the 
personal benefit individual to 
himself or his group." It is clear 
from the latter definition paradox-
ical link between corruption and 
good governance, as each weak-
ness in accountability will expand 
the abyss of corruption and threa- 
tening staff do good governance
© A parliamentary perspective
 The parliament is the only 
institution that can monitor the 
government's performance, espe-
cially it’s difficult for citizens to 
access the officials gates to make 
complaints so parliaments are the 
public square for speaking 
expression instead. Through the 
before said that the fight against 
corruption and to prevent its 
spread also start from the parlia-
ment, the only guarantor of trying 
to reduce corruption that you 
know the political area at the 
highest level, and thus Parliamen-
tary Corruption perceived corrup-
tion as it’s a government corrup-
tion (Kubaisi ,2006:44)
2) Parliamentary  mechanisms 
capable of combating corrup-
tion
 Parliamentary anti-corrup-
tion mechanisms by the House 
of Representatives to exercise a 
range of powers, which vary 
from one country to another, 
according to the laws donor, and 
we can mention the most impor- 
tant powers of the deputies in the 
legislative room in Algeria
(a) Passing legislation to inter-
rogate those officials: 
Among the legal means that 
enjoyed by the House of Repre-
sentatives we mention: Albi-
chery (2007:148)
•  issuing legislation as one of the 
main functions assigned to them, 
for the legislative authority in 
Algeria, we find that its role has 
diminished greatly in the field of 
legislation, so it is a prior to com-
pile legislation against corruption 
at the state level as a whole in one 
system, which can be done 
through the formation of parlia-
mentary working groups and 
technical compile laws, regula-
tions and decrees aimed at corrup-
tion.
•  Setting rigid legislation for 
anti-corruption, which often find 
their provisions ambiguous than 
turning it from the base of the 
fight against corruption to the 
cause of corruption in itself, and it 
is linked to the extent of efficien-
cy, the ability and qualifications 
of Representatives.
•  Mechanisms or committees 
assigned to follow up the imple-
mentation of the legislation on the 
fight against corruption.
•  Involve all parties involved in 
combating corruption of those 
affected, and the mediators or 
observers.
(b) Using regulatory tools in 
the fight against corruption
In addition to the role of 
Parliament through the enact-
ment of anti-corruption legisla-
tion, it needs to have a mecha-
nism for its application, and 
especially for those are supposed 
to implement legislation, such as 
political officials in the execu-
tive branch. And it will be done 
only through special legislation 
to interrogate of senior state 
officials (Kubaisi,2006:65).
(c) Follow-up to the applica-
tion of laws with the execu-
tive branch and law 
Enforcement institutions
The main function of govern-
ment is to implement legislation 
and policies established by the 
Parliament or ratified by, that 
Parliament, it not only provide 
the laws, but raises policies and 
legislation, which the govern-
ment is considered as the imple-
mentation authority. It is then 
the task of parliament is also to 
follow the government's com-
mitment to these policies and 
legislation, and even if the valid-
ity of the President to issue 
decrees and decisions enforce-
able such as laws, it is the duty 
of Parliament to control the 
degree of commitment of legal 
application (Camerer,2001:9).
(d) Communicate with voters 
and civil society to see the 
reality of corruption
Through open dialogues with 
citizens in the form of seminars 
and forums on issues of corrup-
tion, in order to turn to the issues 
of corruption cases public opi- 
nion, and encourage the public 
to condemn and fight against 
corruption, in addition to the 
development of a culture of civil 
society regarding transparency 
under control of law.
3) Parliamentary obstacles 
for anti-corruption
 Stumble mechanisms men-
tioned above, anti-corruption 
with group of obstacles that 
hinder the parliamentary corrup-
tion control methods, such as:
(a) The complexity of the phe- 
nomenon of corruption
The self-interest the most 
important engine of corruption, 
and one of the main elements of 
the so-called: system corruption, 
the latter of which is composed 
of so-called general reasons for 
the phenomenon of corruption, 
these reasons that we find differ 
from one society to another and 
from one environment to anoth-
er, what is the major cause of 
corruption in a State, maybe a 
secondary cause in another 
country, and for this corruption 
environment is complex due to 
the difficult to quantify the 
causes of corruption specifically
(b) Change the reasons for the 
spread of corruption
The causes of corruption as 
stated vary from one country to 
another, and from these reasons 
we mention, for example:
• Lack of commitment to the prin-
ciple of the balanced separation 
of the three powers that leads to 
a breach of the principle of 
mutual control between these 
authorities.
•  Weakness of the political leader-
ship of a government anti-corrup-
tion legislatively.
•  Weak control bodies (of all 
kinds) in the country and lack of 
independence.
•  Low purchasing power as a result 
of the low salaries of employees 
in the public sector and the rise in 
living standards, which makes 
this segment looking for other 
illegitimate sources of living such 
bribes.
•  Paralysis of the institutions of 
civil society and private institu-
tions to fight corruption.
•  Ignorance and lack of knowledge 
of the law by the citizens, espe-
cially with regard to the individu-
al rights of each person
•  Low independence index of the 
media and not to allow journalists 
access to information and records 
that show the nature of the work 
and its misuses.
•  The absence of legislation, regu-
lations and laws or regulations 
Court helps fight corruption, and 
impose deterrent penalties against 
those who practice it.
( c) Duplication of MP roles
This is intended to duplica-
tion between the role of the 
deputy in the fight against 
corruption from its parliamenta-
ry hand, and the impact of politi-
cal and party affiliations and 
social performance for this role 
on the other hand. This makes 
the role of the deputy in the fight 
against corruption occupies a 
secondary position for deputy, 
who is often found trying to gain 
the trust of the citizens of the 
constituency chosen him as a 
prelude for a second term.
     
(d) Limited social recognition 
for MPs
MP works hard to get the data 
from various sources and infor-
mation about suspicions corrup-
tion and evidence or evidence 
confirms the fact, an issue diffi-
cult in most cases, because the 
official data that can be built 
upon corruption cases comes 
from the government itself, and 
it will not be easy for the govern-
ment to facilitate the way to the 
deputy to get condemned it by 
the data. But even more serious-
ly, that the government some-
times included ratification of the 
majority of what you say, and 
thus secured by the Parliament in 
the whole thing. Which makes 
the social environment misesti-
mates the deputy honest and 
appreciation (Anonymous, 
,2011:04).
Anti-corruption Mechanisms at 
the International Level
Corruption is the most dangerous 
problem phenomena and problems 
facing countries of the world without 
exception, no state in the world can 
claim purity of corruption, which is a 
major cause for the spread of other 
problems of political and social, 
security and economic problems, it is 
a social phenomenon linked to social 
conditions, political and cultural, 
economic and moral factors for who 
requires international efforts to 
combat it.
Several efforts made at the inter-
national level to combat the most 
dangerous phenomenon plaguing 
many developing countries, but even 
developed ones, making internation-
al solutions indispensable on the 
international and national level.
A. Efforts at the international level
Based on the global spread of the 
phenomenon of corruption, the latter 
has been given the attention of many 
international organizations, includ-
ing:
1) Organization of the United 
Nations:
The General Assembly of the 
United Nations adopted in December 
1996 to resolutions on anti-corrup-
tion, has also set up a pilot project to 
combat corruption. Also continues 
all United Nations bodies to work on 
the application of a set of measures 
to increase transparency in transac-
tions.
As the United Nations prepared 
the first Convention against Corrup-
tion in 2003, and presented to the 
General Assembly for its formal 
approval 95 countries signed on it, 
and agreement includes the issue of 
stripping officials accused of corrup-
tion from office, this Convention 
tries to obliges States signed to cri- 
minalize acts of bribery, embezzle-
ment , money laundering, and abuse 
of power.
2)  World Bank:
World Bank insists on the need 
for integration between national and 
international efforts in the fight 
against corruption, the World Bank 
has developed a new strategy to 
combat corruption include four 
factors:
First: to prevent all forms of 
corruption in projects financed by 
the Bank.
Second: to provide assistance to 
developing countries that intend to 
fight corruption, either individually 
or in concert with groups or relevant 
international lending institutions and 
regional development.
Third: as the principle of anti-cor-
ruption is a prerequisite to provide 
the World Bank in the areas of fee 
assistance strategies and the granting 
of loans and the selection design of 
projects.
 Fourth: to provide help and 
support for international efforts to 
fight corruption.
3)  IMF:
Repport of International financial 
institutions anti-corruption task force 
(2012 :02) stated IMF imposes 
conditions more complicated than 
those imposed by the World Bank, 
emphasizes on its assistance fund for 
each State proves government 
corruption degree impede efforts 
made to solve the economic prob-
lems.
The IMF fund identified corrupt 
practices to transfer funds in specific 
areas, as well as the involvement of 
employees in the operations circum-
vent customs and abuse hard curren-
cy reserves, and the abuse of power 
by the managers of financial players, 
and corrupt practices in the field of 
foreign investment.
4) World Trade Organization 
(WTO)
The World Trade Organization 
Established in December 1996 a 
special unit to monitor transparency 
in government exchanges among 
Member States, in order to pave the 
way for the drafting a convention on 
corruption.
5) The Organization for Economic 
Cooperation and Development 
(OECD)
It is the most active international 
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Rumah Tahanan atau Lembaga 
Pemasyarakatan selama 2-3 bulan.  
Jumlah terdakwa yang dijatuhi 
pidana penjara sekitar 90%. Pembi-
naan anak di di LAPAS kurang opti-
mal karena masa pidananya singkat. 
Proses peradilan tersebut tidak mem-
berikan rasa keadilan bagi anak. 
Secara normatif, sistem hukum di 
Indonesia belum ramah anak dan 
sistem kesejahteraan belum terinte-
grasi. Struktur dan aparatur penegak 
hukum juga belum ada persamaan 
persepsi terhadap penanganan anak 
nakal sehingga perlu peningkatan 
kapasitas sumberdaya manusia. 
Begitu juga ketersediaan sarana dan 
prasarana masih harus ditingkatkan.  
Pandangan dan perilaku masyarakat 
ternyata banyak yang masih memak-
nai pidana sebagai tindakan yang 
harus bersifat punitif dan retributif 
(Apong Herlina, 2015).
Selama dalam masa proses 
peradilan pidana, beberapa studi 
menunjukkan bahwa mereka men- 
dapat perlakuan yang buruk bahkan 
kadang-kadang lebih buruk dari 
perlakuan terhadap orang dewasa 
pada suatu situasi yang sama. 
Perlakuan buruk ini tidak hanya 
terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) 
atau Lembaga Pemasyarakatan 
(Lapas) namun tindak kekerasan 
terhadap mereka sering dialami sejak 
berada di kantor polisi yang berupa 
tamparan, tendangan, bahkan 
kadang-kadang pelecehan seksual. 
Penyidikan di kantor polisi ini sebe-
narnya dalam rangkapenyusunan 
Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 
Namun, kekerasan sering menjadi 
bagian dari upaya untuk memperoleh 
pengakuan. Bentuk kekerasan lain 
berupa tindakan memaksa anak 
untuk membersihkan kantor polisi 
dan mobil patroli. Rutan atau Lapas 
juga memberikan pengaruh buruk 
terhadap anak-anak di samping hak 
mendapat pendidikan baginya 
terabaikan (Lily, 2014). Studi pada 
tahun 2006, bahwa 96% kasus anak 
yang diajukan ke pengadilan menga-
kibatkan tindankan pasa berupa 
penahanan, 60% pidana yang 
dijatuhkan lebih dari satu tahun, dan 
hanya sedikit atau bahkan tidak ada 
bantuan hukum (RingkasanKajian, 
Oktober, 2012 http://www.unicef. 
org, 2014).
Berdasarkan Penelitian di Kota 
Makassar, Makmur, Hakim Anak 
Pengadilan Negeri Makassar, perka-
ra anak sebenarnya sangat kental 
nuansa keadilan restoratif.Justru 
keadilan restoratif tersebut lahir dari 
Pembimbing Kemasyaratan, tetapi 
ternyata hampir tidak pernah ada 
petugas BAPAS yang merekomen-
dasikan agar anak tersebut tidak 
dijatuhi pidana. Namun sebaliknya, 
Husni Guna, Kepala Seksi Bimbi- 
ngan Klien Anak Balai Pema- 
syarakatan Kelas I Makassar menya-
takan bahwa BAPAS tidak pernah 
merekomendasikan sanksi pidana 
pada anak, dan pembinaan anak 
dalam LAPAS merupakan upaya 
terakhir jika upaya lainnya gagal 
dilakukan ( Adiguna dkk, 2014). 
Berdasarkan penelitian Hafad, ma- 
yoritas hasil PK di Kota Malang 
menggunakan bahasa “klise” dan 
mayoritas merekomendasikan agar 
anak dijatuhi pidana atau tindakan 
seadil-adilnya.  Kalau tidak dengan 
“bahasa klise” tersebut, banyak hasil 
penelitian kemasyarakatan mere-
komendasikan agar hakim menjatuh-
kan sanksi paling adil (Hafad, 2004 : 
78). Namun demikian, yang 
mengembirakan, di BAPAS Suraba-
ya, Pembimbing Kemasyarakatan 
seringkali merekomendasikan agar 
anak di bina di luar LAPAS disertai 
dengan kesanggupan pihak-pihak 
tertentu yang siap menampung anak 
nakal, dan hakim memenuhi saran 
tersebut (Widodo, 2012 : 25).
Jika anak di masukkan ke LAPAS 
(pada saat berlakunya UU-SPPA 
disebut LPKA), anak-anak di LPKA 
ternyata mayoritas hanya dibina 
secara umum (tidak memperhatikan 
kebutuhan dan kompetensi anak) dan 
proses belum tampak adanya model 
pembinaan yang bersifat individual 
(individual treatment model), maka 
dampaknya akan makin buruk bagi 
anak.  Selama ini anak (apapun 
tindak pidana yang dilakukan) yang 
ada di LAPAS Anak maupun di suatu 
blok (di LAPAS Dewasa) sehingga 
pada siang hari dapat berinteraksi 
dan saling bergaul sehingga memung 
kinkan saling “belajar kejahatan.”  
Akibatnya, dalam LAPAS terjadi 
prisonisasi, meskipun anak tidak 
selalu menjadi residivis (penjahat 
kambuhan).  Jika anak dimasukkan 
ke LPKA atau LPKS yang tidak 
tertata model pembinaannya, 
dampak positif bagi anak dan ma- 
syarakat memang banyak, namun 
dampak negatif bagi anak cukup 
dominan (Widodo, 2012 : 25).
Berkaitan dengan diversi yang 
berjalan selama ini, pandangan nega-
tif masyarakat terhadap penegak 
hukum juga mempunyai pengaruh 
besar terhadap penerapan diversi.Hal 
ini diungkapkan oleh Wahyudi 
(Penyidik Pembantu PPA) bahwa 
ketika pihak-pihak didamaikan, ma- 
syarakat beranggapan bahwa penyi- 
dik membela dan dibayar oleh pihak 
pelaku tindak pidana sehingga 
pelaku tidak diproses secara 
pidana.Padahal Polisi melakukan 
upaya damai (diversi) untuk kepen- 
tingan terbaik bagi anak.Hal serupa 
juga diungkapkan oleh Andi Armasa-
ri (Jaksa Fungsional Kejaksaan 
Negeri Makassar) bahwa penilaian 
negatif dari masyarakat jika mereka 
didamaikan, atau jaksa membuat 
tuntutan ringan anak pelaku tindak 
pidana. Kejaksaan dianggap pihak 
yang tidak bertanggung jawab, 
bahkan dituduh dibayar oleh pelaku, 
atau ada hubungan keluarga antara 
jaksa dengan pelaku.  Menurut Iswa-
hyu Widodo (Hakim Anak di Penga-
dilan Negeri Makassar), umumnya, 
kendala untuk mendamaikan para 
pihak adalah korban sudah menjadi 
korban berkali-kali, meskipun pela- 
kunya bukan orang yang sama (Adi-
guna dkk., 2014).
Berdasarkan hasil penelitian di 
atas dapat dihami beberapa hal beri-
kut.  Dalam perspektif substansi 
hukum, petunjuk teknis pelaksanaan 
diversi belum semuanya lengkap.  
Hal ini dapat diatasi dengan cara 
membuat Peraturan Pemerintah (PP) 
tentang diversi sebagaimana diatur 
dalam Pasal 15. Ketentuan Peraturan 
Pemerintah yang ditindaklanjuti 
dengan peraturan yang lebih rendah 
tingkatannya juga penting mengingat 
ada beberapa norma dalam UU-SP-
PA yang multi tafsir, antara lain:
a. Siapa saja yang wajib hadir dalam 
diversi di setiap tingkatan, dan 
bagimana jika diantara mereka 
tidak hadir, akankah menjadikan 
diversi batal demi hukum atau 
dapat dibatalkan. Dalam UU 
tersebut ada kata “wajib”, sehing-
ga secara terminologis dapat 
ditafsirkan “bisa”, bukan wajib.  
Bagaimana jika para pihak yang 
disebutkan dalam 8 ayat (1) ada 
yang tidak hadir apakah jika ada 
diversi kemudian diversinya 
dianggap batal demi hukum atau 
bagaimana.  Apa sanksi bagi 
pihak yang diundang penegak 
hukum dalam diversi kemudian 
tidak hadir?
b. Tidak ada norma yang mengatur 
cara diversi jika proses mengala-
mi jalan buntu (deadlock) dalam 
musyawarah. Apakah diversi ter- 
sebut langsung dianggap gagal 
atau ada alternatif lain, misalnya 
dengan pungutan suara. Namun 
bagaimana penentuan keberhasi-
lannya, dan bagaimana persentase 
suara dari masing-masing pihak. 
Bagaimana ketentuan musyawa- 
rah yang berhasil dalam diversi, 
apakah semua pihak harus setuju 
dengan kesepakatan, atau jika ada 
yang tidak setuju diversi pihak-pi-
hak tertentu sengaja meng-
gagalkan diversi dengan tujuan 
agar anak dimasukkan ke proses 
peradilan pidana.
c. Tidak ada ketentuan tentang 
pengertian masyarakat (dalam 
ketentuan melibatkan “tokoh 
masyarakat” dalam Pasal 10 ayat 
(1), apakah masyarakat sekitar 
tempat tindak pidana terjadi, atau 
masyarakat tempat pelaku bera- 
sal, atau masyarakat tempat 
korban berasal, atau masyarakat 
merupakan orang-orang yang 
memahami tentang karakteristik 
pelaku (misalnya orang yang 
meneliti tentang tingkah laku 
yang dilakukan pelaku,a atau 
orang yang pernah melakukan 
tingkah laku yang sama dengan 
pelaku) atau korban  (misalnya 
orang yang meneliti tentang 
eksistensi korban atau orang yang 
pernah menjadi korban dalam 
tindak pidana yang sama).
d. Tidak ada ketentuan limitatif 
tentang bentuk hasil kesepakatan. 
Dalam Pasal 11 hanya diatur 
“antara lain”. Apakah boleh ada 
bentuk lain selain yang diatur 
dalam Pasal 11.  
Meskipun ada beberapa kelema- 
han, banyak juga keunggulan norma-
tif dalam UU-SPPA antara lain 
sebagai berikut.
a. Memberikan peluang pada anak, 
korban dan masyarakat untuk 
melakukan diversi dalam rangka 
memulihkan keadaan, tanpa meli-
batkan anak dalam proses per- 
adilan pidana.
b. Menggunakan Paradigma keadi- 
lan restoratif, yang tercermin 
dalam diversi maupun sistem 
peradilan pidana (sampai dengan 
pembimbingan klien oleh 
BAPAS).
c. Memuat banyak jenis pidana dan 
tindakan yang memungkinkan 
hakim menjatuhkan jenis dan 
beratnya sanksi sesuai dengan 
pendekatan keadilan restoratif.
d. Mengatur kerangka penannagan 
anak yang berkonflik dengan 
hukum, mulai dari diversi sampai 
pada pengawasan dan pembim- 
bingan sehingga menjamin kepas-
tian hukum dan dapat digunakan 
sebagai dasar pembuatan peta 
jalan (roadmap) dalam pencipta-
an keadilan restoratif.
e. Pelibatan banyak lembaga peme- 
rintah, lembaga kemasyarakatan, 
ahli, dan individu dalam sistem 
peradilan pidana.
Berkaitan dengan pelaksanaan 
diversi, ada beberapa permasalahan 
yang perlu mendapat pemecahan, 
secara yuridis maupun praktis antara 
lain sebagai berikut.
a. Belum ada Peraturan pemerintah 
tentang Diversi, padahal UU-SP-
PA dilaksanakan tanggal 1 Juli 
2014.  Jika tidak ada PP, maka 
para penegak hukum akan meng-
gunakan peraturan yang ada.  
Apakah peraturan yang ada sudah 
mencerminkan filosofi UU-SP-
PA.
b. Apakah catatan hasil diversi 
bersifat online dan terintegrasi 
antara kepolisian, kejaksaan, dan 
pengadilan? Jika tidak, bagaima-
na jika rekam jejak anak tidak 
terekam maka memungkinkan 
seorang anak di-diversi lebih dari 
1 (satu) kali.
c. Apakah BAPAS mampu melak-
sanakan tugas membuat Peneli-
tian Kemasyarakatan dan menga-
wasan proses pelaksanaan diver-
si.Pasal  28 mengatur bahwa Hasil 
Penelitian Kemasyarakatan wajib 
diserahkan oleh Bapas kepada 
Penyidik dalam waktu paling 
lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh 
empat) jam setelah permintaan 
penyidik diterima.  Padahal, 
jumlah Pembimbing Kema- 
syarakatan sangat sedikit, namun 
wilayah kerjanya antara 5 sampai 
7 kabupaten kota.  Misalnya 
BAPAS Jember (yang wilayahnya 
meliputi Jember, Banyuwangi, 
Bondowoso, Situbondo, dan 
sebagian Lumajang) hanya memi-
liki 11 orang pegawai.  Jumlah 
Pembimbing Kemasyarakatan 
Anak hanya 3 orang. Sarana 
transportasi milik BAPAS ada 
sangat kurang (Widodo, 2012: 
235).
d. Mampukan Bapas melakukan 
pengawasan, pembinaan, pem-
bimbingan secara profesional 
terhadap anak yang didiversi dan 
berada di luar LPKS? Jika tidak 
diawasi, bisa bertambah nakal.  
Jika tidak diawasai, anak tidak 
mendapatkan perlindungan 
hukum agar tidak mengulangi 
tindak pidana, karena tidak ada 
pendampingan atau bimbingan 
yang memadai ke arah tingkah 
laku yang baik. Bukankah anak 
yang didiversi sesungguhnya 
adalah anak yang melakukan 
tindak pidana (hanya saja tidak 
diputus oleh pengadilan, tetapi 
hanya ditetapkan oleh pengadilan 
sebagai pelaku tindak pidana 
pertama).
e. Sudah siapkah semua penegak 
hukum (termasuk advokat) dan 
pihak-pihak terkait melakukan 
musyawarah dalam rangka diver-
si, padahal proses tersebut mem-
butuhkan banyak pengetahuan 
dan keterampilan.
Berkaitan dengan permasalahan 
tersebut, para pihak harus melakukan 
beberapa langkah berikut agar diver-
si dan sistem peradilan pidana dapat 
terlaksana dan dapat mencapai 
tujuan berupa keadilan restoratif. 
a. Dalam Subtansi hukum, pemerin-
tah harus segera menerbitkan 
Peraturan Pemerintah tentang 
diversi sebagaimana diatur dalam 
Pasal 15. Setelah ada PP, maka 
pihak-pihak penegak hukum dan 
pemangku kepentingan lain (mi- 
salnya kementerian terkait) me- 
nerbitkan petunjuk pelaksanaan 
dan petunjuk teknis agar dapat 
digunakan sebagai pemandu 
diversi.  Untuk menguatkan pro- 
ses diversi, maka diperlukan pem-
buatan (atau peninjauan) nota 
kesepahaman “payung” yang 
ditindaklanjuti dengan perjanjian 
kerjasama antar-instansi.
b. Penegak Hukum dan pemangku 
kepentingan wajib melaksanakan 
sejumlah langkah, antara lain 
sebagai berikut.
1) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, advokat agar dapat 
melakukan diversi pada anak, 
karena anak mempunyai 
karakter khusus, begitu pula 
korban dan masyarakat juga 
mempunyai karakter unik. 
2) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, dan advokatagar dapat 
melakukan proses peradilan 
organizations in the fight against 
corruption, and its most important 
fields are:
• Bribery in international trade: the 
organization issued in 1994 a set of 
recommendations by which the 
Member States to combat bribery, 
and prevent bribery of foreign 
officials, as stipulated that the Com-
mittee on International Investment 
monitor the implementation of these 
recommendations and to report to the 
organization, also issued new recom-
mendations in 1997 was character-
ized as more inclusive than its previ-
ous one and included pledges and 
criminalize bribe foreign officials 
(OECD,2011:24)
• Corruption in procurement funded 
aid: through the recommendations of 
the Year 1996, which calls for the 
adoption of a set of measures to 
prevent corrupt practices in procure-
ment financed aid organization, also 
called on Member States to cooper-
ate in the implementation of these 
recommendations.
B. Efforts at the regional level
At the regional level we can state the 
following regional efforts:
1) EU
The most prominent of the Euro-
pean Union Station in the fight 
against corruption is to adopt a new 
draft of the anti-corruption in May 
1997. which have been adopted by 
the countries of the European Union 
as an effective tool in the fight 
against the phenomena of corruption 
and bribery.
2) Organization of American 
States:
In March 1996, 21 countries 
signed the Organization of the Con-
vention on the fight against corrup-
tion, and signed by the United States 
in 1997. The Convention calls for the 
criminalization of domestic corrup-
tion and International bribes, also 
includes a set of preventive measures 
against corruption, and the Conven-
tion ratified by Argentina, Bolivia, 
Ecuador, Paraguay, Peru, Mexico, 
Venezuela, and Costa Rica in 1998.
3)Davos
The Davos Forum is a platform 
that brings together a group of 
officials and representatives of 
relevant international bodies to fight 
corruption and evaluation of corrup-
tion indicators, this conference 
acknowledged that corruption is 
costing the world about 2 trillion 
annually due to corruption in govern-
ment bodies, the thing that threatens 
the ability of governments to end the 
problem of poverty (William, 
2004:24).
4)The international transparency 
organization (TI)
The more active international 
organizations in the fight against 
corruption. This organization has 
developed index measuring the pre- 
valence of corruption in various 
countries around the world, based on 
the opinion polls included business-
men, and political analysts, and 
urging also public opinion. The 
number of countries covered by the 
report in 1998 about 85 countries, 
Denmark was ranked first time in 
terms of transparency, and was Ca- 
meroon ranked last.
Conclusion
Corruption is one of the most 
dangerous phenomena that affect the 
structure of society and hinder deve- 
lopment, and increase its impact on 
developing communities, including 
Algeria, to make its limited resour- 
ces. Therefore it is necessary for state 
institutions all necessary measures 
and cooperation with all competent 
authorities to fight corruption and 
drain its resources.
To reduce the phenomenon of 
corruption in Algeria and developing 
societies alike, we believe that work 
should take several actions, includ-
ing:
1) Activating systems of interroga-
tion, and work on the transparen-
cy and fairness of relationship 
management citizen
2) .Strengthening the role of the 
legislature in the control of the 
executive branch, and increase 
the penalties for crimes and 
corrupt practices.
3) Support and strengthen control 
bodies and the use of modern 
software in screening and 
follow-up of corruption cases, to 
publish its report.
4) Encourage interaction and com-
munication with citizens and the 
media, so as to exercise control 
constructive and uncover corrup-
tion cases without exaggeration 
or reduce.
5) Make attention to complaints by 
allocating special funds to com-
plaints in all ministries, govern-
ment agencies.
6) Ratification and accession to the 
conventions and international 
bodies to fight corruption, and 
work on the harmonization of 
domestic legislation, according 
to the political situation and the 
economic and social main-
stream.
7) It’s not enough to talk about the 
fight against corruption through 
seminars and forums, but also 
must take practical steps to 
effective based on what has been 
reached by the results of official 
bodies, whether international or 
national, and through academic 
research as well.
Finally when official and popular 
efforts, civilian and security combine 
to promote justice, equality and 
uphold the culture of integrity, 
honesty, leads everyone and their 
duties diligently and faithfully to the 
fall of corrupt practices, and omit 
one of the most important obstacles 
to development.
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pidana pada anak, karena anak 
mempunyai karakter khusus 
yang harus diperhatikan, baik 
anak pelaku, anak korban, 
maupun anak saksi.  
3) Kualitas dan kuantitas Peker-
ja Sosial Profesional dan Te- 
naga Kesejahteraan Sosial 
juga perlu ditingkatkan dalam 
penanganan anak yang ber- 
konflik dengan hukum.
4) Peningkatan kemampuan 
calon petugas LPKS (sebagai 
tempat pembinaaan anak yang 
dijatuhi pidana), LPKA (tem-
pat anak yang di-diversi 
berupa pengikutsertaan dalam 
lembaga), LPAS (sebagai 
tempat penahanan anak 
semesntara), petugas pema- 
syarakatan di Blok Anak pada 
LAPAS Dewasa.
5) Peningkatan kemampuan 
pembimbing kemasyarakatan 
(dari BAPAS) dalam membuat 
Penelitian Kemasyarakatan 
(Litmas) agar lebih cepat, 
akurat, dan berkualitas (me- 
muat analisis yang proporsio- 
nal dari sisi sosiologi, psikolo-
gi, penologi, dan “ilmu ting-
kah laku” lainnya), dan 
melakukan pendampingan, 
pembimbingan, dan penga-
wasan proses diversi, dan 
pelaksanaan diversi (baik di 
dalam LPKS maupun di ma- 
syarakat). BAPAS harus mem-
berikan rekomendasi (Pasal 10 
ayat (2), pendampingan, pem-
bimbingan, dan pengawasan 
terhadap anak selama proses 
dan pelaksanaan diversi (Pasal 
14 ayat (2), laporan kegagalan 
diversi (Pasal 14 ayat (3).  
Waktu pembuatan litmas 
sangat singkat yaitu hanya 3 
hari.**
Para penegak hukum dan 
pemangku kepentingan perlu 
mendapatkan pendidikan dan pelai-
han atau bahkan pendidikan khusus 
secara bertahap dan terus-menerus 
dan masing-masing memperoleh 
sertifikat agar memenuhi standar 
minimal yang dibutuhkan pencapa-
ian keadilan restoratif.  Hal ini sama 
dengan apa yang dikemukakan 
Jonson bahwa ... facilitator style and 
role, certification, training requir-
ment’s, professional standards and 
othe issues will continue to add 
spince to the stew of co-creation ad 
individuality in the field many years 
to come (Daniel van Ness, 2007 
:223).
c. Masyarakat perlu ditingkatkan 
kepeduliannya dalam menyele-
saikan tindak pidana anak.  Pan-
dangan masyarakat terhadap 
keadilan restoratif juga perlu 
diperbaiki agar tidak ada prasang-
ka. Langkah yang dapat dilaku-
kan oleh pemerintah bersama 
pemangku kepentingan antara 
lain sebagai berikut.
1) Sosialisasi UU kepada ma- 
syarakat, terutama masyarakat 
yang rentan sebagai pelaku 
maupun korban tindak pidana 
anak.
2) Membudayakan pemikiran 
“positif” anggota masyarakat 
terhadap proses diversi di 
semua tingkatan pradilan 
pidana.  Memberikan pemaha-
man yang komprehensif terha-
dap keadilan restoratif yang 
dicapai melalui proses 
peradilan pidana.
3) Meningkatkan komitmen 
masyarakat dan pemerhati 
untuk selalu mengutamakan 
penyelesaian tindak pidana 
anak yang sesuai dengan kebu-
tuhan anak.
d. Sarana dan prasarana(termasuk 
kurikulum) sangat perlu diada-
kan, ditambah atau ditata ulang, 
antara lain sebagai berikut. 
1) Penyediaan ruangan khusus 
di Kepolisian, Kejaksaan, dan 
Pengadilan, penganggaran, 
fasilitas pendukung, data 
online yang terintegrasi (agar 
pelaporan, pendataan, pendo-
kumentasian (pengarsipan) 
data diversi mudah, cepat, dan 
murah). Hal inisangat penting 
dalam keadministrasian, 
apalagi di wilayah luar pulau 
Jawa yang geografisnya varia-
tif, dan modal tranportasinya 
terbatas).
2) Pembentukan LPKS, LPAS, 
LPKA.
3) Peninjauaan dan pembentu-
kan model pembinaan di 
LPKS, LPKA berserta kuriku-
lum, termasuk penyediaan 
fasilitas pendukungnya.
Pendidikan, Pembinaan, Pen-
dampingan dan  Pengawasan  Ter-
hadap  Anak yang Di-diversi 
Maupun yang Dijatuhi Pidana 
Atau Tindakan  Oleh Pengadilan
Sampai saat ini di LAPAS Anak 
atau LAPAS Dewasa Indonesia 
belum ada model yang sistemik 
tentang pendidikan, pembinaan, 
pendampingan, dan pengawasan 
khusus terhadap anak yang didasar-
kan pada asas individualisasi pembi-
naan (baik pembimbingan mental 
dan kerohanian maupun pembimbi- 
ngan/latihan kerja), dan asas kepen- 
tingan terbaik bagi anak. Penga-
wasan yang dilakukan oleh BAPAS 
terhadap anak yang dijatuhi pidana 
maupun tindakan juga kurang opti-
mal. Kepedulian masyarakat dan 
organisasi kemasyarakatan terhadap 
anak yang melakukan tindak pidana 
juga belum optimal.  Berdasarkan 
fakta tersebut, maka pola penga-
wasan dapat dilakukan oleh para 
pihak sebagai berikut.
a. Anak yang didiversi sudah me- 
ngalami masalah kelakuan, 
karena itu pembinaannya dapat 
dilakukan oleh bagian Bimbingan 
dan Konseling (jika sekolah), 
pimpinan lembaga pendidikan 
non-formal (jika menempun 
pendidikan non formal), orang tua 
atau wali atau perorangan lain 
(jika dikembalikan ke orang 
tua/wali atau diserahkan kepada 
perorangan), kepala organisasi 
kemasyarakatan (jika diserahkan 
ke organisasi kemasyarakatan), 
kepala desa/lurah (jika tidak ada 
pembina).
b. Anak yang dimasukkan ke LPKS, 
LPKA dibimbing oleh petugas 
khusus yang ada dalam lembaga 
tersebut.
c. Pembimbing Kemasyarakatan di 
BAPAS, sesuai dengan bidang 
tugasnya.
Namun, para pembina dan petu-
gas, pengawas tersebut harus dibuat-
kan pola atau model atau sistem yang 
dapat dipedomani berdasarka Pera-
turan Pememrintah (PP) dan peratu- 
ran menteri atau lembaga pemerintah 
yang terkait dengan penanganan 
anak yang berkonflik dengan hukum 
(pelaku), dan anak yang berhadapan 
dengan hukum (anak saksi dan anak 
korban).  Khusus pada anak pelaku, 
pembentukan model pendidikan, 
pembinaan, pendampingan tersebut 
harus didasarkan ada karakteristik 
unik dari masing-masing anak, 
sehingga harus mengutamakan 
model individualisasi pembinaan dan 
berbasis pada kebutuhan anak. 
Karena itu, pemerintah perlu mem-
buat model khusus tentang penga-
wasan, pembinaan, dan pendampin-
gan anak yang berkonflik dengan 
hukum, baik di-diversi maupun 
dijatuhi pidana (straf)atau tinda-
kan(maatregels).
Simpulan
1. Diversi pada perkara anak perlu 
dilakukan oleh penegak hukum 
secara terukur dan legal berdasar-
kan UU Sistem Peradilan Anak 
dalam rangka melindungi anak, 
anak korban dan kepentingan 
masyarakat secara proporsional.  
2. Kelemahan pelaksanaan peradilan 
pidana anak, kekurangmampuan 
LAPAS, LAPAS Anak, dan 
Organisasi Kemasyarakatan da- 
lam membina anak yang berkon- 
flik dengan hukum selama ini 
memicu lahirnya diversi.  Keber-
hasilan diversi pada anak di 
beberapa negara menjadi sema- 
ngat tersendiri bagi pembuat UU 
untuk membentuk lembaga diver-
si secara legal. 
3. Konsekuensi dari diversi pada 
anak, para pihak yang terlibat 
dalam proses dan pasca-diversi 
wajib menjamin kepentingan 
terbaik bagi anak dan korban.  
Karena itu, pendidikan, pembi-
naan, pendampingan dan penga-
wasan anak yang berkonflik 
dengan hukum (baik yang disele-
saikan dengan diversi maupun 
yang diadili melalui sistem 
peradilan pidana) wajib dilak-
sanakan secara sistemik berdasar-
kan asas kepentingan terbaik bagi 
anak tanpa mengabaikan kepen- 
tingan korban dan masyarakat.
4. Konsekuensi yuridisnya,Peratu- 
ran Pemerintah Republik Indone-
sia  Nomor 65 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pelaksanaan 
Diversi dan Penanganan Anak 
yang Belum Berumur 12 (Dua 
Belas) Tahun perlu ditindaklanjuti 
dengan peraturan internal di 
kalangan Polri, BAPAS, dan 
instansi terkait sebagai standar 
prosedur operasional di lembaga 
yang terlibat dalam proses diver-
si, termasuk lembaga pelaksana 
dan pengawas putusan diversi 
dalam rangka impementasi kebi-
jakan diversi anak di Indonesia.
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Pendahuluan
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum harus didasarkan 
pada kepentingan terbaik bagi anak. 
Pengertian frasa “terbaik bagi anak” 
terkait dengan sifat anak, baik fisik, 
psikis, maupun sosial sehingga 
kepentingan anak satu dengan lain- 
nya tidak harus sama. A definition of 
the child’s best interests cannot 
accommodate the diverse nature of 
the interests appropriate for a partic-
ular child, from a particular back-
ground and at a particular time of 
development. (Sifris at.all 2014). 
Pengutamaan kepentingan terbaik 
bagi anakini juga didasarkan pada 
asas umum perlindungan anak 
sebagaimana diatur dalam konvensi 
anak, bahwa 
The best interests of the child 
shall be a primary consideration 
in all actions affecting children. 
(The 1989 Convention on the 
Rights of the Child).The term 
“best interests” broadly 
describes the well-being of a 
child. Such well-being is deter-
mined by a variety of individual 
circumstances, such as the age, 
the level of maturity of the child, 
the presence or absence of 
parents, the childs environment 
and experiences.(UNHCR Guide-
lines, 2008).
Penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum tidak harus menggu-
nakan sarana nonpenal (misalnya 
diversi) atau menggunakan hukum 
pidana (sarana penal).  Namun, ke- 
duanya dapat dilakukan secara 
berurutan, yaitu mengutamakan 
diversi (jika memenuhi persyaratan 
diversi), dan jika upaya tersebut 
gagal maka akan diberlakukan 
sistem peradilan pidana bagi 
anak.Hal ini sesuai dengan pendapat 
bahwa the major goal of the first 
juvenile courts, established at the 
turn of the century, was to provide an 
alternative to, and thereby divert 
youth from, the criminal court(Albert 
L. Robert (Edit), 2008 : 184).
Secara umum, pemberlakuan-
sistem peradilan pidana untuk 
penyelesaian perkara pidana dapat 
berdampak buruk bagi anak, teruta-
ma pemberian “stigma jahat” pada 
anak (stigmatisasi atau labelisasi), 
dan terjadinya pembiasaan kebia- 
saan-kebiasan buruk di LAPAS yang 
kemudian dipraktikkan lagi oleh 
anak ke luar LAPAS Anak (prisoni-
sasi), bahkan pengulangan tindak 
pidana yang lebih serius akibatnya. 
Salah satu penyebabnya adalah 
adanya kontak langsung dengan 
penegak hukum yang dapat membuat 
anak frustrasi.  Jika perkaranya 
sudah diputus oleh pengadilanpun, 
mungkin akan menjadi stigma bagi 
anak pelaku tindak pidana.  Karena 
itu, para ahli di bidang psikologi, 
hukum, etimologi kriminal, krimi-
nologi, pendidikan, dan penologi 
selalu mencari jalan terbaik bagi 
anak, korban, dan kepentingan ma- 
syarakat.  Akhirnya, para ahli mewa-
canakan pendekatan keadilan resto- 
ratif sebagai alternatif pemikiran 
untuk mengurangi kelemahan teori 
pemidanaan retributif, teori prevensi 
maupun teori gabungan.
Keadilan restoratif merupakan 
suatu ide dan gerakan yang me- 
ngedepankan keadilan dalam pers-
pektif pelaku dan keluarganya, 
korban dan keluarganya, masyarakat, 
dan pemangku kepentingan dalam 
rangka pemulihan keadaan masing- 
masing.  Karena itu, konsepsi pemi- 
kiran keadilan restoratif (restorative 
justice) menjadi salah satu upaya 
menjauhkan anak dari sistem per- 
adilan pidana yang tidak perlu.  
Pendekatan ini mengutamakan pe- 
nyelesaian tindak pidana di luar 
peradilan pidana.  Pendekatan terse-
but bukan hanya pada anak, melain- 
kan juga pada orang dewasa (misal- 
nya pencurian ringan, penggelapan 
ringan, perbuatan curang (penipuan) 
ringan) maupun anak-anak.  Bahkan 
di beberapa negara maju, korporasi 
yang melakukan tindak pidana dapat 
juga diselesaikan dengan pendekatan 
keadilan restoratif.
Keadilan restoratif adalah cara-
menanggapi perilaku criminal 
dengan cara menyeimbangkan antara 
kebutuhan masyarakat, dengan 
korban danpelaku. Ini merupakan 
konsep yang terus berkembangdan 
dapat menimbulkan interpretasi yang 
berbeda di negara yang berbeda.
Restorative justice is a way of 
responding to criminal behaviour 
by balancing the needs of the 
community, the victims and the 
offenders. It is an evolving 
concept that has given rise to 
different interpretation in differ-
ent countries, one around which 
there is not always a perfect 
consensus.(United Nations, 2006: 
6).
Berkaitan dengan konsep 
keadilan restoratif dalam perkara 
pidana yang dilakukan oleh anak, 
menurut Pasal 1 angka 6 Undang- 
Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 
Sistem Peradilan Pidana  Anak (LN 
Tahun  2012  Nomor  153, TLN 
Nomor  5332), pengertian keadilan 
restoratif adalah penyelesaian perka-
ra tindak pidana dengan melibatkan 
pelaku, korban, keluarga pelaku/kor-
ban, dan pihak lain yang terkait 
untuk bersama-sama mencari 
penyelesaian yang adil dengan 
menekankan pemulihan kembali 
pada keadaan semula, dan bukan 
pembalasan.
Praktik di beberapa negara, 
keadilan restroratif disebut dengan 
berbagai istilah. Ada pihak yang 
menggunakan istilah"keadilan 
komunitarian", "memperbaiki 
kesalahan", "Keadilan positif", 
"keadilan relasional", "keadilan 
reparatif", "keadilan masyarakat" 
untuk menyebut "keadilan restorat-
if". Namun, demikian ada kesamaan 
pemahaman bahwa keadilan 
restoratif dibangun berdasarkan 
konsep penyeimbangan kepentingan 
dan kebutuhan pada tiga pihak, yaitu 
pelaku, korban, dan masyarakat. Hal 
ini terungkap dari penjelasan beri-
kut.
Also, because of the difficulties in 
precisely translating the concept 
into different languages, a variety 
of terminologies are often used. 
There are many terms that are 
used to describe the restorative 
justicemovement. These include 
“communitarian justice”, “ma- 
king amends”,“positive justice”, 
“relational justice”, “reparative 
justice”, “communityjustice” and 
“restorative justice”, among 
others.(United Nations, 2006:6)
Berkaitan dengan keadilan 
restoratif, dalam UU-SPPA diatur 
tentang diversi. Pengertian diversi 
adalah pengalihan penyelesaian 
perkara Anak dari proses peradilan 
pidana ke proses di luar peradilan 
pidana.Jika kedua konsep tersebut 
dihubungkan, maka keadilan 
restoratif adalah tujuan yang ingin 
dicapai, sedangkan diversi adalah 
salah satu proses mencapai keadilan 
tersebut.Keadilan restoratif dapat 
dicapai melalui diversi maupun 
non-diversi, yaitu memproses anak 
pelaku tindak pidana dalam sistem 
peradilan pidana. Dengan demikian, 
melalui sistem peradilan pidanapun 
dapat dicapai keadilan restoratif. 
Misalnya dengan menjatuhkan 
pidana atau tindakan yang sesuai 
dengan kebutuhan pelaku, korban, 
dan masyarakat.Karena itu, dalam 
UU-SPPA disediakan banyak jenis 
sanksi dan tindakan agar hakim 
dapat memilih jenis pidana (straf) 
atau tindakan (maatregel) yang 
sesuai dengan kebutuhan pelaku, 
korban dan masyarakat agar keadilan 
restoratif tercapai.
Sampai saat ini, diversi pada 
perkara anak di tahap penyidikan 
sudah sering dilakukan berdasarkan 
Peraturan internal di Kepolisian 
Negara Republik Indonesia.  Banyak 
pendapat yang setuju dan yang tidak 
setuju atas upaya Polri untuk 
menyelesaikan perkara pidana anak 
di luar hukum pidana.  Namun, saat 
ini sudah terbit Undang-Undang No. 
11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (selanjutnya 
disingkat UU-SPPA), yang sudah 
diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 
2014 sehingga setiap orang wajib 
setuju dan menaatinya.  Jika UU 
tersebut diberlakukan, banyak 
sub-sistem atau sistem yang berubah, 
misalnya sub-sistem: diversi oleh 
polisi, jaksa, dan hakim; pencatatan 
dan pengarsipan pada lembaga 
pelaksana UU-SPPA; sistem pembi-
naan dan pembimbingan anak di 
Lembaga Penempatan Anak Semen-
tara (LPAS), Lembaga Penyelengga-
ra Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA). Selain itu, banyak juga 
sarana dan prasarana yang disiapkan, 
termasuk kaulitas dan kuantitas sum-
berdaya manusia (misalnya polisi, 
jaksa, hakim, pembimbing kema- 
syarakatan, petugas pemasyarakatan, 
relawan sosial).
Jika pemerintah dan para pihak 
terkait serta para pemangku kepen- 
tingan (stakehoders) tidak segera 
melakukan persiapan atas pember-
lakuan UU-SPPA tidak segera 
disiapkan, UU-SPPA akan hanya 
menjadi norma yang bersifat 
“semantik” (indah dalam bahasa) 
dan tidak banyak melakukan peruba-
han substansi sistem peradilan 
pidana anak sehingga tidak ada 
bedanya dengan saat berlakunya UU 
No. 3 Tahun 1997 tentang Penga-
dilan Anak.
Berdasarkan pemikiran tersebut, 
penulis melakukan pengajian terha-
dap 3 (tiga) permasalahan, yaitu 
apakah urgensi diversi dalam pena- 
nganan perkara anak;bagaimana 
kesiapan para pihak yang terlibat 
dalam diversi perkara anak;serta 
bagaimana model pendidikan, pem-
binaan, pendampingan, dan penga-
wasan anak yang di-diversi maupun 
anak yang dijatuhi pidana (straf) atau 
tindakan(maatregel).  Kajian ini 
akan menghasilkan analisis tentang 
substansi keadilan restoratif dalam 
kaitannya dengan diversi, dan anali-
sis kemampuan yang ada di ma- 
sing-masing pemangku kepentingan 
yang berkaitan dengan sistem per- 
adilan pidana. Akhirnya, Hasil kajian 
ini dapat dimanfaatkan oleh pihak- 
pihak terkait untuk menyiapkan sum-
berdaya, sumberdana dan sistem 
kinerja dalam rangka menciptakan 
keadilan restoratif dalam perkara 
anak di Indonesia.  
Urgensi Penerapan  Diversidalam 
Penanganan  Perkara Anak
Secara teoretik, ada keterkaitan 
antara asas atau kebijakan dikresi 
(discretion), diversi (Diversion) dan 
keadilan restoratif (Restorative 
Justice).Saut P.Panjaitan mengemu-
kakan bahwa diskresi (pouvoir 
discretionnaire, bahasa Perancis) 
ataupun Freies Ermessen (bahasa 
Jerman) merupakan suatu bentuk 
penyimpangan terhadap asas legali-
tas dalam pengertian wet matigheid 
van bestuur, jadi merupakan ”keke- 
cualian” dari asas legalitas. Menurut 
Muchsan, dasar pijakan diskresi ada 
2 (dua) yaitu: Dasar Hukum/Yuridis, 
yaitu menyangkut ketentuan formal; 
dan Dasar Kebijakan, yaitu me- 
nyangkut manfaat. (Simamora, 
2014).
Diversi adalah penyelesaian per- 
kara pidana menggunakan jalur di 
luar hukum pidana. Sedangkan 
pengertian keadilan restoratif adalah 
ide keadilan yang didasarkan pada 
kesepakatan antar-para pihak yang 
terkait dengan tindak pidana untuk 
mencari solusi untuk pemulihan 
keadaan sebagaimana belum terjadi 
tindak pidana dan bahkan menja- 
dikan semua pihak lebih baik.  
Keadilan Restoratif didasarkan pada 
5 prinsip dalam pemikiran berikut. 
Five Principles of Restorative 
Justice
a. Focuses on harms and conse-
quent needs (victims', but also 
communities' and offenders').
b. Addresses obligations resulting 
from those harms (offenders' but 
also families', communities' and 
society's).
c. Uses inclusive, collaborative 
processes.
d. Involves those with a legitimate 
stake in the situation (victims, 
offenders, families, community 
members, society).
e. Seeks to put right thewrongs 233 
(Dowd, 2015: 233)
Dengan demikian, dalam konteks 
bahasan ini dapat dipahami bahwa 
diversi dalam perkara anak lahir 
karena adanya asas diskresi yang 
dimiliki oleh pihak yang berwenang 
(Penyidik, Jaksa, dan Hakim) dalam 
rangka mencapai keadilan restoratif.  
Salah satu bentuk diskresi adalah 
memberikan kewenangan kepada 
Penyidik, Jaksa, dan Hakim untuk 
melakukan diversi terhadap anak 
yang berhadapan dengan hukum. 
Pengertian keadilan restoratif 
adalah a form of conflict resolution 
and seeks to make it clear to the 
offender that the behaviour is not 
condoned, at the same time as being 
supportive and respectful of the indi-
vidual.(Morison, 2001: 194). Pihak 
yang diharapkan memperoleh kea- 
dilan restoratif adalah pelaku dan 
korban, serta pihak-pihak yang 
terkait. Dalam konteks pemidanaan, 
pendekatan keadilan restoratif seja- 
lan dnegan model keseimbangan 
Kepentingan (Muladi, 1995:5). Ka- 
rena itu, asas daad-dader-slachtof-
fer-Strafrecht mestinya mulai diim-
plementasikan dalam hukum pidana 
(Arief Amrulah, 2008).
Keadilan restoratif dapat diterap-
kan pada seluruh proses penegakan 
hukum pidana, tidak hanya pada satu 
proses saja, misalnya pada penyi- 
dikan atau penuntutan atau peradilan. 
Hal ini didasarkan pada prinsip 
keadilan restoratif masuk pada suatu 
sistem hukum pidana sehingga 
penerapannya ada pada setiap pro- 
sesnya dan juga tiap penegak hukum 
mempunyai kewenangan untuk me- 
nerapkannya. Keadilan restoratif 
bukan merupakan asas melainkan 
filsafat yaitu filsafat dalam proses 
peradilan dan juga filsafat keadilan. 
Keadilan restoratif dapat dikatakan 
sebagai filsafat peradilan, karena-
merupakan dasar dalam penyusunan 
lembaga peradilan. Dengan demiki-
an, dapat diartikan bahwa keadilan 
restoratif adalah suatu rangkaian 
proses peradilan yang pada dasarnya 
bertujuan untuk me-restore (memu- 
lihkan kembali) kerugian yang dide- 
rita oleh korban kejahatan, (Mudza-
kir, 2008). masyarakat, dan para 
pihak terkait.
Pendekatan keadilan restoratif 
(restorative justice approach) diawa-
li dari praktik di beberapa negara 
misalnya Kanada, Australia, New 
Zealand, dan Inggris. Sejarah per- 
kembangan hukum modern dalam 
penerapan restorative justice diawali 
dari pelaksanaan sebuah program 
penyelesaian di luar pengadilan 
konvensional yang dilakukan oleh 
masyarakat yang disebut dengan 
victim-offender mediation tahun 
1970-an di Kanada (Morris dan 
Maxwelle, 21: 4). Pendekatan 
keadilan restoratif merupakan per- 
kembangan terakhir dari paradigma 
peradilan pidana, yaitu diawali 
dengan retributive justice, dilanjut-
kan dengan rehabilitative justice, 
kemudian ada alternative justice, 
kemudian diperbaiki lagi dengan 
transitional justice, danakhirnya 
digantikan oleh restorative justice.
Berdasarkan sejarah di beberapa 
negara, pelaksanaan Diversi pada 
awalnya gagal di Amerika, tetapi 
berhasil di Belanda, Denmark, Italia, 
Jerman, Perancis, pada tahun 
1969(Marlina, 2010:4) kemudian 
diperbaiki sistemnya yang akhirnya 
sukses di beberapa negara dalam 
penyelesaian tindak pidana tertentu 
dan pelaku-pelaku tertentu.
Meskipun tidak ada kesepakatan 
tentang pengertian keadilan restora- 
tif, namun mayoritas definisi 
berfokus pada proses yang melibat-
kan semua pihak yang berkepenti- 
ngan untuk menyelesaikan pelang-
garan hukum dan bertujuan memper-
baiki kerugian yang disebabkan oleh 
pelanggaran tersebut.  Hal ini 
terungkap dalam pernyataan berikut. 
There is no agreed definition of 
restorative justice processes. A 
number of definitions have been 
suggested, most of which focus on a 
process which involves all those 
affected by an offence and aims to 
repair the harm caused by the 
offending(Widodo 2014). Berdasar-
kan pemikiran tersebut dapat dipaha-
mi bahwa akar filsafat keadilan 
restoratif adalah konsepsi keadilan 
untuk semua (justice for all), yaitu 
pelibatan pelaku, korban, dan ma- 
syarakat berdasarkan musyawarah 
dalam rangka merestorasi keadaan 
secara manusiawi.
Secara teoretis, sistem peradilan 
pidana anak di Indonesia wajib 
mengutamakan kepentingan yang 
terbaik bagi anak dan berupaya me- 
ngurangi penyelesaian perkara anak 
di pengadilan pidana, dan jika 
terpaksa dipidana penjara, maka 
pidana tersebut hanya dilakukan 
sebagai upaya terakhir dan dalam 
waktu yang singkat. Hal ini dapat 
diketahui dari beberapa instrumen 
internasional, antara lain United 
Nations Standard Minimum Rules for 
the Administration of Juvenile 
Justice (Beijing Rules), United 
Nations Standard Minimum Rules for 
Non-Custodial Measures 1990 
(Tokyo Rules), United Nations 
Guidelines for the Prevention of 
Juvenile Delinquency (Riyadh 
Guidelines), dan United Nations 
Rules for the Protection of Juveniles 
Deprived of Their Liberty (1990). 
Menurut Wardaya dan Retnaningrum 
bahwa, kesadaran masyarakat bahwa 
anak-anak pelaku tindak pidana 
perlu diperlakukan khusus tidak 
sebagaimana orang dewasa baru 
disadari sejak penyelenggaraan 
peradilan anak kali pertama di 
Chicago pada 1889 (Wardaya dan 
Retnaningrum, 2011).
Urgensi pelaksaan diversi pada 
perkara anak didasari pada 
pemikiran berikut. Saat ini ada 
pergeseran filsafat pemidanaan dari 
awalnya yang bersifat restitutif 
(pembalasan) kemudian ditandingi 
menjadi teori prevensi (tujuan), 
kemudian muncul teori gabungan, 
(Widodo, 2009 :24) dan akhirnya 
berkembang pemikiran keadilan 
restoratif yang mengutamakan 
pemulihan. Pendekatan restoratif 
merupakan paradigma baru dalam 
pemidanaan yang berbeda dengan 
pendekatan keadilan retributif, baik 
konsep, orientasi, tujuan maupun 
mekanisme pencapaiannya.  Keadi- 
lan retributif lahir sebagai reaksi 
terhadap beberapa kelemahan pen- 
dekatan keadilan retributif. Resto- 
rative justice is different from the 
retributive and rehabilitation 
approaches in that it focuses prima- 
rily on the needs of the victim, not 
just the offender. It’s a powerful tool 
that can have very real, positive 
results(Marshal,2014).Pendekatan 
keadilan restoratif ini sangat positif 
dan berbeda dengan restribusi dan 
rehabilitasi yang hanya terbatas teru-
tama pada perlindungan korban, 
bukan pada pelaku.
Keadilan restoratif merupakan 
reaksi masyarakat global yang dapat 
digunakan sebagai pelengkap dari 
sistem peradilan pidana yang selama 
ini banyak yang menggunakan 
pendekatan keadilan tradisional.Hal 
ini dikemukakan oleh Mark S. Um- 
breit and Marilyn Peterson Armour 
bahwa, restorative justice is viewed 
as complementary to the criminal 
justice system because it attends to 
issues that the traditional system 
neglects. Regardless of the position 
taken, the vision of restorative justice 
is grounded in values that are reso-
nating with an increasingly broad 
range of individuals and communi-
ties throughout the world, presenting 
many opportunities for new and 
widened impact (Umbreit dan 
Armour,2004:82). Diversi adalah 
salah satu bentuk penyelesaian per- 
kara pidana dalam rangka penca- 
paian keadilan restoratif.  Bentuk 
lain- nya, misalnya rekonsiliasi 
antara pelaku dengan korban, konfe- 
rensi keluarga dan masyarakat, 
upaya perdamaian dalam ma- 
syarakat.  Hal ini selaras dengan 
pemikiran Strickland, bahwa
More specific technique associa- 
ted with restorative justice, 
include diversion, victim-offender 
reconciliation, victim impact 
panel, victim-offender statements, 
family or communiuty conferen- 
cing, community peace-making or 
centencing cyrcles, reintegrative 
shamming, and prisoneers assis-
tence program(Stickland, 2004 
:9).
Keadilan restoratif sebenarnya 
bukan merupakan budaya baru bagi 
bangsa Indonesia, namun karena 
dalam masa penjajahan hukum adat 
banyak ditinggalkan dan diganti 
dengan hukum barat, maka keadilan 
restoratif dimarginalkan. Setelah 
ketentuan ketentuan dan sistem 
hukum barat diragukan efektivitas 
dan efisiensinya dalam penyelesaian 
perkara pidana yang adil, banyak 
pihak mengintrodusi dan melak-
sanakan keadilan restoratif.  Dengan 
demikian, konsep keadilan restoratif 
bukan lahir lebih dahulu, tetapi 
sudah ada dan dilaksanakan di ma- 
syarakat kemudian ditinggalkan, dan 
saat ini digunakan lagi.   Buktinya, 
dalam hukum pidana Majapahit 
dikenal istilah “pati bajampi” yaitu 
sebagai uang pengganti obat yang 
diberikan kepada korban, rekonsi- 
lisasi antar-kepala adat yang ditandai 
dengan upaya adat di sejumlah 
wilayah Indonesia.
Pendoronglahirnya diversi pada 
perkara anak di Indonesia antara lain 
dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Terjadi labelisasi pada anak yang 
pernah diproses oleh penegak hu- 
kum berdasarkan hukum pidana 
anak.  Bahkan pada beberapa 
kasus, dalam LAPAS Anak terjadi 
prisonisasi (Widodo, 2012 : 21).
b. Pihak LAPAS Anak, LAPAS dan 
RUTAN Dewasa yang di dalam 
nya ada blok khusus Anak, belum 
semuanya mempunyai kemam-
puan yang memadai untuk pembi-
naan dan pembimbingan anak.Se-
lain itu, anak berisiko terkena 
“prisonisasi” di dalam lembaga 
tersebut.  Karena itu, perlu ada 
langkah meminimalisasi prisoni-
sasi dengan cara menghindarkan 
anak dari institusionalisasidi 
Rutan atau LAPAS.
c. Ada keinginan serius dari para 
pihak untuk mengurangi atau 
bahkan menghilangkan dampak 
negatif dari proses peradilan 
pidana bagi anak. Hal ini didasar-
kan pada data bahwa dalam tahap 
penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di pengadilan, hak- 
hak anak (pelaku) ada yang 
terlanggar, misalnya anak tidak 
dapat sekolah karena ditahan di 
RUTAN dan LAPAS.
d. Selama proses peradilan, pihak 
korban dan masyarakat belum 
mendapatkan restitusi (pemuli-
han) secara memadai sehingga 
putusan pengadilan sering diang-
gap belum mencerminkan keadi- 
lan bagi korban dan masyarakat.  
Hal ini terjadi karena keadilan 
sering ditafsirkan oleh orang 
sebagai keadilan terhadap pelaku 
saja, bukan pada korban dan ma- 
syarakat.
e. Beberapa putusan pengadilan 
kadang belum menunjukkan ke- 
berpihakan negara pada anak, 
anak korban, dan masyarakat.  
Mayoritas putusan pengadilan 
anak adalah penjatuhan pidana, 
dan jenisnya pidana penjara 
(Widodo, 2012:14).
f. Penegak hukum dan para pihak 
yang terkait belum terbiasa me- 
lakukan diversi pada anak yang 
berkonflik dengan hukum secara 
melembaga, bahkan budaya ma- 
syarakat menghendaki agar 
penyelesaian perkara anak lebih 
suka pengunaan jalur litigasi 
dibandingkan dengan jalur litiga- 
si. Beberapa anggota masyarakat 
bahkan sering menganggap diver-
si pada perkara anak yang dilaku-
kan oleh Polri merupakan upaya 
membela pihak tertentu (terutama 
membela pelaku), sehingga perlu 
ada klarifikasi yuridis.
g. Perlunya dasar hukum diversi 
yang jelas dalam peraturan perun-
dang-undangan (lex certa) yang 
dapat digunakan anak oleh polisi, 
jaksa, dan hakim agar tidak terjadi 
salah sangka dalam masyarakat. 
Sebelum ada UU Sistem 
Peradilan Anak, dasar hukum 
diversi di kepolisian adalah pada 
kebijakan diskresi (discretion) 
yang kemudian dituangkan dalam 
dasar hukum dari Kapolri untuk 
lingkungan Polri atau kesepaka-
tan-kesepakatan tertulis lain 
antar-penegak hukum atau antara 
Polri dengan Kementerian lain.  
Menakar Kemampuan Para Pe- 
mangku Kepentingan( Stake Hol- 
ders)dalam Melaksanakan Diversi 
Perkara  Anak Berdasarkan UU- 
SPPA.
Sejak diterbitkan UU-SPPA, pada 
semua tingkatan proses peradilan 
pidana (penyidikan, penuntutan, 
pemeriksanaan di pengadilan), terbu-
ka peluang polisi, jaksa, dan hakim 
untuk melakukan diversi.  Bahkan, 
sebelum ada putusan Mahkamah 
Konstitusi tahun 2013, diversi me- 
rupakan langkah wajib yang 
bersanksi pidana bagi polisi, jaksa, 
hakim sebelum menerapkan ketentu-
an hukum acara pidana.  Saat ini 
meskipun polisi, jaksa, dan hakim 
tidak melakukan diversi tidak dapat 
dipidana. Ketentuan diversi tersebut 
memberi harapan positif  bagi 
pencari keadilan dan penegak hukum 
untuk melaksanakan penyelesaian 
perkara tindak pidana anak sesuai 
dengan karakteristik anak tanpa 
mengabaikan kepentingan korban 
dan masyarakat. 
Dengan demikian, dalam pena- 
nganan anak yang berkonflik dengan 
hukum, diversi dalam perkara anak 
dilakukan oleh Polisi, Jaksa, dan 
Hakim sesuai dengan kewenangan- 
nya dalam acara pidana.  Jika diversi 
gagal maka proses peradilan pidana 
dalam maing-masing tingkatan akan 
diberlakukan dengan puncak proses 
berupa putusan pengadilan. 
Sebelum proses polisi, jaksa, dan 
hakim melakukan diversi, harus 
dipastikan dahulu bahwa persyaratan 
perkara yang dapat didiversi 
memenuhi persyaratan objektif dan 
subjektif sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7 ayat (2).  Persyaratan objek-
tif, yaitu bahwa perkara tindak 
pidana yang akan diproses Diversi 
adalah pelaku tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara di 
bawah 7 (tujuh) tahun.  Persyaratan 
subjektif adalah anak tersebut bukan 
merupakan melakukan pengulangan 
tindak pidana.Dalam UU-SPPA 
tersebut dijalelaskan tentang penger-
tian pengulangan tindak pidana, 
bahwa pengulangan tindak pidana 
dalam ketentuan ini merupakan 
tindak pidana yang dilakukan oleh 
Anak, baik tindak pidana sejenis 
maupun tidak sejenis, termasuk 
tindak pidana yang diselesaikan 
melalui Diversi.
Dalam penjelasan tersebut tidak 
ada jangka waktunya berapa lama 
antara tindak pertama yang pertama 
dengan yang kedua atau selanjutnya. 
Karena itu, UU-SPPA merupakan 
kekhususan dalam hukum pidana 
sehingga dapat menyimpangi keten-
tuan KUHP tentang jangka waktu 
agar dapat dikategorikan melakukan 
pengulangan tindak pidana. Jika 
persyaratan tersebut dipenuhi, maka 
Polisi, Jaksa dan Hakim wajib 
melakukan Diversi. Jika diversi 
sudah dicapai, maka hasil kesepaka-
tan dijadikan dasar Penetapan Ketua 
Pengadilan.
Dalam melaksanakan Diversi, 
penegak hukum wajib menggunakan 
asas sebagaimana diatur dalam Pasal 
2, yaitu pelindungan; keadilan; 
nondiskriminasi; kepentingan ter- 
baik bagi Anak; penghargaan terha-
dap pendapat Anak; kelangsungan 
hidup dan tumbuh kembang Anak; 
pembinaan dan pembimbingan 
Anak; proporsional;  perampasan 
kemerdekaan dan pemidanaan se- 
bagai upaya terakhir; dan penghinda-
ran pembalasan. 
Diversi oleh Hakim Anak di 
Pengadilan Negeri dapat dilakukan 
di ruang mediasi (Pasal 52 ayat (4)).-
Proses Diversi dilakukan dengan 
teknik musyawarah (Pasal 8 ayat 
(1)).Pihak yang wajib dilibatkan 
dalam Diversi adalah Anak dan 
orang tua/walinya, korban dan/atau 
orang tua/Walinya, Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial 
Profesional (Pasal 8 ayat (1)).Selain 
itu dapat pula ditambah dengan 
Tenaga Kesejahteraan Sosial, 
dan/atau masyarakat (ayat (2)). Para 
pihak yang bersengketa dapat 
diwakili oleh kuasanya dengan surat 
kuasa khusus, baik oleh advokat 
maupun orang lain yang dipercaya. 
Pihak ketiga di yang ditentukan oleh 
UU dapat turut serta dan mengga-
bungkan diri dalam proses musya- 
warah, apabila terdapat unsur 
kepentingan yang terkait dan keturut 
sertaannya disepakati oleh pihak 
pelaku dan korban serta disetujui 
oleh Hakim yang memimpin musya- 
warah.
Berdasarkan Pasal 9, ditentukan 
bahwa Penyidik, Penuntut Umum, 
dan Hakim dalam melakukan Diversi 
harus mempertimbangkan: a).kate-
gori tindak pidana; b)  umur Anak; c) 
hasil penelitian kemasyarakatan dari 
Bapas; dan d) dukungan lingkungan 
keluarga dan masyarakat. Kesepaka-
tan Diversi tersebut harus mendapat-
kan persetujuan korban dan/atau 
keluarga Anak Korban serta kese-
diaan Anak dan keluarganya, kecuali 
untuk: a)  tindak pidana yang berupa 
pelanggaran;  b) tindak pidana 
ringan; c) tindak pidana tanpa 
korban; atau d) nilai kerugian korban 
tidak lebih dari nilai upah minimum 
provinsi setempat.
Hasil kesepakatan Diversi dapat 
berbentuk, antara lain: a)  perda-
maian dengan atau tanpa ganti keru-
gian; b)  penyerahan kembali kepada 
orang tua/Wali;  c)  keikutsertaan 
dalam pendidikan atau pelatihan di 
lembaga pendidikan atau LPKS 
paling lama 3 (tiga) bulan; atau d)  
pelayanan masyarakat.  Khusus di- 
versi terhadap pelaku a)  tindak 
pidana yang berupa pelanggaran;  b) 
tindak pidana ringan; c) tindak 
pidana tanpa korban; atau d) nilai 
kerugian korban tidak lebih dari nilai 
upah minimum provinsi setempat-
dapat dilakukan oleh penyidik bersa-
ma pelaku dan/atau keluarganya, 
Pembimbing Kemasyarakatan, serta 
dapat melibatkan tokoh masyarakat.
Diversiyangdilakukan oleh Pe- 
nyidik atas rekomendasi Pembimb-
ing Kemasyarakatan dapat berben-
tuk: a) pengembalian kerugian dalam 
hal ada korban; b) rehabilitasi medis 
dan psikososial; c) penyerahan kem-
bali kepada orang tua/Wali;  d) keikut 
sertaan dalam pendidikan atau pelati-
han di lembaga pendidikan atau 
LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; 
atau e) pelayanan masyarakat paling 
lama 3 (tiga) bulan.
Selama proses Diversi berlang- 
sung sampai dengan kesepakatan 
Diversi dilaksanakan, Pembimbing 
Kemasyarakatan wajib melakukan 
pendampingan, pembimbingan, dan 
pengawasan (Pasal 14 ayat (2)). 
Kesepakatan Diversi wajib dilak-
sanakan paling lama 30 (tiga puluh) 
hari (Pasal 52 ayat (3)).Jika  Diversi 
sudah dilaksanakan dalam jangka 
waktu tersebut maka proses perkara 
tindak pidana tidak dilanjutkan ke 
tahapan persidangan. Pelaku tindak 
pidana dan pihak-pihak terkait akan 
mendapatkan penetapan dari Ketua 
Pengadilan Negeri yang isinya me- 
netapkan bahwa perkara tindak 
pidana anak sudah diselesaikan 
melalui Diversi dan sudah mempu-
nyai kekuatan hukum tetap.Penga-
wasan atas proses Diversi dan pelak-
sanaan kesepakatan yang dihasilkan 
berada pada atasan langsung pejabat 
yang bertanggung jawab di setiap 
tingkat pemeriksaan (Pasal 14 ayat 
(1).
Berdasarkan hasil studi di ma- 
syarakat di Indonesia,  ada beberapa 
hasil penelitian yang dapat dijadikan 
alasan empiris mengapa diversi perlu 
dilakukan, dan prosesnya harus 
cermat agar tercapai keadilan 
restoratif.  
Meskipun banyak kelebihan dan 
manfaatnya bagi anak, pelaksanaan 
diversi ternyata ini banyak mengha-
dapi hambatan. Studi yang pernah 
dilakukan di wilayah Banyumas, 
Purbalingga, Banjarnegara, Kebu-
men, dan Cilacap menunjukkan 
bahwa tidak semua korban atau kelu-
arga korban bersedia menerima cara 
penyelesaian tindak pidana melalui 
diversi. Alasannya: keinginan untuk 
membuat pelaku “kapok” jika dima-
sukkan dalam penjara; kejahatan 
yang dilakukan oleh pelaku adalah 
kejahatan yang diancam dengan 
pidana yang berat; penegak hukum 
kurang mendukung upaya perda-
maian; tidak ada petunjuk pelaksa-
naan maupun petunjuk teknis bagi 
aparat penegak hukum untuk 
mengimplementasi cara penyele- 
saian non-litigasi(Wardaya dan Ret- 
naningrum, 2008 :59). Hasil peneli-
tian ini sama dengan hasil penelitian 
Subekhan, bahwa penyelesaian per- 
kara pidana yang dilakukan oleh 
anak dengan menggunakan pendeka-
tan restorative Justice belum terlak-
sana secara optimal, karena belum 
adanya aturan hukum sebagai 
landasan penyelesaian model ini; 
perubahan masyarakat dari gemein-
schaft ke arah gesselschaft ber- 
dampak pada sulitnya rnengharapkan 
partisipasi masyarakat dalam 
penyelesaian yang bersifat restorasi; 
dan konsep restorative justice yang 
tidak melembagakan proses penyele-
saiannya berdampak pada hasil yang 
dicapai dalam penyelesaian restorasi 
tidak memberikan kepastian hukum 
bagi anak, korban dan masyarakat 
(Subkhan, 2008:i ) Penelitian-peneli-
tian di atas dilakukan atas kebijakan 
Diversi yang dilakukan oleh Polri 
berdasarkan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.
Selama proses peradilan pidana di 
Indonesia, mayoritas anak ditahan di 
Introduction
 The phenomenon of corruption is 
an old phenomenon found with the 
presence of human societies and 
political systems that govern these 
societies throughout history, and it 
these not concerns one people or one 
country without the other, and it's a 
serious pest for developing countries 
and developed countries alike, as a 
major constraint to sustainable 
development affecting weak econo- 
mic growth, and to devote the diffe- 
rences and distortions in the distribu-
tion of income and wealth and their 
concentration in the minority, 
increasing numbers of the poor com-
munity, in addition to the low 
efficiency of the public sector perfor-
mance, and the high volume of har- 
ming public money. 
This phenomenon of corruption 
differs in size and degree from soci-
ety to another, and despite the exis-
tence of corruption in most political 
societies unless, the environment 
that accompanies certain types of 
regimes such authoritarian regimes, 
which encourage the emergence of 
the phenomenon of corruption in 
response to this bullying in this 
system while is less sized, than to 
witch in democratic systems that the 
people involved in governance and 
listen to their opinion, respect human 
rights, and freedom.
Despite what has been said and 
published about corruption, and 
declared efforts by government 
agencies and nongovernmental at 
various levels and levels, but the 
national and international reports are 
confirming that rates of crimes of 
corruption are increasing in all coun-
tries of the world, especially the 
Third World countries. Hence this 
fundamental problematic issue 
became clear and effective mecha-
nisms to address or mitigate the 
phenomenon of corruption.
Which requires spot on the most 
important mechanisms to combat 
this phenomenon both for the efforts 
of the international community, or 
for internal mechanisms to fight 
corruption at the national level, 
which has been treated in this 
manner and intervention of a legal 
analytical and inductive approach.
Combat Mechanisms at the Nati- 
onal Level
The fight against corruption is a 
major criminal phenomena that 
necrosis various sensitive sectors 
within the state, nor dependent index 
over the degree of development or 
failure by a State, so this phenome-
non enjoyed with interest the various 
national legislation by the system 
each state, making it difficult to limit 
the joint mechanisms to face the 
phenomenon.
A. Permanent mechanism to 
combat corruption 
The study of the phenomenon of 
corruption requires showing a vari-
ety of other concepts which are the 
permanent mechanisms to combat 
corruption, including:, Questioning, 
transparency, and integrity (The EEA 
Financial Mechanism ,2009:8.It’s 
intended to undergo officials and 
senior staff in the state to be ques-
tioned by higher degree, or by the 
competent authority process control, 
on three aspects: (a) Legal Question-
ing: means to monitor the persons 
conduct match with provisions 
control of the applicable law, the 
so-called legal principle of legality; 
(b)Administration Questioning: 
belonging to workers and govern-
ment administrative bodies, where 
they lend control examination, eva- 
luation and follow-up by those above 
them score in the administrative hie- 
rarchy or ministry commandment 
(Transparency International UK, 
2013:19),  Moral Questioning : The 
purpose behind this type of control is 
to compare what the person covered 
with control must be bound with, the 
Secretariat, and justice in the work 
and treatment 
Beside it, be transparent as me- 
chanisms Standing in the fight 
against corruption and clarity of 
work within departments and the 
relationship among these depart-
ments and citizens of users of its 
services, as intended also: "public 
goals and objectives that seek these 
bodies or departments to achieve 
them," This applies to all acts of 
government its ministries different, 
as applies to the work of non-govern-
mental organization which works for 
its own account and deal with 
citizens (Transparency Internatio- 
nal,2009).
Then Integrity is a set of values 
and ethics, honesty, and dedication to 
work, and despite the significant 
convergence between integrity and 
transparency but the difference 
between them lies in the fact that the 
first; concept of moral values while 
the second relates to moral process 
systems and procedures. It must be 
reminded that the scourge of corrup-
tion spread and spread in all aspects 
of society and in the state apparatus. 
So the most effective way remain to 
fight at the national level in particu-
lar is trying to find a system and an 
integrated plan with the participation 
of all institutions (public and private) 
and social strata, in order to find 
ways to alleviate this scourge, and 
deterrent penalties on who exhibits 
these behaviors.
B. Parliament's role in fighting 
corruption
The deployment of democracy 
Requires that people conduct their 
own affairs, and what cannot be done 
directly is attributed to representa-
tives acting for them in this manage-
ment and control of the government, 
this prosecution affecting various 
powers and activities, though they 
take different forms, there are consti-
tutional mandate direct to Parliament 
on the work of the Authority execu-
tive, and take a picture of the discus-
sion and adoption of the govern-
ment's policies and financial budget 
before it is implemented or give 
confidence in the composition of the 
government. Also extends to the 
implementation phase of the govern-
ment policy through means of 
control, such as question, interroga-
tion, and the formation of a fact-find- 
ing commissions and committees 
hearing, etc., and even after the 
implementation of these policies 
such as the adoption of the final 
account of the balance, and the ratifi-
cation of the resolutions and treaties
1) The conceptual Framework 
of corruption from a parlia-
mentary perspective
Due to the diversity of 
perspectives intellectual in the 
definition of corruption and 
contrast political interests, it is 
difficult to find a comprehensive 
definition of the pheno- menon, 
which requires sho- wing concept 
of this phenomenon from differ-
ent angles to focus on inner legal 
perspective, good governance, 
and then to reach the concept of 
corruption from the perspective 
of parliamentarism.
(a) A legal perspective  
Legal perspective corruption 
is known as a violation of the 
laws, or the exploitation of their 
absence, or exploited for a variety 
of purposes and interests may be 
political, economic, financial, 
commercial, or social interest of 
the individual or others who have 
an interest in him (Albi-
chery,2007:140). Also some finds 
that corruption is the abuse of 
powers and organs of administra-
tion by the employee in order to 
gain self-illegal interest. Through 
the definitions above, it can be 
said that corruption includes two 
elements, the first is the violation 
of the law and the requirements of 
the job illegally. The second is the 
abuse of position and powers for 
personal purposes (physical or 
moral) illegal at the expense of 
the public interest
(b) Perspective of good gover 
 nance
Corruption from is seen the 
perspective of good governance 
on the basis that provide the indi-
vidual for his own interest for the 
public interest or over what prom-
ised to serve there is another 
direction see that corruption in 
public opinion is based on cultu- 
ral and social norms prevailing in 
that environment. The standard 
adopted by the Transparency 
International (TI) is considered to 
be corruption, "each work 
includes the misuse of public 
office for private interest, that 
exploits the official office for the 
personal benefit individual to 
himself or his group." It is clear 
from the latter definition paradox-
ical link between corruption and 
good governance, as each weak-
ness in accountability will expand 
the abyss of corruption and threa- 
tening staff do good governance
© A parliamentary perspective
 The parliament is the only 
institution that can monitor the 
government's performance, espe-
cially it’s difficult for citizens to 
access the officials gates to make 
complaints so parliaments are the 
public square for speaking 
expression instead. Through the 
before said that the fight against 
corruption and to prevent its 
spread also start from the parlia-
ment, the only guarantor of trying 
to reduce corruption that you 
know the political area at the 
highest level, and thus Parliamen-
tary Corruption perceived corrup-
tion as it’s a government corrup-
tion (Kubaisi ,2006:44)
2) Parliamentary  mechanisms 
capable of combating corrup-
tion
 Parliamentary anti-corrup-
tion mechanisms by the House 
of Representatives to exercise a 
range of powers, which vary 
from one country to another, 
according to the laws donor, and 
we can mention the most impor- 
tant powers of the deputies in the 
legislative room in Algeria
(a) Passing legislation to inter-
rogate those officials: 
Among the legal means that 
enjoyed by the House of Repre-
sentatives we mention: Albi-
chery (2007:148)
•  issuing legislation as one of the 
main functions assigned to them, 
for the legislative authority in 
Algeria, we find that its role has 
diminished greatly in the field of 
legislation, so it is a prior to com-
pile legislation against corruption 
at the state level as a whole in one 
system, which can be done 
through the formation of parlia-
mentary working groups and 
technical compile laws, regula-
tions and decrees aimed at corrup-
tion.
•  Setting rigid legislation for 
anti-corruption, which often find 
their provisions ambiguous than 
turning it from the base of the 
fight against corruption to the 
cause of corruption in itself, and it 
is linked to the extent of efficien-
cy, the ability and qualifications 
of Representatives.
•  Mechanisms or committees 
assigned to follow up the imple-
mentation of the legislation on the 
fight against corruption.
•  Involve all parties involved in 
combating corruption of those 
affected, and the mediators or 
observers.
(b) Using regulatory tools in 
the fight against corruption
In addition to the role of 
Parliament through the enact-
ment of anti-corruption legisla-
tion, it needs to have a mecha-
nism for its application, and 
especially for those are supposed 
to implement legislation, such as 
political officials in the execu-
tive branch. And it will be done 
only through special legislation 
to interrogate of senior state 
officials (Kubaisi,2006:65).
(c) Follow-up to the applica-
tion of laws with the execu-
tive branch and law 
Enforcement institutions
The main function of govern-
ment is to implement legislation 
and policies established by the 
Parliament or ratified by, that 
Parliament, it not only provide 
the laws, but raises policies and 
legislation, which the govern-
ment is considered as the imple-
mentation authority. It is then 
the task of parliament is also to 
follow the government's com-
mitment to these policies and 
legislation, and even if the valid-
ity of the President to issue 
decrees and decisions enforce-
able such as laws, it is the duty 
of Parliament to control the 
degree of commitment of legal 
application (Camerer,2001:9).
(d) Communicate with voters 
and civil society to see the 
reality of corruption
Through open dialogues with 
citizens in the form of seminars 
and forums on issues of corrup-
tion, in order to turn to the issues 
of corruption cases public opi- 
nion, and encourage the public 
to condemn and fight against 
corruption, in addition to the 
development of a culture of civil 
society regarding transparency 
under control of law.
3) Parliamentary obstacles 
for anti-corruption
 Stumble mechanisms men-
tioned above, anti-corruption 
with group of obstacles that 
hinder the parliamentary corrup-
tion control methods, such as:
(a) The complexity of the phe- 
nomenon of corruption
The self-interest the most 
important engine of corruption, 
and one of the main elements of 
the so-called: system corruption, 
the latter of which is composed 
of so-called general reasons for 
the phenomenon of corruption, 
these reasons that we find differ 
from one society to another and 
from one environment to anoth-
er, what is the major cause of 
corruption in a State, maybe a 
secondary cause in another 
country, and for this corruption 
environment is complex due to 
the difficult to quantify the 
causes of corruption specifically
(b) Change the reasons for the 
spread of corruption
The causes of corruption as 
stated vary from one country to 
another, and from these reasons 
we mention, for example:
• Lack of commitment to the prin-
ciple of the balanced separation 
of the three powers that leads to 
a breach of the principle of 
mutual control between these 
authorities.
•  Weakness of the political leader-
ship of a government anti-corrup-
tion legislatively.
•  Weak control bodies (of all 
kinds) in the country and lack of 
independence.
•  Low purchasing power as a result 
of the low salaries of employees 
in the public sector and the rise in 
living standards, which makes 
this segment looking for other 
illegitimate sources of living such 
bribes.
•  Paralysis of the institutions of 
civil society and private institu-
tions to fight corruption.
•  Ignorance and lack of knowledge 
of the law by the citizens, espe-
cially with regard to the individu-
al rights of each person
•  Low independence index of the 
media and not to allow journalists 
access to information and records 
that show the nature of the work 
and its misuses.
•  The absence of legislation, regu-
lations and laws or regulations 
Court helps fight corruption, and 
impose deterrent penalties against 
those who practice it.
( c) Duplication of MP roles
This is intended to duplica-
tion between the role of the 
deputy in the fight against 
corruption from its parliamenta-
ry hand, and the impact of politi-
cal and party affiliations and 
social performance for this role 
on the other hand. This makes 
the role of the deputy in the fight 
against corruption occupies a 
secondary position for deputy, 
who is often found trying to gain 
the trust of the citizens of the 
constituency chosen him as a 
prelude for a second term.
     
(d) Limited social recognition 
for MPs
MP works hard to get the data 
from various sources and infor-
mation about suspicions corrup-
tion and evidence or evidence 
confirms the fact, an issue diffi-
cult in most cases, because the 
official data that can be built 
upon corruption cases comes 
from the government itself, and 
it will not be easy for the govern-
ment to facilitate the way to the 
deputy to get condemned it by 
the data. But even more serious-
ly, that the government some-
times included ratification of the 
majority of what you say, and 
thus secured by the Parliament in 
the whole thing. Which makes 
the social environment misesti-
mates the deputy honest and 
appreciation (Anonymous, 
,2011:04).
Anti-corruption Mechanisms at 
the International Level
Corruption is the most dangerous 
problem phenomena and problems 
facing countries of the world without 
exception, no state in the world can 
claim purity of corruption, which is a 
major cause for the spread of other 
problems of political and social, 
security and economic problems, it is 
a social phenomenon linked to social 
conditions, political and cultural, 
economic and moral factors for who 
requires international efforts to 
combat it.
Several efforts made at the inter-
national level to combat the most 
dangerous phenomenon plaguing 
many developing countries, but even 
developed ones, making internation-
al solutions indispensable on the 
international and national level.
A. Efforts at the international level
Based on the global spread of the 
phenomenon of corruption, the latter 
has been given the attention of many 
international organizations, includ-
ing:
1) Organization of the United 
Nations:
The General Assembly of the 
United Nations adopted in December 
1996 to resolutions on anti-corrup-
tion, has also set up a pilot project to 
combat corruption. Also continues 
all United Nations bodies to work on 
the application of a set of measures 
to increase transparency in transac-
tions.
As the United Nations prepared 
the first Convention against Corrup-
tion in 2003, and presented to the 
General Assembly for its formal 
approval 95 countries signed on it, 
and agreement includes the issue of 
stripping officials accused of corrup-
tion from office, this Convention 
tries to obliges States signed to cri- 
minalize acts of bribery, embezzle-
ment , money laundering, and abuse 
of power.
2)  World Bank:
World Bank insists on the need 
for integration between national and 
international efforts in the fight 
against corruption, the World Bank 
has developed a new strategy to 
combat corruption include four 
factors:
First: to prevent all forms of 
corruption in projects financed by 
the Bank.
Second: to provide assistance to 
developing countries that intend to 
fight corruption, either individually 
or in concert with groups or relevant 
international lending institutions and 
regional development.
Third: as the principle of anti-cor-
ruption is a prerequisite to provide 
the World Bank in the areas of fee 
assistance strategies and the granting 
of loans and the selection design of 
projects.
 Fourth: to provide help and 
support for international efforts to 
fight corruption.
3)  IMF:
Repport of International financial 
institutions anti-corruption task force 
(2012 :02) stated IMF imposes 
conditions more complicated than 
those imposed by the World Bank, 
emphasizes on its assistance fund for 
each State proves government 
corruption degree impede efforts 
made to solve the economic prob-
lems.
The IMF fund identified corrupt 
practices to transfer funds in specific 
areas, as well as the involvement of 
employees in the operations circum-
vent customs and abuse hard curren-
cy reserves, and the abuse of power 
by the managers of financial players, 
and corrupt practices in the field of 
foreign investment.
4) World Trade Organization 
(WTO)
The World Trade Organization 
Established in December 1996 a 
special unit to monitor transparency 
in government exchanges among 
Member States, in order to pave the 
way for the drafting a convention on 
corruption.
5) The Organization for Economic 
Cooperation and Development 
(OECD)
It is the most active international 
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Rumah Tahanan atau Lembaga 
Pemasyarakatan selama 2-3 bulan.  
Jumlah terdakwa yang dijatuhi 
pidana penjara sekitar 90%. Pembi-
naan anak di di LAPAS kurang opti-
mal karena masa pidananya singkat. 
Proses peradilan tersebut tidak mem-
berikan rasa keadilan bagi anak. 
Secara normatif, sistem hukum di 
Indonesia belum ramah anak dan 
sistem kesejahteraan belum terinte-
grasi. Struktur dan aparatur penegak 
hukum juga belum ada persamaan 
persepsi terhadap penanganan anak 
nakal sehingga perlu peningkatan 
kapasitas sumberdaya manusia. 
Begitu juga ketersediaan sarana dan 
prasarana masih harus ditingkatkan.  
Pandangan dan perilaku masyarakat 
ternyata banyak yang masih memak-
nai pidana sebagai tindakan yang 
harus bersifat punitif dan retributif 
(Apong Herlina, 2015).
Selama dalam masa proses 
peradilan pidana, beberapa studi 
menunjukkan bahwa mereka men- 
dapat perlakuan yang buruk bahkan 
kadang-kadang lebih buruk dari 
perlakuan terhadap orang dewasa 
pada suatu situasi yang sama. 
Perlakuan buruk ini tidak hanya 
terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) 
atau Lembaga Pemasyarakatan 
(Lapas) namun tindak kekerasan 
terhadap mereka sering dialami sejak 
berada di kantor polisi yang berupa 
tamparan, tendangan, bahkan 
kadang-kadang pelecehan seksual. 
Penyidikan di kantor polisi ini sebe-
narnya dalam rangkapenyusunan 
Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 
Namun, kekerasan sering menjadi 
bagian dari upaya untuk memperoleh 
pengakuan. Bentuk kekerasan lain 
berupa tindakan memaksa anak 
untuk membersihkan kantor polisi 
dan mobil patroli. Rutan atau Lapas 
juga memberikan pengaruh buruk 
terhadap anak-anak di samping hak 
mendapat pendidikan baginya 
terabaikan (Lily, 2014). Studi pada 
tahun 2006, bahwa 96% kasus anak 
yang diajukan ke pengadilan menga-
kibatkan tindankan pasa berupa 
penahanan, 60% pidana yang 
dijatuhkan lebih dari satu tahun, dan 
hanya sedikit atau bahkan tidak ada 
bantuan hukum (RingkasanKajian, 
Oktober, 2012 http://www.unicef. 
org, 2014).
Berdasarkan Penelitian di Kota 
Makassar, Makmur, Hakim Anak 
Pengadilan Negeri Makassar, perka-
ra anak sebenarnya sangat kental 
nuansa keadilan restoratif.Justru 
keadilan restoratif tersebut lahir dari 
Pembimbing Kemasyaratan, tetapi 
ternyata hampir tidak pernah ada 
petugas BAPAS yang merekomen-
dasikan agar anak tersebut tidak 
dijatuhi pidana. Namun sebaliknya, 
Husni Guna, Kepala Seksi Bimbi- 
ngan Klien Anak Balai Pema- 
syarakatan Kelas I Makassar menya-
takan bahwa BAPAS tidak pernah 
merekomendasikan sanksi pidana 
pada anak, dan pembinaan anak 
dalam LAPAS merupakan upaya 
terakhir jika upaya lainnya gagal 
dilakukan ( Adiguna dkk, 2014). 
Berdasarkan penelitian Hafad, ma- 
yoritas hasil PK di Kota Malang 
menggunakan bahasa “klise” dan 
mayoritas merekomendasikan agar 
anak dijatuhi pidana atau tindakan 
seadil-adilnya.  Kalau tidak dengan 
“bahasa klise” tersebut, banyak hasil 
penelitian kemasyarakatan mere-
komendasikan agar hakim menjatuh-
kan sanksi paling adil (Hafad, 2004 : 
78). Namun demikian, yang 
mengembirakan, di BAPAS Suraba-
ya, Pembimbing Kemasyarakatan 
seringkali merekomendasikan agar 
anak di bina di luar LAPAS disertai 
dengan kesanggupan pihak-pihak 
tertentu yang siap menampung anak 
nakal, dan hakim memenuhi saran 
tersebut (Widodo, 2012 : 25).
Jika anak di masukkan ke LAPAS 
(pada saat berlakunya UU-SPPA 
disebut LPKA), anak-anak di LPKA 
ternyata mayoritas hanya dibina 
secara umum (tidak memperhatikan 
kebutuhan dan kompetensi anak) dan 
proses belum tampak adanya model 
pembinaan yang bersifat individual 
(individual treatment model), maka 
dampaknya akan makin buruk bagi 
anak.  Selama ini anak (apapun 
tindak pidana yang dilakukan) yang 
ada di LAPAS Anak maupun di suatu 
blok (di LAPAS Dewasa) sehingga 
pada siang hari dapat berinteraksi 
dan saling bergaul sehingga memung 
kinkan saling “belajar kejahatan.”  
Akibatnya, dalam LAPAS terjadi 
prisonisasi, meskipun anak tidak 
selalu menjadi residivis (penjahat 
kambuhan).  Jika anak dimasukkan 
ke LPKA atau LPKS yang tidak 
tertata model pembinaannya, 
dampak positif bagi anak dan ma- 
syarakat memang banyak, namun 
dampak negatif bagi anak cukup 
dominan (Widodo, 2012 : 25).
Berkaitan dengan diversi yang 
berjalan selama ini, pandangan nega-
tif masyarakat terhadap penegak 
hukum juga mempunyai pengaruh 
besar terhadap penerapan diversi.Hal 
ini diungkapkan oleh Wahyudi 
(Penyidik Pembantu PPA) bahwa 
ketika pihak-pihak didamaikan, ma- 
syarakat beranggapan bahwa penyi- 
dik membela dan dibayar oleh pihak 
pelaku tindak pidana sehingga 
pelaku tidak diproses secara 
pidana.Padahal Polisi melakukan 
upaya damai (diversi) untuk kepen- 
tingan terbaik bagi anak.Hal serupa 
juga diungkapkan oleh Andi Armasa-
ri (Jaksa Fungsional Kejaksaan 
Negeri Makassar) bahwa penilaian 
negatif dari masyarakat jika mereka 
didamaikan, atau jaksa membuat 
tuntutan ringan anak pelaku tindak 
pidana. Kejaksaan dianggap pihak 
yang tidak bertanggung jawab, 
bahkan dituduh dibayar oleh pelaku, 
atau ada hubungan keluarga antara 
jaksa dengan pelaku.  Menurut Iswa-
hyu Widodo (Hakim Anak di Penga-
dilan Negeri Makassar), umumnya, 
kendala untuk mendamaikan para 
pihak adalah korban sudah menjadi 
korban berkali-kali, meskipun pela- 
kunya bukan orang yang sama (Adi-
guna dkk., 2014).
Berdasarkan hasil penelitian di 
atas dapat dihami beberapa hal beri-
kut.  Dalam perspektif substansi 
hukum, petunjuk teknis pelaksanaan 
diversi belum semuanya lengkap.  
Hal ini dapat diatasi dengan cara 
membuat Peraturan Pemerintah (PP) 
tentang diversi sebagaimana diatur 
dalam Pasal 15. Ketentuan Peraturan 
Pemerintah yang ditindaklanjuti 
dengan peraturan yang lebih rendah 
tingkatannya juga penting mengingat 
ada beberapa norma dalam UU-SP-
PA yang multi tafsir, antara lain:
a. Siapa saja yang wajib hadir dalam 
diversi di setiap tingkatan, dan 
bagimana jika diantara mereka 
tidak hadir, akankah menjadikan 
diversi batal demi hukum atau 
dapat dibatalkan. Dalam UU 
tersebut ada kata “wajib”, sehing-
ga secara terminologis dapat 
ditafsirkan “bisa”, bukan wajib.  
Bagaimana jika para pihak yang 
disebutkan dalam 8 ayat (1) ada 
yang tidak hadir apakah jika ada 
diversi kemudian diversinya 
dianggap batal demi hukum atau 
bagaimana.  Apa sanksi bagi 
pihak yang diundang penegak 
hukum dalam diversi kemudian 
tidak hadir?
b. Tidak ada norma yang mengatur 
cara diversi jika proses mengala-
mi jalan buntu (deadlock) dalam 
musyawarah. Apakah diversi ter- 
sebut langsung dianggap gagal 
atau ada alternatif lain, misalnya 
dengan pungutan suara. Namun 
bagaimana penentuan keberhasi-
lannya, dan bagaimana persentase 
suara dari masing-masing pihak. 
Bagaimana ketentuan musyawa- 
rah yang berhasil dalam diversi, 
apakah semua pihak harus setuju 
dengan kesepakatan, atau jika ada 
yang tidak setuju diversi pihak-pi-
hak tertentu sengaja meng-
gagalkan diversi dengan tujuan 
agar anak dimasukkan ke proses 
peradilan pidana.
c. Tidak ada ketentuan tentang 
pengertian masyarakat (dalam 
ketentuan melibatkan “tokoh 
masyarakat” dalam Pasal 10 ayat 
(1), apakah masyarakat sekitar 
tempat tindak pidana terjadi, atau 
masyarakat tempat pelaku bera- 
sal, atau masyarakat tempat 
korban berasal, atau masyarakat 
merupakan orang-orang yang 
memahami tentang karakteristik 
pelaku (misalnya orang yang 
meneliti tentang tingkah laku 
yang dilakukan pelaku,a atau 
orang yang pernah melakukan 
tingkah laku yang sama dengan 
pelaku) atau korban  (misalnya 
orang yang meneliti tentang 
eksistensi korban atau orang yang 
pernah menjadi korban dalam 
tindak pidana yang sama).
d. Tidak ada ketentuan limitatif 
tentang bentuk hasil kesepakatan. 
Dalam Pasal 11 hanya diatur 
“antara lain”. Apakah boleh ada 
bentuk lain selain yang diatur 
dalam Pasal 11.  
Meskipun ada beberapa kelema- 
han, banyak juga keunggulan norma-
tif dalam UU-SPPA antara lain 
sebagai berikut.
a. Memberikan peluang pada anak, 
korban dan masyarakat untuk 
melakukan diversi dalam rangka 
memulihkan keadaan, tanpa meli-
batkan anak dalam proses per- 
adilan pidana.
b. Menggunakan Paradigma keadi- 
lan restoratif, yang tercermin 
dalam diversi maupun sistem 
peradilan pidana (sampai dengan 
pembimbingan klien oleh 
BAPAS).
c. Memuat banyak jenis pidana dan 
tindakan yang memungkinkan 
hakim menjatuhkan jenis dan 
beratnya sanksi sesuai dengan 
pendekatan keadilan restoratif.
d. Mengatur kerangka penannagan 
anak yang berkonflik dengan 
hukum, mulai dari diversi sampai 
pada pengawasan dan pembim- 
bingan sehingga menjamin kepas-
tian hukum dan dapat digunakan 
sebagai dasar pembuatan peta 
jalan (roadmap) dalam pencipta-
an keadilan restoratif.
e. Pelibatan banyak lembaga peme- 
rintah, lembaga kemasyarakatan, 
ahli, dan individu dalam sistem 
peradilan pidana.
Berkaitan dengan pelaksanaan 
diversi, ada beberapa permasalahan 
yang perlu mendapat pemecahan, 
secara yuridis maupun praktis antara 
lain sebagai berikut.
a. Belum ada Peraturan pemerintah 
tentang Diversi, padahal UU-SP-
PA dilaksanakan tanggal 1 Juli 
2014.  Jika tidak ada PP, maka 
para penegak hukum akan meng-
gunakan peraturan yang ada.  
Apakah peraturan yang ada sudah 
mencerminkan filosofi UU-SP-
PA.
b. Apakah catatan hasil diversi 
bersifat online dan terintegrasi 
antara kepolisian, kejaksaan, dan 
pengadilan? Jika tidak, bagaima-
na jika rekam jejak anak tidak 
terekam maka memungkinkan 
seorang anak di-diversi lebih dari 
1 (satu) kali.
c. Apakah BAPAS mampu melak-
sanakan tugas membuat Peneli-
tian Kemasyarakatan dan menga-
wasan proses pelaksanaan diver-
si.Pasal  28 mengatur bahwa Hasil 
Penelitian Kemasyarakatan wajib 
diserahkan oleh Bapas kepada 
Penyidik dalam waktu paling 
lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh 
empat) jam setelah permintaan 
penyidik diterima.  Padahal, 
jumlah Pembimbing Kema- 
syarakatan sangat sedikit, namun 
wilayah kerjanya antara 5 sampai 
7 kabupaten kota.  Misalnya 
BAPAS Jember (yang wilayahnya 
meliputi Jember, Banyuwangi, 
Bondowoso, Situbondo, dan 
sebagian Lumajang) hanya memi-
liki 11 orang pegawai.  Jumlah 
Pembimbing Kemasyarakatan 
Anak hanya 3 orang. Sarana 
transportasi milik BAPAS ada 
sangat kurang (Widodo, 2012: 
235).
d. Mampukan Bapas melakukan 
pengawasan, pembinaan, pem-
bimbingan secara profesional 
terhadap anak yang didiversi dan 
berada di luar LPKS? Jika tidak 
diawasi, bisa bertambah nakal.  
Jika tidak diawasai, anak tidak 
mendapatkan perlindungan 
hukum agar tidak mengulangi 
tindak pidana, karena tidak ada 
pendampingan atau bimbingan 
yang memadai ke arah tingkah 
laku yang baik. Bukankah anak 
yang didiversi sesungguhnya 
adalah anak yang melakukan 
tindak pidana (hanya saja tidak 
diputus oleh pengadilan, tetapi 
hanya ditetapkan oleh pengadilan 
sebagai pelaku tindak pidana 
pertama).
e. Sudah siapkah semua penegak 
hukum (termasuk advokat) dan 
pihak-pihak terkait melakukan 
musyawarah dalam rangka diver-
si, padahal proses tersebut mem-
butuhkan banyak pengetahuan 
dan keterampilan.
Berkaitan dengan permasalahan 
tersebut, para pihak harus melakukan 
beberapa langkah berikut agar diver-
si dan sistem peradilan pidana dapat 
terlaksana dan dapat mencapai 
tujuan berupa keadilan restoratif. 
a. Dalam Subtansi hukum, pemerin-
tah harus segera menerbitkan 
Peraturan Pemerintah tentang 
diversi sebagaimana diatur dalam 
Pasal 15. Setelah ada PP, maka 
pihak-pihak penegak hukum dan 
pemangku kepentingan lain (mi- 
salnya kementerian terkait) me- 
nerbitkan petunjuk pelaksanaan 
dan petunjuk teknis agar dapat 
digunakan sebagai pemandu 
diversi.  Untuk menguatkan pro- 
ses diversi, maka diperlukan pem-
buatan (atau peninjauan) nota 
kesepahaman “payung” yang 
ditindaklanjuti dengan perjanjian 
kerjasama antar-instansi.
b. Penegak Hukum dan pemangku 
kepentingan wajib melaksanakan 
sejumlah langkah, antara lain 
sebagai berikut.
1) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, advokat agar dapat 
melakukan diversi pada anak, 
karena anak mempunyai 
karakter khusus, begitu pula 
korban dan masyarakat juga 
mempunyai karakter unik. 
2) Peningkatan kapasitas, kapa-
bilitas dan jumlah polisi, jaksa, 
hakim, dan advokatagar dapat 
melakukan proses peradilan 
organizations in the fight against 
corruption, and its most important 
fields are:
• Bribery in international trade: the 
organization issued in 1994 a set of 
recommendations by which the 
Member States to combat bribery, 
and prevent bribery of foreign 
officials, as stipulated that the Com-
mittee on International Investment 
monitor the implementation of these 
recommendations and to report to the 
organization, also issued new recom-
mendations in 1997 was character-
ized as more inclusive than its previ-
ous one and included pledges and 
criminalize bribe foreign officials 
(OECD,2011:24)
• Corruption in procurement funded 
aid: through the recommendations of 
the Year 1996, which calls for the 
adoption of a set of measures to 
prevent corrupt practices in procure-
ment financed aid organization, also 
called on Member States to cooper-
ate in the implementation of these 
recommendations.
B. Efforts at the regional level
At the regional level we can state the 
following regional efforts:
1) EU
The most prominent of the Euro-
pean Union Station in the fight 
against corruption is to adopt a new 
draft of the anti-corruption in May 
1997. which have been adopted by 
the countries of the European Union 
as an effective tool in the fight 
against the phenomena of corruption 
and bribery.
2) Organization of American 
States:
In March 1996, 21 countries 
signed the Organization of the Con-
vention on the fight against corrup-
tion, and signed by the United States 
in 1997. The Convention calls for the 
criminalization of domestic corrup-
tion and International bribes, also 
includes a set of preventive measures 
against corruption, and the Conven-
tion ratified by Argentina, Bolivia, 
Ecuador, Paraguay, Peru, Mexico, 
Venezuela, and Costa Rica in 1998.
3)Davos
The Davos Forum is a platform 
that brings together a group of 
officials and representatives of 
relevant international bodies to fight 
corruption and evaluation of corrup-
tion indicators, this conference 
acknowledged that corruption is 
costing the world about 2 trillion 
annually due to corruption in govern-
ment bodies, the thing that threatens 
the ability of governments to end the 
problem of poverty (William, 
2004:24).
4)The international transparency 
organization (TI)
The more active international 
organizations in the fight against 
corruption. This organization has 
developed index measuring the pre- 
valence of corruption in various 
countries around the world, based on 
the opinion polls included business-
men, and political analysts, and 
urging also public opinion. The 
number of countries covered by the 
report in 1998 about 85 countries, 
Denmark was ranked first time in 
terms of transparency, and was Ca- 
meroon ranked last.
Conclusion
Corruption is one of the most 
dangerous phenomena that affect the 
structure of society and hinder deve- 
lopment, and increase its impact on 
developing communities, including 
Algeria, to make its limited resour- 
ces. Therefore it is necessary for state 
institutions all necessary measures 
and cooperation with all competent 
authorities to fight corruption and 
drain its resources.
To reduce the phenomenon of 
corruption in Algeria and developing 
societies alike, we believe that work 
should take several actions, includ-
ing:
1) Activating systems of interroga-
tion, and work on the transparen-
cy and fairness of relationship 
management citizen
2) .Strengthening the role of the 
legislature in the control of the 
executive branch, and increase 
the penalties for crimes and 
corrupt practices.
3) Support and strengthen control 
bodies and the use of modern 
software in screening and 
follow-up of corruption cases, to 
publish its report.
4) Encourage interaction and com-
munication with citizens and the 
media, so as to exercise control 
constructive and uncover corrup-
tion cases without exaggeration 
or reduce.
5) Make attention to complaints by 
allocating special funds to com-
plaints in all ministries, govern-
ment agencies.
6) Ratification and accession to the 
conventions and international 
bodies to fight corruption, and 
work on the harmonization of 
domestic legislation, according 
to the political situation and the 
economic and social main-
stream.
7) It’s not enough to talk about the 
fight against corruption through 
seminars and forums, but also 
must take practical steps to 
effective based on what has been 
reached by the results of official 
bodies, whether international or 
national, and through academic 
research as well.
Finally when official and popular 
efforts, civilian and security combine 
to promote justice, equality and 
uphold the culture of integrity, 
honesty, leads everyone and their 
duties diligently and faithfully to the 
fall of corrupt practices, and omit 
one of the most important obstacles 
to development.
Reference:
Amer Khudair Hamad Kubaisi, 
2006, Anti-Corruption Strategies: 
What Her and Them, Naif Arab 
University for Security Sciences, 
Saudi Arabia, Riyadh
Anonymous, Establishing an EU 
Anti-corruption Reporting Me- 
chanism for Periodic Assessment, 
("EU Anti-corruption Report"), 
Brussels, 6.6.2011.
John Williams, 2004, The Role of 
Parliaments in the Fight Anti- 
Corruption, Experiences From the 
Arab World, Arab branch of the 
Global Organization of Parlia-
mentarians Anti-Corruption, 
Beirut.
Lala Camerer, 2011, Prerequisites 
for Effective Anti-Corruption 
Ombudsman’s Offices and Anti- 
Corruption Agencies, South 
Africa.
Mohamed Lamine Albichery, 2007, 
Corruption and Organized Crime, 
Naif Arab University for Security 
Sciences, Saudi Arabia, Riyadh.
OECD Anti-Corruption Network for 
Eastern Europe and Central Asia, 
Anti-Corruption Policy And 
Integrity Raining, Expert Semi-
nar, Lithuania on 23 – 25 March 
2011.
Anonymous, Repport of Internation-
al Financial Institutions Anti-Cor-
ruption Task Force, september 
2012.
The EEA Financial Mechanism, 
2009, Good Governance and 
Anti-corruption Policy and 
Guide.
Transparency International, 2009, 
Alternative to Silence: Whis-
tleblower Protection in 10 Euro-
pean Countries  [revealing that in 
many countries, legislation is 
fragmented and weakly enfor- 
ced].
Transparency International UK, 
Government Defence Anti-Cor-
ruption, Index 2013, P: 19.
pidana pada anak, karena anak 
mempunyai karakter khusus 
yang harus diperhatikan, baik 
anak pelaku, anak korban, 
maupun anak saksi.  
3) Kualitas dan kuantitas Peker-
ja Sosial Profesional dan Te- 
naga Kesejahteraan Sosial 
juga perlu ditingkatkan dalam 
penanganan anak yang ber- 
konflik dengan hukum.
4) Peningkatan kemampuan 
calon petugas LPKS (sebagai 
tempat pembinaaan anak yang 
dijatuhi pidana), LPKA (tem-
pat anak yang di-diversi 
berupa pengikutsertaan dalam 
lembaga), LPAS (sebagai 
tempat penahanan anak 
semesntara), petugas pema- 
syarakatan di Blok Anak pada 
LAPAS Dewasa.
5) Peningkatan kemampuan 
pembimbing kemasyarakatan 
(dari BAPAS) dalam membuat 
Penelitian Kemasyarakatan 
(Litmas) agar lebih cepat, 
akurat, dan berkualitas (me- 
muat analisis yang proporsio- 
nal dari sisi sosiologi, psikolo-
gi, penologi, dan “ilmu ting-
kah laku” lainnya), dan 
melakukan pendampingan, 
pembimbingan, dan penga-
wasan proses diversi, dan 
pelaksanaan diversi (baik di 
dalam LPKS maupun di ma- 
syarakat). BAPAS harus mem-
berikan rekomendasi (Pasal 10 
ayat (2), pendampingan, pem-
bimbingan, dan pengawasan 
terhadap anak selama proses 
dan pelaksanaan diversi (Pasal 
14 ayat (2), laporan kegagalan 
diversi (Pasal 14 ayat (3).  
Waktu pembuatan litmas 
sangat singkat yaitu hanya 3 
hari.**
Para penegak hukum dan 
pemangku kepentingan perlu 
mendapatkan pendidikan dan pelai-
han atau bahkan pendidikan khusus 
secara bertahap dan terus-menerus 
dan masing-masing memperoleh 
sertifikat agar memenuhi standar 
minimal yang dibutuhkan pencapa-
ian keadilan restoratif.  Hal ini sama 
dengan apa yang dikemukakan 
Jonson bahwa ... facilitator style and 
role, certification, training requir-
ment’s, professional standards and 
othe issues will continue to add 
spince to the stew of co-creation ad 
individuality in the field many years 
to come (Daniel van Ness, 2007 
:223).
c. Masyarakat perlu ditingkatkan 
kepeduliannya dalam menyele-
saikan tindak pidana anak.  Pan-
dangan masyarakat terhadap 
keadilan restoratif juga perlu 
diperbaiki agar tidak ada prasang-
ka. Langkah yang dapat dilaku-
kan oleh pemerintah bersama 
pemangku kepentingan antara 
lain sebagai berikut.
1) Sosialisasi UU kepada ma- 
syarakat, terutama masyarakat 
yang rentan sebagai pelaku 
maupun korban tindak pidana 
anak.
2) Membudayakan pemikiran 
“positif” anggota masyarakat 
terhadap proses diversi di 
semua tingkatan pradilan 
pidana.  Memberikan pemaha-
man yang komprehensif terha-
dap keadilan restoratif yang 
dicapai melalui proses 
peradilan pidana.
3) Meningkatkan komitmen 
masyarakat dan pemerhati 
untuk selalu mengutamakan 
penyelesaian tindak pidana 
anak yang sesuai dengan kebu-
tuhan anak.
d. Sarana dan prasarana(termasuk 
kurikulum) sangat perlu diada-
kan, ditambah atau ditata ulang, 
antara lain sebagai berikut. 
1) Penyediaan ruangan khusus 
di Kepolisian, Kejaksaan, dan 
Pengadilan, penganggaran, 
fasilitas pendukung, data 
online yang terintegrasi (agar 
pelaporan, pendataan, pendo-
kumentasian (pengarsipan) 
data diversi mudah, cepat, dan 
murah). Hal inisangat penting 
dalam keadministrasian, 
apalagi di wilayah luar pulau 
Jawa yang geografisnya varia-
tif, dan modal tranportasinya 
terbatas).
2) Pembentukan LPKS, LPAS, 
LPKA.
3) Peninjauaan dan pembentu-
kan model pembinaan di 
LPKS, LPKA berserta kuriku-
lum, termasuk penyediaan 
fasilitas pendukungnya.
Pendidikan, Pembinaan, Pen-
dampingan dan  Pengawasan  Ter-
hadap  Anak yang Di-diversi 
Maupun yang Dijatuhi Pidana 
Atau Tindakan  Oleh Pengadilan
Sampai saat ini di LAPAS Anak 
atau LAPAS Dewasa Indonesia 
belum ada model yang sistemik 
tentang pendidikan, pembinaan, 
pendampingan, dan pengawasan 
khusus terhadap anak yang didasar-
kan pada asas individualisasi pembi-
naan (baik pembimbingan mental 
dan kerohanian maupun pembimbi- 
ngan/latihan kerja), dan asas kepen- 
tingan terbaik bagi anak. Penga-
wasan yang dilakukan oleh BAPAS 
terhadap anak yang dijatuhi pidana 
maupun tindakan juga kurang opti-
mal. Kepedulian masyarakat dan 
organisasi kemasyarakatan terhadap 
anak yang melakukan tindak pidana 
juga belum optimal.  Berdasarkan 
fakta tersebut, maka pola penga-
wasan dapat dilakukan oleh para 
pihak sebagai berikut.
a. Anak yang didiversi sudah me- 
ngalami masalah kelakuan, 
karena itu pembinaannya dapat 
dilakukan oleh bagian Bimbingan 
dan Konseling (jika sekolah), 
pimpinan lembaga pendidikan 
non-formal (jika menempun 
pendidikan non formal), orang tua 
atau wali atau perorangan lain 
(jika dikembalikan ke orang 
tua/wali atau diserahkan kepada 
perorangan), kepala organisasi 
kemasyarakatan (jika diserahkan 
ke organisasi kemasyarakatan), 
kepala desa/lurah (jika tidak ada 
pembina).
b. Anak yang dimasukkan ke LPKS, 
LPKA dibimbing oleh petugas 
khusus yang ada dalam lembaga 
tersebut.
c. Pembimbing Kemasyarakatan di 
BAPAS, sesuai dengan bidang 
tugasnya.
Namun, para pembina dan petu-
gas, pengawas tersebut harus dibuat-
kan pola atau model atau sistem yang 
dapat dipedomani berdasarka Pera-
turan Pememrintah (PP) dan peratu- 
ran menteri atau lembaga pemerintah 
yang terkait dengan penanganan 
anak yang berkonflik dengan hukum 
(pelaku), dan anak yang berhadapan 
dengan hukum (anak saksi dan anak 
korban).  Khusus pada anak pelaku, 
pembentukan model pendidikan, 
pembinaan, pendampingan tersebut 
harus didasarkan ada karakteristik 
unik dari masing-masing anak, 
sehingga harus mengutamakan 
model individualisasi pembinaan dan 
berbasis pada kebutuhan anak. 
Karena itu, pemerintah perlu mem-
buat model khusus tentang penga-
wasan, pembinaan, dan pendampin-
gan anak yang berkonflik dengan 
hukum, baik di-diversi maupun 
dijatuhi pidana (straf)atau tinda-
kan(maatregels).
Simpulan
1. Diversi pada perkara anak perlu 
dilakukan oleh penegak hukum 
secara terukur dan legal berdasar-
kan UU Sistem Peradilan Anak 
dalam rangka melindungi anak, 
anak korban dan kepentingan 
masyarakat secara proporsional.  
2. Kelemahan pelaksanaan peradilan 
pidana anak, kekurangmampuan 
LAPAS, LAPAS Anak, dan 
Organisasi Kemasyarakatan da- 
lam membina anak yang berkon- 
flik dengan hukum selama ini 
memicu lahirnya diversi.  Keber-
hasilan diversi pada anak di 
beberapa negara menjadi sema- 
ngat tersendiri bagi pembuat UU 
untuk membentuk lembaga diver-
si secara legal. 
3. Konsekuensi dari diversi pada 
anak, para pihak yang terlibat 
dalam proses dan pasca-diversi 
wajib menjamin kepentingan 
terbaik bagi anak dan korban.  
Karena itu, pendidikan, pembi-
naan, pendampingan dan penga-
wasan anak yang berkonflik 
dengan hukum (baik yang disele-
saikan dengan diversi maupun 
yang diadili melalui sistem 
peradilan pidana) wajib dilak-
sanakan secara sistemik berdasar-
kan asas kepentingan terbaik bagi 
anak tanpa mengabaikan kepen- 
tingan korban dan masyarakat.
4. Konsekuensi yuridisnya,Peratu- 
ran Pemerintah Republik Indone-
sia  Nomor 65 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pelaksanaan 
Diversi dan Penanganan Anak 
yang Belum Berumur 12 (Dua 
Belas) Tahun perlu ditindaklanjuti 
dengan peraturan internal di 
kalangan Polri, BAPAS, dan 
instansi terkait sebagai standar 
prosedur operasional di lembaga 
yang terlibat dalam proses diver-
si, termasuk lembaga pelaksana 
dan pengawas putusan diversi 
dalam rangka impementasi kebi-
jakan diversi anak di Indonesia.
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